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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat 

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah 

serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis 

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Terdapat beberapa rumusan dalam menyajikan Rancangan RKPD, 

yang meliputi: 

a. Perumusan RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Analisis gambaran umum kondisi daerah; 

2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; 

3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah; 

4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; 

5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; 

6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD; 

7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; 

8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan 

program strategis nasional; 

9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; 
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10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; 

11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan 

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan 

pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD 

merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Mengingat RKPD merupakan satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 

2021 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu 

RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional Tahun 2021, RPJMD 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2021, RPJPD Kabupaten SIdenreng Rappang Tahun 2005-

2025, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, terutama 

sinkronisasi prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan 

yang akan dilaksanakan Tahun 2021. 

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan 

rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan 

penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD 

menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan 

bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan 

metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis 

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih 

kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang 

dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan 

bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam 

musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, 

Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. Pada 

orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-
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tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan 

pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan 

dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. 

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa 

kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam 

upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan 

spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan 

dalam perencanaan. 

 

1.2 Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4286); 

c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4438);  

f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik; 

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);  
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h. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614);  

k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

dan Pemerintah Daerah Kab/Kota; 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);  

m. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);  

n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

p. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13   Tahun   2006   tentang   

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010; 
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q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

r. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal; 

u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322);   

v. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

w. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

x. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 
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tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di 

daerah; 

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2021; 

dd. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 

ee. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023; 

ff. Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021; 

gg. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 

2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-

2025; 

hh. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2012 -2032; 
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ii. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023; 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 

RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan 

dalam RKP Nasional.  RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD 

yang didalamnya memuat visi, misi dan arah Kebijakan pembangunan 

daerah.  RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.   

Hubungan RKPD dengan Renstra PERANGKAT DAERAH dan 

Renja PERANGKAT DAERAH yaitu RKPD memuat program dan kegiatan 

Perangkat Daerah, penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen 

RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan 

Renja Perangkat Daerah untuk tahun yang sama. Proses penyusunan 

RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan 

dengan proses penyusunan Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH. RKPD 

Kabupaten Sidenreng Rappang juga merupakan acuan bagi daerah dalam 

menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan 

Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi dasar 

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD). 
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Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah menjabarkan visi 

dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk program dan kegiatan untuk 

sinergitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 

maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. 

 Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai:  

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam  

penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021;  

b. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021; 

c. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RenjaPD;  

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 
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1.5 Sistematika 

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang dan  proses 

penyusunan dokumen RKPD serta hubungan antar dokumen perencanaan.  

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bab ini memberikan penjelasan terkait gambaran umum kondisi daerah 

serta capaian indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi 

RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan 

dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN K EBI JA K AN  

KEUANGAN DAERAH 

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun 

berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi 

daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah 

yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi 

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.  

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan 

dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, 

rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, 

kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan 

dalam RPJMD serta pagu indikatifnya. 
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BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang 

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. 

BAB VII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

2.1. Kondisi Umum Daerah 

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1.1. Aspek Geografi 

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Kabupaten 

dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km 

di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). 

Kabupaten ini Terletak diantara 3043’ – 4009’ Lintang Selatan dan 

119041’ – 120010’ Bujur Timur. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang 

berbatasan dengan : 

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang 
 

➢ Sebelah Utara  : Kabupaten  Enrekang dan Kabupaten Pinrang 

➢ Sebelah Timur   : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo 

➢ Sebelah Selatan  : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng 

➢ Sebelah Barat     : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang 
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Wilayah Admnistrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan 

luas 1.883,25 Km2 terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 

Desa/Kelurahan. 

Tabel 2.1 
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut  

Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan 

No. Kecamatan Luas (Ha) 
Jumlah Desa/Kelurahan  
Kelurahan Desa  

1 Panca Lautang 15.393 3 7  
2 Tellu LimpoE 10.320 6 3  
3 Watang Pulu 15.131 5 5 

4 Baranti 5.389 5 4 

5 Panca Rijang 3.402 4 4 

6 Kulo 7.500 - 6 

7 MaritengngaE 6.590 7 5 

8 Watang Sidenreng 12.081 3 5 

9 Pitu Riawa 21.043 2 10 

10 Dua Pitue 6.999 2 8 

11 Pitu Riase 84.477 1 11 

Jumlah 188.325 38 68 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2019 

 
Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 

11 kecamatan terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu 

Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas 

wilayah terkecil adalah Kecamatan Maritengngae dengan luas 6.590 

Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

Series1, Tellu 
LimpoE, 10.32, 6%Series1, Watang 

Pulu, 15.131, 9%
Series1, Baranti, 

5.389, 3%

Series1, Panca 
Rijang, 3.402, 2%

Series1, 
Kulo, 7.5, 

4%

Series1, 
MaritengngaE, 

6.59, 4%

Series1, Watang 
Sidenreng, 12.081, 

7%

Series1, Pitu Riawa, 
21.043, 12%

Series1, Dua Pitue, 
6.999, 4%

Series1, Pitu Riase, 
84.477, 49%
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b. Letak dan Kondisi Geografi 

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak di 

diantara 3043’– 4009’ Lintang Selatan dan 119041’-120010’ Bujur Timur 

kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi 

Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi kelerengan wilayah 

Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, 

kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah 

daerah pegunungan.   

1. Kondisi Topografi 

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi kelerengan 

dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu: 

 Gambar 2.2. Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang  
 

 Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng 

Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh 

kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan 

rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang 

mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang 

Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang 

berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang 

seluas 3.402 Ha (4,22%)  luas areal yang berlereng 0–2%.  
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 Lereng 2-15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng 

Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya 

tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan 

untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha 

pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, 

perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, 

Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu 

Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 

26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 

923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. 

Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, 

Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengan ini. 

 Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng 

Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya 

tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini masih cukup baik 

dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap 

memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan 

saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil 

perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai 

lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 

20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, 

Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas 

dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan 

Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan 

Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan 

Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini. 

 Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng 

Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang 

harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis 

serta  menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, 

kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. 
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Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan 

lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai 

lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 

50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu 

LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 

2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha 

(2,04 %). 

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 

bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase 

dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan 

dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, 

Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 M dpl. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang 

tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul 

keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa 

Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE 

kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca 

Lautang, Tellu LimpoE, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi 

keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng 

Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini: 

Tabel 2.2 
Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 

No Kecamatan 
Keadaan Tanah (%) 

Datar Berbukit Bergunung 
Rawa/ 
Danau 

Total 

1 Panca Lautang 15 25 57 3 100 

2 Tellu LimpoE 15 35 49 1 100 

3 Watang Pulu 25 5 70 - 100 

4 Baranti 100 - - - 100 

5 Panca Rijang 97 3 - - 100 

6 Kulo 90 5 5 - 100 

7 MaritengngaE 100 - - - 100 

8 Watang Sidenreng 85 15 - - 100 

9 Pitu Riawa 60 10 30 - 100 

10 Dua Pitue 100 - - - 100 

11 Pitu Riase 35 25 40 - 100 
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Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 

 
2. Kondisi Geologi 

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh 

Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di 

Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, 

mediteran dan pedsolit. Jenis tanah Alluvial meliputi 21,08 % dari luas 

wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada 

Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada 

Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan 

yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang 

Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat 

bercampur paisr halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup 

baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. 

Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial 

hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan. 
 

 
Jenis tanah Regosol seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas 

wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan 

Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang 

berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan 
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Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan 

yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua PituE dan Pitu 

Riase. Jenis tanah Regusol kadang–kadang terdiri dari lapisan cadas 

terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, 

porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik 

baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan 

beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah Grumosol 

seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng 

Rappang dan yang terluas di Kecamatan MaritengngaE yaitu 1.334 Ha 

atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, 

kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha 

(35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 

13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. 

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas 

wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan 

Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis 

tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 

3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 

Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), 

sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah 

mediteran tersebut terdiri dari komplek mediteran coklat kekelabuan dan 

regosol komplek meditreran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah 

Podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten 

Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 

76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padsolit, 

kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau 

sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan 

Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14 %) dan Kecamatan Panca 

Rijang seluas  2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak 

terdapat jenis tanah ini. 
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Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung 

di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses 

geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, 

maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa 

geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling 

luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 

% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi 

Batuan Gn Api besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa 

Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha. 

Berdasarkan penjelasan jenis tanah tersebut diatas, kondisi 

Geologi di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 di 

bawah ini:  

Tabel 2.3 
Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 

No Kecamatan Jenis Tanah 

1 Panca Lautang - Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol 
- Regosol Coklat 
- Alluvial Kekelabuan 
- Alluvial Hidromorf 

2 Tellu Limpoe - Alluvial Kelabu Tua 
- Alluvial Hidromorf 
- Alluvial Colkat Kelabu 
- Regosol Coklat 

3 Watang Pulu - Regosol Coklat Kelabu 
- Grumesol Kelabu tua 
- Regosol Coklat 

4 Baranti - Alluvial Kelabu Tua 
- Regosol Kekelabuan 
- Alluvial Hidromorf 

5 Panca Rijang - Alluvial Kelabu 
- Padsolit Coklat 
- Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol 

6 Kulo - Regosol coklat kekelabuan 
- Podsolik merah kekuningan 

7 Maritengngae - Alluvial Kelabu Tua 
- Alluvial Coklat Kelabu 
- Grumesol Kelabu Tua 



 

 

 

RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 9 | BAB II 

No Kecamatan Jenis Tanah 

- Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol 
- Regosol Coklat Kelabuan 

8 Watang Sidenreng - Regosol Coklat Kelabuan 
- Podsolik merah kekuningan 
- Alluvial Coklat Kelabu 

9 Pitu Riawa - Alluvial Coklat Kelabu 
- Alluvial Hidromorf 

10 Dua Pitue - Alluvial coklat kelabu 
- Alluvial Hirdomorf 
- Padsolit Merah kekuningan 
- Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol 

11 Pitu Riase - Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regusol 
- Podsolik coklat 
- Padsolit Merah kekuningan 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 

3. Kondisi Hidrologi 

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga 

Puluh Delapan) sungai yang mengaliri berbagai Kecamatan. Di 

Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 

33.750 M, Kecamatan Tellu LimpoE dengan panjang 18.000 M, 

Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti 

dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 

19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan 

MaritengngaE dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua PituE dengan 

panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai 

terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa 

dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui 

nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten 

Sidenreng Rappang seperti Tabel 2.4 berikut ini. 

Tabel 2.4 
 Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai  

Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO. KECAMATAN NAMA SUNGAI 
PANJANG 

(M) 
LEBAR 

(M) 
KEDALAMAN 

(M) 

1. Panca Lautang Bilokka 20.000 22 9 

  Lokabatu 2.000 6 3 
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NO. KECAMATAN NAMA SUNGAI 
PANJANG 

(M) 
LEBAR 

(M) 
KEDALAMAN 

(M) 

  Pape 2.000 2 3 

  Cakkarella 1.500 2 2 

  Bengkulu 5.000 6 2.5 

  Sessanriu 3.250 13 2.5 

2. Tellu LimpoE La Toling 5.000 5 2 

  Pemantingan 7.000 7 2.5 

  Watang Lowa 6.000 3 1.5 

3. Watang Pulu BangkaE 5.000 10 8 

  CakkaloloE 5.000 10 5 

  AlekarajaE 11.000 8 3 

  Lompengan 5.000 8 2.5 

  DataE 3.000 6 2.5 

  Pabbaresseng 4.000 5 2.5 

  Polojiwa 3.000 4 2.5 

  Batu Pute 3.000 3 3 

4. Baranti Rappang 15.000 30 5 

5. Panca Rijang Rappang 10.000 25 8 

  Poka 2.500 5 7 

  Tellang 2.550 5 7 

  Taccipi 4.500 6 5 

6. Kulo Pangkiri 4.200 10 8 

  Kulo 7.500 7 5 

  AnrelliE 2.000 7 6 

  Anyuara 4.200 8 5 

  Cinra Angin 7.500 8 5 

7. MaritengngaE Takkalasi 5.000 8 3 

8. Dua PituE Bila 15.100 70 4 

  Baramasih 11.750 50 5 

  Betao 10.085 50 3 

  Tanru Tedong 4.250 100 5 

  Kalempang 6.375 80 4 

  Lancirang 8.150 10 3 

  Samallangi 2.500 8 2 

  Loka 10.250 25 3 

9. Pitu Riawa AnabannaE 5.000 7 3 

  Banjara 2.500 6 2.5 
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 

 
4. Kondisi Klimatologi 

Berdasarkan klasifikasi Shcmidt dan fergusson terdapat tiga 

macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tipe Pertama adalah 
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iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering 

rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan 

basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 

mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juni, Juli dan 

Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang 

termasuk iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati 

Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu Riase. 

Tipe Kedua adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana 

jumlah bulan kering rata-rata 3-4 bulan dan erlangsung Bulan Mei, Juni, 

Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah 

Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan 

Dua PituE, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan 

sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil 

Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara). Tipe Ketiga adalah iklim 

tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering 

rata-rata 4-6 bulan. Bulan - bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, 

Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini 

terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan  Kabupaten 

Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini 

adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang  sebagian 

Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang 

dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian 

kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur)Di Kabupaten 

Sidenreng Rappang terdapat tujuh (7) Station Penakar Hujan (SPH) 

untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, 

Amparita, Bilokka, Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. 

Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan pola penyebaran 

tipe iklim yang berbeda pula.  Pada daerah yang mempunyai iklim C, 

rata-rata curah hujan setiap tahun  lebih dari 2.500 mm dan hari hujan 

bulanan lebih dari 10 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang 

tertinggi dalam waktu yang cukup lama.  Curah hujan tertinggi  dijumpai 
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pada bulan Desember, Januari, Pebruari dan kemudian menurun 

mencapai nilai minimun sekitar bulan Agustus dan September. 

Pada daerah yang mempunyai iklim D jumlah curah hujan 

tahunan berkisar antara 1.500-2.000 mm dengan jumlah curah hujan 

bulanan berkisar 8-16 hari.  Dengan demikian jumlah curah hujan yang 

cukup tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama.  Pada daerah yang 

mempunyai iklim tipe E, jumlah curah hujan dapat bervariasi.  Curah 

hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm. Jumlah curah hujan 

bulan berkisar antara 5-8 hari setiap bulan, dengan demikian jumlah 

curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang tidak begitu 

lama. 

Persentase curah hujan bulanan erat kaitannya dengan kegiatan 

yang akan dilaksanakan terutama dalam bidang pertanian. Prosentase 

curah hujan bulanan ini menyatakan prosentase jumlah curah hujan 

yang jatuh pada tiap bulan. Pertumbuhan sebagian besar untuk 

tanaman tropik terletak antara 5–15 % (optimal: 8,3-11,5 %).  Nilai 

dibawah 5 % menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi 

idealnya untuk masa pemasakan dan panen. Nilai diatas 15 % 

menunjukkan curah hujan yang berkelebihan dan berkelembaban yang 

cukup tinggi, sehingga menimbulkan problem dalam pemberantasan 

hama dan penyakit tanaman.  Di tempat yang mempunyai iklim yang 

berbeda akan menyebabkan perbedaan prosentase curah hujan 

bulanan.  Pebedaan ini disebabkan oleh waktu dan jumlah curah hujan. 

5. Kondisi Penggunaan Lahan 

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat 

terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang 

terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan 

dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur 

geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi 

masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di 

Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun 
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Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan 

Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.  

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 

82.669,05 Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten 

sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.989,58 Ha atau 

sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan 

permukiman dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman 

yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 

1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 

282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten 

Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut: 

Tabel 2.5 
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO PERUNTUKAN KAWASAN BUDIDAYA LUAS LAHAN (Ha) 

1 Sawah 38.989,58 

2 Permukiman 5.989,95 

3 Kebun Campur 22.403,32 

4 Ladang/Tegalan 2.487,02 

5 Kolam/Tambak/Rawa 265,10 

6 Danau/Sungai 5.867,86 

7 Perkebunan Rakyat 9.323,65 

8 Hutan 82.669,05 

9 Lapangan Olahraga 5,83 

10 Semak/Belukar 20.323,64 

 Total 188.325,00 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2018 

 
6. Wilayah Rawan Bencana 

Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 (tiga) jenis bencana 

yang sering terjadi yaitu: 
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(a) Banjir 

Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat titik rawan banjir yang 

tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu 

Limpoe, Panca Lautang, dan Kecamatan Watang Sidenreng yang 

berada disekitar Danau Sidenreng, Kecamatan Watang Pulu dan di 

Kecamatan Dua Pitue. 

(b) Longsor 

Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil 

survey dan pengumpulan data instansi yang diperkuat oleh hasil 

wawancara terhadap masyarakat yang ada disekitar kawasan rawan 

longsor, terdapat potensi rawan longsor pada beberapa lokasi 

diantaranya di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa, dan 

beberapa desa yang ada di Kecamatan Pitu Riase yaitu Desa 

Lepangeng, Desa Tana Toro, dan Desa Belawae. 

(c) Angin Puting Beliung 

Kawasan rawan bencana rawan angin terdapat beberapa titik yang 

sering terkena dampak yaitu di Kecamatan Kulo, Kecamatan Watang 

Sidenreng, Kecamatan Maritangngae, Kecamatan Tellu Limpoe 

serta Kecamatan Panca Lautang. 

Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang 
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Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 5 (lima) 

tahun terakhir jumlah kejadian bencana alam yaitu angin puting 

beliung/kencang sebanyak 58 kali kejadian, banjir sebanyak 12 

kejadian dan longsor sebanyak 14 kejadian yang tersebar di 

beberapa desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng 

Rappang dengan total kerugian sebesar Rp.57.608.917.000,- seperti 

yang dijelaskan pada Tabel 2.6 berikut ini. 

Tabel 2.6 
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2015-2019 

Tahun 
Kejadian 
bencana 

Lokasi 
kejadian 

Jumlah 
kejadian 

Nilai Kerugian  
(Rp) 

Ket. 

2015 Angin Kencang 
/ Puting Beliung 

Tersebar di 
10 
kecamatan 

22 kali 853,505,000  

Banjir Tersebar di 
2 kecamatan 

2 kali 1,250,000.000  

Longsor 1 kecamatan 2 kali 150.000.000  

 Kebakaran Tersebar di 
8 
Kecamatan  

16 kali 6.108.500.000  

2016 Angin Kencang 
/ Puting Beliung 

Tersebar di 
5 kecamatan 

5 kali 1,232,592,000  

Banjir 1 kecamatan 2 kali 1,016,000.000  

Longsor 1 kecamatan 1 kali 40.000.000  

Kebakaran Tersebar di 
8 
Kecamatan 

12 kali 1.823.000.000  

2017 Angin Kencang 
/ Puting Beliung 

Tersebar di 
4 kecamatan 

6 kali 154,550,000  

Banjir Tersebar di 
4 kecamatan 

3 kali 8,014,000,000 Jembatan 
dan 
Bendungan 

Longsor Tersebar di 
6 kecamatan 

6 kali 1,240,000.000  

Banjir/Lonsor 1 kecamatan 2 Kali 55.000.000.000 Tanggul 

Kebakaran Tersebar di 
8 kecamatan 

9 Kali 781.750.000  

2018 Angin Kencang 
/ Puting Beliung 

Tersebar di 
10 
Kecamatan 

9 kali 769,440,000  

Banjir Tersebar di 
2 kecamatan 

2 kali 6,591,950.000  

Longsor 1 kecamatan 1 kali 9.000.000 Jalan 
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Tahun 
Kejadian 
bencana 

Lokasi 
kejadian 

Jumlah 
kejadian 

Nilai Kerugian  
(Rp) 

Ket. 

 Kebakaran Tersebar di 
8 kecamatan 

13 Kali 3.666.650.000  

2019 Angin Kencang 
/ Puting Beliung 

Tersebar di 
10 
Kecamatan 

14 kali 1,273,880,000  

 Banjir Tersebar di 
7 kecamatan 

3 kali 34,170,000.000  

 Kebakaran  Tersebar di 
8 kecamatan 

18 kali 4.670.420.000  

 Longsor 1 kecamatan 1 kali 150.000.000  

 Banjir dan 
Longsor 

2 kecamatan 3 kali 694,000,000  

Sumber: BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 

 
Untuk bencana yang timbul akibat kelalaian manusia yaitu 

kebakaran dalam kurung waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2015-

2019 jumlah kejadian sebanyak 68 kali yang tersebar di wilayah 

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan total kerugian sebesar 

Rp.17.050.320.000 seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.7 di bawah 

ini: 

Tabel 2.7 
Kejadian Bencana Akibat Kelalaian Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Tahun 
Kejadian 
Bencana 

Lokasi 
Kejadian 

Jumlah 
Kejadian 

Nilai Kerugian 
(Rp.) 

Ket. 

2015 Kebakaran 
Tersebar di 8 
kecamatan 

16 Kali 6.108.500.000  

2016 Kebakaran 
Tersebar di 6 
kecamatan 

12 Kali 1,823,000,000  

2017 Kebakaran 
Tersebar di 8 
kecamatan 

9 Kali 781,750.000  

2018 Kebakaran 
Tersebar di 8 
kecamatan 

13 Kali 3,666,650.000  

2019 Kebakaran 
Tersebar di 8 
kecamatan 

18 Kali 4,670,420.000  

 Total  68 Kali 17,050,320.000  

Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2015-2019 
 

7. Potensi Pengembangan Wilayah 

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan 

keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong 
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peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, 

melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah 

aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), 

sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman 

skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem 

transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem 

pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat 

dan dunia usaha. 

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada 

rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi 

sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari 

kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang 

berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain 

itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi 

berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan 

ruang banyak dibentuk oleh konsisi pasar. 

Sehubungan dengan hal tersebut Kebijakan Penataan Ruang 

diarahkan pada: 

(a) Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai 

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 

(b) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia; 

(c) Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan 

wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan 

pariwisata berdasarkan potensi lokal; 

(d) Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim 

investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui 

pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, 

telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan; 

(e) Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan 

hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada 

kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan 

pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, 

kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana 

geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan 

tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi 
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utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialih fungsikan 

untuk kegiatan budidaya;  

(f) Pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi 

kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat;  

(g) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam 

pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, 

efisien, dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan fungsi kawasan 

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 

 
c. Rencana Struktur Ruang 

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan 

di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan 

Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani 

kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat 

Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi 

melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 3.Pusat Pelayanan 

Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani 

kegiatan skala antar desa.PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan 

Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat 

pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat dan distribusi 

hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. 

Sedangkan PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Otting Kecamatan 

Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang 

Sidenreng, Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe, 

Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Kawasan 

Perkotaan Baranti Kecamatan Baranti, Kawasan Perkotaan Rappang 

Kecamatan Panca Rijang, Kawasan Perkotaan Kulo Kecamatan Kulo, 

Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Kawasan 

Perkotaan Barukku Kecamatan Pitu Riase, Kawasan Perkotaan Bilokka 

Kecamatan Panca Lautang. Sedangkan untuk PPL (Pusat Pelayanan 

Lingkungan) ditetapkan di Panreng di Kecamatan Baranti, Maddenra di 

Kecamatan Kulo, Teppo di Kecamatan Tellu Limpoe, Batu di Kecamatan 
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Pitu Riase, Wanio di Kecamatan Panca Lautang, Salobukkang di 

Kecamatan Dua Pitue, Kanyuara di Kecamatan Watang Sidenreng, 

Uluale di Kecamatan Watang Pulu, Ponrangae di Kecamatan Pitu 

Riawa, dan Lalebata di Kecamatan Panca Rijang.  Untuk lebih jelas 

pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada Tabel 2.8 berikut ini. 

Tabel 2.8 
Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang 

No PKL PPK PPL 

1 Kawasan Perkotaan 
Pangkajene 

Kawasan Perkotaan 
Amparita 

Teppo di Kecamatan Tellu 
Limpoe 

2  Kawasan Perkotaan 
Lawawoi 

Uluale di Kecamatan Watang 
Pulu 

3  Kawasan Perkotaan 
Baranti 

Panreng di Kecamatan 
Baranti 

4  Kawasan Perkotaan 
Rappang 

Lalebata Kecamatan Panca 
Rijang 

5  Kawasan Perkotaan 
Kulo 

Madenra di Kecamatan Kulo 

6  Kawasan Perkotaan 
Empagae 

Kanyuara di Kecamatan 
Watang Sidenreng 

7  Kawasan Perkotaan 
Otting 

Ponrangae di Kecamatan 
Pitu Riawa 

8  Kawasan Perkotaan 
Tanru Tedong 

Salobukkang di Kecamatan 
Dua Pitue 

9  Kawasan Perkotaan 
Barukku 

Batu di Kecamatan Pitu 
Riase 

10  Kawasan Perkotaan 
Bilokka 

Wanio di Kecamatan Panca 
Lautang 

Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (Data diolah) 

 
1. Kawasan Strategis Kabupaten 

(a) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas: 

(1) Kawasan Cepat Tumbuh agribisnis modern di Kecamatan Pitu 

Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Panca Rijang dan 

Kecamatan Baranti; 

(2) Rencana kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan 

Kecamatan Watang Pulu; 

(3) Pengembangan kawasan tertinggal di Kecamatan Pitu Riase;  
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(4) Pengembangan kawasan pariwisata alam Kecamatan 

Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Kulo, dan 

Kecamatan Tellu Limpoe dan Pengembangan kawasan 

pariwisata buatan di Kecamatan Watang Pulu. 

(5) Pengembangan kawasan Wisata Danau Sidenreng Desa 

Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Tetuji di 

Kecamatan Tellu Limpoe dan Kelurahan Wettie di Kecamatan 

Panca Lautang; 

(6) Pengembangan Kawasan Wisata Puncak Bila di Kecamatan Pitu 

Riase; 

(7) Pengembangan Wisata Kincir Angin Kecamatan Watang Pulu. 

(b) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup terdiri atas; 

(1) Perlindungan kawasan Wisata Danau Sidenreng di Kecamatan 

Tellu Limpoe, Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan 

Panca Lautang; 

(2) kawasan rawan bencana longsor ditetapkan di Kecamatan Tellu 

Limpoe, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Watang 

Sidenreng dan Kecamatan Dua Pitue;  

(3) kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Dua Pitue, Pitu 

Riawa dan Kecamatan Panca Lautang; 

(4) Reklamasi Kawasan Tambang Gunung Allakkuang, Kecamatan 

Maritengngae; 

(5) Pelestarian air terjun Salu Maridi Desa Mojong, Kecamatan 

Watang Sidenreng. 

(c) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas; 

(1) Kawasan pariwisata budaya ditetapkan di Kecamatan 

Maritengngae, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Watang 

Pulu; 

(2) Rumah Adat Datae Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang 

Pulu 
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(d) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam 

dan/atau teknologi tinggi terdiri atas; 

(1) Pengembangan energi terbarukan Kawasan Pembangkit Listrik 

Tenaga Bayu di Kecamatan Watang Pulu; 

(2) Rencana kawasan pertambangan mineral dan batubara di 

Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, dan Kecamatan 

Panca Rijang; dan 

(3) Rencana kawasan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Tellu 

Limpoe 

2. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan 

(a) Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: 

(a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; 

(b) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura; 

(c) Kawasan peruntukan perkebunan; dan  

(d) Kawasan peruntukan peternakan. 

(b) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dengan luasan 54.940,45  (lima puluh empat 

ribu sembilan ratus empat puluh koma empat puluh lima) hektar, 

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian 

wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, 

sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah 

Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca 

Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah 

Kecamatan Pitu Riawa, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, 

sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah 

Kecamatan Watang Sidenreng; dan 

(c) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud 

pada huruf b, dengan luasan 35.525,35 (tiga puluh lima ribu lima 

ratus dua puluh lima koma tiga puluh lima) hektar di sebagian 

wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua 

Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah 
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Kecamatan Maritenggae, sebagian wilayah Kecamatan Panca 

Lautan, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian 

wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu 

Riawa, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian 

wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan 

Watang Sidenreng; 

(d) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c, dengan luasan 14.640,71 (empat belas ribu enam ratus 

empat puluh koma tujuh puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian 

wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua 

Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah 

Kecamatan Maritenggae, sebagian wilayah Kecamatan Panca 

Lautan, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian 

wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu 

Riawa, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian 

wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan 

Watang Sidenreng. 

(e) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada 

huruf d, terdiri atas: 

(1) Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di 

sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dan sebagian wilayah 

Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 24.450 (dua puluh 

empat ribu empat ratus lima puluh) hektar; dan 

(2) Kawasan peruntukan pengembangan peternakan unggas 

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, 

sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah 

Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo 

dengan luasan 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) 

hektar; 

(f) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten 

Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian 
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tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 43.425 (empat puluh 

tiga ribu empat ratus dua puluh lima) hektar. 

(g) Kawasan peruntukan perikanan, merupakan kawasan peruntukan 

budidaya perikanan darat; 

(h) Kawasan peruntukan budidaya perikanan darat, merupakan 

kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar; 

(i) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar, ditetapkan di 

sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan 

Pitu Riawa dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng. 

3. Kawasan Peruntukan Pariwisata 

(a) Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas: 

(1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya; 

(2) Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan  

(3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan. 

(b) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, terdiri atas: 

(1) Kawasan Monumen Ganggawa di Kelurahan Pangkajene 

Kecamatan Maritengngae; 

(2) Kawasan Monumen Bambu Runcing di Kelurahan Rappang 

Kecamatan Panca Rijang; 

(3) Kawasan Monumen Andi Cammi di Desa Carawali Kecamatan 

Watang Pulu; 

(4) Kawasan Masjid Kuno Jarrae di Desa Allakuang Kecamatan 

Maritengngae; dan 

(5) Kawasan upacara adat Maccera Tappareng di Kelurahan Wettee 

Kecamatan Panca Lautang. 

(c) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada 

b, terdiri atas: 

(1) Kawasan Bungnge Tjitta Allakuang di Desa Allakuang 

Kecamatan Maritengngae; 
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(2) Kawasan Taman Wisata Alam Maddenra di Desa Maddenra 

Kecamatan Kulo; 

(3) Kawasan Permandian Air Panas di Kelurahan Massepe 

Kecamatan Tellu Limpoe; 

(4) Kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan 

Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe 

dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang; dan 

(5) Kawasan Gua Parinding di Kecamatan Pitu Riase; 

(d) Kawasan peruntukan pariwisata buatan huruf c, terdiri atas: 

(1) Kawasan Taman Rekreasi Datae di Kelurahan Lawawoi 

Kecamatan Watang Pulu; 

(2) Kawasan Taman Rekreasi Puncak Harapan Desa Lagading di 

Kecamatan Pitu Riase;  

(3) Kawasan Taman Rekreasi Transpark di Kelurahan Lawawoi 

Kecamatan Watang Pulu; dan 

(4) Kawasan Agrowisata di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, 

Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan 

Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca 

Rijang, Kecamatan Watan Pulu, Kecamatan Pitu Riase, 

Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng. 

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas 

(a) Kawasan peruntukan wilayah pertambanganmerupakan kawasan 

peruntukan wilayah pertambangan mineral; 

(b) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral sebagaimana 

tersebut di atas, terdiri dari: 

(1) Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa 

batubara, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, 

sebagian wilayah Kecamatan Maritenggae, sebagian wilayah 

Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, 

sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dan sebagian wilayah 

Kecamatan Watang Sidenreng; 
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(2) Wilayah usaha pertambangan bukan logam dan batuan, 

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian 

wilayah Kecamatan Maritenggae, sebagian wilayah Kecamatan 

Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, 

sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, sebagian wilayah 

Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang 

Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng; 

(3) Wilayah usaha pertambangan logam, ditetapkan di sebagian 

wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua 

Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah 

Kecamatan Maritenggae, sebagian wilayah Kecamatan Panca 

Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian 

wilayah Kecamatan Pitu Riawa, sebagian Wilayah Kecamatan 

Watang Pulu dan sebagian wilayah Kecamatan Watang 

Sidenreng; 

(4) Wilayah usaha pertambangan radio aktif ditetapkan di sebagian 

wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah 

Kecamatan Tellu Limpoe dan sebagian wilayah Kecamatan 

Watang Pulu. 

5. Kawasan Peruntukan Industri 

(a) Kawasan peruntukan industri terdiri atas: 

(1) Kawasan peruntukan industri sedang; dan 

(2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga. 

(b) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, merupakan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian 

dan industri peternakan di arahkan ke Mattirotasi Kec. Watang Pulu, 

sebagian Kec. Panca Lautang, dan sebagian Kecamatan Kulo; dan 

(c) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud   

pada huruf b, berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga 

ditetapkan diseluruh Kecamatan, yang diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 



 

 

 

RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 26 | BAB II 

6. Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT) 

Ketersediaan listrik serta penambahan pembangkit yang relatif 

agresif tersebut menjadi sebuah sinyalemen dorongan akselerasi 

perekonomian daerah. Ketersediaan pasokan listrik dengan cadangan 

daya yang terus membesar tersebut bahkan bisa menjadi momentum 

bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bertransformasi menjadi 

lumbung energi dan melengkapi predikat daerah yang sebelumnya 

sebagai salah satu lumbung pangan di Tanah Air. Namun ketersediaan 

serta penambahan pembangkitan memerlukan dukungan peningkatan 

kapasitas transmisi dan konsistensi pelayanan serta pemerataan 

distribusi listrik guna mendukung kebijakan pengembangan industri. 

Saat ini Kabupaten Sidenreng Rappang sedang melanjutkan 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tahap kedua 

dengan kapasitas 70 MW yang merupakan investasi asing bekerjasama 

dengan perusahaan Indonesia di Kabupaten Sidenreng Rappang 

dengan kapasitas awal 75 M 

Gambar: 2.5 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 

 
2.1.1.2. Aspek Demografi 

a. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk 
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Jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu 

daerah dalam menyediakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Potensi 

demografi ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang 

baik agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban 

tetapi membantu mengatasi berbagai   permasalahan sosial ekonomi 

disuatu daerah termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk lebih 

jelasnya disajikan pada Tabel 2.9 berikut ini:
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Tabel 2.9 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2019 

NO. KECAMATAN 
TAHUN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panca Lautang 16,948 17,071 17,241 17,339 17,442 18,113 17,277 17,242 17,203 17,018 

2 Tellu Limpoe 21,356 21,511 22,728 22,871 23,089 23,415 23,456 23,582 23,700 23,972 

3 Watang Pulu 25,772 25,959 30,128 30,582 30,947 31,590 33,420 34,235 35,061 37,592 

4 Baranti 26,378 26,569 28,068 28,369 28,522 28,997 29,476 29,763 30,045 30,785 

5 Panca Rijang 25,077 25,258 27,086 27,332 27,613 28,195 28,173 28,383 28,584 29,101 

6 Kulo 10,583 10,660 11,345 11,462 11,586 11,831 11,917 12,031 12,147 12,449 

7 Maritengngae 40,473 40,767 46,139 46,643 47,203 48,197 48,955 49,563 50,172 51,861 

8 Watang Sidenreng 15,616 15,729 17,051 17,203 17,395 17,762 17,605 17,703 17,805 18,037 

9 Pitu Riawa 24,038 24,212 24,980 25,213 25,473 26,210 25,831 25,984 26,132 26,489 

10 Dua Pitue 26,151 26,340 27,272 27,549 27,865 28,252 28,513 28,775 29,040 29,783 

11 Pitu Riase 18,274 18,407 19,873 20,089 20,316 20,745 21,987 22,526 23,096 24,885 

Jumlah 250,666 252,483 271,911 274,652 277,451 289,787 292,985 296,125 299,123 301,972 

Sumber Data: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2019
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Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang selama sepuluh tahun 

terakhir ini terus mengalami kenaikan dan terkonsentrasi di kecamatan 

yang menjadi ibukota kabupaten, Kecamatan Panca Rijang dan 

kecamatan-kecamatan sekitar ibukota kebupaten. 

Tabel 2.10 
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur ( Jiwa ) 

Tahun 2015-2019 Kabupaten Sidenreng Rappang 

KELOMPOK 
UMUR 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

0 - 4 27.032 26.922 26.813 26.697 26.572 

5 - 9 25.971 26.126 26.257 26.375 26.478 

10 - 14 25.999 25.954 25.958 25.996 26.051 

15 - 19 24.900 24.885 24.737 24.501 24.253 

20 - 24 21.905 22.242 22.618 22.954 23.185 

25 - 29 23.333 23.563 23.821 24.082 24.361 

30 - 34 21.573 21.583 21.594 21.644 21.750 

35 - 39 21.542 21.535 21.521 21.497 21.465 

40 - 44 20.521 20.710 20.846 20.933 20.980 

45 - 49 19.089 19.597 20.056 20.447 20.748 

50 - 54 15.497 16.042 16.615 17.192 17.744 

55 - 59 12.479 12.997 13.458 13.938 14.438 

60 - 64 10.051 10.409 10,817 11.251 11.686 

65 - 69 7.944 8.139 8.345 8.570 8.830 

70 - 74 5.862 6.031 6.208 6.391 6.584 

75 + 6.089 6.270 6.461 6.655 6.847 

JUMLAH 289.787 292.985 296.125 299.213 301.972 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang;2020 

 
Selain jumlah penduduk, data lain yang terkait dengan aspek 

demografi adalah kepadatan penduduk tiap kilometer perseginya, 

seperti yang disajikan pada Tabel 2.11 berikut ini: 

Tabel 2.11  
Kepadatan Penduduk Per Km2 Tahun 2011-2019 

No. Kecamatan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panca Lautang 111 112 113 113 117 112 112 112 111 

2 Tellu Limpoe 208 220 222 224 226 227 228 230 231 

3 Wattang Pulu 172 199 202 205 208 220 226 232 237 

4 Baranti 493 521 526 529 538 546 552 558 563 

5 Panca Rijang 742 796 803 812 828 828 834 840 846 

6 Kulo 142 151 153 154 157 158 160 162 163 

7 Maritengngae 619 700 708 716 731 742 752 761 770 
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No. Kecamatan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8 Watang Sidenreng 130 141 142 144 147 145 146 147 148 

9 Pitu Riawa 115 119 120 121 124 122 123 124 125 

10 Dua Pitue 376 390 394 398 403 407 411 415 419 

11 Pitu Riase 22 24 24 24 24 26 26 27 28 

Jumlah Rata-Rata 134 144 146 147 150 152 154 156 157 

Sumber Data: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang,2011-2019 
 

Terlihat bahwa sebaran kepadatan penduduk per kilometer 

persegi di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2011-2019 mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kepadatan penduduk 

rata-rata tahun 2018-2019 sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk 

tiap kecamatan dengan luas wilayah kecamatan. Untuk kecamatan yang 

memiliki jumlah penduduk besar sementara wilayah administrasi 

kecamatannya relatif sempit maka tingkat kepadatan perkilometernya 

juga besar. Terlihat bahwa walaupun jumlah penduduk terbesar berada 

di Kecamatan Maritengngae yang juga sebagai ibukota kabupaten, 

kepadatan perkilometernya masih dibawah Kecamatan Panca Rijang, 

hal ini karena luas wilayah kecamatan Panca Rijang lebih sempit dari 

pada kecamatan Maritengngae, hal yang sama juga berlaku bagi 

kecamatan yang memiliki potensi kependudukan dan wilayah 

kecamatan yang kurang lebih sama. 

Faktor lain yang perlu dijelaskan pada aspek demografi adalah 

sex ratio atau perbandingan berdasarkan jenis kelamin seperti yang 

ditampilkan pada data berikut ini: 

Tabel 2.12 
Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2011 – 2019 

NO KECAMATAN 
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panca Lautang 90.57 93.18 93.17 92.99 92.96 93.93 94.21 94.38 94.65 

2 Tellu Limpoe 88.51 89.92 90.21 90.22 91.17 90.54 90.81 90.96 91.17 

3 Wattang Pulu 96.38 97.15 97.2 97.08 97.28 97.96 98.3 98.48 98.75 

4 Baranti 91.39 93.03 93.26 92.51 93.2 93.64 93.92 94.05 94.25 



 

 

 

 
RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 31 | BAB II 

NO KECAMATAN 
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5 Panca Rijang 92.6 92.73 92.9 92.81 93.06 93.39 93.66 93.8 94.03 

6 Kulo 94.28 94.46 94.93 94.69 94.94 95.17 35.44 95.6 95.88 

7 Maritengngae 93.14 93.5 93.96 94.12 94.37 94.2 94.49 94.65 94.88 

8 Watang Sidenreng 93.64 95.88 96.29 96.18 96.44 96.64 96.98 97.15 97.39 

9 Pitu Riawa 95.51 96.65 96.7 96.63 96.3 97.3 97.58 97.73 97.97 

10 Dua Pitue 92.91 94.07 95.02 95.08 96.66 94.65 94.93 95.06 95.26 

11 Pitu Riase 102.1 100.74 101.13 101.25 101.53 101.62 101.94 102.06 102.30 

Sumber Data: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2011-2019 
 

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-

laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu 

dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk 

perempuan. Secara sex ratio penduduk kabupaten Sidenreng Rappang 

selang sembilan tahun terakhir menunjukkan angka dibawah 100 pada 

10 kecamatan, sedangkan pada Kecamatan Pitu Riase menunjukkan 

angka di atas 100 yang artinya khusus di Kecamatan Pitu Riase jumlah 

penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. 

Data lain yang perlu diketahui dari sisi demografi adalah data 

jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga Indonesia 

menurut kecamatan tahun 2011 sampai tahun 2019. Berikut disajikan 

dalam Tabel 2.13 berikut: 

Tabel 2.13  
Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2011-2019 

NO KECAMATAN 
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panca Lautang 4,317 4,303 4,427 4,427 4,455 4,329 4,320 4,317 4,312 

2 Tellu Limpoe 5,440 5,155 5,304 5,354 5,388 5,357 5,300 5,412 5,440 

3 Watang Pulu 6,567 7,289 7,500 7,589 7,639 7,917 8,098 8.293 8,491 

4 Baranti 6,720 7,042 7,246 7,285 7,332 7,332 7,379 7,436 7,487 

5 Panca Rijang 6,389 6,450 6,637 6,705 6,748 6,666 6,703 6,748 6,790 

6 Kulo 2,695 2,761 2,841 2,872 2,890 2,888 2,909 2,935 2,959 

7 Maritengngae 10,311 10,678 10,987 11,118 11,118 11,139 11,244 11,359 11,472 

8 Watang 
Sidenreng  

3,979 4,077 4,195 4,242 4,269 4,277 4,313 4,355 4,394 

9 Pitu Riawa 6,124 5,767 5,934 5,995 6,033 5,996 6,098 6,084 6,128 

10 Dua Pitue 6,663 6,257 6,438 6,512 6,553 6,569 6,632 6,701 5,625 
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NO KECAMATAN 
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

11 Pitu Riase 4,657 4,734 4,871 4,926 4,957 5,236 5,236 5,487 6,770 

Jumlah Rata-Rata 63,862 64,513 66,380 67,025 67,382 67,706 68,373 69,127 69,868 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2011-2019 

 
Tabel 2.14 

Anggota Rumah Tangga Menurut KecamatanTahun 2011-2019 

NO KECAMATAN 
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panca Lautang 4.00 4.01 3.92 3.94 4.07 3.99 3.99 3.98 3.98 

2 Tellu Limpoe 4.00 4.41 4.31 4.31 4.35 4.38 4.45 4.38 4.38 

3 Wattang Pulu 4.00 4.13 4.08 4.08 4.14 4.22 4.23 4.23 4.23 

4 Baranti 4.00 3.99 3.92 3.92 3.95 4.02 4.03 4.04 4.05 

5 Panca Rijang 4.00 4.2 4.12 4.12 4.18 4.23 4.23 4.24 4.24 

6 Kulo 4.00 4.11 4.03 4.03 4.09 4.13 4.14 4.14 4.14 

7 Maritengngae 4.00 4.32 4.25 4.25 4.34 4.39 4.41 4.42 4.43 

8 Watang Sidenreng 4.00 4.18 4.1 4.1 4.16 4.12 4.1 4.09 4.07 

9 Pitu Riawa 4.00 4.33 4.25 4.25 4.34 4.31 4.26 4.3 4.29 

10 Dua Pitue 4.00 4.36 4.28 4.28 4.31 4.34 4.34 4.33 4.33 

11 Pitu Riase 4.00 4.2 4.12 4.12 4.18 4.2 4.30 4.21 4.21 

Jumlah Rata-Rata 4.00 4.21 4.14 4.14 4.2 4.23 4.24 4.24 4.24 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2011-2019 

 
Tren pertumbuhan jumlah anggota rumah tangga selang delapan 

tahun terakhir tahun 2011-2019 cenderung meningkat, kecuali pada 

tahun 2013-2014 yang menurun sebesar 0,7. Pada tahun 2011-2019 

jumlah rumah tangga tetap yaitu 68,373 artinya pada setiap satu rumah 

tangga terdapat 4 orang penghuni rumah tangga. 

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tentang Daya Dukung dan 

Daya Tampung Lingkungan 

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu 

ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas 

kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini 

terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan 

masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan 

daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek, karena sangat 

bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam 
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menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya 

intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata 

laindalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup 

aspek ekologi, ekonomi dan sosial. 

Daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana telah 

tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

RPJMD Kabupaten SIdenreng Rappang memuat pengertian Daya 

Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Menurut UU Nomor 23 Tahun 

1997. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 

hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau 

dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat 

dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan 

kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas 

manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan 

pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan 

yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan 

dapat diminimalkan. 

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan 

daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang 

kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang 

berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, 

kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. 

Penentuan daya dukung berbasispotensi terkadang kurang dapat 

menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang 

dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil 

penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensiini terkadang 

kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan 

kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Halini 

terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya 
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menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah 

administrasi saja. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab 

kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis 

pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa 

ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat 

dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam 

perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari 

sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan 

pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil 

langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan 

tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk 

jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa 

lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, 

iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain 

sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam 

perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat 

aspek yaitu: Jasa penyediaan (provisioning); Jasa pengaturan 

(regulating); Jasa budaya (cultural); Jasa pendukung (supporting). 

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan 

pendekatan nilaijasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan 

dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan 

lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa 

ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi 

yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai 

kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup 

manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam danlingkungan 

ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang 

nilai 0–1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi 

wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan. 
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Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem 

secaragamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat 

dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap 

ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan 

kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk 

mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. 

Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai 

manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang 

dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu 

wilayah.Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai 

manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan 

kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada 

akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai 

ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan 

juga ikut diperhatikan. 

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis 

berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat 

dalam penggunaannya secara lestari Kelas kemampuan lahan terbagi 

atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, 

sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII 

sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas 

dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan 

air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. 

Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria 

penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan 

lahan diperlihatkan pada Tabel 2.15 dibawah ini: 

Tabel 2.15 
 Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan 

No. 
Kemampuan 

Lahan 
Penggunaan Lahan yang Diperkenankan 

1. I Semua Jenis Penggunaan Lahan 

2. II Semua Jenis Penggunaan Lahan kecuali Psi 
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No. 
Kemampuan 

Lahan 
Penggunaan Lahan yang Diperkenankan 

3. III 
Semua Jenis Penggunaan Lahan kecuali Psi dan 
Pi (hanya Psd) 

4. IV 
Pt. semua Jenis Penggembalaan, semua jenis 
hutan 

5. V 
Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt) 
semua jenis hutan 

6. VI Pgsd, Pgt, semua jenis hutan 

7. VII Pgt, hutan 

8. VIII Cagar alam dan hutan Lindung 

Sumber: Klingebiel dan Montgomery (1961, diringkas) dan Fenton (2014) 
Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: Pertanian 
intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: Penggembalaan Intensif; Pgsd: 
Penggembalaan sedang; Pgt: Penggembalaan Terbatas. 

 
Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, 

tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko 

kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat 

diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif 

datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah 

diolah, penahan air yang baik dan responsive terhadap pemupukan. 

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas 

yangdapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan 

tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini 

membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan 

konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-

udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat 

merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, 

kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya 

faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika 

kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara 

kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, 

dan pembuatan saluran – saluran air. 
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Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor 

pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk 

usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, 

yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun 

pemeliharaannya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat 

berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase 

jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas 

menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan 

sulit untuk diperbaiki. 

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang 

lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis 

tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini 

terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat 

peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan 

kapasitas menahan air rendah. 

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ 

agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di 

atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai 

untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk 

ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ 

dihutankan. 

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang 

mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah 

mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat 

dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian 

namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen. 

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup 

curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena 

itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen. 

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat 

curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan 
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singkapan/ tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan 

pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, 

atau tempat rekreasi). 

Tabel 2.16  
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang 

Kelas Luas (Ha) Persentase (%) 

II 15.001,58 8,68 

IV 25.907,20 14,99 

V 59.236,09 34,27 

VI 72.717,66 42,07 

 
Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan 

lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasilnya sebesar 42,07% luas 

lahan kelas VI, 32,27% luas lahan kelas V, 14,99% luas lahan kelas IV, 

dan 8,68 % luas lahan kelas II. Hasil ini menujukkan bahwa sebagian 

besar lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk 

vegetasi permanen, terletak pada lereng yang cukup curam, sehingga 

sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan 

kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua 

jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, 

serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. 

Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, 

lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu 

di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi 

sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering 

tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi 

berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa 

adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu 

tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-

hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan 

memperbaiki hubungan airudara dalam tanah bila ditanami faktor 
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pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari 

faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah 

yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan 

perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti 

pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, 

pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air. 

Adapun kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan 

budidaya pertanian diperlihatkan pada Tabel 2.17 dibawah ini: 

Tabel 2.17 
Potensi Pengembangan Budidaya Pertanian  

Kabupaten Sidenreng Rappang 

KECAMATAN 
KELAS 

II IV V VI 

Baranti   4.370,23  

Dua Pitue  1.098,09 6.393,05  

Kulo 2.316,44 1.075,05 3.810,52  

Maritengngae 43,10  7.163,47  

Panca Lautang 584,76 1.161,04 6.932,72 5.559,56 

Panca Rijang 2.326,11 13,43 2.050,88  

Pitu Riase 868,81 12.686,64 4.076,20 53.354,52 

Pitu Riawa 1.191,33 6.095,26 7.719,81 5.888,26 

Tellu Limpoe 2.127,96 175,90 3.477,08 3.299,53 

Watang Pulu 999,39 3.601,80 7.333,31 4.615,80 

Watang Sidenreng 4.543,68  6.448,83  

TOTAL 15.001,58 25.907,20 59.236,09 72.717,66 

 
Berdasarkan Tabel 2.17 diatas, daerah pengembangan sektor 

pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan 

Watang Sidenreng (4.534,68 ha) dan Kecamatan Panca Rijang 

(2.326,11 ha) dan Kecamatan Kulo (2.316,44 ha). Sedangkan untuk 

Sebagian daerah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak 

sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi 

permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk 

peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi seperti 

kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa. 
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Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem 

yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan 

penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan 

jasa eksosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan 

ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) melalui pembangunan 

model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunaan 

system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui 

atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan 

menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air 

bersih di Kabupaten Sidenreng Rappang diperlihatkan pada Tabel 2.18 

dibawah ini: 

Tabel 2.18 
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih  

Kabupaten Sidenreng Rappang 

KECAMATAN 
STATUS AIR TAHUN 2018 (M3/TAHUN) 

KETERSEDIAAN KEBUTUHAN SELISIH 

Baranti 9.042.218,43 2.773.929,56 6.268.288,88 

Dua Pitue 13.586.391,61 3.859.463,28 9.726.928,33 

Kulo 10.423.500,02  3.184.630,11 7.238.869,91 

Maritengngae 13.347.072,82  3.843.231,00 9.503.841,82 

Panca Lautang 17.794.219,05  4.233.283,14 13.560.935,91 

Panca Rijang 6.001.817,49  2.241.725,61 3.760.091,88 

Pitu Riase 68.948.447,78  7.676.674,89 61.271.772,89 

Pitu Riawa 22.198.590,79  5.684.759,30 16.513.831,50 

Tellu Limpoe 10.558.726,52 2.927.778,15 7.630.948,37 

Watang Pulu 17.717.339,00  5.081.777,84 12.635.561,16 

Watang Sidenreng 14.937.288,48  4.240.444,44 10.696.844,04 

TOTAL 204.555.611,99 45.747.697,31 158.807.914,69 

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan 
Rakyat. 

 
Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan 

ketersediaan air diKabupaten Sidenreng Rappang sebesar 

193.378.300,95 m3/tahun, sementara kebutuhan sebesar 

44.452.098,78 m3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 

148.926.202,17 m3/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung 
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penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan 

kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih 

terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (52.001.634,63 

m3/Tahun), dan Pitu Riawa (17.146.629,68 m3/Tahun). Hal ini dapat 

dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang 

tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam 

kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersedian dan 

kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Panca Rijang 

(3.735.548,11m3/Tahun). 

Adapun proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng 

Rappang untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada Tabel 2.20. 

Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2022, 2027 

dan 2032 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan 

penduduk 1- 2%, dengan asumsi ketersediaan air tetap. Pada tahun 

2022, 2027 dan 2032 kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang 

masing-masing 47.628.392,00 m3/tahun, 51.187.303,92 m3/tahun, 

55.183.829,21 m3/tahun. 

Tabel 2.19  
Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih  

Kabupaten Sidenreng Rappang 

KECAMATAN 
VOLUME STATUS AIR (M3/TAHUN) 

KETERSEDIAAN 
KEBUTUHAN 

2017 
KEBUTUHAN 

2022 
KEBUTUHAN 

2027 
KEBUTUHAN 

2032 

Baranti 8.455.802,96 2.608.742,24 2.772.559,16 2.946.663,04 3.131.699,83 

Dua Pitue 13.937.493,13 3.986.337,65 4.191.630,94 4.407.496,69 4.634.479,35 

Kulo 9.569.227,67 2.951.171,73 3.121.832,15 3.302.361,52 3.493.330,55 

Maritengngae 14.451.130,92 4.000.779,60 4.302.846,83 4.627.720,78 4.977.123,38 

Panca Lautang 16.587.455,49 3.925.108,53 3.859.627,71 3.795.239,28 3.731.925,01 

Panca Rijang 5.993.983,42 2.258.435,31 2.353.799,21 2.453.189,91 2.556.777,45 

Pitu Riase 58.899.756,85 6.898.122,23 8.040.659,66 9.372.435,82 10.924.794,34 

Pitu Riawa 22.677.898,44 5.531.268,77 5.704.112,17 5.882.356,65 6.066.171,00 

Tellu Limpoe 10.522.180,44 3.097.381,61 3.194.376,24 3.294.408,26 3.397.572,78 

Watang Pulu 16.984.295,23 4.781.361,30 5.547.214,70 6.435.738,49 7.466.581,37 

Wt. Sidenreng 15.299.076,39 4.413.389,84 4.539.733,22 4.669.693,47 4.803.374,13 

TOTAL 193.378.300,95 44.452.098,78 47.628.392.00 51.187.303,92 55.183.829,21 

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan 
Rakyat 
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Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan 

kebutuhan airnya sudah lebih besar dari ketersediaan airnya pada tahun 

2022, 2027 dan 2032. 

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan 

masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. 

Ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 

2.232.163.078,39 kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 

355.616.790,24 kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 

1.876.546.288,15 kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan 

kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih 

terbesar terdapat pada kecamatan Pituriase (708.957.661,09 

kkal/tahun), dan untuk selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Baranti 

(50.848.148,98 kkal/tahun). 

Tabel 2.20 
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan  

Kabupaten Sidenreng Rappang 

KECAMATAN 
STATUS PANGAN TAHUN 2019 (KKAL/TAHUN) 

KETERSEDIAAN KEBUTUHAN SELISIH 

Baranti 23.384,91 3.410,11 19.974,80 

Dua Pitue 37.797,81 3.296,85 34.500,96 

Kulo 18.111,97 1.378,91 16.733,06 

Maritengngae 34.631,08 5.727,29 28.903,79 

Panca Lautang 26.370,64 1.907,01 2.463,62 

Panca Rijang 16.753,53 3.229,91 13.523,62 

Pitu Riase 24.706,59 2.703,25 19.003,34 

Pitu Riawa 45.442,83 2.944,60 42.498,24 

Tellu Limpoe 15.136,93 2.667,10 12.469,83 

Watang Pulu 20.551,11 4.100,23 16.450,88 

Watang Sidenreng 453.753,81 2.005,32 43.748,49 

TOTAL 305.641,21 33.370,57 272.270,264 

Sumber Data: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan 
Pangan Kab. Sidrap 2019 

 
Hal ini menunjukkan bahwa daerah Pitu Riase, Pitu Riawa dan 

Watang Pulu dalam perkembangannya masih seimbang atau bahkan 
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kelebihan antara ketersediaan pangannya dibandingkan kebutuhannya. 

Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan 

pangan yang ditentukan dari nilainilai kebiasaan/adat (tradisi dan 

kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan 

kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan 

pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa 

konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan 

dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari 

keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman 

pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok 

pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka 

akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah 

satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan 

setiap wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti 

iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nantinya 

berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut. 

Adapun proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Sidenreng 

Rappang untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada Tabel 2.21 

dibawah ini: 

Tabel 2.21 
 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2032 

KECAMATAN 
VOLUME STATUS AIR (M3/TAHUN) 

KETERSEDIAAN 
KEBUTUHAN 

2017 
KEBUTUHAN 

2022 
KEBUTUHAN 

2027 
KEBUTUHAN 

2032 

Baranti 71.718.086,86  20.869.937,88  22.180.473,32  23.573.304,31  25.053.598,65 

Dua Pitue 125.447.796,72  31.890.701,16  33.533.047,56  35.259.973,52  37.075.834,83 

Kulo 104.409.179,91  23.609.373,84  24.974.657,19  26.418.892,17  27.946.644,40 

Maritengngae 123.918.794,23  32.006.236,80  34.422.774,68  37.021.766,22  39.816.987,07 

Panca Lautang 189.733.035,09  31.400.868,24  30.877.021,70  30.361.914,26  29.855.400,12 

Panca Rijang 69.350.855,73  18.067.482,48  18.830.393,68  19.625.519,30  20.454.219,62 

Pitu Riase 64.142.638,89  55.184.977,80  64.325.277,30  74.979.486,53  87.398.354,68 

Pitu Riawa 272.697.416,72  44.250.150,12  45.632.897,34  47.058.853,23  48.529.367,99 

Tellu Limpoe 131.884.599,88  24.779.052,84  25.555.009,88  26.355.266,05  27.180.582,27 

Watang Pulu 220.470.835,02  38.250.890,40  44.377.717,63  51.485.907,95  59.732.650,96 

Wt.Sidenreng 158.389.839,33  35.307.118,68  36.317.865,75  37.357.547,78  38.426.993,07 

TOTAL 2.232.163.078,39  355.616.790,24  381.027.136,03  409.498.431,32  441.470.633,65 
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Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten menunjukkan 

bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhannya 

pangannya sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya pada tahun 

2022, 2027, dan 2032. Hal ini sudah cukup bagus dalam menetapakan 

masalah pangan yang juga menjadi tanggung jawab unsur pemerintah, 

swasta maupun masyarakat lainnya. Bahan pangan untuk konsumsi 

sehari-hari di kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikelompokkan 

menjadi 9 kelompok besar. Jenis pangan pada masing-masing 

kelompok dapat berbeda-beda pada setiap rumah tangga sesuai 

sumber pangan yang tersedia. Secara nasional bahan pangan 

dikelompokkan sebagai berikut: (1) Padi-padian: beras, jagung, sorgum 

dan terigu (2) Umbi-umbian: ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan 

umbi lainnya (3) Pangan hewani: ikan, daging, susu dan telur (4) Minyak 

dan lemak: minyak kelapa, minyak sawit(minyak goreng, minyak jagung, 

margarin) (5) Buah/biji berminyak: kelapa,kemiri, jambu mete dan coklat 

(6) Kacang-kacangan: kedelai, kacang tanah,kacang hijau, kacang 

merah, dan kacang lainnya (7) Gula: gula pasir, gula merah (8) Sayur 

dan buah: semua jenis sayuran dan buah-buahan yang biasa 

dikonsumsi (9) Lain-lain: teh, kopi, sirup, bumbu-bumbuan, makanan 

dan minuman jadi 

Untuk lebih menumbuhkan motivasi dan mengoptimalkan 

partisipasi aparatur, lembaga swasta dan masyarakat lainnya, perlu ada 

gerakan-gerakan yang mampu meningkatkan kinerja lembaga-lembaga 

tersebut dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan 

perannya masing-masing. Salah satu cara untuk memotivasi kelompok 

tani, lembaga pedesaan (Koperasi Tani, KUD, dan sebagainya) dan 

aparatur pelayanan agar lebih efektif berpartisipasi dalam pelaksanaan 

program peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani, adalah 

dengan penyelenggaraan perlombaan ketahanan pangan. 

Perlombagaan ini telah diyakini sebagai salah satu sarana untuk 

meningkatkan motivasi dan partisipasi petani secara aktif agar petani 
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mau dan mampu meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan. 

 
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur 

dengan melihat kondisi perekonomian secara makro, diukur berdasarkan 

perkembangan dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

yang didukung oleh 17 (tujuh belas) sektor penting. PDRB dibedakan Atas 

Dasar Harga Berlaku (ADHB) dipengaruhi oleh perkembangan harga, dan 

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tidak dipengaruhi oleh perubahan 

harga. Indikator Makro dalam mengukur kinerja Pemerintah terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan serta 

pembangunan adalah tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi 

suatu wilayah dengan memperlihatkan capaian perekonomian secara 

makro. 

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Laju Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sidenreng 

Rappang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami penurunan 

yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kontribusi 

sektor pertanian yang menjadi sektor kunci di Kabupaten Sidenreng 

Rappang.  Namun demikian, nilai PDRB yang berhasil diciptakan dari 

tahun ke tahun terus meningkat dari berbagai sektor, yang berimplikasi 

terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari tahun ke 

tahun.  Dominasi Sektor Pertanian dalam struktur PDRB rata-rata 

mencapai di atas 29 persen dari tahun 2015-2019. 
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Tabel 2.22 
Pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sidenreng Rappang % 8,03 8,81 7,11 5,02 4,65 

Sulawesi Selatan % 7,19 7,42 7,21 7,06 6,92 

Nasional % 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 
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Tabel 2.23  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (%) 

No Sektor 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 33.33 34.74 34.46 32.37 29.80 

2 Pertambangan dan Penggalian 4.74 4.84 4.63 4.78 4.89 

3 Industri Pengolahan 14.42 14.35 14.21 13.64 13.56 

4 Pengadaan listrik dan gas 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 

5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

6 Konstruksi 14.21 14.35 14.80 16.00 17.00 

7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 9.54 9.23 9.51 9.84 10.45 

8 Tranportasi dan pergudangan 2.02 1.92 1.85 1.96 2.14 

9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 0.59 0.58 0.59 0.65 0.73 

10 Informasi dan komunikasi 2.44 2.30 2.26 2.38 2.59 

11 Jasa keuangan dan Asuransi 2.96 3.04 2.99 3.00 2.94 

12 Real Estate 4.16 4.04 4.07 4.04 4.05 

13 Jasa Perusahaan 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.50 4.55 4.52 4.90 5.08 

15 Jasa Pendidikan 3.58 3.56 3.59 3.75 3.95 

16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1.39 1.40 1.39 1.48 1.53 

17 Jasa lainnya 0.92 0.93 0.94 1.01 1.08 
Sumber: BPS Sidenreng Rappang, 2020
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Tabel 2.24 
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB  ADHB dan ADHK 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

TAHUN 

ATAS DASAR HARGA 
BERLAKU (ADHB) 

ATAS DASAR HARGA 
KONSTAN (ADHK) 

JUMLAH 
(Ribu Rp.) 

% 
PERTUMBUHAN 

JUMLAH                   
(Ribu Rp.) 

% 
PERTUMBUHAN 

201M,J5 9,309,292.76  6,600,919.92  

2016 10,741,961.52 13,00 7,182,787.15 8,00 

2017 11,914,878.78 9,00 7,693,463.15 6,00 

2018 12,937,370.32 7,00 8,075,027.24 4,00 

2019 13,893,724.50 6,00 8,450,694.50 4,00 

Rata-rata 11.759.445,57 8,75 7,524,265.57 5,50 

Sumber Data: BPS Sidenreng Rappang, 2020 

 
Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, Rata-rata nilai PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang Atas dasar Harga Berlaku kurun waktu 

5 (lima) Tahun mencapai Rp.11,759 Triliun atau berkembang rata-rata 

8,75%.  Jika berdasarkan Atas dasar Harga konstan Nilai PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai Rp.7,524 Triliun atau tumbuh 

rata-rata 5,50%. Untuk melihat perbandingan PDRB terhadap 6 (enam) 

Kabupaten tetangga selengkapanya dapat dilihat pada Tabel 2.25 di 

bawah ini. 

Tabel 2.25  
Perbandingan PDRB pada Enam Wilayah Kabupaten dan 

Sulawesi Selatan Tahun 2019 (Milyar Rupiah) 

NO. KABUPATEN/KOTA 
HARGA 

BERLAKU 

% 
TERHADAP 

SUL SEL 

HARGA 
KONSTAN 

% 
TERHADAP 

SUL SEL 

1 Pare-Pare 7,230.40 1.43 4,947.79 1.50 

2 Enrekang 7,298.24 1.45 4,535.55 1.37 

3 Wajo 19,838.81 3.93 12,858.45 3.89 

4 Pinrang 19,630.32 3.89 12,770.08 3.86 

5  Sidenreng Rappang 13,893.72 2.75 8,450.69 2.56 

6 Soppeng 10,937.39 2.17 6,993.51 2.12 

  Sulawesi Selatan 504,746.87   330,605.13   

Sumber:  BPS Sulawesi Selatan, 2020 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa, dari 6 (enam) kabupaten di 

Ajattapareng yang memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB Provinsi 
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Sulawesi Selatan yang tertinggi pada tahun 2019 adalah Kabupaten 

Wajo yaitu Rp. 19,83 Triliun atau 3,93%, Kabupaten Sidenreng Rappang 

urutan ke 3 (tiga) dengan nilai kontribusi 13,89 Triliun atau 2,75%, yang 

terendah adalah Kota Parepare dengan nilai kontribusi Rp. 7,23 Triliun 

atau 1,43% dari Total Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Rp. 504,74 

Triliun.   

Untuk melihat perbandingan perkembangan Nilai dan kontribusi 

PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Nasional dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.26  
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB 

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019 

NO 
BIDANG 
URUSAN 

KABUPATEN 
SIDENRENG 
RAPPANG 
(Ribu Rp.) 

% 

PROPINSI 
SULAWESI 
SELATAN 
(Juta RP) 

% 
NASIONAL 
(Milyar RP) 

% 

1 Pertanian 4.139.727,60 29.80 107.420,35 21,28 2.013.626,90 12.72 

2 
Pertambangan 
dan 
Penggalian 

680.013,60 4.89 23.304,30 4,62 149.913,50 7.26 

3 
Industri 
Pengolahan 

1.884.540,30 13.56 66.430,14 13,16 3.119.617,30 19.70 

4 Listrik dan gas 10.831,80 0.08 318,61 0,06 2.782.921,20 1.17 

5 

Pengadaan 
air, 
pengelolaan 
sampah 

2.658,10 0.02 476,36 0,09 185.115,30 0.07 

6 Konstruksi 2.362.503,30 17,00 71.559,99 14,18 10.736,30 10.75 

7 
Perdagangan 
besar dan 
eceran 

1.451.379,60 10.45 74.702,37 14,80 1.701.741,20 13.01 

8 
Transportasi 
dan 
pergudangan 

296.713,50 2.14 21.345,19 4,23 2.060.772,60 5.57 

9 
Makanan dan 
akomodasi 

101.782,30 0.73 7,112,19 1,41 881.662,60 2.78 

10 
Informasi dan 
komunikasi 

359.265,50 2.59 25.485,62 5,05 440.267,70 3.96 
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NO 
BIDANG 
URUSAN 

KABUPATEN 
SIDENRENG 
RAPPANG 
(Ribu Rp.) 

% 

PROPINSI 
SULAWESI 
SELATAN 
(Juta RP) 

% 
NASIONAL 
(Milyar RP) 

% 

11 
Jasa 
Keuangan dan 
asuransi 

408.692,80 2.94 18.495,05 3,66 626.424,70 4.24 

12 Real estate 562.974,20 4.05 18.407,59 3,65 671.356,00 2.77 

13 
Jasa 
perusahaan 

16.261,70 0.12 2.370,75 0,47 439.367,10 1.92 

14 
Administrasi 
pemerintahan 

705.638,70 5.08 23.328,53 4,62 304.285,50 3.62 

15 
Jasa 
pendidikan 

548.746,20 3.95 26.538,45 5,26 572.456,90 3.30 

16 
Jasa 
kesehatan 

212.446,70 1.53 10.163,10 2,01 522.745,50 1.10 

17 Jasa lainnya 149.548,60 1.07 7.288,27 1,44 174.801,70 1.95 

PDRB 13.893.724,50 100,00 504.746,87 100,00 15.833.943,40 100,00 

Sumber: BPS 2020 
 

Tabel di atas menunjukkan kontribusi Nilai PDRB Kabupaten 

Sidenreng Rappang pada Tahun 2019 mencapai Rp.13,89 Triliun 

sangat kecil jika dibanding dengan Nilai PDRB Provinsi Sulawesi 

Selatan mencapai Rp.504,74Triliun dan Nasional Rp.15.833 Triliun.  

2.2.1.2. Laju Inflasi 

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat 

memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang 

dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yang mempengaruhi daya beli 

masyarakat. Semakin tinggi inflasi akan semakin berpengaruh terhadap 

daya beli masyarakat, uatamanya pada masyarakat level menengah ke 

bawah.  Berikut ini Tabel 2.29 “Perkembangan Laju inflasi selama kurun 

waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019.  Khusus untuk informasi inflasi 

Kabupaten Sidenreng Rappang, diambil dari data daerah tetangga yaitu 

Kota Parepare. 
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Tabel 2.27 
Sandingan Perkembangan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi  

Selatan dan Kota Parepare Tahun 2015-2019 

TAHUN NASIONAL (%) 
PROVINSI SULAWESI 

SELATAN (%) 
KOTA PAREPARE 

(%) 

2015 4,48 3,85 1,58 

2016 8,02 2,94 2.11 

2017 3,61 4,44 3.37 

2018 3,13 3,50 1.96 

2019 2,72 2,35 2.45 

Sumber: BPS 2020 
 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa inflasi Nasional, 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare cenderung 

memperlihatkan perkembangan inflasi fluktuatif Meskipun demikian, 

Inflasi ini masih positif dan tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap menurunnya daya beli masyarakat. 

2.2.1.3. PDRB Per Kapita 

PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara PDRB dengan 

jumlah penduduk pertengahan tahun. Besarnya penduduk suatu daerah 

sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan perkapita daerah 

tersebut. 

Tabel 2.28 
PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang 

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 

TAHUN NILAI (RUPIAH) PERKEMBANGAN (%) 

2015 32,124,604,623,40  

2016  36,663,861,972,46 14,13 

2017 40,235,977,374,42 9,74 

2018 43,251,004,770,61 7,49 

2019 46,009,976,090,50 6,38 

Rata-rata 39,657,084,966,28 9,44 

Sumber: BPS Sidenreng Rappang,2020 

 
Data tersebut menunjukkan bahwa, kurun waktu 5 (lima) tahun 

terakhir pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sidenreng 

Rappang cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata pendapatan 
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perkapita mencapai 39,65 Juta Rupiah dan rata-rata persentase 

perkembangannya mencapai 9,44%. Jika dibandingkan dengan 

pendapatan perkapita tahun 2015 yang senilai 32,12 juta rupiah dengan 

Tahun 2019 yang senilai 46,00 juta rupiah, persentase kenaikannya 

sebesar 30%. 

Tabel 2.29 
Perbandingan PDRB Per Kapita pada Enam Wilayah 

Kabupaten/Kota dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 

NO. 
KABUPATEN/KOTA/ 

NASIONAL 

PDRB PERKAPITA (JUTA 

RUPIAH) 

1 Pare-Pare 49,80 

2 Enrekang 35,36 

3 Wajo 49,87 

4 Pinrang 52,05 

5 Sidenreng Rappang 46,01 

6 Soppeng 48,18 

 Propinsi Sulawesi Selatan 57,03 

Sumber: BPS 2020 

 
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, perolehan PDRB 

Perkapita tertinggi pada enam wilayah Kabupaten/Kota pada tahun 

2019 diduduki oleh Kabupaten Pinrang dengan nilai Rp.52,05 Juta. 

Urutan kedua Kabupaten Wajo dengan nilai PDRB sebesar Rp.49,80 

juta rupiah.  Kabupaten Sidenreng Rappang dengan urutan ke lima 

dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp. 46,01 Juta Rupiah. 

2.2.1.4. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 

Tabel 2.30 
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kontribusi Sektor Pertanian 
tarhadap PDRB 

% 29.58 25.44 24.33 25.43 27.45 

Sumber: Pusat Data Statistik, Tahun 2019 
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Tabel 2.30 tersebut di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor 

pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung 

mengalami penurunan.  

2.2.1.5. Indeks Gini 

Tabel 2.31 
Indeks Gini Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR 
INDEKS GINI 

SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sidenreng Rappang Juta Rp 0,36 0,38 0,327 0,325 0,284 

Sulawesi Selatan Juta Rp 0,404 0,400 0,429 0,388 0,389 

Nasional Juta Rp 0,402 0,394 0,391 0,384 0,380 
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan di 

Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir cukup rendah 

bila di bandingkan dengan tingkat ketimpangan di kabupaten tetangga, 

provinsi Sulawesi Selatan, maupun nasional. Bahkan di tahun 2019, 

Kabupaten Sidenreng Rappang bahkan menjadi daerah dengan tingkat 

ketimpangan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dipengaruhi 

oleh tingkat kemiskinan yang juga rendah. 

2.2.1.6. Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan 

Tabel 2.32 
Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Penduduk Di 
atas Garis Kemiskinan 

% 94,45 94,55 94,68 94,84 95,21 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
2.2.1.7. Persentase PAD Terhadap Pendapatan 

Tabel 2.33 
Persentase PAD Terhadap Pendapatan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase PAD Terhadap Pendapatan 7,14 8,3 11,19 11,14 11,05 
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Tabel 2.33 di atas  menunjukkan persentase PAD terhadap 

pendapatan kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan 

yang cukup baik di 3 tahun awal, namun 2 tahun terakhir mengalami 

penurunan. 

2.2.1.8. Opini Badan Pemeriksa Keuangan 

Tabel 2.34 
Opini Badan Pemeriksa Keuangan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Opini Badan Pemeriksa 
Keuangan 

WDP WTP WTP WTP WTP 

 
2.2.1.9. PDRB Pertanian 

Tabel 2.35 
PDRB Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

PDRB Pertanian Triliun 2,75 2,73 2,89 3,29 3,81 

      Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Holtilkultura, Perkebunan, dan Ketahanan    
Pangan;2020 
 

2.2.1.10. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 

subkategori, antara lain: sub kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan 

Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, 

sublapangan usaha Pertambangan Bijih Logam, dan sub kategori 

Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Kabupaten Sidenreng 

Rappang Pertambangan dan Penggalian sebagian besar ditopang oleh 

usaha tambang Galian C. 

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap 

pembentukan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang relatif rendah 

selama 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusinya hanya sebesar sekitar 4,89 
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persen tahun 2015 dan meningkat menjadi 4,89 persen pada tahun 

2019.  

Tabel 2.36  
Kontribusi sektor Pertambangan Terhadap PDRB 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Kontribusi sektor Pertambangan 
dan penggalianTerhadap PDRB 

% 4,74 4,84 4,63 4,78 4,89 

Sumber: Pusat Data Statistik, Tahun 2018 

 
2.2.1.11. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 

Cakupan bina kelompok pedagang /usaha informal berupa 

bantuan binaan Pemda pada tahun 2015-2019 tidak ada kelompok 

pengrajin yang mendapat bantuan Pemerintah Daerah.  

Tabel 2.37 
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan 

NO INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

A Ekspor bersih perdagangan 
 (Berat Bersih) 0 0 0 0 0 

B Cakupan bina kelompok perdagangan / usaha informal 

1 Bantuan binaan Pemda 0 0 0 0 0 

2 Jumlah kelompok pengrajin 1.228 1.250 1.255 1.262 1.303 

3 Cakupan bina kelompok (%) 0 0 0 0 0 

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perinduatrian Kab. Sidenreng Rappang Tahun 
2020 

 

Tabel 2.38 
Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017   

Kontribusi sektor 
Perdagangan Terhadap 
PDRB 

 
% 

 
9,54 

 
9,23 

 
9,51 

 
9,84 

 
10,4

5 
Sumber: BPS;2020 
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2.2.1.12. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB 

Urusan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam 

pembangunan ekonomi yaitu sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain 

yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, 

penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi perdagangan, 

pariwisata dan sebagainya.   

Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting 

karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan 

ekonomi terutama dalam pembentukan PRDB sangat berperan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi (prime over) karena kemampuannya 

dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu industri juga 

dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan 

pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi 

kemiskinan.   

Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup 

penting, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang 

diharapkan dan ada kecenderungan menurunnya daya saing industri di 

pasar nasional maupun internasional. Penurunan daya saing ini terkait 

dengan tingginya biaya atau kurang efisiennya proses produksi. 

Masalah biaya industri ini umumnya dikaitkan dengan meningkatnya 

biaya energi dan ekonomi biaya tinggi terkait dengan layanan birokrasi. 

Sementara kelemahan struktur industri juga ditunjuk sebagai salah satu 

penyebabnya. Kelemahan struktur industri ini tercermin dari lemahnya 

keterkaitan antar industri, misalnya antara industri hulu dan hilir dan 

antara industri besar dan kecil, serta belum berkembangnya industri 

pendukung. Klaster-klaster industri yang belum sepenuhnya terbangun 

juga merupakan indikator lemahnya struktur industri. 

Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri, kontribusi sektor 

industri terhadap PDRB mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2015-

2019. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.39  
Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kontribusi sektor Industri 
Terhadap PDRB 

% 
14.42 14.35 14.21 13.64 13.56 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
2.2.1.13. Pertumbuhan PDRB Industri 

Tabel 2.40 
Pertumbuhan PDRB Industri 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pertumbuhan PDRB 
Industri 

% 2,98 2,96 2,96 2,96 2,96 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

2.2.1.14. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB 

Tabel 2.41 
Kontribusi sector PariwisataTerhadap PDRB 

Kabupaten SidenrengRappangTahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kontribusi sektor 
Pariwisata Terhadap 
PDRB 

% 0,59 0,59 0,59 0,59 0,58 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
Sektor pariwisata bukan termasuk sektor unggulan di Kabupaten 

Sidenreng Rappang dan tidak memberikan kontribusi yang 

signifikanterhadap PDRB. Karena sangat kecil, struktur perekonomian 

Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dapat menghitung besaran 

kontribusi sector ini terhadap PDRB secara keseluruhan. Oleh karena 

itu, sektor pariwisata dimasukkan ke dalam sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel di 

atas, kontribusi di sektor pariwisata hanya sebesar 0,59%. Diharapkan, 

di tahun-tahun yang akan datang, sector pariwisata bias menjadi salah 

satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. 
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Salah satu usaha pemerintah daerah untuk menggenjot sector 

pariwisata adalah dengan cara revitalisasi daerah tujuan wisata seperti 

Dataé dan Danau Mojong. Usaha lain yang di lakukan pemerintah 

adalah mempromosikan wisata kuliner asli daerah Sidenreng Rappang 

untuk menarik wisatawan.  

 
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia 

Paradigma dalam pembangunan yang menempatkan manusia 

sebagai tujuan akhir pembangunan, dimana indikator dalam mengukur 

kemajuan pembangunan suatu daerah adalah Indeks Pembangunan 

Manusia. IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia yang 

dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu berumur panjang dan sehat, 

memiliki ilmu pengetahuan dan dapat hidup secara layak.  

Tabel 2.42 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Kabupaten Sidenreng Rappang,Provinsi Sulawesi Selatan  
Dan Nasional Tahun 2015-2019 

INDIKATOR  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sidenreng Rappang 69 69,39 69,84 70,6 71,05 

Sulawesi Selatan 69,15 69,76 70,34 70,9 71,66 

Nasional 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
Tabel 2.43 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Dan 

Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019 

INDIKATOR 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Laki-
laki 

Perem
puan 

Laki-
laki 

Perem
puan 

Laki-
laki 

Perem
puan 

Laki-
laki 

Perem
puan 

Laki-
laki 

Perem
puan 

Sidenreng 
Rappang 

73.16 66.95   73,71 67,97 74.59 68.55 75.04 69.10 

Provinsi 
Sulawesi 
Selatan 

72.98 67.81 73.61 68.30 74.21 68.90 74.64 69.53 75.42 70.21 

Nasional 73.58 66.98 74.26 67.44 74.85 68.08     
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Berdasarkan data BPS di atas, menunjukkan bahwa IPM 

Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019 mengalami peningkatan dari tahun 2015 (69 poin) menjadi 71,05 

pada tahun 2019. 

2.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH) 

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk 15 tahun 

keatas yang bisa membaca dan menulis. Data di bawah menunjukkan 

persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mampu membaca dan 

menulis pada tahun 2015 sebesar 91,65 persen. Angka ini terus 

mengalami peningkatan hingga mencapai 94,09 peren di tahun 2019. 

Untuk lebih detailnya, angka melek huruf di Kabupaten Sidenreng 

Rappang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.44  
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Melek Huruf % 91,65 93,23 94,00 91,07 94,09 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator dimensi 

pendidikan pendukung pembangunan manusia (IPM) dan dapat 

dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata 

lama sekolah Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun sebagaimana di tunjukkan pada tabel di bawah ini. Pada tahun 

2015 capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,74 tahun, terus 

meningkat hingga tahun 2019 mencapai angka 7,83 tahun. Hal ini tidak 

terlepas dari upaya Pemerintah dan masyarakat dalam mendukung 

program dan kegiatan di Bidang Pendidikan.  

 



 

 

 

 

 RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 60 | BAB II 

Tabel 2.45 
Angka Rata-Rata Lama Sekolah  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rata-rata Lama sekolah Tahun 7,74 7,75 7,89 7,52 7,83 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup 

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama 

hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola 

mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-

rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu 

tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada 

khususnya Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan 

sebagai rata-rata perkiraan berapa tahun yang dapat ditempuh oleh 

seseorang sejak lahir dan mencerminkan derajat kesehatan suatu 

masyarakat. Capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2015 yaitu 

68.57 tahun, hingga tahun 2019 mencapai 69,59 Tahun. Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:     

Tabel 2.46 
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2015 – 2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Usia Harapan Hidup  Tahun 68,57 68,69 68,82 69,15 69,59 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 

2.2.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Ukuran yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja 

yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dapata diukur pada tingkat 

partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja 
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merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. 

Namun semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu daerah 

semakin baik karena cenderung menunjukkan lebih banyaknya 

penduduk yang termasuk dalam golongan angkatan kerja dan dapat 

meningkatkan perekonomian di daerah itu sendiri. 

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang 

dalam kurun waktu 2015-2019 terlihat bahwa tingkat partisipasi 

angkatan kerja di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami 

fluktuatif. Walaupun demikian, ada kecenderungan peningkatan dari 

53,27% di tahun 2015 menjadi 55,39 di tahun 2019. 

Tabel 2.47 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK)  

% 
53,27 

 

Tidak 
tersedia 

data 
49,17 

 
56,22 

 
55,39 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

  

2.2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi 

dapat dilihat atau diukur dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin 

rendahnya tingkat pengangguran di suatu daerah maka mnenunjukkan 

semakin sejahteranya masyarakat dan stabilnya tingkat pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah tersebut.  

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang 

selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015-2019, terlihat 

bahwa tingkat pengangguran terbuka di kabupaten sidenreng rappang 

mengalami penurunan. Bila di bandingkan dengan Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Nasional, tingkat pengangguran Kabupaten Sidenreng 

Rappang dalam beberapa terakhir masih lebih rendah. Untuk lebih 

jelasnya, berikut disajikan data tingkat pengangguran Kabupaten 
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Sidnreng Rappang dibandingkan dengan Sulawesi Selatan dan 

Nasional pada tahun 2015-2019: 

Tabel 2.48  
Tingkat Pengangguran Terbuka 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
Tingkat Pengangguran Terbuka 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sidenreng Rappang % 6,97 6,97 3,17 4,70 4,75 

Sulawesi Selatan % 5,95 4,80 5,61 5,34 4,97 

Nasional % 6,18 5,61 5,50 5,34 5,28 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
2.2.2.7. Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan 

Kerja 

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja 

yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-

turut selama sepekan dengan maksud untuk memperoleh atau 

membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan.  Rasio 

penduduk yang bekerja yang di ukur dari perbandingan penduduk 

bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten 

Sidenreng Rappang memperlihatkan kecenderungan menurun. Pada 

tahun 2015 rasio penduduk yang bekerja terhadap Angkatan kerja 

mencapai 94,05 % dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 95,25%.   

Tabel 2.49 
Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Penduduk 
yang Bekerja 
Terhadap Angkatan 
Kerja 

% 

94,05 Tidak 
tersedia 

data 

94,39 95,31 95,25 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

  
 
 
 

 
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga 
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2.2.3.1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu dan 

menjadi harapan dalam setiap kemajuan didalam suatu bangsa untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa. Pemudalah yang dapat merubah 

pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan generasi 

terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun 

gagasan-gagasan yang baru serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jumlah organisasi 

pemuda pada tahun 2015 berjumlah 28 buah dan meningkat hingga 

tahun 2019 sejumlah 33 organisasi aktif.  

Tabel 2.52 
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 
 

2.2.3.2. Persentase Wirausaha Muda 

Jumlah wirausaha muda tahun 2015 sebanyak 21.457 dan ada 

peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sampai dengan 

tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 23.900. Peningkatan ini 

disebabkan karena semakin terbukanya teknologi informasi. 

Tabel 2.53  
Persentase Wirausaha Muda  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Wirausaha Orang 4.00 5.00 6.00 20.00 24.00 

Jumlah seluruh 
Wirausaha 

Orang 21.457 22.885 23.900 24.5 25.6 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Organisasi 
Pemuda aktif 

% 

25 27 27 27 27 

Jumlah seluruh 
organisasi pemuda 

28 30 30 33 33 

Persentase organisasi 
pemuda yang aktif 

89 90 90 81.8 81.8 

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 
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Persentase 
Wirausaha Muda 

% 0,01 0,02 0,03 0.08 0.09 

    Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 
 

2.2.3.3. Cakupan Pembinaan Olahraga 

Dari penambahan jumlah cabang olah raga yang menjadi binaan 

Dinas kepemudaan, olah raga dan pariwisata kabupaten sidenreng 

rappang sejak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 

tiga cabang olahraga. Adapun jumlah keseluruhan cabang olah raga 

yang terdaftar di komite olahraga nasional Indonesia (KONI) kabupaten 

sidenreng rappang sejak dari tahun hingga tahun 2019 sebanyak 18 

cabang olahraga. 

Tabel 2.54  
Cakupan Pembinaan Olahraga  
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Cabang Olahraga 
yang dibina 

Cabor 15 16 16 17 18 

Jumlah seluruh cabang 
olahraga yang 
ada/terdaftar 

Cabor 17 18 18 18 18 

Cakupan Pembinaan 
olahraga 

% 88 88 88 94 94 

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 
 

2.2.3.4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi dan Inventarisasi 

Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. 

Tabel 2.55  
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Pelatih Bersertifikat Orang 5 7 8 10 14 

Jumlah seluruh Pelatih Orang 34 36 36 40 45 
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Cakupan Pelatih yang 
bersertifikat 

% 15 19 22 25 31 

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 
 

2.2.3.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 

Jumlah atlet binaan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebanyak 22 atlet, 

seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2.56  
Cakupan Pembinaan Atlet Muda  
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah  Atlet Pelajar Yang Dibina Atlet 38 60 50 55 
60 
 

Jumlah  Seluruh Atlet Pelajar Atlet 80 80 80 80 85 

Cakupan Pembinaan Atlet Muda % 48 75 63 69 71 

      Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 
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2.2.3.6. Jumlah Atlet Berprestasi 

Tabel 2.57  
Jumlah Atlet Berprestasi  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah atlet memenangi kejuaraan 
Tingkat Nasional dan Internasional 
dalam satu tahun 

Atlet 22 25 25 20 15 

      Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 
 

2.2.3.7. Jumlah Prestasi Olahraga 

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2019. 

Peningkatan kualitas pelatih yang ada dan kuantitas latihan bagi para 

atlet sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan pencapaian target 

prestasi kedepan. Dan perlunya perhatian dan harapan agar 

pemerintah setempat dapat mendoron terbentuknya organisasi 

kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan serta menginisiasi 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk membuat inovasi 

sitem informasi kepemudaan dan olah raga. 

Tabel 2.58  
Jumlah Prestasi Olahraga  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah prestasi cabang 
olahraga yang dimenangkan 
dalam satu tahun 

Medali 12 14 14 15 17 

      Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 
 

2.2.3.8. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 

Tabel 2.59 
Jumlah Penyelenggaraan Festival Senidan Budaya  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 
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Jumlah Penyelenggaraan Festival 
seni budaya 

Kali 0 0 1   

      Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 
 

2.2.3.9. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan 

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2019. 

Peningkatan kualitas pelatih yang ada dan kuantitas latihan bagi para 

atlet sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan pencapaian target 

prestasi kedepan. Dan perlunya perhatian dan harapan agar 

pemerintah setempat dapat mendoron terbentuknya organisasi 

kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan serta menginisiasi 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk membuat inovasi 

sitem informasi kepemudaan dan olah raga. 

Tabel 2.60  
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Benda, Situs dan Kawasan Cagar 
Budaya yang Dilestarikan 

Buah 38 45 49 49 54 

      Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 

 
2.2.3.10. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi 

Tabel 2.61  
Karya Budaya yang direvitalitasi dan Inventarisasi  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah karya budaya yang 
direvitalisasi dan inventarisasi 

Buah 0 0 1 1 2 

      Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;2020 

 
2.3. Aspek Pelayanan Umum 

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 

2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan 

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) 
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Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai 

perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu 

(SD+MI, SMP+MTs, SMA+MA dan sebagainya) dengan penduduk 

kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. 

Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak 

yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah 

tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah 

yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai 

APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di 

luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada 

daerah perbatasan. Perkembangan APK per jenjang pendidikan 7 (lima) 

tahun terakhir( 2015-2019) sebagaimana pada Tabel 2.62 berikut:  

 

Tabel 2.62  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)  

Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO 
JENJANG 

PENDIDIKAN 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 SD+MI  103,73  102,57 101,81 102,65 102,41 

2 SMP+MTs  100,22  107,71 100,06 102,79 103,55 
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;2020 

 
Tabel 2.63  

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO. 
URUSAN/  
JENJANG 

INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 

1. SD/MI/ 
Paket A 

Jumlah Siswa 
yang bersekolah 
Di Jenjang 
SD/MI/Paket A 

32.373 32.082 31.958 32,363 32,439 

 
  Jumlah 

Penduduk 
Kelompok Usia 7 
- 12 Tahun 

31.209 31.278 31.390 31,527 31,676 

 
  Angka Partisipasi 

Kasar (APK) 
103,73 102,57 101,81 102,65 102,41 
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SD/MI/PAKET A 
(%) 

2. SMP/MTs/     
Paket B 

Jumlah Siswa 
yang bersekolah 
Di Jenjang 
SMP/MTs /Paket 
B 

15.521 16629 15.386 15,746 15,799 

 
  Jumlah 

Penduduk 
Kelompok Usia 
13 - 15 Tahun 

15.487 15.439 15.377 15,318 15,257 

    Angka Partisipasi 
Kasar (APK) 
SMP/MTs/Paket 
B 

100,22 107,71 100,06 102,79 103,55 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2019 

 
Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Secara umum untuk 

semua jenjang pendidikan hingga tahun 2017 berada diatas angka 

100%. Dimana APK tertinggi sebesar 107,71% berada pada tahun 2018, 

hal ini umumnya disebabkan karena adanya murid diluar usia sekolah 

yang bersekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan adanya siswa 

yang mengulang tingkat atau tinggal kelas. 

Tabel 2.64  
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Tahun 2019  

Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO KECAMATAN 

SD/MI SMP/MTS 

JUMLAH 
MURID 
SD/MI 

/PAKET A 

JUMLAH 
PENDUDUK 
USIA 7-12 

THN 

APK 

JUMLAH 
MURID 

SMP/MTS
/PAKET B 

JUMLAH 
PENDUDU
K USIA 13-

15 THN 

APK 

1 Baranti 2.817 3.401 82,83 2.457 1.670 147,13 

2 Dua Pitue 3.303 3.049 108,33 1.301 1.465 88,81 

3 Kulo 1.208 1.361 88,76 349 674 51,78 

4 Maritengngae 5.807 5.200 111,67 3.437 2.579 133,27 

5 Panca Lautang 1.818 1.697 107,13 872 783 111,37 

6 Panca Rijang 3.655 3.039 120,27 1.776 1.500 118,40 

7 Pitu Riase 2.298 2.870 80,07 770 1.209 63,69 

8 Pitu Riawa 3.140 2.755 113,97 1.193 1.243 95,98 
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NO KECAMATAN 

SD/MI SMP/MTS 

JUMLAH 
MURID 
SD/MI 

/PAKET A 

JUMLAH 
PENDUDUK 
USIA 7-12 

THN 

APK 

JUMLAH 
MURID 

SMP/MTS
/PAKET B 

JUMLAH 
PENDUDU
K USIA 13-

15 THN 

APK 

9 Tellu Limpoe 2.428 2.326 104,39 1.211 1.196 101,25 

10 Watang Pulu 3.911 4.154 94,15 1.395 2.073 67,29 

11 
Watang 
Sidenreng 

2.054 1.824 112,61 1.038 865 120,00 

APK Kabupaten Sidrap 32.439 31.676 102,41 15.799 15.257 103,55 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2019 

 
b. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai 

perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang 

pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan 

dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk 

mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu 

jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak 

anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat 

pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100%. Capaian Angka Partisipasi 

Murni (APM) secara umum untuk semua jenjang pendidikan hingga 

tahun 2019 masih di bawah 100%.  

Tabel 2.65  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) (%)  

Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO. JENJANG PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 SD+MI  84,22  85,69 86,59 87,75 85,34 

2 SMP+MTs  57,89  60,71 58,52 67,37 67,68 
Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 

 
Tabel 2.66  

Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B  
Tahun 2015-2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang 
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NO 
URUSAN/ 
JENJANG 

INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 

1. SD/MI/ 
Paket A 

Jumlah Siswa Usia 7 - 12 
Tahun di jenjang SD/MI/ 
Paket A 

26.284 26.803 27.182 27.664 27.031 

 
  Jumlah Penduduk 

Kelompok Usia 7-12 
Tahun 

31.209 31.278 31.390 31.527 31.527 

 
  Angka Partisipasi Murni 

(APM) SD/ MI/PAKET A 
(%) 

93,23 89,70 84,22 85,69 86,59 

2. SMP/MTs/ 
Paket B 

Jumlah Siswa Usia 13-15 
Tahun Di Jenjang SMP/ 
MTs /Paket B 

10.664 11.053 8.966 8.926 8.998 

    Jumlah Penduduk 
Kelompok Usia 13-15 
Tahun 

15.761 15.592 15.487 15.439 15.377 

    Angka Partisipasi Murni 
(APM) SMP/MTs/Paket B 

67,661 70,889 57,894 57,815 58,52 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2019  

 
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Secara umum untuk 

semua jenjang pendidikan hingga tahun 2019 masih dibawah 100%.  

Tabel 2.67  
Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan Tahun 2019 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO KECAMATAN 

SD/MI SMP/MTS 

JUMLAH 
MURID 

USIA 7-12 
TAHUN 

JUMLAH 
PENDUD
UK USIA 

7-12 
TAHUN 

APM 

JUMLAH 
MURID USIA 

13-15 
TAHUN 

JUMLAH 
PENDUDUK 
USIA 13-15 

TAHUN 

APM 

1 Baranti 2.357 3.401 69,30 1.532 1.670 91,74 

2 Dua Pitue 2.821 3.049 92,52 826 1.465 56,38 

3 Kulo 1.061 1.361 77,96 144 674 21,36 

4 Maritengngae 4.712 5.200 90,62 2.326 2.579 90,19 

5 Panca 
Lautang 

1.524 1.697 89,81 536 783 68,45 

6 Panca Rijang 3.009 3.039 99,01 1.193 1.500 79,53 

7 Pitu Riase 1.916 2.870 66,76 594 1.209 49,13 

8 Pitu Riawa 2,659 2.755 96,52 838 1.243 67,42 

9 Tellu Limpoe 2.061 2.326 88,61 782 1.196 65,38 

10 Watang Pulu 3.247 4.154 78,17 892 2.073 43,03 

11 Watang 
Sidenreng 

1.664 1.824 91,23 663 865 76,65 
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APM Kabupaten 
Sidrap 

27.031 31.676 85,34 10.326 15.257 67,68 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2019 

 
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Secara umum untuk 

semua kecamatan tahun 2019 masih dibawah 100%. 

 

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK 

Selain Angka partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar 

terdapat beberapa indikator bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya, 

yang bisa digunakan untuk mengukur pengembangan dan pemerataan 

pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya: 

Tabel 2.68  
Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2015-2019  

Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 Pendidikan Anak Usia Dini      

 1 APK PAUD (%) 34,04 55,72 58,47 49.17 58,23 
 

2 TK/RA Kondisi Bangunan Baik 
(%) 

38,32 57,52 55,22 54,60 53,78 

2 Pendidikan Dasar   
   

 
1 APS SD/MI/SDLB (%) 103,7

3 
105,1

1 
99,74 94,73 105,6

4  
2 APS SMP/MTs/SMPLB (%) 100,2

2 
96,55 99,39 55,30 82,89 

 
3 Apts SD/MI/SDLB (%) 0,51 0,25 0,26 0,42 0,36 

 
4 Apts SMP/MTs/SMPLB (%) 0,78 0,89 0,61 0,55 1,06 

 
5 Angka Kelulusan (AL) 

SD/MI/SDLB (%) 
99,40 100 100 100 100 

 
6 Angka Kelulusan (AL) 

SMP/MTS/SMPLB (%) 
99,62 100 100 100 100 

 7 Angka Melanjutkan (AM) dari 
SD/MI/SDLB Ke SMP/MTs (%)  

96,87 103,1
1 

101,4
3 

66,48 105,6
0 

 8 Angka Melanjutkan (AM) dari 
SMP/MTS/SMPLB ke 
SMA/SMK/MA (%) 

85,96 88,34 97,39   

 
9 SD/MI Kondisi Bangunan Baik 

(%) 
64,65 53,63 54,52 49,83 50,84 

 
10 SMP/MTs/SMPLB Kondisi 

Bangunan Baik (%) 
64,35 50,74 47,51 42,82 59,66 
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NO INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019  
11 Rasio Ketersediaan SD terhadap 

Penduduk Usia 7 – 12 Tahun 
79,14 79,29 79,01 74,55 78,61 

 12 Rasio Ketersediaan SMP 
terhadap Penduduk Usia 13-15 
Tahun 

47,78 47,93 48,12 31,46 48,50 

 
13 Rasio Guru/Murid SD/MI sesuai 

SPM 1:32 
13,12 13,07 13 1:17 1:14 

 
14 Rasio Guru/Murid SMP/MTs 

sesuai SPM 1:36 
10,79 11,35 01:11 1:12 1:11 

 
15 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7,74 7,75 7,89 7,52 7,89 

3 Pendidikan Non Formal      

 1 Angka Melek Huruf Penduduk 
Usia 15 – 24 Tahun (%) 

91,65 93,23 94,00 90,66 91,67 

4 Program Peningkatan Mutu 
Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan 

     

 
1 Guru berkualifikasi S1/D.IV di 

semua jenjang pendidikan (%) 
91,22 93,88 88,80 97,20 94,35 

5 Program Pengelolaan Keragaman 
Budaya 

  
   

 
1 Jumlah Penyelenggaraan 

Festival Seni Dan Budaya 
- 4 - 1 1 

6 Program Pengelolaan Kekayaan 
Budaya 

     

 
1 Jumlah Cagar Budaya Yang 

dikelola Secara Terpadu 
(Kawasan) 

1 4 1 23 33 

 2 Jumlah Total Cagar Budaya 38 45 49 52 54  
3 Persentase Benda, Situs dan 

Kawasan Cagar Budaya yang 
dilestarikan (%) 

2,63 8,89 2,04  9,25 

 
4 Jumlah Karya Budaya Yang 

direvitalisasi dan Inventarisasi 
- - 1 1 2 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2019 

 
d. Persentase PAUD Berakreditasi 

Tabel 2.69 
Persentase PAUD Berakreditasi 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase PAUD 
Berakreditasi  

%         80 

 
e. Angka Rata-rata Lama Sekolah 
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Tabel 2.70 
Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Angka Rata-rata Lama 
Sekolah  

Tahun 7,32 7,33 7,52 7,52 7.89 

 
2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan 

Tabel 2.71 
Indeks Kepuasan Masyarakat 

NO INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai - - - - 76.4 

Sumber: BPS;2020 
 

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator 

untuk mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan secara umum 

2.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

a. Pekerjaan Umum 

(1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 

Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai 

aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan 

prasarana infrastruktur yang memadai, efektif dan efisien mutlak 

diperlukan untuk mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan 

struktur dan pola ruang yang telah direncanakan.  Penyediaan dan 

layanan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan standar selain 

akan sangat menunjang aktivitas perekonomian, juga meningkatkan 

aksesibilitas suatu lokasi/daerah serta meningkatkan kualitas hidup 

penghuni di wilayah tersebut. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, 

jalan dalam kondisi baik sepanjang 915,85 km. Berikut rincian 

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Rasio 

Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng 

Rappang: 
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Tabel 2.72  
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 

NO URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panjang Jalan Dalam 
Kondisi Baik 

Km 889.76 919.79 915,85 689,14 701,89 

2 Panjang Jalan Negara Km 68.05 68.05 68.05 68,05 68,05 

3 Panjang Jalan Provinsi Km 41.00 59.90 59.90 59,9 59,9 

4 Panjang Jalan Kabupaten Km 1,290.04 1,290.04 1,290.04 1,290.04 1290,04 

5 Panjang Jalan Seluruhnya Km 1,399.09 1,417.99 1,417.99 1417,99 1417,99 

6 Proporsi Panjang Jaringan 
Jalan Dalam Kondisi Baik  0.64 0.65 0.65 0,53 0,54 

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab.Sidrap; 2017 
 

Dari Tabel 2.72 di atas dapat dilihat bahwa panjang jalan 

dalam kondisi baik dari tahun 2015-2019 selalu meningkat dari 

780,27 km menjadi 915,85 km terhadap panjang jalan yaitu 1.417,99 

km. Namun, jika melihat proporsi panjang jaringan jalan dalam 

kondisi baik nilainya berfluktuasi dari tahun ke tahun yang 

disebabkan oleh mutu jalan di Indonesia sangat tinggi tetapi terlalu 

banyak jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang 

pemeliharaannya masih buruk. 

(2) Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk 

Hubungan kebutuhan infrastruktur pada masyarakat bisa di 

ukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk.  

Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh 

dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu wilayah dengan 

panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah 

tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa 

penduduk. Rasio ini menggambarkan tingkat penggunaan jalan 

meskipun tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur kepadatan 

jalannya melainkan melalui rasio panjang jalan terhadap jumlah 

kendaraan.  
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Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Rasio Panjang Jalan 

terhadap jumlah penduduk pada tahun 2013 – 2017 yang relatif 

menurun.  

Tabel 2.73  
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk  

di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Panjang Jalan 
Seluruhnya  

1,399.09 1,417.99 1,417.99 1,290,040 1,290,040 

2 Jumlah Penduduk 289,787 292,985 296,125 299,123 301,972 

3 Rasio Panjang Jalan 
dengan Jumlah Penduduk 
(Km/Jiwa) 

0,0048 0,0048 0,0047 0,0043 0,0043 

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang 
Tahun 2019 

  
(3) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) 

Tabel 2.74  
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik  

Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (>40 Km/Jam) 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panjang Jalan 
Kabupaten dalam 
Kondisi Baik 

889,76 919,79 915,85 689,14 701,29 

2 Panjang Jalan 
kewenangan 
Kabupaten (KM) 

1.290,04 1.290,04 1.290,04 1.290,04 1.290,04 

3 Persentase Jalan 
Kabupaten dalam 
Kondisi Baik di 
Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 
2015-2019 (>40 
Km/Jam) 

78,93 79,14 79,14 79,14 79,14 

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang 
Tahun 2019 

 
Dari Tabel 2.74 diatas terlihat bahwa panjang jalan kabupaten 

dalam kondisi baik dari tahun 2015-2019 terus meningkat dari 780,27 

km menjadi 915,85 km, begitu pula dengan panjang jalan seluruh 

kabupaten (km) pada tahun 2015-2019 yaitu dari 1.028,86 km 
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menjadi 1.290,04 km. Akan tetapi, persentase jalan Kabupaten 

Sidenreng Rappang tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi yang 

disebabkan kualitas jalan di Indonesia khususnya daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang tinggi tetapi masih banyak jalan yang 

pemeliharaannya masih dalam kategori buruk. 

(4) Persentase Jalan Kabupaten Yang Memiliki Trotoar Dan 

Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) 

Tabel 2.75  
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar  
Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panjang Jalan yang 
Memiliki Trotoar dan 
Drainase (KM) 

  1 1 1 

2 Panjang Jalan 
kewenangan Kabupaten 
(KM) 

1.290,04 1.290,04 1.290,04 1.290,04 1.290,04 

3 Persentase Jalan yang 
Memiliki Trotoar dan 
Drainase/Saluran                 
Pembuangan Air  
(minimal 1,5 m) 

   
 

0,08 

 
 

0,08 

 
 

0,08 

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang 
Tahun 2017 

 
Dari Tabel 2.75 di atas terlihat bahwa panjang jalan yang 

memiliki trotoar dan drainase tahun 2019 adalah 1 km terhadap 

panjang jalan seluruh kabupaten tahun 2019 sebesar 1.290,04 km. 

Sehingga diperoleh persentase jalan yang memiliki trotoar dan 

drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) yaitu 0,08%. 

(5) Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima 

atau Bangunan Rumah Liar 

Tabel 2.76  
Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai  

Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar  
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 
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NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panjang Sempadan 
Jalan Yang Dipakai 
Pedagang Kaki 
Lima Atau 
Bangunan Rumah 
Liar (KM) 

 
0,58 

 
0,58 

 
0,72 

 
 

 
 

2 Panjang Jalan 
kewenangan 
Kabupaten (KM) 

1,290.04 1,290.04 1,290.04 1,290.04 1,290.04 

  3 Persentase 
Sempadan Jalan 
yang Dipakai 
Pedagang Kaki 
Lima atau 
Bangunan Rumah 
Liar 

 
0,04 

 
0,04 

 
0,06 

  

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang 
Tahun 2019 

 
Dari Tabel 2.76 tersebut dapat dilihat bahwa persentase 

sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan 

rumah liar berkisar 0,05% selama tahun 2015-2019 atau sekitar 

setengah sempadan jalan ditempati pedagang kali lima atau 

bangunan rumah liar setiap 1 km jalan kabupaten.  

(6) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 

Tabel 2.77 
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Rumah Tinggal 
Berakses Sanitasi  

59.667 65.463 72.114 63.727 70.729 

2 Jumlah Rumah Tinggal 69.876 73.554 77.425  76.526 

3 Persentase Rumah 
Tinggal Bersanitasi 

79,83 89,09 93  92,4 

Sumber:  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sidenreng Rappang, 2019 

 
Berdasarkan Tabel 2.77 di atas, bahwa persentase rumah 

tinggal yang sudah terakses sanitasi dari tahun ke tahun mengalami 
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peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang layak di 

Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi perhatian yang cukup 

serius. Bahwa tahun 2019 merupakan target RPJMN pencapaian 

Universal Access yaitu 100% sanitasi yang layak, 0% kawasan 

kumuh, dan 100% akses air bersih yang layak. Sehubungan dengan 

target RPJMN tersebut pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 

telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Sidenreng 

Rappang Nomor 05 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan 

dana, Pasal 12 bahwa: 

(a) Penggunaan belanja modal dan pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 huruf c, harus sesuai dan berdasarkan 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

diprioritaskan digunakan untuk (a) Pembangunan/rehabilitasi 

sarana air bersih di desa; (b) Pembangunan Jamban Keluarga; 

(c) Pembangunan sarana sanitasi lainnya. 

(b) Setelah prioritas dan target kebutuhan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) seluruhnya, desa dapat melakukan 

penggunaan belanja modal dan pembangunan untuk : (a) 

Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa; (b) 

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan; 

(c) Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian; (d) 

Pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar; (e) 

Pembangunan sarana dan prasarana dasar; (f) Bantuan biaya 

pemilihan kepala desa. 

(7) Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar 

Tabel 2.78  
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 
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1 Panjang Sempadan 
Sungai yang Dipakai 
Bangunan Liar  

23.16 23.16 23.16 23.16 23.16 

2 Panjang Seluruh 
Sempadan Sungai (KM) 

231.61 231.61 231.61 231.61 231.61 

3 Persentase Sempadan 
Sungai yang Dipakai 
Bangunan Liar   

10% 10% 10% 10% 10% 

 
(8) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran 

Air Tidak Tersumbat 

Salah satu faktor yang mengakibatkan sering terjadinya 

genangan atau banjir di suatu wilayah adalah kondisi drainase yang 

tersumbat. Persentase kondisi drainase yang tersumbat di 

Kabupaten Sidenreng Rappang terbilang cukup tinggi yaitu 

mencapai 61,32% pada akhir tahun 2019. Kondisi ini mengalami 

penurunan jika dibanding dengan kondisi tahun 2015 sebesar 

78,87%.. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.79 di bawah ini: 

Tabel 2.79 
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan 

Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase Drainase Dalam 
Kondisi Baik/Pembuangan 
Aliran Air Tidak Tersumbat 

78,87  70,73  61.32 

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sidenreng Rappang, 2019 

 

(9) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik 

Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 

14 Tahun 2015 berjumlah 94 D.I dengan luas areal 11.299 Ha yang 

tersebar pada 11 Kecamatan.  

Keandalan infrastruktur jaringan irigasi sangat mendukung 

peningkatan produktivitas sektor pertanian khususnya tanaman padi.  

Berdasarkan data tahun dari tahun 2013 – 2017, kondisi jaringan 

irigasi kabupaten dalam kondisi baik tiap tahunnya mengalami 

peningkatan, untuk Tahun 2013 luas irigasi dalam kondisi baik 

adalah 6.779 Ha, atau sekitar 60% dari total luas irigasi kabupaten 
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dan tahun Tahun 2017 meningkat menjadi 10.000 Ha Luas irigasi 

dalam kondisi baik atau sekitar 88,50% dari total luas irigasi 

kabupaten. 

Tabel 2.80  
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Luas Irigasi 
Kabupaten Dalam 
Kondisi baik 

7.950 9.550 9.827 9.999 10.352 

2 Luas irigasi 
kabupaten 

11.457,60 12.867,60 12.867,60 12.867,60 12.867,60 

3 Persentase Irigasi 
Kabupaten dalam 
Kondisi Baik (%) 

69.39 74.22 76.37 77.71 80.45 

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 
 

(10) Rasio Jaringan Irigasi 

Rasio jaringan Irigasi diperoleh dari Panjang saluran irigasi 

dibagi luas lahan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi ini 

cenderung konsisten tiap tahunnya karena tidak adanya 

perubahan luas saluran irigasi maupun luas lahan budidaya 

pertanian. 

Tabel 2.81  
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2015-2019 

NO URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Luas Saluran Irigasi Ha 11.299 11.457,60 12.339 12.339 12.827 

2 
Luas Lahan 
Budidaya Pertanian  

Ha 43,425 43,425 43,425 43.425 43.425 

3 Rasio Jaringan 
Irigasi 

 
3,4 3,4 3,4 3.4 3.4 

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 
 

(11) Persentase Penduduk Berakses Air Minum 

Jumlah penduduk yang memiliki kemampuan mengakses 

air minum di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung 

mengalami peningkatan. Sejak tahun 2013 persentase penduduk 

yang mampu mengakses air minum sebesar 72%, dan terus 

meningkat tiap tahunnya. Peningkatan paling besar terjadi pada 
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tahun 2015 dari 77,11% naik sekitar 4,89% ditahun 2016 menjadi 

82%. Dan untuk tahun 2017 jumlah penduduk yang dapat 

mengakses air minum sebesar 252.772 Jiwa dari total jumlah 

penduduk 296.125 jiwa atau sebesar 85,36% seperti tergambar 

pada Tabel 2.82 di bawah ini: 

Tabel 2.82  
Persentase Penduduk Berakses Air Minum 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Penduduk Berakses Air 
Minum  

223,455 240,248 252,772 260.465 273.085 

2 Jumlah Penduduk 
289,787 292,985 296,125 301.600 306.104 

3 Persentase Penduduk 
Berakses Air Minum 

77.11 82 85.36 86.36 89.19 
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(12) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan 

Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan 

Tabel 2.83  
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan 
Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Penduduk dengan 
akses terhadap sumber air 
minum yang terlindungi dan 
berkelanjutan 

 
Jiwa 

 
525 

 
228 

 
2.813 

 
73.49 

 
16.085 

Jumlah penduduk seluruhnya Jiwa  289,787 292,985 296,125 301.600 306.104 

Proporsi Rumah Tangga 
Dengan Akses Berkelanjutan 
Terhadap Air minum Layak, 
Perkotaan dan Perdesaan 

% 0,18 0,08 0,95 2,44 5,25 

 
(13) Persentase Areal Kawasan Kumuh 

Tabel 2.84  
Persentase Areal Kawasan Kumuh  

Kabupaten SidenrengRappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 Luas Kawasan 

Kumuh 
Ha 22.404 20.504 18.004 18.004 11.904 

2 Luas Wilayah Ha 188,325 188,325 188,325 188,325 188,325 

3 Persentase Areal 
Kawasan Kumuh 

% 0.012 0.011 0.01 9,56 6,05 

 
 

(14) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan 

Tabel 2.85  
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan 

Kabupaten Sidenreng  Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Volume Sampah Di 
Perkotaan Yang 
Mengalami Guna 
Ulang, Daur Ulang, 
Pengelolaan Di 
Tempat 
Pengelolaan 

3,522.95 7,014.95 8,235.35 8.423.11 11.607 
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NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sampah Sebelum 
Masuk TPA 

2 Total Volume 
Sampah 

42,308.90 42,775.81 43,234.25 43.234,25 44.087,91 

3 Tersedianya 
Fasilitas 
Pengurangan 
Sampah Di 
Perkotaan 

8.33 16.40 19.05 19,4 26,3 

 
(15) Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk 

Tabel 2.86  
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk 

Kabupaten  Sidenrang Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Daya Tampung 
Tempat Pemakaman Umum 

159,141 143,984 128,828   

2 Jumlah Penduduk 289,787 292,985 296,125   

3 Rasio Tempat Pemakaman 
Umur Per Satuan Penduduk 

54.92 49.14 43.5   

 
(16)  Rasio Tempat Ibadah Per Setaun Penduduk 

Setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam 

beragama dan beribadah. Bentuk jaminan tersebut salah satunya 

dilihat dari kemampuan daerah dalam menyediakan rumah ibadah 

untuk umat beragama. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, 

mayoritas penduduknya memeluk agama islam sehingga rumah 

peribadatan paling banyak adalah mesjid dan mushollah, 

sementara tempat ibadah agama lain tidak ada. Berdasarkan data, 

rasio tempat ibadah per satuan penduduk lima tahun 

terakhircenderung tetap dan walaupun ada peningkatannya tidak 

terlalu signifikan, hal ini disebabkan pembangunan jumlah ibadah 

juga diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk.  
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Tabel 2.87  
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk 

Kabupaten  Sidenreng  Rappang Tahun 2015-2019 

 
b. Penataan Ruang 

(1) Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah 

Kota/Kawasan Perkotaan  

Setiap pembangunan pasti ada resiko dan manfaat yang 

ditimbulkan, disamping semua manfaatnya, pembangunan kota juga 

memiliki resiko jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang 

matang. Dalam perencanaan tata ruang wilayah kota, perencanaan 

meliputi rencana umum dan rencana rinci.Salah satu muatan yang 

harus ada di dalam sebuah rencana tata ruang wilayah kota adalah 

rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam 

Peraturan Ment eri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tahun 

2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 

Perkotaan yang berisi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 

perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat, proporsi RTH pada 

wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% 

ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau 

privat. Apabila luas RTH publik di kota yang bersangkutan telah 

memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang 

berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan 

keberadaannya. Proporsi 20% merupakan ukuran minimal untuk 

menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem 

hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis 

lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Tempat Ibadah 455 493 495 462 542 

2 Jumlah Penduduk 289,787 292,985 296,125 299,213 301,972 

3 Rasio Tempat Ibadah 
Persatuan Penduduk 

0.16 0.17 0.17   
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diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai 

estetika kota.  

Berdasarkan Tabel 2.88 di bawah ini luas RTH Publik pada 

Tahun 2017 yaitu 68,74 Ha atau 11, 34% dari yang seharusnya 

dimana data tersebut menandakan bahwa ruang untuk RTH di 

Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang belum 

memenuhi standar minimal yang di persyaratkan.  

Tabel 2.88  
Luasan RTH Publik (Ha) sebesar 20% dari Luas Wilayah 

Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten  Sidenreng Rappang 
Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Luasan RTH Publik Yang 
Tersedia Di Akhir Tahun 
Pencapaian SPM 

219,74  224,74  232,24  232,24  232,24  

2 Luasan RTH Publik Yang 
Seharusnya Tersedia Di 
Wilayah Kota/Kawasan 
Perkotaan 

405  405  405  405  405  

3 Luasan RTH Publik 
Sebesar 20% Dari Luas 
Wilayah Kota/Kawasan 
Perkotaan 

405 405  405  405  405  

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang 
Tahun 2018 

 
(2) Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan 

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan 

tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, 

keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.IMB akan 

melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata 

Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan 

bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat 

dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan 

bersama. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data 

lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah 
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bangunan yang mempunyai IMB yaitu pada tahun 2013 sejumlah 

862 unit menjadi 1.093 unit di tahun 2017 berarti terdapat 

penambahan 231 unit bangunan.  Namun apabila dilihat dari rasio 

bangunan ber IMB per satuan bangunan proporsi setiap tahun terjadi 

fluktuatif. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah bangunan 

baru lebih tinggi di banding dengan jumlah bangunan yang memiliki 

IMB. Perlu adanya kebijakan Pengendalian dan Sosialisasi yang 

lebih intensif tentang IMB. 

Tabel 2.89  
Rasio Bangunan ber- IMB  per Satuan Bangunan 
Kabupaten  Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Bangunan Ber IMB 1,053 1,033 1,093 947 1,275 

2 Jumlah Bangunan 9,763 10,043 10,193 10,050 12,125 

3 Rasio Bangunan Ber IMB 
Per Satuan Bangunan 

10.78 10.28 10.72 11.45 9.50 

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang 
Tahun 2018 

(3) Ketaatan Terhadap RTRW 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW 

adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah. 

Pengaturan RTRW ini diatur karena keberadaan ruang yang terbatas 

dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap 

pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan 

penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar 

terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan 

ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang 

dan mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses 

pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat 

sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang 

mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang 

tidak sesuai peruntukan. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang 
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aturan yang memuat tentang RTRW tertuang dalam Perda No. 5 

Tahun 2012 yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahteradengan 

berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh 

peningkatan indeks pembangunan manusia yang tinggi. 

Berdasarkan Tabel 2.90 di bawah ketaatan terhadap RTRW di 

Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2013 belum adakarena 

rencana peruntukan di RTRW sudah ada sementara RPJMD belum 

ada. Sedangkan untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami 

penurunan karena jumlah program yang terealisasi belum sesuai 

dengan rencana peruntukan Program di RTRW. Hal ini disebabkan 

pemanfaatan RTRW sebagai acuan pelaksanaan pembangunan 

belum optimal dilakukan. 

Tabel 2.90  
Ketaatan terhadap RTRW 

Kabupaten  Sidenreng Rappang Tahun  2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Realisasi RTRW 17 17 17 17 40 

2 Rencana Peruntukan  29 34 40 40  

3 Ketaatan Terhadap RTRW 58.62 50 42.5 42.5 70 
Sumber: Dokumen RTRW 2018 
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2.3.1.4. Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 

a. Rasio Rumah Layak Huni 

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman 

dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, 

sehingga pembangunan harus didukung strategi yang matang dan 

didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau 

dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan. 

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu 

pembangunan masyarakat perkotaan. Penataan lingkungan, jaringan 

penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, 

penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman 

merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan 

keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi 

peningkatan kualitas hidup masyarakat.  

Tabel 2.91 
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

NO. URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Rumah Layak Huni 
(Unit) 

58.503 66.052 67.534 69.440 69.966 

2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 289.787 292.985 296.125   

3 Rasio Rumah Layak Huni  0,2108 0,2254 0,2280   
Sumber:  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017(diolah) 

 
Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan 

Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Rumah Layak Huni adalah rumah 

yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan 

minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. 

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2015 berjumlah 58.503 unit 

kemudian meningkat menjadi 66.052 unit di tahun 2016 dan meningkat 
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lagi menjadi 67.534 unit pada tahun 2017. Jumlah ini bertambah sesuai 

jumlah rumah yang mengalami peningkatan kualitas. Peningkatan 

kualitas ini diperoleh dari kegiatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya) reguler dan strategis salah satunya melalui program bedah 

rumah. Berdasarkan hal tersebut, rasio rumah layak huni di kabupaten 

Sidenreng Rappang dari tahun ke tahun semakin meningkat dari 0,2018 

menjadi 0,2280. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni yang 

menjadi faktor pendukung antara lain adanya bantuan dari pemerintah 

berupa pembangunan secara fisik melalui pengembang perumahan 

yang membangun perumahan sederhana. Faktor penghambatnya yaitu 

kurangnya sumber daya manusia, pendanaan pembangunan 

perumahan yang terbatas dan data yang tidak tersedia sehingga 

bantuan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. 

b. Rasio Permukiman Layak Huni 

Tabel 2.92  
Rasio Permukiman Layak Huni 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Luas Permukiman Layak Huni 1.170 1.321 1.351 1.387 1.409 

2 Luas Wilayah Permukiman 5.659 5.659 5.659 5.816 5.997 

3 Rasio Permukiman Layak Huni  0,2067 0,2334 0,2387 0,2376 0,2780 
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2019 (diolah) 

 
Berdasarkan Tabel 2.92 di atas, Rasio Permukiman Layak Huni 

di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2015-2017 mengalami 

peningkatan disebabkan oleh adanya program kegiatan perbaikan 

permukiman diantaranya pembangunan drainase lingkungan dan 

pengurangan kawasan kumuh perkotaan. 
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c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 

Tabel 2.93 
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah seluruh rumah layak 
huni disuatu wilayah kerja pada 
kurun waktu tertentu 

58,503 66,052 67,534 68,446 69,566 

2 Jumlah rumah di suatu wilayah 
kerja pada kurun waktu tertentu 

69,876 73,554 77,425 78,137 79,877 

3 Cakupan ketersediaan rumah 
layak huni 

83.72 89.80 87.23 87,06 87,14 

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah) 

 
Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia No. 22/PERMEN M/2008, indikator rumah layak huni salah 

satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai SPM 

bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud adalah 100 %. Ini 

berarti Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten 

Sidenreng Rappang masih dibawah nilai SPM yaitu sebesar 83, 72 % di 

tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 menjadi 89,80 % dan pada 

tahun 2017 yaitu 87,23 %. Adapun faktor yang menjadi pendukung 

pencapaian nilai cakupan ini adalah tingginya jumlah penduduk di pusat 

kota mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan rumah layak huni 

untuk menampung penduduk yang bekerja di sekitar kawasan CBD. 

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya ketersediaan lahan, 

sehingga untuk menambah jumlah hunian penduduk sering 

mengabaikan aturan dasar pengadaan bangunan rumah seperti kualitas 

bahan, jenis ruang, garis sempadan jalan dan jarak antar rumah. 
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d. Cakupan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau 

Tabel 2.94  
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah rumah tangga MBR yang 
menempati rumah layak huni dan 
terjangkau pada kurun waktu tertentu 

30 808 734 734 825 

2 Jumlah rumah tangga MBR pada 
kurun waktu tertentu 

9,098 8,452 7,913 7,913 7,822 

3 Cakupan layanan rumah layak huni 
yang terjangkau 

0.33 9.56 9.28 9,73 10,94 

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah) 

 
Cakupan Rumah Layak Huni yang Terjangkau diperoleh dari 

perhitungan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak 

huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah 

rumah tangga MBR kurun waktu tertentu yang menghasilkan Cakupan 

Rumah Layak Huni Yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang 

sebesar 0,33 % di tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 menjadi 9,56 

% dan pada tahun 2017 yaitu 9,28 %.  Nilai SPM untuk Cakupan Rumah 

Layak Huni Yang Terjangkau adalah 70%. Hal ini berarti nilai SPM 

Kabupaten Sidenreng Rappang masih di bawah nilai SPM yang 

ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya 

partisipasi dan tidak menarik dari segi bisnis serta ketidakmampuan 

berusaha karena faktor usia penghuni. 

e. Persentase Permukiman Yang Tertata 

Tabel 2.95  
Persentase Permukiman yang Tertata 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Luas area permukiman 

tertata 
104.50 140.53 157.03   

2 Luas area permukiman 
keseluruhan  

5,659.00 5,659.00 5,659.00 5,659.00 5,659.00 
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NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 
3 Persentase 

permukiman yang 
tertata 

1.85 2.48 2.77   

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah) 

 
Persentase Permukiman Yang Tertata di Kabupaten Sidenreng 

Rappang meningkat dari 1,26 pada tahun 2013 menjadi 2, 77 di tahun 

2017. Peningkatan ini belum signifikan dikarenakan karena masih 

banyak rumah penduduk yang saling berhimpit satu dengan lainnya dan 

juga masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan. 

f.  Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh 

Tabel 2.96  
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Luas lingkungan 
permukiman 
kumuh 

Ha 22.404 20.504 18.004 18.004 11.404 

2 Luas wilayah Ha 188.325 188.325 188.325 188.325 188.325 

3 Persentase 
lingkungan 
permukiman 
kumuh 

 
% 

11.89 10.88 9.56 9,56 6,05 

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah) 

 
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten 

Sidenreng Rappang menurun secara signifikan dari 11,89% menjadi 

9,56%.  Faktor yang menjadi pendukung dalam penanganan 

permukiman kumuh diperoleh dari kesesuaian visi dan misi dengan 

kondisi yang ada, komitmen pemerintah daerah dalam memberikan 

pelayanan maksimal, fungsi dinas sebagai penyedia aksesibilitas 

sebagai upaya menggali kekurangan dana melalui pelaksanaan 

program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), program sanitasi berupa air 

limbah, persampahan dan drainase dan fasilitas pemadam kebakaran. 

Faktor penghambat antara lain anggaran yang terbatas, kurangnya 

penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, 
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adanya tuntutan Sustainable Development Goals dan banyaknya 

sarana prasarana permukiman yang rusak. 

g. Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan 

Tabel 2.97  
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan  

Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Luasan permukiman 
kumuh yang 
tertangani  

Ha 0.00 1.90 2.50 0 6,6 

2 Luas permukiman 
kumuh 

Ha 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 

3 Persentase luasan 
permukiman kumuh di 
kawasan perkotaan  

% 0.00 8.48 11.16 0 49 

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2019 (diolah) 

 
Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan 

mengalami peningkatan dari 8,48% pada tahun 2016 menjadi 11,16% 

pada tahun 2017. Hal ini disebabkan kenaikan laju pertumbuhan 

penduduk di daerah perkotaan memiliki dampak pada tingginya akses 

pada kebutuhan primer khususnya rumah tinggal. Hal tesebut 

merupakan salah satu pemicu munculnya permukiman kumuh yang 

ditandai dengan kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai dengan 

aturan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang di bawah 

standar, kondisi sarana prasarana yang kurang baik serta kurangnya 

pengendalian hukum dalam menangani kawasan permukiman kumuh di 

perkotaan. 

h. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan 

Tabel 2.98  
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah rumah tangga kumuh 
perkotaan 

267 222 192   

2 Jumlah seluruh rumah tangga 68.373 69.127 69.868   
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NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Proporsi rumah tangga kumuh 
perkotaan 

0,390 0,321 0,274   

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah) 

 
i. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung 

Dengan PSU 

Sesuai Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat 

(4), tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman 

yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan 

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, 

sarana dan utilitas (PSU). Pengertian prasarana, sarana dan utilitas 

umum (PSU) merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam UU No. 1 Tahun 

2011 ini disebutkan pengertian prasarana, sarana dan utilitas umum 

(PSU), sebagai berikut: 

 Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal28 ayat (1) huruf b: 

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, 

sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari jalan, drainase, 

sanitasi dan jaringan air minum. 

 Pasal1 angka 22 dan Penjelasan Pasal28 ayat (1) huruf b: 

Sarana adalah fasilitasdalam lingkungan hunian yang berfungsi 

untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan 

sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikitterdiri dari rumah 

ibadahdan ruang terbuka hijau (RTH). 

 Pasal1 angka 23dan Penjelasan Pasal28 ayat (1) huruf b: 

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 

lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk 

KWH meterdan jaringan telepon. 

Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan 

dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan 
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perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai 

diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan 

perumahan. 

Tabel 2.99  
Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan 

 PSU Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah lingkungan yang didukung 
PSU pada kurun waktu tertentu 

2 4 5 3 5 

2 Jumlah lingkungan perumahan pada 
kurun waktu tertentu 

7 9 11 9 9 

3 Cakupan lingkungan sehat dan aman 
yang didukun dengan PSU 

28.57 44.44 45.45 60,10 56 

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah) 

 
Dari data di atas diperoleh cakupan lingkungan sehat dan aman 

yang didukung dengan PSU pada tahun 2015 sebesar 28,57%, terus 

mengalami peningkatan menjadi 56% di tahun 2019. 

  
2.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 

Pada tahun 2015-2016, cakupan pelayanan kebakaran di 

Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami stagnasi (28%), hal ini 

disebabkan karena tidak bertambahnya jangkauan luas wilayah 

manajemen kebakaran karena kurangnya sarana dan prasarana 

penunjang. Kondisi ini mengalami perbaikan di tahun 2017 hingga tahun  

2019 menjadi 46,8%  diharapkan di tahun-tahun yang akan datang, 

cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Sidenreng 

Rappang akan terus mengalami perbaikan. 
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Tabel 2.100 
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jangkauan luas 
wilayah 
menajemen 
kebakaran 

KM² 528,78 528,78 881,3 881,3 881,3 

Luas wilayah 
kabupaten 

KM² 188,325 188,325 188,325 188,325 188,325 

Cakupan 
Pelayanan 
Bencana 
Kebakaran 
Kabupaten 

% 28 28 46,8 46,8 46,8 

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sidenreng 
Rappang; 2020 

 
b. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan 

Wilayah Manajemen (WMK) 

Dilihat dari tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah 

Layanan wilayah Manajemen (WMK), terlihat angka yang terus 

meningkat sejak tahun 2015 hingga 2019 seperti yang terlihat pada 

Tabel di bawah. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena semakin 

baiknya kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sidenreng 

Rappang yang memudahkan akses petugas pemadam kebakaran untuk 

menjangkau daerah terdampak. 

Tabel 2.101 
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)  
Daerah Layanan Wilayah Manajemen  (WMK)  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah kasus kebakaran di 
WMK yang tertangani dalam 
waktu maksimal 15 menit  

Kasus 36 18 49 54 68 

Jumlah kebakaran dalam 
jangkauan WMK 

Kasus 45 22 60 66 81 
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Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sidenreng 
Rappang; 2018 

  
2.3.1.6. Bidang Urusan Sosial 

a. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial 

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang 

merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang 

karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan 

wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa 

kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunan sosial, keterbelakangan 

atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang 

mendukung. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang antara lain adalah meningkatkan kualitas 

pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan bagi 

disebilitas, pembinaan dan pemberian modal usaha bagi keluarga 

miskin. 

Tabel 2.102  
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase PMKS yang 
memperoleh bantuan sosial 

    85 

 
  

Tingkat Waktu Tanggap 
(response time rate) Daerah 
Layanan Wilayah Manajemen 
(WMK) 

% 80 81,8 81,7 81,82 83,95 
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Tabel 2.103 
Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Kebencanaan 

Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase Pelayanan 
penyelenggaraan urusan 
kebencanaan 

%         100 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
Tabel 2.104 

Persentase Layanan Kebencanaan pada masyarakat  
(Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)  

Tahun 2015 – 2019  

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Persentase Layanan 
Kebencanaan pada 
masyarakat (Pra bencana, 
tanggap darurat dan pasca 
bencana) 

%         100 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
Tabel 2.105 

Persentase Layanan Pengurangan  
Risiko Bencana Pada Masyarakat  

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase layanan 
pengurangan risiko bencana 
pada masyarakat 

%         100 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
Tabel 2.106 

Persentase Korban Bencana Yang Tertangani  
Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase Korban Bencana 
Yang Tertangani 

%         100 

 
  



 

 

 

 

 RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 100 | BAB II 

b. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial 

Selama Masa Tanggap Darurat  

Tabel 2.107 
Persentase Korban Bencana yang Menerima  

Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat  
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah korban bencana yang 
seharusnya menerima bantuan 
social selama masa tanggap darurat 
dalam 1  (satu) tahun 

6.543 729 165 213 106.2

57 

2 Jumlah korban bencana yang 
seharusnya menerima bantuan 
social selama masa tanggap darurat 
dalam 1 tahun 

6.543 729 165 213 106.2

57 

3 Persentase Korban Bencana yang 
Menerima Bantuan Sosial selama 
Masa Tanggap Darurat 

100 100 100 100 100 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja 

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun 

Tabel 2.108 
Angka Partisipasi Angkatan Kerja 

Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Angka partisipasi angkatan 
kerja 

% 53,27 -- 49,17 56,22 55,39 

Sumber: BPS;2020 

 
Tabel 2.109 

Tingkat Pengangguran Terbuka  
Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

% 6,97 -- 3,17 4,70 4.75 

Sumber: BPS;2020 
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2.3.2.2. Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi 

Tabel 2.110 
Persentase Luas Wilayah Yang Tercoverage Jaringan Internet 

Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase luas wilayah yang 
tercoverage jaringan internet 

%     71.47 

 
Tabel 2.111 

Persentase Luas Wilayah Yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan 
Internet Dan Internet Lainnya 

Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Persentase luas wilayah 
yang terjangkau 
infrastruktur jaringan 
internet dan internet 
lainnya 

%     71.47 

 
Tabel 2.112 

Persentase Penyebar Luasan Informasi  
Dan Kerjasama Media Yang Dikelola 

Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase penyebar luasan 
informasi dan kerjasama 
media yang dikelola 

%     21 

 
2.3.2.3. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 

a. Persentase Koperasi Aktif 

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah 

ditujukkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat urusan ini memiliki 

peran strategis dalam konstribusinya bagi peningkatan perekonomian 

daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan 

tenaga kerja. 
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Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi 

ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup 

banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase 

usaha mikro dan kecil terhadap seluruh UMKM di Kabupaten Sidenreng 

Rappang selama kurun waktu 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan. 

Rincian lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel 2.114. 

Tabel 2.113 
Persentase Koperasi Aktif  

Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase Koperasi aktif 49,32 49,72 50,48 50,54 50,54 
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab.Sidrap;2020 
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b. Jumlah UMKM Aktif 

Tabel 2.114 
UMKM yang Aktif Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah UMKM aktif 9.264 10.367 11.572 24.500 26.200 
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; 2020 

 
2.3.2.4. Bidang Urusan Penanaman Modal 

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 
Tabel 2.115 

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Investor Berskala 
Nasional  PMDN 

Perusahaan 3 8 7 194 227 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2020 

 
Tabel 2.116 

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

INDIKATOR 

TAHUN 

2015 
(Rp. 000) 

2016 
(Rp. 000) 

2017 
(Rp. 000) 

2018 
(Rp. 000) 

2019 
(Rp. 000) 

Nilai Investasi 
Berskala 
Nasional PMDN 

465.142.131 176.503.270 960.215.000 156.997.306 90.115.003 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2020 

 
Jumlah investor Berskala Nasional yang masuk di Kabupaten 

Sidenreng Rappang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari data dari 

Dinas PMPTSP yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 

sampai 2019 terdapat 21 perusahaan yang menanamkan modalnya di 

Kabupeten Sidenreng Rappang dengan jumlah nilai investasi sebesar 

Rp.1,919 Trililun rupiah. Hal ini disebabkan oleh dukungan pemerintah 

dalam memberikan kemudahan kepada investor untuk menanamkan 
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modalnya melalui perbaikan iklim investasi dan jaminan kepastian 

hukum.  

b. Nilai Investasi  
Tabel 2.117 

Nilai Investasi (Juta Rupiah) Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Nilai PMDN 
Miliar 

Rupiah 
465.142 176.503 960.215 156.306 91.144 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2020 

 
Tabel 2.118 

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Poin     74.58 

 
c. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) 

Tabel 2.119  
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kenaikan/Penurunan Nilai 
Realisasi PMDN (Milyar 
Rupiah) 

 
% 371,27 -62,00 444 -84 -43 

 
2.3.2.5. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 

a. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif 

Tabel 2.120  
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

No. Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah organisasi pemuda yang 
aktif 

25 27 27 27 27 

2. Jumlah seluruh organisasi 
pemuda 

28 30 30 33 33 

3. Persentase Organisasi Pemuda 
yang Aktif 

89,3% 90% 90% 81.8 81.8 
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Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng 
Rappang;2020 

 
Berdasarkan tabel di atas persentase organisasi pemuda dalam 

lima tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, 

mengalami peningkatan yang juga diiringi dengan peningkatan jumlah 

organisasi pemuda yang aktif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya bertambahnya organisasi masyarakat dan makin 

meningkatnya peran pemerintah dalam dalam pembinaan organisasi 

pemuda diseluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang. 

b. Persentase Wirausaha Muda 

Tabel 2.121 
Persentase Wirausaha Muda 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No. Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah wirausaha muda 15 16 16 20 24 

2. Jumlah seluruh wirausaha 21.457 22.885 23.900 24.5 25.6 

3. Persentase wirausaha muda 0,069 0,069 0,067 0.882 0.094 
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng 

Rappang;2020 

 
Persentase wirausaha muda dari tabel diatas menunjukkan 

bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami 

peningkatan disebabkan karena meningkatnya peran serta partisipasi 

pemuda dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan 

serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan kewirausahaan di 

Kabupaten Sidenrang Rappang. 

c. Cakupan Pembinaan Olahraga 

Tabel 2.122  
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2015-2019 

NO. INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah cabang olahraga yang dibina 15 16 16 17 17 

2. Jumlah seluruh cabang olahraga 
yang ada/terdaftar 

17 18 18 18 18 

3. Cakupan pembinaan olahraga 88% 89% 89% 94 94 
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Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

 
Dari Tabel 2.122 di atas menunjukkan cakupan pembinaan 

olahraga dalam lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 

mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan Dinas Kepemudaan dan 

olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan 

bantuan berupa sarana dan prasarana sekaligus melakukan pembinaan 

dan pelatihan terhadap para atlit.  

d. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat 

Tabel 2.123   
Cakupan pelatih yang bersertifikat 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

NO. INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah pelatih yang bersertfikat 5 7 8 10 14 

2. Jumlah seluruh pelatih 34 36 36 40 45 

3. Cakupan pelatih yang bersertifikat 15 19 22 25 31 
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng 

Rappang;2020 

 
Jumlah cakupan pelatih yang bersertifikasi dari tabel diatas 

cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

Jumlah pelatih yang telah memililki sertifikat sebanyak 5 orang di tahun 

2019 menjadi 14 orang di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena 

Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Dinas 

Kepemudaan dan olahraga dan Pariwisata melakukan pembinaan dan 

memberikan wadah dan fasilitasi kepada para pelatih untuk memperoleh 

sertifikat.  

e. Cakupan Pembinaan Atlit Muda  

Tabel 2.124 
Cakupan Pembinaan Atlit Muda 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO. INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah atlit pelajar yang dibina 38 60 50 55 60 
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2. Jumlah seluruh atlit pelajar yang 
dibina 

80 80 80 80 85 

3. Cakupan Pembinaan Atlit Muda 48% 75% 63% 69 71 
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang 

 
Berdasarkan Tabel 2.124 di atas tergambar bahwa cakupan 

pembinaan atlit muda dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 

mengalami peningkatan namun di tahun 2017 mengalami penurunan 

sebanyak 8% karena berkurangnya pertandingan/event olahraga yang 

diselenggarakan sehingga jumlah atlit yang dibina juga berkurang. 

Diharapkan Pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan pembinaan 

terhadap atlit tidak hanya dilakukan pada saat adanya acara/event 

namun dilakukan secara terus menerus. 

f. Jumlah Atlit Berprestasi 

Tabel 2.125  
Jumlah Atlit Berprestasi  

 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah atlit yang memenangi kejuaraan 
tingkat nasional dan internasional dalam 
satu tahun 

22 25 25 20 15 

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang; 2020 

 
Dari table 2.125 di atas menunjukkan bahwa jumlah atlit 

berprestasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan 

karena dilakukan pembinaan khusus kepada para atlit melalui beberapa 

acara/event nasional yang diselenggarakan. Diharapkan kedepannya 

Pemerintah daerah melakukan pencarian bibit-bibit muda yang 

potensial dan berprestasi, peningkatan pembinaan bagi atlit maupun 

pelatih dan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana 

olahraga. 

g. Jumlah Prestasi Olahraga 

Tabel 2.126  
Jumlah Prestasi Olahraga  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 
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URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah prestasi cabang olahraga 
yang dimenangkan dalam satu tahun 

12 14 14 15 17 

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang;2020 

 
Jumlah prestasi olahraga dapat dilihat pada tabel di atas 

menunjukkan tahun 2015- 2019 mengalami peningkatan prestasi dari 12 

prestasia di tahun 2015 menjadi 17 prestasi di tahun 2019. Hal ini bisa 

disebabkan karena adanya beberapa acara/event yang diikuti seperti 

kejuaraan daerah. 

 
2.3.2.6. Urusan Statistik 

Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi 

Buku Kabupaten Sidenreng Rappang dalam angka selama 

priode 2015-2019 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang 

ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan dan tenaga 

kerja, kesejahteraan pertanian, industrI serta ekonomi dan keuangan. 

Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten 

Sidenreng Rappang serta Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten 

Sidenreng Rappang, yang dapat digunakan baik oleh pemerintah 

maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat 

atau acuan dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga 

ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut 

lapangan usaha, buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut 

pengeluaran, buku Statistik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan 

buku indicator ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk 

informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Tabel 2.132 berikut: 

Tabel 2.127  
Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi 

 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Tersedianya Sistem Data dan 
Statistik Yang Terintegrasi 

 ada ada  ada ada ada 
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Sumber: BPS; 2020 

 
Tabel 2.128  

Buku “Kabupaten Dalam Angka”  
 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Buku “Kabupaten Dalam Angka” Ada Ada Ada Ada Ada 
Sumber: BPS; 2020 

 
Tabel 2.129  

Buku “PDRB” di Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Buku “PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada 
Sumber: BPS; 2020 

 
Tabel 2.130 

Persentase Dokumen Data/Informasi Dan Statistik Sektoral 
Yang Dihasilkan 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase domumen 
data/informasi dan statistik 
sektoral yang dihasilkan 

%     100 

Sumber: BPS; 2020 
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2.3.2.7. Bidang Urusan Persandian 

Persentase Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Sandi 
Dalam Komunikasi Perangkat Daerah  

Tabel 2.131 
Persentase Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan 

Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No. Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah perangkat daerah yang telah 
menggunakan sandi dalam 
komunikasi antar perangkat daerah 

35 35 35 35 25 

2. Jumlah total perangkat daerah 35 35 35 35 25 

3. Persentase Perangkat Daerah Yang 
telah Menggunakan Sandi  
dalam Komunikasi Perangkat Daerah 

100 100 100 100 100 

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; 2020 

 
2.3.2.8. Bidang Urusan Kebudayaan 

Persentase Budaya Lokal Yang Dikembangkan  

Dalam upaya melestarikan seni dan budaya, Kabupaten 

Sidenreng Rappang setiap tahun melaksanakan Festival Seni dan 

Budaya serta kegiatan pelestarian situs-situs sejarah. 

Tabel 2.132 
Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi  

Daya Tarik Wisata. 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Persentase Budaya Lokal 
yang Dikembangkan 
Menjadi Daya Tarik 
Wisata. 

%     50 

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; 2020 

 
2.3.2.9. Bidang Urusan Perpustakaan 

Perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam 

meningkatkan minat dan budaya gemar membaca di masyarakat 

Kabupaten Sidenreng Rappang, upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan menambah 
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jumlah koleksi buku dengan berbagai macam judul, sehingga pengunjung 

perpustakaan akan terus meningkat. Namun demikian, Kabupaten 

Sidenreng Rappang sampai saat ini belum memiliki Perpustakaan Daerah, 

sehingga koleksi buku bacaan yang ada belum menjadi konsumsi publik. 

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 

Jumlah Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari 

tahun 2015 hingga tahun 2019, hal ini di karenakan bahwa minat/gemar 

membaca bagi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Tabel 2.133 
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No. Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Pengunjung 
Perpustakaan per 
Tahun 

2.211 2.332 2.772 3.689 4.911 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip; 2020 

b. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah 

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 

mengalami penigkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 sebanyak 3.628 

buku hingga tahun 2019 sebanyak 10.436 buku. 

Tabel 2.134 
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No. Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah koleksi judul buku 
yang tersedia di 
perpustakaan daerah 

3.628 4.078 4.428 4.428 5.218 

3 Koleksi Buku Yang Tersedia 
Di Perpustakaan Daerah 
(Judul) 

7.256 8.156 8.856 8.856 10.436 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020 

 
c. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk 

Rasio jumlah perpustakaan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 

tidak mengalami peningkatan, di tahun 2015 jumlah perpustakaan 408 

sedangkan di tahun 2019 jumlah perpustakaan 483, maka dalam kurun 
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waktu lima tahun terakhir ada peningkatan perpustakaan sebanyak 75 

perpustakaan. 

Tabel 2.135  
Rasio Perpustakaan per Satuan penduduk 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO. URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Perpustakaan 408  445  483  483 483 

2 Jumlah Penduduk 286.610  289.787  292.964  299.23 301.972 

3 Rasio Perpustakaan 
Per Satuan Penduduk 

01 : 11 01 : 11 01 : 11 01 : 11 01 : 11 

Sumber: BPS dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2020 

 
d. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun 

Tabel 2.136 
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Rata-rata Pengunjung 
Perpustakaan/Tahun 

2.211 2.332 2.772 3.689 4.911 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;2020 

 
e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan 

Tabel 2.137  
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah koleksi judul buku 
Perpustakaan 

3.628 4.078 4.428 4.428 5.218 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipa;n 2020 

 
Tabel 2.138 

Indeks Minat Baca Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Indeks Minat Baca Nilai - - - - 25 
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2020 

 

Tabel 2.139 
Rasio Perpustakaan/TBM yang Aktif Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 
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1 
Rasio Perpustakaan/TBM yang 
Aktif 

% - - - - 45 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;; 2020 
Tabel 2.140 

Persentase Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis  
Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat  

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Persentase Jumlah 
Pustakawan, Tenaga Teknis 
dan Penilai yang memiliki 
Sertifikat 

%  - - - - 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2020 

 
2.3.2.10. Bidang Urusan Kearsipan 

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku  
Tabel 2.141  

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip  
Secara Baku Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

URAIAN SATUAN 
TAHUN  

2015 2016 2017 2018 2019 

Perangkat Daerah yg mengelola 
arsip secara baku 

OPD/Unit 
Kerja/Desa/ 
Kelurahan 

9 9 9 9 9 

Jumlah perangkat daerah OPD/Unit 
Kerja/Desa/ 
Kelurahan 

42 42 42 36 36 

Persentase Perangkat Daerah 
yg mengelola arsip secara baku 

% 21.4 21,4 25 25 25 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2020 

 
b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 

Tabel 2.142  
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 

 Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Peningkatan SDM Pengelola 
Kearsipan 

Orang 0 0 0 1 1 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2020 
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2.3.2.11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah  
Tabel 2.143  

Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah 
 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase partisipasi perempuan di 
lembaga pemerintah 

0.36 2.22 2.5 8.57 8.57 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020 
 

Persentase perempuan di posisi pengambilan keputusan di 

lembaga pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan 

telah mengalami peningkatan dari tahun 2015 (0,36%) hingga tahun 

2019 (8,57%), hal ini disebabkan karena para pemimpin lembaga 

pemerintah sebagian sudah memahami pentingnya peran perempuan 

di lembaga pemerintah untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan 

Gender. 

b. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD  

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang 

menyatakan bahwa parpol harus meyertakan 30 persen keterwakilan 

perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat 

dalam dunia politik dan legeslatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki dalam 

berpolitik sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk 

mendapat dukungan oleh semua pihak. 

Tabel 2.144  
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Kursi DPRD yang 
diduduki Perempuan 

1 1 2 3 3 

2 Jumlah Total Kursi di 
Keanggotaan DPRD  

35 35 35 35 35 
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NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Proporsi Kursi yang Diduduki 
Perempuan di DPRD (%) 

2,86 2,86 2,86 8,57 8,6 

 
Di Kabupaten Sidenreng Rappang persentase keterwakilan 

perempuan di parlemen di tahun 2015-2019 mengalami kenaikan, pada 

tahun 2015 sebanyak 2,86 persen, sedangkan pada tahun 2019 naik 

menjadi 8,6 persen. Walaupun begitu, bila dibandingkan dengan laki-

laki, tingkat partisipasi perempuan di parlemen masih rendah. 

c. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta 

Tabel 2.145   
Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Partisipasi perempuan di lembaga 
swasta 

% 99,6 97,7 62,38 62,5 67,5 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020 

 
Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di 

lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga 

swasta, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Meningkatnya 

partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2015 yaitu 99,6 % 

menurun menjadi 67,5% pada tahun 2019. 

d. Rasio KDRT 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga 

(Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Tabel 2.146  
Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang  
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Tahun 2015 – 2019  

INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah KDRT 15 3 51 10 13 

Jumlah Rumah Tangga 67.700 68.373 68.373 76569 76569 

Rasio KDRT (%) 23,22 20,72 18,75 13 16,9 
Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
Rasio KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung 

fluktuatif dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,0746 atau 51 kasus dari 

68.373 rumah tangga sehingga membutuhkan perhatian lebih besar dari 

pemerintah daerah. 

e. Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur 

Persentase tenaga kerja dibawah umur adalah proporsi pekerja 

anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. 

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur selama 5 tahun terakhir 

(2015-2019) di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat 42,2% jumlah tenaga kerja 

dibawah umur, pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan 79,37%, 

kemudian menurun menjadi 6,29% pada tahun 2017. 

Tabel 2.147  
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur 

 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Jumlah Tenaga 
Kerja di Bawah Umur 

% 23,7 79,37 6,29 10 13 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020 

 
Hasil survey BPS bersama Internasional Labour Organization 

(2009) menemukan fakta bahwa 65,5% pekerja anak Indonesia 

merupakan pekerja keluarga tidak dibayar (unpaid family worker).  Fakta 

tersebut menggambarkan dua hal. Pertama, sebagian besar pekerja 

anak merupakan “korban” eksploitasi keluarga. Kedua, keberhasilan 

pemerintah dalam menekan jumlah pekerja anak atau menghentikan 
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eksploitasi terhadap anak sangat ditentukan oleh kesadaran dan 

partisipasi kepala keluarga. Dalam konteks ini perlu adanya sinergi 

antara pemerintah dengan para orang tua dalam menanamkan 

pemahaman bahwa anak dibawah umur tidak bisa dianggap memiliki 

nilai ekonomi.   

f. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan untuk 

mengungkap seberapa besar partisipasi perempuan ikut aktif dalam 

kegiatan yang bersifat ekonomis atau dapat juga dikatakan sebagai 

cerminan tinggi rendahnya geliat angkatan kerja perempuan untuk 

masuk dalam pasar kerja. 

Tabel 2.148 
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah partisipasi angkatan 
kerja perempuan 

74.570 1.662 28.989 - - 

2 Jumlah angkatan kerja 
perempuan 

36.338 31.365 36.338 36.338 38771 

3 Partisipasi angkatan kerja 
perempuan 

43,7 5,29 26,50 32,610 32,871 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
Tabel 2.148 di atas menunjukkan bahwa data partisipasi 

angkatan kerja perempuan yang sangat fluktuatif. 

g. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang 

Mendapatkan Penanganan Pengaduan 

Perlindungan perempuan dan anak merupakan kewajiban 

pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Perlindungan yang dimaksudkan adalah segala upaya yang ditujukan 

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak 

keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
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atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan 

pengadilan. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 

anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti 

terlihat dalam Tabel 2.154 berikut: 

 
Tabel 2.149  

Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan  
Yang Mendapatkan Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015 – 2019 

INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan perempuan dan anak korban 
kekerasan yang mendapatkan 
penanganan pengaduan oleh petugas 
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 
(Orang) 

23,00 20,00 18,00 10 13 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
h. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang 

Mendapatkan Layanan Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu 

Tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT Di Rumah Sakit 

Tabel 2.150  
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan 

Layanan Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu  
Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Di Rumah Sakit   
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 
Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan Yang Mendapatkan 
Layanan Kesehatan Terlatih Di 
Puskesmas Mampu Tatalaksana 
Ktp/A dan PPT/PKT Di Rumah Sakit 

Orang 23,00 20,00 18,00 10 1 
3 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan perempuan dan anak 

korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di 

Puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 

menurun di tahun 2015-2019, di mana semua kasus korban kekerasan 

akan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan baik di 
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tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pasien/ klien di fasilitasi kesehatan akan terlayani berdasarkan 

tingkat keterpaparannya/ diagnose hasil pemeriksaan. 

i. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas 

Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 

Tabel 2.151  
Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas 

Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban 
Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

URAIAN SATUAN 
TAHUN  

2015 2016 2017 2018 2019 

Layanan Rehabilitasi Sosial Yang 
Diberikan Oleh Petugas 
Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi 
Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan di dalam Unit 
Pelayanan Terpadu 

Orang 10,0
0 

15,0
0 

10,0
0 

10 13 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
Berdasarkan Tabel 2.151 diatas bahwa cakupan layanan 

rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih 

bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan 

terpadu sejak tahun 2015-2019 fkluktuatif, sebab tidak semua korban 

menginginkan untuk Rehab Sosial. Diharapkan semua kasus yang 

terlapor melalui unit layanan terpadu akan mendapatkan penanganan 

oleh petugas terlatih. Rehab sosial bertujuan melakukan pendampingan 

untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan klien yang 

mengalami disfungsisosial/traumatik sehingga klien/korban  

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (seperti 

semula). Pada dasarnya seluruh korban yang sudah tercatat, 

lembaga/petugas akan melakukan identifikasi korban dalam rangka 

menindak lanjuti kasus klien. 
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j. Cakupan Penegakan Hukum Dati Tingkat Penyidikan Sampai 

dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak 

Tabel 2.152  
Penegakan Hukum Dati Tingkat Penyidikan Sampai dengan 

Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Penegakan Hukum dari 
Tingkat Penyidikan Sampai 
dengan Putusan Pengadilan 
Atas Kasus-Kasus Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan 
Anak 

Orang 23,00 20,00 18,00 10 13 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai 

dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 

2014-2017 mengalami penurunan, seluruh kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat oleh Penyidik 

seluruhnya terproses dan dikawal olehpendamping dari P2TP2A 

Maupun Unit PPA Polres ketingkat pengadilan, demikian pula tingkat 

kejaksaan tetap terproses dengan baik hingga putusan. 
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k. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang 

Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 

Tabel 2.153  
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan  

Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum  
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan 
Yang Mendapatkan Layanan 
Bantuan Hukum 

Orang 23 20 18 10 13 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

mendapatkan layanan bantuan hukum dari tahun 2015-2018 mengalami 

perununan. Korban/Klien yang melaporkan diri di tempat pengaduan 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun di Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak tetap diberikan layanan hukum, 

namun pada kondisi tertentu beberapa klien (pelapor) mencabut laporan 

dan ditempuh dengan jalan damai. 

 
l. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Kekerasan Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan  

Tabel 2.154  
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Kekerasan  

Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Layanan Pemulangan 
Bagi Kekerasan Perempuan 
dan Anak Korban Kekerasan 

Orang 1 2 1 0 1 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
Persentase klien/korban yang dipulangkan ke keluarga yang 

ditangani oleh Layanan P2TP2A kabupaten Sidenreng Rappang pada 
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tahun 2015 sebanyak 1 orang sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya 

tetap sebanyak 1 orang yang dipulangkan ke keluarganya. 

m. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan  

Tabel 2.155  
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi  
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Layanan Reintegrasi 
Sosial Bagi Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan 

Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun 

kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial.Layanan 

reintegrasi social, merupakan upaya untuk menyatukan kembali 

korban/klienkepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan 

sosial lainnya yang dapatmemberikan perlindungan.Pelayanan lembaga 

P2TP2A dalam reintegrasi terhadap korban /klien adalah melakukan 

layanan terapi oleh konselor selama dalam penanganan, sebagai wujud 

perlindungan kepada klien disiapkan rumah aman kemudian diberikan 

pelatihan keterampilan termasuk pemenuhan spiritual klien. Reintegrasi 

akan dilakukan jika kondisi klien sudah siap untuk pulang dan keluarga 

mau menerima korban. 

n. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD 

Tabel 2.156  
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rasio APM 
Perempuan/ Laki-
Laki di SD 

% 
15.778/ 
7.104 

15.778/ 
7.104 

16.721/ 
18.110 

16.721/ 
18.110 

17.610/ 
19.210 
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  Tidak Tersedia Data 
Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2019 

 
o. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP 

Tabel 2.157  
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rasio APM Perempuan/ Laki-
Laki di SMP 

% 1 1,002 1,15 1,15 1,25 

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP di Kabupaten 

Sidenreng Rappang menunjukkan menurunan dari tahun ke tahun. Hal 

ini menunjukkan jenjang pendidikan perempuan di tingkat SMP 

mengalami penurunan.  

p. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA 

Tabel 2.158  
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rasio APM Perempuan/ 
Laki-Laki di SMA 

% 1,15 1,05 0,94 1 1,01 

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA di Kabupaten 

Sidenreng Rappang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Hal 

ini menunjukkan jenjang pendidikan perempuan di tingkat SMA 

mengalami penurunan. 

q. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi 

Tabel 2.159  
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 
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Rasio APM Perempuan/ 
Laki-Laki di Perguruan Tinggi 

% 2,24 1,29 0.96 0.98 1,0 

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat perguruan tinggi di 

Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan jenjang pendidikan yang 

di tempuh perempuan semakin meningkat sama seperti laki-laki, 

meskipun pada tahun 2016-2017 rasionya mengalami penurunan. 

2.3.2.12. Bidang Urusan Pangan 

Tabel 2.160 
Ketersedian Pangan Utama Tahun 2015 – 2019  

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Ketersedian 
pangan utama 

Kg 889,46 1.126,60 1.126,60 1.302,22 1.021,48 

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Tanaman 
Pangan;2020 

 
2.3.2.13. Bidang Urusan Pertanahan 

Tabel 2.161 
Persentase Luas Lahan Bersertifikat 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Luas (m2) 369.211.921 378.655.726 387.044.657 405.516.725 424.493.742 

Luas (km2) = 
a/1.000.000 

369,21 378,66 387,04 405,52 424,49 

Persentase dari Total 
Luas Wilayah (%) 

19,61 20,11 20,55 21,53 22,54 

 
2.3.2.14. Urusan Lingkungan Hidup 

a. Persentase Jumlah Sampah yang tertangani 
Tabel 2.162  

Persentase Jumlah Sampah yang tertangani 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019  

INDIKATOR 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Jumlah Sampah yang  
tertangani (%) 

- - 56,63 56,77 68,49 

 
Tabel 2.163 

Tersedianya Informasi Tentang Lingkungan Hidup 
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Tahun 2015 – 2019  

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Tersedianya informasi 
tentang lingkungan hidup 

Dok 
1 1  1  - 4  

Tabel 2.164 
Terlaksananya Pengendalian Pencemaran  

Dan Perusakan Lingkungan Hidup  
Tahun 2015 – 2019  

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Terlaksananya 
pengendalian 
pencemaran 
dan perusakan 
lingkungan 
hidup 

Laporan 

Puskesmas) 
4 Unit, 

Embun 6 
Unit, Sumur 
Resapan 4 
Unit, Solar 
Cell 5 Bh, 

Rumah 
Kompos 1 

Unit, 
TPS3R 2 

Unit. 

Embun 
10 Unit, 
Biopori 

1.588 Bh, 
S. 

Resapan 
15 Bh, 

Ipal 
Biogas 
10 Unit, 

TPS3R 1 
Unit. 

- Rumah 
Kompos 
1 Unit, 
TPS3R 
1 Unit 

- 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup;2020 
Tabel 2.165 

Tersedianya RTH Publik Dalam Wilayah Kota/Perkotaan 
Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Tersedianya RTH publik 
dalam wilayah 
kota/Perkotaan 

% 
54.26 55,49 57,34 57,34 57,34 

     Sumber: Dinas Lingkungan Hidup;2020 

 
2.3.2.15. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

a. Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk 
Tabel 2.166  

Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah penduduk usia > 
17 yang ber KTP 

191,081 194,994 198,512 210.250 214.231 
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2 Jumlah penduduk usia > 
17 atau telah menikah 

169,405 170,888 171,652 171.668 172.074 

3 Rasio penduduk ber KTP 
per satuan penduduk 
(penduduk) 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 
b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran 

Tabel 2.167  
Rasio Bayi Berakte Kelahiran  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah bayi ber akte kelahiran 28,534 27,509 26,509 20.758 15.512 

2 Jumlah bayi 28.283 27.641 27.245 21.573 16.086 

3 Rasio bayi ber akte kelahiran 
(lembar) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 

     Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;2020 

 
c. Rasio Pasangan Berakte Nikah  

Tabel 2.168  
Rasio Pasangan Berakte Nikah 

 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah pasangan nikah 
berakte nikah 

7,575 9,228 10,800 12.777 13.523 

2 Jumlah keseluruhan pasangan 
nikah 

8,465 10,220 11,872 13.948 14.710 

3 Rasio pasangan ber akte nikah  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 
d. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

Tabel 2.169  
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah KTP ber NIK 
yang diterbitkan  

191,081 194,994 198,512 210.250 214.231 

2 Jumlah penduduk 
wajib KTP 

215,480 216,141 221,653 213.347 218.582 

Cakupan  Cakupan penerbitan 
kartu tanda penduduk 

88.68 90.22 89.56 92.21 92.72 

     Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;2020 

 
e. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 

Tabel 2.170  
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Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 
 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 - 2019 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah penduduk lahir dan 
memperoleh akta kelahiran di 
tahun bersangkutan  

5,502 5,054 4,984 4.526 2.487 

2 Jumlah kelahiran di tahun 
bersangkutan  

5,517 5,090 5,061 4.700 2.579 

3 Cakupan Penerbitan Akte 
Kelahiran 

99.73 99.29 98.48 99.48 99.21 

     Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;2020 
 

2.3.2.16. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Tabel 2.171 
Indeks Desa Membangun ‘Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Indeks Desa Membangun Poin     0.6479 

 
Tabel 2.172 

Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2015 – 2019 

NO INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Indeks Ketahanan Sosial Poin         0.747 

 
Tabel 2.173 

Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Indeks Ketahanan Ekonomi Poin     0.5577 

 
Tabel 2.174 

Indeks Ketahanan Lingkungan Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Indeks Ketahanan 
Lingkungan 

Poin     0.6392 

 
2.3.2.17. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

a. Laju Pertumbuhan Penduduk 
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Laju Pertumbuhan penduduk adalah prosentase pertambahan 

jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Salah satu upaya yang 

dilakukan Pemerintah dalam rangka menurunkan dan menekan laju 

pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan Program Nasional 

Keluarga Berencana (KB).  

Tabel 2.175  
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 1,11 1,10 1,07 1,01 0,95 

Sumber: BPS;2020 

 
b. Total Fertility Rate (TFR) 

Tabel 2.176  
Total Fertility Rate (TFR)  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Total Fertility Rate (TFR) % 2,44 2,43 2,39 2,34 2,34 
Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
c. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga 

Tabel 2.177  
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rata-rata Jumlah Anak Per 
Keluarga  

Anak/ 
keluarga 

2 2 2 2 2 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
d. Ratio Akseptor KB 

Tabel 2.178 
Ratio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ratio Akseptor KB  % 72 72 72 72 72 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 
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e. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 
15-49 

Tabel 2.179  
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan  

Menikah Usia 15-49 Tahun  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Pemakaian Kontrasepsi 
/CPR Bagi Perempuan 
Menikah Usia 15-49 

Jiwa  41.852 42.008 42.225   

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
f. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 

Tahun  
Tabel 2.180 

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 
Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Paangan Usia Subur 
(PUS) Yang Istrinya Di Bawah 
20 Tahun 

PUS 23.800 23.908 24.104 19.388 19.330 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
g. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Ingin ber-KB Tidak 

Terpenuhi (Unmet Need)  
Tabel 2.181 

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Ingin ber-KB 
Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Pasangan Usia 
Subur (PUS) Yang Ingin ber-
KB Tidak Terpenuhi (Unmet 
need)  

% 14.12 11.13 11.13 11.30 12.48 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
h. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

Tabel 2.182 
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 



 

 

 

 

 RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 130 | BAB II 

Persentase Penggunaan 
Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) 

Jiwa 
10.60 12.30 13.43 12.36 14.66 

 
i. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi 

Tabel 2.183 
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tingkat Keberlangsungan 
Pemakaian Kontrasepsi 

% 68 68.5 69 69.5 69.5 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
j. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber -KB 

Tabel 2.184 
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber -KB  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Balita (BKB) ber -
KB 

% 86.60 88.94 88.58 88.39 86.73 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
k. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber -KB 

Tabel 2.185 
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber -KB  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Anggota Bina Keluarga 
Remaja (BKR) ber -KB 

Jiwa 89.82 88.23 88.68 87.55 85.58 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
l. Rata-Rata Anak Per Keluarga Pasangan Subur 

Tabel 2.186 
Rata-Rata Anak Per Keluarga Pasangan Usia Subur 

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 
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1 
Rata-rata anak per keluarga 
pasangan Usia Subur 

% tidak terindentifikasi -  
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m. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber -KB 
Tabel 2.187 

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber -KB  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Lansia (BKL) ber -KB 

Jiwa 82.73 80.58 90.39 84.35 78.97 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
n. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan 

Tabel 2.188 
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap  

Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 
(PPKS) Di Setiap Kecamatan 

tempat 
1 1 1 1 1 

o. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/    
Mahasiswa 

Tabel 2.189 
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling  

Remaja/Mahasiswa Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Remaja Dalam Pusat 
Informasi Dan Konseling Remaja/ 
Mahasiswa 

Jiwa 60 67 69 72 78 

 
p. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB 

Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 
Bidang    Pengendalian Penduduk 

Tabel 2.190 
Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KBU 

untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah  
Di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten  

Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan PKB/PLKB Yang 
Didayagunakan Perangkat Daerah KB  
Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Bidang 
Pengendalian Penduduk 

Jiwa 30 30 30 31 31 
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Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
q. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri 
Tabel 2.191 

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan PUS Peserta KB Anggota 
Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga  Sejahtera (UPPKS) Yang 
Ber- KB Mandiri 

Jiwa 89.85 83.98 81.85 82.88 83.09 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
r. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap    

Desa/Kelurahan 
Tabel 2.192  

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap 
Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rasio Petugas Pembantu Pembina 
KB Desa (PPKBD) Setiap 
Desa/Kelurahan 

Jiwa 98 100 110 110 110 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
s. Persentase Fakses dan Jaringannya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) 

Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan 
KBKR Sesuai Dengan Standarisasi pelayanan   

Tabel 2.193 
Persentase Fakses dan Jaringannya (Diseluruh Tingkatan 

Wialayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan 
Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi pelayanan 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Fakses dan Jaringannya 
(Diseluruh Tingkatan Wialayah) Yang 
Bekerjasama Dengan BPJS Dan 

% 21 14 13 13 13 
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Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai 
Dengan Standarisasi pelayanan 

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
t. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga 

Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan 
APBDes 

Tabel 2.194 
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan,  
Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga  

Melalui APBD dan APBDes Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 
Persentase Pembiayaan 
Program Kependudukan, 
Keluarga Berencana Dan 
Pembangunan Keluarga 
Melalui APBD dan APBDes 

 
% 

7.322.7
23.000 

3.550.5
27.000 

1.080.2
28.200 

182.000
.000 

766.590
.500 

 
2.3.2.18. Urusan Perhubungan 

a. Tingkat Kecelakaan Lalu lintas 
Tabel 2.195 

Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Menurunnya tingkat 
kecelakaan lalu lintas 

% Indikator baru 2019 4.28 

 
b. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum 

Urusan perhubungan sangat penting dalam hal perpindahan 

manusia, barang, dan informasi, antar daerah atau antar wilayah. 

Ketersediaan fasilitas dan kelancaran arus perpindahan sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu keselamatan 

dalam berlalu lintas juga sangat penting dalam pengaturan jalur-jalur 

yang dilewati kendaraan. Untuk kinerja urusan perhubungan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.196 
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

URAIAN TAHUN 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah arus penumpang angkutan 
umum yang masuk/keluar daerah 

7.942 7.853 5.775 3547 3245 

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
c. Rasio ljin Trayek Per Jumlah Penduduk 

Fasilitas angkutan umum merupakan indikator yang penting di 

dalam urusan perhubungan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang Moda 

angkutan umum yang beroperasi yaitu mulai Bus AKAP (Antar Kota 

Antar Propinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi), Minibus, angkutan 

perkotaan (Angkot), dan angkutan perdesaan (Angkudes).  

Disamping itu terdapat juga moda angkutan yang mendukung 

pelayanan sebagian kawasan perkotaan yaitu bentor. Dalam rangka 

melegalilasi mobil angkutan umum, baik angkutan orang maupun 

angkutan barang diperlukan adanya Ijin Trayek. Untuk ijin trayek yang 

dikeluarkan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagaimana 

tertera dalam Tabel 2.197 berikut ini. 

Tabel 2.197 
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah izin trayek 
yang dikeluarkan 

2.496 1.985 632 239 197 

2 Jumlah penduduk 289.787 292.985 296.125 299123 299123 

3 Rasio Izin Trayek 0,86 0,68 0,21 0,08 0,07 

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
d. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 

Tabel 2.198 
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum  

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 4.462 4.427 4.310 3.899 3.477 
Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
e. JumlahPelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis  

Tabel 2.199 
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis  
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Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ 
Terminal Bis 

1 1 1 1 1 

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
  



 

 

 

 

 RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 137 | BAB II 

f. Persentase Layanan Angkutan Darat 

Secara garis besar, manajemen armada angkutan darat 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Merawat dan menjaga kondisi dari semua aset/kendaraan dalam 
kondisi baik untuk menjamin keamanan dan keselamatan barang 
yang akan diangkut dan personil yang akan memakainya. 

b. Membuat sistem dan prosedur yang efektif untuk penggunaan dan 
perawatan semua asset/kendaraan. Termasuk didalamnya antara 
lain jadwal perawatan, manajemen pengaturan untuk 
pengemudi/sopir, manajemen untuk pemakain bahan bakar, sistem 
untuk melacak keberadaan kendaraan serta manajemen keamanan 
termasuk manajemen kesehatan dan keselamatan. 

c. Memantau dan mengukur biaya, pemanfaatan dan kinerja dari 
kendaraan yang bersangkutan. Efektivitas biaya armada tidak hanya 
untuk pengendalian biaya operasi kendaraan, tetapi juga untuk 
pemeliharaan dan perbaikan, persediaan suku cadang dan juga 
penggantian kendaraan pada masa optimal dalam pemakaiannya. 

d. Memastikan jumlah dan komposisi armada seimbang dengan 
aktivititas yang diperlukan. 
 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita 

mempersiapkan jenis kendaraan yang dibutuhkan. Yang perlu diketahui 

dan dipahami terlebih dahulu adalah berapa besar volume pekerjaan 

dan di lingkungan atau daerah mana kendaraan tersebut akan dipakai. 

Setelah itu kita akan memutuskan jenis kendaraan apa yang akan 

dipakai dan membuat manajemen armadanya untuk mengelola, 

mengukur, memantau dan mengendalikan kinerjanya. 

Kondisi fisik jalan serta lingkungan daerah dimana armada akan 

digunakan sangat mempengaruhi komposisi jumlah dan jenis armada. 

Dalam hal-hal tertentu, terkadang pengaruh legislatif atau peraturan 

juga dapat mempengaruhi, misalnya ada jalan-jalan tertentu tidak bisa 

dilalui oleh truk besar sehingga terkadang beberapa perusahaan 

memilih untuk menyewa kendaraan yang lebih kecil untuk mengirimkan 

barang. Lebih jelas mengenai persentase layanan angkutan darat di 

Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.200 
Persentase Layanan Angkutan Darat  

Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah angkutan darat 1.220 1.063 1.012 927 910 

2 jumlah penumpang 
angkutan darat 

39.710 39.265 28.875 17.735 16.225 

3 Persentase Layanan 
Angkutan Darat 

3.07 2,71 3,50 5,23 5,61 

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
g. Kepemilikan KIR Angkutan Umum 

Tabel 2.201 
Kepemilikan KIR Angkutan Umum 

 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Angkutan umum yang 
tidak memiliki KIR pada tahun n 

937 
 

522 
 

241 
 

101 99   

2 Jumlah Angkutan umum pada 
Tahun  n 

962 983 983 957 910 

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 

Kepemilikan KIR pada angkutan umum didefinisikan sebagai 

persentase jumlah angkutan umum yang tidak memiliki kir terhadap 

jumlah seluruh angkutan umum. Jumlah angkutan umum di Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2019 tercatat 910 unit kendaraan dengan 

jumlah kepemilikan uji kir sebanyak 99 unit, yang artinya masih belum 

seluruhnya angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2019 mengujikan kendaraannya secara berkala dua kali dalam setahun. 

h. Pemasangan Rambu-Rambu 
Tabel 2.202 

Persentase Pemasangan Rambu-Rambu  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah pemasangan rambu-rambu 
pada Tahun n 

60 100 - 53 - 

2 Jumlah rambu-rambu yang 
seharusnya tersedia 

50 10 50 60 - 
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i. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 

Rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan 

tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum 

mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan 

bobot perbedaan jenis kendaraan. 

Rasio penjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan 

membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini 

berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk 

melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini 

terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. 

Tabel 2.203 
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

NO Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Panjang Jalan 
Kabupaten 

1,290.04 1,290.04 1,290.04 1,290.04 1,290.04 

2 Jumlah Kendaraan 74.756 78.234 78.181 78,620 79,792 

3 Rasio panjang jalan 
per jumlah kendaraan 

1,73 1,65 1,65 1,64 1,62 

 
j. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum  

Tabel 2.204 
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum  

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Jumlah Orang/Barang Yang 
Terangkut Angkutan Umum 

39.71 39.265 28.875 17735 16225 
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k. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per 
tahun 

Tabel 2.205 
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal  

Per tahun Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

NO URAIAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Jumlah Orang/Barang 
Melalui Dermaga/Bandara/ 
Terminal per tahun 

39.710 39.265 28.875 17.735 16.625 

 
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan 

2.3.3.1. Bidang Urusan Pariwisata Kunjungan Wisata 

a. Jumlah Objek Wisata 
Tabel 2.206 

Jumlah Objek Wisata Baru Tahun 2015 – 2 019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Jumlah Objek Wisata 
Baru 

Objek Indikator baru 2019 5 

 
b. Kunjungan Wisata 

Tabel 2.207 
Kunjungan Wisata Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2015-2019 

Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kunjungan wisata : 374.676 546.000 430.138 - 86 

Puncak Bila 165.354 144.431 124.948 175.061 31.715 

Trans Park - 112.602 8.062 300 615 

Bungnge Tjitta Allakuang 19.876 100.812 103.523 11.0631 2.028 

Maddenra 310 280 376 360 250 

Monumen Ganggawa  186.939 180.872 188.745 195.372 1.745 

Danau Sidenreng 1.567 2.103 2.157 3.252 1.998 

Bila Ranch 127 131 145 172 135 

Bendungan Bila 176 153 104 360 203 

Monumen Andi Cammi 82 91 103 142 156 

Gua Parinding 245 265 283 314 216 

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang 

 
c. Persentase kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara 



 

 

 

 

 RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 141 | BAB II 

Tabel 2.208 
Persentase Kunjungan Wisatawan Domestik  

Dan Mancanegara Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase kunjungan 
wisatawan domestik dan 
mancanegara 

% Indikator Baru 2019 
25.1

4 

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng 
Rappang;2020 

 
d. Lama Kunjungan Wisata  

Tabel 2.209 
Lama Kunjungan Wisata 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Lama Kunjungan Wisata  Hari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng 
Rappang;2020 

 

Dari data di atas menunjukkan bahwa lama kunjungan wisata di 

Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata 1 hari dalam lima tahun 

terakhir sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Secara umum 

lama kunjungan wisata dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, ketersediaan inforamasi yang cukup tentang destinasi 

suatu tempat wisata.  Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah 

dan dinas yang terkait dengan sector pariwisata untuk lebih maksimal 

mempromosikan dan informasikan objek-objek wisata yang ada di 

Kabupaten Sidenreng Rappang.  
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e. PAD Sektor Pariwisata 
Tabel 2.210 

PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

PAD Sektor 
Pariwisata  

Rupiah 9,100,000 10,150,000 2,100,000 45.750.000 45.750.000 

PAD Sektor 
Pariwisata  

% 0.01 0.01 0.00 0,039 0,036 

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang 
 

Dari Tabel 2.210 di atas Pandapatan asli daerah dari sektor 

Pariwisata kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2015 sampai 

tahun 2019 mengalami capaian yang berfluktuasi hal ini dipengaruhi 

oleh jumlah kunjungan wisata dan faktor cuaca serta sarana prasarana 

yang belum memadai untuk itu diharapakan pemerintah daerah lebih 

mempromosikan obyek-obyak wisata dan lebih mengoptimalkan 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 

rangka peningkatan pendapatan daerah dan khususnya pendapatan 

masyarakat yang ada di sekitar objek wisata. 

 
2.3.3.2. Bidang Urusan Pertanian 

a. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB 

Tabel 2.211 
Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Kontribusi tanaman 
pangan terhadap PDRB 

% 24,67 21,29 23,59 17,33 20,98 

Sumber: Dinas KPHPTP Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
Tabel 2.212 

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kontribusi Sektor 
Pertanian/ Perkebunan 
terhadap PDRB 

% 29,58 25,44 24.33 25,43 27,45 
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Sumber: Dinas KPHPTP Kab. Sidenreng Rappang;2020 
 

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB pada 

tahun 2015 sebesar 29,58 persen adalah kontribusi terbesar selama 

lima tahun terakhir, penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap 

PDRB salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan kontribusi sektor-sektor 

lainnya diantaranya perdagangan dan industri dan infrastruktur. 

b. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB 

Tabel 2.213 
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 
Kontribusi Sektor 
Pertanian (Palawija) 
terhadap PDRB 

Rp. 
349,417,3

15,000 
434,668,3

23,162 
352,402,4

72,050 
222,664,4
59,452.30 

424,679,3
95,028.30 

Sumber: Dinas KPHPTP Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
Kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman paliwija terhadap 

PDRB terjadi fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir, 

kontribusi terbesar ada pada tahun 2016 sebesar Rp. 

434.668.323.162,00, sedangkan angka paling rendah terjadi pada tahun 

2018. 

c. Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB 

Tabel 2.214 
Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultua) Terhadap PDRB 

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Kontribusi tanaman 
hortikultura terhadap PDRB 

% Indikator baru 2019 0,66  

Sumber: Dinas KPHPTP Kab. Sidenreng Rappang;2020 

 
d. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB 

Tabel 2.215 
Konstribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap 

PDRBKabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 
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Kontribusi Sektor 
Perkebunan (Tanaman 
Keras) terhadap PDRB 

% 13.34 13.08 12.01 10.58 7.27 

Sumber: Dinas KPHPTP Kab. Sidenreng Rappang;2020 
 

e. Kontribusi Produksi kelompok Petani terhadap PDRB 

Tabel 2.216 
Kontribusi Produksi kelompok Petani terhadap PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kontribusi Produksi kelompok 
Petani terhadap PDRB 

% 62.76 50.56 45.23 58.03 57.18 

Sumber: Dinas KPHPTP Kab. Sidenreng Rappang;2020 
 

f. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per 

Hektar 

Tabel 2.217 
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama  

Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Produktivitas Padi atau Bahan 
Pangan Utama Lokal Lainnya Per 
Hektar 

% 
6.42 5.68 6.25 5.85 5.53 

Sumber: Dinas KPHPTP Kab. Sidenreng Rappang;2020 
 

Produktivitas Padi per hektar pada tahun 2013 mencapai 55,16 

persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 56,61 

persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 64,23 

persen selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 56,76 

persen dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 

62,49 persen.  Produktivitas tertinggi di capai pada tahun 2015 sebesar 

64,23 persen. 

 
g. Cakupan Bina Kelompok Petani 

Tabel 2.218 
Cakupan Bina Kelompok Petani 
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Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Bina Kelompok 
Petani 

% 17.47 8.88 2.95 4.11 9.39 
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2.3.3.3. Bidang Urusan Perdagangan 

a. Persentase perbaikan/penyediaan sarana distribusi perdagangan 
Tabel 2.219 

Persentase Perbaikan/Penyediaan Sarana 
Distribusi Perdagangan Tahun 2015 – 2019  

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase perbaikan / 
penyedian sarana 
distribusi perdagangan 

% Indikator baru 2019  100 

 
b. Persentase tertib niaga 

Tabel 2.220 
Persentase Tertib Niaga Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Persentase tertib Niaga % Indikator baru 2019 58,65  

 
c. Persentase Cakupan Peningkatan KKapasitas Sumber Daya 

Kemetrologian 
Tabel 2.221 

Persentase Cakupan Peningkatan  
Kapasitas Sumber Daya Kemetrologian  

Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Persentase Cakupan 
Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya 
Kemetrologian 

% Indikator baru 2019  20 

 
d. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 

Tabel 2.222 
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Bina Kelompok 
Pedagang/Usaha Informal 

% 0 0 0 0 32.67 
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2.3.3.4. Bidang Urusan Perindustrian 

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 
Tabel 2.223 

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cakupan Bina Kelompok 
Pengrajin 

Kelompok 1.228 1.250 1.255 1.262 1.303 

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab.Sidrap 

 
Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan tingkat jangkauan, 

baik berupa bantuan, pembinaan atau monitoring yang dilakukan 

terhadap keseluruhan kelompok pengrajin. Untuk mendapatkan hasil 

dari indikator ini maka rumus yang digunakan adalah jumlah kelompok 

pengrajin yang dibina sampai dengan tahun n dibagi jumlah keseluruhan 

kelompok pengrajin dikalikan 100%. Pada tahun 2015, jumlah kelompok 

pengrajin adalah sebanyak 1.228 kelompok atau sentra. Jumlah 

tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2019 

tercatat sudah sebanyak 1.303 kelompok. 

b. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 
Tabel 2.224 

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 
Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase Cakupan 
Pembinaan kelompok dan 
pelaku industri 

% Indikator baru 2019 10,1  

 
2.3.3.5. Bidang Urusan Transmigrasi 

a. Persentase Transmigrasi Swakarsa 
Tabel 2.225 

Persentase Transmigrasi Swakarsa 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Transmigrasi 
Swakarsa 

KK 0 0 25 25 25 
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Jumlah Transmigrasi KK 1.595 1.595 1.620 1620 1620 

Persentase Transmigrasi 
Swakarsa 

% 0 0 1,54 1,54 1,54 

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab.Sidrap 
 

Transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk 

dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya.  Biasanya transmigrasi ini 

dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke 

daerah yang jarang penduduknya, karena di Indonesia biasanya 

transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk. Di 

Kabupaten Sidenreng Rappang, jumlah transmigran sejak tahun 2015 

tercatat sebanyak 1.595 KK per tahun. Jumlah tersebut bertambah di 

tahun 2019 yaitu sebanyak 1.620 KK. 

b. Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB 
Tabel 2.226 

Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB  
Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Kontribusi transmigrasi 
terhadap PDRB 

point Indikator baru 2019 0.48 

 
c. Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB 

Tabel 2.227 
Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB  

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Jumlah transmigran yang 
terdampak pengembangan 
pendidikan, kesehatan, dan 
kewirausahaan per tahun (KK) 

Jumlah 
KK 

Indikator baru 2019 125 
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2.3.3.6. Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan 

a. Kontribusi Perikanan terhadap PDRB 

Tabel 2.228 
Kontribusi Perikanan terhadap PDRB Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Kontribusi perikanan terhadap 
PDRB 

% Indikator baru 2019  0,64 

 
b. Produksi Perikanan 

Tabel 2.229 
Produksi Perikanan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Produksi 
Ikan 

Ton 2,961.84 3,928.89 3,999.84 3.064,19 3.268,70 

Target Daerah Ton 3,773.66 3,962.30 4,155.39 4.367,80 3.217,40 

Produksi 
Perikanan 

% 78,49 99,16 96,26 70,15 101,59 

 
c. Konsumsi Ikan 

Tabel 2.230 
Konsumsi Ikan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Konsumsi Ikan Kg 40,08 40,00 40,08 40,09 - 

Target Daerah Kg 41,94 42,77 43,62 44,49 44,00 

Konsumsi Ikan % 95,57 93,52 91,88 90,11 - 

 
d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan 

Tabel 2.231 
Cakupan Bina Kelompok Nelayan 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Kelompok Nelayan yang 
mendapatkan Bantuan Pemda 
Tahun n 

Klp 29 17 2 - 13 
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Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Kelompok Nelayan Klp 26 25 27 27 40 

Cakupan Bina Kelompok Nelayan % 111,54 68,00 7,41 0,00 32,50 

 
e. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 

Tabel 2.232 
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Produksi 
Ikan Konstribusi 
Hasil Kelompok 
Nelayan 

Ton 2.320,40 3.219,90 3.275,90 2.536,30 2.589,70 

Jumlah Produksi 
Ikan di Daerah 

Ton 2.961,84 3.928,89 3.999,84 3.064,19 3.268,70 

Produksi 
Perikanan 
Kelompok 
Nelayan 

% 78,34 81,95 81,90 82,27 79,23 

 
f. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis 

yang Aman 

Tabel 2.233 
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis 

yang Aman 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah 
Tangkapan Ikan 

Ton 2.320,40 3.219,90 3.275,90 2.536,30 2.589,70 

80% dari 
Tangkapan 
Maksumun Lestari 

Ton 1.856,32 2.575,92 2.620,72 2.029,04 2.071,76 

Proporsi 
Tangkapan Ikan 
yang Berada 
dalam Batasan 
Biologis yang 
Aman 

% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
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g. Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan 

Teritorial 

Tabel 2.234 
Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan 

Teritorial 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kawasan Lindung Perairan Ha 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Total Luas Perairan Teritorial Km 2.896 2.896 2.896 2.896 2.896 

Rasio Kawasan Lindung Perairan 
terhadap Total Luas Perairan 
Teritorial 

% 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

 
h. Nilai Tukar Nelayan 

Tabel 2.235 
Nilai Tukar Nelayan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Indeks yang Diterima 
Nelayan 

3.525.000 4.802.000 6.806.000 6.716.000 5.843.000 

Indeks yang Dibayar 
Nelayan 

3.506.000 4.684.500 6.700.000 6.598.000 5.798.000 

Nilai Tukar Nelayan 100,54 102,51 101,58 101,79 100,78 

 
2.3.4. Fokus Penunjang Urusan 

2.3.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan 

a. Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen 
Perencanaan 

Tabel 2.236 
Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen 

Perencanaan 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase program kegiatan 
yang sesuai dengan dokumen 
perencanaan (RPJMD, RKPD) 

% Indikator baru 2019 100 
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b. Ketersediaan Dokumen RPJPD 
Tabel 2.237 

Ketersediaan Dokumen RPJPD 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015 – 2019 

Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 
yang telah ditetapkan dengan PERDA 

Ada Ada Ada Ada Ada 

 

Berdasarkan Tabel 2.237 diatas dapat dilihat bahwa pemerintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki dokumen perencanaan 

RPJPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. 

c. Ketersediaan Dokumen RPJMD 
Tabel 2.238 

Ketersediaan Dokumen RPJMD 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015 – 2019 

Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tersedianya dokumen perencanaan : 
RPJMD yang telah ditetapkan dengan 
PERDA/PERKADA 

Ada Ada Ada Ada Ada 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki dokumen perencanaan 

RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sedangkan 

untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 

2018. 
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d. Ketersediaan Dokumen RKPD 
Tabel 2.239 

Ketersediaan Dokumen RKPD 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tersedianya dokumen perencanaan : 
RKPD yang telah ditetapkan dengan 
PERKADA 

Ada Ada Ada Ada Ada 

 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan dokumen 

perencanaan jangka panjang RPJPD dan dokumen perencanaan 

jangka menengah RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta kerangka 

pendanaan untuk satu tahun kedepan (tahun rencana) yang ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

e. Ketersediaan Dokumen RTRW 
Tabel 2.240 

Ketersediaan Dokumen RTRW 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tersedianya dokumen RTRW yang 

telah ditetapkan dengan PERDA 

Ada Ada Ada Ada Ada 

 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 

periode 2012-2032 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2012, Dokumen RTRW disusun setiap dua puluh tahun, dengan 

peninjauan setiap lima tahun sekali.  

f. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD 
Tabel 2.241 

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Penjabaran Konsistensi Program 

RPJMD ke dalam RKPD 

% 197 200 200 100 100 
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 

periode 2012-2032 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2012, Dokumen RTRW disusun setiap dua puluh tahun, dengan 

peninjauan setiap lima tahun sekali.  

g. Penjabaran Konsistensi Program RKPD dan APBD 
Tabel 2.242 

Penjabaran Konsistensi Program RKPD dan APBD 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Penjabaran Konsistensi Program 
RKPD ke dalam APBD 

% 100 100 100 100 100 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat 

program/kegiatan tahun rencana yang digunakan sebagai dasar dalam 

penyusunan APBD tahun berkenaan, penjabaran program/kegiatan 

RKPD ke dalam APBD adalah 100 persen yang berarti semua 

program/kegiatan APBD Tahun berkenaan terdapat di dokumen RKPD 

tahun rencana.  

Tabel 2.243 
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kesesuaian Rencana Pembangunan 
dengan RTRW 

% 17 17 17 17 17 

 

2.3.4.2. Bidang urusan Keuangan 

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 
Tabel 2.244 

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Opini BPK terhadap Laporan 
Keuangan 

Opini 
BPK RI 

WDP WTP WTP WTP WTP 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil audit atas 

laporan keuangan tahun 2015-2019, dimana opini BPK RI sebagai hasil 
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audit yang dilakukan pada tahun 2015 terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Adalah 

wajar dengan pengecualian (WDP) sedangkan dengan tahun 2016 - 

2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan 

capaian tertinggi yang di raih pertama kalinya dan dapat di pertahankan 

dua tahun berturut-turut dalam lima tahun terakhir terkait pencapaian 

kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang. 

b. Persentase SILPA 
Tabel 2.245 

Persentase SILPA 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase SILPA % 2,72 0,68 0,81 1,24 1,95 

 
Berdasarkan Tabel 2.245 di atas dapat dilihat proporsi SILPA 

dalam APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir secara persentase masih berfluktuatif, dimana yang 

tertinggi pada tahun 2015 mencapai 2,72%, namun kembali mengalami 

penurunan pada tahun 2016-2017 sebesar 0,68 % dan 0,81%. Dari tren 

tersebut menunjukkan bahwa SILPA APBD Kabupaten Sidenreng 

Rappang rata-rata masih dikategorikan sangat rendah. 

 
c. Persentase Belanja Pendidikan 

Tabel 2.246 
Persentase Belanja Pendidikan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Belanja Pendidikan 
(20%) 

% 35,05 29,05 12,13 29,31 33,46 

 
Berdasarkan Tabel 2.246 di atas perkembangan persentase 

belanja pendidikan pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sejak 

tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah memenuhi amanat undang 
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undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, kecuali pada Tahun 2017 

hanya sebesar 12,13% mengalami penurunan dikarenakan anggaran 

DAK pendidikan yang mengalami penurunan, namun secara Nasional 

anggaran tersebut masih di atas persentase yang diamanatkan dalam 

undang undang terhadap persentase belanja pendidikan. 

d. Persentase Belanja Kesehatan 
Tabel 2.247 

Persentase Belanja Kesehatan 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Belanja Kesehatan 
(10%) 

% 12,39 18,05 14,08 20,21 20,06 

 
Berdasarkan Tabel 2.247 di atas perkembangan persentase 

belanja kesehatan pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sejak 

tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah memenuhi amanat undang 

undang yaitu sebesar 10 persen dari APBD. Hai ini menunjukkan 

konsistensi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan dengan salah satu upayanya 

adalah pengintegrasian program nasional dengan prioritas daerah 

sehingga anggaran kesehatan melebihi target nasional. 

e. Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak 
Langsung 

Tabel 2.248 
Perbandingan antara Belanja Langsung  

Dengan Belanja Tidak Langsung 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Perbandingan 
antara Belanja 
Langsung dengan 
Belanja Tidak 
Langsung 

% 

BTL: 
49,13 
BL: 
50,87 

BTL: 
45,76 
BL: 
52,24 

BTL: 
42,37 
BL: 
57,63 

BTL: 
48,23 
BL:  
51,77 

BTL: 
50,19 
BL: 
49,81 
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Proporsi belanja daerah sebagaimana pada Tabel 2.248 di atas 

menunjukkan bahwa, pada tahun 2015 dan 2018 belanja tidak langsung 

lebih dominan dibanding belanja langsung. Namun mengalami 

perubahan tren pada tahun 2019 penggunaan terbesar dari belanja 

daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat pada 

belanja langsung yaitu sebesar 50.19%. 

f. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa 
Tabel 2.249 

Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bagi Hasil Kabupaten/ 
Kota dan Desa 

% 0 0,22 0,22 0 0 

 
Belanja bagi hasil Kabupaten/kota dan desa dalam lima tahun 

terakhir mengalami perubahan-perubahan dikarenakan adanya 

kebijakan pusat yang berubah ubah terhadap Pemerintah Daerah 

(Kabupaten). Dana bagi hasil pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 

0,22%, namun pada tahun 2015, 2018 dan 2019 tidak ada dana bagi 

hasil kabupaten/kota dan desa. 

 
g. Penetapan APBD 

Tabel 2.250 
Penetapan APBD 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Penetapan APBD No Perda 
dan 

Tanggal 

No. 10 
29 des 
2014 

No. 8 1 
des 

2015 

No. 16 
6 des 
2016 

No. 12/ 
13 Des 
2017 

No. 4 
18 des 
2018 

 
Idealnya suatu penetapan APBD ditetapkan lebih awal sebelum 

tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Tabel 2.250 di atas, pada tahun 

2015 sampai 2019 pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan 
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Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

dilaksankan dengan sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif 

sehingga penetapan anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang tepat waktu sebelum 31 Desember. 

2.3.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan 

a. Indeks Profesionalitas ASN 

Tabel 2.251 
Indeks Profesionalitas ASN 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Nilai Indeks Profesionalitas 
ASN 

Nilai Indikator baru 2019  81 

 
b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal  

Tabel 2.252 
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase ASN yang 
mengikuti pendidikan dan 
pelatihan formal 

% Indikator baru 2019 2.59 

Sumber: BKPSDM Kab Sidenreng Rappang; 2020 

 
c. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Struktural 

Tabel 2.253 
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Struktural Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Pejabat ASN yang telah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan 
struktural (%) 

43,64 47,94 49,64 49,64 65,05 

Sumber: BKPSDM Kab Sidenreng Rappang; 2020 
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d. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Tekhnis/Fungsional 

Tabel 2.254 
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Tekhnis/Fungsional Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2015 – 2019  

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase ASN yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Tekhnis/Fungsional 

% Indikator baru 2019 2.9 

 
e. Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan Sesuai 

Bidangnya 

Tabel 2.255 
Persentase ASN yang Mendapatkan  

Penghargaan Sesuai Bidangnya 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase ASN yang 
Mendapatkan Penghargaan 
Sesuai Bidangnya 

% Indikator baru 2019 6.19 

 
f. Persentase jabatan yang diisi sesuai formasi dan kompetensi 

jabatan 

Tabel 2.256 
Persentase Jabatan Yang Diisi Sesuai Formasi  

Dan Kompetensi Jabatan 
Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase jabatan yang diisi 
sesuai formasi dan 
kompetensi jabatan 

% Indikator baru 2019 97.89 
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g. Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan 

Mendapatkan Pembinaan 

Tabel 2.257 
Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN  

Dan Mendapatkan Pembinaan  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase Penurunan 
Pelanggaran Disiplin ASN dan 
Mendapatkan Pembinaan 

% Indikator baru 2019 0.6 

 
h. Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan 

tepat waktu 

Tabel 2.258 
Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian  

Yang Diselesaikan Tepat Waktu  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase layanan 
administrasi kepegawaian yang 
diselesaikan tepat waktu 

% Indikator baru 2019 100 

 
i. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah 

Tabel 2.259 
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada 
instansi pemerintah 

Orang 32 32 27 27 27 

 
Pada Tabel 2.259 di atas terlihat jumlah jabatan pimpinan tinggi 

pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang banyak mengalami 

perubahan. periode tahun 2015 dan 2016 berjumlah 32 jabatan 

kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan 

berjumlah 27 jabatan sebagaimana amanat PP nomor 41 tahun 2007 

tentang organisasi perangkat daerah yang mengatur tentang 
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pembentukan dan susunan serta tipelogi perangkat daerah. Sedangkan 

pada tahun 2017 mengalami perubahan sesuai dengan amanat PP 18 

tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditindak lanjuti dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang mengakibatkan adanya 

perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, 

fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 27 jabatan. 

j. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah 

Tabel 2.260 
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Jabatan Administrasi Pada 
Instansi Pemerintah 

Orang 880 842 817 1.325 1.195 

 
Jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten 

Sidenreng Rappang mengalami penambahan dari 880 jabatan ditahun 

2015 menjadi 1.195 jabatan pada tahun 2019.  

k. Jumlah Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah 

Tabel 2.261 
Jumlah Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Jabatan Fungsional Pada 
Instansi Pemerintah 

Orang 3.905 3.212 3.154 3.096 3.184 

 
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi 

pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir cenderung berkurang. Pada tahun 2015, jumlah pejabat 

fungsional sejumlah 3.905 orang, terus mengalami penurunan hingga 

menjadi 3.184 orang di tahun 2019. 
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2.3.4.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan 

a. Inovasi Daerah 

1. Gambaran Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Inovasi Daerah pada hakekatnya bertujuan untuk mendukung 

peningkatan kinerja Pelayanan Publik dan tata kelola Pemerintahan 

Daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran inovasi 

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan Pelayanan publik, pemberdayaan 

dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. 

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam rangka 

memperkuat daya saing Daerah dan meningkatkan kualitas 

Pelayanan Publik di Kabupaten Sidenreng Rappang terus di genjot 

oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, agar Sistem 

Inovasi Daerah (SIDa) lebih terarah dan berkesinambungan 

diperlukan penguatan Inovasi dalam bentuk regulasi. Olehnya itu 

pada tahun 2020 diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2020 

Tentang Koordinasi dan Dapur Inovasi Daerah. 

Sebagai wujud dari keseriusan Pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang dalam berinovasi, maka sejak tahun 2018 

sampai dengan tahun 2020 beberapa perangkat Daerah telah 

melakukan inovasi, baik itu inovasi baru maupun inovasi hasil 

replikasi dari inovasi yang sudah ada sebelumnya,  

Berikut dapat dilihat pada tabel 2.262 di bawah ini data inovasi 

pelayanan publik dan inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang telah 

dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 
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Tabel 2.262 
Data Inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO PERANGKAT DAERAH NAMA INOVASI KET 

1 Satuan Polisi Pamong Praja 
Dan Pemadam Kebakaran 

New Siaga Trantibbum Pelaksanaan Tahun 
2019 

2 Dinas Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) 

Sistem Informasi Manajemen 
Arsip Perizinan 

Pelaksanaan Tahun 
2019 

MENJEMPUT IMPIAN Akan dilaksanakan 
tahun 2021 

Layanan Informasi Layar 
Sentuh (Touch screen) 

Pelaksanaan Tahun 
2019 

Penerapan aplikasi e-
signature bidang pelayanan 
perizinan (tanda tangan 
digital) 

Pelaksanaan Tahun 
2019 

Sistem Informasi Manajemen 
Perencanaan Spasial dan 
Open Camera (khusus IMB) 

Pelaksanaan Tahun 
2020 

3 Kecamatan Watang Pulu Paten Asli (Pelayanan 
Administrasi Terpadu 
Kecamatan Bebas Pungli) 
“Model Pelayanan Publik 
Terpadu Satu Meja (One-
Table Service) yang 
berorientasi pada pelayanan 
taat aturan, efisien, efektif, 
dan bebas pungli di 
Kecamatan Watang Pulu 
Kabupaten Sidenreng 
Rappang” 

Pelaksanaan Tahun 
2019 

4 Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 

Pelayanan Sistem Informasi 
Aspirasi Publik dan 
Pengaduan Masyarakat 

Pelaksanaan Tahun 
2019 

5 Dinas Pertanian, ketahanan 
Pangan dan Perikanan 

Melakukan Kaji Terap Pada 
Laboratorium Lapangan 
 

Pelaksanaan Tahun 
2020 

 

Bloplok (Swadaya) Pelaksanaan Tahun 
2019 

6. Dinas Kesehatan, 
Pengendalian Penduduk & 
KB (UPT PKM EmpagaE 
Kec. Wattang Sidenreng) 

Jurus Sang Pendekar (Jaga 
Ibu Hamil Bersama Bidan 
Desa, Suami, dan Ibu Mertua 
dalam Penanganan 
Anemia/Kurang Zat Besi) 

Pelaksanaan Tahun 
2020 
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NO PERANGKAT DAERAH NAMA INOVASI KET 

7 Dinas Kesehatan, 
Pengendalian Penduduk & 
KB (UPT PKM Lancirang 
Kec. Pitu Riawa) 

Wanita Hebatku (Kawasan 
Agrobisnis Taman Herbal 
Obat Keluarga) 

Pelaksanaan Tahun 
2020 

8 Dinas Kesehatan, 
Pengendalian Penduduk & 
KB (UPT PKM Pangkajene 
Kec. MaritengngaE) 

Hati Bersahaja (Curhat 
Bareng Dokter Sahabat 
Remaja) 

Pelaksanaan 
Tahun2018 

9 Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

Nol Kilometer (Pelayanan 
Administrasi Kependudukan 
Berbasis Kecamatan) 

Tahun Pelaksanaan 
2020 

10 Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

Goes Capil (Go DukCapil 
Online Sidrap) 

Akan dilaksanakan 
tahun 2021 

11. Rumah Sakit Arifin Nu’mang MBAH SIJAKA (Limbah Sisa 
jadi Berkah) 

Tahun Pelaksanaan 
2019 

12. Kecamatan Tellu LimpoE 
(Desa Teppo) 

PAUD RIDHO (Intergrasi 
Paud dengan Posyandu 
BAlita dan Lansia) 

Tahun Pelaksanaan 
2018 

13. Kecamatan Tellu LimpoE 
(Desa Polewali) 

SORGA DESA TERPADU Tahun Pelaksanaan 
2020 

14. Kecamatan Tellu LimpoE 
(Desa Teteaji) 

TAMAN DESA Tahun Pelaksanaan 
2020 

15. Kecamatan Wattang 
Sidenreng 

SI PUBLIK Akan dilaksanakan 
2021 

16. Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura, Perkebunan 
dan Ketahanan Pangan 

Penangkaran Benih Jagung Akan dilaksanakan 
2021 

Pengembangan Kebun induk Akan dilaksanakan 
2021 

Adopsi dan Diseminasi 
Teknologi dan Penyuluh 

Akan dilaksanakan 
2021 

Pelaporan Analisis 
Ketersediaan Pangan melalui 
aplikasi Online 

Akan dilaksanakan 
2021 

17. Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian 

Inovasi Produk Agro Industri Akan dilaksanakan 
2021 

E-Pelaporan Harga Sembako Akan dilaksanakan 
2021 

E-Informasi Harga Sembako Akan dilaksanakan 
2021 

 Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian 

E-Sistem Perdagangan On-
Line Tersentral 

Akan dilaksanakan 
2021 

E- Pengaduan Akan dilaksanakan 
2021 

18. Badan Pendapatan Daerah 
(BAPENDA) 

E-Simpad (Sistem Informasi 
Manajemen Pelaporan PAD) 

Akan dilaksanakan 
2021 
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NO PERANGKAT DAERAH NAMA INOVASI KET 

Bot Telegram Pajak Daerah Akan dilaksanakan 
2021 

SMS Gateway Akan dilaksanakan 
2021 

E-Retribusi Akan dilaksanakan 
2021 

SPPT ONLINE Akan dilaksanakan 
2021 

 
2. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan 

Tabel 2.263 
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Implementasi Rencana 
Kelitbangan 

% 100 100 100 100 100 

 
3. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 

Tabel 2.264 
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Pemanfaatan 
Hasil Kelitbangan 

% 75,00 85,00 100 100 100 

Sumber: Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang, 2020 
 

4. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam 

Penerapan Inovasi Daerah  

Tabel 2.265 
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan 

Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Perangkat Daerah yang 
Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi 
Daerah 

% 100 100 100 100 100 

Sumber: Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang, 2020 
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5. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah 

Tabel 2.266 
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Kebijakan Inovasi 
yang Diterapkan di Daerah 

% 100 100 100 100 100 

Sumber: Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang, 2020 

 
2.3.4.5. Bidang Urusan Pengawasan 

a. Persentase Tindak Lanjut Temuan 

Tabel 2.267 
Persentase Tindak Lanjut Temuan 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Tindak Lanjut 
Temuan 

% 80 89 93 92,61 92,16 

 
Capaian kinerja persentase tindak lanjut temuan berdasarkan 

jumlah rekomendasi temuan dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukan 

tren meningkat dari 80% di tahun 2015 menjadi 92,16% di tahun 2019. 

Walaupun menujukkan hasil yang menggembirakan,  pencapaian ini 

masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan 

masih lemahnya komitmen perangkat daerah untuk menindak lanjuti 

temuan hasil pemeriksaan, sehingga kedepan kinerja penyelesaian 

tindak lanjut ini ditingkatkan melalui pemantauan dan pemutakhiran data 

tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik oleh Inspektorat daerah 

maupun tim tindak lanjut kabupaten. 

b. Persentase Pelanggaran Pegawai 

Tabel 2.268 
Persentase Pelanggaran Pegawai 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Persentase Pelanggaran Pegawai % 0,05 6,02 0,65 0,60 0,58 
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Sumber: BKPSDM Kab. Sidenreng Rappang, 2020 

 
c. Jumlah Temuan BPK 

Tabel 2.269 
Jumlah Temuan BPK 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Temuan BPK % 61 124 28 57 28 

 
d. Persentase penyelesaian penaganganan kasus/pengaduan 

Tabel 2.270 
Persentase Penyelesaian Penaganganan Kasus/Pengaduan 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase penyelesaian 
penaganganan kasus/ 
pengaduan 

% Indiklator baru 100 

 
e. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SAKIP 

dengan kategori BAIK 

Tabel 2.271 
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan SAKIP  

Dengan Kategori Baik Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase perangkat daerah 
yang mengimplementasikan 
SAKIP dengan kategori BAIK 

% Indikator baru 2019 22 

 
f. Level maturitas SPIP pemerintah daerah 

Tabel 2.272 
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Level maturitas SPIP pemerintah 
daerah 

Nilai Indikator baru 2019 2 
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g. Level Kapabilitas APIP 

Tabel 2.273 
Level Kapabilitas APIP Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Level kapabilitas APIP Nilai Indikator baru 2019 3 

 
2.3.4.6. Sekretariat Dewan 

a. Persentase Fasilitasi rapat-rapat DPRD yang terlaksana tepat 

waktu 

Tabel 2.274 
Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD Yang Terlaksana Tepat 

Waktu Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase Fasilitasi rapat-
rapat DPRD yang terlaksana 
tepat waktu    

% Indikator baru 2019 85.33 

 
b. Persentase kunjungan kerja yang terlaksana 

Tabel 2.275 
Persentase Kunjungan Kerja Yang Terlaksana 

Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase kunjungan kerja 
yang terlaksana 

% Indikator baru 2019 98.91 

 
c. Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu 

Tabel 2.276 
Persentase Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase raperda yang 
disahkan menjadi perda tepat 
waktu 

% Indikator baru 2019 95 
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d. Persentase Penyelesaian kegiatan Tepat Waktu 
Tabel 2.277 

Persentase Penyelesaian kegiatan Tepat Waktu 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase Penyelesaian 
kegiatan Tepat Waktu 

% Indikator baru 2019 94.99 

 
e. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 
Tabel 2.278 

Persentase   Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase   Pemenuhan 
Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

% Indikator baru 2019 94.62 

 
f. Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan DPRD dan Staf Sekretariat DPRD 

yang diikuti   
Tabel 2.279 

Persentase   Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Jumlah Sosialisasi dan 
Pelatihan DPRD dan Staf 
Sekretariat DPRD yang 
diikuti   

kegiatan Indikator baru 2019 216 

 
g. Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan Tepat Waktu 
Tabel 2.280 

Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Tepat Waktu Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Persentase Penyusunan 
Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan Tepat 
Waktu 

% Indikator baru 2019 72.88 
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h. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota 
Tabel 2.281 

Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ketersediaan Rencana 
Kerja Tahunan pada setiap 
Alat-Alat Kelengkapan 
DPRD Provinsi/Kab/Kota 

Dokumen ada ada ada ada ada 

 
i. Integrasi Program-Program Kerja DPRD pada RPJMD dan RKPD 

Tabel 2.282 
Integrasi Program-Program Kerja DPRD pada RPJMDdan RKPD 

Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tersusun dan terintegrasinya 
Program-Program Kerja 
DPRD untuk melaksanakan 
Fungsi Pengawasan, Fungsi 
Pembentukan Perda dan 
Fungsi Anggaran dalam 
Dokumen Rencana Lima 
Tahunan RPJMD maupun 
Dokumen Rencana RKPD 

Dokumen ada ada ada ada ada 

 
j. Integrasi Program-Program pada Dokumen Perencanaan dan 

Dokumen Anggaran 

Tabel 2.283 
Integrasi Program-Program pada Dokumen Perencanaan dan 

Dokumen Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2015 – 2019 

Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Terintegrasi program-
program DPRD untuk 
melaksanakan fungsi 
pengawasan, pembentukan 
Perda dan anggaran ke 
dalam dokumen 
Perencanaan dan Dokumen 
anggaran Setwan DPRD 

Dokumen ada ada ada ada ada 
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2.4. Aspek Daya Saing Daerah 

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, 

fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya 

manusia. Indikator variabel aspekdaya saing daerah terdiri atas: 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Nilai Tukar Petani, 

Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita, Produktivitas 

Total Daerah, Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total 

Desa, Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan 

Ekonomi), Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum, Rasio 

Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR, Angka Kriminalitas Yang 

Tertangani, dan Rasio Ketergantungan. 

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi 

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita di Kabupaten 

Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan secara progresif. 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2015 sebanyak Rp. 500.000 

perkapita dan pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi telah mencapai Rp. 

1.009.325 perkapita. Pengeluaran konsumsi ini dapat terjadi akibat 

meningkatnya pemenuhan berbagai jenis kebutuhan rumah tangga. Selain 

itu peningkatan tersebut juga dapat disebabkan oleh meningkatnya harga 

berbagai jenis kebutuhan barang konsumsi rumah tangga. 

Tabel 2.284  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita  

Di Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pengeluaran 
Konsumsi Rumah 
Tangga Perkapita 
Di Kabupaten 
Sidenreng 
Rappang  

Rupiah 500.000 450.000 840.000 1006.166 1.009.325 
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a. Nilai investasi 

Tabel 2.285 
Nilai Investasi Kabupaten Sidenreng Rappang  

Tahun 2015-2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Nilai investasi (Juta 
Rupiah) 

Juta 
rupiah 

        3,035,741  

 
b. Indeks Desa Membangun 

Tabel 2.286 
Indeks Desa Membangun 

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Indeks Desa Membangun Poin Indikator baru 2019 0.6479 

c. Indeks Ketahanan Sosial 

Tabel 2.287 
Indeks Ketahanan Sosial  

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Indeks Ketahanan Sosial Poin Indikator baru 2019 0.747 

 
d. Indeks Ketahanan Ekonomi 

Tabel 2.288 
Indeks Ketahanan Ekonomi  

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Indeks Ketahanan 
Ekonomi 

Poin Indikator baru 2019 0.5577 

 
e. Indeks Ketahanan Lingkungan 

Tabel 2.289 
Indeks Ketahanan Lingkungan  

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Indeks Ketahanan 
Lingkungan 

Poin Indikator baru 2019 0.6392 
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f. Indeks Ketertiban dan Ketentraman 

Tabel 2.290 
Indeks Ketertiban dan Ketentraman 

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Indeks Ketertiban dan 
Ketentraman 

% Indikator baru 2019 37 

 
g. Persentase Angka Kriminalitas per 10.000 

Tabel 2.291 
Persentase Angka Kriminalitas Per 10.000 

Tahun 2015 - 2019 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Persentase Angka 
Kriminalitas per 10.000 

% Indikator baru 2019 8 

 
2.4.1.2. Nilai Tukar Petani 

a. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita 

Sejak tiga tahun terakhir, persentase pengeluaran konsumsi 

non pangan rumahtangga telah mengalami peningkatan. Peningkatan 

tersebut terjadi dari tahun 2015 sebanyak 52,23% dan tahun 2017 

sebanyak 54,3% namun pada tahun 2016 terjadi penurunan sebanyak 

48,63%. Data dalam waktu 3 tahun terakhir proporsi pengeluaran non 

pangan meningkat dari 48.63 % menjadi 54,3 %. Data tersebut 

mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Sidenreng Rappang.  

Tabel 2.292  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita  

Di Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2015-2019 

INDIKATOR SATUAN 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pengeluaran Konsumsi Non 
Pangan Perkapita 

% 
52,23 48,63 54,3 45,28 47,46 
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2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD 

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada 

prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya 

serapanggaran. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi 

Renja PERANGKAT DAERAH dengan format sebagaimana diatur dalam 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan 

RKPD, maka hasil evaluasi Renja PERANGKAT DAERAH yang 

disampaikan oleh PERANGKAT DAERAH dianalisis dan diolah.  

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah 

realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD 

tidak menjadi capaian RKPD. Oleh karena itu, apa bila masih ada 

inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, 

maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama 

dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. 

2.5.1. Realisasi RPJMD 

2.5.1.1. Penjabaran Program RPJMD 

Berdasarkan data pada Lampiran 1, dapat digambarkan 

penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan APBD Kabupaten 

Sidenreng Rappang untuk Tahun 2019 sebagai berikut: 
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Tabel 2.293 
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD 

No. Perangkat Daerah 

Jumlah Program Program Yang Sama Program Tidak Sama 

RPJMD RKPD RenjaPD APBD 
RKPD& 
RPJMD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RPJMD 

RKPD 
Dan 

RPJMD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 0 0 

2 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan KB 

24 21 21 21 21 21 21 21 3 0 0 3 

3 RSUD Nene Mallomo 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 

4 RSUD Arifin Nu’Mang 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 

5 
Dinas Pekerjaan Umum, 
Penataan Ruang dan 
Perhubungan 

21 19 19 19 19 19 19 19 2 0 0 2 

6 
Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air 

7 6 6 6 6 6 6 6 1 0 0 1 

7 

Dinas Perumahan Rakyat, 
Kawasan Pemukiman, 
Pertanahan dan Lingkungan 
Hidup 

22 22 22 20 22 22 18 20 0 0 2 2 

8 
Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 

9 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran 

7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 
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No. Perangkat Daerah 

Jumlah Program Program Yang Sama Program Tidak Sama 

RPJMD RKPD RenjaPD APBD 
RKPD& 
RPJMD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RPJMD 

RKPD 
Dan 

RPJMD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 

11 
Dinas Sosial, Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 

12 
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 

9 9 9 8 9 9 7 8 0 0 1 1 

13 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, Perempuan 
dan Perlindungan Anak 

24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 

14 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 0 0 

15 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 

16 
Dinas Kepemudaan, Olahraga 
dan Pariwisata 

10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 

17 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 

18 
Dinas Pertanian, Ketahanan 
Pangan dan Perikanan 

20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 

19 Dinas Perdagangan 14 12 12 11 12 12 10 11 2 0 1 3 

20 
Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah 

5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 
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No. Perangkat Daerah 

Jumlah Program Program Yang Sama Program Tidak Sama 

RPJMD RKPD RenjaPD APBD 
RKPD& 
RPJMD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RPJMD 

RKPD 
Dan 

RPJMD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 
Bagian Kerjasama Sekretariat 
Daerah 

6 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 2 

22 
Bagian Perekonomian Dan 
Sumber Daya Alam Sekretariat 
Daerah 

8 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 3 

23 
Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah 

6 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 1 

24 
Bagian Pembangunan Sekretariat 
Daerah 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 

25 
Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah 

5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 

26 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah 

7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 

27 Bagian Umum Sekretariat Daerah 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 

28 
Bagian Pemerintahan Umum 
Sekretariat Daerah 

6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 

29 Kecamatan Dua Pitue 6 5 5 6 5 5 7 6 1 0 -1 0 

30 Sekretariat DPRD 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 

31 Kecamatan Pitu Riase 5 4 4 4 4 4 4 4 1 0 0 1 

32 Kecamatan Tellu Limpoe 4 3 3 4 3 3 5 4 1 0 -1 0 

33 Kecamatan Pitu Riawa 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 

34 Kecamatan Watang Sidenreng 5 5 5 4 5 5 3 4 0 0 1 1 
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No. Perangkat Daerah 

Jumlah Program Program Yang Sama Program Tidak Sama 

RPJMD RKPD RenjaPD APBD 
RKPD& 
RPJMD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RPJMD 

RKPD 
Dan 

RPJMD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

35 Kecamatan Maritengngae 5 5 5 4 5 5 3 4 0 0 1 1 

36 Kecamatan Panca Rijang 4 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 1 

37 Kecamatan Baranti 3 2 2 3 2 2 4 3 1 0 -1 0 

38 Kecamatan Watang Pulu 4 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 1 

39 Kecamatan Panca Lautang 6 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 1 

40 Kecamatan Kulo 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 

41 Bagian Pengadaan Barang /Jasa 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 

42 Inspektorat 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 

43 
Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 0 0 

44 
Badan Pengelola Keuangan 
Daerah  

8 7 7 7 7 7 7 7 1 0 0 1 

45 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Daerah 

7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 

JUMLAH PROGRAM DAERAH 377 355 355 352 355 355 349 352 22 0 3 25 

Catatan: 

1. Angka pada kolom 4 s/d 6 adalah jumlah program pada setiap perangkat daerah yang tercantum dalam masing-masing dokumen; 
2. Angka pada kolom 7 s/d kolom 01 adalah jumlah program yang konsisten antardokumen pada masing-masing perangkat daerah; 
3. Angka pada kolom 11 s/d kolom 14 menunjukkan jumlah program yang tidak sama antardokumen sebagaimana dimaksud. Misalnya, antara RKPD dan RPJMD, apabila 

dalam RPJMD terdapat 10 program dan RKPD 10 program tetapi judul program yang sama adalah 9 program, maka jumlah prog ram yang in-konsisten antara dokumen 
RPJMD-RKPD adalah 3 – 7 + 4 – 7 = 2 program. 
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Berdasarkan tabel 2.293 di atas dapat dijelaskan konsistensi 

penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain 

sebagai berikut: 

a. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD 

(1) Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2019 adalah 377 program, sedangkan jumlah program 

dalam RKPD Tahun 2019 adalah 355 program. Dari 355 program 

dalam RKPD tersebut, seluruhnya merupakan program RPJMD. 

(2) Terdapat 22 program RKPD yang tidak sesuai dengan program 

RPJMD. Konsistensi program antara RPJMD dan RKPD tersebut di 

atas dapat digambarkan dengan irisan sebagai berikut: 

 
RPJMD 

 

   
 
 

 
 

RKPD 

 

b. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD 

Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 355 program 

(jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam Renja-PD 

adalah 355 program (jumlah pada kolom 5). Dari sejumlah program 

dalam RKPD dan Renja-PD tersebut, 355 program diantaranya (jumlah 

pada kolom 8) adalah program yang sama-sama ada dalam kedua 

dokumen. Konsistensi program antara RKPD dan Renja-PD tersebut di 

atas dapat digambarkan dengan irisan sebagai berikut: 

 

RKPD 

 

 

 

Renja-PD

`` 377 355 

`` 355 
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c. Kesesuaian program RKPD dan APBD 

(1) Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 355 program (jumlah 

pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 

352 program (jumlah pada kolom 6). Dari sejumlah program dalam 

RKPD dan APBD tersebut, terdapat 349 program yang sesuai 

antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 9).  Dengan demikian, 

terdapat 3 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah 

pada kolom 13) yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD. 

(2) Program yang tidak sesuai tersebut seluruhnya adalah program 

RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD (rinciannya dapat dilihat 

dalam tabel). Konsistensi program antara RKPD dan APBD tersebut 

di atas dapat digambarkan dengan irisan sebagai berikut: 

 
RKPD 

 

 
 
 
 

APBD 
 

 

d. Kesesuaian program RPJMD dan APBD 

(1) Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2019 adalah 377 program, sedangkan jumlah program 

dalam APBD adalah 352 program. Dengan demikian terdapat 25 

program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada 

kolom 14). 

(2) Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen 

tersebut, merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan 

dalam APBD. Konsistensi program antara RKPD dan APBD tersebut 

di atas dapat digambarkan dengan irisan sebagai berikut: 

 
RPJMD 

 

 
 

 
 
APBD 

`` 3 355 352 

`` 377 352 25 
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Konsistensi antar dokumen dalam penjabaran program RPJMD 

sebagaimana diuraikan di atas dapat digabarkan dalam grafik 

sebagai berikut: 

 
 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penjabaran RPJMD ke dalam 

RKPD sudah tinggi dan mendekati sempurna.  

2.5.1.2. Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD 

Salah satu hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program 

pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman perangkat 

daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam 

Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-

PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam 

penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar 

penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-

APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan 

Daerah. 

 
Berdasarkan data pada Gambar 2.6, dapat digambarkan 

konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut: 

 

  

94.16 94.16 

93.37 

98.31 

RPJMD & RKPD RKPD & RENJA RKPD & APBD RPJMD & APBD

Gambar 2.6 
Konsisten Program Antar Dokumen
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Tabel 2.294 
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD 

No. 
Urut 

Perangkat Daerah 

Jumlah Kegiatan 
Kegiatan 

Yang Sama 
Kegiatan 

Tidak Sama 

Renja RKPD APBD 
Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

51 51 51 51 51 0 0 

2 
Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk dan KB 

106 106 106 106 106 0 0 

3 
RSUD Nene 
Mallomo 

13 13 13 13 13 0 0 

4 
RSUD Arifin Nu 
Mang 

10 10 10 10 10 0 0 

5 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 
Ruang dan 
Perhubungan 

44 44 44 44 44 0 0 

6 
Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air 

26 26 26 26 26 0 0 

7 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Pemukiman, 
Pertanahan dan 
Lingkungan Hidup 

43 43 41 43 41 0 2 

8 
Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

29 29 27 29 27 0 2 

9 

Satuan Polisi 
Pamong Praja dan 
Pemadam 
Kebakaran 

30 30 30 30 30 0 0 

10 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

23 23 22 23 22 0 1 

11 

Dinas Sosial, 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

32 32 32 32 32 0 0 

12 

Dinas Koperasi, 
UMKM, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

24 24 23 24 23 0 1 
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No. 
Urut 

Perangkat Daerah 

Jumlah Kegiatan 
Kegiatan 

Yang Sama 
Kegiatan 

Tidak Sama 

Renja RKPD APBD 
Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

89 89 32 89 32 0 57 

14 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

35 35 35 35 35 0 0 

15 

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

27 27 19 27 19 0 8 

16 

Dinas 
Kepemudaan, 
Olahraga dan 
Pariwisata 

31 31 31 31 31 0 0 

17 
Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan 

24 24 24 24 24 0 0 

18 
Dinas Pertanian, 
Ketahanan Pangan 
dan Perikanan 

52 52 52 52 52 0 0 

19 
Dinas 
Perdagangan 

52 52 32 52 32 0 20 

20 
Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah 

14 14 14 14 14 0 0 

21 
Bagian Kerjasama 
Sekretariat Daerah 

12 12 12 12 12 0 0 

22 

Bagian 
Perekonomian Dan 
Sumber Daya 
Alam Sekretariat 
Daerah 

18 18 18 18 18 0 0 

23 
Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah 

13 12 12 12 12 1 0 

24 
Bagian 
Pembangunan 
Sekretariat Daerah 

14 14 14 14 14 0 0 
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No. 
Urut 

Perangkat Daerah 

Jumlah Kegiatan 
Kegiatan 

Yang Sama 
Kegiatan 

Tidak Sama 

Renja RKPD APBD 
Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 
Bagian Keuangan 
Sekretariat Daerah 

13 13 13 13 13 0 0 

26 

Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat 
Daerah 

13 13 13 13 13 0 0 

27 
Bagian Umum 
Sekretariat Daerah 

27 27 27 27 27 0 0 

28 

Bagian 
Pemerintahan 
Umum Sekretariat 
Daerah 

17 16 16 16 16 1 0 

29 
Kecamatan Dua 
Pitue 

11 11 11 11 11 0 0 

30 Sekretariat DPRD 31 31 31 31 31 0 0 

31 
Kecamatan Pitu 
Riase 

16 15 15 15 15 1 0 

32 
Kecamatan Tellu 
Limpoe 

14 14 13 14 13 0 1 

33 
Kecamatan Pitu 
Riawa 

27 27 15 27 15 0 12 

34 
Kecamatan 
Watang Sidenreng 

22 21 21 21 21 1 0 

35 
Kecamatan 
Maritengngae 

17 17 10 17 10 0 7 

36 
Kecamatan Panca 
Rijang 

18 18 18 18 18 0 0 

37 Kecamatan Baranti 15 15 14 15 14 0 1 

38 
Kecamatan 
Watang Pulu 

17 17 15 17 15 0 2 

39 
Kecamatan Panca 
Lautang 

21 21 17 21 17 0 4 

40 Kecamatan Kulo 18 18 18 18 18 0 0 

41 
Bagian Pengadaan 
Barang /Jasa 

19 18 16 18 16 1 2 

42 Inspektorat 19 19 19 19 19 0 0 

43 
Badan 
Perencanaan 

42 42 42 42 42 0 0 
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No. 
Urut 

Perangkat Daerah 

Jumlah Kegiatan 
Kegiatan 

Yang Sama 
Kegiatan 

Tidak Sama 

Renja RKPD APBD 
Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

Renja 
Dan 

RKPD 

APBD 
Dan 

RKPD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 

44 
Badan Pengelola 
Keuangan Daerah  

57 57 57 57 57 0 0 

45 

Badan 
Kepegawaian, 
Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah 

32 32 32 32 32 0 0 

Total 1278 1273 1153 1273 1153 5 120 

 

Keterangan Tabel: 
Kolom (1)   adalah nomor. 
Kolom (2)   adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Kolom (3)   memuat jumlah rencana kegiatan dalam Renja-PD pada 
setiap OPD. Kolom (4)   memuat jumlah rencana kegiatan dalam 
RKPD pada setiap OPD. Kolom (5)   memuat jumlah kegiatan dalam 
APBD pada setiap OPD. 
Kolom (6)   memuat jumlah rencana kegiatan yang sama antara Renja-PD dan RKPD 
Kolom (7)   memuat jumlah rencana kegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD. 

Kolom (8)   memuat jumlah kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan RKPD. 

Penghitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah kegiatan pada Renja-PD yang tidak 

ada dalam APBD dengan jumlah kegiatan dalam RKPD yang tidak ada dalam Renja-PD (8 = (3 

- 6) + (4 - 6)). 

Kolom (9)   memuat jumlah kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD.  Penghitungan 

dilakukan dengan menambahkan jumlah kegiatan pada RKPD yang tidak ada dalam APBD 

dengan jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD (9 = (4 - 7) + (5- 7)). 
 

 
Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat 

dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain 

sebagai berikut: 

a. RKPD dan Renja PD. 

(1) Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.273 (jumlah pada kolom 

4) dan Renja-PD adalah sejumlah 1.278 (jumlah pada kolom 3). 

Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 

1 . 2 7 3  (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak 
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sesuai adalah 5 (jumlah pada kolom 8). 

(2) Dari sejumlah 5 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan 

Renja-PD tersebut, merupakan kegiatan yang ada dalam Renja-

PD yang tidak diakomodir dalam RKPD. 

(3) Dari 45 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang, terdapat 31 perangkat daerah yang sesuai 

kegiatannya antara RKPD dan Renja-PD.  

(4) Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja PD adalah 

sebesar 9 9 , 6 1 %. 

b. RKPD dan APBD. 

(1) Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.273 (jumlah pada kolom 

4) dan APBD 

(2) adalah sejumlah 1.153 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan 

yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.153 (jumlah pada 

kolom 7), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 120 (jumlah 

pada kolom 9). 

(3) Terdapat sejumlah 120 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan 

APBD, merupakan kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam 

APBD. 

(4) Dari 45 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang, terdapat 31 perangkat daerah yang sesuai 

kegiatannya antara RKPD dan APBD. 

(5) Persentase   konsistensi   kegiatan   RKPD   dan   APBD adalah   

sebesar 90,57%. 

(6) Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut 

disebabkan adanya kebijakan untuk melakukan rasionalisasi 

kegiatan merupakan tugas pokok yang tidak diberi anggaran serta 

adanya efisiensi dan perubahan kebijakan penganggaran.  

2.5.1.3. Penjabaran Kerangka Pendanaan 

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah 

adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman 

dalam penyusunan anggaran dalam APBD. Kerangka pendanaan dalam 

RPJMD dan RKPD serta anggaran dalam APBD untuk tahun 2019 dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 2.295 
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 

No. Uraian 
RPJMD*) RKPD**) APBD***) 

(Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1 Pendapatan Daerah 1,274,326  1,291,765  1,291,765  

2 Belanja Daerah 1,279,671  1,294,838  1,301,538  

  a. Belanja Langsung 633,219  656,628  665,310  

  b. Belanja Tidak Langsung 646,452  638,210  636,228  

Sumber: 
*) Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023 
**) Peraturan Bupati Nomor 18.a Tahun 2019 tentang Perubahan RKPD Tahun 2019 
***) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun 2019 

 
Berdasarkan data pada tabel 2.295 di atas, dapat dijelaskan kondisi 

perencanaan dan penganggaran sebagai berikut: 

a. Proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD lebih kecil dari RKPD. 

b. Belanja langsung mengalami kenaikan 

Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam 

RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah berdasarkan 

data pada Tabel 2.296 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:  
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Tabel 2.296 
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD Ke Dalam RKPD Dan APBD 

No. 
Perangkat 

Daerah 

Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran 

RPJMD RKPD APBD 
RKPD 

APBD& 
RKPD 

APBD& 
RPJMD Rp. Rp. 

% 
RPJMD 

Rp. 
% 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 = (4) - (3) 7 = (5) - (4) 8 = (5) – (3) 

1 Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

133,681,012,960 132,637,185,960.00 99.22 133,767,052,000.00 100.06 (1,043,827,000.00) 1,129,866,040.00 86,039,040.00 

2 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
KB 

91,685,400,500 90,717,575,500.00 98.94 90,007,741,000.00 98.17 (967,825,000.00) (709,834,500.00) (1,677,659,500.00) 

3 RSUD Nene 
Mallomo 

50,145,232,000 50,145,232,000.00 100.00 50,103,875,000.00 99.92 - (41,357,000.00) (41,357,000.00) 

4 RSUD Arifin Nu 
Mang 

37,860,075,400 37,439,300,400.00 98.89 36,520,493,000.00 96.46 (420,775,000.00) (918,807,400.00) (1,339,582,400.00) 

5 Dinas Pekerjaan 
Umum, 
Penataan Ruang 
dan 
Perhubungan 

105,826,451,500 101,470,298,500.00 95.88 105,334,848,000.00 99.54 (4,356,153,000.00) 3,864,549,500.00 (491,603,500.00) 

6 Dinas 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Air 

9,959,854,100 8,459,854,000.00 84.94 22,465,909,000.00 225.56 (1,500,000,100.00) 14,006,055,000.00 12,506,054,900.00 
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No. 
Perangkat 

Daerah 

Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran 

RPJMD RKPD APBD 
RKPD 

APBD& 
RKPD 

APBD& 
RPJMD Rp. Rp. 

% 
RPJMD 

Rp. 
% 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 = (4) - (3) 7 = (5) - (4) 8 = (5) – (3) 

7 Dinas 
Perumahan 
Rakyat, 
Kawasan 
Pemukiman, 
Pertanahan dan 
Lingkungan 
Hidup 

44,991,849,000 44,989,199,000.00 99.99 43,081,371,000.00 95.75 (2,650,000.00) (1,907,828,000.00) (1,910,478,000.00) 

8 Badan Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

1,809,693,000 1,809,693,000.00 100.00 1,750,242,000.00 96.71 - (59,451,000.00) (59,451,000.00) 

9 Satuan Polisi 
Pamong Praja 
dan Pemadam 
Kebakaran 

7,223,229,500 7,142,229,500.00 98.88 6,852,276,000.00 94.86 (81,000,000.00) (289,953,500.00) (370,953,500.00) 

10 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

1,280,150,000 1,280,150,000.00 100.00 1,041,375,000.00 81.35 - (238,775,000.00) (238,775,000.00) 

11 Dinas Sosial, 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

5,879,307,000 5,879,307,000.00 100.00 5,567,422,000.00 94.70 - (311,885,000.00) (311,885,000.00) 
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No. 
Perangkat 

Daerah 

Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran 

RPJMD RKPD APBD 
RKPD 

APBD& 
RKPD 

APBD& 
RPJMD Rp. Rp. 

% 
RPJMD 

Rp. 
% 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 = (4) - (3) 7 = (5) - (4) 8 = (5) – (3) 

12 Dinas Koperasi, 
UMKM, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

11,270,816,000 11,270,816,000.00 100.00 9,190,872,000.00 81.55 - (2,079,944,000.00) (2,079,944,000.00) 

13 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat, 
Desa, 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

9,312,300,000 8,502,300,000.00 91.30 2,897,781,000.00 31.12 (810,000,000.00) (5,604,519,000.00) (6,414,519,000.00) 

14 Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

7,911,660,000 7,911,660,000.00 100.00 7,911,660,000.00 100.00 - - - 

15 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

2,735,354,000 2,735,354,000.00 100.00 1,442,080,000.00 52.72 - (1,293,274,000.00) (1,293,274,000.00) 
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No. 
Perangkat 

Daerah 

Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran 

RPJMD RKPD APBD 
RKPD 

APBD& 
RKPD 

APBD& 
RPJMD Rp. Rp. 

% 
RPJMD 

Rp. 
% 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 = (4) - (3) 7 = (5) - (4) 8 = (5) – (3) 

16 Dinas 
Kepemudaan, 
Olahraga dan 
Pariwisata 

12,403,831,000 12,396,881,000.00 99.94 13,515,865,000.00 108.97 (6,950,000.00) 1,118,984,000.00 1,112,034,000.00 

17 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

1,520,242,500 1,520,242,500.00 100.00 1,391,392,000.00 91.52 - (128,850,500.00) (128,850,500.00) 

18 Dinas Pertanian, 
Ketahanan 
Pangan dan 
Perikanan 

23,297,725,000 23,297,725,000.00 100.00 19,789,774,000.00 84.94 - (3,507,951,000.00) (3,507,951,000.00) 

19 Dinas 
Perdagangan 17,693,013,600 15,704,319,500.00 88.76 9,065,476,000.00 51.24 (1,988,694,100.00) (6,638,843,500.00) (8,627,537,600.00) 

20 Bagian Hukum 
Sekretariat 
Daerah 

747,725,000 747,725,000.00 100.00 836,530,000.00 111.88 - 88,805,000.00 88,805,000.00 

21 Bagian 
Kerjasama 
Sekretariat 
Daerah 

382,827,000 289,840,000.00 75.71 368,876,000.00 96.36 (92,987,000.00) 79,036,000.00 (13,951,000.00) 
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No. 
Perangkat 

Daerah 

Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran 

RPJMD RKPD APBD 
RKPD 

APBD& 
RKPD 

APBD& 
RPJMD Rp. Rp. 

% 
RPJMD 

Rp. 
% 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 = (4) - (3) 7 = (5) - (4) 8 = (5) – (3) 

22 Bagian 
Perekonomian 
Dan Sumber 
Daya Alam 
Sekretariat 
Daerah 

1,149,166,000 843,138,000.00 73.37 859,138,000.00 74.76 (306,028,000.00) 16,000,000.00 (290,028,000.00) 

23 Bagian 
Organisasi 
Sekretariat 
Daerah 

838,703,000 788,703,000.00 94.04 788,703,000.00 94.04 (50,000,000.00) - (50,000,000.00) 

24 Bagian 
Pembangunan 
Sekretariat 
Daerah 

238,689,000 238,689,000.00 100.00 304,700,000.00 127.66 - 66,011,000.00 66,011,000.00 

25 Bagian 
Keuangan 
Sekretariat 
Daerah 

368,822,000 368,822,000.00 100.00 368,272,000.00 99.85 - (550,000.00) (550,000.00) 

26 Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat 
Sekretariat 
Daerah 

13,294,805,000 13,294,805,000.00 100.00 13,255,375,000.00 99.70 - (39,430,000.00) (39,430,000.00) 
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No. 
Perangkat 

Daerah 

Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran 

RPJMD RKPD APBD 
RKPD 

APBD& 
RKPD 

APBD& 
RPJMD Rp. Rp. 

% 
RPJMD 

Rp. 
% 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 = (4) - (3) 7 = (5) - (4) 8 = (5) – (3) 

27 Bagian Umum 
Sekretariat 
Daerah 

12,802,223,000 12,492,503,000.00 97.58 15,546,635,000.00 121.44 (309,720,000.00) 3,054,132,000.00 2,744,412,000.00 

28 Bagian 
Pemerintahan 
Umum 
Sekretariat 
Daerah 

742,606,000 573,056,000.00 77.17 636,686,000.00 85.74 (169,550,000.00) 63,630,000.00 (105,920,000.00) 

29 Kecamatan Dua 
Pitue 

2,052,657,000 1,303,619,400.00 63.51 1,312,381,000.00 63.94 (749,037,600.00) 8,761,600.00 (740,276,000.00) 

30 Sekretariat 
DPRD 

19,539,701,000 19,539,701,000.00 100.00 18,879,683,000.00 96.62 - (660,018,000.00) (660,018,000.00) 

31 Kecamatan Pitu 
Riase 

1,298,643,000 948,505,000.00 73.04 921,083,000.00 70.93 (350,138,000.00) (27,422,000.00) (377,560,000.00) 

32 Kecamatan Tellu 
Limpoe 

3,253,416,600 3,035,388,000.00 93.30 3,035,388,000.00 93.30 (218,028,600.00) - (218,028,600.00) 

33 Kecamatan Pitu 
Riawa 

2,060,824,000 2,060,824,000.00 100.00 1,250,074,000.00 60.66 - (810,750,000.00) (810,750,000.00) 

34 Kecamatan 
Watang 
Sidenreng 

3,546,909,000 1,736,495,000.00 48.96 1,704,190,000.00 48.05 (1,810,414,000.00) (32,305,000.00) (1,842,719,000.00) 

35 Kecamatan 
Maritengngae 

950,639,000 915,102,000.00 96.26 3,547,105,000.00 373.13 (35,537,000.00) 2,632,003,000.00 2,596,466,000.00 
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No. 
Perangkat 

Daerah 

Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran 

RPJMD RKPD APBD 
RKPD 

APBD& 
RKPD 

APBD& 
RPJMD Rp. Rp. 

% 
RPJMD 

Rp. 
% 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 = (4) - (3) 7 = (5) - (4) 8 = (5) – (3) 

36 Kecamatan 
Panca Rijang 

1,863,142,000 751,142,000.00 40.32 2,221,294,000.00 119.22 (1,112,000,000.00) 1,470,152,000.00 358,152,000.00 

37 Kecamatan 
Baranti 

2,589,868,000 738,178,000.00 28.50 2,589,868,000.00 100.00 (1,851,690,000.00) 1,851,690,000.00 - 

38 Kecamatan 
Watang Pulu 

3,629,629,000 1,668,939,000.00 45.98 2,712,164,000.00 74.72 (1,960,690,000.00) 1,043,225,000.00 (917,465,000.00) 

39 Kecamatan 
Panca Lautang 

2,843,295,000 1,727,106,000.00 60.74 1,688,175,000.00 59.37 (1,116,189,000.00) (38,931,000.00) (1,155,120,000.00) 

40 Kecamatan Kulo 431,205,500 431,205,500.00 100.00 435,648,000.00 101.03 - 4,442,500.00 4,442,500.00 

41 Bagian 
Pengadaan 
Barang /Jasa 

1,495,893,000 1,495,893,000.00 100.00 1,324,312,000.00 88.53 - (171,581,000.00) (171,581,000.00) 

42 Inspektorat 2,919,988,400 2,919,988,400.00 100.00 2,493,197,000.00 85.38 - (426,791,400.00) (426,791,400.00) 

43 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 

5,622,557,500 5,609,935,500.00 99.78 5,581,629,000.00 99.27 (12,622,000.00) (28,306,500.00) (40,928,500.00) 

44 Badan 
Pengelola 
Keuangan 
Daerah  

16,670,889,000 16,262,658,000.00 97.55 16,576,718,000.00 99.44 (408,231,000.00) 314,060,000.00 (94,171,000.00) 
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No. 
Perangkat 

Daerah 

Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran 

RPJMD RKPD APBD 
RKPD 

APBD& 
RKPD 

APBD& 
RPJMD Rp. Rp. 

% 
RPJMD 

Rp. 
% 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 = (4) - (3) 7 = (5) - (4) 8 = (5) – (3) 

45 Badan 
Kepegawaian, 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Daerah 

4,390,197,600 4,390,197,600.00 100.00 4,374,656,000.00 99.65 - (15,541,600.00) (15,541,600.00) 

46 Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

133,681,012,960 132,637,185,960.00 99.22 133,767,052,000.00 100.06 (1,043,827,000.00) 1,129,866,040.00 86,039,040.00 

  682,212,217,660 660,481,481,260 4,023 665,309,984,000 4,430 (21,730,736,400) 4,828,502,740 (16,902,233,660) 
Keterangan Tabel: 

Kolom (1) memuat nomor urut. 
Kolom (2) memuat perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Kolom (3) memuat jumlah kerangka pendanaan pada setiap perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017. 
Kolom (4) memuat jumlah pagu indikatif pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam RKPD dan persentasenya dibanding dengan kerangka 

pendanaan dalam RPJMD. 
Kolom (5) memuat jumlah pagu anggaran pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perda APBD Perubahan dan persentasenya dibanding 

dengan kerangka pendanaan dalam RPJMD. 
Kolom (6) memuat jumlah selisih pagu indikatif RKPD dengan kerangka pendanaan RPJMD. Kolom (7) memuat jumlah selisih pagu APBD dengan pagu indikatif RKPD. 
Kolom (8) memuat jumlah selisih pagu APBD dan kerangka pendanaan RPJMD. 
 
 
Catatan: 
Perbedaan jumlah pada Tabel 2.3. dan Tabel 2.4. disebabkan adanya penyesuaian antara kondisi yang ada dalam dokumen dengan kepentingan laporan ini, antara lain: 

1. Adanya kebijakan dari pusat yang mengharuskan program dalam RPJMD tidak dapat dilaksanakan lagi dalam perencanaan dan penganggaran. 
2. Kegiatan pelaksanaan BLUD pada beberapa rumah sakit yang dilaksanakan berdasarkan APBD tidak di input realisasinya oleh peran gkat daerah dengan alasan teknis, 

tidak dimasukkan dalam laporan ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh perbandingan realisasi yang seimbang. 
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RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan 

memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 

lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD 

dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian 

dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang 

diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD. 

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan 

berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah 

dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki 

hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada 

tabel di atas antara lain adalah sebagai berikut: 

a. RKPD terhadap RPJMD 

(1) Jumlah pagu indikatif RKPD lebih kecil dibanding kerangka 

pendanaan RPJMD (96,81%), dengan total selisih 

Rp.21.730.736.400,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh 

juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah). 

(2) Sejumlah 19 perangkat daerah memiliki angka yang sama antara 

RKPD dan RPJMD, sedangkan sisanya yaitu 26 perangkat daerah 

memperoleh pagu indikatif RKPD yang lebih kecil dari kerangka 

pendanaan RPJMD. 

b. APBD terhadap RKPD 

(1) Jumlah pagu APBD lebih besar dibanding pagu RKPD (99.27%), 

dengan total selisih Rp. 4.828.502.740,- (empat milyar delapan ratus 

dua puluh delapan juta lima ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh 

rupiah). 

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah   

yang   memiliki jumlah   pagu   indikatif   dan anggaran yang sama 

antara RKPD dan APBD, sejumlah 8 perangkat daerah memiliki 

jumlah pagu APBD lebih besar dibanding pagu indikatif RKPD, dan 

sisanya sejumlah 36 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD 

yang lebih kecil dibanding pagu indikatif RKPD. 

c. APBD terhadap RPJMD 

(1) Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding kerangka pendanaan 

RPJMD (97.52%), dengan total selisih Rp.16.902.233.660,- (enam 
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belas milyar Sembilan ratus dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu 

enam ratus enam puluh rupiah). 

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah   

yang   memiliki jumlah   pagu   indikatif   dan anggaran yang sama 

antara RPJMD dan APBD, sejumlah 4 perangkat daerah memiliki 

jumlah pagu APBD lebih besar dibanding pagu indikatif RKPD, dan 

sisanya sejumlah 40 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD 

yang lebih kecil dibanding pagu indikatif RPJMD 

2.5.1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Pembangunan adalah pelaksanaan bidang urusan pemerintahan, 

oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan. Berdasarkan data pada Lampiran 3, 

berikut ini disajikan data perencanaan dan penganggaran berdasarkan 

urusan/bidang urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2019. 
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Tabel 2.297 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan 

RPJMD RKPD APBD 

Jumlah 
Prog. 

Kerangka 
Pendanaan 

% 
Jumlah 
Prog. 

Jumlah 
Keg. 

Pagu Indikatif % 
Jumlah 
Prog. 

Jumlah 
Keg. 

Pagu Anggaran % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Urusan Wajib  195 535,496,458,460  78.49 189 637 526,307,278,360  79.69 186 566 481,853,909,402  13 

1  Urusan Wajib 
Pelayanan dasar  

128 490,342,254,960  71.88 122 407 481,970,024,860  72.97 120 402 447,130,874,402  80.14 

1.01.01  Pendidikan  13 133,681,012,960  27.26 13 51 132,637,185,960  27.52 13 51 132,572,996,300  22,04 

1.01.02  Kesehatan  36 179,690,707,900  36.65 33 129 178,302,107,900  36.99 33 129 134,528,155,102  29.65 

1.01.03  Pekerjaan Umum 
dan Penataan 
Ruang  

28 115,786,305,600  23.61 25 70 109,930,152,500  22.81 25 70 121,917,037,000  30.09 

1.01.04  Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman  

22 44,991,849,000  9.18 22 43 44,989,199,000  9.33 20 41 43,081,371,000  27.27 

1.01.05  Ketenteraman, 
Ketertiban Umum, 
dan Perlindungan 
Masyarakat  

21 10,313,072,500  2.10 21 82 10,232,072,500  2.12 21 79 9,463,893,000  9.64 

1.01.06  Sosial  8 5,879,307,000  1.20 8 32 5,879,307,000  1.22 8 32 5,567,422,000  2.12 

1  Urusan Wajib 
Bukan Pelayanan 
Dasar  

67 45,154,203,500  6.62 67 230 44,337,253,500  6.71 66 164 34,723,035,000  1.25 

1.02.07  Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa  

24 9,312,300,000  20.62 24 89 8,502,300,000  19.18 24 32 2,889,181,000  5.77 
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Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan 

RPJMD RKPD APBD 

Jumlah 
Prog. 

Kerangka 
Pendanaan 

% 
Jumlah 
Prog. 

Jumlah 
Keg. 

Pagu Indikatif % 
Jumlah 
Prog. 

Jumlah 
Keg. 

Pagu Anggaran % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.10  Komunikasi dan 
Informatika  

11 7,911,660,000  17.52 11 35 7,911,660,000  17.84 11 35 7,911,660,000  8.32 

1.02.11  Koperasi, Usaha 
Kecil, dan 
Menengah  

9 11,270,816,000  24.96 9 24 11,270,816,000  25.42 8 23 9,187,872,000  22.79 

1.02.12  Penanaman Modal  7 2,735,354,000  6.06 7 27 2,735,354,000  6.17 7 19 1,142,080,000  26.46 

1.02.13  Kepemudaan dan 
Olahraga  

10 12,403,831,000  27.47 10 31 12,396,881,000  27.96 10 31 12,200,850,000  3.29 

1.02.17  Perpustakaan  6 1,520,242,500  3.37 6 24 1,520,242,500  3.43 6 24 1,391,392,000  35.14 

                4.01 

2  Urusan Pilihan  34 40,990,738,600  6.01 32 104 39,002,044,500  5.91 31 84 30,574,688,000   

2.03  Pertanian  20 23,297,725,000  56.84 20 52 23,297,725,000  59.73 20 52 22,011,263,000  5.09 

2.06  Perdagangan  14 17,693,013,600  43.16 12 52 15,704,319,500  40.27 11 32 8,563,425,000  71.99 

3  
Fungsi Penunjang 
Pemerintahan  

148 105,725,020,600  15.50 134 532 95,172,158,400  14.41 135 503 88,838,118,800  28.01 

3.01  
Perencanaan 
Pembangunan  

13 5,622,557,500  5.32 13 42 5,609,935,500  5.89 13 42 5,581,679,000  14.78 

3.02  Keuangan  8 16,670,889,000  15.77 7 57 16,262,658,000  17.09 7 57 16,258,198,000  6.28 

3.03  
Kepegawaian, 
Pendidikan dan 
Pelatihan  

7 4,390,197,600  4.15 7 32 4,390,197,600  4.61 7 32 4,374,656,000  18.30 

3.05  Sekretariat DPRD  7 19,539,701,000  18.48 7 31 19,539,701,000  20.53 7 31 18,879,683,000  4.92 
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Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan 

RPJMD RKPD APBD 

Jumlah 
Prog. 

Kerangka 
Pendanaan 

% 
Jumlah 
Prog. 

Jumlah 
Keg. 

Pagu Indikatif % 
Jumlah 
Prog. 

Jumlah 
Keg. 

Pagu Anggaran % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.06  Sekretariat Daerah  59 32,061,459,000  30.33 53 157 31,133,174,000  32.71 53 155 32,487,017,000  21.25 

3.07  Inspektorat  5 2,919,988,400  2.76 5 19 2,919,988,400  3.07 5 19 2,485,897,000  36.57 

3.08  Pemerintahan 49 24,520,228,100  23.19 42 194 15,316,503,900  16.09 43 167 8,770,988,800  2.80 

 JUMLAH 377 682,212,217,660 100.00 355 1,273 660,481,481,260 100 352 1,153 601,266,716,202 100 

 



 

 

 

 

 RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 196 | BAB II 

Berdasarkan tabel 2.297 di atas, diperoleh gambaran pelaksanaan 

urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng 

Rappang pada Tahun 2019 yang antara lain dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Terdapat   perbedaan   jumlah   program   maupun   kegiatan   pada   

sebagian   bidang/urusan sebagaimana telah dijelaskan pada 

penguraian konsistensi program. 

b. Persentase pendanaan untuk urusan wajib dalam RPJMD adalah 

78,49% dari jumlah pagu, naik menjadi 79,69% dalam RKPD dan 

menjadi 80,14% dalam APBD. Untuk urusan pilihan adalah 6,01% 

dalam RPJMD, turun menjadi 5,91% dalam RKPD dan menjadi 5,09% 

dalam APBD. Begitu pula pada urusan fungsi penunjang pemerintahan 

mengalami penurunan dari 15,50% dalam RPJMD, menjadi 14,41% 

dalam RKPD dan meningkat lagi menjadi 14,78% dalam APBD. 

c. Walaupun persentase pendanaan untuk urusan wajib meningkat, 

namun untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar mengalami 

penurunan, yaitu 6,62% dalam RPJMD, menjadi 5,77% dalam APBD, 

meski mengalami kenaikan menjadi 6,71% dalam RKPD. 

Besaran pengurangan atau penambahan pagu masing-masing 

bidang urusan dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.298 
Pengurangan/Penambahan Pendanaan Urusan/Bidang Urusan 

 
Kode 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Selisih Pendanaan 

RPJMD - RKPD RKPD - APBD RPJMD - APBD 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Urusan Wajib (391.820.164.653) 74,91% (143.200.113.307) 71,93% (535.020.277.960) 74,09% 

1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar (234.173.822.562) 44,77% (49.547.899.447) 24,89% (283.721.722.009) 39,29% 

1.01.01 Pendidikan (46.440.542.683) 8,88% (27.096.364.000) 13,61% (73.536.906.683) 10,18% 

1.01.02 Kesehatan (7.760.662.923) 1,48% (7.854.861.175) 3,95% (15.615.524.098) 2,16% 

1.01.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (159.156.385.106) 30,43% 769.138.670 -0,39% (158.387.246.436) 21,93% 

1.01.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (21.070.843.400) 4,03% (10.398.945.392) 5,22% (31.469.788.792) 4,36% 

 

1.01.05 

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 
Perlindungan Masyarakat 1.900.674.550 -0,36% (5.064.842.622) 2,54% (3.164.168.072) 0,44% 

1.01.06 Sosial (1.646.063.000) 0,31% 97.975.072 -0,05% (1.548.087.928) 0,21% 

        

1.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar (157.646.342.091) 30,14% (93.652.213.860) 47,04% (251.298.555.951) 34,80% 

1.02.01 Tenaga Kerja (62.850.000) 0,01% (3.429.432.856) 1,72% (3.492.282.856) 0,48% 

1.02.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (72.657.181) 0,01% 100.000.000 -0,05% 27.342.819 0,00% 

1.02.03 Pangan (17.975.803.553) 3,44% (11.029.998.474) 5,54% (29.005.802.027) 4,02% 

1.02.04 Pertanahan (703.047.700) 0,13% 2.025.331.101 -1,02% 1.322.283.401 -0,18% 

1.02.05 Lingkungan Hidup (7.961.012.456) 1,52% (3.060.859.472) 1,54% (11.021.871.928) 1,53% 

1.02.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (212.038.795) 0,04% 1.463.674.400 -0,74% 1.251.635.605 -0,17% 

1.02.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1.110.382.500) 0,21% (3.080.370.149) 1,55% (4.190.752.649) 0,58% 
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Kode 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Selisih Pendanaan 

RPJMD - RKPD RKPD - APBD RPJMD - APBD 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1.02.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (446.450.000) 0,09% 201.175.600 -0,10% (245.274.400) 0,03% 

1.02.09 Perhubungan (1.737.972.300) 0,33% (16.357.920.550) 

 

 

8,22% (18.095.892.850) 2,51% 

1.02.10 Komunikasi dan Informatika (2.765.907.231) 0,53% (9.716.555.630) 4,88% (12.482.462.861) 1,73% 

1.02.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (568.131.500) 0,11% (49.879.051.994) 25,05% (50.447.183.494) 6,99% 

1.02.12 Penanaman Modal (5.185.850.351) 0,99% (10.549.516.149) 5,30% (15.735.366.500) 2,18% 

1.02.13 Kepemudaan dan Olahraga (118.663.900.524) 22,69% 20.701.718.817 -10,40% (97.962.181.707) 13,57% 

1.02.14 Statistik - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

1.02.15 Persandian       

1.02.16 Kebudayaan (8.950.000) 0,00% (7.646.304.500) 3,84% (7.655.254.500) 1,06% 

1.02.17 Perpustakaan (171.388.000) 0,03% (3.495.734.650) 1,76% (3.667.122.650) 0,51% 

1.02.18 Kearsipan - 0,00% 101.630.646 -0,05% 101.630.646 -0,01% 

        

2 Urusan Pilihan (77.966.148.468) 14,91% (26.595.909.186) 13,36% (104.562.057.654) 14,48% 

2.01 Kelautan dan Perikanan (27.829.936.330) 5,32% (14.442.197.987) 7,25% (42.272.134.317) 5,85% 

2.02 Pariwisata (2.367.240.000) 0,45% (10.355.103.000) 5,20% (12.722.343.000) 1,76% 

2.03 Pertanian (25.641.053.302) 4,90% 2.472.308.795 -1,24% (23.168.744.507) 3,21% 

2.04 Kehutanan (4.767.378.945) 0,91% (2.941.858.353) 1,48% (7.709.237.298) 1,07% 

2.05 Energi dan Sumberdaya Mineral (17.339.040.297) 3,31% (1.292.973.466) 0,65% (18.632.013.763) 2,58% 

2.06 Perdagangan (1.935.183.569) 0,37% 1.853.128.700 -0,93% (82.054.869) 0,01% 

2.07 Perindustrian 2.070.383.975 -0,40% (848.463.875) 0,43% 1.221.920.100 -0,17% 

2.08 Ketransmigrasian (156.700.000) 0,03% (1.040.750.000) 0,52% (1.197.450.000) 0,17% 
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Kode 

 
Urusan/Bidang Urusan 

Selisih Pendanaan 

RPJMD - RKPD RKPD - APBD RPJMD - APBD 
(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Fungsi Penunjang Pemerintahan (53.274.795.039) 10,19% (29.282.794.344) 14,71% (82.557.589.383) 11,43% 

3.01 Perencanaan Pembangunan (15.721.345.347) 3,01% (5.531.348.302) 2,78% (21.252.693.649) 2,94% 

3.02 Keuangan (10.991.915.233) 2,10% 6.573.397.854 -3,30% (4.418.517.379) 0,61% 

3.03 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (1.996.701.691) 0,38% (3.713.532.321) 1,87% (5.710.234.012) 0,79% 

3.04 Penelitian dan Pengembangan - 0,00% (2.413.432.060) 1,21% (2.413.432.060) 0,33% 

3.05 Sekretariat DPRD - 0,00% 10.030.067.000 -5,04% 10.030.067.000 -1,39% 

3.06 Sekretariat Daerah (18.075.248.935) 3,46% (20.080.446.781) 10,09% (38.155.695.716) 5,28% 

3.07 Inspektorat (4.039.972.510) 0,77% (2.713.676.203) 1,36% (6.753.648.713) 0,94% 

3.08 Pemerintahan (2.449.611.323) 0,47% (11.433.823.531) 5,74% (13.883.434.854) 1,92% 

        

J U M L A H (523.061.108.160) 100,00% (199.078.816.838) 100,00% (722.139.924.998) 100,00% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bidang urusan yang 

mengalami penambahan atau pengurangan pagu, antara lain sebagai 

berikut: 

a. RPJMD terhadap RKPD 

(1) Jumlah total pengurangan pagu adalah Rp.523.061.108.160,- (lima 

ratus dua puluh tiga milyar enam puluh satu juta serratus delapan 

ribu serratus enam puluh rupiah). Pengurangan pagu terbesar 

adalah pada urusan perindustrian yaitu Rp.2.070.383.975,- (dua 

milyar tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan 

ratus tujuh puluh lima rupiah)diikuti urusan ketentraman, ketertiban 

umum, dan perlindungan masyarakat yaitu sebesar Rp. 

1.900.674.550,- (satu milyar Sembilan ratus juta enam ratus tujuh 

puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).  

(2) Sedangkan penambahan pagu terbesar pada urusan pekerjaan 

umum dan penataan ruang yaitu Rp. 159.156.385.106,- (serratus 

lima puluh Sembilan milyar serratus lima puluh enam juta tiga ratus 

delapan puluh lima ribu serratus enam rupiah) 

b. RKPD terhadap APBD 

(1) Jumlah total pengurangan pagu adalah Rp.199.078.816.838,-  

(serratus Sembilan puluh Sembilan milyar tujuh puluh delapan juta 

delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan 

rupiah). Pengurangan pagu terbesar adalah pada bidang urusan 

kepemudaan dan olahraga sebesar Rp.20.701.718.817,- (dua 

puluh milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus delapan belas juta 

delapan ratus tujuh belas rupiah). 

(2) Bidang   Urusan   yang   memperoleh   penambahan   pagu   yang   

terbesar   adalah urusankoperasi, usaha kecil dan menengah yaitu 

sejumlah Rp. 49.879.051.994,- (empat puluh Sembilan milyar 

delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh satu ribu 

Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), diikuti Urusan 

pendidikan yaitu sebesar Rp. 27.096.364.000- (dua puluh tujuh 

milyar Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu 

rupiah). 

c. RPJMD terhadap APBD 

(1) Jumlah total pengurangan pagu adalah Rp. 722.139.924.998,- 

(tujuh ratus dua puluh dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta 

sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh 

delapan rupiah). Pengurangan pagu terbesar adalah pada   bidang   
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urusan   pertanahan yaitu   sejumlah Rp. 1.322.283.401,- (satu 

milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga 

ribu empat ratus satu rupiah), diikuti Bidang Urusan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp. 1.251.635.605,- 

(satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh 

lima ribu enam ratus lima rupiah. 

(2) Bidang Urusan yang memperoleh penambahan pagu adalah 

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Rp. 

158.387.246.436,- (serratus lima puluh delapan milyar tiga ratus 

delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu empat 

ratus tiga puluh enam rupiah) dan urusan kepemudaan dan 

olahraga sebesar Rp. 97.962.181.707,- (Sembilan puluh tujuh 

milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta serratus delapan puluh 

satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah).  

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjabaran RPJMD 

sebagaimana yang diuraikan pada Bab ini, dapat diidentifikasi kelemahan 

dan kekurangan yang dijadikan sebagai bahan masukan   dalam   rangka   

perencanaan   dan   penganggaran   yang   lebih   baik   di   masa 

mendatang. Diharapkan, dengan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi pembangunan yang baik, perhatian dan 

proporsi anggaran terhadap bidang urusan dapat lebih proporsional. 

Realisasi program RPJMD merupakan akumulasi realisasi program 

yang ada dalam RPJMD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk 

melakukan pemantauan dan supervise untuk memastikan bahwa target dan 

anggaran RPJMD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

RPJMD.  

2.5.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RKPD 

Tingkat capaian RKPD diperolehdari rata-rata realisasi target 

kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari 

rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan 

pada suatu program. Tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel 

T-C.19 (terlampir). 
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2.5.3. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja dan Upaya Tindak 

Lanjut 

Beberapa factor penghambat pencapaian kinerja hasil Evaluasi 

RKPD Tahun 2019, antara lain: 

a. Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari 

Perangkat Daerah; 

b. Dari evaluasi hasil RKPD tersebut, tindak lanjut yang diperlukan dalam 

pelaksanaan RKPD pada tahun berikutnya diantaranya; 

c. Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target 

kinerja dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan 

dengan kondisiriil APBD; 

d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang; 

e. Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian 

antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat 

Daerah, Renja Perangkat Daerah) yang kemudian menjadi pedoman dan 

acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD. 

Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam 

kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan 

mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai 

dengan baik. 

 
2.5.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai 

Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program 

dan kegiatan RKPD tahun 2019 dan realisasi RPJMD 2018-2023 yang 

bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

tahun 2019 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing 

Perangkat Daerah serta dari laporan pertanggungjawaban APBD Akhir 

Tahun Anggaran 2019, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2019 

menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi 
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target capaian kinerja program tahun 2019, secara umum disajikan pada 

Lampiran Tabel Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020. 

 
2.6. Permasalahan Pembangunan 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” 

antara kinerja pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicapai 

saat ini dengan yang direncanakan dalam kondisi riil saat perencanaan 

dilakukan. Permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama 

dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. 

Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber 

dari permasalahan sektoral maupun wilayah. 

Implementasi dari permasalahan adalah jika rumusan kebijakan 

yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif 

dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, 

hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu 

sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas 

kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai 

permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi 

daerah dan analisis permasalahan pembangunan, maka diidentifikasi 

sejumlah permasalahan pokok Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai 

berikut: 

2.6.1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 

   Perekonomian Sidenreng Rappang diproyeksikan tumbuh 3,81 

persen di tahun 2020 dan 5,5 persen di tahun 2021 (skenario moderat1). 

Dengan menggunakan asumsi pesimis2, perekonomian Sidenreng 

Rappang diperkirakan tumbuh sebesar 2,83 persen pada tahun 2020 dan 

4,5 persen pada tahun 2021. Sementara jika menggunakan skenario 

optimis3, perekonomian Sidenreng Rappang diperkirakan tumbuh 5,02 

persen pada 2020 dan 6,65 persen pada 2021. 

Dari sisi pengeluaran, dengan menggunakan skenario moderat, 

konsumsi rumah tangga diproyeksikan hanya tumbuh 3,8 persen di tahun 
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2020 dan 5,69 persen di tahun 2021, dari sebelumnya tumbuh 6,01 persen 

pada 2019. Sementara itu, PMTB diproyeksikan tumbuh 3,15 persen di 

tahun 2020 dan 6,49 di tahun 2021, dari sebelumnya 5,5 persen di tahun 

2021. Kedua komponen pengeluaran berkontribusi sekitar 90 persen dari 

total pembentukan PDRB, sehingga sangat menentukan naik turunnya 

PDRB. 

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang telah 

memperhitungkan dampak Covid-19 baik dari sisi pengeluaran maupun dari 

sisi lapangan usaha. Sementara itu, tahun 2021 diasumsikan sebagai tahun 

pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat 

mengenai pentingnya pemerintah daerah untuk mengimplementasikan 

kebijakan pemulihan ekonomi di tahun 2021. Perlambatan pertumbuhan 

ekonomi Sidenreng Rappang pada tahun 2020 dipengaruhi oleh 

penyebaran Covid-19. Pelemahan ini terutama terjadi di sisi konsumsi 

rumah tangga yang menyumbang sekitar 60 persen terhadap PDRB. Upaya 

untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui pembatasan pergerakan 

aktivitas ekonomi berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, 

terutama dari sektor informal, sehingga daya beli juga ikut menurun. 

Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga 

menurun karena berkurangnya ekspansi usaha dan/atau penanaman 

modal baru. Hal ini karena fokus pelaku usaha saat ini adalah 

mempertahankan agar usaha tetap berjalan. 

Sementara itu, beberapa lapangan usaha juga terdampak dari 

pemberlakuan pembatasan sosial, seperti penyediaan akomodasi dan 

makan minum; transportasi dan perdagangan, industri pengolahan, dan 

perdagangan. Aktivitas pembatasan pergerakan ekonomi dan rendahnya 

daya beli masyarakat menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan dari sisi 

lapangan usaha. Akan tetapi, beberapa sektor juga diperkirakan akan 

mencatat pertumbuhan yang ekspansif, seperti informasi dan komunikasi; 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 
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Di sisi lain, penurunan pertumbuhan ekonomi, terutama dari 

lapangan usaha pertanian, terjadi karena faktor cuaca yang tidak 

mendukung. Terjadinya bencana banjir di beberapa lokasi mengakibatkan 

gagal panen. Pengaruh dari ini penurunan di lapangan usaha ini cukup 

signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang 

mengingat sekitar 30 persen PDRB disumbang dari lapangan usaha 

pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

2.6.2. Angka Pengangguran Masih Tinggi 

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat bagi 

kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian 

berefek bagi perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan pola 

penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan lapangan usaha 

terdampak, seperti penyediaan jasa akomodasi makan minum (pariwisata), 

perdagangan, dan transportasi. Lapangan usaha ini memiliki input produksi 

yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, cafe, 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi. Meskipun 

demikian lapangan usaha, seperti pertanian dan industri pengolahan 

terutama penggilingan padi masih tetap jalan ditengah isu pandemi ini 

sehingga dampaknya kemudian tidak cukup signifikan pada penurunan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Namun isu yang kemudian 

perlu menjadi perhatian pemerintah pada lapangan usaha tersebut yaitu 

bencana alam berupa banjir dan kemarau panjang, serta hama dan akses 

pupuk. Untuk itu diperlukan reformasi sistem ketahanan bencana kedepan, 

mengingat lapangan usaha tersebut penyumbang besar bagi 

perekonomian Sidenreng Rappang. Selain itu, perluasan dan kemudahan 

akses pupuk bagi para petani juga perlu mendapat perhatian. 

Dari sisi pengeluaran, pembatasan pergerakan masyarakat juga 

mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun 

perkantoran, serta penurunan diantaranya konsumsi RT dan LNPRT, dan 

penyerapan tenaga kerja. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian 

pemerintah. Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk menerapkan teknologi 
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informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital 

berlangsung lebih cepat. Beberapa lapangan usaha (seperti UMKM) 

misalnya mengadopsi teknologi memiliki peluang untuk tetap bertahan, 

mengingat permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi makanan 

dan minuman serta kebutuhan pokok lainnya masih tetap berjalan. Namun 

bagaimana dengan lapangan usaha yang belum mampu melakukan hal 

demikian, artinya terdapat risiko pemutusan hubungan kerja yang pada 

akhirnya menciptakan pengangguran dan kemiskinan baru. Untuk itu, 

langkah mitigasi dengan jaringan pengaman sosial sangat diperlukan 

ditengah kondisi pandemi ini. Tentu pilihan kebijakan optimalnya adalah 

bagaimana memastikan masyarakat tidak terpapar Covid-19 dan juga tetap 

bisa makan di tengah kondisi ini. Kebijakan untuk memitigasi dampak 

Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap berdasarkan pengalaman 

negara- negara lainnya seperti, menguatkan sektor kesehatan, melindungi 

masyarakat dan dunia usaha, mengurangi tekanan terhadap sektor 

keuangan, dan program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan 

masyarakat pascapandemi Covid-19. 

2.6.3. Belum Optimalnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah 

Dalam upaya pengembangan ekonomi local melalui optimalisasi 

daya saing produk unggulan daerah, berbagai kendala pada umumnya 

terkait dengan peraturan, mekanisme dan kebijakan dalam mendukung 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, seperti birokrasi dalam 

perizinan. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih 

rendahnya daya saing produk ekonomi lokal dan belum optimalnya 

program-program yang mendukung investasi potensi lokal. Di samping 

kedua permasalahan tersebut di atas, masih terdapat permasalahan yang 

berkaitan dengan belum optimalnya promosi produk-produk unggulan 

ekonomi lokal serta program program pengembangan usaha daerah 

sebagai peluang investasi daerah. Hal ini berakibat pada kurang 

terinformasikannya program program investasi daerah bagi investor.  
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Dengan memperhatikan permasalahan pokok di atas, setiap 

hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus 

diminimalisir dengan mengetahui permasalahan yang lebih spesifik (akar 

masalah) yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Diharapkan 

rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar 

dalam penentuan perencanaan kebijakan kedepan yang disempurnakan 

oleh evaluasi pembangunan periode sebelumnya beserta kajian 

pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan 

permasalahan utama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 

merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah. 

 
2.7. Analisis Isu Strategis 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah 

karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik 

bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

masa yang akan datang. 

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi 

perbincangan, baik internasional, nasional, hingga regional, karena 

krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini 

maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu 

strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program 

kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan 

daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Diharapkan dengan 

memerhatikan setiap isu strategis yang muncul, dalam waktu lima tahun ke 

depan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang lebih signifikan dan 

memiliki keterkaitan dengan perwujudan masyarakat Indonesia yang adil, 

makmur, dan sejahtera.  
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Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun 

antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan 

peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya 

jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi 

beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. 

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan 

pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan 

memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun kedepan. 

Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan 

isu regional yang memiliki keterkaitan. 

2.7.1. Isu Strategis Global 

Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan 

pembangunan selama masa perencanaan jangka menengah Kabupaten 

Sidenreng Rappang antara lain: pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan SDG’s(Sustainable Development Goals), ancaman krisis 

ekonomi global, penerapan Green Economic Global (ekonomi ramah 

lingkungan), penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber 

energi tak terbarukan, antisipasi perubahan iklim global (Global 

Warming/Climate Change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) serta Revolusi Industri 4.0. 

2.7.1.1. Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs) 

SDGs atau sustainable development goals, yaitu sebuah dokumen 

yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan 

perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep 

pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu 

sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang 

berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan 

konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Jadi, negara-negara di dunia 

menyepakati sebuah platform baru dengan terminologi baru, yakni SDGs. 

Baik SDGs maupun MDGs pada dasarnya memiliki persamaan cita-cita. 
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Salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Namun, ada hal 

yang lebih progresif yang dicantumkan di dalam SDGs yang ingin dicapai 

pada tahun 2030 mendatang. Adapun 17 poin penting di dalam SDGs, yakni 

terciptanya dunia dengan: 

(a) Tanpa kemiskinan; 

(b) Tanpa kelaparan; 

(c) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 

(d) Pendidikan berkualitas; 

(e) Kesetaraan gender; 

(f) Air bersih dan sanitasi; 

(g) Energi bersih dan terjangkau; 

(h) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; 

(i) Industri, inovasi, dan infrastruktur; 

(j) Pengurangan kesenjangan; 

(k) Keberlanjutan kota dan komunitas; 

(l) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 

(m)Aksi terhadap iklim; 

(n) Kehidupan bawah laut; 

(o) Kehidupan di darat; 

(p) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; dan 

(q) Kemitraan untuk mencapai tujuan. 

 
2.7.1.2. Ancaman krisis ekonomi global 

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya 

perekonomian dunia yang nantinya akan berdampak pada 

perekonomian beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini menjadi 

ancaman yang cukup krusial bagi Negara Indonesia karena Indonesia 

merupakan negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi 

perekonomian global. Dalam pertemuan para pemimpin 20 (dua puluh) 

Negara di Los Cabos, Meksiko, memaparkan bahwa sejak 2008, 

negara-negara industri Barat dihempaskan oleh krisis ekonomi. Dalam 

menghadapi resesi global, sepertinya program penanggulangan krisis 

ekonomi tidak banyak memberikan harapan. Negara Amerika Serikat 

sebagai Negara Adidaya belum sepenuhnya dapat keluar dari krisis 

ekonomi, termasuk negara-negara zona euro. 
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Ancaman ini bermula dari tingginya tumpukan hutang, baik oleh 

rakyat maupun negaranya, sehingga berimbas pada krisis ekonomi. 

Begitu juga Indonesia yang memiliki cukup banyak hutang.  

2.7.1.3. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah 

Lingkungan) 

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional 

mengenai Green Economic Global yang dilaksanakan di Surabaya, 

Jawa Timur mengusung tema The Role of Local Government on Blue 

Economy. Pemrakarsa konferensi internasional ini adalah Universitas 

17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, 

dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh Pemerintah Daerah 

Surabaya. 

Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari berbagai negara 

hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa 

negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Dalam forum 

berskala internasional tersebut, sejumlah pakar terkait, baik dari 

kalangan akademisi maupun Pemerintah telah menyajikan berbagai 

persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah 

lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air. Hal 

ini dilakukan sebagai penerapan Green Economy yang telah menjadi 

pembicaraan hangat di sejumlah negara di dunia karena degradasi 

lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan 

yang semakin tinggi. 

Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi 

pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang 

berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan 

pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber 

pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga 

keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami 

bagi masyarakat. Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi 

perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah 
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kerugian senilai US$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca 

global. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju 

yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah 

mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling 

mengupayakan langkahlangkah menuju pengembangan ekonomi 

ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan. 

2.7.1.4. Penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi 

sumber energi tak terbaharukan 

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, 

selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, 

masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang 

diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat 

lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung 

dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan 

sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM).  

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan 

sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi 

dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah 

kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi 

geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang 

berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang 

kita hasilkan baik organik maupun anorganik serta berasal dari sumber 

energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. 

Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan 

mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan 

peningkatan pemanasan global. 

2.7.1.5. Antisipasi perubahan iklim global (Global Warming/Climate 

Change) 

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan 

sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan 

pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan 
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hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk akibat 

ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau 

dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat 

mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir 

dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana 

alam. 

Perlu adanya antisipasi dari Pemerintah dan masyarakat dunia 

dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan 

pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan 

pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar 

kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat 

diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan 

ekonomi yang lebih baik. 

2.7.1.6. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta 

Revolusi Industri 4.0 

Pada era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan 

komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat, yang 

mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami 

perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan 

untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. 

Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan 

komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.  

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi 

ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap 

perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia 

mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang 

lebih unggul. Ke depannya, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai 

pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga 

memiliki persaingan yang cukup sehat alam pengembangan teknologi, 

informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia 

akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi 
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dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi 

informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu 

berdaya saing internasional. 

2.7.1.7. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA yang dapat 

dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah 

wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya 

kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, 

jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besardan skilled labour 

menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di 

kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan 

ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu 

kebijakan yangmeliputi competitionpolicy, consumer protection, 

Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan 

demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat 

perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan 

konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan 

jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; 

menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan 

perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Ketiga, MEA 

pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan 

ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil 

Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan 

ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi 

terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal 

peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Keempat, MEA 

akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. 

Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan 

koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan 

ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada 
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jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis 

kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan 

produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi 

mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk 

terintegrasi secara global. 

2.7.1.8. Perubahan Iklim 

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang 

disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di 

atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti 

penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, 

serta kegiatan pertanian dan peternakan.Gas rumah kaca ini menyerap 

sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang 

terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer.Hal inilah yang 

mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara 

langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan 

intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta 

dampak lainnya. 

Dalam skala nasional Pemerintah Indonesia telah memberikan 

perhatian khusus terhadap perubahan iklim dengan berkomiten untuk 

menurunkan emisi gas rumah kaca. Pertemuan UNFCC COP-21 

menghasilkan dokumen Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang 

diratifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations 

Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas 

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 

Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan 

komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined 

Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 

2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan 

bantuan dan kerjasama internasional.  
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Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan dampaknya maka 

pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, 

adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak 

perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan 

dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim 

dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen 

Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang 

dalam Peraturan Gubernur No. 59 tahun 2012 tentang Rencana Aksi 

Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Emisi gas rumah kaca di 

Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang 

antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang 

limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan 

emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau 

setara dengan 300.000 ton CO2eq setiap tahun yang akan dicapai 

hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah 

provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan 

penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun 

kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya 

pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi 

oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, 

organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan 

pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing. 

Pada level nasional, terdapat beberapa prioritas nasional yang 

menjadi mandat bagi daerah yang tertuang dalam Nawa Cita RPJMN 

2015-2019. Prioritas nasional tersebut mencakup: (1) dimensi 

pembangunan manusia yakni revolusi mental, pendidikan, kesehatan 

dan perumahan; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yakni 

kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, 

kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3) dimensi 

pemerataan dan kewilayahan yakni pemerataan antar kelompok 
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pendapatan dan pemerataan antar wilayah mencakup pembangunan 

desa, pembangunan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal dan 

pembangunan perkotaan. Selain itu terdapat sejumlah prioritas yang 

merupakan prakondisi bagi berjalannya pembangunan yakni kepatuhan 

dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan 

demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. 

2.7.2. Penelaahan Isu Strategis Nasional 

Tema RKP 2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan 

Reformasi Sosial” dipilih dengan pertimbangan mitigasi Covid-19. “Saat ini, 

Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, dan hampir 

semua negara di seluruh dunia sedang mencurahkan energi dan sumber 

dayanya untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah 

menimbulkan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional. Hal ini 

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024, koreksi 

terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di 2020 dan 

berpengaruh di 2021, 

Sebagai RKP kedua dalam kerangka Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2021 memiliki 

empat fokus. Pertama, pemulihan industri, pariwisata, dan 

investasi. Kedua, reformasi sistem kesehatan nasional. Ketiga, reformasi 

sistem jaring pengaman sosial. Keempat, reformasi sistem ketahanan 

bencana. RKP 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang 

merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain penguatan 

ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, 

peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan 

infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan 

perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan 

publik. 

“Ketujuh Prioritas Nasional tersebut akan mendukung pemulihan 

ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan 
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tema RKP 2021. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2021, dilakukan 

penekanan pada empat Prioritas Nasional dan beberapa Major Project. 

Keempat PN itu adalah PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan 

berkualitas dan berkeadilan, PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing, PN 

5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, serta PN 6 Lingkungan 

hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. 

Beberapa Major Project juga akan menjadi fokus alokasi 

pendanaan. Pertama, terkait pemulihan industri, pariwisata dan investasi 

antara lain: pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, 9 kawasan 

industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 di lima subsektor prioritas, 

pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, serta jaringan pelabuhan 

utama terpadu. Kedua, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan 

ada Major Project baru untuk penguatan sistem kesehatan 

nasional. Ketiga, terkait jaring pengaman sosial, akan ada Major 

Project yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju 

skema perlindungan sosial menyeluruh. Keempat, untuk penguatan sistem 

peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga 

bencana pandemi. 

 
2.7.3. Penelaahan Isu Strategis Provinsi 

Isu strategis pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2021 

merupakan isu yang didasarkan pada permasalahan pembangunan dan 

arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 serta permalasahan 

pembangunan secara global, nasional maupun lokal di tahun berjalan 

maupun pada beberapa tahun terakhir, dengan memperhatikan 

permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD serta merujuk pada arah 

kebijakan pada rancangan RKP tahun 2021, sebagai berikut: 

2.7.3.1. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 

Dalam mencapai tujuan SDGs yang meliputi pembangunan 

manusia, ekonomi, dan lingkungan, Indonesia menghadapi sejumlah 

tantangan. Di bidang sosial ekonomi, sejumlah isu penting terkait SDGs di 
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antaranya pertumbuhan ekonomi, gejala deindustrialisasi, diversifikasi 

ekonomi, hingga penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, 

akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. ekonomi 

Sulawesi Selatan dalam tiga (3) tahun terkahir mengalami penurunan, 

dimana pada tahun 2016 ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 7,42 dan pada 

tahun 2017 turun menjadi 7,21, tahun 2018 turun lagi menjadi 7,06 dan 

pada Tahun 2019 turun menjadi 6,92. Penurunan pertumbuhan ekonomi 

tersebut diakibatkan adanya efek musiman pada Lapangan Usaha 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi minus 

pada tiap tahunnya, dan pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar -

27,54 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Di bidang 

lingkungan, perubahan iklim dan kualitas air dan udara menjadi perhatian 

khusus, sementara di bidang tata kelola hukum, konstelasi geopolitik dan 

volatilitas ekonomi global serta kualitas regulasi adalah beberapa isu 

utama. Untuk mencapai tujuan TPB/SDGs dengan sebaik baiknya, 

perlunya mengedepankan prinsip pelaksanaan dengan inklusivitas, yakni 

melibatkan baik unsur pemerintah maupun non pemerintah seperti pelaku 

usaha, filantropi, organisasi masyarakat, juga akademisi dan perguruan 

tinggi agar semakin banyak masyarakat yang terlibat. 

2.7.3.2. Dukungan Pemerintah Pusat Terhadap Pembangunan 

Infrastruktur di Sulawesi Selatan 

Keunggulan posisi Sulawesi Selatan yang strategis di Kawasan 

Indonesia Timur tidaklah cukup, dibutuhkan dukungan dari pemerinah 

pusat. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur untuk 

penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dari dan menuju 

kawasan potensial, Sebagai upaya meningkatkan kinerja perekonomian 

wilayah, dibutuhkan dukungan infrastruktur, khususnya yang menunjang 

konektivitas antar wilayah. Saat ini di Sulawesi Selatan memiliki 109 

pelabuhan laut, 11 pelabuhan udara, dan jalan Provinsi sepanjang 2.009,35 

Km. Namun ketersediaan infrastruktur tersebut belum didukung oleh 

kualitas infrastruktur yang memadai, yang terlihat dari proprosi panjang 
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jaringan jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 33,45% pada tahun 2019. 

Peningkatan konektivitas merupakan prioritas pembangunan di Sulawesi 

Selatan, guna membuka keterisolasian pada beberapa wilayah di Sulawesi 

Selatan guna mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, 

melalui pembangunan jalan yang menghubungkan antara destinasi wisata 

pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja dengan simpul 

transportasi dan menghubungkan antara pusat produksi komoditas 

unggulan wilayah Sulawesi Selatan yaitu komoditas pertanian tanaman 

pangan, peternakan dan perikanan dengan simpul transportasi. 

2.7.3.3. Dampak Pandemi Covid-19 

Pemulihan ekonomi dan sosial ini tak lepas dari dampak yang 

ditimbulkan dari pandemi virus korona (covid-19) pada tahun 2020. 

Percepatan proses pemulihan ekonomi yang mengalami tekanan imbas 

covid-19 diperlukan untuk mengangkat kembali berbagai indikator seperti 

kemiskinan dan pengangguran yang diprediksi akan mengalami lonjakan. 

Pemulihan ekonomi akan mulai pada sektor-sektor yang dapat memulihkan 

lebih cepat. Utamanya terkait dengan lapangan kerja, karena lapangan 

kerja penting sekali. 

2.7.3.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja pelayanan 

dasar kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan oleh 

daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib. ketentuan tentang jenis dan 

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 

diperoleh setiap warga secara minimal. 
 

Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi isu penting 

untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM 

Sulawesi Selatan. Isu utama dalam bidang pendidikan di Sulawesi Selatan 

diantaranya adalah akses layanan pendidikan untuk semua, mutu 

pendidikan, sarana dan prasarana serta pemerataan dan kualitas pendidik 

yang belum sesuai dengan perubahan dinamika perilaku lapangan kerja di 

era milenial dan revolusi industri 4.0. Sementara di bidang kesehatan 
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permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah pemulihan kesehatan 

masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dengan tetap 

melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan 

sehat. Masalah lainnya adalah pada pemenuhan Kebutuhan Air Minum 

Curah Lintas Kabupaten/Kota yang diukur dari Persentase Warga Negara 

yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota 

sampai dengan tahun 2019 belum terpenuhi dikarenakan di Sulawesi 

Selatan belum terdapat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.   

2.7.4. Isu Strategis Daerah 

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

tahun 2021 merupakan isu yang didasarkan pada permasalahan 

pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 serta 

permasalahan pembangunan secara global, nasional, isu strategis provinsi 

Sulawesi Selatandan kebijakan daerah di tahun berjalan maupun pada 

beberapa tahun terakhir, dengan memperhatikan permasalahan 

pembangunan hasil evaluasi RKPD 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap hal tersebut, maka 

dirumuskan isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten 

Sidenreng Rappang sebagai berikut : 

2.7.4.1. Pemulihan Sosial Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 

  Prospek pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi 

Covid-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi 

pencapaian sasaran pembangunan. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan diperkirakan 

meningkat di tahun 2020, indeks kesehatan, indeks pendidikan, serta IPM 

naik, namun melambat. 

Berdasarkan skenario moderat, diperkirakan pertumbuhan 

ekonomi Sidenreng Rappang tahun 2020 mencapai 3,81 persen, menurun 

dari tahun sebelumnya. Penurunan ini berdampak terhadap peningkatan 

tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Sidenreng Rappang. Pada 

tahun 2020, diperkirakan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan 
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mencapai sebesar 5,26 persen dan 5,78 persen. Hal ini disebabkan oleh 

pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan masyarakat 

sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Untuk itu, dalam upaya menekan 

laju peningkatan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, pemerintah 

meski melakukan langkah cepat dan tepat untuk memberikan stimulus fiskal 

bagi lapangan usaha terdampak serta jaring pengaman sosial bagi 

masyarakat yang rentan (terutama yang bekerja disektor informal). Selain 

itu, upaya tersebut berguna untuk kemudian memitigasi agar dampak 

pandemi ini tidak terlalu dalam menganggu aktivitas lapangan usaha, agar 

di tahun 2021 bisa menuju ke keseimbangan baru (new normal) secara 

cepat. Pada tahun 2021, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh 

mencapai 5,50 persen, dengan asumsi bahwa aktivitas lapangan usaha 

yang terdampak bisa lancar kembali dengan cepat serta kebijakan 

transformasi struktural di lapangan usaha pertanian sesuai dengan 

harapan. Dengan prospek pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 di tahun 

2021, diperkirakan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan akan 

turun berada dikisaran 5,01-5,15 persen dan 5,25-5,51 persen. 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang juga 

berdampak bagi IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita riil. 

Penurunan pengeluaran per kapita riil ini disebabkan oleh merosotnya 

konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. 

Pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi menyebabkan 

banyaknya pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, serta terhentinya 

aktivitas ekonomi pekerja informal. Pada tahun 2020 diperkirakan IPM 

Sidenreng Rappang mencapai 71,28 poin, lebih besar dibanding tahun 

sebelumnya, namun perubahannya relatif kecil dibanding tahun 

sebelumnya. Begitu halnya dengan untuk tahun 2021, diperkirakan IPM 

Sidenreng Rappang mencapai 71,61 poin, naik dibanding tahun 

sebelumnya. Kenaikan ini tentunya diasumsikan jika terdapat perbaikan 

signifikan dari aspek pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan 

pengeluaran masyarakat. 
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Selain itu, tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah 

penularan dan menekan kematian karena Covid-19 berdampak pada 

terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utamanya seperti 

kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit 

(Bappenas, 2020). Hal ini cukup mempengaruhi indeks kesehatan 

Sidenreng Rappang. Pada tahun 2020, indeks kesehatan mencapai 

sebesar 76,37 poin, naik dibanding tahun sebelumnya, namun 

perubahannya relatif kecil dibanding tahun sebelumnya. Begitu halnya di 

tahun 2021, indeks kesehatan Sidenreng Rappang mencapai sebesar 

76,49 poin, naik dibanding tahun 2020. 

Menurut Bappanes (2020) dan hasil studi Bank Dunia (2020), 

pandemi Covid-19 juga berdampak nyata pada penyelenggaraan 

pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah 

(keluarga), melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi. 

Sebagai langkah darurat, sekolah di rumah tentu saja penting, namun 

proses pembelajaran daring tidak sepenuhnya efektif. Dampak lain yang 

juga harus mendapat perhatian serius adalah kemampuan finansial 

keluarga (rumah tangga) yang menurun karena kehilangan pekerjaan, 

sehingga tidak dapat membiayai pendidikan bagi anak- anak mereka. 

Kondisi demikian dapat menyebabkan siswa-siswa putus sekolah atau tidak 

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini kemudian 

mempengaruhi indeks pendidikan di Sidenreng Rappang. Pada tahun 

2020, diperkirakan indeks pendidikan Sidenreng Rappang mencapai 62,36 

poin, naik dari tahun sebelumnya, namun perubahannya relatif kecil 

dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021, indeks pendidikan 

Sidenreng Rappang diperkirakan meningkat menjadi 62,86 poin, lebih tinggi 

dibanding tahun sebelumnya. Capian ini tentu diasumsikan dengan adanya 

perubahan signfikan oleh pendapatan masyarakat sehingga kemampuan 

untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka dapat terwujud. Selain itu, 

ada upaya pemerintah yang signifikan dalam meningkatkan akses 

pelayanan pendidikan dasar sangat diperlukan. 
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2.7.4.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum 

 Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari 

pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan 

dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan 

pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target 

pencapaian sasaran SPM secara nasional, penghitungan rencana 

pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya dan mengintegrasikan 

SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah – langkah 

tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara 

utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi 

pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada 

tahun berikutnya. 

2.7.4.3. Suistanable Development Goals (SDGs) 

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) merupakan prinsip pembangunan negara secara 

berkelanjutan yang bersifat kolektif. Untuk itu kepemilikan program 

pembangunan dimiliki oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat 

lainnya.  

 Berdasarkan hasil proyeksi dan kajian enam muatan daya dukung, 

maka terdapat sebelas (11) tujuan yang menjadi sasaran prioritas dari 17 

tujuan pembangunan berkelanjutan dalam merumuskan arah kebijakan 

Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebelas (11) isu prioritas tersebut antara 

lain: 

a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. 

b. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang 

baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. 

c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan 

seluruh penduduk semua usia. 
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d. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta 

meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. 

e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. 

f. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang 

berkelanjutan. 

g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang 

layak untuk semua. 

h. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan 

berkelanjutan. 

i. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. 

j. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediaan akses keadilan untuk semua, dan 

membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua 

tingkatan. 

k. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global 

untuk pembangunan berkelanjutan. 

2.7.4.4. Pengembangan Pertanian Berbasis Sistem Agribisnis 

 Pembangunan pertanian merupakan cara untuk melakukan 

perubahan dengan inovasi dan teknologi sesuai dengan potensi wilayah 

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup petani. Untuk 

menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian masa mendatang 

diperlukan reorientasi paradigma pembangunan baik dari segi arah, strategi 

maupun kebijakan. Pembangunan pertanian berkelanjutan dapat menjadi 

solusi alternative bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan 

pertanian berkelanjutan akan makin optimal jika disinergikan dengan 

pengembangan sistem agribisnis.  Pengembangan Pertanian berbasis 

sistem agribisnis merupakan suatu strategi pembangunan ekonomi yang 

mengintegrasikan pembangunan pertanian dengan pembangunan industri 

hulu dan hilir pertanian serta sektor jasa yang terkait di dalamnya. Strategi 

pembangunan sistem agribisnis yang berbasis pada pemberdayagunaan 



 

 

 

 
RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 225 | BAB II 

keragaman sumberdaya daerah, akomodatif terhadap keragaman kualitas 

sumberdaya manusia, sehingga mampu memecahkan sebagian besar 

permasalahan perekonomian yang ada. Selain itu, strategi pembangunan 

sistem agribisnis secara bertahap akan bergerak dinamis menuju 

pembangunan agribisnis yang digerakkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

SDM terampil (innovation-driven), diyakini mampu mengantarkan pertanian 

memiliki daya saing dan bersinergis dalam dunia internasional. Jika dilihat 

dari berbagai aspek, seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah 

kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-

produk agribisnis, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki prospek untuk 

mengembangkan system agribisnis dalam rangka pembangunan pertanian 

berkelanjutan yang berdaya saing dan berkerakyatan. 

2.7.4.5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 

 suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada 

kemampuan keuangan daerah.Artinya, daerah otonom harus memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan 

sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup 

memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerahnya.optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah.Untuk itu diperlukan 

intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.Dalam 

jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera, dilakukan 

adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber 

pendapatan daerah yang suclah ada terutama melalui pemanfaatan 

teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber 

atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas 

PAD tanpa hares melakukan perluasansumber atau obyek pendapatan 

baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan 

teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak 

diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini 

cenderung belum optimal. Masalah ini tercermin pada sistem prosedur 
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pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem 

berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang 

disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-

date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, 

misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, 

jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.  

2.7.4.6. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan 

pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-

fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 

pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi 

kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan 

mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis 

terhadap capaian indikator pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 

serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada KLHS RPJMD 

Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023, maka berikut ini permasalahan 

yang teridentifikasi berdasarkan urusan: 

Tabel 2.299 
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan Urusan/Bidang Urusan 
Kabupaten Sidenreng Rappang 

No. 
Urusan/ 

Bidang Urusan 
Permasalahan 

1 2 3 

a URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 

1 Urusan Pendidikan 1. Capaian APM masih rendah; 
2. Sarana dan Prasarana PAUD masih kurang dan 

tidak merata; 
3. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya pendidikan; 
4. Rasio Guru dan Siswa SD/SMP yang belum 

memenuhi SPM Pendidikan; 
5. Kurangnya dorongan masyarakat untuk mengikuti 

Program Paket C; 
6. Kurangnya dukungan untuk mendorong gerakan 

pemberantasan buta aksara; 
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No. 
Urusan/ 

Bidang Urusan 
Permasalahan 

1 2 3 

7. Ruang kelas TK/SD/ SMP berkualitas baik belum 
optimal. 
 

2 Urusan Kesehatan 1. Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis 
habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya; 

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat belum dilakukan 
secara menyeluruh baik dari aspek jenis pelayanan 
(Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas, 
Rujukan, Tradisional dll), aspek peralatan 
kesehatan maupun dari aspek lain; 

3. Masih kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan 
dalam hal pemeliharaan, inventarisasi dan 
kaliberasi alat kesehatan; 

4. Masih perlu pengawasan intensif terhadap 
pengedaran obat dan makanan terhadap 
masyarakat; 

5. Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang; 

6. Masih ditemukan Angka kejadian penyakit menular, 
penemuan kasus masih rendah dan pengobatan 
yang belum sesuai standar; 

7. Belum semua desa/kelurahan berstatus UCI; 
8. Masih adanya bayi yang belum mendapat imunisasi 

dasar lengkap; 
9. Masih ada puskesmas yang belum terakreditasi; 
10. Masih ada beberapa Puskesmas dan Puskesmas 

Pembantu yang dalam kondisi rusak serta 
ketersediaan alat kesehatan yang masih sangat 
terbatas; 

11. Perlunya Pemeliharaan terhadap sarana dan 
prasarana RS yang sudah ada; 

12. Masih ada masyarakat miskin yang belum menjadi 
peserta BPJS; 

13. Perlunya pengawasan intensif terhadap 
pengolahan makanan dan minuman pada industri - 
industri rumah tangga; 

14. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM); 
15. Masih tingginya kebiasaan merokok yang 

merupakan faktor risiko penyakit tidak menular, 
termasuk belum adanya Perda kawasan tanpa 
rokok; 

16. Kasus Hipertensi semakin meningkat; 
17. Kasus DM semakin meningkat; 
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No. 
Urusan/ 

Bidang Urusan 
Permasalahan 

1 2 3 

18. Tuntutan peningkatan mutu pelayanan Rumah 
Sakit (RS harus Reakreditasi setiap 3 tahun) 

19. Indikator pelayanan rawat inap yang belum berada 
pada angka ideal; 

20. SIM RS belum terintegrasi optimal. 
 

3 Urusan Pekerjaam 
Umum dan Penataan 
Ruang 

1. Masih ada jalan yang rusak yang belum pernah 
ditangani dengan lapis permukaan aspal ataupun 
beton; 

2. Masih ada Jembatan yang mengalami rusak; 
3. Masih ada jalan status kabupaten yang rusak ringan 

dan sedang belum ditangani; 
4. Masih ada jembatan status kabupaten yang rusak 

ringan dan sedang belum ditangani; 
5. Aksesbiltas daerah perbatasan, kawasan wisata 

dan industri belum memadai; 
6. Pembagian kewenangan jalan mengakibatkan 

penanganan jalan tidak efektif; 
7. Masih banyak bangunan tidak memiliki Izin 

kelayakan dan Rendahnya kepatuhan terhadap 
fungsi ruang; 

8. Masih terjadinya alih fungsi lahan; 
9. Belum terlaksananya penyelenggaraan penataan 

ruang berdasarkan undang-undang penataan 
ruang yang aman, nyaman, produktif dan 
berkelanjutan; 

10. Adanya kerusakan-kerusakan jaringan irigasi yang 
terjadi pada daerah-daerah irigasi permukaan yang 
sudah terbangun (eksisting) yang berpotensi 
mengganggu fungsi dan kinerja jaringan irigasi di 
daerah irigasi tersebut; 

11. Masih adanya daerah-daerah irigasi yang sudah 
terdaftar tapi belum memiliki Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A) dan belum pernah dilakukan 
pembinaan dan pemberdayaan; 

12. Masih adanya jaringan sungai (termasuk di 
dalamnya saluran pembuang) yang butuh untuk 
direhabilitasi/dinormalisasi (pengerukan, pasangan 
talud dan bronjong) yang jika dilaksanakan akan 
berpotensi mengganggu kinerja dan fungsi aset-
aset pengairan yang ada di sekitarnya; 

13. Adanya sumber-sumber air yang perlu dijaga 
kelestariannya dalam rangka menjaga 
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No. 
Urusan/ 

Bidang Urusan 
Permasalahan 

1 2 3 

kelangsungan ketersediaan sumber-sumber air 
(konservasi) untuk keperluan pertanian; 

14. Kurangnya fasilitas pengaman danau/sungai 
(tanggul) dalam menanggulangi luapan dan banjir 
rob yang terjadi baik di daerah-daerah permukiman 
maupun di kawasan-kawasan produktif yang ada di 
daerah-daerah danau/ sungai tersebut akibat 
adanya fluktuasi luapan air 

15. Banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang 
rawan longsor akibat pengaruh erosi banjir dan 
ketidak stabilan lereng yang berpotensi 
mengganggu keseimbangan pengaliran sungai 
maupun dapat membahayakan fasilitas-fasilitas 
sumber daya air yang ada disekitarnya. 

16. Adanya sungai utama yang mengalami laju 
agradasi (pendangkalan dasar sungai oleh 
sedimen) yang mengurangi kapasitas pengaliran 
sungai yang berpotensi menyebabkan banjir. 

17. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk 
berpartisipasi langsung dalam program-program 
atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan 
pengendalian banjir yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah. 

18. Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penangkaran 
sumber-sumber air untuk keperluan irigasi. 

19. Adanya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-
sumber air yang sudah terbangun yang mengalami 
kerusakan. 

20. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk 
berpartisipasi langsung dalam program-program 
atau kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai, danau, 
dan sumber daya air lainnya yang diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah. 

21. Masih kurangnya bangunan/fasilitas 
penangkaran/konservasi air tanah yang terbangun. 

22. Banyak bangunan-bangunan utama (pengambilan, 
pembagi, penguras) yang belum dilengkapi dengan 
pintu air. 

23. Masih adanya jaringan irigasi yang sudah 
terbangun yang mengalami kerusakan dengan 
kondisi rusak berat. 

24. Adanya bangunan pintu air yang mengalami 
kerusakan. 
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No. 
Urusan/ 

Bidang Urusan 
Permasalahan 

1 2 3 

25. Masih kurangnya pengalokasian anggaran Operasi 
dan Pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi yang 
sudah terbangun. 

26. Masih banyak potensi daerah irigasi baru yang 
tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sidrap yang 
belum dibangun dan atau butuh untuk 
dikembangkan. 

27. Belum memadainya database irigasi dan sungai 
28. Masih kurangnya sarana dan prasarana 

pengambilan dan saluran pembawa air baku dalam 
rangka memenuhi ketersediaan air baku untuk 
masyarakat. 

29. Masih kurangnya sumur-sumur air tanah yang 
terbangun dalam rangka memenuhi ketersediaan 
air baku masyarakat. 

 

4 Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman 

1. Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang 
tidak layak huni; 

2. Belum memadainya ketersediaan Prasarana 
Sarana Umum (PSU) di kawasan permukiman; 

3. Tidak memadainya sarana dan prasarana jalan di 
kawasan perumahan dan pemukiman; 

4. Masih adanya kawasan permukiman kumuh  
5. Masih terdapatnya warga yang belum terlayani 

akses air bersih dan sanitasi air limbah. 
 

5 Ketentraman, 
Ketertiban Umum, 
dan Perlindungan 
Masyarakat 

1. Belum ditegakkannya perda secara optimal; 
2. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban 

umum; 
3. Terjadinya tindak kriminal. 

 

6 Sosial 1. Perlu adanya penanganan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

2. Masih adanya keluarga miskin yang belum 
menerima bantuan 

3. Masih ada anak-anak dari keluarga miskin yang 
tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi yang salah 
satu faktor penyebabnya adalah masalah biaya 

4. Masih rendahnya penanganan Fakir miskin melalui 
bantuan usaha. 

5. Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non 
tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta 
jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil 
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No. 
Urusan/ 

Bidang Urusan 
Permasalahan 

1 2 3 

verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS). 

6. Belum adanya data base tentang anak terlantar 
(putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung 
serta peningkatan keterampilan dan kemadirian 
anak terlantar dan putus sekolah. 

7. Belum adanya data base tentang penyandang 
disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta 
peningkatan keterampilan dan kemadirian para 
penyandang disabilitas; 

8. Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya 
prasarana pendukung bagi pembinaan dan 
pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 
dan tuna sosial lainnya; 

9. Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga 
sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial 
dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia 
usaha terhadap pemberdayaan 
masyarakat/organisasi sosial. 

10. Belum adanya rumah singgah bagi PMKS. 
11. Banyaknya permasalahan terkait Basis Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial. 
 

b URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 

1 Tenaga Kerja 1. Rendahnya besaran pencari kerja yang 
ditempatkan 

2. Rendahnya persentase keselamatan dan 
perlindungan tenaga kerja 

3. Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga 
kerja terlatihdibidang peningkatan produktivitas 
tenaga kerja; 

4. Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga 
kerja terlatihdibidang peningkatan produktivitas 
tenaga kerja. 

5. Tingginya Pertumbuhan Angkatan Kerja yang tidak 
seimbang dengan persediaan lapangan kerja; 

6. Masih tingginya angka pengangguran 
7. Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga 

kerja terlatihdibidang kewirausahaan. 
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No. 
Urusan/ 

Bidang Urusan 
Permasalahan 

1 2 3 

2 Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender 
dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG 
dan IDG; 

2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 

3. Masih adanya kasus-kasus anak seperti kasus 
kekerasan terhadap anak berhadapan dengan 
hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan 
salah, perkawinan anak dan penelantaran; 

4. Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang 
belum terserap dalam pasar tenaga kerja; 

5. Keterlibatan perempuan dilembaga legislatif relatif 
rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan 
dalam parlemen; 

6. Belum optimalnya peran kelembagaan 
perlindungan hak perempuan dan anak; 

7. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte 
kelahiran, PAUD, Sekolah Ramah Anak, 
Puskesmas Ramah Anak, dan pengasuhan yang 
aman; 

8. Sangat sulit mendapatkan data terpilah gender dan 
anak dari OPD dan instansi terkait. 

9. Belum adanya Rumah Sementara untuk Korban 
Kekerasan 
 

3 Pangan 1. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan 
pangan di daerah masih kurang; 

2. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah 
tidak merata; 

3. Masih tingginya ketergantungan bahan pokok 
beras; 

4. Masih rendahnya ketersediaan protein hewani; 
5. Masih rendahnya penanganan daerah rawan 

pangan; 
6. Belum seimbangnya pola konsumsi masyarakat 

dimana masih di dominasi oleh karbohidrat, 
ketimbang protein hewani maupun nabati; 

7. Informasi ditribusi bahan pangan antar wilayah 
belum optimal; 

8. Harga pangan masih fluktuatif; 
9. Belum memadainya sarana dan pasarana distribusi 

pangan; 



 

 

 

 
RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 233 | BAB II 

No. 
Urusan/ 

Bidang Urusan 
Permasalahan 

1 2 3 

10. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 
belum berjalan secara optimal; 

11. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, 
bergizi, seimbang dan aman; 

12. Masih kurangnya pastisipasi masyarakat dalam 
memanfaatkan lahan pekarangan; 

13. Masih rendahnya promosi pangan lokal; 
14. Belum optimalnya lembaga petani dalam 

menyediakan cadangan pangan; 
15. Masih rendahnya operasional dalam mengelola 

cadangan pangan. 
 

4 Pertanahan 1. Masih adanya lahan/ aset pemerintah yang belum 
tersertifikasi; 

2. Masih banyakanya bangunan Negara yang 
membutuhkan penanganan; 

3. Masih banyaknya sarana dan prasarana daerah 
yang membutuhkan penanganan. 
 

5 Lingkungan Hidup 1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan di 
semua kecamatan,  

2. Kerusakan lingkungan akibat penambangan 
(Penambangan galian C di sepanjang sungai 
menyebabkan kerusakan DAS) 

3. Polusi Udara akibat penggilingan padi. 
4. Kerusakan sungai 
5. Sampah pada daerah irigasi  
6. Alih fungsi lahan pertanian  
7. Penggunaan pestisida yang mencemari lingkungan 
8. Sarang burung walet 
9. Pembakaran batu merah mencemari udara sekitar. 
10. Dampak Perubahan Iklim (Pemanasan Global). 

6 Administrasi 
Kependudukan dan 
Capil 

1. Belum maksimalnya pelayanan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil karena jaringan 
koneksi internet yang lambat dan jumlah aparatur 
yang terbatas; 

2. Tidak adanya peraturan mengenai sanksi terhadap 
masyarakat yang tidak memiliki dokumen 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang 
arti pentingnya dokumen kependudukan; 
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4. Tidak memadainya ketersediaan sarana dan 
prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan; 

5. Masih adanya penduduk yang belum memiliki 
dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
khususnya mutasi penduduk; 

6. Belum maksimalnya kerja sama dengan lintas 
sektor untuk meningkatkan kepemilikan dokumen 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
 

7 Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

1. Masih adanya desa yang berstatus tertinggal pada 
IDM; 

2. Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan; 
3. Unit usaha (BUMDES) tidak berfungsi optimal; 
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 

dalam membangun desa; 
5. Pengelolaan sistem pemerintahan desa tidak 

dikelola secara profesional; 
6. Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi 

perempuan dalam membangun desa; 
7. Rendahnya SDM pengelola keuangan desa; 
8. Pengelolaan keuangan desa masih banyak yang 

tidak memenuhi asas transparansi, akuntabel, 
partisipatif dan demokratisasi. 
 

8 Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

1. Belum sinergisnya kebijakan pengendalian jumlah 
penduduk dan pelaksanaan program KB; 

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-
KB, masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB 
terutama laki-laki, dan masih rendahnya kesadaran 
penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP); 

3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kelompok 
bina ketahanan keluarga; 

4. Kurangnya pengetahuan remaja tentang 
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). 
 

9 Perhubungan 1. Belum terpenuhinya aksesibilitas jalan untuk semua 
wilayah, terutama pada wilayah pedesaan yang 
terjauh; 

2. Belum optimalnya fungsi dan kinerja sarana dan 
prasarana transportasi, seperti terminal. 

3. Lemahnya sistem registrasi kepemilikan 
kendaraan. 
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4. Markajalan dan lampu lalu lintas yang tidak 
terpelihara 

5. Belum adanya Rencana Induk LLAJ. 
 

10 Komunikasi dan 
Informatika 

1. Belum optimalnya pemamfaatan TIK dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
publik 

2. Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum 
optimal 

3. Masih belum meratanya kompetensi aparatur 
pemerintah daerah dalam pemamfaatan TIK dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
publik 

4. Akses internet yang masih lambat 
 

11 Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

1. Masih rendahnya kapasitas koperasi dan UKM 
dalam mengakses pembiayaan; 

2. Rendahnya persentase koperasi aktif; 
3. Masih lemahnya informasi data produk dan 

sisteminformasi pasar Koperasi dan UKM. 
 

12 Penanaman Modal 1. Masih kurangnya investor yang ingin menanamkan 
modal di kabupaten Sidenreng Rappang 

2. Belum optimalnya promosi bidang penanaman 
modal 

3. Belum lengkapnya Sarana dan prasarana 
pengaduan layanan perizinan 

4. Masih belum optimal  kualitas SDM di bidang 
pelayanan perizinan PTSP 

5. Belum maksimalnya masyarakat yang mengadu 
atas layanan perizinan 

6. Tidak maksimalnya penanganan pelayanan 
pengaduan. 
 

13 Kepemudaan dan 
Olahraga 

1. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya 
legalisasi organisasi kepemudaan;  

2. Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan 
olah raga; 

3. Kurangnya keterlibatan berbagai instansi terkait 
dalam pembinaan pemuda; 

4. Masih Kurangnya festival kepemudaan; 
5. Rendahnya kompetensi pemuda usia produktif; 
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6. Kurang pengetahuan pemuda tentang 
penyalagunaan narkoba; 

7. Kurang optimalnya kegiatan pelatihan tenaga 
keolahragaan berbasis IPTEK; 

8. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan alat 
pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak 
lanjut hasil pengukuran; 

9. Rendahnya Frekuensi kegiatan olahraga yang 
melibatkan masyarakat luas; 

10. Kurang Optimalnya pengembangan sentra 
olahraga pelajar; 

11. Masih kurangnya kegiatan kompetisi Olahraga; 
12. Masih terbatasnya pembibitan atlet potensial; 
13. Kurangnya sarana dan Prasarana olahraga. 

 

14 Statistik 1. Relatif Rendahnya kualitas sumberdaya manusia 
pengumpul, pengolah dan penyaji laporan data 
dilihat dari kualifikasi formal dan kemampuan teknis 
perencanaan; 

2. Kurangnya peralatan komunikasi berbasis teknologi 
Informasi; 

3. Masih kurangnya sinergisnya koordinasi antar 
bidang pada lembaga Bappeda dan statistik dan 
masih kurang sinergisnya koordinasi eksternal 
dengan OPD; 

4. Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant 
serta up-todate yang dapat mendukung 
terwujudnya kualitas produk perencanaan yang 
baik. 
 

15 Kebudayaan 1. Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya 
daerah yang perlu dilestrikan; 

2. Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan 
kawasan cagar budaya karena belum adanya 
kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya 
(BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang 
melaksanakan pengkajian andalan penetapan 
situs; 

3. Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi 
karya budaya; 
 

16 Perpustakaan 1. Rendahnya minat baca masyarakat; 
2. Terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka; 



 

 

 

 
RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 237 | BAB II 

No. 
Urusan/ 

Bidang Urusan 
Permasalahan 

1 2 3 

3. Belum berkembangnya berbagai jenis 
perpustakaan yang ada; 

4. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan 
dalam hal ini gedung perpustakaan yang 
representatif; 

5. Koleksi buku yang tidak kekinian. 
 

17 Kearsipan 1. Belum tersedianya administrasi kerasipan berbasis 
elektronik; 

2. Masih terdapat dokumen/ arsip daerah yang tidak 
dilestarikan; 

3. Pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah belum 
maksimal; 

4. Naskah sumber arsip belum ada. 
 

c Urusan Pilihan  

1 Perikanan 1. Lemahnya Kemampuan Pelaku Usaha di Bidang 
Kenelayanan, dalam Kemandirian Berwirausaha; 

2. Masih Rendahnya Kemampuan Kemandirian 
berwirausaha Bagi Pembudidaya Ikan secara 
berkelanjutan; 

 

2 Pariwisata 1. Terbatasnya Pelaksanaan Festival, Event/ 
Pameran Pariwisata; 

2. Belum Optimal Peran Kelompok Sadar Wisata; 
3. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur 

pendukung sarana dan prasarana fasilitas 
penunjang kegiatan pariwisata; 

4. Belum memadainya infrastuktur Destinasi 
Pariwisata. 

 

3 Pertanian 1. Belum maksimalnya pengelolaan usaha tani yang 
berbasis agribisnis; 

2. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi 
petani; 

3. Rendahnya akses petani terhadap permodalan; 
4. Masih terbatasnya kompetensi petani dalam hal 

peningkatan tekhnologi pertanian; 
5. Makin besarnya tuntutan standarisasi produk hasil 

pertanian; 
6. Terus berlangsungnya alih fungsi lahan; 
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7. Tidak adanya jaminan harga terutama untuk 
komoditi tertentu sehingga pada saat panen raya 
harga  di tingkat petani sangat rendah; 

8. Belum optimalnya pengembangan tekonologi 
spesifik lokasi dengan usaha tani yang ramah 
lingkungan; 

9. Penanganan pasca panen yang masih rendah; 
10. Masih rendahnya kualitas SDM aparat dan 

kemampuan petani sebagai pelaku agribisnis; 
11. Masih rendahnya produksi tanaman perkebunan; 
12. Kurangnya kelompok tani yang melakukan 

pengolahan limbah ternak; 
13. Jumlah Akseptor IB masih rendah; 
14. Ternak bibit sapi belum bersertifikat; 
15. Keterbatasan sarana dan prasarana Inseminasi 

Buatan (Kontainer); 
16. Kurangnya tempat pemasaran hewan; 
 

4 Perdagangan 1. Kurangnya pembinaan dan pengawasan usaha 
perdagangan 

2. Penerimaan retribusi pasar tidak maksimal 
3. Kualitas infrastruktur pasar yang masih sangat 

rendah dan kurang memadai. 
4. Jumlah Aparatur Penera.. 
 

5 Perindustrian 1. Pertumbuhan industri kerajinan tidak berjalan 
sesuai yang diharapkan 

2. Belum adanya Sentra Industri yang berskala besar. 
3. Belum tersedianya fasilitasi peralatan/tempat bagi 

pelaku IKM 
 

 Transmigrasi 1. Masih adanya infrastruktur yang belum dibangun 
dilokasi sehingga membutuhkan dukungan dana 
untuk perencanaan dilokasi transmigrasi; 

2. Perlunya pengembangan usaha bagi warga 
transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan 
warga transmigrasi. 
 

d Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 

1 Administrasi 
Pemerintahan 

Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan 
pemerintah berbasis elektronik belummaksimal 
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2 Pengawasan Masih terbatasnya penyelenggaraan bimtek/ pelatihan 
yang berkaitan dengan pengawasan 
 

3 Perencanaan 1. Kurangnya Data yang Akurat, Valid, dan Relevan 
serta Up to Date (kekinian) yang dapat mendukung 
terwujudnya kualitas produk Perencanaan yang 
Baik; 

2. Lemahnya Kapasitas Aparat Perencana dilihat dari 
kualifikasi Pendidikan dan Kemampuan Teknis 
Perencana, dalam hal ini tenaga fungsional 
perencana; 

3. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana 
Perencanaan. 

4. Aplikasi SIPD belum diterapkan. 
 

4 Keuangan 1. Aplikasi Pengelolaan keuangan belum terintegrasi 
secara maksimal dengan aplikasi lain. 

2. Pemahaman yang kurang terhadap pengelolaan 
keuangan daerah dan akurat dalam penyajian data 

3. Kewajiban menyusun laporan semester, Perda, 
perbup, LKPD dan keterlambatan penyampaian 
laporan PERANGKAT DAERAH 

4. Terbitnya LHP dalam pelaksanaan program/ 
kegiatan di PERANGKAT DAERAH yang 
diakibatkan karena adanya pelanggaran atau 
ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

5. Masih banyaknya barang milik daerah (BMD) dalam 
kondisi rusak berat (RB) 

6. Persoalan pengamanan dan pengendalian barang 
milik daerah (BMD) merupakan kegiatan yang 
bersifat berkesinambungan 

7. Aturan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 
berkembang dan terkadang mengalami perubahan 

8. Diperlukan biaya Appraisal (penilaina) BMD untuk 
kegiatan pemindahtanganan dan pemamfaatan 
BMD akibat belum adanya penilai daerah 

9. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang 
memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi 
ASN 

10. Laporan standarisasi pengadaan, harga satuan dan 
tata tertib administrasi aset yang masih beragam 

11. Masih banyak objek pendapatan yang bermasalah 
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5 Kepegawaian 1. Masih rendahnya jumlah Pejabat ASN yang 
mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan ( 
Diklat PIM); 

2. Kurangnya pegawai yang dikirim mengikuti tugas 
belajar dan mengajukan izin belajar untuk 
peningkatan jenjang pendidikan; 

3. Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa 
mengakomodir pada kebutuhan riil; 

4. Belum terlaksananya secara optimal 
pengembangan pegawai berdasarkan pola karier; 

5. Penerapan peraturan disiplin pegawai belum 
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen; 

6. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan 
pada kompetensi jabatan; 

7. Belum obyektifnya sistem penilaian kinerja 
pegawai. 
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BAB III 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

 
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 

sepanjang 2019 mencapai 5,02 persen. Angka ini lebih rendah dari 

pertumbuhan ekonomi pada 2018 yang mencapai 5,17 persen. Angka itu 

meleset dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 5,3 persen. 

Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi 5,17 persen merupakan pertumbuhan 

tertinggi sejak lima tahun terakhir. Namun dikarenakan dampak dari 

pandemic covid 19 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan 

ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 

persen year on year (yoy). Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang 

mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen. 

Perekonomian Indonesia Q2 2020 yoy dibandingkan Q2 2019 kontraksi 

5,32 persen. Pengumuman BPS ini juga mengonfirmasi kontraksi Q2 2020 

lebih dalam dari prediksi Kemenkeu di kisaran minus 3,8 persen. Realisasi 

ini juga lebih buruk dari batas bawah prediksi Kemenkeu di angka minus 

5,1 persen. Secara quarter to quarter (qtoq) pertumbuhan ekonomi 

Indonesia Q2 2020 terkontraksi atau minus 4,19 persen. Sementara itu 

pada Q1 2020 secara qtoq Indonesia sudah tumbuh minus 2,41 persen. 

Pertumbuhan ekonomi Q2 2020 ini disebabkan oleh kontraksi di berbagai 

komponennya. Dari komponen pengeluaran misalnya. Konsumsi rumah 

tangga yang memiliki porsi 57,85 persen dari PDB tumbuh minus 5,51 

persen. Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) atau indikator investasi 

yang menyumbang 30,61 persen dari PDB juga minus 8,61 persen. Ekspor 

yang memegang porsi 15,69 persen PDB tumbuh minus 11,66 persen. 

Impor dengan porsi 15,52 persen tumbuh minus 16,96 persen. Konsumsi 

pemerintah dengan porsi 8,67p persen dari PDB tumbuh minus 6,9 persen. 

Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 

dengan porsi 1,36 persen tumbuh minus 7,76 persen. Pada Q2 2020, BPS 

https://www.tempo.co/tag/pertumbuhan-ekonomi
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juga mencatat sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif. 

Beberapa yang masih positif antara lain informasi dan komunikasi, jasa 

keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan 

pengadaan air. 

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten 

Sidenreng Rappang selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi 

dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas 

dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Pertumbuhan 

perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan 

Pemerintah Pusat terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memacu 

pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan 

angka pengangguran serta peningkatan ekonomi berdaya saing dan 

kesejahteraan rakyat. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD 

dalam bidang perekonomian, pengembangan agribisnis, peningkatan daya 

saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi 

kerakyatan. Selain dari itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap 

tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan 

politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan 

perekonomian daerah.  

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan 

Ekonomi  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah 

bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah 

domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa 

memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non 

residen (BPS). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan 
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suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada 

hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, 

sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha 

masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan 

kegiatan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dicerminkan dengan 

PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku. 

Data Pendapatan Nasional adalah salah satu indikator makro yang 

dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Hal 

tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan analisis ekonomi suatu 

wilayah yang meliputi: PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan 

untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB 

harga berlaku (nominal) yang menununjukkan kemampuan sumberdaya 

ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk 

menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan perananan 

kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 

yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per 

kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui 

pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.  

Laju Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif 

namun tiga tahun terakhir 2017-2019 mengalami penurunan. Namun 

demikian, nilai PDRB yang berhasil diciptakan dari tahun ke tahun terus 

meningkat dari berbagai sektor, yang berimplikasi terhadap peningkatan 

pendapatan per kapita masyarakat dari tahun ke tahun. 
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Gambar 3.1 
Grafik Pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 

 
Sedangkan perbandingan pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional selama kurun 

waktu 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada grafik sebagai berikut: 

Gambar 3.2 
Grafik Perbandingan Pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Nasional Tahun 2015-2019 

 

Tabel 3.1 
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng 

Rappang dengan Wilayah Ajatappareng 
Tahun 2017-2019 (%) 

Kab/Kota 2017 2018 2019 

Parepare 6,98 5,58 6,65 

Pinrang 7,84 6,91 6,53 

Wajo 5,21 1,08 4,08 

Enrekang 6,84 3,26 5,43 

Soppeng 8,29 8,11 7,69 

Sidenreng Rappang 7,09 5,02 4,65 
Sumber: BPS Prov Sulsel: 2020 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Kabupaten Sidenreng
Rappang

8,03 8,11 7,11 5,02 4,65

Provinsi Siulawesi Selatan 7,19 7,42 7,21 7,06 6,92

Nasional 4,43 5,16 5,23 5,32 5
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Bila dibandingkan dengan wilayah tetangga pada tabel di atas, 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih di bawah 

rata-rata. Selama kurun 3 tahun terakhir, terjadi penurunan ekonomi 

Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan wilayah Ajatappareng lainnya 

cenderung fluktuatif. 

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, sumbangan sektor pertanian 

dalam menghasilkan PDRB adalah yang tertinggi, tetapi pertumbuhan 

PDRB sektor pertanian selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung 

mengalami penurunan disebabkan oleh berkembangnya sektor lain dan 

faktor dari individu petani itu sendiri, yaitu rendahnya produktivitas dan 

produksi karena kurangnya kemauan meningkatkan pengetahuan dan 

teknologi produksi. Selain itu juga karena faktor eksternal seperti iklim, 

kebijakan pemerintah, pasar, dan lainnya. 

Tabel 3.2 
PDRB ADHB dan ADHK 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Tahun 

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 
Atas Dasar Harga Konstan 

(ADHK) 

Jumlah  
(Juta Rp.) 

% Pertumbuhan 
Jumlah  

(Juta Rp.) 
% Pertumbuhan 

2015 9,309,292.80 15.68 6,600,919.90 8.03  

2016 10,741,961.60 15.39 7,179,778.80 8.77  

2017 11,914,878.80 10.92 7,688,828.40 7.09  

2018 12,937,370.30 8.58 8,075,027.20 5.02  

2019 13,893,724.50 7.39 8,450,694.50 4.65  

Rata-rata 11,759,445.60 11.59  7,599,049.76 6.71 

Sumber: BPS Sidenreng Rappang, 2020 (diolah) 

 
Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, Rata-rata nilai PDRB 

Kabupaten Sidenreng Rappang Atas dasar Harga Berlaku kurun waktu 5 

(lima) Tahun mencapai Rp.11.75 Milyar atau berkembang rata-rata 11,59%.  

Jika berdasarkan Atas dasar Harga konstan Nilai PDRB Kabupaten 
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Sidenreng Rappang mencapai Rp. 7.59 Milyar atau tumbuh rata-rata 

6,71%. 

3.1.2. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada 

umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan 

jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya 

harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan 

demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang 

terhadap nilai barang dan jasa secara umum.  Berikut ini Tabel 

Perkembangan Laju inflasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015-

2019. Khusus untuk informasi inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang, 

diambil dari data daerah tetangga yaitu Kota Parepare 

Tabel 3.3 
Sandingan Perkembangan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Kota Parepare Tahun 2015-2019 

Tahun Nasional (%) 
Provinsi Sulawesi 

Selatan (%) 
Kota Parepare (%) 

2015 4,48 3,85 1,58 

2016 8,02 2,94 2,11 

2017 3,61 4,44 3,37 

2018 3,13 3,50 1,96 

2019 2,72 2,35 2,45 
Sumber: Badan Pusat Statistik: 2020  

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, secara nasional 

inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2016. Tingginya inflasi disebabkan karena 

gejolak ekonomi akibat krisis global.  Selanjutnya pada Tahun 2015-2019 

inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Parepare 

cenderung memperlihatkan perkembangan inflasi fluktuatif meskipun pada 

tahun 2016 berada pada kisaran 8,02%. Inflasi ini masih positif dan tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap menurunnya daya beli 

masyarakat. 

3.1.3. PDRB Per Kapita 

PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah 

penduduk pertengahan tahun. Besarnya penduduk suatu daerah sangat 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan perkapita daerah tersebut 
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Tabel 3.4 
PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang 

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 

Tahun Nilai (Rp) Perkembangan (%) 

2015 32,124,604,623.40  - 

2016 36,663,861,972.46                       14.13  

2017 40,235,977,374.42                         9.74  

2018 43,251,004,770.61                         7.49  

2019 46,009,976,090.50                         6.38  

Rata-rata 39,657,084,966.28                        9.44  

Sumber: BPS Sidenreng Rappang, 2020 (diolah) 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa, kurun waktu 5 (lima) tahun 

terakhir pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang 

cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata pendapatan perkapita 

mencapai Rp.39.657.084.966,28 dan rata-rata persentase 

perkembangannya mencapai 9.44%. 

Tabel 3.5 
Perbandingan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Sidenreng 

Rappang dengan Wilayah Ajatappareng  
Tahun 2017-2019 (Juta Rupiah) 

Kab/Kota 2017 2018 2019 

Parepare 42,88 45,98 49,80 

Pinrang 43,95 48,29 52,05 

Wajo 45,08 47,15 49,87 

Enrekang 31,28 32,81 35,36 

Soppeng 39,19 44,12 48,18 

Sidenreng Rappang 40,24 43,25 46,01 
Sumber: BPS Prov Sulsel: 2020 

Bila melihat tabel di atas, PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng 

Rappang bila di bandingkan dengan wilayah Ajappareng lain masih di 

bawah rata-rata. Hanya di atas Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir.  

3.1.4. Pengangguran Terbuka 

Penganggur terbuka, terdiri dari empat (4) jenis yaitu: 

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; 

b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; 
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c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena 

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; 

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum molai bekerja. 

Tabel 3.6 
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng 
Rappang dengan Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan 

Dan Nasional Tahun 2017-2019 (%) 

Wilayah  2017 2018 2019 

Parepare 6,47 6,81 6,42 

Pinrang 4,41 3,04 3,11 

Wajo 3,06 3,79 3,30 

Enrekang 1,87 1,66 2,40 

Soppeng 2,71 2,66 3,53 

Sidenreng rappang 3,17 4,70 4,75 

Sulawesi Selatan 5,61 5,34 4,97 

Nasional 5,50 5,34 5,28 
Sumber: BPS: 2020 

Tingkat pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tiga 

tahun terakhir terus mengalami kenaikan, berbanding terbalik dengan 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang jumlah 

penganggurannya terus mengalami penurunan. Bia dibandingkan dengan 

tingkat pengangguran di wilayah Ajatappareng, Kabupaten Sidenreng 

Rappang hanya lebih baik di bandingkan dengan Kota Parepare, 

sedangkan kabupaten tetangga lainnya memiliki tingkat pengangguran 

yang lebih kecil.  Salah satu penyebab meningkatnya pengangguran di 

Kabupaten Sidenreng Rappang dikarenakan oleh adanya mekanisasi 

pertanian, akibatnya kebutuhan pekerja di sektor pertanian mengalami 

penurunan.  

Bila membandingkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam beberapa 

tahun terakhir, data dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang melambat 

juga memberikan dampak yang cukup besar dalam menambah 

pengangguran. Trickle down effect dari ekonomi yang berdampak pada 

berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif yang mendapatkan pekerjaan 

di Kabupaten Sidenreng Rappang juga sangat terasa. Pada tabel di bawah, 

akan diuraikan perbandingan jumlah pengangguran di Kabupaten 
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Sidenreng Rappang dengan wilayah tetangga, Provinsi Sulawesi Selatan 

dan Nasional. 

Tabel 3.7 
Perbandingan Jumlah Pengangguran Kabupaten Sidenreng Rappang 

dengan Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan  
Dan Nasional Tahun 2017-2019  

Wilayah 2017 2018 2019 

Parepare 4.409 4.524 4.263 

Pinrang 6.769 4.770 4.881 

Wajo 5.430 6.782 6.281 

Enrekang 1.797 1.545 2.317 

Soppeng 2.847 2.940 3.536 

Sidenreng Rappang 3.396 5.826 5.875 

Sulawesi Selatan 213.695 213.105 200.304 

Nasional (juta) 7,04 7,05 7,05 

Sumber: BPS: 2020 

Tabel 3.8 
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah 

Pengangguran dengan Target Daerah 

Uraian 
Kondisi 

Awal (2018) 
Realisasi 

2019 
Target 2021 

Target Kondisi 
Akhir (2023) 

TPT (%) 4,70 4,75 4,57 4,50 

Jumlah Penganggur 5.826 5.875 5.652 5.565 
Sumber: BPS: 2020, RPJMD Kab. Sidenreng Rappang(diolah) 

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang 

berdasarkan kondisi awal Tahun 2018 adalah 4.70 persen dengan jumlah 

penganggur sebanyak 5.826 orang kemudian mengalami kenaikan pada 

Tahun 2019 sebanyak 4.75 persen, sedangkan di Dokumen RPJMD 

ditargetkan pada Tahun 2021 akan mengalami penurunan sebesar 4,57 

persen atau sebesar 5.652 orang, dan pada kondisi akhir RPJMD yaitu 

Tahun 2023 ditargetkan mengalami penurunan menjadi 4.50 persen. 

Kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka menurunkan tingkat 

pengangguran terbuka diantaranya mendatangkan sejumlah investor 

di Sidrap, kebijakan dorongan untuk peningkatan usaha kecil dan 

menengah, peningkatan pelatihan dan keterampilan dan lain sebagainya. 

  

https://makassar.tribunnews.com/tag/sidrap
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3.1.5. Kemiskinan dan Ketimpangan 

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu menjadi pokok 

pemikiran berbagai ahli di dunia utamanya pakar ekonomi pembangunan. 

Penanganan kemiskinaan merupakan pelaksanaan dan sekaligus 

menjawab tantangan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai 

upaya pemenuhan hak-hak dasar kebutuhan manusia secara global. 

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, penangggulangan 

kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh pada 

semua aspek kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek ekonomi, aspek 

sosial dan budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan dan juga 

membutuhkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.  

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh 

pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara scara 

layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyrakat miskin, 

penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan 

percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam mencapai masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.  

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendesain 

pelaksanaan program yang berdaya guna menjadi salah satu faktor kunci 

untuk keberhasilan penanggulangan kemiskinan nasional. Ketika kebijakan 

otonomi daerah membuat tugas dan layanan publik menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah, maka pemerintah daerah di seluruh Indonesia 

pun bertanggung jawab untuk memimpin dalam upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian keberhasilan upaya 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia bertumpu pada kesuksesan 

pelaksanaan program di daerah. Dalam struktur kewenangan pemerintah 

saat ini, ujung tombak penanggulangan kemiskinan adalah pemerintah 

daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah pusat lebih berperan dalam proses 

fasilitasi dan asistensi guna mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan. 
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Untuk mewujudkan efektivitas pemerintah daerah dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan  dengan dukungan aktif para pemangku 

kepentingan diperlukan perbaikan sistem koordinasi, karena itulah 

dibutuhkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

yang menjadi garda terdepan penanggulangan kemiskinan di daerah. 

Tugas utama TKPKD adalah melakukan koordinasi dan mengendalikan 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang sekretariatnya 

berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan yang cukup 

signifikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah: 

Tabel 3.9 
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang 

dengan Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan Dan 
Nasional Tahun 2017-2019 (%) 

Wilayah  
Tingkat kemiskinan (%) 

Jumlah Masyarakat miskin  
(Ribu orang) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Parepare 5,7 5,59 5,26 8,07 8,01 7,62 

Pinrang 8,46 8,81 8,46 31,43 32,94 31,85 

Wajo 7,38 7,5 6,91 29,19 29,73 27,48 

Enrekang 13,16 12,49 12,33 26,71 25,53 25,4 

Soppeng 8,29 7,5 7,25 18,76 17 16,45 

Sidenreng 
rappang 

5,32 5,16 4,79 15,72 15,41 14,44 

Sulawesi 
Selatan 

9,38 9,06 8,69 813,07 792,63 767,8 

Nasional  10,64 9,82 9,41 27.771,22 25.949,8 25.144,72 

Sumber: BPS: 2020 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan 

wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional, tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rapang merupakan yang paling 

rendah. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, baik pusat maupun 

daerah dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan daerah.  

Tabel 3.10 
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin 

Saat Ini Dengan Target Daerah 
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Uraian 
Kondisi 

Awal (2018) 
2019 

Target 
2021 

Target Kondisi 
Akhir (2023) 

Tingkat kemiskinan (%) 5,16 4,79 4,52 4,13 

Jumlah penduduk 
miskin (Ribu jiwa) 

15,41 14,44 13,62 12,45 

Sumber: BPS;2020, RPJMD Kab. Sidenreng Rappang(diolah) 

 
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan dan jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang pada kondisi awal 

RPJMD yakni Tahun 2018 sebesar 5.16 persen atau 15.41 ribu jiwa dan 

mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 sebesar 4.79 

persen (14.44 ribu jiwa), sedangkan pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 

4.52 persen yaitu 13.62 ribu jiwa dan diakhit tahun RPJMD ditargetkan 

menurun menjadi 4.13 persen atau sebanyak 12.45 ribu jiwa. 

Ketimpangan juga merupakan salah satu permasalahan penting 

yang perlu penanganan khusus. Untuk mengukur ketimpangan dalam suatu 

wilayah, umumnya digunakan indeks gini (gini rasio) yang angkanya 

berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1(ketimpangan 

sempurna). Untuk lebih detailnya, dalam tabel berikut ini di uraikan rasio 

gini di Kabupaten Sidenreng Rappang dibandingkan dengan wilayah 

Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional: 

Tabel 3.11 
Indeks Gini Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 

Wilayah  2017 2018 2019 

Parepare 0,384 0,382 0,350 

Pinrang 0,309 0,359 0,336 

Wajo 0,353 0,369 0,347 

Enrekang 0,374 0,389 0,359 

Soppeng 0,359 0,359 0,392 

Sidenreng rappang 0,327 0,325 0,284 

Sulawesi Selatan 0,429 0,388 0,389 

Nasional  0,391 0,382 0,384 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan di 

Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir cukup rendah bila 
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di bandingkan dengan tingkat ketimpangan di kabupaten tetangga, provinsi 

Sulawesi Selatan, maupun nasional. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat 

kemiskinan yang juga rendah. 

Tabel 3.12 
Perbandingan Tingkat kemiskinan dan jumlah masyarakat miskin 

saat ini dengan target daerah 

Uraian 
Kondisi awal 

(2018) 
2019 Target 2021 

Target Kondisi 
Akhir (2023) 

Gini Rasio 0,325 0,284 0,271 0,241 
Sumber: BPS: 2020, RPJMD Kab. Sidenreng Rappang 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indeks 

ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 (tahun awal 

RPJMD) sebesar 0,325 menurun pada Tahun 2019 yaitu 0,284, sedangkan 

target Tahun 2021 dan Tahun 2023 sebagai tahun akhir periode RPJMD 

masing-masing 0,271 dan 0,241 point. 

3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang 

sangat strategis untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 

kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level 

pembangunan suatu wilayah atau Negara. Dalam bebrapa tahun terakhir, 

IPM di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan setiap 

tahun. Dua tahun terakhir ini, angkanya bahkan sudah melebihi 70, yang 

berarti sudah termasuk dalam IPM kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya, 

pada tabel di bawah ini disajikan perbandingan IPM Kabupaten Sidenreng 

Rappang, wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional 

tahun 2017-2019. 

Tabel 3.13 
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, 

Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan,  
Dan Nasional Tahun 2017-2019 

Wilayah  2017 2018 2019 

Parepare 76,68 77,19 77,62 

Pinrang 69,9 70,62 71,12 

Wajo 68,18 68,57 69,05 

Enrekang 71,44 72,15 72,66 

Soppeng 66,67 67,6 68,26 
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Wilayah  2017 2018 2019 

Sidenreng Rappang 69,84 70,6 71,05 

Sulawesi Selatan 70,34 70,9 71,66 

Nasional  70,81 71,39 71,92 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
Salah satu komponen IPM adalah pengeluaran per kapita yang di 

gunakan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat terhadap 

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya per kapita 

sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan 

untuk hidup layak. Dalam tabel diatas, diuraikan perbandingan pengeluaran 

per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang, wilayah Ajatappareng, Provinsi 

Sulawesi Selatan, dan Nasional.  

Tabel 3.14 
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Saat Ini Dengan Target Daerah 

Uraian 
Kondisi awal 

(2018) 
Realisasi 

2019 
Target 
2021 

Target Kondisi 
Akhir (2023) 

IPM 70,6 71,05 71,8 73,2 
Sumber: BPS: 2020, RPJMD Kab. Sidenreng Rappang 

Berdasarkan Tabel perbandingan indeks pembangunan manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan target daerah diatas, dapat 

disimpulkan bahwa IPM pada tahun awal RPJMD Tahun 2018 sebesar 70,6 

poin dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 71,05 poin, sedangkan pada 

Tahun 2021 (tahun rencana RKPD) ditargetkan menjadi 71,08 poin dan 

pada akhit tahun periode RPJMD menjadi 73,2 poin. 

3.1.7. Pengeluaran Perkapita 

Pengeluaran rata-rata per kapita dihitung untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan penduduk suatu daerah. Pengeluaran rata-rata per kapita 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah 

tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian 

maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga 

dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas 

konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal 

barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga 
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saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau 

yang diberikan kepada pihak lain. 

Tabel 3.15 
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sidenreng Rappang,  

Wilayah Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan,  
Dan Nasional Tahun 2017-2019 (Rupiah) 

Wilayah  2017 2018 2019 

Parepare 1.100.514 1.285.357 1.188.648 

Pinrang 673.795 767.873 724.41 

Wajo 942.581 966.218 1.074.893 

Enrekang 673.795 767.873 724.41 

Soppeng 607.629 817.74 843.584 

Sidenreng Rappang 840.741 1.006.166 1.009.325 

Sulawesi Selatan 1.257.137 1.305.899 1.022.418 

Nasional  1.263.526 1.350.524 -- 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 

 
Pengeluaran per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang jika 

dibandingkan dengan daerah Ajatapareng adalah ketiga tertinggi setelah 

Kota Parepare dan Kabupaten Wajo, sedangkan masih lebih rendah jika 

dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.  

3.1.8. Tantangan dan Prospek Perekonomian 

Pada tahun 2021 merupakan masa pemulihan dampak krisis covid-

19, tema pembangunan pada RKP 2021 adalah “mempercepat pemulihan 

ekonomi dan reformasi sosial”, dengan prioritas nasional yang pertama 

adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas 

dan berkeadilan, maka tantangan dalam pelaksanaan pembangunan 

ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah sebagai 

berikut:  

a. Tingkat kemiskinan, merupakan permasalahan tersendiri bagi 

pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh 

keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun 

keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk 

memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu 

membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang 

memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran 

arus barang dan orang; Banyak penduduk usia kerja yang masih 

mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah 
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belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah 

setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan 

dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. 

Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), 

memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih 

berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan 

tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga 

kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana 

persyaratannya;  

b. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor 

pertanian hal ini terkait dengan salah satu misi bupati dan wakil bupati 

terpilih 2018-2023 yakni mendorong kebijakan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan sektor agribisnis. Meningkatnya peranan sektor ini 

diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama 

dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan 

pendapatan masyarakat secara luas;   

c. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang 

sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan pokok, munculnya 

hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi 

lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan 

penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta 

pertumbuhan penduduk. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan 

dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya 

saing produk-produk pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang;  

d. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor 

pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi 

lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, 

sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian 

daerah;  

Kondisi perekonomian pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan 

menurun akibat dampak covid-19, oleh sebab itu beberapa prospek 

ekonomi yang bisa diandalkan, antara lain:   

a. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan 

perkebunan, sebagian besar merupakan komoditi beras; 

b. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih, termasuk 

infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang 

dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan 

sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat sehingga 

diharapkan dapat menahan laju inflasi;  
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c. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian 

yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting dalam berbagai bidang 

usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan 

pendapatan masyarakat; 

d. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021, memang 

masih dibutuhkan investasi baru dari perkembangan investasi yang 

sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor 

untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan 

modal yang besar. Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya 

memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan 

permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan 

usaha perseorangan yang ada di wilayah Sidenreng Rappang cukup 

banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan 

perdesaan;  

e. Pengembangan sektor pariwisata juga dimungkinkan di kabupaten 

Sidenreng Rappang sehubungan dengan pembangunan sarana dan 

prasarana pariwisata baru yang dikelola oleh pemerintah daerah 

maupun pihak swasta;   

f. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, 

meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama 

sehingga dalam beberapa tahun kedepan Sidenreng Rappang memiliki 

produk produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, 

nasional maupun internasional dan sekaligus mampu meningkatkan 

daya saing daerah di tingkat regional Provinsi Sulawesi Selatan, 

Nasional, dan internasional.   

 Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam 

memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2021 

adalah:  

a. Apabila perekonomian nasional semakin membaik setelah pandemic 

covid-19, terjadi pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan 

terjadi peningkatan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan 

tetap atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan 

diprediksikan bisa naik;  

b. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional 

akan ikut tumbuh dan apabila pertumbuhan nasional dan provinsi 

Sulawesi selatan tahun 2021 diprediksikan naik, maka pertumbuhan 

Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan akan tumbuh Dan pada saat 

yang sama maka diprediksikan pertumbuhan PAD akan meningkat;   
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c. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi 

oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak 

langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan 

dengan pemerintah pusat dan provinsi;  

d. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi 

pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai 

dengan perencanaan;  

e. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi 

politik dan keamanan yang kurang kondusif;  

f. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber 

perekonomian masyarakat, kalaupun terjadi namun masih dalam batas-

batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;   

g. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan meningkat yang 

diharapkan semakin merata, dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi 

karena situasi yang semakin kondusif.; 

h. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2021 sejalan 

dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya 

manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi 

kerakyatan yang kokoh. 

Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2021 semakin 

meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal 

sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama 

diharapkan akan semakin menurun.  

 Dengan berbagai kemajuan yang sudah dicapai dan perkiraan tahun 

2021, secara substantif rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 

di tahun 2021 akan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan baik 

di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Pada tahun 2021 yang akan 

datang prioritas pembangunan daerah dalam RKPD sudah diarahkan untuk 

mewujudkan rencana jangka menengah tahap ke kedua. Tentunya aspek-

aspek yang berkaitan dengan prioritas pembangunan tersebut telah 

disejalankan dengan kebijakan nasional dan provinsi. RKPD Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2021 pada dasarnya disusun dengan  

menerjemahkan  suatu proses pemikiran strategis terhadap kondisi  

lingkungan  internal  dan eksternal Kabupaten Sidenreng Rappang yang 

telah disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan Nasional dan 
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Provinsi Sulawesi Selatan, serta sejalan dengan agenda dan prioritas 

pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran 

pembangunan ekonomi terutama peningkatan ekonomi kerakyatan pada 

tahun 2021 yang akan datang.  

Kualitas sumberdaya manusia yang telah berkembang; Kualitas 

sumberdaya manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), yakni nilai rata-rata dari tiga komponen utama pembangunan 

manusia yakni pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah, 

kesehatan dengan indikator usia harapan hidup, dan ekonomi dengan 

varitas daya beli.  

IPM Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini termasuk dalam 

kategori tinggi, salah satu aspek penting yang mendorong semakin 

tingginya sumberdaya manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 

adanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing pendidikan, serta peningkatan akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan 

berbasis masyarakat. Aspek lain dari semakin berkembangnya kualitas 

sumberdaya manusia adalah tumbuhnya lapangan   usaha kerja produktif 

yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi 

pengangguran, tersedianya sarana dan prasarana. Adapun sarana dan 

prasarana dasar yang memadai menjadi salah satu modal dasar dalam 

pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan berupa 

jalan dan transportasi, listrik, air bersih, bank, sarana pendidikan, rumah 

ibadah dan rumah sakit, merupakan salah satu bentuk “insentif”, yang 

memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk berinvestasi.  
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Tabel 3.16 
Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2021 

No Indikator  
Target  

RPJMD RKPD 2021 

1 Pertumbuhan PDRB (%) 5.80 5.50 

2 PDRB Per Kapita (Juta Rp) 48.85 30.57 

3 Inflasi (%) 3,0 1,0 3,0 1,0 

4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.57 5.01 

5 Tingkat Kemiskinan (%) 4.83 5,25 

6 IPM 71.80 71.61 
Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023(diolah) 

 
Proyeksi Indikator ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2021 pada table diatas merupakan target daerah dalam RPJMD Kabupaten 

Sidenreng Rappang disandingkan dengan target perubahan pada RKPD 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 Tahun 2021 akibat dampak pandemic covid-19. Berdasarkan 

Technical Note tahun 2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Sidenreng Rappang akan mencapai 5,5%-5,9%, dengan Asumsi: 

a. Musim kemarau tidak berkepanjangan sehingga dimungkinkan untuk 

panen minimal 2 kali dalam setahun 

b. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dengan 

memperhatikan beberapa hal: (a) menjaga stabilitas harga gabah, (b) 

akses pupuk (c) dan sosialisasi pertanian  

c. Memperbaiki lingkungan usaha yang mendukung industri pengolahan 

d. Mendorong sektor jasa pariwisata dengan nilai tambah yang tinggi 

didorong oleh inovasi dan teknologi 

e. Inflasi tetap terjaga 

f. Pembangunan infrastruktur terutama konektivitas dan energy untuk 

mendukung ekspansi ekonomi 

g. Peningkatan kualitas modal manusia di Kabupaten Sidrap dalam upaya 

meningkatkan produktivitas 

Berdasarkan analisis dampak covid-19 yang tertuang dalam RKP 

2021, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan 
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sampai dengan -0,4% sampai dengan -2,3%, tingkat pengangguran terbuka 

meningkat 7,8% ampai dengan 8,5% dan tingkat kemiskinan juga akan 

meningkat menjadi 9,7% sampai dengan 10,2%. Jika dibandingkan dengan 

Provinsi Sulawesi Selatan yang menurunkan target pencapaian indicator 

makro Tahun 2021 dampak pandemic covid-19, sebagai berikut: 

Tabel 3.17 
Proyeksi Indikator Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2021 

No. Indikator 
Rancangan 
Awal RKPD 

2021(%) 

Rancangan 
Akhir RKPD 

2021(%) 

1 Pertumbuhan Ekonomi 7,1 6,1 

2 Tingkat kemiskinan 8,25 9,1 

3 Tingkat pengangguran terbuka 4,41 7,2 

4 IPM 72,79 72,22 

5 Gini Rasio 0,381 0,414 

6 Inflasi 3,0 ±1,0 3,0 

 
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

3.2.1.1. Penerimaan Daerah 

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 bahwa APBD terdiri dari (1) 

Penerimaan Daerah dan (2) Pengeluaran Daerah. Penerimaan Daerah 

terdiri dari (1) Pendapatan Daerah dan (2) Penerimaan Pembiayaan. 

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan 

Transfer.  

3.2.1.2. Pendapatan Daerah 

Pendapatan Asli Daerah. Target Pendapatan Asli Daerah tahun 

2021 diproyeksikan meningkat dari target Pendapatan Asli Daerah pada 

APBD Pokok Tahun 2020, meskipun pernah mengalami penurunan pada 

perubahan Tahun 2020 akibat dampak pandemic covid-19, karena Tahun 

2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi pasca covid-19. Peningkatan 

tersebut bersumber dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Dari Pajak Daerah.  
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Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas komponen 

objek pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

Khusus. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana 

perimbangan: 

a. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari: 

1. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan 

Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan 

DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPh Pasal 

25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

(WPOPDN) dan PPh Pasal 21  

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) 

dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut 

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. 

3. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya 

Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, 

DBHPertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan 

Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan 

Panas Bumi dan DBH-Perikanan. 

4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

Tahun Anggaran 2021 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 

DBH-Pajak, DBH-Cukai, dan DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah 

harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau 

ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah 

Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. 

Sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah peraturan daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah 
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harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 

Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah 

yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

denganntujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan 

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud 

belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada 

alokasi DAU Tahun Anggaran 2020 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. 

 
3.2.1.3. Penerimaan Pembiayaan 

Kebijakan Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat 

dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran 

Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya 

pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat 

tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 
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Tabel 3.18 
Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2022 

URAIAN 

TAHUN 
ANGGARAN 2017 

TAHUN 
ANGGARAN 2018 

TAHUN 
ANGGARAN 2019 TAHUN 

ANGGARAN 2020 

TAHUN 
ANGGARAN 2020 
(Perubahan Covid) 

Proyeksi 2021 Proyeksi 2022 

REALISASI REALISASI REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PENERIMAAN 1,313,223,525,642.78 1,203,018,337,285.01 1,251,801,998,055.84 1,268,074,197,870.28 1,113,505,652,375.98 1,448,438,419,266.61 1,541,068,506,549.71 

PENDAPATAN DAERAH 1,304,893,387,615.43 1,192,419,015,591.23 1,236,965,476,185.56 1,233,950,287,000.00 1,089,453,886,000.00 1,425,078,265,919.90 1,517,708,353,203.00 

  
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

146,032,092,013.43 115,904,953,769.23 125,729,748,418.72 144,026,116,000.00 130,903,889,000.0 157,537,336,528.0 167,777,263,402.0 

    
Pendapatan Pajak 
Daerah 

24,915,001,643.00 29,102,296,021.00 33,619,377,007.00 34,689,386,000.00 30,081,880,000.00 32,822,537,782.10 34,956,002,738 

    Hasil Retribusi Daerah 11,447,595,763.00 12,110,187,560.00 15,927,864,732.00 15,175,750,000.00 11,239,679,000.00 15,472,008,161.90 16,477,688,692 

    
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

5,746,046,556.89 4,628,436,158.00 4,711,090,062.00 5,738,586,000.00 5,738,586,000.00 6,417,460,723.80 6,834,595,671 

    
Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah 

103,923,448,050.54 70,064,034,030.23 71,471,416,617.72 88,422,394,000.00 83,843,744,000.00 102,825,329,860.2 109,508,976,301 

  
PENDAPATAN 
TRANSFER 

1,158,861,295,602.00 1,076,514,061,822.00 1,111,235,727,766.84 1,089,924,171,000.00 958,549,997,000. 1,267,540,929,391.9 1,349,931,089,801 
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URAIAN 

TAHUN 
ANGGARAN 2017 

TAHUN 
ANGGARAN 2018 

TAHUN 
ANGGARAN 2019 TAHUN 

ANGGARAN 2020 

TAHUN 
ANGGARAN 2020 
(Perubahan Covid) 

Proyeksi 2021 Proyeksi 2022 

REALISASI REALISASI REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
Bagi Hasil Pajak/Bagi 
Hasil Bukan Pajak 

18,572,136,319.00 17,076,639,856.00 15,149,816,356.00 15,570,271,000.00 16,458,869,000.00 22,338,769,395.00 23,790,789,406 

    Dana Alokasi Umum 608,140,939,000.00 610,506,232,000.00 649,569,016,000.00 657,282,412,000.00 588,705,480,000 726,413,030,592.8 773,629,877,581 

    
Dana Alokasi Khusus 
Reguler/Khusus 

216,027,452,990.00 68,568,614,612.00 139,300,960,884.00 250,864,064,000.00 190,710,001,000 162,000,837,512.1 172,530,891,950 

    
Dana Alokasi Khusus 
Non Fisik 

8,894,067,750.00 111,849,653,605.00 104,473,311,874.00     132,518,879,898.5 141,132,607,092 

    
Dana Alokasi Khusus 
Penugasan 

144,848,170,000.00 102,639,742,000.00 19,772,628,465.00     22,953,501,141.60 24,445,478,716 

    
Dana Alokasi Khusus 
Afirmasi 

    9,805,653,850.00     11,159,115,348.60 11,884,457,846 

    Pendapatan Hibah 2,689,203,450.00 35,517,887,751.00 36,801,377,074.00 63,808,327,000.00 63,208,327,000.00 46,547,003,136.60 49,572,558,340 

    

Dana Bagi Hasil Pajak 
dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

54,262,663,493.00 50,906,810,982.00 62,037,357,763.84 66,511,840,000.00 66,511,840,000.00 64,771,572,552.50 68,981,724,768 
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URAIAN 

TAHUN 
ANGGARAN 2017 

TAHUN 
ANGGARAN 2018 

TAHUN 
ANGGARAN 2019 TAHUN 

ANGGARAN 2020 

TAHUN 
ANGGARAN 2020 
(Perubahan Covid) 

Proyeksi 2021 Proyeksi 2022 

REALISASI REALISASI REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

98,402,561,000.00 72,548,606,600.00 65,498,274,000.00 34,341,657,000.00 31,409,880,000.00 73,246,719,814.20 78,007,756,602 

    

Bantuan Keuangan dari 
Provinsi atau 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

7,024,101,600.00 6,899,874,416.00 8,827,331,500.00 1,545,600,000.00 1,545,600,000.00 5,591,500,000.00 5,954,947,500 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
DAERAH 

8,330,138,027.35 10,599,321,693.78 14,836,521,870.28 34,123,910,870.28 24,051,766,375.98 23,360,153,346.71 23,360,153,346.71 

    
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Anggaran Sebelumnya 

8,330,138,027.35 10,599,321,693.78 14,836,521,870.28 34,123,910,870.28 24,051,766,375.98 23,360,153,346.71 23,360,153,346.71 

    
Penerimaan Pinjaman 
Daerah 

              

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah;2020 (diolah)
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3.2.1.4. Pengeluaran Daerah 

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun 

berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2019. Pengeluaran Daerah terdiri atas (1) 

Belanja Daerah dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan belanja 

daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan 

pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas 

pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi 

pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. 

a. Belanja Daerah 

Berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2019, menyatakan bahwa 

Kelompok Belanja Daerah terdiri dari: (1) Belanja Operasi, (2) Belanja 

Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, (3) 

Belanja Tidak Terduga dan (4) Belanja Modal.  

(1) Belanja Operasi terdiri dari: 
(a) Belanja Pegawai 

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji 
pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASND); Penganggaran 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
(b) Belanja Bunga 

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran 
bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal 
outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, 
jangka menengah, dan jangka Panjang sesuai Pasal 40 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah.  
(c) Belanja Subsidi 

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan 
biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar 
harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh 
masyarakat luas. 
(d) Belanja Hibah 

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 
kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan 
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat 
memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah 
lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan 
badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Berdasarkan Pasal 23a Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial 
terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial 
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian 
anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal 
yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah 
dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(e) Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa 

Belanja Pegawai dan Barang Jasa dituangkan dalam bentuk 
program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat 
dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah 
kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada 
setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib 
terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga 
satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan 
kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan 
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman 
pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. 
Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing 
urusan pemerintahan tersebut digunakan sebagai dasar 
penyusunan RKA-PD. 

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar 
mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro 
dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip 
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas 
kemampuan Teknik. 
(f) Belanja Transfer terdiri dari:  

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Tahun Anggaran 2021, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah 
tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah 
Tahun Anggaran 2021, dan alokasi anggaran pelampauan target 
Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan kepada 
pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun 
sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil 
pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah 
Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai 
kode rekening berkenaan. 

Belanja Bantuan Keuangan. Bantuan keuangan digunakan 
untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau 
khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. 
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah 
kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa 
yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan 
kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun 
Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan 
kemasyarakatan. 

Selain itu, pemerintah kabupaten akan menganggarkan 
Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis 
belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 
10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima 
oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah 
dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat 
(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. 

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi 
bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus 
diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima 
bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan 
keuangan sesuai kode rekening berkenaan.Bantuan keuangan 
lainnya yaitu bantuan kepada partai politik yang dianggarkan pada 
jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan 
kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik 
penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik 
berpedoman pada kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 
(g) Belanja Tidak Terduga 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat 
Edaran Nomor: 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di 
Daerah Surat Edaran tersebut diterbitkan dalam rangka pencegahan 
penyebaran COVID-19 dan menindaklanjuti Keputusan Presiden 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di 
lingkungan pemerintah daerah Sebagaimana UU No.24 tahun 2007 
tentang Penanggulangan bencana bahwa untuk penetapan status 
darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala 
Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, 
status tersebut sangat terkait dengan penggunaan mata anggara 
Belanja Tak Terduga (BTT) yang sudah dialokasikan dalam APBD 
masing-masing untuk bisa digunakan untuk penanggulangan dan 
penanganan wabah Covid-19 di daerah. 

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara 
rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 
dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak 
dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh 
pemerintah daerah. 
(h) Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan 
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal 
untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak 
berwujud. 
(i) Pengeluaran Pembiayaan 

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah 
daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non 
permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada 
akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis 
penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir 
dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat 
penerima. 
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Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha 
milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan 
dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan 
modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum 
dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun 
sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri 
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum 
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada 
peraturan daerah tentang penyertaan modal. 
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Tabel 3.19 
Realisasi Belanja dan Proyeksi Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2022 

URAIAN 

TAHUN 
ANGGARAN 2017 

TAHUN 
ANGGARAN 2018 

TAHUN 
ANGGARAN 2019 TAHUN 

ANGGARAN 2020 

TAHUN 
ANGGARAN 2020 
(Perubahan Covid) 

Proyeksi 2021 Proyeksi 2022 
REALISASI REALISASI REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PENGELUARAN 1,302,624,203,949.00 1,188,181,815,414.73 1,227,750,231,679.86 1,335,380,165,870.28 1,180,076,744,375.98 1,437,257,590,562.81 1,530,341,023,093.38 

BELANJA DAERAH 1,298,748,117,451.00 1,185,907,728,916.73 1,224,557,145,181.86 1,329,226,165,000 1,174,522,744,000 1,431,055,938,393.70 1,524,074,574,389.00 

Belanja Operasi 777,877,970,190.00 774,319,419,390.73 821,439,647,961.00 868,921,225,000.00 764,959,955,000.00 964,581,794,404.40 1,027,279,611,041.00 

Belanja Transfer 84,473,154,820.00 92,205,434,597.00 138,318,905,088.00 143,540,796,000.00 136,056,677,000.00 164,428,805,481.30 175,116,677,837.00 

Belanja Tidak Terduga 1,761,130,800.00 1,632,560,000.00 2,352,483,350.00 5,000,000,000 71,131,622,000 5,591,500,000.00 5,954,947,500.00 

Belanja Modal 434,635,861,641.00 317,750,314,929.00 262,446,108,782.86 311,764,144,000 202,374,490,000 296,453,838,508.00 315,723,338,011.00 

PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

3,876,086,498.00 2,274,086,498.00 3,193,086,498.00 6,154,000,870.28 5,554,000,375.98 6,201,652,169.11 6,266,448,704.38 

Pembayaran Pokok 
Utang 

2,274,086,498.00 2,274,086,498.00 919,000,000.00 3,754,000,870.28 1,800,000,000.00 3,754,000,870.28 3,754,000,870.28 

Penyertaan modal 
(Investasi) Pemerinth 
Daerah 

1,602,000,000.00 0 2,274,086,498.00 2,400,000,000.00 3,754,000,375.98 2,447,651,298.83 2,512,447,834.10 

Pemberian Pinjaman 
Daerah 

              

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (diolah) 
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BAB IV 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

 
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Terkait RKPD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan 

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi 

landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renja Perangkat 

Daerah untuk tahun prencanaan tahunan. hubungan kedua lembaga 

antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan 

sasaran untuk mewujudkan visi dan misi. 

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan 

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kabupaten. 

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, Adapun Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-

2023 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai 

Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, 

Adil dan Sejahtera”.  Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, 

rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan 

hasil perumusan capa ian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja 

pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja 

pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping 

menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-

kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran 

RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara 

tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun 

prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. 

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah 

yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. 
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Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan 

untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan 

dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan 

memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 

dan memenuhi kriteria SMARTC. Untuk mewujudkan visi pembangunan 

Sidenreng Rappang Tahun 2021 uraian tujuan dan sasaran pada masing-

masing misi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1  
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 

No Misi Tujuan Sasaran Indikator 
Target 
2021 

Visi: 
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju 

Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera 

1 

Memajukan dan 
meningkatkan 
kinerja pelayanan 
pendidikan dan 
kesehatan dalam 
rangka 
peningkatan 
kualitas hidup 
masyarakat 

1. Meningkatkan 
kualitas hidup 
masyarakat 

  
Indeks 
Pembangunan 
Manusia  

71.80 

1.1. Meningkatnya 
akses dan 
kualitas 
layanan 
pendidikan 

Indeks 
Pendidikan 

64.53 

1.2. Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Indeks 
Kesehatan 

76 

2 Memajukan usaha 
agribisnis, UMKM 
dan industri 
pengolahan untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 

2. Meningkatkan 
pendapatan 
masyarakat 

  PDRB 
Perkapita (juta 
rupiah) 

48.85 

2.1. Meningkatnya 
produktivitas 
sektor-sektor 
perekonomian 
daerah 

Pertumbuhan 
PDRB (%) 

5.80 

2.2. Menurunnya 
tingkat 
kemiskinan 

Angka 
Kemiskinan 
(%) 

4.83 

2.3. Menurunnya 
ketimpangan 
distribusi 
pendapatan 

Gini Ratio 

0.316 
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No Misi Tujuan Sasaran Indikator 
Target 
2021 

3 Mengembangkan 
kerjasama 
investasi daerah 
dan penyediaan 
lapangan kerja 
baru 

3. Meningkatkan 
kesempatan 
kerja 

  Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (%) 

4.57 

3.1. Meningkatnya 
pertumbuhan 
investasi dan 
daya saing 
pariwisata 
daerah 

Nilai Investasi 
(Juta Rupiah) 

157.12
7 

Jumlah Objek 
Wisata Baru 

1 

4 Mewujudkan 
pembangunan 
infrastruktur 
wilayah yang 
merata dan 
berwawasan 
linkungan 

4. Meningkatkan 
Pembanguna
n Infrastuktur 
Ekonomi 
yang 
berwawasan 
Lingkungan 

  Pertumbuhan 
PDRB Sektor 
Infrastruktur 
wilayah 
(Pengadaan 
Air, 
Pengelolaan 
Sampah dan 
Daur Ulang, 
Transportasi 
dan 
Pergudangan, 
serta 
Konstruksi,)  

8.50  

4.1. Meningkatnya 
Infrastruktur 
Ekonomi yang 
berkualitas 

Persentase 
Panjang jalan 
dalam kondisi 
baik 

56 

Persentase 
Jembatan 
dalam kondisi 
baik 

80 

Persentase 
Irigasi 
Kabupaten 
Dalam Kondisi 
Baik 

65 

4.2. Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Indeks 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

73.4 

5 Mengoptimalkan 
kinerja, kualitas 
dan 

5. Meningkatkan 
kualitas 
tatakelola 

  Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

60.08 
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No Misi Tujuan Sasaran Indikator 
Target 
2021 

profesionalitas 
birokrasi 
pemerintah 
daerah dalam 
pelayanan publik 
melalui penerapan 
good governance 
dan electronic 
governance 

penyelenggar
aan 
pemerintahan 
dan 
pelayanan 
publik 

5.1. Meningkatnya 
kinerja 
pemerintah 
daerah 

Nilai SAKIP 60.09 

Opini laporan 
keuangan 

WTP 

5.2. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

77.14 

5.3. Meningkatnya 
keberdayaan 
perempuan 
dan anak 
dalam 
penyelenggar
aan 
pemerintahan 
dan 
pelaksanaan 
pembangunan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

94.04 

Indeks 
Pemberdayaa
n Gender 
(IDG) 

52.67 

6 Mengembangkan 
dan memajukan 
kawasan 
pedesaan melalui 
konsep desa 
cerdas (smart 
village), sehat dan 
mandiri 

6. Meningkatkan 
Pembanguna
n dan 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
Desa 

  Indeks Desa 
Membangun 

0.689 

6.1. Terwujudnya 
Desa Maju 
dan Mandiri 

Indeks 
Ketahanan 
Sosial 

0.7501 

Indeks 
Ketahanan 
Ekonomi 

0.6631 

Indeks 
Ketahanan 
Lingkungan 

0.6537 

7 Memajukan dan 
menciptakan 
kondisi kehidupan 
beragama serta 
meningkatkan 
kualitas budaya 
lokal sebagai 
basis nilai dalam 
menciptakan 
kehidupan sosial 
kemasyarakatan 
yang kondusif 

7. Meningkatkan 
Keamanan 
dan 
Ketertiban 
serta Kualitas 
Kehidupan 
Sosial 
Masyarakat 
Yang Religius 
dan 
Berbudaya 

  Indeks 
Ketertiban dan 
Ketentraman 

75.32 

7.1. Meningkatnya 
Kenyamanan 
Kehidupan 
Bermasyaraka
t 

Persentase 
Angka 
Kriminalitas 
per 10.000  

13.62 

7.2. Meningkatnya 
Penerapan 
Nilai-Nilai 
Budaya Lokal 
dan Sarana 
Prasarana 

Persentase 
Benda, Situs 
dan Kawasan 
Cagar budaya 
Yang 
dilestarikan 

75 
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No Misi Tujuan Sasaran Indikator 
Target 
2021 

Olahraga Jumlah 
Sarana 
Prasarana 
Olahraga 
Terpadu 

2 

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 

 

Tabel 4.2 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

NO Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2021 

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan  
Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera 

Misi – 1 : Memajukan Dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan 
Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 

1 
Meningkatkan 
kualitas hidup 
masyarakat 

Meningkatnya 
akses dan 
kualitas layanan 
pendidikan 

Meningkatkan kualitas 
SDM dan pemerataan 
tenaga pendidik secara 
bersinergi dengan 
perbaikan akses 
layanan dan 
peningkatan sarana dan 
prasarana pendidikan. 

Peningkatan kapasitas 
sarana-prasarana dalam 
memelihara kualitas 
pemenuhan SPM 
pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar 
dan pendidikan 
kesetaraan 

  

  

Meningkatnya 
derajat kesehatan 
masyarakat 

Meningkatkan 
ketersediaan sarana 
dan prasarana 
kesehatan, akses 
layanan kesehatan dan 
pemerataan tenaga 
kesehatan yang 
berkualitas diiringi 
dengan penerapan pola 
hidup bersih dan sehat 
dalam masyarakat. 

Peningkatan kapasitas 
sarana-prasarana dan 
SDM kesehatan dalam 
menunjang 
pemeliharaan kualitas 
pemenuhan SPM 
pelayanan ibu hamil dan 
melahirkan, bayi baru 
lahir dan balita, 
pelayanan kesehatan 
berdasarkan usia dan 
pelayanan kesehatan 
penyakit menular dan 
tidak menular 

Misi – 2 : Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM Dan Industri Pengolahan Untuk 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 
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NO Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2021 

2 
Meningkatkan 
pendapatan 
masyarakat  

Meningkatnya 
produktivitas 
sektor-sektor 
perekonomian 
daerah 

Meningkatan daya 
saing produk pertanian 
terpadu secara 
beriringan dengan 
penguatan 
kelembagaan pelaku 
utama dan pelaku 
usaha serta pemenuhan 
sarana dan prasarana 
pertanian. 

Penguatan dukungan 
infrastruktur jaringan 
irigasi dan jalan tani 
dalam akselerasi 
pertanian terpadu 
berbasis sistem 
agribisnis sesuai potensi 
spesifik lokal 

  

  

Menurunnya 
tingkat 
kemiskinan 

Meningkatkan 
keterpenuhan hak dasar 
dan keberdayaan 
penduduk miskin secara 
bersinergi dengan 
perbaikan akses dalam 
lapangan kerja dan 
lapangan usaha secara 
merata dan tepat 
sasaran 

Pemberdayaan 
masyarakat pada lokasi 
dengan penduduk miskin 
terbanyak dan perluasan 
cakupan perlindungan 
sosial bagi masyarakat 
paling miskin dan rentan 

    

Menurunnya 
ketimpangan 
distribusi 
pendapatan 

Meningkatkan 
pendapatan kelompok 
penduduk bawah 
dengan pembangunan 
infrastruktur padat 
karya, dan beragam 
skema perlindungan 
dan bantuan sosial 

Pengembangan 
kewirausahaan dan 
pemberdayaan 
masyarakat pada lokasi 
dengan penduduk 
miskin. 

Misi – 3 : Mengembangkan  Kerjasama Investasi Daerah Dan Penyediaan Lapangan 
Kerja Baru 

3 
Meningkatkan 
kesempatan kerja 

Meningkatnya 
pertumbuhan 
investasi dan 
daya saing 
pariwisata daerah 

Meningkatkan kualitas 
produk unggulan 
daerah, membangun 
jaringan kemitraan, 
penyederhanaan 
prosedur perizinan 
berbasis IT serta 
meningkatkan daya 
saing destinasi dan 
industri pariwisata  

Pengembangan sistem 
layanan investasi, 
sarana dan 
kelembangan pariwisata 
daerah 

Misi – 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata Dan 
Berwawasan Lingkungan. 

4 

Meningkatkan 
Pembangunan 
Infrastuktur 
Ekonomi yang 

Meningkatnya 
Infrastruktur 
Ekonomi yang 
berkualitas 

Meningkatkan 
ketersediaan dan 
pemerataan 
Infrastruktur  jalan, 

Peningkatan kapasitas 
infrastruktur irigasi dan 
jalan tani dalam 
mendukung pertanian 
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NO Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2021 

berwawasan 
Lingkungan 

jembatan,  irigasi, serta 
permukiman dan 
perumahan dengan 
memanfaatkan berbagai 
sumber pembiayaan 

terpadu berbasis sistem 
agribisnis 

    

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Memelihara daya 
dukung dan daya 
tampung lingkungan 
serta kemampuan 
adaptasi dan mitigasi 
terhadap perubahan 
iklim dan bencana 

Pengendalian 
pencemaran tanah, air 
dan udara dari limbah 
bahan beracun dan 
berbahaya (B3)  serta 
pemeliharaan kualitas 
tutupan lahan 

Misi – 5 : Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah 
Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Dan Electronic 
Governance     

5 

Meningkatkan 
kualitas tatakelola 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
dan pelayanan 
publik 

Meningkatnya 
kinerja 
pemerintah 
daerah 

Meningkatkan disiplin 
kerja, kualitas SDM dan 
profesionalitas aparatur 
diiringi dengan 
penataan kelembagaan 
dan peningkatan sistem  
pengawasan dalam 
berjalannya integrasi 
perencanaan, 
penganggaran, 
monitoring dan evaluasi 
berbasis elektronik. 

Peningkatan efek-tivitas 
pengelolaan keuangan 
dan akuntabilitas kinerja 
berbasis disiplin aparatur 
dan tertib administrasi  

    
Meningkatnya  
kualitas 
pelayanan publik 

Meningkatkan kualitas 
SDM dan penerapan IT 
dalam pelayanan publik, 
penyederhanaan 
prosedur pelayanan 
publik yang terintegrasi, 
serta pengembangan 
inovasi daerah 

Perluasan jangkau-an 
pelayanan publik melalui 
pendelegasian 
kewenangan pelayanan 
pada tingkat Kecamatan 
dengan dukungan SDM 
yang cukup 

    

Meningkatnya 
keberdayaan 
perempuan dan 
anak dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
dan pelaksanaan 
pembangunan 

Menguatkan 
kelembagaan PUG dan 
forum anak, 
menyebarluaskan 
informasi kesetaraan 
gender serta urgensi 
perlindungan 
perempuan dan anak, 
serta meningkatkan 
keberdayaan 
perempuan dalam 
perekonomian. 

Pemberdayaan 
perempuan pada aspek 
ekonomi, politik dan 
sosial budaya serta 
penguatan peran 
perempuan pada 
birokrasi dan legislatif 
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NO Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2021 

Misi – 6 : Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa 
Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri. 

6 

Meningkatkan 
Pembangunan 
dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

Terwujudnya 
Desa Maju dan 
Mandiri 

Meningkatkan sistem 
pelayanan desa yang 
inovatif dan responsif 
berbasis teknologi 
informasi seiring 
dengan penguatan 
kelembagaan dan 
peningkatan kapasitas 
aparat desa, 
pemberdayaan 
BUMdes, 
pengembangan sistem 
informasi potensi desa,  
penggunaaan dana 
desa yang berbasis visi, 
transparan dan 
akuntabel. 

Peningkatan kualitas 
pendampingan 
pemerintah desa dalam 
perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring 
dan evaluasi 
pemanfaatan dana desa, 
pengelolaan asset dan 
keuangan desa, serta 
perbaikan pelayanan 
publik di desa dan 
pengembangan 
BUMDes 

Misi – 7 : Memajukan Dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta 
Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan 
Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif. 

7 

Meningkatkan 
Keamanan dan 
Ketertiban serta 
Kualitas 
Kehidupan 
Beragama dan 
Sosial Budaya 

Meningkatnya 
Kenyamanan 
Kehidupan 
Bermasyarakat 

Meningkatkan 
ketertiban umum 
dengan melakukan 
pengawasan dan 
pengendalian 
pelaksanaan peraturan 
daerah 

Peningkatan 
pemahaman, 
penghayatan, dan 
pengamalan nilai-nilai 
keagamaan diantara 
organisasi masyarakat 
dan tokoh pemuda 

    

Meningkatnya 
Penerapan Nilai-
Nilai Budaya 
Lokal dan Sarana 
Prasarana 
Olahraga 

Meningkatkan 
partisipasi organisasi 
dan Lembaga 
kemasyarakatan dalam 
pelestarian seni budaya 
dan pengembangan 
olahraga 

Pengembangan sarana 
prasarana olahraga, 
pembinaan generasi 
muda dan pelestarian 
seni budaya 

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023. 

 
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 

Visi RPJMN Tahun 2020 - 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan 

Gotong Royong” dengan misi: 
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a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 

c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 

f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan 

Terpercaya 

g. Perlindungan bagi Senegap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman 

pada Seluruh Warga 

h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya 

i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 
 

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas 

pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program 

pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kabupaten Sidenreng 

Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh 

karena itu prioritas pembangunan Daerah yang dirumuskan harus saling 

bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di 

tingkat provinsi maupun tingkat nasional. 

4.2.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan tahun 

2021 sebagai mana yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 dan 

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 sebagai mana tercantum 

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. 

4.2.1.1. Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional 

Tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan 

mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 

2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 

serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi 

global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian 
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dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema 

pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan 

pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19. 

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 

adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, 

dengan focus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan 

investasi; reformasi system kesehatan nasional; reformasi sistem 

perlindungan sosial; dan reformasi system ketahanan bencana. 

4.2.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional 

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong” dan tema RKP  2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan 

Reformasi Sosial”. Sasaran pembangunan  tahun 2021 diarahkan untuk 

mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi 

khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, 

pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas 

lingkungan hidup, pertumbuhan industri dan pembangunan pariwisata 

dengan indicator pembangunan sebagaimana pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 
Indikator Pembangunan 2021 

No Indikator Pembangunan Target 2021 

1 Pertumbuhan Ekonomi (%)  4,5–5,5 

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)  7,5–8,2 

3 Tingkat Kemiskinan (%)  9,2–9,7 

4 Rasio Gini (indeks)  0,377–0,379 

5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  72,78–72,90 

6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) 
*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)  

23,55–24,14 

7 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)  3,41–4,26 

8 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)  3,35–4,21 

9 Kontribusi PDB Pariwisata (%)  4,20 

 
4.2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 

2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah 
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percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan 

menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan 

perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan 

nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), 

health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem 

perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi 

berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem 

ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa 

prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, bencana 

alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan 

tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas 

Nasional (PN) sebagai berikut: 

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 

dan Berkeadilan 

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 

Menjamin Pemerataan 

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi 

dan Pelayanan Dasar 

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, 

dan Perubahan Iklim 

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan 

(Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik 

Adapun penjelasan dari prioritas nasional adalah sebagai berikut: 

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 

Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi 

diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi 

ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. 

Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program 

Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan 



 

 

 12 | BAB IV RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 

energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui 

peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional 

dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta 

diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian 

usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan. 

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 

Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk 

mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat 

pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi 

sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan 

meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas 

pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama 

investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan 

pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor 

perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah 

barat. 

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 

2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata 

kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial 

melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan 

kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan 

layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital 

untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, 

perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi 

penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset 

produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan 

kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari 

kerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi 

mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk 
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mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 

melalui perluasan pusat-pusat Gerakan revolusi mental untuk 

mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; 

pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; 

peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang 

dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan 

toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial 

untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. 

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi 

dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk 

ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan 

pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap 

perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan 

pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan 

layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan 

ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi 

irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan 

umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan 

pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan 

infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam 

pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan 

usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas 

perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek 

infrastruktur. 

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, 

dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam 

seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, 

diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, 

pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus 
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pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana 

hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam 

(fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi 

penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas 

emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, 

industri, dan energi. 

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan 

(Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan 

stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 

2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan 

pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif 

melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). 

Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan 

perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama 

pembangunan internasional; penguatan sinergitas sinkronisasi, dan 

pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan 

publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) 

penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan 

pascapandemi Covid-19. 

 
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2021 juga 

diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan 

mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam 

regional Sulawesi untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi 

karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran 

pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Yang Di 

Dukung Pembangunan Infrastruktur Dan Kualitas SDM”.   

Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2021, antara lain: 
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a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Berdayasaing 

b. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan 

Menjamin Pemerataan 

c. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi 

Pertumbuhan 

d. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Transformasi Perlindungan 

Sosial 

e. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung 

Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan 

Ketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim 

f. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelolah Serta 

Pelayanan Publik 

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang 

Setelah disajikan tujuan dan sasaran, selanjutnya disajikan strategi 

pembangunan daerah yang merupakan bagian yang menyajikan strategi 

yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi 

berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran 

yang hendak dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah 

kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah dan isu 

strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, strategi 

merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan 

daerah. Permendagri No. 86 tahun 2017 memberi penegasan operasional, 

bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-

program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk 

mencapai sasaran, adapun Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng 

Rappang tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi 

Melalui Pengembangan Potensi dan Daya Saing Daerah Menuju 

Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”. Dengan prioritas 

pembangunan daerah sebagai berikut: 

a. Peningkatan akses Pendidikan dan kesehatan; 

b. Penguatan perekonomian daerah 

c. Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah; 

d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah 

e. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public 
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f. Pengembangan Kawasan pedesaan 

g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang 

religious, berbudaya dan aman. 

Dengan Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten 

Sidenreng Rappang sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang  

NO INDIKATOR SATUAN 
REALISASI  TARGET RPJMD TARGET RKPD  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 67.15 68.14 69.84 70.6 71.05 71.3 71.8 71.28  71.61  

2 Pertumbuhan PDRB % 7.92 9.00 7.09 5.02 4.65 5.53 5.8  3.81 5.50  

3 Angka kemiskinan % 5.55 5.45 5.32 5.16 4.79 4.9 4.83 5,78 5,25 

4 Gini Ratio Poin 0.36 0.38 0.327 0.325 0.284 0.323 0.316  0.323 0.316  

5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6.97 6.97 3.17 4.7 5.0 4.62 4.57 5.26 5.01 

6 Inflasi Poin 1.58 2.11 3.37 1.96 2.45 3.0±1.0 3.0±1.0 3.0±1.0 3.0±1.0 
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Adapun keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 

dijelaskan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 

NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

1 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan 
Berdaya Saing (PN 3) 

Peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia dan 
berdaya saing 

Peningkatan akses 
Pendidikan dan 
Kesehatan 

2 

Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk Pertumbuhan 
Berkualitas dan Berkeadilan 
(PN 1) 

Pengembangan Wilayah 
untuk Mengurangi 
Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan 

Pengembangan 
Kawasan pedesaan Mengembangkan Wilayah 

untuk Mengurangi 
Kesenjangan dan Menjamin 
Pemerataan (PN 2) 

3 

Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pembangunan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar (PN 5) 

Peningkatan kualitas 
infrastruktur wilayah untuk 
akselerasi pertumbuhan 

Penguatan dan 
pemerataan 
infrastruktur wilayah 

4 

Mengembangkan Wilayah 
untuk Mengurangi 
Kesenjangan dan Menjamin 
Pemerataan (PN 2) 

Percepatan Pemulihan 
ekonomi dan reformasi 
perlindungan sosial 

Penguatan 
perekonomian daerah 

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia yang Berkualitas 
dan Berdaya Saing (PN 3) 

Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk Pertumbuhan 
Berkualitas dan Berkeadilan 
(PN 1) 

Peningkatan investasi 
dan daya saing 
pariwisata daerah 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

5 

Membangun Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana, dan 
Perubahan Iklim (PN 6) 

Pengelolaan Sumberdaya 
Alam Berbasis 
Kelestarian Daya Dukung 
Dan Daya Tampung 
Lingkungan Hidup Serta 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana Serta 
Perubahan Iklim 

 Penguatan dan 
pemerataan 
infrastruktur wilayah 

6 

Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan 
Transformasi Pelayanan 
Publik (PN 7) 

Peningkatan kualitas 
reformasi birokrasi dan 
tata kelola serta 
pelayanan publik 

Perbaikan tata kelola 
pemerintahan dan 
pelayanan public 

7 
Revolusi Mental dan 
Pembangunan Kebudayaan 
(PN 4) 

  

Peningkatan aktifitas 
dan kualitas kehidupan 
sosial masyarakat 
yang religious, 
berbudaya dan aman. 

 

Berdasarkan prioritas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 

diatas, maka dapat dirumuskan sararan pembangunan tahun 2021 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2021 

No 
Prioritas Kabupaten 
Sidenreng Rappag 

Sasaran Pembangunan 
2021 

Indikator  
Target 
2021  

1 2 3 4 5  

1 
Peningkatan akses 
Pendidikan dan kesehatan 

Meningkatnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia 

Indeks 
Pendidikan 

64.53% 

 

 

  
Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat 

Indeks Kesehatan 76%  

2 
Penguatan perekonomian 
daerah 

Meningkatnya produktivitas 
sektor-sektor 
perekonomian daerah 

Pertumbuhan 
PDRB (%) 

5.80%  

Menurunnya tingkat Angka 5,25% 
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No 
Prioritas Kabupaten 
Sidenreng Rappag 

Sasaran Pembangunan 
2021 

Indikator  
Target 
2021  

1 2 3 4 5  

kemiskinan Kemiskinan (%) 

 

3 
Peningkatan investasi dan 
daya saing pariwisata 
daerah 

Meningkatnya 
pertumbuhan investasi 
dan daya saing pariwisata 
daerah 

Nilai investasi 
(Juta Rupiah) 

157.13 
 

 
Jumlah Objek 
Wisata Baru 

1 
 

 

4 
Penguatan dan pemerataan 
infrastruktur wilayah 

Meningkatnya 
ketersediaan layanan 
infrastruktur dasar 

Persentase 
Jembatan dalam 
kondisi baik 

80% 

 

 

 

 

Persentase Jalan 
dalam kondisi baik 

56% 

 

 

 

Persentase Irigasi 
dalam kondisi baik 

65% 

 

 

 

5 
Perbaikan tata kelola 
pemerintahan dan 
pelayanan public 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 

Nilai SAKIP 60.09 

 

 

  

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

77.14 

 

 

 

 

  

6 
Pengembangan Kawasan 
pedesaan 

Terwujudnya Desa Maju 
dan Mandiri 

Indeks Ketahanan 
Sosial 

0.7501 

 
 

  
Indeks Ketahanan 
Ekonomi 

0.6631 
 

 
Indeks Ketahanan 
Lingkungan 

0.6537 
 

 

7 

Peningkatan aktifitas dan 
kualitas kehidupan sosial 
masyarakat yang religious, 
berbudaya dan aman 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan kehidupan 
beragama 

Indeks Ketertiban 
dan Ketentraman 

75.32 
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Tabel 4.7  
Program Daerah Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi 

NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

1 
Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas dan 
Berdaya Saing (PN 3) 

Peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia 
dan berdaya saing 

Peningkatan akses 
Pendidikan dan 
Kesehatan 

Program Pendidikan Anak Usia 
Dini 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar Sembilan 
Tahun 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Program Pendidikan 
NonFormal 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Program Peningkatan 
Kualifikasi Dan Mutu Pendidik 
Dan Tenaga Kependidikan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Program Obat Dan Perbekalan 
Kesehatan 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Program Pengawasan Obat 
Dan Makanan 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Promosi Keehatan 
Dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Pencegahan Dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Pengadaan, 
Peningkatan Dan Perbaikan 
Sarana Dan Prasarana 
Puskesmas/ Puskemas 
Pembantu Dan Jaringannya 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana Dan 
Prasarana Rumah Sakit/ 
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah 
Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit 
Mata 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Kemitraan 
Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan  

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu Melahirkan 
Dan Anak 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Pencegahan Dan 
Penanggulangan Penyakit 
Tidak Menular 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Pelayanan Kesehatan 
Ibu Bersalin 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Program Pelayanan Kesehatan 
Anak Balita 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan Lansia 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga 
Berencana 

2 

Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk Pertumbuhan 
Berkualitas dan Berkeadilan 
(PN 1) 

Pengembangan Wilayah 
untuk Mengurangi 
Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan 

Pengembangan 
Kawasan pedesaan 

Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Pedesaan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 
Desa, Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Pengembangan 
Lembaga Ekonomi Pedesaan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 
Desa, Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Pengembangan dan 
Pembangunan Kawasan 
Perdesaan  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 
Desa, Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program pembinaan dan 
fasilitasi pengelolaan keuangan 
desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 
Desa, Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Mengembangkan Wilayah 
untuk Mengurangi 
Kesenjangan dan Menjamin 
Pemerataan (PN 2) 

Program peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa 

Penataan kelembagaan desa 

Program Peningkatan Sarana 
Dan Prasarana Aparatur 

Badan Keuangan Dan Aset Daerah 

3 

Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pembangunan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar (PN 5) 

Peningkatan kualitas 
infrastruktur wilayah 
untuk akselerasi 
pertumbuhan 

Penguatan dan 
pemerataan 
infrastruktur wilayah 

Program Pembangunan Jalan 
dan Jembatan 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Program Pembangunan 
Saluran Drainase dan Gorong – 
Gorong 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Program Pembangunan 
Turap/Talud /Bronjong 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Program Rehabilitasi / 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Kebinamargaan 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Program Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Program Air Minum (Program 
Penyediaan dan Pengelolaan 
Air Baku) 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Program Pengembangan 
Wilayah Strategis dan Cepat 
Tumbuh 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Program Pembangunan 
Infrastruktur Perdesaan 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Program Pemanfaatan Ruang 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air Minum 
dan Air Limbah 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Pemb. Sal. Drainase/ Gorong-2 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Pengem Bangan, Pengelolaan, 
& Konservasi Sungai, Danau & 
Sumber Daya Air Kawasan 
Program 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Air Minum Dan Air 
Limbah 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Perencanaan, Penga Wasan, 
Pengujian & Pengendalian 
Mutu 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, 
Tata Ruang, Pertanahan, dan 
Perumahan Rakyat 

Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi 
dan Jaringan Pengairan 
Lainnya 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air 

Program Penyediaan Air Baku 
Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air 

Program Pengembangan, 
Pengelolaan, dan Konservasi 
Sungai, Danau dan SDA 
Lainnya 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air 

Program Pengendali Banjir  
Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

4 

Mengembangkan Wilayah 
untuk Mengurangi 
Kesenjangan dan Menjamin 
Pemerataan (PN 2) 

Percepatan Pemulihan 
ekonomi dan reformasi 
perlindungan sosial 

Penguatan 
perekonomian daerah 

Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan (Pertanian         
/Perkebunan)  

Dinas Tanaman Pangan, 
Holtikultura, Perkebunan Dan 
Ketahanan Pangan 

Program Peningkatan Produksi 
Tanaman Pangan 

Dinas Tanaman Pangan, 
Holtikultura, Perkebunan Dan 
Ketahanan Pangan 

Program Peningkatan Produksi 
Hortikultura 

Dinas Tanaman Pangan, 
Holtikultura, Perkebunan Dan 
Ketahanan  

Program Peningkatan Produksi 
Perkebunan 

Dinas Tanaman Pangan, 
Holtikultura, Perkebunan Dan 
Ketahanan Pangan 

Program Peningkatan Produksi 
Hasil Peternakan 

Dinas Peternakan Dan Perikanan 

Program Pengembangan 
Wilayah Transmigrasi 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 

Program Pengembangan 
Usaha Mikro Kecil Menengah 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia yang Berkualitas dan 
Berdaya Saing (PN 3) 

Program Pengembangan 
Industri Kecil dan Menengah 

Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian 

Program Pengembangan 
Perdagangan Dalam Negeri               

Dinas Perdagangan Dan 
Perindustrian 

Program Peningkatan Efisiensi 
Perdagangan Dalam Negeri 

Dinas Perdagangan Dan 
Perindustrian 

Program Pemberdayaan Fakir 
miskin, komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya 

Dinas Sosial 

Program Pencapaian SPM  Dinas Sosial 

Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

Badan Perencanaan, 
Pembangunan, Penelitian 
Danpengembangan Daerah 

Program Perencanaan 
Pembangunan Sosial Dan 
Budaya 

Badan Perencanaan, 
Pembangunan, Penelitian 
Danpengembangan Daerah 



 

 

 RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 31 | BAB IV 

NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk Pertumbuhan 
Berkualitas dan Berkeadilan 
(PN 1) 

Peningkatan investasi 
dan daya saing 
pariwisata daerah 

Program Peningkatan Promosi 
dan Kerjasama Investasi 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Program Peningkatan Iklim dan 
Investasi dan Realisasi 
Investasi 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Program Pengembangan 
Kemitraan 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata  

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

5 

Membangun Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana, dan 
Perubahan Iklim (PN 6) 

Pengelolaan 
Sumberdaya Alam 
Berbasis Kelestarian 
Daya Dukung Dan Daya 
Tampung Lingkungan 
Hidup Serta 
Meningkatkan 
Ketahanan Bencana 

Penguatan dan 
pemerataan 
infrastruktur wilayah 

Program PengeLolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

Dinas Lingkungan Hidup 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Serta Perubahan Iklim Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Program Peningkatan Kualitas 
Dan Akses Informasi Sumber 
Daya Alam  Dan Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 

Program Pengendalian 
Pencemaran Dan Perusakan 
Lingkungan Hidup  

Dinas Lingkungan Hidup 

Program Pengendali Banjir  
Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air 

6 

Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan 
Transformasi Pelayanan 
Publik (PN 7) 

Peningkatan kualitas 
reformasi birokrasi dan 
tata kelola serta 
pelayanan publik 

Perbaikan tata kelola 
pemerintahan dan 
pelayanan public 

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 

Inspektorat 

Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Badan Perencanaan, 
Pembangunan, Penelitian 
danPengembangan Daerah 

Program Peningkatan Dan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Badan Keuangan Dan Aset Daerah 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Program Penataan Administrasi 
Kependudukan 

Dinas Kependudukan & 
Pencatatan Sipil Kab. Sidrap 

Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

Program peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan BLUD 

Rumah Sakit Umum Daerah 

Program Optimalisasi 
Pelayanan Perizinan 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Program Peningkatan dan 
Pengembangan 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Dan 
Kelurahan 

Kecamatan 

Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Perdesaan 

Kecamatan 
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NO PRIORITAS NASIONAL 
PRIORITAS SULAWESI 

SELATAN 

PRIORITAS 
SIDENRENG 
RAPPANG 

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membangun Desa 

Kecamatan 

7 
Revolusi Mental dan 
Pembangunan Kebudayaan 
(PN 4) 

  

Peningkatan aktifitas 
dan kualitas kehidupan 
sosial masyarakat 
yang religious, 
berbudaya dan aman. 

Program Pemeliharaan 
Kantrantibma s dan 
Penecgahan Tindak Kriminal 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran 

Program Peningkatan 
Pemebrantasan Penyakit 
Masyarakat (PEKAT) 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran 

Program Peningkatan 
Pemahaman dan Penegakan 
Peraturan 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran 

Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas Dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 

Badan Kesatuan Bangsa Dan 
Politik 
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4.3. Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam 

rangka percepatan penanganan pencegahan corona virus disease (Covid-

19), kebijakan ini akan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan 

kondisi dan situasi serta kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah ditingkat 

yang lebih tinggi. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah kesehatan 

dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, Kementerian 

Keuangan mengerahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk 

mendukung penanganan covid-19. Dalam hal ini, Kemenkeu telah 

membuat peraturan yang mendorong Pemerintah Daerah untuk 

melakukan refocusing anggaran untuk tujuan penanganan covid-19. Oleh 

karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak 

menjalankan Langkah-langkah pencegahan dan penanganan covid-19 

karena ketiadaan anggaran. Pemerintah Daerah memiliki peran yang 

sangat penting dalam pencegahan dan penanganan covid-19 di daerah 

kewenangannya. Dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan 

beserta peraturan turunannya, Pemerintah Daerah didorong untuk segera 

Menyusun Langkah yang akan dilakukan untuk penanganan covid-19.                                                    

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa 

terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga 

masyarakat dan perekonomian, melalui Perppu No. 1/2020 dan Perpres 

No. 54/2020. Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin 

meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan 

Pemda melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan 

APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk 

itu,Pemda perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman 

yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri 

dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 

tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka 
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Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 

Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi 

Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD 

tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) 

dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemda dalam 

pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK 

No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan 

APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU 

dan/atau DBH-nya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati 

Sidenreng Rappang Nomor: 210/III/2020 tentang Penetapan Status siaga 

darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Selain itu, telah ditetapkan pula Keputusan Bupati 

Sidenreng Rappang Nomor 228/III/2020 tentang Pembentukan Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) dengan 

tujuan: 

a. Meningkatkan ketahanan daerah dibidang Kesehatan; 

b. Mempercepat penanganan covid-19 melalui sinergi antar perangkat 

daerah dan stakeholder terkait; 

c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran covid-19; 

d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; 

e. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, 

mendeteksi dan merespon terhadap covid-19. 
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Dengan tugas sebagai berikut: 

a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan 

penanganan covid-19 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

percepatan penanganan covid-19 

c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan covid-

19 

d. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan percepatan 

penanganan covid-19 

e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan covid-19 kepada 

Bupati. 

Adapun inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang terkait penanganan 

covid-19 adalah sebagai berikut: 

DESKRIPSI URAIAN 

Bentuk Inovasi/ 
Inisiasi 

Inovasi Pelayanan Publik 

Penggagas Dan 
Pelaksana 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan 
Masyarakat 

Deskripsi Inisiasi 
Yang Dilakukan 

1. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor Pasar 
Tradisional (Pasar Sentral Pangkajene) 
Latar Belakang Inovasi: 
 
Sejak pandemic Covid-19 ini merebak hampir seluruh sektor 
terkena dampaknya tidak terkecuali Sektor Pasar Tradisional. 
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pasar Tradisional 
merupakan tempat berkumpulnya pedagang dan pembeli 
untuk melakukan transaksi sehingga salah satu tempat yang 
sangat berpotensi untuk terjadinya penularan Virus Covid-19 
adalah di Pasar tradisional. Sebelum adanya wabah Covid-19 
ini, Pasar-pasar Tradisional di Kabupaten Sidenreng Rappang 
beroperasi tiga hari dalam sepekan yakni pada setiap hari 
Senin, Rabu dan Sabtu dengan durasi waktu mulai dari pukul 
07.30 pagi sampai dengan pukul 16.00 Sore. Akan tetapi hal 
tersebut berubah saat terjadi wabah Covid-19, Pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang mengambil langkah-langkah 
preventif untuk mencegah penularan dan penyebaran virus 
Covid-19 ini dengan melakukan pemberlakuan Protokol 
Kesehatan di Sektor Pasar Tradisional dengan cara : 
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1. Menerbitkan surat Edaran tentang waktu pengoperasian 
Pasar Tradisional didalamnya dimuat durasi waktu 
operasional Pasar dipersingkat mulai pukul 08.00 pagi 
hanya sampai dengan pukul 12.00 Siang; 

2. Mewajibkan setiap pedagang dan pengunjung di Pasar 
Sentral Pangkajene menggunakan alat pelindung diri 
berupa (masker sarung tangan) untuk mencegah 
penularan virus Covid-19 melalui droplet; 

3. Sebelum memasuki Lokasi Pasar, pada saat dipintu 
masuk pasar para pembeli terlebih dahulu pengecekan 
suhu tubuh, bagi pengunjung yang memiliki suhu tubuh di 
atas 38 derajat celcius dilarang untuk masuk di area 
pasar; 

4. Melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) ditempat 
yang telah di sediakan dengan cara antri dan tetap 
menjaga jarak aman (Physical Distancing); 

5. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan 
yang baik dan benar, cara mencegah penularan covid-19 
dan etika batuk/ bersin). 

Dalam rangka menerapkan New Normal Life atau Penerapan 
Tatanan Hidup Normal Baru  ini, Pemerintah Kabupaten 
Sidenreng Rappang dan Seluruh masyarakat secara sadar, 
tetap melakukan Protokol Kesehatan sebagaimana dilakukan 
pada saat pemberlakuan Social Distancing (Pembatasan 
Sosial). Cuma ada sedikit berbeda yakni setelah Pemerintah 
Kab. Sidenreng Rappang melakukan Evaluasi terkait 
kebijakan pembatasan waktu Operasional Pasar Tradisional, 
ternyata hal tersebut tidak bisa mengurai kepadatan 
pengunjung yang membludak ketika hari Pasar. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten 
Sidenreng Rappang melalui Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian melakukan Inovasi “BELANJA SEMBAKO 
ONLINE”. Yang kedua, Pemerintah mencoba untuk 
menambah waktu Operasional Pasar yang tadinya buka tiga 
hari dalam sepekan dan tutup pada pukul 12.00 siang, 
kemudian buka tiap hari dan tutup pada pukul 16.00 sore. 
 

2. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor Pasar 
Modern/Minimarket 
Latar Belakang Inovasi: 
 
Pemberlakuan Tatanan Hidup Normal Baru oleh Pemerintah 
bertujuan agar roda perekonomian diberbagai sektor dapat 
berjalan dan pulih kembali seperti sediakala. Akan tetapi 
dengan diberlakukannya New Normal Life ini bukan berarti 
bahwa kita sudah aman dari ancaman penularan virus Covid-
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19 ini sehingga protokol-protokol kesehatan yang menjadi 
SOP dalam kehidupan sehari-hari diabaikan. Pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan Tim 
Gugus Tugas penaganan Covid-19 Kabupaten Sidenreng 
Rappang terus mendorong mini market-mini market yang 
tersebar di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 
tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana 
ditetapkan pemerintah dalam rangka meminimalisir dan 
memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini. Salah 
satunya mini Market yang berada di wilayah Ibukota 
Pangkajene tepatnya di Poros Jalan Trans Sulawesi. Ada 
beberapa langkah-langkah yang diwajibkan bagi setiap mini 
market untuk dilakukan sebagai SOP dalam rangka 
pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini yakni : 
1. Wajib menyiapkan fasilitas Cuci tangan di luar toko serta 

mewajibkan kepada konsumen untuk melakukan CTPS 
(Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum masuk belanja; 

2. Konsumen di wajibkan memakai masker ketika masuk toko; 
3. Rutin membersihkan gagang pintu masuk dengan cara 

melakukan penyemprotan cairan disinfektan kegagang 
pintu masuk; 

4. Sebelum masuk toko maka salah satu karyawan toko 
ditugaskan untuk melakukan thermoscan atau deteksi 
suhu tubuh, apabila didapati suhu tubuh calon pelanggan 
diatas 38 derajat celcius maka tidak di perbolehkan 
memasuki toko; 

5. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan 
yang baik dan benar, cara mencegah penularan covid-19 
dan etika batuk/ bersin) di pintu masuk toko; 

6. Tetap menerapkan Jaga jarak aman (physical Distancing) 
di dalam toko, khususnya di zona transaks/ didepan meja 
kasir; 

7. Seluruh karyawan toko diwajibkan memakai Alat 
Pelindung Diri (APD) serta senantiasa menjaga 
kebersihan di ekitar area tempat kerja sebelum kegiatan 
pelayanan berlangsung; 

8. Melakukan pembatasan jumlah konsumen yang belanja 
didalam toko, jumlah orang yang boleh masuk toko 
disesuaikan dengan luas area toko agar physical 
Distancing tetap berlaku. 
 

3. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor 
Restoran/Kafe (Kawasan Kuliner “Panker”) 
Latar Belakang Inovasi: 
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Panker adalah salah satu kawasan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat 
Pusat Kuliner, sebagai kawasan pusat kuliner tentunya hal ini 
merupakan tempat yang paling rentan terhadap penyebaran 
dan penularan Virus Covid-19. Untuk mengantisipasi hal 
tersebut maka, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 
dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 
selaku Leading sektor bekerjasama dengan Instansi terkait 
dibantu oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dalam 
penerapan tatanan Hidup Normal Baru ini melakukan langkah-
langkah protokol kesehatan dilokasi tersebut dengan 
melakukan hal-hal sebagai berikut : 
1. Mewajibkan kepada setiap pengunjung yang datang ke 

area Panker untuk selalu memakai masker, 
2. Mencuci tangan pakai sabun sebelum memasuki area 

kawasan Kuliner, 
3. Pelayan makanan yang berada di Kawasan Kuliner wajib 

menggunakan sarung tangan, masker dan face shield, 
4. Setiap pedagang diwajibkan memasang pesan-pesan 

kesehatan (cara mencuci tangan yang baik dan benar, 
cara mencegah penularan Covid-19 dan etika 
batuk/bersin) di tenant jualannya, 

5. Setiap pedagang kuliner yang berjualan dilokasi tersebut, 
wajib menyiapkan sabun dan tempat cuci tangan di tenant 
masing-masing, 

6. Menata jarak meja dan kursi makan sesuai prosedur jaga 
jarak (physical Distancing) berdasarkan Standar 
Operasional Prosedur penanganan Covid-19 serta 
memasang peghalang plastik di tengah meja, 

7. Membatasi durasi waktu bagi pengunjung dengan cara 
menghimbau pengunjung yang telah selesai makan agar 
segera pulang. 

8. Menghimbau kepada para pedagang untuk membuka 
layanan Delivery Order untuk membatasi jumlah 
pengunjung. 
 

4. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor Perhotelan 
(Hotel Grand Zidny) 
Latar Belakang Inovasi: 
 
Pemberlakuan kebijakan Hidup Normal Baru oleh Pemerintah 
bertujuan agar roda perekonomian diberbagai sektor dapat 
berjalan dan pulih kembali seperti sediakala. Akan tetapi 
dengan diberlakukannya New Normal Life ini bukan berarti 
bahwa kita sudah aman dari ancaman penularan virus Covid-
19 ini sehingga protokol-protokol kesehatan yang menjadi 
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SOP dalam kehidupan sehari-hari diabaikan. Pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Dinas 
Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata bekerjasama dengan 
Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten 
Sidenreng Rappang terus mendorong hotel dan penginapan 
yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 
tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana 
ditetapkan pemerintah dalam rangka meminimalisir dan 
memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini. Salah 
satunya Hotel Zidny yang berada di wilayah Ibukota 
Kabupaten Sidenreng Rappang. Ada beberapa langkah-
langkah yang diwajibkan bagi setiap pemilik Hotel dan 
penginapan untuk dilakukan sebagai SOP dalam rangka 
pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini yakni: 
1. Rutin membersihkan gagang pintu masuk dengan cara 

melakukan penyemprotan cairan desinfektan kegagang 
pintu masuk hotel; 

2. Wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan diluar hotel serta 
mewajibkan kepada tamu hotel untuk melakukan CTPS 
(Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum masuk lobby Hotel; 

3. Tamu diwajibkan memakai masker selama berada di area 
hotel; 

4. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan 
yang baik dan benar, cara mencegah penularan covid-19 
dan etika batuk/ bersin) pada pintu masuk Lobi hotel; 

5. Sebelum masuk lobi hotel maka salah satu karyawan 
hotel ditugaskan untuk melakukan thermoscan atau 
deteksi suhu tubuh, apabila didapati suhu tubuh tamu 
diatas 38 derajat celcius maka tidak di perbolehkan 
memasuki Lobi hotel; 

6. Tetap menerapkan Jaga jarak aman (physical 
Distancing) di dalam hotel; 

7. Seluruh karyawan hotel diwajibkan memakai Alat 
Pelindung Diri (APD) serta senantiasa menjaga 
kebersihan di sekitar area tempat kerja sebelum kegiatan 
pelayanan berlangsung; 

8. Pihak Hotel diwajibkan menyediakan Handsanitizer 
diruang tunggu lobby; 

9. Memberlakukan Physical Distancing dilobi hotel dengan 
menjaga jarak tempat duduk bagi tamu hotel yang akan 
melakukan proses Check in. 
 

5. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor PTSP 
Latar Belakang Inovasi: 
 
Sebelum adanya pandemi Covid-19 masyarakat Kabupaten 
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Sidenreng Rappang dapat langsung mendatangi kantor 
DPMPTSP untuk meminta info terkait kelengkapan berkas 
izinnya. Namun setelah adanya pandemi Covid-19 masyarakat 
diarahkan untuk kekantor Kelurahan/desa untuk pengambilan 
blangko perizinan yang telah disediakan disetiap Kantor 
Kelurahan dan Desa, dan selanjutnya untuk info yang belum 
dipahami pemohon izin dapat menghubungi petugas 
DPMPTSP secara Online yang akan diberi penjelasan oleh 
petugas pelayanan perizinan DPMPTSP. Setelah berkas 
dilengkapi oleh  pemohon maka blangko serta persyaratan 
dapat langsung diserahkan/diantar kekantor DPMPTSP. Pada 
saat penyerahan blangko perizinan pemohon harus 
melakukan protocol kesehatan terlebih dahulu sebelum 
memasuki area pelayanan perizinan. 
1. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 

pelayanan perizinan, membuat inovasi Video Call untuk 
mendapatkan info terkait syarat-syarat perizinan dan 
teknis pengiriman blangko via aplikasi WhatsApp; 

2. Pengunjung diwajibkan memakai maske dan dilakukan 
pengecekan suhu tubuh oleh petugas, serta mencuci 
tangan sebelum memasuki area ruang perizinan; 

3. Petugas pelayanan diwajibkan menggunakan APD berupa 
masker, Face shield dan sarung tangan; 

4. Pengunjung tetap menjaga jarak aman (Physical 
Distancing) selama berada di ruang perizinan. 

 
6. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor Tempat 

Wisata (Kawasan Wisata Buatan Puncak Bila) 
Latar Belakang Inovasi: 
 
Penerapan Tatanan Hidup Normal Baru oleh pemerintah 
membawa angin segar bagi para pelaku usaha, tak terkecuali 
sektor Pariwisata yang merupakan salah satu sektor yang 
sangat merasakan dampak ekonomi akibat pemberlakuan 
Social Dystancing dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan 
lamanya. Turunnya jumlah pengunjung bahkan ditutupnya 
Objek wisata memaksa pelaku usaha pariwisata untuk 
merumahkan hampir sebagian besar karyawan untuk 
mensiasati biaya operasional pemeliharaan Objek wisata. 
Olehnya itu, untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Dinas 
Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata bekerjasama dengan 
Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten 
Sidenreng Rappang mengambil langkah-langkah strategis 
dengan membolehkan para pengelola Tempat Wisata untuk 
membuka kembali Objek Wisatanya dengan catatan tetap 



 

 

 RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 43 | BAB IV 

menerapkan SOP protokol kesehatan sesuai yang diterapkan 
pada masa pemberlakuan Social Dystancing dulu.  
Salah satu objek wisata yang telah siap menyongsong 
penerapan tatanan hidup Normal Baru ini yaitu Objek Wisata 
Buatan Puncak Bila yang terletak di Kecamatan Pitu Riase 
Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan Objek wisata 
terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai bukti 
kesiapan Pengelola Objek Wisata ini dalam menyongsong 
New Normal Life ini, beberapa langkah-langkah protokol 
kesehatan yang inovatif telah siap diterapkan diantaranya: 
1. Pemesanan Tiket masuk dilakukan dengan system 

Online, untuk membatasi jumlah pengunjung yaitu 50% 
dari kapasitas Objek Wisata; 

2. Mewajibkan Pengujung dan Karyawannya untuk 
menggunakan APD sesuai standar penanganan Covid-19 
serta karyawan senantiasa selalu menjaga kebersihan di 
area Taman Wisata; 

3. Pengunjung dan Karyawan wajib menjaga jarak antara 
sesama pengunjung atau karyawan paling sedikit dalam 
rentang 1 meter; 

4. Menyediakan fasilitas Cuci tangan/ sabun/ Hand sanitizer 
yang mudah diakses oleh pengunjung; 

5. Mewajibkan kepada pengunjung untuk melakukan CTPS 
(Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum masuk area objek 
wisata; 

6. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan 
yang baik dan benar, cara mencegah penularan covid-19 
dan etika batuk/ bersin) pada tempat-tempat yang mudah 
terlihat; 

7. Dipintu masuk lokasi Pariwasata salah satu karyawan 
ditugaskan untuk melakukan thermoscan atau deteksi 
suhu tubuh, apabila didapati suhu tubuh pengunjung 
diatas 38 derajat celcius maka tidak di perbolehkan 
memasuki lokasi tempat wisata; 

8. Melakukan pembatasan jumlah pengunjung pada masing-
masing wahana yang ada. 
 

7. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor 
Transportasi Umum 
Latar Belakang Inovasi: 
 
Salah satu tempat yang berpotensi besar terjadinya penularan 
virus Covid-19 adalah angkutan umum, hal ini memaksa 
Pemerintah berpikir keras untuk mencari ide-ide kreatif yang 
inovatif dengan mencari format protocol kesehatan yang cocok 
diterapkan di angkutan umum, terlebih lagi dengan 
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diterapkannya kebijakan Hidup Normal Baru dimana 
masyarakat dituntut kesadarannya untuk tetap melaksanakan 
protokol kesehatan ketika pemberlakuan Social Dystancing 
dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 
melalui Dinas Perhubungan  selaku leading sektor 
bekerjasama dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 
menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan 
penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) pada 
pergerakan orang dan barang menggunakan moda 
transportasi meliputi: 
1. Memastikan seluruh area transportasi umum bersih, 

membersihkan mesin, ganggang pintu mobil, kursi, 
jendela, lantai, kemudi dengan desinfektan dengan cara 
dilap atau disemprot secara berkala tiap hari; 

2. Pengemudi angkutan umum wajib mengenakan APD 
berupa masker dan sarung tangan, dan mewajibkan calon 
penumpangnya untuk mengenakan masker serta 
menyediakan Handsanitizer didalam mobilnya; 

3. Pengemudi angkutan umum dapat menjual masker 
kepada calon penumpang yang kebetulan tidak memakai 
masker dan menolak penumpang yang tidak mau 
menggunakan masker; 

4. Melakukan pembatasan jumlah penumpang sebagai 
upaya jaga jarak aman didalam angkutan umum, 

 
8. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor Pasar 

Tradisional (Pasar Sentral Pangkajene) 
Output yang diperoleh dari Inovasi ini: 

• Dengan adanya aplikasi sederhana “BELANJA SEMBAKO 

ONLINE” ini maka dapat meminimalisir penyebaran Covid-

19 serta memudahkan bagi Konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan Pokoknya sehari-hari, 

• Terciptanya lapangan pekerjaan baru yakni Jasa Kurir, 

dimana proses pengantaran barang melalui aplikasi 

“BELANJA SEMBAKO ONLINE” dilakukan oleh kurir, 

• Dengan penambahan jadwal Operasional Pasar ini dapat 

memperkecil resiko penularan virus Covid-19 karena 

kepadatan pengunjung pasar dapat terurai. 

9. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor Pasar 
Modern/Minimarket 
Output yang diperoleh dari Inovasi ini: 
Konsumen dapat berbelanja dengan tenang tanpa khawatir 
bersentuhan dengan konsumen lainnya karena adanya 
pembatasan jumlah pengunjung yang berada di dalam 
minimarket. 
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10. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor 

Restoran/Kafe (Kawasan Kuliner “Panker”) 
Output yang diperoleh dari Inovasi ini: 
Dengan adanya layanan Delivery Order ini, selain membatasi 
jumlah pengunjung, pusat Kuliner Panker ini dapat membuka 
lapangan kerja baru yakni Kurir kuliner sehingga roda 
perekonomian akan tetap berjalan sebagaimana yang di 
harapkan. 
 

11. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor Perhotelan 
(Hotel Grand Zidny) 
Output yang diperoleh dari Inovasi ini: 
Pulihnya Perekonomian di sektor jasa perhotelan sehingga 
kontribusi khususnya pendapatan daerah di sector Pariwisata 
dapat bertambah lagi. 

 

12. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor PTSP 
Output yang diperoleh dari Inovasi ini: 

• Masyarakat lebih terjangkau dengan pengambilan blangko 

pendaftaran izin yang berada dilokasi kantor Kelurahan/ 

Desa tempat tinggalnya. 

• Apabila terdapat hal yang belum dipahami dan ingin 

ditanyakan, terdapat layanan online yang akan dijelaskan 

langsung oleh petugas perizinan DPMPTSP. 

 

13. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor Tempat 
Wisata (Kawasan Wisata Buatan Puncak Bila) 
Output yang diperoleh dari Inovasi ini: 

Dengan penerapan inovasi new normal life disektor Pariwisata 
ini, diharapkan roda perekonomian yang semula bergerak 
melambat akhirnya bisa berjalan normal kembali. 
 

14. Penerapan New Normal Life Covid-19 pada Sektor 
Transportasi Umum 
Output yang diperoleh dari Inovasi ini: 

Pengemudi angkutan umum mendapatkan penghasilan dari 
penjualan maskernya dan penghasilan dari jasa mengantar 
penumpangnya. 
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BAB V 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 Kabupaten 

Sidenreng Rappang merupakan Dokumen Tahunan yang berisi Rencana 

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disusun dalam bentuk 

kerangka Pendanaan dan sekaligus menjawab isu-isu strategis yang ada 

dan menjawab aspirasi masyarakat serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021 untuk 

mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pencapaian Visi dan 

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2018 – 2023 

melalui Program Prioritas Pembangunan Daerah, maupun untuk 

pemenuhan Pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan 

Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pendanaannya 

dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan 

Maju Tahun 2022 (terlampir). 

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah 

melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan 

ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2021, Perumusan program 

prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam 

menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang dijelaskan pada table 

berikut: 
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Tabel 5.1. 
 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021  

No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Peningkatan Akses 
Pendidikan Dan 
Kesehatan 

Meningkatnya 
Kualitas Sumber 
Daya Manusia 

Program Pendidikan Anak 
Usia Dini 

Jumlah Warga Negara Usia 5 - 
6 Tahun yang Berpartisipasi 
Dalam Pendidikan PAUD (%) 

100% 11,056,815,000 
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun 

Persentase Warga Negara 
Usia 7 - 15 Tahun yang 
Berpartisipasi Dalam 
Pendidikan Dasar (SD/MI, 
SMP/MTs) 

100% 348,976,320,000 
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Program Pendidikan 
NonFormal 

Jumlah Warga Negara Usia 7 - 
18 Tahun yang Belum 
Menyelesaikan Pendidikan 
Dasar dan atau Menengah 
yang Berpartisipasi Dalam 
Pendidikan Kesetaraan (%) 

100% 5,765,760,000 
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Program Peningkatan 
Kualifikasi Dan Mutu 
Pendidik Dan Tenaga 
Kependidikan 

Persentase Guru yang 
memenuhi kualifikasi S1/D-IV 
(%) 

98.5 404,250,000 
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Meningkatnya derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Program Obat Dan 
Perbekalan Kesehatan 

Persentase Pemenuhan Obat 
di fasiltas Kesehatan 

100% 5,187,000,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Cakupan Biaya Dan 
Pemeliharaan Puskesmas 

14 PKM 13,964,848,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Pengawasan 
Obat Dan Makanan 

Cakupan Pengawasan Obat 
Dan Makanan Di Opotek Dan 
Pasar 

180 
Apotek, 
Pasar, 

Warung 

117,000,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Promosi 
Keehatan Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Cakupan Rumah Tangga Ber-
PHBS 

37.7 
00Rumah 

326,550,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Cakupan Balita Gizi Buruk 
Mendapat Perawatan 

0 2,105,000,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Pencegahan 
Dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

Persentase Penemuan Dan 
Penanganan Penyakit Menular 

100% 1,532,319,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Persentase Penduduk Yang 
Menggunakan Air Minum 
Sehat 

56% 1,131,913,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Pengadaan, 
Peningkatan Dan 
Perbaikan Sarana Dan 
Prasarana Puskesmas/ 
Puskemas Pembantu Dan 
Jaringannya 

Persentase Sarana Pelayanan 
Kesehatan Yang 
Dibangun/Diperbaiki 

100% 34,592,350,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana Dan 
Prasarana Rumah Sakit/ 
Rumah Sakit Jiwa/ 
Rumah Sakit Paru-Paru/ 
Rumah Sakit Mata 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Rumah Sakit Yang 
di Bangun 

100% 49,725,323,691 RSUD 

Program Kemitraan 
Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan  

Persentase Pelayanan 
Kesehatan Dengan Kemitraan 

100% 33,781,234,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Pencegahan 
Dan Penanggulangan 
Penyakit Tidak Menular 

Persentase Penemuan Dan 
Penanganan Penyakit Tidak 
Menular 

100 150,000,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

Jumlah Tenaga Kesehatan Yg 
Berperestasi 

5 Tenaga 
Kesehatan 

150,000,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 

Jumlah Ibu Bersalin Yang 
Mendapatkan Layanan 
Kesehatan  

100% 720,000,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Pelayanan 
Kesehatan Anak Balita 

Jumlah Anak Balita Yang 
Mendapatkan Layanan 
Kesehatan  

100% 190,000,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
Lansia 

Jumlah Warga Negara Usia 
Lanjut Yang Mendapatkan 
Layanan Kesehatan  

100% 100,000,000 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

2 
Penguatan 
Perekonomian 
Daerah 

Meningkatnya 
produktivitas sektor-
sektor perekonomian 
daerah 

Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 
(Pertanian         
/Perkebunan)  

Nilai Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH)   

88 

1,185,000,000 

Dinas Tanaman 
Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan Dan 
Ketahanan Pangan Nilai Konsumsi Kalori Protein 

(Gr/Hr) 
177 

Program Peningkatan 
Produksi Tanaman 
Pangan 

Produksi Padi (Ton) 631,607 

47,991,761,250 

Dinas Tanaman 
Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan Dan 
Ketahanan Pangan 

Produksi Jagung (Ton) 74,228 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Peningkatan 
Produksi Hortikultura 

Produksi Cabai                        
Besar (Ton) 

12,378.30 

1,343,300,000 

Dinas Tanaman 
Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan Dan 
Ketahanan  Produksi Cabai                     

Rawit (Ton) 
4,759.19 

Program Peningkatan 
Produksi Perkebunan 

Produksi Kakao (Ton) 8,072.43 

6,587,918,000 

Dinas Tanaman 
Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan Dan 
Ketahanan Pangan 

Produksi Cengkeh (Ton) 759.87 

Produksi Lada (Ton) 94.53 

Program Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan 

Ekor Hasil IB 44,801 

                                       
-    

Dinas Peternakan 
Dan Perikanan 

Ekor Sapi 7,262 

Ekor Kambing 831,906 

Ekor Ayam Buras 44,801 

Program Pengembangan 
Wilayah Transmigrasi 

Persentase transmigrasi 
swakarsa (%) 

23.90% 1,850,000,000 
Dinas Koperasi, 

UKM, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

Program Pengembangan 
Usaha Mikro Kecil 
Menengah 

Persentase UMK terhadap 
total UMKM (%) 

91% 4,395,000,000 
Dinas Koperasi, 

UKM, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

Program Pengembangan 
Industri Kecil dan 
Menengah 

Prosentase Cakupan Pemb. 
Kelompok & pelaku industri 

20.04% 9,770,500,000 
Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Pengembangan 
Perdagangan Dalam 
Negeri               

Prosentase Cakupan 
Pembinaan Usaha 
Perdagangan/Usaha Informal 

20% 1,390,000,000 
Dinas Perdagangan 
Dan Perindustrian 

Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

Meningkatnya Efisiensi Dan 
Efektifitas Perdagangan Dalam 
Negeri 

100% 14,342,000,000 
Dinas Perdagangan 
Dan Perindustrian 

Menurunnya tingkat 
kemiskinan 

Program Pemberdayaan 
Fakir miskin, komunitas 
Adat Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya 

Persentase penyandang cacat 
fisik dan mental, serta lanjut 
usia tidak potensial yang telah 
menerima jaminan sosial 

80% 5,278,200,000 Dinas Sosial 

Program Pencapaian 
SPM  

Jumlah warga negara korban 
bencana kab/kota yang 
memperoleh perlindungan dan 
jaminan sosial 

100% 2,145,000,000 Dinas Sosial 

3 
Peningkatan 
investasi dan daya 

Meningkatnya 
pertumbuhan 

investasi dan daya 

Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

Nilai investasi PMDN dan PMA 
(Juta Rupiah) 

157,128 2,100,000,000 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

saing pariwisata 
daerah 

saing pariwisata 
daerah Program Peningkatan 

Iklim dan Investasi dan 
Realisasi Investasi 

Jumlah Investor Penanaman 
Modal 

198 
                                       
-    

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Persentase PAD Sektor 
Pariwisata  

40% 2,837,000,000 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Program Pengembangan 
Kemitraan 

Jumlah Kelompok Pelaku 
Usaha Wisata Yang Terbentuk 

11 500,000,000 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata  

Jumlah Kunjungan Wisata 750000 650,000,000 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

4 
Penguatan dan 
pemerataan 
infrastruktur wilayah 

Meningkatnya 
ketersediaan layanan 

infrastruktur dasar 

Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Persentase Panjang Jalan 
dalam Kondisi Baik 

56% 45,000,000,000 

Dinas Bina Marga, 
Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, 
dan Perumahan 

Rakyat 

Program Pembangunan 
Saluran Drainase dan 
Gorong – Gorong 

Persentase Drainase Dalam 
Kondisi Baik/ Pembuangan 
Aliran Air Tidak Tersumbat 

7% 7,000,000,000 

Dinas Bina Marga, 
Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, 
dan Perumahan 

Rakyat 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Pembangunan 
Turap/Talud /Bronjong 

Terbangunnya Talud untuk 
memperkuat Jaringan Jalan 

41 2,500,000,000 

Dinas Bina Marga, 
Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, 
dan Perumahan 

Rakyat 

Program Rehabilitasi / 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

Terpeliharanya jaringan Jalan 
dan Jembatan 

35% 1,800,000,000 

Dinas Bina Marga, 
Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, 
dan Perumahan 

Rakyat 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

Persentase Tersedianya dan 
Terpeliharanya Sarana dan 
Prasarana Kebinamargaan 

0.78 1,000,000,000 

Dinas Bina Marga, 
Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, 
dan Perumahan 

Rakyat 

Program Air Minum ( 
Program Penyediaan dan 
Pengelolaan Air Baku ) 

Persentase Penduduk 
Berakses Air Minum yang 
layak 

100% 5,000,000,000 

Dinas Bina Marga, 
Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, 
dan Perumahan 

Rakyat 

Program Pengembangan 
Wilayah Strategis dan 
Cepat Tumbuh 

Persentase  Terbangunnya 
Infrastruktur Jalan di wilayah 
Strategis Khususnya di 
perdesaan 

32% 1,500,000,000 

Dinas Bina Marga, 
Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, 
dan Perumahan 

Rakyat 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Pembangunan 
Infrastruktur Perdesaan 

Terbangunnya Infrastruktur 
Perdesaan 

60% 2,500,000,000 

Dinas Bina Marga, 
Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, 
dan Perumahan 

Rakyat 

Program Pemanfaatan 
Ruang 

Persentase  bangunan ber- 
IMB per satuan bangunan 

100% 650,000,000 

Dinas Bina Marga, 
Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, 
dan Perumahan 

Rakyat 

Program Pengembangan 
dan Pengelolaan 
Jaringan Irigasi dan 
Jaringan Pengairan 
Lainnya 

Persentase Jaringan Irigasi 
yang baik 

65.00% 43,555,000,000 
Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air 

Program Penyediaan Air 
Baku 

Pesentase Penyediaan Air 
Baku 

45.00% 5,000,000,000 
Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air 

Program Pengembangan, 
Pengelolaan, dan 
Konservasi Sungai, 
Danau dan SDA Lainnya 

Persentase Embung Yang 
Tersedia 

70% 1,800,000,000 
Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air 

5 
Perbaikan Tata 
Kelola 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 

Program Pemantauan 
Dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kebijakan  

Persentase Kesesuaian 
Pelaksanaan Kebijakan 
Daerah  

100% 60,000,000 
Bagian Organisasi 

Setda 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase Penjabaran 
Konsistensi Program RPJMD 
Ke Dalam RKPD 

100% 

2,140,000,000 

Badan Perencanaan, 
Pembangunan, 

Penelitian 
danPengembangan 

Daerah 

Persentase Kesesuaian 
Program/Kegiatan Yang 
Direncanakan (RKPD) 
Terhadap Program/Kegiatan  
Yang Dianggarkan  (APBD) 

100% 

Program Peningkatan 
Dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Dokumen Apbd, Perubahan 
Apbd Dan 
Pertanggungjawaban Apbd, 
Dokmentasi Regulasi 
Keuangan Daerah Lainnya 

Dokumen 4,159,950,000 
Badan Keuangan 
Dan Aset Daerah 

Meningkatnya  
kualitas 
penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Persentase wajib KTP yang di 
layani dalam hal pendataan 
dan kepemilikan KTP elektrik 

- 5,235,787,000 
Dinas Kependudukan 

& Pencatatan Sipil 
Kab. Sidrap 

Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Jumlah tenaga dan sarana 
kesehatan bersertifikat atau 
reakreditasi 

2 PKM 1,310,620,000 RSUD 

Program peningkatan 
mutu pelayanan 
kesehatan BLUD 

Persentase Tingkat 
Kemandirian Pengelolaan 
Keuangan 

50% 69,623,478,400 RSUD 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Optimalisasi 
Pelayanan Perizinan 

Indeks Kepuasan Masyarakat 85 500,000,000 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan 

Persentase Izin yang 
diterbitkan 

100 1,760,900,000 
Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Dan 
Kelurahan 

Tingkat Partisipasi Masyarakat 
Kelurahan Dalam Membangun 
Desa 

50% 13,510,646,460 Kecamatan 

6 
Pengembangan 
Kawasan Pedesaan 

Terwujudnya Desa 
Maju dan Mandiri 

Program Pengembangan 
Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

Jumlah Bumdes yang lebih 
mandiri dan terlatih dalam 
pengembangan lembaga 
ekonomi; 

68 

410,000,000 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Terciptanya produk unggulan 
pedesaan; 

68 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Tingkat persentase 
pendapatan kelompok 
masyarakat. 

100 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Program Pengembangan 
dan Pembangunan 
Kawasan Perdesaan  

Terbentuknya Kawasan 
Perdesaan Sesuai Potensi dan 
Produk Unggulan Desa 

2 200,000,000 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program pembinaan dan 
fasilitasi pengelolaan 
keuangan desa 

Jumlah desa yang dibina dan 
difasilitasi 

68 1,020,000,000 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

Peningkatan kinerja dan 
manajemen aparatur 
pemerintahan desa dalam 
perencanaan pembangunan. 

68 1,060,000,000 

Penataan kelembagaan 
desa 

Persentase Penataan 
kelembagaan desa 

68 1,545,000,000 

Program Peningkatan 
Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

Tersedianya Sarana Dan 
Prasarana Yang Menunjang 
Tugas Pokok Dan Fungsi 

100% 9,323,448,000 
Badan Keuangan 
Dan Aset Daerah 

7 

Peningkatan 
Aktifitas Dan 
Kualitas Kehidupan 
Sosial Masyarakat 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kehidupan beragama 

Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Penecgahan Tindak 
Kriminal 

Persentase penanganan 
gangguan ketentraman dan 
ketertiban umum 

90% 837,781,000 
Satuan Polisi 

Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran 
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No Prioritas Daerah 
Sasaran 

Pembangunan 2021 
Program Prioritas Indikator Program 

TARGET TAHUN 2021 Perangkat Daerah 
Penanggung Jawab 

KINERJA  Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Yang Religious, 
Berbudaya Dan 
Aman 

Program Peningkatan 
Pemebrantasa n Penyakit 
Masyarakat (PEKAT) 

Mewujudkan lingkungan yang 
kondusif, aman, nyaman, tertib 
dan tentram dengan 
masyarakat yang berakhlak 
mulia 

4 Keg 215,000,000 
Satuan Polisi 

Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran 

Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan  

Persentase masyarakat yang 
mendapatkan pembinaan 
wawasan kebangsaan 

100% 705,000,000 
Badan Kesatuan 

Bangsa Dan Politik 

Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas Dan 
Pencegahan Tindak 
Kriminal 

Persentase Koordinasi Tim 
Dalam Rangka Cegah Dini 
Dan Deteksi Dini 

100% 1,500,000,000 
Badan Kesatuan 

Bangsa Dan Politik 
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BAB VI 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  

 
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja 

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. 

Untuk mengukur keberhasilan Program Pembangunan, maka telah 

dipilih dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesejahteraan 

masyarakat dan harus menjadi subjek penerima terbesar manfaat dari 

pembangunan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang serta memberi 

gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Sedang untuk penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pemenuhan 

kinerja pada Aspek Kesejahteraan, Layanan Umum dan Daya Saing. Hal 

ini bertujuan mengakumulasi pencapaian Indikator Program 

Pembangunan Daerah setiap tahun atau Indikator Capaian yang bersifat 

mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat 

dicapai. 

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidenreng 

Rappang terhadap capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan secara rinci disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 6.1 
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO INDIKATOR SATUAN 
REALISASI  

2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD  

2020 2021 2020 2021 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 Indeks Pendidikan Poin 62,02 63,61 64,53 63,61 64,53 

2 Indeks Kesehatan Poin   75,7 76,0 75,70 76,00 

3 Pertumbuhan PDRB % 4,65 5,53 5,80 3,81  5,50  

4 Angka kemiskinan % 4,79 4,90 4,83 5,78 5,25 

5 Gini Ratio Poin  0,284 0,323 0,316 0,323 0,316 

6 Nilai investasi Juta Rupiah 90,114 157,052 157,127 99,125  157,155  

7 Jumlah Objek Wisata Baru Objek 5 1 1  1 1  

8 Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik % 52 54 56  54 56  

9 Persentase Jembatan dalam kondisi baik %  75 78 80  78 80  

10 
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi 
Baik 

% 79 60 65  81 83  

11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin  66,525 73,36 73,4  73,36 73,4  
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NO INDIKATOR SATUAN 
REALISASI  

2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD  

2020 2021 2020 2021 

1 2 3 4 6 7 8 9 

12 Nilai SAKIP Nilai 56,77 56,75 60,09 56,75 60,09 

13 Opini laporan keuangan Opini WTP WTP WTP  WTP WTP  

14 Indeks Kepuasan Masyarakat % 74.58 76.61 77.14 76.61 77.14 

15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 92,87  93,31 94,04 93,31 94,04 

16 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 31,37 51,5 52,67 51,5 52,67 

17 Indeks Ketahanan Sosial Poin 0,7470 0,748 0,7501 0,748 0,7501 

18 Indeks Ketahanan Ekonomi Poin 0,5577 0,5769 0,6631 0,5769 0,6631 

19 Indeks Ketahanan Lingkungan Poin 0,6392 0,6501 0,6537 0,6501 0,6537 

20 Persentase Angka Kriminalitas per 10.000 % 12,14 14,41 13,62 14,41 15,08  

21 
Persentase Benda, Situs dan Kawasan 
Cagar budaya Yang dilestarikan 

% 9 62,5 75  15 18  
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NO INDIKATOR SATUAN 
REALISASI  

2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD  

2020 2021 2020 2021 

1 2 3 4 6 7 8 9 

22 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Terpadu 
Sarana 

Prasarana 
 2 2 2 2  2  

 
Adapun INDIKATOR KINERJA KUNCI Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan secara rinci disajikan sebagaimana tabel di bawah ini: 

 
Tabel 6.2 

Proyeksi Target Capaian Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan  
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang 

NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi  

1.1 Pertumbuhan PDRB % 4,65 5,53 5,80 3,81  5,50  

1.2 PDRB perkapita Juta Rupiah 46,01 46,31 48,85  29,14 30,57  

1.3 Gini Ratio Poin  0,284 0,323 0,316 0,323 0,316 

1.4 Angka kemiskinan % 4,79 4,90 4,83 5,78 5,25 

1.5 
Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur wilayah 
(Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur 
Ulang, Transportasi dan Pergudangan,serta 

% 8,42 8,42 8,50 8,42 8,50 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

Konstruksi) 

1.6 Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik % 52 54 56 54 56 

1.7 Persentase Jembatan dalam kondisi baik % 75 78 80 78 80 

1.8 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik % 79 60 65  81 83  

1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 66,525 73,36 73,4  73,36 73,4  

1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 55,1 55,55 60,08 55,55 60,08 

1.11 Nilai SAKIP Poin 56,77 56,75 60,09 56,75 60,09 

1.12 Opini laporan keuangan Opini WTP WTP WTP  WTP WTP  

2 Fokus Kesejahteraan Sosial 

2.1 Indeks pembangunan manusia Poin 71.05 71.30 71.80 63,61 64,53 

2.2 Indeks Pendidikan Poin 62,02 63,61 64,53 75,70 76,00 

2.3 Indeks Kesehatan Poin   75,7 76,0  76,37 76,49  

2.4 Tingkat pengangguran terbuka % 4.75 4.62 4.57 5.26 5.01 

2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 92,87  93,31 94,04 93,31 94,04 

2.6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 31,37 51,5 52,67 51,5 52,67 

2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat % 74.58 76.61 77.14 76.61 77.14 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

2.8 
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar 
budaya Yang dilestarikan 

% 9 62,5 75  15 18  

B ASPEK PELAYANAN UMUM 

  URUSAN WAJIB 

  TERKAIT PELAYANAN DASAR 

B.1 PENDIDIKAN 

1.1.1 APK Pendidikan Anak Usia Dini  % 58.23 60 65 60  65  

1.1.2 Persentase PAUD Berakreditasi  % 80 75 78 83  85  

1.1.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah  Tahun 7.89 8,15 8,2  8.15 8.2  

1.1.4 Angka Harapan Lama Sekolah  Tahun 12.91 13,40 13,60 13,40  13,60  

1.1.5 
Persentase Guru Bersertifikasi di semua jenjang 
pendidikan  

% 55,33 65 70  65 70  

1.1.6 Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf  % 91.67 92 93 92  93  

B.2 KESEHATAN 

1.2.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat % 72,4 80 82 80 82 

1.2.2 Indeks Kepuasan masyarakat Nilai 75.72 78 79 78 79 

1.2.3 Persensentase Fasilitas Kesehatan terakreditas % 100 100 100 100 100 

1.2.4 Angka Kematian Ibu  %  7.25 16,5 10,5 16,5 10,5 

B.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 



 

 

 

 RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 7 | BAB VI 

NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

1.3.1 Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik % 52 54 56  54 56  

1.3.2 Persentase Jembatan dalam kondisi baik %  75 78 80  78 80  

1.3.3 
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik 
(Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat) 

% 61.32 33 35 33 35 

1.3.4 
Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang 
layak 

% 100 100 100 100  100  

1.3.5 
Proporsi rumah tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap air minum layak, 
perkotaan dan pedesaan 

% 94,75      89,56 93,04 89,56 93,04 

1.3.6 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 86.08 89,56 93,04 89,56 93,04 

B.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

1.4.1 Rasio rumah layak huni % 83.11 83,19 83,29 83,19 83,29 

1.4.2 Persentase Kawasan kumuh tertangani % 29,46 38,83 55,35 38,83 55,35 

1.4.3 
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang 
didukung dengan PSU (lampu jalan/drainase/jalan 
lingkungan) 

% 63.21 66,98 71,69 66,98 71,69 

B.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

1.5.1 
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 
ketentraman dan keindahan)  

% 37 45 47  45  47 

1.5.2 Persentase Penegakan Perda  % 66 75 80  75 80  

B.6 SOSIAL 

1.6.1 
Presentase PMKS yang memperoleh bantuan 
sosial 

% 57,2 90 95  70 100  

1.6.2 Presentase angka PMKS  % 57,2 85 90  70 60  

1.6.3 
Persentase Pelayanan penyelenggaraan urusan 
kebencanaan 

% 94.86 100 100  100 100  

1.6.4 
Persentase Layanan Kebencanaan pada 
masyarakat (Pra bencana, tanggap darurat dan 
pasca bencana) 

% 100 100 100 100 100  

1.6.5 
Persentase layanan pengurangan risiko bencana 
pada masyarakat 

% 100 100 100  100 100  

1.6.6 Persentase korban bencana yang tertangani % 92.85 100 100 100 100  

1.6.7 Persentase penanganan pasca bencana % 87.5 100 100  100 100  

  TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR 

B.7 TENAGA KERJA 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

1.7.1 Angka partisipasi angkatan kerja % 63,8 67,4 70,9 67,4 70,9 

1.7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,75 3,5 3 3,5 3 

B.8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

1.8.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 92,87  93,31 94,04 93,31 94,04 

1.8.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 31,37 51,5 52,67 51,5 52,67 

1.8.3 Tingkat capaian kabupaten Layak Anak tingkat pratama Madya Madya Madya Madya 

B.9 PANGAN 

1.9.1 Kontribusi tanaman pangan terhadap PDRB %  20,98 20,77 22,05 20,77  22,05  

1.9.2 Ketersedian pangan utama Kg 1.021,48  1.802,38 2.002,64 1.802,38 2.002,64 

B.10 PERTANAHAN 

1.10.1 Persentase luas lahan bersertifikat % (ha)  22.54(42449) 100 (12) 100 (17) 100 (12) 100 (17) 

B.11 LINGKUNGAN HIDUP 

1.11.1 Persentase jumlah sampah yang tertangani % 25 65,1 67,4 65,1 67,4 

1.11.2 Tersedianya informasi tentang lingkungan hidup Dok 4 3 4 3 4 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

1.11.3 
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup 

Laporan 3 3 3 3 3 

1.11.4 
Terverifikasinya MHA dan keatrifan local atau 
pengetahuan tradisional 

lokasi 0 2 2 2 2 

1.11.5 
Tersedianya RTH public dalam wilayah 
kota/Perkotaan 

% 15,45 16,36 17,64 16,36 17,64 

B.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

1.12.1 
Jumlah wajib KTP, Akta kelahiran dan Akta 
kematian yang diterbitkan 

% 69 82 85 82 85 

1.12.2 
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
adminstrasi kepndudukan dan pencatatan sipil   

% 80 82 85 82 85 

1.12.3 Persentase penyelasaian KTP el  % 99 82 85 82 85 

1.12.4 
Persentase tingkat pemanfaatan data dan inovasi 
kependudukan 

% 67 82 85 82 85 

B.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

1.13.1 Indeks Desa Membangun Poin 0,6479 0,6583 0,689 0,6583 0,689 

1.13.2 Indeks Ketahanan Sosial Poin 0,7470 0,748 0,7501 0,748 0,7501 

1.13.3 Indeks Ketahanan Ekonomi Poin 0,5577 0,5769 0,6631 0,5769 0,6631 

1.13.4 Indeks Ketahanan Lingkungan Poin 0,6392 0,6501 0,6537 0,6501 0,6537 

B.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

1.14.1 
Rata-rata anak per keluaraga pasangan usia 
subur 

%  2.1 2,3 2,2 2,3 2,2 

B.15 PERHUBUNGAN 

1.15.1 Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas % 4,28 4 3,8 4 3,8 

1.15.2 Jumlah uji kir angkutan umum Unit 5 6 6 6 6 

B.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

1.16.1 
Persentase luas wilayah yang tercoverage 
jaringan internet 

% 71,47 75,74 78,97 75,74 78,97 

1.16.2 
Persentase luas wilayah yang terjangkau 
infrastruktur jaringan internet dan internet lainnya 

% 71,47 75,74 78,97 75,74 78,97 

1.16.3 
Persentase penyebar luasan informasi dan 
kerjasama media yang dikelola 

% 21 50 57 50 57 

B.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

1.17.1 Nilai rata-rata produksi koperasi Juta Rupiah 11.203 750 770          11.300 11.500  

1.17.2 Nilai rata-rata produksi UMKM Juta Rupiah 51 68 78  68 78  

1.17.3 Persentase koperasi aktif % 50,68 55 56  55 56  

1.17.4 Jumlah UMKM yang aktif Unit 26.487 28.407 30.427 28.407 30.427 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

B.18 PENANAMAN MODAL 

1.18.1 Nilai investasi (Juta Rupiah) Juta Rupiah 90,114 157,052 157,127 99,125  157,155  

1.18.2 Indeks Kepuasan Masyarakat  Poin 82.06 83 85  85 87  

B.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

1.19.1 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Terpadu 
Sarana 

Prasarana 
2 2 2 2  2  

1.19.2 Persentase organisasi pemuda yang aktif % 55,26 45,00 57,00 35,00  37,00 

1.19.3 Persentase Prestasi Olahraga % 94,44 12,00 15,00 10,00  12,00  

1.19.4 Persentase praktisi olahraga yang bersertifikat % 10,00 8,00 9,00  12,00 15,00  

B.20 STATISTIK 

1.20.1 Sistem data dan statistic yang terintegrasi    ada ada ada ada ada 

1.20.2 
Persentase domumen data/informasi dan statistic 
sectoral yang dihasilkan  

% 100 100 100 100 100 

B.21 PERSANDIAN 

1.21.1 
Persentase perangkat daerah yang telah 
menggunakan sandi dalam berkomunikasi 
perangkat daerah 

% 100 100 100 100 100 

1.21.2 
Jumlah perangkat daerah yang menggunakan 
sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah 

PD 29 29 29 29 29 

B.22 KEBUDAYAAN 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

1.22.1 
Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan 
Menjadi Daya Tarik Wisata.  

% 50 62,5 75 62,5 75 

B.23 PERPUSTAKAAN 

1.23.1 Indeks Minat Baca Nilai 25 40 45  30 35  

1.23.2 
Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan per 
tahun 

% 20 45 50 30  45  

1.23.3 Rasio Perpustakaan/TBM yang Aktif % 45 60 70  60 70  

1.23.4 
Persentase Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis 
dan Penilai yang memiliki Sertifikat 

% 0 20 30  10 20  

B.24 KEARSIPAN 

1.24.1 
Persentase Penyelenggaraan Kearsipan secara 
Baku 

% 5 30 60  10 15  

1.24.2 
Rasio Instansi Pemerintah/Swasta yang 
Mengelola Arsip Secara Baku 

% 20 30 60 30  50  

1.24.3 
Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang 
Dikelola 

% 25 50 70  40 60  

2 PELAYANAN URUSAN PILIHAN 

2.1 PARIWISATA 

2.1.1 Jumlah Objek Wisata Baru Objek 5 1 1 1  1  
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

2.1.2 
Persentase kunjungan wisatawan domestik dan 
mancanegara 

% 7,99 45,78 60,33 50,00  65,00  

2.2 PERTANIAN 

2.2.1 Hortikultura             

2.2.2 Kontribusi tanaman hortikultura terhadap PDRB % 0,66  0,71 0,73 0,71 0,73 

2.2.3 Produksi Perkebunan             

2.2.4 Kontribusi tanaman perkebunan terhadap PDRB % 2,12 2,80 2,86 2,80 2,86 

2.2.5 Produksi Peternakan             

2.2.6 Kontribusi peternakan terhadap PDRB % 5,41  5,62 6,04 5,62 6,04 

2.3 PERDAGANGAN 

2.3.1 
Persentase perbaikan/penyedian sarana distribusi 
perdagangan 

%  11 11 11  5.5 11  

2.3.2 
Persentase cakupan pembinaan usaha 
perdagangan/ usaha informal 

%  32,67 20 20 10  20  

2.3.3 Persentase tertib Niaga % 58,65  63,46 72,21  25.73 34.30  

2.3.4 
Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Kemetrologian 

%  20 20 20  10 20  
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

2.4 PERINDUSTRIAN 

2.4.1 
Persentase Cakupan  Pembinaan  kelompok dan 
pelaku industri 

% 10,10 19,80 20,04 7,86  20,04  

2.5 TRANSMIGRASI 

2.5.1 Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB point 0,48 0,6 0,8 0,6 0,8 

2.5.2 
Jumlah transmigran yang terdampak 
pengembangan pendidikan, kesehatan, dan 
kewirausahaan per tahun (KK) 

Jumlah KK 125 100 50 100 50 

2.6 KELAUTAN DAN PERIKANAN 

2.6.1 Kontribusi perikanan terhadap PDRB %  0,64 0,65 0,68 0,65 0,68 

3 PENUNJANG URUSAN 

3.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

3.1.1 
Persentase program kegiatan yang sesuai dengan 
dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) 

% 100 100 100 100  100  

3.2 KEUANGAN 

3.2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan 
Hasil Opini 

BPK 
WTP WTP WTP WTP WTP 

3.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

3.3.1 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Nilai  81 82 83 82 83 

3.3.2 
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan 
pelatihan formal 

% 2.59 2.14 2.18 2.14 2.18 

3.3.3 
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan structural 

% 65,05 75,00 80,00 75,00 80,00 

3.3.4 
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Tekhnis/Fungsional 

% 2.9 4,28 4,17 4,28 4,17 

3.3.5 
Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan 
Sesuai Bidangnya 

% 6.19 0,19 0,27 0,19 0,27 

3.3.6 
Persentase jabatan yang diisi sesuai formasi dan 
kompetensi jabatan 

% 97.89 85 90 85 90 

3.3.7 
Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN 
dan Mendapatkan Pembinaan 

% 0,60 0,69 0,62 0,69 0,62 

3.3.8 
Persentase layanan administrasi kepegawaian 
yang diselesaikan tepat waktu 

% 100 85 90  100 100  
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

3.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

3.4.1 
Persentase hasil penelitian/kajian yang 
dimanfaatkan 

% 100 100 100  100 100  

3.5 PENGAWASAN 

3.5.1 
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan 
BPK 

% 92,16 90 91 90 91 

3.5.2 
Persentase penyelesaian penaganganan 
kasus/pengaduan 

% 100 100 100 100 100 

3.5.3 
Persentase perangkat daerah yang 
mengimplementasikan SAKIP dengan kategori 
BAIK 

% 22 28 33 28 33 

3.5.4 Level maturitas SPIP pemerintah daerah Nilai 2 3 3 3 3 

3.5.5 Level kapabilitas APIP Nilai 3 3 3 3 3 

3.6 SEKRETARIAT DEWAN 

3.6.1 
Persentase Fasilitasi rapat-rapat DPRD yang 
terlaksana tepat waktu    

% 85.33 100 100 100 100 

3.6.2 Persentase kunjungan kerja yang terlaksana % 98.91 100 100 100 100 

3.6.3 
Persentase raperda yang disahkan menjadi perda 
tepat waktu 

% 95 100 100 100 100 
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NO 
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
SATUAN 

REALISASI 
2019 

TARGET RPJMD TARGET RKPD 

2020 2021 2020 2021 

3.6.4 Persentase Penyelesaian kegiatan Tepat Waktu % 94.99 100 100 100 100 

3.6.5 
Persentase   Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

% 94.62 100 100 100 100 

3.6.6 
Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan DPRD dan Staf 
Sekretariat DPRD yang diikuti   

kegiatan 216 320 360  220 220  

3.6.7 
Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu 

% 72.88 100 100 100 100 

C ASPEK DAYA SAING DAERAH 

1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI 

1.1 Nilai investasi (Juta Rupiah) Juta Rupiah 90,114 157,052 157,127 99,125  157,155  

1.2 Indeks Desa Membangun Poin 0,6479 0,6583 0,689 0,6583 0,689 

1.3 Indeks Ketahanan Sosial Poin 0,7470 0,748 0,7501 0,748 0,7501 

1.4 Indeks Ketahanan Ekonomi Poin 0,5577 0,5769 0,6631 0,5769 0,6631 

1.5 Indeks Ketahanan Lingkungan Poin 0,6392 0,6501 0,6537 0,6501 0,6537 

1.6 Indeks Ketertiban dan Ketentraman % 37 71,78 75,32 71,78 75,32 

1.7 Persentase Angka Kriminalitas per 10.000 % 12,14 14,41 13,62 14,41 15,08  
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BAB VII 

PENUTUP 

 
7.1 Kaidah Pelaksanaan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2021 memuat Tema pembangunan, arah kebijakan pembangunan, 

sasaran dan program prioritas tahun 2021. RKPD yang disepakati harus 

menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia 

usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program 

pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya 

sebagai berikut: 

a. Bagi Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2021 merupakan acuan dan 

pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa 

kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. 

b. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi 

pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan dalam 

kerangka koordinasi perencanaan pembangunan, Masing-masing 

perangkat Daerah agar menyempurnakan Rancangan Kerja Perangkat 

Daerah (Renja-PD) tahun 2021. 

c. Masyarakat dapat berperan serta dalam perumusan, pelaksanaan, dan 

pengawasan kebijakan pembangunan daerah. Berkaitan dengan 

pendanaan kegiatan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha 

dapat berperan serta dalam mendanai pelaksanaan program-program 

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

udangan. 

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan/pedoman bagi 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 

2021; 
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e. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah direncanakan 

sesuai dengan ketektuan peraturan perundang-undangan. 

Pengendalian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian sasaran dan 

target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan 

rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD. 

 

7.2 Kesimpulan 

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta 

digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam 

menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan 

dengan baik. RKPD Kabupaten Sidenreng Rapppang Tahun 2021 sebagai 

dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2021, memusatkan 

pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 

2021 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka Ekonomi 

Daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan 

kegiatan. 

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang 

mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam 

mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, 

maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Tahun 2021 telah 

mencakup analisis gambaran umum Kondisi Daerah, analisis rancangan 

kerangka Ekonomi Daerah, analisis kapasitas riil Keuangan Daerah, 

penelaahan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, 

perumusan permasalahan Pembangunan Daerah, penelaahan terhadap 

sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, 

penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi 

Selatan serta program strategis Nasional, perumusan Prioritas 
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Pembangunan Daerah, serta perumusan rencana kerja program dan 

pendanaan. 



K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K  Rp. 

1 3 4 12 13

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 01 Pendidikan
1 01 01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                  11.809.458.208 100,0                    2.086.279.555 100,0                  11.809.458.208 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2.086.279.555,0 100,0                  17,67 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.200,0                        52.551.000 1.200,0                          1.500.000 1.200,0                        52.551.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 1.500.000,0 100,0                    2,85 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      155.652.148 12,0                        78.727.050 60,0                      155.652.148 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 78.727.050,0 20,0                  50,58 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        28.636.660 12,0                        14.041.250 60,0                        28.636.660 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 14.041.250,0 20,0                  49,03 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 125,0                      126.606.000 25,0                        24.504.000 125,0                      126.606.000 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 24.504.000,0 20,0                  19,35 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                    1.147.461.900 12,0                      546.964.970 60,0                    1.147.461.900 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 546.964.970,0 20,0                  47,67 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      352.006.000 12,0                        45.694.800 60,0                      352.006.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 45.694.800,0 20,0                  12,98 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 27,0                      343.306.000 27,0                        36.692.883 27,0                      343.306.000 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 36.692.883,0 100,0                  10,69 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 24,0                      173.153.000 24,0                        18.319.150 24,0                      173.153.000 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 18.319.150,0 100,0                  10,58 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 75,0                    1.899.200.000 75,0                      365.201.702 75,0                    1.899.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 365.201.702,0 100,0                  19,23 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    7.122.477.500 12,0                      954.633.750 60,0                    7.122.477.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 954.633.750,0 20,0                  13,40 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 01 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana 

Aparatur
% 100,0                  16.646.577.200 0,0                      502.062.767 100,0                  16.646.577.200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 502.062.767,0 0,0                    3,02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 1,0                    5.109.349.700 0,0                                      -   1,0                    5.109.349.700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 35,0                      425.882.500 35,0                        41.926.000 35,0                      425.882.500 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 41.926.000,0 100,0                    9,84 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 35,0                    1.185.520.000 35,0                      163.515.000 35,0                    1.185.520.000 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 163.515.000,0 100,0                  13,79 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 19,0                      691.360.000 15,0                      180.235.000 19,0                      691.360.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 180.235.000,0 78,947                  26,07 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 50,0                      619.010.000 29,0                        95.966.767 50,0                      619.010.000 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 95.966.767,0 58,0                  15,50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 189,0                      168.153.000 49,0                        14.990.000 189,0                      168.153.000 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 14.990.000,0 25,926                    8,91 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 123,0                      107.602.000 83,0                          5.430.000 123,0                      107.602.000 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 5.430.000,0 67,48                    5,05 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 01 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) % 75,0                    1.633.032.400 0,0                      174.124.060 75,0                    1.633.032.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174.124.060,0 0,0                  10,66 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 10,0                        87.370.000 10,0                        17.474.000 10,0                        87.370.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 17.474.000,0 100,0                  20,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD (Perencanaan)
Laporan 10,0                    1.545.662.400 10,0                      156.650.060 10,0                    1.545.662.400 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 156.650.060,0 100,0                  10,13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang 

Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD (SPM)
% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.201.778.000,0 0,0                    4,28 

Angka Partipasi PAUD % 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
1 01 01.00 15 02 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi Ruang 56,0                  37.588.342.888 41,0                    1.825.501.750 56,0                  37.588.342.888 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 1.825.501.750,0 73,214                    4,86 
1 01 01.00 15 03 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah PAUD Yang Mendapat Bantuan Lembaga 3,0                    1.181.660.250 3,0                      166.200.000 3,0                    1.181.660.250 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 166.200.000,0 100,0                  14,06 

1 01 01.00 15 05 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Peserta Publikasi Dan Sosialisasi Program 

dan Kebijakan PAUD
Orang 200,0                      531.306.000 200,0                      224.781.250 200,0                      531.306.000 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 224.781.250,0 100,0                  42,31 

1 01 01.00 15 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Lestari Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan Paket 60,0                  15.120.337.200 33,0                      965.295.000 60,0                  15.120.337.200 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 965.295.000,0 55,0                    6,38 
1 01 01.00 15 09 Gebyar PAUD Jumlah Partisipan gebyar PAUD Kecamatan 11,0                      199.954.775 11,0                        20.000.000 11,0                      199.954.775 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 20.000.000,0 100,0                  10,00 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Predikat Kinerja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang 

Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, 

SMP/MTs)

% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87.841.397.557,0 0,0                  21,69 

APM SD/MI/Paket A % 98,0 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

APK SD/MI/Paket A % 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

APK SMP/MTs/Paket B % 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Angka Pendidikan Yang ditamatkan SD/MI/Paket 

A
% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Angka Pendidikan Yang ditamatkan 

SMP/Mts/Paket B
% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

NO KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN

CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA 

TAHUN 2023

TABEL T-C 19

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 

RKPD TAHUN BERJALAN YG 

DIEVALUASI (2020)

TINGKAT CAPAIAN KINERJA & 

REALISASI ANGGARAN RPJMD 

S/D TAHUN 2020 (%)
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
KET.

62 5

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN 

ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI 

(2019) (Tahun n-1)

1 01 01.00 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

                   3.201.778.000 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI                  74.760.726.538 1 01 01.00 15

                   404.908.573.955                  87.841.397.557 

7

                 74.760.726.538 

                   404.908.573.955 

11 = 10/5 x 100

REALISASI KINERJA DAN 

ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 

2020

10 = 6 + 8

TINGKAT CAPAIAN KINERJA 

DAN REALISASI ANGGARAN 

RKPD (%)

9 = 8/7 x100%

REALISASI CAPAIAN KINERJA 

DAN ANGGARAN RKPD YANG 

DIEVALUASI (2020)

8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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APM SMP/MTs/Paket B % 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

APS SD/MI % 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

APS SMP/MTs % 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

APts SD/MI/SDLB % 0,10 0,0 0,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

APtS SMP/MTs/SMPLB % 0,50 0,0 0,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang 

Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar ( SD/MI, 

SMP/MTs)

% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

1 01 01.00 16 07
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas 

Parkir

Jumlah Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan 

Fasilitas Parkir
Paket 75,0                  30.733.062.690 79,0                    1.922.925.063 75,0                  30.733.062.690 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 1.922.925.063,0 105,333                    6,26 

1 01 01.00 16 13 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Unit 60,0                312.490.893.000 95,0                  77.452.746.494 60,0                312.490.893.000 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 77.452.746.494,0 158,333                  24,79 

1 01 01.00 16 21 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
Jumlah Cabang Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa 

Yang Di Lombakana
Cabang 24,0                    2.289.384.950 24,0                      385.440.000 24,0                    2.289.384.950 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 385.440.000,0 100,0                  16,84 

1 01 01.00 16 22
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 

pendidikan dasar

Jumlah Peserta Sosialisasi Berbagai Informasi 

Pendidikan Dasar
Peserta 582,0                      684.014.000 582,0                        65.548.000 582,0                      684.014.000 0,0 0,0 0,0 0,0 582,0 65.548.000,0 100,0                    9,58 

1 01 01.00 16 24 Pelaksanaan UASBN Jumlah Sekolah Peserta UNBK Sekolah 49,0                      239.929.000 49,0                        35.306.000 49,0                      239.929.000 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 35.306.000,0 100,0                  14,72 
1 01 01.00 16 25 Pelaksanaan Ujian Semester Genap Jumlah Sekolah Mengikuti Ujian Semester Genap Sekolah 243,0                      239.086.000 243,0                        34.312.300 243,0                      239.086.000 0,0 0,0 0,0 0,0 243,0 34.312.300,0 100,0                  14,35 
1 01 01.00 16 26 Pelaksanaan Lomba OSN SD Jumlah Peserta Lomba OSN SD Peserta 66,0                      210.572.800 66,0                        26.919.300 66,0                      210.572.800 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 26.919.300,0 100,0                  12,78 
1 01 01.00 16 27 Pelaksanaan Lomba OSN SMP Jumlah Peserta Lomba OSN SMP Peserta 153,0                      272.653.900 153,0                        42.024.400 153,0                      272.653.900 0,0 0,0 0,0 0,0 153,0 42.024.400,0 100,0                  15,41 

1 01 01.00 16 28 Pelaksanaan Pendidikan Gratis Waktu Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Bulan 12,0                  57.550.378.615 12,0                    7.851.546.000 12,0                  57.550.378.615 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 7.851.546.000,0 100,0                  13,64 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 16 29 Manajemen Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Waktu Pengelolaan Penyaluran Dana Manajemen 

Bantuan Siswa Miskin
Triwulan 4,0                      198.599.000 1,0                        24.630.000 4,0                      198.599.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 24.630.000,0 25,0                  12,40 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
Jumlah Kegiatan Penunjang Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Yang Terlaksana
kegiatan 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275.754.092,0 0,0                    1,13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Persentase dukungan dana dari pemkab terhadap 

seluruh kebutuhan operasional AKN (%)
% 28,50 0,0 28,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 17 02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Program Layanan Pendidikan Dimonitoring Laporan 4,0                      374.532.000 4,0                        42.358.550 4,0                      374.532.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 42.358.550,0 100,0                  11,31 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 17 03 Pengembangan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Waktu Penyediaan Data Pokok Pendidikan Bulan 12,0                    1.406.316.041 12,0                      162.895.542 12,0                    1.406.316.041 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 162.895.542,0 100,0                  11,58 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 17 05 Pelaksanaan Kegiatan Oubade Jumlah Peserta Oubede Orang 750,0                      274.704.000 750,0                        70.500.000 750,0                      274.704.000 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 70.500.000,0 100,0                  25,66 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang 

Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau 

Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan 

Kesetaraan (SPM)

% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.539.384.000,0 0,0                    5,71 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang 

Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau 

Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan 

Kesetaraan (%)

% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 18 01 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Jumlah Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Yang 

Dibina
Lembaga 35,0                    4.363.284.000 20,0                        74.620.000 35,0                    4.363.284.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 74.620.000,0 57,143                    1,71 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 18 05 Porseni dan Pameran HAI (Hari Aksara Internasional) Jumlah Peserta Porseni Dan Pameran HAI Peserta 100,0                      452.700.815 100,0                        66.500.000 100,0                      452.700.815 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 66.500.000,0 100,0                  14,69 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 18 06 Kesetaraan Paket A,B dan C Waktu Penyaluran BOP Non Fisik Semester 2,0                  10.368.770.000 2,0                    1.398.264.000 2,0                  10.368.770.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1.398.264.000,0 100,0                  13,49 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 01 01.00 20
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN

Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan
% 100,0                      671.993.500 0,0                      649.502.246 100,0                      671.993.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 649.502.246,0 0,0                  96,65 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksananya Sertifikasi Pendidik Orang 2.092,0                      120.513.500 2.092,0                      104.150.496 2.092,0                      120.513.500 0,0 0,0 0,0 0,0 2.092,0 104.150.496,0 100,0                  86,42 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 20 02 Lomba Guru Berperestasi Guru Berprestasi Orang 0,0                      146.000.000 807,0                      140.606.750 0,0                      146.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 807,0 140.606.750,0 0,0                  96,31 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 20 03
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PTK) PAUD dan PNF
Tersalurnya Upah/Insentif PendidIk Pada TPK/KB Bulan 0,0                      405.480.000 12,0                        67.200.000 0,0                      405.480.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 67.200.000,0 0,0                  16,57 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 01 01.00 21 PROGRAM BOS (BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH) Waktu Pelaksanaan Operasional Sekolah Triwulan 4,0                  33.973.241.000 0,0                  31.902.011.792 4,0                  33.973.241.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.902.011.792,0 0,0                  93,90 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BOS (Biaya Operasional Sekolah) Triwulan 4,0                  33.973.241.000 0,0                  31.902.011.792 4,0                  33.973.241.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.902.011.792,0 0,0                  93,90 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 23
PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIK 

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)

Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan
% 0,0                      326.995.000 0,0                      296.157.500 0,0                      326.995.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 296.157.500,0 0,0                  90,57 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 23 01
Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (PTK)
Tertatanya administrasi Kenaikan Pangkat PTk Bulan 0,0                        76.995.000 12,0                        70.245.000 0,0                        76.995.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 70.245.000,0 0,0                  91,23 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 23 02 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Teknis Pendidik Jumlah Guru Yang Ikut Pendidikan Profesi Guru Guru 0,0                      250.000.000 28,0                      225.912.500 0,0                      250.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 225.912.500,0 0,0                  90,37 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 01 01.00 24 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI Meningkatnya Layanan Pendidikan Tinggi (Dikti) % 100,0                      820.030.000 0,0                      714.332.500 100,0                      820.030.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 714.332.500,0 0,0                  87,11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 01.00 24 01 Akademi Komunitas Negeri Kab. Sidrap
Terlaksananya Akademi Komunitas Negeri di 

Kabupaten Sidrap
Bulan 12,0                      820.030.000 9,0                      714.332.500 12,0                      820.030.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 714.332.500,0 75,0                  87,11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
1 02 Kesehatan

1 02 01.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1 02 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                  30.602.223.000 0,0                    4.661.891.482 100,0                  30.602.223.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.661.891.482,0 0,0                  15,23 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 01 01.00 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN                    404.908.573.955 

                   1.539.384.000 

                 24.327.711.041 

                 87.841.397.557 

1 01 01.00 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL                  26.966.634.506 

                     275.754.092 1 01 01.00 17 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

                   404.908.573.955 

                 24.327.711.041 

                 26.966.634.506 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1 02 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                    4.932.479.000 12,0                      586.296.719 60,0                    4.932.479.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 586.296.719,0 20,0                  11,89 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 250,0 50,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 192.868.848,0 20,0                  15,02 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 125,0 25,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 20,0                         - 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                    2.233.974.000 12,0                      442.922.250 60,0                    2.233.974.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 442.922.250,0 20,0                  19,83 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                        63.640.000 12,0                        10.825.000 60,0                        63.640.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 10.825.000,0 20,0                  17,01 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 12,0                        40.000.000 12,0                          4.855.000 12,0                        40.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.855.000,0 100,0                  12,14 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 125,0                          7.000.000 25,0                          1.770.000 125,0                          7.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 1.770.000,0 20,0                  25,29 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 210,0                    1.500.000.000 42,0                      299.130.665 210,0                    1.500.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 299.130.665,0 20,0                  19,94 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 12,0                  18.404.410.000 12,0                    3.123.223.000 12,0                  18.404.410.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 3.123.223.000,0 100,0                  16,97 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                  24.863.146.500 0,0                    1.238.271.200 100,0                  24.863.146.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.238.271.200,0 0,0                    4,98 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 10,0                  14.540.006.500 2,0                      940.828.300 10,0                  14.540.006.500 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 940.828.300,0 20,0                    6,47 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 5,0                    1.618.340.000 1,0                      277.220.000 5,0                    1.618.340.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 277.220.000,0 20,0                  17,13 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 20,0                      504.800.000 4,0                        12.745.900 20,0                      504.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 12.745.900,0 20,0                    2,52 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 43,0                      175.000.000 35,0                          7.477.000 43,0                      175.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 7.477.000,0 81,395                    4,27 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 30,0                        25.000.000 0,0                                      -   30,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki 

kompetensi sesuai bidangnya
% 100,0                      150.000.000 0,0                                      -   100,0                      150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Orang 30,0                      150.000.000 0,0                                      -   30,0                      150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan Menyerahkan laporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                    1.354.570.000 0,0                        83.932.250 100,0                    1.354.570.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83.932.250,0 0,0                    6,20 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 35,0                      448.470.000 7,0                        39.750.000 35,0                      448.470.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 39.750.000,0 20,0                    8,86 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Laporan 25,0                        87.500.000 5,0                          4.350.000 25,0                        87.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 4.350.000,0 20,0                    4,97 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 06 05
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan
5,0                      174.600.000 1,0                          7.600.000 5,0                      174.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7.600.000,0 20,0                    4,35 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Persentase Pemenuhan Obat di Fasilitas 

Kesehatan
% 100,0                  18.452.725.000 0,0                    3.035.087.324 100,0                  18.452.725.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.035.087.324,0 0,0                  16,45 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 15 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan % 100,0                  16.426.320.000 100,0                    2.922.727.274 100,0                  16.426.320.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2.922.727.274,0 100,0                  17,79 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 

kesehatan
% 100,0                      655.405.000 100,0                        85.712.050 100,0                      655.405.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 85.712.050,0 100,0                  13,08 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 15 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
jumlah FKTP yang melakukan pengelolaan obat 

secara terpadu
pkm 14,0                      351.000.000 14,0                        26.648.000 14,0                      351.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 26.648.000,0 100,0                    7,59 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Biaya dan Pemeliharaan Puskesmas PKM 14,0                  76.380.253.000 0,0                  10.819.156.501 14,0                  76.380.253.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.819.156.501,0 0,0                  14,16 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 01 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Laboratorium Kesehatan Lingkungan pemeriksaan 

depot air minum
Unit 25,0                      125.000.000 25,0                        10.490.000 25,0                      125.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 10.490.000,0 100,0                    8,39 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 07
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas 

Pangkajene
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      871.000.000 1,0                        82.274.746 1,0                      871.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 82.274.746,0 100,0                    9,45 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 08 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Amparita Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      622.050.000 1,0                        38.570.463 1,0                      622.050.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 38.570.463,0 100,0                    6,20 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bilokka Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      599.625.000 1,0                        49.019.033 1,0                      599.625.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 49.019.033,0 100,0                    8,17 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 10 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lawawoi Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      840.125.000 1,0                        59.265.260 1,0                      840.125.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 59.265.260,0 100,0                    7,05 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 11 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas manisa Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      219.960.000 1,0                        17.273.313 1,0                      219.960.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 17.273.313,0 100,0                    7,85 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 12 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rappang Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      559.650.000 0,0                        29.201.864 1,0                      559.650.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29.201.864,0 0,0                    5,22 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 13 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Baranti Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      894.400.000 1,0                        22.647.558 1,0                      894.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 22.647.558,0 100,0                    2,53 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 14 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kulo Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      550.875.000 1,0                        29.508.487 1,0                      550.875.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 29.508.487,0 100,0                    5,36 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 15 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Empagae Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      695.500.000 1,0                        20.811.647 1,0                      695.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 20.811.647,0 100,0                    2,99 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 16 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas lancirang Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      471.250.000 1,0                        51.456.497 1,0                      471.250.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 51.456.497,0 100,0                  10,92 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 17
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas tanru 

tedong
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    1.108.895.000 1,0                      162.885.549 1,0                    1.108.895.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 162.885.549,0 100,0                  14,69 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 18 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Dongi Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      758.875.000 1,0                        55.826.521 1,0                      758.875.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 55.826.521,0 100,0                    7,36 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

                     192.868.848 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                   1.284.000.000 1 02 01.00 01 06                    1.284.000.000 
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1 02 01.00 16 19 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas barukku Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      479.375.000 1,0                        44.162.381 1,0                      479.375.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 44.162.381,0 100,0                    9,21 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 20 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Belawae Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                      232.873.000 1,0                          7.782.472 1,0                      232.873.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7.782.472,0 100,0                    3,34 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 21
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas pangkajene
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    4.795.000.000 1,0                      726.842.300 1,0                    4.795.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 726.842.300,0 100,0                  15,16 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 22
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas amparita
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    3.975.000.000 1,0                      594.005.100 1,0                    3.975.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 594.005.100,0 100,0                  14,94 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 23
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas bilokka
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    3.990.000.000 1,0                      555.313.500 1,0                    3.990.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 555.313.500,0 100,0                  13,92 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 24
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas lawawoi
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    4.555.000.000 1,0                      585.358.500 1,0                    4.555.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 585.358.500,0 100,0                  12,85 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 25
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas manisa
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    3.145.000.000 1,0                      522.797.285 1,0                    3.145.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 522.797.285,0 100,0                  16,62 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 26
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas rappang
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    4.545.000.000 1,0                      691.508.500 1,0                    4.545.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 691.508.500,0 100,0                  15,21 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 27
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas baranti
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    3.825.000.000 1,0                      677.056.500 1,0                    3.825.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 677.056.500,0 100,0                  17,70 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 28
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas kulo
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    3.990.000.000 1,0                      567.835.500 1,0                    3.990.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 567.835.500,0 100,0                  14,23 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 29
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas empagae
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    3.795.000.000 1,0                      450.235.500 1,0                    3.795.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 450.235.500,0 100,0                  11,86 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 30
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas lancirang
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    3.525.000.000 1,0                      424.152.000 1,0                    3.525.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 424.152.000,0 100,0                  12,03 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 31
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas tanru tedong
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    4.812.500.000 1,0                      510.685.700 1,0                    4.812.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 510.685.700,0 100,0                  10,61 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 32
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas dongi
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    3.087.500.000 1,0                      234.345.500 1,0                    3.087.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 234.345.500,0 100,0                    7,59 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 33
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas barukku
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    4.045.000.000 1,0                      728.627.900 1,0                    4.045.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 728.627.900,0 100,0                  18,01 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 34
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 

puskesmas belawae
Kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas PKM 1,0                    3.545.000.000 1,0                      466.184.500 1,0                    3.545.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 466.184.500,0 100,0                  13,15 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 35 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kebutuhan operasional dan pemeliharaan puskesmas paket 1,0                    8.300.000.000 1,0                    1.219.577.662 1,0                    8.300.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.219.577.662,0 100,0                  14,69 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 16 36 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pkm 14,0                    3.420.800.000 14,0                    1.183.454.763 14,0                    3.420.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 1.183.454.763,0 100,0                  34,60 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan di 

Apotek dan Pasar

Apotek 

dan Pasar
205,0                    1.036.812.000 0,0                      104.061.296 205,0                    1.036.812.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104.061.296,0 0,0                  10,04 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 17 01
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di 

bidang obat dan makanan

pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat 

dan makanan
Kegiatan 1,0                      525.535.000 1,0                        91.074.000 1,0                      525.535.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 91.074.000,0 100,0                  17,33 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 17 02
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang 

obat dan makanan

penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan 

makanan
sasaran 200,0                      429.602.000 165,0                        12.987.296 200,0                      429.602.000 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 12.987.296,0 82,50                    3,02 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 17 03
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan 

berbahaya

pengawasan keamanan pangan dan bahan 

berbahaya
Kegiatan 1,0                        81.675.000 1,0                                      -   1,0                        81.675.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 100,0                         - 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS % 37,90                    1.313.564.000 0,0                        89.821.600 37,90                    1.313.564.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89.821.600,0 0,0                    6,84 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 19 01
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup 

sehat
jumlah media promosi sadar hidup sehat unit 55,0                      307.500.000 0,0                        55.359.600 55,0                      307.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55.359.600,0 0,0                  18,00 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 19 02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja petugas promkes org 25,0                        69.064.000 24,90                        34.462.000 25,0                        69.064.000 0,0 0,0 0,0 0,0 24,90 34.462.000,0 99,60                  49,90 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat 

Perawatan
Balita 0,0                  10.236.177.500 0,0                      601.316.120 0,0                  10.236.177.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 601.316.120,0 0,0                    5,87 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Jumlah pemetaan balita kurang gizi Balita 23.880,0                      619.122.000 220,0                        64.052.000 23.880,0                      619.122.000 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 64.052.000,0 0,921                  10,35 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin jumlah pemberian tambahan makanan dan vitamin Balita 500,0                    2.991.928.000 580,0                      169.723.150 500,0                    2.991.928.000 0,0 0,0 0,0 0,0 580,0 169.723.150,0 116,0                    5,67 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 20 03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi 

Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang 

Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Jumlah penanggulangan kep, anemia gizi, GAKY, 

KVA dan kekurangan zat gizi mikro lainya pada balita
Balita 98,0                    1.887.127.500 80,0                      367.540.970 98,0                    1.887.127.500 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 367.540.970,0 81,633                  19,48 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Persentase Penduduk yang menggunakan air 

minum sehat
% 60,0                    4.668.375.000 0,0                      330.490.000 60,0                    4.668.375.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330.490.000,0 0,0                    7,08 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat penyelenggaraan lomba pd peringatan HKN
instansi 

kesehatan
17,0                      772.375.000 17,0                        89.525.000 17,0                      772.375.000 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 89.525.000,0 100,0                  11,59 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 21 02 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat kabupaten sehat Kecamatan 11,0                    1.250.000.000 10,80                      240.965.000 11,0                    1.250.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,80 240.965.000,0 98,182                  19,28 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 22
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 

PENYAKIT MENULAR

Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit 

Menular
% 0,0                    3.232.267.000 0,0                    1.291.865.619 0,0                    3.232.267.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.291.865.619,0 0,0                  39,97 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk jumlah titik foging lokasi 25,0                      125.000.000 0,0                                      -   25,0                      125.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 22 02 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah jumlah balita yang di vaksinasi dan anak sekolah Balita 0,0                      125.000.000 0,0                        22.353.500 0,0                      125.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.353.500,0 0,0                  17,88 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 22 03
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular
0,0                    2.802.267.000 0,0                    1.187.243.119 0,0                    2.802.267.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.187.243.119,0 0,0                  42,37 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 22 04 Peningkatan imuniasasi 0,0                        93.870.000 0,0                        46.253.500 0,0                        93.870.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46.253.500,0 0,0                  49,27 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 22 05
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan 

wabah
0,0                        56.130.000 0,0                        22.165.500 0,0                        56.130.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.165.500,0 0,0                  39,49 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
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1 02 01.00 22 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,0                        30.000.000 0,0                        13.850.000 0,0                        30.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.850.000,0 0,0                  46,17 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Jumlah Tenaga dan sarana Kesehatan 

bersertifikat atau Reakreditasi
PKM 0,0                    2.648.568.000 0,0                        67.215.500 0,0                    2.648.568.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67.215.500,0 0,0                    2,54 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 23 05
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar 

pelayanan Kesehatan
0,0                      710.568.000 0,0                        67.215.500 0,0                      710.568.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67.215.500,0 0,0                    9,46 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 25

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN 

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ 

PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

Jumlah sarana Pelayanan Kesehatan yang 

dibangun dan diperbaiki
% 100,0                  80.394.217.300 0,0                    9.084.189.120 100,0                  80.394.217.300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.084.189.120,0 0,0                  11,30 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 25 01 Pembangunan puskesmas 0,0                  10.793.770.200 0,0                      513.159.050 0,0                  10.793.770.200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 513.159.050,0 0,0                    4,75 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 25 02 Pembangunan Poskesdes 0,0                    6.879.907.500 0,0                    3.859.984.320 0,0                    6.879.907.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.859.984.320,0 0,0                  56,11 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 25 03 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0,0                    9.310.957.800 0,0                    4.711.045.750 0,0                    9.310.957.800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.711.045.750,0 0,0                  50,60 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 25 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 0,0                        59.581.800 0,0                                      -   0,0                        59.581.800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 26

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT 

JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT 

MATA

Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang 

di Bangun
% 100,0                136.536.000.000 0,0                    3.328.008.845 100,0                136.536.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.328.008.845,0 0,0                    2,44 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

Pembangunan Rumah Sakit                136.536.000.000 0,0                    3.328.008.845                136.536.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.328.008.845,0 0,0                    2,44 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 

KESEHATAN

Persentase Pelayanan Kesehatan dengan 

Kemitraan
% 100,0                116.134.598.000 0,0                  23.371.219.194 100,0                116.134.598.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.371.219.194,0 0,0                  20,12 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 0,0                  43.247.590.000 0,0                  21.596.028.000 0,0                  43.247.590.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.596.028.000,0 0,0                  49,94 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 02
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

pangkajene
0,0                    4.907.748.873 0,0                    2.453.296.436 0,0                    4.907.748.873 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.453.296.436,0 0,0                  49,99 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 03
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

amparita
0,0                    2.453.391.343 0,0                    1.024.125.881 0,0                    2.453.391.343 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.024.125.881,0 0,0                  41,74 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 04
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

bilokka
0,0                    2.037.446.888 0,0                      872.830.064 0,0                    2.037.446.888 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 872.830.064,0 0,0                  42,84 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 05
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

lawawoi
0,0                    3.394.252.044 0,0                    1.577.751.590 0,0                    3.394.252.044 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.577.751.590,0 0,0                  46,48 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 06
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

manisa
0,0                    1.061.862.753 0,0                      357.100.264 0,0                    1.061.862.753 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 357.100.264,0 0,0                  33,63 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 07
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

rappang
0,0                    2.807.955.065 0,0                    1.184.281.833 0,0                    2.807.955.065 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.184.281.833,0 0,0                  42,18 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 08
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

baranti
0,0                    1.883.542.848 0,0                      896.448.087 0,0                    1.883.542.848 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 896.448.087,0 0,0                  47,59 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 09
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

kulo
0,0                    1.195.211.604 0,0                      489.599.870 0,0                    1.195.211.604 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 489.599.870,0 0,0                  40,96 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 10
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

empagae
0,0                    1.886.173.670 0,0                      672.707.317 0,0                    1.886.173.670 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672.707.317,0 0,0                  35,67 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 11
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

lancirang
0,0                    1.362.158.122 0,0                        76.919.025 0,0                    1.362.158.122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76.919.025,0 0,0                    5,65 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 12
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

tanru tedong
0,0                    2.431.084.888 0,0                      259.447.695 0,0                    2.431.084.888 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259.447.695,0 0,0                  10,67 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 13
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

dongi
0,0                    1.315.154.965 0,0                        77.360.500 0,0                    1.315.154.965 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77.360.500,0 0,0                    5,88 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 14
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

barukku
0,0                    1.390.236.126 0,0                        83.451.615 0,0                    1.390.236.126 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83.451.615,0 0,0                    6,00 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 28 15
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas 

belawae
0,0                      822.140.811 0,0                        62.423.390 0,0                      822.140.811 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62.423.390,0 0,0                    7,59 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 29
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 

ANAK BALITA
100,0                      525.000.000 0,0                        72.700.000 100,0                      525.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72.700.000,0 0,0                  13,85 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 29 04 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,0                      150.000.000 0,0                        72.700.000 0,0                      150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72.700.000,0 0,0                  48,47 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 30
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 

LANSIA
100,0                        24.000.000 0,0                        11.296.000 100,0                        24.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.296.000,0 0,0                  47,07 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 30 03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 0,0                        24.000.000 0,0                        11.296.000 0,0                        24.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.296.000,0 0,0                  47,07 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 32 01
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang 

mampu
0,0                      474.000.000 0,0                        98.598.500 0,0                      474.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98.598.500,0 0,0                  20,80 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB

1 02 01.00 32 03
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang 

mampu
0,0                    1.172.000.000 0,0                          5.600.000 0,0                    1.172.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.600.000,0 0,0                    0,48 

Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 01.00 33 01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa dan Kelurahan 0,0                        60.000.000 0,0                                      -   0,0                        60.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan KB
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
1 02 02.00 RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                  20.341.600.000 28,0                    3.424.405.635 100,0                  20.341.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 3.424.405.635,0 28,0                  16,83 RSUD Nene Mallomo
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1 02 02.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 12,0                    4.124.000.000 12,0                      752.955.975 12,0                    4.124.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 752.955.975,0 100,0                  18,26 RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 12,0                      221.625.000 12,0                        36.963.750 12,0                      221.625.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 36.963.750,0 100,0                  16,68 RSUD Nene Mallomo

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 18.516.110,0 100,0                  14,94 RSUD Nene Mallomo

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 18,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 100,0                         - RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 12,0                      703.050.000 12,0                      118.566.000 12,0                      703.050.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 118.566.000,0 100,0                  16,86 RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 32,0                      797.000.000 32,0                        97.003.800 32,0                      797.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 97.003.800,0 100,0                  12,17 RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Honor panitia pelaksana kegiatan, p2hp, pemegang 

barang dan belanja jasa kantor
Bulan 12,0                  14.372.000.000 12,0                    2.400.400.000 12,0                  14.372.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2.400.400.000,0 100,0                  16,70 RSUD Nene Mallomo

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 02.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    2.992.000.000 0,0                      551.049.630 100,0                    2.992.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 551.049.630,0 0,0                  18,42 RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 1,0                    2.992.000.000 1,0                      551.049.630 1,0                    2.992.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 551.049.630,0 100,0                  18,42 RSUD Nene Mallomo

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 02.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                      214.900.000 118,66                        30.080.000 100,0                      214.900.000 0,0 0,0 0,0 0,0 118,66 30.080.000,0 118,66                  14,00 RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 8,0                      214.900.000 7,80                        30.080.000 8,0                      214.900.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,80 30.080.000,0 97,50                  14,00 RSUD Nene Mallomo

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 02.00 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase indikator standar pelayanan rumah 

sakit yang memenuhi standar
% 90,0                  13.606.000.000 98,85                    2.519.499.074 90,0                  13.606.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 98,85 2.519.499.074,0 109,833                  18,52 RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 16 05 Peningkatan kesehatan masyarakat Terpenuhinya biaya pelayanan kesehatan gratis % 100,0                  13.606.000.000 99,90                    2.519.499.074 100,0                  13.606.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,90 2.519.499.074,0 99,90                  18,52 RSUD Nene Mallomo

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 02.00 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Rumah Sakit Lulus Akreditasi
Predikat 

Kelulusan
3,0                    2.058.014.500 5,88                      180.568.800 3,0                    2.058.014.500 0,0 0,0 0,0 0,0 5,88 180.568.800,0 196,0                    8,77 RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 23 01 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Mengevaluasi pelayanan kesehatan % 100,0                    2.058.014.500 100,0                      180.568.800 100,0                    2.058.014.500 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 180.568.800,0 100,0                    8,77 RSUD Nene Mallomo

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 02.00 26

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT 

JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT 

MATA

Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan 

Alat Kesehatan di Rumah Sakit Nene Mallomo
% 100,0                  45.057.316.000 12,0                    4.847.142.465 100,0                  45.057.316.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.847.142.465,0 12,0                  10,76 RSUD Nene Mallomo

1 02 02.00 26 04 Pembangunan rumah sakit Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit % 100,0                  22.315.644.500 100,0                    1.909.841.810 100,0                  22.315.644.500 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1.909.841.810,0 100,0                    8,56 RSUD Nene Mallomo
1 02 02.00 26 05 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit % 100,0                  13.636.671.500 100,0                    2.937.300.655 100,0                  13.636.671.500 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2.937.300.655,0 100,0                  21,54 RSUD Nene Mallomo

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 02.00 34
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN 

KESEHATAN BLUD

Tingkat kemandirian pengelolaan keuangan 

BLUD RS 
% 65,0                209.483.000.000 21,0                  36.755.498.711 65,0                209.483.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 36.755.498.711,0 32,308                  17,55 RSUD Nene Mallomo

1 02 03.00 RSUD Arifin Nu Mang

1 02 03.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                  32.578.355.000 100,0                    4.242.180.721 100,0                  32.578.355.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 4.242.180.721,0 100,0                  13,02 RSUD Arifin Nu Mang

1 02 03.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                    3.748.600.000 12,0                      583.986.013 60,0                    3.748.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 583.986.013,0 20,0                  15,58 RSUD Arifin Nu Mang

1 02 03.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                      424.400.000 12,0                        67.941.325 60,0                      424.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 67.941.325,0 20,0                  16,01 RSUD Arifin Nu Mang

1 02 03.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      956.475.000 12,0                      144.828.000 60,0                      956.475.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 144.828.000,0 20,0                  15,14 RSUD Arifin Nu Mang

1 02 03.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 267,0                        39.920.000 40,0                          4.820.000 267,0                        39.920.000 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 4.820.000,0 14,981                  12,07 RSUD Arifin Nu Mang

1 02 03.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 197,0                      984.000.000 31,80                      159.910.543 197,0                      984.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 31,80 159.910.543,0 16,142                  16,25 RSUD Arifin Nu Mang

1 02 03.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                  22.532.960.000 12,0                    3.280.694.840 60,0                  22.532.960.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 3.280.694.840,0 20,0                  14,56 RSUD Arifin Nu Mang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 03.00 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Tingkat akreditasi % 50,0                    7.807.662.500 20,0                      130.031.308 50,0                    7.807.662.500 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 130.031.308,0 40,0                    1,67 RSUD Arifin Nu Mang

1 02 03.00 23 02 Pendidikan dan pelatihan formal (BLUD dan Akreditasi)
Perentase staf yang mengikuti pelatihan minimal 20 

jam
persen 11,0                    3.313.625.000 6,0                      130.031.308 11,0                    3.313.625.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 130.031.308,0 54,545                    3,92 RSUD Arifin Nu Mang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 03.00 26

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT 

JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT 

MATA

Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan 

alat kesehatan
% 100,0                169.968.867.000 87,0                    4.619.386.279 100,0                169.968.867.000 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 4.619.386.279,0 87,0                    2,72 RSUD Arifin Nu Mang

1 02 03.00 26 07 Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit Persentase ketersediaan alkes persen 100,0                114.968.867.000 4,0                    4.619.386.279 100,0                114.968.867.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4.619.386.279,0 4,0                    4,02 RSUD Arifin Nu Mang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 02 03.00 34
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN 

KESEHATAN BLUD

Persentase jumlah Indikator Mutu Pelayanan RS 

yang tercapai
% 0,0                185.067.478.400 87,0                  19.282.553.851 0,0                185.067.478.400 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 19.282.553.851,0 0,0                  10,42 RSUD Arifin Nu Mang

1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 03 01.00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Perhubungan

1 03 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 0,0                  15.278.440.000 0,0                    2.601.553.870 0,0                  15.278.440.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.601.553.870,0 0,0                  17,03 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 02 02.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       18.516.110                      123.925.000                      123.925.000 
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1 03 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 0,0                        35.551.000 1.500,0                          6.900.000 0,0                        35.551.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 6.900.000,0 0,0                  19,41 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 0,0                      920.134.000 12,0                      133.302.939 0,0                      920.134.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 133.302.939,0 0,0                  14,49 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 0,0                      193.038.000 12,0                        36.644.450 0,0                      193.038.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 36.644.450,0 0,0                  18,98 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126.327.304,0 0,0                  12,28 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 0,0                    2.518.335.000 9,0                      311.614.100 0,0                    2.518.335.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 311.614.100,0 0,0                  12,37 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 0,0                      230.873.000 9,0                        43.850.000 0,0                      230.873.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 43.850.000,0 0,0                  18,99 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 0,0                        36.040.000 0,0                          1.130.000 0,0                        36.040.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.130.000,0 0,0                    3,14 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan 

perundang-undangan perundang-undangan yang 

disediakan

Examplar 0,0                      143.748.000 0,0                                      -   0,0                      143.748.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 0,0                      293.615.000 0,0                        56.367.950 0,0                      293.615.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.367.950,0 0,0                  19,20 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 0,0                    3.510.497.000 0,0                      759.907.827 0,0                    3.510.497.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 759.907.827,0 0,0                  21,65 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 0,0                    6.368.075.000 9,0                    1.125.509.300 0,0                    6.368.075.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 1.125.509.300,0 0,0                  17,67 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 0,0                  51.779.632.500 0,0                  14.448.922.109 0,0                  51.779.632.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.448.922.109,0 0,0                  27,90 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 0,0                  45.390.846.500 0,0                  13.814.928.515 0,0                  45.390.846.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.814.928.515,0 0,0                  30,44 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Jenis Kendaraan dinas/operasional yang 

diadakan
Unit 0,0                      853.065.000 0,0                        72.506.000 0,0                      853.065.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72.506.000,0 0,0                    8,50 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 0,0                      237.200.000 0,0                        30.541.000 0,0                      237.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.541.000,0 0,0                  12,88 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 0,0                      569.326.000 0,0                      105.882.000 0,0                      569.326.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105.882.000,0 0,0                  18,60 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 0,0                      882.585.000 0,0                        88.991.200 0,0                      882.585.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88.991.200,0 0,0                  10,08 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan 

rutin/berkala
Unit 0,0                      182.519.000 0,0                        17.504.000 0,0                      182.519.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.504.000,0 0,0                    9,59 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                    3.400.760.000 0,0                      295.159.894 0,0                    3.400.760.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295.159.894,0 0,0                    8,68 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                        65.690.000 0,0                          1.445.000 0,0                        65.690.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.445.000,0 0,0                    2,20 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 0,0                      142.254.000 0,0                        11.214.500 0,0                      142.254.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.214.500,0 0,0                    7,88 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala Unit 0,0                        55.387.000 0,0                        10.750.000 0,0                        55.387.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.750.000,0 0,0                  19,41 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki 

kompetensi sesuai bidangnya
% 0,0                    1.134.836.000 0,0                        54.916.158 0,0                    1.134.836.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54.916.158,0 0,0                    4,84 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 0,0                      244.600.000 0,0                        44.429.150 0,0                      244.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.429.150,0 0,0                  18,16 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 0,0                      244.600.000 0,0                        44.429.150 0,0                      244.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.429.150,0 0,0                  18,16 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Panjang Jalan Tani yang Terbangun KM. 0,0                    2.226.527.300 0,0                    2.173.644.050 0,0                    2.226.527.300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.173.644.050,0 0,0                  97,62 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                   1.028.534.000                      126.327.304                    1.028.534.000 
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1 03 01.00 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi 

Baik
% 52,0                235.510.915.000 0,0                  41.199.013.568 52,0                235.510.915.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.199.013.568,0 0,0                  17,49 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 15 01 Pembangunan jalan Panjang Jalan yang terbangun KM 30,0                211.187.328.000 14,0                  38.930.919.318 30,0                211.187.328.000 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 38.930.919.318,0 46,667                  18,43 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 15 02 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang terbangun Unit 31,0                  24.323.587.000 2,0                    2.268.094.250 31,0                  24.323.587.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2.268.094.250,0 6,452                    9,32 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 15 03 Pembangunan Jalan Tani Panjang Jalan Tani Km 10,0                    2.226.527.300 10,0                    2.173.644.050 10,0                    2.226.527.300 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2.173.644.050,0 100,0                  97,62 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja

1 03 01.00 16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN 

DRAINASE/GORONG-GORONG

Persentase Drainase dalam Kondisi 

Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat
% 3,0                    3.159.000.000 0,0                      445.958.850 3,0                    3.159.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 445.958.850,0 0,0                  14,12 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 16 01 Pembangunan saluran Drainase/Gorong-Gorong 3,20                    3.159.000.000 0,20                      445.958.850 3,20                    3.159.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 445.958.850,0 6,25                  14,12 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 17
PROGRAM PEMBANGUNAN 

TURAP/TALUD/BRONJONG

Terbangunna Talud untuk memperkuat jaringan 

Jalan
% 37,0                  13.150.000.000 0,0                    2.293.881.200 37,0                  13.150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.293.881.200,0 0,0                  17,44 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 17 01 pembangunan turap/talud/bronjong 25,0                  13.150.000.000 3,50                    2.293.881.200 25,0                  13.150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,50 2.293.881.200,0 14,0                  17,44 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 18
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 

DAN JEMBATAN
Terpeliharanya Jaringan Jalan dan Jembatan % 32,0                  24.836.086.500 0,0                  16.935.239.314 32,0                  24.836.086.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.935.239.314,0 0,0                  68,19 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 18 02 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0,0                  10.231.584.500 1,0                    6.087.166.475 0,0                  10.231.584.500 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6.087.166.475,0 0,0                  59,49 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan 0,0                  14.204.502.000 1,0                  10.848.072.839 0,0                  14.204.502.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10.848.072.839,0 0,0                  76,37 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 21 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Rasio Bangunan Ber-IMB per satuan Bangunan % 100,0                    3.476.060.000 0,0                      746.795.000 100,0                    3.476.060.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 746.795.000,0 0,0                  21,48 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 21 01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,0                      709.200.000 1,0                      109.197.500 0,0                      709.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 109.197.500,0 0,0                  15,40 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 21 02 Pemanfaatan Ruang 0,0                    2.766.860.000 1,0                      637.597.500 0,0                    2.766.860.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 637.597.500,0 0,0                  23,04 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 22 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Ketaatan Terhadap RTRW Dokumen 3,0                    2.940.800.000 0,0                      135.302.886 3,0                    2.940.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135.302.886,0 0,0                    4,60 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 22 04 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 0,0                      940.800.000 1,0                      135.302.886 0,0                      940.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 135.302.886,0 0,0                  14,38 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 23
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

KEBINAMARGAAN

Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan 

Prasarana Kebinamargaan
% 72,0                    8.270.311.000 0,0                      778.927.000 72,0                    8.270.311.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778.927.000,0 0,0                    9,42 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 23 02
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 

kebinamargaan
0,0                      509.736.000 1,0                        63.353.500 0,0                      509.736.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 63.353.500,0 0,0                  12,43 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 23 03
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

bengkel alat-alat berat
0,0                    3.960.575.000 1,0                      715.573.500 0,0                    3.960.575.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 715.573.500,0 0,0                  18,07 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 26

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN 

KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA 

AIR LAINNYA

Pembangunan, Penyediaan EmbunG dan Pompa Unit 0,0                    3.610.460.000 0,0                    4.259.385.840 0,0                    3.610.460.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.259.385.840,0 0,0                117,97 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 26 55 Peningkatan Konservasi Air Tanah Jumlah Unit Air Irigasi Pompanisasi Unit 3,0                    1.378.062.250 0,0                    1.375.579.950 3,0                    1.378.062.250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.375.579.950,0 0,0                  99,82 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 26 56
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air 

Lainnya

Jumlah Embung dan Bangunan Air Lainnya yang 

Dibangun
Unit 10,0                    2.232.397.750 0,0                    2.883.805.890 10,0                    2.232.397.750 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.883.805.890,0 0,0                129,18 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 27
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

JUmlah warga Negara yang Memperoleh Layanan 

Pengolahan Air Limbah Domestik (SPM)
% 100,0                    5.295.916.000 0,0                      557.927.150 100,0                    5.295.916.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 557.927.150,0 0,0                  10,54 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan
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1 03 01.00 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 0,0                    4.395.916.000 1,0                      557.927.150 0,0                    4.395.916.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 557.927.150,0 0,0                  12,69 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 28
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR 

BAKU

Persentase Penduduk beraKSES Air Minum 

(SPM)
% 100,0                  25.347.732.000 0,0                    5.424.313.996 100,0                  25.347.732.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.424.313.996,0 0,0                  21,40 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 28 01
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran 

pembawa
0,0                  25.347.732.000 1,0                    5.424.313.996 0,0                  25.347.732.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5.424.313.996,0 0,0                  21,40 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 29
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS 

DAN CEPAT TUMBUH

Terbangunnya Infrastruktur Jalan di Wilayah 

Strategis Khususnya di Perdesaan
% 0,0                  11.195.109.000 0,0                    4.898.607.345 0,0                  11.195.109.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.898.607.345,0 0,0                  43,76 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 29 01 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0,0                    3.649.347.000 1,0                    1.367.431.595 0,0                    3.649.347.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.367.431.595,0 0,0                  37,47 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 29 02 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,0                    7.545.762.000 1,0                    3.531.175.750 0,0                    7.545.762.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3.531.175.750,0 0,0                  46,80 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 01.00 30
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

PERDESAAN
TErbangunnya Infrastruktur Perdesaan % 0,0                  14.180.281.500 0,0                    3.992.056.560 0,0                  14.180.281.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.992.056.560,0 0,0                  28,15 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 31
PERENCANAAN, PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN 

PENGENDALIAN MUTU
Kualitas Pembangunan Prasarana Pertanian Paket 0,0                        68.444.000 0,0                        63.400.000 0,0                        68.444.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63.400.000,0 0,0                  92,63 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 01.00 31 55 Survey dan Desain
Jumlah Dokumen Rencana Pekerjaan Cetak Sawah, 

Dam Parit dan Embung
Paket 4,0                        68.444.000 4,0                        63.400.000 4,0                        68.444.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 63.400.000,0 100,0                  92,63 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
1 03 02.00 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

1 03 02.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    6.653.845.000 0,0                      640.643.188 100,0                    6.653.845.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640.643.188,0 0,0                    9,63 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 0,0                        13.950.000 350,0                          1.350.000 0,0                        13.950.000 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 1.350.000,0 0,0                    9,68 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 12,0                      314.962.000 12,0                        34.276.983 12,0                      314.962.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 34.276.983,0 100,0                  10,88 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Unit 60,0                        53.836.000 12,0                          1.370.000 60,0                        53.836.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 1.370.000,0 20,0                    2,54 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 12,0                      218.525.000 12,0                        37.248.675 12,0                      218.525.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 37.248.675,0 100,0                  17,05 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 50,0                      153.769.000 50,0                        17.992.830 50,0                      153.769.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 17.992.830,0 100,0                  11,70 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 12,0                    1.030.206.000 12,0                      113.719.000 12,0                    1.030.206.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 113.719.000,0 100,0                  11,04 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 12,0                      216.065.000 12,0                        35.040.000 12,0                      216.065.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 35.040.000,0 100,0                  16,22 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 100,0                        23.694.000 12,0                             973.000 100,0                        23.694.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 973.000,0 12,0                    4,11 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan 

perundang-undangan perundang-undangan yang 

disediakan

Examplar 25,0                        16.414.000 5,0                          4.260.000 25,0                        16.414.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 4.260.000,0 20,0                  25,95 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 480,0                      380.569.000 86,0                          2.914.700 480,0                      380.569.000 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 2.914.700,0 17,917                    0,77 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 180,0                    1.096.860.000 36,0                      195.749.000 180,0                    1.096.860.000 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 195.749.000,0 20,0                  17,85 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 12,0                    3.134.995.000 12,0                      195.749.000 12,0                    3.134.995.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 195.749.000,0 100,0                    6,24 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 02.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    6.470.068.000 0,0                      465.795.270 100,0                    6.470.068.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465.795.270,0 0,0                    7,20 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 5,0                      915.119.000 1,0                          9.992.500 5,0                      915.119.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 9.992.500,0 20,0                    1,09 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Jenis Kendaraan dinas/operasional yang 

diadakan
Unit 37,0                    2.907.000.000 1,0                      182.000.000 37,0                    2.907.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 182.000.000,0 2,703                    6,26 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 50,0                      386.294.000 10,0                        65.500.000 50,0                      386.294.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 65.500.000,0 20,0                  16,96 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan
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1 03 02.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 50,0                      310.117.000 10,0                        83.836.000 50,0                      310.117.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 83.836.000,0 20,0                  27,03 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 10,0                      242.281.000 2,0                        15.700.000 10,0                      242.281.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 15.700.000,0 20,0                    6,48 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 250,0                    1.543.488.000 46,0                      108.766.770 250,0                    1.543.488.000 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 108.766.770,0 18,40                    7,05 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 02.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                      169.714.000 0,0                          6.514.000 100,0                      169.714.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.514.000,0 0,0                    3,84 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 25,0                      101.827.000 5,0                          6.514.000 25,0                      101.827.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6.514.000,0 20,0                    6,40 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 02.00 24

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN 

PENGAIRAN LAINNYA

Persentase Luas irigasi kabupaten dalam kondisi 

baik
% 75,0                222.121.274.500 0,0                  14.856.436.222 75,0                222.121.274.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.856.436.222,0 0,0                    6,69 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dokumen 5,0                    1.891.408.000 1,0                      520.740.050 5,0                    1.891.408.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 520.740.050,0 20,0                  27,53 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 24 02 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Jumlah pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan 

irigasi yang dilaksanakan
Paket 75,0                  46.256.313.000 15,0                      907.362.418 75,0                  46.256.313.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 907.362.418,0 20,0                    1,96 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 24 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
Jumlah Sungai/Saluran Pembuang yang 

dinormalisasi
paket 55,0                    7.841.010.000 11,0                      599.120.000 55,0                    7.841.010.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 599.120.000,0 20,0                    7,64 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 02.00 26

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN 

KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA 

AIR LAINNYA

Cakupan luas areal irigasi desa yang tertangani % 100,0                  68.943.702.000 0,0                        59.233.000 100,0                  68.943.702.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59.233.000,0 0,0                    0,09 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 26 03
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
Jumlah Kelompok P3A dan GP3A yang Berpartisipasi Kelompok 8,0                    1.059.233.000 0,0                        59.233.000 8,0                    1.059.233.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59.233.000,0 0,0                    5,59 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 02.00 28
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR 

BAKU

Cakupan luas layanan air baku untuk irigasi yang 

terlayani
% 100,0                  12.995.624.000 0,0                    3.700.321.350 100,0                  12.995.624.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.700.321.350,0 0,0                  28,47 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

1 03 02.00 28 01
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran 

pembawa

Jumlah prasarana pengambilan dan saluran 

pembawa yang dibangun
titik 5,0                    8.017.429.000 1,0                    3.700.321.350 5,0                    8.017.429.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3.700.321.350,0 20,0                  46,15 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Perhubungan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 03 03.00
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, 

PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 04 02.00
Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Pemukiman, 

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 0,0                    8.602.400.014 50,0                    1.458.639.096 0,0                    8.602.400.014 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1.458.639.096,0 0,0                  16,96 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 12,0                    1.312.000.000 12,0                      170.549.668 12,0                    1.312.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 170.549.668,0 100,0                  13,00 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                      204.018.000 12,0                        23.629.025 60,0                      204.018.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 23.629.025,0 20,0                  11,58 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 34.609.990,0 100,0                  12,67 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 100,0                         - 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 3 

yang terbayarkan
Unit 25,0 24,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 96,0                         - 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 6 

yang terbayarka
Unit 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 100,0                         - 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 12,0                    1.376.221.000 12,0                      214.841.100 12,0                    1.376.221.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 214.841.100,0 100,0                  15,61 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

                       34.609.990 1 04 02.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                     273.150.000                      273.150.000 
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1 04 02.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 12,0                      243.338.000 12,0                        47.836.000 12,0                      243.338.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 47.836.000,0 100,0                  19,66 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 151,0                        44.299.000 151,0                          4.272.000 151,0                        44.299.000 0,0 0,0 0,0 0,0 151,0 4.272.000,0 100,0                    9,64 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 135,0                      107.170.000 135,0                        12.617.800 135,0                      107.170.000 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 12.617.800,0 100,0                  11,77 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 135,0                    1.602.775.000 135,0                      292.947.513 135,0                    1.602.775.000 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 292.947.513,0 100,0                  18,28 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 12,0                    3.439.429.000 12,0                      657.336.000 12,0                    3.439.429.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 657.336.000,0 100,0                  19,11 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 04 02.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 0,0                    2.763.174.000 50,0                      172.840.219 0,0                    2.763.174.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 172.840.219,0 0,0                    6,26 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 1,0                      160.000.000 1,0                        30.000.000 1,0                      160.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 30.000.000,0 100,0                  18,75 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan 

rutin/berkala
Unit 1,0                      162.750.000 1,0                        13.388.084 1,0                      162.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 13.388.084,0 100,0                    8,23 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 32,0                      620.250.000 32,0                        91.367.135 32,0                      620.250.000 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 91.367.135,0 100,0                  14,73 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 25,0                        66.750.000 25,0                        12.950.000 25,0                        66.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 12.950.000,0 100,0                  19,40 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 42,0                      153.424.000 24,0                        25.135.000 42,0                      153.424.000 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 25.135.000,0 57,143                  16,38 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 04 02.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 0,0                      575.453.000 50,0                        86.745.000 0,0                      575.453.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 86.745.000,0 0,0                  15,07 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 35,0                      405.193.000 7,0                        58.693.000 35,0                      405.193.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 58.693.000,0 20,0                  14,49 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 06 05
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan
13,0                      170.260.000 12,0                        28.052.000 13,0                      170.260.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 28.052.000,0 92,308                  16,48 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 04 02.00 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rasio rumah layak huni % 0,0                  20.504.300.000 50,0                    1.743.352.801 0,0                  20.504.300.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1.743.352.801,0 0,0                    8,50 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 15 01 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 0,0                      261.700.000 0,0                          9.086.000 0,0                      261.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.086.000,0 0,0                    3,47 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 15 02 Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Negara Jumlah rumah negara yang layak huni Unit 10,0                    3.341.600.000 10,0                    1.565.905.801 10,0                    3.341.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 1.565.905.801,0 100,0                  46,86 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 15 03 Pengembangan Perumahan Jumlah rumah layak huni Unit 416,0                  16.901.000.000 150,0                      168.361.000 416,0                  16.901.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 168.361.000,0 36,058                    1,00 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 04 02.00 18 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
Rasio tempat pemakaman umum persatuan 

penduduk
% 0,0                      425.000.000 0,0                        72.670.550 0,0                      425.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72.670.550,0 0,0                  17,10 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 18 01 Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah areal pemakaman yang tertata Lokasi 2,0                      425.000.000 1,0                        72.670.550 2,0                      425.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 72.670.550,0 50,0                  17,10 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 
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Predikat Kinerja

1 04 02.00 19

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN 

KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA 

AIR KAWASAN PERMUKIMAN

proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap air minum layak, 

perkotaan dan perdesaan 

% 0,0                    7.700.000.000 0,0                      296.040.700 0,0                    7.700.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 296.040.700,0 0,0                    3,84 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

1 04 02.00 19 01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan 

Sungai, Danau, & Sumber daya air lainnya
Jumlah lokasi sumber air bersih yang tersedia Desa/Kel. 13,0                    7.700.000.000 13,0                      296.040.700 13,0                    7.700.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 296.040.700,0 100,0                    3,84 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat
1 05 01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 05 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    3.664.150.000 0,0                      422.810.740 100,0                    3.664.150.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 422.810.740,0 0,0                  11,54 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.260,0                          6.150.000 220,0                          1.110.000 1.260,0                          6.150.000 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 1.110.000,0 17,46                  18,05 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      148.000.000 12,0                        14.538.685 60,0                      148.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 14.538.685,0 20,0                    9,82 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        45.000.000 12,0                          4.992.875 60,0                        45.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.992.875,0 20,0                  11,10 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 56,0 10,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2.970.630,0 17,857                    7,16 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 14,0 2,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 14,286                         - 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      505.000.000 12,0                        72.740.500 60,0                      505.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 72.740.500,0 20,0                  14,40 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      152.000.000 12,0                        21.622.000 60,0                      152.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 21.622.000,0 20,0                  14,23 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 334,0                        21.500.000 61,0                          2.452.000 334,0                        21.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 2.452.000,0 18,263                  11,40 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan 

perundang-undangan perundang-undangan yang 

disediakan

Examplar 180,0                        25.000.000 36,0                          2.420.000 180,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 2.420.000,0 20,0                    9,68 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 820,0                        69.000.000 200,0                          3.683.800 820,0                        69.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 3.683.800,0 24,39                    5,34 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 314,0                    1.155.000.000 34,0                      129.855.450 314,0                    1.155.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 129.855.450,0 10,828                  11,24 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    1.496.000.000 12,0                      166.424.800 60,0                    1.496.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 166.424.800,0 20,0                  11,12 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    2.949.750.000 0,0                      116.831.650 100,0                    2.949.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116.831.650,0 0,0                    3,96 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 234,0                      480.000.000 30,0                        38.883.000 234,0                      480.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 38.883.000,0 12,821                    8,10 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 38,0                      350.000.000 3,0                        11.250.000 38,0                      350.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 11.250.000,0 7,895                    3,21 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      240.000.000 1,0                          8.887.650 5,0                      240.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8.887.650,0 20,0                    3,70 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 70,0                      622.000.000 12,0                        53.161.000 70,0                      622.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 53.161.000,0 17,143                    8,55 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 60,0                        25.250.000 5,0                          1.750.000 60,0                        25.250.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1.750.000,0 8,333                    6,93 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 50,0                        32.500.000 6,0                          2.900.000 50,0                        32.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2.900.000,0 12,0                    8,92 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                      182.000.000 0,0                        25.486.500 100,0                      182.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.486.500,0 0,0                  14,00 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 21,0 5,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 25.486.500,0 23,81                  15,45 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

Level Kapasitas APIP Laporan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 01.00 15
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN 

KENYAMANAN LINGKUNGAN

Persentase masyarakat yang mendapatkan 

pembinaan terkait belanega ra
% 130,0                        54.000.000 0,0                        53.489.000 130,0                        54.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53.489.000,0 0,0                  99,05 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 15 01
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan 

lingkungan

Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan 

belanegara
org 130,0                        54.000.000 129,99                        53.489.000 130,0                        54.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 129,99 53.489.000,0 99,992                  99,05 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 01.00 16
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN 

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

Persenta se koordinasi Tim dalam rangka cegah 

dini dan deteksi dini
% 7,0                    5.565.020.000 0,0                      581.783.800 7,0                    5.565.020.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581.783.800,0 0,0                  10,45 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 16 01 Forum Silahturahmi FORKOPIMDA bersama Masyarakat Jumlah Koordinasi Tim Forkopimda bln 12,0                      467.500.000 12,0                      407.601.800 12,0                      467.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 407.601.800,0 100,0                  87,19 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 16 03
Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan 

Dini
Jumlah laporan kewaspadaan dini dok 60,0                    1.091.600.000 12,0                      126.072.000 60,0                    1.091.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 126.072.000,0 20,0                  11,55 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 16 07 Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat
Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit 

masyarakat
bln 54,0                      490.000.000 6,0                        48.110.000 54,0                      490.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 48.110.000,0 11,111                    9,82 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 01.00 17
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 

KEBANGSAAN

Persenta se masyara kat yang mendapa tkan 

pembina an wawasan kebangsa an
ormas 7.655,0                    3.341.464.000 0,0                        72.984.000 7.655,0                    3.341.464.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72.984.000,0 0,0                    2,18 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 17 07
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur 

budaya bangsa
Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan org 0,0                        25.000.000 64,98                        25.000.000 0,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 64,98 25.000.000,0 0,0                100,00 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

1 05 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

                         2.970.630 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       41.500.000 1 05 01.00 01 06

                     165.000.000                        25.486.500 

                       41.500.000 

                     165.000.000 
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Predikat Kinerja

1 05 01.00 18
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN 

KEBANGSAAN

Persentase masyaraka t yang mendapat kan 

penyuluha n wawasan kebangsaa n
100 588,0                      292.289.000 0,0                      289.110.000 588,0                      292.289.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 289.110.000,0 0,0                  98,91 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 18 01
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan 

kebangsaan

Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan 

dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan
org 0,0                      165.000.000 420,0                      163.600.000 0,0                      165.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 163.600.000,0 0,0                  99,15 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 18 02 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan 

pembauran kebangsaan dan rapat koordinasiFPK
org 198,0                      100.299.000 198,0                        99.547.000 198,0                      100.299.000 0,0 0,0 0,0 0,0 198,0 99.547.000,0 100,0                  99,25 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 18 03 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan ORMAS Jumlah Peserta sosialisasi undang-undang ormas org 0,0                        26.990.000 100,0                        25.963.000 0,0                        26.990.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 25.963.000,0 0,0                  96,19 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 01.00 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Persenta se masyara kat & SDM partai politik 

yang mendapa tkan pendidik an politik 
% 100,0                      807.980.000 0,0                        94.229.000 100,0                      807.980.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94.229.000,0 0,0                  11,66 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat
Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan 

pendidikan politik
org 1.430,0                      550.000.000 129,99                        49.550.000 1.430,0                      550.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 129,99 49.550.000,0 9,09                    9,01 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik

1 05 01.00 21 02 Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol
Jumlah SDM Parpol yang mendapatkan pendidikan 

penyusunan bantuan keuangan parpol
org 220,0                      257.980.000 43,98                        44.679.000 220,0                      257.980.000 0,0 0,0 0,0 0,0 43,98 44.679.000,0 19,991                  17,32 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 02.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN

Terlaksanannya Pelayanan administrasi 

perkantoran
% 100,0                    4.385.039.500 0,0                      612.026.661 100,0                    4.385.039.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 612.026.661,0 0,0                  13,96 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.000,0                          4.050.000 180,0                             675.000 1.000,0                          4.050.000 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 675.000,0 18,0                  16,67 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      644.000.000 12,0                        48.348.500 60,0                      644.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 48.348.500,0 20,0                    7,51 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Unit 60,0                        30.200.000 10,0                          4.000.000 60,0                        30.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 4.000.000,0 16,667                  13,25 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                      240.000.000 12,0                        11.869.905 60,0                      240.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 11.869.905,0 20,0                    4,95 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 55,0 10,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20.848.306,0 18,182                    8,88 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 17,0 14,95 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,95 0,0 87,941                         - 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      593.397.000 12,0                        83.040.000 60,0                      593.397.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 83.040.000,0 20,0                  13,99 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                        46.675.000 12,0                          6.675.000 60,0                        46.675.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 6.675.000,0 20,0                  14,30 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 58,0                      710.500.000 10,0                      109.933.950 58,0                      710.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 109.933.950,0 17,241                  15,47 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    1.819.317.500 12,0                      326.636.000 60,0                    1.819.317.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 326.636.000,0 20,0                  17,95 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 02.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur % 100,0                    2.210.900.000 0,0                      210.883.046 100,0                    2.210.900.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210.883.046,0 0,0                    9,54 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Unit 44,0                      106.000.000 44,0                        29.200.000 44,0                      106.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 29.200.000,0 100,0                  27,55 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                        16.000.000 0,0                                      -   5,0                        16.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 68,0                      633.900.000 12,0                      101.283.046 68,0                      633.900.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 101.283.046,0 17,647                  15,98 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 50,0                        83.000.000 10,0                          9.600.000 50,0                        83.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 9.600.000,0 20,0                  11,57 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 02.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Meningkatnya laporan-laporan OPD Laporan 5,0                        83.400.000 0,0                        23.070.000 5,0                        83.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.070.000,0 0,0                  27,66 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 20,0                        68.200.000 4,0                        20.070.000 20,0                        68.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 20.070.000,0 20,0                  29,43 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 5,0                        15.200.000 1,0                          3.000.000 5,0                        15.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3.000.000,0 20,0                  19,74 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 02.00 15
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN 

KENYAMANAN LINGKUNGAN

Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan 

lingkungan yang kondusif dalam penyelenggara 

an pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakata n

% 95,0                  11.819.000.000 0,0                    2.900.903.250 95,0                  11.819.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.900.903.250,0 0,0                  24,54 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 15 02
Penyiapan Tenaga Kerja Pengendalian Keamanan dan 

Kenyamanan Lingkungan

Tersedianya Tenaga Bantuan Operasional Polisi 

Pamong Praja
Pol PP 683,0                    9.460.000.000 123,0                    2.591.350.000 683,0                    9.460.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 2.591.350.000,0 18,009                  27,39 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 15 03
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan

Cakupan Jam Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam sehari tingkat Kecamatan
Persen 100,0                      725.000.000 99,99                        65.707.000 100,0                      725.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 65.707.000,0 99,99                    9,06 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan Presentase Angka Kriminalitas Persen 100,0                      625.000.000 100,0                      212.871.250 100,0                      625.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 212.871.250,0 100,0                  34,06 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 15 06 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat
Persentase Gangguan Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan
Persen 100,0                      500.000.000 99,99                        30.975.000 100,0                      500.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 30.975.000,0 99,99                    6,20 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 02.00 16
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN 

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

Persentase penanganan gangguan ketentraman 

dan ketertiban umum
% 95,0                    3.541.500.000 0,0                      324.506.500 95,0                    3.541.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324.506.500,0 0,0                    9,16 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 16 03
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam 

Teknik Pencegahan Kejahatan
Terlaksananya Kerjasama Kantrantibmas Terpadu Persen 100,0                      250.000.000 100,0                          4.600.000 100,0                      250.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 4.600.000,0 100,0                    1,84 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 16 04
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan 

Siskamswakarsa di Daerah

Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Rangka 

Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
Persen 100,0                      750.000.000 99,99                      129.860.000 100,0                      750.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 129.860.000,0 99,99                  17,31 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

                     234.900.000                        20.848.306 1 05 02.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                     234.900.000 
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1 05 02.00 16 11
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 

Kriminal

Terlaksananya Penertiban dan patroli penegakan 

perda, Operasi Penegakan perda, Yustisi / Non 

Yustisi

Persen 100,0                      381.500.000 100,0                        20.246.500 100,0                      381.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 20.246.500,0 100,0                    5,31 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 16 12
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi 

Pamong Praja

Terlaksananya pengawasan, Pengendalian dan 

Evaluasi Kegiatan Pol PP serta PTI
Persen 100,0                    1.980.000.000 100,0                      169.800.000 100,0                    1.980.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 169.800.000,0 100,0                    8,58 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 02.00 19
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN 

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 

(SPM)

% 0,0                  14.916.800.000 0,0                    2.069.831.821 0,0                  14.916.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.069.831.821,0 0,0                  13,88 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 19 01
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran
Tertanggulanginya Kejadian Kebakaran Persen 100,0                    5.377.000.000 100,0                      494.366.017 100,0                    5.377.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 494.366.017,0 100,0                    9,19 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 19 02
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya 

Kebakaran

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pemadam 

Kebakaran memadai
Kali 5,0                    1.614.800.000 1,0                    1.575.465.804 5,0                    1.614.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.575.465.804,0 20,0                  97,56 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 02.00 23
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN 

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada 

(SPM)

% 100,0                    2.590.330.000 0,0                      443.335.000 100,0                    2.590.330.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 443.335.000,0 0,0                  17,12 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 23 01 Penegakan Perda Tegaknya Peraturan Daerah Persen 100,0                    1.808.830.000 100,0                      337.916.250 100,0                    1.808.830.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 337.916.250,0 100,0                  18,68 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran

1 05 02.00 23 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Perda & 

Perbup
Tegaknya Peraturan Daerah Persen 100,0                      781.500.000 99,99                      105.418.750 100,0                      781.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 105.418.750,0 99,99                  13,49 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
1 05 03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 05 03.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran % 100,0                    4.434.850.000 0,0                      546.376.296 100,0                    4.434.850.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 546.376.296,0 0,0                  12,32 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.360,0                          7.610.000 110,0                             510.000 1.360,0                          7.610.000 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 510.000,0 8,088                    6,70 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      183.000.000 12,0                        22.209.586 60,0                      183.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 22.209.586,0 20,0                  12,14 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 12,0                      114.000.000 9,0                        17.745.240 12,0                      114.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 17.745.240,0 75,0                  15,57 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 11,0                        37.500.000 10,98                          3.947.620 11,0                        37.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,98 3.947.620,0 99,818                  10,53 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 12,0                      390.500.000 12,0                        59.424.500 12,0                      390.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 59.424.500,0 100,0                  15,22 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 12,0                      153.500.000 12,0                        26.480.000 12,0                      153.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 26.480.000,0 100,0                  17,25 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 145,0                        18.140.000 17,0                             939.000 145,0                        18.140.000 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 939.000,0 11,724                    5,18 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 0,0                        18.600.000 12,0                          1.200.000 0,0                        18.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 1.200.000,0 0,0                    6,45 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 234,0                    1.756.000.000 38,0                      275.079.850 234,0                    1.756.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 275.079.850,0 16,239                  15,67 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 12,0                    1.756.000.000 12,0                      138.840.500 12,0                    1.756.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 138.840.500,0 100,0                    7,91 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 03.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Cakupan layanan Sarana dan prasarana Aparatur % 100,0                      840.700.000 0,0                        92.544.000 100,0                      840.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92.544.000,0 0,0                  11,01 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 34,0                      156.000.000 1,0                          4.750.000 34,0                      156.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.750.000,0 2,941                    3,04 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 14,0                      157.700.000 3,0                        25.050.000 14,0                      157.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 25.050.000,0 21,429                  15,88 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 1,0                      174.000.000 1,0                        14.000.000 1,0                      174.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 14.000.000,0 100,0                    8,05 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 11,0                      294.000.000 11,0                        44.954.000 11,0                      294.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 44.954.000,0 100,0                  15,29 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 10,0                        26.100.000 6,0                             880.000 10,0                        26.100.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 880.000,0 60,0                    3,37 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 8,0                        32.900.000 8,0                          2.910.000 8,0                        32.900.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 2.910.000,0 100,0                    8,84 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 05 03.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat Ketepatan Waktu pelaporan capaian 

KInerja dan Keuangan
% 100,0                      109.000.000 0,0                          5.048.200 100,0                      109.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.048.200,0 0,0                    4,63 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah

1 05 03.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 22,0                      109.000.000 22,0                          5.048.200 22,0                      109.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 5.048.200,0 100,0                    4,63 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
1 06 Sosial
1 06 01.00 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 06 02.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    5.630.000.000 300,0                      910.731.530 100,0                    5.630.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 910.731.530,0 300,0                  16,18 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 7.500,0                        15.000.000 1.500,0                          1.656.000 7.500,0                        15.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 1.656.000,0 20,0                  11,04 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      670.000.000 9,0                        53.773.100 60,0                      670.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 53.773.100,0 15,0                    8,03 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 10,0                        75.000.000 2,0                        10.681.190 10,0                        75.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 10.681.190,0 20,0                  14,24 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 110,0                      150.000.000 2,25                          5.674.540 110,0                      150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,25 5.674.540,0 2,045                    3,78 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                    1.000.000.000 12,0                      165.899.300 60,0                    1.000.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 165.899.300,0 20,0                  16,59 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      275.000.000 12,0                        52.640.000 60,0                      275.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 52.640.000,0 20,0                  19,14 DINAS SOSIAL
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1 06 02.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 60,0                        25.000.000 12,0                          2.300.000 60,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2.300.000,0 20,0                    9,20 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 1.250,0                      900.000.000 250,0                      147.084.400 1.250,0                      900.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 147.084.400,0 20,0                  16,34 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran peningkatan administrasi perkantoran bulan 60,0                    2.500.000.000 12,0                      471.023.000 60,0                    2.500.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 471.023.000,0 20,0                  18,84 DINAS SOSIAL

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 06 02.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 0,0                    1.114.000.000 0,0                        62.360.527 0,0                    1.114.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62.360.527,0 0,0                    5,60 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      100.000.000 1,0                        14.560.000 5,0                      100.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 14.560.000,0 20,0                  14,56 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 24,0                      750.000.000 24,0                        32.160.527 24,0                      750.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 32.160.527,0 100,0                    4,29 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 75,0                        24.000.000 15,0                          2.000.000 75,0                        24.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 2.000.000,0 20,0                    8,33 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 50,0                      100.000.000 10,0                        13.640.000 50,0                      100.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13.640.000,0 20,0                  13,64 DINAS SOSIAL

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 06 02.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 0,0                      750.000.000 0,0                      106.345.800 0,0                      750.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106.345.800,0 0,0                  14,18 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 30,0                      750.000.000 6,0                      106.345.800 30,0                      750.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 106.345.800,0 20,0                  14,18 DINAS SOSIAL

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 06 02.00 16
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI 

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jumlah Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan 

yang tertangani
0,0                  10.217.040.000 0,0                      581.633.500 0,0                  10.217.040.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581.633.500,0 0,0                    5,69 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 16 08
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut 

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terjaminnya bantuan sosial dalam meningkatnya 

penanganan korban alam dan sosial
% 100,0                    1.550.000.000 100,0                      170.457.500 100,0                    1.550.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 170.457.500,0 100,0                  11,00 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 16 09
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana 

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

yang terlayani meningkat
KK 55.490,0                    1.929.040.000 11,0                      411.176.000 55.490,0                    1.929.040.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 411.176.000,0 0,02                  21,32 DINAS SOSIAL

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 06 02.00 17

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG 

PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, 

NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang 

dibina
0,0                    5.250.000.000 0,0                      616.203.300 0,0                    5.250.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616.203.300,0 0,0                  11,74 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 17 02
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks 

penyandang penyakit sosial

Terlaksananya pembinaan eks penyandang penyakit 

sosial
orang 50,0                    2.050.000.000 10,0                      616.203.300 50,0                    2.050.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 616.203.300,0 20,0                  30,06 DINAS SOSIAL

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 06 02.00 21
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jumlah lembaga Panti Asuhan, SDLB, LVRI yang 

diberdayakan
0,0                    3.883.800.000 0,0                      627.307.150 0,0                    3.883.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 627.307.150,0 0,0                  16,15 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 21 01
Peningkatan peran aktif kelembagaan dan kesejahteraan 

sosial

Kelompok organisasi sosial LKSA dan kegiatan 

Anjangsana hari-hari besar nasional
buah 25,0                    2.273.000.000 5,0                      451.932.500 25,0                    2.273.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 451.932.500,0 20,0                  19,88 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 21 02 Pengembangan model kelembagaan jaminan sosial RTM RTSM yang perlu mendapat penanganan KPM 37.080,0                    1.610.800.000 7.146,0                      175.374.650 37.080,0                    1.610.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7.146,0 175.374.650,0 19,272                  10,89 DINAS SOSIAL

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

1 06 02.00 25

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, 

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN 

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 

(PMKS) LAINNYA

0,0                    1.273.000.000 0,0                        61.984.500 0,0                    1.273.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61.984.500,0 0,0                    4,87 DINAS SOSIAL

1 06 02.00 25 01 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Meningkatkan taraf hidup dan penghidupan fakir 

miskin dan anak terlantar
orang 500,0                    1.273.000.000 49,98                        61.984.500 500,0                    1.273.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 49,98 61.984.500,0 9,996                    4,87 DINAS SOSIAL

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2 01 Tenaga Kerja

2 01 01.00
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

2 01 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    4.106.000.000 75,0                      523.484.823 100,0                    4.106.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 523.484.823,0 75,0                  12,75 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 190,0                          1.000.000 190,0                             900.000 190,0                          1.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 900.000,0 100,0                  90,00 
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      246.000.000 12,0                        32.466.313 60,0                      246.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 32.466.313,0 20,0                  13,20 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        30.000.000 12,0                          4.888.850 60,0                        30.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.888.850,0 20,0                  16,30 
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 50,0 10,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 4.996.760,0 20,0                  14,28 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 5,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 20,0                         - 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      695.000.000 12,0                      106.775.000 60,0                      695.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 106.775.000,0 20,0                  15,36 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      200.000.000 12,0                        21.127.000 60,0                      200.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 21.127.000,0 20,0                  10,56 
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 245,0                        10.000.000 45,0                          1.313.000 245,0                        10.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 1.313.000,0 18,367                  13,13 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 1.200,0                        54.000.000 199,98                          3.084.400 1.200,0                        54.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 199,98 3.084.400,0 16,665                    5,71 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 285,0                    1.405.000.000 40,0                      129.610.000 285,0                    1.405.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 129.610.000,0 14,035                    9,22 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    1.430.000.000 12,0                      218.323.500 60,0                    1.430.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 218.323.500,0 20,0                  15,27 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 01 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Tersediaan sarana dan perasarana 

aparatur 
% 100,0                    2.073.316.000 70,0                        54.134.500 100,0                    2.073.316.000 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 54.134.500,0 70,0                    2,61 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

                         4.996.760 2 01 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       35.000.000                        35.000.000 
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2 01 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 17,0                      169.000.000 3,0                        27.777.500 17,0                      169.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 27.777.500,0 17,647                  16,44 
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      225.000.000 1,0                          8.975.000 5,0                      225.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8.975.000,0 20,0                    3,99 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 63,0                      279.000.000 12,0                        10.387.000 63,0                      279.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 10.387.000,0 19,048                    3,72 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 75,0                        35.816.000 15,0                          1.170.000 75,0                        35.816.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 1.170.000,0 20,0                    3,27 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 105,0                        59.500.000 6,0                          5.825.000 105,0                        59.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5.825.000,0 5,714                    9,79 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 01 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Capaian kinerja keuangan % 100,0                      150.000.000 67,0                        13.761.000 100,0                      150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 13.761.000,0 67,0                    9,17 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi 

kinerja OPD yang Dihasilkan
Dokumen 20,0                      150.000.000 2,0                        13.761.000 20,0                      150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 13.761.000,0 10,0                    9,17 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 01 01.00 15
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Besaran Pencari Kerja Yang Ditempatkan % 0,0                    1.800.000.000 45,0                    1.783.769.250 0,0                    1.800.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 1.783.769.250,0 0,0                  99,10 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 15 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Jumlah pencari kerja yang dilatih Orang 850,0                    1.800.000.000 850,0                    1.783.769.250 850,0                    1.800.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 1.783.769.250,0 100,0                  99,10 
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 01 01.00 17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN 

LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta 

Program Jaminan Ketenagakerjaan
% 100,0                    1.893.425.000 85,0                      819.528.000 100,0                    1.893.425.000 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 819.528.000,0 85,0                  43,28 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 01 01.00 17 01
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan 

hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%) % 100,0                    1.091.000.000 28,0                      819.528.000 100,0                    1.091.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 819.528.000,0 28,0                  75,12 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 02 01.00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan 

dan Perlindungan Anak

2 02 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    5.429.890.000 0,0                      652.002.124 100,0                    5.429.890.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 652.002.124,0 0,0                  12,01 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.200,0                        11.950.000 172,50                             900.000 1.200,0                        11.950.000 0,0 0,0 0,0 0,0 172,50 900.000,0 14,375                    7,53 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      367.400.000 12,0                        29.355.742 60,0                      367.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 29.355.742,0 20,0                    7,99 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                      192.000.000 12,0                        21.936.390 60,0                      192.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 21.936.390,0 20,0                  11,43 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 25,0 4,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5.927.780,0 16,0                    2,66 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 47,0 15,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 31,915                         - 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      680.000.000 11,0                      101.446.000 60,0                      680.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 101.446.000,0 18,333                  14,92 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      150.000.000 12,0                        21.509.000 60,0                      150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 21.509.000,0 20,0                  14,34 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 708,0                        65.840.000 120,0                          8.987.500 708,0                        65.840.000 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 8.987.500,0 16,949                  13,65 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 297,0                    1.799.500.000 47,0                      228.802.712 297,0                    1.799.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 228.802.712,0 15,825                  12,71 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    1.940.700.000 12,0                      233.137.000 60,0                    1.940.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 233.137.000,0 20,0                  12,01 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 02 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    2.082.450.000 0,0                      175.474.350 100,0                    2.082.450.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175.474.350,0 0,0                    8,43 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 36,0                      324.000.000 6,0                        21.081.000 36,0                      324.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 21.081.000,0 16,667                    6,51 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 46,0                      290.000.000 6,0                        38.400.000 46,0                      290.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 38.400.000,0 13,043                  13,24 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Unit 101,0                      265.000.000 15,0                        14.000.000 101,0                      265.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 14.000.000,0 14,851                    5,28 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      610.000.000 1,0                        66.670.000 5,0                      610.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 66.670.000,0 20,0                  10,93 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 88,0                      483.750.000 10,0                        31.348.350 88,0                      483.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 31.348.350,0 11,364                    6,48 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

                         5.927.780 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                     222.500.000 2 02 01.00 01 06                      222.500.000 
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2 02 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 68,0                        53.000.000 0,0                          2.675.000 68,0                        53.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.675.000,0 0,0                    5,05 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 103,0                        56.700.000 10,0                          1.300.000 103,0                        56.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 1.300.000,0 9,709                    2,29 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.000.000,0 0,0                  20,00 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

PERSENTASE JUMLAH LAPORAN YANG 

BERHASIL DIKOMPILASI
% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 21,0                      125.000.000 3,0                        25.000.000 21,0                      125.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 25.000.000,0 14,286                  20,00 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 02 01.00 15
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN 

KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
% 100,0                    1.270.000.000 0,0                        74.743.000 100,0                    1.270.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74.743.000,0 0,0                    5,89 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 15 01
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan 

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan 

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak

Orang 2.750,0                    1.160.000.000 550,0                        68.291.000 2.750,0                    1.160.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 68.291.000,0 20,0                    5,89 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 15 02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Orang 100,0                      110.000.000 50,0                          6.452.000 100,0                      110.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 6.452.000,0 50,0                    5,87 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 02 01.00 16
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
% 100,0                    1.943.000.000 0,0                        99.096.000 100,0                    1.943.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99.096.000,0 0,0                    5,10 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 16 03
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan 

anak

Terwujudnya kelembagaan pengarusutamaan gender 

dan anak
Orang 1.000,0                      435.000.000 200,0                        34.213.000 1.000,0                      435.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 34.213.000,0 20,0                    7,87 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 16 04 Evaluasi pelaksanaan PUG Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan PUG Orang 668,0                      541.000.000 70,0                        25.003.000 668,0                      541.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 25.003.000,0 10,479                    4,62 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 02 01.00 19
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN 

KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
0,0                    6.675.000.000 0,0                      385.815.500 0,0                    6.675.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 385.815.500,0 0,0                    5,78 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 02 01.00 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan Orang 1.200,0                    2.450.000.000 0,0                      385.815.500 1.200,0                    2.450.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 385.815.500,0 0,0                  15,75 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 03 Pertanahan

2 03 02.00
Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Pemukiman, 

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

2 03 02.00 16
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, 

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Persentase lahan yang tertata kepemilikan dan 

pemanfaatannya
% 0,0                  57.763.500.000 50,0                    2.451.048.250 0,0                  57.763.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2.451.048.250,0 0,0                    4,24 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 03 02.00 16 01
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah
Jumlah Dokumen izin lokasi yang terbit Dok 31,0                        39.500.000 2,0                          1.481.000 31,0                        39.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1.481.000,0 6,452                    3,75 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 03 02.00 16 02 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Luas lahan yang bersertifikat Ha 62,0                  57.724.000.000 5,0                    2.449.567.250 62,0                  57.724.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 2.449.567.250,0 8,065                    4,24 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 03 02.00 17
PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK 

PERTANAHAN
Penyelesaian kasus tanah negara % 0,0                        51.500.000 0,0                          2.788.000 0,0                        51.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.788.000,0 0,0                    5,41 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 03 02.00 17 01 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan jumlah aduan konflik pertanahan Kasus 31,0                        51.500.000 2,0                          2.788.000 31,0                        51.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2.788.000,0 6,452                    5,41 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 04 Lingkungan Hidup
2 04 01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

2 04 02.00
Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Pemukiman, 

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

2 04 02.00 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase jumlah sampah yang terkurang 

melalui 3R
% 0,0                    9.832.000.000 0,0                    1.893.559.600 0,0                    9.832.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.893.559.600,0 0,0                  19,26 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 04 02.00 15 02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan 

persampahan

Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan 

persampahan yang tersedia
Unit 3,0                    4.945.000.000 3,0                    1.126.545.300 3,0                    4.945.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1.126.545.300,0 100,0                  22,78 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 02 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
                     125.000.000                        25.000.000                      125.000.000 
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2 04 02.00 15 03
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 

sarana persampahan
Lokasi pelayanan persampahan Lokasi 14,0                    4.287.000.000 2,0                      767.014.300 14,0                    4.287.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 767.014.300,0 14,286                  17,89 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 04 02.00 16
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup
kasus 0,0                363.642.396.000 0,0                      284.354.637 0,0                363.642.396.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 284.354.637,0 0,0                    0,08 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 04 02.00 16 05
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan 

hidup
Jumlah usaha yang memiliki izin lingkungan Usaha 36,0                      668.000.000 36,0                        76.231.500 36,0                      668.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 76.231.500,0 100,0                  11,41 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 04 02.00 16 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Laporan usaha yang memiliki dokumen izin 

lingkungan
Lap. 0,0                        50.000.000 12,0                        46.304.000 0,0                        50.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 46.304.000,0 0,0                  92,61 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 04 02.00 16 07 Pembinaan Kota Sehat/Adipura 0,0                      956.396.000 1,0                      161.819.137 0,0                      956.396.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 161.819.137,0 0,0                  16,92 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 04 02.00 17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI 

SUMBER DAYA ALAM

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional
% 0,0                      401.646.000 0,0                        19.741.000 0,0                      401.646.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.741.000,0 0,0                    4,92 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 04 02.00 17 02 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Jumlah kawasan yang di bina
Desa/Kelur

ahan
1,0                      298.996.000 1,0                        19.741.000 1,0                      298.996.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 19.741.000,0 100,0                    6,60 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 04 02.00 18
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 

(RTH)

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah 

Kota/perkotaan
% 0,0                  11.545.000.000 0,0                    1.764.617.200 0,0                  11.545.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.764.617.200,0 0,0                  15,28 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 04 02.00 18 01 Penataan RTH Jumlah ruang terbuka hijau yang tertata Lokasi 5,0                    2.520.000.000 1,0                      178.269.200 5,0                    2.520.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 178.269.200,0 20,0                    7,07 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 04 02.00 18 02 Pemeliharaan RTH Jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara Lokasi 8,0                    9.025.000.000 8,0                    1.586.348.000 8,0                    9.025.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 1.586.348.000,0 100,0                  17,58 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 04 02.00 19

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES 

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 

HIDUP

Tersedianya informasi tentang lingkungan hidup % 0,0                    2.305.000.000 0,0                      105.604.800 0,0                    2.305.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105.604.800,0 0,0                    4,58 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

2 04 02.00 19 02
Penguatan Kelembagaan Berbasis Lingkungan Hidup 

(ADIWIYATA)

Jumlah sekolah yang berbudaya dan peduli 

lingkungan

Sekolah/3 

Tingkatan 

penghargaa

n

75,0                      910.000.000 15,0                      105.604.800 75,0                      910.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 105.604.800,0 20,0                  11,60 

Dinas Perumahan Rakyat , 

Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 05 Administrasi Kependudukan dan Capil
2 05 01.00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2 05 02.00 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    5.630.000.000 300,0                      910.731.530 100,0                    5.630.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 910.731.530,0 300,0                  16,18 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 7.500,0                        15.000.000 1.500,0                          1.656.000 7.500,0                        15.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 1.656.000,0 20,0                  11,04 
Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      670.000.000 9,0                        53.773.100 60,0                      670.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 53.773.100,0 15,0                    8,03 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 10,0                        75.000.000 2,0                        10.681.190 10,0                        75.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 10.681.190,0 20,0                  14,24 
Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 110,0                      150.000.000 2,25                          5.674.540 110,0                      150.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,25 5.674.540,0 2,045                    3,78 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                    1.000.000.000 12,0                      165.899.300 60,0                    1.000.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 165.899.300,0 20,0                  16,59 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      275.000.000 12,0                        52.640.000 60,0                      275.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 52.640.000,0 20,0                  19,14 
Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 60,0                        25.000.000 12,0                          2.300.000 60,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2.300.000,0 20,0                    9,20 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 1.250,0                      900.000.000 250,0                      147.084.400 1.250,0                      900.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 147.084.400,0 20,0                  16,34 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran peningkatan administrasi perkantoran bulan 60,0                    2.500.000.000 12,0                      471.023.000 60,0                    2.500.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 471.023.000,0 20,0                  18,84 
Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 05 02.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 0,0                    1.114.000.000 0,0                        62.360.527 0,0                    1.114.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62.360.527,0 0,0                    5,60 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      100.000.000 1,0                        14.560.000 5,0                      100.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 14.560.000,0 20,0                  14,56 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil
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2 05 02.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 24,0                      750.000.000 24,0                        32.160.527 24,0                      750.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 32.160.527,0 100,0                    4,29 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 75,0                        24.000.000 15,0                          2.000.000 75,0                        24.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 2.000.000,0 20,0                    8,33 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 50,0                      100.000.000 10,0                        13.640.000 50,0                      100.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13.640.000,0 20,0                  13,64 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 05 02.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 0,0                      750.000.000 0,0                      106.345.800 0,0                      750.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106.345.800,0 0,0                  14,18 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 30,0                      750.000.000 6,0                      106.345.800 30,0                      750.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 106.345.800,0 20,0                  14,18 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 05 02.00 15
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN

Persentase Wajib KTP yang Dilayani Dalam Hal 

Pendataan dan Kepemilikan KTP Elektronik
0,0                  22.140.790.000 0,0                    2.284.806.050 0,0                  22.140.790.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.284.806.050,0 0,0                  10,32 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 01 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Pemeliharaan peralatan dan pengadaan buku profil 

dan agregat
% 0,0                      147.120.000 100,0                        28.444.800 0,0                      147.120.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 28.444.800,0 0,0                  19,33 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 11
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 

(membangun, updating dan pemeliharaan)

Menciptakan data kepeendudukan yang valid dan 

terupdate
% 100,0                    3.375.000.000 99,99                      629.047.400 100,0                    3.375.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 629.047.400,0 99,99                  18,64 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 12
Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase 

Tahap Awal) NIK

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sop 

dan alur pelayanan adm kependudukan
% 100,0                      485.000.000 100,0                          7.700.000 100,0                      485.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 7.700.000,0 100,0                    1,59 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 13
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 

kependudukan

Pemeliharaan peralatan dan pengadaan buku profil 

dan agregat
% 0,0                      575.000.000 99,99                        34.117.000 0,0                      575.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 34.117.000,0 0,0                    5,93 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 14 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Terpenuhinya data base kependudukan % 0,0                      415.196.000 99,99                      191.446.000 0,0                      415.196.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 191.446.000,0 0,0                  46,11 
Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 15
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan 

Sipil

Terpenuhinya pelayanan dalam bidang pencatatan 

sipil
% 0,0                      500.000.000 100,0                        89.897.500 0,0                      500.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 89.897.500,0 0,0                  17,98 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 16 Penerbitan Dokumen Kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 

berbasis nik nasional kependudukan yang sah
% 0,0                    3.321.220.000 100,0                      639.160.000 0,0                    3.321.220.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 639.160.000,0 0,0                  19,24 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 17
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan

jumlah koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan
% 0,0                      630.000.000 99,99                      146.866.350 0,0                      630.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 146.866.350,0 0,0                  23,31 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 18 Cakupan Akte 0-18 tahun sebagai Capaian Target Nasional
Peningkatan kepemilikan akta dan kepastian hukum 

bagi anak-anak 0 - 18 tahun
% 0,0                    1.592.274.000 99,99                      283.922.000 0,0                    1.592.274.000 0,0 0,0 0,0 0,0 99,99 283.922.000,0 0,0                  17,83 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 20 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adanya pemahaman yang baik dalam kepengurusan 

dan kepemilikan data kependudukan
% 0,0                      498.980.000 100,0                      100.380.000 0,0                      498.980.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100.380.000,0 0,0                  20,12 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 21 Sosialisasi kebijakan kependudukan

memberi informasi dan pemahaman kepada 

masyarakat dalam pelayanan administrasi 

kependudukan

Kec 9,0                      381.000.000 2,0                        29.625.000 9,0                      381.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 29.625.000,0 22,222                    7,78 
Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

2 05 02.00 15 22
Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi 

Kependudukan (GISA)

adanya kesadaran pentingnya data kependudukan 

bagi tiap warga masyarakat
Kec 55,0                      570.000.000 10,98                      104.200.000 55,0                      570.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,98 104.200.000,0 19,964                  18,28 

Dinas Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 06 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2 06 01.00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan 

dan Perlindungan Anak

2 06 01.00 15
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 

MASYARAKAT PERDESAAN
Prosentase Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan 0,0                  16.800.000.000 0,0                      560.064.704 0,0                  16.800.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560.064.704,0 0,0                    3,33 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 06 01.00 15 16
Pembinaan dan fasilitasi kelompok masyarakat (POKMAS) 

pengelola air bersih
79 BP-SPAMS yang Mandiri BP-SPAMS 395,0                    1.130.000.000 35,0                        11.230.000 395,0                    1.130.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 11.230.000,0 8,861                    0,99 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 06 01.00 16
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI 

PEDESAAN
0,0                    4.336.000.000 0,0                        27.689.370 0,0                    4.336.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27.689.370,0 0,0                    0,64 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 06 01.00 16 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana bergulir yang lancar dan berkesinambungan Kecamatan 50,0                      910.000.000 7,0                          7.750.000 50,0                      910.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7.750.000,0 14,0                    0,85 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 06 01.00 18
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 

PEMERINTAH DESA
0,0                    4.640.500.000 0,0                        29.700.000 0,0                    4.640.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29.700.000,0 0,0                    0,64 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 06 01.00 18 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa Sosialisasi Undang-undang Desa/ PP/ Permendagri Desa 136,0                        80.500.000 68,0                        29.700.000 136,0                        80.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 29.700.000,0 50,0                  36,89 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 06 01.00 24
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
0,0                    7.811.000.000 0,0                      683.862.318 0,0                    7.811.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683.862.318,0 0,0                    8,76 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 06 01.00 24 02 Monitoring dan Evaluasi kelembagaan desa Jumlah laporan kelembagaan di desa Desa/Kel 530,0                      331.000.000 0,0                        21.860.000 530,0                      331.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.860.000,0 0,0                    6,60 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 07 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2 07 01.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

2 08 Perhubungan
2 08 01.00 DINAS PERHUBUNGAN

2 08 01.00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Perhubungan
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2 08 01.00 15
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN 

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan % 0,0                    2.886.328.000 0,0                        43.966.450 0,0                    2.886.328.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43.966.450,0 0,0                    1,52 DINAS PERHUBUNGAN

2 08 01.00 15 01 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 0,0                    2.886.328.000 1,0                        43.966.450 0,0                    2.886.328.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 43.966.450,0 0,0                    1,52 DINAS PERHUBUNGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 08 01.00 16
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN 

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

Prasarana dan Fasilitas LLAJ dapat Barfungsi 

Baik
% 0,0                    8.155.157.000 0,0                        39.839.000 0,0                    8.155.157.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39.839.000,0 0,0                    0,49 DINAS PERHUBUNGAN

2 08 01.00 16 03
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan 

bermotor
0,0                      107.157.000 1,0                          1.007.000 0,0                      107.157.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.007.000,0 0,0                    0,94 DINAS PERHUBUNGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 08 01.00 17 POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum % 0,0                    1.504.123.000 0,0                      138.883.000 0,0                    1.504.123.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138.883.000,0 0,0                    9,23 DINAS PERHUBUNGAN

2 08 01.00 17 03
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan 

mudah
0,0                      234.984.000 1,0                        34.344.000 0,0                      234.984.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 34.344.000,0 0,0                  14,62 DINAS PERHUBUNGAN

2 08 01.00 17 04
Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan 

umum
0,0                      329.139.000 1,0                      104.539.000 0,0                      329.139.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 104.539.000,0 0,0                  31,76 DINAS PERHUBUNGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 08 01.00 18
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU 

LINTAS
Pemasangan Rambu-Rambu % 0,0                    1.650.000.000 0,0                        23.747.000 0,0                    1.650.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.747.000,0 0,0                    1,44 DINAS PERHUBUNGAN

2 08 01.00 18 06 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 0,0                        50.000.000 1,0                        23.747.000 0,0                        50.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 23.747.000,0 0,0                  47,49 DINAS PERHUBUNGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 09 Komunikasi dan Informatika
2 09 01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    9.697.427.500 0,0                      862.879.116 100,0                    9.697.427.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 862.879.116,0 0,0                    8,90 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 5.673,0                        29.910.000 1.010,0                          5.160.000 5.673,0                        29.910.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.010,0 5.160.000,0 17,804                  17,25 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      481.500.000 11,0                        72.439.195 60,0                      481.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 72.439.195,0 18,333                  15,04 Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 56,0 10,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 8.475.645,0 17,857                  17,31 Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 15,0 3,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 20,0                         - Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                    1.009.661.000 11,0                      128.919.000 60,0                    1.009.661.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 128.919.000,0 18,333                  12,77 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      129.092.000 11,0                        22.341.000 60,0                      129.092.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 22.341.000,0 18,333                  17,31 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan 

perundang-undangan perundang-undangan yang 

disediakan

eksamplar 2.000,0                    3.959.640.000 576,0                        59.131.000 2.000,0                    3.959.640.000 0,0 0,0 0,0 0,0 576,0 59.131.000,0 28,80                    1,49 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
kali 226,0                        20.623.000 20,0                             851.750 226,0                        20.623.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 851.750,0 8,85                    4,13 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 300,0                    1.328.000.000 101,0                      194.977.526 300,0                    1.328.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0 194.977.526,0 33,667                  14,68 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    2.169.682.000 11,0                      294.346.000 60,0                    2.169.682.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 294.346.000,0 18,333                  13,57 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 09 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    4.407.902.000 0,0                      292.312.414 100,0                    4.407.902.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292.312.414,0 0,0                    6,63 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 7,0                      631.550.000 1,0                          6.550.000 7,0                      631.550.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6.550.000,0 14,286                    1,04 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 25,0                      879.000.000 6,0                        79.000.000 25,0                      879.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 79.000.000,0 24,0                    8,99 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 09 01.00 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Unit 7,0                      417.050.000 7,0                        17.050.000 7,0                      417.050.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 17.050.000,0 100,0                    4,09 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      453.000.000 1,0                        53.000.000 5,0                      453.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 53.000.000,0 20,0                  11,70 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 71,0                    1.057.302.000 13,0                      136.712.414 71,0                    1.057.302.000 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 136.712.414,0 18,31                  12,93 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 09 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                      117.758.000 0,0                        17.726.000 100,0                      117.758.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.726.000,0 0,0                  15,05 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 21,0                      117.758.000 5,0                        17.726.000 21,0                      117.758.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 17.726.000,0 23,81                  15,05 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 09 01.00 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, 

INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Persentase perangkat dan sistem Teknologi 

informasi dan komunikasi yang terpasang dan 

digunakan

% 0,0                    3.800.440.000 0,0                    3.734.458.126 0,0                    3.800.440.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.734.458.126,0 0,0                  98,26 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 15 01
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan 

Informasi
tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemda menara 129,0                        35.000.000 129,0                        34.999.226 129,0                        35.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 129,0 34.999.226,0 100,0                100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 15 03 Pengadaan alat studio dan komunikasi

jumlah sarana dan prasarana teknologi komunikasi 

informatika berupa server, akses pin/wifi,microtik RB 

750

Unit 0,0                      110.865.000 11,0                      110.665.000 0,0                      110.865.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 110.665.000,0 0,0                  99,82 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 15 05 Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Jumlah Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan

Aplikasi 

dan Web 

server

0,0                      154.575.000 6,0                      149.154.900 0,0                      154.575.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 149.154.900,0 0,0                  96,49 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 15 06 Pengembangan Jaringan Internet jumlah layanan koneksi jaringan internet pemda titik 20,0                    2.000.000.000 20,0                    1.939.639.000 20,0                    2.000.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 1.939.639.000,0 100,0                  96,98 Dinas Komunikasi dan Informatika
2 09 01.00 15 07 Layanan Akses Internet Tersedianya layanan akses internet bulan 0,0                    1.500.000.000 11,0                    1.500.000.000 0,0                    1.500.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 1.500.000.000,0 0,0                100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 09 01.00 16
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI INFORMASI
Kualitas Layanan akses informasi

Media 

Online
0,0                      789.490.000 0,0                      788.635.000 0,0                      789.490.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 788.635.000,0 0,0                  99,89 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 16 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Terselenggaranya Updating monitoring websitedan 

terlaksananya publikasi media online

media 

online
0,0                      789.490.000 12,0                      788.635.000 0,0                      789.490.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 788.635.000,0 0,0                  99,89 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

                       48.966.000                          8.475.645 2 09 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       48.966.000 
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2 09 01.00 18
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA 

MASSA
Jumlah Media (Media Cetak dan Elektronik) Media 0,0                    1.668.385.000 0,0                    1.664.931.505 0,0                    1.668.385.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.664.931.505,0 0,0                  99,79 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
jumlah media publikasi dalam bentuk kontrak 

halaman
media 2,0                    1.105.210.000 2,0                    1.105.210.000 2,0                    1.105.210.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1.105.210.000,0 100,0                100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 18 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi 

penyelenggaraab pemerintah daerah
kegiatan 480,0                      468.175.000 480,0                      464.721.505 480,0                      468.175.000 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 464.721.505,0 100,0                  99,26 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 18 03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi 

masyarakat

Jumlah penyebarluasan informasi yang bersifat 

penyuluhan bagi masyarakat
kali 3,0                        95.000.000 3,0                        95.000.000 3,0                        95.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 95.000.000,0 100,0                100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 09 01.00 19 PROGRAM IDENTIFIKASI DAN DETEKSI
Hasil Inveritasasi tentang data celah Kerawanan 

dan nilai Resiko keamanan informasi
% 0,0                        97.870.000 0,0                        97.210.718 0,0                        97.870.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97.210.718,0 0,0                  99,33 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 19 01
Identifikasi dan Pemetaan Asset Informasi atau Sistem 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah laporan data cela keamanan dan nilai resiko 

keamanan informasi

Aset 

Informasi
2.000,0                        14.762.000 2.000,0                        14.416.750 2.000,0                        14.762.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 14.416.750,0 100,0                  97,66 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 19 02
Pengembangan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi 

di Bidang Identifikasi dan Deteksi

Jumlahperangkat keamanan informasi sesuai standar 

berupa scenner, komputer dan antena SSB
Unit 3,0                        68.111.000 3,0                        67.912.750 3,0                        68.111.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 67.912.750,0 100,0                  99,71 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 19 03

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keamanan Informasi di 

Bidang Identifikasi dan Deteksi di Lingkungan Pemerintah 

Daerah

Rician data perangkat yang ada dilingkungan pemda 

sidrap
perangkat 4,0                        14.997.000 4,0                        14.881.218 4,0                        14.997.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 14.881.218,0 100,0                  99,23 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 09 01.00 20 PROGRAM PROTEKSI

Berita Acara pelaksanaan Kegiatan sosialisasi 

keamanan informasi dan penetapan tingkat 

kerahasiaan informasi Public yang dikecualikan

% 0,0                      109.368.000 0,0                      101.063.633 0,0                      109.368.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101.063.633,0 0,0                  92,41 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 20 01
Peningkatan kesadaran keamanan informasi di lingkungan 

pemerintah daerah

Jumlah kegiatan sosialisasi keamanan informasi di 

lingkup pemerintah daerahi
kegiatan 0,0                        34.232.000 1,0                        27.010.600 0,0                        34.232.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 27.010.600,0 0,0                  78,90 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 20 02

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia keamanan 

informasi di bidang proteksi di lingkungan pemerintah 

daerah

Jumlah kegiatan Kontra Penginderaan oleh BSSN kegiatan 0,0                        32.075.000 1,0                        32.074.533 0,0                        32.075.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 32.074.533,0 0,0                100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 20 03
Perlindungan Informasi pada kegiatan penting dan fasilitas 

penting di lingkungan pemerintah daerah

Gambaran dan kondisi keadaan ruang kerja bupati 

dan wakil bupati sidrap
personil 0,0                        43.061.000 7,0                        41.978.500 0,0                        43.061.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 41.978.500,0 0,0                  97,49 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 09 01.00 21 PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Laporan tentang Terjadinya insiden Keamanan 

Informasi dan Pemulihan data dan jaringan
% 0,0                      114.200.000 0,0                      114.042.000 0,0                      114.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114.042.000,0 0,0                  99,86 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 21 01

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Keamanan Informasi di bidang penanggulangan dan 

pemulihan di lingkungan pemerintah daerah

Absensi kehadiran personil persandian personil 0,0                        94.200.000 10,0                        94.200.000 0,0                        94.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 94.200.000,0 0,0                100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 09 01.00 21 02

Pengembangan Kapasitas dan Pemeliharaan perangkat 

teknologi keamanan informasi di bidang penanggulangan 

dan pemulihan di lingkungan pemerintah daerah

Jumlah perangkat teknologi keamanan informasi perangkat 0,0                        20.000.000 18,0                        19.842.000 0,0                        20.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 19.842.000,0 0,0                  99,21 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2 10 01.00
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

2 10 01.00 15

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN 

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL 

MENENGAH

Persentase UMK Terhadap Total UMKM % 0,0                    2.334.000.000 96,0                    2.310.863.370 0,0                    2.334.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 2.310.863.370,0 0,0                  99,01 
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 10 01.00 15 01 Penciptaan Usaha Baru dan Penghargaan Wirausaha WUB yang Tercipta Orang 50,0                      419.000.000 50,0                      407.357.500 50,0                      419.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 407.357.500,0 100,0                  97,22    

2 10 01.00 15 02 Peningkatan Sarana Produksi UMKM Jumlah Sarana yang diserahkan Paket 47,0                    1.915.000.000 47,0                    1.903.505.870 47,0                    1.915.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 1.903.505.870,0 100,0                  99,40 
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 10 01.00 18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 

DAN USAHA KOPERASI
Persentase koperasi yang melaksanakan RAT % 14,0                    1.340.000.000 8,50                        79.977.200 14,0                    1.340.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,50 79.977.200,0 60,714                    5,97 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

2 10 01.00 18 02 Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Jumlah Koperasi yang dibina/diawasi dalam hal tertib 

organisasi dan usaha
Unit 251,0                      580.000.000 36,0                        79.977.200 251,0                      580.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 79.977.200,0 14,343                  13,79 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 11 Penanaman Modal

2 11 01.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu

2 11 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    4.884.643.000 0,0                      656.498.145 100,0                    4.884.643.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 656.498.145,0 0,0                  13,44 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 7.150,0                        32.250.000 1.400,0                          4.200.000 7.150,0                        32.250.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 4.200.000,0 19,58                  13,02 
Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      434.240.000 9,0                        41.093.245 60,0                      434.240.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 41.093.245,0 15,0                    9,46 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.246.550,0 0,0                    5,64 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 9,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 11,111                         - 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      709.205.000 12,0                      104.597.000 60,0                      709.205.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 104.597.000,0 20,0                  14,75 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      181.651.000 12,0                        29.640.000 60,0                      181.651.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 29.640.000,0 20,0                  16,32 
Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 01 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor
Unit 240,0                      247.900.000 30,0                        20.000.000 240,0                      247.900.000 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 20.000.000,0 12,50                    8,07 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen istalasi 

listrik/peneranganan bangunan kantor yang 

disediakan

Buah 650,0                        19.820.000 120,0                          1.775.000 650,0                        19.820.000 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 1.775.000,0 18,462                    8,96 
Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 276,0                      862.922.000 36,0                      127.581.350 276,0                      862.922.000 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 127.581.350,0 13,043                  14,78 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

                         3.246.550 2 11 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       57.600.000                        57.600.000 
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2 11 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administasi Perkantoran Bulan 60,0                    2.223.375.000 12,0                      324.365.000 60,0                    2.223.375.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 324.365.000,0 20,0                  14,59 
Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 11 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    4.488.355.000 0,0                        40.211.860 100,0                    4.488.355.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40.211.860,0 0,0                    0,90 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang 

diadakan
Unit 165,0                    1.287.486.000 31,0                        17.000.000 165,0                    1.287.486.000 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 17.000.000,0 18,788                    1,32 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 80,0                      403.810.000 16,0                        23.211.860 80,0                      403.810.000 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 23.211.860,0 20,0                    5,75 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 11 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 75,0                      264.750.000 0,0                        41.874.000 75,0                      264.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.874.000,0 0,0                  15,82 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD
Laporan 22,0                      174.750.000 5,0                        32.149.000 22,0                      174.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 32.149.000,0 22,727                  18,40 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 5,0                        50.000.000 1,0                          9.725.000 5,0                        50.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 9.725.000,0 20,0                  19,45 
Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 11 01.00 15
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN 

KERJASAMA INVESTASI
Nilai Investasi PMDN/PMA Rupiah #########                    8.470.000.000 0,0                      104.727.150 #########                    8.470.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104.727.150,0 #VALUE!                    1,24 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 15 08
Peningkatan Terwujudnya Kerjasama Strategis antara 

Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah buku dan video Profil Investasi Daerah yang 

dibuat
Buku/video 5,0                    1.230.000.000 1,0                        30.000.000 5,0                    1.230.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 30.000.000,0 20,0                    2,44 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 15 09
Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan pengawasan 

Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah investor Penanaman Modal Investor 200,0                        40.000.000 171,0                        39.967.150 200,0                        40.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 171,0 39.967.150,0 85,50                  99,92 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 15 11
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman 

Modal
Jumlah nilai investasi PMDN/PMA Rupiah

########

#
                     550.000.000 #########                        34.760.000 

########

#
                     550.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 #VALUE! 34.760.000,0 #VALUE!                    6,32 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 11 01.00 16
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN 

REALISASI INVESTASI
Jumlah Investor Penanaman Modal Investor 988,0                    3.365.000.000 0,0                        35.000.000 988,0                    3.365.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35.000.000,0 0,0                    1,04 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 16 05 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Jumlah investor yang terdaftar dalam sistem OSS 

dan LKPM
Investor 215,0                      565.000.000 20,0                        35.000.000 215,0                      565.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 35.000.000,0 9,302                    6,19 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 11 01.00 17 PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN
Meningkatnya pelayanan Perizinan yang prima, 

transparan dan berkualitas
% 90,0                    2.590.000.000 0,0                      163.134.002 90,0                    2.590.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163.134.002,0 0,0                    6,30 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 17 03 Kajian/Analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan Jumlah dokumen kebijakan pelayanan perizinan Dokumen 31,0                      570.000.000 7,0                      120.536.002 31,0                      570.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 120.536.002,0 22,581                  21,15 
Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 11 01.00 18
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
Persentase Izin Yang Diterbitkan % 100,0                    7.300.400.000 0,0                      283.827.000 100,0                    7.300.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283.827.000,0 0,0                    3,89 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 18 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa pelayanan perizinan Izin 30.000,0                    1.770.400.000 5.000,0                      190.712.200 30.000,0                    1.770.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 190.712.200,0 16,667                  10,77 
Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 11 01.00 18 03 Pengolahan Data Pelayanan Perizinan
Jumlah pengolahan data perizinan yang berbasis 

teknologi
Izin 30.000,0                    2.285.000.000 5.000,0                        93.114.800 30.000,0                    2.285.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 93.114.800,0 16,667                    4,08 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 12 Kepemudaan dan Olah Raga
2 12 01.00 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2 12 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    4.807.703.000 0,0                      794.704.837 100,0                    4.807.703.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 794.704.837,0 0,0                  16,53 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 500,0                        15.636.000 100,0                          2.568.000 500,0                        15.636.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2.568.000,0 20,0                  16,42 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 12,0                      303.000.000 12,0                        39.545.213 12,0                      303.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 39.545.213,0 100,0                  13,05 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Unit 175,0                        36.400.000 15,0                          3.860.000 175,0                        36.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 3.860.000,0 8,571                  10,60 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 12,0                        25.882.000 12,0                          4.418.850 12,0                        25.882.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.418.850,0 100,0                  17,07 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2.002.760,0 100,0                  11,00 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 12,0 6,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 50,0                         - 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 12,0                    1.006.062.000 12,0                      184.236.750 12,0                    1.006.062.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 184.236.750,0 100,0                  18,31 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 0,0                      140.616.000 12,0                        23.058.000 0,0                      140.616.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 23.058.000,0 0,0                  16,40 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 

daerah
kali 12,0                        34.800.000 12,0                          5.105.400 12,0                        34.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 5.105.400,0 100,0                  14,67 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar 

daerah
kali 33,0                    1.497.000.000 23,0                      250.830.864 33,0                    1.497.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 250.830.864,0 69,697                  16,76 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 12,0                    1.730.107.000 12,0                      279.079.000 12,0                    1.730.107.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 279.079.000,0 100,0                  16,13 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 12 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    1.057.433.000 0,0                      125.792.101 100,0                    1.057.433.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125.792.101,0 0,0                  11,90 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 3,0                        48.000.000 3,0                        12.000.000 3,0                        48.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 12.000.000,0 100,0                  25,00 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 5,0                      368.000.000 4,0                        39.000.000 5,0                      368.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 39.000.000,0 80,0                  10,60 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Unit 0,0                        36.000.000 0,0                                      -   0,0                        36.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 1,0                      545.888.000 13,98                        74.792.101 1,0                      545.888.000 0,0 0,0 0,0 0,0 13,98 74.792.101,0 1.398,0                  13,70 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

                         2.002.760 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       18.200.000 2 12 01.00 01 06                        18.200.000 
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2 12 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                        45.495.000 0,0                                      -   0,0                        45.495.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala Unit 0,0                        14.050.000 0,0                                      -   0,0                        14.050.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 12 01.00 15
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN 

KEBIJAKAN PEMUDA

Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan 

Kepemudaan Daerah
Dokumen 0,0                        70.000.000 0,0                        24.860.750 0,0                        70.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.860.750,0 0,0                  35,52 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 16
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA 

KEPEMUDAAN
Persentase organisasi Pemuda yang Aktif % 100,0                    4.889.720.001 0,0                    1.381.804.650 100,0                    4.889.720.001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.381.804.650,0 0,0                  28,26 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 16 02 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Organisasi yang dibina 35,0                    2.378.393.000 11,0                      908.169.900 35,0                    2.378.393.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 908.169.900,0 31,429                  38,18 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 16 03 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemuda 

pelopor Tk. Kab Sidrap
550,0                      157.737.000 100,0                        26.032.000 550,0                      157.737.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 26.032.000,0 18,182                  16,50 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 16 04
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan 

generasi muda

Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan 

pencegahan narkoba dikalangan generasi muda
2.520,0                      630.000.000 600,0                      120.000.000 2.520,0                      630.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 120.000.000,0 23,81                  19,05 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 16 05 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan 

PASKIBRAKA dan LDK
1.400,0                    1.604.740.001 280,0                      327.602.750 1.400,0                    1.604.740.001 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 327.602.750,0 20,0                  20,41 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 12 01.00 17
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN 

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Persentase Wirausaha Muda % 1,67                    1.320.000.000 0,0                      570.293.000 1,67                    1.320.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570.293.000,0 0,0                  43,20 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan 

kewirausahaan
Orang 0,0                      630.000.000 600,0                      369.900.000 0,0                      630.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 369.900.000,0 0,0                  58,71 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 17 02 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan 

keterampilan
Orang 0,0                      690.000.000 320,0                      200.393.000 0,0                      690.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 200.393.000,0 0,0                  29,04 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 12 01.00 20
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN 

OLAH RAGA
Persentase Cakupan Pembina Olahraga % 100,0                    9.837.217.000 0,0                    2.112.245.000 100,0                    9.837.217.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.112.245.000,0 0,0                  21,47 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah peserta Olahraga rekreasi Orang 0,0                    1.355.213.000 2,0                        53.240.000 0,0                    1.355.213.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 53.240.000,0 0,0                    3,93 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kompetisi/kejuaraan Kejuaraan 0,0                    7.175.054.000 33,0                    2.059.005.000 0,0                    7.175.054.000 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 2.059.005.000,0 0,0                  28,70 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 12 01.00 21
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

OLAH RAGA

Persentase sarana dan prasarana olahraga yang 

memadai
% 85,0                  39.400.000.000 0,0                    6.592.924.412 85,0                  39.400.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.592.924.412,0 0,0                  16,73 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 21 01 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang 

ditingkatkan
Sarana 2,0                  38.582.402.000 2,0                    6.407.490.280 2,0                  38.582.402.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6.407.490.280,0 100,0                  16,61 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

2 12 01.00 21 02 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga Jumlah sarana Olahraga yang dipelihara Sarana 2,0                      817.598.000 2,0                      185.434.132 2,0                      817.598.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 185.434.132,0 100,0                  22,68 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 13 Statistik
2 13 01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 13 01.00 15
PROGRAM PENGEMBANGAN 

DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang 

Tersedia
% 0,0                        66.109.000 0,0                        66.108.193 0,0                        66.109.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66.108.193,0 0,0                100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 13 01.00 15 01
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi
Publikasi Data Statistik Daerah Buku 5,0                        66.109.000 5,0                        66.108.193 5,0                        66.109.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 66.108.193,0 100,0                100,00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 14 Kebudayaan
2 14 01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                  11.809.458.208 0,0                    2.086.279.555 100,0                  11.809.458.208 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.086.279.555,0 0,0                  17,67 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.200,0                        52.551.000 1.200,0                          1.500.000 1.200,0                        52.551.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 1.500.000,0 100,0                    2,85 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      155.652.148 12,0                        78.727.050 60,0                      155.652.148 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 78.727.050,0 20,0                  50,58 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        28.636.660 12,0                        14.041.250 60,0                        28.636.660 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 14.041.250,0 20,0                  49,03 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 125,0                      126.606.000 25,0                        24.504.000 125,0                      126.606.000 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 24.504.000,0 20,0                  19,35 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                    1.147.461.900 12,0                      546.964.970 60,0                    1.147.461.900 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 546.964.970,0 20,0                  47,67 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      352.006.000 12,0                        45.694.800 60,0                      352.006.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 45.694.800,0 20,0                  12,98 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 27,0                      343.306.000 27,0                        36.692.883 27,0                      343.306.000 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 36.692.883,0 100,0                  10,69 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 24,0                      173.153.000 24,0                        18.319.150 24,0                      173.153.000 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 18.319.150,0 100,0                  10,58 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 75,0                    1.899.200.000 75,0                      365.201.702 75,0                    1.899.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 365.201.702,0 100,0                  19,23 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    7.122.477.500 12,0                      954.633.750 60,0                    7.122.477.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 954.633.750,0 20,0                  13,40 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 14 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana 

Aparatur
% 100,0                  16.646.577.200 0,0                      502.062.767 100,0                  16.646.577.200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 502.062.767,0 0,0                    3,02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 1,0                    5.109.349.700 0,0                                      -   1,0                    5.109.349.700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 35,0                      425.882.500 35,0                        41.926.000 35,0                      425.882.500 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 41.926.000,0 100,0                    9,84 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 35,0                    1.185.520.000 35,0                      163.515.000 35,0                    1.185.520.000 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 163.515.000,0 100,0                  13,79 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 19,0                      691.360.000 15,0                      180.235.000 19,0                      691.360.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 180.235.000,0 78,947                  26,07 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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2 14 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 50,0                      619.010.000 29,0                        95.966.767 50,0                      619.010.000 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 95.966.767,0 58,0                  15,50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 189,0                      168.153.000 49,0                        14.990.000 189,0                      168.153.000 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 14.990.000,0 25,926                    8,91 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 123,0                      107.602.000 83,0                          5.430.000 123,0                      107.602.000 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 5.430.000,0 67,48                    5,05 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 14 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) % 75,0                    1.633.032.400 0,0                      174.124.060 75,0                    1.633.032.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174.124.060,0 0,0                  10,66 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 10,0                    1.462.405.400 10,0                      174.124.060 10,0                    1.462.405.400 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 174.124.060,0 100,0                  11,91 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung 

Festival Seni Dan Budaya Daerah
% 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268.806.000,0 0,0                    1,38 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang 

dilestarikan
% 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan 

inventarisasi
Karya 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Persentase Cagar Budaya Yang dikelola Secara 

Terpadu 
% 57,40 0,0 57,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 15 01 Pelestarian Fisik Bangunan Cagar Budaya dan Museum
Jumlah Bangunan Cagar Budaya dan Museum 

Kondisi Baik
Unit 2,0                    2.550.500.000 1,0                      226.973.000 2,0                    2.550.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 226.973.000,0 50,0                    8,90 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 15 06 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala Jumlah Objek Cagar Budaya Yang di Tetapkan Objek 10,0                      229.591.000 7,0                        25.387.000 10,0                      229.591.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 25.387.000,0 70,0                  11,06 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 15 12 Lomba Cerita Rakyat Jumlah Kegiatan Lomba Cerita Rakyat Lomba 5,0                      381.873.000 1,0                        16.446.000 5,0                      381.873.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 16.446.000,0 20,0                    4,31 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 14 01.00 16 Perkembangan keragaman budaya daerah Jumlah Pementasan Tari dan Musik Tradisional 0,0                                      -   0,0                      786.651.666 0,0                                      -   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 786.651.666,0 0,0                         - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 16 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya % 100,0                    1.043.827.000 0,0                      992.766.919 100,0                    1.043.827.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 992.766.919,0 0,0                  95,11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 14 01.00 16 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Pementasan Kelompok Paduan Suara Pada 

Upacara Bendera
Pentas 0,0                        87.215.000 0,0                        79.579.333 0,0                        87.215.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79.579.333,0 0,0                  91,25 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 15 Perpustakaan
2 15 01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    3.045.840.500 150,0                      383.055.964 100,0                    3.045.840.500 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 383.055.964,0 150,0                  12,58 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.050,0                          5.600.000 250,0                             718.000 1.050,0                          5.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 718.000,0 23,81                  12,82 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      232.000.000 12,0                        24.599.524 60,0                      232.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 24.599.524,0 20,0                  10,60 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        70.000.000 2,0                          9.988.850 60,0                        70.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 9.988.850,0 3,333                  14,27 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 30,0 6,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2.538.340,0 20,0                    5,64 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 20,0 4,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 20,0                         - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      297.630.500 12,0                        51.732.000 60,0                      297.630.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 51.732.000,0 20,0                  17,38 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      318.610.000 12,0                        19.610.000 60,0                      318.610.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 19.610.000,0 20,0                    6,15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 16,0                        10.000.000 4,0                             453.000 16,0                        10.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 453.000,0 25,0                    4,53 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan 

perundang-undangan perundang-undangan yang 

disediakan

Examplar 24,0                        29.000.000 4,0                          1.650.000 24,0                        29.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1.650.000,0 16,667                    5,69 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 60,0                        13.000.000 12,0                             600.000 60,0                        13.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 600.000,0 20,0                    4,62 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 113,0                      750.000.000 18,0                        76.921.250 113,0                      750.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 76.921.250,0 15,929                  10,26 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    1.275.000.000 12,0                      194.245.000 60,0                    1.275.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 194.245.000,0 20,0                  15,23 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 15 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      917.688.000 150,0                        75.462.005 100,0                      917.688.000 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 75.462.005,0 150,0                    8,22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 8,0                        74.600.000 1,0                          2.800.000 8,0                        74.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2.800.000,0 12,50                    3,75 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                        91.250.000 1,0                        10.250.000 5,0                        91.250.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10.250.000,0 20,0                  11,23 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 50,0                      385.818.000 10,0                        57.392.005 50,0                      385.818.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 57.392.005,0 20,0                  14,88 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 64,0                        21.400.000 9,0                          1.400.000 64,0                        21.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 1.400.000,0 14,063                    6,54 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 58,0                        34.620.000 10,0                          3.620.000 58,0                        34.620.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 3.620.000,0 17,241                  10,46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 15 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        98.609.000 150,0                        20.609.000 100,0                        98.609.000 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 20.609.000,0 150,0                  20,90 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 21,0                        98.609.000 5,0                        20.609.000 21,0                        98.609.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 20.609.000,0 23,81                  20,90 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 14 01.00 15 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA                  19.545.995.000 

                       45.000.000 

                     268.806.000 

                         2.538.340 2 15 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       45.000.000 

                 19.545.995.000 
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Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

2 15 01.00 15
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN 

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Persentase Peningkatan Pemustaka % 60,0                    8.186.000.000 165,0                      872.074.750 60,0                    8.186.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 872.074.750,0 275,0                  10,65 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 15 01
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk 

mendorong terwujudnya masyarakat Pembelajar

Jumlah pemustaka pelayanan mobil perpustakaan 

keliling
Orang 36.200,0                      530.000.000 200,0                          7.427.000 36.200,0                      530.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 7.427.000,0 0,552                    1,40 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 15 02 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Jumlah Koleksi dan Judul Buku Kepustakaan exp 2.900,0                    1.270.000.000 500,0                      471.448.750 2.900,0                    1.270.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 471.448.750,0 17,241                  37,12 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 15 03 Pelestarian Bahan Pustaka Jumlah bahan Pustaka yg terpelihara exp 50,0                        16.000.000 20,0                          5.080.000 50,0                        16.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 5.080.000,0 40,0                  31,75 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 15 04
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan 

Minat Baca di Daerah

Jumlah Bahan Pustaka yg diserahkan ke 

perpustakaan Khusus
Exp 20.000,0                    2.850.000.000 2.000,0                      368.418.000 20.000,0                    2.850.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 368.418.000,0 10,0                  12,93 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 15 01.00 15 06
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan

Jumlah Pustakawan dan Tenaga Tehnis 

Perpustakaan
org 140,0                      147.000.000 100,0                        19.701.000 140,0                      147.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 19.701.000,0 71,429                  13,40 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
2 16 Kearsipan
2 16 01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Persentase Volume arsip/dokumen daerah yang 

didata, ditata,diolah dan disimpan
% 40,0 50,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 6.294.000,0 125,0                    7,28 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Persentase Volume Arsip/ Dokumen Daerah yang 

diselamatkan dan dilestarikan
% 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 16 01.00 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah dokumen/arsip daerah yg didata dan di tata Box 600,0                        46.500.000 120,0                          6.294.000 600,0                        46.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 6.294.000,0 20,0                  13,54 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pengolahan 

Kearsipan
Orang 39,0 50,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 22.291.500,0 128,205                    5,83 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM 

Pengelola Kearsipan
% 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 16 01.00 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Jumlah Naskah Sumber Arsip yang diterbitkan judul 7,0                      182.505.000 1,0                        22.291.500 7,0                      182.505.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 22.291.500,0 14,286                  12,21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
3 Urusan Pilihan
3 01 Kelautan dan Perikanan

3 01 01.00 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 0,0                    1.974.832.000 0,0                    1.872.864.223 0,0                    1.974.832.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.872.864.223,0 0,0                  94,84 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.050,0                          5.100.000 1.050,0                          5.100.000 1.050,0                          5.100.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 5.100.000,0 100,0                100,00 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 12,0                      128.400.000 12,0                        94.952.598 12,0                      128.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 94.952.598,0 100,0                  73,95 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 8,0                        40.206.000 8,0                        39.864.950 8,0                        40.206.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 39.864.950,0 100,0                  99,15 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang 

Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Unit 8,0                        96.500.000 8,0                        64.724.252 8,0                        96.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 64.724.252,0 100,0                  67,07 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 12,0                      440.356.000 12,0                      419.208.000 12,0                      440.356.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 419.208.000,0 100,0                  95,20 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 12,0                        37.905.000 12,0                        37.905.000 12,0                        37.905.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 37.905.000,0 100,0                100,00 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang kerja diperbaiki Unit 23,0                          8.340.000 23,0                          5.080.000 23,0                          8.340.000 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 5.080.000,0 100,0                  60,91 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

Unit 30,0                          1.500.000 30,0                          1.500.000 30,0                          1.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 1.500.000,0 100,0                100,00 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 100,0                          8.938.000 71,0                          8.441.450 100,0                          8.938.000 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 8.441.450,0 71,0                  94,44 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 218,0                      629.955.000 135,0                      629.900.973 218,0                      629.955.000 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 629.900.973,0 61,927                  99,99 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Bulan 12,0                      577.632.000 12,0                      566.187.000 12,0                      577.632.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 566.187.000,0 100,0                  98,02 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 01 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 0,0                      135.100.000 0,0                        65.660.296 0,0                      135.100.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65.660.296,0 0,0                  48,60 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 1,0                        14.900.000 1,0                        14.900.000 1,0                        14.900.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 14.900.000,0 100,0                100,00 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 2,0                        40.000.000 2,0                        25.780.000 2,0                        40.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 25.780.000,0 100,0                  64,45 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 8,0                        72.500.000 8,0                        20.430.296 8,0                        72.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 20.430.296,0 100,0                  28,18 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 22,0                          7.700.000 22,0                          4.550.000 22,0                          7.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 4.550.000,0 100,0                  59,09 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 01 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 0,0                        51.334.000 0,0                        49.934.000 0,0                        51.334.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49.934.000,0 0,0                  97,27 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Capaian 

Kinerja
Dok 8,0                        51.334.000 8,0                        49.934.000 8,0                        51.334.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 49.934.000,0 100,0                  97,27 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 01 01.00 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA 

LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR
Jumlah Benih Ikan yang ditebar Ekor 0,0                      100.000.000 0,0                        91.367.000 0,0                      100.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.367.000,0 0,0                  91,37 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 15 55 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Jumlah Benih Ikan yang Ditebar Ekor
########

#
                     100.000.000 #########                        91.367.000 

########

#
                     100.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 #VALUE! 91.367.000,0 #VALUE!                  91,37 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

                         6.294.000 2 16 01.00 16
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN 

DOKUMEN/ARSIP DAERAH
                       86.500.000 

                       22.291.500 
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 

INFORMASI
                     382.505.000 2 16 01.00 18

                       86.500.000 

                     382.505.000 
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Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 01 01.00 16

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA 

KELAUTAN

Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Ikan Paket 0,0                          4.550.000 0,0                          4.500.000 0,0                          4.550.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.500.000,0 0,0                  98,90 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Ikan Paket 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.500.000,0 100,0                  98,90 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan Unit 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 100,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 01 01.00 17 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Produksi Perikanan Tangkap Ton 0,0                      317.000.000 0,0                      365.846.320 0,0                      317.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 365.846.320,0 0,0                115,41 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 17 57 Pengembangan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap Ton 2.663,0                      317.000.000 2.663,0                      365.846.320 2.663,0                      317.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2.663,0 365.846.320,0 100,0                115,41 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 01 01.00 18 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Produksi Perikanan Budidaya Ton 0,0                    1.009.380.800 0,0                      994.732.376 0,0                    1.009.380.800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 994.732.376,0 0,0                  98,55 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Jumlah BBI Lokasi Penyediaan Sarana / Prasarana 

Pembenihan
BBI 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 663.666.400,0 100,0                  98,66 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Jumlah Demplot (Kolam Percontohan) Unit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 18 56 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah BBI Lokasi Pengembangan Bibit Ikan Unggul BBI 4,0                        54.695.800 4,0                        50.191.976 4,0                        54.695.800 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 50.191.976,0 100,0                  91,77 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

3 01 01.00 18 57 Pendampingan Kepada kelompok Tani Pembudidaya Ikan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Klp. 8,0                      282.000.000 8,0                      280.874.000 8,0                      282.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 280.874.000,0 100,0                  99,60 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
3 01 03.00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 02 Pariwisata
3 02 01.00 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

3 02 01.00 15
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN 

PARIWISATA
Jumlah kunjungan wisata Orang #########                    2.540.000.000 0,0                      222.791.000 #########                    2.540.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222.791.000,0 #VALUE!                    8,77 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

Festival Danau Sidenreng Festival 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 222.791.000,0 0,0                  11,00 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

Jumlah Pameran yang dikuti Pameran 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 02 01.00 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Persentase PAD sektor pariwisata % 100,0                    4.830.000.000 0,0                      313.339.000 100,0                    4.830.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 313.339.000,0 0,0                    6,49 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

3 02 01.00 16 01
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana 

pariwisata
Objek wisata yang dipelihara Objek 0,0                      900.000.000 3,0                        89.805.000 0,0                      900.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 89.805.000,0 0,0                    9,98 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

3 02 01.00 16 02 Pengembangan daerah tujuan wisata Objek wisata yang dikembangkan Objek 10,0                    3.930.000.000 2,0                      223.534.000 10,0                    3.930.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 223.534.000,0 20,0                    5,69 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 02 01.00 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Jumlah kelompok pelaku usaha wisata yang 

terbentuk
Kelompok 26,0                      658.000.000 0,0                        88.301.250 26,0                      658.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88.301.250,0 0,0                  13,42 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

3 02 01.00 17 02
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme 

bidang pariwisata

Jumlah pelaku usaha wisata yang mengikuti 

sosialisasi / pelatihan
Orang 0,0                      268.000.000 70,0                        88.301.250 0,0                      268.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 88.301.250,0 0,0                  32,95 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
3 03 Pertanian

3 03 01.00 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 03 01.00
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA 

PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Jumlah Kelompok Penerima PUAP Membentuk 

LKM-A yang dibina
Gapoktan 0,0                        32.362.000 0,0                        20.865.650 0,0                        32.362.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.865.650,0 0,0                  64,48 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Kelompok Penerima PUAP Membentuk LKM-

A yang Dibina
Gapoktan 97,0 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 20.865.650,0 100,0                  64,48 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Gapoktan Peserta Temu Usaha Akselerasi 

KUR
Gapoktan 97,0 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 0,0 100,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

Tingkat Kehilangan Hasil Pada Padi % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.236.766.600,0 0,0                  90,64 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Tingkat Kehilangan Hasil Pada Jagung % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Peningkatan Kualitas dan Rendemen % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Izin Usaha Pertanian Izin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 01 01.00 16 55 Pengawasan Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan

3 01 01.00 18 55 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan                      672.685.000 

                         4.500.000                          4.550.000 

                     222.791.000 3 02 01.00 15 02
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan 

di Luar Negeri
                   2.025.000.000 

                     663.666.400 

3 03 01.00 16
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

                       20.865.650 
Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan Petani/Pelaku 

Agribisnis
                       32.362.000 3 03 01.00 15 55

                   2.467.715.000                    2.236.766.600 

                     672.685.000 

                         4.550.000 

                   2.025.000.000 

                       32.362.000 

                   2.467.715.000 
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3 03 01.00 16 16
ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN 

SUPPLY PANGAN

Jumlah Laporan Hasil Analisis dan Penyusunan Pola 

Konsumsi dan Suplai Pangan
Laporan 0,0                          4.010.000 1,0                          4.010.000 0,0                          4.010.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.010.000,0 0,0                100,00 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 16 55 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Tersedianya Pangan yang Beragam, Bergizi, 

Seimbang dan Aman
KWT 0,0                      110.000.000 4,0                      109.021.500 0,0                      110.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 109.021.500,0 0,0                  99,11 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Bibit kelapa Kopyor Pohon 0,0 9.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.400,0 951.889.500,0 0,0                  82,06 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Bibit Pala Pohon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Bibit Cengkeh Pohon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Bibit Kakao Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Bibit Lada Ha 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Bibit Kopi Pohon 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Waktu Penyediaan Data Luas Tanam, Luas Panen, 

Produktivitas dan Produksi untuk Komoditi Tanaman 

Pangan, Hortikultura, Perkebunan

Bulan 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 97.169.000,0 0,0                  99,32 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Waktu Penyediaan Data Populasi dan Produksi Hasil 

Peternakan dan Produksi Hasil Perikanan Tangkap 

dan Perikanan Budidaya

Triwulan 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Tertatanya Kelembagaan dan Meningkatkan 

Pengetahuan Petani sebagai Pelaku Usaha Tani
Orang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68.847.500,0 0,0                  90,74 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Intensifikasi Cengkeh Ha 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Intensifikasi Kakao Ha 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Peserta Pelatihan Penerapan Teknologi 

Pertanian / Perkebunan Modern Bercocok Tanam
Klp. Tani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 16 59 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
Jumlah Gapoktan Pengelola Distribusi Pangan 

Masyarakat yang Dibina
Gapoktan 0,0                          5.000.000 7,0                          4.754.000 0,0                          5.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 4.754.000,0 0,0                  95,08 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 16 60 Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Desa yang 

Dibina
Klp. 0,0                      500.000.000 0,0                      494.928.000 0,0                      500.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494.928.000,0 0,0                  98,99 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Tingkat Kehilangan Hasil Pada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 506.147.100,0 0,0                  98,28 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

- Padi % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

- Jagung % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Peningkatan Kualitas dan Rendemen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Bimbingan dan Pembinaan Penggunaan Alat Pasca 

Panen

Klp. 

Penggilinga

n

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

                       97.169.000 

                   1.160.000.000 

3 03 01.00 16 57 Pembinaan dan Operasional Statistik Pertanian                        97.830.000 

                     951.889.500 3 03 01.00 16 56 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian & Perkebunan)

3 03 01.00 16 61 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

                       68.847.500 
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk 

Perkebunan
                       75.875.000 3 03 01.00 16 58

                     506.147.100                      515.000.000                      515.000.000 

                   1.160.000.000 

                       97.830.000 

                       75.875.000 
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Jumlah Alsintan Pada Sentra Produksi 

Pertanian/Perkebunan
Unit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.273.530.812,0 0,0                  71,20 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Meningkatnya Motivasi diantara Para Petani 

Nelayan dan Penyuluh Mensukseskan Kegiatan 

Usaha Dibidang Pertanian, Perikanan

Orang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Terwujudnya Persepsi yang sama diantara petani 

nelayan dan penyuluh dalam mensukseskan kegiatan 

usaha dibidang Pertanian dan Perikanan

Orang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168.025.122,0 0,0                  84,01 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Meningkatnya Motivasi diantara para petani Nelayan 

dan Penyuluh Mensukseskan Kegiatan Usaha 

Dibidang Pertanian danPerikanan

Orang 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 18 56
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah Alsintan pada Sentra Produksi 

Pertanian/Perkebunan
Unit 0,0                    2.993.041.000 105,0                    2.105.505.690 0,0                    2.993.041.000 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 2.105.505.690,0 0,0                  70,35 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

Produksi Padi Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.737.212.815,0 0,0                  38,95 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Produksi Jagung Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 19 Peningkatan Mutu Intensifikasi Hortikultura Pembangunan/Rehab Kebun Induk Paket 1,0                    1.000.000.000 0,0                      915.370.500 1,0                    1.000.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 915.370.500,0 0,0                  91,54 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Ketersediaan Pupuk di Tingkat Kelompok Tani
Kelompok 

Tani
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268.120.090,0 0,0                    9,54 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Tim Entri E-RDKK di Kantor BPP Orang 1.933,0 0,0 1.933,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Luas Pengendalian Hama dan Penyakit Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.495.175,0 0,0                156,63 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Peserta SL-PHT Kelompok 875,0 875,0 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 875,0 0,0 100,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Pembinaan Peningkatan Produksi Padi dan Jagung
Musim 

Tanam
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161.360.000,0 0,0                403,40 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Luas Sasaran Peningkatan Produksi Jagung Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Luas Demplot Peningktan Produksi Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Calon Benih Unggul di Klp. Tani/Penggunaan 

Benih Unggul oleh Petani
Ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tanaman 

Pangan Padi dan Jagung
Buku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Pelatihan Mengenai Teknologi Budidaya Pertanian 

Kepada Klp. Tani
Paket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 19 58
Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan 

Pertanian
Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian Dokumen 1,0                      400.000.000 0,0                        20.635.250 1,0                      400.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.635.250,0 0,0                    5,16 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 19 59
Peningkatan Pengembangan Infrastruktur 

Pertanian/Perkebunan
Panjang Jalan Pertanian Km 1,50                      195.441.100 1,50                      348.231.800 1,50                      195.441.100 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 348.231.800,0 100,0                178,18 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

Meningkatnya Kualitas Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan
Orang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 902.365.229,0 0,0                  98,98 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 18
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

PERTANIAN/PERKEBUNAN
                   3.193.041.000 

                     168.025.122 3 03 01.00 18 55 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan                      200.000.000 

                   2.273.530.812 

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 

PERTANIAN/PERKEBUNAN
                   4.459.800.100 3 03 01.00 19

3 03 01.00 19 55
Pembinaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 

Pertanian

                   1.737.212.815 

                   2.809.359.000 

                     161.360.000 

                       15.000.000 

                     268.120.090 

3 03 01.00 19 57 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                        40.000.000 

                       23.495.175 3 03 01.00 19 56 Operasional Pengendalian Hama dan Penyakit

                     902.365.229 
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH 

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
                     911.667.800 3 03 01.00 20

                   3.193.041.000 

                     200.000.000 

                   4.459.800.100 

                   2.809.359.000 

                       15.000.000 

                       40.000.000 

                     911.667.800 
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Jumlah Kecamatan Lokasi Penyediaan Sarana 

dan Prasarana BP3K
BP3K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 20 55 Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
Jumlah Kecamatan Lokasi Penyediaan Sarana dan 

Prasarana BP3K
Kecamatan 0,0                      790.650.000 1,0                      786.633.200 0,0                      790.650.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 786.633.200,0 0,0                  99,49 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 20 56
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Kualitas Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan
Orang 0,0                      121.017.800 71,0                      115.732.029 0,0                      121.017.800 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 115.732.029,0 0,0                  95,63 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 03 01.00 21
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 

PENYAKIT TERNAK
Jumlah Dosis Vaksinasi Massal Dosis 0,0                      702.271.000 0,0                      158.689.100 0,0                      702.271.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158.689.100,0 0,0                  22,60 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 21 55
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 

Menular Ternak
Jumlah Dosis Vaksinasi Massal Dosis 9.000,0                      160.625.000 9.000,0                      158.689.100 9.000,0                      160.625.000 0,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 158.689.100,0 100,0                  98,79 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 03 01.00 22
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL 

PETERNAKAN
Jumlah Ternak Sapi Ekor 0,0                      391.500.000 0,0                      338.323.475 0,0                      391.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338.323.475,0 0,0                  86,42 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 22 55 Pembibitan dan Perawatan Ternak

Jumlah Kecamatan Lokasi Pelayanan Inseminasi 

Buatan yang efektif dan efisien dalam mendukung 

UPSUS SIWAB

Kec. 11,0                      390.000.000 11,0                      336.823.475 11,0                      390.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 336.823.475,0 100,0                  86,36 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 22 56 Pengembangan Agribisnis Peternakan Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Paket 0,0                          1.500.000 1,0                          1.500.000 0,0                          1.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.500.000,0 0,0                100,00 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 03 01.00 24
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL 

PRODUKSI PETERNAKAN

Waktu Penyediaan Laporan Informasi Harga 

Pasar Produksi Peternakan
Bulan 0,0                        10.500.000 0,0                          9.075.320 0,0                        10.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.075.320,0 0,0                  86,43 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

3 03 01.00 26
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

PETERNAKAN

Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Hasil 

Peternakan
Unit 0,0                      269.500.000 0,0                      225.893.550 0,0                      269.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225.893.550,0 0,0                  83,82 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Sarana Dan Prasarana Teknologi Hasil 

Peternakan
Unit 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225.893.550,0 0,0                  83,82 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Pelatihan Mengenai Teknologi Peternakan Ayam 

Petelur kepada Kelompok Ternak (KPPN)
Paket 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

DINAS TANAMAN PANGAN, 

HORTIKULTURA PERKEBUNAN 

DAN KETAHANAN PANGAN

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
3 04 Perdagangan
3 04 01.01 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    5.666.609.500 0,0                      765.239.792 100,0                    5.666.609.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765.239.792,0 0,0                  13,50 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 467,0                        14.000.000 206,0                          1.415.000 467,0                        14.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 206,0 1.415.000,0 44,111                  10,11 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      396.000.000 12,0                        43.668.543 60,0                      396.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 43.668.543,0 20,0                  11,03 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Unit 60,0                        32.150.000 0,0                                      -   60,0                        32.150.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 99,0                      125.000.000 3,0                        14.009.200 99,0                      125.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 14.009.200,0 3,03                  11,21 Dinas Perdagangan

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 113,0 17,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 7.557.900,0 15,044                  13,94 Dinas Perdagangan

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 19,0 3,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 15,789                         - Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      622.580.000 12,0                      114.350.000 60,0                      622.580.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 114.350.000,0 20,0                  18,37 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      115.726.000 12,0                        17.922.000 60,0                      115.726.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 17.922.000,0 20,0                  15,49 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang kerja diperbaiki Unit 126,0                        63.220.000 13,98                          1.920.000 126,0                        63.220.000 0,0 0,0 0,0 0,0 13,98 1.920.000,0 11,095                    3,04 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 238,0                        21.276.000 49,0                          1.788.000 238,0                        21.276.000 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 1.788.000,0 20,588                    8,40 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 280,0                      108.500.200 50,0                        10.240.000 280,0                      108.500.200 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 10.240.000,0 17,857                    9,44 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 280,0                    1.742.948.800 50,0                      242.511.149 280,0                    1.742.948.800 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 242.511.149,0 17,857                  13,91 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    2.345.008.500 12,0                      309.858.000 60,0                    2.345.008.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 309.858.000,0 20,0                  13,21 Dinas Perdagangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 04 01.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      472.389.033 0,0                        41.031.550 100,0                      472.389.033 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.031.550,0 0,0                    8,69 Dinas Perdagangan

3 03 01.00 26 55
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Hasil 

Peternakan

                     902.365.229 
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH 

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
                     911.667.800 3 03 01.00 20

01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       54.200.000 

                     225.893.550                      269.500.000                      269.500.000 

                         7.557.900 3 04 01.01                        54.200.000 

                     911.667.800 
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3 04 01.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      100.000.000 1,0                          1.026.000 5,0                      100.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.026.000,0 20,0                    1,03 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan 

rutin/berkala
Unit 5,0                      220.889.000 1,0                        26.565.550 5,0                      220.889.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 26.565.550,0 20,0                  12,03 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 14,0                      151.500.000 2,0                        13.440.000 14,0                      151.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 13.440.000,0 14,286                    8,87 Dinas Perdagangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 04 01.01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                      109.796.000 0,0                        18.504.000 100,0                      109.796.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.504.000,0 0,0                  16,85 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 39,0                      109.796.000 7,0                        18.504.000 39,0                      109.796.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 18.504.000,0 17,949                  16,85 Dinas Perdagangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 04 01.01 17 01 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Pengawasan peredaran barang dan jasa serta 

pelaksanaan tera/tera ullang alat UTTP
alat UTTP 0,0                        35.000.000 4.000,0                          8.887.100 0,0                        35.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 8.887.100,0 0,0                  25,39 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 17 02 Pengadaan sarana dan prasarana kemetrologian
Pengadaan gedung/laboratorium, kendaraan, alat 

standar dan perlengkapannya
alat UTTP 0,0                    1.465.277.000 4.000,0                    1.367.432.187 0,0                    1.465.277.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 1.367.432.187,0 0,0                  93,32 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 17 03 Sidang tera/tera ulang alat UTTP 0,0                        36.500.000 0,0                          3.450.000 0,0                        36.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.450.000,0 0,0                    9,45 Dinas Perdagangan
3 04 01.01 17 04 Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur Pasar tertib ukur/ daerah tertib ukur Pasar 0,0                        29.200.000 2,0                          8.079.400 0,0                        29.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 8.079.400,0 0,0                  27,67 Dinas Perdagangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 04 01.01 18
PROGRAM PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG 

ALAT UTTP

Kontribusi PAD dalam pelayanan tera/tera ulang 

alat UTTP
Item 74,17                    2.756.863.000 0,0                        68.847.948 74,17                    2.756.863.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68.847.948,0 0,0                    2,50 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 19
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN 

DALAM NEGERI
% 0,0                    3.330.927.000 0,0                    3.279.078.064 0,0                    3.330.927.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.279.078.064,0 0,0                  98,44 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 19 01 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 0,0                        20.000.000 0,0                        18.824.400 0,0                        20.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.824.400,0 0,0                  94,12 Dinas Perdagangan
3 04 01.01 19 02 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 0,0                        27.513.000 0,0                        24.876.964 0,0                        27.513.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.876.964,0 0,0                  90,42 Dinas Perdagangan
3 04 01.01 19 03 Pembangunan pasar 0,0                    3.283.414.000 0,0                    3.235.376.700 0,0                    3.283.414.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.235.376.700,0 0,0                  98,54 Dinas Perdagangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
3 04 01.01 20 PENGEMBANGAN UNIT METEROLOGI LEGAL Meningkatnya kapasitas sumber daya Item 2,97                    5.641.745.000 0,0                        48.907.300 2,97                    5.641.745.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48.907.300,0 0,0                    0,87 Dinas Perdagangan

3 04 01.01 20 06 Peningkatan Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Terlaksananya pengawasan monitoring dan evaluasi Laporan 60,0                      211.745.000 12,0                          9.870.000 60,0                      211.745.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 9.870.000,0 20,0                    4,66 Dinas Perdagangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
3 05 Perindustrian
3 05 01.01 Dinas Perdagangan
3 05 01.01 15 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 0,0                    2.240.970.000 0,0                    2.063.992.200 0,0                    2.240.970.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.063.992.200,0 0,0                  92,10 Dinas Perdagangan

3 05 01.01 15 01 Penyediaan sarana maupun prasarana kkalster industri Penyedian sarana maupun prasarana klaster industri Klp IKM 0,0                    2.240.970.000 11,0                    2.063.992.200 0,0                    2.240.970.000 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 2.063.992.200,0 0,0                  92,10 Dinas Perdagangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
3 05 01.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI Cakupan bina kelompok dan pelaku industri % 100,0                  20.694.600.000 0,0                      330.217.100 100,0                  20.694.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330.217.100,0 0,0                    1,60 Dinas Perdagangan

3 05 01.01 16 01 Pembinaan dan pengembangan IKM

Terwujudnya pengemb. jaringan IKM dlm bentuk 

pemb., promosi, pameran, rakerda, rakerwil, 

Dekranasda Award

Pameran 3,0                    1.500.000.000 2,0                        67.999.300 3,0                    1.500.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 67.999.300,0 66,667                    4,53 Dinas Perdagangan

3 05 01.01 16 02 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM
Tersedianya pemberian fasilitasi akses perbankan 

bagi IKM
IKM 125,0                        58.000.000 25,0                          8.600.000 125,0                        58.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 8.600.000,0 20,0                  14,83 Dinas Perdagangan

3 05 01.01 16 03
Pelatihan keterampilan dan teknologi industri kecil 

kerajinan
Jml klpk pengrajin industri yg dibina & dibimbing

klp 

pengrajin
14,0                      475.000.000 0,0                                      -   14,0                      475.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Dinas Perdagangan

3 05 01.01 16 04 Penyediaan sarana informasi IKM
Tersedianya sarana informasi IKM yg dpt diakses 

pemangku kepent.
Laporan 5,0                        70.000.000 1,0                          9.620.000 5,0                        70.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 9.620.000,0 20,0                  13,74 Dinas Perdagangan

3 05 01.01 16 05
Pelaksanaan industri kecil dan menengah terhadap 

pemanfaatan sumber daya

Pelaksanaan industri kecil dan menengah terhadap 

pemanfaatan sumber daya

IKM/ 

Lainnya
12,0                    1.700.000.000 3,0                      243.997.800 12,0                    1.700.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 243.997.800,0 25,0                  14,35 Dinas Perdagangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

3 05 01.01 17
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI 

INDUSTRI
0,0                        41.924.000 0,0                        14.259.000 0,0                        41.924.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.259.000,0 0,0                  34,01 Dinas Perdagangan

3 05 01.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Terlaksananya pelatihan teknologi industri % 0,0                        41.924.000 66,0                        14.259.000 0,0                        41.924.000 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 14.259.000,0 0,0                  34,01 Dinas Perdagangan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
3 06 Transmigrasi

3 06 01.00
Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

3 06 01.00 15
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 

TRANSMIGRASI
Persentase transmigrasi swakarsa % 38,50                    9.860.000.000 1,50                    3.465.098.246 38,50                    9.860.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50 3.465.098.246,0 3,896                  35,14 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

3 06 01.00 15 04

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan 

antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan 

transmigrasi

Jumlah Transmigran yang Terdampak 

Pengembangan melalui peningkatan kerjasama (KK)
KK 900,0                    1.260.000.000 175,0                      287.237.996 900,0                    1.260.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 287.237.996,0 19,444                  22,80 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi

3 06 01.00 15 05
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial 

dan ekonomi di kawasan transmigrasi
Jumlah Transmigran Yang Mendapat Bantuan (KK) KK 900,0                    4.200.000.000 100,0                    3.177.860.250 900,0                    4.200.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 3.177.860.250,0 11,111                  75,66 

Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 Urusan Penunjang
4 01 Administrasi Pemerintahan
4 01 01.01 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    1.164.598.250 0,0                      180.106.050 100,0                    1.164.598.250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180.106.050,0 0,0                  15,47 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 595,0                          4.410.000 70,0                             510.000 595,0                          4.410.000 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 510.000,0 11,765                  11,56 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 5,0                        26.566.000 1,0                          4.755.000 5,0                        26.566.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.755.000,0 20,0                  17,90 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 5,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.233.800,0 20,0                  11,16 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 20,0 4,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 20,0                         - Bagian Hukum Sekretariat Daerah

                         1.233.800 4 01 01.01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       11.053.000                        11.053.000 
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4 01 01.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 223,0                      522.050.000 38,0                        90.988.000 223,0                      522.050.000 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 90.988.000,0 17,04                  17,43 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                      584.519.250 12,0                        82.619.250 60,0                      584.519.250 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 82.619.250,0 20,0                  14,13 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      225.850.000 0,0                          8.500.000 100,0                      225.850.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.500.000,0 0,0                    3,76 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 17,0                        66.350.000 1,0                          5.000.000 17,0                        66.350.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5.000.000,0 5,882                    7,54 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 35,0                        17.500.000 7,0                          3.500.000 35,0                        17.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 3.500.000,0 20,0                  20,00 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.01 15
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Perningkatan mutu Peraturan Perundangan-

undangan
% 100,0                      260.295.750 0,0                      254.795.750 100,0                      260.295.750 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254.795.750,0 0,0                  97,89 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 15 02

Kajian peraturan perundang-undanganan daerah terhadap 

per.UU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar pert. 

peruu-an daerah

Naskah final keputusan bupati dan peraturan bupati bulan 12,0                        31.326.000 7,0                        27.876.000 12,0                        31.326.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 27.876.000,0 58,333                  88,99 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 15 03
Koordinasi kerjasama permasalahan pert. perundang-

undangan

terlaksananya koordinasi dan konsultasi mengenai 

peraturan perundang-undangan dengan pemerintah 

kabupaten/kota, provinsi dan pusat

kali 55,0                      138.399.750 55,0                      138.399.750 55,0                      138.399.750 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 138.399.750,0 100,0                100,00 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 15 16
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-

undangan

dokumen rencana rancangan peraturan daerah 

(prolegda)
kali 1,0                        12.710.000 1,0                        11.810.000 1,0                        12.710.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 11.810.000,0 100,0                  92,92 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.01 17
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN 

PENGADUAN MASYARAKAT
Penyelesaian permasalahan daerah % 100,0                      122.000.000 0,0                      222.000.000 100,0                      122.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222.000.000,0 0,0                181,97 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4 01 01.01 17 01
mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 

lainnya

jasa konsultasi hukum dan penasehat hukum dalam 

penyelesaian permasalahan hukum daerah
bulan 1,0                      122.000.000 12,0                      222.000.000 1,0                      122.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 222.000.000,0 1.200,0                181,97 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 01.02 Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah

4 01 01.02 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    2.162.448.000 0,0                      190.091.200 100,0                    2.162.448.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190.091.200,0 0,0                    8,79 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah

4 01 01.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 2.800,0                        20.250.000 300,0                          1.350.000 2.800,0                        20.250.000 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 1.350.000,0 10,714                    6,67 
Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah

4 01 01.02 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 9,0                      125.000.000 1,0                          4.755.000 9,0                      125.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.755.000,0 11,111                    3,80 
Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 19,0 3,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1.457.700,0 15,789                    2,37 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 9,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 11,111                         - 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah

4 01 01.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      220.203.000 12,0                        29.114.000 60,0                      220.203.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 29.114.000,0 20,0                  13,22 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah

4 01 01.02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 275,0                      645.550.000 40,0                        65.116.500 275,0                      645.550.000 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 65.116.500,0 14,545                  10,09 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah

4 01 01.02 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    1.089.895.000 12,0                        88.298.000 60,0                    1.089.895.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 88.298.000,0 20,0                    8,10 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.02 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      565.150.000 0,0                        23.532.000 100,0                      565.150.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.532.000,0 0,0                    4,16 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah

4 01 01.02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 28,0                      327.750.000 4,0                        20.332.000 28,0                      327.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 20.332.000,0 14,286                    6,20 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah

4 01 01.02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 46,0                        56.400.000 8,0                          3.200.000 46,0                        56.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 3.200.000,0 17,391                    5,67 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.02 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        69.114.000 0,0                          8.964.000 100,0                        69.114.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.964.000,0 0,0                  12,97 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah

4 01 01.02 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 30,0                        69.114.000 4,0                          8.964.000 30,0                        69.114.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8.964.000,0 13,333                  12,97 

Bagian Kerjasama Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.03
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 

Sekretariat Daerah

4 01 01.03 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 0,0                    1.207.570.000 0,0                      300.485.900 0,0                    1.207.570.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300.485.900,0 0,0                  24,88 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 0,0                          5.000.000 120,0                             600.000 0,0                          5.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 600.000,0 0,0                  12,00 
Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor perlengkapan kantor
unit 0,0                        29.500.000 8,0                          4.000.000 0,0                        29.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 4.000.000,0 0,0                  13,56 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah jumlah Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah unit 0,0                        25.000.000 1,0                          4.755.000 0,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.755.000,0 0,0                  19,02 
Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 0,0                          8.000.000 3,0                          1.082.000 0,0                          8.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1.082.000,0 0,0                  13,53 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 0,0                      184.222.000 12,0                        29.821.000 0,0                      184.222.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 29.821.000,0 0,0                  16,19 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 0,0                      335.040.000 50,0                        61.973.900 0,0                      335.040.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 61.973.900,0 0,0                  18,50 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

                         1.457.700 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       61.550.000 4 01 01.02 01 06                        61.550.000 
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Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.03 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 0,0                      451.825.000 0,0                        48.183.000 0,0                      451.825.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48.183.000,0 0,0                  10,66 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                      171.825.000 4,0                        32.183.000 0,0                      171.825.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 32.183.000,0 0,0                  18,73 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.03 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 0,0                        41.300.000 0,0                          7.300.000 0,0                        41.300.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.300.000,0 0,0                  17,68 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 0,0                        41.300.000 1,0                          7.300.000 0,0                        41.300.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7.300.000,0 0,0                  17,68 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.03 23
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN 

Cakupan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 

Kebijakan
0,0                    1.404.922.000 0,0                      113.714.500 0,0                    1.404.922.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113.714.500,0 0,0                    8,09 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

Tepat sasaran pendistribusian dan penyaluran 

minyak bumi dan gas, tidak ada harga di atas HET
Agen 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 17.144.000,0 0,0                    9,92 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Agen 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0                         - 
Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 23 04
Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan 

Hidup

Penurunan kerusakan lingkungan hidup pada titik 

pantau penilaian Adipura

rekomenda

si
0,0                      135.818.000 1,0                        10.978.700 0,0                      135.818.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10.978.700,0 0,0                    8,08 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 23 06 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Terbentuknya tim Komisi Pengawasan Pupuk dan 

Pestisida (KP3) kab. Sidrap dan pelaksanaan secara 

ketat

laporan 0,0                      579.535.000 1,0                        85.591.800 0,0                      579.535.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 85.591.800,0 0,0                  14,77 
Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.03 24

PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN 

DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH

Cakupan Pengkoordinasian Penyusunan 

kebijakan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Satuan 

Kerja Perangkat Daerah

0,0                    5.300.957.000 0,0                      372.312.450 0,0                    5.300.957.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 372.312.450,0 0,0                    7,02 
Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 24 22 Fasilitasi Koordinasi Pengendalian Tingkat Inflasi
Koordinasi tingkat inflasi sehingga tersedia 

data/informasi harga pangan
kecamatan 0,0                      212.327.000 10,0                        24.377.000 0,0                      212.327.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 24.377.000,0 0,0                  11,48 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 24 38
Kegiatan Koordinasi antara Lembaga dalam Pengendalian 

Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi 

daerah

rekomenda

si
0,0                      268.770.000 80,0                        39.393.700 0,0                      268.770.000 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 39.393.700,0 0,0                  14,66 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 24 44 Pembinaan Badan Usaha Daerah (BUD) Terciptanya kegiatan pembinaan BUMD yang efektif BUD 0,0                      256.848.000 1,0                        29.914.500 0,0                      256.848.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 29.914.500,0 0,0                  11,65 
Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 24 46
Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Tingkat Kecamatan 

dan Tingkat Kabupaten

Terbitnya rumusan kebijakan musyawarah tudang 

sipulung terpadu tingkat kecamatan dan tingkat 

kabupaten tahun berjalan

Rumusan 0,0                      919.949.000 2,0                      136.482.250 0,0                      919.949.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 136.482.250,0 0,0                  14,84 
Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 24 47 Pelaksanaan Akses Kredit UMKM Sektor Produksi Tim TPAKD dan teraksesnya pelaku UMKM data 0,0                      442.624.000 1.098,0                        64.629.000 0,0                      442.624.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.098,0 64.629.000,0 0,0                  14,60 
Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

4 01 01.03 24 49
Sosialisasi Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang Cukai

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-

undangan di bidang cukai
orang 0,0                      521.659.000 198,0                        77.516.000 0,0                      521.659.000 0,0 0,0 0,0 0,0 198,0 77.516.000,0 0,0                  14,86 

Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 01.04 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

4 01 01.04 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 0,0                    1.882.694.143 0,0                      291.749.262 0,0                    1.882.694.143 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291.749.262,0 0,0                  15,50 

Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 0,0                          3.123.000 120,0                             510.000 0,0                          3.123.000 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 510.000,0 0,0                  16,33 
Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 0,0                        30.025.500 12,0                          4.755.000 0,0                        30.025.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.755.000,0 0,0                  15,84 
Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 0,0                      367.780.639 12,0                        55.744.800 0,0                      367.780.639 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 55.744.800,0 0,0                  15,16 

Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 0,0                      948.000.000 66,0                      154.998.612 0,0                      948.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 154.998.612,0 0,0                  16,35 

Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 0,0                      524.757.354 12,0                        74.578.700 0,0                      524.757.354 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 74.578.700,0 0,0                  14,21 

Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.04 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 0,0                      319.434.120 0,0                        43.638.800 0,0                      319.434.120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43.638.800,0 0,0                  13,66 

Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 0,0                      105.750.000 1,0                        15.000.000 0,0                      105.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 15.000.000,0 0,0                  14,18 
Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                      190.479.120 4,0                        28.638.800 0,0                      190.479.120 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 28.638.800,0 0,0                  15,04 

Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.04 22

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN 

PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA 

INSTANSI DAERAH

0,0                      447.000.000 0,0                      215.134.940 0,0                      447.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215.134.940,0 0,0                  48,13 
Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 22 01 Bimtek Penyusunan LAKIP Berbasis IT
Tersediannya aparatur yang profesional dalam 

penyusunan LKjIP
SKPD 0,0                      217.000.000 45,0                      215.134.940 0,0                      217.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 215.134.940,0 0,0                  99,14 

Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.03 23 03 Pemantauan dan Pengawasan Minyak Bumi dan Gas                        17.144.000                      172.757.000                      172.757.000 
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4 01 01.04 23
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN 
0,0                      950.000.000 0,0                        49.964.500 0,0                      950.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49.964.500,0 0,0                    5,26 

Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 24

PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN 

DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH

0,0                    2.491.592.500 0,0                      115.306.000 0,0                    2.491.592.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115.306.000,0 0,0                    4,63 
Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 24 11 Penyusunan Tupoksi
Perubahan Peraturan Bupati Tentang SOTK dan 

Tupoksi UPT Dinas/Badan
Perbup 0,0                      459.795.000 5,0                        58.794.700 0,0                      459.795.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 58.794.700,0 0,0                  12,79 

Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah

4 01 01.04 24 50 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidrap Revisi struktur organisasi dan tupoksi SKPD Dokumen 0,0                        56.797.500 10,0                        56.511.300 0,0                        56.797.500 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 56.511.300,0 0,0                  99,50 
Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 01.05 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

4 01 01.05 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    1.362.123.050 0,0                      161.821.500 100,0                    1.362.123.050 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161.821.500,0 0,0                  11,88 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 725,0                          4.758.000 125,0                             450.000 725,0                          4.758.000 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 450.000,0 17,241                    9,46 
Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 5,0                        37.208.000 1,0                          4.755.000 5,0                        37.208.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.755.000,0 20,0                  12,78 
Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2.145.500,0 100,0                  11,99 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 100,0                         - 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      172.745.120 12,0                        22.600.000 60,0                      172.745.120 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 22.600.000,0 20,0                  13,08 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang kerja diperbaiki Unit 53,0                        12.353.056 3,0                             350.000 53,0                        12.353.056 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 350.000,0 5,66                    2,83 
Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 170,0                      401.474.320 30,0                        53.861.000 170,0                      401.474.320 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 53.861.000,0 17,647                  13,42 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 212,0                      655.575.194 12,0                        77.660.000 212,0                      655.575.194 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 77.660.000,0 5,66                  11,85 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.05 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      267.576.294 0,0                        18.635.500 100,0                      267.576.294 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.635.500,0 0,0                    6,96 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 4,0                      134.626.350 4,0                        16.975.500 4,0                      134.626.350 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 16.975.500,0 100,0                  12,61 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 7,0                        26.631.728 1,0                             350.000 7,0                        26.631.728 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 350.000,0 14,286                    1,31 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 6,0                        20.699.216 2,0                          1.310.000 6,0                        20.699.216 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1.310.000,0 33,333                    6,33 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.05 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        47.661.000 0,0                          4.213.500 100,0                        47.661.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.213.500,0 0,0                    8,84 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 20,0                        47.661.000 8,0                          4.213.500 20,0                        47.661.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 4.213.500,0 40,0                    8,84 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.05 20
PROGRAM PENATAAN PENGENDALIAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN

Cakupan Penataan Pengendalian Program 

Pembangunan
100,0                      288.131.712 0,0                        37.434.000 100,0                      288.131.712 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.434.000,0 0,0                  12,99 

Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.05 20 01 Pembinaan jasa konstruksi daerah 175,0                      288.131.712 35,0                        37.434.000 175,0                      288.131.712 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 37.434.000,0 20,0                  12,99 
Bagian Pembangunan Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 01.06 Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

4 01 01.06 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    2.480.548.000 0,0                      256.110.750 100,0                    2.480.548.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256.110.750,0 0,0                  10,32 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 950,0                          4.875.000 160,0                             675.000 950,0                          4.875.000 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 675.000,0 16,842                  13,85 
Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.06 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        25.000.000 12,0                          4.755.000 60,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.755.000,0 20,0                  19,02 
Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1.427.450,0 100,0                    4,55 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 100,0                         - 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 0,0                      390.000.000 16,0                        44.986.500 0,0                      390.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 44.986.500,0 0,0                  11,54 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.06 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      499.640.000 0,0                        29.590.856 100,0                      499.640.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29.590.856,0 0,0                    5,92 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.06 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                      256.340.000 6,0                        26.320.856 0,0                      256.340.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 26.320.856,0 0,0                  10,27 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.06 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                        35.200.000 4,0                          1.200.000 0,0                        35.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1.200.000,0 0,0                    3,41 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 0,0                        28.100.000 6,0                          2.070.000 0,0                        28.100.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2.070.000,0 0,0                    7,37 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.06 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                      467.702.300 0,0                        17.684.500 100,0                      467.702.300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.684.500,0 0,0                    3,78 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.06 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 2,0                      113.762.100 2,0                          3.760.000 2,0                      113.762.100 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3.760.000,0 100,0                    3,31 

Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.06 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Laporan 2,0                      176.975.000 2,0                          6.969.100 2,0                      176.975.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6.969.100,0 100,0                    3,94 
Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

4 01 01.06 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1,0                      176.965.200 1,0                          6.955.400 1,0                      176.965.200 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6.955.400,0 100,0                    3,93 
Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah

01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       17.887.760 

                         1.427.450 4 01 01.06 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       31.400.000 

                         2.145.500 4 01 01.05                        17.887.760 

                       31.400.000 
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Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 01.07 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

4 01 01.07 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    2.586.720.697 0,0                      420.563.400 100,0                    2.586.720.697 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420.563.400,0 0,0                  16,26 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah

4 01 01.07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 2.748,0                        15.787.788 451,0                          2.586.000 2.748,0                        15.787.788 0,0 0,0 0,0 0,0 451,0 2.586.000,0 16,412                  16,38 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah

4 01 01.07 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Unit 35,0                        19.780.524 7,0                          2.250.000 35,0                        19.780.524 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 2.250.000,0 20,0                  11,37 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah

4 01 01.07 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        30.525.500 1,0                          4.755.000 60,0                        30.525.500 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.755.000,0 1,667                  15,58 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 5,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.053.850,0 20,0                    3,79 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 15,0 3,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 20,0                         - 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah

4 01 01.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      508.523.693 12,0                        70.705.400 60,0                      508.523.693 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 70.705.400,0 20,0                  13,90 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah

4 01 01.07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 387,0                      970.599.756 90,0                      194.756.000 387,0                      970.599.756 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 194.756.000,0 23,256                  20,07 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah

4 01 01.07 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                      996.028.403 12,0                      144.457.150 60,0                      996.028.403 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 144.457.150,0 20,0                  14,50 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.07 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      184.679.250 0,0                        13.188.500 100,0                      184.679.250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.188.500,0 0,0                    7,14 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah

4 01 01.07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 19,0                      184.679.250 3,0                        13.188.500 19,0                      184.679.250 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 13.188.500,0 15,789                    7,14 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.07 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        84.509.539 0,0                          8.392.450 100,0                        84.509.539 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.392.450,0 0,0                    9,93 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah

4 01 01.07 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 20,0                        84.509.539 4,0                          8.392.450 20,0                        84.509.539 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8.392.450,0 20,0                    9,93 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 01.08 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                  50.671.277.000 0,0                    7.819.034.291 100,0                  50.671.277.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.819.034.291,0 0,0                  15,43 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 11.250,0                        62.700.000 2.138,0                          9.421.000 11.250,0                        62.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2.138,0 9.421.000,0 19,004                  15,03 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                    5.835.000.000 12,0                      919.940.579 60,0                    5.835.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 919.940.579,0 20,0                  15,77 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                    1.070.000.000 12,0                      112.571.125 60,0                    1.070.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 112.571.125,0 20,0                  10,52 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 79.681.823,0 0,0                    8,71 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0                         - Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      891.109.000 12,0                      162.120.000 60,0                      891.109.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 162.120.000,0 20,0                  18,19 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                    3.201.174.600 12,0                      601.109.296 60,0                    3.201.174.600 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 601.109.296,0 20,0                  18,78 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg 

tersedia
Unit 15,0                    1.833.750.000 3,0                      384.395.000 15,0                    1.833.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 384.395.000,0 20,0                  20,96 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 60,0                    2.330.870.000 12,0                      213.750.000 60,0                    2.330.870.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 213.750.000,0 20,0                    9,17 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 0,0                  11.900.000.000 500,0                    1.800.335.068 0,0                  11.900.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1.800.335.068,0 0,0                  15,13 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 0,0                  19.224.366.400 12,0                    2.962.860.400 0,0                  19.224.366.400 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2.962.860.400,0 0,0                  15,41 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.08 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                  37.325.926.000 0,0                    3.085.010.290 100,0                  37.325.926.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.085.010.290,0 0,0                    8,27 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas jabatan/dinas 

yang diadakan
Unit 0,0                    3.343.697.000 1,0                      332.298.000 0,0                    3.343.697.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 332.298.000,0 0,0                    9,94 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 0,0                    1.716.793.000 2,0                      654.150.000 0,0                    1.716.793.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 654.150.000,0 0,0                  38,10 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Unit 0,0                    1.622.821.000 0,0                                      -   0,0                    1.622.821.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Jumlah rumah jabatan yang jabatan dipelihara 

rutin/berkala
Unit 15,0                    1.804.256.000 3,0                      609.621.000 15,0                    1.804.256.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 609.621.000,0 20,0                  33,79 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 0,0                    3.656.784.000 2,0                      500.414.000 0,0                    3.656.784.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 500.414.000,0 0,0                  13,68 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan 

rutin/berkala
Unit 0,0                    2.058.100.000 6,0                      197.074.800 0,0                    2.058.100.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 197.074.800,0 0,0                    9,58 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                    3.464.550.000 15,0                      530.231.490 0,0                    3.464.550.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 530.231.490,0 0,0                  15,30 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 02 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 

jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 0,0                      738.600.000 3,0                        37.475.000 0,0                      738.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 37.475.000,0 0,0                    5,07 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                    1.077.475.000 1,0                      104.026.000 0,0                    1.077.475.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 104.026.000,0 0,0                    9,65 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334.300.000,0 0,0                  66,17 Bagian Umum Sekretariat Daerah

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.08 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

                         1.053.850 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       27.778.205 4 01 01.07 01 06

                       79.681.823                      915.007.000 

                     334.300.000 %                      505.220.000 4 01 01.08 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat kepatuhan aparatur

                     915.007.000 

                     505.220.000 

                       27.778.205 
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4 01 01.08 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan Pasang 0,0                      195.500.000 45,0                        25.000.000 0,0                      195.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 25.000.000,0 0,0                  12,79 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 01.09 Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.09 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    2.138.068.000 0,0                      298.046.038 100,0                    2.138.068.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 298.046.038,0 0,0                  13,94 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 2.300,0                        11.100.000 300,0                          1.500.000 2.300,0                        11.100.000 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 1.500.000,0 13,043                  13,51 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.09 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        20.000.000 12,0                          3.910.500 60,0                        20.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 3.910.500,0 20,0                  19,55 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.09 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      173.960.000 12,0                        33.957.500 60,0                      173.960.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 33.957.500,0 20,0                  19,52 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.09 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 225,0                      566.255.000 45,0                      105.835.598 225,0                      566.255.000 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 105.835.598,0 20,0                  18,69 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.09 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                      813.133.000 12,0                      151.576.250 60,0                      813.133.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 151.576.250,0 20,0                  18,64 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.09 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      169.240.000 0,0                          8.965.000 100,0                      169.240.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.965.000,0 0,0                    5,30 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.09 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 5,0                      128.800.000 5,0                          8.965.000 5,0                      128.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8.965.000,0 100,0                    6,96 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.09 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                      124.467.000 0,0                        16.922.000 100,0                      124.467.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.922.000,0 0,0                  13,60 Bagian Umum Sekretariat Daerah

4 01 01.09 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 5,0                      124.467.000 1,0                        16.922.000 5,0                      124.467.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 16.922.000,0 20,0                  13,60 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.09 22

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN 

PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA 

INSTANSI DAERAH

Cakupan Pelayanan Administratif dan Pembinaan 

Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah
% 100,0                      860.000.000 0,0                        53.188.500 100,0                      860.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53.188.500,0 0,0                    6,18 

4 01 01.09 23
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN 

Cakupan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 

Kebijakan
% 100,0                      887.542.000 0,0                        31.523.500 100,0                      887.542.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.523.500,0 0,0                    3,55 

4 01 01.10 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    1.526.978.000 91,98                      218.326.347 100,0                    1.526.978.000 0,0 0,0 0,0 0,0 91,98 218.326.347,0 91,98                  14,30 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 750,0                          3.600.000 150,0                             720.000 750,0                          3.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 720.000,0 20,0                  20,00 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Unit 72,0                        80.750.000 15,0                          1.400.000 72,0                        80.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 1.400.000,0 20,833                    1,73 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 5,0                        25.000.000 1,0                          4.755.000 5,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.755.000,0 20,0                  19,02 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 5,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.237.800,0 20,0                  16,90 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 15,0 3,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 20,0                         - Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      288.000.000 12,0                        22.759.800 60,0                      288.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 22.759.800,0 20,0                    7,90 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 100,0                      550.000.000 20,0                        99.141.647 100,0                      550.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 99.141.647,0 20,0                  18,03 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                      572.303.000 12,0                        88.312.100 60,0                      572.303.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 88.312.100,0 20,0                  15,43 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.10 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      695.050.000 45,79                      165.679.150 100,0                      695.050.000 0,0 0,0 0,0 0,0 45,79 165.679.150,0 45,79                  23,84 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 25,0                        52.000.000 17,0                        33.360.000 25,0                        52.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 33.360.000,0 68,0                  64,15 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 58,0                      396.000.000 17,0                      110.000.000 58,0                      396.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 110.000.000,0 29,31                  27,78 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 20,0                      157.100.000 4,0                        22.319.150 20,0                      157.100.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 22.319.150,0 20,0                  14,21 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.10 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR

Jumlah Pengelola Pengadaan Yang Telah 

Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Kompetensi 

Pengadaan Barang/Jasa

Orang 5,0                      225.000.000 5,0                      141.413.846 5,0                      225.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 141.413.846,0 100,0                  62,85 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Tersajinya Laporan Kinerja dan 

Keuangan yang Tepat Waktu
% 100,0                        10.225.000 100,0                        10.224.600 100,0                        10.225.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 10.224.600,0 100,0                100,00 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

4 01 01.10 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 5,0                        10.225.000 5,0                        10.224.600 5,0                        10.225.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 10.224.600,0 100,0                100,00 Bagian Pengadaan Barang /Jasa

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 01.10 20
PROGRAM PENATAAN PENGENDALIAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN
Persentase Penyelesaian Proses Tender % 0,0                      717.000.000 89,0                      678.171.100 0,0                      717.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 678.171.100,0 0,0                  94,58 

4 01 02.01 Kecamatan Dua Pitue

4 01 02.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    3.978.851.027 0,0                      276.245.739 100,0                    3.978.851.027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276.245.739,0 0,0                    6,94 Kecamatan Dua Pitue

4 01 02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.240,0                          6.531.000 140,0                             540.000 1.240,0                          6.531.000 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 540.000,0 11,29                    8,27 Kecamatan Dua Pitue

4 01 02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      261.734.427 12,0                        20.384.144 60,0                      261.734.427 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 20.384.144,0 20,0                    7,79 Kecamatan Dua Pitue

                         1.237.800                          7.325.000                          7.325.000 4 01 01.10 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
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4 01 02.01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang 

disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Unit 30,0                        19.850.000 6,0                          1.225.045 30,0                        19.850.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1.225.045,0 20,0                    6,17 Kecamatan Dua Pitue

4 01 02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      311.400.000 12,0                        32.400.000 60,0                      311.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 32.400.000,0 20,0                  10,40 Kecamatan Dua Pitue

4 01 02.01 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 

Dalam Daerah
Kali 1.437,0                      307.000.000 200,0                          2.000.000 1.437,0                      307.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 2.000.000,0 13,918                    0,65 Kecamatan Dua Pitue

4 01 02.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 

Luar Daerah
Kali 133,0                      343.000.000 17,0                        33.292.500 133,0                      343.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 33.292.500,0 12,782                    9,71 Kecamatan Dua Pitue

4 01 02.01 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    2.511.974.000 12,0                      181.636.500 60,0                    2.511.974.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 181.636.500,0 20,0                    7,23 Kecamatan Dua Pitue

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                      793.384.400 0,0                        44.884.400 100,0                      793.384.400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.884.400,0 0,0                    5,66 Kecamatan Dua Pitue

4 01 02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional 

Yang Dipelihara Rutin/ Berkala
Unit 31,0                      279.484.400 5,0                        40.984.400 31,0                      279.484.400 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 40.984.400,0 16,129                  14,66 Kecamatan Dua Pitue

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        37.988.860 0,0                          5.851.000 100,0                        37.988.860 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.851.000,0 0,0                  15,40 Kecamatan Dua Pitue

4 01 02.01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 31,0                        37.988.860 7,0                          5.851.000 31,0                        37.988.860 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 5.851.000,0 22,581                  15,40 Kecamatan Dua Pitue

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.02 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 0,0                  18.592.159.000 0,0                    3.348.041.859 0,0                  18.592.159.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.348.041.859,0 0,0                  18,01 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 8.550,0                        94.450.000 1.600,0                          7.500.000 8.550,0                        94.450.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 7.500.000,0 18,713                    7,94 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                    2.854.800.000 12,0                      358.037.334 60,0                    2.854.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 358.037.334,0 20,0                  12,54 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Unit 60,0                      140.000.000 12,0                        20.000.000 60,0                      140.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 20.000.000,0 20,0                  14,29 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah aparatur yang memperoleh pemeliharaan 

kesehatan PNS jasa jaminan pemeliharaan 

kesehatan

Orang 175,0                      943.992.000 35,0                      167.242.000 175,0                      943.992.000 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 167.242.000,0 20,0                  17,72 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                      300.025.000 12,0                        44.712.350 60,0                      300.025.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 44.712.350,0 20,0                  14,90 Sekretariat DPRD

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 20,0 19,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 25.986.000,0 95,0                  18,56 Sekretariat DPRD

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 8,0 5,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 62,50                         - Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 12,0                      857.000.000 12,0                      144.426.175 12,0                      857.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 144.426.175,0 100,0                  16,85 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 12,0                    1.500.000.000 12,0                      292.916.500 12,0                    1.500.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 292.916.500,0 100,0                  19,53 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 500,0                      247.940.000 461,0                        44.170.000 500,0                      247.940.000 0,0 0,0 0,0 0,0 461,0 44.170.000,0 92,20                  17,81 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan 

perundang-undangan perundang-undangan yang 

disediakan

Examplar 1.455,0                      993.000.000 255,0                      189.533.500 1.455,0                      993.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 255,0 189.533.500,0 17,526                  19,09 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 12,0                  10.520.952.000 12,0                    2.053.518.000 12,0                  10.520.952.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2.053.518.000,0 100,0                  19,52 Sekretariat DPRD

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.02 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 0,0                  20.635.081.000 0,0                    1.542.675.094 0,0                  20.635.081.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.542.675.094,0 0,0                    7,48 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang 

diadakan
Unit 40,0                    1.970.000.000 5,0                      170.000.000 40,0                    1.970.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 170.000.000,0 12,50                    8,63 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 23,0                    1.300.000.000 3,0                      199.557.000 23,0                    1.300.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 199.557.000,0 13,043                  15,35 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 216,0                    1.420.000.000 6,0                      207.730.000 216,0                    1.420.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 207.730.000,0 2,778                  14,63 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Jumlah rumah jabatan yang jabatan dipelihara 

rutin/berkala
Unit 3,0                    1.356.725.000 3,0                      138.484.600 3,0                    1.356.725.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 138.484.600,0 100,0                  10,21 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 1,0                    2.449.000.000 1,0                      448.106.000 1,0                    2.449.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 448.106.000,0 100,0                  18,30 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 28,0                    2.627.156.000 28,0                      320.507.494 28,0                    2.627.156.000 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 320.507.494,0 100,0                  12,20 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 02 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 

jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 79,0                        68.700.000 15,0                          7.950.000 79,0                        68.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 7.950.000,0 18,987                  11,57 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 125,0                      296.000.000 80,0                        35.340.000 125,0                      296.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 35.340.000,0 64,0                  11,94 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 60,0                      147.500.000 55,0                        15.000.000 60,0                      147.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 15.000.000,0 91,667                  10,17 Sekretariat DPRD

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat kepatuhan aparatur % 0,0                    3.882.657.000 0,0                    1.095.271.000 0,0                    3.882.657.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.095.271.000,0 0,0                  28,21 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang 

diadakan
Pasang 420,0                    3.882.657.000 420,0                    1.095.271.000 420,0                    3.882.657.000 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 1.095.271.000,0 100,0                  28,21 Sekretariat DPRD

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.02 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki 

kompetensi sesuai bidangnya
% 0,0                    7.740.000.000 0,0                      972.125.000 0,0                    7.740.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 972.125.000,0 0,0                  12,56 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang- undangan
Orang 360,0                    7.740.000.000 280,0                      972.125.000 360,0                    7.740.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 972.125.000,0 77,778                  12,56 Sekretariat DPRD

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

                       25.986.000 4 01 02.02 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                     140.000.000                      140.000.000 
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4 01 02.02 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 0,0                      396.289.000 0,0                        60.370.875 0,0                      396.289.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.370.875,0 0,0                  15,23 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 6,0                      211.000.000 6,0                        38.319.875 6,0                      211.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 38.319.875,0 100,0                  18,16 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Laporan 2,0                        93.500.000 2,0                        10.742.000 2,0                        93.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 10.742.000,0 100,0                  11,49 Sekretariat DPRD
4 01 02.02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1,0                        91.789.000 1,0                        11.309.000 1,0                        91.789.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 11.309.000,0 100,0                  12,32 Sekretariat DPRD

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.02 15
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN
0,0                    2.329.626.000 0,0                      253.764.250 0,0                    2.329.626.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253.764.250,0 0,0                  10,89 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 15 04 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jumlah penetapan RANPERDA menjadi PERDA Perda 100,0                      578.750.000 20,0                        80.334.250 100,0                      578.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 80.334.250,0 20,0                  13,88 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 15 17
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-

undangan
Jumlah penetapan RANPERDA menjadI PERDA Perda 100,0                    1.750.876.000 20,0                      173.430.000 100,0                    1.750.876.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 173.430.000,0 20,0                    9,91 Sekretariat DPRD

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.02 21
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
0,0                  63.793.967.000 0,0                  10.903.596.695 0,0                  63.793.967.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.903.596.695,0 0,0                  17,09 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 21 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah Rapat Kegiatan 95,0                    1.191.267.000 150,0                      171.362.900 95,0                    1.191.267.000 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 171.362.900,0 157,895                  14,38 Sekretariat DPRD
4 01 02.02 21 02 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah rapat Kegiatan 60,0                    1.197.700.000 50,0                      128.893.050 60,0                    1.197.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 128.893.050,0 83,333                  10,76 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 21 03
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam 

daerah
Jumlah kunjungan kerja Kegiatan 8.300,0                  60.650.000.000 1.500,0                  10.522.340.745 8.300,0                  60.650.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 10.522.340.745,0 18,072                  17,35 Sekretariat DPRD

4 01 02.02 21 04 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 

Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan
Kegiatan 60,0                      755.000.000 5,0                        81.000.000 60,0                      755.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 81.000.000,0 8,333                  10,73 Sekretariat DPRD

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.03 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    4.069.462.000 0,0                      376.000.884 100,0                    4.069.462.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376.000.884,0 0,0                    9,24 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.240,0                        11.100.000 140,0                             600.000 1.240,0                        11.100.000 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 600.000,0 11,29                    5,41 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                        97.000.000 12,0                        11.958.294 60,0                        97.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 11.958.294,0 20,0                  12,33 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Unit 60,0                        35.000.000 12,0                          3.000.000 60,0                        35.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 3.000.000,0 20,0                    8,57 Kecamatan Pitu Riase

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2.000.000,0 100,0                  10,00 Kecamatan Pitu Riase

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 3,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 66,667                         - Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      333.140.000 12,0                        46.340.000 60,0                      333.140.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 46.340.000,0 20,0                  13,91 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      110.086.000 12,0                        15.586.000 60,0                      110.086.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 15.586.000,0 20,0                  14,16 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 60,0                        58.636.000 12,0                          2.636.000 60,0                        58.636.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2.636.000,0 20,0                    4,50 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 1.437,0                      385.500.000 275,0                        33.492.150 1.437,0                      385.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 275,0 33.492.150,0 19,137                    8,69 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 133,0                      341.000.000 17,0                        33.785.440 133,0                      341.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 33.785.440,0 12,782                    9,91 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    2.650.000.000 12,0                      226.603.000 60,0                    2.650.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 226.603.000,0 20,0                    8,55 Kecamatan Pitu Riase

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.03 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    8.020.005.000 0,0                        84.201.459 100,0                    8.020.005.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84.201.459,0 0,0                    1,05 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 52,0                      444.970.000 6,0                        28.700.000 52,0                      444.970.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 28.700.000,0 11,538                    6,45 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang dipelihara dinas 

rutin/berkala
Unit 1,0                        85.043.000 1,0                          4.043.000 1,0                        85.043.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.043.000,0 100,0                    4,75 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 2,0                      152.612.000 2,0                        14.612.000 2,0                      152.612.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 14.612.000,0 100,0                    9,57 Kecamatan Pitu Riase

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 36.846.459,0 100,0                  13,38 Kecamatan Pitu Riase

Jumlah Kendaraan Roda 4 dinas/operasional yang 

dipelihara rutin/ berkala
Unit 3,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 66,667                         - Kecamatan Pitu Riase

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.03 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                      132.400.000 0,0                        14.400.000 100,0                      132.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.400.000,0 0,0                  10,88 Kecamatan Pitu Riase

4 01 02.03 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 28,0                      132.400.000 4,0                        14.400.000 28,0                      132.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 14.400.000,0 14,286                  10,88 Kecamatan Pitu Riase

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.04 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    3.568.129.800 0,0                      467.288.821 100,0                    3.568.129.800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467.288.821,0 0,0                  13,10 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.500,0                        11.937.000 389,0                          1.872.000 1.500,0                        11.937.000 0,0 0,0 0,0 0,0 389,0 1.872.000,0 25,933                  15,68 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      145.540.000 12,0                        13.169.021 60,0                      145.540.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 13.169.021,0 20,0                    9,05 Kecamatan Tellu Limpoe

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 5.148.300,0 0,0                  10,33 Kecamatan Tellu Limpoe

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0                         - Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 12,0                      378.580.000 12,0                        71.480.000 12,0                      378.580.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 71.480.000,0 100,0                  18,88 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 12,0                      157.644.000 12,0                          9.850.000 12,0                      157.644.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 9.850.000,0 100,0                    6,25 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 200,0                        74.560.000 200,0                        10.301.500 200,0                        74.560.000 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 10.301.500,0 100,0                  13,82 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 50,0                      242.000.000 50,0                        26.734.000 50,0                      242.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 26.734.000,0 100,0                  11,05 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.03 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       20.000.000 

02 24

                         2.000.000 

                         5.148.300                        49.818.000 4 01 02.04 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

                       36.846.459 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                      275.380.000 4 01 02.03                      275.380.000 

                       49.818.000 

                       20.000.000 
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4 01 02.04 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 0,0                    2.448.050.800 12,0                      328.734.000 0,0                    2.448.050.800 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 328.734.000,0 0,0                  13,43 Kecamatan Tellu Limpoe

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.04 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    1.912.635.000 0,0                        58.856.950 100,0                    1.912.635.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58.856.950,0 0,0                    3,08 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 0,0                      478.938.000 10,0                          8.200.000 0,0                      478.938.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 8.200.000,0 0,0                    1,71 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 0,0                      297.538.000 25,0                          7.694.000 0,0                      297.538.000 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 7.694.000,0 0,0                    2,59 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 0,0                      399.380.000 7,0                             229.000 0,0                      399.380.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 229.000,0 0,0                    0,06 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                      458.279.000 8,0                        40.393.950 0,0                      458.279.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 40.393.950,0 0,0                    8,81 Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 0,0                        42.000.000 18,0                          2.340.000 0,0                        42.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 2.340.000,0 0,0                    5,57 Kecamatan Tellu Limpoe

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.04 26 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Jumlah masayarakat yang berpartisipasi dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Orang 0,0                                      -   25,0                        40.542.000 0,0                                      -   0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 40.542.000,0 0,0                         - Kecamatan Tellu Limpoe

4 01 02.04 26
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA 

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam 

Pembangunan
0,0                      218.028.600 0,0                    2.220.828.000 0,0                      218.028.600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.220.828.000,0 0,0             1.018,59 Kecamatan Tellu Limpoe

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.05 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    2.693.709.000 0,0                      323.065.191 100,0                    2.693.709.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323.065.191,0 0,0                  11,99 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan Lembar 1.000,0                          9.000.000 200,0                          1.344.000 1.000,0                          9.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 1.344.000,0 20,0                  14,93 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                        84.251.000 12,0                          4.682.001 60,0                        84.251.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.682.001,0 20,0                    5,56 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        25.500.000 12,0                          4.935.200 60,0                        25.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.935.200,0 20,0                  19,35 Kecamatan Pitu Riawa

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.182.090,0 100,0                    8,51 Kecamatan Pitu Riawa

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 100,0                         - Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      388.715.000 12,0                        53.940.000 60,0                      388.715.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 53.940.000,0 20,0                  13,88 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                        49.270.000 12,0                          8.070.000 60,0                        49.270.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 8.070.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 15,0                        17.915.000 3,0                          2.934.000 15,0                        17.915.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2.934.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 

dalam daerah
Kali 1.602,0                        86.449.000 302,0                          2.400.000 1.602,0                        86.449.000 0,0 0,0 0,0 0,0 302,0 2.400.000,0 18,851                    2,78 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah
Kali 155,0                      377.066.000 30,0                        53.813.500 155,0                      377.066.000 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 53.813.500,0 19,355                  14,27 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    1.623.336.000 12,0                      189.764.400 60,0                    1.623.336.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 189.764.400,0 20,0                  11,69 Kecamatan Pitu Riawa

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.05 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    3.247.855.000 0,0                        46.210.740 100,0                    3.247.855.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46.210.740,0 0,0                    1,42 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 14,0                        32.920.000 1,0                          1.000.000 14,0                        32.920.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.000.000,0 7,143                    3,04 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 15,0                      170.741.000 2,0                        13.650.000 15,0                      170.741.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 13.650.000,0 13,333                    7,99 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 15,0                        19.788.000 3,0                          4.788.000 15,0                        19.788.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4.788.000,0 20,0                  24,20 Kecamatan Pitu Riawa

Jumlah kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang 

dipelihara
Unit 45,0 9,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 25.772.740,0 20,0                    8,10 Kecamatan Pitu Riawa

Jumlah kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang 

dipelihara
Unit 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0                         - Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 21,0                        15.000.000 1,0                          1.000.000 21,0                        15.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.000.000,0 4,762                    6,67 Kecamatan Pitu Riawa

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.05 26
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA 

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam 

Pembangunan
% 20,0                      740.276.000 0,0                      740.276.000 20,0                      740.276.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 740.276.000,0 0,0                100,00 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 26 111 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Terlibatnya masyarakat dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terlibatnya 

masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan

Orang 300,0                      139.740.000 300,0                      139.740.000 300,0                      139.740.000 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 139.740.000,0 100,0                100,00 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 26 112 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Terlibatnya masyarakat dalam pembangunan sarana 

dan prasarana kelurahan
Orang 100,0                      600.536.000 100,0                      600.536.000 100,0                      600.536.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 600.536.000,0 100,0                100,00 Kecamatan Pitu Riawa

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.06 Kecamatan Watang Sidenreng

4 01 02.06 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    2.847.397.701 0,0                      367.911.721 100,0                    2.847.397.701 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 367.911.721,0 0,0                  12,92 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 2.137,0                        11.572.000 350,0                             825.000 2.137,0                        11.572.000 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 825.000,0 16,378                    7,13 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                        97.071.090 12,0                          7.329.326 60,0                        97.071.090 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 7.329.326,0 20,0                    7,55 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 5,0                        31.136.010 1,0                          4.935.200 5,0                        31.136.010 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.935.200,0 20,0                  15,85 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 60,0                        15.262.750 12,0                          2.394.695 60,0                        15.262.750 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2.394.695,0 20,0                  15,69 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      231.204.750 12,0                        39.025.000 60,0                      231.204.750 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 39.025.000,0 20,0                  16,88 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                        15.513.059 12,0                          2.541.000 60,0                        15.513.059 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2.541.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                      318.248.000 

                         1.182.090 4 01 02.05 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
                       13.891.000 

                       25.772.740 

                       13.891.000 

                     318.248.000 
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4 01 02.06 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 60,0                        25.030.910 12,0                          4.100.000 60,0                        25.030.910 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.100.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan 

perundang-undangan perundang-undangan yang 

disediakan

Examplar 12,0                        24.176.196 12,0                          3.960.000 12,0                        24.176.196 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 3.960.000,0 100,0                  16,38 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 1.171,0                        59.053.600 192,0                          5.490.000 1.171,0                        59.053.600 0,0 0,0 0,0 0,0 192,0 5.490.000,0 16,396                    9,30 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 150,0                      485.355.450 23,0                        52.906.500 150,0                      485.355.450 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 52.906.500,0 15,333                  10,90 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    1.820.021.886 12,0                      244.405.000 60,0                    1.820.021.886 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 244.405.000,0 20,0                  13,43 Kecamatan Pitu Riawa

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.06 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                  11.979.411.328 0,0                      148.605.000 100,0                  11.979.411.328 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148.605.000,0 0,0                    1,24 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 100,0                        81.197.830 20,0                          4.800.000 100,0                        81.197.830 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 4.800.000,0 20,0                    5,91 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 100,0                      444.970.000 20,0                        34.500.000 100,0                      444.970.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 34.500.000,0 20,0                    7,75 Kecamatan Pitu Riawa
4 01 02.06 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Unit 350,0                        86.814.522 70,0                        14.220.000 350,0                        86.814.522 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 14.220.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Pitu Riawa
4 01 02.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Unit 5,0                        79.000.000 1,0                        10.925.000 5,0                        79.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10.925.000,0 20,0                  13,83 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 55,0                      299.149.900 11,0                        46.000.000 55,0                      299.149.900 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 46.000.000,0 20,0                  15,38 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 100,0                        16.850.076 20,0                          2.760.000 100,0                        16.850.076 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 2.760.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Pitu Riawa

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.06 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        90.427.197 0,0                        14.700.000 100,0                        90.427.197 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.700.000,0 0,0                  16,26 Kecamatan Pitu Riawa

4 01 02.06 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 36,0                        90.427.197 8,0                        14.700.000 36,0                        90.427.197 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 14.700.000,0 22,222                  16,26 Kecamatan Pitu Riawa

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.07 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    4.493.351.000 0,0                      650.913.700 100,0                    4.493.351.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650.913.700,0 0,0                  14,49 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.430,0                          7.326.000 250,0                             900.000 1.430,0                          7.326.000 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 900.000,0 17,483                  12,29 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      246.524.000 12,0                        32.274.000 60,0                      246.524.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 32.274.000,0 20,0                  13,09 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        30.526.000 12,0                          4.935.200 60,0                        30.526.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.935.200,0 20,0                  16,17 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang 

disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Unit 146,0                        29.915.000 14,0                          1.676.500 146,0                        29.915.000 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 1.676.500,0 9,589                    5,60 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      307.819.000 12,0                        50.420.000 60,0                      307.819.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 50.420.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      329.675.000 12,0                        54.000.000 60,0                      329.675.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 54.000.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke 

Luar Daerah
Kali 116,0                      322.255.000 14,0                        58.273.000 116,0                      322.255.000 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 58.273.000,0 12,069                  18,08 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    3.219.311.000 12,0                      448.435.000 60,0                    3.219.311.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 448.435.000,0 20,0                  13,93 Kecamatan Maritengngae

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.07 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    1.105.981.000 0,0                      108.639.500 100,0                    1.105.981.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108.639.500,0 0,0                    9,82 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Unit 30,0                        37.547.000 6,0                          6.150.000 30,0                        37.547.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6.150.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang dipelihara dinas 

rutin/berkala
Unit 5,0                        30.526.000 1,0                          5.000.000 5,0                        30.526.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5.000.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara 

kantor rutin/berkala
Unit 40,0                      142.005.000 8,0                        17.760.000 40,0                      142.005.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 17.760.000,0 20,0                  12,51 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 140,0                      411.483.000 12,0                        39.442.500 140,0                      411.483.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 39.442.500,0 8,571                    9,59 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 33,0                        43.042.000 0,0                          1.750.000 33,0                        43.042.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.750.000,0 0,0                    4,07 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 48,0                        24.420.000 0,0                          3.000.000 48,0                        24.420.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000.000,0 0,0                  12,29 Kecamatan Maritengngae

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.07 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        21.063.000 0,0                          3.450.000 100,0                        21.063.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.450.000,0 0,0                  16,38 Kecamatan Maritengngae

4 01 02.07 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun
Laporan 11,0                        21.063.000 2,0                          3.450.000 11,0                        21.063.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3.450.000,0 18,182                  16,38 Kecamatan Maritengngae

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.08 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    3.557.008.700 0,0                      496.643.648 100,0                    3.557.008.700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 496.643.648,0 0,0                  13,96 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.490,0                          7.164.000 240,0                          1.173.000 1.490,0                          7.164.000 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 1.173.000,0 16,107                  16,37 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      246.156.000 12,0                        21.957.698 60,0                      246.156.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 21.957.698,0 20,0                    8,92 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        25.080.000 12,0                          4.935.200 60,0                        25.080.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.935.200,0 20,0                  19,68 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang 

disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Unit 38,0                        25.305.000 2,0                             886.750 38,0                        25.305.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 886.750,0 5,263                    3,50 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      333.304.000 12,0                        54.746.000 60,0                      333.304.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 54.746.000,0 20,0                  16,43 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                        43.098.000 12,0                          4.800.000 60,0                        43.098.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.800.000,0 20,0                  11,14 Kecamatan Panca Rijang
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4 01 02.08 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 

Dalam Daerah
Kali 1.002,0                        69.840.000 186,0                        13.780.000 1.002,0                        69.840.000 0,0 0,0 0,0 0,0 186,0 13.780.000,0 18,563                  19,73 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 

Luar Daerah
Kali 353,0                      358.047.000 57,0                        51.598.000 353,0                      358.047.000 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 51.598.000,0 16,147                  14,41 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    2.449.014.700 12,0                      342.767.000 60,0                    2.449.014.700 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 342.767.000,0 20,0                  14,00 Kecamatan Panca Rijang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.08 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    1.687.290.000 0,0                      143.341.000 100,0                    1.687.290.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143.341.000,0 0,0                    8,50 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang 

diadakan
Unit 126,0                      146.800.000 6,0                          5.796.000 126,0                      146.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5.796.000,0 4,762                    3,95 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang 

diadakan
Unit 137,0                      482.302.000 17,0                        76.350.000 137,0                      482.302.000 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 76.350.000,0 12,409                  15,83 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan Unit 1.610,0                      219.258.000 10,0                        31.900.000 1.610,0                      219.258.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 31.900.000,0 0,621                  14,55 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang dipelihara dinas 

rutin/berkala
Unit 5,0                        26.886.000 1,0                          4.060.000 5,0                        26.886.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.060.000,0 20,0                  15,10 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                        53.035.000 1,0                          8.010.000 5,0                        53.035.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8.010.000,0 20,0                  15,10 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 38,0                      179.350.000 2,0                        14.225.000 38,0                      179.350.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 14.225.000,0 5,263                    7,93 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 61,0                        71.857.000 5,0                          1.500.000 61,0                        71.857.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1.500.000,0 8,197                    2,09 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 68,0                        27.802.000 8,0                          1.500.000 68,0                        27.802.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 1.500.000,0 11,765                    5,40 Kecamatan Panca Rijang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.08 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        40.700.000 0,0                          6.223.000 100,0                        40.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.223.000,0 0,0                  15,29 Kecamatan Panca Rijang

4 01 02.08 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 22,0                        40.700.000 6,0                          6.223.000 22,0                        40.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6.223.000,0 27,273                  15,29 Kecamatan Panca Rijang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.09 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    3.769.129.888 0,0                      436.478.184 100,0                    3.769.129.888 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 436.478.184,0 0,0                  11,58 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 2.270,0                          4.214.000 170,0                             690.000 2.270,0                          4.214.000 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 690.000,0 7,489                  16,37 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      155.652.148 12,0                        18.493.814 60,0                      155.652.148 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 18.493.814,0 20,0                  11,88 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        28.636.660 12,0                          4.666.960 60,0                        28.636.660 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.666.960,0 20,0                  16,30 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang 

disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Unit 25,0                        21.142.500 0,0                             914.510 25,0                        21.142.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 914.510,0 0,0                    4,33 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      310.353.600 12,0                        39.904.300 60,0                      310.353.600 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 39.904.300,0 20,0                  12,86 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Gedung Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor
Unit 6,0                        64.361.100 6,0                          9.714.000 6,0                        64.361.100 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 9.714.000,0 100,0                  15,09 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Gedung Kantor Penyediaan Alat Listrik dan 

Elektronik
Unit 6,0                        28.171.400 4,0                          1.621.000 6,0                        28.171.400 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1.621.000,0 66,667                    5,75 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 

Dalam Daerah
Kali 1.991,0                      159.269.600 146,80                          4.520.000 1.991,0                      159.269.600 0,0 0,0 0,0 0,0 146,80 4.520.000,0 7,373                    2,84 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 

Luar Daerah
Kali 198,0                      283.893.000 28,0                        40.528.000 198,0                      283.893.000 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 40.528.000,0 14,141                  14,28 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Penyediaan pelayanan Administrasi 

Perkantoran
Bulan 60,0                    2.713.435.880 12,0                      315.425.600 60,0                    2.713.435.880 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 315.425.600,0 20,0                  11,62 Kecamatan Baranti

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.09 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    1.972.432.283 0,0                      170.397.145 100,0                    1.972.432.283 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170.397.145,0 0,0                    8,64 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang 

diadakan
Unit 699,0                      538.455.021 114,0                        81.951.000 699,0                      538.455.021 0,0 0,0 0,0 0,0 114,0 81.951.000,0 16,309                  15,22 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang 

diadakan
Unit 66,0                      384.680.366 3,0                        54.650.200 66,0                      384.680.366 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 54.650.200,0 4,545                  14,21 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 29,0                        80.089.256 5,0                          6.720.000 29,0                        80.089.256 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6.720.000,0 17,241                    8,39 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 78,0                      443.221.140 7,0                        21.685.945 78,0                      443.221.140 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 21.685.945,0 8,974                    4,89 Kecamatan Baranti

4 01 02.09 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 90,0                        25.624.500 0,0                          2.695.000 90,0                        25.624.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.695.000,0 0,0                  10,52 Kecamatan Baranti

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.10 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    6.409.619.000 0,0                      538.407.147 100,0                    6.409.619.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 538.407.147,0 0,0                    8,40 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 2.500,0                        15.000.000 400,0                          1.950.000 2.500,0                        15.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 1.950.000,0 16,0                  13,00 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      161.178.000 12,0                        12.762.347 60,0                      161.178.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12.762.347,0 20,0                    7,92 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        30.317.000 12,0                          4.473.500 60,0                        30.317.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.473.500,0 20,0                  14,76 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara surat-

suratnya
Unit 40,0                        62.451.000 8,0                          2.075.700 40,0                        62.451.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 2.075.700,0 20,0                    3,32 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      280.813.000 12,0                        41.812.000 60,0                      280.813.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 41.812.000,0 20,0                  14,89 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      107.448.000 12,0                          8.000.000 60,0                      107.448.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 8.000.000,0 20,0                    7,45 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 500,0                        13.430.000 100,0                          2.000.000 500,0                        13.430.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2.000.000,0 20,0                  14,89 Kecamatan Watang Pulu
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4 01 02.10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 200,0                      396.830.000 30,0                        59.980.100 200,0                      396.830.000 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 59.980.100,0 15,0                  15,11 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    5.280.152.000 12,0                      405.353.500 60,0                    5.280.152.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 405.353.500,0 20,0                    7,68 Kecamatan Watang Pulu

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.10 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    3.645.530.000 0,0                      195.963.039 100,0                    3.645.530.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195.963.039,0 0,0                    5,38 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 250,0                      610.510.000 50,0                        57.300.000 250,0                      610.510.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 57.300.000,0 20,0                    9,39 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 250,0                      915.750.000 50,0                        65.000.000 250,0                      915.750.000 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 65.000.000,0 20,0                    7,10 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 36,0                      824.185.000 6,0                        25.000.000 36,0                      824.185.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 25.000.000,0 16,667                    3,03 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 40,0                    1.106.000.000 8,0                        48.663.039 40,0                    1.106.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 48.663.039,0 20,0                    4,40 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 100,0                      152.625.000 0,0                                      -   100,0                      152.625.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Kecamatan Watang Pulu

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.10 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                      122.060.000 0,0                        11.349.000 100,0                      122.060.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.349.000,0 0,0                    9,30 Kecamatan Watang Pulu

4 01 02.10 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 25,0                      122.060.000 5,0                        11.349.000 25,0                      122.060.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 11.349.000,0 20,0                    9,30 Kecamatan Watang Pulu

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.11 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    2.583.856.000 0,0                      377.985.192 100,0                    2.583.856.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 377.985.192,0 0,0                  14,63 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.240,0                          4.582.500 140,0                             750.000 1.240,0                          4.582.500 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 750.000,0 11,29                  16,37 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                        99.611.000 12,0                        10.215.787 60,0                        99.611.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 10.215.787,0 20,0                  10,26 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah Kendaraan Dinas Yang diasuransikan Unit 1,0                        29.400.000 1,0                          4.767.550 1,0                        29.400.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.767.550,0 100,0                  16,22 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara surat-

suratnya
Unit 4,0                        12.088.500 4,0                          1.231.255 4,0                        12.088.500 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1.231.255,0 100,0                  10,19 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      262.610.500 12,0                        43.015.000 60,0                      262.610.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 43.015.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      112.334.000 12,0                        18.400.000 60,0                      112.334.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 18.400.000,0 20,0                  16,38 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 60,0                        45.081.500 12,0                          7.521.000 60,0                        45.081.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 7.521.000,0 20,0                  16,68 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 

daerah
Kali 1.437,0                      110.084.000 200,0                        18.630.000 1.437,0                      110.084.000 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 18.630.000,0 13,918                  16,92 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar 

daerah
Kali 133,0                      244.204.000 17,0                        39.640.100 133,0                      244.204.000 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 39.640.100,0 12,782                  16,23 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulan 60,0                    1.628.860.000 12,0                      233.814.500 60,0                    1.628.860.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 233.814.500,0 20,0                  14,35 Kecamatan Panca Lautang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.11 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    9.793.008.500 0,0                      147.121.000 100,0                    9.793.008.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147.121.000,0 0,0                    1,50 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Jumlah dan Jenis Perlengkapan rumah dinas Yang 

Diadakan
Unit 30,0                          6.105.000 1,0                          1.000.000 30,0                          6.105.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.000.000,0 3,333                  16,38 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 30,0                        21.707.500 1,0                        38.480.000 30,0                        21.707.500 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 38.480.000,0 3,333                177,27 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan Unit 30,0                      111.113.500 1,0                        14.700.000 30,0                      111.113.500 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 14.700.000,0 3,333                  13,23 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 2,0                      319.267.000 2,0                        51.785.000 2,0                      319.267.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 51.785.000,0 100,0                  16,22 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 8,0                      230.651.500 4,0                        35.381.000 8,0                      230.651.500 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 35.381.000,0 50,0                  15,34 Kecamatan Panca Lautang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.11 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        37.456.000 0,0                          5.925.000 100,0                        37.456.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.925.000,0 0,0                  15,82 Kecamatan Panca Lautang

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 31,0 7,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 5.925.000,0 22,581                  15,82 Kecamatan Panca Lautang

Level Kapasitas APIP Laporan 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0                         - Kecamatan Panca Lautang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.11 26
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA 

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam 

Pembangunan
0,0                    1.110.414.000 0,0                    1.110.025.500 0,0                    1.110.414.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.110.025.500,0 0,0                  99,97 Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 26 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam 

pembangunan sarana dan prasarana masyarakat
Orang 0,0                                      -   25,0                    1.084.988.500 0,0                                      -   0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 1.084.988.500,0 0,0                         - Kecamatan Panca Lautang

4 01 02.11 26 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Jumlah masayarakat yang berpartisipasi dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Orang 0,0                                      -   25,0                        25.037.000 0,0                                      -   0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25.037.000,0 0,0                         - Kecamatan Panca Lautang

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 01 02.12 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    1.868.826.700 0,0                      307.771.455 100,0                    1.868.826.700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307.771.455,0 0,0                  16,47 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 2.920,0                        13.260.000 450,0                          1.950.000 2.920,0                        13.260.000 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 1.950.000,0 15,411                  14,71 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                        87.584.500 12,0                        12.288.425 60,0                        87.584.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12.288.425,0 20,0                  14,03 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 5,0                        26.008.000 12,0                          4.935.200 5,0                        26.008.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4.935.200,0 240,0                  18,98 Kecamatan Kulo

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 10,0 2,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1.224.830,0 20,0                  15,78 Kecamatan Kulo

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 5,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 20,0                         - Kecamatan Kulo

                         1.224.830                          7.760.000 4 01 02.12 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

                         5.925.000 
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD
                       37.456.000 4 01 02.11 06 01

                         7.760.000 

                       37.456.000 
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4 01 02.12 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      227.783.000 12,0                        37.033.000 60,0                      227.783.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 37.033.000,0 20,0                  16,26 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                        55.052.000 12,0                          8.052.000 60,0                        55.052.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 8.052.000,0 20,0                  14,63 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 2.114,0                        35.275.000 70,0                          2.125.000 2.114,0                        35.275.000 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 2.125.000,0 3,311                    6,02 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 1.336,0                        66.800.000 110,0                          5.500.000 1.336,0                        66.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 5.500.000,0 8,234                    8,23 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 88,0                      374.795.000 16,0                        64.717.500 88,0                      374.795.000 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 64.717.500,0 18,182                  17,27 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                      974.509.200 12,0                      169.945.500 60,0                      974.509.200 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 169.945.500,0 20,0                  17,44 Kecamatan Kulo

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.12 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    2.426.982.500 0,0                      120.853.092 100,0                    2.426.982.500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120.853.092,0 0,0                    4,98 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 103,0                      189.005.000 19,0                        19.005.000 103,0                      189.005.000 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19.005.000,0 18,447                  10,06 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 105,0                      253.820.000 15,0                        37.380.000 105,0                      253.820.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 37.380.000,0 14,286                  14,73 Kecamatan Kulo
4 01 02.12 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Unit 34,0                      130.785.000 15,0                        10.494.000 34,0                      130.785.000 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 10.494.000,0 44,118                    8,02 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang dipelihara dinas 

rutin/berkala
Unit 5,0                        36.897.000 1,0                          5.887.000 5,0                        36.897.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5.887.000,0 20,0                  15,96 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      177.498.000 0,0                        10.498.000 5,0                      177.498.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.498.000,0 0,0                    5,91 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 15,0                      234.507.500 3,0                        34.509.092 15,0                      234.507.500 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 34.509.092,0 20,0                  14,72 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 25,0                        26.960.000 5,0                          3.080.000 25,0                        26.960.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3.080.000,0 20,0                  11,42 Kecamatan Kulo

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 01 02.12 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
% 100,0                        15.525.000 0,0                          2.463.000 100,0                        15.525.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.463.000,0 0,0                  15,86 Kecamatan Kulo

4 01 02.12 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 10,0                        15.525.000 2,0                          2.463.000 10,0                        15.525.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2.463.000,0 20,0                  15,86 Kecamatan Kulo

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 02 Pengawasan
4 02 01.00 Inspektorat

4 02 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Kapabilitas APIP Level 4,0                    5.179.935.400 3,0                      733.881.831 4,0                    5.179.935.400 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 733.881.831,0 75,0                  14,17 Inspektorat

4 02 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 1.966,0                        14.062.000 256,0                          1.453.500 1.966,0                        14.062.000 0,0 0,0 0,0 0,0 256,0 1.453.500,0 13,021                  10,34 Inspektorat

4 02 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      352.780.000 12,0                        37.709.892 60,0                      352.780.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 37.709.892,0 20,0                  10,69 Inspektorat

4 02 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        95.000.000 12,0                          9.986.528 60,0                        95.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 9.986.528,0 20,0                  10,51 Inspektorat

4 02 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 102,0                      105.350.000 18,0                          3.741.280 102,0                      105.350.000 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 3.741.280,0 17,647                    3,55 Inspektorat

4 02 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      476.110.000 12,0                        78.590.000 60,0                      476.110.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 78.590.000,0 20,0                  16,51 Inspektorat

4 02 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      149.155.000 12,0                        21.761.400 60,0                      149.155.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 21.761.400,0 20,0                  14,59 Inspektorat

4 02 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 356,0                    2.045.000.000 70,0                      310.131.141 356,0                    2.045.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 310.131.141,0 19,663                  15,17 Inspektorat

4 02 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    1.718.178.400 12,0                      263.588.090 60,0                    1.718.178.400 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 263.588.090,0 20,0                  15,34 Inspektorat

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 02 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Persentase aset dalam kondisi baik % 90,0                    3.880.587.000 80,0                      430.207.325 90,0                    3.880.587.000 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 430.207.325,0 88,889                  11,09 Inspektorat

4 02 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 141,0                    1.697.000.000 51,0                      285.620.398 141,0                    1.697.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 285.620.398,0 36,17                  16,83 Inspektorat

4 02 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      210.000.000 1,0                        77.875.000 5,0                      210.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 77.875.000,0 20,0                  37,08 Inspektorat

4 02 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 102,0                      550.950.000 18,0                        66.711.927 102,0                      550.950.000 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 66.711.927,0 17,647                  12,11 Inspektorat

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 02 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase laporan yang selesai tepat waktu % 100,0                      288.780.000 100,0                        49.150.000 100,0                      288.780.000 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 49.150.000,0 100,0                  17,02 Inspektorat

4 02 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 25,0                      288.780.000 5,0                        49.150.000 25,0                      288.780.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 49.150.000,0 20,0                  17,02 Inspektorat

Level Kapasitas APIP Laporan 16,0 3,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 18,75                         - Inspektorat

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 02 01.00 15

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN 

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN KDH

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan 

BPK
% 93,0                    7.481.160.000 0,0                      751.570.600 93,0                    7.481.160.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 751.570.600,0 0,0                  10,05 

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan 

APIP
% 53,0 0,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Persentase Penyelesaian Penanganan 

Kasus/Pengaduan
% 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0                         - 

Persentase Perangkat Daerah yang 

Mengimplementasikan SAKIP dengan Kategori 

"BAIK"

% 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah 

Level 2 Keatas
% 56,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

4 02 01.00 15 01
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah 

daerah
Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti Kasus 25,0                      431.700.000 5,0                        28.550.000 25,0                      431.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 28.550.000,0 20,0                    6,61 Inspektorat

4 02 01.00 15 02 Inverisasi temuan pengawasan Laporan Inventarisasi Temuan Pengawasan Kegiatan 5,0                      139.151.200 1,0                        16.620.000 5,0                      139.151.200 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 16.620.000,0 20,0                  11,94 Inspektorat
4 02 01.00 15 03 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Laporan Monitoring Temuan Hasil Pengawasa Kegiatan 10,0                      246.199.400 2,0                        17.145.000 10,0                      246.199.400 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 17.145.000,0 20,0                    6,96 Inspektorat

Inspektorat
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4 02 01.00 15 04 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Laporan hasil Pengawasan Laporan 138,0                    4.395.121.000 23,0                      444.075.600 138,0                    4.395.121.000 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 444.075.600,0 16,667                  10,10 Inspektorat

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Inspektorat

Predikat Kinerja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Inspektorat

4 02 01.00 16
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME 

TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

Persentase pegawai bersertifikasi jabatan 

fungsional tertentu (JFA P2UPD Audiwan)
% 74,0                    2.747.200.000 0,0                      301.712.297 74,0                    2.747.200.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 301.712.297,0 0,0                  10,98 Inspektorat

Persentase pegawai yang mengikuti 

pelatihan/bimtek
% 79,0 0,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - Inspektorat

4 02 01.00 16 01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan

Pegawai yang mengikuti diklat dan lulus sertifikasi 

JFT
Orang 20,0                      671.500.000 4,0                        74.531.694 20,0                      671.500.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 74.531.694,0 20,0                  11,10 Inspektorat

4 02 01.00 16 02
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas 

kinerja

Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek dan 

pelaksanaan bimtek di kantor
Orang 181,0                    2.075.700.000 25,0                      227.180.603 181,0                    2.075.700.000 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 227.180.603,0 13,812                  10,94 Inspektorat

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 03 Perencanaan

4 03 01.00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah

4 03 01.00 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    6.271.761.121 100,0                      985.664.020 100,0                    6.271.761.121 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 985.664.020,0 100,0                  15,72 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 4.500,0                        36.996.825 1.500,0                          3.390.000 4.500,0                        36.996.825 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 3.390.000,0 33,333                    9,16 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 60,0                      437.650.500 12,0                        60.630.647 60,0                      437.650.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 60.630.647,0 20,0                  13,85 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 60,0                        82.637.336 12,0                        32.840.115 60,0                        82.637.336 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 32.840.115,0 20,0                  39,74 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 81,0                        33.614.423 21,0                          7.973.330 81,0                        33.614.423 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 7.973.330,0 25,926                  23,72 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 60,0                      973.369.562 12,0                      146.646.000 60,0                      973.369.562 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 146.646.000,0 20,0                  15,07 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 60,0                      143.515.385 12,0                        23.229.900 60,0                      143.515.385 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 23.229.900,0 20,0                  16,19 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang kerja diperbaiki Unit 50,0                        80.405.129 10,0                          2.500.000 50,0                        80.405.129 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2.500.000,0 20,0                    3,11 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 313,0                        21.791.304 75,0                          2.641.100 313,0                        21.791.304 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2.641.100,0 23,962                  12,12 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 100,0                        15.930.375 0,0                                      -   100,0                        15.930.375 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 535,0                    1.708.302.404 70,0                      343.186.528 535,0                    1.708.302.404 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 343.186.528,0 13,084                  20,09 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 60,0                    2.662.944.848 12,0                      362.626.400 60,0                    2.662.944.848 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 362.626.400,0 20,0                  13,62 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 03 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    1.908.930.923 125,0                      515.390.543 100,0                    1.908.930.923 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 515.390.543,0 125,0                  27,00 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 5,0                        21.617.519 0,0                                      -   5,0                        21.617.519 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 20,0                      105.325.000 6,0                        10.750.000 20,0                      105.325.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10.750.000,0 30,0                  10,21 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 66,0                      538.597.318 26,0                      267.131.600 66,0                      538.597.318 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 267.131.600,0 39,394                  49,60 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Unit 95,0                      122.950.000 10,0                          4.880.000 95,0                      122.950.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 4.880.000,0 10,526                    3,97 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 5,0                      600.893.000 1,0                      174.254.000 5,0                      600.893.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 174.254.000,0 20,0                  29,00 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 81,0                      451.577.415 21,0                        58.374.943 81,0                      451.577.415 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 58.374.943,0 25,926                  12,93 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 03 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tersusunnya dokumen/laporan rencana kegiatan, 

akuntabilitas kinerja dan keuangan
% 100,0                      126.127.412 75,0                        13.290.500 100,0                      126.127.412 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 13.290.500,0 75,0                  10,54 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 31,0                        98.235.002 7,0                        13.290.500 31,0                        98.235.002 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 13.290.500,0 22,581                  13,53 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 03 01.00 16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Cakupan pelaksanaan kerjasama pembangunan % 100,0                      330.622.000 70,0                        10.866.000 100,0                      330.622.000 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 10.866.000,0 70,0                    3,29 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 16 02 Penyusunan Dokumen SDGs Dokumen SDGS Dokumen 2,0                      318.000.000 1,0                          6.117.000 2,0                      318.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6.117.000,0 50,0                    1,92 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 03 01.00 17
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH 

DAN SUMBER DAYA ALAM

Tersusunnya dokumen PSETK pada daerah 

irigasi kewenangan Kabupaten
% 100,0                    2.033.850.000 0,0                      234.144.800 100,0                    2.033.850.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234.144.800,0 0,0                  11,51 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 17
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH 

DAN SUMBER DAYA ALAM

PENINGKATAN NILAI PERTANIAN, IRIGASI 

BERKELANJUTAN 

DAERAH 

IRIGASI
0,0                    1.361.740.000 0,0                    1.194.778.061 0,0                    1.361.740.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.194.778.061,0 0,0                  87,74 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 17 01 Operasional IPDMIP
Dokumen PSETK pada Daerah Irigasi Kewenangan 

Kabupaten

Dok. 

PSETK
90,0                    2.033.850.000 20,0                      234.144.800 90,0                    2.033.850.000 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 234.144.800,0 22,222                  11,51 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 17 55
Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif 

Terintegrasi (IPDMIP)
Peningkatan Nilai Pertanian Irigasi Berkelanjutan

Daerah 

Irigasi
9,0                    1.361.740.000 7,0                    1.194.778.061 9,0                    1.361.740.000 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 1.194.778.061,0 77,778                  87,74 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja
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4 03 01.00 18
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN 

WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Tersusunnya dokumen perencanaan yang 

berwawasan lingkungan

Dokumen 

(Ada=1, 

Tidak 

ada=0)

1,0                      863.000.000 0,0                      291.794.712 1,0                      863.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291.794.712,0 0,0                  33,81 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 18 01 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Dokumen KLHS RTRW Dok 2,0                      303.000.000 1,0                      237.623.941 2,0                      303.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 237.623.941,0 50,0                  78,42 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 18 02 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Dokumen KLHS RPJMD Dok 1,0                      560.000.000 1,0                        54.170.771 1,0                      560.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 54.170.771,0 100,0                    9,67 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 03 01.00 19
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-

KOTA MENENGAH DAN BESAR

Tersusunnya dokumen dan data infrastruktur 

wilayah
Dokumen 4,0                    3.195.000.000 0,0                      150.162.100 4,0                    3.195.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150.162.100,0 0,0                    4,70 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Tersedianya dokumen RT/RW yang ditetapkan 

dengan Perda
Dokumen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Kesesuaian rencana pembangunan dengan 

RT/RW
% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 19 03 Operasional PAMSIMAS Tersedianya akses air minum dan sanitasi Desa 5,0                        90.000.000 3,0                        21.889.000 5,0                        90.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 21.889.000,0 60,0                  24,32 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 19 04 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Dokumen Perencanaan sanitasi Dok 2,0                      112.000.000 1,0                        32.565.500 2,0                      112.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 32.565.500,0 50,0                  29,08 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Predikat Kinerja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 20 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
Persentase Kesesuaian Kinerja Bidang Sosial dan 

Budaya
% 100,0                    1.270.000.000 0,0                      108.863.002 100,0                    1.270.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108.863.002,0 0,0                    8,57 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 20 01
Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 

Bidang Sosial

Jumlah program program prioritas nasional dan 

daerah bidang sosial yang dilaksanakan
Program 42,0                      501.000.000 4,0                        45.976.300 42,0                      501.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 45.976.300,0 9,524                    9,18 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 20 02
Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 

Bidang Budaya

Jumlah program program prioritas nasional dan 

daerah bidang budaya yang dilaksanakan
Program 29,0                      448.000.000 4,0                        27.281.000 29,0                      448.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 27.281.000,0 13,793                    6,09 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 20 03
Koordinasi dan Monev Kawasan Pedesaan Prioritas 

Nasional (KPPN)

Jumlah kegiatan fisik dan non fisik pada kawasan 

prioritas nasional
Keg 24,0                      321.000.000 3,0                        35.605.702 24,0                      321.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 35.605.702,0 12,50                  11,09 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Predikat Kinerja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam 

RKPD
% 100,0                  11.062.000.000 0,0                    1.434.127.532 100,0                  11.062.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.434.127.532,0 0,0                  12,96 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam 

APBD
% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang 

telah ditetapkan dengan Perkada

Dokumen 

(Ada=1, 

Tidak 

ada=0)

1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Tersusunnya dokumen perencanaan yang 

bersinergi dan berkualitas
% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang 

telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen 

(Ada=1, 

Tidak 

ada=0)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 21 01 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah Kegiatan (Tahapan) Musrenbang tingkat 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Musrenbang Provinsi 

dan Nasional

Dok/Keg 5,0                    2.002.040.000 1,0                      108.172.100 5,0                    2.002.040.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 108.172.100,0 20,0                    5,40 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 21 03 Penetapan RKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Pokok dan Perubahan yang ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah

Dok 10,0                    1.428.795.000 2,0                      117.487.600 10,0                    1.428.795.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 117.487.600,0 20,0                    8,22 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 21 04 Penyusunan RPJMD

Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD, 

Rancangan Akhir RPJMD dan Dokumen RPJMD 

Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah

Dok 3,0                      527.000.000 2,0                      425.972.600 3,0                      527.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 425.972.600,0 66,667                  80,83 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 21 07
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Jumlah dokumen KUA dan PPAS pokok dan 

perubahan yang tersusun
Dok 4,0                        25.000.000 4,0                        11.284.500 4,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 11.284.500,0 100,0                  45,14 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 21 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Jumlah Laporan Realisasi Fisik/Keuangan 

Program/kegiatan Pelaksanaan APBD Kabupaten 

Sidrap - Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan RKPD, Renstra dan RPJMD

Lap 30,0                      863.332.000 5,0                        50.434.900 30,0                      863.332.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 50.434.900,0 16,667                    5,84 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 21 10
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Jumlah sistem informasi Pembangunan Daerah yang 

terpelihara, tersedia dan termanfaatkan
Sistem 1,0                      643.000.000 1,0                      586.022.730 1,0                      643.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 586.022.730,0 100,0                  91,14 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 21 13 Pelaksanaan Asistensi Dokumen Perencanaan
Jumlah Kegiatan Asistensi Penyusunan Renstra, 

Renja, RKA APBD, RKPA APBD-P
Keg 4,0                      105.000.000 4,0                        61.950.340 4,0                      105.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 61.950.340,0 100,0                  59,00 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 21 14
Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, 

TP dan Dekonsentrasi

Jumlah pengusulan dan pelaporan pelaksanaan 

sumber sumber dana DAK,APBD Provinsi , 

APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi

Dok / Lap 5,0                      807.814.000 1,0                        72.802.762 5,0                      807.814.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 72.802.762,0 20,0                    9,01 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 03 01.00 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Persentase Kesesuaian Kinerja Bidang Ekonomi % 100,0                    4.125.000.000 0,0                      670.708.801 100,0                    4.125.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 670.708.801,0 0,0                  16,26 
Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 22 01 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah program program prioritas nasional/daerah di 

bidang ekonomi yang dilaksanakan
Program 32,0                    1.253.000.000 4,0                        45.928.000 32,0                    1.253.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 45.928.000,0 12,50                    3,67 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan

4 03 01.00 22 02
Koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah

Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (LP2KD)
Lap 5,0                    2.654.000.000 1,0                      624.780.801 5,0                    2.654.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 624.780.801,0 20,0                  23,54 

Dinas Pertanian, Ketahanan 

Pangan dan Perikanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 04 Keuangan
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4 04 01.00 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                  25.494.650.000 0,0                    3.696.191.785 100,0                  25.494.650.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.696.191.785,0 0,0                  14,50 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 0,0                        32.865.000 1,0                          5.461.000 0,0                        32.865.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5.461.000,0 0,0                  16,62 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 0,0                    2.959.528.000 1,0                      325.113.676 0,0                    2.959.528.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 325.113.676,0 0,0                  10,99 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Unit 0,0                      292.584.000 1,0                        31.892.000 0,0                      292.584.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 31.892.000,0 0,0                  10,90 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 0,0                    4.170.640.000 1,0                      597.410.000 0,0                    4.170.640.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 597.410.000,0 0,0                  14,32 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 0,0                      573.080.000 1,0                        37.598.500 0,0                      573.080.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 37.598.500,0 0,0                    6,56 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
Buah 0,0                      144.337.000 1,0                        21.608.500 0,0                      144.337.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 21.608.500,0 0,0                  14,97 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan 

perundang-undangan perundang-undangan yang 

disediakan

Examplar 0,0                      184.836.000 1,0                        21.271.000 0,0                      184.836.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 21.271.000,0 0,0                  11,51 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 0,0                      255.045.000 1,0                        62.300.250 0,0                      255.045.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 62.300.250,0 0,0                  24,43 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 0,0                    3.032.850.000 1,0                      556.935.945 0,0                    3.032.850.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 556.935.945,0 0,0                  18,36 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 0,0                  13.371.231.000 1,0                    2.004.361.381 0,0                  13.371.231.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2.004.361.381,0 0,0                  14,99 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 04 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                  12.968.834.000 0,0                    4.105.098.677 100,0                  12.968.834.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.105.098.677,0 0,0                  31,65 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Jenis Kendaraan dinas/operasional yang 

diadakan
Unit 0,0                    6.584.594.000 1,0                    3.152.098.500 0,0                    6.584.594.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3.152.098.500,0 0,0                  47,87 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 0,0                      104.907.000 1,0                        34.430.000 0,0                      104.907.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 34.430.000,0 0,0                  32,82 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 0,0                    2.069.814.000 1,0                      396.535.800 0,0                    2.069.814.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 396.535.800,0 0,0                  19,16 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 02 12 Pemeliharaan Arsip Kepegawaian 0,0                      100.639.000 1,0                        10.867.000 0,0                      100.639.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10.867.000,0 0,0                  10,80 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang dipelihara dinas 

rutin/berkala
Unit 0,0                      293.958.000 1,0                        73.050.825 0,0                      293.958.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 73.050.825,0 0,0                  24,85 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 0,0                      629.271.000 1,0                        77.884.679 0,0                      629.271.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 77.884.679,0 0,0                  12,38 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                    2.703.460.000 1,0                      301.998.833 0,0                    2.703.460.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 301.998.833,0 0,0                  11,17 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 04 01.00 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR

Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengelola 

Keuangan yang berkualitas
% 100,0                    2.245.049.000 0,0                      230.150.000 100,0                    2.245.049.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230.150.000,0 0,0                  10,25 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang- undangan
Orang 0,0                    1.985.381.000 1,0                      230.150.000 0,0                    1.985.381.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 230.150.000,0 0,0                  11,59 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 04 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan
Dokumen 1,0                    2.121.922.000 0,0                      245.713.500 1,0                    2.121.922.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245.713.500,0 0,0                  11,58 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 0,0                      462.696.000 1,0                        78.180.000 0,0                      462.696.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 78.180.000,0 0,0                  16,90 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Laporan 0,0                        27.766.000 1,0                          2.722.500 0,0                        27.766.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2.722.500,0 0,0                    9,81 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 0,0                        39.179.000 1,0                          1.730.000 0,0                        39.179.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.730.000,0 0,0                    4,42 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 06 06
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bidang 

Perbendaharaan
0,0                      286.556.000 1,0                        81.555.000 0,0                      286.556.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 81.555.000,0 0,0                  28,46 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 06 07
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bidang 

Akuntansi
0,0                      442.256.000 1,0                        67.323.000 0,0                      442.256.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 67.323.000,0 0,0                  15,22 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 04 01.00 15
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tersedianya Dokumen APBD, Perubahan APBD 

dan Pertangngungjawaban APBD, Dokumentasi 

regulasi Keuangan daerah Lainnya

Dokumen 1,0                  41.171.449.300 0,0                    6.151.420.740 1,0                  41.171.449.300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.151.420.740,0 0,0                  14,94 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 02 Penyusunan Standar Satuan Harga 0,0                      553.604.000 1,0                      101.580.978 0,0                      553.604.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 101.580.978,0 0,0                  18,35 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 06 penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 0,0                    3.953.145.000 1,0                      614.318.422 0,0                    3.953.145.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 614.318.422,0 0,0                  15,54 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 07
penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 

APBD
0,0                    1.461.791.000 1,0                      229.217.000 0,0                    1.461.791.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 229.217.000,0 0,0                  15,68 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 08
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan APBD
0,0                    4.395.949.000 1,0                      746.690.592 0,0                    4.395.949.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 746.690.592,0 0,0                  16,99 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 09
penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 

perubahan APBD
0,0                    1.464.433.000 1,0                      277.039.300 0,0                    1.464.433.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 277.039.300,0 0,0                  18,92 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 12 penyusunan sistem informasi keuangan daerah 0,0                      101.384.000 1,0                        23.247.000 0,0                      101.384.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 23.247.000,0 0,0                  22,93 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 13
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan 

daerah
0,0                    1.842.163.000 1,0                      320.864.500 0,0                    1.842.163.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 320.864.500,0 0,0                  17,42 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 19
intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan 

daerah
0,0                  14.178.014.800 1,0                    2.258.248.821 0,0                  14.178.014.800 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2.258.248.821,0 0,0                  15,93 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 21
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah
0,0                      536.814.000 1,0                        88.355.000 0,0                      536.814.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 88.355.000,0 0,0                  16,46 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 22 pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah 0,0                    2.020.611.500 1,0                      261.744.800 0,0                    2.020.611.500 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 261.744.800,0 0,0                  12,95 Badan Pengelola Keuangan Daerah 
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4 04 01.00 15 32 penyusunan laporan keuangan kabupaten 0,0                      963.860.000 1,0                      110.819.500 0,0                      963.860.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 110.819.500,0 0,0                  11,50 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 34
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Laporan 0,0                    1.512.844.000 1,0                        33.059.000 0,0                    1.512.844.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 33.059.000,0 0,0                    2,19 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 40 monitoring / evaluasi pajak retribusi daerah 0,0                      251.886.000 1,0                        38.539.050 0,0                      251.886.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 38.539.050,0 0,0                  15,30 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 41
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 

daerah ( non PAD )
0,0                      567.534.000 1,0                        52.546.250 0,0                      567.534.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 52.546.250,0 0,0                    9,26 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 15 45
penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pedoman 

pengamanan barang milik daerah
0,0                      129.877.000 1,0                          5.418.000 0,0                      129.877.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5.418.000,0 0,0                    4,17 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 04 01.00 16
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI 

PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

TERWUJUDNYA PEMBINAAN DAN FASILITASI 

PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
Dokumen 1,0                    5.247.813.000 0,0                      602.532.954 1,0                    5.247.813.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 602.532.954,0 0,0                  11,48 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 16 01
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten/Kota
0,0                    2.293.538.000 1,0                        76.723.000 0,0                    2.293.538.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 76.723.000,0 0,0                    3,35 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 16 07 Evaluasi dan Penyusunan Laporan GAJI 0,0                    1.613.559.000 1,0                      266.307.466 0,0                    1.613.559.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 266.307.466,0 0,0                  16,50 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

4 04 01.00 16 09 Penyusunan Data Rekonsiliasi 0,0                      240.000.000 1,0                      139.927.363 0,0                      240.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 139.927.363,0 0,0                  58,30 Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 04 02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH

4 04 03.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

4 05 Kepegawaian

4 05 01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

4 05 01.00 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100,0                    5.711.941.700 0,0                      883.069.039 100,0                    5.711.941.700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 883.069.039,0 0,0                  15,46 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Lembar 0,0                        19.000.000 533,0                          3.600.000 0,0                        19.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 533,0 3.600.000,0 0,0                  18,95 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik
Bulan 0,0                      300.600.000 12,0                        49.774.829 0,0                      300.600.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 49.774.829,0 0,0                  16,56 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Bulan 0,0                        25.000.000 1,0                          4.998.350 0,0                        25.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.998.350,0 0,0                  19,99 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 

yang terbayarkan
Unit 0,0                        42.800.000 5,0                          5.287.060 0,0                        42.800.000 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5.287.060,0 0,0                  12,35 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 

yang terbayarkan
Unit 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0                         - 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 

keuangan
Bulan 0,0                      503.106.200 12,0                        96.852.800 0,0                      503.106.200 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 96.852.800,0 0,0                  19,25 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 0,0                      115.892.000 12,0                        21.881.000 0,0                      115.892.000 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 21.881.000,0 0,0                  18,88 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke dalam daerah
Kali 0,0                    1.393.300.000 90,0                          2.904.900 0,0                    1.393.300.000 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 2.904.900,0 0,0                    0,21 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke luar daerah
Kali 0,0                    1.902.431.000 85,0                      474.163.100 0,0                    1.902.431.000 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 474.163.100,0 0,0                  24,92 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

tersedia
Bulan 0,0                    1.409.812.500 12,0                      223.607.000 0,0                    1.409.812.500 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 223.607.000,0 0,0                  15,86 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 05 01.00 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 

Aparatur
% 100,0                    1.187.338.000 0,0                        88.691.601 100,0                    1.187.338.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88.691.601,0 0,0                    7,47 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 0,0                          3.988.000 0,0                                      -   0,0                          3.988.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Unit 0,0                      170.000.000 1,0                          4.300.000 0,0                      170.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.300.000,0 0,0                    2,53 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 0,0                      222.390.000 24,0                          6.598.000 0,0                      222.390.000 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 6.598.000,0 0,0                    2,97 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor 

rutin/berkala
Unit 0,0                      145.960.000 1,0                          4.049.000 0,0                      145.960.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4.049.000,0 0,0                    2,77 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                      406.890.000 17,0                        70.144.601 0,0                      406.890.000 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 70.144.601,0 0,0                  17,24 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Unit 0,0                        46.180.000 10,0                          2.200.000 0,0                        46.180.000 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2.200.000,0 0,0                    4,76 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang 

dipelihara rutin/berkala
Unit 0,0                      141.930.000 6,0                          1.400.000 0,0                      141.930.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1.400.000,0 0,0                    0,99 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 05 01.00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Peningkatan disiplin Aparatur % 100,0                      646.371.700 0,0                      175.668.086 100,0                      646.371.700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175.668.086,0 0,0                  27,18 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 03 07 Izin Cerai/Permasalahan Keluarga Jumlah Surat izin Cerai ASN Surat 0,0                        42.478.800 20,0                          5.278.800 0,0                        42.478.800 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 5.278.800,0 0,0                  12,43 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 03 08 Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan 0,0                      603.892.900 30,0                      170.389.286 0,0                      603.892.900 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 170.389.286,0 0,0                  28,22 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 05 01.00 04 PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS % 100,0                      385.800.600 0,0                        51.290.615 100,0                      385.800.600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.290.615,0 0,0                  13,29 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 04 05
Pensiun Janda/Duda dan Yatim Serta Pensiun atas 

Permintaan Sendiri
Jumlah ASN yang mengusulkan Pensiun Orang 0,0                      273.300.600 180,0                        51.290.615 0,0                      273.300.600 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 51.290.615,0 0,0                  18,77 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 05 01.00 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR

Persentase Keikutsertaa ASN dalam Pendidikan 

dan Pelatihan
% 100,0                  26.088.629.100 0,0                    1.243.653.165 100,0                  26.088.629.100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.243.653.165,0 0,0                    4,77 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Orang 20,0                    2.111.133.400 23,0                      234.663.400 20,0                    2.111.133.400 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 234.663.400,0 115,0                  11,12 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah
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1 3 4 12 1362 5 7 11 = 10/5 x 10010 = 6 + 89 = 8/7 x100%8

4 05 01.00 05 04 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CASN
Jumlah CASN yang mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Prajabatan
Orang 0,0                    9.366.308.000 1,0                        68.135.000 0,0                    9.366.308.000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 68.135.000,0 0,0                    0,73 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 05 06 Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional Bagi ASN
Waktu Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional 

Bagi ASN
Hari 230,0                  12.591.262.000 230,0                      217.582.600 230,0                  12.591.262.000 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 217.582.600,0 100,0                    1,73 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 05 07 Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Struktural
Orang 0,0                    2.019.925.700 30,0                      723.272.165 0,0                    2.019.925.700 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 723.272.165,0 0,0                  35,81 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 05 01.00 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Terwujudnya Penatausahaan 

Keuangan dan pencapaian Kinerja Program Yang 

Mendukung

% 100,0                      174.381.000 0,0                        32.903.900 100,0                      174.381.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.903.900,0 0,0                  18,87 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja OPD
Laporan 0,0                      174.381.000 6,0                        32.903.900 0,0                      174.381.000 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 32.903.900,0 0,0                  18,87 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 05 01.00 15
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

APARATUR

Persentase Pembinaan dan Pengembangan 

Aparatur
% 100,0                  13.397.020.280 0,0                    1.337.037.649 100,0                  13.397.020.280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.337.037.649,0 0,0                    9,98 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 15 07 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Terlaksananya Ujian Dinas Tk. II Tk. I serta UDKPI 

dalam rangka Peningkatan SDM ASN melalui 

program pembinaan dan pengembangan karir

orang 0,0                      723.390.800 100,0                        82.028.800 0,0                      723.390.800 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 82.028.800,0 0,0                  11,34 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 15 08 Penempatan PNS
Jumlah ASN yang Ditempatkan ASN Sesuai dengan 

Kompetensi Keahliannya
Orang 0,0                    2.278.149.642 1.988,0                      294.113.603 0,0                    2.278.149.642 0,0 0,0 0,0 0,0 1.988,0 294.113.603,0 0,0                  12,91 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 15 09
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi 

Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Orang 0,0                      449.770.300 1.908,0                        54.367.450 0,0                      449.770.300 0,0 0,0 0,0 0,0 1.908,0 54.367.450,0 0,0                  12,09 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 15 10 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Meningkatnya Kinerja dan Daya saing ASN dengan 

pemberian penghargaan pemberangkatan umrah bagi 

ASN teladan

Orang 0,0                      672.215.800 200,0                        20.997.800 0,0                      672.215.800 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 20.997.800,0 0,0                    3,12 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 15 11 Penyusunan Syarat Jabatan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Orang 0,0                    2.619.364.104 1,0                      597.246.214 0,0                    2.619.364.104 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 597.246.214,0 0,0                  22,80 
Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 15 12
Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Pengangkatan 

Pegawai Perjanjian Kontrak

Formasi Pengadaan Calon ASN dan pengangkatan 

pegawai perjanjian kontrak
Orang 0,0                    4.517.772.268 323,0                      193.879.982 0,0                    4.517.772.268 0,0 0,0 0,0 0,0 323,0 193.879.982,0 0,0                    4,29 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah

4 05 01.00 15 13 Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin 

PNS
Orang 0,0                      241.903.000 32,0                        34.887.000 0,0                      241.903.000 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 34.887.000,0 0,0                  14,42 

Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
4 06 Penelitian dan Pengembangan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

4 06 01.00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

4 06 01.00 15
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

POTENSI DAERAH
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbanan % 100,0                    2.400.209.500 90,0                      212.171.500 100,0                    2.400.209.500 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 212.171.500,0 90,0                    8,84 

Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah

persentase rencana implementasi Kelitbangan % 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Persentase Kebijakan Inovasi daerah yang 

diterapkan di daerah
100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang difasilitai 

dalam Penerapan Inovasi Daerah
100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah

4 06 01.00 15 02
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, 

Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah kegiatan kelitbanan bidang 

Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan 

Pembangunanyang dimplementasikan dan 

dimanfaatkan hasilnya oleh opd

Keg 20,0                    1.356.209.500 4,0                      212.171.500 20,0                    1.356.209.500 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 212.171.500,0 20,0                  15,64 

Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja

4 06 01.00 16
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI 

DAERAH (SIDA)

Persentase kebijakan inovasi daerah yang 

diterapkan di daerah
% 100,0                    2.951.239.700 0,0                        22.367.000 100,0                    2.951.239.700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.367.000,0 0,0                    0,76 

Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi daerah
% 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         - 

Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah

4 06 01.00 16 01 Pengembangan SIstem Inovasi Daerah
Jumlah hasil Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat 

Daerah
Kegiatan 40,0                    1.828.239.700 8,0                        22.367.000 40,0                    1.828.239.700 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 22.367.000,0 20,0                    1,22 

Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja
5 Urusan Pendukung
5 5 Urusan Pendukung
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1 2 3 4 5 6

1
PENGERUKAN DAN PEMASANGAN LINING ANAK SUNGAI LING.I KEL.PAJALELE KEC.TELLU LIMPOE 

500 M
KECAMATAN TELLU LIMPOE 500 Meter  Rp                    300.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2 BENDUNGAN BULU CEBA ( Lokasi Genangan Bendung Bulu Ceba)
DESA MARIO DESA RIJANG 

PANUA, KEC. KULO, 
1 Unit 3.500.000.000Rp                  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

3 PEMBANGUNAN BENDUNG  BULO WATTANG Desa Bulo Wattang Mario 1 UNIT  Rp                    200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

4 Pembangunan bendungan Lompok kaddaro Kelurahan Lancirang 1 UNIT  Rp                    195.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

5 Pasangan Lining ( saluran air )  kel. Lancirang Kelurahan Lancirang 1 Km  Rp                    200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

6 Pengadaan  Sumur Bor Dalam Kelompok P3A Kel. Lancirang Kelurahan Lancirang 4 titik  Rp                    240.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

7 Pembangunan Klop Pintu air saluran air lompok lapokki  Rp                    150.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

8 Pembangunan pintu air pengendali banjir Ling. 2 lancirang Kelurahan Lancirang  Rp                    150.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

9 Perpipaan Desa Tana Toro Desa Tana Toro Kec. Pitu Riase 2500 M  Rp                    200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

10 Drainase ke sungai dengan menggunakan pipa 12 inci lengkap dengan kkp.pipa 12 inci (saluran air) Tanrutedong 300 m dan 20 meter  Rp                    200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

11 Pembangunan Tanggul air Lingkungan II Kelurahan Batu 50 Meter  Rp                    200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

12 Bantuan Sumur Bor Desa Tenete, Desa Takkalasi 1 Set , Listrik 4 Unit  Rp                    200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

13 BERONJONG 300M DESA WANIO TIMORENG KECAMATAN PANCA LAUTANG Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

14 PENGERUKAN DAN PEMASANGAN LEANING ANAK SUNGAI

LINGKUNGAN I KELURAHAN 

PAJALELE KECAMATAN TELLU 

LIMPOE

500 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

15 TALUD PINGGIR SUNGAI LINGKUNGAN I DAN II 1.000 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

16 CEKDAM PENAMPUNGAN AIR 18.000 H3 UNTUK 20 HA SAWAH (BENDUNGAN)
DESA BUAE, KECAMATAN 

WATANG PULU
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

17 PENGGALIAN SALURAN PANJANG 350 M, LEBAR 12 M, KEDALAMAN 5 M
DESA BUAE, KECAMATAN 

WATANG PULU
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

18 perbaikan tanggul dan talud 
Lingkungan II Wattang Lowa Kel. 

Toddang Pulu Kec. Tellu Limpoe
1 KM Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

19 Pemasangan Ayaman Bronjong Sungai Kel.Pajalele Sungai Pajalele 300 m Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

20 Pengerukan Sungai
Sungai Wilayah Kanie Kelurahan 

Kadidi Kecamatan Panca Rijang
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
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21 PEMBANGUNAN JEMBATAN HEWAN kelurahan lancirang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

22 perbaikan irigasi pallabessie Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

23 PEMBANGUNAN PANGGUNG HIBURAN
 Jl. A.P. Pettarani Kelurahan Lalebata, 

Kec. Panca Rijang
5 X 5 M 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

24 Sosialisasi Kepariwisataan   Desa Mojong Kec. Watang Sidenreng 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

25 Workshop sadar Wisata kecamatan Watang Sidenreng 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

26  Pembangunan Ikon Wisata dan pengembangan wisata Di Leppangeng 100.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

27 Sosialisasi UU Kepariwisataan Kecamatan Maritengngae 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

28 Bantuan Pembinaan Generasi Muda 
Kec. Tellu Limpoe & Kec. Panca 

Lautang
100.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

29 Pembinaan Generasi Muda MM(MUSISI MELAYU) kab.sidrap Kel.Rappang kec.Panca Rijang 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

30 bantuan kepemudaan Desa Kulo Kec. Kulo 33 pasang baju 4.950.000Rp                        Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

31 PENGADAAN SARANA PRASARANA KOMUNITAS FPTI
KEL. LALEBATA, KEC. PANCA 

RIJANG
1 SET 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

32 PENGADAAN SARANA PRASARANA PPBI SIDRAP (TENDA DAN KURSI)
KEL. LALEBATA, KEC. PANCA 

RIJANG
1 SET 25.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

33 Bantuan Pembinaan Generasi Muda Desa Cipotakari 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

34 Bantuan Pembinaan Generasi Muda Desa Bulo 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

35 Pengadaan Alat Musik (Sound System) Kecamatan Panca Rijang 1 set 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

36 Pembinaan Generasi Muda GMD dua pitue kec.dua pitue Kec.Dua Pitue 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

37 Pembinaan generasi muda FOGMAPEL Kec. Pitu Riawa 50.000.000 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

38 Pembinaan Generasi Muda Cahaya Terang Pittue Kelurahan lancirang 55.000.000 55.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

39 Pembinaan generasi muda Tunas Muda Soppae Kelurahan lancirang 50.000.000 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

40 Pembinaan generasi muda Pagar Nusa Kec. Pitu Riawa 50.000.000 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

41 Pembinaan generasi muda Ajubissu Desa Ajubissu 50.000.000 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
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42 Pembinaan generasi muda Pitu Riawa Kec. Pitu Riawa 50.000.000 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

43 Pembinaan generasi muda Sumpang Mango Desa Sumpang Mango 50.000.000 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

44 Pembinaan generasi muda betao riase Desa Betao Riase 50.000.000 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

45 PENGADAAN ALAT MUSIK GENERASI MUDA BILA 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

46 PEMBINAAN GENERASI MUDA .
Di Pitu Riase, Pitu Riawa, dan Dua 

Pitue
50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

47 PEMBINAAN GENERASI MUDA (Kontras, Komunitas Trail Adventure Sidrap) Desa bila riase 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

48 Karang Taruna (pembinaan generasi muda) Salobukkang 1 kelompok 20 juta 20.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

49 Bantuan Pemberdayaan Generasi Muda Kel Lalengbata, Kec. Panca Rijang 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

50 Bantuan Pemberdayaan Generasi Muda Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

51 Bantuan Pemberdayaan Generasi Muda Kel. Benteng, Kec. Baranti 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

52 Bantuan Pemberdayaan Generasi Muda Desa mario, Kec. Kulo 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

53 Bantuan Pemberdayaan Generasi Muda
Desa Bulo Wattang, Kec. Panca 

Rijang
50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

54 BANTUAN PEMBINAAN SOSIALISASI KEPEMUDAAN
DUA PITUE-PITU RIASAE-PITU 

RIAWA
50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

55 Workshop Pemuda Milenial Maritengngae Kecamatan Maritengngae 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

56 Sosialisasi Kewirausahaan Kepemudaan Kecamatan Watang Sidenreng 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

57 PENIMBUNAN LAPANGAN SEPAKBOLA KELURAHAN PAJALELE KEC.TELLU LIMPOE 300 RET KECAMATAN TELLU LIMPOE 300 ret  Rp                      60.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

58 Pembinaa Generasi Muda KECAMATAN PANCA LAUTANG  Rp                      50.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

59
PEMBINAAN SARANA OLAHRAGA UNTUK GENERASI MUDA DESA BAPANGI KELOMPOK DESA 

BAPANGI
KECAMATAN PANCA LAUTANG  Rp                      50.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

60 PEMBENAHAN LAPANGAN SEPAK BOLA LISE/TIMBUN/Pagar
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
500 M  Rp                    150.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

61 TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA LAINUNGAN
DESA LAINUNGAN KECAMATAN 

WATANG PULU
 Rp                    100.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

62 perbaikan sarana olahraga dan lapangan sepak bola andi sololipu Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
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63 Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga Kec. Baranti 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

64 REHAB LAPANGAN SEPAKBOLA 
BATU-BATU DUSUN PUNCAK 

HARAPAN KEC. KULO
1 UNIT 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

65 PENGADAAN ALAT OLAHRAGA DESA MARIO KEC. KULO 2 SET 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

66 PENGADAAN LAPANGAN FUTSAL DESA RIJANG PANUA, KEC. KULO 30X20 M 250.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

67 PENGADAAN ALAT OLAHRAGA DESA RIJANG PANUA, KEC. KULO 1 SET 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

68 PENGADAAN SARAN PRASARANA KOMUNITAS BRRSHC/PERBAKIN (ALAT LATIHAN)
KELURAHAN RAPPANG 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1SET 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

69 REHAB LAPANGAN SEPAKBOLA 
KELURAHAN BENTENG 

KECAMATAN BARANTI
50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

70 BANTUAN SARANA OLAHRAGA SEKOLAH
MTS YMPI RAPPANG, Jl. Angkatan 

66 No. 29 Rappang, Panca Rijang
50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

71 Lapangan Mini

Jln. Laupe Belakang SD 2 

Maccorawalie Kelurahan Kadidi 

Kecamatan Panca Rijang

1 set 100.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

72 BANTUAN ALAT OLAHRAGA FUTSALL (LENGKAP)
DESA ABBOKKONGENG 

KECAMATAN KULO
1 SET 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

73 BANTUAN ALAT OLAHRAGA FUTSALL (LENGKAP)
DESA TONRONGNGE KECAMATAN 

BARANTI
1 SET 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

74 BANTUAN ALAT OLAHRAGA FUTSALL (LENGKAP)
DESA TIMORENG PANUA 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

75 BANTUAN ALAT OLAHRAGA FUTSALL (LENGKAP)
KELURAHAN LALEBATA 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

76 Penimbunan Lapangan Sepak bola Salomallori Kelurahan salomalori 190 JUTA 190.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

77 Penimbunan Lapangan Sepak bola Salomallori Kelurahan Lancirang 190 JUTA 190.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

78 Pembangunan Lapangan futsal Kel.Batu 250.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

79 Pembangunan gedung Olahraga Desa bila riase 250.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

80 Sarana dan prasarana alat olahraga, Baju senam, Baju Bola Baju Volli Desa Lagading Kec. Pitu Riase

150 Pasang Baju 

senam, baju bola 36, 

baju volli 36

40.800.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

81 Sarana dan prasarana alat olahraga Desa Lombo Desa Lombo Kec. Pitu Riase

24 pasang baju volli, 2 

set baju bola, 5 bola 

kai, 5 bola volli

12.700.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

82 Sarana dan prasarana olahraga ibu PKK Kec. Pitu Riase Kec. Pitu Riase Seragam 200 Pasang 30.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

83 Lapangan Bola Volly & Takrow Desa Bulu Cenrana 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
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84 PEMASANGAN PAVING BLOK GEDUNG OLAHRAGA DUA PITUE KELURAHAN TANRU TEDONG 1 100.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

85 BANTUAN KEJUARAAN/ PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA DUA PITUE Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

86 1. Volly PITU RIASE 5 buah 2.750.000Rp                        Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

87 2. bulutangkis PITU RIAWA
3 Raket + 25 pack 

Shuttlecock
4.900.000Rp                        Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

88 3. sepak bola 5 bola 2.750.000Rp                        Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

89 4. maggasing 5 bola 2.500.000Rp                        Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

90 5. sepeda 5 bola 17.500.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

91 6. Sepak Takrow 5 bola 1.250.000Rp                        Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

92 BANTUAN PRASARANA DAN ALAT-ALAT OLAHRAGA 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

93 Bantuan Kegiatan Olah Raga dan Seni Kelompok Generasi Muda Kec. MaritengngaE 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

94 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

95 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kecamatan Maritengngae 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

96 Rehab atap lapangan bulutangkis 
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
75.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

97 Kejuaraan sepakbola Pola Utama Cup 2021 Kelurahan lancirang Ls 75.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

98 Kejuaraan bola volly betao riase cup III Desa Betao Riase Ls 40.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

99 Kejuaraan Badminton pitu riawa cup 2021 Kec pitu riawa Ls 30.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

100 Fun Rice Rc Buggy 1:8 Nitro Sulsel 2021 Kel. Lancirang Ls 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

101 Kejuaraan Tennis PELTI 77 Cup 2021 Kelurahan lancirang Ls 55.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

102 Turnament Sepak Bola Lagading Cup Desa Lagading Kec. Pitu Riase LS 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

103 Turnament Volly Ball Lombo Cup Desa Lombo Kec. Pitu Riase LS 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

104 Turnament Volly Ball Desa Tana Toro Cup Desa Tana Toro Kec. Pitu Riase LS 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
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105 Turnamen sepakbola Maluku Sidenreng Cup 3
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
70.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

106 Turnamen futsal Hamilli Cup 4 Kecamatan Maritengngae 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

107 Turnamen Sepak Takraw
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

108 PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT MENJAHIT BULUCENRANA 6 KELOMPOK  Rp                    120.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

109 PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT TATA BOGA BULUCENRANA 6 KELOMPOK  Rp                      37.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

110 PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT TATA RIAS WAJAH KECANTIKAN BULUCENRANA 6 KELOMPOK  Rp                      35.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

111 PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN/LAS BULUCENRANA 6 KELOMPOK  Rp                    150.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

112 PELATIHAN B15DAN PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU BULUCENRANA 6 KELOMPOK  Rp                    230.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

113 PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN BATU BULUCENRANA

2 KEOMPOK (PUTRI 

KEMBAR DAN 

FIRMAN)

 Rp                      80.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

114 Kursus tata rias PKK Lingkngan II Ponrangae 2 klp  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

115 Pelatihan Keterampilan pembuatan kerupuk/ kue Lingk.Cilellang WETTE’E 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

116 Pelatihan Keterampilan menjahit Wette'e 1 klp  Rp                      20.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

117 Pelatihan Keterampilan kecantikan Wette'e 1 klp  Rp                      20.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

118 Pelatihan Tata Boga Dusun I,II dan III Desa Sereang 3 Kelompok  Rp                      45.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

119 Pelatihan Menjahit Dusun I,II dan III Desa Sereang 3 Kelompok  Rp                      45.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

120 Pelatihan Pertukangan Aluminium Dusun I dan II Desa Sereang 2 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

121 Pelatihan Kecantikan/Tata Rias Dusun I,II dan III Desa Sereang 3 Kelompok  Rp                      45.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

122 Pelatihan Menjahit Desa Allakuang 3 Kelompok  Rp                      45.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

123 Pelatihan Kelompok Kecantikan Kel. Majjelling 2 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

124 Pelatihan Tata Boga Kel. Majjelling 2 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

125 Kursus menjahit Kel. Rijang Pittu 2 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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126 Pelatihan Tata Boga ( Pembuatan Kue ) 5 Kelompok di Kelurahan Sidenreng
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
5 klp 75.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

127 Pelatihan Menjahit Dsn I dan Dsn II TALAWE 1 kelompok 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

128 pelatihan tata rias dan busana desa bila riase 3 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

129 Pelatihan dan Pengadaan mesin jahit Dusun III KALOSI 3 klp  Rp                      90.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

130 Pelatihan Jual Beli Online Taccimpo 1 klp 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

131 Pelatihan dan Bantuan Alat Bengkel Las Taccimpo 1 klp  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

132 Pelatihan dan Bantuan Alat Tukang Kayu Taccimpo 1 klp  Rp                      40.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

133 Pelatihan dan Bantuan Alat Menjahit Taccimpo 1 klp  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

134 Pelatihan dan Bantuan Alat Tata Boga Taccimpo 1 klp  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

135 Pelatihan dan Bantuan Alat Tata Rias dan Make UP Taccimpo 1 klp  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

136 Pelatihandan pengadaan  tata rias Desa Bila 4 klp  Rp                      80.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

137 Pelatihan Keterampilan Kursus Menjahit
Lingkungan I dan II  TODDANG 

PULU
2 Kelompok  Rp                      30.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

138 Kursus Menjahit
Lingkungan I dan Lingkungan. II 

BAULA
2 Kelompok  Rp                      30.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

139 Pelatihan dan Pengadaan Tata Rias Lingk Lapunranga BAULA 2 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

140 Pelatihan dan Pengadaan Tata Boga Lingk.II Perinyameng BAULA 2 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

141 Pelatihan dan pengadaan alat kelompok pertukangan batu Kelurahan Baranti 1 paket  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

142 Pelatihan dan Pengadaan alat pertukangan Lingk. Benteng dan Callaccu 1 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

143 Pelatihan dan pengadaan alat kelompok tata rias Kelurahan Baranti 1 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

144 Pelatihan dan pengadaan alat kelompok tata rias Kelurahan Baranti 1 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

145 Pelatihan dan pengadaan alat kelompok tata boga Kelurahan Baranti 1 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

146 Pelatihan pembuatan anyaman/meubel bambu Kelurahan Duampanua 1 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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147 Pelatihan Tata boga Sipodeceng 1 kelompok  Rp                      15.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

148 Pengadaan dan pelatihan menjahit Lingk. I & II LAWAWOI 1 kelompok 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

149 Pengadaan mesin jahit dan pelatihan Uluale 2 Klp 45.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

150 Kursus Menjahit Carawali 5 Klp 75.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

151 PELATIHAN TATA BOGA
KECAMATAN PANCA LAUTANG, 

TELLU LIMPOE, WATANG PULU
6 KLP  Rp                      90.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

152 PELATIHAN TATA BOGA KELOMPOK TATA BOGA
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
2 KLP  Rp                      35.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

153 PELATIHAN/ KURSUS TATA BOGA PKBM ANNUR DI KEC. TELLU LIMPOE  KEC. TELLU LIMPOE 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

154 PELATIHAN/ KURSUS MENJAHIT PKBM RESKY JAYA DI KEC. TELLU LIMPOE KEC. TELLU LIMPOE 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

155 PELATIAHAN/ KURSUS MENJAHIT LPK ASDAR DI KEC.  PANCA LAUTANG. KEC. P. LAUTANG 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

156 Pelatihan Tata Boga Kue Kering dan Roti PKBM Mekar Desa Tonrong Rijang kec.Baranti 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

157 Pelatihan Tata Rias Kecantikan PKBM Sipakainge Kel.Manisa  kec.Baranti 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

158 Pelatihan Menjahit PKBM Purnama Kel.Manisa  kec.Baranti 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

159 Pelatihan Menjahit pkbm surya Kel.Manisa  kec.Baranti 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

160 Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit Desa Passeno 1 klp 40.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

161 Pelatihan/Kursus Kecantikan LPK, DASYA. Kec. Dua PituE 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

162 Pelatihan/Kursus Kecantikan PKBM Widya Lestari Kec. Pitu Riawa 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

163 Pelatihan Kursus Menjahit PKBM ARDIAN Kec. Dua PituE 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

164 Pelatihan Kecantikan Yayasan ABIDIN PIDO Kec. Dua PituE 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

165 Pelatihan/Kursus Menjahit Yayasan Pribumi Kec. Pitu Riawa 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

166 Pelatihan / Kursus kecantikan dan Busana muslimah BKMT Kecamatan Dua PituE 150 Orang 225.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

167 Pelatihan Tata Boga di Kel. Majelling Kec. Maritengngae 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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168 Pelatihan Menjahit di Desa Sereang Kec. Maritengngae  Kec. MaritengngaE 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

169 Pelatihan Kewirausahaan Pengusaha Muda Kec. Maritengngae  Kec. MaritengngaE 1 klp 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

170 Pelatihan Kecantikan dan Tata Boga Kel. Wala 2 klp 35.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

171 Pemberdayaan tenaga Kerja Mandiri Desa Mojong Masyrakat  Rp                      10.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

172 Pengadaan Alat Tata Boga Lasiwala 1 set  Rp                      20.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

173 Pengadaan Alat sablon Corawali 1 Paket  Rp                 6.000.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

174 Pengadaan Gurinda/Alat Perlindungan diri
Dususn I,II,III,IV dan V Desa 

Allakuang
100 Unit  Rp                    100.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

175 Pengadaan Peralatan Pertukangan Kayu, Batu, Bengkel Las, Tata Boga dan batu bata Desa Mojong 5 Klp  Rp                    250.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

176 pengadaan alat pertukangan (moleng) dan alat perbengkelan (las) Dusun I DENGENG-DENGENG 2 Unit  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

177 PENINGKATAN SARANA PRODUKSI UMKM BUNTU BUANGIN 1 Kelompok  Rp                      20.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

178 -          PENGADAAN TUNGKU/KETEL PENYULINGAN MINYAK ATSIRI BUNTU BUANGIN 3 Unit  Rp                    300.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

179 Pengadaan peralatan pertukangan Kayu Tukang Batu dan Tata Boga Desa Maddenra 1 Paket  Rp                    150.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

180 Bantuan Sarana Produksi UMKM (Usaha Kecil)/ Pembuat kue Kalosi Alau 3 Kelompok  Rp                    150.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

181 Peralatan tata boga Desa Salobukkang 3 Dusun 6 klp 100.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

182 Pengadaan mesin jahit PKBM Bina Mandiri Kel. Arateng Lingk. II Lasalama ARATENG 2 Kelompok  Rp                      20.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

183 Pengadaan Peralatan IKM (Perbengkelan/Las, Tata Boga, dan pertukangan kayu) Dusun I dan II TETEAJI 5 klp 100.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

184 Pengadaan peralatan bengkel las Kelurahan Duampanua 3 unit  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

185 Pengadaan peralatan pertukangan kayu Kelurahan Duampanua 3 unit  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

186 Pengadaan UMKM Sipodeceng 1 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

187 Pengadaan Mesin Jahit 2 Kelompok TERKINI Panreng rijang 1 kelompok  Rp                      15.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

188 Pengadaan Mesin Jahit 2 Kelompok MAWAR Panreng rijang 1 kelompok  Rp                      15.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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189 Pengadaan alat pertukangan kayu Desa passeno 3 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

190 Pengadaan alat pertukangan batu Desa passeno 3 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

191 Pengadaan alat perbengkelan Desa passeno 3 kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

192 Pengadaan alat tata boga Desa passeno 4 kelompok  Rp                      40.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

193 Pengadaan alat keterampilan ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani Tonronge 1 kelompok  Rp                      15.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

194 Pengadakan Mesin Jahit Disertai Pelatihan Lingkungan 1 dan 2  RAPPANG 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

195 Pengadakan Peralatan tata boga Disertai Pelatihan Lingkungan 1 dan 2  RAPPANG 2 Kelompok  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

196 Pengadakan Peralatan Pembengkelan Disertai Pelatihan Lingkungan 1 dan 2  RAPPANG 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

197 Pengadakan Peralatan Pertukangan Disertai Pelatihan Lingkungan 1 dan 2  RAPPANG 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

198 Pengadaan Pabrik Lengkuas
Dusun III Toddang Paberre 

LAINUNGAN
3 Klp 50.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

199 Pengadaan Peralatan IKM pertukangan kayu. Mattirotasi 3 klp  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

200 Pengadaan Peralatan IKM pertukangan perbengkelan las Mattirotasi 3 klp  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

201 BENGKEL PUTRA SEDERHANA KECAMATAN TELLU LIMPOE 1 set  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

202 PENGADAAN OVEN KELOMPOK 4 KLP TATA BOGA KECAMATAN PANCA LAUTANG 4 set  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

203 PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN 4 KLP KECAMATAN PANCA LAUTANG 4 set  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

204 PENGADAAN 	MESIN	JAHIT 	LING.I 	DAN 	II	2 	KLP KEL.LAJONGA KECAMATAN PANCA LAUTANG 2 set  Rp                      25.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

205 PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN (LAS) LING.I DAN II 2 KLP KECAMATAN PANCA LAUTANG 2 set  Rp                      25.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

206 BANTUAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN 5 KELOMPOK WATTANG PULU 5 set  Rp                      65.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

207 BANTUAN MODAL PERBENGKELAN (MAKKADA E DAN AKRI) DESA LAINUNGAN WATTANG PULU 2 set  Rp                      25.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

208 TATA BOGA (H. DAHANG) WATTANG PULU 1 set  Rp                      12.500.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

209 KELOMPOK PEMBERDAYAAN (PABRIK LENGKUAS) SEJAHTERA WATTANG PULU 1 set  Rp                      12.500.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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210 PENGADAAN PERALATAN PERBENGKELAN UNTUK BENGKEL PUTRA SEDERHANA
KELURAHAN PAJALELE 

KECAMATAN TELLU LIMPOE
1 SET  Rp                      12.500.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

211 PENGADAAN OVEN KELOMPOK TATA BOGA KECAMATAN PANCA LAUTANG 4 set  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

212 PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN KECAMATAN PANCA LAUTANG 4 set  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

213 PENGADAAN MESIN JAHIT KELOMPOK MENJAHIT

LINGKUNGAN I DAN II, 

KELURAHAN LAJONGAN 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

2 set  Rp                      25.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

214 PENGADAAN ALAT PEBENGKELAN (LAS)

LINGKUNGAN I DAN II, 

KELURAHAN LAJONGAN 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

2 set  Rp                      25.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

215 BANTUAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN
KECAMATAN PANCA LAUTANG, 

TELLU LIMPOE, WATANG PULU
5 KLP  Rp                      65.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

216 BANTUAN ALAT PERBENGKELAN BENGKEL MAKKADAE
DESA LAINUNGAN KECAMATAN 

WATANG PULU
1 SET  Rp                      12.500.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

217 BANTUAN ALAT PERBENGKELAN BENGKEL AKRI
DESA LAINUNGAN KECAMATAN 

WATANG PULU
1 SET  Rp                      12.500.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

218 Pengadaan tenda
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
5 Petak  Rp                      70.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

219 Pengadaan kursi 
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
200 Buah  Rp                      25.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

220 Pengadaan LCD Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe 1 set  Rp                      20.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

221 Pengadaan Mesin jahit Kecamatan Panca Lautang 10 set  Rp                    125.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

222 Pengadaan Alat tata boga Kecamatan Panca Lautang 10 Buah  Rp                      20.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

223 Pengadaan Alat tata boga Kecamatan Watang Pulu 10 Buah  Rp                      20.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

224 Pengadaan alat perlengkapan batu bata 
Kelurahan Uluale Kecamata Watang 

Pulu
2 set  Rp                      25.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

225 Pengadaan alat perbengkelan 
Kelurahan Lajonga Kecamatan Panca 

Lautang
1 set 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

226 Pengadaan alat perbengkelan 
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
1 set 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

227 Pengdaan Lcd
Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu 

Limpoe
1 set 20.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

228 Pengadaan Mesin Jahit 
Kelurahan Bangkai Kecamatan 

Watang Pulu
5 Unit 10.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

229 Pengadaan Alat Bengkel Komunitas Pete-pete Kecamatan Watang Pulu 1 set 10.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

230 Pengadaan kursi 
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
300 Buah 35.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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231 Pengadaan kursi 
Kelurahan Bangkai Kecamatan 

Watang Pulu
200 Buah 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

232 Pengadaan Mesin Jahit di Amparita.
Amparita, Toddang Pulu dan Baula 

Kec. Tellu Limpoe
30 Buah 65.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

233 Bantuan Pertukangan Kayu di Kec. Tellu Limpoe Kec. Tellu Limpoe 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

234  Bantuan Alat Sarapo Rp. 75 Juta Kec. Tellu Limpoe 1 set 75.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

235 Bantuan Alat Bordir Rp. 50 Juta Kel. Pangkajene Kel. Pangkajene 1 set 50.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

236 Bantuan Mesin Menjahit Rp. 50 Juta di Kel. Toddang Pulu Kel. Toddang Pulu 1 set 50.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

237 Bantuan Sablon Rp. 50 juta. Kel Baula Kel Baula 1 set 50.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

238  Bantuan Menjahit Rp. 50 Juta di Talumae Kec. Wattang Pulu Talumae Kec. Wattang Pulu 1 set 50.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

239 ALAT SARAPO DI KEL. AMPARITA KEL.  AMPARITA. 1 set 75.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

240 pengadaan alat pertukangan 
Kel arateng, Kel Toddang Pulu Dan 

Baula
3 set 40.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

241 pengadaan alat tambal ban kel. Toddang pulu kec. Tellu limpoe 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

242 pengadaan alat kelengkapan bengkel motor Kel Arateng Dan Kel Toddang Pulu 3 set 40.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

243 pengadaan alat kelengkapan bengkel las
Kel.Arateng, Toddang Pulu, Baula, 

Amparita dan Desa Teteaji
5 set 75.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

244 pengadaan mesin jahit  kel. Arateng kec. Tellu limpoe 10 buah 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

245 pengadaan mesin jahit Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe 10 buah 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

246 pengadaan mesin jahit kel. Toddang pulu kec. Tellu limpoe 10 buah 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

247 pengadaan mesin jahit kel. Baula kec. Tellu limpoe 10 buah 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

248 Pengadaan Moleng Alat Tukang Batu Desa Buae Kec.Watang pulu 1 set 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

249 Pengadaan Moleng Kel.Toddang Pulu Kec.Tellu Limpoe 1 set 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

250 Pengadaan Alat Parewa Sarapo Kel.Toddang Pulu Kec.Tellu Limpoe 1 set 75.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

251 Pengadaan Tenda Terowongan Kel.Toddang Pulu Kec.Tellu Limpoe 5 Petak 70.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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252 Pengadaan Moleng Kel.Baula 1 set 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

253 Pengadaan Mesin Jahit Kel. Toddang Pulu 5 Buah 50.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

254 Bantuan Kelompok Masyarakat
Desa Teteaji, Polewali, Alle Salewoe 

& Bulu Cenrana
4 set 50.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

255 Bantuan Tata Boga Kel. Masyarakat
Kec. Panca Lautang & Kec. Tellu 

Limpoe
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

256 Bantuan Mesin Jahit Kel. Masyarakat
Kec. Panca Lautang & Kec. Tellu 

Limpoe
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

257 Bantuan Alat Pertukangan Kel. Masyarakat
Kec. Panca Lautang & Kec. Tellu 

Limpoe
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

258 Bantuan Saran & Prasarana Perbengkelan Kel. Masyarakat
Kec. Tellu Limpoe & Kec. Panca 

Lautang
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

259 Bantuan Alat Pertukangan Batu Kel. Masyarakat
Kec. Tellu Limpoe & Kec. Panca 

Lautang
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

260 Bantuan Tenda Terowongan Kel. Masyarakat
Desa Teteaji, Desa Polewali, Kec. 

Cenrana
3 set 210.000.000Rp                     

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

261 Bantuan Tata Rias Kel. Masyarakat
Kec. Tellu Limpoe & Kec. Panca 

Lautang
2 set 30.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

262 PENGADAAN OPEN TATA BOGA KEC. PANCA LAUTANG TELLU LIMPOE DAN WATANG PULU 
KEC. PANCA LAUTANG TELLU 

LIMPOE DAN WATANG PULU 
3 set 100.000.000Rp                     

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

263 Pengadaan Peralatan tata boga kelompok Mappasitujue Kel.Rappang kec.Panca Rijang 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

264 Pengadaan Mesin Jahit Kelompok Berkah colection Desa Tonrong Rijang kec.Baranti 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

265 Pengadaan Peralatan tata boga lorong famili Kel.Manisa  kec.Baranti 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

266 Pengadaan Alat Tata Boga Kec. Baranti 8 set 120.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

267 Pengadaan Mesin Jahit Kec. Baranti 3 set 45.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

268 Pengadaan Alat Pertukangan Kayu Kec. Baranti 2 set 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

269 Pengadaan Alat Pertukangan Batu Kec. Baranti 2 set 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

270 Pengadaan Alat Laundry Desa Passeno 1 Unit 10.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

271 Pengadaan Alat Perbengkelan Kec. Baranti 2 Unit 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

272 Pengadaan Kursi Desa Sipodeceng 250 Buah 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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273 Pengadaan Alat Perbengkelan Kec. Panca Rijang 1 Unit 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

274 Pengadaan Alat Pertukangan Batu Kel. Panca Rijang 1 set 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

275 Pengadaan Alat Pertukangan Batu Kel. Panca Rijang 2 set 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

276 pengadaan alat tata boga 3 kelompok Desa Kulo  Kec. Kulo 3 set 45.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

277 pengadaan alat tata boga 2 kelompok Desa Timoreng Panua Kec. Kulo 2 set 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

278 pengadaan mesin jahit 2 kelompok 
Kelurahan rappang, Kel. Lalebata 

Desa Cipotakari Kec. Panca rijang
2 set 20.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

279 PENGADAAN KELENGKAPAN TATABOGA DESA MARIO KEC. KULO 15 set 150.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

280 PENGADAAN MESIN JAHIT DESA MARIO KEC. KULO 15 set 150.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

281 PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN DESA MARIO KEC. KULO 5 set 60.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

282 BANTUAN ALAT PERTUKANGAN DESA RIJANG PANUA, KEC. KULO 3 SET 50.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

283 PENGADAAN ALAT PENGGILINGAN BUMBU DESA MADDENRA, KEC. KULO 1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

284 PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN/KAYU
KEL. LALEBATA, KEC. PANCA 

RIJANG
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

285 PENGADAAN MESIN JAHIT 
KEL. LALEBATA, KEC. PANCA 

RIJANG
3 KLP/SET 40.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

286 PENGADAAN ALAT TATA BOGA
KEL. LALEBATA, KEC. PANCA 

RIJANG
5 KLP/SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

287 PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU
DESA BULO. KECAMATAN PANCA 

RIJANG
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

288 PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN BATU
DESA BULO. KECAMATAN PANCA 

RIJANG
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

289 PENGADAAN MESIN LAS TITIK KAWAT GALVANIS
DESA BULO. KECAMATAN PANCA 

RIJANG
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

290 BANTUAN ALAT TATA BOGA
DESA BULO. KECAMATAN PANCA 

RIJANG
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

291 PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU
DESA BULO WATTANG. 

KECAMTAN PANCA RIJANG
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

292 BANTUAN ALAT PERTUKANGAN KAYU 

JALAN LASAGONI DESA 

TIMORENG PANUA, KECAMATAN 

PANCA RIJANG

1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

293 BANTUAN ALAT PERTUKANGAN BATU
DESA TIMORENG PANUA, 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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294 BANTUAN ALAT TATA BOGA
DESA TIMORENG PANUA, 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

295 PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU
KEL. MACCORAWALIE 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

296 PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN LAS
KEL. MACCORAWALIE 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

297 PENGADAAN ALAT BENGKEL MOBIL
KEL. MACCORAWALIE 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

298 PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN BATU
KELURAHAN BENTENG 

KECAMATAN BARANTI
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

299 PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU
KELURAHAN BENTENG 

KECAMATAN BARANTI
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

300 PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN LAS
KELURAHAN MANISA KECAMATAN 

BARANTI
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

301 BANTUAN PERLENGKAPAN BIDANG USAHA PERCETAKAN SABLON
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

302 BANTUAN PERLENGKAPAN TATA BOGA
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
3 SET 50.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

303 BANTUAN PERLENGKAPAN TATA BOGA
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
3 SET 50.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

304 BANTUAN PERLENGKAPAN TATA BOGA Kelurahan Benteng, Kec Baranti 1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

305 BANTUAN PERLENGKAPAN TATA BOGA
Desa Bulo Wattang, Kec. Panca 

Rijang
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

306 BANTUAN PERLENGKAPAN TATA BOGA
Desa Timoreng Panua, Kec. Panca 

Rijang
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

307 BANTUAN PERLENGKAPAN TATA BOGA Kelurahan Kadidi, Kec. Panca Rijang 1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

308 BANTUAN PERLENGKAPAN TATA BOGA Kelurahan Duampanua, Kec. Baranti 1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

309 BANTUAN PERLENGKAPAN PERTUKANGAN / TUKANG KAYU
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

310 BANTUAN PERLENGKAPAN PERTUKANGAN / TUKANG KAYU
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

311 BANTUAN PERLENGKAPAN PERTUKANGAN / TUKANG KAYU Kelurahan Benteng, Kec Baranti 1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

312 BANTUAN PERLENGKAPAN PERTUKANGAN / TUKANG BATU
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

313 BANTUAN PERLENGKAPAN PERTUKANGAN / TUKANG BATU
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

314 BANTUAN PERLENGKAPAN PERTUKANGAN / TUKANG BATU Kelurahan Benteng, Kec Baranti 1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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315 BANTUAN PERLENGKAPAN PERTUKANGAN / TUKANG BATU
Kelurahan Maccorawalie, Panca 

Rijang
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

316 BANTUAN PERLENGKAPAN PERBENGKELAN
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

317 BANTUAN PERLENGKAPAN PERBENGKELAN
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

318 BANTUAN PERLENGKAPAN PERBENGKELAN
Kelurahan Maccorawalie, Panca 

Rijang
5 SET 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

319 BANTUAN PERLENGKAPAN PERBENGKELAN Desa Abbokongeng, Kec. Kulo 1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

320 BANTUAN PERLENGKAPAN KELOMPOK MENJAHIT
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

321 BANTUAN PERLENGKAPAN BIDANG STUDIO PHOTO SHOOTING
Kelurahan Lalebata & Kelurahan 

Rappang
2 set 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

322 Pengadaan Kursi
Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, 

dan Kecamatan Panca Rijang

400 Buah Per 

Kecamatan
100.000.000Rp                     

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

323 Pengadaan Alat Tata Boga (Oven)
Dusun Simae Kelurahan Dua Panua 

Kecamatan Baranti
5 Buah 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

324 Pengadaan Alat Tata Boga (Oven)
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang
5 Buah 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

325 Pengadaan Mesin Jahit
Dusun Simae Kelurahan Dua Panua 

Kecamatan Baranti
3 Buah 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

326 Pengadaan Mesin Jahit
Dusun Anrelli Desa Kulo Kecamatan 

Kulo
3 Buah 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

327 Pengadaan Mesin Jahit
Kelurahan Maccorawalie Kecamatan 

Panca Rijang
4 Buah 20.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

328 Pengadaan Alat Tukang Kayu dan Batu
Kelurahan Benteng Kecamatan 

Baranti
2 set 70.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

329 Pengadaan Alat Tukang Las Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang 1 set 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

330 Pengadaan Kursi dan Tenda 
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang
1 Set 50.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

331 BANTUAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN (OVEN)
KELURAHAN AMPARITA, 

KECAMATAN TELLU LIMPOE
5 set 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

332 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK PEKERJA BATU BATA
KELURAHAN ULUALE, 

KECAMATAN WATANG PULU
5 set 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

333 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
DESA TONRONGNGE KECAMATAN 

BARANTI
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

334 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
DESA SIPODECENG KECAMATAN 

BARANTI
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

335 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
KELURAHAN PANRENG 

KECAMATAN BARANTI
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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336 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
KELURAHAN BARANTI, 

KECAMATAN BARANTI
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

337 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
DESA PASSENO KECAMATAN 

BARANTI
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

338 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
KELURAHAN LALEBATA 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

339 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
DESA TIMORENG PANUA 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

340 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
DESA CIPOTAKARI KECAMATAN 

PANCA RIJANG
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

341 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
DESA BINA BARU KECAMATAN 

KULO
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

342 BANTUAN KELOMPOK MENJAHIT (MESIN JAHIT)
KELURAHAN KADIDI KECAMATAN 

PANCA RIJANG
1 SET 25.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

343 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TATA RIAS (SALON)
DESA TONRONGNGE KECAMATAN 

BARANTI
1 KLP 40.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

344 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TATA RIAS (SALON)
DESA TONRONGNGE KECAMATAN 

BARANTI
1 SET 40.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

345 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TATA RIAS (SALON)
KELURAHAN LALEBATA 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 40.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

346 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TATA RIAS (SALON)
KELURAHAN PANRENG 

KECAMATAN BARANTI
1 SET 40.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

347 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TATA RIAS (SALON)
KELURAHAN RAPPANG, 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 40.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

348 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TATA RIAS (SALON)
KELURAHAN MANISA, 

KECAMATAN BARANTI
1 SET 40.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

349 BANTUAN TATA BOGA (OVEN BESAR)
DESA TONRONGNGE KECAMATAN 

BARANTI
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

350 BANTUAN TATA BOGA (OVEN BESAR)
KELURAHAN PANRENG 

KECAMATAN BARANTI
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

351 BANTUAN TATA BOGA (OVEN BESAR)
KELURAHAN BARANTI, 

KECAMATAN BARANTI
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

352 BANTUAN TATA BOGA (OVEN BESAR)
DESA PASSENO KECAMATAN 

BARANTI
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

353 BANTUAN TATA BOGA (OVEN BESAR)
DESA SIPODECENG KECAMATAN 

BARANTI
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

354 BANTUAN TATA BOGA (OVEN BESAR)
DESA TIMORENG PANUA 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

355 BANTUAN TATA BOGA (OVEN BESAR)
DESA CIPOTAKARI KECAMATAN 

PANCA RIJANG
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

356 BANTUAN TATA BOGA (OVEN BESAR)
DESA ABBOKKONGENG 

KECAMATAN KULO
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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357 BANTUAN TATA BOGA (OVEN BESAR)
DESA BINA BARU KECAMATAN 

KULO
1 SET 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

358 Bantuan untuk kelompok UMKM salju Kelurahan Salomallori 1 set 300.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

359 Bantuan pemberdayaan kelompok UMKM Kec. Pitu riawa dan dua pitue 2 set 150.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

360 Bantuan alat pertukangan untuk masyarakat pitu riawa dan dua pitue Kec. Pitu riawa dan dua pitue 2 set 100.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

361 PENGADAAN OVEN BUAT KUE DI DESA BILA RIASE 1 SET 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

362 Pengadaan alat pertukangan kayu Father Desa Compong Kec. Pitu Riase 1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

363 Pengadaan alat pertukangan kayu putra gading Desa Lagading Kec. Pitu Riase 1 SET 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

364 Bantuan bengkel Las Malongka Desa Lagading Kec. Pitu Riase 1 SET 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

365 Bantuan bengkel Las Alwis Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase 1 SET 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

366 Bantuan bengkel las Nur Arimbi Desa Bila Kec. Dua Pitue 1 SET 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

367 Bantuan bengkel Motor Taweng Desa Lombo Kec. Pitu Riase 1 SET 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

368 Pengadaan alat pertukangan kue Klp Bukkayuara Desa Lagading Kec. Pitu Riase 1 SET 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

369 Pengadaan alat Pertukanagn kue Klp Talorong Desa Lombo Kec. Pitu Riase 1 SET 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

370 Kelompok Menjahit pemberdayaan perempuan Kalosi Alau 3 set 105.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

371 Pembuat kue pemberdayaan perempuan Kalosi Alau 2 set 60.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

372 Kelompok Menjahit pemberdayaan perempuan Salobukkang 3 set 60.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

373 sablon dan percetakan  kelompok kreatif kepemudaan salomallori 1 set 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

374 Kelompok Menjahit pemberdayaan perempuan Kalosi 2 set 40.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

375 pengadaan tenda dan besi (terowongan) Tanrutedong 4x8 100 kursi 50.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

376 Kelompok Menjahit pemberdayaan perempuan kampale 4 set 80.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

377 pengadaan kursi pemberdayaan masyarakat Ajubissue 150 buah 20.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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378 Kelompok Menjahit pemberdayaan perempuan botto 2 set 40.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

379 Pompa air botto 5 unit 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

380 Terewongan Tenda Kegiatan Masyarakat Pujo, Bulu Cenrana 5 Petak ( 10x10) Petak 70.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

381 Mesin Jahit Bulu Cenrana 20 Buah 50.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

382 Peralatan Tata Rias Dusun Pujo, Bulu Cenrana 1set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

383 Bantuan Kursi Pernekkel PWRI Kecamatan Dua PituE 100 Buah 50.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

384 Pengadaan Tenda Kerucut untuk Masyarakat desa Kalosi Desa Kalosi Kecamatan Dua PituE 5 Petak 100.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

385 Pengadaan Kursi Plastik Masyarakat desa Kalosi, tanru tedong dan Salomallori Kecamatan Dua PituE 200 Buah 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

386 a. Kelompok Pertukangan
Kec. Dua PituE, Pitu Riawa, Pitu 

Riase
3 set 60.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

387 b. Kelompok tukang batu
Kec. Dua PituE, Pitu Riawa, Pitu 

Riase
3 set 50.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

388 c. Kelompok tata boga
Kec. Dua PituE, Pitu Riawa, Pitu 

Riase
3 set 30.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

389 d. Kelompok perbengkelan
Kec. Dua PituE, Pitu Riawa, Pitu 

Riase
3 set 50.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

390 e. Kelompok UKM
Kec. Dua PituE, Pitu Riawa, Pitu 

Riase
3 set 50.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

391 j. Kelompok menjahit 
Kec. Dua PituE, Pitu Riawa, Pitu 

Riase
3 set 30.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

392 Bantuan Pengadaan Motor 3 Roda Merk Viar untuk Kewirausahaan Kepemudaan Usaha Mandiri Desa Kalosi desa kalosi 1 unit 75.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

393 BANTUAN KURSI 250 BUAH 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

394 ALAT PERTUKANGAN KEC. MARITENGGAE 2 set 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

395 Bantuan Mesin Jahit Kelurahan Majjelling 1 set 12.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

396 Bantuan Alat Masak Kelompok Tata Boga  Kel. Wala 1 set 12.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

397 Bantuan Mesin Jahit  Desa Takkalasi 3 set 30.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

398 Bantuan Alat Masak Kelompok Tata Boga  Kel. Pangkajene 2 set 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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399 Bantuan Kelompok Usaha Kecil Menengah, Perempuan Generasi Muda dan Anak-anak Putus Sekolah Kec. Maritengngae 1 set 12.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

400 Bantuan Mesin Jahit Klp UMKM Desa Takkalasi 2 set 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

401 Bantuan Peralatan Tata Boga Klp Pengusaha Wanita Desa Takkalasi 2 set 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

402  Bantuan Alat Masak (Tata Boga) Klp Pengusaha Wanita Kel. Pangkajene 2 set 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

403 Bantuan Alat Laundry Kelompok Pengusaha UMKM Kel. Pangkajene Kel. Pangkajene 2 set 25.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

404 Pengadaan alat pertukangan kue kelompok Mawar Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng 1 set 12.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

405 Bantuan Alat Bengkel Pertukangan Kayu  Desa Tanete, Allakuang 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

406 Bantuan Alat Tukang Batu Kel. Majelling 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

407 Bantuan Alat Mesin Cuci Mobil Kelurahan Pangkajene 4 Unit 200.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

408 Bantuan KLP Mesin Jahit Hikmat Desa Tanete 50 Unit 120.000.000Rp                     
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

409 Bantuan Alat perbenkelan Kelurahan Rijang Pittu, Desa Tanete 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

410 Pengadaan Mesin Jahit 
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
10 Unit 20.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

411 Pengadaan Alat Tataboga Kecamatan Maritengngae 1 set 12.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

412 Pengadaan Alat Perbengkelan
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
1 set 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

413 Pengadaan Alat Sound System
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
1 set 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

414 Pengadaan Alat Pertukangan Kayu Kecamatan Maritengngae 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

415 Pengadaan Mesin Jahit 
Desa Talawe Kecamatan Watang 

Sidenreng
1 set 12.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

416 Pengadaan Alat Sound System Kecamatan Watang Sidenreng 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

417 Pengadaan Alat Pertukangan Batu Kecamatan Maritengngae 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

418 Pengadaan Alata Tataboga
Kelurahan Kanyuara Kecamatan 

Maritengngae
1 set 12.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

419 Pengadaan Tenda 
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
1 set 70.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
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420 Pengadaan Kursi 
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
500 Buah 50.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

421 Pengadaan Galon Depot Air Minum Fozzi
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
1 set 70.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

422 Pengadaan Alat Perlengkapan Laundry
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
1 set 12.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

423 Pengadaan Mesin Jahit 
Kelurahan Kanie Kecamatan 

Maritengngae
1 set 12.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

424 Pengadaan Alat Perbengkelan Kecamatan Maritengngae 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

425 Pengadaan Tenda Kerucut dan Kursi
Kelurahan Pangkajene Kecamatan 

Maritengngae
1 set 100.000.000Rp                     

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

426 Pengadaan Alat Pertukangan Batu Kecamatan Watang Sidenreng 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

427 Pengadaan Alat Perlengkapan Laundry Kecamatan Watang Sidenreng 1 set 12.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

428 Alat Pertukangan Kayu Kecamatan Watang Sidenreng 1 set 15.000.000Rp                       
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

429 Pengadaan alat pembuatan es batu cristal 
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae
1 set 15.000.000Rp                       

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

430 Pembinaan kewirausahaan Dusun I Pakkasaloe CENRANA 1 Klp  Rp                    120.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

431 pelatihan pemuda calon wirausaha Desa Lombo Skala desa  Rp                      50.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

432 Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah / Penciptaan Usaha Baru Dan Penghargaan Wirausaha Desa Bulo 10 klp  Rp                    300.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

433 SOSIALISASI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA 
KEC. PANCA LAUTANG TELLU 

LIMPOE DAN WATANG PULU 
150 org 200.000.000Rp                     

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

434 PELATIHAN DAN SOSIALISASI
KEC. BARANTI, KULO, DAN PANCA 

RIJANG
150 orang 200.000.000Rp                     

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

435 Pelatihan kewirausahaan
Kec. Dua PituE, Pitu Riawa, Pitu 

Riase
150 org 200.000.000Rp                     

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

436 Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Desa Bulo 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

437 Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Desa Cipotakari 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

438 Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Desa Bulo Wattang 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

439 Sosialisasi Prinsip Perkoperasian
Lembaga Keuangan Dan Koperasi 

Lalebata
40 Orang  Rp                      40.000.000 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

440 penyediaan sarana sosial dan ekonomi kawasan transmigrasi Desa Lombo 11 m  Rp                    400.000.000 
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

Lampiran Program/Kegiatan Pokok-Pokok Pikir DPRD | 21



No. Sasaran Kegiatan Lokasi Desa/Kel/Kec Volume  Pagu PD Penanggung Jawab

441 Pengadaan alat mesin sepatu
Kelurahan Lajonga Kecamatan Panca 

Lautang
2 Kelompok  Rp                      60.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

442 Pengadaan alat mesin sepatu
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

443 Pengadaan alat tata boga
Kel. Arateng , Toddang Pulu, Baula, 

Amparita,
5 kelompok  Rp                    150.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

444 Bantuan perlengkapan penggilingan daging
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

445 Bantuan perlengkapan penggilingan daging
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

446 Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Desa Bulo 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

447 Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Desa Cipotakari 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

448 Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Desa Bulo Wattang 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

449 Pengadaan Mesin Jahit
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang
1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

450 Bantuan alat pertukangan kayu dan batu Kec. Baranti 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

451 Pengadaan alat tata boga Kec. Baranti 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

452 Pengadaan alat perbengkelan las Kec. Baranti 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

453 Pengadaan Mesin Jahit Kec. Baranti 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

454 Bantuan alat perbengkelan Kec. Baranti 1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

455 Pengadaan alat tata boga
Kel. Arateng , Toddang Pulu, Baula, 

Amparita,
5 kelompok  Rp                    150.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

456 Pengadaan Mesin Jahit
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang
1 Kelompok  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

457 Bantuan alat pertukangan kayu dan batu Kec. Baranti LS  Rp                      60.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

458 Bantuan tata boga Kec. Baranti LS  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

459 Pengadaan alat perbengkelan las Kec. Baranti LS  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

460 Pengadaan Mesin Jahit Kec. Baranti LS  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

461 Bantuan alat perbengkelan Kec. Baranti LS  Rp                      30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
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462 Bantuan Pembangunan RKB TKIT Al- Fikqri 
Kelurahan Uluale Kecamatan Watang 

Pulu
 Rp                      50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

463 REHAB TAMAN KANAK (TK) MAWAR DESA BUAE DESA BUAE  Rp                    100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

464 Sosialisasi PAUD berbasis Parenting Kec. Baranti 1 kali 50.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

465 Pembangunan TK Dharma Wanita Tangkoli Kel. Manisa 1 Unit 400.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

466 Pembangunan Gedung PAUD Al Ikhlas Kelurahan Rappang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

467 Perbaikan Paud harapan Dusun 1 Kalosi Desa Kalosi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

468 Pembangunan gedung TK Soppae Lancirang Kelurahan lancirang 197.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

469 Pembangunan gedung TK PGRI Bina Gading Desa Lagading Desa Lagading 1 Unit 120.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

470 LANJUTAN PEMBANGUNAN TK DARMA WANITA BILA DESA BILA 1 Unit 120.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

471 PEMBANGUNAN PAGAR TK SAPRON KEL.LAKESSI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

472 Pembangunan Ruang Kelas TK di Wala Deceng Wala Deceng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

473 Bantuan RKB SDIT AL-Kautsar SDIT AL-Kautsar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

474 REHABILITASI SDN 1 LAINUNGAN WATTANG PULU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

475 REHABILITASI SDN 4 DESA LAINUNGAN (PABBARESSENG) WATTANG PULU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

476 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAVING BLOK HALAMAN UPT SDN 1 WETTE'E

SDN 1 WETTE'E, KELURAHAN 

WETTE'E KECAMATAN PANCA 

LAUTANG

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

477 PAGAR SDN 3 LAINUNGAN
SDN 3 DESA LAINUNGAN 

KECAMATAN WATANG PULU
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

478 REHAB SDN 1 LAINUNGAN
SDN 1 DESA LAINUNGAN 

KECAMATAN WATANG PULU
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

479 REHAB SDN 4 DESA PABBARESSENG
DESA LAINUNGAN KECAMATAN 

WATANG PULU
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

480 pembangunan pagar sekolah SMP Neg 1 Panca lautang Desa Corawali Kec. Panca lautang 400 M 400.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

481 pembangunan pagar sekolah SD Neg. 7 Amparita kel. Baula kec. Tellu limpoe 150 M 150.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

482 pembangunan paping blok SD Neg. 7 Amparita kel. Baula kec. Tellu limpoe 300 M 45.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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483 Pemasangan Paving Blok SMP Neg. 1 Baranti Kec. Baranti 5x10 M 7.500.000Rp                        Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

484 pembangunan pagar SDN 7 Rappang
SD 7 Rappang Kel rappang Kec. 

Panca rijang
70 M 70.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

485 pembangunan pagar SDN 4 Kulo Desa Kulo Kec. Kulo 200 M 200.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

486 pembangunan pagar MTS DDI Kulo Desa Kulo Kec. Kulo 100 M 100.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

487 PENGERJAAN PAGAR SDN 4 RAPPANG
Jl. Pramuka, Kel. Lalebata, Kec. 

Panca Rijang
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

488 BANTUAN PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH 
MTS YMPI RAPPANG, Jl. Angkatan 

66 No. 29 Rappang, Panca Rijang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

489 Pembangunan pagar SD 1 Lancirang Kelurahan lancirang 100 M 100.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

490 Pembangunan SMPN 4 Dua Pitue Kelurahan Ponrangae Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

491 Pembangunan gedung SD desa leppangeng Kec. Pitu Riase Desa Leppangeng kec. Pitu riase 150.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

492 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD BOTTO DESA BOTTO Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

493 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH sd jL. BOLA BULU BOLA BULU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

494 Pembangunan Pagar SD Desa Taccimpo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

495 Pembangunan pagar SDN 5 Batu Desa Tana  Toro Kec. Pitu Riase 200 M 200.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

496 Pembangunan pagar SDN 10 Batu Desa Tana  Toro Kec. Pitu Riase 200 M 200.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

497 Pagar Sekolah UPT SDN 9 Otting Bulu Cenrana 30 M 30.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

498 Rehab Ruang belajar Perguruan DDI Kalosi Desa Kalosi Kecamatan Dua PituE 2 Lokal Betingkat 240.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

499 Pembangunan Pagar SMP Negeri 2 Dua PituE
Desa Taccimpo Kecamatan Dua 

PituE
300 Meter 300.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

500 Pemasangan paving blok SMP Negeri 1 Dua PituE Tanru Tedong Kecamatan Dua PituE 20 x 30 Meter 120.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

501 Pembangunan Pagar SD No. 1 Tanru Tedong Tanru Tedong Kecamatan Dua PituE 50 Meter 50.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

502 Pembangunan Pagar SD No. 10 Tanru Tedong Kecamatan Dua PituE 70 Meter 70.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

503 Pemb. Pagar + Timbunan SD No. 16 Kel. Wala

P.Pagar 25 m Tinggi. 

1,25 m. Timbunan 100 

Truk

25.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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504 Pembangunan pagar SD 5 Mojong Desa Mojong Kec. Wt. Sidenreng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

505 Pembangunan Pagar SD 3 Batu Desa Campong Kec.Pitu Riase 200 M 200.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

506 lanjutan pembangunan situs adat keluarga wattang paula kel. Baula kec. Tellu limpoe 1 unit 100.000.000Rp                     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

507 PENGADAAN ALAT MUSIK PATROL 

KELOMPOK REMAJA RMJ 

KELURAHAN MANISA KECAMATAN 

BARANTI

1 KLP 30.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

508 BANTUAN ALAT MUSIK GENERASI MUDA
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
2 Unit 20.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

509 BANTUAN ALAT MUSIK GENERASI MUDA
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
2 Unit 20.000.000Rp                       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

510 Pembangunan Pagar Desa Sipodeceng 70 M Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

511 Rehab Aula Diknas Kecamatan Dua PituE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

512 PEMBANGUNAN/ 	PENINGKATAN	JALAN 	BETON 	RUAS PAJALELE-PERINYAMENG  1 KM KECAMATAN TELLU LIMPOE
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

513 PEMBANGUNAN MESJID NURUL JIHAD LING.I KEL.PAJALELE KEC.TELLU LIMPOE KECAMATAN TELLU LIMPOE
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

514 DRAINASE LINGKUNGAN II ORAl SALO 1000 M KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

515 DRAINASE LINGKUNGAN I CILELLANG 1000 M KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

516 BRONJONG BELAKANG PASAR LING.I CILELLANG 400 M KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

517
PENAMBAHAN TITIK LAMPU JALAN LING.I DAN II WETIE E'

10 TITIK
KECAMATAN PANCA LAUTANG

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

518 RABAT BETON LINGKUNGAN I DAN II WETTE E' 2000 M KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

519 PENINGKATAN JALAN  LING.I DAN II WETIE E' 2000 M KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

520 PENAMBAHAN TITIK LAMPU JALAN LING.I DAN II WETIE E' 20 TITIK KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

521 PEMBANGUNAN MASJID NURUL HIDAYAH ORAl SALO KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

522 PEMBANGUNAN DRAINASE LING.I KEL.LAJONGA 2000M KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

523 PEMBANGUNAN JEMBATAN PERTANIAN 1UNIT KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

524 PENGADAAN LAMPU JALAN 5 UNIT KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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525 JEMBATAN PERMANEN DUSUN SABBANG (SUNGAI SABBANG 35 M) KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

526 RABAT BETON JALAN 	KE KUBURAN SABBANG DAN LABEMPA 2000  M DESA WANIO TIMORENG KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

527 PENINGKATAN JALAN DUSUN SABBANG DAN LABEMPA 2000 M DESA WANIO TIMORENG KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

528 DRAINASE JALAN DEPAN RUMAH LASALENG 1000 M BAPANGI KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

529 BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID BAPANGI KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

530 PENGASPALAN JALAN DESA  2000 M DESA LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

531 PEMBANGUNAN PAGAR KUBURAN DESA LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

532 PENGADAAN GORONG-GORONG JALAN DESA LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

533 PENINGKATAN JALAN, TALUD DAN TIMBUNAN 1500 M DESA LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

534 PEMBANGUNAN DEKKER UNIT DESA LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

535 PEMBANGUNAN WC UMUM 1UNIT DESA LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

536 RABAT BETON DAN TALUD BAPANGI-WANIO KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

537 JALAN BETON MASUK DUSUN CENRANA 2200 M WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

538
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA CARAWALI, CIRO-CIROE, KEL.ARAWA DAN 

BATULAPPA 4X13M 
WATTANG PULU

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

539 BANTUAN MESJID FATAH WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

540 BANTUAN MESJID IKHLAS WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

541 RABAT BETON JALAN PANGEMPANG E DESA LAINUNGAN WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

542 LAMPU JALAN 15 TIANG DESA LAINUNGAN WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

543 PEMBANGUNAN MASJID NURUL HIDAYAH DESA LAINUNGAN WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

544 LANJUTAN PEMBANGUNAN RABAT BETON (KANDANG E) WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

545 DRAINASE SALURAN IRIGASI TERSIER  1200 M DESA  CIRO CIROE WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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546 RABAT BETON RUAS DESA 1000 M DESA CIRO-CIRO E WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

547 DRAINASE JL. PROTOKOL (JALAN KABUPATEN) SEPANJANGl, SKM DESA  BUAE WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

548 TALUD KIRI KANAN SEPANJANG 3 KM JALAN POROS ALLAKUANG WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

549 PENIMBUNAN SIRTU PANJANG 3 KM, TEBAL 40 CM, DAN LEBAR 4 M DESA BUAE WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

550 BANTUAN MASJID NURUL ILHAM DESA BUAE WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

551 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN BETON

RUAS JALAN PAJALELE-

PARINYAMENG, KECAMATAN 

TELLU LIMPOE

1.000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

552 PEMBANGUNAN MASJID NURUL JIHAD

LINGKUNGAN I KELURAHAN 

PAJALELE KECAMATAN TELLU 

LIMPOE

1 UNIT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

553 BANTUAN MASJID ALMUJAHIDIN PANRENGNGE

DUSUN PANRENGNGE, 

KELURAHAN ARATENG, 

KECAMATAN TELLU LIMPOE

1 UNIT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

554 DRAINASE LINGKUNGAN II ORAI SALO
LINGKUNGAN II ORAI SALO, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

555 DRAINASE LINGKUNGAN I CILELLANG
LINGKUNGAN I CILELLANG, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

556 BERONJONG

BELAKANG PASAR LINGKUNGAN I 

CILELLANG, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG

400 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

557 PENAMBAHAN TITIK LAMPU 

LINGKUNGAN I DAN II, 

KELURAHAN WETTE E, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

10 TITIK 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

558 RABAT BETON 

LINGKUNGAN I DAN II, 

KELURAHAN WETTE E, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

2.000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

559 PENAMBAHAN TITIK LAMPU JALAN

LINGKUNGAN I DAN II, 

KELURAHAN WETTE E, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

20 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

560 PEMBANGUNAN MASJID NURUL HIDAYAH 
ORAI SALO, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

561 PEMBANGUNAN MASJID NURUL FALAH CILELLANG
CILELLANG, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

562 PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN LAJONGA 
KELURAHAN LAJONGA, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

563 RABAT BETON 

LINGKUNGAN I DAN II, 

KELURAHAN LAJONGAN 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

2.000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

564 PEMBANGUNAN DRAINASE 

LINGKUNGAN I DAN II, 

KELURAHAN LAJONGAN 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

2.000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

565 PEMBANGUNAN JEMBATAN PERTANIAN
KELURAHAN LAJONGA, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

566 PENGADAAN LAMPU JALAN 5 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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567 JEMBATAN PERMANEN SUNGAI SABBANG DUSUN SABBANG 35 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

568 RABAT BETON 

JALAN KUBURAN SABBANG DAN 

LABEMPA, DESA WANIO 

TIMORENG, KECAMATAN PANCA 

2.000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

569 BERONJONG DESA WANIO TIMORENG 300 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

570 DRAINASE 

JALAN DEPAN RUMAH LA SALENG, 

DESA BAPANGI KECAMATAN 

PANCA LAUTANG

1.000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

571 BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID BAPANGI
DESA BAPANGI, KECAMATAN 

PANCA LAUTANG
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

572 PENGASPALAN RABAT BETON
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
2.000 M 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

573 PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA LISE
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
2.000 M 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

574 PEMBANGUNAN PAGAR KUBURAN LISE
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
350 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

575 PENGADAAN GORONG-GORONG JALAN
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
5 TITIK

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

576 PENINGKATAN JALAN, TALUD DAN TIMBUNAN
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
1.500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

577 BEDAH RUMAH
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
25

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

578 PEMBANGUNAN DEKKER
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
5 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

579 PEMBANGUNAN KANTOR BPD
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

580 BANTUAN DANA MASJID LISE
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

581 PEMBANGUNAN WC UMUM
DESA LISE, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

582 RABAT BETON  DAN TALUD
DESA BAPANGI DAN DESA WANIO, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG
1 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

583 JALAN BETON
JALAN MASUK DUSUN CENRANA, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG
2.200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

584 PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA CARAWALI-CIROCIROE

KELURAHAN ARAWA DAN BATU 

LAPPA, KECAMATAN WATANG 

PULU

4X13 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

585 BANTUAN MASJID FATAH
DESA CARAWALI, KECAMATAN 

WATANG PULU
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

586 BANTUAN MASJID IKHLAS
DESA CARAWALI, KECAMATAN 

WATANG PULU
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

587 BANTUAN MASJID BABUL JANNAH
DESA CARAWALI, KECAMATAN 

WATANG PULU
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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588 BANTUAN MASJID MUJAHIDIN
DESA CARAWALI, KECAMATAN 

WATANG PULU
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

589 RABAT BETON

JALAN PANGEMPANG E DESA 

LAINUNGAN KECAMATAN 

WATANG PULU

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

590 LAMPU JALAN
DESA LAINUNGAN KECAMATAN 

WATANG PULU
15 TITIK

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

591 PEMBANGUNAN MASJID NURUL HIDAYAH
DESA LAINUNGAN KECAMATAN 

WATANG PULU

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

592 LANJUTAN RABAT BETON 
KADANG E, DESA LAINUNGAN 

KECAMATAN WATANG PULU

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

593 RABAT BETON RUAS DESA
DESA CIRO CIROE KECAMATAN 

WATANG PULU
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

594 BANTUAN MASJID NURUL MU'MIN
DESA CIRO CIROE KECAMATAN 

WATANG PULU
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

595 PENGASPALAN (HOTMIX) 
DESA BUAE, KECAMATAN 

WATANG PULU
3.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

596 DRAINASE  

JALAN PROTOKOL/JALAN 

KABUPATEN, DESA BUAE 

KECAMATAN WATANG PULU

1.500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

597 TALUD KIRI KANAN
JALAN POROS ALLAKUANG, DESA 

BUAE KECAMATAN WATANG PULU
3.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

598 PENIMBUNAN SIRTU TEBAL R0 CM, DAN LEBAR 4 M
DESA BUAE, KECAMATAN 

WATANG PULU
3.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

599 BANTUAN MASJID NURUL ILHAM BUAE
DESA BUAE, KECAMATAN 

WATANG PULU
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

600 RABAT BETON
DESA CARAWALI, KECAMATAN 

WATANG PULU
1 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

601 RABAT BETON

DESA MATTIROTASI, DSN 

PABBARESSENG KECAMATAN 

WATANG PULU

1 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

602 Rabat Beton
Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca 

Lautang
50 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

603 Drainase
Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca 

Lautang
200 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

604 Hotmix
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
100 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

605 Hotmix
Kelurahan Lajonga Kecamatan Panca 

Lautang
100 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

606 Penimbunan jalan lingkungan 
Kelurahan Lajonga Kecamatan Panca 

Lautang
500 Meter 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

607 Penimbunan jalan lingkungan 
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
500 Meter 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

608 Paving blok 
Kelurahan Lajonga Kecamatan Panca 

Lautang
500 Meter 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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609 Paving blok 
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
500 Meter 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

610 Paving blok Desa Buae Kecamatan Watang Pulu 200 Meter
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

611 Talud dan Drainase 
Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca 

Lautang
200 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

612 Sumbangan masjid nurhidayah Kecamatan Panca Lautang
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

613 Sumbangan masjid nurfalaah Kecamatan Panca Lautang
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

614 Bantuan Masjid Al-Hidayah
Kelurahan Uluale Kecamatan Watang 

Pulu
50 Juta

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

615 Bantuan Masjid Darul Ilmi Kecamatan Watang Pulu 20 Juta
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

616 Talud 
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
500 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

617 Rabat Beton
Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca 

Lautang
1000 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

618 Talud dan Drainase 
Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca 

Lautang
100 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

619 Pembangunan Hotmix di kel. Amparita kec.tellu Limpoe  kel. Amparita kec.tellu Limpoe 1 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

620 Pengadaan Timbunan di kec. Telllu Limpoe kec. Telllu Limpoe
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

621 Pengadaan Lampu jln Kel. Amparita di kec. Tellu Limpoe Kel. Amparita di kec. Tellu Limpoe 30 Titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

622 Timbunan desa 500 truk di Kel. Toddang Pulu & Kel. Arateng. Kec. Tellu Limpoe
 Kel. Toddang Pulu & Kel. Arateng. 

Kec. Tellu Limpoe

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

623 Hotmix Kel Toddang Pulu Kel Toddang Pulu 1 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

624 ASPAL BETON 1 KM, TODDANG PULU KEC. TELLU LIMPOE KEC. TELLU LIMPOE
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

625 ASPAL BETON 1 KM DI WATTANG LOA KEC. TELLU LIMPOE KEC. TELLU LIMPOE
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

626 TIMBUNAN DAN TALUD 500 M DI KEL. BATU LAPPA KEC. WATANG PULU KEC. WATTANG PULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

627 PEMBANGUNAN DRAINASE KELURAHAN TODDANG PULU 750 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

628 PEMBANGUNAN DRAINASE KEL. AMPARITA 750 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

629 Pembangunan Drainase
Lingkungan II Lasalama Kel. Arateng 

Kec. Tellu Limpoe.
1,5 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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630 Pembangunan Drainase
Lingkungan I Pallae Kel. Arateng Kec. 

Tellu Limpoe
1 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

631 Rabat beton 
Lingkungan II Lasalama Kel. Arateng 

Kec. Tellu Limpoe.
1,5 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

632 Pembangunan Drainase
Lingkungan II Wattang Lowa Kel. 

Toddang Pulu Kec. Tellu Limpoe
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

633 Pembangunan Drainase
Lingkungan Baula Kel. Baula Kec. 

Tellu Limpoe
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

634 Rabat beton 
Lingkungan Baula Kel. Baula Kec. 

Tellu Limpoe
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

635 Pembangunan Asrama Mahasiswa Tellu Limpoe
jln Sahabat 1 No 72 Kel. Tamalanrea 

Indah Kota makassar
1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

636 Lanjutan pembangunan masjid Besar Ar-Rahman Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe 1 unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

637 Pemasangan lampu jalan 
Lingkungan 1 pallae Kel. Arateng Kec. 

Tellu Limpoe
25 titik 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

638 Pemasangan lampu jalan 
Lingkungan II Lasalama Kel. Arateng 

Kec. Tellu Limpoe.
25 titik 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

639 Pemasangan lampu jalan 
Lingkungan Baula Kel. Baula Kec. 

Tellu Limpoe
10 titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

640 Pemasangan lampu jalan 
Lingkungan II Wattang Lowa Kel. 

Toddang Pulu Kec. Tellu Limpoe
20 titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

641 pembelian lahan tempat pembuangan sampah akhir Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe 1 Ha
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

642 pembangunan paping blok SMP Neg 1 Panca lautang Desa Corawali Kec. Panca lautang 300 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

643 Rabat Beton Desa Buae Kec.Watang pulu 1 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

644 Lampu Jalan Kel.Lawawoi 5
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

645 Pembuatan Drainase Jl.poros Soppeng Kel.Toddang Pulu Kec.Tellu Limpoe
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

646 Pembangunan Jalan Beton
Jl. Poros Desa Polewali-Teteaji-

Amparita
5 km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

647 Hotmix
Jl. Poros Kel. Lajonga-Alle Salewoe-

Lise
3,5 km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

648 Peningkatan Jalan Alternatif Desa Teteaji 1 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

649 Pengkrikilan Jalan Poros
Alle Salewoe Kampung Dare ke 

Wanio

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

650 Pembangunan Dekker 
Kel. Amparita Desa Teteaji, Desa 

Polewali

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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651 Pembangunan Turap Desa Teteaji
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

652 Bantuan Pembangunan Masjid
Kec. Tellu Limpoe & Kec. Panca 

Lautang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

653 Rabat Beton jalan pajalele II Pajalele 1 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

654 Rabat Beton jalan kel.Massepe Jerra'e Massepe 500 m
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

655 Rabat Beton  Jln Dusun 2 Desa Alesaleo Kec. Panca Lautang
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

656 RABAT BETON DESA CARAWALI CARAWALI 200 JUTA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

657 TALUD DESA CARAWALI DESA CARAWALI 100 JUTA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

658 DRAINASE DESA CARAWALI DESA CARAWALI 100 JUTA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

659 TALUD KEL. ULU ALE KEL. ULU ALE 200 JUTA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

660 DRAINASE KEL. ULU ALE KEL. ULU ALE 200 JUTA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

661 RABAT BETON KEL. ULU ALE KEL. ULU ALE 200 JUTA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

662 TALUD DESA CIRO-CIROE DESA CIRO-CIROE 50 JT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

663 RABAT BETON KELURAHAN MASSEPE KELURAHAN MASSEPE 130 JT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

664 RABAT BETON KELURAHAN MASSEPE KELURAHAN MASSEPE 130 JT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

665 RABAT BETON KEL. LAJONGA  KEL. LAJONGA 500 METER
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

666 RABAT BETON KEL. TODDANG PULU KEL. TODDANG PULU 500 METER
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

667 RABAT BETON DESA CENRANA KEC. PANCA LAUTANG KEC. PANCA LAUTANG 200 JT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

668 JALAN BETON PADAELO-BAPANGI  DESA BAPANGI DESA BAPANGI 2 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

669 TALUD KEL. BATU LAPPA BATU LAPPA 150 JT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

670 DRAINASE KEL. BATU LAPPA KEL. BATU LAPPA 100 JT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

671 JALAN BETON  POROS BILOKKA WETTE E 2 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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672 RABAT BETON 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

673 RABAT BETON SEPANJANG  ± 600 M LEBAR 3½ M DI JL. BANTENG (BOLA EPPAE) 
KELURAHAN ULUALE KECAMATAN 

WATANG PULU KAB.SIDRAP
± 600 M LEBAR 3½ M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

674 BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID/HAFIDS QUR’AN (MASJID DARUL ITQON) ±50 JUTA DI BOLAEPPAE 

KELURAHAN ULUALE KECAMATAN 

WATANG PULU KAB. SIDRAP 

(JALAN BANTENG )

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

675 Lanjutan Pembangunan Masjid Al Purqan Kel. Manisa Kec. Baranti
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

676 Pembangunan Talud, Jl. Prof. Hasan Langgulung di Manisa
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

677 Pembangunan Drainase Jl. Bonging Kel. Manisa Kec. Baranti
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

678 Pembangunan Drainase Dalam Kel. Manisa Kec. Baranti
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

679 lanjutan rabat beton  jl.bonging Kel. Manisa Kec. Baranti
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

680 hotmix jl.kapitan Kel. Manisa Kec. Baranti
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

681 paving blok jl. .Dua Panua Kel. Manisa Kec. Baranti
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

682 Talud lorong tangkoli sebelah selatan mesjid ilham tangkoli Kel.Manisa  kec.Baranti  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

683 Pembangunan dekker Kel.Manisa  kec.Baranti
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

684 Hotmix dalam kel.manisa kec.baranti Kel.Manisa  kec.Baranti
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

685 Rabat Beton Kec. Baranti 1,5 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

686 Talud dan Timbunan Kel. Baranti 1,5 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

687 Pemasangan Paving Blok Ds. Kessi Pute, Desa Passeno 4 x 200 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

688 Penimbunan Lahan Pekuburan Ds. Kessi Pute, Desa Passeno 30 x 70 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

689 Lanjutan Talud dan Timbunan Ds. Kessi Pute, Desa Passeno 1,1 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

690 Pemasangan Lampu Jalan Kec. Baranti 10 Unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

691 Pembangunan Pagar Pekuburan Islam Sipodeceng Desa Sipodeceng, Kec. Baranti
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

692 Rabat Beton Kel. Panreng 400 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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693 pengecoran jalur 2 Desa Kulo Kec. Kulo 3 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

694 peningkatan talud jalan elle limpo desa kulo Kec. Kulo 3 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

695 pembangunan talud jalan labampu dikelurahan Baranti Kec. Baranti 400 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

696 bantuan pembangunan mesjid fastabiqul Khaerat Kaboe Kaboe Desa Kulo Kec. Kulo
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

697 bantuan pembagunan mesjid Nurussalam Anrelli Kulo Desa Kulo Kec. Kulo
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

698 Pengadaan lampu jalan Desa Kulo Kec. Kulo 50 titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

699 pembangunan bronjong sungai Desa Kulo Kec. Kulo
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

700 PEMBANGUNAN RUMAH ASPIRASI DESA/KANTOR BPD DESA MARIO KEC. KULO 1 UNIT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

701 RABAT BETON
JL. MANGGA RAYA DESA MARIO, 

KEC. KULO
250 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

702 PEMBANGUNAN RABAT BETON 
JALAN KIOS, DESA MARIO KEC. 

KULO
250 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

703 PEMBANGUNAN RABAT BETON
JALAN WADUK DESA MARIO, KEC. 

KULO
200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

704 REHAB/PENAMBAHAN JARINGAN AIR BERSIH
DUSUN MARIO, DUSUN POKA, 

KEC. KULO

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

705 LAMPU JALAN 
JALAN POROS ENREKANG DUSUN 

POKA DAN PUNCAK HARAPAN
50 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

706 PENGADAAN PAGAR PERATURAN DESA MARIO KEC. KULO
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

707 PEMBANGUNAN RABAT BETON
JALAN BECEK, DESA RIJANG 

PANUA, KEC. KULO
200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

708 PEMBANGUNAN RABAT BETON
JALAN BACO CILELLANG, DESA 

RIJANG PANUA KEC. KULO
300 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

709 PENERANGAN JALAN/LAMPU JALAN DESA RIJANG PANUA, KEC. KULO 15 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

710 PEMBANGUNAN RABAT BETON
JALAN LACANDO, DESA 

MADDENRA, KEC. KULO
300 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

711 PENGERASAN JALAN

JALAN LEPPE'E, DUSUN TELLANG-

TELLANG DESA RIJANG PANUA, 

KEC. KULO

3000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

712 PENGADAAN DEKKER
LINK. PISANG MUHAJIRIN KEL. 

LALEBATA, KEC. PANCA RIJANG
15 TITIK

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

713 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE 
KEL. LALEBATA, KEC. PANCA 

RIJANG
1000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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714 RABAT BETON
LINK. PISANG MUHAJIRIN KEL. 

LALEBATA, KEC. PANCA RIJANG
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

715 PENGADAAN LAMPU JALAN JALAN CEMPAKA, ELLE GETTA E 10 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

716 PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN KORBAN 40.000 JIWA 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

717 PEMBANGUNAN TALUD JALAN LAPANGAN 300 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

718 PEMBANGUNAN DEKKER DESA CIPOTAKARI 10 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

719 PEMBANGUNAN DRAINASE KAMPUNG BARU JALAN POROS BULO - CIPOTAKARI 1.000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

720 PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA BULO WATTANG-LALEBATA
DESA BULO. KECAMATAN PANCA 

RIJANG
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

721 RABAT BETON JALAN SAWAH

JALAN SAWAH DESA TIMORENG 

PANUA, KECAMATAN PANCA 

RIJANG

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

722 RABAT BETON JALAN LAPAI

JALAN LAPAI DESA TIMORENG 

PANUA, KECAMATAN PANCA 

RIJANG

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

723 PERBAIKAN JEMBATAN SALOTENGNGA

SEBELAH TIMUR MASJID RAYA 

RAPPANG, KELURAHAN RAPPANG 

KECAMATAN PANCA RIJANG

1 UNIT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

724 PENAMBAHAN TALUD JALAN YASIN LIMPO

JALAN YASIN LIMPO, KELURAHAN 

RAPPANG, KECAMATAN PANCA 

RIJANG

500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

725 PENGADAAN LAMPU JALAN

JALAN HARAPAN KELURAHAN 

RAPPANG, KECAMATAN PANCA 

RIJANG

10 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

726 PENERANGAN JALAN/LAMPU JALAN

JALAN HAMIDONG KELURAHAN 

RAPPANG KECAMATAN PANCA 

RIJANG

5 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

727 PENERANGAN JALAN/LAMPU JALAN

JALAN KORBAN 40.000 JIWA 

KELURAHAN RAPPANG 

KECAMATAN PANCA RIJANG

3 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

728 PENERANGAN JALAN/LAMPU JALAN

JALAN SULTAN HASANUDDIN LR. 2 

KELURAHAN RAPPANG, 

KECAMATAN PANCA RIJANG

3 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

729 PENERANGAN JALAN/LAMPU JALAN

JALAN BTN BAMBU RUNCING 

KELURAHAN RAPPANG 

KECAMATAN PANCA RIJANG

5 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

730 PENGADAAN LAMPU JALAN

JALAN ANDI PARUWUSI KEL. 

MACCORAWALIE KECAMATAN 

PANCA RIJANG

5 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

731 RABAT BETON 

JALAN LA TANREANG KEL. 

MACCORAWALIE KECAMATAN 

PANCA RIJANG

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

732 RABAT BETON

JALAN PACCEKKE KEL. 

MACCORAWALIE KECAMATAN 

PANCA RIJANG

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

733 PENERANGAN JALAN/LAMPU JALAN
JALAN ANDI BALLA KELURAHAN 

BENTENG KECAMATAN BARANTI
15 TITIK

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

734 PERBAIKAN RUMAH KELUARGA MISKIN/BEDAH RUMAH
KELURAHAN BENTENG 

KECAMATAN BARANTI
15 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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735 PEMBANGUNAN TALUD 

JL. BACO CILALENG (DEPAN SMAN 

4 SIDRAP) DESA DUAMPANUA 

KECAMATAN BARANTI

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

736 PENGERASAN JALAN

JL. BACO CILALENG (DEPAN SMAN 

4 SIDRAP) DESA DUAMPANUA 

KECAMATAN BARANTI

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

737 PENGADAAN LAMPU JALAN

JALAN ANDI CAMMI DESA 

DUAMPANUA KECAMATAN 

BARANTI

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

738 PENGADAAN LAMPU JALAN
JALAN GARUDA KELURAHAN 

BARANTI KECAMATAN BARANTI
5 TITIK 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

739 PENGADAAN LAMPU JALAN

JALAN ABD KADIR ALI DESA 

SIPODECENG KECAMATAN 

BARANTI

5 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

740 PENGADAAN LAMPU JALAN

JALAN RAJAWALI DESA 

SIPODECENG KECAMATAN 

BARANTI

2 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

741 PEMBANGUNAN RABAT BETON 
JALAN TALUMAE KELURAHAN 

MANISA KECAMATAN BARANTI
250 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

742 PENGADAAN LAMPU JALAN
JALAN TALUMAE KELURAHAN 

MANISA KECAMATAN BARANTI
5 TITIK

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

743 PENGADAAN LAMPU JALAN
JALAN VETERAN KELURAHAN 

MANISA KECAMATAN BARANTI
5 TITIK

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

744 PEMBUATAN BERONJONG
Sebelah Barat Perkuburan Rijang 

Baking, Jl. Flamboyang, Kel. Lalebata
100 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

745 PEMBUATAN BERONJONG
Salo tenggae, Lempangge, Kel. 

Lalebata, Kec Panca Rijang
200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

746 PENGERJAAN VAPING BLOK/ JALAN BETON

Jalan Lingkar Rijang Baking, Kel. 

Lalebata, Lorong Jl. Dahlia, 

Flamboyang

1,5 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

747 PENGERJAAN VAPING BLOK/ JALAN BETON

Samping Mesjid Ilmul Yaqin Dusun 

Boddi, Jl. Poros Enrekang, Desa 

Mario

4 X 70 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

748 PENGERJAAN VAPING BLOK/ JALAN BETON Kelurahan Benteng, Kec Baranti 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

749 PENGERJAAN VAPING BLOK/ JALAN BETON
Desa Timoreng Panua, Kec. Panca 

Rijang
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

750 PENGERJAAN VAPING BLOK/ JALAN BETON
Jl. Lasinrang Kel. Rappang, Kec. 

Panca Rijang
110

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

751 PENGERJAAN ASPAL/ PENGASPALAN
Terminal Lama Rappang, Jl. Sultan 

Hasanuddin, Kel. Rapppang
10 X 100 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

752 PENGASPALAN/ RAWAT BETON Kelurahan Duampanua,Kec. Baranti 1 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

753 PENGASPALAN/ RAWAT BETON
Dusun Elle Gettae, Kel. Lalebata, 

Kec. Panca Rijang
1 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

754 PENGASPALAN/ RAWAT BETON Desa Mario, Kec. Kulo 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

755 LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN BETON
Salo Tengga'e, Jl. Sultan Hasanuddin, 

Kel. Lalebata, Panca Rijang
100 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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756 PEMBANGUNAN DEKKER
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
5 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

757 PENGGARUKAN/PENGERJAAN DRAINASE
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
1 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

758 PENGGARUKAN/PENGERJAAN DRAINASE
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
1 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

759 PENGERJAAN TUGU RIJANG BAKING
Tugu Jalan Lingkar Rijang Baking, 

Lalebata, Panca Rijang
1

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

760 PEMBANGUNAN JEMBATAN/ JALAN TEMBUS
Jalan Tembus Kel. Lalebata dan Desa 

Bulo Wattang
1

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

761 BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID TAUHID
Finishing dinding Mesjid Tauhid  

Kel.Rappang
1

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

762 BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID ILMUL YAQIN
Jl. Poros Enrekang, Boddi, Desa 

Mario, Kec. Kulo
1

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

763 BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID MUH. ALIF Dusun Mario, Desa Mario, Kec. Kulo 1
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

764 BANTUAN PENGADAAN LAMPU JALAN
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
30 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

765 BANTUAN PENGADAAN LAMPU JALAN
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
20 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

766 BANTUAN PENGADAAN LAMPU JALAN Kelurahan Duampanua, Kec. Baranti 5 Titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

767 Pembangunan Jembatan Desa Cipotakari 4
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

768 Pembuatan Drainase Desa Cipotakari 2 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

769 Pembangunan Masjid Taqwa Desa Cipotakari
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

770 Pembangunan Asrama Pondok Muda Desa Cipotakari
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

771 Penimbunan dan Drainase Lap. Sepak bola desa Bulo
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

772 Pembangunan Hotmix Desa Bulo-Desa Timoreng Panua 3 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

773 Pembangunan Rabat Beton Desa Bulo 2 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

774 Bantuan Pembangunan Masjid Ilham Desa Bulo
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

775 Pembangunan Rabat Beton Desa Bulo Wattang 1 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

776 Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Iman Desa Bulo Wattang
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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777 Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Falah Desa Timoreng Panua
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

778 Pembangunan Jembatan Elle Gettae Kelurahan Lalebbata
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

779 Perbaikan Jalan A. Sulolipu Kelurahan Lalebbata
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

780 Bantuan Pembangunan Masjid Al Ikhlas Kelurahan Rappang
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

781 Pembangunan Asrama Pesantren Nurul Syifa Desa Rijang Panua
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

782 Perbaikan Jalan dan Talud Desa Bulo 1 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

783 Pembangunan Jembatan Poka Desa Mario
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

784 Pemasangan Lampu Jalan Desa Bulo
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

785 Pemasangan Lampu Jalan Desa Cipotakari
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

786 Pembangunan Masjid Nurul Jibal Desa Cipotakari
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

787 Rabat Beton Jl. Pramuka Kelurahan Lalebata 1 km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

788 Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya Kecamatan Kulo 5 Unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

789 Perbaikan Jalan (Rabat beton)
Jalan Perkuburan Dusun Anrelli Desa 

Kulo Kecamatan Kulo
200 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

790 Pengadaan Lampu Jalan Desa Kulo Kecamatan Kulo 30 titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

791 Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya Kecamatan Baranti 5 Unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

792 Pembangunan Jembatan Beton
Jalan Lakandang Dusun Tangkoli 

Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

793 Perbaikan Jalan (Rabat beton)
Jalan Samping Pustu Tangkoli 

Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti
500 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

794 Talud Jalan
Jalan Samping Pustu Tangkoli 

Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti
500 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

795 Perbaikan Jalan (Rabat beton)
Dusun Simae Kelurahan Dua Panua 

Kecamatan Baranti
3 Kilo Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

796 Talud dan Perbaikan Jalan
Jalan Perkuburan Limpo Majang 

Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti
2 Kilo Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

797 Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya Kecamatan Panca Rijang 5 Unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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798 Talud 
Kelurahan Maccorawalie Kecamatan 

Panca Rijang
1 Kilo Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

799 Pengadaan Lampu Jalan
Kelurahan Maccorawalie Kecamatan 

Panca Rijang
5 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

800 Perbaikan Jalan

Jalan Sebelah Barat Rumah H. 

Lammase Kelurahan Kadidi 

Kecamatan Panca Rijang

500 Meter
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

801 Pembangunan Pagar Masjid Fastabiqul Khairat
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

802 Pengadaan Lampu Jalan 
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

803 Penimbunan Jalan 
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

804 Perbaikan Jalan (Rabat beton)
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

805 Pembangunan Jembatan Beton
Penghubungan antara Lalebata 

dengan Bulo Wattang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

806 Beronjong 

Disamping perkuburan bancing 

lingkungan Muhajir Kelurahan 

Lalebata Kecamatan Panca Rijang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

807 Rabat Beton 
Lingkungan Muhajir Kelurahan 

Lalebata Kecamatan Panca Rijang
1 Kilo Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

808 Bantuan Rumah Penghafal Al- Qur'an Balita dan Anak
Jalan Laupe Sebelah timur masjid 

Jihad Muhammadiyah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

809 BETONISASI Jl. A. NOHONG KEL. PANRENG 1 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

810 RABAT BETON DI DESA PASSENO DESA PASSENO 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

811 PENIMBUNAN TERSEBAR 
KEC. BARANTI, KULO, DAN PANCA 

RIJANG
2 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

812 TALUD DAN TIMBUNAN TERSEBAR
KEC. BARANTI, KULO, DAN PANCA 

RIJANG
2 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

813 RABAT BETON DI KEC. BARANTI KEC. BARANTI 1 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

814 PEMBUATAN JEMBATAN DI KEC. BARANTI KEC. BARANTI 2 TITIK
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

815 DRAINASE TERSEBAR KEC. BARANTI LS
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

816 DEKKER TERSEBAR KEC. BARANTI LS
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

817 PEMBANGUNAN MASJID DUSUN BUKKERE

DUSUN BUKKERE DESA 

CENRANA, KECAMATAN PANCA 

LAUTANG

1 MASJID
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

818 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM

DUSUN JOMPIE, KELURAHAN 

BILOKKA KECAMATAN PANCA 

LAUTANG

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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819 PENGADAAN SARANA AIR MINUM 
DESA TEPPO, KECAMATAN TELLU 

LIMPOE 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

820 REHAB MASJID HAQQUL YAQIN
DESA MACCORAWALIE 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

821 PERINTISAN LORONG DAN PENGERASAN

LINKUNGAN BILAE DESA 

MACCORAWALIE KECAMATAN 

PANCA RIJANG

100 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

822 LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID BABUL SALAM

DUSUN JAMPU DESA 

ABBOKKONGENG KECAMATAN 

KULO

1 UNIT
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

823 Perbaikan Jalan M. Zain Desa Kalosi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

824 Perbaikan jalan DDI Desa Kalosi Desa Kalosi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

825 Perbaikan Jalan Bolong Loggo Desa Kalosi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

826 Perbaikan jalan dan Drainase Dusun 1 Kalosi Desa Kalosi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

827 Perbaikan Jembatan Gantung Dusun 2 Kalosi Desa Kalosi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

828 Perbaikan  Jalan A.Kancilu Desa Kalosi Desa Kalosi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

829 Perbaikan Jalan Pude Desa Kalosi Desa Kalosi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

830 Perbaikan Jalan Kelurahan Batu Pitu Riase Kelurahan Batu Pitu Riase
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

831 Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturrahman sp 3 Desa Betao kec.Pitu Riawa Desa Betao
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

832 Lanjutan Pembangunan Musalla jabar nur  sp 1  Betao kec.Pitu Riawa Desa Betao
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

833 Pembuatan Jalan Tani desa dongi kec.pitu riawa Desa Dongi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

834 Betonisasi jalan poros desa Betao Riase Desa Betao Riase 2 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

835 Betonisasi jalan dalam desa Dongi Desa Dongi 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

836 Pengerasan jalan dalam Desa Dongi Desa Dongi 700 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

837 Pembangunan Saluran pembuangan air (DRAINASE ) Desa Dongi 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

838 Betonisasi Jalan Poros Samallangi Desa Dongi 3 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

839 Pembangunan Saluran Pembuangan Air (DRAINASE ) Kelurahan Ponrangae 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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840 Pembangunan Saluran Pembuangan Air (DRAINASE ) Kelurahan Lancirang 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

841 Pengerasan jalan Kelurahan Lancirang 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

842 Betonisasi jalan dalam lingkungan Lancirang Kelurahan Lancirang 1 KM
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

843 Lanjutan pembangunan Masjid ANNUR Lancirang Kelurahan Lancirang 150 JUTA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

844 Pembangunan pagar Pesantren Darus Saada Assadiyah Kelurahan Lancirang 100 JUTA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

845 Pembangunan saluran Air pembuangan (Drainase ) Kelurahan salomallori 400 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

846 Pengerasan Jalan Dalam Kel. Salomallori Kelurahan salomallori 300 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

847 Betonisasi Jalan Poros Desa Kampale Desa Kampale 1 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

848 Pengadaan Lampu Jalan Di Kec Pitu Riawa Dan Dua Pitue Kec. Pitu Riawa & Dua Pitue 100 titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

849 Penimbunan Jalan Dalam Desa Ajubissu Desa Ajubissu 1 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

850 Penimbunan Jalan Dalam Desa Padangloang Desa Padangloang 1 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

851 JEMBATAN GANTUNG DESA LAGADING
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

852 BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID  DESA LEPPANGENG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

853 PELEBARAN DAN PENINGKATAN JALAN 
DI DESA COMPONG – 

LEPPANGENG 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

854 PELEBARAN DAN PENINGKATAN JALAN JOMPAI – LAPAO
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

855 PEMBANGUNAN JEMBATAN TANI LAPAO DESA  BILA RIASE
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

856 PENGASPALAN JALAN JONGA-JONGAE DESA BILA RIAWA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

857 BETONISASI JALAN BOLA BULU DESA BOLA BULU
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

858 PEMBANGUNAN TUGU SEGITIGA DESA BOTTO
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

859 KELANJUTAN PEMBANGUNAN PESANTREN AL IKHSAN BILA RIAWA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

860 PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA LEPPANGENG
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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861 PEMBEBASAN LAHAN SEPAK BOLA Di Kec. Pitu Riase
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

862 BANTUAN MASJID                                          Di Kec. Pitu Riase
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

863 Lanjutan jln beton poros Lagading - Bila Riase
Desa Bila Riase- Desa Lagading Kec 

Pitu Riase
2000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

864 Pembangunan/rehab jembatan sungai jompai Desa Bila Riase (Poros Lagading) 6 M x 7 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

865 Pembangunan/rehab jembatan sungai Lapo Poros Lagading desa Bila Riase 6 M x 7 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

866 Pembangunan/rehab jembatan sungai Kalompai Poros Lagading desa Bila Riase 6 M x 7 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

867 Pembangunan/rehab cekda Desa Lagading Desa Lagading Kec. Pitu Riase 200 M x 5 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

868 Pembangunan pagar Mesjid Al-Hijrah Lagading Desa Lagading Kec. Pitu Riase 250 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

869 Pembangunan pagar Mesjid Jabal Nur Lagading Desa Lagading Kec. Pitu Riase 150 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

870 Perintisan jln produksi Klp Tani Botto Rada Desa Lombo Kec. Pitu Riase 3000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

871 Pembebasan lahan pekuburan Desa Lombo Dusun I Desa Lombo Kec. Pitu Riase 50 Ha
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

872 Pembangunan Drainase saluran pembuangan air dusun kandiawan Desa ajubissu Kec. Pitu riawa 300 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

873 Jalan beton poros Karebosi -Kalempang Desa Betao Kec. Pitu Riawa 3000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

874 Lanjutan pembangunan Mesjid Jabal Nur Leppangan Desa Leppangan  Kec. Pitu Riase 1 unit 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

875 Lanjutan pembangunan Mesjid Nurul Jihad Lombo Desa Lombo Kec. Pitu Riase 1 unit 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

876 Lanjutan pembangunan Mesjid Babussalam Lombo Desa Lombo Kec. Pitu Riase 1 Unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

877 Pembangunan jln tani Klp pemuda tani Bila Desa Bila Kec. Pitu Riase 2000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

878 Hotmix jln makkoring dusun 4 Desa Lasiwala Kec. Pitu Riawa 3000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

879 Hotmix jln jolengnge dusun 4 Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase 850 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

880 Jalan beton poros Lasiwala - Anabanna 
Desa Lasiwala/Desa Anabanna Kec. 

Pitu Riawa
2900 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

881 Jalan beton poros bendung Bila-Botto
Desa Bila Riase Desa Botto Kec. Pitu 

Riase
1500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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882 Jalan beton poros Bola Bulu- Bila - Botto
Desa Bila Dua Pitue Desa Bola Bulu 

Pitu Riase Desa Botto Pitu Riase
4000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

883 Hotmix Jln Kampus STAIN DDI Sidrap
Jln Tugu Tani Majelling Wattang Kec. 

Maritenggae
700 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

884 Jalan beton poros kandeawang - Salobukkang 
Desa Ajubissu Kec. Pitu riawa Desa 

Salobukkang Dua Pitue
3000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

885 Penerangan Jalan,Penambahan Lampu Jalan Dim Kalosi Alau 25 liter
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

886 Penambahan Lampu Jalan  (Penerangan Jalan) Bola Bulu 20 titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

887 Pembangunan Pintu Gerbang setiap akses jalan desa,infrastruktur desa Salobukkang 7 unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

888 Penambahan Lampu Jalan  (Penerangan Jalan) Salobukkang 20 titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

889 Talud Jalan infrastruktur Tanrutedong 150 m
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

890 Penambahan Lampu Jalan  (Penerangan Jalan) salomallori 20 titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

891 Talud Jalan infrastruktur salomallori 300 m
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

892 Penambahan Lampu Jalan  (Penerangan Jalan) bila riawa 30 titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

893 jembatan permanen bila riawa 4 x 9 meter
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

894 talud Jalan tani dan timbunan (lasampi) Dongi 500 m
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

895 Pengerasan Jalan Dusun Pujo, Bulu Cenrana 700 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

896 Pengerasan Jalan Desa Bola Bulu 2 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

897 Lampu Jalan Desa Bpla Bulu
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

898 Pengerasan Jalan Tani Desa Dongi 700 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

899 Lampu Jalan Dusun Pujo, Bulu Cenrana
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

900 Talud Jalan Lingkungan Dusun Pujo, Bulu Cenrana 1000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

901 Talud Jalan Tani Dusun Pujo, Bulu Cenrana 1400 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

902 Jalan Tani & Gorong-gorong Desa Bola Bulu
50 M Tinggi Volume 4 

M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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903 Jembatan Tani Desa Dongi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

904 Pembangunan Pagar Masjid Nurul Iklas Barukku
Barukku Kelurahan Botto Kecamatan 

Pitu Riase
150 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

905 Pemasangan paving blok Jalan Desa
Dusun II Kampale Desa Kampale 

Kecamatan Dua PituE
1500 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

906 Pembangunan Jalan Tani (Talud dan Timbunan)
Desa Tana Toro Kecamatan Pitu 

Riase
2 Kilo Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

907 Pemasangan Paving Blok Jalan Muhtar Tere Lingkungan 2 
Kelurahan Salo Mallori Kecamatan 

Dua PituE
1500 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

908 Pembangunan Jalan Tani (Talud dan Timbunan)
Dusun II Desa Botto Kecamatan Pitu 

Riase
2 Kilo Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

909 Pembangunan Drainase dan timbunan jalan lenenra Kecamatan Dua PituE 150 Meter
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

910 LANJUTAN PEMBANGUNAN DAM PENAMPUNGAN AIR DESA BILA KEC. DUA PITUE 200 juta
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

911 PEMBANGUNAN JALAN BETON KAMPUNG NELAYAN JL.PEKUBURAN DESA BILA KEC. DUA PITUE 4000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

912 RABAT BETON DI DALAM DESA BILA DESA BILA DUA PITUE 1000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

913 RABAT BETON DI JALAN SARAWATU DESA KALOSI KEC. DUA PITUE 200 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

914 RABAT BETON DI JALAN LASARAKA DESA KALOSI 400 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

915 LANJUTAN RABAT BETON DI JALAN UJUN SORAJA DESA KALOSI 400 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

916 RABAT BETON JALAN PLAMBOYAN DESA TACCIPO DUA PITUE 400 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

917 RABAT BETON DI JALAN PEKUBURAN 
DESA PADANGLOANG ALAU DUA 

PITU
400M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

918 RABAT BETON DI DALAM DESA KALOSI DESA KALOSI 1000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

919 TALUD DAN TIMBUNAN DI KAMPUNG BARUE
DESA ANABANNAE KEC. PITU 

RIAWA
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

920 TALUD DAN TIMBUNAN DI DALAM KEL. PONRANGAE KELURAHAN PONRANGAE 300 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

921 TIMBUNAN TERSEBAR DI DALAM KEC.DUA PITUE KEC. DUA PITUE 2000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

922 BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID DI DALAM KEC. DUA PITUE KEC. DUA PITUE 10
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

923 PEMBANGUNAN DRAINASE JL. DINDING BILA RIASE-KEC. PITU RIASE 100 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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924 TALUD DAN TIMBUNAN DI BELAKANG PESANTREN LANCIRANG KEL. LANCIRANG 300 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

925 PEMBANGUNAN TALUD DI SEKELILING PEKUBURAN LAWAE DESA BILA 100 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

926 PENGERASAN JALAN KAMPUNG TEBBA DESA BILA DESA BILA
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

927 LANJUTAN PEMBANGUNAN RABAT BETON JL.JUNG SORAJA DESA KALOSI
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

928 RABAT BETON DI SEKELILING LAPANGAN MERDEKA DESA KALOSI
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

929 PEMBANGUNAN JALAN BETON JALAN PEKUBURAN DESA BILA 4000 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

930 PEMBANGUNAN JALAN TANI DESA TACCIMPO
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

931 PENGERASAN JALAN TANI TACCIMPO TACCIMPO
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

932 Pengadaan Rabat beton di jalan bila ( di belakang rumah H,suardi Desa Kalosi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

933 PENGADAAN JALAN RABAT BETON DI JL.PEKUBURAN SEBELAH BARAT Desa Kalosi. Kec Dua PituE
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

934 BETONISASI
KEC. MARITENNGAE BTN RIJANG 

PITTU
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

935 RABAT BETON KEL. PANGKAJENE 500 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

936 DEKKER
Jl.TERATAI, KEL. MAJELLING, KEC. 

MARITENGGAE
30 BUAH

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

937 RABAT BETON KEC.MARITENGGAE 200 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

938 DEKKER KEL.LAKESSI 2 BUAH
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

939 Rabat Beton ( Pengecoran Lorong )  Kel. Rijang Pittu
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

940 Perbaikan Saluran Jl. Andi Makkasau Kel. Pangkajene
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

941 Perbaikan Saluran Jl. Nenek Mallomo  Kel. Pangkajene
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

942 Perbaikan Saluran Jl. Ratulangi  Kel. Pangkajene
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

943 Rabat Beton ( Pengecoran Beton) Kel. Pangkajene 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

944 Hotmix Jalan Lingkungan Lakessi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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945 Pembangunan Jalan Beton, Jalan Poros Sidenreng Wala Deceng Jalan Poros Sidenreng Wala Decen
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

946 Pembangunan Drainase dalam Kota Pangkajene dalam Kota Pangkajene
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

947 Pembangunan Rabat Beton Lorong Kel. Lautang Benteng Kel. Lautang Benteng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

948 Pembangunan Rabat Beton Lorong Kel. Lakessi  Kel. Lakessi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

949 Pembangunan Rabat Beton Lorong Kel. Rijang Pittu Lorong Kel. Rijang Pittu 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

950 Pembangunan Lantai (Paving Blok) Tempat Pertemuan Adat Kel. Rijang Pittu Kel. Rijang Pittu
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

951 Pembangunan Pagar Pekuburan Kel. Rijang Pittu Kel. Rijang Pittu
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

952 Pembangunan Jalan Beton Jalan Andi Cammi Barat Kel. Rijang Pittu Kel. Rijang Pittu
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

953 Pembangunan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Takkalasi Desa Takkalasi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

954 Bantuan Pembangunan Masjid di Desa Aka-akaE di Desa Aka-akaE
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

955 Bantuan Pembangunan Masjid di Desa Takkalasi di Desa Takkalasi
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

956 Bantuan Pembangunan Masjid Quba Pangkajene Pangkajene
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

957 Pengadaan Lampu Jln 10 Titik di Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

958 Pengadaan Lampu Jln 5 Titik di Desa Sereang Kec. Maritengngae Desa Sereang Kec. Maritengngae
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

959 Pembuatan Drainase di Dusun Pakenya Desa Sereang  Kec. MaritengngaE
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

960 PEMBANGUNAN RABAT BETON
DESA ALLAKUANG KECAMATAN 

MARITENGNGAE
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

961 PEMBANGUNAN DRAINASE + DEKKER
DESA ALLAKUANG KECAMATAN 

MARITENGNGAE
1 UNIT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

962 PEMBANGUNAN RABAT BETON
DESA TANETE KECAMATAN 

MARITENGNGAE
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

963 PEMBANGUNAN RABAT BETON
KELURAHAN MAJJELLING 

KECAMATAN MARITENGNGAE
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

964 PEMBANGUNAN RABAT BETON
DESA TAKKALASI KECAMATAN 

MARITENGNGAE
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

965 LANJUTAN JALAN TANI
KELURAHAN MAJJELLING 

KECAMATAN MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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966 PENGECORAN JALAN TANI
KELURAHAN MAJJELLING 

KECAMATAN MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

967 LANJUTAN JALAN TANI
DESA SEREANG KECAMATAN 

MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

968 LANJUTAN JALAN TANI

KELURAHAN MAJJELLING 

WATTANG KECAMATAN 

MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

969 RABAT BETON 
KELURAHAN MAJJELLING 

KECAMATAN MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

970 HOTMIX
KELURAHAN MAJJELLING 

KECAMATAN MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

971 LANJUTAN JALAN TALUD/RABAT BETON
KELURAHAN MAJJELLING 

KECAMATAN MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

972 RABAT BETON 
DESA PAKENYA KECAMATAN 

MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

973 LANJUTAN JALAN TALUD

KELURAHAN MAJJELLING 

WATTANG KECAMATAN 

MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

974 PENGECORAN JALAN TANI

KELURAHAN MAJJELLING 

WATTANG KECAMATAN 

MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

975 HOTMIX

KELURAHAN MAJJELLING 

WATTANG KECAMATAN 

MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

976 RABAT BETON 
DESA KANIE KECAMATAN 

MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

977 RABAT BETON 
KAMPUNG MALUKU, DESA KANIE 

KACAMATAN MARITENGNGAE

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

978 Pembuatan Paving Blok Jl. Wala Baru Kel. Wala 250 m
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

979 Pengadaan Tanah Pekuburan Kel. Wala 20 Are
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

980 Pemb. Drainase Jl. Keswadayaan Kel. Lakessi 350 m
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

981 rabat beton dusun II Bendoro Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

982 peningkatan jln tani kelompok tani Massenrengpulu Dusun III Mojong Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

983 hotmix jln Lingkungan Dusun II Mojong Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

984 Pengerasan jalan lingkungan dusun I Bendoro
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

985 lanjutan pembangunan masjid Al-Muhajirim Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

986 bantuan mesin jahit kelompok melati II Desa Talawe Kec. Wt. Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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987 hotmix dusun II Desa Talumae Kec. Wt. Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

988 Pembangunan talud dusun II Desa Talumae Kec. Wt. Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

989 Rabat beton Desa Talumae Kec. Wt. Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

990 Pembangunan drainase Desa Talumae Kec. Wt. Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

991 Pembangunan jembatan permanen Desa Talumae Kec. Wt. Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

992 Perintisan jalan tani Desa Talumae Kec. Wt. Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

993 Pembangunan jembatan hewan Desa Talumae Kec. Wt. Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

994 Pengadaan lampu jalan Desa Mojong Kec. Wt. Sidenreng 30 titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

995 Pembangunan mesjid al- Hikmah Desa Mojong Kec. Wt. Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

996 Pembuatan Jalan Tani

Tanete - Takkalasi - Allakuang - Batu 

Lappa - Rijang Pittu - Lautang 

Benteng

6 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

997 Pembuatan Jalan Paving Block Tanete & Takkalasi 2 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

998 Rabat Beton Tanete 1 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

999 Rabat Beton Lorong Selatan Masid Agung Kel. Lakessi 100 m
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1000 Perintisan Jalan Selatan Polsek Maritengngae Kel. Rijang Pittu 1 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1001 Penimbunan Jalan
Kel. Lautang Benteng, Bacu - bacue, 

Tanete
700 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1002 Rabat Beton Paving Block Jl. Ngibul Kel. Empagae 160 m
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1003 Jalan Tani Kel. Sidenreng 2 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1004 Bronjong UPT SMPN 5 MARITENGNGAE 300 m
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1005 Bantuan Masjid Hikmat Desa Tanete RP. 200.000.000
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1006 Penimbunan Jalan Desa Tanete, Allakuang, Takkalasi 150.000.000Rp            
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1007 Lanjutan pembanguan masjid Taufiq
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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1008 Pemerataan Pasir lapangan sepakbola Hamilli
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1009 Lanjutan Pembangunan Jalan tani
Kelurahan Kanyuara Kecamatan 

Watang Sidenreng
1 Kilo Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1010 Lanjutan Pembangun Masjid Al-Hidayah
Desa Sereang Kecamatan 

Maritengngae

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1011 Lanjutan Pembangun Masjid Darussalam
Desa Sereang Kecamatan 

Maritengngae

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1012 Penimbunan Tersebar Kecamatan Maritengngae
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1013 Rabat Beton di bendoro
Desa Mojong Kecamatan Watang 

Sidenreng
500 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1014 Pengadaan stand Lampu Kecamatan Maritengngae 25 Titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1015 Pengadaan stand Lampu Kecamatan Watang Sidenreng 25 Titik
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1016 Rabat Beton di Desa Mojong
Desa Mojong Kecamatan Watang 

Sidenreng
1 Kilo Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1017 Lanjutan Pembangunan Pondok Pesantren Darul Islam 
Kelurahan Lautang Benteng 

Kecamatan Maritengngae

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1018 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Watang Sidenreng
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1019 Talud dan pengerasan Jalan
Kanyuara Maluku Menuju perkuburan 

Kelurahan Kanyuara
500 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1020 Paving blok 
Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan 

Maritengngae
50 Meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1021 1 UNIT MESIN POMPA AIR KELOMPOK TANI SURYA MANDIRI KEL.PAJALELE KEC.TELLU LIMPOE KECAMATAN TELLU LIMPOE
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1022
10 UNIT MESIN SPRAYER HAMA ELEKTRIK KELOMPOK TANI NUR ILHAM KEL.PAJALELE KEC.TELLU 

LIMPOE 
KECAMATAN TELLU LIMPOE

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1023 1 UNIT PEMBANGUNAN SANGGAR TANI GAPOKTAN KEL.PAJALELE KEC.TELLU LIMPOE KECAMATAN TELLU LIMPOE
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1024
2 UNIT MESIN/OVEN GAS UKURAN 120X55X70CM KELOMPOK WANITA TANI MELATI KEL.PAJALELE 

KEC.TELLU LIMPOE
KECAMATAN TELLU LIMPOE

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1025 PERINTISAN JALAN TANI LING.I DAN II WETIE E' 2000 M KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1026 PENGADAAN SUMUR BOR 7 TITIK DUSUN BINGKULU KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1027 BANTUAN BIBIT PADI DAN   JAGUNG 5 KELOMPOK DESA KECAMATAN PANCA LAUTANG
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1028 PERINTISAN JALAN TANI BATAS DESA CARAWALI DAN CIRO-CIROE 900 M WATTANG PULU
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan
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1029 MESIN 	FOGGING (ALAT SEMPROT NYAMUK)	DESA LAINUNGAN WATTANG PULU Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1030 REHABILITASI BERAT PUSTU DESA LAINUNGAN WATTANG PULU Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1031 PERINTISAN  JALAN  TANI  BATAS  DESA  CIRO-CIRO  E  WATTANG PULU
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1032 PERINTISAN JALAN TANI3 KM (DUSUN I)DESA BUAE WATTANG PULU
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1033 PENGADAAN HAND TRACTOR  12 UNIT UNTUK KELOMPOK TANIDESA BUAE WATTANG PULU
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1034 PENGADAAN TRACTOR BESAR UNTUK PENGOLAHAN KEBUN DAN SAWAH 6 UNIT DESA BUAE WATTANG PULU
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1035 BPJS GRATIS

KECAMATAN PANCA LAUTANG, 

TELLU LIMPOE DAN WATANG 

PULU

TERSEBAR Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1036 PENGADAAN MENIN POMPA AIR KELOMPOK TANI SURYA MANDIRI
KELURAHAN PAJALELE 

KECAMATAN TELLU LIMPOE
1 UNIT

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1037 PENGADAAN MESIN SPRAYER HAMA ELEKTRONIK KELOMPOK TANI NUR ILHAM
KELURAHAN PAJALELE 

KECAMATAN TELLU LIMPOE
10 UNIT

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1038 PEMBANGUNAN SANGGAR TANI GAPOKTAN 
KELURAHAN PAJALELE 

KECAMATAN TELLU LIMPOE
1 UNIT

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1039 PENGADAAN MESIN/OVEN GAS UKURAN 120X55X70 CM KELOMPOK WANITA TANI MELATI
KELURAHAN PAJALELE 

KECAMATAN TELLU LIMPOE
2 UNIT

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1040 PERINTISAN JALAN TANI

LINGKUNGAN I DAN II, 

KELURAHAN WETTE E, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

2.000 M
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1041 PENINGKATAN JALAN TANI 

LINGKUNGAN I DAN II, 

KELURAHAN WETTE E, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

2.000 M
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1042 PENINGKATAN JALAN TANI 

DUSUN SABBANG DAN LABEMPA, 

DESA WANIO TIMORENG, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG

2.000 M
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1043 PENGADAAN SUMUR BOR DUSUN BINGKULU 7 TITIK
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1044 BANTUAN BIBIT PADI 
DESA BAPANGI DAN DESA WANIO, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG
5 KLP

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1045 BANTUAN BIBIT JAGUNG
DESA BAPANGI DAN DESA WANIO, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG
5 KLP

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1046 PERINTISAN JALAN TANI

BATAS DESA CARAWALI DAN CIRO 

CIROE KECAMATAN WATANG 

PULU

900 M
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1047 MESIN FOGGING/ALAT SEMPROT NYAMUK
DESA LAINUNGAN KECAMATAN 

WATANG PULU
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1048 PERINTISAN JALAN TANI

BATAS DESA CIRO CIROE -DESA 

CARAWALI, KECAMATAN WATANG 

PULU

900 M
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1049 PERINTISAN JALAN TANI
DESA BUAE, KECAMATAN 

WATANG PULU
3.000 M

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

Lampiran Program/Kegiatan Pokok-Pokok Pikir DPRD | 50



No. Sasaran Kegiatan Lokasi Desa/Kel/Kec Volume  Pagu PD Penanggung Jawab

1050 PENGADAAN TRAKTOR 4 RODA UNTUK PENGOLAHAN KEBUN DAN SAWAH
DESA BUAE, KECAMATAN 

WATANG PULU
6 UNIT

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1051 PENGADAAN HAND TRAKTOR
DESA BUAE, KECAMATAN 

WATANG PULU
12 UNIT

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1052 PENGADAAN AYAM REMAJA USIA 13 MINGGU
KECAMATAN WATANG PULU, 

TELLU LIMPOE, PANCA LAUTANG
TERSEBAR Dinas Peternakan dan Perikanan

1053 PENGADAAN DESINFEKTAN KELOMPOK TERNAK
KECAMATAN WATANG PULU, 

TELLU LIMPOE, PANCA LAUTANG
TERSEBAR Dinas Peternakan dan Perikanan

1054 BANTUAN VAKSIN KELOMPOK TERNAK
KECAMATAN WATANG PULU, 

TELLU LIMPOE, PANCA LAUTANG
TERSEBAR Dinas Peternakan dan Perikanan

1055 PENGADAAN HAND TRAKTOR KECAMATAN WATANG PULU 10 KLP
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1056 PENGADAAN HAND TRAKTOR KECAMATAN TELLU LIMPOE 10 KLP
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1057 PENGADAAN HAND TRAKTOR KECAMATAN PANCA LAUTANG 10 KLP
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1058 Pengadaan Hand Traktor Kecamatan Panca Lautang 5 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1059 Pengadaan blender traktor Kecamatan Panca Lautang 2 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1060 Pengadaan mesin pompa air Kecamatan Panca Lautang 10 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1061 pengadaan bantuan sapi Kecamatan Watang Pulu 50 Ekor Dinas Peternakan dan Perikanan

1062 Bantuan Majelus taklim Desa Lise Kecamatan Panca Lautang 30 juta Bagian Kesejahteraan Rakyat

1063 Bantuan Sumur dalam untuk Kelompok Tani Kel. Baula, Kec. Tellu Limpoe
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1064 Pembangunan jalan tani kel. Baula dan desa todddang pulu
Desa todddang pulu di kec.tellu 

Limpoe

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1065 BANTUAN 10 EKOR KUDA KEC. AMPARITA KEC.  AMPARITA. Dinas Peternakan dan Perikanan

1066 pengadaan motor sampah 
TPS3R Arateng indah Kel. Arateng 

Kec. Tellu limpoe
2 unit Dinas Lingkungan Hidup

1067 pengadaan hand traktor roda 4 dan tarktor roda 2  klp tani Talabangi kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1068 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani lawarengeng kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1069 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani latatettong kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1070 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani polewali kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan
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1071 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani waereddee kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 uit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1072 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani lompo timoreng 2 kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1073 pengadaan hand traktro roda 2 klp tani lompo timoreng 3 kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1074 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani massiolongpolong kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 unit 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1075 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani wassie kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1076 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani siporennu kel. Arateng kec. Tellu limpoe 1 unit 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1077 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani malilu sipakainge desa polewali kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1078 pengadaan alat pompanisasi klp tani malilu sipakainge desa polewali kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1079 pengadaan alat pompanisasi klp tani taba desa teteaji  kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1080 pengadaan alat pompanisasi klp tani mamminasae desa polewali kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1081 pengadaan alat pompanisasi klp tani mappada upe desa teteaji  kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1082 pengadaan alat pompanisasi klp tani mamminasae desa polewali kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1083 pengadaan alat pompanisasi klp tani mappada upe kel. Baula kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1084 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani wattang baula kel. Baula kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1085 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani sittetongeng kel. Pajalele kec. Tellu limpoe 1 unit 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1086 pengadaan hand traktor roda 2 klp tani pamantingen pakkawarue kel. Pajalele kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1087 pembangunan embun-embun kel. Pajalele kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1088 pengadaan pompanisasi klp tani wattang paula 1 kel. Baula kec. Tellu limpoe 1 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1089 pembangunan jalan tani kel. Baula kec. Tellu limpoe 1,5 km
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1090 pembangunan jalan tani  kel. Pajalele kec. Tellu limpoe 1 km
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1091 revitalisasi taman makam pahlawan Amparita Kel Arateng Kec. Tellu Limpoe Dinas Sosial
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1092 Pengadaan hand sprayer Desa Buae Kec.Watang pulu
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1093 Pengadaan hand sprayer Kel.Baula Kec.Tellu Limpoe
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1094 Pengadaan Mesin Pompa 8,5 PK Desa Lajonga Kec.Panca Lautang
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1095 Pembangunan Jalan Tani Desa Polewali 2,5 km
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1096 Pembangunan Jalan Tani Desa Teteaji 2 km
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1097 Bantuan Kelompok Nelayan Desa Teteaji, Polewali, Alle Salewoe Dinas Peternakan dan Perikanan

1098 Bantuan Sumur Bor Kel. Massepe
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1099 Bantuan Kel. Nelayan
Kec. Tellu Limpoe & Kec. Panca 

Lautang
Dinas Peternakan dan Perikanan

1100 Bantuan Alat Pertanian Kel. Tani
Kec. Tellu Limpoe & Kec. Panca 

Lautang

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1101 Pengadaan Sapi Bibit 10 Ekor Dinas Peternakan dan Perikanan

1102 KOMPOR CAS PETANI DESA CARAWALI DESA CARAWALI 50 JUTA
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1103 KOMPOR CAS PETANI DESA CIRO-CIROE DESA CIRO-CIROE 50 JT
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1104 KOMPOR CAS PETANI KELURAHAN MASSEPE KELURAHAN MASSEPE 100 JT
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1105 KOMPOR CAS PETANI DESA BAPANGI  100 JT
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1106 MESIN ALAT TANAM JAGUNG KEL. MASSEPE 30 JT 30 JT
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1107 MESIN ALAT TANAM JAGUNG KEL. BAPANGI KEL. BAPANGI 30 JT
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1108 MESIN ALAT TANAM JAGUNG KEL. PAJALELE KEL. PAJALELE  30 JT
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1109 PENGADAAN SUMUR BOR/LISTRIK KEL. LAJONGA KEL. LAJONGA 150 JT
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1110 PENGADAAN SUMUR BOR/LISTRIK DESA WANIO TIMORENG DESA WANIO TIMORENG
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1111 PENGADAAN KOMPOR CAS PETANI 
DESA CENRANAN KEC. PANCA 

LAUTANG
 50 JT

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1112 PENGADAAN BUKU 150 JT 150 JT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
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1113 Pembuatan Jl. Tani Kel. Manisa Kec. Baranti
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1114 Peningkatan SDM (Penyuluhan/Pelatihan)
Kec. Baranti, Kec. Kulo, Kec. Panca 

Rijang

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1115 Pengadaan Mesin Perontok Bulu itik kelompok 2 putra Kel.Manisa  kec.Baranti Dinas Peternakan dan Perikanan

1116 Budaya Membaca Kec. Baranti 1 x Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1117 Pengadaan Pompanisasi Kec. Baranti 3 Kelompok
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1118 Pengadaan Hand Traktor Kec. Baranti 3 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1119 Pengadaan Alat Pengasinan Telur Kec. Baranti 3 Kelompok Dinas Peternakan dan Perikanan

1120 Sosialisasi Narkoba dan Gangguan Jiwa Kec. Baranti 1X Dinas Sosial

1121 Sosialisasi Kanker dan Penyakit Tidak Menular Kec. Baranti 1 X Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1122 Pengadaan Alat Sound System BKMT Tangkoli Kel. Manisa 1 Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat

1123 Pengadaan Pompanisasi Kec. Kulo 1 Kelompok
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1124 Sosialisasi Narkoba Dan Gangguan Jiwa Kec. Kulo 1 X Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1125 Sosialisasi Kanker dan Penyakit Tidak Menular Kec. Kulo 1 X Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1126 Sosialisasi Narkoba dan Gangguan Jiwa Kec. Panca Rijang 1 X Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1127 Sosialisasi Penyakit Kanker dan Penyakit Tidak Menular Kec. Panca Rijang 1 X Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1128 pembangunan pompanisasi dan pengeboran 
Desa kulo dan Desa Maddenra Kec. 

Kulo
1 unit

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1129 pembangunan talud jalan tani Desa Kulo Dan Desa Rijang Panua 2 km
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1130 pengadaan pompa air 2 kelompok Desa Maddenra Kec. Kulo 2 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1131 pengadaan pompa air 1 kelompok 
Dusun jampu Desa Abbokongen Kec. 

Kulo
1 unit

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1132 pengadaan kompor cas (Hands Prayer) Desa Kulo Kec. Kulo 100 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1133 BPJS GRATIS
KECAMATAN PANCA RIJANG, 

KULO, BARANTI
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
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1134 PENGADAAN SARANA KOSTUM MAJELIS TAKLIM DESA MARIO KEC. KULO 3 KLP Bagian Kesejahteraan Rakyat

1135 PENGADAAN AIR BOR 
DESA ABBOKKONGENG, KEC. 

KULO
2 UNIT

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1136 PENGADAAN KONTAINER SAMPAH
KEL. LALEBATA, KEC. PANCA 

RIJANG
3 UNIT Dinas Lingkungan Hidup

1137 PENGADAAN BANTUAN HAND SPRAYER KELOMPOK PERTANIAN
KELURAHAN BARANTI 

KECAMATAN BARANTI

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1138 PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERSIER KELOMPOK TANI PELITA ADAT
DESA SIPODECENG KECAMATAN 

BARANTI

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1139 PENGAJUAN BPJS GRATIS UNTUK MASYARAKAT PANCA RIJANG, BARANTI, KULO - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1140 PENGADAAN BAK SAMPAH
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
200 Unit Dinas Lingkungan Hidup

1141 BANTUAN MAJELIS TA'LIM
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
2 Kelompok Bagian Kesejahteraan Rakyat

1142 BANTUAN MAJELIS TA'LIM
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
2 Kelompok Bagian Kesejahteraan Rakyat

1143 BANTUAN PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
1 Kelompok Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1144 BANTUAN PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA
Kelurahan Rappang, Kec. Panca 

Rijang
1 Kelompok Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1145 BANTUAN PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA Kelurahan Benteng, Kec Baranti 1 Kelompok Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1146 BANTUAN PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA Desa Mario, Kec. Kulo 1 Kelompok Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1147 BANTUAN PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA
Desa Bulo Wattang, Kec. Panca 

Rijang
1 Kelompok Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1148 BANTUAN TRACTOR 4 RODA
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
4 Unit

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1149 BANTUAN PEMOTONG RAMBUT Kelurahan Benteng, Kec Baranti 2 UNIT
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1150 Bantuan Kelompok Ternak Desa Cipotakari Dinas Peternakan dan Perikanan

1151 Bantuan Kelompok Tani Desa Cipotakari
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1152 Bantuan Kelompok Ternak Desa Bulo Dinas Peternakan dan Perikanan

1153 Bantuan Kelompok Tani Desa Bulo
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1154 Bantuan Kelompok Tani Desa Bulo Wattang
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan
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1155 Bantuan Kelompok ternak Desa Bulo Wattang Dinas Peternakan dan Perikanan

1156 Bantuan Pembinaan Majlis Taklim Desa Bulo Wattang Bagian Kesejahteraan Rakyat

1157 Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Desa Bulo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1158 Pengadaan Hand Traktor Kecamatan Kulo 6 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1159 Pengadaan Hand Traktor Kecamatan Baranti 7 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1160 Pengadaan Hand Traktor Kecamatan Panca Rijang 7 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1161 Pengadaan Bantuan Sapi
Kelurahan Maccorawalie Kecamatan 

Panca Rijang
20 Ekor Dinas Peternakan dan Perikanan

1162 Pengadaan Bantuan Sapi
Desa Bulo Wattang Kecamatan 

Panca Rijang
20 Ekor Dinas Peternakan dan Perikanan

1163 Pengadaan Bantuan Sapi
Dusun Pinanong Desa Cipotakari 

Kecamatan Panca Rijang
20 Ekor Dinas Peternakan dan Perikanan

1164 Pompanisasi
Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, 

dan Kecamatan Panca Rijang
15 Unit Per Kecamatan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1165 Pengadaan Kompor Cas Desa Kulo Kecamatan Kulo 10 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1166 Pengadaan Kompor Cas
Kelurahan Panreng Kecamatan 

Baranti
10 Buah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1167 Pengadaan Kompor Cas
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang
10 Buah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1168 Pengadaan Kompor Cas
Dusun Simae Kelurahan Dua Panua 

Kecamatan Baranti
10 Buah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1169 Pengadaan Kompor Cas
Dusun Anrelli Desa Kulo Kecamatan 

Kulo
10 Buah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1170 Pengadaan Kompa Air
Lanrang Desa Timoreng Panue 

Kecamatan Panca Rijang
5 Buah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1171 Pengadaan Kompa Air Desa Mario Kecamatan Kulo 5 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1172 Pengadaan Kompa Air
Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca 

Rijang
5 Buah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1173 Pengadaan Kompa Air
Dea Desa Sipodeceng Kecamatang 

Baranti
5 Buah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1174 BANTUAN POMPA AIR DI KEC. BARANTI KEC. BARANTI 10 UNIT
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1175 BANTUAN ALAT SEMPROT PERTANIAN HANDSPRAYER KEC. BARANTI LS
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan
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1176 BANTUAN ALAT PABRIK KEC. BARANTI LS
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1177 PENGADAAN PEMOTONGAN RUMPUT KEC. BARANTI LS
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1178 BANTUAN MESIN PENGGILINGAN JAGUNG DI PANRENG KEC. BARANTI LS
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1179 PENGADAAN HAND TRACTOR KEC. BARANTI LS
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1180 BPJS GRATIS
KECAMATAN TELLU LIMPOE, 

PANCA LAUTANG, WATANG PULU
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1181 BANTUAN KELOMPOK NELAYAN
KELURAHAN LAJONGA, 

KECAMATAN PANCA LAUTANG
1 KLP Dinas Peternakan dan Perikanan

1182 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TERNAK

DESA TEPPO, KECAMATAN TELLU 

LIMPOE (AYAM RAS UMUR 13 

MINGGU)

2.000 EKOR Dinas Peternakan dan Perikanan

1183 BPJS GRATIS
KECAMATAN PANCA RIJANG, 

KULO, DAN BARANTI
500 ORANG Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1184 PERINTISAN JALAN TANI
DESA BINA BARU KECAMATAN 

KULO
500 M

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1185 Peningkatan sumber daya manusia (penyuluhan/pelatihan di kec.dua pitue,pitu riase,pitu riawa) kec.dua pitue,pitu riase,pitu riawa)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1186 Pembangunan Jalan Tani Lompok Lasabo Kelurahan Lancirang 1 Km
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1187 Bantuan Pompanisasi untuk kelompok tani Desa Ajubissu Desa Ajubissu 2 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1188 Bantuan Handtraktor Dalam Kecematan Pitu Riawa Kecematan Pitu Riawa 5 unit 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1189 Bantuan Hand Sprayer untuk Petani Kec. Pitu Riawa Kecematan Pitu Riawa 50 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1190 Pembangunan jembatan Hewan Lompok di Lapokki Kelurahan Lancirang 100 JUTA Dinas Peternakan dan Perikanan

1191 Pengadaaan buku buku dan AlQuran ke Perpustakaan dan Masjid Kec. Pitu riawa & Dua Pitue 100 JUTA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1192 PENGADAAN TOWER 
DESA COMPONG DAN DESA 

LAGADING
Dinas Komunikasi dan Informasi

1193 PENGADAAN SEMPROT CAS TANI / ELEKTRIK
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1194 PENDADAAN PUPUK CAIR  DI KECAMATAN.
Di Pitu Riase, Pitu Riawa, dan Dua 

Pitue

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1195 PENGADAAN SEMPROT CAIR DI 3 KECAMATAN.
Di Pitu Riase, Pitu Riawa, dan Dua 

Pitue

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1196 Pengadaan Hand Traktor roda dua Klp Tani Baga III Desa Lagading Kec. Pitu Riase 1 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan
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1197 Pengadaan Hand Traktor roda dua Klp Tani Baga II Desa Lagading Kec. Pitu Riase 1 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1198 Pengadaan hand Trakrtor roda empat Klp Tani pemuda makmur II Desa Lagading Kec. Pitu Riase 1 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1199 Pengadaan Hand Traktor roda empat Klp Tani Tunas Muda Wala II Kelurahan Batu Kec. Pitu Riase 1 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1200 Pengadaan Hand Traktor roda empat Klp Tani Sibalireso 3 Desa Anabanna Kec. Pitu Riawa 1 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1201 Pengadaan Hands Prayer Gapokta Desa Lagading Desa Lagading Kec. Pitu Riase 150 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1202 Pengadaan Hands Prayer Gapokta Desa Lombo Desa Lombo Kec. Pitu Riase 150 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1203 Percetakan sawah Desa Lagading Desa Lagading Kec. Pitu Riase 25 Ha
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1204 Percatakan sawah Desa Lombo Desa Lombo Kec. Pitu Riase 25 Ha
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1205 Pembangunan jln tani Klp Tani Tunas Muda Wala III Kelurahan Batu Kec. Pitu Riase 2000 M
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1206 Pengadaan motor dinas KLX Desa Lagading Desa Lagading Kec. Pitu Riase 1 unit Badan Keuangan dan Aset Daerah

1207 Pembangunan Embun Klp Tani Bulumparae II Desa Lagading Kec. Pitu Riase 1 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1208 Pengadaan Handtraktor Roda dua klp Tani Massumpuloloe III Kel salomallori Kec. Dua Pitue. 1 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1209 Pengadaan HandsPrayer Kelompok Tani Mattirowali Desa Salobukkang Kec. Dua Pitue. 35 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1210 Renovasi Saluran irigasi air dan dekker (irigasi/pertanian) Kalosi Alau
100 m dan 1 buah 

dekker

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1211 Sprayer cas ( alat pertanian) Padang Loang Alau 30 buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1212 Sprayer cas ( alat pertanian) Desa Lombok 30 buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1213 Sprayer cas ( alat pertanian) Ajubissue 30 buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1214 Irigasi Otting (Pertanian) lamanyameng alekotting 500 m
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1215 Sprayer cas ( alat pertanian) otting 50 buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1216 Sprayer cas ( alat pertanian) Bola Bulu 30 unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1217 Sprayer cas ( alat pertanian) Tanrutedong 30 buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan
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1218 Sprayer cas ( alat pertanian) salomallori 50 buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1219 Sprayer cas ( alat pertanian) bila riawa 40 buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1220 perubahan penyebrangan hewan Kalosi Alau 2 x 7 m Dinas Peternakan dan Perikanan

1221 Penyuluhan tentang bahaya Narkoba kepada Masyarakat Remaja

Kecamatan Dua PituE, Kecamatan 

Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu 

Riase

300 Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1222 Penyuluhan serta pencegahan Penyakit menular terhadap Masyarakat

Kecamatan Dua PituE, Kecamatan 

Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu 

Riase

300 Orang Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1223 Penyuluhan Tapsi Imam dan Pegawai Syara

Kecamatan Dua PituE, Kecamatan 

Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu 

Riase

150 Orang Bagian Kesejahteraan Rakyat

1224 Bantuan Pompanisasi air untuk kelompok tani Kalosi , Salomallori dan Salo Bukkang 3 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1225 Bantuan Traktor Kecamatan Dua PituE 2 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1226 Bantuan Hand Sparyer cas

Kecamatan Dua PituE, Kecamatan 

Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu 

Riase

30 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1227 PENGADAAN TEMPAT TUDANG SIPULUNG DESA BILA KEC PITUE 2 UNIT 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1228 g. Kelompok tani pertanian
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1229 h. Kelompok peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan

1230 i. Kelompok perkebunan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1231 PENGADAAN KANDANG AYAM DESA BILA 2 Dinas Peternakan dan Perikanan

1232 PENGADAAN ALAT" PERTANIAN KEC. DUA PITUE
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1233 PEMBANGUNAN JEMBATAN HEWAN DI DESA PITU RIASE 5 Dinas Peternakan dan Perikanan

1234 1. desa kalosi PITU RIAWA Dinas Peternakan dan Perikanan

1235 2. desa bila DUA PITUE Dinas Peternakan dan Perikanan

1236 3. bulucenrana Dinas Peternakan dan Perikanan

1237 4. kel. Lancirang Dinas Peternakan dan Perikanan

1238 PENGADAAN  BIBIT PORANG
PITU RIASE-PITU RIAWA-DUA 

PITUE
5 HA

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan
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1239 PENGADAAN BIBIT AYAM PETELUR DESA PITUE 2000 EKOR Dinas Peternakan dan Perikanan

1240 Bantuan Hand Traktoor kelompok tani DESA BILA
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1241 PENGADAAN KANDANG AYAM BROILER kec. Dua pitue Dinas Peternakan dan Perikanan

1242 BANTUAN POMPANISASI KEPADA KELOMPOK TANI 

DESA BILA,DESA 

KALOSI,KEL.LANCIRANG,DESA 

ANABANNA E

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1243 Hand Traktor untuk Kelompok Tani Desa Aka-akae
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1244 Bantuan Hand Traktor Kelompok Tani 
Desa Aka-akaE, Desa Takkalasi dan 

Desa Sereang.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1245 Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae  Kec. MaritengngaE Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1246  Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae  Kec. MaritengngaE Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1247  Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae  Kec. MaritengngaE Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1248 BPJS GRATIS
KECAMATAN MARITENGNGAE, 

DAN WATANG SIDENRENG
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1249 BPJS GRATIS
KECAMATAN MARITENGNGAE, 

DAN WATANG SIDENRENG
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1250 Pengadaan Bantuan ALSINTAN (HAND TRACTOR) 2 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1251 tempat pembuangan sampah akhir Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng Dinas Lingkungan Hidup

1252 pengadaan pompanisasi Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1253 Pembangunan embun-embun kelompok tani Lompo Bakke Desa Mojong Kec. Wt Sidenreng
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1254 Pengadaan handsprayer kelompok tani sibali resoe pakenya Desa Sereang Kec. Maritengngae
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1255 pengadaan bor sumur dalam Kelompok tani pada elo Timoreng pada elo Timoreng
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1256 Rehab Poskesdes Desa Tanete Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1257 Pompanisasi Desa Tanete

1 Set 4 Inci, 4 Unit & 

Pipa 4 Inci 500 Batang, 

Rp 200.000.000

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1258 Hand Spraiyer Desa. Tanete 150 Unit
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1259 Rehab Rumah Miskin Desa Tanete-Allakuang- Rijang Pittu 15 Unit Rumah Dinas Sosial
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1260 Pengadaan Anak Itik Kecamatan Watang Sidenreng 5000 Ekor Dinas Peternakan dan Perikanan

1261 Pengadaan Mesin Penetas Telur Kecamatan Maritengngae 5 Unit Dinas Peternakan dan Perikanan

1262 Pengadaan Buku Bacaan Pondok Pesantren Kecamatan Maritengngae Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1263 Sosialisasi Minat Baca Kecamatan Watang Sidenreng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1264 Pengadaan Handtraktor Kecamatan Watang Sidenreng 5 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1265 Pengadaan Handtraktor Kecamatan Maritengngae 5 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1266 Sosialisasi anti narkoba dan HIV/AIDS Kecamatan Maritengngae Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1267 Pengadaan kompor cas pertanian Kecamatan Watang Sidenreng 15 Buah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1268 Bantuan BKMT Masjid Quba, Masjid Babul Jannah dan Masjid Ilham Takkalasi Bagian Kesejahteraan rakyat

1269 Bantuan Dana TPA Kecamatan Watang Sidenreng 10 Kelompok Bagian Kesejahteraan Rakyat

1270 Pengadaan Anak Itik Kecamatan Maritengngae 5000 Ekor Dinas Peternakan dan Perikanan

1271 Pengadaan bantu sapi Kecamatan Watang Sidenreng 20 Ekor Dinas Peternakan dan Perikanan

1272 Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Maritengngae
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan 

dan Perlindungan Anak

1273 Peningkatan Produksi organic Kecamatan Maritengngae 5 Kelompok
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan 

dan Ketahanan Pangan

1274 workshop kepustakaan dalam peningkatan minat baca
Kecamatan Maritengngae, dan 

Kecamatan Watang Sidenreng
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1275 BANTUAN DANA MESJID KECAMATAN PANCA LAUTANG

1276 BANTUAN KEUANGAN MASJID DESA CENRANA KEC. PANCA LAUTANG KEC. PANCA LAUTANG 50 JT

1277 BANTUAN KEUANGAN MASJID DESA CENRANAN KEC. PANCA LAUTANG KEC. PANCA LAUTANG 50 JT

1278 PENGADAAN TIANG LISTRIK 
JL. PETERNAKAN DESA RIJANG 

PANUA, KEC. KULO
7 TITIK

1279 PERLENGKAPAN ALAT PENGUBURAN
DESA ABBOKKONGENG, KEC. 

KULO
1 SET

1280 BANTUAN KURSI
MASJID DESA BULO. KECAMATAN 

PANCA RIJA NG
100 BH
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1281 PENGADAAN ALAT PEMAKAMAN/PENGUBURAN
DESA TIMORENG PANUA, 

KECAMATAN PANCA RIJANG
1 SET

1282 Bantuan Kursi untuk : Desa Takkalasi

1283 Masjid Quba Pangkajene 100 buah. Desa Takkalasi

1284 Masjid Babul Jam’ah Rijang Pittu 100 buah. Desa Takkalasi

1285 BKMT Masjid Ilham Takkalasi 100 buah. Desa Takkalasi

1286 Pembangunan Pagar Desa Sipodeceng 70 M

1287 PEMBANGUNAN KANTOR BPD DESA LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG

1288 BANTUAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN
DESA CIRO CIROE KECAMATAN 

WATANG PULU
5 KLP

1289 Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat
Kec. Tellu Limpoe & Kec. Panca 

Lautang

1290 RUMAH CERDAS DESA CARAWALI DESA CARAWALI 100 JUTA

1291 BANTUAN KURSI DESA
DESA ABBOKKONGENG, KEC. 

KULO
100 BH

1292 PENGADAAN POS KAMLING 
DESA ABBOKKONGENG, KEC. 

KULO
2 BH

1293 PEMBANGUNAN RUMAH ASPIRASI BULO
DESA BULO. KECAMATAN PANCA 

RIJANG
1 UNIT

1294 PEMBAGUNAN POS RONDA/ POS KAMLING
Kelurahan Lalebata, Kec. Panca 

Rijang
4

1295 Pemekaran Dusun Anrelli Menjadi Desa
Dusun Anrelli Desa Kulo Kecamatan 

Kulo
 

1296 Pemekaran Dusun Simae Menjadi Desa
Dusun Simae Kelurahan Dua Panua 

Kecamatan Baranti

1297 Pengadaan Alat Olahraga Kecamatan Panca Lautang Kecamatan Panca Lautang 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1298 Pengadaan Alat Olahraga Kecamatan Tellu Limpoe Kecamatan Tellu Limpoe 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1299 Pengadaan Alat Olahraga Kecamatan Watang Pulu Kecamatan Watang Pulu 50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1300 Pelatihan dan Pengadaan Kelompok Menjahit Desa Lise Desa Lise Kec. Panca Lautang 25.000.000Rp                       Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1301 Pembangunan Pagar Masjid Al Hidaya Desa Sereang Kec. Maritengngae 100.000.000Rp                     
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

1302 Pembenahan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Massepe Kel. Massepe Kec. Tellu Limpoe 100.000.000Rp                     Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

1303 Penyediaan Sound System Alat Musik Untuk Pemberdayaan Kepemudaan dan Masyarakat (Cayya-Cayya)
Kelurahan Tanru Tedong Kec. Dua 

Pitue
50.000.000Rp                       Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  (9) (10)

1 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng 1 paket

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

2 Rabat Beton Lingk. I Kanyuara 1,5  km                  500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

3 Pengadaan Lampu Jalan Biasa Lingk. I Kanyuara 15 Unit                    37.500.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

4
Pengadaan Lampu Jalan LED dengan tiang besi 

biasa
Lingk. 2 Pajalele Kanyuara 5 Unit                    75.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

5 Pembanguna Saluran Drainase / Gorong-gorong Lingk. I Kanyuara 1 Paket                  500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

6 Pembangunan dan Rehab Berat Drainase 
Lingk. I dan Lingk. II Kel. 

Empagae
3000 Meter                  600.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

7 Renovasi Dekker Jalan Nasional Kelurahan Empagae 2 Unit                    50.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

8
Pembangunan Rabat Beton Jalan Alternatif dalam 

Ibukota Kecamatan
Kelurahan Empagae 2 Km                  875.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

9 Penerangan Lampu Jalan Kelurahan Empagae 25 Titik                  125.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

10 Jalan Beton Watang salo
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
5 Km             17.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

11 Pemasangan Paving Blok Lingkungan I Sidenreng
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
1 Km                  431.900.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

12 Pemasangan Paving Blok Lingkungan II Walatedong
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
700 M                  302.330.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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13
Rabat Beton jalan Lingk. sepanjang 2 Km di Lk II 

Walatedong

Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

14
Rabat Beton jalan Lingk. sepanjang 2 Km di Lk I 

Sidenreng

Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

15 Pemasangan Lampu Jalan 
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
20 buah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

16 Rehabiltasi Kantor Kelurahan Sidenreng
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
LS

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

17 Pembangunan kamar mandi AL ANSAR Bacubacue
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
LS

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

18 Penimbunan jalan pekuburan Walatedong
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
300 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

19
Pembangunan Jembatan Hewan penghubung jalan 

tani TALAGAE-JALAJJA/ MASE-MASE-PADAIDI

Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

20 Pembangunan Pagar besi Pekuburan Sidenreng
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
LS

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

21 Penigkatan Jalan Poros Kampung Baru - Pajalele
Kp. Baru-Pajelele Desa Aka-

Akae
2,5 M                  650.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

22 Peningkatan Jalan Poros Kampung Baru - Taluma
Jl. Kampung Baru - Telumae 

Desa Aka-akae
1,7 M                  425.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

23 Pembangunan Rabat Beton Desa Talumae ke Desa Damai 3 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

24 Pengaspalan Jalan Dusun Dusun 2 Talumae 3 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

25
Pengadaan Lampu Jalan LED dengan tiang besi 

biasa
Dusun 2 Talumae 10 Titik                    15.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

26 Rabat Beton Jln tani Penghubung Dsn I ke Dsn II Dsn I dan Dsn II Desa Talawe 4000 M               3.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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27 Rabat Beton Jln Poros Talawe-Damai
Jln Poros Talawe-Damai Desa 

Talawe
3000 M               2.500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

28 Bantuan Pembangunan Masjid Dsn I dan Dsn II Desa Talawe 4 unit                      2.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

29
Rabat Beton Desa Damai - TalumaE, Damai - Aka-

AkaE
Desa Damai 6 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

30 Lanjutan Rabat Beton Damai - Aka-Akae Desa Damai 3 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

31 Pembangunan Drainase Masing 2 KM di 3 Dusun Dusun I, II dan III Desa Damai 6 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

32
Pembangunan Drainase Lingkar Passitangeng - 

Salobompong
Desa Damai LS

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

33 Pemasangan Lampu Jalan 50 Titik Desa Damai 50 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

34 Pembangunan Jembatan Dusun II Salobompong
Dusun II Salobompong Desa 

Damai
1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

35 Pembangunan Jalan Beton Desa Mojong 1,5 KM               1.500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

36 pembangunan Drainase Desa Mojong 1,5 KM                  555.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

37
Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk dan 

perdesaan
Desa Mojong 1 Paket                  350.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

38 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Desa Mojong 1 Hektar                  500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

39 Penerangan Lampu Jalan Desa Mojong 50 Unit                  225.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

40 Rehabilitasi Kantor PKK Kecamatan Dua Pitue Kecamatan Dua Pitue
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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41
Rigit  Awakaluku - Bampengnge Kelurahan Tangkoli 

Kabupaten Wajo

Dusun II Awakakuku dan Dusun 

IV Bampengnge Desa Kalosi 

Alau

6 Km
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

42 Rabat Beton Pakkasalo - Bampengnge

Dusun III Pakkasalo dan Dusun 

IV Bampengnge Desa Kalosi 

Alau

1,7 Km
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

43 Pembangunaan Batas Desa Kalosi Kabupaten Kalosi Alau 1 Paket
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

44 Pengadaan Lampu Jalan Kalosi Alau 50 Tiang
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

45 Peningkatan Jalan Beton Jalan Sentosa
Lingkungan  I Kelurahan Tanru 

Tedong
500 Meter

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

46 Peningkatan Jalan Beton Jalan Pramuka
Lingkungan  I Kelurahan Tanru 

Tedong
500 Meter

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

47 Drainase
Lingkungan  I & II Kelurahan 

Tanru Tedong
900 Meter

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

48
Penggantian Plapon Masjid Besar Roudhatul Jannah 

Tanrutedong (Rehab)

Lingkungan  I & II Kelurahan 

Tanru Tedong
40 x 40 Meter

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

49 Pengadaan Lampu Jalan
Dusun I, II, III Desa Padang 

Loang Alau
10  Titik

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

50 Rehab Jembatang Gantung Lagalumpang Dusun I  Desa Kalosi
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

51
Pembangunan Pagar / Timbunan Masjid Ar Rahman 

Pakkasalo
Dusun IV Desa Kalosi

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

52
Pembangunan Jembatan Penghubung Desa 

Taccimpo dan Desa Kalosi Alau
Dusun II Desa Taccimpo 1 Unit

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

53 Jembatan Permanen Desa Taccimpo ke Bila
Dusun II Perbatasan Tacimpo 

dan Bila Desa Taccimpo
1 unit

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

54 Pengerasan Jalan Desa Tancimpo Ke Kalosi Dusun I  Desa Taccimpo 200 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

55 Rabat Beton Jl. Tani Mase-mase 3 Dusun I Desa Taccimpo 700 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

56 Penerangan Jalan Desa Dusun I  Desa Taccimpo 10  Titik
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

57
Peningkatan Jalan Dusun II ke Desa Kalosi Alau ( 

Talud + Timbunan)
Dusun II Desa Taccimpo 2,5 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

Lampiran Daftar Usulan Musrenbang Tahun 2020  Kabupaten Sidenreng Rappang  |  4



NO
PRIORITAS 

DAERAH

SASARAN 

DAERAH
PROGRAM KEGIATAN SASARAN KEGIATAN LOKASI DESA/KEL VOLUME  PAGU PD PENANGGUNG JAWAB

58 Rehab Jembatan Gantung Amessangeng Dusun II Desa Taccimpo 1 Unit
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

59 Penerangan Jalan Desa Dusun II Desa Taccimpo 10 Unit 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

60
Peningkatan Dusun I ke Desa kalosi Alau ( Talud + 

Timbunan)
Dusun I Desa Taccimpo 2,5 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

61 Pembuatan Dekker 17 Dusun I Desa Taccimpo 1 Unit
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

62 Pengerasan Jalan  (Tani) Dusun II Desa Taccimpo 2,5 km
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

63
Lanjutan Saluran Pembuangan Belakang rumah P. 

Nurung
Dusun II Desa Taccimpo 100 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

64
Pembangunan Jembatan Lintas Kecamatan Dua 

Pitue dan Pitu Riase
Desa Salobukkang 1 paket

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

65
Pengerasan jalan Lintas Desa Salobukkang - 

kelurahan Tanrutedong
Dua Pitue 1 paket

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

66 Talud dan Timbunan
Jl. Mattarimae Dusun I Desa 

Padangloang
700 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

67 Rabat Beton
Jl. Mattarimae Dusun I Desa 

Padangloang
1,5 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

68 Rabat Beton
Jl. Cendrawasih Dusun III Desa 

Padangloang
200 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

69 Pembangunan Talud + Penimbunan
Jl. Mawar Dusun I Desa 

Padangloang
600 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

70 Pembangunan Duicker
Jl. Mawar Dusun I Desa 

Padangloang
2 Buah

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

71 Pagar Kantor Desa Padang Loang
Jl. Kesehatan Dusun I Desa 

Padangloang
100 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

72 Paving Blok Halaman Kantor Desa Padangloang
Jl. Kesehatan Dusun I Desa 

Padangloang
400 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

73 Timbunan
Jl. Teppo Nase Dusun II Desa 

Padangloang
1 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

74 Lampu Jalan Dusun III Desa Padang Loang 10 Unit
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

75 Drainase 
Lingk. I, II & III Kelurahan 

Salomallori
20 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

76
Pembangunan Jembatan yang menghubungkan Kel. 

Salomallori - Kel. Lancirang
Lingk. III Kelurahan Salomallori 1 Unit

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

77 Rehabilitasi Berat Kantor Lurah
Lingk. I, II & III Kelurahan 

Salomallori
LS

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

78 Penimbunan + Talud Lingk. II Salomallori 1 Km
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat
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79 Rabat Beton Salomallori - Pannyingkulu
Lingk. I & II Kelurahan 

Salomallori
10 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

80 Pembangunan Pagar Kantor Lurah Lingk. II Kelurahan Salomallori 1 Paket
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

81 Pengadaan Dekker Lingk. II Kelurahan Salomallori 1 Paket
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

82
Peningkatan Jalan yang menghubungkan Palaparrae 

Kel. Salomallori - Kel. Lancirang

Lingk. I, II & III Kelurahan 

Salomallori
10 Unit

Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

83 Cor Beton Jl. Bola Bulu  Dusun III Larumpu Desa Bila 850 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

84 Pembangunan Jembatan Desa Bila 2 Unit
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

85 Pengadaan Lampu Jalan Desa Bila 100 Titik
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

86 Rabat Beton Dusun I Jl. Wele Desa Kampale 6 x 1.500 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

87 Rehab Gedung Masyarakat Dusun I Desa Kampale 1 Paket
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

88 Pengadaan Lampu Jalan Dusun II Desa Kampale 30 Titik
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

89 Penambahan Ruang Kantor Kecamatan Kecamatan Watang Pulu 3 Ruangan

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

90 Timbunan dan Drainase BTN Arawa Lingk I Kelurahan Batulappa 500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

91 Penerangan Lampu Jalan
Lingk I dan II Kelurahan 

Batulappa
20 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

92 Talud (Dekat Kuburan) Lingk II Kelurahan Batulappa 100 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

93
Rabat Beton (Depan SD 7 Arawa menghubungkan 

Arawa ke BuaE
Lingk I Kelurahan Batulappa 2 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

94
Pembangunan DRAINASE (menghubungkan Lingk. I 

dan II)
Kelurahan Arawa 2 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

95 Pembangunan Kantor Kelurahan Kelurahan Arawa 1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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96 Pemasangan Lampu di sekitaran Lapangan BojoE Kelurahan Arawa 30 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

97 Pengaspalan hotmix Lingk. I & II Kelurahan Lawawoi 4 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

98 Rabat Beton Lingk. I & II Kelurahan Lawawoi 3 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

99 Pengadaan pipa air bersih Lingk. II Kelurahan Lawawoi 2 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

100 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Uluale 1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

101 Pembangunan Jembatan Uluale-Bangkai Uluale 1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

102
KegiatanPengembangan Perumahan (Bedah 

Rumah)
Uluale 60 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

103 Peningkatan Jalan tersebar di Kel. Uluale Uluale 3 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

104
Pembangunan Drainase Bola Eppae tembus ke 

Sungai
Uluale 1,25 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

105 Kegiatan Penerangan Lampu Jalan (LED) Uluale 25 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

106 Perintisan Jalan Ruas Tembus ke Mattirotasi Uluale 3  KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

107 Rabat beton jln. Air Panas Kelurahan Bangkai 751 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

108 Rabat beton Toddabojo Kelurahan Bangkai 752 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

109 Drainase Kmp. Dare
Kampung Dare Kelurahan 

Bangkai
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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110 Timbunan jalan masuk Batu Pute Batu Pute Kelurahan Bangkai 100 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

111 Drainase sebelah kiri jalan Toddabojo Toddabojo Kelurahan Bangkai 750 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

112 Timbunan jalan Toddabojo Toddabojo Kelurahan Bangkai 350 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

113 Lampu jalan Toddabojo Kelurahan Bangkai 30 titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

114 Talud di Toddabojo Toddabojo Kelurahan Bangkai 400 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

115 Rabat Beton Jalan Pangempangnge Dusun I Kulua Desa lainungan 1,5 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

116 Penerangan Jalan Poros Dusun I Kulua Desa lainungan 20 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

117 Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Kanie
Dusun II Makkadae Desa 

Lainungan
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

118
Pembangunan Jembatan Cellie menghubungkan 

Arawa - Ciro-CiroE
Dusun I Carawali 12 x 4 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

119 Rabat Beton Jalan Dusun II Cenrana Dusun II Cenrana Carawali 2,5 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

120 Pembangunan Drainase Jln Poros Allakuang Dusun I Paisadae Desa Buae 1 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

121 Aspal Hotmix 
Dusun II Buae Jl. Malloci Desa 

Buae
3 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

122 Pengadaan Lampu jalan Setiap Lorong-Lorong Desa Desa Buae 40 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

123 Drainase Jl. Abbanuangenge Dusun II Talumae Desa Buae 1 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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124 Jembatan Lakingnge Dusun 1 Paosadae Desa Buae

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

125 Pembangunan jembatan
Dsn II Pabbaresseng Desa 

Mattirotasi
2 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

126 Rabat Beton 
Dsn II Pabbaresseng Desa 

Mattirotasi
3 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

127 Pembangunan Duikker
Dsn II Pabbaresseng Desa 

Mattirotasi
2 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

128 Pembangunan Drainase
Dsn II Pabbaresseng Desa 

Mattirotasi
1 KM

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

129 Pengadaan lampu jalan

Dsn I Kp. Baru, Dsn II 

Pabbaresseng, Dsn III Kamirie 

Desa Mattirotasi

50 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

130 Pengadaan tanah pekuburan Kamirie Dsn III Kamirie Desa Mattirotasi 70 Are

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

131 Pengadaan tanah pustu Mattirotasi LS                  100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

132
Peningkatan Jalan Penghubung antar Desa Ciro-

ciroe - Carawali dan Kelurahan Uluale
Dusun II Mattiro Desa Ciro-ciroe 2 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

133 pengadaan lampu jalan
Dusun I Ciro-ciro & Dusun II 

Mattiro Desa Ciro-ciroe
70 tiang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

134 Pembangunan Drainase Dusun II Mattiro Desa Ciro-ciroe 500 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

135 Rehab Kantor Kepala Desa Ciro-Ciroe Dusun II Mattiro Desa Ciro-ciroe 1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

136 Drainase jalan kelompok tani MaritengngaE Dusun II Mattiro Desa Ciro-ciroe 2 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

137 Pembangunan Asrama Mahasiswa Tellu LimpoE
Jl. Sahabat I No. 27 Kel. 

Tamalanrea Indah Makassar

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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138 Pembangunan Aula Kecamatan Tellu Limpoe Kecamatan Tellu Limpoe

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

139
Pembangunan Rabat Beton (sebelah Timur 

Lapangan Sepak Bola)

Lingk. I Palla'E Kelurahan 

Arateng
150 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

140 Pembangunan Jembatan (Dekat Rumah Andi Rauf)
Lingk. I Palla'E Kelurahan 

Arateng
1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

141 Drainase 
Jl. Panrengnge (Dekat Koramil) 

Kelurahan Arateng
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

142 Pengkerikilan Ruas Jalan Pepaya 
Lingk.II Perinyameng Kelurahan 

Baula
5 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

143 Rabat Beton
Lingk.II Perinyameng Kelurahan 

Baula
3 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

144 Peningkatan Jalan /Hotmix
Lingk Lapunranga Kelurahan 

Baula
5 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

145
Rabat Beton Perbatasan menuju Pemantingan (Jl. 

Pemantingan)
Lingkungan III Kelurahan Pajelele 2,5 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

146 Lampu Jalan Biasa
Lingkungan I dan II Kelurahan 

Pajelele
30 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

147 Pembangunan Duekker Pemantingan Lingkungan III Kelurahan Pajelele 1 Unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

148 Drainase Jln. Pasar
Lingkungan I Kelurahanan 

Pajelele
600 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

149 Lampu Jalan di sepanjang Jalan pasar ke Pajalele
Lingkungan I Kelurahanan 

Pajelele
5 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

150 Rehab berat Kantor Kelurahan Massepe Kantor Kelurahan Massepe 1 Unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

151 Lanjutan Pembangunan Masjid Attaubah
Masjid Attaubah Kelurahan 

Massepe
Ls

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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152 Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul Huda
Masjid Nurul Huda Kelurahan 

Massepe
Ls

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

153 Peningkatan D.I Caramele Dusun II Larua Desa Teppo 2 Km Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

154
Perintisan/Peningkatan Jalan Tani Batas Teppo-

Massepe-Lise Panca Lautang
Dusun I Kundala Desa Teppo 2 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

155 Pembangunan Jembatan Latsitarda Desa Teppo 1 Unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

156 Rigit beton
Jalan poros Teteaji-Amparita 

Desa Teteaji
4 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

157 Rabat Beton Dusun I dan II Desa Teteaji 4 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

158 Hotmix Jalan Ruas Teteaji Dusun I dan II Desa Teteaji 4 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

159 Renovasi Drainase Dusun I Desa Teteaji 1,5 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

160 Paving Blok Pekarangan Masjid Darul Abrar Dusun I Desa Teteaji 100 M
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

161
Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Amparita, 

Teteai, Polewali

Poros Polewali, Teteaji, Amparita 

Desa Polewali
2,5 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

162 Talud Jalan Poros Alessalewo Poros Alessalewo Desa Polewali 4 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

163 Rabat Beton Ruas Lingk. I dan II
Watang Lowa & Labolongeng 

Kelurahan Toddang Pulu
2,5 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

164 Jembatan 
Lingk. II Watang Lowa Kelurahan 

Toddang Pulu

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

165

Rabat beton Jln. A. Mappangile (Betonisasi) 

menghubungkan Kel. Baranti - Kel. Duampanua - 

Kel. Panreng

Kel. Baranti 2 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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166
Rabat beton Jln. Abd. Bangi (sebelah barat 

Puskesmas)
Kel. Baranti 2 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

167 Jembatan Permanen Desa Passeno/Desa Duampanua 6 X 25 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

168 Rabat beton Jln. A. Mappangile Kel. Duampanua 1,5 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

169 Pembangunan talud jalan tellang-tellang
lingk. Simae Kelurahan 

Duampanua
1500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

170
Rabat beton Jln. Pesantren Selatan (Jln. A. 

Mappangile)
Kel. Benteng 1500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

171 Rabat beton Jln. Abd. Muh. Yusuf Kel. Benteng 800 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

172 Rabat beton Jln. A. Nohong Kel. Panreng 2 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

173 Rabat Beton Jln. Sawah  Kel. Panreng 1.500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

174 Rabat Beton Jln. Prof Ahmad Laidding Panreng rijang Kel. Manisa 5.200 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

175 Lanjutan rabat beton jln. Bonginge Lingk. Talumae Kel. Manisa 3 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

176 Peningkatan Jalan Tani Salobatue Desa Passeno 5 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

177
Pembangunan Jembatan (Desa passeno-Desa 

Tonrongnge
Desa Passeno 1 Unit ( 6 X 25 M)

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

178
Pengecoran jl. Rajawali melingkar menghubungkan 

kel.baranti

Sipodeceng, passeno, kel. 

Baranti
2000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

179 Pengecoran jl. Abd. Kadir Padacenga, dea 2000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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180
Jembatan jln. Sawah menghubungkan tonronge dan 

passeno
Tonrong loutang 6 x 8 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

181 Jembatan sampie Desa Tonrong 6 x 8 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

182 Pembangunan Jembatan Desa Tonrong Rijang 6 x 8 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

183 Pembangunan Jembatan Desa Tonrong Rijang 6 x 8 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

184 Jembatan Tangkoli (Rehabilitasi) Kec. Baranti

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

185 Pengadaan lampu jalan Lingk. I, II, III Kelurahan Baranti 25

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

186 Pembuatan taman kantor Kelurahan Baranti Lingk. I Kelurahan Baranti 1

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

187 Drainase Jln. Lingk. I Lingk. I Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

188 Drainase Jln. Lingk. II Lingk. II Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

189 Drainase Jln. Lingk. III Lingk. III Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

190 Talud Jln. Lingk. I Lingk. I Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

191 Talud Jln. Lingk. II Lingk. II Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

192 Talud Jln. Lingk. III Lingk. III Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

193 Penimbunan Jln. Lingk. I Lingk. I Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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194 Penimbunan Jln. Lingk. II Lingk. II Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

195 Penimbunan Jln. Lingk. III Lingk. III Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

196 Duiker Lingk. I Lingk. I Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

197 Duiker Lingk. II Lingk. II Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

198 Duiker Lingk. III Lingk. III Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

199 Pengadaan lampu hias gedung masyarakat baranti Lingk. I Kelurahan Baranti 5  unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

200
Pembangunan jembatan penghubung Kel. Baranti- 

benteng
Lingk. II Kelurahan Baranti 1 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

201 Hotmix jln. lanne selatan Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

202 Hotmix jln. A.cengkeh selatan Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

203 Rabat (setapak) lahan pekuburan islam baranti Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

204
Pembangunan toilet Masjid Mujahidin 

Muhammadiyah
Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

205
Hotmix jln. Mannennungeng lingk. III kelurahan 

baranti
Lingk. III Kelurahan Baranti -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

206 Penimbunan jalan
Jln. Satria lingk. Simae Kelurahan 

Dampanua
6x600 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

207 Pembangunan Duiker 

Jln. Deppung passeno II           (4 

unit), Jln. Merdeka passeno I (1 

unit) Kelurahan Duampanua

5 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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208 Pembangunan drainase

jln. Lakato, jln. Kanada, jln. 

Deppung + jln. Imam kale, jln. 

Ambo sima, jln. Nurtarbiah, jln. 

Pengairan Kelurahan 

Duampanua

7 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

209 Pagar kuburan
Lingk. Passeno I Kelurahan 

Duampanua
100 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

210 Pengadaan lampu jalan
Lingk. I, II, III Kelurahan 

Duampanua
20 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

211 Rabat beton
jln. Pesantren Kelurahan 

Duampanua
1500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

212 Rabat beton
jln. A. Cammi Kelurahan 

Duampanua
1000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

213 Rabat beton jln. KUD Kelurahan Duampanua 150 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

214
Pembangunan drainase sepanjang jalan kelurahan 

benteng
Kel. Benteng 3.000 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

215 pembangunan jalan ke lapangan (cor beton)
Lingk. Benteng Kelurahan 

Benteng
278 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

216 Pengadaan lampu jalan ke Pustu Benteng Kelurahan Benteng 4 tiang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

217
Penambahan lokasi kuburan lingkungan 

callaccu/Pengadaan Tanah

Lingk. Callaccu Kelurahan 

Benteng
-

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

218 Cor beton jalan andi mappangile Kel. Benteng 280 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

219 Pembangunan Duiker Kel. Benteng 4 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

220 Cor beton jalan pesantren selatan Kel. Benteng 2.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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221 Cor beton jalan K.H.Abd Muin Yusuf
Lingk. Benteng Kelurahan 

Benteng
1.500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

222 Cor beton jalan tangkoli
Lingk. Callaccu Kelurahan 

Benteng
1.500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

223
Cor beton jalan pesantren tengah tembus ke jalan 

cempaka

Lingk. Benteng Kelurahan 

Benteng
2.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

224 Cor beton jalan lantege
Lingk. Benteng Kelurahan 

Benteng
2.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

225 Cor beton jalan andi lanca
Lingk. Benteng Kelurahan 

Benteng
2.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

226 Cor beton jalan masjid
Lingk. Benteng Kelurahan 

Benteng
1.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

227 Cor beton kompleks pesantren
Lingk. Benteng Kelurahan 

Benteng
1.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

228 Cor beton jalan andi balla
Lingk. Callaccu Kelurahan 

Benteng
700 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

229 Duiker jln. Anggrek
Lingk. Benteng Kelurahan 

Benteng
2 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

230 Tanah timbunan Jalan Tani
Lingk. Callaccu Kelurahan 

Benteng
-

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

231 Talud Jln. Pesantren Panreng Panreng rijang 500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

232 Talud Jln. Bambu runcing (3 ruas jalan) Panreng rijang 1.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

233 Talud Jln. Lapangan Panreng rijang 4.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

234 Talud Jln. Kuburan Panreng lautang 1.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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235 Talud Jln. Tani Panreng lautang 2.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

236 Talud Jln. A. Pina sampai Jln. Sawah timur Panreng lautang 700 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

237 Gorong-gorong Jln. A. Pina sampai Jln. Sawah timur Panreng lautang 6 x 0,75 x 0,60 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

238 Gorong-gorong Jln. Nusa Panreng rijang 6 x 1 x 1 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

239 Cor Beton Jln. Pelita Panreng rijang 1.500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

240 Cor Beton Jln. Nusa Panreng rijang 500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

241 Cor Beton Jln. Kanroka Panreng lautang 200 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

242 Drainase Samping rumah p.sake Panreng lautang -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

243 Drainase Samping rumah pak aris Panreng rijang 200 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

244 Drainase Samping rumah Lasinia - Pak Haedar Panreng lautang 200 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

245 Perintisan Jalan Jln. Palakka Panreng rijang 1.200 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

246
Perintisan Jalan Jln. Bambu runcing sampai Jln. 

Pelita timur
Panreng rijang 500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

247 Perintisan Jalan Samping rumah P.Naje Panreng rijang 500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

248 Perintisan JalanSamping TK Panreng rijang 400 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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249 Perintisan Jalan Jln. Sawah sampai Jln. Kanroka Panreng rijang 1.000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

250 Pagar Pekuburan panreng Panreng rijang 30 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

251 Duiker Jln. Pendidikan (perbatasan manisa) 2 buah Panreng lautang 5 x 0,50 x 70 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

252 Duiker Jln. A. Pina Panreng lautang 5 x 0,50 x 60 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

253 Duiker Sebelah utara SMP manisa Panreng lautang 70 cm

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

254 Duiker Jln. Pendidikan (Jalan Ke SD 2 Benteng) Panreng lautang -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

255 Duiker Jln. Pendidikan I Panreng lautang -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

256 Duiker Sebelum jembatan Panreng lautang -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

257 Timbunan Sebelah utara Mesjid Ashabul Jannah Panreng rijang -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

258 Timbunan Jn. Pendidikan Panreng lautang 224 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

259 Timbunan Jln. Kuburan Panreng rijang 40 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

260 Pembangunan Mesjid "ASHABUL JANNAH" WC Kelurahan Panreng -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

261
Pembangunan Mesjid "ASHABUL JANNAH" Tempat 

wudhu
Kelurahan Panreng -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

262 Pembangunan Mesjid "ASHABUL JANNAH" Pagar Kelurahan Panreng -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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263 Pembangunan Mesjid "ASHABUL JANNAH" Menara Kelurahan Panreng -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

264 Paving Block Kantor Kelurahan Panreng Panreng rijang 140 m²

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

265 Drainase Jl. Handayani Kel. Manisa 200 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

266 Penimbunan tanah pemakaman lingkungan Tangkoli
Lingk. Tangkoli Kelurahan 

Manisa
90 m3

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

267 Talud dan timbunan lorong P. Lanto utara
Lingk. Tangkoli Kelurahan 

Manisa
100 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

268 Rehab jembatan kayu sungai saddang
Lingk. Kamp. Baru Kelurahan 

Manisa
20 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

269 Pembangunan Duiker jln. bonginge Lingk. Talumae Kel. Manisa 1 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

270 Talud dan timbunan jln. Pendidikan Manisa 110 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

271 Duiker jln. Talumae Kamp. Baru Kelurahan Manisa 1 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

272 Perbaikan saluran air bersih Lingk. Manisa Kelurahan Manisa ls

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

273 Talud dan timbunan Jjln. Prof. hasan langgulung Kamp. Baru Kelurahan Manisa 328 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

274 Rehab. Pagar kantor kelurahan Kel. Manisa 27 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

275 Rabat beton Jln. Prof. ahmad laidding Tangkoli Kelurahan Manisa 5.200 m2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

276 Lanjutan drainase saluran pembuangan talumae Lingk. Talumae Kel. Manisa 100 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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277 Pengadaan lampu jalan LED dan tiang besi biasa Kel. Manisa 30 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

278 Rabat Beton  Jalan YNPI
Lingk. Kamp. Baru Kelurahan 

Manisa
705 m2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

279
Lanjutan pembangunan drainase belakang kantor 

Desa Passeno

Dusun padacenga rijang Desa 

Passeno
-

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

280 Pembangunan duiker jln. Sawah Dusun Simpo Desa Passeno -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

281 Lanjutan pembangunan jln. Lanori/hj.raba Dusun Simpo Desa Passeno -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

282 Pembangunan gedung masyarakat Desa Passeno -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

283 Pembangunan duiker jln. Umpar (dekat poskamling)
Dusun Baranti Wattang Desa 

Passeno
-

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

284 Pembangunan duiker Jalan Tani H. Laebe Dusun Simpo Desa Passeno 6 x 2 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

285 Peningkatan Jalan Pengairan
Dusun Baranti Wattang Desa 

Passeno
1000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

286 Peningkatan Jalan Tani Tanggul Salo Batue
Dusun padacenga rijang Desa 

Passeno
5000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

287
Pembangunan Talud dan Timbunan Jalan Ikan mas 

dan Ayam Ras
Dusun Kessi Pute Desa Passeno -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

288
Pembangunan Jalan Tani antara Desa Passeno 

dengan Desa Tonronge
Dusun Simpo Desa Passeno 3500 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

289
Pembangunan Jembatan penghubung desa passeno 

dan kelurahan duampanua

Dusun Baranti Wattang Desa 

Passeno
6 x 25 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

290 Rabat Beton dan Talud Jalan Gotong royong
Dusun padacenga rijang Desa 

Passeno
200 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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291 Rabat Beton Jalan A. Pajjango
Dusun Baranti Wattang - Dusun 

Simpo Desa Passeno
2000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

292
Pembangunan Jembatan menghubungkan Desa 

Passeno - Desa Tonrong
Dusun Simpo Desa Passeno -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

293 Rabat Beton Depan Koramil - SMPN 3 baranti
Dusun Baranti Wattang - Dusun 

Padacenga Rijang Desa Passeno
800 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

294 Pengadaan Tiang Listrik Beton
Dusun Baranti Wattang Desa 

Passeno
-

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

295 Bedah Rumah Desa passeno 30 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

296 Pengadaan Lampu Jalan (sudah memiliki tiang) Desa passeno 10 buah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

297 Pengadaan Lampu Jalan LED dan Tiang Besi Biasa Desa passeno 10 buah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

298
Pengadaan Lampu Jalan LED dan Tiang Besi dan 

Beton
Desa passeno 10 buah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

299 Talud dan timbunan jln. Gotong royong Dea Desa Sipodeceng 1000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

300 Pembangunan Drainase Sekunder Dea Dea Desa Sipodeceng 1000 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

301 Drainase Saluran Pembuangan Dusun Dea Dea Desa Sipodeceng 200 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

302 Pembebasan Tanah Kantor Desa Padacenga Desa Sipodeceng Ls

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

303 Pembebasan Tanah Pekuburan Dea Dea Desa Sipodeceng Ls

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

304 Sarana dan Prasarana Majelis Taqlim Sipodeceng -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
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305 Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul Ashar Dea Desa Sipodeceng Ls

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

306 Jembatan sungai Sampie Sampie Desa Tonrongnge 2 km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

307 Perintisan Alternatif Kampung Baru dan Jembatan Kamp. Baru Desa Tonrongnge 2 km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

308 Rabat Beton seluruh Jalan Desa Tonronge Tonronge 3 km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

309 Pembebasan Lahan Pasar Desa Tonronge Ls

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

310 Perintisan Jalan Tani Lintas Desa Tonronge 2 km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

311

Pembangunan Jembatan Jalan poros Tonrong 

Rijang/Abbokongang depan Masjid Taufiq Tonrong 

Rijang

Jalan Pelita dusun mattonrong 

salo Kelurahan Duampanua
6 x 8 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

312

Pembangunan Jembatan Jalan Poros Tonrong 

Rijang/Abbokongang Perbatasan Desa Tonrong 

Rijang dengan Desa Abbokongang

Jalan Pelita dusun mattonrong 

salo Kelurahan Duampanua
4 x 7 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

313 Rabat Beton Dusun Mattonrong Salo
Dusun Mattonrong Salo/Tonrong 

Rijang Kelurahan Duampanua
2 km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

314

Pembangunan jembatan beton melintas saluran 

induk rappang menghubungkan desa tonrong rijang, 

desa tonronge, kelurahan duampanua dan desa 

rijang panua kec. Kulo 

Timoreng Ledeng/Dusun 

Tonrong Rijang Kelurahan 

Duampanua

4 x 20 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

315
Pembangunan jembatan beton perbatasan desa 

tonrong rijang kab. Sidrap dengan kab. Pinrang

Jalan Tani Dusun Mattonrong 

Salo Kelurahan Duampanua
1 unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

316 Penataan area pekuburan
Jln. Kuburan dusun mattonrong 

salo Kelurahan Duampanua
1 lokasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

317 Rehabilitasi jaringan drainase Primer Lingkungan 1 dan 2 5000 m               3.000.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

318 Pengadaan Tanah pekuburan Ling. bilae 500 M2                  750.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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319 Rabat Beton Jalan 
Lingk. Makkawarue & Lingk. 

Cenrana
2 km               2.200.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

320 Pembangunan Rabat Beton Timoreng Panua 5 KM               2.400.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

321
Pembangunan Jembatan Permanen Jln Lasake 

Tembus Ellegettae dan Lalebata
Dusun 1 Bulo Wattang 1 keg               2.500.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

322 Program Pembangunan Saluran Drainase Desa Bulo 3 KM                  500.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

323 Penyusunan master plan drainase Kota Rappang Rappang 1 paket                  150.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

324 Betonisasi jalan
Lingkungan 1 Kelurahan 

Rappang
2000 m               3.000.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

325 Betonisasi Lorong  samping SMP 1
Lingkungan 1 Kelurahan 

Rappang
500 m                  500.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

326 Perbaikan Lampu jalan
Lingkungan 1 dan 2 Kelurahan 

Rappang
40 titik                    60.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

327
Pembuatan Atap Serta Pemasangan Listrik dan 

Pengadaan Artileri

Sebelah Barat Gedung 

Masyarakat Kelurahan Rappang
1 Unit                    50.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

328 Betonisasi dan Drainase Lorong Jalan Andi Cengkeh 
Jl. Andi Cengkeh Kelurahan 

Rapang
500 m                  500.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

329 Pembangunan Rabat Beton

Lingkungan Muhajirin, Kampung 

Pisang, Rijang Baking Kelurahan 

Lalebata

1200 Meter                  972.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

330 Pembangunan Dekker

Lingkungan Muhajirin, Kampung 

Pisang, Rijang Baking Kelurahan 

Lalebata

15 Buah                  127.500.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

331 Pembangunan Drainase

Lingkungan Muhajirin, Kampung 

Pisang, Rijang Baking Kelurahan 

Lalebata

1500 Meter                  525.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

332 Pembangunan Jalan Baru
Lingkungan Rijang baking 

Kelurahan Lalebata
300 Meter                  250.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

333 Pengelolaan Areal Pemakaman
Lingkungan  Rijang Baking 

Kelurahan Lalebata
1 Keg                  200.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

334 Pengadaan Tiang Lampu Penerangan Jalan
Lingk. Bilae Kelurahan 

Macorawalie
5 Unit                    22.500.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

335 Pengadaan Tiang Lampu Penerangan Jalan
Lingk. Lt. Salo Kelurahan 

Macorawalie
5 Unit                    22.500.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

336 Drainase
Jl. A. Pariusi Kelurahan 

Macorawalie
1 KM                  750.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

337 Pengerasan Jl. Aspol Kelurahan Macorawalie 300 M2                    48.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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338 Talud Sungai
Sungai Rappang Kelurahan  

Macorawalie
2 Km2                  850.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

339 Pengerasan Jalan Jl. Lakko Kelurahan Macorawalie 100 M                    16.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

340 Pengerasan Jalan
Lingkungan Lautang Salo 

Kelurahan Macorawalie
1000M                  160.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

341 Talud Jalan Lingkungan 
Lingk. Makkawarue & Lingk. 

Cenrana Kelurahan Kadidi
4 km                  120.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

342 Pembangunan Talud Timoreng Panua 3 KM                  900.000.000 
Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

343
Rabat Beton Perbatasan Lalebata Sampai Kuburan 

(Jln Allegettae)
Dususn I Bulo Wattang 700 M                  500.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

344 Rehabilitasi Kantor Camat Kulo Kulo  LS 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

345
Rabat Beton Jalur 2 Desa Maddenra yang 

menghubungkan Desa Maddenra-Desa Kulo
Desa Maddenra 2 Km               1.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

346
Pembangunan Rabat Beton Jl. Poros Kulo 

Abbokongan (Alle Limpo)
Desa Kulo 1 Km               2.100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

347

Rabat Beton jalan  disamping pasar Kulo 

menghubungkan Dusun Anrelli dan Desa Rijang 

Panua

Desa Kulo 3 Km               3.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

348
Rabat Beton Menghubungkan Desa Abbokongang - 

Maddenra - Kulo

Desa Abbokongeng, Dusun 

Jampu
3 Km               3.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

349 Pembangunan Jembatan Tonrongnge-Abbokongeng Desa Abbokongeng 1 Unit                  700.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

350 Rabat Beton Jl.Abbokongang - Rijang Panua
Desa Rijang Panua, Dusun 

Tellang-tellang
4,5 Km               6.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

351 Rabat Beton Jalan Batu-Batu
Desa Mario, Dusun Puncak 

Harapan 
 2.500 M               1.700.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya,Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

352
Lanjutan Beton Jl.KTBD menghubungkan Desa Bina 

Baru -  Maddenra - Abbokongeng

Desa Bina Baru, Dusun Salo 

Indru
1.5 Km                  250.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

353 Pengadaan Tanah Kuburan Dusun Abbokongang 20 Are                  200.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat
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354
Rabat Beton Menghubungkan Desa Abbokongang 

Dengan Rijang Panua

Dusun Jampu Desa 

Abbokongang
1.8 Km               1.800.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

355
Rabat Beton Menghubungkan Desa Abbokongang 

dan Tonrong Rijang
Dusun Abbokongang 1 Km               1.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

356 Dueker + Timbunan Pilihan
Dusun Salo Indru Desa Bina 

Baru
1 Buah                    10.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

357 Jembatan Jalan Wala Bembe + Timbunan Pilihan
Dusun Salo Indru Desa Bina 

Baru
5 M Panjang                  180.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

358 Rehab Jembatan Jl.lompo Banga
Dusun Salo Indru Desa Bina 

Baru
4 X 8 Meter                  200.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

359 Drainase
Dusun I & Dusun II Desa Bina 

Baru 
450 Meter                  350.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

360 Peningkatan (Jl.Tani) Jalan Gerilyawan
Dusun salo tengnga Desa Bina 

Baru
250 Meter                  150.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

361 Beton Jalan. Lapangan
Dusun salo tengnga Desa Bina 

Baru
1,6 Km               8.000.000.000 

 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat 

362
Pembangunan Talud Jalan Poros Kulo Abbokongan 

(Alle Limpo)
Desa Kulo 1 Km               1.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

363 Lanjutan Drainase bendungan pangkiri ke selatan Desa Kulo 300 M
2                    80.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

364 Lanjutan Drainase Kelompok Tani Aju Pute Desa Kulo 1 Km                    85.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

365 Drainase Kelompok Jembatan II Desa Kulo 1 Km                  125.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

366
Pembangunan Talud dan Pengerasan jalan Tani 

samping rumah P. Dawi
Desa Kulo 700 m                  500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

367 Perintisan Jalan Hutan Desa Desa Kulo 1,5 Km                  120.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat
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368 Pembangunan Rabat Beton Desa Kulo 400 m                  500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

369 Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Kulo Desa Kulo 1 Unit                  500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

370 Pembangunan Drainase Desa Kulo 300 m                  250.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

371 Pembangunan Talud dan Timbunan Jalan Tani Desa Kulo 500 m                  275.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

372 Pembangunan Jembatan Desa Kulo 1 unit                  350.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

373 Drainase Perkampungan ke areal persawahan Dusun Wanio Desa Maddenra 1 Paket                  100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

374 Penimbunan Jalan Sarawae Dusun Wanio Desa Maddenra 1 Paket                    75.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

375 Pembangunan Sarana air bersih Desa Maddenra 1 Paket                  300.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat

376 Pembangunan Talud Jalan Pamrud Dusun Boddi Desa Mario  1.200 M                  175.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya,Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

377
Pengerukan Saluran Air depan Taman Makam 

Pahlawan 
Dusun Mario Desa Mario  2.500 M                  125.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya,Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

378 Pembangunan Talud Jalan Poros Kulo Dusun Mario Desa Mario  1.000 M                  150.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya,Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

379
Rabat Beton Jalan Samping Masjid Thaif tembus 

Jalan Pabrik
Dusun Poka Desa Mario  1.700 M                  800.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya,Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

380 Pembangunan Drainase Jalan Tani Poka Macege Dusun Poka Desa Mario  2.000 M                  700.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya,Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

381 Rabat Beton Jalan Lingkar SMK Neg.4 Sidrap 
Dusun Puncak Harapan Desa 

Mario
 2.000 M               1.200.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya,Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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382 Rabat Beton jl.Baco Cilaleng sampai jl. P.Landawi
Dusun Tellang-Tellang Desa 

Rijang Panua
500 M                  700.000.000 

 Dinas  Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat 

383 Rabat Beton jl.Poros Kulo Rijang Panua 2 Km               2.000.000.000 

Dinas  Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

384 Lanjutan Talud jl.Abbokongang
Dusun Tellang-Tellang Desa 

Rijang Panua
1,5 Km                  350.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

385 Lanjutan Talud jl.Poros Kulo Rijang Panua 1,5 Km                  350.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

386 Lanjutan Pembangunan Kantor Desa
Dusun Tellang-Tellang Desa 

Rijang Panua
17x20 M                  300.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

387 Pengadaan Lampu Jalan Rijang Panua 25 Buah                  875.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

388 Pembuatan Pagar Kuburan Bulu Dua
Dusun Macege Desa Rijang 

Panua
250 M                  230.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

389 Pembuatan Pagar kuburan Saykeramat
Dusun Macege Desa Rijang 

Panua
200 M                  200.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

390 Pengadaan Lampu Jalan Ponpes Nurusy Syifa
Dusun Macege Desa Rijang 

Panua
10 Buah                  350.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

391 Pengadaan Lampu Jalan Ponpes Arrazikun
Dusun Macege Desa Rijang 

Panua
10 Buah                  350.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

392 Pengadaan Tanah Tempat  Kegiatan Tribina Rijang Panua                    50.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

393 Pembangunan Kantor Kel. Pangkajene Kantor Lurah Pangkajene 1 Paket

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

394
Pengadaan lampu jalan LED dengan tiang besi + 

beton
Lorong dalam Kota Pangkajene 30 Tiang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

395 Jalan Rabat Beton dan 2 buah Dekker Jalan Lapadda Kel. Pangkajene 500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat
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396 Lorong Rabat Beton
Jalan A.Mappanyukki ( Barat 

Pasar) Kel. Pangkajene
200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

397 Jalan Rabat Beton
Jalan Andi Takko (Utara terminal) 

Kel. Pangkajene
200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

398 Jalan Rabat Beton
Jalan Wa’Mansure (Barat Pasar) 

Kel. Pangkajene
200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

399 Jalan Rabat Beton
Jalan.Lanto Dg Pasewang Kel. 

Pangkajene
700 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

400 Jalan Rabat Beton Jalan A. Nurdin Kel. Pangkajene 500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

401 Jalan Rabat Beton
Jalan Emmy Saelan Kel. 

Pangkajene
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

402 Jalan Rabat Beton
Jl. Ressang selatan sampai 

Jl.A.Noni Kel. Pangkajene
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

403 Jalan Rabat Beton
Jalan Sam Ratulangi (Masjid 

Quba) Kel. Pangkajene
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

404 Jalan Rabat Beton
Jalan Abidin Pido Kel. 

Pangkajene
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

405 Pembangunan Duekker
Jalan LDP  barat Rujab ke Utara 

Kel. Pangkajene

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

406 Pembangunan Duekker
Jalan Andi Ujeng Kel. 

Pangkajene

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

407 Pembangunan Duekker
Jalan Bau Massepe Kel. 

Pangkajene

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

408 Pembangunan Duekker
Jalan LDP (Kantor Lurah) Kel. 

Pangkajene

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

409 Pembangunan Duekker
Jalan LDP (Sudut Toko HK Ochi) 

Kel. Pangkajene

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat
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410 Pembangunan Duekker
Jalan LDP (Sudut Toko Sahid) 

Kel. Pangkajene

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

411 Pembangunan Duekker
Jalan Ressang (Depan 

Indomaret) Kel. Pangkajene
10 x 1,5 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

412 Pembangunan Saluran Drainase
Jalan A. Makkasau Kel. 

Pangkajene
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

413 Pembangunan Saluran Drainase
Jl. LDP (barat Rujab ke Barat) 

Kel. Pangkajene
700 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

414 Pembangunan Saluran Drainase
Jalan LDP (timur pasar sampai 

gelanggang) Kel. Pangkajene
700 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

415 Pembangunan Saluran Drainase
Jalan Andi Makkasau Kel. 

Pangkajene
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

416 Pembangunan Saluran Drainase
Jalan A. Maramat Kel. 

Pangkajene
700 M x 2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

417 Pembangunan Saluran Drainase
Jalan A. Bau Massepe Kel. 

Pangkajene
1.500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

418 Pembangunan Saluran Drainase
Jalan A.Nurdin (Utara SMP 1) 

Kel. Pangkajene
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

419 Pembangunan Saluran Drainase
Jalan Nene  Mallomo Kel. 

Pangkajene
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

420 Pengerukan Saluran Drainase
Jalan A. Nurdin (Timur Terminal) 

Kel. Pangkajene
500 M x 2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

421 Pengerukan Saluran Drainase
Jalan A.Makkasau (Utara SMP 1) 

Kel. Pangkajene
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

422 Pembangunan Sumur Resapan Kantor Lurah Pangkajene 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

423 Cor Beton

Perbatan Sereang Kp.Pakenya 

ke  Utara. (Dusun I KaniE) Desa 

Kanie

2.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat
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424 Cor Beton

Jalan Ambo Moma sampai Ke 

Kel. Kadidi (Dusun I KaniE) Desa 

Kanie

600 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

425 Cor Beton

Perbatasan KaniE ke Kel. Kadidi 

ke Desa Carawali (Dusun II 

KaniE) 

2.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

426 Cor Beton

Perbatasan Kel. Kadidi sampai 

pintu  Lacoki Desa kaniE (Dusun 

II KaniE)

2.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

427 Cor Beton
Samping SDN 3 Sereang sampai 

ke Pekuburan (Dusun II KaniE)
1.500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

428 Cor Beton
Jalan Pakenya Dusun I Desa 

Kanie
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

429 Rabat Beton
Jalan Ambo Hasan, Dusun II 

KaniE
1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

430 Rabat Beton
Jalan A. Lambogo (Dusun II 

KaniE)
2.500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

431 Rabat Beton Jalan A.Nohong (Dusun II KaniE) 1.000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

432 Rabat Beton Jalan Pakenya (Dusun I KaniE) 500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

433 Pembangunan Jembatan Permanen Lacoki Lacoki Dusun II KaniE 1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

434 Pembangunan Jembatan (Dusun II) Batas Desa KaniE – Kel. Kadidi 5 x 4 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

435 Lanjutan Drainase Dusun I Jalan Pakenya Dusun I LS

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

436
Pemasangan Paving Blok Jalan masuk Masjid Al 

Ikhlas
Masjid Al Ikhlas, Kp. Baru 100 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

437 Lanjutan Pembangunan Masjid  Nurul Sarqi, Dusun II Dusun II KaniE 1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat
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438 Pengerukan Drainase Jalan Domba dan jalan Anoa 600 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

439 Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Unta 200 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

440 Perbaikan Drainase Jalan Unta 400 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

441 Pembangunan Jalan Rabat Beton
Jalan Wala Baru (Depan SDN 

16)
150 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

442 Pengadaan tanah Kantor Kel. Wala Jalan Sultan Hasanuddin 1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

443 Pengadaan Duekker Jalan Unta 7 x 2 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

444 Pembangunan Jembatan permanen Jalan.Kuburan (Wala-Sereang) 5 x 6 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

445 Penambahan/Perluasan lokasi perkuburan Wala Lingkungan II 20 Are

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

446 Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Kuburan 170 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

447 Pengadaan lampu jalan Lingkungan I & II 30 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

448 Rabat Beton
Jl.Wolter Mongisidi (seb.barat 

RSU Nemal)
900 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

449 Rabat Beton (Perbatasan Ripit–Lakessi) Jalan Pengairan 100 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

450 Rabat Beton Jalan Wolter Mongisidi 650 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

451 Perintisan Jalan Lingkungan Jalan Pengairan 300 M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat
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452 Pengerukan Selokan Jl.H.Abu bakar -& Jl.A.Haseng 200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

453 Pembangunan Drainase
Jl.Gunung Bawakaraeng (Jl.ke 

OPD) 
1000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

454 Pembangunan Drainase
Jl. Semangka (Depan kantor 

Lurah)
1000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

455 Pembangunan Drainase
Jl. Jend.Purn.Anton Soewarjo 

(Polsek stadion ke Barat)
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

456 Pembangunan Drainase Galser/Rutan (Rutan ke Timur) 250 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

457 Pengerukan/Penggalian

Mulai Batas Kota MaritengngaE – 

WT. Pulu sampai ke Timur 

Pengairan)

400 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

458 Pengerukan/Penggalian
Cilellang (Pantasi – Panker) 

Saluran 
450 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

459 Pengerukan/Penggalian Soangnge Pembuangan ke Utara 350 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

460 Penimbunan
LK. II Soangnge Barat Honda ke 

Selatan
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

461 Penimbunan
Sambungan Jl.Tani ke timur 

tembus  Jl. Cilellang
450 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

462 Penimbunan Utara Rumah H. Basri 300 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

463 Penimbunan Galser (Jl.Ke Stasiun sampah) 350 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

464 Penimbunan Cenrana (Palekko Sidenreng) 250 M 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

465 Penimbunan
Perbatasan MaritengngaE, 

WT.Pulu - SMAN 11 Sidrap 
500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat
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466 Betonisasi Cenranae 300 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

467 Betonisasi Jalan Petani 2 200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

468 Betonisasi Jalan Ke Masjid Al Ikhlas 150 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

469 Betonisasi
Cilellang Galser – SMAN 11 

Sidrap
2500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

470 Betonisasi Jalan Lambe 300 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

471 Betonisasi Belakang Masjid Nurul Mustaqim 300 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

472 Betonisasi Jalan H. Usman Balo - Cilellang 350 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

473 Betonisasi Jalan Jembatan Kiru (Laidu) 250 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

474 Lampu jalan Jalan Semangka 15 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

475 Lampu jalan Jalan Gunung Bawakaraeng 25 Titik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

476 Rabat Beton Lorong Jalan Muhammadyah Dekat Rumah Sus Badrah 100 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

477 Lampu Jalan LK.I & II Kel Majjelling 10 Tiang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

478 Pembangunan. Drainase LK I & II Kel. Majjelling 1.500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

479 Pemb. Drainase Tambahan Ruas TPS 3R TPS 3R KSM Majjelling 10 x 10 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat
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480 Pembuatan trotoar jalan + Pintu Gerbang Pilot Projeck Jalan Pasar 300 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

481 Jembatan Permanen Desa Sereang 4x .... M2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

482 Betonisasi Dusun Salopadang Sereang 8000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

483 Pemb. Talud Sereang - KaniE Dusun Salopadang Sereang 5000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

484 Rabat Beton Jalan Tulip LK.I 500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

485 Rabat Beton Jl. Anggrek LK. I, Lr. H. Wellang 150 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

486 Rabat Beton
Jl. Jend. Sudirman LK. II 

Belakang Warkop Delta
200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

487 Rabat Beton Jl.Masuk Kampus STAI DDI 200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

488 Rabat Beton Jalan Melati 50 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

489 Pembangunan Drainase Jalan Tulip LK. I 500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

490 Pembangunan Drainase Jalan Anggrek LK. I 500 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

491 Pembangunan Drainase Jalan Melati 50 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

492 Pembangunan Drainase
Depan Masjid Alhusnah – tembus 

BTN Grya
100 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

493 Pembangunan Drainase Jl. Melati depan rmh La Rambo 200 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat
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494 Gorong-Gorong LK. I & II 12 Buah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

495 Gorong-Gorong Jalan Sakura 20 Buah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

496 Pembangunan Pagar Lapangan Hamelli Jl. Badak

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

497 Pagar Kuburan nene Mallomo Dusun V 1.800 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

498 Rabat Beton Dusun II dan III 1000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

499 Betonisasi 
Jalan Ponpes DDI Benteng Lewo 

Allakuang
1000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

500 Pembangunan Drainase Jalan Poros Soppeng Allakuang 1000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

501 Betonisasi
Jl.H.Mustamin-SMPN 5 

MaritengngaE-Larompong
2000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

502 Pembuatan Deukker
Jalan Domba Kel. Lautang 

Benteng

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

503 Rabat Beton Poros Talumae ke Kuburan Kel. Lautang Benteng 1 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

504
Perbaikan Jalan Tani Perbatasan Kec. Maritengngae 

dengan Watang Sidenreng
Kel. Lautang Benteng 4 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

505
Pengadaan Kantor UPTD Bapenda Kec. 

Maritengngae
Kec. Maritegngae

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

506 Pengerukan Drainase JL.  Domba/Anoa Kel. Wala 600 m2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

507 Pembangunan Jalan Rabat Beton Kel. Wala 200 m2

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat
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508 Pembangunan Kantor Camat Panca Lautang Kec. Panca lautang 1 Paket
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

509
Pembebasan Lahan untuk tempat pembuangan 

Sampah
Kec. Panca lautang 10 x 10 m

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

510 Rabat Beton
Alesalewo – Lajonga Desa 

Allewalewo
7 Km               5.000.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

511 Talud Jalan Poros Alesalewo Desa Alesalewo Ke Desa Teteaji 5 Km                  250.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

512 Rabat Beton
Dusun II Cellengeng Riase ke 

Wanio
7 Km               5.000.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

513 Pembangunan Jembatan Dusun I dan II Allesalewo 5x8 Meter                  300.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

514 Talud Jalan Tani
Dusun II Cellengeng Desa 

Allesalewo
1 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

515 Jalan Beton Ruas Desa Lise-Alesalewo
Dusun II Amessangeng Desa 

Lise
1 Km               1.000.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

516 Pembangunan Drainase Jalan Poros Lise - Corawali Dusun I dan II Desa Lise 3 Km                  300.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

517 Pembangunan Pagar Sumur Simpuru Besi
Dusun II Amessangeng Desa 

Lise
150 Meter                    85.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

518 Pembangunan Pagar Pekuburan Dusun I Sukeppe Desa Lise 250 Meter                  150.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

519
Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Umum 

Rest Area
Dusun II Desa Corawali 1 Hektar               1.500.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

520
Pembangunan Infrastuktur Perdesaan Rabat Beton 

Depan Pasar Bilokka
Dusun I Desa Corawali 4.000 m2               1.200.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

521 Perintisan Jalan Melingkar, Wisata Desa Bulu Jampu Dusun II Desa Corawali 1 Paket                  500.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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522
Pengadaan Lampu Jalan Biasa dengan tiang besi 

biasa
Dusun II Desa Corawali 20 Titik                    90.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

523 Pembangunan Jembatan Gantung
Dusun Labempa Desa Wanio 

Timoreng
4x35 m                  450.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

524 Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Wanio Timoreng - Wanio 3,000 m                  500.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

525
Pembangunan Paving Blok Jalan Masuk SMPN 2 

Panca Lautang
Wanio Timoreng 330 m                  150.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

526 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Tani Wanio Timoreng 3.000 m                  500.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

527 Drainase Jalan Poros Desa Wanio Timoreng Wanio Timoreng 1500 m                  250.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

528
Pembangunan Quba dan Falpon Masjid Taqwa 

Labempa

Dusun Labempa Desa Wanio 

Timoreng
Ls                  250.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

529 Pembangunan Jembatan Permanen
Dusun Maniang Salo & Dusun 

Botto Desa Wanio
5x17 & 3x15 m                  750.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

530
Hotmix Jalan Masuk Pondok Pesantren Al-Wahid 

Pape
Dusun Botto Desa Wanio 200 m                  500.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

531 Lanjutan Rabat beton Cenrana - Bilokka
Dusun I Pakkasaloe Desa 

Cenrana
1 Km               1.000.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

532 Drainase dan Duikker Jalan Desa Cenrana - Bilokka 200 meter                  500.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

533 Pembangunan Jembatan Permanen
Dusun Bingkulu & Padaelo Desa 

Bapangi
9x5 Meter                  150.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

534 Rabat beton Bapangi - Wanio
Dusun Bingkulu & Padaelo Desa 

Bapangi
9 Km               7.000.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

535 Pengadaan Air Baku Dusun Bingkulu Desa Bapangi Ls  - 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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536 Pembangunan Drainase
Dusun Bingkulu & Bapangi Desa 

Bapangi
1,000 Meter                  250.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

537 Pembangunan Talud Desa Bapangi 10 Km                  300.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

538 Pembebasan Lahan untuk perluasan kantor Desa Desa Bapangi
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

539 Lanjutan Pembangunan Kantor kelurahan Bilokka Ling.Bilokka 1 Unit                  250.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

540 Pembangunan Drainase Kelurahan Bilokka 1,000 M                  250.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

541 Lampu Jalan Kelurahan Bilokka 50 Titik                  100.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

542 Pembangunan Saluran Drainase
Lingk. Orai Salo Kelurahan 

Wette'e
3,000 M                  250.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

543 Pembebasan tanah lapangan sepak bola Kel. Wette'e
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

544 Rabat beton Wette'e
Lingk.Cilellang & Orai Salo 

Kelurahan Wettee
2,000 M                  400.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

545 Rehab Kantor Kelurahan Wette’e
Lingk.Cilellang & Orai Salo 

Kelurahan Wettee
1 Unit                  200.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

546 Lanjutan Pembangunan Gedung Masyarakat Lingk.Orai salo Kelurahan Wettee 1 Unit                  250.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

547 Pengadaan Lampu jalan
Lingk.Cilellang & Orai Salo 

Kelurahan Wettee
20 Unit                    90.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

548 Peningkatan Jalan (tani)
Lingk.Cilellang & Orai Salo 

Kelurahan Wettee
2,000 M                  500.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

549 Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Hidayah Lingk.Cilellang Kelurahan Wettee Ls                  100.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
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550 Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Falah Kelurahan Wettee Ls                  100.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

551 Pembangunan Kantor Kelurahan Lajonga Lingkungan II Kelurahan Lajonga 1 Unit                  500.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

552 Pembangunan Jembatan Permanen
Lingkungan I BS34 Kelurahan 

Lajonga
1 Unit                  200.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

553 Rabat Beton Lajonga - Alesalewoe Lingk.I dan Lingk.II 3,000 M                  250.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

554
Rehabilitas/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan 

(Timbunan)

Lingk.I dan Lingk.II Kelurahan 

Lajonga
1,500 M                  300.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

555 Pengadaan lampu Jalan
Lingk.I dan Lingk.II Kelurahan 

Lajonga
20 unit                    50.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

556 Rabat Beton
Lingk.I dan Lingk.II Kelurahan 

Lajonga
3,000 M                  250.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

557 Pembangunan Duiker
Lingk.I dan Lingk.II Kelurahan 

Lajonga
4 Unit                    25.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

558 Penimbunan Jalan Lingkungan
Lingk.I dan Lingk.II Kelurahan 

Lajonga
2,000 M                  250.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

559 Pembangunan Jalan kelurahan Lajonga 1,500 M                  300.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

560 Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Lingk.II Kelurahan Lajonga 35 M                  150.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan, dan Perumahan Rakyat

561 Jalan Beton Cempa- Batareng Desa Tanatoro 4 Km  LS 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

562

Peningkatan Jalan Poros Ex UPT Lampiring 

Kelurahan Batu menghubungkan Ex UPT Tana Toro 

Desa Tanatoro Kecamatan Pitu Riase Kawasan 

Transmigrasi Pitu Riase

Desa Tanatoro 18 Km  LS 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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563
pembangunan jembatan permanen Sungai 

Karondang

perbatasan bolapetti - walawala, 

Desa Leppangeng
4 x 55 m

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

564 Cor Jalan Beton Poros Compong - Leppangeng Dusun I & IV, Desa Compong 8 KM
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

565 Pembangunan jembatan sungai mula Dusun I Lombo, Desa Lombo 5 x 18 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

566 pembangunan hotmix JL. Jolengnge
dusun IV bila riase, Desa Bila 

Riase
1 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

567
pembangunan jembatan Sungai Lapao Bila Riase-

Lagading

dusun I bila riase, Desa Bila 

Riase
5 x 12 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

568 Cor Beton / Peningkatan infrastruktur jalan Desa Belawae 3 km
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

569
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN ( 

PEMBANGUNAN JALAN BETON )
Desa Buntu Buangin 1.070 Mtr

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

570 Pembangunan/rehabilitasi jalan (cor beton)
Dusun I & Dusun II, Desa 

Dengeng-Dengeng
2 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

571 rabat Beton Desa Bola Bulu 3 Km
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

572 Peningkatan Infrastruktur Jalan (Cor Beton) Desa Lagading 5 Km
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

573 Peningkatan Infrastruktur Jalan (Cor Beton) Desa Botto 2.8 Km
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

574 Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Ds. Dengeng-dengeng 3 Titik                  900.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

575 Pembangunan kantor BPD Dusun I Desa Dengeng-dengeng 1 Unit                  250.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

576 Pembangunan lanjutan jembatan gantung banggoa
Dusun II & Dusun IV Desa 

Dengeng-dengeng
3 x 17 M                  450.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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577 pembangunan jembatan gantung dale Dusun I Dengeng-dengeng 35 x 2 M               3.000.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

578 pembangunan plat deker jalan poros desa Dusun I 3 Unit                  150.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

579 Jembatan Permanen Salo maula Dusun IV Desa Compong 5 x 20  M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

580
Pembangunan Taman, Lapangan upacara, fasilitas 

parkir dan WC
Dusun I Desa Compong 40 x 40 Meter

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

581 Jembatan lappa poros lagading-bila Bila Lagading 12 Meter
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

582 Jembatan Gantung Mallanrang Lagading Dusun I Lagading 80 Meter
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

583 Pemb. Pagar masjid Al-Hijrah Dusun I Lagading 170 Meter
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

584 Pemb. Pagar masjid JabalNur
Dusun II Malongka Desa 

Lagading
150 Meter

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

585 Pemb. Paving masjid Al-Hijrah Dusun I Lagading 40 x 30 Meter
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

586 Pemb. Paving masjid JabalNur
Dusun II Malongka Desa 

Lagading
20 x 20 Meter

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

587 pembangunan drainase Desa Lombo 500 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

588 pengadaan tanah perkuburan Desa Lombo 100 M²
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

589 pengadaan lampu jalan Desa Lombo 100 M²
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

590 Peningkatan jalan poros barukku tana toro
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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591 Peningkatan jalan poros barukku tana toro
Lingkungan I Barukku Kelurahan 

Batu
1 KM

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

592 pembangunan jembatan jln. Kuburan sungai kanro
Lingkungan IV Bola Bulu 

Kelurahan Batu
4 x 6 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

593 pembangunan jembatan salo tangnga
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu
4 x 6 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

594 rabat beton
Lingkungan 3 Wala Kelurahan 

Batu
3 KM

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

595 pembangunan jembatan gantung sungai lampiring
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu
150 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

596 pembangunan jembatan permanen barukku-tanatoro
Lingkungan I Barukku Kelurahan 

Batu
120 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

597 perintisan jln. Barukku - wala
Lingkungan Salopalakka 

Kelurahan Batu
6 KM

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

598 perintisan jln. Lingkungan V - Lingkungan VII
Lingkungan V Labobo Kelurahan 

Batu
2 KM

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

599 Drainase lingkungan 1
Lingkungan I Barukku Kelurahan 

Batu
1 KM

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

600 Pengadaan lampu jalan
Lingkungan III Wala Kelurahan 

Batu
20 TITIK

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

601 drainase
Lingkungan IV Bola Bulu 

Kelurahan Batu
500 METER

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

602 sumur BOR
Lingkungan IV Bola Bulu 

Kelurahan Batu
2 TITIK

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

603 perintisan jalan ke air terjun mamaca
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

604 rabat beton
Lingkungan IV Bola Bulu 

Kelurahan Batu
200 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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605 sambungan perpipaan
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu
400 M

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

606 perintisan jln. Produksi pelleng loloe
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu
2 KM

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

607 pengadaan air bersih /PAMSIMAS
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

608 pemasangan lampu jalan di kelurahan batu Tersebar 30 TITIK
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

609 pembangunan rumah jabatan lurah Kelurahan Batu 1 UNIT
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

610 Rehab Jembatan Gantung Dusun I Botto 1 Unit
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

611 hotmix jalan penghubung salo callu Dusun I Botto 5 KM
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

612 pembangunan 2 unit jembatan Dusun III Labekkang Desa Botto 2 Unit
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

613
pengecoran jln. Poros dari dusun III labekkang ke  

desa bola bulu
Dusun III Labekkang Desa Botto 3 KM

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

614 perintisan jalan Dusun IV Loka-lokae Desa Botto
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

615 talud depan rumah P. lalla Dusun III Labekkang Desa Botto 100 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

616 talud depan kantor desa Dusun III Labekkang Desa Botto 200 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

617
pembangunan jembatan penghubung dusun IV loka-

lokae ke desa bulucenrana
Dusun IV Loka-lokae Desa Botto

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

618
pengecoran jln. Poros dari dusun IV loka-lokae ke 

desa  betaao
Dusun IV Loka-lokae Desa Botto 2 KM

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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619 Pengecoran jaalan poros Desa Botto 2 KM
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

620 lanjutan pembangunan masjid Desa Botto
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

621
pelebaran jalan dusun V toddang Asa ke Desa 

Bolabulu

Dusun V Toddang Asa Desa 

Botto

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

622 pengecoran jalan poros ke desa Bila Riase Dusun VI Bendung Desa Botto
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

623 Talud Dusun VI Bendung Dusun VI Bendung Desa Botto
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

624 Lanjutan pengecoran jalan poros betao Desa Botto
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

625 pagar masjid dusun vi bendung Desa Botto
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

626 Jembatan pasenne Dusun III Labekkang Desa Botto
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

627
pembangunan jembatan gantung dari dusun III 

Labekkangke desa  Bila Riase
Dusun III Labekkang Desa Botto

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

628
pembangunan lahan perkuburan dusun V Toddang 

Asa

Dusun V Toddang Asa Desa 

Botto

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

629 pembangunan PAMSIMAS Dusun VI bendung Dusun VI Bendung Desa Botto Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

630 Pengecoran jalan SDN 9 Bila Dusun VI Bendung Desa Botto
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

631 pembangunan drainase jalan desa
dusun I bolapetti Desa 

Leppangeng
2000  Meter                  500.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

632 pembangunan jembatan permanen sungai laburuk
dusun I bolapetti Desa 

Leppangeng
9 Meter                  500.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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633 pembangunan/rehab masjid se-desa leppangeng Se-desa leppangeng 8 Masjid                  400.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

634 pembangunan kantor desa leppangeng
dusun I bolapetti Desa 

Leppangeng
1 Unit                  350.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

635 Rehab Mesjid se Desa Leppangeng
Desa Walawala Desa 

Leppangeng

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

636 Pembangunan paving block lapangan upacara siswa
SMPN 2 Pitu Riase Desa Bila 

Riase
30 M                    50.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

637 Pembangunan rabat beton Dusun IV Bila Riase 500 M               2.500.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

638 Program Penerangan Jalan (Lampu Tenaga Surya) Buntu Buanging 30 Unit  450 Jt 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

639 Jembatan Bulu Cenrana Dongi-Ajibissue
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

640 Jembatan Kalempang dan Saluran Kalempang 5 x 8
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

641 Rabat Beton Jalan poros Betao Riase Betao Riase
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

642 Jalan Beton semua Desa/Kelurahan
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

643 a. Rabat Beton Jalan desa
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

644 b. Jalan Beton
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

645
Pembangunan jembatan permanen sungai Bulu 

Cenrana
Bulu Cenrana 70 x 6,5 m               8.500.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

646 Cor Baton Jalan Poros Desa Sumpang Mango-Otting
Dusun I Lokabatue Desa 

Ajubissue
4,6 KM               4.600.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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647 Rabat  Baton Jalan Poros Salobukkang- Kandiawang
Dusun III Kandiawang Desa 

Ajubissue
 3, 5 KM               3.000.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

648 Talud/ Drainase
Dusun I Lokabatue Desa 

Ajubissue
2 KM                  500.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

649
Pembangunan cor beton Jalan penghubung dusun 4 

makkoring utara dan desa damai

Dusun 4 Makkoring Utara Desa 

Lasiwala
3 km               9.000.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

650
Jembatan penghubung dusun 2 makkoring dan 

dusun 4 makkoring utara

Dusun 2 Makkoring Desa 

Lasiwala
1 unit                  200.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

651
Pembangunan cor beton jalan penghubung 

campaniang dan anabannae

Dusun 3 Campaniang Desa 

Lasiwala
4 Km             12.000.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

652
Pembangunan cor beton Jalan penghubung dusun 4 

makkoring utara dan desa damai

Dusun 4 Makkoring Utara Desa 

Lasiwala
3 km               9.000.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

653 Lampu jalan Biasa Desa Lasiwala 100 unit                  250.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

654
Jembatan penghubung dusun 2 makkoring dan 

dusun 4 makkoring utara

Dusun 2 Makkoring Desa 

Lasiwala
1 unit                  200.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

655 Hotmix jalan dusun 1 lasiwala Dusun 1 Lasiwala 3 km               3.600.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

656 Talud dan pengerasan jln pekuburan baru makkoring
Dusun 2 Makkoring Desa 

Lasiwala
1 km                  650.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

657 Pembangunan mushollah
Dusun 2 Makkoring Desa 

Lasiwala
1 unit               3.600.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

658 Talud lorong pansimas
Dusun 2 Makkoring Desa 

Lasiwala
1 km                  350.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

659
Peningkatan Jalan Poros Otting Anabanna (Rabat 

Beton)
Otting 1,5 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

660 Drainase Jalan Poros Otting  Lancirang 
Otting, Ajubissue, Sumpang 

Mango
3 Km

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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661 Rabat Beton Jalan Mangga Dusun I Otting 1 Km
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

662 Dongi

663 KLP Tani Mattuju Laleng

664 Pembangunan Drainase Lapangan “Merdeka” Dusun 2 Dongi 600 M                  250.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

665 Rabat Beton JL. Kecamatan Lintas Desa Sumpang Mango 5 KM               4.200.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

666 Rabat Beton Tana CellaE - Sumpang mango Sumpang mango 2 KM               1.500.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

667 LAMPU JALAN BULUCENRANA 50 TITIK                  500.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

668 PEMBANGUNAN JALAN BETON BULUCENRANA 10 KM               9.500.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

669 PENGKRIKILAN JALAN BULUCENRANA 10 KM               1.000.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

670
JEMBATAN PERMANEN PENGHUBUNG KEC.PITU 

RIAWA KE KEC. PITU RIASE
DESA BULUCENRANA 2 UNIT               5.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

671
DEKKER DAN SALURAN PEMBUANGAN DEPAN 

RUMAH Hj. JAYYA
DUSUN VI BULUCENRANA 1 UNIT DAN 100 M                  125.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

672 PENIMBUNAN JALAN DUSUN DUSUN VI BULUCENRANA 1.000 M                  350.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

673 PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN
DUSUN III BOTTOLITA 

BULUCENRANA
3 UNIT                  350.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

674
DRAINASE DAN SALURAN PEMBUANGAN 

SAMPING RUMAH RASI NURU

DUSUN III BOTTOLITA 

BULUCENRANA
1 DAN 100 M                  145.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

675
PERINTISAN JALAN PENGHUBUNG PARAJA KE 

DESA BETAO RIASE
Desa Kalempang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Pembangunan Drainase 400 M                  150.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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676 PEMBANGUNAN JEMBATAN SALU SA'A Desa Kalempang
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

677 PERBAIKAN JALAN GANTUNG Desa Kalempang
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

678 PENGADAAN GENGSET MASJID DUSUN I,II,III Desa Kalempang
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

679 BETONISASI JALAN KABUPATEN ANNABANNAE-LASIWALA 4 KM               3.000.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

680 PENGKERIKILAN JALAN ANNABANNAE-LAPAJIKKI 3 KM                  200.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

681 REHALIBITASI BENDUNG LARA LOKAE ANNABANNAE LS                  300.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

682 RABAT BETON ANNABANNAE-OTTING 3 KM               3.000.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

683 PENGADAAN LAMPU JALAN DENGAN TIANG ANNABANNAE 50 TITIK                    75.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

684 Jembatan Permanen Jalan Kuburan
Lingkungan II Kelurahan 

Lancirang
8 x 5 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

685 Pengadaan Tiang Listrik 
Lingkungan I Kelurahan 

Lancirang
3 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

686 Pamsimas/Tower Lingkungan II dan Lingkungan III
Lingkungan II dan Lingkungan III 

Kelurahan Ponrangae
4 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

687 Pembangunan Drainase
Jalan Kampung Baru Kelurahan 

Ponrangae
1500 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

688
Penimbunan Jalan penghubung antara BTN dan 

Kampung Baru 

Lingkungan II Kelurahan 

Ponrangae
700 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

689
Penimbunan Jalan Belakang sekolah tembus Jalan 

Veteran

Lingkungan II Kelurahan 

Ponrangae
500 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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690 Pengerasan Jalan Lingkungan III
Lingkungan III Kelurahan 

Ponrangae
500 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

691 Penimbunan Jalan Mente depan Puskesmas
Lingkungan II Kelurahan 

Ponrangae
500 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

692 Perluasaan Mesjid Babul Jannah
SMU Pitu Riawa Kelurahan 

Ponrangae
80 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

693 Perbaikan Jl. Ahmad Dongi
Lingkungan I Kelurahan 

Ponrangae

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

694 Pembuatan Jembatan Lapokki
Lingkungan I Kelurahan 

Ponrangae
1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

695 Pembuatan Jembatan Jalan isi alam
Lingkungan I Kelurahan 

Ponrangae
1 Unit

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

696 Rabat Beton Mampise Ke Salo Callu dan talud
Dusun I Mampise ke Dusun IV 

Salocallu Desa Betao
4 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

697 Rabat beton dan Talud Mampise ke Kalempang
Dusun I Mampise Ke Kalempang 

Desa Betao
7 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

698 Pengecoran Jalan Poros Desa Betao Riase Desa Betao Riase 12 Km
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

699 Pembangunan Jembatan Labaje Dusun I Betao Desa Betao Riase
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

700 Drainase Jalan Poros Desa Betao Riase 300 meter
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

701 Pengecoran Jalan Melingkar SD 4 Betao
Dusun V Daunparue Desa Betao 

Riase
500 meter

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

702
Perkuatan Talud Sungai atau saluran Pembuangan 

dengan Menggunakan Bronjong
Uluale 250 meter                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

703 Pembuatan Embung Toddang Gerungkung
Dusun I dan Dusun II Desa 

Lainungan
1 Unit                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

704 Pembuatan Embung Wisata Kulua
Dusun I dan Dusun II Desa 

Lainungan
1 Unit                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
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705
Pembuatan dan Penampungan Air (Cekdam) 

mengaliri sawah 20 Ha
Desa Buae 1 Unit                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

706
Perkuatan talud Sungai / Saluran Pembuangan 

Dengan Pasangan batu samping SD 2 Arawa
Dusun II Buae 500 M                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

707 Pipanisasi Air Sungai (Salo Karajae) Dusun II Buae 500 M                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

708 Pembangunan Embung Teppo Ladangkang
Dsn II Pabbaresseng Desa 

Mattirotasi
1 Unit                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

709 Pembangunan Embung Teppo Pangisorengnge
Dsn II Pabbaresseng Desa 

Mattirotasi
1 Unit                  350.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

710 Pembangunan Embung Wae Cekke II
Dsn II Pabbaresseng Desa 

Mattirotasi
1 Unit                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

711 Pembangunan Embung Wae Salesoe
Dsn II Pabbaresseng Desa 

Mattirotasi
1 Unit                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

712
Pembangunan saluran irigasi sebelah selatan SDN 3 

Carawali
Dusun I Ciro-ciroe 300 meter                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

713 Pintu air bendungan sungai Cellie Dusun II Mattiro Desa Ciro-ciroe 1 pintu                    50.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

714
Rehab saluran irigasi tersier lining BK 8-9 dan BK 10-

12

Dusun I Ciro-ciro & Dusun II 

Mattiro Desa Ciro-ciroe
500 meter                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

715 Pembuatan Lining Saluran Sekunder BK3-4
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
1 Km                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

716 Lining Saluran Pembuatan sekunder Kanyuara
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
4 Km                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

717 Normalisasi Saluran Sekunder BK.4a Lk. I sidenreng
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 Km Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

718 Normalisasi Saluran Tersier Kelompok Tani 
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
500 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

719
Peningkatan Jaringan Irigasi (Lening) Saluran 

Bombong
Dusun 1 Aka-akae 2 Km               1.900.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

720 Pengerukan Cekdam Dusun Bulukunyi Dusun Bulukunyi Desa Talawe -  LS Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

721 Pengerukan Cekdam Dusun III Desa Damai Ls Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

722 Pembangunan irigasi Persawahan Desa Mojong 2 KM               1.400.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

723 Pembangunan Bronjong Desa Mojong 500 Meter                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

724 Perkuatan Talud Salo Padang
Dusun IV Bampengnge Desa 

Kalosi Alau
500 Meter                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

725
Pengerukan dan Perbaikan Saluran Drainase Kel. 

Tanru Tedong

Jl. A. Nohong Kelurahan Tanru 

Tedong
100 Meter Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

726 Pengerukan Irigasi sal. Pembuang Salo Pokko Jl. Pekuburan Desa Kalosi 500 meter                    60.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

727 Penggarukan Saluran Pembuangan Mase-mase 4 Dusun I Desa Taccimpo 500 M                  100.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

728 Lanjutan Saluran Pembuangan BL 6 Dusun I Desa Taccimpo 250 M                  125.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
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729 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun I Cenrana
Dusun I Cenrana Desa 

Salobukkang
500 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

730 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun II Pakkasalo
Dusun II Pakkasalo Desa 

Salobukkang
500 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

731 Pengerukan Salu Nase Dusun III Desa Padangloang 1,5 Km Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

732 Peningkatan Saluran Irigasi dekat SMA 3 Sidrap Lingk. III Kelurahan Salomallori 2 Km Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

733 Perbaikan pintu air Lingk I Kelurahan Lawawoi 1 unit Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

734 Rehabilitasi berat saluran sekunder irigasi Lingk. I Kelurahan Lawawoi 1 Km Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

735 Pengerukan saluran Air D.I Arateng
Lintas Kel. Arateng dan Kel. 

Toddang Pulu
Ls Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

736 Pengerukan Saluran Sekunder Pemantingan
Lingk.II Perinyameng Kelurahan 

Baula
1 Km                  500.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

737 Pengerukan Saluran Gendong BSI 18 Lintas Kelurahan Baula 3 Km                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

738 Pemasangan Bronjong Sungai Pajalele
Lingkungan I dan II Kelurahan 

Pajelele
1.500 meter                  300.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

739 Rehabilitasi Bendungan D.I Lasama Lingkungan I Kelurahan Pajelele 1 Unit                  500.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

740 Peningkatan D.I Caramele Dusun II Larua Desa Teppo 2 Km Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

741
Penguatan Pinggir sungai ulu galung dengan 

menggunakan bronjong
Dusun II Larua Desa Teppo 1 Km Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

742 Pengerukan Saluran Air Toddang Pulu
Lintas Kel Arateng - Toddang 

Pulu Kelurahan Toddang Pulu
0 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

743 Saluran Irigasi dari Bulo Timoreng Panua 1 KM                  500.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

744 Bronjong Sungai Dekat Rumah Samir Jln Lakende Dusun II Bulo Wattang 200 M                  300.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

745 Rehabilitasi Saluran Tersier (Daerah Irigasi Saluran )
Depan Rumah Leppangge Desa 

Bulo
300 M2                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

746
Perkuatan Talud Sungai atau saluran pembuang 

dengan menggunakan Bronjong

Lanjutan Talud  Jalan SMP 5 - 

Sampai Batas Desa Timoreng 

Panua Desa Bulo

350 M2                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

747 Rehabilitasi Saluran Tersier (Daerah Irigasi Saluran )
Belakang Rumah Leppangge 

Desa Bulo
300 M2                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

748
Lanjutan Leaning Saluran Muka Belakang Sisi 3 

Kanan satu dan Pembangunan Box Tersier
Desa Mario, Dusun Boddi  2.000 M                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

749
Lanjutan pembangunan bronjong Sungai Kulo 

sebelah barat jembatan Kulo
Desa Kulo 200 M

2                  450.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

750 Pembangunan Bronjong di jembatan kaboe Desa Kulo 650 m
3                  450.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

751 Lanjutan Bronjong Sungai Tippulu Desa Kulo 650 m
3                  600.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

752
Rehab  Bendungan Cenreanging dan Pengerukan 

Penampungan air

Dusun Maddenra Desa 

Maddenra
1 Paket               1.200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

753
Pemasangan Bronjong belakang Kantor Desa 

sampai belakang Poskesdes
Rijang Panua 100 M                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

754 Leaning Tersier/Jaringan irigasi Maluku Dusun II KaniE 2.000 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
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755 Leaning Tersier Jalan CempaE Dusun II KaniE 1.000 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

756 Lanjutan Tersier/Leaning (Dusun II)
Jalan Poros Rappang – 

Pangkajene Desa Kanie
500 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

757 Jaringan Tersier (Dusun II )
Belakang Masjid Nurul Jamah 

Desa Kanie
1.000 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

758 Pengerukan Sungai Wala - Sereang 3 KM Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

759 Pengerukan bendungan Dusun II Takkalasi 1 Unit                  200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

760 Pembuatan Pintu Air Dusun II Takkalasi 1 buah pintu                    50.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

761 Pemb. Leaning BB1,BB4, BB41 dan BB3 Dusun I Sereang 6000 M Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

762 Pembangunan Bendungan Lonrang Dusun III Sereang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

763 Pengerukan Sungai
Dusun I,II,III dan IV Desa 

Allakuang
                 200.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

764 Pembangunan Bronjong Pinggir sungai Bilokka Wanio Timoreng 700 meter                  800.000.000 Dinas Pengelolan  Sumber Daya Air

765 Pembangunan Jaringan irigasi Wanio Timoreng 900 meter                  400.000.000 Dinas Pengelolan  Sumber Daya Air

766 Rehab bendungan Irigasi
Dusun I Pakkasaloe Desa 

Cenrana
1 Unit               1.000.000.000 Dinas Pengelolan  Sumber Daya Air

767 Penggalian Saluran Sekunder Bapangi Bapangi                  500.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

768 Pengerukan Bendungan Jenna’e Dusun Bingkulu Desa Bapangi Ls                  100.000.000 Dinas Pengelolan  Sumber Daya Air

769 Pengerukan Saluran Pembuang Kelurahan Bilokka 500 m                  200.000.000 Dinas Pengelolan  Sumber Daya Air

770 Pembangunan Bronjong Sungai Bilokka
Lingkungan Bilokka Kelurahan 

Bilokka
1,000 M                  200.000.000 Dinas Pengelolan  Sumber Daya Air

771 Lanjutan bronjong sungai Bilokka Lingk.Cilellang Kelurahan Wettee 700 M                  500.000.000 Dinas Pengelolan  Sumber Daya Air

772 Pembangunan Talud Pinggir Sungai
Lingk.Cilellang & Orai salo 

Kelurahan Wettee
500 meter                  300.000.000 Dinas Pengelolan  Sumber Daya Air

773 pengadaan air bersih /PAMSIMAS Lingkungan V Labobo, Kel. Batu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

774 pengadaan air bersih Desa Lombo Skala desa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

775 pembuatan bak penampungan air
Lingkungan IV Bola Bulu 

Kelurahan Batu
1 BUAH Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

776 pembangunan PAMSIMAS Dusun VI bendung Dusun VI Bendung Desa Botto Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

777 Saluran tersier dusun 1 lasiwala dusun 1 lasiwala 1,5 km               1.050.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

778 Pengerukan sungai bakke’e dusun 1 lasiwala 2 km               1.000.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

779 BRONJONG

DUSUN I 

BULUCENRANA,DUSUN II 

PUJO DAN DUSUN III 

BOTTOLITA DESA 

BULUCENRANA

300 M                  450.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

780 PENGGERUKAN SUNGAI LADDAPPENG ANNABANNAE 4 KM               1.000.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

781 NORMALISASI SUNGAI ANABANNAE ANNABANNAE 7 KM               1.000.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

782 PEMBANGUNAN TALANG AIR LAKALUAJA ANNABANNAE 30 M                  250.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

783 REHALIBITASI BENDUNG D.I ANNABANAE ANNABANNAE LS                  300.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
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784 Perbaikan Saluran air sampai ke sungai
Kampung Baru Kelurahan 

Ponrangngae
750 Unit Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

785 Pemasangan Bronjong
Dusun II Cempa Desa Betao 

Riase
30 meter x 7 meter Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

786
Pembuatan jalan Inpeksi BK 4a lingkungan I 

sidenreng 

Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 Km                                   -   

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

787 Pengerasan jalan irigasi Kanyuara - Walatedong 
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
1 Km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat
788 Pengerukan Cekdam Dusun Bulukunyi Dusun Bulukunyi Desa Talawe -  LS Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

789
Pembangunan Talud Sungai Pakkateteng - 

Awakaluku
Dusun II Awakakuku 1 Km Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

790 Pembangunan Lening BKR 12 Dusun II Desa Taccimpo 150 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

791 Talud Saluran Pembuangan Sungai Salu Nase Dusun II Desa PadangLoang 700 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya,Tata 

Ruang,Pertanahan & Perumahan Rakyat

792 Pembangunan Talud Cekdam Larua Dusun II Larua Desa Teppo 1 Unit
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

793
Beronjong jembatan menghubungkan Kel. Benteng 

dan Kel. Duampanua
Kel. Benteng -

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

794 Pengerukan saluran pembuangan simae Sebelah Utara SD 5 Baranti 2 km

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

795
Penggalian Saluran Pembuangan Batas Desa 

Passeno dan Desa Sipodeceng

Dusun padacenga rijang Desa 

Passeno
-

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

796
Pembangunan leaning Jalan Gotong royong dan 

Jalan Tonrong

Dusun Padacenga Rijang dan 

Dusun simpo Desa Passeno
-

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

797
Pembangunan Jembatan Jalan Sawah 

menghubungkan Tonronge dan Passeno
Tonronge 6 x 8 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

798
Penggalian dan Drainase/Leaning Dusun Mattonrong 

Salo

Jln. Sawah dusun mattonrong 

salo Kelurahan  Duampanua
700 m

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan, dan Perumahan 

Rakyat

799 Program Pembangunan Turap/ Talud Bronjong
Sungai Bulo Belakang Rumah P. 

Dede Desa Bulo
100 M2                  350.000.000 

Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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800 Drainase / Leaning persawahan sarawae Dusun Wanio Desa Maddenra 1 Paket                  100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan Dan Perumahan 

Rakyat
801 Pengerukan bendungan Dusun II Takkalasi 1 Unit Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

802 Pembuatan Pintu Air Dusun II Takkalasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

803 Pengerukan gendongan Irigasi Desa Tanete 2000 M

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

804 Rehabiilitasi Saluran Air Jalan Beton Kel. Lautang Benteng

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertahanan, dan Perumahan 

Rakyat

805
perkuatan talud sungai dengan menggunakan 

bronjong
Dusun I Dengeng-dengeng 400 M                  160.000.000 

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

806 Pem. Talud Cekdam Salo Lasalle
Dusun II Malongka Desa 

Lagading
1 KM

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

807 Pengerukan Cekdam Salo lasalle
Dusun II Malongka Desa 

Lagading
1 Unit

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

808 Pemeliharaan Cekdam Salo Buning Desa Lagading 1 Unit
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

809 bronjong
Lingkungan V Labobo Kelurahan 

Batu
50 METER

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

810 bronjong
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

811 pelebaran cekdam mamaca
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu
2 Ha

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

812 pembangunan irigasi desa/perpipaan
Lingkungan VI Lampiring 

Kelurahan Batu
1 PAKET

Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

813 Bronjong dusun III labekkang Dusun III Labekkang Desa Botto 300 M
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat

814 Pembangunan bronjong sungai Jolengnge Dusun IV Bila Riase 500 M               3.000.000.000 
Dinas Bina Marga,Cipta Karya, Tata Ruang, 

Pertanahan dan Perumahan Rakyat
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815 Pembangunan Bendungan Larangloka
Dusun  I Lokabatue Desa 

Ajubissue
1 Unit                  500.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

816 Saluran tersier dusun 1 lasiwala Dusun 1 Lasiwala 1,5 km               1.050.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

817 Pengerukan sungai bakke’e Dusun 1 Lasiwala 2 km               1.000.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

818 DRAINASE SALURAN MUKA PUJO
DUSUN II PUJO 

BULUCENRANA
1.500 M                  900.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

819
DRAINASE SALURAN PEMBUANGAN BBC 2 

KAMPUNG TEPPO
DUSUN V BULUCENRANA 100 M                    85.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

820
 Pengadaan Motor Sampah dan Bak Kontainer 

Sampah
Setiap Desa/Kelurahan

8 Unit (8 motor 

sampah dan 8 

kontainer sampah)

 LS Dinas Lingkungan Hidup

821 Pengadaan Mobil Sampah Kecamatan Watang Sidenreng 1 Unit  LS Dinas Lingkungan Hidup

822 Pengadaan Rumah Sampah
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
1 unit                                   -   Dinas Lingkungan Hidup

823 Pembangunan IPAL Biogistar Dusun I Kalosi Alau 100 KK Dinas Lingkungan Hidup

824 Bak Sampah Dusun II Desa Kalosi Dinas Lingkungan Hidup

825 Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah Lingk I dan II Batu Lappa 20 Titik Dinas Lingkungan Hidup

826
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 

Sampah (Mesin Pencacah / Press Sampah Plastik)
Uluale 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

827 Pengadaan bak sampah/kering Bangkai 30 Unit Dinas Lingkungan Hidup

828 Pengadaan mesin pencacah sampah Mattirotasi 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

829 Mobil pengangkut sampah desa
Dusun I Ciro-ciro & Dusun II 

Mattiro Desa Ciro-ciroe
2 Unit Dinas Lingkungan Hidup

830 Pengadaan Bak sampah (kontainer)
Lingkungan II Kelurahan 

Massepe
1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

831 Pengadaan Bak sampah 
Lingkungan II Kelurahan 

Massepe
1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

832 Pengelolaan sampah (TPS-3R) Teteaji 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

833 Pengadaan Mobil sampah / Bak Sampah Kec. Baranti 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

834 Pengadaan Kontainer Sampah Lingk. I Kelurahan Baranti 1 Dinas Lingkungan Hidup

835 Pengadaan mesin rumput
Lingk. Benteng dan Callaccu 

Kelurahan Benteng
2 Unit Dinas Lingkungan Hidup

836 Pengadaan Mobil Sampah Desa Passeno - Dinas Lingkungan Hidup

837 Pengadaan Mobil Sampah Desa Passeno - Dinas Lingkungan Hidup

838 Pengadaan Bak Sampah dan Motor Viar Sipodeceng - Dinas Lingkungan Hidup

839 Pengerukan dan Pembangunan Drainase
Lingkungan Muhajirin, Kampung 

Pisang, Rijang Baking
4000 Meter                  700.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
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840 Pengadaan Motora

Lingkungan Muhajirin, Kampung 

Pisang, Rijang Baking Kelurahan 

Lalebata

3 unit                  120.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

841 Alat Pencacah Sampah STISIP Muhamadiyah Sidrap Kelurahan Macorawalie 1 unit                  200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

842 Penanganan Sampah/Mobil Angkutan Sampah Timoreng Panua 3 UNIT  * Dinas Lingkungan Hidup

843 Bronjong Sungai Dekat Rumah Samir Jln Lakende Dusun II Bulo Wattang 200 M                  300.000.000 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

844 Mesin Pencacah / Press Sampah Plastik Desa Bulo 2 Unit                  200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

845 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPA)
Dusun I & Dusun II Desa Bina 

Baru
2 Buah  150000000,- Dinas Lingkungan Hidup

846 Pengadan Tong Sampah
Dusun Macege Desa Rijang 

Panua
1 Buah                    10.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

847 Pengadaan Tempat sampah SDN 10 Pangkajene  Kel. Pangkajene Dinas Lingkungan Hidup

848 Pengadaan Mobil sampah Dusun I & II KaniE 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

849 Pengadaan Motor Sampah Lingkungan I & II Kelurahan Wala 4 Unit Dinas Lingkungan Hidup

850 Gerobak Sampah SDN 12 Pangkajene 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

851 Gerobak Sampah SDN 9 Pangkajene 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

852 Gerobak Sampah SMPN 6 Pangkajene 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

853 Gerobak Sampah MTsN 2 Sidrap 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

854 Gerobak Sampah Masjid Agung 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

855 Gerobak Sampah Masjid Al Ikhlas 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

856 Gerobak Sampah Masjid Nurul Mustaqim 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

857 Gerobak Sampah Masjid Al Fattah 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

858 Gerobak Sampah Mushollah Al Hidayah 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

859 Gerobak Sampah Polsek MaritengngaE 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

860 Gerobak Sampah Kantor Lurah Lakessi 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

861 Gerobak Sampah Taman bermain 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

862 Gerobak Sampah Poskesdes 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

863 Gerobak Sampah Masjid Nurul Iman 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

864 Lokasi Stasiun Sampah Barat Galser 1 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup

865 Pengerukan Generasi Jalan Ruas ke Sungai Wala Kel. Lautang Benteng 400 m Dinas Lingkungan Hidup

866 Pengadaan Mobil Sampah Desa Kanie 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup

867 penataan taman ruang terbuka hijau Dusun II awotara Desa Lombo 100 M² Dinas Lingkungan Hidup

868 pembuatan bak sampah
Lingkungan I, II, IV % V 

Kelurahan Batu
4 BUAH Dinas Lingkungan Hidup

869 pengadaan mobil pengangkut sampah Kelurahan Batu 1 UNIT Dinas Lingkungan Hidup

870 Pengadaan tempat sampah Kelurahan Batu Dinas Lingkungan Hidup

871 Pengadaan tempat sampah Dusun 1 lasiwala 100 unit                  500.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

872 TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH BULUCENRANA LS                  250.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

873 TPS3R pembebasan lahan pembangunan TPS3R Dinas Lingkungan Hidup
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874 Motor Pengawalan Acara Babinsa Kelurahan Lakessi 1 Unit Dinas Perhubungan

875 Motor Pengawalan Acara
Babhinkamtibmas Kelurahan 

Lakessi
1 Unit Dinas Perhubungan

876 Pengadaan nama-nama jalan Kel. Manisa 32 unit Dinas Perhubungan

877 Pembinaan Kelompok Wanita Tani se Kecamatan Pitu Riawa 1 Kelompok                    25.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

878 Pelatihan Sekolah Lapang se Kecamatan Pitu Riawa 1 Kali                    40.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

879 Jalan Tani Betao-Betao Riase Betao 9 km               1.800.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

880 Jalan Tani Dongi-Bulucenrana Dongi 300 m                    60.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

881 Pengadaan alat/ bahan Hidroponik BPP Pitu Riawa 1 Kelompok                    25.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

882
Pembangunan talud dan timbunan jalan tani 

campaniang
Dusun 3 Campaniang Lasiwala 3 km               1.950.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

883 Pengerasan Jalan tani dan talud dori dorie dusun 1 lasiwala 2 km               1.300.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

884 Pengerasan jalan tani dan talud  lamawe dusun 1 lasiwala 7 km               4.550.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

885 Pengerasan Jalan Tani dan talud makkoring utara
Dusun 4 makkoring utara 

Lasiwala
3 Km               1.950.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

886 Saluran tersier Otting-ajubissu Otting 1.3 km                    20.800.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

887 Lanjutan Perintisan Jalan Tani Abbanrongeng Dusun III Lamanyameng Otting 500 M                  100.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

888 Pembangunan Jalan Tani Dusun II Samallangi 1,5 KM                  350.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

889
POMPANISASI DAN JARINGAN LISTRIK (LISTRIK 

MASUK SAWAH)
BULUCENRANA 1 Unit                    23.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

890 PEMBUANTAN EMBUNG DUSUN III BOTTOLITA 6 BUAH                  360.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

891 PERINTISAN JALAN TANI DUSUN II PUJO 300 M                  150.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

892 PEMBANGUNAN JALAN TANI KALOBE DUSUN III Kalempang 1 Km                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

893 PENGADAAN BIBIT DURIAN DAN PADI Kalempang 10.000 Pohon                  300.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

894 JALAN TANI HKM
DUSUN III PADANG LAMPE 

Betao Riase
1 Km                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

895 CEDDANG DAN EMBUNG-EMBUNG
DUSUN III PADANG LAMPE 

Betao Riase

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan
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896 PENINGKATAN JALAN TANI SALO KADUNDUNG
DUSUN III PADANG LAMPE 

Betao Riase
1 Km                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

897 PENAMBAHAN PERPIPAAN SALO BULO
DUSUN III PADANG LAMPE 

Betao Riase
1 Unit                    50.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

898 PENGADAAN BIBIT DURIAN MUSANG KING
DUSUN III PADANG LAMPE 

Betao Riase
1.000 Pohon                    62.500.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

899 INTENSIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN
DUSUN IV WASINDONGI Betao 

Riase
1 Kelompok                    40.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

900
PERINTISAN JALAN TANI TANAH ULENG DAN 

SABO KADUNDUNG
DUSUN II,III Betao Riase 1 Km                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

901
PENINGKATAN JALAN TANI SALURAN DAN BATU 

LIBU
DUSUN II,III Betao Riase 1 Km                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

902 Pengadaan Handtraktor Betao 4 Unit                  112.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

903 Pembangunan Embung Dusun IV Salocallu Betao 2 Unit                  240.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

904 Jalan Tani Dongi-Bulucenrana Dongi 300 m                    60.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

905 Pembangunan Embung Dusun I Corawali 1 Paket                  100.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

906 Peningkatan Produksi Pertanian (jagung) Desa Bapangi 1 klp                  150.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

907 Embung Klp. Sipakainge Desa Bapangi 1 klp                  100.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

908 Peningkatan produksi tanaman pangan (jagung) Bilokka 1 klp                  100.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

909 Pemanfaatan Pekarangan
Tiap Desa/Kel. Di Kec. 

Maritengngae
12 Unit                  300.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

910 Pembangunan Sanggar Tani Temmalengkeng VI 
Sanggar tani Temmalengkang VI 

Desa Kanie
1 Unit                    27.500.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

911 Pembangunan Sanggar Tani Masumppuloloe Massumpuloloe Desa Kanie 1 Unit                    27.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

912 Pengadaan Hand Traktor Dusun I & II KaniE 10 Unit                  280.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

913 Perintisan Jalan tani Desa Takkalasi 3.500 M                  700.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

914 Sumur Bor Listrik kelompok Tani Desa Takkalasi 11 Titik                  550.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

915 Jalan Tani Desa Allakuang 1 Km                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

916 Pemb. Jalan Tani Desa Tanete 3000 M                  600.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan
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917 Jalan Tani Desa Tanete 3000 M                  600.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

918 Pengadaaan Benih Pokok Padi dan Pupuk Kel. Wala 13 Kelompok                  292.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

919 Pembangunan Sanggar Tani Kel. Lakessi 1 Unit                    27.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

920 Jalan Tani Kel. Lakessi 1000 m                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

921 Kelompok Wanita Tani (KWT) Kec. Wt. Sidenreng 8 Unit                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

922 Bantuan Benih Padi Kelompok petani Kelurahan Empagae 25 Hektar                    22.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

923 Jalan Tani untuk Kelompok Tani JALAJJA
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 KM                  400.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

924 Jalan Tani untuk Kelompok Tani MALLOLONGENG
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 KM                  400.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

925
Jalan Tani untuk Kelompok Tani MOMPOE & 

MASAGENAE

Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
1 KM                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

926 Jalan Tani untuk Kelompok Tani ALAKKANGNGE
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 Km                  400.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

927 Jalan Tani untuk Kelompok Tani TELAGAE
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 Km                  400.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

928 Jalan Tani untuk Kelompok Tani PAMMASE PUANG
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
1 Km                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

929 Jalan Tani untuk Kelompok Tani MASE-MASE
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 Km                  400.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

930 Pembuatan Irigasi Kelompok Tani JALAJJAE
Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
2 Km                    32.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

931 Pembangunan / Pemeliharaan Embung
Dusun II Kampung Baru Aka-

akae
1 Paket                  100.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

932 Pembangunan Embun Dusun 1 dan Dusun 2 Talumae 2 Klp                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

933 Pengadaan Sprayer Kelompok Tani Dsn I dan Dsn II Talawe 200 unit                    20.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

934 Pengeboran Untuk Lahan Pertanian 5 Titik Desa Damai 5 Titik                  250.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

935 Pembangunan embung Desa Damai 2 titik                  240.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

936 Pembuatan embung Desa Mojong 5 Unit                  500.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

937 Pembangunan Embung Desa Mojong 5 Unit                  500.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan
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938 Penangkaran Benih Desa Mojong Masyrakat                  100.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

939 Bantuan Benih Desa Mojong Masyrakat                    50.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

940 Pembinaan dan Bantuan Benih Desa Mojong 5 klp                    50.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

941 Pengadaan Bibit Buah Durian 5.000 Pohon

942 Pengadaan Bibit Buah Lengkeng 1.000 Pohon

943 Pengadaan Bibit Buah  Rambutan 2.000 Pohon

944 Sekolah Lapang Kelompok tani Kecamatan Pitu Riase 1 Kali                    40.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

945 pengadaan bibit durian musangking Ds. Dengeng-dengeng 12 Klp Tani                    75.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

946 pembangunan embung/bangunan air lainnya Dengeng-dengeng 1 Unit                    75.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

947 pengadaan saprodi bersubsidi Ds. Dengeng-dengeng 12 Klp Tani
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

948 Pembangunan embung Dusun II Compong 1 Unit                  120.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

949 pengadaan bibit jagung Compong 50 Ton               4.500.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

950 pengadaan bibit durian otong Compong 10.000 Pohon                  625.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

951
pemamfaatan pekarangan untuk pengembangan 

pangan
Compong 1 KWT                    25.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

952 Pengadaaan handtraktor R4 (Gonder) Desa Lagading 1 Unit                  430.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

953 Pengadaan benih jenis ciherang dan mekongga Desa Lagading 15 Ton & 75 Ton                  540.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

954 percetakan sawah baru Desa Lagading 100 Ha               1.900.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

955 pelatihan kelompok tani (Sekolah Lapang) Lada Desa Lombo
1 Gapoktan Tani 

Subur
                   40.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

956 pembangunan dam parit Desa Lombo 1 unit                  120.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

957 perintisan jalan tani Lingkungan V Labobo Batu 1 Unit                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

958 bantuan embung embung (Klp Tujuh Wali Wali 2) Kel. Batu 7 TITIK                  840.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

959 Pengadaan bibit jagung Kelurahan Batu 2 UNIT
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Kecamatan Pitu Riase                  350.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan
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960 mobil pemotong padi (passangki) Kelurahan Batu 5 UNIT
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

961 pengadaan bibit padi Desa Botto 1 Kelompok                    22.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

962 pengadaan bibit durian Desa Botto 1.000 Pohon                    62.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

963
pengadaan saprodi, bibit pertanian dan pertanian 

dan perkebunan
Se-desa leppangeng 12 Kelompok                  100.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

964 pengadaan bibit padi Se-desa leppangeng 12 Kelompok                    50.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

965 pengadaan traktor 4 roda desa bila riase 5 unit               1.000.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

966 pembenahan sanggar tani dusun I bila riase 1 unit                    50.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

967 PEMB. EMBUNG (Klp Tani Metro Cambongi) BUNTU BUANGIN 3 TITIK                  150.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

968
PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN ( 

PELATIHAN DAN PENGADAAN BIBIT )
BUNTU BUANGIN 6 Klp                    75.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

969 PELATIHAN KELOMPOK TANI BUNTU BUANGIN 6 Klp                  100.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

970 PENGADAAN BIBIT DURIAN MUSANGKING BUNTU BUANGIN 1.200 phn                    75.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

971 PENGADAAN BIBIT CENGKEH BUNTU BUANGIN 6.000 phn                    90.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

972 PENGADAAN BIBIT PALA BUNTU BUANGIN 6.000 Pohon                  150.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

973
PERINTISAN JALAN PRODUKSI PASCA PANEN 

(Klp Tani SALUDURIANG)
BUNTU BUANGIN 2 KM  250 Jt 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

974 Pengadaan Bibit Pala Belawae 1.500 Pohon                    52.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

975 Pengadaan Bibit Cengkeh Belawae 6.500 Pohon                    52.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

976 Pengadaan Bibit Vanili Belawae 1.000 Pohon                    35.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

977 Pengadaan Bibit Coklat Belawae 5.000 Pohon                    40.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

978 Pengadaan Bibit Durian Belawae 6.500 Pohon                  195.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

979 Penangkaran Bibit Tani Tana Toro 1 Kelompok                    22.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

980 Pelatihan Kelompok tani & Bantuan Bibit Jagung Tana Toro LS  LS 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan
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981 Bantuan Benih padi Tana Toro 1 Kelompok                    22.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

982 Pengadaan bibit durian musang king Tana Toro 1.000 Pohon                    62.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

983 pengadaan bibit durian montong Tana Toro 1.000 Pohon                    62.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

984 Pengadaan Bibit Cengkeh Tana Toro 1.000 Pohon                      8.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

985 Pengadaan bibit Lengkeng Tana Toro 1.000 Pohon                      5.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

986 Pembangunan Sanggar Tani 6 Desa kec. Kulo 6 unit                  165.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

987 Pengadaan benih padi dan Jagung 6 Desa kec. Kulo 6 Klp                  225.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

988 Pengadaan handtraktor 6 Desa kec. Kulo 6 unit                  168.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

989 Pembangunan Embun Dusun Jampu 1 Unit                  250.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

990 Damparit  Dusun Salo Indru 1 Paket                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

991 Pompa Air Dusun I & Dusun II 30 Buah                  400.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

992 Pengadaan Handtraktor Dusun I & Dusun II 30 Buah                  400.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

993
Pengadaan Bibit padi dan jagung untuk kelompok 

tani
Desa Kulo 1 Ls                    50.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

994 Pembangunan Dam Parit Salo bulo Desa maddenra 1 Paket                  150.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

995 Pelatihan Kader Poktan Desa Maddenra 1 Paket                    50.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

996 Pengadaan Benih Padi Rijang Panua
22 Kelompok, 720 

Ha
              3.960.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

997 Pengadaan Longstrage Rijang Panua 2 Unit                  300.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

998 Perbaikan saluran sekunder Salo Mallori, Salo Bukkang, Bila 1 Hektar                      1.600.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

999 Penangkaran Benih Padi Kalosi Alau 5 Kelompok                  250.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1000 Pengadaan Handtraktor
Lingkungan  I & II TANRU 

TEDONG
4 kelompok                  800.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1001 Lanjutan Perintisan Jalan tani Assorajang Dusun I   TACCIMPO 400 M                    80.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan
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1002 Penimbunan Jalan tani BL 5 Dusun I   TACCIMPO 700 M                  140.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1003 Talud Jalan Tani Dusun II TACCIMPO 750 M                  150.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1004 Perintisan jalan Tani P. Ersang Dusun II TACCIMPO 500 M                  100.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1005 Penangkar Benih Padi Lingkungan  I SALOMALLORI 5 klp                  112.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1006 Pembinaan dan bantuan benih DESA BILA 16 klp                  360.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1007 Perintisan dan pembuatan jalan tani DESA BILA 4 titik                  800.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1008 Rehabilitasi Saluran Tersier Dusun II Kampale 300 meter                  300.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1009
Perintisan Jalan Tani antara Kelurahan Massepe dan 

Kelurahan Pajalele
Kecamatan Tellu Limpoe 500 m                  100.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1010 Peningkatan Jalan Tani Lompo Timoreng I AMPARITA 800 meter                  160.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1011 Talang Pembenihan untuk transplanter Kel. Amparita
1 Kelompok (UPJA 

Gerta)
                     5.200.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1012 Talang Pembenihan untuk transplanter Kel. Amparita 1 Unit                      5.200.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1013 Peningkatan Jaringan tersier
Bisi 16 Lompok Polewali 

ARATENG
1 km                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1014
Peningkatan Jalan Tani dan talud lompok 

Lowarengnge
Lingk . I Pallae ARATENG 1 km                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1015 Perintisan Jalan tani
Lingk. II Wattang Lowa 

TODDANG PULU
2 km                  400.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1016 Perintisan Jalan Tani Lingk.II Perinyameng BAULA 3,500 meter                  700.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1017 Sanggar Tani Lingk.II Perinyameng BAULA
4 x 6 meter,          2 

Unit
                   55.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1018 Perintisan Jalan Tani Lingkungan I  PAJALELE 300 meter                    60.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1019 Pengadaan Bantuan Bibit jagung Lingkungan I dan II MASSEPE 12 Kelompok                  170.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1020
Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Bak 

Penangkap Mata Air
Dusun I Larua TEPPO 1 Paket                  950.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1021 Pembuatan DAM Penampung Air ulu Galung Dusun II Larua TEPPO 1 Unit                  500.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1022 Pembangunan Embun Kelompok Tani
Dusun I Kundala dan Dusun II 

Larua TEPPO
1 Kelompok                  100.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan
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1023 Bantuan Bibit jagung
Dusun I Kundala dan Dusun II 

Larua TEPPO
11 Kelompok                    93.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1024 Perintisan Jalan tani  Makkawarue Teteaji 1 Km                  600.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1025 Pengadaan Teppo Lebeng Dusun I dan II POLEWALI 2 Unit                      3.200.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1026 Pengadaan Bibit Padi Se Kec. Baranti 9 Des / Kel.                  202.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1027
Pemanfaatan Pekarangan Kelompok Wanita Tani 

(KWT)
Se Kec. Baranti 9 Des / Kel.                    90.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1028 Tanah timbunan jln. Tani Lingk. Callaccu -                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1029 Pengadaan Hand Tracktor Sukur I 1 Unit                    28.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1030 Pengadaan Hand Tracktor Sukur II 1 Unit                    28.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1031 Peningkatan jln. Tani Kel. Passeno Dusun kessi pute - Dusun simpo 4000 m                  800.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1032 Pembangunan jln. Tani keramat e Dusun baranti wattang 1000 m                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1033 Peningkatan jl. Tani se desa sipodeceng Sipodeceng 7500 m               1.800.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1034 Pengadaan benih padi Tonronge 17 kelompok                  382.500.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1035 Perintisan Jalan Tani Lintas Desa Desa tonrong rijang 2 Km                  600.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1036 Pembinan / Penyuluhan Kelompok Tani Se Kecamatan Baranti 1 Kelompok                    40.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1037 Pengadaan pompanisasi (Klp Tani Mappada Upe) Lingk. Benteng 2 Unit                      5.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1038 Timbunan jalan tani Lingk. Callaccu Benteng 400 m                    45.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1039
Pengadaan pompanisasi kelompok tani sipatokkong 

dan siporio timoreng ledeng
Desa tonrong rijang 2 kelompok                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1040
Pemanfaatan Lahan Pekarangan Kelompok Wanita 

Tani
Panca Rijang 8 Desa / Kelurahan                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1041 Pelatihan dan Pengadaan Hidroponik Panca Rijang 8 Desa / Kelurahan                  200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1042 Handtactor
Lingk. Makkawarue & Lingk. 

Cenrana  KADIDI
6 unit                  162.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1043 lanjutan jalan tani di batu pute batu pute BANGKAI 750 M                  150.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan
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1044 Pengadaan Hand Traktor Desa Buae 3 klp                    84.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1045 Pelatihan Kelompok Tani Budidaya jagung Desa Buae 3 klp                    75.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1046
pembangunan jalan tani dusun III labekkang ke desa 

bola bulu
Dusun III Labekkang Desa Botto

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1047 Pengadaan Jalan Tani + Talud Lingk. III Kelurahan Salomallori 5 Km
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1048 Rehabilitasi Saluran Tersier BL 7 Dusun I Desa Taccimpo 400 M                    85.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1049 Saluran Tersier BKR 16 Dusun I Desa Taccimpo 500 M                  180.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1050 Pembangunan leaning tersier padaelo 1
Dusun Tonrong Rijang Kelurahan 

Duampanua
150 m                  200.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, 

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1051 Praktek kripik buah Dusun III Bottolitta Bulucenrana
1 Kelompok 

(Kelompok berkah)
                   25.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1052
Pelatihan keterampilan Pemuda untuk Industri dan 

Kerajinan (Anyaman Rotan)

Dusun III Padang lampe Betao 

Riase

1 Kelompok 

(Kelompok Botto 

Dengeng HKM)

                   25.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1053 Pembangunan Revitalisasi Pasar Bilikko Dusun I Corawali 1  Paket               6.000.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1054 Pembangunan Pasar Desa Tanatoro Tanatoro 1 Unit                  500.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1055 Praktek pembuatan anyaman dari rotan Desa lombo Skala desa                    30.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1056 Pembangunan pasar tradisional Dusun I Bolapetti Leppangeng 1 unit                  200.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1057 Pembangunan pasar desa Tanatoro Tanatoro LS                  500.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1058 Peningkatan Sarana Pasar Kulo Kec. Kulo Ls                  250.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1059 Peningkatan Sarana Pasar Bina Baru Desa Bina Baru Ls                  250.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1060 Informasi Komoditi untuk Masyarakat 6 Desa Kec. Kulo Ls                    10.000.000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1061 Pengadaan Alat Tata Boga Lasiwala 1 klp                    20.000.000 Diskopnakertrans

1062 PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT MENJAHIT BULUCENRANA 6 KELOMPOK                  120.000.000 Diskopnakertrans

1063 PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT TATA BOGA BULUCENRANA 6 KELOMPOK                    37.000.000 Diskopnakertrans

1064
PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT TATA RIAS 

WAJAH KECANTIKAN 
BULUCENRANA 6 KELOMPOK                    35.000.000 Diskopnakertrans

1065
PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT 

PERBENGKELAN/LAS
BULUCENRANA 6 KELOMPOK                  150.000.000 Diskopnakertrans

1066
PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT 

PERTUKANGAN KAYU
BULUCENRANA 6 KELOMPOK                  230.000.000 Diskopnakertrans

1067
PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT 

PERTUKANGAN BATU
BULUCENRANA

2 KEOMPOK 

(PUTRI KEMBAR 

DAN FIRMAN)

                   80.000.000 Diskopnakertrans

1068 Kursus tata rias PKK Lingkngan II Ponrangae 2 klp                    30.000.000 Diskopnakertrans
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1069 Pengadaan Alat sablon Corawali 1 Paket               6.000.000.000 Diskopnakertrans

1070 Pembinaan kewirausahaan Dusun I Pakkasaloe CENRANA 1 Klp                  120.000.000 Diskopnakertrans

1071 Pelatihan Keterampilan pembuatan kerupuk/ kue Lingk.Cilellang WETTE’E 1 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1072 Pelatihan Keterampilan menjahit Wette'e 1 klp                    20.000.000 Diskopnakertrans

1073 Pelatihan Keterampilan kecantikan Wette'e 1 klp                    20.000.000 Diskopnakertrans

1074 Pelatihan Tata Boga Dusun I,II dan III Desa Sereang 3 Kelompok                    45.000.000 Diskopnakertrans

1075 Pelatihan Menjahit Dusun I,II dan III Desa Sereang 3 Kelompok                    45.000.000 Diskopnakertrans

1076 Pelatihan Pertukangan Aluminium Dusun I dan II Desa Sereang 2 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1077 Pelatihan Kecantikan/Tata Rias Dusun I,II dan III Desa Sereang 3 Kelompok                    45.000.000 Diskopnakertrans

1078 Pelatihan Menjahit Desa Allakuang 3 Kelompok                    45.000.000 Diskopnakertrans

1079 Pengadaan Gurinda/Alat Perlindungan diri
Dususn I,II,III,IV dan V Desa 

Allakuang
100 Unit Diskopnakertrans

1080 Pelatihan Kelompok Kecantikan Kel. Majjelling 2 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1081 Pelatihan Tata Boga Kel. Majjelling 2 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1082 Kursus menjahit Kel. Rijang Pittu 2 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1083
Pelatihan Tata Boga ( Pembuatan Kue ) 5 Kelompok 

di Kelurahan Sidenreng

Kel. Sidenreng, Kec. Watang 

Sidenreng
5 klp                    75.000.000 Diskopnakertrans

1084 Pelatihan Menjahit Dsn I dan Dsn II TALAWE 1 kelompok                    15.000.000 Diskopnakertrans

1085 Pemberdayaan tenaga Kerja Mandiri Desa Mojong Masyrakat                    10.000.000 Diskopnakertrans

1086 Pelatihan Kewirausahaan Desa Mojong Wirausaha                    50.000.000 Diskopnakertrans

1087
Pengadaan Peralatan Pertukangan Kayu, Batu, 

Bengkel Las, Tata Boga dan batu bata
Desa Mojong 5 Klp                  250.000.000 Diskopnakertrans

1088 bantuan modal usaha percetakan batu bata merah
Lingkungan IV Bola Bulu 

Kelurahan Batu
Diskopnakertrans

1089
pengadaan alat pertukangan (moleng) dan alat 

perbengkelan (las)
Dusun I DENGENG-DENGENG 2 Unit                    50.000.000 Diskopnakertrans

1090 pelatihan pemuda calon wirausaha Desa Lombo Skala desa                    50.000.000 Diskopnakertrans

1091
penyediaan sarana sosial dan ekonomi kawasan 

transmigrasi
Desa Lombo 11 m                  400.000.000 Diskopnakertrans

1092 pelatihan tata rias dan busana desa bila riase 3 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1093 PENINGKATAN SARANA PRODUKSI UMKM BUNTU BUANGIN 1 Kelompok                    20.000.000 Diskopnakertrans

1094
-          PENGADAAN TUNGKU/KETEL 

PENYULINGAN MINYAK ATSIRI
BUNTU BUANGIN 3 Unit                  300.000.000 Diskopnakertrans

1095
Pengadaan peralatan pertukangan Kayu Tukang 

Batu dan Tata Boga
Desa Maddenra 1 Paket                  150.000.000 Diskopnakertrans

1096
Bantuan Sarana Produksi UMKM (Usaha Kecil)/ 

Pembuat kue
Kalosi Alau 3 Kelompok                  150.000.000 Diskopnakertrans
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1097 Pelatihan menjahit dan pengadaan mesin jahit
Lingkungan  I & II TANRU 

TEDONG
4 kelompok                  100.000.000 Diskopnakertrans

1098 Pelatihan dan Pengadaan mesin jahit Dusun III KALOSI 3 klp                    90.000.000 Diskopnakertrans

1099 Pelatihan Jual Beli Online Taccimpo 1 klp                    30.000.000 Diskopnakertrans

1100 Pelatihan dan Bantuan Alat Bengkel Las Taccimpo 1 klp                    50.000.000 Diskopnakertrans

1101 Pelatihan dan Bantuan Alat Tukang Kayu Taccimpo 1 klp                    40.000.000 Diskopnakertrans

1102 Pelatihan dan Bantuan Alat Menjahit Taccimpo 1 klp                    30.000.000 Diskopnakertrans

1103 Pelatihan dan Bantuan Alat Tata Boga Taccimpo 1 klp                    30.000.000 Diskopnakertrans

1104 Pelatihan dan Bantuan Alat Tata Rias dan Make UP Taccimpo 1 klp                    30.000.000 Diskopnakertrans

1105 Peralatan tata boga Desa Salobukkang 3 Dusun 6 klp                  100.000.000 Diskopnakertrans

1106 Pelatihandan pengadaan  tata rias Desa Bila 4 klp                    80.000.000 Diskopnakertrans

1107
Pengadaan mesin jahit PKBM Bina Mandiri Kel. 

Arateng
Lingk. II Lasalama ARATENG 2 Kelompok                    20.000.000 Diskopnakertrans

1108 Pelatihan Keterampilan Kursus Menjahit
Lingkungan I dan II  TODDANG 

PULU
2 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1109 Kursus Menjahit
Lingkungan I dan Lingkungan. II 

BAULA
2 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1110 Pelatihan dan Pengadaan Tata Rias Lingk Lapunranga BAULA 2 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1111 Pelatihan dan Pengadaan Tata Boga Lingk.II Perinyameng BAULA 2 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1112
Pengadaan Peralatan IKM (Perbengkelan/Las, Tata 

Boga, dan pertukangan kayu)
Dusun I dan II TETEAJI 5 klp                  100.000.000 Diskopnakertrans

1113
Pelatihan dan pengadaan alat kelompok 

pertukangan batu
Kelurahan Baranti 1 paket                    30.000.000 Diskopnakertrans

1114 Pengadaan peralatan bengkel las Kelurahan Duampanua 3 unit                    30.000.000 Diskopnakertrans

1115 Pengadaan peralatan pertukangan kayu Kelurahan Duampanua 3 unit                    30.000.000 Diskopnakertrans

1116 Pelatihan dan Pengadaan alat pertukangan Lingk. Benteng dan Callaccu 1 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1117 Pengadaan UMKM Sipodeceng 1 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1118 Pelatihan dan pengadaan alat kelompok tata rias Kelurahan Baranti 1 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1119 Pelatihan dan pengadaan alat kelompok tata rias Kelurahan Baranti 1 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1120 Pelatihan dan pengadaan alat kelompok tata boga Kelurahan Baranti 1 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1121
Pelatihan dan pengadaan alat kelompok 

pertukangan
Kelurahan Baranti 1 Diskopnakertrans

1122 Pelatihan pembuatan anyaman/meubel bambu Kelurahan Duampanua 1 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1123 Pengadaan Mesin Jahit 2 Kelompok TERKINI Panreng rijang 1 kelompok                    15.000.000 Diskopnakertrans

1124 Pengadaan Mesin Jahit 2 Kelompok MAWAR Panreng rijang 1 kelompok                    15.000.000 Diskopnakertrans

1125 Pengadaan alat pertukangan kayu Desa passeno 3 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1126 Pengadaan alat pertukangan batu Desa passeno 3 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1127 Pengadaan alat perbengkelan Desa passeno 3 kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1128 Pengadaan alat tata boga Desa passeno 4 kelompok                    40.000.000 Diskopnakertrans

1129 Pelatihan Tata boga Sipodeceng 1 kelompok                    15.000.000 Diskopnakertrans
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1130
Pengadaan alat keterampilan ibu rumah tangga dan 

kelompok wanita tani
Tonronge 1 kelompok                    15.000.000 Diskopnakertrans

1131 Sosialisa Prinsip Perkoperasian
Lembaga Keuangan Dan 

Koperasi Lalebata
40 Orang                    40.000.000 Diskopnakertrans

1132

Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil 

Menengah / Penciptaan Usaha Baru Dan 

Penghargaan Wirausaha

Desa Bulo 10 klp                  300.000.000 Diskopnakertrans

1133 Pengadakan Mesin Jahit Disertai Pelatihan Lingkungan 1 dan 2  RAPPANG 1 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1134 Pengadakan Peralatan tata boga Disertai Pelatihan Lingkungan 1 dan 2  RAPPANG 2 Kelompok                    50.000.000 Diskopnakertrans

1135
Pengadakan Peralatan Pembengkelan Disertai 

Pelatihan
Lingkungan 1 dan 2  RAPPANG 1 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1136
Pengadakan Peralatan Pertukangan Disertai 

Pelatihan
Lingkungan 1 dan 2  RAPPANG 1 Kelompok                    30.000.000 Diskopnakertrans

1137 Pengadaan dan pelatihan menjahit Lingk. I & II LAWAWOI 1 kelompok                    25.000.000 Diskopnakertrans

1138 Pengadaan mesin jahit dan pelatihan Uluale 2 Klp                    45.000.000 Diskopnakertrans

1139 Pengadaan Pabrik Lengkuas
Dusun III Toddang Paberre 

LAINUNGAN
3 Klp                    50.000.000 Diskopnakertrans

1140 Kursus Menjahit Carawali 5 Klp                    75.000.000 Diskopnakertrans

1141 Pengadaan Peralatan IKM pertukangan kayu. Mattirotasi 3 klp                    50.000.000 Diskopnakertrans

1142
Pengadaan Peralatan IKM pertukangan 

perbengkelan las
Mattirotasi 3 klp                    50.000.000 Diskopnakertrans

1143 Pengadaan ternak kambing Otting 40 ekor/2 klp                    60.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1144
PELATIHAN DAN PENGADAAN ALAT MESIN 

TETAS
BULUCENRANA 2                    40.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1145 PENGADAAN TERNAK SAPI ANNABANAE 40 EKOR/ 4 klp                  400.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1146 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Wanio Timoreng 10 ekor sapi                    80.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1147
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (sapi) Klp. 

Karya Bersama
Desa Bapangi 1 klp                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1148 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Bilokka 1 klp                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1149 Pengadaan Perahu Jaring Ingsang Klp. Saromase
Lingk.Cilellang & Orai salo 

WETTE’E
3 Unit                    52.500.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1150 Bantuan Mina Padi Kel. Majjelling Wattang 4 kelompok                    80.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1151 Bantuan Mina Padi Kel. Lakessi 4 kelompok                    80.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
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1152 Bantuan Bibit dan Pakan Ikan Desa Damai LS                    60.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1153 Bantuan Perahu Desa Mojong 2 klp                    75.750.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1154
pengembangan agribisnis peternakan (pengadaan 

ternak kambing)
Desa Compong 1 Klp                    90.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1155
pengembangan agribisnis peternakan (pengadaan 

ternak sapi)
Desa Compong 1 Klp                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1156
pengembangan agribisnis peternakan (pengadaan 

ternak ayam buras)
Desa Compong 1 Klp                    37.500.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1157 pengadaan ternak sapi Dusun II awotara LOMBO 4 Kelompok                  400.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1158 pengadaan ternak kambing Desa Lombo 4 Kelompok                  180.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1159 pengadaan benih ikan Desa Lombo Skala desa                    40.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1160 Bantuan Benih Ikan Desa Bola Bulu 1 Unit                    50.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1161 pengadaaan ternak kambing dan sapi Se-desa leppangeng 12 Kelompok                  120.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1162 bantuan ternak sapi desa bila riase 50 ekor                  400.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1163 Pengadaan Ayam Buras desa bila riase 500 ekor                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1164
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN 

KAMBING ( PENGADAAN TERNAK KAMBING )
BUNTU BUANGIN 100 Ekor                  120.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1165
PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA ( 

PENGADAAN BENIH )
BUNTU BUANGIN 20.000 Ekor                    50.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1166 Pengadaan Benih Ikan Desa Botto 2 kelompok                    40.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1167 Bantuan Benih dan Pakan Desa Tana Toro 2 kelompok                    40.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1168 pengadaan bibit ikan dan pakan 6 Desa kec. Kulo LS                  120.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1169 Pengadaan Induk Sapi 6 Desa kec. Kulo LS  LS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1170 Pengadaan Ternak Sapi Desa Abbokongang 50 Ekor                  400.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1171 Bibit Ikan dan Pakan
Dusun Salo I & Dusun II BINA 

BARU
10.000 Ekor                      7.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1172 Bantuan Ternak Sapi Dusun I & Dusun II BINA BARU 2 Kelompok                  160.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
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1173 Pengadaan Induk Ternak Sapi Desa Kulo 7 Klp                  490.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1174 Pengembangan Perikanan Budidaya (Mina Padi) Kalosi Alau 1 Kelompok                    20.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1175 Pengembangan Ternak Sapi Kalosi Alau 1 Kelompok                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1176 Pengembangan Ternak Kambing Kalosi Alau 2 Kelompok                    44.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1177 Bantuan Sapi untuk Kelompok Ternak
Dusun I, II, III PADANGLOANG 

ALAU
3 kelompok                  300.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1178 Pengadaan Ternak itik Dusun IV KALOSI 2 klp                  750.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1179 Bantuan mesin Pembuatan Pakan Ikan Dusun I   TACCIMPO 1 Unit                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1180 Ternak kambing Lingkungan  I SALOMALLORI 3 klp                    66.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1181 Ternak Kambing
Lingkungan  I, II, III PADANG 

LOANG
3 klp                    66.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1182 Ternak Sapi desa bila 3 klp                  300.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1183 Ternak Kambing desa bila 4 klp                    88.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1184 Ayam Buras desa bila 8 klp                  300.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1185 Bantuan Mina Padi Kelurahan Baula 1 klp                    20.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1186 Pengadaan Ternak Sapi Lingkungan I dan II MASSEPE 2 Kelompok                  200.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1187 Pembangunan Kandang Jepit Lingkungan I dan II MASSEPE 2 Kelompok                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1188 Peternak Sapi Dusun I dan II POLEWALI 2 kelompok                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1189 Peternak Ayam Buras Dusun I dan II POLEWALI 2 kelompok                    25.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1190 Peternak Itik Dusun I dan II POLEWALI 2 kelompok                    25.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1191 Pengadaan bantuan ternak sapi Kelurahan Baranti 5 kelompok                  600.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1192
Pengembangan perikanan / budidaya ikan (benih 

dan pakan)
Lingk. Manisa 1 kelompok                    20.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1193 Bantuan Mina Padi dan Pakan Se Kec. Baranti 9 des/kel                  180.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
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1194 Pemberdayaan kelompok tani ternak Tonronge Ls                    40.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1195 Prengadaan bibit ikan/mina padi Desa tonrong rijang 2 kelompok                    40.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1196 Peternakan sapi Desa passeno 1 kelompok                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1197 Pengadaan bibit ikan dan mina padi Tonronge 4 kelompok                    80.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1198 Pengadaan sapi ternak Desa tonrong rijang 1 kelompok                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1199
Pengadaan Benih dan Pakan Ikan (Budidaya Ikan 

Tawar)
PANCA RIJANG 8 Desa / Kelurahan                  160.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1200 Pengadaan Ternak Sapi PANCA RIJANG 5 Kelompok DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1201
Pengadaan Benih dan Pakan Ikan (Budidaya 

Perikanan)
Bulo Wattang 2 Klp                    39.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1202 Pengadaan Kolam Percontohan Kelompok  Minahasa 1 Klp                  300.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1203 Pengadaan Ternak Sapi Kel. Lalebata 5 klp                  500.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1204 Bantuan Bibit dan Pakan Ikan Desa Carawali 4 klp                    80.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1205
Pengembangan Agribisnis Peternakan ( Ternak 

kambing)
Uluale 3 Klp                    66.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1206
Pengembangan Perikanan Budaya (mina Padi, 

Budidaya Kolam)
Uluale 5 Klp                    97.500.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1207 Pengadaan ternak sapi

Dsn I Kp. Baru, Dsn II 

Pabbaresseng, Dsn III Kamirie 

MATTIROTASI

1 klp                  300.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1208 Pengadaan ternak kambing

Dsn I Kp. Baru, Dsn II 

Pabbaresseng, Dsn III Kamirie 

MATTIROTASI

3 klp                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1209 Pengadaan ternak ayam buras

Dsn I Kp. Baru, Dsn II 

Pabbaresseng, Dsn III Kamirie 

MATTIROTASI

3 klp                    50.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1210 pengadaan ternak sapi dusun II mattiro CIRO-CIROE 1 klp                  100.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1211 pengadaan ayam buras dusun II mattiro CIRO-CIROE 4 klp                    25.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1212 pengadaan ternak sapi 7 kelompok Tersebar 280 EKOR DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
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1213 Pembinaan LPM Desa Kalosi Alau 25 Orang                    80.000.000 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat,Desa,Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1214 Pelatihan TTG Bagi Kelompok Masyarakat Kalosi Alau 1 Kelompok                  100.000.000 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat,Desa,Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1215 PKK Desa Bila 1 Paket                    50.000.000 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat,Desa,Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1216 Pembinaan LPM Desa Desa Bila LS                      7.000.000 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat,Desa,Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1217 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Dusun II Lura & Dusun I Kundala 

Desa Teppo
3 Paket                  160.000.000 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat,Desa,Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1218
Pembinaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

Pengelola Air Bersih
Uluale 1 Klp                    80.000.000 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat,Desa,Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1219 Peningkatan dan Penguatan LPM
Semua Desa/Kelurahan Kec. 

Panca Rijang

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat,Desa,Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1220 Pelatihan BUMDes Kec. Panca Lautang

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat,Desa,Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1221 Pelatihan Pengelola BUMDes Dusun II Desa Compong 1 Kegiatan

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat,Desa,Perempuan dan 

Perlindungan Anak
1222 Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas Kalosi Alau 11 Anak                  200.000.000 Dinas Sosial

1223

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan 

prasarana rehabilitas kesejahteraan bedah rumah 

sosial bagi PMKS

Desa Bila                    30.000.000 Dinas Sosial

1224 Pembuatan Pagar Makam Pahlawan Arateng Tellu Limpoe Dinas Sosial

1225

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan 

prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi 

PMKS (Bedah rumah)

Dusun I Kundala dan Dusun II 

Larua Desa Teppo

Dinding, 

atap,Lantai, Rumah 

tidak 

huni(RATILAHU)

              1.200.000.000 Dinas Sosial

1226 Bedah Rumah masing-masing 10 Rumah
Kecamatan MaritengngaE (12 

Desa/Kelurahan)
120 rumah Dinas Sosial

1227 Bedah Rumah Desa Bulo               1.200.000.000 DINAS SOSIAL

1228 Bedah Rumah Desa Cenrana 10 Unit                    15.000.000 Dinas Sosial

1229 Bedah Rumah Kel. Baula 100 KK Dinas Sosial
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1230 Pembangunan Poskesdes
Dusun IV Bampengnge Desa 

Kalosi Alau
1 Paket                  500.000.000 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1231 Pembangunan Poskesdes Tanrutedong Tanrutedong 15 x 20 Meter                  150.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1232 Rehabilitasi POSKESDES Desa Salobukkang
Dusun I Cenrana Desa 

Salobukkang
1 Paket                  120.000.000 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1233 Rehabilitasi Poskesdes
Jl. Kesehatan Dusun I Desa 

Padang Loang
LS                  250.000.000 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1234 Pembangunan Pustu Desa Bila 1 Unit                  450.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1235 Puskesmas IPAL (Instalasi Penanganan  Air Limbah) Tellu Limpoe
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1236 Pembangunan Poskesdes Kelurahan Amparita Kelurahan Amparita 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1237 Penyuluhan
Lingkungan I Dan II Kelurahan 

Toddang Pulu
Ls

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1238 Pembangunan Poskesdes
Lingkungan I dan Lingkungan. II 

Kelurahan Baula
2 Kelompok

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1239 Pembangunan Poskesdes dan Pagar Lingkungan I Kelurahan Pajalele 1 Unit/meter
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1240 Rehabilitasi Berat Pustu Kelurahan Massepe Kelurahan Massepe 1 Unit                  250.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

Dan KB

1241 Pembangunan Pagar Pustu Kelurahan Massepe Kelurahan Massepe 200 M                  200.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

Dan KB

1242
Peningkatan dan Perbaikan/Rehabilitasi Poskesdes 

Desa Teppo
Dusun Kundala Desa Teppo 1 Paket                  250.000.000 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1243 Pembangunan Poskesdes Lingk I Kelurahan Batu Lappa                  500.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1244 Pembangunan paving blok poskesdes Lingk. I Kelurahan Lawawoi 30 x 40 m
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1245 Pembangunan Pagar Poskesdes Uluale Uluale 80 M                    80.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1246 Rehab Berat Pustu Dusun I Kulua Desa Lainungan 20 Titik                  200.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1247 Pembangunan Pagar Pustu Desa Carawali 20 Meter
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1248 Pembangunan Pagar Posdes Desa Carawali
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1249 Rehabilitas Pustu Dusun II Buae 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1250 Pengadaan pogging
Dsn I Kp. Baru, Dsn II 

Pabbaresseng, Dsn III Kamirie
3 Unit                    30.000.000 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana
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1251 Pelatihan Jumantik Mattirotasi LS                    30.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1252 Rehabilitas POSKESDES Lk I sidenreng Kelurahan Sidenreng LS
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1253 Penimbunan dan Pembangunan Pagar PUSTU Dusun I Aka-akae 60 M                    77.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1254 Rehabilitasi Poskesdes Dusun 1 Masing Desa Talumae 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1255 Pagar dan Paving Blok Puskesdes Desa Maddenra Dusun  Maddenra 1 Paket                  250.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1256 Mesin Foging untuk DBD Puskesmas Pangkajene 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1257 Rehab. Total Pustu Sereang KaniE 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1258 Pengadaan Poskesdes KIT 'Poskesdes Pangkajene Kelurahan Pangkajene 1 Paket
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1259 Pemasangan Paving Blok Poskesdes Pangkajene Kelurahan Pangkajene 1 Paket
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1260 Pembangunan Poskesdes Desa Allakuang 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1261 Rehab Poskesdes Desa Tanete 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1262 Poskesdes Kit Kelurahan Majelling 1 set
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1263 Rehabilitas Pagar Poskesdes Dusun Kampung Baru/Bulo 1 Unit                  100.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana

1264 Rehab Pustu Desa Cipotakari 1 PAKET                  500.000.000 
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1265 Rehab Berat Pustu Kelurahan Kadidi Lingkungan Makkawarue 1 Paket                  100.000.000 
Dinas Kesehatan ,Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana

1266 Pagar Poskesdes
Lingkungan Makkawarue 

Kelurahan Kadidi
50 Meter                    30.000.000 

Dinas Kesehatan ,Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana (Pindahan Dari 

Bidang Pembangunan / Prasarana Wilayah)

1267 Perbaikan Atap Poskesdes Kadidi
Lingkungan Makkawarue 

Kelurahan Kadidi
1 PAKET                    50.000.000 

Dinas Kesehatan ,Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana (Pindahan Dari 

Bidang Pembangunan / Prasarana Wilayah)

1268 Pagar Pustu
Lingkungan Makkawarue 

Kelurahan Kadidi

30 Meter
                   20.000.000 

Dinas Kesehatan ,Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana (Pindahan Dari 

Bidang Pembangunan / Prasarana Wilayah)
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1269 Pembangunan Gedung Puskesmas Bilokka Desa Corawali 8 x 36 m
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1270 Mobiler Poskesdes Dusun I Desa Allesalewo Ls                    50.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1271 Rehabilitasi Poskesdes Dusun II Desa Corawali 1 Unit                  250.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1272 Mobiler Poskesdes  Desa Corawali 1 Paket
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1273 Bantuan Terhadap Balita Stunting Desa Wanio Ls                  100.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1274 Rehab. Pustu Maroangin Bilokka 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1275 Rehab Poskesdes WetteE WetteE 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1276 Rehab Atap Depan Poskesdes Lingk.II Kelurahan Lajonga 4x7 M                    50.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1277 Rehab Pustu Kelurahan Lajonga Lingk.I Kelurahan Lajonga 1 Unit                  350.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1278 Rehabilitasi gedung polindes Dusun I Desa Dengeng-dengeng 1 Unit                  300.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1279 Rehab Pustu Compong Dusun II Desa Compong 1 Unit                  300.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1280 Pengadaaan Mobiler Poskesdes Dusun I Lagading 1 Paket
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1281 Rehab sedang poskesdes kelurahan batu
Lingkungan II Salopalaka 

Kelurahan Batu 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1282 rehab pustu Dusun III Labekkang Desa Botto 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1283 Pagar POSKESDES Dusun VI Bendung Desa Botto
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1284 Pagar Poskesdes Walawala
Desa Walawala Desa 

Leppangeng

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

daan Keluarga Berencana

1285 Pembangunan Pagar Puskesmas Dongi Desa Dongi 50 m
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1286 Rehab Pustu Lancirang dan Mobiler Kelurahan Lancirang 1 paket
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1287 Pembangunan Pagar Puskesmas Lancirang Kelurahan PonrangaE 100 m
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1288 Perumahan Paramedis Puskesmas Lancirang Kelurahan PonrangaE 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1289 Rehab Poskesdes Betao Riawa dan Mobiler Desa Betao 1 Paket
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB
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1290 Rehabilitasi Pustu Desa Otting Desa Otting 1 Ls
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1291 Pembangunan Poskesdes Dusun 5 Dongi Desa Dongi 1 Paket                  500.000.000 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB (Pindahan Dari Bidang 

Pembangunan/Prasarana Wilayah)

1292 Rehabilitasi Berat Pustu Bulu Cenrana 1 UNIT                  150.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1293 Penyuluhan TB, HIV/AIDS dan Germas Bulu Cenrana LS                      7.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1294 Refresing Kader Bulu Cenrana LS                    10.000.000 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1295
Pengadaan Mobiler Alat Kesehatan untuk 

Poskesdes/Pustu
Bulu Cenrana LS                    35.000.000 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1296
Pengecekan Kesehatan Masyarakat Desa Bulu 

Cenrana
Bulu Cenrana LS                    15.000.000 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1297
Pengadaan Kendaraan Dinas Petugas Kesehatan 

yang ada di Desa Bulu Cenrana
Bulu Cenrana LS                    35.000.000 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan KB

1298 Pembangunan Poskesdes
Lingkungan II Kelurahan 

Lancirang
1 Unit

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1299 Alat Foging nyamuk  PKM Lancirang
PKM Lancirang  Kelurahan 

Ponrangae
1 Unit

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1300 Paving Blok Puskesmas Lancirang
Lingkungan I Kelurahan 

Ponrangae
200 m2

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1301 Mobil Ambulance Desa Betao 1 Unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1302 Rehab Pustu
Dusun II Cempa Desa Betao 

Riase

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1303 Mobiler Poskesdes dan Pustu
Dusun I dan Dusun II Desa Betao 

Riase

80 meter dan 114 

meter

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1304 Pembangunan pagar Poskesdes Kelurahan Baranti Lingk. II Kelurahan Duampanua 1
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1305 Rehab gedung baru pustu desa passeno
Dusun padacenga rijang Desa 

Passeno
-

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1306

Rehabilitasi pustu tonrong rijang (talang air hujan, 

bak penampungan air, pintu wc, saluran drainase, 

pengecatan dinding dan bak air di wc

Desa tonrong rijang 1 unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1307 Pembangunan pagar poskesdes benteng Kelurahan Benteng 50 meter
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1308 Pembangunan pagar pustu kelurahan benteng Kelurahan Benteng 65 meter
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana
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1309 Pembangunan pagar poskesdes tangkoli
Lingk. Talumae Kelurahan  

Manisa
30 m

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1310 Pembangunan pagar pustu  
Tonrong loutang Desa 

Tonrongnge
100 m

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1311 Paving blok poskesdes  Desa tonrong rijang 1 unit
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana

1312 Drainase Sport Center Lingkungan  I Tanru Tedong 200 Meter                  150.000.000 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1313 Lapangan Teknis Dusun II Desa Kalosi
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1314
Pembangunan Lintasan Lari Lapangan Merdeka 

Kalosi
Dusun II Desa Kalosi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1315 Pembuatan Sarana Olahraga Bulu tangkis Dusun II Desa Taccimpo 1 Unit
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1316 Pembinaan Generasi Muda Ke.Salomallori
Lk. I, Lk. II & III Kelurahan 

Sallomallori
LS                    30.000.000 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwasata

1317
Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Andi Salolipu 

Arateng
Tellu Limpoe

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwasata

1318 Bantuan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Lingkungan I dan Lingkungan. II 

Kelurahan Baula
2 Kelompok

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwasata

1319 Wisata Alam Bulu Baula
Lingkungan I dan Lingkungan. II 

Kelurahan Baula

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwasata

1320 Lintasan Lari Lapangan Sepak Bola Arawa Kelurahan Arawa 5x400 Meter                  250.000.000 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1321 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Lingk. I Kanyuara 1 Unit                    30.000.000 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1322 Penimbunan & Drainanse Lapangan Sepak Bola Dusun I Bulukonyi Desa Talawe 1050 M3                  250.000.000 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1323 Wisata Alam Mojong Desa Mojong 1 Unit               1.500.000.000 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1324 Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Sereang Pakenya Desa Sereang 1 Unit                    10.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

1325 Lampu Lapangan Andi Cammi Rappang Lapangan Andi Cammi Rappang 12 Unit                  180.000.000 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Parawisata

1326 Rehab Gedung Keseninan Rappang + Fasilitas Kelurahan Rappang 1 Unit
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Parawisata

1327
Penerangan Lampu Tribun Lapangan Andi Cammi 

Rappang 
 Kelurahan Rappang 1 Set                      5.000.000 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Parawisata

1328 Pengembangan wisata TPI lagading Dusun 3 Banga Desa Lagading 1 Unit
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1329
pembangunan sarana olahraga (Lapangan Volly, 

Futsal, Takrow)

Lingkungan VI Lampiring  

Kelurahan Batu 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata
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1330 pengembangan wisata alam desa
Dusun III walawala Desa 

Leppangeng
1 Unit                  100.000.000 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1331 Sport Center di Kecamatan Pitu Riawa Desa Dongi 1 Paket
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1332 Pengadaan Lapangan Olahraga Desa Sumpang mango Ls                  650.000.000 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1333 Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Bulu Cenrana Ls                  150.000.000 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata (Pindahan Dari Bidang 

Pembangunan/Prasarana Wilayah)

1334 Penimbunan Lapangan Pujo
Dusun II Pujo Desa Bulu 

Cenrana
LS                    25.000.000 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata (Pindahan Dari Bidang 

Pembangunan/Prasarana Wilayah)

1335 Timbunan Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani
Lingkungan II Kelurahan 

Lancirang

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1336
Perbaikan/Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola 

Kelurahan Ponrangngae Lingkungan III

Lingkungan III  Kelurahan 

Ponrangae
1 Unit

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1337 Pembangunan Lapangan Sepak Bola
Dusun III Padang Lampe Desa 

Betao Riase

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1338 Penimbunan dan Rehabilitasi  Lapangan
Dusun V Daunparue Desa Betao 

Riase

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1339 Pengadaan Alat Kesenian Desa Betao Riase
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1340 pembuatan jogging track lapangan Cahaya Muda Lingk. III Kelurahan Duampanua 1
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1341

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga ( 

lapangan tennis meja (2 set) , lapangan volley + 2 

buah bola volley, lapangan sepak takraw, lapangan 

futsal )

Kelurahan Duampanua 5 set
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1342 Pemeliharaan lapangan sepakbola Andi Mappangile Lingk. Benteng -
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1343 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Kelurahan Benteng -
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1344 Rehab gedung masyarakat/olahraga lingk. Callaccu
Lingk. Callaccu Kelurahan 

Benteng
-

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1345 Sarana dan prasarana lapangan Kelurahan Benteng -
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1346
Pengadaan lapangan tennis meja remaja Masjid 

Darussalam

Lingk. Kamp. Baru Kelurahan  

Manisa
1 unit

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1347 Pembangunan gedung futsal Padacenga  Desa Sipodeceng Ls
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

1348 Pengadaan alat fitnes  Desa Sipodeceng Ls
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata

Lampiran Daftar Usulan Musrenbang Tahun 2020  Kabupaten Sidenreng Rappang  |  78



NO
PRIORITAS 

DAERAH

SASARAN 

DAERAH
PROGRAM KEGIATAN SASARAN KEGIATAN LOKASI DESA/KEL VOLUME  PAGU PD PENANGGUNG JAWAB

1349 Timbunan Halaman SMP 2 Dua Pitue Dua Pitue 275M                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1350 Pembangunan Pagar SD No. 11 Tanru Tedong 184M                  184.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1351 Rehalibitasi Gedung TK Bampengnge
Dusun IV Bampengnge Desa 

Kalosi Alau
1 Paket                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1352 Pembangunan Pagar SD No. 16 Tanrutedong
Dusun III Pakkasalo Desa Kalosi 

Alau
100 Meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1353 Pembangunan Pagar SD No. 15 Tanrutedong Dusun I Desa Kalosi Alau 1 Paket                    75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1354
Pembangunan Pagar SD No. 07 Tanrutedong 

(Pembangunan Paving Block )

Dusun II Awakaluku Desa Kalosi 

Alau
24 x 8                    75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1355 Pembangunan WC SD No. 16 Tanrutedong
Dusun III Pakkasalo Desa Kalosi 

Alau
2 Unit                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1356 Pembangunan WC SD No. 15 Tanrutedong Dusun I Desa Kalosi Alau 1 Paket                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1357 Pembangunan WC SD No. 07 Tanrutedong
Dusun II Awakaluku Desa Kalosi 

Alau
1 Paket                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1358 Rehalibitasi Gedung TK 
Dusun IV Bampengnge Desa 

Kalosi Alau
1 Paket                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1359
Pemasangan Pavin Blok Lapangan Upacara SMPN 1 

Dua Pitue
 Kelurahan Tanru Tedong 40 x 55Meter                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1360
Pembangunan Pagar Beton sebelah Utara SMPN 1 

Dua Pitue
Kelurahan Tanru Tedong 100 Meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1361 Penimbunan Halaman SMPN 1 Dua Pitue  Kelurahan Tanru Tedong 30 x 50 Meter                    75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1362 Pagar Sebelah Timur SDN 1 Tanrutedong
Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Tanru 

Tedong
150M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1363 Rehab UPTD Pendidikan Tanrutedong
Lingkungan  I Kelurahan Tanru 

Tedong
                 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1364 Drainase SDN 1 Tanrutedong
Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Tanru 

Tedong
60 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1365 Drainase SDN 3 Tanrutedong
Lingkungan II Kelurahan Tanru 

Tedong
40 Meter                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1366
Drainase SDN 8 Tanru Tedong Belakang Rumah 

Sakit

Lingkungan  I Kelurahan Tanru 

Tedong
200 Meter                    75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1367 Pavin Blok TK As'Adiyah
Jl. H. Abidin Pido Kelurahan 

Tanru Tedong
30 x 10 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1368 Pembangunan Pagar SD 5 Kalosi Dusun II Desa Kalosi 60 Meter                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1369 Pembanguan WC SD 6 Tanru Tedong Dusun III Desa Kalosi 1 Unit                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1370 Penimbunan Halaman SD 11 Bila Dusun I  Desa Taccimpo 2584                    85.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1371 Timbunan Halaman SMP 2 Dua Pitue Dusun I  Desa Taccimpo 275M                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1372 Pembangunan Gedung Sekolah TK Dusun II Desa Taccimpo 1 Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1373
Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD Negeri 14 Tanru 

Tedong

Dusun I Cenrana Desa 

Salobukkang
2 Unit                  250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1374 Rehabilitasi Bangunan TK PGRI Tanrutedong
Dusun II Pakkasalo Desa 

Salobukkang
1 Unit                  175.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1375 Pembangunan Pagar Skolah SD 11 Tanrutedong Salobukkang 184M                  184.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1376 Pembangunan Pagar Sekolah SD 4 Tanrutedong Salobukkang 200 Meter                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1377 Pengadaan Pagar SD Negri 10 Tanrutedong Lk. II Kelurahan Sallomallori 100M                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1378 Pengadaan Pagar SD Negri 17 Tanrutedong Lk. III Kelurahan Sallomallori LS                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1379
Pembangunan Ruang Kelas Kelompok PAUD 

Mamminasae

Jl. Suplir Dusun II Desa Padang 

Loang
1 Ruang                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1380 Pagar PAUD Mamminasae
Jl. Suplir Dusun II Desa Padang 

Loang
50 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1381 Paving Blok Halaman Paud Mamminasae
Jl. Suplir Dusun II Desa Padang 

Loang
200 M2                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1382 Rehabilitas Gedung TK/Paud Darma Wanita Dusun I Larumpu Desa Bila 1 Unit                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1383 Pagar SD 6 Bila Dusun III Larumpu Desa Bila 1 Paket                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1384 Pengadaan APE Dalam dan APE Luar Dusun I dan Dusun II Desa Bila 2 Unit                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1385 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Dusun I dan Dusun II Desa Bila 2 Unit                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1386 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Desa Bila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1387 Pembangunan Gedung Sekolah SD/TK/PAUD  Desa Bila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1388 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/TK/PAUD Desa Bila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1389 Pembangunan Perpustakaan dan Laboratorium SD Desa Bila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1390
Pemb.Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir  

SD/TK
Desa Bila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1391 Rehabilitas Sedang/Berat Sekolah Dasar Desa Bila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1392 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Desa Bila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1393 Pembangunan TK 45 Kalosi DusunI Jl. Wele Desa Kampale 1 Paket                  500.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1394 Pembangunan Pagar SDN. 13 Tanrutedong
Dusun I Jl.Sekolah  Desa 

Kampale
1 Unit                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1395 Pembangunan TPA RiajangAle
Dusun II Kampale  Desa 

Kampale
1 Paket                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1396 Pembangunan RKB SDN 13 Kampale Desa Kampale                  253.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1397 Pembangunan Pagar Besi SMPN 1 Tellu LimpoE Kelurahan Amparita 200 meter                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1398 Pembangunan Pagar Beton TK Dharma Wanita Kelurahan Amparita 90 meter                    90.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1399 Rehab Pagar SD No. 3 Amparita Kelurahan Amparita 170 meter                  170.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1400 Pembangunan Pagar SD No. 2 Amparita
Lingkungan II Palla'E Kelurahan 

Arateng
200 Meter                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1401 Pemasangan Paving Blok SD No1 Amparita
Lingkungan II Lasalama 

Kelurahan Arateng
10 x 20                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1402 Timbunan SD Neg. No. 5 Amparita
SD Neg. No. 5 Amparita, Jl. 

Irigasi Kelurahan Toddang Pulu
500 Ret                    75.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1403 Rehab Atap Puskesdes
Lingkungan II Wattang Lowa 

Kelurahan Toddang Pulu
1 Unit Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1404 Pembuatan Pagar SD Neg. No. 8 Kelurahan Toddang Pulu 160 meter                  160.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan
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1405 Pembangunan TK PGRI Toddang Pulu
Lingkungan I Labbolongeng 

Kelurahan Toddang Pulu
1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1406 Paving Blok SDN 7 Amparita
Lingk.II Perinyameng Kelurahan 

Baula
300 meter                    45.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1407 Pagar SDN 7 Amparita
Lingk I Lapunranga Kelurahan 

Baula   
120 Meter                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1408 Pembangunan Pagar SD 1 Massepe Kelurahan Pajalele 100 meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1409 Pembangunan Gedung MTS Nasrul Haq Kelurahan Pajalele 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1410 Pembangunan Paving Blok MTS Nasrul Haq Kelurahan Pajalele 28 x 17                    71.400.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1411  WC MTS Nasrul Haq Kelurahan Pajalele 2 Unit                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1412 Pengadaan Pagar dan Mobiler SD 2 Massepe Kelurahan Pajalele 60 meter                    90.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1413 Pembangunan Pagar TK PGRI Pajalele Kelurahan Pajalele 60 meter                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1414 Pengadaan Mobiler RA DDI Massepe Kelurahan Pajalele 1 Paket                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1415 Penambahan Gedung Paud Kelurahan Massepe  Kelurahan Massepe 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1416 Penambahan Gedung SD Neg. 4 Massepe Kelurahan Massepe 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1417 Pembangunan Paving Blok SD Neg.4 Massepe Kelurahan Massepe 200 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1418 Pembangunan Pagar SMP Neg. 2 Tellu LimpoE Kelurahan Massepe 300 M                  300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1419
Pembangunan Paving Blok SMP Neg. 2 Tellu 

LimpoE
Kelurahan Massepe 400 M                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1420
Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman SD 

Neg. 5 Massepe
Dusun Larua Desa Teppo 1 Paket                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1421
Pembangunan Taman atau Pagar TK ALIRSYAD AL 

ISLAMIYYAH
Dusun Kundala Desa Teppo 200 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1422
Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman SD 

Neg. 3 Massepe
Dusun Kundala Desa Teppo 1 Paket                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1423
Pembanguna Pagar dan Penataan Halaman Taman 

Makam Pahlawan 
Dusun Kundala Desa Teppo 1 Lokasi                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1424 Pembangunan Pagar SDN 3 Teteaji Dusun I Desa Teteaji 10 M                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1425 Paving Blok Halaman SDN 1 Teteai Dusun I Desa Teteaji 200 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1426 Pembangunan Pagar SDN 2 Teteaji Dusun II Desa Teteaji 30 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1427 Paving Blok SDN 2 Teteaji Dusun II Desa Teteaji 200 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1428 Pembangunan Pagar Paud Mentari Dusun II Desa Teteaji 30 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1429 Mobiler TK Darma wanita Dusun I Desa Teteaji 4 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1430 Paving Blok Pekarangan Paud Mentari Dusun II Desa Teteaji 200 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan

1431 Penambahan Ruangan TK PGRI BOJOE Kelurahan Arawa 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1432
Lanjutan Pembangunan Asrama Pondok Pesantern 

SAHIBU JANNAH
Kelurahan Arawa LS                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1433 Pagar sekolah SD 1 Lawawoi Lawawoi 50 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1434 Pagar sekolah SD  4 Lawawoi Lawawoi 80 Meter                    80.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1435 Pagar sekolah SD  5 Lawawoi Lawawoi 100 Meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1436 Paving blok SD 5 Lawawoi Lawawoi
15 x 30 +               3 

x 20
                   76.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1437 Pagar TK mandiri Lawawoi 50 m                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1438
Pembangunan Taman, lapangan Upacara dan 

Fasilitas Parkir (pagar SMP uluale)
Uluale 125 Meter                  125.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1439
Pembangunan Taman, lapangan Upacara dan 

Fasilitas Parkir (pagar SD 1 ARAWA)
Uluale 50 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1440
Pembangunan Taman, lapangan Upacara dan 

Fasilitas Parkir (pagar SD 5 ARAWA)
Uluale 200 Meter                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1441
Penambahan Ruang Kelas Paud (TK Al Ikhlas Panre 

Tante)
Uluale 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1442 Pembangunan Pagar SD No. 3 Lainungan Dusun I Kulua Desa Lainungan 100 Meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1443 Rehab SD No  1 Lainungan Dusun I Kulua Desa Lainungan 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1444 Pembangunan Pagar Sekolah  SD 1 Desa Carawali 70 Meter                    70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1445 Pembangunan Pagar Sekolah SD 2 Desa Carawali 50 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1446 Pembangunan Pagar Sekolah SD 3 Desa Carawali 50 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1447 Ape Dalam, Ape Luar Paud KB. Mawar Desa Carawali 20 Meter                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1448 Pagar SDN 9 Arawa Dusun III Talumae Desa Buae 100 Meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1449 Paving Blok SDN 2 Arawa Dusun II Buae 40 x 20                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1450 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 2 Arawa Dusun II Buae 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1451 Pagar SDN 8 Arawa Dusun III Talumae Desa Buae 200 Meter                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1452 Pembangunan pagar UPT SMP N 2 Watang Pulu Desa Mattirotasi 120 Meter                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1453
Pembangunan Tempat Parkir UPT SMP N 2 Watang 

Pulu
Desa Mattirotasi 1 Unit                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1454 Rehab. Berat Bangunan UPT SD 2 Lainungan Desa Mattirotasi 1 Unit                  125.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1455 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 8 Watsid Kelurahan Empagae 1 Rumbel                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1456 Pembangunan Pagar SD 8 Watsid Kelurahan Empagae 150 Meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1457 Pagar PAUD Lompo Battoa Kelurahan Empagae
30 Meter

                   30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1458 Pembangunan Pagar SD 1 Watsid Kelurahan Empagae 100 Meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1459 Rehab  Gedung Sekolah TK.PGRI Walatedong Kelurahan Sidenreng 2 Runbel                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1460 Pembangunan Pagar  SD 2  Wattang Sidenreng Kelurahan Sidenreng 270 M                  277.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1461
Pembangunan Taman lapangan Upacara dan Parkir 

(Paving Blok ) SD 7 Watang Sidenreng

Dusun II Kampung Baru Desa 

Aka-akae
20 x 40 Meter                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1462
Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah SD Neg.2 

Mojong
Desa Talumae 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1463 Pembangunan  WC Sekolah SD Neg.1 Mojong Desa Talumae 1 Unit                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1464 Pembangunan  WC Sekolah SD Neg. 2 Mojong Desa Talumae 1 Unit                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1465 Pembangunan Pagar SDN 6  Mojong Dusun I Bulukonyi Desa Talawe 47 m                    47.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1466 Pembagunan Pagar SD N 3 Mojong
Dusun I Passitangeng Desa 

Damai
150 Meter                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1467 Pembangunan SD dan SMP Desa Mojong 1 Sekolah                  500.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1468 Pembangunan Pagar SD Negeri 4 Mojong Desa Mojong 300 Meter                  300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1469 Pembangunan Pagar Sekolah Dasar Negeri 5 Kulo
Dusun Jampu Desa 

Abbokongeng
145 M                  145.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1470 Pengadaan Sarana Dan Prasarana TK (Pagar TK)
Dusun Abbokongang Desa 

Abbokongeng
36 M                    36.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1471 Pagar Sekolah SDN 6 Kulo
Dusun Salo Indru Desa Bina 

Baru
60 Meter                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1472 Pembangunan Pagar Beton SD 1 Kulo Desa Kulo 274 M                  274.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1473 Pembangunan PAUD CERDAS Desa Kulo 1 Unit                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1474 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Kulo Desa Kulo 3 Kelas                  360.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1475 Pembangunan TK Al Muawwanah Dusun Maddenra 1 Unit                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1476 Pagar SD 2 Kulo 135 M                  135.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1477 Paving Blok SD 3 Kulo 56 M                      8.400.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1478 Pengadaan Mobiler SDN 3 Mario Dusun Poka Desa Mario 2 Lemari                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1479 Pengadaan Alat Musik Drumban SD Negeri 3 Mario Dusun Poka Desa Mario 1 Paket                    25.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1480 Pengadaan Pagar TK. Al Furqan  Mario Desa Mario Desa Mario 85 M                    85.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1481 Pembangunan Pagar PAUD Nikmatullah
Dusun Tellang-Tellang Desa 

Rijang Panua
150 M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1482 Pembagunan Kantor Ponpes Nurusy Syifa
Dusun Macege Desa Rijang 

Panua
10x10                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1483 Lanjutan Pembangunan pagar SD N 4 Rijang Panua
Dusun Macege Desa Rijang 

Panua
122 M                  122.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1484
Penimbunan dan Pemasangan Pavin Blok Lapangan 

Sepak Bola SMP 2 Pangsid
Kelurahan Rijang Pittu 100 x 60 m                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1485 Lanjutan Pembangunan pagar SMP 2 Pangsid Kelurahan Rijang Pittu 150 m                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1486 Pembangunan pagar dan Pintu Gerbang TK Pertiwi Pangkajene 100 m                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1487 Pemasangan Pavin Blok TK Pertiwi TK Pertiwi Pangkajene 20 x 40 m                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1488
Pembangunan Pagar Tembok sisi barat UPT SMPN 

3 Pangkajene
Kelurahan Pangkajene 100 x 1,5 M2                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1489 Pembangunan PAUD Dusun II KaniE 1 Unit                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1490 Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 3 Sereang Desa Kanie 20 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1491
Pemasangan Paving Blok & Penimbunan SD 3 

Sereang
Desa Kanie 3 x 30                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1492
Pemasangan Paving Blok & Penimbunan SDN 1 

Sereang 
Desa Kanie 150 M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1493 Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 1 Sereang Desa Kanie 20 x 40                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1494 Peningkatan Lapangan Upacara SDN 2
Jalan Hoscokroaminoto 

Kelurahan Wala
10 x 30 M2                    45.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1495 Lanjutan Pemb. Pagar SDN 16 Wala Lingkungan II Kelurahan Wala 50 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1496 Penimbunan Halaman SDN 16 Wala Lingkungan II Kelurahan Wala 2`0 ret                      3.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1497 Pembangunan Pagar SD Mi Muhamadiyah Lingkungan I Kelurahan Wala 40 Meter                    40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1498 Pembangunan Pagar SDN 2
Jalan Hoscokroaminoto 

Kelurahan Wala
50 M2                    50.000.000 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan(Pindahan dari Bidang 

Pembangunan/Prasarana wilayah

1499 Pembuatan Pagar TK. Aisyah 1 Pangsid
Jalan. Syarif AL Qadri Kelurahan 

Rijang Pittu 
50 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1500 Paving Balok TK.Aisyah
Jalan. Syarif AL Qadri Kelurahan 

Rijang Pittu 
5 x 20                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1501 Alat Peraga TK Aisyah
Jalan. Syarif AL Qadri Kelurahan 

Rijang Pittu 
3 Buah                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1502
Renovasi Bagunan SDN 5 Pangsid (Timbunan Lebih 

Mendesak)
Kelurahan Rijang Pittu 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1503 Pembangunan Pagar SDN 12 Pangkajene (Depan) Kelurahan Lakessi 37,5 Meter                    40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1504 Pembangunan Pagar SDN 9 Pangkajene (Depan) Kelurahan Lakessi 80 Meter                    80.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1505 Pembangunan Pagar SDN 6 Pangkajene(Selatan) Kelurahan Lakessi 10 Meter                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1506 Pembangunan Pagar SDN 3 Allakuang Dusun I Takkalasi 100 Meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1507 Pengadaan Mushollah SDN 3 Allakuang Dusun I Takkalasi 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1508 Pembangunan Pagar SDN 2 Desa Sereang 70 Meter                    70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1509 Pembangunan Pagar  SDN 4 Desa Sereang 70 Meter                    70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1510 Pembangunan Paving Blok SDN 2 Desa Sereang 20 x 40                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1511 Pembangunan Paving Blok SDN 4 Desa Sereang 20 x 40                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1512 Pembangunan Pagar TK Cahaya Safran Kelurahan Majjelling Wattang 150 M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1513 Pembangunan Pagar SDN 20 Pangkajene Kelurahan Majjelling Wattang 100 M                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1514 Pembangunan Pagar SDN 4 Allakuang Desa Allakuang 40 M                    40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1515 Batako Lapangan Upacara SDN 4 Allakuang Desa Allakuang 20 x 40                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1516 Rehab Pagar SDN 2 Allakuang Desa Tanete 50 Meter                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1517 Rehab Pagar DDI Tanete Desa Tanete 20 Meter                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1518 Lanjutan Pemasangan Pavin Blok SDN 3 dan 19 Kelurahan Majelling 30 x 40 m                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1519 Pembangunan pagar SDN 3 dan 19 Kelurahan Majelling 10 m                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1520 Pembangunan Lapangan Upacara SMPN 1 Rappang 90 M                    13.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1521 Paving Blok SDN 1 Rappang 20 x 20 m                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1522 SDN 11 P Rijang 130 Meter                  130.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1523  SDN 4 P Rijang 260 Meter                  260.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1524 Pembuatan Lapangan Upacara SDN 11 Rappang 210 M                    31.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1525 SDN 7 Rappang 155 M                    23.250.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1526 Pembuatan WC SDN 11 Rappang 2 Unit                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1527 SDN 7 Rappang 2 Unit                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1528 SDN 8 Rappang 2 Unit                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1529 SDN 4 Rappang 2 Unit                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1530 SDN 10 Rappang 2 Unit                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Lampiran Daftar Usulan Musrenbang Tahun 2020  Kabupaten Sidenreng Rappang  |  84



NO
PRIORITAS 

DAERAH

SASARAN 

DAERAH
PROGRAM KEGIATAN SASARAN KEGIATAN LOKASI DESA/KEL VOLUME  PAGU PD PENANGGUNG JAWAB

1531 SMP 2 Rappang 3 Unit                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1532 Paving Blok SD 1 Macorawalie 34 x 15 M                    76.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1533 Paving Blok SD 4 Macorawalie 34 x 15 M                    76.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1534 Paving Blok SD 7 Macorawalie 34 x 15 M                    76.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1535
Pembangunan Gedung kantor UPT. SD NEGERI 3 

Timoreng Panua
Timoreng Panua 1 UNIT                  250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1536
Paving Blok Lapangan Upacara UPT SD 7 Timoreng 

Panua
Dusun 1 Bulo Wattang 525 M                    78.750.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1537
Pembangunan Taman SD 5  Timoreng Panua (  

Pagar +  Paving blok )

Pagar 279 M 

Paving Blok   2,5 x 

12 17,5 x 27,3 9 x 

16          6 x 10

 Pagar 279000000            

Paving Blok 

106762500 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1538 Pembangunan Taman TK  IDHATA (Pagar) TK  IDHATA 75 M                    75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1539 Pembangunan Taman TK  IDHATA.  (Paving blok ) TK  IDHATA 50 x 50 M                  375.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1540 Pengadaan Paving Blok SMP Negeri 4 Panca Rijang Lingkungan Makkawarue 270 M                  270.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1541
Pembangunan Pagar dan Gerbang Sekolah SMPN 1 

Rappang
Kelurahan Rappang 60 M                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1542
Rehabilitasi Sedang Ruangan Kelas Sekolah PAUD 

Ashsham  Jl. Harapan

PAUD Ashsham  Jl. Harapan 

Kelurahan Rappang
4 x 8 m                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1543 Paving Blok SDN 12 Rappang Kelurahan Rappang 20 x 20 m                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1544 Paving Blok  TK AISYIAH 1 RAPPANG Kelurahan Rappang 20 X 20 m                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1545 Pembangunan WC/Toilet TK AISYIAH 1 RAPPANG Kelurahan Rappang 2 Unit                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1546 Pembangunan Plafon TK AISYIAH 1 RAPPANG Kelurahan Rappang 20 x 15 m                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1547 Pembangunan P A U D
Lingkungan  Rijang Baking 

Kelurahan Lalebata
1 Unit                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1548 Pembangunan Laboratorium Mts YMPI  Rappang Kelurahan Lalebata 1 Unit                  300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1549
Pembangunan Taman SD 4 Timoreng Panua (  

Pagar)
Desa Cipo Takari 75 M                    75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1550
Pembangunan Taman SD 4 Timoreng Panua (  

Paving Blok )
Desa Cipo Takari 50 x 50 M                  375.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1551 Pengadaan Paving blok SMP Negeri 4 Panca Rijang
Lingkungan Makkawarue 

Kelurahan Kadidi
270 M                  270.000.000 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(Pindahan Dari Bidang Pembangunan / 

Prasarana Wilayah)

1552 Pagar SD Negeri 3 Maccorawalie
Lingkungan Makkawarue 

Kelurahan Kadidi
108 M                  108.000.000 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(Pindahan Dari Bidang Pembangunan / 

Prasarana Wilayah)
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1553 Pagar SD Negeri 6 Maccorawalie
Lingkungan Makkawarue 

Kelurahan Kadidi
200 M                  200.000.000 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(Pindahan Dari Bidang Pembangunan / 

Prasarana Wilayah)

1554 Pagar SD Negeri 2 Maccorawalie
Lingkungan Makkawarue 

Kelurahan Kadidi
232 M                  232.000.000 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(Pindahan Dari Bidang Pembangunan / 

Prasarana Wilayah)

1555 Pagar TK Dharma Wanita
Lingkungan Makkawarue 

Kelurahan Kadidi
58 M                    58.000.000 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(Pindahan Dari Bidang Pembangunan / 

Prasarana Wilayah)

1556 Kanopi Pelataran TK Aisyah 2 Kadidi
Lingkungan Makkawarue 

Kelurahan Kadidi
15 x 5,5                    30.000.000 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(Pindahan Dari Bidang Pembangunan / 

Prasarana Wilayah)

1557
Pembangunan Lapangan Bola Volly Pondok 

Pesantren Al Wahid
Desa Wanio 5 x 15                    11.250.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1558
Pembangunan lapangan Sepak Takraw Pondok 

Pesantren Al Wahid
Desa Wanio 3 x 10                      4.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1559 Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Panca Lautang  Desa Corawali 400 m                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1560
Pembangunan/Penambahan Ruang Kelas SMP 

SATAP 5 Bilokka
Desa Cenrana 2 Kelas                  240.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1561 Pembangunan Pagar dan Gerbang SDN 4 Lise Desa Allesalewo 85 m                    85.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1562 Pembangunan PAUD Desa Lise 1 Sekolah                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1563 Pembangunan Pagar SDN 1 Bilokka  Desa Corawali 100 m                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1564 Pembangunan Pagar SDN 4 Bilokka  Desa Corawali 200 m                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1565 Pembangunan Pagar TK Dharma Wanita  Desa Corawali 50 m                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1566 Pembangunan Pagar TK PGRI Standar Bilokka  Desa Corawali 50 m                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1567 Pembangunan WC TK Dharma Wanita  Desa Corawali 1 Unit                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1568
Pembangunan Taman lapangan upacara dan parkir 

SDN 4 Wette'E
Desa Wanio Timoreng 65 x 40 m                  390.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1569 Penimbunan UPT SDN 3 Wanio Desa Wanio Timoreng 100 Mobil                    15.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1570 Pembangunan Pagar SDN 3 Wanio Desa Wanio Timoreng 40 m                    40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1571 Pembangunan Pagar SD 5 Bilokka Desa Cenrana 200 m                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1572 Pembangunan Pagar SDN 5 Wanio Desa Bapangi 70 m                    70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1573 Pembangunan Pagar SDN 6 Wanio Desa Bapangi 70 m                    70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1574 Pagar SDN 2 Bilokka Kelurahan Bilokka 200 M                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1575 Pagar Mts Muhammadiyah Bilokka Kelurahan Bilokka 140 M                  140.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1576 Pagar RA DDI Bilokka
Linkg.Maroangin Kelurahan 

Bilokka
35 M                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1577
Pembangunan Lantai dan Palpon Mushallah MTS 

Bilokka

Linkg.Maroangin Kelurahan 

Bilokka
72 M2                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1578 Pavin Blok SDN 2 WetteE WetteE 400 m                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1579 Pagar SDN 2 WetteE WetteE 70 m                    70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1580 Pembangunan WC SDN 2 WetteE WetteE 2 Unit                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1581 Pavin Blok SDN 3 WetteE WetteE 700 m                  105.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1582 Pagar SDN 3 WetteE WetteE 220 m                  220.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1583 Pavin Blok MTs Yayasan Al Ikhlas WetteE 400 m                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1584 Pagar MTs Yayasan Al Ikhlas WetteE 80 m                    80.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1585 Pembangunan Pagar SDN 1 Wette’e Lingkungan II Kelurahan Lajonga 52 M                    52.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1586 Pemasangan Paving Blok SDN 1 Wette’e Lingkungan II Kelurahan Lajonga 30x30 M                  135.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1587
pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas 

parkir SDN 4 Belawae
Dusun I Desa Dengeng-dengeng 1 Unit                  250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1588 pengadaan APE dalam dan APE luar PPAUD
Dusun I dan dusun II Desa 

Dengeng-dengeng
2 Unit                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1589 Pemb. Pagar  dan Paving Blok sdn 3 bila Dusun I Lagading Desa LAgading 1 Paket                  250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1590
pembangunan gedung TK Aisyah (Taman, 

Lapangan)
Dusun II awotara Desa Lombo 1 Unit                  125.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1591 rehab gedung sd 13 batu Dusun II awotara Desa Lombo 4 Unit                  210.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1592 pembangunan pagar sdn 1 batu
Lingkungan I Barukku Kelurahan 

Batu
150M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1593 pembangunan pagar sekolah SDN 9 Bila Desa Botto 103M                  103.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1594 pembangunan pagar sekolah SDN 10 Bila Desa Botto 30 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1595 pembangunan pagar sekolah SDN 12 Bila Desa Botto 1 Paket                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1596 pembangunan pagar SD 4 Bila
Dusun I Bola Bulu Desa Bola 

Bulu
250 M                  250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1597 pembangunan pagar SD 8 Bila Dusun IV Bangae Desa Bola Bulu 45 M                    45.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1598 pembangunan pagar SD 13 Bila
Dusun III Babasaloe Desa Bola 

Bulu
35M                    35.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1599 ruang kelas baru (RKB) SDN 2 Batu
Dusun III walawala Desa 

Leppangeng
2 Unit Ruangan                    70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1600 pembangunan pagar sekolah  SMPN 2 Pitu Riase Desa Bila Riase 300 M                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1601 pembangunan pagar sekolah SDN 1  Bila Desa Bila Riase 30M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1602 pembangunan sekolah PAUD Dusun I Bila Riase 1 unit                  250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1603
Rehabilitasi Sedang  Ruang Kelas Kelompok PAUD 

AL HIDAYAH 
DESA BUNTU BUANGIN LS  50 Jt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1604
Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD( 

PAGAR ) AL HIDAYAH
DESA BUNTU BUANGIN LS  50 Jt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1605 Pembangunan Pagar SD 5 Betao Desa Betao 200M                  200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1606 Pembangunan Pagar SD 1 Betao Desa Betao 300M                  300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1607
Pengadaan Mobiler (Meja dan Kursi) SD 

Muhammadiyah Makkoring
Desa Lasiwala 40 buah                  250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1608 Bor untuk SD 5 Otting Desa Anabanna 1 Unit                    10.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1609
Pembangunan TK untuk Desa Anabanna di SD 5 

Otting
Desa Anabanna 40x50                  350.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1610 Pavin Blok MIN Madrasah Sumpang Mango Desa Sumpang Mango 20 x 20 m Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1611 Pembangunan Pagar SDN 8 Otting Desa AjubissuE 80M                    80.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1612 Pembangunan Pagar SDN 7 Otting Desa AjubissuE 80 m                    80.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1613 Pembangunan Jamban/WC PAUD Tunas Harapan Desa AjubissuE 1 Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1614 Pagar SD 8 Lancirang Desa lasiwala 335M                  335.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1615 Pagar SD 9 Lancirang Desa lasiwala 300M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1616 Pagar SD  MIM Makkoring Desa lasiwala 250M                  250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1617 Pavin Blok SD Neg. 10 Otting Desa Otting 12025 M2                  303.750.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1618 Pembangunan Pagar Permanen Dusun 5 Dongi  Desa Dongi 150M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1619 SDN 1 Otting  Desa Dongi 

1620 Pekerjaan Paving Blok Dusun 5 Dongi  Desa Dongi 1064 M2                  159.600.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1621 SDN 1 Otting  Desa Dongi 

1622 Pekerjaan Paving Blok
Dusun 3 Cempa Jawae  Desa 

Dongi /SDN 3 Otting  Desa Dongi 
478,5M2                    71.775.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1623 Pemb Pagar
Dusun 3 Cempa Jawae  Desa 

Dongi /SDN 3 Otting  Desa Dongi 
232M                  232.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1624

1625
Pembangunan Pagar Sekolah untuk SD yang ada di 

Desa Bulucenrana
Bulu Cenrana SDN 9 Otting 500 M                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1626
Pembangunan Pagar Sekolah untuk SLTP yang ada 

di Desa Bulu Cenrana
Bulu Cenrana SMP 4 Pitu Riawa 487M                  487.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1627
Pembangunan pagar SD yang ada di Desa Bulu 

Cenrana
Bulu Cenrana 6 Otting 155M                  155.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1628
Pembangunan Pagar SD yang ada di Desa Bulu 

Cenrana
Bulu Cenrana SDN 4 Otting 20M2                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1629 Pembangunan Mushallah SD 6 OTTING Bulu Cenrana 1 UNIT                  125.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1630 Pembangunan pav blok SD 6 OTTING Bulu Cenrana 216 m2                    32.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1631 Mobiler 3 Ruang Kelas SD 2 OTTING Bulu Cenrana 90 PASANG                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1632
Pembangunan Pagar dan Ruang Komputer SMPN 4 

PITU RIAWA
Bulu Cenrana 300M                  487.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1633 Pembangunan WC SMPN 4 PITU RIAWA Bulu Cenrana 4 UNIT                    20.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1634
Saluran Pembuangan Air Limbah SMPN 4 PITU 

RIAWA
Bulu Cenrana 150 M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1635
Pembangunan Lapangan Olahraga SMPN 4 PITU 

RIAWA
Bulu Cenrana LS                    50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1636 Pembangunan Pagar Sekolah Desa Kalempang 3 BETAO 300M                  300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1637 Pembangunan Pagar SD 5 Otting Desa Anabanna 400 M                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1638 Pembangunan Pagar Depan SMP 4 Dua Pitue
Lingkungan I Kelurahan 

Ponrangae
300 meter                  300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1639 Pagar Sekolah samping Kanan SD 7
Lingkungan II  Kelurahan 

Ponrangae
100M                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1640 Pembangunan Pagar SLTP 6 Dua Pitue Dusun IV Salocallu Desa Betao 100 meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1641 Pengadaan Alat Permainan Luar TK Dusun I Mampise Desa Betao 1 Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1642
Pembangunan Pagar SDN  N0 .8 Otting dan SDN 

No. 7 Otting
Desa Ajubissue LS                  160.000.000 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( 

Pindahan dari bidang 

Pembanguana/Prasarana Wilayah)

1643 Pembangunan Pagar SD 2 Betao
Dusun II Cempa Desa Betao 

Riase
70 M                    70.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1644 Pembangunan Pagar SD 4 Betao
Dusun V Daunparue Desa Betao 

Riase
100 meter                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1645
Pembangunan Paving Blok Lapangan Upacara SD 4 

Betao

Dusun V Daunparue Desa Betao 

Riase
20 x 20 meter                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1646 Pembangunan pagar upt sdn 7 baranti Kelurahan Duampanua 197 M                  197.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1647 Paving block lapangan upacara mtsn 1 sidrap Kelurahan Duampanua 100 M                    15.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1648 Pembangunan pagar SD 7 Benteng
Lingk. Callaccu Kelurahan 

Benteng
30 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1649 Pagar SDN 4 Benteng (sebelah selatan) Panreng rijang 45 M                    45.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1650 Paving Block SMPN 2 Baranti Panreng lautang 220 M                    33.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1651 Pembangunan pagar SDN 8 benteng Lingk. Talumae 104 M                  104.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1652 Pagar sdn 11 benteng Lingk. Manisa 55 M                    55.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1653 Vaping blok sdn 5 passeno Dusun simpo 125 M                    18.750.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1654 Pagar sdn 4 passeno Dea  Desa Sipodeceng 173 M                  173.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1655 Pengadaan pagar sdn 2 tonronge Kamp. Baru 180 M                  180.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1656 Pengadaan pagar smpn 4 baranti Tonrong loutang 100 M                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1657 Rehab tk pgri tonrong rijang Jln. Jeruk tonrong rijang 1 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1658
Pembangunan pagar TK Pesantren Al-Urwatul 

Wutsqa Benteng

Lingk. Benteng Kelurahan 

Benteng
30 M                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1659 Pembangunan pagar TK Mappideceng
Lingk. Callaccu Kelurahan 

Benteng
60 M                    60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1660 Pagar SDN 5 Benteng
Panreng rijang Kelurahan 

Panreng
224 M                  224.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1661 Pagar SDN 2 Benteng (sebelah utara & selatan)
Panreng lautang  Kelurahan 

Panreng
150 M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1662 Pengadaan Tanah TK PGRI Panreng rijang
Panreng rijang Kelurahan 

Panreng
10 x 20 M                  400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1663 Paving Block SDN 5 Benteng
Panreng rijang Kelurahan 

Panreng
500 M                    75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1664 Paving Block SDN 2 Benteng
Panreng lautang  Kelurahan 

Panreng
500 M                    75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1665
Alat permainan edukasi (APE) tk se- kelurahan 

manisa
TK PGRI MANISA 1 Unit                    30.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1666 TK  DARMA WANITA TANGKOLI 1 Unit                    30.000.000 

1667 Vapin blok SDN 11 benteng Lingk. Manisa Kelurahan  Manisa 22 x 22 (484 M)                    72.600.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1668 Pagar sdn 6 benteng Tangkoli Kelurahan  Manisa 40 M                    40.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1669 Pembangunan pagar belakang smpn 3 baranti
Dusun padacenga rijang Desa 

Passeno
100 M                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1670 Vaping blok smpn 3 baranti
Dusun padacenga rijang Desa 

Passeno
470 M                    70.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1671 Pembangunan pagar sdn 5 passeno Dusun simpo Desa Passeno 150 M                  150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1672 Pembangunan Mushallah SD 2 passeno Padacenga  Desa Sipodeceng 1 Unit                  300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1673 Pagar sdn 6 passeno Bongingnge  Desa Sipodeceng 98 M                    98.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1674 Pengadaan pagar sdn 3 tonronge
Tonrong loutang Desa 

Tonrongnge
100 M                  100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1675 Rehab tk dw tonronge
Tonrong loutang Desa 

Tonrongnge
4 Unit                  120.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1676 Pengadaan pagar sdn 1 tonronge
Dusun tonrong rijang Desa 

tonrong rijang
184 M                  184.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1677 Sosialisasi pendaftaran ormas Watang Sidenreng 130 orang                    55.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1678
memberikan pembinaan tingkat kecamatan, 

kelurahan dan Desa
Watang Sidenreng 130 orang                    55.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1679
memberikan penyuluhan peningkatan Wawasan 

Kebangsaan
Desa Mojong 260 orang                  110.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1680
memberikan Penyuluhan tentang pencegahan 

berkembangnya penyakit Masyarakat (Pekat) 

Dusun II, Lurah dan Dusun I 

Kundala Desa Teppo Kec. Tellu 

Limpoe

260 orang               1.200.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1681
memberikan Penyuluhan tentang Pencegahan 

berkembangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)

12 Desa/Kelurahan Kecamatan 

Pitu Riawa
600 orang badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1682 Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Kec. Maritengngae 3 Kali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1683 Sosialisasi Forum Kerukunan Ummat Beragama Kec. Maritengngae 3 Kali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1684 Penyuluhan Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Kulo 130 org                    55.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1685 Sosialisai dan Penyuluhan Bela Negara Kecamatan Kulo 200 org                  125.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1686
memberikan Penyuluhan tentang Pencegahan 

berkembangnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Desa Bila 50 Orang                  110.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1687 Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan SE Kecamatan Dua Pitue 50 Orang                                   -   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1688
memberikan penyuluhan tentang pencegahan 

berkembangnya penyakit masyarakat
Se Kecamatan Baranti 450 orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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1689
Usulan dari  TNI POLRI Penguatan dan 

Pemgawasan TIM PORA
Panca Rijang LS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1690 Mobil Pemadam Kebakaran Kelurahan Empagae 1 Unit               1.800.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1691 Pengadaan mobil pemadam kebakaran Mattirotasi 1 Unit               1.800.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1692 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kec. Pitu Riawa 1 Unit               1.800.000.000 
Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1693 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kelurahan Batu 1 Unit               1.800.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1694
Penyuluhan Pencegahan Berkembang Penyakit 

Masyarakat
Lingk.Cilellang WETTE’E 260 Peserta                    13.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1695 Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Lingk.Cilellang WETTE’E 40 Orang                    63.750.000 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1696
Penyuluhan pencegahan berkembang Penyakit 

masyarakat (Pekat)
Desa Cenrana 1 kali                    75.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1697
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang 

sosialisasi cukai rokok ilegal
Desa Cenrana 1 kali                  150.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1698 Sosialisasi Perda Penertiban Hewan Kec. Maritengngae 3 Kali                  450.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1699
Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat (Penertiban 

Cafe)
Kec. Maritengngae 1 Kali                  331.581.000 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1700 Sosialisasi tentang Cukai Rokok dan Miras Kec. Maritengngae 1 Kali                    75.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1701 Pengadaan Mobil DAMKAR Kecamatan Kulo 1 Unit               1.800.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran

1702
Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat 

(PEKAT)
SE Kecamatan Dua Pitue 1 kali                    75.000.000 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1703 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Desa Bulo 1 Unit               1.800.000.000 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 

PEMADAM KEBAKARAN

1704
Pengadaan Buku Perpustakaan kantor Camat, Desa 

dan kelurahan
Watang Sidenreng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1705 Pengadaan Bahan Bacaan Desa Mojong 100 Buku                    10.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1706
Pengadaan Bahan Bacaan Untuk Perpustakaan 

Desa se Kec. Pitu Riawa
Kec. Pitu Riawa 10 Desa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1707 Pengadaan Perpustakaan Desa 12 Desa/Kel  PITU RIASE 12 Desa/Kel Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1708
Pengadaan Bahan Bacaan untuk Perpustakaan 

Desa
Desa Bapangi Ls Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1709
Penyediaan Buku-Buku Perpustakaan Desa Se Kec. 

Kulo
Kecamatan Kulo 6 Desa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1710 Pengadaan Buku Perpustakaan Desa SE Kecamatan Dua Pitue Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
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1711
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

PNS Latpim IV
Kec. Pitu Riawa 9 Orang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

1712 Penambahan Staf ASN Kec.kulo Kecamatan Kulo 5 Desa 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

1713 Penambahan Guru SDN 4 Kulo dan SD 1 Kulo Kecamatan Kulo 3 Orang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

1714 Peningkatan Sumber Daya Manusia (DIKLATPIM) KECAMATAN DUA PITUE 15 Orang                                   -   
Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

1715 Sosialisasi Peningkatan Disiplin Aparatur Se Kecamatan Baranti
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN DAERAH

1716
Perbaikan SPPT / Perbaikan Data  PBB setara 

keseluruhan se kecamatan Panca Rijang
Desa Bulo 8 BADAN PENDAPATAN DAERAH
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1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 01               386.207.609.500           404.093.029.725 

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    2.519.632.500                2.645.614.125 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng        1.200 Lembar                           2.887.500 APBD       1.200 Lembar                        3.031.875 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Listrik, Sumber Daya Air Dan Jasa Komunikasi Pangkajene Sidenreng             12 Bulan                       115.500.000 APBD            12 Bulan                   121.275.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Terbayar Premi Asuransi Pangkajene Sidenreng               5 Unit                         17.325.000 APBD              5 Unit                      18.191.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangkajene Sidenreng             25 Unit                         12.705.000 APBD            25 Unit                      13.340.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan Pangkajene Sidenreng             12 Bulan                       693.000.000 APBD            12 Bulan                   727.650.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Pangkajene Sidenreng             12 Bulan                         57.750.000 APBD            12 Bulan                      60.637.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorYang 

Tersedia
Pangkajene Sidenreng             15 Jenis                         34.650.000 APBD            15 Jenis                      36.382.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Pangkajene Sidenreng             27 Jenis                         63.525.000 APBD            27 Jenis                      66.701.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 12 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

yang disediakan
Pangkajene Sidenreng               5 Jenis                         38.115.000 APBD              5 Jenis                      40.020.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 17 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pangkajene Sidenreng             24 Kali                       184.800.000 APBD            24 Kali                   194.040.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pangkajene Sidenreng             75 Kali                         28.875.000 APBD            75 Kali                      30.318.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 01 20 Pelayanan  Administrasi Perkantoran Waktu Penyediaan administrasi jasa perkantoran Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                    1.270.500.000 APBD            12 Bulan                1.334.025.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Kebutuhan  Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
                   1.739.430.000                1.826.401.500  Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

1 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Pangkajene Sidenreng 1 Unit                       115.500.000 APBD 1 Unit                   121.275.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan Pangkajene Sidenreng 6 Unit                    1.155.000.000 APBD 5 Unit                1.212.750.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 35 Unit                         63.525.000 APBD 35 Unit                      66.701.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 35 Unit                         63.525.000 APBD 35 Unit                      66.701.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 02 10 Pengadaan Mebeluer Jumlah dan jenis mebeluer yang diadakan Pangkajene Sidenreng 250 Unit                       138.600.000 APBD 20 Unit                   145.530.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Pangkajene Sidenreng 16 Unit                         80.850.000 APBD 17 Unit                      84.892.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 35 Unit                         92.400.000 APBD 40 Unit                      97.020.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 84 Unit                         20.790.000 APBD 119 Unit                      21.829.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 118 Unit                           9.240.000 APBD 153 Unit                        9.702.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                       462.000.000                   485.100.000  Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

1 01 05 01 Peningkatan Kapassitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya Pangkajene Sidenreng 148 Orang                       462.000.000 APBD 148 Orang                   485.100.000  Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

1 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
                      282.975.000                   297.123.750  Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

1 01 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi 

Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Dan Laporan Yang Disusun Pangkajene Sidenreng 10 Laporan                       265.650.000 APBD 10 Laporan                   278.932.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
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1 01 06 03 Penyusunan  Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
Pangkajene Sidenreng 30 Laporan                         17.325.000 APBD 30 Laporan                      18.191.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini                  11.215.770.000              11.609.655.750  Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

1 01 15 01 Penambahan Ruang Kelas PAUD Jumlah Ruang Kelas Yang Diadakan Tersebar 2 Ruang                       462.000.000 APBD 2 Ruang                   485.100.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 02 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi Pangkajene Sidenreng 45 Ruang                    2.310.000.000 APBN 45 Ruang                2.425.500.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 03 Penyelengaraan PAUD Jumlah PAUD Yang Mendapat Bantuan Pangkajene Sidenreng 19 Lembaga                       231.000.000 APBN  biaya manajemen 3 Lembaga                   242.550.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 04
Pegembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model 

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar 

dan Model Pembelajaran
Pangkajene Sidenreng 243 Peserta                         63.525.000 APBD 243 Peserta                      66.701.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 05 Publikasi dan Sosialisasi PAUD
Jumlah Peserta Publikasi Dan Sosialisasi Program dan 

Kebijakan PAUD
Tersebar 200 Orang                    1.270.500.000 APBD 200 Orang                1.334.025.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 06 Hari Anak Nasional Jumlah Peserta Hari Anak Nasional Tersebar 88 Peserta                         65.835.000 APBD 88 Peserta                      69.126.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 07 Pengadaan Sarana Prasarana PAUD Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan Tersebar 42 Paket                    2.079.000.000 APBD 42 Paket                2.182.950.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 08 Pelaksanaan Pendidikan Gratis TK/RA Waktu Penyaluran Pendidikan Gratis Tersebar 12 Bulan                    2.541.000.000 APBD 12 Bulan                2.668.050.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 09 Gebyar PAUD Jumlah Peserta Gebyar PAUD Tersebar 227 lembaga                       317.625.000 APBD 25 Peserta                   333.506.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 10 PAUD HOLISTIK  Jumlah PAUD HOLISTIK Yang Dibangun 1 unit                       204.000.000 APBD 1 KLP                      47.297.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 11 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD Jumlah USB PAUD Yang Dibangun Tersebar 1 Sekolah                       635.250.000 APBD 1 Sekolah                   667.012.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 12 Pengadaan Ape dalam/Ape Luar Jumlah ape dalam/ape luar PAUD Yang Diadakan Pangkajene Sidenreng 227 Paket                       952.875.000 APBD 227 Paket                1.000.518.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 13 Pelaksanaan Jambore PAUD Jumlah Peserta Jambore PAUD Pangkajene Sidenreng 150 Peserta                         63.525.000 APBD 150 Peserta                      66.701.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 15 14 Verifikasi Satuan PAUD Jumlah PAUD Yang Diverifikasi Tersebar 230 PAUD                         19.635.000 APBD 230 PAUD                      20.616.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                349.643.320.000            366.425.136.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 20 Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI yang dibangun dan Siap 

Digunakan
Tersebar 1 Sekolah                    1.155.000.000 APBD 1 Sekolah                1.212.750.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 19
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga 

Sekolah

Jumlah Rumah Guru Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah 

Yang Dibangun Dan Siap Digunakan
Tersebar 77 Paket                  19.635.000.000 APBD 77 Paket              20.616.750.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 18 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Dibangun Dan Siap 

Digunakan
Tersebar 40 Ruang                    9.240.000.000 APBD 40 Ruang                9.702.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 17 Penambahan Ruang Guru Sekolah
Jumlah Ruang Guru Sekolah Yang Dibangun Dan Siap 

Digunakan
Tersebar 77 Ruang                  27.720.000.000 APBD 77 Ruang              29.106.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 25 Pemb. Taman, Lap. Upacara dan Fasilitas Parkir Jumlah Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Tersebar 78 Paket                  10.036.950.000 APBD 78 Paket              10.538.797.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 16 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Yang Dibangun Tersebar 77 Ruang                    9.355.500.000 APBD 77 Ruang                9.823.275.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 01 Pembangunan Perpustakaan dan Labolatorium Jumlah Pembangunan Perpustakaan Dan Laboratorium Tersebar 12 Unit                    6.930.000.000 APBD 12 Unit                7.276.500.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 14 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Jumlah Buku-buku Dan Alat Tulis Siswa Yang Diadakan Tersebar 50 Paket                    3.811.500.000 APBD 50 Paket                4.002.075.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 13 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa Yang Diadakan Tersebar 50 Paket                    1.270.500.000 APBD 50 Paket                1.334.025.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 12 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah Pengadaan Mobiler Sekolah Tersebar 78 Paket                    1.732.500.000 APBD 78 Paket                1.819.125.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang UKS Kondisi Baik Tersebar 60 Ruang                       114.345.000 APBD 60 Ruang                   120.062.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 35 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan  SMP Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan (SMP) Tersebar 40 Ruang                  11.550.000.000 APBN 40 Ruang              12.127.500.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 36 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD)
Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar 

(SD)
Tersebar 45 Ruang                  31.185.000.000 APBN 45 Ruang              32.744.250.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 26 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tersebar 85 Unit                  70.455.000.000 APBN 85 Unit              73.977.750.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 10
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru 

dan penjaga

Jumlah Rumah Guru Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah 

Yang Direhabilitasi
Tersebar 77 Unit                    7.507.500.000 APBD 77 Unit                7.882.875.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 09 Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi Tersebar 77 Ruang                    9.240.000.000 APBD 77 Ruang                9.702.000.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 08 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Jumlah Ruang Guru Sekolah Yang Direhabilitasi Tersebar 77 Ruang                  15.592.500.000 APBD 77 Ruang              16.372.125.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
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1 01 16 07
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum 

Sekolah

Jumlah Laboratorium dan Praktikum Sekolah Yang 

Direhabilitasi
Tersebar 10 Unit                    2.541.000.000 APBD 10 Unit                2.668.050.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 06 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Jumlah Ruang Ibadah Yang Direhabilitasi Tersebar 77 Ruang                  11.550.000.000 APBD 77 Ruang              12.127.500.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 05 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Direhabilitasi Tersebar 77 Unit                  17.325.000.000 APBD 77 Unit              18.191.250.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 04 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Jumlah Peserta Pelatihan Siswa Berprestasi Pangkajene Sidenreng 11 Siswa                         70.455.000 APBD 11 Siswa                      73.977.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 27 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
Jumlah Cabang Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Yang di 

Lombakan
Pangkajene Sidenreng 24 Cabang                       473.550.000 APBD 24 Cabang                   497.227.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 28
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan 

dasar

Jumlah Peserta Sosialisasi berbagai Informasi Pendidkan 

Dasar
Pangkajene Sidenreng 582 Peserta                       115.500.000 APBD 582 Peserta                   121.275.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Dasar
Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 

Pendidikan Dasar Yang Terlaksana
Tersebar 20 Laporan                         38.115.000 APBD 20 Laporan                      40.020.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 29 Pelaksanaan UASBN Jumlah Sekolah Peserta UNBK Pangkajene Sidenreng 49 Sekolah                         50.820.000 APBD 49 Sekolah                      53.361.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 30 Pelaksanaan Ujian Semester Genap Jumlah Sekolah Pelaksanaan Ujian Semester Genap Pangkajene Sidenreng 243 Sekolah                         55.440.000 APBD 243 Sekolah                      58.212.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 31 Pelaksanaan Lomba OSN SD Jumlah Peserta Lomba OSN SD Pangkajene Sidenreng 66 Peserta                         46.200.000 APBD 66 Peserta                      48.510.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 32 Pelaksanaan Lomba OSN SMP Jumlah Peserta Lomba OSN SMP Pangkajene Sidenreng 153 Peserta                         57.750.000 APBD 153 Peserta                      60.637.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 33 Pelaksanaan Pendidikan Gratis Waktu Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                  13.352.000.000 APBD 12 Bulan              13.340.250.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 34 Manajemen Bantuan Siswa Miskin (BSM) Waktu Pengelolaan Manajemen Bantuan Siswa Miskin Pangkajene Sidenreng 4 Triwulan                         63.525.000 APBD 4 Triwulan                      66.701.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 02 Pelaksanaan Sekolah Dasar Bersih dan Sehat Jumlah Sekolah Dasar Bersih dan Sehat Tersebar 22 Sekolah                       254.100.000 APBD 22 Sekolah                   266.805.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 24
Pelaksanaan Pembangunan Manajemen Berbasis 

sekolah(MBS) dan Evaluasi Diri Sekolah

Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

dan Evaluasi Diri Sekolah
Pangkajene Sidenreng 486 Peserta                         83.160.000 APBD 486 Peserta                      87.318.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 15
Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD/SMP 

Sederajat

Jumlah Gedung Sekolah Baru Yang Dibangun Dan Siap 

Digunakan
Tersebar 1 Sekolah                         25.410.000 APBD 1 Sekolah                      26.680.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 21 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitasi SD Yang Terbangun Tersebar 4 Paket                    6.930.000.000 APBD 4 Paket                7.276.500.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 22 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SMP Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitasi SMP Yang Terbangun Tersebar 3 Paket                    2.310.000.000 APBD 3 Paket                2.425.500.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 16 23 Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Waktu Penyaluran Dana Program BOS Pangkajene Sidenreng 4 Triwulan                  57.770.000.000 APBN  manajemen op. dana BOS 4 Triwulan              60.637.500.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal                    5.881.535.000                6.054.048.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 18 05 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Jumlah Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Yang Dibina Pangkajene Sidenreng 25 Lembaga                       225.500.000 APBD 25 Lembaga                   115.211.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 18 02 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Jumlah Warga Negara Buta Huruf Yang Dibelajarkan Kab. Sidrap 500 Warga                       808.500.000 APBD 500 Warga                   848.925.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 18 03 Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal
Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal Yang 

Disediakan
Kab. Sidrap 35 Paket                    1.963.500.000 APBD 35 Paket                2.061.675.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 18 01 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Jumlah Lembaga Tervisitasi Kab. Sidrap 340 Lembaga                         48.510.000 APBD 340 Lembaga                      50.935.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 18 06 Porseni dan Pameran HAI (Hari Aksara Internasional) Jumlah Peserta Porseni Dan Pameran HAI Sul - Sel 100 Peserta                         75.075.000 APBD 100 Peserta                      78.828.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 18 07 Kesetaraan Paket A, B dan C Waktu Penyaluran DAK Non Fisik Kab. Sidrap 2 Semester                    2.720.025.000 APBN 2 Semester                2.856.026.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 18 04 Pelatihan Penguatan Lembaga Jumlah LembagaYang  Dikelola Dengan Baik Pangkajene Sidenreng 120 Lembaga                         40.425.000 APBD 120 Lembaga                      42.446.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22
Program Peningkatan Kualifikasi Dan Mutu Pendidik Dan 

Tenaga Kependidikan
                   7.308.917.000                7.302.452.850 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 02
Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PTK)
Waktu Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         92.400.000 APBD 12 Bulan                      97.020.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 07
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Teknis Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan/PPG
Jumlah Guru Yang Ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sel - Sel 28 Guru                       311.850.000 APBD 28 Guru                   327.442.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 03
Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) Jenjang 

TK, SD, dan SMP.
Jumlah Peserta PPCKS Sel - Sel 153 Orang                    1.270.500.000 APBD 153 Orang                1.334.025.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 04 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Guru Bersertifikasi Semua Jenjang Pendidikan Pangkajene Sidenreng 2142 Orang                       121.275.000 APBD 2142 Orang                   127.338.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 05
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan
Jumlah Peserta Uji Kompetensi Sel - Sel 3953 Orang                       311.850.000 APBD 3953 Orang                   327.442.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 06 Lomba Guru Berprestasi Jumlah Peserta Lomba Guru Berprestasi Pangkajene Sidenreng 819 Orang                       242.550.000 APBD 819 Orang                   254.677.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
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1 01 22 01
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PTK) PAUD  dan PNF
Waktu penyaluran Dana Kesejahteraan Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       701.000.000 APBD 12 Orang                   497.227.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 08
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar
Waktu Penyaluran Dana Kesejahteraan Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                    2.310.000.000 APBD 12 Bulan                2.425.500.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 09 Beasiswa Guru Berprestasi TK/SD/SMP Jumlah Penerima Beasiswa Pangkajene Sidenreng 100 Orang                    1.270.500.000 APBD 100 Orang                1.334.025.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 10
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar dan 

PAUD
Jumlah Peserta Pelatihan Pangkajene Sidenreng 859 Orang                       300.000.000 APBD 859 Orang                   181.912.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 11
Aplikasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pendidik Tenaga 

Kependidikan (PTK)
Jumlah Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) Terlayani Aplikasi Pangkajene Sidenreng 5000 PTK                       346.500.000 APBD 5000 PTK                   363.825.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 12
Pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

PAUD PNF
Jumlah PTK PAUD PNF Yang Dikembangkan Pangkajene Sidenreng 140 Orang                           5.082.000 APBD 140 Orang                        5.336.100 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 22 13
Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD 

Berprestasi
Jumlah PTK PAUD Yang Di Apresiasi Pangkajene Sidenreng 30 Orang                         25.410.000 APBD 30 Orang                      26.680.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 17 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                    4.129.125.000                4.335.581.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 17 01 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Waktu Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen 

Pendidikan
Pangkajene Sidenreng 1 aplikasi                       254.100.000 APBD  data base pendidikan 12 Bulan                   266.805.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 17 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Program Layanan Pendidikan Dimonitoring Kab. Sidrap 4 Laporan                         80.850.000 APBD 4 Laporan                      84.892.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 17 05 Pengembangan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Waktu Penyediaan Data Pokok Pendidikan Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         92.400.000 APBD 12 Bulan                      97.020.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 17 03 Pelaksanaan Penyusunan Profil Pendidikan Jumlah Peserta Penyusunan Profil Pendidikan Pangkajene Sidenreng 495 Sekolah                         63.525.000 APBD 495 Sekolah                      66.701.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 17 06 Pelaksanaan Kegiatan Oubade Jumlah Peserta  Oubade Pangkajene Sidenreng 750 Peserta                         51.975.000 APBD 750 Peserta                      54.573.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 17 02 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Pendidikan 
Jumlah Sekolah Mengikuti Peringatan Hari-hari besar 

Pendidikan 
Pangkajene Sidenreng 431 Sekolah                         63.525.000 APBD 431 Sekolah                      66.701.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 17 07 Akademi Komunitas Negeri Kab. Sidrap Waktu Pengelolaan Akademi Komunitas Negeri di Kab. Sidrap Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       981.750.000 APBD 12 Bulan                1.030.837.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1 01 17 08 SPP Gratis untuk Mahasiswa Asal Kab. Sidrap  Jumlah mahasiswa asal kab.Sidrap Penerima Bantuan SPP Pangkajene Sidenreng 500 Mhs                    2.541.000.000 APBD 500 Mhs                2.668.050.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KEBUDAYAAN

2 14 15 Program Pengelolaan Keragaman Budaya                    3.024.905.000                3.111.916.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 23 Pelestarian Fisik Bangunan Cagar Budaya dan Museum Jumlah Bangunan Cagar Budaya Dan Museum Kondisi Baik Kab. Sidrap 2 Unit                       754.000.000 APBD 2 Unit                   739.777.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 20
Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk 

Naskah Kuno

Jumlah Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka 

Termasuk Naskah Kuno
Kab. Sidrap 3 Jenis                         38.115.000 APBD 3 Jenis                      40.020.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 19
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan 

Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air 

Jumlah Cagar Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah 

Yang Dilestarikan
Kab. Sidrap 10 Cagar                         88.935.000 APBD 10 Cagar                      93.381.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 18 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Budaya Jumlah Komunitas Adat Yang Berpartisipasi Kab. Sidrap 3 Komunitas                         38.115.000 APBD 3 Komunitas                      40.020.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 17 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Tentang Kesejarahan dan 

Peninggalan Purbakala
Kab. Sidrap 50 Peserta                         63.525.000 APBD 50 Peserta                      66.701.250 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 21 Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan Pangkajene Sidenreng 10 Objek                         34.650.000 APBD 10 Objek                      36.382.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 16
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 

Pelaksanaan Program Kekayaan Budaya
Jumlah Kegiatan Pengawasan Warisan budaya Kab. Sidrap 1 Laporan                         19.635.000 APBD 1 Laporan                      20.616.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 15
Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di 

Daerah

Waktu Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman 

Budaya di Daerah
Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       381.150.000 APBD 12 Bulan                   400.207.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 14 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Karya Cetak Dan Rekam Yang Dihasilkan Pangkajene Sidenreng 2 Karya                       121.275.000 APBD 2 Karya                   127.338.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 01
Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah 

Purbakala
Waktu Pengelolaan Data Base Sejarah Purbakala Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         25.410.000 APBD 12 Bulan                      26.680.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 13 Sosialisasi Cagar Budaya dan Museum Jumlah Peserta Sosialisasi Pangkajene Sidenreng 60 Peserta                         38.115.000 APBD 60 Peserta                      40.020.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 22 Lomba Cerita Rakyat Jumlah Peserta Lomba Cerita Rakyat Pangkajene Sidenreng 60 Peserta                         25.410.000 APBD 60 Peserta                      26.680.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 12 Sosialisasi Sejarah dan Tradisi Jumlah Sosialisasi Peserta Sejarah dan Tradisi Pangkajene Sidenreng 60 Peserta                         46.200.000 APBD 60 Peserta                      48.510.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 11 Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jumlah Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Pangkajene Sidenreng 2
Warisan 

Budaya
                        38.115.000 APBD 2

Warisan 

Budaya
                     40.020.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 10 Lomba Permainan Rakyat Jumlah Cabang Permainan Rakyat Kab. Sidrap 3 Cabang                         38.115.000 APBD 3 Cabang                      40.020.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
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2 14 15 09 Inventarisasi/Dokumentasi Sejarah dan Nilai Tradisional Jumlah Dokumen Sejarah dan Tradisi yang di Inventarisir Pangkajene Sidenreng 10 Dokumen                         38.115.000 APBD 10 Dokumen                      40.020.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 08 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Pementasan Kelompok Paduan suara Pada Upacara 

Bendera
Pangkajene Sidenreng 40 Pentas                       103.950.000 APBD  korsik 40 Pentas                   109.147.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 07 Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Jumlah Pementasan Tari dan Musik Tradisional Pangkajene Sidenreng 24 Pentas                       300.300.000 APBD 24 Pentas                   315.315.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 06 Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Jumlah Cabang Seni Budaya Yang Di Lombakan Pangkajene Sidenreng 12 Cabang                       156.100.000 APBD 12 Cabang                   151.593.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 05
Rekruitmen Personil Tim Kesenian Daerah dan Pemberian 

Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya
Jumlah Personil Tim Kesenian Yang direkrut Pangkajene Sidenreng 15 Orang                       144.375.000 APBD 15 Orang                   151.593.750 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 04 Pelatihan Tari dan Musik Tradisional Jumlah Peserta Pelatihan Tari dan Musik Tradisional Pangkajene Sidenreng 220 Peserta                       173.250.000 APBD 220 Peserta                   181.912.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 03 Pelestarian Pentas Seni Budaya Bugis
Jumlah Pentas Promosi Seni Budaya Bugis di Tingkat 

Nasional/Internasional
Pangkajene Sidenreng 1 Pentas                       311.850.000 APBD 1 Pentas                   327.442.500 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2 14 15 02 Pembinaan Sanggar Seni Jumlah Sanggar Seni Yang Dibina Pangkajene Sidenreng 4 Sanggar                         46.200.000 APBD 4 Sanggar                      48.510.000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

               114.634.387.900            115.030.611.300 
Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinkes, PP dn KB 100%                    7.062.040.900 APBD 100%                7.112.040.900 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Listrik, Sumber Daya Air Dan Jasa Komunikasi Pangkajene Sidenreng 100%                       799.466.000 APBD 100%                   809.466.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangkajene Sidenreng 100%                       236.800.000 APBD 100%                   236.800.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan Pangkajene Sidenreng 100%                         55.756.000 APBD 100%                      55.756.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Pangkajene Sidenreng 100%                           2.728.000 APBD 100%                      12.728.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Pangkajene Sidenreng 100%                           8.000.000 APBD 100%                        8.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

yang disediakan
Pangkajene Sidenreng 100%                       200.000.000 APBD 100%                   200.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pangkajene Sidenreng 100%                       350.000.700 APBD 100%                   350.000.700 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pangkajene Sidenreng 100%                         10.000.000 APBD 100%                      10.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelayanan  Administrasi Perkantoran Waktu Penyediaan administrasi jasa perkantoran Pangkajene Sidenreng 100%                    5.399.290.200 APBD 100%                5.429.290.200 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur 
Persentase Pemenuhan Kebutuhan  Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
Dinkes, PP dn KB 100%                    3.750.000.000 

APBD / 

DAK
100%                3.810.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun Dinkes, PP dn KB 1                    1.700.000.000 DAK 1                1.710.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Kendaraan  dinas/operasional 
Jumlah dan Jenis Kendaraan  Dinas/Operasional yang 

diadakan 
Dinkes, PP dn KB 80                    1.600.000.000 

APBD / 

DAK
80                1.650.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan perlengkapan gedung  kantor Terlaksananya Pengadaan  Perlengkapan Gedung Kantor Dinkes, PP dn KB 1 pkt                       300.000.000 APBD 1 pkt                   300.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan  Gedung Kantor Dinkes, PP dn KB 1 pkt                       150.000.000 APBD 1 pkt                   150.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program peningkatan disiplin  aparatur Persentase Tingkat Kepatuhan  Aparatur Dinkes, PP dn KB 100%                         55.125.000 APBD 100%                      55.125.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan pakaian dinas beserta  perlengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan  perlengkapannya Dinkes, PP dn KB 1 pkt                         55.125.000 APBD 1 pkt                      55.125.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Peningkatan Kapasitas  Sumber Daya Aparatur
Persentase Keikutsertaan ASN  Dalam Pendidikan Dan 

Pelatihan 
Dinkes, PP dn KB 100%                       180.000.000 APBD 100%                   100.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN Yang mengikuti  pendidikan dan pelatihan formal Dinkes, PP dn KB 27 Org                       180.000.000 APBD 2 org kalibrasi alkes 25 Org                   100.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program peningkatan  pengembangan sistem pelaporan  

capaian kinerja dan keuangan 

Persentase Tingkat Ketepatan Waktu  Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  Keuangan 
Dinkes, PP dn KB 100%                       193.537.000 APBD 100%                   193.537.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyusunan laporan capaian kinerja  dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan  Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 
Dinkes, PP dn KB 6 Dok                         62.402.000 APBD 6 Dok                      62.402.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

KESEHATAN
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Penyusunan Pelaporan Keuangan  Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Dinkes, PP dn KB 5 Dok                         26.482.000 APBD 5 Dok                      26.482.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyusunan Pelaporan Keuangan  Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Keuangan  Akhir tahun Dinkes, PP dn KB 3 Dok                         12.281.000 APBD 3 Dok                      12.281.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Pengembangan Sistem  Pelaporan Capaian Kerja 

Keuangan 

Terlaksananya Peningkatan  Pengembangan Sistem 

Pelaporan  Capaian Kerja Keuangan 
Dinkes, PP dn KB 3 Dok                         92.372.000 APBD 3 Dok                      92.372.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Obat dan Perbekalan  Kesehatan Persentase Pemenuhan Obat  Difasiltas Kesehatan Dinkes, PP dn KB 100%                    8.587.000.000 
APBD/ 

DAK
100%                5.521.625.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Obat dan Perbekalan  Kesehatan 
Persentase ketersediaan obat di  fasilitas kesehatan tingkat 

dasar 
Dinkes, PP dn KB 100%                    8.022.000.000 DAK/APBD pengandaan obat dan BMHP 100%                4.803.625.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Pemerataan Obat dan  Perbekalan Kesehatan 
Persentase pemerataan distribusi obat  dan BMHP di Fasilitas 

Kesehatan  tingkat dasar 
Dinkes, PP dn KB 100%                       170.000.000 DAK 100%                   293.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Cakupan Jumlah FKTP yang  melakukan pengelolaan obat 

secara  terpadu 
Dinkes, PP dn KB 14 pskms                       155.000.000 APBD 14 pskms                   160.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pembinaan Toko Alkes dan PKRT Terbinanya Toko Alat Kesehatan dan  PKRT di Kab Sidrap Dinkes, PP dn KB
9 TA-  

PKRT
                        20.000.000 APBD

9 TA-  

PKRT 
                     20.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengawasan Toko Alkes dan PKRT Terjamin alat kesehatan dan PKRT  yang bermutu Dinkes, PP dn KB
9 TA-  

PKRT
                        20.000.000 APBD/ DAK

9 TA-  

PKRT 
                     20.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pemeliharaan dan Perbaikan Kualitas  Alat kesehatan Alat Kesehatan yang Berkualitas Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                         25.000.000 APBD 14 Pkm                      30.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kalibrasi Alat Kesehatan Alat Kesehatan yang Berkualitas Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                         55.000.000 DAK 14 Pkm                      70.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Belanja Modal Alat Kalibrator Alat Kesehatan yang Berkualitas Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                       100.000.000 APBD 14 Pkm                   100.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pemantauan, Pembinaan dan  Pendataan terhadap Alat 

Kesehatan  dan PKRT 
Cakupan Toko Alat Kesehatan dan  PKRT Dinkes, PP dn KB

9 TA-  

PKRT
                        20.000.000 APBD

9 TA-  

PKRT 
                     25.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Upaya Kesehatan  Masyarakat Cakupan Biaya Dan Pemeliharaan  Puskesmas Dinkes, PP dn KB 14                  13.964.848.000 APBD 14              13.964.848.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan biaya operasional dan  pemeliharaan kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                    1.660.000.000 APBD 1 Keg                1.660.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                    1.710.400.000 APBD 14 Pkm                1.710.400.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Pangkajene kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       174.200.000 APBD 1 Keg                   174.200.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Amparita kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       124.410.000 APBD 1 Keg                   124.410.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Bilokka kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       119.925.000 APBD 1 Keg                   119.925.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Lawawoi kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       168.025.000 APBD 1 Keg                   168.025.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Manisa kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       109.980.000 APBD 1 Keg                   109.980.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Baranti kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       178.880.000 APBD 1 Keg                   178.880.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Kulo kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       110.175.000 APBD 1 Keg                   110.175.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Empagae kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       139.100.000 APBD 1 Keg                   139.100.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas lancirang kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                         94.250.000 APBD 1 Keg                      94.250.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Tanru 

Tedong 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       221.779.000 APBD 1 Keg                   221.779.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Dongi kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       151.775.000 APBD 1 Keg                   151.775.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Barukku kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                         97.875.000 APBD 1 Keg                      97.875.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

  || Lampiran Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021 Dan Prakiraan Maju 2022 || 6



LOKASI
 KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

SUMBER 

DANA

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF

2 3 4 6 7 8 10 11

TARGET CAPAIAN 

KINERJA

1 5 9

KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2021

C
A

T
A

T
A

N
 

P
E

N
T

IN
G PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 

JAWABTARGET CAPAIAN 

KINERJA

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Puskesmas Belawae kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                         46.574.000 APBD 1 Keg                      46.574.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan Biaya Operasional dan  Pemeliharaan Puskesmas 

Pangkajene 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       959.000.000 DAK 1 Keg                   959.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan Biaya Operasional dan  Pemeliharaan Puskesmas 

Amparita 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       795.000.000 DAK 1 Keg                   795.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan Biaya Operasional dan  Pemeliharaan Puskesmas 

Bilokka 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       798.000.000 DAK 1 Keg                   798.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan biaya operasional dan  Pemeliharaan Puskesmas 

Manisa 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       629.000.000 DAK 1 Keg                   629.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan biaya operasional dan  pemeliharaan Puskesmas 

Rappang 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       909.000.000 DAK 1 Keg                   909.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan biaya operasional dan  pemeliharaan Puskesmas 

Kulo 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       798.000.000 DAK 1 Keg                   798.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan biaya operasional dan  pemeliharaan Puskesmas 

Empagae 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       759.000.000 DAK 1 Keg                   759.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan biaya operasional dan  Pemeliharaan Puskesmas 

Lancirang 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       705.000.000 DAK 1 Keg                   705.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan biaya operasional dan  pemeliharaan Puskesmas 

Tanru  Tedong 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       962.500.000 DAK 1 Keg                   962.500.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan biaya operasional dan  Pemeliharaan Puskesmas 

Barukku 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       809.000.000 DAK 1 Keg                   809.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyediaan biaya operasional dan  Pemeliharaan Puskesmas 

Belawae 
kebutuhan operasional dan  pemeliharaan Puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 Keg                       709.000.000 DAK 1 Keg                   709.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelayanan Laboratorium Kesehatan  Lingkungan 
Laboratorium Kesehatan Lingkungan  Pemeriksaan depok air 

minum 
Dinkes, PP dn KB 25                         25.000.000 APBD 25                      25.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pengawasan Obat dan  Makanan 
Cakupan Pengawasan Obat Dan  Makanan Di Opotek Dan 

Pasar 
Dinkes, PP dn KB 180 Keg                       117.000.000 APBD 180 Keg                   141.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan pemberdayaan  konsumen/masyarakat di bidang 

obat  dan makanan 
Meningkatnya kesadaran hukum  pelaku ekonomi Dinkes, PP dn KB 1 Keg                         14.000.000 DAK 1 Keg                      16.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan penyidikan dan  Penegakan Hukum di Bidang 

Obat dan  Makanan 
Berkurangnya produk ilegal yang  beredar di pasaran Dinkes, PP dn KB 180 Keg                         85.000.000 APBD/ DAK 180 Keg                   105.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Pengawasan Keamanan  Pangan dan Bahan 

Berbahaya 
Berkurangnya produk ilegal yang  beredar di pasaran Dinkes, PP dn KB 1 Keg                         18.000.000 APBD/ DAK 1 Keg                      20.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Promosi Kesehatan dan  Pemberdayaan 

Masyarakat 
Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS Dinkes, PP dn KB 377                       326.550.000 APBD 377                   421.100.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengembangan media promosi dan  informasi Sadar Hidup 

Sehat 
Jumlah Media Promosi Dinkes, PP dn KB 50 set                         62.000.000 APBD 50 set                      65.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan meningkatkan kinerja petugas promkes Dinkes, PP dn KB 25 Org                         36.000.000 APBD 25 Org                      38.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Desa dan Kelurahan 
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat  desa dan kelurahan di 

bidang  kesehatan 
Dinkes, PP dn KB 300 org                         30.000.000 APBD 300 org                      30.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Germas di Sekolah Meningkatnya PHBS anak Sekolah Dinkes, PP dn KB 7 sklh                         14.000.000 APBD 7 sklh                      17.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Germas di Masyarakat Meningkatnya PHBS di Masyarakat Dinkes, PP dn KB 22 Klp                         45.000.000 APBD 22 Klp                      50.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Sosialisasi Krida Saka Bhakti Husada Peningkatan Kepramukaan dalam  bidang Kesehatan Dinkes, PP dn KB 9 Ksb                         23.000.000 APBD 9 Ksb                      30.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Stimulan Posyandu Meningkatkan peran Posyandu sebagai  basis UKBM Dinkes, PP dn KB 55 psyd                         55.000.000 APBD 55 psyd                   100.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pembinaan Posyandu Meningkatkan peran Posyandu sebagai  basis UKBM Dinkes, PP dn KB 55 psyd                         11.550.000 APBD 55 psyd                      21.100.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Prima Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Desa dan Kelurahan Dinkes, PP dn KB
106  

Des/Kel
                        50.000.000 APBD

106  

Des/Kel 
                     70.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat  Perawatan Dinkes, PP dn KB 24200  Blt                    2.105.000.000 APBD 24200  Blt                2.202.500.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 
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Penyusunan Peta informasi  Masyarakat Kurang Gizi Tersedianya data informasi masyarakat  kurang gizi Dinkes, PP dn KB 24200  Blt                       125.000.000 APBD 24200  Blt                   200.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pemberian tambahan Makanan dan  Vitamin Tersedianya Bahan PMT Pemulihan Dinkes, PP dn KB 540 Blt                       450.000.000 DAK 540 Blt                   400.500.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pemberdayaan masyarakat untuk  Pencapaian Keluarga Sadar 

Gizi 

Meningkatnya Sumber Daya Petugas  dalam pencapaian 

keluarga Sadar gizi 
Dinkes, PP dn KB 16 Pkm                         35.000.000 APBD 16 Pkm                      45.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penanggulangan Gizi Lebih Terlaksananya kegiatan  penanggulangan gizi lebih Dinkes, PP dn KB 110 Blt                         35.000.000 DAK 110 Blt                      37.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Perawatan Kasus Gizi Buruk Jumlah kasus Dinkes, PP dn KB 10 Kasus                       670.000.000 APBD 10 Kasus                   690.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pencehagan dan  Penanggulangan Stunting pada 

Balita 
Prevalensi Stunting pada balita Dinkes, PP dn KB 24%                       400.000.000 DAK 24%                   420.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penanggulangan Kep, Anemia Gizi,  GAKY, KVA dan 

kekurangan Zat Gizi  Mikro lainnya 
Tersedianya Obat gizi Dinkes, PP dn KB 94 Blt                       390.000.000 DAK 94 Blt                   410.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pengembangan  Lingkungan Sehat 
Persentase Penduduk Yang  Menggunakan Air Minum 

Sehat 
Dinkes, PP dn KB 56%                    1.131.913.000 APBD

Amdal ut 3 puskesmas @ 60 

jt (Dukungan KRISNA)
56%                1.356.913.400 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan kinerja petugas kesling Dinkes, PP dn KB 32 Org                         30.000.000 APBD 32 Org                      50.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Sosialisasi Pengawasan Kualitas Air  bagi Penyelenggara Jumlah Penyelenggara Air yang  dilakukan pengawasan Dinkes, PP dn KB 30 Org                         90.000.000 APBD 30 Org                   120.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kapasitas Petugas  Kesling Jumlah Petugas kesling yang mengikuti  pelatihan Dinkes, PP dn KB 32 Org                         50.000.000 APBD 32 Org                      50.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kabupaten Sehat Jumlah Kecamatan yang  menyelenggarakan Kabupaten sehat Dinkes, PP dn KB 11 Kec                       300.000.000 APBD 11 Kec                   340.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Jumlah Desa/Kelurahan STBM Dinkes, PP dn KB 2  Des/Kel                         90.000.000 APBD 2  Des/Kel                   130.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kesehatan Kerja dan Olahraga Persentase Penerapan K3 di  Puskesmas Dinkes, PP dn KB 14 pskms                         50.000.000 APBD 14 pskms                      75.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelaksanaan Kesehatan Kerja Dasar di  Puskesmas 
Persentase Puskesmas yg  menyelenggarakan Kesehatan 

Kerja  Dasar 
Dinkes, PP dn KB 14 pskms                         50.000.000 APBD 14 pskms                      75.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelatihan Kader Pos UKK 
Pemberdayaan Masyarakat Pekerja  Informal melalui Pelatihan 

Kader Pos  UKK 
Dinkes, PP dn KB 42 Org                         35.000.000 APBD 42 Org                      37.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Memfasilitasi Pembentukan Pos UKK Jumlah Pos UKK yang terbentuk di  wilayah kerja Puskesmas Dinkes, PP dn KB 50 Pukk                         47.000.000 APBD 50 Pukk                      52.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Memfasilitasi Pembentukan Kelompok  Kerja Perempuan 
Jumlah Kelompok GP2SP yang  terbentuk di wilayah kerja 

Dinas  Kesehatan 
Dinkes, PP dn KB 5 Pkj                         47.000.000 APBD 5 Pkj                      55.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Melaksanakan Pembinaan Kebugaran  Bagi Anak Sekolah 
Jumlah Puskesmas yg  menyelenggarakan Pembinaan  

Kebugaran Bagi Anak Sekolah 
Dinkes, PP dn KB 12 pskms                         47.000.000 APBD 12 pskms                      55.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Melaksanakan Pembinaan Kesehatan  Olahraga pada 

Kelompok Masyarakat 

Persentase Puskesmas yg  menyelenggarakan Pembinaan  

Kesorga pada kelompok Masyarakat 
Dinkes, PP dn KB 14 pskms                         47.000.000 APBD 14 pskms                      55.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Melaksanakan Pembinaan Kesehatan  Olahraga pada 

Kelompok Pekerja  Formal maupun Informal 

Jumlah Puskesmas yg  menyelenggarakan Pembinaan  

Kesorga pada kelompok Pekerja  Formal dan Informal 
Dinkes, PP dn KB 14 pskms                         47.000.000 APBD 14 pskms                      55.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Melakukan Monitoring Evaluasi dan  Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinkes, PP dn KB 30 Org                         47.438.000 APBD 30 Org                      53.438.400 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyelenggara Kegiataan Lomba pada  Peringatan HKN Pelaksanaan Kegiatan Lomba pada  Peringatan HKN Dinkes, PP dn KB 17 Inkes                       154.475.000 APBD 17 Inkes                   154.475.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pencegahan dan  Penanggulangan Penyakit 

Menular 

Persentase Penemuan Dan  Penanganan Penyakit Tidak 

Menular 
Dinkes, PP dn KB 100%                    1.532.319.000 APBD 100%                1.532.319.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyemprotan/Fogging Sarang  Nyamuk Jumlah titik Foging Dinkes, PP dn KB 25 Ttk                         25.000.000 APBD 25 Ttk                      25.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelayanan pencegahan dan  Penanggulangan Penyakit 

Menular 
kegiatan pencegahan &  penanggulangan penyakit Dinkes, PP dn KB

106 

desa/kel
                   1.392.319.000 APBD

106 

desa/kel
               1.392.319.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen monitoring, evaluasi,  dan pelaporan Dinkes, PP dn KB
5  

Laporan
                        15.000.000 APBD

5  

Laporan 
                     15.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelayanann Vaksinasi Bagi Balita dan  Anak Sekolah Tersedianya vaksin Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                         25.000.000 APBD 14 Pkm                      25.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 
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Peningkatan Imunisasi Tersedianya vaksin PKM Dan  jaringannya Dinkes, PP dn KB 140 pkm                         46.935.000 APBD 140 pkm                      46.935.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Survailans Epidemiologi  dan Penanggulangan 

Wabah 

Mencegah terjadinya KLB Terlaksanya  pencegahan & 

penularan virus 
Dinkes, PP dn KB 100%                         28.065.000 APBD 100%                      28.065.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Standarisasi Pelayanan  Kesehatan 
Jumlah Tenaga Dan Sarana  Kesehatan Bersertifikat Atau  

Reakreditasi 
Dinkes, PP dn KB 2                       304.568.000 APBD 2                   610.568.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pembangunan dan Pemutakhiran Data  Dasar Standar 

Pelayanan Kesehatan 
jumlah lapiran pelgelolan laporan Dinkes, PP dn KB 7 Jns                       100.568.000 APBD 7 Jns                   100.568.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Akreditasi Puskesmas jumlah Puskesmas re akreditasi Dinkes, PP dn KB 2 PKM                       628.450.000 DAK BLUD Puskesmas 2 PKM                   510.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pengadaan, Peningkatan  dan Perbaikan Sarana 

dan Prasarana  Puskesmas/ Puskemas pembantu  dan 

Jaringannya 

Persentase Sarana Pelayanan  Kesehatan Yang  

Dibangun/Diperbaiki 
Dinkes, PP dn KB 100%                  34.592.350.000 

APBD / 

DAK
100%              36.064.467.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pembangunan Puskesmas jumlah Puskesmas yang terbangun Dinkes, PP dn KB 1 pkt                    9.000.000.000 DAK 1 pkt                9.300.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pembangunan Puskesmas Pembantu Puskesmas Pembantu Dinkes, PP dn KB 5 unit                    1.500.000.000 APBD 5 unit                1.575.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Sarana dan Prasarana  Puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana  puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 pkt                  14.118.300.000 DAK Alat Kalibrasi 80 jt 1 pkt              14.740.215.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Sarana dan Prasarana  Puskesmas Pembantu 
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan  Prasarana Puskesmas 

pembantu 
Dinkes, PP dn KB 1 pkt                       551.250.000 APBD 1 pkt                   578.812.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pemeliharaan rutin /berkala Sarana  dan Prasarana 

Puskesmas 

Terlaksananya Pemeliharaan rutin  /berkala sarana dan 

prasarana  puskesmas 
Dinkes, PP dn KB 1 Pkt                    1.176.400.000 APBD 1 Pkt                   185.220.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan  Prasarana Puskesmas 

Pembantu 

Terlaksananya Pemeliharaan rutin  /berkala sarana dan 

prasarana  puskesmas pembantu 
Dinkes, PP dn KB 1 Pkt                       576.400.000 APBD 1 Pkt                   185.220.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Terlaksananya rehabilitasi puskesmas Dinkes, PP dn KB 1 pkt                    4.000.000.000 DAK 1 pkt                5.300.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Rehabilitasi Sedang/Berat Poskesdes Terlaksananya rehabilitasi Poskesdes Dinkes, PP dn KB 6 unit                    3.250.000.000 APBD 6 unit                3.700.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Rehabilitasi Sedang/Berat Balai KB Terlaksananya rehabilitasi balai KB Dinkes, PP dn KB 1 pkt                       400.000.000 DAK 1 pkt                   400.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pemeliharaan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya Pemeliharaan  Perbekalan Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 pkt                       100.000.000 DAK 1 pkt                   100.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Kemitraan Peningkatan  Pelayanan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan  Dengan Kemitraan Dinkes, PP dn KB 100%                  33.781.234.000 
DANA 

HADAPAN
100%              34.769.425.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                  21.623.795.000 
APBD 1 / 

APBD 2
14 Pkm              21.623.795.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas 

Pangkajene 
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                    2.347.131.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                2.267.131.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas 

Amparita
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                    1.347.131.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                1.249.326.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas 

Bilokka
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                    1.029.326.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                   798.537.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan asuransi kesehatan  masyarakat Puskesmas 

Lawawoi 
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                    1.548.282.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                1.580.231.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan asuransi kesehatan  masyarakat Puskesmas Manisa Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                       530.921.000 
DANA 

HADAPAN
1 Pkm                   480.878.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas 

Rappang 
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                    1.158.111.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                   702.823.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas 

Baranti 
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                       888.903.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                1.280.286.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas Kulo Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                       590.443.000 
DANA 

HADAPAN
1 Pkm                   553.610.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kkesehatan  Masyarakat Puskesmas 

Empagae 
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                       895.280.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                   755.610.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas 

Lancirang 
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                       656.607.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                   616.284.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 
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Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas Tanru 

Tedong 
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                    1.215.527.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                1.269.301.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas Dongi Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                       601.814.000 
DANA 

HADAPAN
1 Pkm                   621.792.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas 

Barukku 
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                       695.094.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                   705.094.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kemitraan Asuransi Kesehatan  Masyarakat Puskesmas 

Belawae
Asuransi Kesehatan Dinkes, PP dn KB 1 Pkm                       595.094.000 

DANA 

HADAPAN
1 Pkm                   264.727.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pencegahan dan  Penanggulangan Penyakit 

Tidak  Menular 

Persentase Penemuan Dan  Penanganan Penyakit Tidak 

Menular 
Dinkes, PP dn KB 100%                       150.000.000 APBD 100%                   150.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Monev PTM Evaluasi Pelaksanaan Program PTM di  PKM Dinkes, PP dn KB 3 Org                         30.000.000 APBD 3 Org                      30.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Monev Keswa Evaluasi Pelaksanaan Program Keswa  di PKM Dinkes, PP dn KB 2 Org                         30.000.000 APBD 2 Org                      30.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pembinaan Calon Haji Peningkatan derajat Kesehatan Calon  Haji Dinkes, PP dn KB 2 Org                         40.000.000 APBD 2 Org                      40.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Monev Haji 
Evaluasi dan Perencanaan dan  Pelaksanaan Program Keswa 

di PKM 
Dinkes, PP dn KB 2 Org                         25.000.000 APBD 2 Org                      25.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelatihan Siskohatkes Peningkatan Pengetahuan Pengelola  Haji PKM Dinkes, PP dn KB 1 Org                         25.000.000 APBD 1 Org                      25.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan  Orang dengan Rresiko 

Terinfeksi  Virus yang Melemahkan Daya Tahan  Tubuh 

Manusia (Human  Immunodeficielcy Virus) 

Jumlah Warga Negara Dengan  Resiko Terinveksi Virus 

Yang  Melemahkan Daya Tahan Tubuh  Manusia (Human 

Immunodeficiency  Virus) Yang Mendapatkan Layanan  

Kesehatan (SPM) 

Dinkes, PP dn KB 100%                       301.408.500 APBD 100%                   301.408.500 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemenuhan kebutuhan bahan habis  pakai untuk test HIV Dinkes, PP dn KB 1 pkt                       159.896.000 DAK 1 pkt                   159.896.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kapasitas Petugas Update program HIV dan Evaluasi  pelaksanaan program Dinkes, PP dn KB 37 Org                         42.000.000 APBD 47 Org                      24.962.500 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pertemuan Lintas Program Diseminasi Informasi Program ke  Lintas Program Dinkes, PP dn KB 47 Org                         24.962.500 APBD 4 Pkm                      34.550.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Sosialisasi HIV AIDS bagi Nakes di  Puskesmas 
Diseminasi Informasi Program HIV  AIDS pada Nakes di 

Puskesmas 
Dinkes, PP dn KB 4 Pkm                         34.550.000 APBD 14 Pkm                      35.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Mobile VCT Test HIV pada populasi berisiko secara  mobile Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                         35.000.000 APBD 14 Pkm                        5.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Spanduk untuk Hari AIDS Diseminasi Informasi Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                           5.000.000 APBD 100%                   150.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan  Orang Terduga 

Tuberculosis (TBC) 

Jumlah Warga Negara Terduga  Tuberculosis Yang 

Mendapatkan  Layanan Kesehatan (SPM) 
Dinkes, PP dn KB 100%                       184.729.500 APBD 100%                   184.729.500 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pertemuan Peningkatan Kapasitas  Petugas TB Kabupaten
Peningkatan Pengetahuan dan  keterampilan petugas serta 

evaluasi  pelaksanaan
Dinkes, PP dn KB 37 Org                         42.000.000 APBD 37 Org                      42.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pertemuan Lintas Program dan  Sektoral Desiminasi Informasi program TB Ke  Lintas Program Dinkes, PP dn KB 47 Org                         24.962.500 APBD 47 Org                      24.962.500 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Format RR Pemenuhan Kebutuhan Format RR  Program Dinkes, PP dn KB 1 pkt                           6.467.000 APBD 1 pkt                        6.467.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Spanduk Hari TB Desiminasi Informasi Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                           5.000.000 APBD 14 Pkm                        5.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Transport Pelacakan Penderita Mangkir Meningkatkan angka keberhasilan  pengobatan Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                         17.000.000 APBD 14 Pkm                      17.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Transport Petugas untuk Entry Data  SITT Laporan tepat waktu dengan aplikasi  SITT Dinkes, PP dn KB 16 Lynn                           4.500.000 APBD 16 Lynn                        4.500.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Transport Petugas PKM untuk  Investigasi Kontak Penemuan Penderita secara dini Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                         84.800.000 APBD 14 Pkm                      84.800.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan  Orang dengan Gangguan 

Jiwa Berat 

Jumlah Warga Negara Dengan  Gangguan Jiwa Berat 

Yang Terlayani  Kesehatan (SPM) 
Dinkes, PP dn KB 100%                       125.000.000 APBD 100%                   125.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 
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Pertemuan Peningkatan Kapasitas  Petugas PTM Peningkatan Pengetahuan dan  keterampilan petugas Dinkes, PP dn KB 42 Org                         61.660.000 APBD pembentukan TIM TPKJM 42 Org                      45.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pertemuan Lintas Sektor Peningkatan Koordinasi Lintas Terkait Dinkes, PP dn KB 30 Org                         41.720.000 APBD 30 Org                      25.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Perjalanan Dinas Luar Daerah Pengantaran ODGJ Berat Dinkes, PP dn KB 3 Org                       142.400.000 APBD transport pemantauan ODGJ 3 Org                      20.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pertemuan Penatalaksanaan Pasien  Pasung Tidak ada Kasus Pasung Dinkes, PP dn KB 40 Org                         35.000.000 APBD 40 Org                      35.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan  Penderita Hipertensi 
Jumlah Warga Negara Penderita  Hipertensi Yang 

Mendapatkan  Layanan Kesehatan (SPM) 
Dinkes, PP dn KB 100%                       158.400.000 APBD 100%                   158.400.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelatihan Portal Web PPTM Petugas Mampu melaporkan di Web  PPTM Dinkes, PP dn KB 14 Org                         25.000.000 APBD 14 Org                      25.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Sosialisasi Faktor Resiko PTM Penyebarluasan Informasi FR PTM Dinkes, PP dn KB 5 Kec                       125.000.000 APBD 5 Kec                   125.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Spanduk Posbindu PTM Informasi pelaksanaan Posbindu Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                           8.400.000 APBD 14 Pkm                        8.400.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan  Penderita Diabetes 

Mellitus 

Jumlah Warga Negara Penderita  Diabetes Melitus Yang 

Mendapatkan  Layanan Kesehatan (SPM) 
Dinkes, PP dn KB 100%                         85.000.000 APBD 100%                      85.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pertemuan Peningkatan Kapasitas  Petugas PTM Peningkatan Pengetahuan dan  keterampilan petugas Dinkes, PP dn KB 42 Org                         45.000.000 APBD 42 Org                      45.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pertemuan Lintas Sektor Peningkatan Jejaring Program PTM Dinkes, PP dn KB 30 Org                         25.000.000 APBD 30 Org                      25.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Buku Monitoring FR PTM Pemantauan Penderita PTM Dinkes, PP dn KB 1 pkt                         15.000.000 APBD 1 pkt                      15.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Sumber Daya Manusia  Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Yg  Berperestasi Dinkes, PP dn KB 5                       150.000.000 APBD 5                   161.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Melaksanakan Registrasi Pembinaan  serta, Pengawasan 

Tenaga Kesehatan 

Cakupan jumlah registrasi dan  pembinaan /pengawasan 

tenaga  kesehatan 
Dinkes, PP dn KB 361 org                         12.000.000 APBD 361 org                      15.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan  dalam Rangka 

Peningkatan  Kompetensi 

Cakupan jumlah penilaian tenaga  kesehatan teladan profesi 

tenaga  kesehatan 
Dinkes, PP dn KB 9 org                         42.000.000 APBD 9 org                      45.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kegiatan Pelatihan Pengelolahan Data  Profil SDMK 
cakupan jumlahpelatihan pengelolah  data di fasilitas pelayanan 

kesehatan 
Dinkes, PP dn KB 2 Keg                         62.000.000 APBD 2 Keg                      64.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  Jabatan Fungsional 

Tenaga Kesehatan 

cakupan jumlahpendidikan dan  pelatihan jabatan fungsional 

tenaga  kesehatan 
Dinkes, PP dn KB 1 Keg                         34.000.000 APBD 1 Keg                      37.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan Ibu  Hamil 
Jumlah Ibu Hamil Yang  Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 
Dinkes, PP dn KB 100                       117.000.000 APBD 100                   121.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Review PWS KIA Jmlh Pelaksaan kegiatan Review PWS  KIA Dinkes, PP dn KB 4 Kali                         47.000.000 APBD 4 Kali                      51.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelaksanaan AMP Jumlah Kegiatan AMP yang  dilaksanakan Dinkes, PP dn KB 2 Kali                         45.000.000 APBD 2 Kali                      45.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

SPPD dan Operasional Program Jumlah PKM yang mendapatkan  Bimtek Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                         25.000.000 APBD 14 Pkm                      25.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan Ibu  Bersalin 
Jumlah Ibu Bersalin Yang  Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 
Dinkes, PP dn KB 100%                       720.000.000 APBD 100%                   850.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Jampersal Jumlah PKM yang memanafaatkan  dana Jampersal Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                       670.000.000 DAK 14 Pkm                   800.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Sosialisasi Program Persalinan  Fasyankes 
Jumlah kecamatan yang mengikuti  program sosialisasi 

persalinan di  fasyankes 
Dinkes, PP dn KB 11 Kec                         50.000.000 APBD 11 Kec                      50.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan Bayi  Baru Lahir 
Jumlah Bayi Baru Lahir Yang  Mendapatkan Layanan 

Kesehatan 
Dinkes, PP dn KB 100%                         90.000.000 APBD 100%                   110.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program SHK pada BBL 
Jumlah PKM yang telah mengikuti  pelatihan Program SHK 

pada BBL 
Dinkes, PP dn KB 5 Org                         25.000.000 APBD 5 Org                      35.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Manajemen Asfiksia dan BBLR 
Jumlah bidan yang telah mengikuti  pelatihan Asfiksia dan 

BBLR 
Dinkes, PP dn KB 28 Org                         50.000.000 APBD 28 Org                      45.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Review Pelayanan BBL Jumlah kegiatan review pelayanan BBL  yang dilaksanakn Dinkes, PP dn KB 2 Kali                         15.000.000 APBD 2 Kali                      30.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 
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Program Pelayanan Kesehatan  Balita Jumlah Balita Yang Mendapatkan  Layanan Kesehatan Dinkes, PP dn KB 100%                       190.000.000 APBD 100%                   217.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Orientasi Petugas dalam Pelaksanaan  Pelayanan MTBS Jumlah Bidan yang telah dilatih MTBS Dinkes, PP dn KB 30 Org                         15.000.000 APBD 30 Org                      42.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Orientasi Petugas dalam Pelaksanaan  Pelayanan SDIDTK Jumlah Bidan yang telah dilatih  SDISTK Dinkes, PP dn KB 150 Org                         70.000.000 APBD 150 Org                      70.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Balita melalui Deteksi Dini 

adanya  Komplikasi dan masalah Kesehatan  lainnya 
Jumlah Bidan yang telah dilatih Dinkes, PP dn KB 280 Org                         80.000.000 APBD 280 Org                      80.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Review Pelayanan Kesehatan pada  Balita 
Jumlah kegiatan review pelayanan  kesehatan Balita yang 

dilaksanakn 
Dinkes, PP dn KB 2 Kali                         25.000.000 APBD 2 Kali                      25.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan pada  Usia Pendidikan 

Dasar 

Jumlah Warga Negara Usia  Pendidikan Dasar Yang  

Mendapatkan Layanan Kesehatan  (SPM) 
Dinkes, PP dn KB 100%                       100.000.000 APBD 100%                   100.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Orientasi Petugas Program  Penjaringan Anak Sekolah 
Jumlah petugas yang telah mengikuti  pelatihan Program 

penjaringan anak  sekolah 
Dinkes, PP dn KB 56 Org                         50.000.000 APBD 56 Org                      50.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Review Program Penjaringan Anak  Sekolah 
Jumlah kegiatan review pelayanan  kesehatan Balita yang 

dilaksanakn 
Dinkes, PP dn KB 1 Kali                         50.000.000 APBD 1 Kali                      50.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan pada  Usia Produktif 
Jumlah Warga Negara Usia Produktif  Yang Mendapatkan 

Layanan  Kesehatan (SPM) 
Dinkes, PP dn KB 100%                       255.000.000 APBD 0%                   255.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelatihan Kader Posbindu PTM Jumlah Kader Posbindu Dinkes, PP dn KB 50 Org                         75.000.000 APBD 50 Org                      75.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Orientasi Teknis Pelayanan Kesehatan  masa sebelum Hamil Orientasi teknis pelayanan Kesehatan  masa sebelum Hami Dinkes, PP dn KB 500 bml                       100.000.000 APBD 500 bml                   100.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kapasitas Petugas dan  Lintas Sektor dalam 

Pelaksanaan  Posyandu Pra Konsepsi 
Jumlah Pengelola Terlatih Dinkes, PP dn KB 14 Org                         80.000.000 APBD 14 Org                      80.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan pada  Usia Lanjut 
Jumlah Warga Negara Usia Lanjut  Yang Mendapatkan 

Layanan  Kesehatan (SPM) 
Dinkes, PP dn KB 100%                       100.000.000 APBD 100%                   100.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kapasitas Pengelola  Program Usila 
Jumlah petugas yang telah mengikuti  pelatihan Program 

pelayanan  kesehatan usila 
Dinkes, PP dn KB 28 Org                         50.000.000 APBD 28 Org                      50.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Review Pelayanan Usila 
Jumlah kegiatan review pelayanan  kesehatan Usila yang 

dilaksanakn 
Dinkes, PP dn KB 2 Kali                         30.000.000 APBD 2 Kali                      30.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Orientasi Petugas dalam Pelaksanaan  Senam Usila 
Jumlah petugas yang telah mengikuti  orientasi senam lansia 

pada pelayanan  kesehatan Usila 
Dinkes, PP dn KB 30 Org                         20.000.000 APBD 30 Org                      20.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pelayanan Kesehatan  Reproduksi Pra Konsepsi 

dalam  Meningkatkan Cakupan K4 

Jumlah Puskesmas yang  melaksankan Program yankes 

pra  konsepsi 
Dinkes, PP dn KB 14 Pkm                       110.000.000 APBD 14 Pkm                   130.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam  Melaksanakan Deteksi 

Dini Faktor resti  pada Ibu Hamil 

Jumlah bidan yang telah mengikuti  pelatihan deteksi dini faktor 

resti bumil 
Dinkes, PP dn KB 120 Org                         50.000.000 APBD 120 Org                      55.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Peningkatan Kualitas Pelayanan ANC  Bidan Desa dan di PKM 
Jumlah bidan yang telah mengikuti  pelatihan ANC terpadu dan 

terintegrasi  sesuai standar 
Dinkes, PP dn KB 120 Org                         60.000.000 APBD 120 Org                      75.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Program Pengendalian Penduduk  dan Keluarga 

Berencana 
Rata-Rata Anak Per Keluaraga  Pasangan Usia Subur Dinkes, PP dn KB 22                    4.114.365.000 APBD 22                4.126.605.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelayanan KIE Tersosialisasinya Program KB Dinkes, PP dn KB 1 pkt                         40.000.000 APBD 1 pkt                      40.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pembinaan Keluarga Berencana Terpenuhinya fasilitasi pembinaan  keluarga berencana Dinkes, PP dn KB 1 pkt                         48.000.000 APBD 1 pkt                      40.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB  Keliling Terpenuhinya sarana mobilitas KB  Keliling Dinkes, PP dn KB 1 pkt                    2.640.000.000 DAK 1 pkt                2.655.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Monitoring dan Evaluasi Program KB Tersedianya faslitasi monev Program  KB Dinkes, PP dn KB 1 pkt                         40.000.000 APBD 1 pkt                      40.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pembinaan Keluarga Sejahtera Terpenuhinya faslitasi pembinaan  keluarga sejahtera Dinkes, PP dn KB 1 pkt                         70.000.000 APBD 1 pkt                      70.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelayanan Kontrasepsi KB Terlayaninya PUS ingin ber-KB Dinkes, PP dn KB 6422  pus                       150.000.000 APBD 6422  pus                   150.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan  Medis Tersedianya Alokon KB Dinkes, PP dn KB
1000  

Impnt
                        50.000.000 APBD

1000  

Impnt 
                     50.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Fasilitasi Masyarakat Peduli KB Terbentuk dan terorganisirnya PPKBD  dan Sub PPKBD Dinkes, PP dn KB
449  

PpKbd
                      110.000.000 APBD

449  

PpKbd 
                  120.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 
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Koordinasi Pengelolaan Program  (Rakerda dan Review) Terkoordinasinya Program KB Nasional  Tk Kabupaten Dinkes, PP dn KB 1 pkt                         51.000.000 APBD 1 pkt                      55.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pengelolaan Data dan Informasi  Program KB Tersedianya data dan informasi  keluarga Dinkes, PP dn KB 71364  KK                         72.000.000 APBD 71364  KK                      72.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pendirian PIK R/M (Pelatihan  Pengelola, Pendidik Sebaya dan  

Konselor Sebaya) 
Terlatihnya Pendidik Sebaya &  Konselor Sebaya Dinkes, PP dn KB 80 ps-ks                         55.000.000 APBD 80 ps-ks                      60.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Faslitasi Forum Pelayanan GenRe bagi  kelompok Sebaya dan 

peningkatan  Akses dan Kualitas PIK R/M 
Terpenuhinya faslitasi pengembangan  kelompok PIK R/M Dinkes, PP dn KB 69 Klp                         42.000.000 APBD 69 Klp                      45.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Fasilitasi Forum Pelyanan KKR bagi  kelompok remaja dan 

Kelompok  Sebaya di luar Sekolah 
jumlah anak remaja sebaya di luar  sekolah Dinkes, PP dn KB 30 Ank                         29.775.000 APBD 30 Ank                      29.775.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelatihan dan Pembinaan Kader  Kelompok BKB/BKL/BKR 

dan Bina  Lingkungan Keluarga 
Jumlah kelompok yg di bina Dinkes, PP dn KB 20 Klp                         75.310.000 APBD 20 Klp                      78.550.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Fasilitasi Pengembangan dan  Operasional BKB HI Tersedianya faslitasi pengembangan  dan operasional BKB HI Dinkes, PP dn KB 20 Klp                         40.000.000 APBD 20 Klp                      40.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan  Anak melalui Kelompok 

Kegiatan di  Masyarakat 
Teredianya faslitasi peyuluhan KHIBA  di masyarakat Dinkes, PP dn KB 1 pkt                         40.000.000 APBD 1 pkt                      40.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelatihan Tenaga Pendamping  Kelompok Bina di Kecamatan Terlatihnya kader BKB, BKR, BKL Dinkes, PP dn KB 204 Klp                         75.000.000 APBD 204 Klp                      40.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Fasilitasi Pengembangan Kelompok  Tribina (BKB, BKR dan 

BKL) 
Tersedinaya faslitasi dan  pengembangan tribina Dinkes, PP dn KB 37 Klp                         30.000.000 APBD 37 Klp                      30.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi  Keluarga 
Terlatihnya pengelola Kelopok Usaha  Peningkatan 

Pendapatan Keluarga  Sejahtera (UPPKS) 
Dinkes, PP dn KB 17 Klp                         40.000.000 APBD 17 Klp                      40.000.000 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Faslitasi Pengembangan Kelompok  UPPKS/UMKM Tersedianya faslitasi pengembangan  Kelompok UPPKS Dinkes, PP dn KB 17 Klp                       140.000.000 APBD 17 Klp                   155.000.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

Pameran Hasil Karya UPPKS Tereksposenya hasil karya  UPPKS/UMKM Dinkes, PP dn KB 1 pkt                       276.280.000 APBD 1 pkt                   276.280.000 
 Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

               110.340.500.000              57.487.729.660 

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administras Perkantoran Kec. Panca Rijang 100%                    6.553.000.000 100%                5.262.629.500  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan 

Listrik
12 Bulan

743.000.000                 
APBD II 12 Bulan                   743.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 13 Unit 84.000.000                   APBD II 13 Unit                      84.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 

/ operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional yang terbayarkan 13 Unit

57.000.000                   
13 Unit                      57.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 190.000.000                 APBD II 12 Bulan                      19.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 424.000.000                 12 Bulan                   424.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 50 Unit 330.000.000                 50 Unit                   330.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Penyediaan instalasi komponen listrik / penerangan bangunan 

kantor

Waktu penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan 

bangunan kantor
12 Bulan

14.000.000                   
12 Bulan                      14.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang 

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 

yang disediakan
12 Jenis

8.000.000                     
12 Jenis                      10.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 

Daerah
45

195.000.000                 
APBD II 52                   276.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam 

Daerah
120

8.000.000                     
APBD II 138                      10.212.000  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 1 20 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Waktu  Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 4.500.000.000              APBD II 12                3.295.417.500  RSUD Arifin Nu'mang 

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aaratur Kec. Panca Rijang 20%                       737.500.000 20%                   737.500.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 Unit 200.000.000                 1 Unit                   200.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan 1 Unit -                                0 Unit                                      -    RSUD Arifin Nu'mang 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 20 Unit 110.000.000                 20 Unit                   110.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin / 

berkala
20 Unit

220.000.000                 
20 Unit                   220.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat 

pemeliharaan rutin /berkala
13 Unit

97.500.000                   
15 Unit                      97.500.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat 

pemeliharaan rutin / berkala
50 Unit

110.000.000                 
50 Unit                   110.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG
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Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki 

kompetensi sesuai bidangnya
Kec. Panca Rijang                       325.000.000                   325.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan formal 50 Orang                       275.000.000 55 Orang                   275.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Sosialisasi peraturan perundang undangan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undanagan 600 Orang                         50.000.000 600 Orang                      50.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang 

undangan

Jumlah peserta bimingan teknis implementasi peraturan 

perundang undanagan
0 Orang                                         -   0 Orang                                      -    RSUD Arifin Nu'mang 

2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kec. Panca Rijang                    1.725.000.000                1.035.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

2 23 7 Persiapan dan penilaian akreditasi rumah sakit Persentase pemenuhan standar akreditasi rumah sakit 10 %                       690.000.000 APBD II 10 %  690000000   RSUD Arifin Nu'mang 

Kalibrasi alat dan bahan Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi 50 %                       345.000.000 10 %                   345.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Pendidikan dan pelatihan formal  (BLUD dan Akrditasi) Persentase staf yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam 1 %                       690.000.000 1 %                   690.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ 

Rumah Sakit Mata

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kec. Panca Rijang 100%                  55.000.000.000 100%              10.000.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 26 Pengadaan Alat-alat kesehatan Persentase ketersediaan alat kesehatan 4 %                    5.000.000.000 DAK 3 %                5.000.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase capain aspac 8 %                  50.000.000.000 DAK 3 %                5.000.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Upaya  Kesehatan Perorangam dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat 
Kec. Panca Rijang 100%                    9.000.000.000 100%                9.000.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100 %                    9.000.000.000  APBD 100 %                9.000.000.000  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 34 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kec. Panca Rijang 100%                  37.000.000.000 100%              31.127.600.160  RSUD Arifin Nu'mang 

5 2 34 1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Persentase jumlah indikator mutu pelayanan RS yang tercapai 100 %                  37.000.000.000 BLUD 100 %              31.127.600.160  RSUD Arifin Nu'mang 

                 50.393.943.691              57.346.032.000 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administras Perkantoran Kec. Maritengngae 100%                    4.088.000.000 100%                4.185.000.000  RSUD Nene Malomo 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Kec. Maritengngae 12 Bulan                       800.000.000  APBD 12 Bulan                   850.000.000  RSUD Nene Malomo 

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah penyediaan jasa jaminan milik daerah Kec. Maritengngae 5 Unit                         45.000.000  APBD 5 Unit                      47.000.000  RSUD Nene Malomo 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Kec. Maritengngae 28 Unit                         25.000.000  APBD 30 Unit                      28.000.000  RSUD Nene Malomo 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan Kec. Maritengngae 12 Bulan                       140.000.000  APBD 12 Bulan                   150.000.000  RSUD Nene Malomo 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Maritengngae 40 Kali                       160.000.000  APBD 50 Kali                   175.000.000  RSUD Nene Malomo 

Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran Kec. Maritengngae 100 %                    2.918.000.000  APBD 100 %                2.935.000.000  RSUD Nene Malomo 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

(BLUD)
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur Kec. Maritengngae 80%                       590.000.000 90%                   625.000.000  RSUD Nene Malomo 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Maritengngae 1 Unit                       590.000.000  APBD 1 Unit                   625.000.000  RSUD Nene Malomo 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan (TUKIN)

Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan 

laporan capaian kinerja
Kec. Maritengngae 100%                         43.000.000 100%                      45.000.000  RSUD Nene Malomo 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
Kec. Maritengngae 6 Dokumen                         43.000.000  APBD 6 Dokumen                      45.000.000  RSUD Nene Malomo 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase pemanfaatan tempat tidur (BOR) Kec. Maritengngae 100%                    2.701.000.000 100%                2.836.000.000  RSUD Nene Malomo 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap Kec. Maritengngae 100 %                    2.701.000.000  APBD 100 %                2.836.000.000  RSUD Nene Malomo 

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase capaian hasil kelulusan akreditasi rumah 

sakit
Kec. Maritengngae 80%                       410.620.000 80%                   431.157.000  RSUD Nene Malomo 

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Tingkat capaian hasil penilaian akreditasi Rumah Sakit Kec. Maritengngae Lulus Madya                       410.620.000  APBD Lulus Madya                   431.157.000  RSUD Nene Malomo 

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah 

sakit
Kec. Maritengngae 93%                           5.323.691 93%                5.589.875.000  RSUD Nene Malomo 

Pembangunan  Rumah Sakit
Persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap kelas I, 

II, III, dan VIP
Kec. Maritengngae 93 %                    2.223.300.000  DAK 96 %                2.465.600.000 

RUMAH SAKIT NENE' MALLOMO

 RSUD Nene Malomo 
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PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 

JAWABTARGET CAPAIAN 

KINERJA

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan Kec. Maritengngae 1 Paket                    3.100.391.000  DAK 1 Paket                3.124.275.000 

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Persentase tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kec. Maritengngae 50%                  42.556.000.000 55%              43.634.000.000  RSUD Nene Malomo 

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Persentase pemenuhan kegiatan dan pendukung pelayanan Kec. Maritengngae 100 %                  42.556.000.000  BLUD 100 %              43.634.000.000  RSUD Nene Malomo 

               159.671.148.782            151.642.330.733 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 

Perkantoran
Batu Lappa 100                    3.028.057.925  APBD II 100                3.073.478.793 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat 

12 Bulan
                          7.108.553 

 12 Bulan                        7.215.181 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

 Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

12 Bulan

                      183.586.095 

12 Bulan                   186.339.886 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik 

daerah 
4 Unit

                        38.593.259 
4 Unit                      39.172.158 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

-Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas 

/ Operasional

 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan Dinas / operasional 22 Unit

                      203.335.508 

22 Unit                   206.385.541 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 Jumlah bulan terpenuhinya jasa administrasi keuangan 

12 Bulan
                      503.555.436 

12 Bulan                   511.108.767 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan kantor

12 Bulan
                        46.164.382 

12 Bulan                      46.856.848 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah bulan terpenuhinya komponer listrik / penerangan 

bangunan kantor 12 Bulan

                          7.206.424 

12 Bulan                        7.314.520 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Penyediaan Bahan Bahan Bacaan

Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan 

perundang - Undangan 12 Bulan

                        28.743.278 

12 Bulan                      29.174.427 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan 

konsultasi luar daerah 12 Bulan

                      679.948.500 

12 Bulan                   690.147.728 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam daerah 12 Bulan

                        58.722.825 

12 Bulan                      59.603.667 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Pelayanan Administrasi Perkantoran Lainnya

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi 

perkantoran 12 Bulan

                   1.271.093.665 

12 Bulan                1.290.160.070 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Batu Lappa 100                    9.076.474.522  APBD II 100                9.211.496.640 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Pembangunan Gedung Kantor
Tercapainya pembangunan gedung yang lebih baik dan 

bermanfaat
1 Keg                    7.784.264.335 Rest Area 1 Keg                7.899.903.300 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan 1 Unit                       187.340.235 1 Unit                   190.150.338 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 100 %                         45.329.900 100 %                      46.009.849 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 100 %                       113.839.863 100 %                   115.547.460 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT  

 RSUD Nene Malomo 
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E
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G PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 

JAWABTARGET CAPAIAN 

KINERJA

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Persentase gedung kantor yang dipelihara 100 %                       176.477.543 100 %                   179.124.706 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Persentase mobil jabatan yang dipelihara 100 %                         36.495.721 100 %                      37.043.156 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Persentase kendaraan dinas yang dipelihara 100 %                       680.072.127 100 %                   690.273.209 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Persentase perlengakapan gedung kantor yang dipelihara 100 %                         13.135.369 100 %                      13.332.399 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara 100 %                         28.444.512 100 %                      28.871.180 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Persentase  mebeleur yang dipelihara 100 %                         11.074.919 100 %                      11.241.043 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Rehabilitasi sedang  / berat Gedung Kantor
Jumlah  terpenuhinya rehabilitasi sedang  /   berat gedung 

kantor
100 %                                           - 100 %                                        - 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya alat untuk meningkatkan kedisiplinan 

aparatur
Batu Lappa 100                       100.000.000 APBD II 100                   100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah ASN yang mendapatkan perlengkapan Dinas

100 %                       100.000.000 100 %                   100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Batu Lappa 100                    1.150.000.000 APBD II 100                1.150.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat

100 %                    1.150.000.000 100 %                1.150.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Presentase Capaian kinerja keuangan Batu Lappa 100                       115.052.000  APBD II 100                   121.052.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi 

Kinerja SKPD
Tersusunnya 7 laporan 7 Laporan                         81.000.000 7 Laporan                      84.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Peningkatan  Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan

Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah

13 Laporan                         34.052.000 13 Laporan                      37.052.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Pembangunan Jalan  dan Jembatan

Persentase Panjang  Jalan dalam Kondisi Baik
Tersebar di 11 

Kecamatan
56                  45.000.000.000  APBD II 59              50.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pembangunan Jalan

Panjang jalan yang terbangun

30 Km                  40.000.000.000 30 Km              44.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pembangunan Jembatan

Jumlah jembatan yang terbangun

7 Unit                    5.000.000.000 7 Unit                6.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Pengembangan data / informasi Tersusunnya data dan informasi Batu Lappa                       100.000.000  APBD II                   100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  
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KINERJA

-Pengembangan Data / Informasi Tersusunnya data dan informasi 2 Dok                       100.000.000 2 Dok                   100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - 

Gorong

Persentase Drainase dalam kondisi baik / Pembuangan 

Aliran air tidak tersumbat

Tersebar di 11 

Kecamatan
67,92                    7.000.000.000 71,69                8.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong

Panjang  drainase yang terbangun

17,9 %                    7.000.000.000 19 %                8.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong
Persentase panjang  talud untuk memperkuat Jaringan 

Jalan

Tersebar di 11 

Kecamatan
41,00                    2.500.000.000  APBD II 43,00                3.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Panjang talud yang terbangun

6 Km                    2.500.000.000 7 Km                3.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase  jaringan Jalan dan Jembatan yang 

terpelihara
Tersebar di 11 

Kecamatan
35,00                    1.800.000.000  APBD II 36,00                1.800.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 

Panjang jalan yang direhabilitasi

2 Km                    1.000.000.000 2 Km                1.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

Panjang Infrastruktur jalan yang dipelihara

12 Km                       700.000.000 12 Km                   700.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi

2 Km                       100.000.000 2 Km                   100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  
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Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan 

Besar
Persentase rumah tinggal bersanitasi 93,04                       375.000.000  APBD II 96,50                   410.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (  PPSP) Tersedianya dokumen Dalam Lingkup Sidrap 1 Dok                       375.000.000 1 Dok                   410.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base 

Jalan dan Jembatan
Tersusunnya data Jalan dan Jembatan 1 Dok                       500.000.000 1 Dok                   500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan 

Jembatan

Jumlah Dokumen  data base jalan dan jembatan

1 Dok                       500.000.000 1 Dok                   500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Peningkatan Sarana dan  Prasarana Kebinamargaan

Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan 

Prasarana Kebinamargaan 78                    1.000.000.000  APBD II 81                1.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pengadaan Alat - Alat Berat

Jumlah alat berat yang diadakan

1 Unit                       100.000.000 1 Unit                   100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium 

Kebinamargaan

Persentase terpeliharanya alat laboratorium

100 %                       100.000.000 100 %                   100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 

Bengkel Alat 

Persentase  pemeliharaan alat berat

100 %                       800.000.000 100 %                   800.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak

100                    6.800.000.000  APBD II 100                6.700.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran 

Pembawa
Jumlah Spam Terbangun Tersebar 100 %                    6.800.000.000 100 %                6.700.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Pembangunan dan  Pengembangan Kawasan 

Permukiman Perkotaan
Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani 55,35                    6.895.000.000  APBD II 100                7.737.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Luas kawasan permukiman kumuh yang tertata Tersebar 3,7 Ha                    3.895.000.000 4,505 Ha                4.737.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pengembangan Lingkungan Permukiman Perkotaan Persentase kawasan lingkungan yang tertata Tersebar 55,35 %                    3.000.000.000 75,45 %                3.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 

dan Air Limbah
Persentase rumah tinggal bersanitasi 93,04                  11.600.000.000  APBD II 100              12.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Meningkatnya akses air limbah Tersebar 800 Jiwa                  11.600.000.000 800 Jiwa              12.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 

Tumbuh

Persentase  Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis 

Khususnya di perdesaan yang terbangun
Tersebar di 11 

Kecamatan
32,00                    2.000.000.000  APBD II 34,00                2.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
Panjang jalan yang terbangun

1 Km                    1.000.000.000 1 Km                1.000.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Panjang jalan yang terbangun

2 Km                    1.000.000.000 2 Km                1.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Persentase  Infrastruktur Perdesaan terbangun Tersebar di 11 

Kecamatan
65                    2.500.000.000  APBD II 70                2.500.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

  || Lampiran Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021 Dan Prakiraan Maju 2022 || 18



LOKASI
 KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

SUMBER 

DANA

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF

2 3 4 6 7 8 10 11

TARGET CAPAIAN 

KINERJA

1 5 9

KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2021

C
A

T
A

T
A

N
 

P
E

N
T

IN
G PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 

JAWABTARGET CAPAIAN 
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- Penataan Lingkungan permukiman penduduk perdesaan Panjang penataan lingkungan yang terbangun

3 Km

                   2.000.000.000 

3 Km

               2.000.000.000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Panjang infrastruktur perdesaan yang terbangun

2 Km

                      500.000.000 

2 Km

                  500.000.000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Perencanaan Tata Ruang

 Ketaatan terhadap RTRW
Tersebar di 11 

Kecamatan
3 Dok                       700.000.000  APBD II 3 Dok                   700.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Penetapan Kebijakan, RDTR, RTRK dan RTBL
Dokumen yang tersusun

2 Dok
                      200.000.000 

2 Dok
                  200.000.000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Dokumen yang tersusun

1 Dok
                      300.000.000 

1 Dok
                  300.000.000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Survey dan Pemetaan
Dokumen yang tersusun

1 Kec
                      200.000.000 

1 Kec
                  200.000.000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase  bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Tersebar di 11 

Kecamatan
100                       650.000.000  APBD II 100,00                   700.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Wilayah ber IMB

11 Kec

                      150.000.000 

11 Kec

                  150.000.000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pemanfaatan Ruang

Luasan pemanfaatan ruang

100 M2

                      500.000.000 

110 M2

                  550.000.000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Persentase tempat ibadah per satuan penduduk
Tersebar di 11 

Kecamatan
100,00                    7.709.264.335  APBD II 100,00                7.824.903.300 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pembangunan sarana dan prasarana ibadah

Jumlah tempat ibadah yang terbangun

50 Unit

                   7.709.264.335 

50 Unit

               7.824.903.300 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Penerangan Lampu Jalan
Cakupan lingkungan yang aman dan sehat yang didukung 

dengan PSU / Lampu Jalan

Tersebar di 11 

Kecamatan
71,69                  15.500.000.000  APBD II 75,47              17.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Penerangan lampu jalan 11 Kec

                 15.500.000.000 

11 Kec

             17.000.000.000 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Perencanaan, Pengawasan Pengujian dan 

Pengendalian Mutu

Tersedianya Dokumen Perencanaan 
Tersebar di 11 

Kecamatan
8 Paket                    1.100.000.000  APBD II 8 Paket                1.100.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Survey Desaign 8 Dokumen 8 Paket                    1.100.000.000 8 Paket                1.100.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Program Pengembangan Perumahan Ratio Rumah layak huni 83,29%                    1.581.300.000  APBD II 83,40%                1.816.400.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Jumlah pengembang perumahan 100 %                         50.900.000 100 %                      64.000.000 
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

- Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Negara Jumlah rumah negara yang layak huni 100 %                         50.400.000 100 %                      50.400.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pengembangan perumahan Jumlah rumah layak huni 80 Unit                    1.480.000.000 92 Unit                1.702.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana / 

Relokasi / Sosial

Cakupan ketersediaan rumah layak huni 70,08%                    1.750.000.000  APBD II 70,17%                1.950.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi rumah akibat bencana Jumlah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 %                    1.400.000.000 100 %                1.600.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  
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- Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi rumah akibat Relokasi 

Program Pemda

Jumlah korban relokasi akibat program pemda yang 

memperoleh rumah layak huni
10 Unit                       350.000.000 10 Unit                   350.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Penataan Penguasan, Pemilikan, Penggunaan 

dan Pemanfaatan Tanah

Persentase lahan yang tertata kepemilikan dan 

pemanfaatannya

Kecamatan Watang Pulu, 

dan Kecamatan 

Maritengngae

100                  29.016.000.000  APBD II 100              11.018.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Penataan, Penguasaan, Pemilikam, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah
Persentase penyediaan Izin Lokasi 6 Dok                         16.000.000 8 Dok                      18.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Persentase Luas Lahan Bersertifikat 17 Ha                  29.000.000.000 13 Ha              11.000.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Ratio TPU persatuan penduduk 100                         85.000.000  APBD II 100                      85.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah areal pemakaman yang tertata 2 Lokasi                         85.000.000 2 Lokasi                      85.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

Program Pengembangan data / informasi Keciptakaryaan Tersusunnya dokumen usulan perencanaan lima tahunan 100                         40.000.000  APBD II 100                      45.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

- Pengembangan Data / Informasi Tersusunnya dokumen usulan perencanaan lima tahunan 1 Dok                         40.000.000 1 Dok                      45.000.000 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata 

Ruang,Pertanahan dan Perumahan 

Rakyat  

                 52.038.000.000              53.179.100.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi yang optimal Batu Lappa                       988.000.000 DAU                1.024.100.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyediaan Surat Menyurat Jumlah dokumen yang bermaterei Batu Lappa           250  lembar                           1.500.000 DAU           267  lembar                        1.600.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyediaan  Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Batu Lappa             12  bln                         57.000.000 DAU 12  bln                      58.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Batu Lappa             12  bln                           9.500.000 DAU 12  bln                      10.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyediaan  jasa jaminan Barang Milik Daerah Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Batu Lappa             12  bln                         50.000.000 DAU 12  bln                      60.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional.

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Batu Lappa             70  unit                         20.000.000 DAU 70  unit                      21.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyediaan Jasa Administrasi  Keuangan Waktu penyediaan administrasi keuangan Batu Lappa             12  bln                       130.000.000 DAU 12  bln                   140.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyediaan Jasa Kebersihan   Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Batu Lappa             12  bln                         50.000.000 DAU 12  bln                      55.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyediaan komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan 

Kantor.

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Batu Lappa             20  buah                           2.500.000 DAU 20  buah                        3.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undagan.
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

yang disediakan
Batu Lappa               5  expl                           6.500.000 DAU 5  expl                        8.500.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Rapat - rapat Kordinasi dan konsultasi luar  daerah. Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Batu Lappa           100  kali                       225.000.000 DAU 100  kali                   230.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Rapat - rapat Kordinasi dan konsultasi dalam daerah. Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Batu Lappa           400  kali                         36.000.000 DAU 400  kali                      37.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pelayanan Adm.Perkantoran Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Batu Lappa             12  bln                       400.000.000 DAU 12  bln                   400.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Aparatur Batu Lappa                       500.000.000 DAU                   800.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Batu Lappa                -  unit                                           - DAU                                               -  unit                                      -    Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan Batu Lappa                -  unit                                           - DAU                                               -  unit                                      -    Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Batu Lappa               2  unit                         70.000.000 DAU 2  unit                      70.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Batu Lappa               2  unit                         30.000.000 DAU 2  unit                      30.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pengadaan Mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan Batu Lappa                -  buah                                           - DAU                                               -  buah                                      -    Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
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Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Batu Lappa               2  unit                         50.000.000 DAU 8  unit                   300.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan dinas/opersional yang dipelihara Batu Lappa             37  unit                       350.000.000 DAU 50  unit                   400.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan
Batu Lappa                         60.000.000 DAU                      60.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD yang disusun
Batu Lappa               7  laporan                         60.000.000 DAU 7  laporan                      60.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun Batu Lappa                -  laporan                                           - DAU 1  laporan                                      -    Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah Laporan Prognosis yang disusun Batu Lappa                -  laporan                                           - DAU 1  laporan                                      -    Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan (CAlK, LRA, Neraca) yang disusun Batu Lappa                -  laporan                                           - DAU 1  laporan                                      -    Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 

JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN 

LAINNYA.

Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik
Tersebar di beberapa 

D.I 
                 43.800.000.000              44.000.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Operasional IPDMIP Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Batu Lappa               9  D.I                    5.000.000.000 DAU 9  D.I                1.000.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Batu Lappa               5  dok                    4.000.000.000 DAU 5  dok                5.000.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Jumlah sungai yang dinormalisasi
Tersebar di beberapa 

sungai
            20  sungai                    8.000.000.000 DAU 25  sungai                9.500.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara Tersebar di beberapa D.I             15  D.I                    5.100.000.000 DAU 20  D.I                7.000.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pembangunan. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara Tersebar di beberapa D.I           100  D.I                  20.000.000.000 DAU 100  D.I              19.500.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pengamanan Dan Pengendalian Sumber Daya Air Jumlah Daerah Irigasi yang diamankan dan dikendalikan Tersebar di beberapa D.I               7  UPT                       500.000.000 DAU                                              7  UPT                   270.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pemberdayaan Petani Pemakai Air Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang diberdayakan Tersebar di beberapa D.I             15  KLP                       200.000.000 DAU 15  KLP                   230.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan Tersebar di beberapa D.I               5  D.I                    1.000.000.000 DAU 5  D.I                1.500.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN   DAN 

KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR 

LAINNYA.

Persentase Embung Yang Tersedia
Tersebar di beberapa 

D.I 
                   6.690.000.000                7.295.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air 

Lainnya.

Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang 

dibangun
Tersebar di beberapa D.I               3  Unit                       400.000.000 DAU                                              5  Unit                   700.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan Bangunan 

Penampung Air Lainnya.

Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang 

dipelihara/rehabilitasi
Tersebar di beberapa D.I             10  Keg                    6.200.000.000 DAU                                            15  Keg                6.500.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, 

Danau, dan sumber Daya  Air Lainnya 
Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang berpartisipasi Tersebar di beberapa D.I             30  Keg                         90.000.000 DAU                                            30  Keg                      95.000.000  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

                  15.951.012.000              12.737.340.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 Pelayanan administrasi penkantoran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur Batu Lappa 0,96                       790.007.000 APBD 1                   816.507.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat - Waktu peyediaan jasa surat menyurat           180  Lembar                               810.000           180  Lembar                           810.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan Listrik - Waktu penyedian  jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik             12  Bulan                       130.000.000             12  Bulan                   140.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah jasa peralatan dan perelngkapan kantor             10  Unit                           6.000.000             10  Unit                        6.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah               3  Unit                         16.000.000               3  Unit                      16.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

- Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operaional
            25  Unit                         36.850.000             25  Unit                      36.850.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 7 Penyediaan jasa administrasi  keuangan - Jumlah penyediaan jasa adminitrasi keuangan             12  Bulan                         83.397.000             12  Bulan                      83.284.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
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PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 

JAWABTARGET CAPAIAN 

KINERJA

1 19 1 12
Penyediaan komponen instalasi  listrik/penerangan bangunan 

kantor

- Jumlah penyediaan komponen alat instalasi listrik/penerangan 

bangunan
               -  buah                           6.950.000                -  buah                        6.950.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

perundang

- Jumlah penyediaan koran majalah dan peraturan perundang-

undangan
               -  expl                         15.000.000                -  expl                        1.500.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah                -  Kali                       120.000.000                -  Kali                   140.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah                -  kali                         15.000.000                -  kali                      15.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 1 20 - Pelayanan administrasi  perkantoran - Jumlah layanan adminitrasi perkantoran             12  Bulan                       360.000.000             12  Bulan                   370.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 2 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                       541.400.000                   669.600.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 2 3 Pembangunan gedung kantor - Jumlah bangunan gedung kantor               1  Unit                       350.000.000               1  Unit  -                                  
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor - Jumlah pengadaan  kendaraan dinas/operasional                -  Unit                                           - patroli                -  Unit                   550.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

z 19 2 7 Pengadaan pengadaan perlengkapan gedung kantor - Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor               5  Unit                         35.000.000               5  Unit  -  
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan gedung  kantor               2  Unit                         25.000.000               2  Unit  -                
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 2 10 Pengadaan mebeleur - Jumlah pengadaan mebeleur kantor                -  Unit   -                 -  Unit  -  
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Jumlah gedung kantor terpelihara               1  Unit                         15.000.000               1  Unit                        3.200.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala  kendaraan dinas/ operasional - Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara             12  Unit                         99.800.000             12  Unit                      99.800.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara             12  Buah                         16.600.000             12  Buah                      16.600.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 3 Peningkatan disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur               1                       172.000.000               1                   -                                  -  
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 3 1 Pengadaan mesin/kartu absensi - Jumlah pengadaan  mesin/kartu absensi               1  Unit                         15.000.000               1  Unit                                  -  
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah pengadaan  pakaian dinas dan perlengkapannya           355  Pasang                                   -            355  Pasang                                  -  
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 3 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan - Jumlah pengadaan pakaian kerja  lapangan           355  Pasang                       157.000.000 perlu perincian           355  Pasang                                  -  
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 3 9 Pengadaan pakaian olahraga - Jumlah pengadaan pakaian olahraga           355  Pasang                                   -            355  Pasang                                  -  
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur               1                       325.000.000               1                   325.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 5 1 Pendidikan dan pelatihan  formal
- Jumlah aparat yang memenuhi kompetensi Satpol PP 

Damkar
              5  Orang                       250.000.000               5  Orang                   250.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 5 3
Bimbingan teknis implementasi  peraturan perundang-

undangan
- Jumlah aparat yang mengikuti bimtek dan sosialisasi             10  Orang                         75.000.000             10  Orang                      75.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 
Meningkatnya laporan-laporan OPD               1                         28.500.000               1                      28.500.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 6 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja 

SKPD

- Waktu penyelesaian laopran capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja OPD
 5 lap  Laporan                         25.000.000  5 lap  Laporan                      25.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Waktu penyelesaian  keuangan akhir tahun  1 lap                           3.500.000               1                   -                        3.500.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan  Lingkungan 

Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan 

lingkungan yang kondusif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

              1                    4.848.909.000                   -                4.534.137.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 15 1
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan   

lingkungan

- Jumlah tenaga bantuan operasional Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran
          300  Pol PP                    4.000.000.000 petunjuk Bupati           300  Pol PP                4.200.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 15 2 Pembangunan Pos Jaga/Ronda - Jumlah pos jaga/ronda               1  Unit                       500.000.000               1  Unit Satuan Polisi Pamong Praja Dan 
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1 19 15 3
Pelatihan pengendalian  keamanan dan kenyamanan  

lingkungan
Jumlah anggota linmas yang terlatih             14  Linmas                         80.809.000             14  Linmas                      66.037.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 15 5 Pengendalian keamanan lingkungan

- Melakukan penjagaan tempat penting, pengamanan, kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 

pengawalan Bupati/Pejabat Pemda/Tamu

            12  Bulan                       234.100.000             12  Bulan                   234.100.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 15 7 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat - Jumlah linmas yang terbentuk             12  Bulan                         34.000.000             12  Bulan                      34.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal

Persentase penanganan gangguan ketentraman dan 

ketertiban umum
          100  %                    1.197.781.000   95%  %                   847.781.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 16 1
Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi 

pamong praja

- Meningkatkan Pengawasan pengendalian dan evaluasi 

kegiatan Polisi Pamong Praja
            12  Bulan                       170.000.000             12  Bulan                   180.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 16 2
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik 

pencegahan kejahatan
- Meningkatkan kerjasama kantrantibmas terpadu             12  Bulan                         10.000.000             12  Bulan                      10.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 16 3
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong 

praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

- Jumlah kerjasama aparat Polisi Pamong Praja dengan 

TNI/Polri dan Kejaksaan
            12  Bulan                       400.000.000             12  Bulan                   400.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 16 4
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 

siskamswakarsa di daerah

- Jumlah  pendidikan pelatihan pengembangan kapasitas Polisi 

Pamong Praja, terlaksananya HUT Satpol PP dan tersedianya 

perlengkapan dan peralatan operasional Satuan Polisi Pamong 

Praja

               -  Kegiatan                       150.000.000                -  Kegiatan                   150.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 16 6 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 
- Jumlah penertiban dan patroli penegakan Perda, operasi 

penegakan Perda Yustiyusi/Non Yustiyusi
            12  Bulan                       467.781.000             12  Bulan                   467.781.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 20
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT)

Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, 

tertib dan tenteram dengan masyarakat yang berahlak 

mulia

              4  Kegiatan                       215.000.000               4  Kegiatan                   215.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 20 1
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman 

keras dan narkoba

-Jumlah Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan 

minuman keras dan narkoba
              1  Kegiatan                         65.000.000               1  Kegiatan                      65.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 20 2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
- Jumlah penyuluhan dan pencegahan berkembangnya 

praktek prostitusi
              1  Kegiatan                         50.000.000               1  Kegiatan                      50.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 20 3 Penyuluhan Pencegahan dan penertiban aksi premanisme
- Jumlah penyuluhan dan  pencegahan serta penertiban aksi 

premanisme
              1  Kegiatan                         50.000.000               1  Kegiatan                      50.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 20 4 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian - Jumlah penyuluhan dan pencegahan praktek perjudian               1  Kegiatan                         50.000.000               1  Kegiatan                      50.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 19
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan 

Bahaya Kebakaran

- Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban
          100  %                    7.432.415.000           100  %                4.890.815.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 19 5 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan
- Personil Pemadam Kebakaran Yang memiliki Sertifikat 

Keahlian
            12  Personil                       130.000.000             12  Personil                   130.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 19 8
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya 

Kebakaran

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang 

Memadai
              1  Unit                    2.100.000.000               1  Unit                1.900.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 19 9
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya 

Kebakaran
- Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara               8  Unit                         50.815.000               8  Unit                      60.815.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 19 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran -Jumlah layanan penanggulangan bahaya Kebakaran             12  Bulan                    5.151.600.000             12  Bulan                2.800.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 23
Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan 

Peraturan Daerah

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat 

dari penegakan hukum perda dan perkada
          100  Kegiatan                       400.000.000              -                             -           100  Kegiatan                   410.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 23 1 Penegakan Perda dan  Perbup - Jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan             12  Bulan                       110.000.000             12  Bulan                   110.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 23 2 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan, Perda dan perbup
- Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan, perda 

dan perkada
            11  kecamatan                       145.000.000 pajak rokok                -  kecamatan                   150.000.000 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

1 19 23 2 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan, Perda dan perbup Jumlah Sosialisasi penegakan perda dan perkada             11  kecamatan                       145.000.000 SPM                -  kecamatan                   150.000.000 
Satuan Polisi Pamong Praja Dan 

Pemadam Kebakaran

                   3.749.550.000                4.632.760.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Program Pelayanan administrasi perkantoran Cakupan Layanan administrasi perkantoran           100  %                       704.760.000           100  %                   842.760.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai
PANGKAJENE 

SIDENRENG
          260  Lembar                           1.260.000           260  Lembar                        1.260.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
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Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik             12  Bulan                         36.000.000             12  Bulan                      40.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah             12  Bulan                           5.000.000             12  Bulan                      10.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend 

dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan

 R4=3, 

R2=12 
 Unit                           9.000.000 

 R4=3, 

R2=12 
 Unit                        9.500.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan             12  Bulan                         50.000.000             12  Bulan                   110.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor             12  Bulan                         30.000.000             12  Bulan                      35.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
            70  Buah                           5.000.000             68  Buah                        5.500.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

yang disediakan
            36  Ekslampar                           3.000.000             36  Ekslampar                        5.500.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             70  Kali                       250.000.000             70  Kali                   260.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah           155  Kali                         15.500.000           155  Kali                      16.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran             12  Bulan                       300.000.000             12  Bulan                   350.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur           100  %                       763.000.000           100  %                   724.500.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pengadaan Perlengkapan  Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan             50  Buah                       100.000.000             60  Buah                   120.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan               8  Unit                         80.000.000               8  Unit                      80.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala               1  Unit                       150.000.000               1  Unit                      60.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara 

rutin/berkala

 R4=3, 

R2=12 
 Unit                       120.000.000 

 R4=3, 

R2=12 
 Unit                   150.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan  Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara 

rutin/berkala
            15  Unit                           6.000.000             15  Unit                        6.500.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala             10  Unit                           7.000.000             12  Unit                        8.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi 

sedang/berat
              1  Unit                       300.000.000               1  Unit                   300.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
          100  %                         36.000.000           100  %                      39.500.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
              4  Laporan                         32.000.000               4  Laporan                      35.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun               1  Laporan                           4.000.000               1  Laporan                        4.500.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal

Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan 

deteksi dini
          100  %                    1.316.340.000           100  %                1.700.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi 

keamanan dan ketertiban masyarakat
Jumlah dialog dan koordinasi             12  Kali                       800.000.000             12  Kali                   850.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Jumlah laporan Kewaspadaan Dini             12  Laporan                       100.000.000             12  Laporan                   225.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jumlah Rapat koordinasi FKUB               2  Kali                         35.000.000               2  Kali                      40.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penguatan Forum Pembauraan Kebangsaan (FPK) Jumlah Rapat koordinasi FPK               2  Kali                         35.000.000               2  Kali                      40.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Jumlah koordinasi Tim Terpadu  P4GN dan Prekursor 

Narkotika
              5  Kali             12  Kali 

jumlah pelajar dan masyarakat           550  orang  orang 

Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat               6  Kali                       120.000.000               4  Kali                   140.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di 

Daerah

Jumlah laporan pemantauan, pelaporan dan evaluasi 

perkembangan politik
                                          -               6                   -                   150.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Antisipasi potensi konflik serta mencegah meluasnya eskalasi 

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
jumlah laporan penanganan konflik             12  Laporan                         76.340.000             12  Laporan                      80.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan 

wawasan kebangsaan
          100  %           100  % 

 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika
                      150.000.000                   175.000.000 

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                       674.450.000                1.021.000.000 
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Persentase ormas yang bertentangan dengan asas 

Pancasila
               -  %                -  % 

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan 

umat beragama
          130  Orang                         55.000.000           260  Orang                   120.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pembinaan Pembauran Kebangsaan
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan 

pembauran kebangsaan
          150  Orang                         76.000.000           260  Orang                   120.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran 

bela negara
          200  Orang                       125.000.000           200  Orang                   150.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan           260  Orang                       110.000.000           390  Orang                   180.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan           130  Orang                         55.000.000           130  Orang                      60.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit 

Masyarakat
Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan           260  Orang                       110.000.000           390  Orang                   180.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Monitoring  Evaluasi dan Pengawasan Ormas Jumlah ormas ber SKT             80  Ormas                       120.000.000             85  Ormas                   185.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
Jumlah masyarakat yang dapat merubah cara fikir, cara kerja 

dan cara hidup
          100  Orang                         23.450.000           100  Orang                      26.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Program Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase masyarakat & SDM partai politik yang 

mendapatkan pendidikan politik
          100  %                       255.000.000           100  %                   305.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyuluhan Kepada Masyarakat
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan 

politik
          130  Orang                         55.000.000           520  Orang                   240.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol             11  Dokumen                       200.000.000             11  Dokumen                      65.000.000  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

                   8.246.600.000                8.730.800.000 
 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah     

1 503 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pangkajene Sidenreng           100                       929.600.000 DAU Prog Lanjutan           100                   974.800.000 
 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah     

1 503 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar) Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng           300  Lembar                           1.800.000 DAU KegLanjutan           300  Lembar                        1.800.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 1 2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik 

(Bulan)
Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, SDA  dan Listrik Pangkajene Sidenreng             12  Bulan                         38.000.000 DAU KegLanjutan             12  Bulan                      40.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Bulan) Waktu penyediaan Jasa Jaminan milk daerah Pangkajene Sidenreng             12  Bulan                         26.000.000 DAU KegLanjutan             12  Bulan                      26.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 1 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/ Operasional (Unit)

Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang 

disediakan  jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangkajene Sidenreng             11  Unit                           7.500.000 DAU KegLanjutan             11  Unit                        7.500.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan Pangkajene Sidenreng             12  Bulan                         78.000.000 DAU KegLanjutan             12  Bulan                      79.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Bulan) Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkajene Sidenreng             12  Bulan                         30.000.000 DAU KegLanjutan             12  Bulan                      32.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 1 11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor (Buah)

Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Pangkajene Sidenreng             35  Buah                           4.300.000 DAU KegLanjutan             35  Buah                        4.300.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 1 17 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Kali)
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam  

Daerah
Kab Sidrap             14  Kali                           4.000.000 DAU KegLanjutan             16  Kali                        4.200.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kali) Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Indonesia             48  Kali                       360.000.000 DAU KegLanjutan             50  Kali                   380.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 1 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan) Cakupan layanan Administrasi Perkantoran Pangkajene Sidenreng             12  Bulan                       380.000.000 DAU KegLanjutan             12  Bulan                   400.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur (%) Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng           100                       183.000.000 DAU Prog Lanjutan           100                   194.000.000 
 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah     

1 503 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng             20  Unit                         37.000.000 DAU KegLanjutan               5  Unit                      40.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng               3  Unit                         35.000.000 DAU KegLanjutan               3  Unit                      35.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 2 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor (Unit) Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Pangkajene Sidenreng               1  Unit                         38.000.000 DAU KegLanjutan               1  Unit                      40.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 2 24
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

(Unit)

Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang 

dipelihara rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng             11  Unit                         60.000.000 DAU KegLanjutan             11  Unit                      65.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 2 26
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 

(Unit)

Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng             10  Unit                           6.000.000 DAU KegLanjutan             10  Unit                        7.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                       674.450.000                1.021.000.000 
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1 503 2 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor (Unit)
Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng               8  Unit                           7.000.000 DAU KegLanjutan               8  Unit                        7.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 6
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan (%)

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Pangkajene Sidenreng           100  %                         24.000.000 DAU Prog Lanjutan           100  %                      12.000.000 

 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah     

1 503 6 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD (Laporan)
Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pangkajene Sidenreng             22  Laporan                         24.000.000 DAU KegLanjutan             22  Laporan                      24.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 27 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab Sidrap           100  %                       360.000.000 DAU Prog Lanjutan           100  %                   370.000.000 
 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah     

1 503 27 1
Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca 

bencana (%)

Persentase Jumlah kerusakan dan kerugian bencana yang 

teridentifikasi
Kab Sidrap           100  %                         95.000.000 DAU KegLanjutan           100  %                   100.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 27 0 Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (Dokumen) Jumlah data rencana rehailitasi dan rekonstruksi Kab Sidrap               1  Dokumen                         80.000.000 DAU KegLanjutan               1  Dokumen                      80.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 27 0 Pemulihan / perbaikan sarana prasarana pasca bencana (%)
Jumlah pemulihan / perbaikan sarana prasarana pasca 

bencana
Kab Sidrap           100  %                         85.000.000 DAU KegLanjutan           100  %                      90.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 27 0
Biimbingan teknis pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU 

PASNA) (%)

Jumlah SDM yang mampu menilai kerusakan dan kerugian 

akibat bencana
Kab Sidrap           100  %                       100.000.000 DAU KegLanjutan           100  %                   100.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 20 Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan bencana
Kab Sidrap           100  %                    1.270.000.000 DAU Program SPM           100  %                1.290.000.000 

 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah     

1 503 20 0 Penyusunan kajian risiko bencana 
Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan 

sah/legal
Kab Sidrap           100  %                       650.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   650.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 20 1 Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 

Persentase Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana 

yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis 

ancaman bencana

Kab Sidrap           100  %                       620.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   640.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 26
Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

terhadap bencana

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana

Kab Sidrap           100  %                    4.120.000.000 DAU Program SPM           100  %                4.470.000.000 
 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah     

1 503 26 0 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan 

sah/legal
Kab Sidrap           100  %                       720.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   720.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 26 0 Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan 

sah/legal
Kab Sidrap           100  %                       650.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   650.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 26 5 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
Persentase jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut 

pelatihan
Kab Sidrap           100  %                       400.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   450.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 26 0 Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Kab Sidrap           100  %                       400.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   450.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 26 0
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana 

kesiapsiagaan terhadap bencana

Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan 

Pusdalops Penanggulangan Bencana dan sarana prasarana 

Penanggulangan Bencana

Kab Sidrap           100  %                       750.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   800.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 26 3
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana

Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan 

perlindungan
Kab Sidrap           100  %                    1.200.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                1.400.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 22
Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Kab Sidrap           100  %                    1.360.000.000 DAU Program SPM           100  %                1.420.000.000 

 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah     

1 503 22 0 Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana
Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan 

darurat bencana
Kab Sidrap           100  %                       320.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   340.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 22 3 Respon cepat darurat bencana
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap 

status darurat bencana
Kab Sidrap           100  %                       320.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   340.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 22 0 Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana
Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan 

dievakuasi terhadap kejadian bencana
Kab Sidrap           100  %                       360.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   370.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

1 503 22 4 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
Persentase jumlah korban bencana yang mendapat layanan 

bantuan kebutuhan dasar
Kab Sidrap           100  %                       360.000.000 DAU Kegiatan SPM           100  %                   370.000.000  Badan Penanggulangan Bencana Daerah     

SOSIAL                    8.136.055.000              11.877.447.000  Dinas Sosial 

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah

% temuan BPK dan APIP yang ditindak lanjuti

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mendokumentasikan sesuai standar Kab. Sidenreng Rappang 1500 Lbr                           1.998.000 DAU 1500 Lbr                        1.998.000  Dinas Sosial 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik kantor Kab. Sidenreng Rappang 12 Bulan                       123.000.000 DAU 12 Bulan                   123.000.000 
 Dinas Sosial 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    1.047.549.000                1.047.549.000  Dinas Sosial 
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Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlindunginya barang/aset milik daerah Kab. Sidenreng Rappang 12 Bulan                         11.000.000 DAU 12 Bulan                      11.000.000  Dinas Sosial 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

tersedianya sistem pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kab. Sidenreng Rappang 18 Unit                         25.400.000 DAU 18 Unit                      25.400.000 
 Dinas Sosial 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan meningkatkan sistem pelayanan administrasi keuangan Kab. Sidenreng Rappang 12 Bulan                       177.105.000 DAU 12 Bulan                   177.105.000 
 Dinas Sosial 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pemeliharaan kebersihan gedung kantor Kab. Sidenreng Rappang 12 Bulan                         53.600.000 DAU 12 Bulan                      53.600.000 
 Dinas Sosial 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Tersedianya instalasi listrik dan penerangan Kab. Sidenreng Rappang 12 Bulan                           3.131.000 DAU 12 Bulan                        3.131.000 
 Dinas Sosial 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah menambah pengetahuan dan shering pendapat dengan 

daerah lain

Kab. Sidenreng Rappang 60 Kali                       154.500.000 DAU 60 Kali                   154.500.000 
 Dinas Sosial 

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah menambah pengetahuan dan shering pendapat dengan 

daerah lain

Kab. Sidenreng Rappang 12 Bulan                           5.000.000 DAU 12 Bulan                        5.000.000 
 Dinas Sosial 

Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Tersedianya alat perkantoran Kab. Sidenreng Rappang 12 Bulan                       492.815.000 DAU 12 Bulan                   492.815.000 
 Dinas Sosial 

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur % pemenuhan sarana-prasarana aparatur                       516.226.000                   198.498.000  Dinas Sosial 

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Sidenreng Rappang 29 Unit                         75.000.000 DAU 29 Unit                      35.000.000 
 Dinas Sosial 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor sesuai analis kebutuhan Kab. Sidenreng Rappang 1 Unit                       164.560.000 DAU Rehab berat 1 Unit                      14.560.000 
 Dinas Sosial 

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional  Pemeliharaan kendaraan dinas operasional sesuai analis 

kebutuhan

Kab. Sidenreng Rappang .. Unit                       255.456.000 DAU 24 Unit                   127.728.000 
 Dinas Sosial 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor sesuai 

analis kebutuhan

Kab. Sidenreng Rappang 24 Unit                           5.000.000 DAU 24 Unit                        5.000.000 
 Dinas Sosial 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  sesuai 

analis kebutuhan

Kab. Sidenreng Rappang 10 Unit                         16.210.000 DAU 10 Unit                      16.210.000 
 Dinas Sosial 

Program peningkatan Disiplin aparatur % peningkatan kedisiplinan aparatur                         42.000.000  Dinas Sosial 

Pengadaan pakaian dinas untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dengan adanya pakaian 

seragam

Kab. Sidenreng Rappang 40 Pasang                         20.000.000 DAU 40 Pasang                      20.000.000 
 Dinas Sosial 

Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dengan adanya pakaian 

seragam

Kab. Sidenreng Rappang 36 Pasang                         11.000.000 DAU 36 Pasang                      11.000.000 
 Dinas Sosial 

Pengadaan khusus hari-hari tertentu untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dengan adanya pakaian 

seragam

Kab. Sidenreng Rappang 36 Pasang                         11.000.000 DAU 36 Pasang                      11.000.000 
 Dinas Sosial 

Program Peningkatan Pengembangan  Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase capaian kinerja keuangan

                      150.000.000                   150.000.000 
 Dinas Sosial 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Tercapainya laporan yang tepat waktu Kab. Sidenreng Rappang 6 Laporan                       150.000.000 DAU 6 Laporan                   150.000.000 
 Dinas Sosial 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta 

lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan 

sosial

                      635.000.000                5.278.200.000 

 Dinas Sosial 

Pelatihan keterampilan barusaha bagi keluarga miskin Persentase penyandang cacat fisik dan mental, AT serta lanjut 

usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Kab. Sidenreng Rappang 50 Orang                       635.000.000 DAU 50 Orang                      75.000.000 

 Dinas Sosial 

Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang 

memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang 

memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi 

sosial diluar panti

Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang 

memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Program Pencapaian SPM                    2.467.080.000  Dinas Sosial                2.145.000.000 
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Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut 

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial 

selama masa tanggap darurat

Kab. Sidenreng Rappang  50 orang                       255.000.000 DAU operasional, dapur umum, 

paket bantuan

50 Orang                      75.000.000 

 Dinas Sosial 

Pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan 

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Kab. Sidenreng Rappang 100%                       300.000.000 DAU 100%                   310.000.000 
 Dinas Sosial 

Melakukan pendataan penyandang disabilitasi diluar panti Persentase jumlah penyandang disabilitas di luar panti Kab. Sidenreng Rappang 11 Kec                       350.000.000 DAU  Data base/aplikasi terpadu 11 Kec                   350.000.000 
 Dinas Sosial 

Melakukan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah 

disabilitas

memberi bekal keterampilan untuk berusaha sendiri Kab. Sidenreng Rappang 20 orang                       150.000.000 DAU pelatihan dan pemberian 

paket bantuan disabilitas

100%                   150.000.000 
 Dinas Sosial 

Kegiataan pendataan anak terlantar diluar panti Persentase jumlah anak terlantar di luar panti Kab. Sidenreng Rappang 50 orang                       250.000.000 DAU 100%                   250.000.000 
 Dinas Sosial 

Kegiatan paket bantuan/pelatihan keterampilan bagi anak 

terlantar

Memberi bekal keterampilan untuk berusaha sendiri Kab. Sidenreng Rappang 35 orang                       202.080.000 DAU paket bantuan 100%                   250.000.000 
 Dinas Sosial 

Pendataan lanjut usia terlantar diluar panti Persentase jumlah lanjut usia diluar panti Kab. Sidenreng Rappang 100%                       250.000.000 DAU 100%                   250.000.000 
 Dinas Sosial 

Paket bantuan bagi lanjut usia jumlah lanjut usia yang memperoleh bantuan Kab. Sidenreng Rappang 75 orang                       450.000.000 DAU paket bantuan 100%                   250.000.000 
 Dinas Sosial 

Melakukan pendataan gelandangan /pengemis Persentase jumlah tuna sosial (gelandangan/pengemis) Kab. Sidenreng Rappang 100%                       110.000.000 DAU razia dan pendataan 100%                   110.000.000 
 Dinas Sosial 

Memberikan paket bantuan usaha bagi gelandangan/pengemis 

yang yang terdata secara bertahap

Membina gelandangan & pengemis untuk beruaha Kab. Sidenreng Rappang 100%                       150.000.000 DAU 100%                   150.000.000 

 Dinas Sosial 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial

Jumlah tempat-tempat rintisan  kemerdekaan yang 

tertangani

                   1.273.200.000                1.073.200.000 
 Dinas Sosial 

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana 

rehabilitasi kesejahteraan bagi PMKS

Pemberdayaan para PMKS dan ketersediaan sarana dan 

prasarana untuk meningkatkan taraf hidup

Kab. Sidenreng Rappang 75%                       411.200.000 DAU 75%                   411.200.000 
 Dinas Sosial 

Penanganan tempat-tempat rintisan kemerdekaan dan nilai-

nilai kepahlawanan

jumlah TMP, monumen dan tempat-tempat rintisan 

kemerdekaan lainnya yang tertangani

Kab. Sidenreng Rappang 4 TMP                       462.000.000 DAU 100%                   262.000.000 
 Dinas Sosial 

Melakukan pendataan/verifikasi dan validasi basis data terpadu jumlah masyarakat miskin yang diverifikasi Kab. Sidenreng Rappang                       400.000.000 DAU 100%                   400.000.000 
 Dinas Sosial 

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 

Sosial

Jumlah lembaga panti asuhan, SDLB, LVRI yang 

diberdayakan

                   1.135.000.000                1.135.000.000 
 Dinas Sosial 

Kegiatan peningkatan peran aktif kelembagaan dan 

kesejahteraan sosial

Persentase kelompok organisasi sosial LKSA yang telah dibina Kab. Sidenreng Rappang 5 LKSA                       600.000.000 DAU 5 LKSA                   600.000.000 
 Dinas Sosial 

Kegiatan pengembangan model kelembagaan jaminan sosial Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial 

untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Kab. Sidenreng Rappang 7416 KPM                       300.000.000 DAU 7416 KPM                   300.000.000 
 Dinas Sosial 

Kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan bantuan 

pembinaan LVRI

Persentase jumlah anggota LVRI dan masyarakat lainnya yang 

menerima bantuan dan mendapatkan pemahaman tentang 

nilai-nilai kepahlawanan

Kab. Sidenreng Rappang 100%                       200.000.000 DAU 100%                   200.000.000 

 Dinas Sosial 

Bakti sosial dalam rangka hari Kesetiakawanan Sosial Persentase keikutsertaan dalam bakti sosial Kab. Sidenreng Rappang 100%                         35.000.000 DAU 100%                      35.000.000 
 Dinas Sosial 

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina                       870.000.000                   850.000.000 
 Dinas Sosial 

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks 

penyandang penyakit sosial

Terlaksananya pembinaan eks penyandang penyakit sosial Kab. Sidenreng Rappang 3 Kecamatan                       410.000.000 DAU 100%                   350.000.000 
 Dinas Sosial 

Pelatihan keterampilan ex. narapidana & ex.PSK Tercapainya pemulihan kembali harga diri para bekas 

narapidana untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 

dalam kehidupan masyarakat

Kab. Sidenreng Rappang 30 orang                       240.000.000 DAU 100%                   250.000.000 

 Dinas Sosial 

Sosialisasi P4GN bagi masyarakat & pelajar Jumlah masyarakat dan pelajar yang mendapatkan sosialisasi Kab. Sidenreng Rappang 11 Kecamatan                       220.000.000 DAU sosialisasi untuk daerah yg 

rawan (alat tes)

100%                   250.000.000 
 Dinas Sosial 

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA                  47.160.685.000                3.469.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

Program Peningkatan kesempatan kerja Besaran pencari  kerja yang ditempatkan (%) 70,8                  46.296.685.000  78,90                2.600.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi
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Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan informasi lowongan

kerja (org)
Sidrap 495                       100.000.000  APBD II           545                 -                     100.000.000 

Pembangunan Balai Latihan Kerja Jumlah perencanaan (buku) BLK yang berdiri (unit) Sidrap 1 paket                  43.896.685.000  APBD II  paket               

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Jumlah pencari kerja yang dilatih (org) Sidrap 1200                    2.300.000.000  APBD II               1                 -                  2.500.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Program perlindungan dan pengembangan

ketenagakerjaan

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program

jaminan ketenagakerjaan (%)
Sidrap 94,8                       864.000.000  98,9                   869.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

Peningkatan pengawasan, perlindung-an, dan penegakan 

hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja
Besaran pemeriksaaan perusahaan (%) Sidrap 60 %                         59.000.000  APBD II             77  %                      62.000.000 

Perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan
Jumlah tenaga honorer Pemda yang dijamin asuransi

ketenagakerjaan (orang)
Sidrap 4,95 Orang                       805.000.000  APBD II               5  Orang                   807.000.000 

BIDANG KOPERASI                   2.538.000.000               1.550.000.000 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yg 

terpenuhi  (%)
100                       856.500.000 100%                   906.500.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen yang bermaterai Kab Sidrap Lembar APBD II  Lembar 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Waktu Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air, dan 

Listrik (bln)
Kab Sidrap 12 Bulan                         50.000.000 APBD II 12  Bulan                      50.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

 Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah  Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (bulan) Kab Sidrap 12 Bulan                           5.000.000 APBD II 12  Bulan                        5.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan   

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan  Dinas/Operasional yang 

disediakan jasa perizinan
Kab Sidrap 11 Unit                           7.000.000 APBD II 11  Unit                        7.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Penyediaan administrasi keuangan Waktu Penyediaan Jasa Adimistrasi Keuangan (bulan) Kab Sidrap 12 Bulan                       140.000.000 APBD II 12  Bulan                   140.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (bln) Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         40.000.000 APBD II 12  Bulan                      40.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor

Jumlah & jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor yang disediakan
Pangkajene Sidenreng 45 Unit                           2.000.000 APBD II 45  Unit                        2.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah (kali)

Luar Kabupaten dan 

Luar Provinsi
60 Kali                       300.000.000 APBD II 70  Kali                   350.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah (kali)
Dalam Kab. Sidrap 250 Kali                         12.500.000 APBD II 250  Kali                      12.500.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       300.000.000 APBD II 12  Bulan                   300.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

yang terpenuhi (%)
100 %                    1.301.500.000 100 %                   303.500.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan (unit) Pangkajene Sidenreng 6 Unit                       825.000.000  APBD II 5  Unit                   125.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perleng-kapan gedung kantor yang diadakan 

(unit)
Pangkajene Sidenreng 2 Unit                         20.000.000 APBD II 2  Unit                      20.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) Pangkajene Sidenreng 3 Unit                         30.000.000 APBD II 3  Unit                      30.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pengadaan meubiler Jumlah dan meubiler yang diadakan (unit) Pangkajene Sidenreng 0  Unit                                         -   APBD II 10   Unit   50000000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala (unit) Pangkajene Sidenreng 1 Unit                       352.000.000 APBD II 1  Unit                      52.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg dipelihara 

rutin/berkala (unit)
Pangkajene Sidenreng 12 Unit                         55.000.000 APBD II 12  Unit                      57.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg dipelihara 

rutin/ berkala (unit)
Pangkajene Sidenreng 15 Unit                           7.500.000 APBD II 15  Unit                        7.500.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/ 

berkala (unit)
Pangkajene Sidenreng 22 Unit                        12.000.000 APBD II 22  Unit                      12.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase ASN yang memenuhi kriteria kedisiplinan 

pegawai (%)
98 %                         50.000.000 APBD II 98 %                                      -   

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian seragam dinas dan perlengkapannya yang 

diadakan (setel)
Pangkajene Sidenreng 40 Pasang                         30.000.000 APBD II 40  Pasang 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi
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Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian olahraga yang diadakan (setel) Pangkajene Sidenreng 40 Pasang                         20.000.000 APBD II 40  Pasang 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase capaian kinerja keuangan (%) 100 %                         30.000.000 100 %                      30.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD dan keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD 

yang dibuat (buah)
Pangkajene Sidenreng 4 Laporan                         30.000.000 APBD II 4  Laporan                      30.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Program pening- katan kualitas kelembagaan dan usaha 

koperasi
Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%) 10 %                      300.000.000 12 %                   310.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

Pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi
Jumlah koperasi yang dibina/ diawasi dalam hal tertib

organisasi dan usaha (unit)
Kab Sidrap 42 Unit                       110.000.000 APBD II 45  Unit                   120.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pembinaan/bimbingan teknis laporan keuang-an kope-rasi dan

pelaksanaan RAT
Jumlah kop yg dilatih membuat laporan keuangan (unit) Kab Sidrap 20 Unit                         70.000.000 APBD II 20  Unit                      70.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang prinsip

perkoperasian (orang)
Kab Sidrap 120 Orang                       120.000.000 APBD II 120  Orang                   120.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

BIDANG UMKM :                   4.395.000.000               4.395.000.000 

Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Persentase UMK terhadap total UMKM (%) 91 %                    4.395.000.000 89 %                4.395.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

Workshop pengembangan usaha mikro dan kecil melalui

inovasi desain dan kemasan

Jumlah UMKM yang dilatih meningkatkan desain produknya

(unit)
Sidrap 25 Unit                         25.000.000 APBD II 25  Unit                      25.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pembangunan rumah kemasan
Jumlah Rumah kemasan dan perleng-kapannya yang terwujud

(unit)
Sidrap 1 Unit                       100.000.000 APBD II 1  Unit                   100.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Penciptaan usaha baru dan penghar-gaan wira-usaha WUB yg tercipta (orang) Sidrap 700 Orang                    1.100.000.000 APBD II 700  Orang                1.100.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Peningkatan Sarana produksi  UMKM Jumlah sarana yang diserahkan (unit) Sidrap 700 Unit                    3.000.000.000 APBD II 700  Unit                3.000.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Penyelenggaraan promosi produk UMKM Jumlah pameran yang diikuti regional/nasional 1 Pameran                         70.000.000 APBD II 1  Pameran                      70.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Reinventarisasi data UMKM Data UMKM yang akurat (buku) Sidrap 1 Buku                       100.000.000 APBD II 1  Buku                   100.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Bidang Transmigrasi                    2.145.000.000                1.500.000.000 

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Persentase transmigrasi swakarsa (%) 23,9                    2.145.000.000 APBD II 33,4                1.500.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Jumlah transmigran yg terdampak pengembangan melalui

peningkatan kerjasama (KK)
Kec. Pitu Riase 100 KK                       300.000.000 APBD II 50  KK                   200.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Penyediaan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial

dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
Jumlah transmigran yang mendapat bantuan (KK) Kec. Pitu Riase 50 KK                       200.000.000 APBD II 50  KK                   200.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pelatihan Transmigrasi Lokal Jumlah Warga Transmigrasi Yang dilatih (KK) Kec. Pitu Riase 100 KK                       200.000.000 APBD II 50  KK                   150.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi
Jumlah dokumen perencanaan yg terwujud (buah) Kec. Pitu Riase 7 Dokumen                       645.000.000 APBD II 5  Dokumen                   150.000.000 

Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Jumlah transmigran baru yang tertampung (KK) Kec. Pitu Riase 300 KK                       800.000.000 APBD II 300  KK                   800.000.000 
Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK
                 12.076.100.000              11.148.000.000 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Pangkajene Sidenreng 1                    1.086.100.000  APBD 1                1.135.400.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah dokumen yang bermaterai 300 Lembar                           2.500.000 350  Lembar                        2.800.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan                         85.600.000 12  Bulan                      85.600.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak
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Penyediaan jasa jaminan milik daerah Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Unit                         30.000.000 4  Unit                      48.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ 

operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang 

disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
16 Unit  35000000- 16  Unit                      35.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan 12 Bulan                       130.000.000 12  Bulan                   130.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan                         30.000.000 12  Bulan                      30.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 60 Kali                       360.000.000 65  Kali                   390.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 140 Kali                         13.000.000 150  Kali                      14.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelayanan administrasi perkantoran Waktu penyediaan administrasi jasa perkantoran 12 Bulan                       400.000.000 12  Bulan                   400.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana 

dan prasaran kerja
Pangkajene Sidenreng 100 %                       429.000.000  APBD 100 %                   482.600.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 5 Unit                         50.000.000 8  Unit                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 21 Unit                       140.000.000 12  Unit                      65.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pengadan mubeler Jumlah dan jenis mubeler yang diadakan 7 Unit                         49.000.000 15  Unit                      65.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala 1 Unit                       250.000.000 1  Unit                   150.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara 

rutin/ berkala
16 Unit                         98.000.000 16  Unit                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/ berkala
14 Unit                           9.000.000 16  Unit                      10.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ 

berkala
15 Unit                         12.000.000 15  Unit                      12.600.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian Kinerja dan Keuangan Pangkajene Sidenreng 100 %                         25.000.000  APBD 100 %                      25.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD
4 Dokumen                         25.000.000 4  Dokumen                      25.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Pedesaan

Terwujudnya jumlah masyarakat yang lebih produktif dan 

mandiri dalam perencanaan pembangunan
100 %                    1.860.000.000 100 %                2.070.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Pelatihan TTG bagi kelompok masyarakat Kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan TTG 2 Kelompok                       100.000.000 2  Kelompok                   100.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak
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Pembinaan LPM desa/ kelurahan Terlaksananyanya pembinaan LPM di Desa/ Kelurahan 28 Desa/Kel                         80.000.000 26  Desa/Kel                      90.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Terlaksananya pelaksanaan gelar teknologi tepat guna 3 Kelompok                       100.000.000 3  Kelompok                   100.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembinaan & Fasilitasi Pokja,  PKK Desa & Kelurahan Terlsedianya kelompok  PKK Desa dan Kelurahan 106 Desa/Kel                       650.000.000 106  Desa/Kel                   650.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembinaan posyandu desa/ kelurahan Tersedianya posyandu terintegrasi desa/ keluaran 22 Desa/Kel                       220.000.000 24  Desa/Kel                   100.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Inventarisasi lembaga adat dan Budaya Masyarakat
Tersedianya data dan informasi lembaga adat dan budaya 

masyarakat
17 Lembaga                         53.328.000 15  Lembaga                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sosialisasi pembentukan lembaga adat desa/kelurahan Terbentuknya lembaga adat di Desa/ Kelurahan 53 Desa/Kel                         67.241.000 53  Desa/Kel                   100.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Monitoring dan evaluasi lembaga adat desa/ kelurahan
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi (pembinaan 

lembaga masyarakat) 
53 Kelompok                                         -   53  Kelompok                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembinaan Kelompok Masyaraat POKMAS Pengelolaan Air 

Bersih

Terwujudnya kemandirian lembaga kelompok masyarakat 

pengelola air bersih sebanyak 79 BP-SPAMS
79 BPSPAMS                         80.000.000 79  BPSPAMS                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembinaan Dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/ Pokja AMPL Peningkatan Kinerja Kader / Pokja AMPL 106 Desa/Kel                         80.000.000 106  Desa/Kel                   100.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat dalam Mengelola 

Sumber Daya Alam menjadi Barang Produksi
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Masyarakat 20 Desa/Kel                       100.000.000 20  Desa/Kel                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Pelatian TTG 11 Kecamatan                         60.000.000 11  Kecamatan                      70.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembinaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 

Perdesaan 
Posyentek yang aktif 3 Posyantek                       100.000.000 3  Posyantek                   150.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembinaan dan Fasilitasi Pos Pelayanan TTG di Kecamatan Tersedianya Pos Pelayanan TTG di Kecamatan 11 Posyantek                       100.000.000 11  Posyantek                   150.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Gelar TTG di Kabupaten, propinsi dan Nasional 3 Gelar TTG                       100.000.000 4  Gelar TTG                   100.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Jumlah BUMDes yang Lebih Mandiri & Terlatih Dalam 

Pengembangan Lembaga Ekonomi

Tersedianya Produk Unggulan Pedesaan                   - 

Tingkat Persentase Pendapatan Kelompok Masyarakat                   - 

Pembinaan dan Pelaksanaan BUMDes Terwujudnya Bumdes yang Berkembang dan Mandiri 68 BUMDes                         70.000.000 68  BUMDes                      90.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan bagi Pengelola BUMDes Terlaksananya pelatihan bagi Pengelola BUMDes 204 Orang                       150.000.000 204  Orang                   100.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan Manajemen Unit Usaha BUMDes Terlaksananya Pelatihan Manajemen Unit Usaha BUMDes 150 Orang                         90.000.000 200  Orang                   100.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terwujudnya kelancaran administrasi kegiatan dana bergulir 

tinggalan PNPM mandiri perdesaan
10 Kecamatan                         50.000.000 100  Kecamatan                      70.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                   470.000.000                       460.000.000 
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Pembinan dan Pelaksanaan Kegiatan Dana Bergulir Eks PNPM 

Mandiri Perdesaan

Terwujudnya Kelancaran Administrasi Kegiatan Dana Bergulir 

Eks PNPM Mandiri Perdesaan 
10 UPK                         50.000.000 10  UPK                      50.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pengelola Bumdes Bimtek bagi Pengurus Bumdes 45 Orang                         50.000.000 45  Orang                      60.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan 

Terbentuknya Kawasan Perdesaan Sesuai Potensi dan 

Produk Unggulan Desa
100 %                       200.000.000 100 %                   200.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Pembentukan dan Pembinaan Kawasan Perdesaan Prioritas 

Nasional

Jumlah Lokasi Kawasan Perdesaan yang diusulkan menjadi 

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
2 KPPN                       100.000.000 2  KPPN                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pengembangan Perekonomian Kawasan Pedesaan 
Terwujudnya KPPN dan Kawasan Perdesaan yang 

Berkembang Perekonomiannya
2 KPPN                       100.000.000 2  KPPN                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan 

desa
Jumlah desa yang dibina dan difasilitasi 100 %                    1.020.000.000 100 %                1.120.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Evaluasi rancangan peraturan desa ttg APBDesa Jumlah APB Desa yang akan dievaluasi 68 Desa                       150.000.000 68  Desa                   150.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Evaluasi rancangan peraturan kepala desa ttg penjabaran 

APBDesa
Jumlah Penjabaran APB Desa yang akan dievaluasi 68 Dokumen                       150.000.000 68  Dokumen                   150.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyusunan produk hukum terkait keuangan dan asset desa Jumlah produk hukum  terkait keuangan dan asset desa 4
Produk 

Hukum
                      250.000.000 4

 Produk 

Hukum 
                  300.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan dan asset desa  Jumlah laporan 2 Laporan                         50.000.000 2  Laporan                      50.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyusunan kompilasi laporan asset desa Jumlah Laporan yang di kompilasi 68 Laporan                       100.000.000 68  Laporan                   100.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyusunan kompilasi laporan realisasi apb desa per semester Jumlah laporan yang dikompilasi 68 Laporan                         70.000.000 68  Laporan                      70.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyusunan laporan data rekonsiliasi asset desa dengan asset 

kabupaten
Jumlah laporan asset desa yang di rekonsiliasi 1 Laporan                         50.000.000 1  Laporan                      50.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait 

penggunaan dana desa, alokasi dana desa dan dana lain yang 

masuk ke desa

1 Laporan                       200.000.000 1  Laporan                   250.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa

Peningkatan kinerja dan manajemen aparatur 

pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan.
100 %                    1.298.000.000 100 %                1.120.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah aparat pemerintahan desa yang ditingkatkan 

kapasitasnya
204 Orang                       200.000.000 204  Orang                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi anggota 

BPD
Jumlah anggota BPD yang mengikuti kegiatan pembinaan 204 Orang                         90.000.000 204  Orang                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan penyusunan apbdesa
Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait 

penyusunan apbdesa
136 Orang                         90.000.000 136  Orang                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan penyusunan peraturan desa tentang kewenangan 

desa

Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait 

penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa
204 Orang                       100.000.000 204  Orang                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan pengelolaan keuangan desa
Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih pengelolaan 

keuangan desa
136 Orang                       100.000.000 136  Orang                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak
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Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES)
Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait aplikai 

Siskeudes
136 Orang                       200.000.000 

Pengembangan aplikasi 

online
136  Orang                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan Sistem Informasi Penyusunan Aset Desa (SIPADES)
Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait aplikasi 

sipades
136 Orang                       100.000.000 136  Orang                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan penyusunan profil desa dan sistem informasi Desa
Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait 

penyusunan profil desa
136 Orang                         70.000.000 136  Orang                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan Aparatur Kecamatan Selaku Pembina Teknis 

Pemerintahan Desa (Pelatihan PTPD)
Jumlah Aparatur Kecamatan yang dilatih 11 Orang                         88.000.000 11  Orang                      70.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait 

penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa
544 Orang                       160.000.000 Fasilitasi 612  Orang                   170.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan manajemen pemerintahan Desa
Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait 

manajemen
544 Orang                       100.000.000 612  Orang                   100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pragram Penataan kelembagaan desa Persentase Penataan kelembagaan desa 100 %                    2.373.000.000 100  %                1.100.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Jumlah kepala desa yang dilantik 13 desa                    1.313.000.000 11  desa                                      -   
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyusunan produk hukum terkait kelembagaan desa Jumlah produk hukum terkait kelembagaan desa 3 Perda 10 Perbup                       510.000.000 

Perda Pilkades, Perda 

Kewenangan Desa, Perda 

IDM

2  10 Perbup                   500.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyusunan profil desa dan sistem informasi Desa
Jumlah desa dan kelurahan yang  melaksanakan pendataan 

profil desa
68 Desa                       140.000.000 68  Desa                   150.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan lomba desa Jumlah desa yang akan mengikuti lomba desa tingkat provinsi 106 Desa/Kel                       140.000.000 106  Desa/Kel                   150.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah pelaksanaan sosialisasi 68 Desa                       270.000.000 68  Desa                   300.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 100 %                    1.105.000.000 100 %                1.080.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak
Pelaksanaan upaya untuk mendororng terwujudnya 

kesetaraan gender tingkat kab.
Jumlah SDM yang bersertifikat 60 Orang                         70.000.000 70  Orang                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan pelaksanaan PUG ternasuk PPRG bagi SDM tingkat 

kabupaten dan kecamatan
Jumlah SDM Tk. Kab. dan kecamatan terlatih 60 Orang                         70.000.000 70  Orang                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelaksanaaan PUG di Tingkat Kabupaten
Terciptanya penguatan kelembagaan PUG yang aktif secara 

berkesinambungan
1 Lembaga                       285.000.000 1  Lembaga                   200.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pengembangan KIE pelaksanaan PUG ditingkat Kabupaten Jumlah kegiatan Sosialisasi 1 Kali                         70.000.000 1  Kali                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Monitoring, Evaluasi & pelaporan pelaksanaan PUG & 

Pencapaian kesetaraan gender

Monitoring, Evaluasi & pelaporan pelaksanaan PUG & 

Pencapaian kesetaraan gender
1 Kali                         70.000.000 1  Kali                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan pelibatan kader 

perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 

pada organisasi kemasyarakatan

Proporsi kursi yang di duduki  perempuan di DPRD 70 Orang                       170.000.000 75  Orang                   180.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, 

sosial dan ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi 

kemasyarakatan 

Proporsi kursi yang di duduki  perempuan di DPRD 50 Orang                       170.000.000 50  Orang                   180.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak
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Peningkatan  taraf hidup perempuan melalui pelatihan 

menjahit, kursus membuat kue dan kursus tata rias
Partisipasi angkatan kerja perempuan            40 Orang                       200.000.000 40  Orang                   200.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan
Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan Korban 

Kekeerasan termasuk TPPO
100 %                       720.000.000 100 %                   830.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Advokasi dan Sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasaan 

terhadap perempuan yang melibatkan para pihak TK. 

Kabupaten Sidrap

Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi kebijakan pencegahan 

kekerasaan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak 

TK. Kabupaten Sidrap

68 Orang                         70.000.000 75  Orang                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang 

melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten Sidrap

Terselenggaranya  Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan yang melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten 

Sidrap

68 Orang                         70.000.000 75  Orang                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

TOT pencegahan kekerasaan terhadap perempuan dengan 

melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten Sidrap

Terselenggaranya TOT pencegahan kekerasaan terhadap 

perempuan dengan melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten 

Sidrap

50 Orang                         50.000.000 60  Orang                      60.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
Terlaksananya Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan
4 Kali                         70.000.000 4  Kali                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan yang melibatkan para pihak Tk. 

Kabupaten Sidrap

Tersedianya  sarana dan prasarana pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan yang melibatkan para pihak Tk. 

Kabupaten Sidrap

1 Kali                         70.000.000 1  Kali                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Bintek, Workshop dan / atau pelatihan pelayanan pengaduan 

dan pelayanan rujukan lanjutan(layanan kesehatan,rehabilitasi 

sosial,bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan 

pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi 

perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk tindak 

pidana perdagangan orang

Terlaksananya Bintek, Workshop dan / atau pelatihan 

pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan 

kesehatan,rehabilitasi sosial,bantuan hukum, serta reintegrasi 

sosial dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia layanan 

bagi perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk tindak 

pidana perdagangan orang

50 Orang                         70.000.000 50  Orang                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelayanan Pendampingan pengaduan  kesehatan,rehabilitasi 

sosial,bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan 

pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan 

korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang

Terwujudnya Pelayanan Pendampingan pengaduan  

kesehatan,rehabilitasi sosial,bantuan hukum, serta reintegrasi 

sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi 

perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana 

perdagangan orang

40 Kasus                         70.000.000 50  Kasus                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Koordinasi pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan 

lanjutan(layanan kesehatan,rehabilitasi sosial,bantuan hukum, 

serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia 

layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak 

pidana perdagangan orang

Terlaksananya Koordinasi pelayanan pengaduan dan 

pelayanan rujukan lanjutan(layanan kesehatan,rehabilitasi 

sosial,bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan 

pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan 

korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang

2 Kali                         50.000.000 2  Kali                      60.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan,rehabilitasi 

sosial,bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan 

pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan 

korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang

Terselenggaranya Pelayanan pendampingan (layanan 

kesehatan,rehabilitasi sosial,bantuan hukum, serta reintegrasi 

sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi 

perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana 

perdagangan orang

10 Orang                         60.000.000 12  Orang                      70.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan 

perlindungan hak perempuan tingkat Kabupaten Sidrap

Terwujudnya Pengembangan jejaring lembaga penyedia 

layanan perlindungan hak perempuan tingkat Kabupaten 

Sidrap

1 Kali                         70.000.000 1  Kali                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan Paralegal bagi SDM penyedia layanan bagi 

perempuan dan anak korban kekerasan

Terlaksananya Pelatihan Paralegal bagi SDM penyedia layanan 

bagi perempuan dan anak korban kekerasan
1 Kali                         70.000.000 1  Kali                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak
. 100 %                       590.000.000 100 %                   625.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Advokasi dan Sosialisasi pemenuhan hak dan peningkatan 

kualitas hidup anak TK. Kabupaten Sidrap

Terwujudnya Advokasi dan Sosialisasi pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas hidup anak TK. Kabupaten Sidrap
50 Orang                         70.000.000 50  Orang                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembentukan, Operasionalisasi, dan penguatan forum 

pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak  Tk. 

Kabupaten Sidrap

Terwujudnya Pembentukan  Operasionalisasi, dan penguatan 

forum pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak  

Tk. Kabupaten Sidrap

12 Kali                         85.000.000 12  Kali                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

  || Lampiran Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021 Dan Prakiraan Maju 2022 || 35



LOKASI
 KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

SUMBER 

DANA

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF

2 3 4 6 7 8 10 11

TARGET CAPAIAN 

KINERJA

1 5 9

KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2021

C
A

T
A

T
A

N
 

P
E

N
T

IN
G PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 

JAWABTARGET CAPAIAN 

KINERJA

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemehuhan hak dan 

peningkatan kualitas hidup anak Tk Kabupaten Sidrap

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemehuhan 

hak dan peningkatan kualitas hidup anak Tk Kabupaten Sidrap
1 Kali                         70.000.000 1  Kali                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas hidup anak di kabupaten

Tersedianya  sarana dan prasarana pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas hidup anak di kabupaten
3 Paket                       225.000.000 3  Paket                   225.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelatihan pemenuhan hak anak bagi SDM  pada OPD dan 

Tenaga Pendidik  Tk.Kabupaten Sidrap
Jumlah SDM yang bersertifikat 60 Orang                         70.000.000 70  Orang                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup 

anak di Kabupaten

Terlaksananya Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan 

kualitas hidup anak di Kabupaten
2 Kali                         70.000.000 2  Kali                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang 

Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas 

Terlatih Didalam Unit Pelayanan Tepadu

100 %                       270.000.000 100 %                   230.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak

Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran 

dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di tingkat 

Kabupaten Sidrap dan  terhadap perempuan yang 

melibatkanpara pihak Tingkat Kabupaten Sidrap

Terlaksananya Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, 

penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di 

tingkat Kabupaten Sidrap dan  terhadap perempuan yang 

melibatkanpara pihak Tingkat Kabupaten Sidrap

50 Kader                         70.000.000 50  Kader                      80.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pendampingan pelaksaaan kegiatan pencegahan kekerasan, 

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap 

anak tingkat kabupaten

Terselenggaranya Pendampingan pelaksaaan kegiatan 

pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan 

perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat kabupaten

50 Orang                       100.000.000 
sekretariat KLA (op. 

meubiler)
50  Orang                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran 

dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat kabupaten

Terlaksananya Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, 

penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak 

tingkat kabupaten

2 Kali                       100.000.000 

sosialisasi pencegahan 

kekerasan thd anak (11 kec, 

1 kab)

3  Kali                      70.000.000 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kualitas Keluarga . 100 %                       640.000.000 100 %                   660.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa, Perempuan Dan Perlindungan 

Anak
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam 

membangun KS

Terselenggaranya Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga 

dalam membangun KS
50 Orang                         70.000.000 60  Orang                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Terwujudnya Pembangunan Ketahanan Keluarga 100
Kel/Desa/  

Kelurahan
                      300.000.000 100

 Kel/Desa/  

Kelurahan 
                  300.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta 

dan kesetaraan gender

Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Peningkatan peran serta serta dan kesetaraan gender
100 Kader                         70.000.000 125  Kader                      80.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kegiatan bimbingan manjemen usaha bagi perempuan dalam 

mengelola usaha

Terselenggaranya Kegiatan bimbingan manjemen usaha bagi 

perempuan dalam mengelola usaha
200 Orang                       200.000.000 200  Orang                   200.000.000 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan Dan Perlindungan Anak

                 58.593.339.250              58.485.171.313 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                    1.764.490.000 DAU 100 %                2.472.490.000 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai
Pangkajene Sidenreng 1000 Lembar

4.000.000                       
DAU 1000  Lembar 

5.100.000                    Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pangkajene Sidenreng 12 Bulan
170.040.000                    

DAU 12  Bulan 
170.040.000                 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah dan Jenis Barang penyediaan jasa jaminan milik daerah

Pangkajene Sidenreng 8 Unit
40.200.000                     

DAU 8  Unit 
40.200.000                  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend Dinas 

Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dab perizinan
Pangkajene Sidenreng 8 Unit

193.800.000                    
DAU 8  Unit 

130.000.000                 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan

Pangkajene Sidenreng 12 Bulan
30.000.000                     

DAU 12  Bulan 
805.000.000                 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

Pangkajene Sidenreng 12 Bulan
21.700.000                     

DAU 12  Bulan 
42.000.000                  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

PANGAN
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Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor/Kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki
Pangkajene Sidenreng 23 Unit

16.500.000                     
DAU 23  Unit 

16.000.000                  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Penyediaan  Komponen  Instalasi  Listrik /Penerangan Bangunan 

Kantor
Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Pangkajene Sidenreng 30 Unit

1.980.000                       
DAU 30  Unit 

1.650.000                    Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pangkajene Sidenreng 100 Kali
21.597.000                     

DAU 218  Kali 
12.500.000                  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pangkajene Sidenreng 218 Kali
587.990.000                    

DAU 100  Kali 
450.000.000                 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pelayanan Adiministrasi Perkantoran 

Waktu penyediaan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 12 Bulan
676.683.000                    

DAU 12  Bulan 
800.000.000                 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                       262.044.000 DAU 100  %                   255.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 3 Unit
17.000.000                     

DAU 3%  Unit 
17.000.000                  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 
Pangkajene Sidenreng 8 Unit

60.000.000                     
DAU 8  Unit 

60.000.000                  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur kantor yang diadakan 

Pangkajene Sidenreng 3 Unit
7.044.000                       

DAU -  Unit 
-                             Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

Pangkajene Sidenreng 5 Unit
110.000.000                    

DAU 5  Unit 
110.000.000                 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala Pangkajene Sidenreng 8 Unit
60.000.000                     

DAU 8  Unit 
60.000.000                  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan yang dipelihara rutin/berkala

22 Unit
8.000.000                       

22  Unit 
8.000.000                    Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan
Prosentase Capaian Kinerja Keuangan Pangkajene Sidenreng 100 %                         54.000.000 DAU 100  %                      54.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
Pangkajene Sidenreng 7 Laporan                         54.000.000 DAU 7  Laporan                      54.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Produksi Kakao 4617 Ton 8233,88 Ton

Produksi Cengkeh 759,87 Ton 813,06 Ton

Produksi Lada 94,53 Ton 98,31 Ton

Intensifikasi Cengkeh
20 Hektar 20  Hektar 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Intensifikasi Kakao
20 Hektar 20  Hektar 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Jumlah Peserta Pelatihan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam
50 KLP Tani 50  KLP Tani 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pembangunan/Rehab Kebun Induk

1 Paket 1  Paket 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Panjang Jalan Produksi

7 Km 5  Km 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Jumlah embung perkebunan/ hortikultura

2 Unit 2  Unit 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Jumlah Sarana Produksi dan Bibit Perkebunan

1 Paket  Paket 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Bibit Pala 5000 Pohon 150  Pohon Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 
Bibit Cengkeh

10000 Pohon 250  Pohon 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Bibit Kakao

100 Hektar 100  Hektar 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Bibit Lada

150 Hektar 100  Hektar 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Bibit Kopi

50 Pohon 50  Pohon 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Bibit Vanili

500 Pohon -  Pohon 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

                   6.587.918.000 DAU                6.006.918.000 

               3.134.250.000 11 Kecamatan                    3.415.000.000 

Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Kab. Sidenreng 

Rappang

DAU

Penyediaan Sarana Prasarana Perkebunan 11 Kecamatan                    1.200.000.000                2.650.000.000 

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk 

Perkebunan
11 Kecamatan                    1.732.918.000 DAU                      92.668.000 

 

Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

DAU
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Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan
Jumlah Kelompok Tani Hortikultura yang mendapatkan 

penyuluhan dan pembinaan

Kec. Pitu Riase dan Kec. 

Pitu Riawa
200 Orang                       240.000.000 DAU 100  Orang                   130.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Produksi Cabe Besar 330 Ton 13616,13 Ton

Produksi Cabe Rawit 385 Ton 5139,93 Ton

Produksi Bawang Merah 220 Ton 306,98 Ton

Produksi Semangka 2672 Ton 5344 Ton

Produksi Durian 7845 Ton 17616,13 Ton

Bibit Cabe 10 Hektar 10  Hektar 

Bibit Bawang Merah 5 Hektar 5  Hektar 

Bibit Semangka 5 Hektar 5  Hektar 

Bibit Durian 200 Pohon 150  Pohon 

Bibit Jeruk Nipis 15 Hektar 10  Hektar 

Bibit Sayuran 15 Hektar 15  Hektar 

Pembinaan Kelompok Petani Hortikultura
Jumlah Kelompok Tani Hortikultura yang mendapatkan 

penyuluhan dan pembinaan
Kec. Pitu Riawa 80 Orang                         60.000.000 DAU 50  Orang                      65.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Penyediaan Sarana Prasarana Hortikultura Jumlah Sarana dan Prasarana Hortikultura
Kec. Pitu Riase dan Kec. 

Pitu Riawa
2 Unit                         50.000.000 DAU 2  Unit                      37.500.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kab. Sidenreng 

Rappang
88 kkal 57 gr/hr                    1.155.000.000 DAU 89 kkal 180 gr/hr                1.235.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah Laporan Neraca Bahan Makana Kab. Sidenreng Rappang

1 Laporan
                      50.000.000 

DAU 1  Laporan 
                   50.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Jumlah Laporan Hasil Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi 

dan Suplai Pangan

11 Kecamatan
1 Laporan

                      15.000.000 
DAU 1  Laporan 

                   50.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Tersedianya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan 

aman

11 Kecamatan
42 KWT

                    420.000.000 
DAU 42  KWT 

                 420.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Lumbung Pangan Desa Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Desa yang Dibina 11 Kecamatan

5 Kelmpok
                    575.000.000 

DAU 5  Kelmpok 
                   75.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien jumlah Gapoktan Pengelola Distribusi Pangan Masyarakat yang 

Dibina

11 Kecamatan
15 Gapoktan

                      20.000.000 
DAU 17  Gapoktan 

                 350.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Sistem Informasi Pasar Jumlah Laporan Data Harga Pangan Pokok Strategis 11 Kecamatan

12 Laporan
                      15.000.000 

DAU 1  Laporan 
                 200.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Olahan Pangan Lokal Gerakan Makanan Bergizi 

dan Seimbang

Terpenuhi Kebutuhan Pangan yang Berdasarkan B2SA 11 Kecamatan
4 KWT

                      40.000.000 
DAU 4  KWT 

                   40.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Informasi Daerah Rawan Pangan (Analisis Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi) (SPKG)) dalam Penyusunan Peta 

Kerawanan Pangan

Jumlah Dokumen Peta Kerawanan Pangan 11 Kecamatan

11 Peta
                      20.000.000 

DAU 11  Peta 
                   50.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Produksi Padi 631,607 Ton 663,188 Ton
Produksi Jagug 74,228 Ton 76,455 Ton

Pembinaan peningkatan produksi padi dan jagung
2

Musim 

Tanam
2

 Musim 

Tanam 
Luas sasaran peningkatan produksi jagung        2.000  Ha 
Luas demplot peningkatan produksi 10 Hektar 11  Hektar 
Jumlah calon benih unggul di Klp tani/penggunaan benih unggul 

oleh petani
250 Hektar 250  Hektar 

Jumlah peserta SL-PTT 22 klp

Luas pengendalian hama dan penyakit 750 Hektar 700  Hektar 

Jumlah peserta SL-PHT 20 Kelompok 20  Kelompok 

Tingkat kehilangan hasil                   - 

~ Padi 5,09 % 5,09  % 

~Jagung 5,70 % 5,70  % 

Peningkatan kualitas dan rendemen 60,50 % 60,50  % 

Bimbingan dan pembinaan penggunaan alat pasca panen

35

Klp 

Penggilinga

n

40

 Klp 

Penggilinga

n 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

DAU

Kec. Pitu Riase dan Kec. 

Pitu Riawa

Program Peningkatan Produksi Hortikultura
Kab. Sidenreng 

Rappang
                   1.343.300.000 DAU

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Peningkatan Mutu Intensifikasi Hortikultura

Kab. Sidenreng 

Rappang
                 47.426.587.250 DAU              47.338.463.313 

11 Kecamatan

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 11 Kecamatan                       800.000.000 

                      335.750.000 DAU                   197.400.000 Operasional Pengendalian Hama dan Penyakit 

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 11 Kecamatan                       830.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

                   1.233.300.000 DAU                1.020.800.000 

               3.484.570.000 

DAU                      40.000.000 

               1.123.300.000 
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Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian 11 Kecamatan
75 Izin                         30.000.000 DAU 80  Izin                      35.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan 

Daerah

Jumlah Komoditi Unggulan Daerah yang Dipromosikan 11 Kecamatan
4 Komoditi                       200.000.000 DAU 5  Komoditi                   100.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pembangunan Jalan Tani Panjang jalan tani 11 Kecamatan

50 Kilometer                  10.600.000.000 DAU 15  Kilometer                3.750.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya

Jumlah embung dan bangunan lainnya yang dibangun

11 Kecamatan
265 Unit                  21.890.000.000 DAU 265  Unit              21.890.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Survey dan Desain Sarana dan Prasarana Pertanian

Jumlah Dokumen Rencana Pekerjaan Cetak Sawah, Dam Parit 

dan Embung 

11 Kecamatan
4 Paket                       100.000.000 DAU 4  Paket                   100.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Konservasi Air Tanah Jumlah Unit Air Irigasi Pompanisasi 11 Kecamatan

50 Unit                       500.000.000 DAU 10  Unit                1.500.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi 11 Kecamatan

300 Hektar                       930.000.000 DAU 500  Hektar                1.500.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi 

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah alsintan pada sentra produksi pertanian/perkebunan 11 Kecamatan
115 Unit                    3.450.000.000 DAU 115  Unit                5.550.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Ketersediaan pupuk di tingkat kelompok tani 11 Kecamatan        1.933 Klp. Tani        1.933  Klp. Tani 
Jumlah tim entry E-RDKK di Kantor BPP 55 Orang 55  Orang 

Peningkatan Kapasitas Pengelola Alsintan Brigade Jumlah BPP dan Dinas Pengelola Alsintan Brigade 11 Kecamatan
11

BPP Dan 

Dinas
                      400.000.000 DAU 11

 BPP Dan 

Dinas 
                  169.881.469 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Jumlah Peserta Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna 11 Kecamatan

110 Klp. Tani 110  Klp. Tani 

Pelatihan Mengenai Pengoperasian Alat dan Mesin Pengolahan 

Pertanian Kepada Kelompok Tani (KPPN)
1 Paket

Jumlah kelompok penerima PUAP membentuk LKM-A yang 

dibina

11 Kecamatan
97 Gapoktan 97  Gapoktan 

Pelatihan Manajemen Kepada Penggiat Gapoktan dan BUMDes 

(KPPN)
1  paket 

Jumlah Kelompok Tani Penerima Asuransi Usaha Tani pada 

Sentra Produksi Tanaman Pangan
150 klp tani 150  klp tani 

Jumlah Gapoktan Peserta Temu Usaha Akselerasi KUR 50 gapoktan 50  gapoktan 
Terwujudnya persepsi yang sama diantara petani nelayan dan 

penyuluh dalam menyukseskan kegiatan usaha di bidang 

pertanian, perikanan

11 Kecamatan

30 Orang                       515.000.000 26  Orang                   200.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Meningkatnya motivasi diantara para petani nelayan dan 

penyuluh menyukseskan kegiatan usaha di bidang pertanian, 

perikanan

26 Orang                       175.000.000 DAU 107  Orang                      75.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian/perkebunan 11 Kecamatan
107 orang                       900.000.000 DAU 2  orang                1.000.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Jumlah kecamatan lokasi penyediaan sarana dan prasarana 

BP3K

Kec. Dua Pitue, Kec. Wt. 

Sidenreng dan Kec. 2 Kecamatan                       350.000.000 DAU 11  Kecamatan                   350.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Adopsi dan Diseminasi Teknologi dan Penyuluh Jumlah BPP lokasi diseminasi paket teknologi dan penyuluhan 4 Kecamatan
11 BPP                    1.305.750.000 DAU 9  BPP                1.305.750.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi 

(IPDMIP)

Peningkatan nilai pertanian irigasi berkelanjutan 7 Kecamatan
9 DI DAU 12  DI 

Pembinaan dan Operasional Statistik Pertanian Waktu penyediaan data luas tanam, luas panen, produktivitas 

dan produksi untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan

Pangkajene Sidenreng

12 bulan 4  bulan 

                 20.995.386.000                9.355.052.000 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Batu Lappa               1                    1.757.000.000               1                1.839.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
Batu Lappa             12  Bulan                       280.000.000 APBD             12  Bulan                   285.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah waktu penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Batu Lappa               5  Unit                         40.000.000 APBD               5  Unit                      45.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Batu Lappa             37  Unit                         55.000.000 APBD             40  Unit                      57.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi Jasa Keuangan Batu Lappa             12  Bulan                       280.000.000 APBD             12  Bulan                   290.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Batu Lappa             12  Bulan                         47.000.000 APBD             12  Bulan                      50.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

                  155.000.000 

DAU

DAU

                  137.641.613                       171.087.250 

                      120.000.000 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
                  150.000.000 

LINGKUNGAN HIDUP

Pembinaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat 

Guna

Pembinaan dan Pendampingan Petani/Pelaku Agribisnis

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

                      105.000.000 

                   3.719.000.000 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 

Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

               5.648.220.231 

DAU

DAU
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Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah dan Jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Batu Lappa             12  Bulan                           8.000.000 APBD             12  Bulan                      12.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Batu Lappa  -  -                         15.000.000 APBD  -  -                      20.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan
Terbayarnya biaya bahan bacaan Batu Lappa  -  -                         20.000.000 APBD  -  -                      20.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Batu Lappa             12  Bulan                       310.000.000 APBD             12  Bulan                   335.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Batu Lappa             12  Bulan                         22.000.000 APBD             12  Bulan                      25.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Tenaga yang dibayarkan, Alat Tulis Kantor dan makan 

minum yang disediakan 
Batu Lappa             12  Bulan                       680.000.000 APBD             12  Bulan                   700.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur               1                       985.500.000                   513.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Batu Lappa  Dinas Lingkungan Hidup 

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan Batu Lappa               1  Unit                       270.000.000 APBD                  1  Unit                   100.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Batu Lappa               1  Kegiatan                         79.000.000 APBD               1  Kegiatan                      45.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Batu Lappa               1  Kegiatan                       247.000.000 APBD               1  Kegiatan                      78.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pengadaan Mebeleur jumlah dan jenis Mebeleur yang diadakan Batu Lappa               1  Kegiatan                         64.500.000 APBD               1  Kegiatan                      40.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Batu Lappa               1  Kegiatan                       115.000.000 APBD               1  Kegiatan                      35.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala Batu Lappa               1  Kegiatan                         30.000.000 APBD               1  Kegiatan                      35.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Batu Lappa               1  Kegiatan                       120.000.000 APBD               1  Kegiatan                   125.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Batu Lappa               1  Kegiatan                         10.000.000 APBD               1  Kegiatan                      15.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Batu Lappa               1  Kegiatan                         40.000.000 APBD               1  Kegiatan                      35.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara rutin/berkala Batu Lappa               1  Kegiatan                         10.000.000 APBD               1  Kegiatan                        5.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentasi sumber daya aparatur yang memiliki 

kompetensi sesuai bidangnya
                        90.000.000 APBD                      95.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Makassar             10  Org                         70.000.000 APBD             10  Org                      75.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Sosialisasi peraturan perundang-undangan jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan Kab. Sidenreng Rappang             30  Org                         20.000.000 APBD             30  Org                      20.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
                      115.052.000 APBD                   121.052.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
Batu Lappa               7  Laporan                         81.000.000 APBD               7  Laporan                      84.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja dan Keuangan Batu Lappa             13  Laporan                         34.052.000 APBD             13  Laporan                      37.052.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan
Meningkatnya kesehatan masyarakat                  12.472.837.000 APBD                1.950.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah Kab. Sidenreng Rappang               2  Kali                       150.000.000 APBD               2  Kali                   150.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah lokasi yang terlayani operasi dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana persampahan
Kab. Sidenreng Rappang               3  Unit                    3.382.846.000 APBD               3  Unit                   900.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 

Persampahan
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kab. Sidenreng Rappang               3  Lokasi                    6.568.561.000 APBD               3  Lokasi                   900.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pengelolaan Saluran Drainase Kab. Sidenreng Rappang                       678.262.000 APBD                                      -    Dinas Lingkungan Hidup 

Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA Kab. Sidenreng Rappang               9  lokasi/kec                    1.693.168.000 APBD                                      -    Dinas Lingkungan Hidup 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup

Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan
                   1.009.997.000                1.092.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pemantauan Kualitas Lingkungan Terpantaunya Kualitas Air Sungai dan Danau DAS Bila dan danau               8  Lokasi                         90.000.000 APBD               8  Lokasi                      90.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan usaha yang diawasi Kab. Sidenreng Rappang               8  Usaha                       200.000.000 APBD               8  Usaha                   155.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 
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Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian 

Lingkungan Hidup
jumlah lokasi yang di bina untuk pengendalian lingkungan hidup Kab. Sidenreng Rappang               3  Kegiatan                         90.000.000 APBD           100  %                      57.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan usaha yang memiliki dokumen lingkungan Kab. Sidenreng Rappang  -  Laporan  - -  -  Laporan  -  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Dokumen SPM Tahun 2018 Kab. Sidenreng Rappang               1  Dokumen                         30.000.000 APBD               1  Dokumen                      40.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pembinaan Kota Sehat/Adipura Jumlah penghargaan Kab. Sidenreng Rappang               1  Pnghrgaan                       190.000.000 APBD               1  Pnghrgaan                   200.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

            30  kasus             30  kasus 

              8  usaha               8  usaha 

Penyediaan Sarana Pengelolaan Limbah Tersedianya Pengelolaan Limbah Ternak Biogester Kab. Sidenreng Rappang             10  Unit                       259.997.000 APBD             20  Unit                   400.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 

Alam

Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional

Kab. Sidenreng 

Rappang
          100  %                       120.000.000 APBD           100  %                   120.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan 

konservasi sumber daya alam

tersusunnya dokumen dan regulasi tentang kearifan lokal lokal 

dan masyarakat hukum adat
Kab. Sidenreng Rappang               1  Regulasi                          50.000.000 APBD  -  Regulasi   -  Dinas Lingkungan Hidup 

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Jumlah kawasan yang dibina Kab. Sidenreng Rappang               1  Kawasan                         70.000.000 APBD               1  Kawasan                      70.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 

Sumber Daya Alam dan LH

Kab. Sidenreng 

Rappang
          100  %                       300.000.000 APBD           100  %                   765.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Jumlah data pada sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah Kab. Sidenreng Rappang               4  Dokumen                       150.000.000 APBD               3  Dokumen                   560.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Kab. Sidenreng Rappang             15  Sekolah APBD             15  Sekolah  Dinas Lingkungan Hidup 

              3 
Tingkatan 

Pengharga
              3 

Tingkatan 

Penghargaa
 Dinas Lingkungan Hidup 

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Luasan RTH Publi sebesar 20 % dari Luas Wilayah 

Kota/Perkotaan
       17,64  %                    4.145.000.000 APBD        18,91  %                2.860.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penataan RTH Jumlah RTH yang Tertata Kab. Sidenreng Rappang               1  Lokasi                       525.000.000 APBD               1  Lokasi                   570.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Pemeliharaan RTH Jumlah RTH yang Terpelihara Kab. Sidenreng Rappang               8  Lokasi                    1.820.000.000 APBD               8  Lokasi                1.890.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Penyusunan dokumen rencana induk RTH Jumlah dokumen rencana induk RTH yang tersusun Kab. Sidenreng Rappang               1  Dokumen                       550.000.000 APBD               1  Dokumen                   300.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jumlah KLHS yang tersusun Kab. Sidenreng Rappang               3  Dokumen                    1.250.000.000 APBD               1  Dokumen                   100.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL
                   6.634.736.000                6.486.049.000 

 Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil 

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah

% temuan BPK dan APIP yang ditindak lanjuti

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mendokumentasikan sesuai standar Kab. Sidenreng Rappang        1.500  Lembar                           1.500.000 Dau        1.500  Lembar                        1.500.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik kantor Kab. Sidenreng Rappang             12  Bulan                       123.000.000 Dau             12  Bulan                   123.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlindunginya barang/aset milik daerah Kab. Sidenreng Rappang             12  Bulan                         11.000.000 Dau             12  Bulan                      11.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional
tersedianya sistem pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kab. Sidenreng Rappang             18  Unit                         25.400.000 Dau             18  Unit                      25.400.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan meningkatkan sistem pelayanan administrasi keuangan Kab. Sidenreng Rappang             12  Bulan                       471.855.000 Dau rapat konsolidasi             12  Bulan                   177.105.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pemeliharaan kebersihan gedung kantor Kab. Sidenreng Rappang             12  Bulan                         53.600.000 Dau             12  Bulan                      53.600.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor
Tersedianya instalasi listrik dan penerangan Kab. Sidenreng Rappang             12  Bulan                           3.131.000 Dau             12  Bulan                        3.131.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Identifikasi, investigasi dan pelayanan pengaduan masyarakat 

terhadap lingkungan hidup
terlaksananya  tindak lanjut pengaduan masyarakat Kab. Sidenreng Rappang                       150.000.000                   150.000.000  Dinas Lingkungan Hidup 

                      150.000.000                   205.000.000 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                    1.045.551.000                1.045.551.000 
Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil

Penguatan Kelembagaan Berbasis Lingkungan Hidup 

(ADIWIYATA)
Pembinaan Sekolah Yang Berbasis Lingkungan
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Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
menambah pengetahuan dan shering pendapat dengan 

daerah lain
Kab. Sidenreng Rappang             60  Kali                       153.000.000 Dau             60  Kali                   153.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
menambah pengetahuan dan shering pendapat dengan 

daerah lain
Kab. Sidenreng Rappang           150  Kali                           5.000.000 Dau           150  Kali                        5.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Tersedianya alat perkantoran Kab. Sidenreng Rappang             12  Bulan                       730.415.000 Dau
Insentif dan pelatihan 

ADB,operator,pendamping 
            12  Bulan                   492.815.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur % pemenuhan sarana-prasarana aparatur           100  %                       198.498.000           100 %                   198.498.000 
Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Sidenreng Rappang             29  Unit                       323.385.600 Dau             29  Unit                      35.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor sesuai analis kebutuhan Kab. Sidenreng Rappang               1  Unit                       423.660.000 Dau               1  Unit                      14.560.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional sesuai analis 

kebutuhan
Kab. Sidenreng Rappang             24  Unit                       127.728.000 Dau             24  Unit                   127.728.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor sesuai 

analis kebutuhan
Kab. Sidenreng Rappang             15  Unit                       105.000.000 Dau             15  Unit                        5.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  sesuai 

analis kebutuhan
Kab. Sidenreng Rappang             10  Unit                         16.210.000 Dau             10  Unit                      16.210.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Program peningkatan Disiplin aparatur % peningkatan kedisiplinan aparatur           100  %                           4.900.000           100  %                      42.000.000 
Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil

Pengadaan pakaian dinas
untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dengan adanya pakaian 

seragam
Kab. Sidenreng Rappang             40  Pasang                                           - Dau             40  Pasang                      20.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pengadaan pakaian kerja lapangan
untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dengan adanya pakaian 

seragam
Kab. Sidenreng Rappang             36  Pasang                           4.900.000 Dau             36  Pasang                      11.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pengadaan khusus hari-hari tertentu
untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dengan adanya pakaian 

seragam
Kab. Sidenreng Rappang             36  Pasang                                           - Dau             36  Pasang                      11.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Program Peningkatan Pengembangan  Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase capaian kinerja keuangan           100  %                       150.000.000           100  %                   150.000.000 

Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD
Tercapainya laporan yang tepat waktu Kab. Sidenreng Rappang               6  Laporan                       150.000.000 Dau               6  Laporan                   150.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

1. Persetase wajib KTP yang dilayani dalam hal 

pendataan dan kepemilikan ktp eleltrik 

2. Persentase orang tua yang melahirkan yang dilayani 

dalam hal pendataan dan kepemilikan akta kelahiran anak 

3. Persentase pasangan baru nikah (non muslim) yang 

mendapat layanan pendataan dan pembuatan akta nikah

Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil
adanya pemahamanan yang baik dalam kepengurusan dan 

kepemilikan data kependudukan
Kab. Sidenreng Rappang               1                       105.000.000 dak               1                   -                   100.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Cakupan Akta 0 - 18 tahun sebagai capaian target nasional Rasio bayi berakta kelahiran Kab. Sidenreng Rappang               1                       316.137.000 dak               1                   -                   320.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten Kab. Sidenreng Rappang             27  orang                       262.510.000 dak               1  orang                      30.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan
Jumlah Adb, operator, pendamping yang diberikan pelatihan Kab. Sidenreng Rappang  orang                       120.000.000 dak

tambahan ADB, operator 

dan pendamping
              1  orang                   120.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penerbitan Dokumen Kependudukan Rasio penduduk yang berktp  persatuan penduduk Kab. Sidenreng Rappang               1                       663.110.000 dak               1                   -                   665.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Implementasi sistem administasi kependudukan (membangun, 

updating dan pemeliharaan)
Penataan Dokumen kependudukan Kab. Sidenreng Rappang  3 kec  3 desa                       915.000.000 dau alat perekaman               1  3 desa                   675.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap 

awal) nIK

Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan yang baik 

nyaman dan efektif
Kab. Sidenreng Rappang               1                       100.000.000 dau               1                   -                   100.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi 

kependudukan

Tersedianya laporan data kependudukan semester tiap 

tahunnya
Kab. Sidenreng Rappang               1                       120.000.000 dau               1                   -                   130.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Sosialisasi kebijakan kependudukan
adanya pemahamanan yang baik dalam kepengurusan dan 

kepemilikan data kependudukan
Kab. Sidenreng Rappang               2 Kecamatan                       100.000.000 dau               2 Kecamatan                   100.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

               5.050.000.000 
Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil
                   5.235.787.000 Program Penataan Administrasi Kependudukan
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Sosialisasi gerakan indonesia sadar Administrasi 

Kependudukan (GISA)

adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data 

kependudukan bagi tiap warga negara
Kab. Sidenreng Rappang               1  kali                       100.000.000 dau tingkat kabupaten               1  kali                   120.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Cakupan penerbitan ktp Kab. Sidenreng Rappang               1                       100.000.000 dau               1                   -                   100.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

memaksimalkan pelaksanaan,monitoring dan evaluasi layanan
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

baik oleh pengelolah layanan
Kab. Sidenreng Rappang             20  Orang                       110.000.000 dau             20  Orang                   120.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan Meningkatnya pengetahuan pengelolaan layanan Kab. Sidenreng Rappang           234  Orang                       100.000.000 dau           234  Orang                   110.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pengadaan cadangan perangkat pencetakan dokumen 

kependudukan

Kesiapan perangkat pendukung memperlancar pelayanaan 

pencetakan dokumen kependudukan
Kab. Sidenreng Rappang               1                       275.000.000 dau               1                   -                   280.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pengadaan blanko blanko  dan formulir formulir serta tinta 

ribbon

Ketersediaan segala bentuk blanko dan formulir seta tinta 

(blanko KK, KIA, tinta ribbon, filter dan formulir)
Kab. Sidenreng Rappang               1                       675.000.000 dau               1                   -                   680.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

pengadaan mobil operasional keliling Tersedianya mobil operasional keliling dan perangkatnya Kab. Sidenreng Rappang               1  Unit                       400.000.000 dau               1  Unit                                      -   Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pembentukan UPTD difungsikannya ...... Pedesaan teknis (UPT) di kecamatan Kab. Sidenreng Rappang               2 Kecamatan                       300.000.000 dau               2 Kecamatan                   300.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil Cakupan penerbiatan akta kelahiran Kab. Sidenreng Rappang               1                       250.000.000 dau               1                   -                   300.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penataan pelayanan perkawinan Rasio pasang berakta nikah nonmuslim(hindu) Kab. Sidenreng Rappang           250  Pasang                       250.000.000 dau           250  Pasang                   300.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kerjasama pihak ketiga Perluasan sasaran kestakholder  imam/penghulu Kab. Sidenreng Rappang               5  Lembaga                       100.000.000 dau               5  Lembaga                   100.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kerjasama dengan pihak terkait
Peningkatan kepemilikan akta-akta pencatatan sipil bagi 

masyarakat
Kab. Sidenreng Rappang               1                       250.000.000 dau               1                   -                   300.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

 pelaporan penguburan dan kematian Peningkatan pencapaian akte kematian Kab. Sidenreng Rappang           240  Lembar                       100.000.000 dau           240  Lembar                   100.000.000 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

                   8.397.574.000                5.799.942.000 Dinas Perhubungan

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pangakajene 

Sidenreng
100 %                    1.742.850.000 APBD 100 %                1.819.890.000  Dinas Perhubungan 

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangakajene Sidenreng             50 Lembar                               850.000 APBD        1.100  Lembar                           890.000  Dinas Perhubungan 

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangakajene Sidenreng             12 Bulan                       280.000.000 APBD             12  Bulan                   285.000.000  Dinas Perhubungan 

01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah Bulan Terpenuhinya premi asuransi barang milik 

daerah
Pangakajene Sidenreng             12 Bulan                         40.000.000 APBD             12  Bulan                      45.000.000  Dinas Perhubungan 

01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangakajene Sidenreng             37 Unit                         55.000.000 APBD             40  Unit                      57.000.000  Dinas Perhubungan 

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan waktu penyediaan administrasi  jasa keuangan Pangakajene Sidenreng             12 Bulan                       280.000.000 APBD             12  Bulan                   290.000.000  Dinas Perhubungan 

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan waktu penyediaan jasa kebersihan Pangakajene Sidenreng             12 Bulan                         47.000.000 APBD             12  Bulan                      50.000.000  Dinas Perhubungan 

01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor
Waktu Penyediaan komponen instalasi Listrik Pangakajene Sidenreng             12 Bulan                           8.000.000 APBD             12  Bulan                      12.000.000  Dinas Perhubungan 

01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan
Pangakajene Sidenreng             12 Bulan                         20.000.000 APBD             12  Bulan                      20.000.000  Dinas Perhubungan 

01 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terbayarnya Rapat koordinasi Keluar Daerah Pangakajene Sidenreng             12 Bulan                       310.000.000 APBD             12  Bulan                   335.000.000  Dinas Perhubungan 

01 19 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terbayarnya Rapat koordinasi Dalam Daerah Pangakajene Sidenreng             12 Bulan                         22.000.000 APBD             12  Bulan                      25.000.000  Dinas Perhubungan 

01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu pelayanan administrasi perkantoran Pangakajene Sidenreng             12 Bulan                       680.000.000 APBD             12  Bulan                   700.000.000  Dinas Perhubungan 

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pangakajene 

Sidenreng
                      843.000.000 APBD                   613.000.000  Dinas Perhubungan 

02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terciptanya Gedung dan Halaman yang Asri dan Nyaman Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                       100.000.000 APBD               1  Kegiatan                   100.000.000  Dinas Perhubungan 

PERHUBUNGAN

100% 100%
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02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Operasional Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                       270.000.000 APBD               1  Kegiatan                   100.000.000  Dinas Perhubungan 

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                         50.000.000 APBD               1  Kegiatan                      45.000.000  Dinas Perhubungan 

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                         78.000.000 APBD               1  Kegiatan                      78.000.000  Dinas Perhubungan 

02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                         40.000.000 APBD               1  Kegiatan                      40.000.000  Dinas Perhubungan 

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                       100.000.000 APBD               1  Kegiatan                      35.000.000  Dinas Perhubungan 

02 23 Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan Terpelihatranya Mobil Jabatan Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                         40.000.000 APBD               1  Kegiatan                      35.000.000  Dinas Perhubungan 

02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                       120.000.000 APBD               1  Kegiatan                   125.000.000  Dinas Perhubungan 

02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                         10.000.000 APBD               1  Kegiatan                      15.000.000  Dinas Perhubungan 

02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala  Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                         30.000.000 APBD               1  Kegiatan                      35.000.000  Dinas Perhubungan 

02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala  Mebeleur Terpeliharanya Mebeleur Pangakajene Sidenreng               1 Kegiatan                           5.000.000 APBD               1  Kegiatan                        5.000.000  Dinas Perhubungan 

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pangakajene 

Sidenreng
100%                         90.000.000 APBD 100%                      95.000.000  Dinas Perhubungan 

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat 

Keahlian
Pangakajene Sidenreng 10 Orang                         70.000.000 APBD

diklat PPNS Andalalin, PKB, 

transportasi darat
            10  Orang                      75.000.000  Dinas Perhubungan 

05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pangakajene Sidenreng 30% Orang                         20.000.000 APBD             30  Orang                      20.000.000  Dinas Perhubungan 

06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Peningkatan Pengembanngan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pangakajene 

Sidenreng
100%                       115.052.000 APBD 100%                   121.052.000  Dinas Perhubungan 

06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD yang disusun
Pangakajene Sidenreng 7% Laporan                         81.000.000 APBD 7%  Laporan                      84.000.000  Dinas Perhubungan 

06 05
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Laporan bulanan, Laporan semesteran dan 

Laporan Akhir Tahun
Pangakajene Sidenreng 3% Laporan                         34.052.000 APBD 3%  Laporan                      37.052.000  Dinas Perhubungan 

16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ
Prasarana dan Fasilitas LLAJ dapat berfungsi baik

Pangakajene 

Sidenreng
7%                    2.260.000.000 APBD 8%                2.240.000.000  Dinas Perhubungan 

16 01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan 

bermotor

Persentase Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Yang 

Dipelihara
Pangakajene Sidenreng 100 %                         50.000.000 APBD 100  %                      28.000.000  Dinas Perhubungan 

16 04 Rehabilitasi Terminal Prosentase Terminal yang di Rehab Pangakajene Sidenreng 100 %                    2.100.000.000 APBD 100  %                2.100.000.000  Dinas Perhubungan 

16 05
Rehabilitasi pemeliharaan rambu

rambu lalu lintas

Persentase Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas Yang 

Direhab
Pangakajene Sidenreng 100 %                         36.000.000 APBD 100  %                      38.000.000  Dinas Perhubungan 

16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan warnig light Persentase Warning Light yang di Rehab Pangakajene Sidenreng 100 %                         74.000.000 APBD 100  %                      74.000.000  Dinas Perhubungan 

17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat
Pangakajene 

Sidenreng
5.5%                       560.000.000 APBD 5.7%                   341.000.000  Dinas Perhubungan 

17 02
Kegiatan peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan angkutan

Persentase Tingkat Disiplin Masyarakat Menggunakan 

Angkutan
Pangakajene Sidenreng 100 %                         60.000.000 APBD 100  %                      60.000.000  Dinas Perhubungan 

17 08
Kegiatan penataan tempat-tempat

pemberhentian angkutan umum

Persentase Tempat Tempat

Pemberhentian Angkutan Umum yang Ditata
Pangakajene Sidenreng 100 %                       225.000.000 APBD

dokumen rencana induk 

jaringan
100  %                      56.000.000  Dinas Perhubungan 

17 10
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan 

mudah
Persentase Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan mudah Pangakajene Sidenreng 100 %                       100.000.000 APBD biaya penjemputan 100  %                      50.000.000  Dinas Perhubungan 

17 19
Fasilitasi Perizinan di Bidang

Perhubungan

Persentase Perizinan di Bidang

Perhubungan
Pangakajene Sidenreng 100 %                         35.000.000 APBD 100  %                      35.000.000  Dinas Perhubungan 

17 20
Peningkatan Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat

Persentase Tingkat Pengelolaan

Terminal Angkutan Darat
Pangakajene Sidenreng 100 %                       140.000.000 APBD 100  %                   140.000.000  Dinas Perhubungan 

19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pangakajene 

Sidenreng
62%                       836.672.000 APBD 66%                   500.000.000  Dinas Perhubungan 
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19 01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jumlah rambu rambu lalu lintas yang diadakan Pangakajene Sidenreng 130 Buah                       250.000.000 APBD 130  Buah                                      -    Dinas Perhubungan 

19 02 Pengadaan Marka Jalan Jumlah Pengadaan Marka Jalan Pangakajene Sidenreng 0 Meter                                         -   5000  Meter                   200.000.000  Dinas Perhubungan 

19 04 Pengadaan Nama Jalan Jumlah Pengadaan Nama Jalan Pangakajene Sidenreng 210 Buah                       221.745.000 0  Buah                                      -    Dinas Perhubungan 

19 05 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Zona Selamat Sekolah ( ZOSS) yanf diadakan Pangakajene Sidenreng 2 Lokasi                       114.927.000 2  Lokasi                   300.000.000  Dinas Perhubungan 

19 06 Pengadaan Traffic Light / Warning Light Jumlah pengadaan Traffic Light / Warning Light Pangakajene Sidenreng 5 Buah                       250.000.000 APBD 5  Buah                                      -    Dinas Perhubungan 

20
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 

Kendaraan Bermotor
Prosentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak uji

Pangakajene 

Sidenreng
59%                    1.950.000.000 APBD 63%                      70.000.000  Dinas Perhubungan 

20' 02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan yang melakukan uji kendaraan Pangakajene Sidenreng 6000 Kendaraan                    1.950.000.000 APBD 6000  Kendaraan                      70.000.000  Dinas Perhubungan 

                 15.671.283.000              14.030.288.000 

2 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 1.218.383.000 1.310.838.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat jumlah dokumen bermaterai Pangkajene Sidenreng 1.125 lmbr 6.000.000 APBD II 1.181  lmbr                        6.250.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangkajene Sidenreng 12 bln 98.000.000 APBD II 12  bln                   100.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Waktu  penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pangkajene Sidenreng 12  bln 87.000.000 APBD II 12   bln                      90.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu penyediaan jasa jaminan  milik daerah Pangkajene Sidenreng 1 bln 5.513.000 APBD II 1  bln                        5.788.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas /Operasional

Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang 

disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangkajene Sidenreng 15 unit 9.500.000 APBD II 15  unit                      10.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan Pangkajene Sidenreng 12  bln 160.000.000 APBD II 12   bln                   170.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu  penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pangkajene Sidenreng 12  bln 26.000.000 APBD II 12   bln                      28.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 11
Penyediaan  komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor

jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Pangkajene Sidenreng 30 jenis 8.000.000 APBD II 30  jenis                        8.800.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

yang disediakan
Pangkajene Sidenreng 1750  eksamplar 115.370.000 APBD II 2000   eksamplar                   100.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 17 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 

daerah
Pangkajene Sidenreng 270 Kali 250.000.000 APBD II 270  Kali                   300.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 18 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam 

daerah
Pangkajene Sidenreng 45 Kali 3.000.000 APBD II 47  Kali                        5.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 1 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu pelayanan Administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 12  bln 450.000.000 APBD II 12   bln                   487.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Pangkajene Sidenreng 883.900.000 APBD II                   872.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 7 Unit 85.000.000 APBD II 7  Unit                   100.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan  gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 5 Unit 178.900.000 APBD II 5  Unit                   100.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 2 10 Pengadaan Mebeleur  jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan Pangkajene Sidenreng 7 Unit 100.000.000 APBD II 7  Unit                   100.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 1 Unit 100.000.000 APBD II 1  Unit                   100.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan  dinas/operasional  yang dipelihara 

rutin/ berkala
Pangkajene Sidenreng 15 Unit 200.000.000 APBD II 15  Unit                   222.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 2 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan  gedung kantor yang di pelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 5 Unit 120.000.000 APBD II 5  Unit                   150.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 2 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan edung kantor yang di pelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 5 Unit 100.000.000 APBD II 5  Unit                   100.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 6
ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
25.000.000 APBD II                      27.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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2 9 6 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD
Pangkajene Sidenreng 4 Lap 25.000.000 APBD II 4  Lap                      27.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 22 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Persentase kompilasi produk statistik sektoral yang 

tersedia
258.000.000 APBD II                   277.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 22 1 Penyusunan kompilasi produk statistik sektoral Jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia 5 Jenis Buku 78.000.000 APBD II 5 Jenis Buku                      82.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 22 2 Pengembangan aplikasi e database Jumlah aplikasi database yang dikembangkan dan dikelola 2 Aplikasi 115.000.000 APBD II 2  Aplikasi                   125.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 22 1 Pengumpulan dan pengolahan data Statistik sektoral Jumlah jenis data sektoral yang terkumpul dan diolah 29
Jenis Data 

Sektoral
65.000.000 APBD II 29

Jenis Data 

Sektoral
                     70.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 24 Program Pengelolaan Aplikasi  informatika
Persentase Infrastruktur dan perangkat sistem informasi 

dan komunikasi yang terpasang dan digunakan
100 % 8.471.000.000 APBD II 100 % 5.170.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 24 1
Pengembangan infratruktur dan sumberdaya TIK pemerintah 

Daerah
Jumlah infrastruktur dan sumberdaya TIK yang terbangun 30 Unit 5.000.000.000 APBD II 30  Unit                2.000.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 24 2 Pengembangan dan pengelolaan aplikasi Jumlah aplikasi informatika yang dikembangkan dan dikelolah 7 Aplikasi 420.000.000 APBD II

sipa, simda,sipd,aplikasi 

kemiskinan, infrastruktur, 

kebencanaan

8  Aplikasi                   450.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 24 3 Peningkatan Sumber daya Manusia E-goverment Jumlah Pegawai yang mendapat pelatihan TIK 5 Orang 75.000.000 APBD II
diklat programer, mikrotik, 

infrastruktur jaringan
5  Orang                      80.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 24 4
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan 

Informasi
Jumlah pembinaan Menara telekomunikasi 150 Menara 85.000.000 APBD II 155  Menara                      90.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 24 5
Layanan Website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Pemerintah Daerah
Jumlah berita dan Informasi Situs Web Pemerintah Daerah 500

Berita Dan 

Informasi
511.000.000 APBD II

pelatihan operator web, 

pembuatan web skpd 
500

Berita Dan 

Informasi
                  170.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

3 Server APBD II 2  Server 

2 PC 0  PC 

80

Perangkat 

Server 

Jaringan 

Lengkap

100

Perangkat 

Server 

Jaringan 

Lengkap

2 9 24 7 Layanan akses Internet Jumlah Bandwith akses layanan internet (ISP) 300 Mbps 2.000.000.000 APBD II 300  Mbps                2.000.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase jumlah KIM, Media dan layanan Informasi 

Publik yang dikelola
4.137.000.000 APBD II 5.652.450.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 1
Pengumpulan data dan informasi kebijakan Pemerintah 

Daerah
Jumlah dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah 480 Kali 535.000.000 APBD II 480  Kali                   590.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi 5 Orang 250.000.000 APBD II 5  Orang                   275.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 3 Penyebarluasan Informasi Publik melalui media Jumlah Media Cetak, Media Publikasi Pemerintah Daerah 3

Media 

(Cetak, 

Online, 

Elektronik)

2.620.000.000 APBD II 3

Media 

(Cetak, 

Online, 

Elektronik)

               4.000.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 4
Pelayanan Informasi Publik dalam rangka pelaksanaan 

keterbuakaan informasi publik

Terlaksananya pelayanan informasi publik ( pejabat pengelolah 

informasi dan dokumentasi)
790 Informasi                         78.000.000 APBD II 790  Informasi                      82.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 5
Penyelenggaraan hubungan masyarakat , Media dan 

kemitraan komunitas
umlah pembinaan pers dan komunitas 4 Kali                       165.000.000 APBD II 4  Kali                   181.500.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 6 Produksi Konten Informasi Publik Jumlah konten informasi pemerintah daerah ( media sosial ) 3
Media 

Sosial
                        95.000.000 APBD II 3

Media 

Sosial
                  100.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 7 Pengelolaan aspirasi publik dan pengaduan online
Jumlah aspirasi publik dan Pengaduan Masyarakat yang 

ditindaklanjuti
730 Aduan                         85.000.000 APBD II 1000  Aduan                      88.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 8 Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah
Jumlah Media Komunikasi Milik Pemerintah Daerah ( video 

berita )
120

Video 

Berita
                        59.000.000 APBD II 120 Video Berita                      61.950.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 25 9
Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Informasi Masyarakat ( 

KIM)
Jumlah KIM yang dibina 2 KIM                       250.000.000 APBD II 3  KIM                   274.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 26
Program Penyelenggaraan pengamanan Informasi 

Pemerintah daerah (Program PPIPD )

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) dalam 

ruang lingkup tata kelola 
678.000.000 APBD II                   721.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 26 1 Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi 2 Kebijakan 55.000.000 APBD II 2  Kebijakan                      59.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 26 2 Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi
Jumlah sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikat 

sistem manajemen pengamanan informasi
3 Sistem 50.000.000 APBD II 3  Sistem                      50.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

Jumlah server/pc  dan perangkat keras TIK yang tersedia dan 

dipelihara
380.000.000                   380.000.000 2 9 24 6 Pengadaan dan Pemeliharaan hardware TIK  Dinas Komunikasi dan Informatika 
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2 9 26 3 Literasi keamanan informasi Pemerintah Daerah dan Publik
Indeks kesadaran keamanan informasi ( security awarennes 

index)
III Level 95.000.000 APBD II III  Level                      95.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 26 4
Pemberian tunjangan khusus pengamanan persandian dan 

tunjangan fungsional tertentu di bidang persandian

Persentase aparatur pemerintah daerah yang mendapatkan 

tunjuangan di bidang persandian sesuai peraturan Undang-

undang 

100 % 70.000.000 APBD II 100  %                      75.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 26 5 Pengembangan layanan keamanan informasi
persentase Insiden keamanan informasi yang dapat 

ditanggulangi dan dipulihkan
80 % 65.000.000 APBD II 90  %                      70.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 26 6
Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah di Bidang 

kemanan Informasi 

Jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan 

peningkatan kompetensi
3 Orang 85.000.000 APBD II Diklat Persandian 4  Orang                      88.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 26 7 Peningkatan kapasitas teknologi keamanan Informasi
Jumlah infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan / 

atau fasilitas teknologi keamanan informasi
5 Unit 67.000.000 APBD II 5  Unit                      74.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 26 8 Penyelenggaraan Jaring komunikasi sandi
persentase Keterhubungan Perangkat daerah dalam jaring 

komunikasi sandi
100 % 95.000.000 APBD II 100  %                   110.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 9 26 9 Koordinasi dalam rangka pengamanan informasi Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan 4 Kali 96.000.000 APBD II 4  Kali                   100.000.000  Dinas Komunikasi dan Informatika 

                   7.320.776.000                5.748.521.000 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi 

perkantoran
                      968.332.000                   142.052.000 

Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen bermaterai Batu Lappa        1.425  lembar                           6.425.000 APBD        1.450  lembar                        6.550.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Batu Lappa             12  Bulan                         88.080.000 APBD             12  Bulan                      88.200.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Batu Lappa             50  Bulan                         49.800.000 APBD             55  Bulan                      50.700.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah Batu Lappa             12  Unit                         10.000.000 APBD             12  Unit                      11.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinana Kendaraan Dinas 

/ Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan Batu Lappa             12  Bulan                         12.900.000 APBD             12  Bulan                      13.500.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan Batu Lappa             12  Bulan                       138.000.000 APBD             12  Bulan                   158.700.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Batu Lappa             12  Unit                         36.620.000 APBD             12  Unit                      38.426.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Batu Lappa           130  Buah                           4.007.000 APBD           135  Buah                        4.089.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Batu Lappa             25  Kali                         12.000.000 APBD             30  Kali                      14.400.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Batu Lappa             55  Kali                       176.000.000 APBD             65  Kali                   179.487.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pelayanan administrasi perkantoran Waktu pelayanan administrasi perkantoran Batu Lappa             12  Bulan                       434.500.000 APBD             12  Bulan                   477.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi 

baik
                      980.349.000                      90.524.000 

Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah dan jenis penambahan gedung kantor yang diadakan Batu Lappa               2  Unit                       250.000.000 APBD               2  Unit                   250.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang diadakan Batu Lappa               2  Unit                         60.000.000 APBD               2  Unit                      60.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Batu Lappa             19  Unit                       130.369.000 APBD             22  Unit                   132.976.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Batu lappa             32  Unit                       258.430.000  APBD             35  Unit                   263.598.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Batu Lappa             77  Unit                       100.000.000  APBD             77  Unit                   100.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Batu Lappa               1  Kantor                       100.000.000  APBD               1  Kantor                   100.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang diperoleh 

rutin/berkala
Batu Lappa             16  Unit                         81.550.000  APBD             16  Unit                      83.950.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

PENANAMAN MODAL

  || Lampiran Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021 Dan Prakiraan Maju 2022 || 47



LOKASI
 KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

SUMBER 

DANA

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF

2 3 4 6 7 8 10 11

TARGET CAPAIAN 

KINERJA

1 5 9

KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2021

C
A

T
A

T
A

N
 

P
E

N
T

IN
G PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 

JAWABTARGET CAPAIAN 

KINERJA

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase ASN, Nilai SKP Kategori Baik                       108.695.000                   108.695.000 
Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah  pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Batu lappa           100  Pasang                       108.695.000  APBD           100  Pasang                   108.695.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Program Peningkataan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Dilaksanakan Tepat Waktu 
                        52.500.000                      52.750.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
Batu Lappa               4  Laporan                         32.500.000  APBD               4  Laporan                      32.750.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Batu lappa               2  Laporan                         10.000.000  APBD               2  Laporan                      10.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Batu Lappa               1  Laporan                         10.000.000  APBD               1  Laporan                      10.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Nilai Investasi PMDN/PMA                    2.100.000.000                2.075.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyempurnaan Produk Hukum Bidang Penanaman Modal Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbub yang disusun Batu Lappa               2  Dokumen                       350.000.000  APBD               2  Dokumen                   350.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan 

Investasi PMDN/PMA
Jumlah dokumen/laporan investasi PMDN/PMA Batu Lappa               3  Laporan                       150.000.000  APBD               3  Laporan                   150.000.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman 

Modal dengan Investasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Jumlah sosialisasi investasi pemerintah dan dunia usaha Kab? Sidrap               4  Kali                       200.000.000  APBD               4  Kali                   200.000.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan 

Penanaman Modal Daerah
Jumlah dokumen/laporan evaluasi kinerja PTSP yang disusun Batu Lappa               1  Laporan                       100.000.000  APBD               1  Laporan                   100.000.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Jumlah dokumen/laporan SIPID Online dan OSS Batu Lappa               4  Laporan                       150.000.000  APBD               4  Laporan                   150.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman 

Modal
Jumlah investor yang nilai investasinya 500 juta s/d 10 Milyar Batu Lappa           160  Investor                       200.000.000  APBD           200  Investor                   225.000.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Peningkatan Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha 

Besar dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah buku dan video Profil Investasi Daerah yang dibuat Batu Lappa               1  Buku/video                       300.000.000  APBD               1  Buku/video                   300.000.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan 

Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah investor Penanaman Modal Batu Lappa                -  Investor  APBD                -  Investor 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan 

Investasi
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Perizinan Batu Lappa             10  Orang                       150.000.000  APBD             10  Orang                   150.000.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman 

Modal
Jumlah nilai investasi PMDN/PMA Batu Lappa                       100.000.000  APBD                   150.000.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti Kab? Sidrap               4  Kali                       400.000.000  APBD               3  Kali                   300.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan Iklim dan Investasi dan Realisasi 

Investasi
Jumlah investor Penanaman Modal                       850.000.000                   950.000.000 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen/laporan LKPM Batu Lappa               4  Laporan                       100.000.000  APBD               4  Laporan                   100.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Jumlah sosialisasi penerapan OSS dan LKPM Kab? Sidrap               4  Kali                       150.000.000  APBD               4  Kali                   150.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Jumlah jenis informasi Pelayanan Publik Batu Lappa               5  jenis                       250.000.000  APBD               6  jenis                   300.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Jumlah sosialisasi kebijakan Penanaman Modal yang diadakan Kab? Sidrap               4  Kali                       250.000.000  APBD               4  Kali                   250.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Jumlah investor yang terdaftar dalam sistem OSS dan LKPM Batu Lappa             40  Investor                       100.000.000  APBD             50  Investor                   150.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan indeks kepuasan masyarakat                       500.000.000                   510.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kajian/ Analisa Survey Indeks Kepuasan Masyarakat indeks kepuasan masyarakat Kab?Sidrap             85  Nilai                       150.000.000  APBD             87  Nilai                   120.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Kajian/ Analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan Jumlah dokumen kebijakan pelayanan perizinan Batu Lappa               6  Dokumen                       100.000.000  APBD               6  Dokumen                   120.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

    157.127.306.000,00           157.227.306.000 
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Sosialisasi Pelayanan Perizinan Jumlah sosialisasi pelayanan perizinan Batu Lappa               1  Kali                       150.000.000  APBD               1  Kali                   150.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah dokumen/laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Batu Lappa             12  Laporan                       100.000.000  APBD             12  Laporan                   120.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan dan Pengembangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Persentase Izin yang diterbitkan                    1.760.900.000                1.819.500.000 

Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa pelayanan perizinan Batu Lappa        6.000  Izin                       350.900.000  APBD        6.500  Izin                   386.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan Batu Lappa             25  Orang                       230.000.000  APBD             25  Orang                   230.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengolahan Data Pelayanan Perizinan Jumlah pengolahan data perizinan yang berbasis teknologi Batu Lappa        6.000  Izin                       460.000.000  APBD        6.500  Izin                   483.500.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengembangan Website SI-IDA Online Jumlah fitur pengembangan website SI-DA Online Batu Lappa               1  Fitur                       110.000.000  APBD               1  Fitur                   110.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Penambahan Aplikasi Perizinan Jumlah aplikasi perizinan Batu Lappa               2  Aplikasi                         60.000.000  APBD               3  Aplikasi                      60.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

Pengadaan Mobil Layanan Perizinan Jumlah mobil operasional layanan yang disediakan Batu Lappa               1  Unit                       550.000.000  APBD               1  Unit                   550.000.000 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

                 22.390.315.000              17.872.600.000 

Program Pelayanan  Administrasi Perkantoran
Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi 

perkantoran
100 %                       983.500.000 APBD                1.056.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Penyediaan  jasa surat menyurat Jumlah Dokumen bermaterai Kab. Sidrap Dokumen                           5.000.000 APBD Dokumen                        5.500.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Penyediaan  jasa komunikasi,  sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber air dan listrik Kab. Sidrap 12 Bulan                         60.000.000 APBD 12 Bulan                      65.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Penyediaan  jasa peralatan  dan perlengkapan  kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kab. Sidrap 30 Unit                           7.000.000 APBD 30 Unit                        7.500.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Penyediaan  jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya Jasa Asuransi kendaraan dinas roda empat Kab. Sidrap 1 Unit                           5.000.000 APBD 1 Unit                        5.500.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Penyediaan  jasa pemeliharaan  dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ 

Operasional
Kab. Sidrap 14 Unit                           3.500.000 APBD 14 Unit                        4.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Penyediaan  jasa administrasi  keuangan Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Kab. Sidrap 12 Bulan                       200.000.000 APBD 12 Bulan                   250.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Penyediaan  jasa kebersihan  kantor Tersedianya Jasa kebersihan kantor Kab. Sidrap 12 Bulan                         28.000.000 APBD 12 Bulan                      28.500.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Rapat-rapat  koordinasi  dan konsultasi  ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 25 kali                       310.000.000 APBD 30 kali                   315.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Rapat-rapat  Koordinasi  dan Konsultasi  Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab. Sidrap 12 Kali                         10.000.000 APBD

Melihat kondisi anggaran 

2020, banyak kegiatan yang 

tidak dapat dilaksanakan 

dengan kurangnya anggaran

12 Kali                      15.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Pelayanan  Administrasi  Perkantoran Terlaksananya administrasi perkantoran Kab. Sidrap 12 Bulan                       355.000.000 APBD 12 Bulan                   360.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100 %                       764.700.000 APBD 100 %                   194.600.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Pengadaan  perlengkapan  gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Sidrap 3 Unit                       127.600.000 APBD 3 Unit                      12.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Pengadaan  peralatan  gedung kantor Pengadaan Peralatan Kantor Kab. Sidrap 5 Unit                       208.500.000 APBD 5 Unit                      60.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Pengadaan  mebeleur Jumlah dan jenis meubeleur yang diadakan Kab. Sidrap 5 Unit                       115.600.000 APBD 2 Unit                        7.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Pemeliharaan  rutin/berkala  gedung kantor Terawatnya gedung kantor Kab. Sidrap 12 Bulan                       200.000.000 APBD 12 Bulan                        1.100.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Pemeliharaan  rutin/berkala  kendaraan  dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kab. Sidrap 13 Unit                       110.000.000 APBD 13 Unit                   111.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

KEPEMUDAAN, OLAHRAGA 
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Pemeliharaan  rutin/berkala  mebeleur Terpeliharanya meubeleur Kab. Sidrap 9 Unit                           3.000.000 APBD Unit                        3.500.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Dokumen                           6.000.000 APBD

Tahun sebelumnya tidak 

dianggarkan
5 Dokumen                        7.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD
5  Laporan                           6.000.000 APBD 5 Laporan                        7.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang 

memadai
78 %                  12.842.000.000 APBD 81                9.000.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Peningkatan  pembangunan sarana dan prasarana  

olah raga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ditingkatkan Kab. Sidrap 9 sarana                  12.387.000.000 APBD 10                8.750.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Pemeliharaan  rutin/berkala  sarana dan prasarana  

olahraga
Jumlah sarana Olahraga yang dipelihara Kab. Sidrap 2 sarana                       455.000.000 APBD 2                   250.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase Cakupan pembinaan Olahraga 85 %                    2.534.260.000 APBD 90                3.300.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah peserta Olahraga rekreasi Kab. Sidrap 3000 orang                       286.460.000 APBD 3                   425.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah kejuaraan Olahraga Kab. Sidrap 40 kejuaraan                    1.870.000.000 APBD 40                1.600.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata
Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Insan olahraga yang 

berdedikasi dan berprestasi
Jumlah pelaku Olahraga yang diberi penghargaan Kab. Sidrap 15 orang                       105.000.000 APBD 15                   300.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Peningkatan Jumlah kualitas, serta kompetensi 

pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
Jumlah pelatih dan wasit yang berlisensi Kab. Sidrap 10 orang                       105.000.000 APBD 10                   300.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan peningkatan Manajemen Organisasi Tk perkumpulan 

dan Tk Daerah

Jumlah pengurus organisasi yang diberi pembinaan 

manajemen
Kab. Sidrap 60 orang                         62.800.000 APBD 60                   275.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat Jumlah atlit berbakat yang dibina Kab. Sidrap 100 orang                       105.000.000 APBD 100                   400.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase Organisasi pemuda yang aktif 83 %                    4.359.855.000 APBD 93,33                3.315.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi yang dibina Kab. Sidrap 25 organisasi                    2.654.950.000 APBD 30                1.590.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan PASKIBRAKA dan 

LDK
Kab. Sidrap 280 orang                       854.805.000 APBD 280                   750.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba 

dikalangan generasi muda
Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan Kab. Sidrap 480 orang                       500.100.000 APBD 480                   550.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan pembinaan Pemuda Pelopor keamanan lingkungan
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemuda pelopor Tk. 

Kab Sidrap
Kab. Sidrap 110 orang                       150.000.000 APBD 110                   175.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan bakti pemuda antar pemuda dan jambore pemuda
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pertukaran pemuda dan 

jambore pemuda
110 orang                       200.000.000 APBD 110                   250.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Program peningkatan upaya penumbuhan 

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Persentase wirausaha muda 0,84 %                       900.000.000 APBD 1,26                1.000.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan Kab. Sidrap 480 orang                       650.000.000 APBD 480                   725.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Pelatihan keterampilkan bagi pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan keterampilan Kab. Sidrap 120 orang                       250.000.000 APBD 120                   275.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

PARIWISATA                    4.012.035.000                3.950.000.000 

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase PAD sektor Pariwisata 40 %                    2.837.000.000 APBD 50 %                2.750.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Objek wisata yang dipelihara (water boom Mario) Kab. Sidrap 4 obyek                       150.000.000 APBD 3                   250.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Objek wisata yang dikembangkan Kab. Sidrap 3 obyek                    2.687.000.000 APBD 2                2.500.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Jumlah kelompok pelaku usaha wisata yang terbentuk 11 Kelompok                       652.560.000 APBD 18                   450.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang 

Pariwisata

Jumlah pelaku usaha wisata yang mengikuti 

sosialisasi/pelatihan
Kab. Sidrap 100 orang                       452.560.000 APBD 100                   200.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata
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Kegiatan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam 

pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah kelompok pelaku usaha wisata yang dibina Kab. Sidrap 6 kelompok                       200.000.000 APBD 7                   250.000.000 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran  Pariwisata Jumlah kunjungan wisata 750 orang                       522.475.000 APBD

Kondisi sekarang sarana 

dan minat wisata masih 

rendah

800                   750.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Jumlah Pameran yang diikuti (daerah dan Nasional) Kab. Sidrap 3 pameran                       322.475.000 APBD 3                   350.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Festival Danau Sidenreng Kab. Sidrap 1 festival                       125.000.000 APBD 1                   200.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

Kegiatan Pemilihan Duta wisata Jumlah Duta Wisata yang terpilih Kab. Sidrap 2 orang                         75.000.000 APBD 1                   200.000.000 
Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata

                   7.749.600.000                4.131.100.000 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persen 100                       630.100.000 100                   623.100.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai 200 Lembar                           1.100.000 200 Lembar                        1.100.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik
12 Bulan                         55.000.000 12 Bulan                      60.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah 12 bulan                         15.000.000 12 bulan                      15.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/ Operasional

Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang

disediakan jasa Pemeliharaan dan Perizinan
10 Unit                         10.000.000 10 Unit                      10.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan                         60.000.000 12 Bulan                      60.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan                         23.000.000 12 Bulan                      23.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yg disediakan
0 Buah  - - Buah  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

yg disediakan
5 Eks                           6.000.000 5 Eks                        6.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 25 Kali                       170.000.000 25 Kali                   170.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12 Kali                         20.000.000 12 Kali                        3.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan                       270.000.000 12 Bulan                   275.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %                    2.410.500.000 100 %                   413.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yg di Bangun 1 Unit                    2.000.000.000 - Unit  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yg diadakan 0 Unit  - 1 Unit                   300.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yg diadakan 3 Unit                       150.000.000 - Unit  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yg diadakan 2 Unit                         20.000.000 - Unit  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengadaan Mebelur Jumlah dan Jenis Mebelur yg diadakan 3 Unit                       100.000.000 - Unit  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yg di Pelihara Rutin/Berkala 1 Unit                         50.000.000 1 Unit                      20.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah dan Jenis Kendaraan yg dipelihara Rutin/Berkala 10 Unit                         78.000.000 10 Unit                      80.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yg di Pelihara

Rutin/Berkala
15 Unit                           5.000.000 15 Unit                        5.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yg di Pelihara

Rutin/Berkala
12 Unit                           7.500.000 12 Unit                        8.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan
100 %                         19.000.000 100 %                      20.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD
4 Dokumen                         19.000.000 4 Dokumen                      20.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan
1.      Persentase Peningkatan Pemustaka 50 %                    1.620.000.000 55 %                1.390.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.      Jumlah peserta wisata baca 100 Orang 150 Orang

2.     Jumlah peserta bimbingan pemustaka 0 Orang 50 OrangPemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk 

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kegiatan Pelaksanaan  Promosi Pariwisata  Nusantara  di 

Dalam dan di Luar Negeri

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                      100.000.000                   150.000.000 
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3.     Jumlah pemustaka pelayanan mobil perpustakaan keliling 8 Orang 10 Orang

Pengembangan Minat dan Budaya Baca 1.      Jumlah peserta lomba peningkatan minat baca 110 Orang                         60.000.000 110 Orang                      70.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.      Jumlah Perpustakaan yg dibina 30 Unit 30 Unit

2.     Pendataan Perpustakaan 0

3.     Jumlah SDM Perpustakaan yg mengikuti Peningkatan

Kompetensi
0

1.      Jumlah Peserta Sosialisasi Gerakan Gemar Membaca 1,5 Orang 1,4 Orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.     Jumlah Cetakan Publikasi mint baca 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengelolaan Website Dinas Perpustakaan
1.      Jumlah data mutakhir informasi koleksi, budaya karya

sidrap
1 Entri                       150.000.000 2 Entri                   250.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling 1.      Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yg diadakan 1 Eks                       100.000.000 500 Eks                      50.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.      Jumlah Pengelola Perpustakaan yg dibina 0 Org  - - Org  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.      Jumlah Laporan Hasil Monev 12 Dokumen                         30.000.000 12 Dokumen                      35.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengadaan Aplikasi e-library 1.      Jumlah aplikasi e-library yg diadakan 1 Aplikasi                       250.000.000 - Aplikasi  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan 

Pelestarian Bahan Pustaka

1.      Persentase Koleksi Buku yg tersedia di

Perpustakaan
Persen 60                    1.940.000.000 70                1.285.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat 

Baca di Daerah

1.      Jumlah Bahan Pustaka yg diserahkan ke perpustakaan 

khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, 

TBM dan penggiat literasi

10 Eks                       700.000.000 5 Eks                   670.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 1.      Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Umum Daerah 2 Eks                       400.000.000 1 Eks                   200.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penerbitan Buku Biografi Tokoh Kab. Sidrap 1.      Jumlah Judul Biografi yg diterbitkan 2 Judul                         50.000.000 - Judul  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyusunan Klipping Surat Kabar 1.      Jumlah Surat Kabar yg di Klipping 4 Eks                         20.000.000 6 Eks                      30.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pelestarian Bahan Pustaka 1.      Jumlah Bahan Pustaka yg di lestarikan 80 Eks                         50.000.000 100 Eks                      35.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Bahan Pustakaan Umum Kecamatan 1.      Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kecamatan 1,5 Eks                       300.000.000 500 Eks                   100.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Bahan Pustakaan Umum Desa/Kelurahan 1.      Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kecamatan 1,5 Eks                       300.000.000 500 Eks                   100.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengolahan dan Pengembagan Bahan Pustaka 1.      Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yg di olah 5 Eks                         40.000.000 2 Eks                      30.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bimbingan Teknis Pengolahan Bahan Pustaka 1.      Jumlah Peserta Bimtek Pengolahan Bahan Pustaka 100 Org                       100.000.000 100 Org                   120.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan
Persentase Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi

Kearsipan
60 %                       450.000.000 80 %                      60.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan 1.      Jumlah Data Base Informasi Kearsipan yg di adakan 1 Unit                       100.000.000 - Unit  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kajian Sistem Adminstrasi Kearsipan 1.      Jumlah Perda dan Perbup tentang kearsipan 1
Produk 

hukum
                      150.000.000 -

Produk 

hukum
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bimbingan Teknis Pengolahan Arsip Dinamis 1.      Jumlah Peserta Bimtek Pengolahan Arsip Dinamis 100 Orang                       150.000.000 - Orang  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah/Swasta 
1.      Jumlah Instansi Pemerintah/Swasta Yang dibina 50 Orang                         50.000.000 50 Orang                      60.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip 

Daerah 

Persentase Volume Arsip/Dokumen Daerah Yang

Diselamatkan dan Dilestarikan 
Persen 60                       230.000.000 70                      65.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 
1.      Jumlah dan Jenis Pengadaan Saranan Pengolahan dan

Penyimpanan Arsip 
3 Unit                       150.000.000 - Unit  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Jumlah Dokumen/Arsip yang Didata dan Ditata 200 Box                         45.000.000 300 Box                      65.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Akuisisi Arsip Statis dan Dinamis Lingkup Instansi Pemerintah 

dan Swasta 
Jumlah Arsip Statis Yang di Akuisisi 100 Box                         35.000.000 - Box  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkalah Sarana dan 

Prasarana Kearsipan 

Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan Dalam

Kondisi Baik 
70 %                         80.000.000 80 %                      35.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemeliharaan Rutin/Berkalah Sarana Pengolahan dan 

Penyimpanan Arsip 

1.       Jumlah Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Yang dipelihara 
4 Unit                         20.000.000 - Unit  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk 

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

                  135.000.000 

Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca                       800.000.000                   700.000.000 

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perputakaan Umum, 

Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan 

Perpustakaan Masyarkat

                      130.000.000 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

                      100.000.000                   150.000.000 
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Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 1.      Jumlah Arsip Daerah Yang Dipelihara 20 Box                         30.000.000 - Box  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data 1.       Jumlah Laporan Hasil Monev 12 Dok                         30.000.000 12 Dok                      35.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola

Kearsipan 
70 %                       370.000.000 80 %                   240.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip 1.        Jumlah Naskah Sumber Arsip Yang diterbitkan - Judul  - - Judul  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan Sarana Layana Informasi Kearsipan 
1.        Jumlah Sarana Layanan Informasi Kearsipan Yang

Diadakan 
1 Unit                       150.000.000 - Unit  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi 

Pemerintah/Swasta 
1.        Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan 400 Orang                       220.000.000 400 Orang                   240.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

                 13.881.571.000              10.053.036.000 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                    2.462.490.000 DAU 100 %                4.932.480.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng        1.000 Lembar                           5.100.000 DAU        1.000 Lembar                2.472.490.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu  Penyediaan  Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       170.040.000 DAU 12 Bulan                        5.100.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Pangkajene Sidenreng 8 Unit                         40.200.000 DAU 8 Unit                   170.040.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang 

disediakan jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Pangkajene Sidenreng 8 Unit                       130.000.000 DAU 8 Unit                      40.200.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       795.000.000 DAU 12 Bulan                   130.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         42.000.000 DAU 12 Bulan                   805.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki Pangkajene Sidenreng 23 Unit                         16.000.000 DAU 23 Unit                      42.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor

Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Pangkajene Sidenreng 30 Buah                           1.650.000 DAU 30 Buah                      16.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pangkajene Sidenreng 218 Kali                       450.000.000 DAU 218 Kali                        1.650.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Waktu Penyediaan administrasi jasa perkantoran Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       800.000.000 DAU 12 Bulan                   450.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam 

Daerah
Pangkajene Sidenreng 100 Kali                         12.500.000 DAU 100 Kali                   800.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur (%) Pangkajene Sidenreng 100 %                       255.000.000 DAU 100 %                      12.500.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun Pangkajene Sidenreng 0 Unit                                         -   DAU 0 Unit                   255.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 3 Unit                         17.000.000 DAU 0 Unit                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 8 Unit                         60.000.000 DAU 3 Unit                      17.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengadaan mebeleur Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan Pangkajene Sidenreng 0 Unit                                         -   DAU 8 Unit                      60.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/ berkala Pangkajene Sidenreng 5 Unit                       110.000.000 DAU 0 Unit                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang 

dipelihara rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 8 Unit                         60.000.000 DAU 5 Unit                   110.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung  kantor yang 

dipelihara rutin/ berkala
Pangkajene Sidenreng 22 Unit                           8.000.000 DAU 8 Unit                      60.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan Keuangan
Pangkajene Sidenreng 100 %                         60.000.000 DAU 22 %                        8.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Pangkajene Sidenreng 1 Laporan                           3.000.000 DAU 7 Laporan                      59.000.000 

Program  Pengembangan  Budidaya Perikanan Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Pangkajene Sidenreng 0 Ton                                         -   DAU 0 Ton                        3.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Pendukung Operasional BBI Pangkajene Sidenreng 0 BBI                                         -   DAU 0 BBI                                      -   

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Pangkajene Sidenreng 0 KLP                                         -   DAU/DAK 0 KLP                                      -   

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tersedianya Sarana dan Prasarana BBI Pangkajene Sidenreng 0 BBI                                         -   DAK 0 BBI                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Program  Pengembangan  Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pangkajene Sidenreng 0 Ton                                         -   DAU 0 Ton                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pangkajene Sidenreng 0 Ton                                         -   DAU 0 Ton                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air 

Payau dan Air Tawar
Jumlah Ikan Yang Ditebar (Ekor) Pangkajene Sidenreng 0                                         -   DAU 0 0                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Jumlah Benih Ikan yang Ditebar Pangkajene Sidenreng 0                                         -   DAU 0 0                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Dinas Peternakan Dan Perikanan

Dinas Peternakan Dan Perikanan

                        57.000.000 DAU 100 %                      62.000.000 
Penyusunan  laporan  capaian  kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD
Pangkajene Sidenreng 7 Laporan

KELAUTAN DAN PERIKANAN
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JAWABTARGET CAPAIAN 

KINERJA

Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Pangkajene Sidenreng 611 Ton                    5.794.500.000 DAU 642 Ton                                      -   

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pangkajene Sidenreng 2936 Ton DAU 3083 Ton                                      -   

Jumlah pakan 1558 kg DAU 1969 kg

Jumlah tenaga kerja non PNS 27 orang 27 orang

Pendampingan  pada  Kelompok  Tani Pembudidaya Ikan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Pangkajene Sidenreng 33 KLP                       676.500.000 DAU 33 KLP                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Jumlah BBI Lokasi Penyediaan Sarana / Prasarana 

Pembenihan
Pangkajene Sidenreng 4 BBI                    2.025.000.000 DAU 4 BBI                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Jumah Demplot (Kolam Percontohan) Pangkajene Sidenreng 11 DAU 11 0                5.248.811.600 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pangkajene Sidenreng 2936 Ton                       277.000.000 DAU 3083 Ton Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pembangunan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan 

Tangkap
Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pangkajene Sidenreng 775                       750.000.000 DAU 775 0 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Ikan Pangkajene Sidenreng 1 PKT                       220.000.000 DAU 1 PKT                1.350.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan Pangkajene Sidenreng 1 DAU 1 0                2.560.311.600 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Jumlah Benih Ikan yang Ditebar Pangkajene Sidenreng 1 jt ekor                       500.000.000 DAU 450 ekor                   630.500.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana TPI Jumlah TPI yang Dibangun/Direhab Pangkajene Sidenreng 3                       600.000.000 DAU 3 0                   150.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Pangkajene Sidenreng 5 Klp Kelompok                       277.000.000 DAU 5 Kelompok                      12.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Ternak

Terkendalinya Penyakit Menular Ternak 0,4 - 0,6 % Untuk 

Mendukung Pengembangan Populasi Ternak (Dosis)
Pangkajene Sidenreng 0 Bulan                                         -   DAU 0 Bulan                   280.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular 

Ternak
jumlah dosis vaksinasi Massal Pangkajene Sidenreng 0 Bln Bulan                                         -   DAU 0 Bulan                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Jumlah Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Pangkajene Sidenreng 0 pkt Paket                                         -   DAU 0 Paket                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Ekor Hasil IB Pangkajene Sidenreng 0                                         -   DAU 0                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Ekor Sapi Pangkajene Sidenreng 0 DAU 0 0                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Ekor Kambing Pangkajene Sidenreng 0 DAU 0 0 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Ekor Ayam Buras Pangkajene Sidenreng 0 DAU 0 0 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pembibitan dan perawatan ternak
Jumlah Kecamatan Lokasi Pelayanan Inseminasi Buatan yang 

Efektif dan Efisien dalam mendukung UPSUS SIWAB
Pangkajene Sidenreng 0 Kecamatan                                         -   DAU 0 Kecamatan Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengembangan agribisnis peternakan Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Pangkajene Sidenreng 0 Paket                                         -   DAU 0 Paket                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 

Peternakan

Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Produksi Peternakan 

(Kelompok)
Pangkajene Sidenreng 0 Kelompok                                         -   DAU 0 Kelompok                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi 

Peternakan

Waktu Penyediaan Laporan Informasi Harga Pasar Produksi 

Peternakan
Pangkajene Sidenreng 0 Bulan                                         -   DAU 0 Bulan                                      -   Dinas Peternakan Dan Perikanan

Jumlah Ternak Sapi (Ekor) Pangkajene Sidenreng 44,801 Ekor      48.161 Ekor

Jumlah Ternak Kambing Pangkajene Sidenreng 7,262 Ekor        7.625 Ekor

Jumlah Ternak Ayam Buras Pangkajene Sidenreng 831,906 Ekor   898.489 Ekor

Pembibitan dan Perawatan Ternak
Jumlah Kecamatan Lokasi Pelayanan Inseminasi Buatan yang 

Efektif dan Efisien dalam mendukung UPSUS SIWAB
Pangkajene Sidenreng 11 Kecamatan                       541.225.000 DAU 11 Kecamatan                1.350.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengembangan Agribisnis Peternakan Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Pangkajene Sidenreng 110 Paket                    2.327.556.000 DAU 110 Paket                1.350.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular 

Ternak
jumlah dosis vaksinasi Massal Pangkajene Sidenreng 1.021.000 Dosis                    1.855.800.000 DAU 16,9 Dosis                2.560.311.600 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Produk Hasil 

Peternakan
Pangkajene Sidenreng 3 Kelompok                       150.000.000 DAU 3 Kelompok                   630.500.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi 

Peternakan

Waktu Penyediaan Laporan Informasi Harga Pasar Produksi 

Peternakan
Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         12.000.000 DAU 12 Bulan                   150.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi 

Peternakan
jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Pangkajene Sidenreng 3 Kali                         50.000.000 DAU 3 Kali                      12.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan (Unit) Pangkajene Sidenreng 15 Uni                       278.000.000 DAU 15 Uni                                     50 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Pangkajene Sidenreng                       469.000.000 

Program Peningkatan Produksi Peternakan

                  550.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Dinas Peternakan Dan Perikanan

               4.721.056.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan                   5.309.581.000 DAU

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Hasil Peternakan 

Program Peningkatan Produksi Perikanan

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Pengawasan     Sumber     Daya     Ikan Perairan Umum 

Daratan
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KINERJA

Pelatihan Mengenai Teknologi Peternakan Ayam Petelur 

Kepada Kelompok Ternak (KPPN)
Pangkajene Sidenreng 0 Paket                             -    DAU 1 Paket                   400.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

Peningkatan Kapasitas Penyuluh Peternakan Meningkatnya kualitas penyuluh Peternakan Pangkajene Sidenreng 39 Orang                         95.000.000 DAU 41 Orang                              -    Dinas Peternakan Dan Perikanan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 
Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan 

(Unit)
Pangkajene Sidenreng 0 Unit                             -    DAU 0 Unit                      96.000.000 Dinas Peternakan Dan Perikanan

pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Hasil Peternakan jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan (Unit) Pangkajene Sidenreng 0 Unit                             -    DAU 0 Unit                              -    Dinas Peternakan Dan Perikanan

                 33.439.112.000              21.225.749.000 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran                    1.159.270.000                1.219.270.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen bermaterai dan buku cek Pangkajene Sidenreng 200 Lbr                           3.500.000 APBD II
210 

lembar
                       3.500.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         92.000.000 APBD II 12 Bulan                      92.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pangkajene Sidenreng 32 Unit                           8.150.000 APBD II 32 Unit                        8.150.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah kendaraan yang diasuransikan Pangkajene Sidenreng 4 Unit                         20.000.000 APBD II 4 Unit                      20.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangkajene Sidenreng 17 Unit                         11.300.000 APBD II 17 Unit                      11.300.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honir Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       126.820.000 APBD II 12 Bulan                   126.820.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Pangkajene Sidenreng 175 Buah                         23.500.000 APBD II 175 Buah                      23.500.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Jumlah  peralatan kerja yang diperbaiki Pangkajene Sidenreng 28 Unit                         15.000.000 APBD II 28 Unit                      15.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 
Pangkajene Sidenreng 40 Item                           2.500.000 APBD II 40 Item                        2.500.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan
terbayarnya tagihan surat kabar Pangkajene Sidenreng 200 Eks                           6.500.000 APBD II 200 Eks                        6.500.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

yang terpenuhi

Luar Kabupaten dan 

Luar Provinsi
55 Kali                       350.000.000 APBD II 60 kali                   400.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 

yang terpenuhi
Dalam Kab. Sidrap 55 Kali                         25.000.000 APBD II 55 Kali                      30.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terbayarnya honor PNS dan tersedianya ATK, blj cetak, jasa 

pihak ketiga, foto copy dan bayar makan minum harian, rapat 

dan tamu

Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       475.000.000  APBD II  12 Bulan                   480.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                       252.560.000                   249.060.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pangkajene Sidenreng 10 Unit                         41.560.000 APBD II 10 Unit                      41.560.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan  gedung kantor Pangkajene Sidenreng 12 Item                       100.000.000 APBD II 12 Item                   100.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Pangkajene Sidenreng 1 Unit                         15.000.000 APBD II 1 Unit                      25.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala Pangkajene Sidenreng 1 Unit                         45.000.000 APBD II 1 Unit                      45.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 23 Unit                         35.000.000 APBD II 23  Unit                      35.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Pangkajene Sidenreng 24 Unit                         13.500.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara Pangkajene Sidenreng 25 Unit                           2.500.000 APBD II  25 Unit                         2.500.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan aparatur yang memiliki pakaian dinas dan 

olahraga yang seragam
                        60.000.000                      60.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas & kelengkapannya yang seragam Pangkajene Sidenreng 66 Orang                         30.000.000 APBD II 66 Orang                      30.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pengadaan pakaian olahraga Tersedianya pakaian olahraga yang seragam Pangkajene Sidenreng 66 Orang                         30.000.000 APBD II 66 Orang                      30.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Program Peningkatan Pengembangan  Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
                        40.419.000                      40.419.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
Pangkajene Sidenreng 6 doc                         16.785.000 APBD II 6 doc                      16.785.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Pangkajene Sidenreng 2 lap.                           6.924.000 APBD II 2 lap.                        6.924.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Pangkajene Sidenreng 4 lap                         13.161.000 APBD II 4 lap                      13.161.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Pangkajene Sidenreng 1 lap                           3.549.000 APBD II  1 lap                        3.549.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Hasil Peternakan 

PERDAGANGAN
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Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Prosentase Cakupan Pembinaan Kelompok & Pelaku 

Industri
                 11.918.500.000                2.762.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM 11 kecamatan 11 kec 10x3 APBD II Kab. Sidrap 25 ikm

Penyusunan road map pengembangan sentra IKM 

pengolahan mete
Kab. Sidrap

Penyusunan road map pengembangan sentra IKM logam Kab. Sidrap

Penyusunan road map pembangunan industri unggulan Kab. Sidrap

Sosialisasi HAKI dan sertifikat halal

Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM Kab. Sidrap 25 IKM                         50.000.000 APBD II Kab. Sidrap 25 IKM                      12.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pelatihan keterampilan & teknologi industri kecil kerajinan Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing Kab. Sidrap

3 klp 

pengrajin 

(3 klp x 25 

org)

                      155.000.000 APBD II Kab. Sidrap

3 klp 

pengrajin 

(3 klp x 25 

org)

                  100.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses 

pemangku kepentingan
Kab. Sidrap 1 lap APBD II Kab. Sidrap 1 lap

Updating database industri Kabupetan Sidrap Kab. Sidrap 1 Dok

Pembuatan android marketplace Industri Kab. Sidrap 1 Aplikasi

Operasional dan pemeliharaan aplikasi

Pelaksanaan industri kecil dan menengah terhadap 

pemanfaatan sumber daya

Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk 

pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda 

award

Kab. Sidrap

3 x 

pameran, 

pemb. 

IKM 5 x

                      300.000.000 APBD II Kab. Sidrap

3 x 

pameran, 

pemb. 

IKM 6 x

                  350.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Terlaksananya pelatihan teknologi industri Kab. Sidrap
11 kali x 

30 org
APBD II Kab. Sidrap             25 Orang

Pelatihan barista Kab. Sidrap 25 IKM

Pelatihan pembuatan gula semut Kab. Sidrap 25 IKM

Pelatihan mesin produksi cokelat mete Kab. Sidrap

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
Tersedianya penyediaan sarana maupun prasarana klaster 

industri
Kab. Sidrap 55 klp IKM                    3.948.500.000 APBD II Kab. Sidrap 60 klp IKM                   800.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Terlaksananya pembangunan sentra IKM Kab. Sidrap 1 unit APBD II Kab. Sidrap 1 Paket                1.000.000.000 

Pra design pembangunan/ revitalisasi sentra IKM Kab. Sidrap 1 Paket

Perencanaan DED pembangunan/ revitalisasi sentra IKM Kab. Sidrap 1 Paket

Pematangan lahan

Tersedianya peralatan sentra IKM Kab. Sidrap 1 paket Paket  APBD II Kab. Sidrap               5 Paket                   350.000.000 

Pengadaan peralatan/ mesin gula semut Kab. Sidrap 3 Paket

Pengadaan peralatan/ mesin pengolahan mete dan cokelat Kab. Sidrap 3 Paket

Pengadaan alat cetak kemasan

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam 

Negeri
Meningkatnya Efesiensi Perdagangan dalam Negeri                                           -                                        -  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pembangunan pasar Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/ refresentatif 0 0                                           - 0 0 0                                      -    Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana 

Perdagangan

Prosentase perbaikan/ penyediaan sarana distribusi 

perdagangan
                 16.310.273.000              14.000.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pasar Rakyat yang dibangun dan direvitalisasi Kab. Sidrap 4 unit DAK Kab. Sidrap 4 unit              14.000.000.000 

Pembangunan Pasar Oleh-Oleh Tahap II Kec. Wattang Pulu 1 unit

Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung SRG yang Baik Kab. Sidrap 1 unit

Program pengembangan perdagangan dalam negeri
Prosentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ 

usaha informal
                   1.940.000.000                1.380.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pengawasan perijinan dan pembinaan pelaku usaha cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal Kab. Sidrap 81.14                       100.000.000 APBD II Kab. Sidrap 100                   100.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pengawasan peredaran barang dan jasa
Cakupan intesitas pengawasan peredaran barang dan jasa 

perdagangan
Kab. Sidrap 4 kl                         60.000.000 APBD II Kab. Sidrap 4 kl                      50.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

1 doc

Pembinaan dan pengembangan IKM

Penyediaan peralatan sentra IKM                    3.700.000.000 

Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat                  16.310.273.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

 Dinas Perdagangan dan Perindustrian                      50.000.000 

 Dinas Perdagangan dan Perindustrian                      35.000.000 

                     65.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

1 doc

1 doc

                      375.000.000 

Penyediaan sarana informasi IKM                       295.000.000 

Pembinaan kemampuan teknologi industri                       395.000.000 

Pembangunan/ Revitalisasi sentra IKM                    2.700.000.000 
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Penataan/ fasilitasi tempat usaha infromal (PKL dan asongan) Cakupan bantuan sarana usaha perdagangan Kab. Sidrap 100 klp                       500.000.000 APBD II Kab. Sidrap 100 klp                   500.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok Laporan perkembangan harga kebutuhan pokok Kab. Sidrap
11 

kec./pasar
                        50.000.000 APBD II Kab. Sidrap

11 

kec./pasar
                     50.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Operasi harga pasar Cakupan pelaksanaan operasi pasar ditingkat desa/ kelurahan Kab. Sidrap 1 kl                       500.000.000 APBD II Kab. Sidrap 1 kl                   500.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyebaran informasi produk unggulan daerah Cakupan intesitas promosi produk unggulan melalui IT Kab. Sidrap 52 kl                         30.000.000 APBD II Kab. Sidrap 52 kl                      30.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pameran/ expo produk unggulan daerah Jumlah pelaksanaan pameran/ expo Kab. Sidrap 2 kl                       100.000.000 APBD II Kab. Sidrap 2 kl                   100.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Hardware dan software informasi usaha perdagangan Kab. Sidrap 2 unit APBD II Kab. Sidrap 2 unit                      50.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Tersedianya Master Plan Pembangunan Pasar Kab. Sidrap 11 Pasar

Program Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang Alat UTTP Prosentase tertib niaga                    1.507.000.000                1.315.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pendataan potensi alat UTTP Terdata semua potensi aat UTTP Kab. Sidrap 6 lap                         50.000.000 APBD II Kab. Sidrap 6 lap                      50.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pelayanan tera/ tera ulang alat UTTP
Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar 

ukuran
Kab. Sidrap

4.210 Alat 

UTTP
                      445.000.000 APBD II Kab. Sidrap

4.720 Alat 

UTTP
                  460.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pengelolaan cap tanda rera
Terfasilitasinya pegawai berhak dalam melaksanakan 

pelayanan tera/ tera ulang
Kab. Sidrap 4 set                                           - APBD II Kab. Sidrap 5 set                      80.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Inventarisasi sarana dan prasarana metrologi
Terkontrolnya inventarisasi sarana dan prasarana 

kemetrologian
Kab. Sidrap 464 unit                         97.000.000 APBD II Kab. Sidrap 564 unit                   110.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pengadaan sarana dan prasarana metrologi
Terlaksananya pengadaan gudang/lab. Kendaraan alat standar 

ukuran & kelengkapannya
Kab. Sidrap 621 unit                       765.000.000 DAK Kab. Sidrap 520 unit                   315.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Pembentukan pasar tertib ukur/ daerah tertib ukur PTU/DTU Terwujudnya pasar tertib ukur/ daerah tertib ukur (PTU/DTU) Kab. Sidrap Pasar                       100.000.000 APBD II Kab. Sidrap Pasar                   100.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penyusunan renccana Perda Retribusi Tera/Tera Ulang Terlaksananya revisi perda                                           - APBD II Kab. Sidrap 1 Revisi                   150.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Peningkatan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Terawasinya peredaran barang dan jasa Kab. Sidrap 12 lap.                         50.000.000 APBD II Kab. Sidrap 12 lap.                      50.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

PAD tera/ tera ulang Tercapainya target PAD Kab. Sidrap 70 Juta                                           - APBD II Kab. Sidrap 80 Juta  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Program Pengembangan Unit Metrologi Legal
Prensentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Kemetrologian
                      251.090.000                   200.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang 

kemetrologian

Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha/ pemilik UTTP 

tentang peraturan kemetrologian
Kab. Sidrap 200 org                       100.000.000 APBD II Kab. Sidrap 200 org                   100.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Penegmbangan kapasitas sumber daya manusia 

kemetrologian
Terampilnya SDM dalam pelayan tera/ tera ulang Kab. Sidrap 3 org                       151.090.000 APBD II Kab. Sidrap 3 org                   100.000.000  Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN                    1.586.725.000                1.228.275.000 

4 1 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                       445.900.000 DAU 100 %                   456.400.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng 500 lembar                           2.400.000 DAU 500 lembar                        2.400.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor yang tersedia Pangkajene Sidenreng 12 unit                           2.000.000 DAU 12 bulan                        3.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           5.000.000 DAU 12 bulan                        4.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional  yang terbayarakan Pangkajene Sidenreng 5 unit                           1.500.000 DAU 5 unit                        2.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan keuangan Pangkajene Sidenreng 12 bulan                         35.000.000 DAU 12 bulan                      35.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           1.500.000 DAU 12 bulan                        1.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-

undangan perundang-undangan yang disediakan
Pangkajene Sidenreng 1 Exm                           5.000.000 DAU 1 exm                        5.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 13 Penyediaan Makan dan Minuman Meningkatnya kinerja aparatur Pangkajene Sidenreng 17 orang                         93.500.000 DAU 17 orang                      93.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke dalam daerah
Pangkajene Sidenreng 20 kali                         20.000.000 DAU 20 kali                      20.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke luar daerah
Pangkajene Sidenreng 48 kali                       120.000.000 DAU 48 kali                   120.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       160.000.000 DAU 12 bulan                   170.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                       100.325.000 DAU 100 %                      47.875.000  Sekretariat Daerah 

Pengadaan sarana dan prasarana jaringan informasi 

perdagangan
                      600.000.000 
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4 1 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 5 unit                         47.000.000 DAU 0 unit                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor rutin/berkala Pangkajene Sidenreng 1 unit                           7.500.000 DAU 1 unit                        7.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 5 unit                         35.000.000 DAU 5 unit                      29.550.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 9 unit                           7.500.000 DAU 9 unit                        7.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala Pangkajene Sidenreng 34 unit                           3.325.000 DAU 34 unit                        3.325.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Pangkajene Sidenreng 100 %                         25.500.000 DAU 100 %                      29.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD
Pangkajene Sidenreng 4 dokumen                         25.500.000 DAU 4 dokumen                      29.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 17
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI 

INFORMASI
Persentase pemanfaatan teknologi informasi Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 17 1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layanan publik Jumlah Dokumen LPPD Pangkajene Sidenreng 0 dokumen                                           - DAU dokumen                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 34

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM  PENGAWASAN 

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN KDH

Persentase permasalahan kewilayahan yang diselesaikan Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 34 1 Pelaksanaan pengawan internal secara berkala 
Persenrtase  pengawasan dan pengendalian wilayah 

administrasi kec. dan kel yang dilaksanakan 
Pangkajene Sidenreng 0 persen                                           - DAU 0 persen                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 35 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Persentase perencanaan pembangunan yang 

dilaksanakan
Pangkajene Sidenreng 0 %                         75.000.000 DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 35 1
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung 

jawaban (LKPJ)

Laporan PertanggungJawaban Bupati (LKPJ) kab.Sidrap  

dapat disampaikan tepat waktu sebagai bahan evaluasi bagi 

lembaga legislatif(DPRD)

Pangkajene Sidenreng 0 dokumen                         75.000.000 DAU 0 dokumen                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 36
PROGRAM PENGEMBAGAN SISTEM INFORMASI 

PERTANAHAN 
Persentase penyelesaian batas pertanahan Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 36 1 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
Terlaksananya penyelesaian batas wilayah kecamatan, desa 

dan kelurahan
Pangkajene Sidenreng persen                                           - DAU persen                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 25

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN 

PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA 

INSTANSI DAERAH

Cakupan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perangkat 

Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                       190.000.000 DAU 100 %                   190.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 25 7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya Pengetahuan peraturan perundang-undangan Pangkajene Sidenreng 1 laporan                       100.000.000 DAU 1 laporan                   100.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 25 8
Pembinaan & Evaluasi Kinerja Pelayanan Adm. Pem.Kec dan 

Kel

terlaksananya Pembinaan Evaluasi Kinerja Pelayanan Adm. 

Kec.& Kelurahan
Pangkajene Sidenreng 1 Kegiatan                         90.000.000 DAU 1 Kegiatan                      90.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23
PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH  
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Pangkajene Sidenreng 100 %                       365.000.000 DAU 100 %                   205.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 20
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM)
Terlaksananya Pemantauan & Evaluasi SPM Pangkajene Sidenreng 1 laporan                         35.000.000 DAU 1 laporan                      35.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 22 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Penegasan batas Wilayah kec & Kel Pangkajene Sidenreng 1 Kegiatan                         30.000.000 DAU 1 Kegiatan                      30.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 27
Penyelesaian dan penegasan batas wilayah daerah Kec.dan 

Kel
Terlaksananya Penegasan Batas Wilayah Pangkajene Sidenreng 1 Kegiatan                       300.000.000 DAU Gerbang batas Sidrap-Wajo 1 Kegiatan                   140.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 28
Pembinaan & Evaluasi Kinerja Pelayanan Adm. Pem.Kec dan 

Kel

terlaksananya Pembinaan Evaluasi Kinerja Pelayanan Adm. 

Kec.& Kelurahan
Pangkajene Sidenreng 0 Kegiatan                                           - DAU 0 Kegiatan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 24

PROGRAM PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN 

KEBIJAKAN DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan 

Kebijakan Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                       385.000.000 DAU 100 %                   300.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 46 Penyusunan Laporan SPM Tersedianya Dokumen SPM Pangkajene Sidenreng 1 dokumen                         75.000.000 DAU 1 dokumen                      80.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 47 Penyusunan LPPD dan ILPPD

LPPD dapat disampaikan ke pusat dan Propinsi tepat waktu, 

sebagai bahan evaluasi penyenlenggaraan Pemerintahan 

Daerah(LPPD)

Pangkajene Sidenreng 1 dokumen                       185.000.000 DAU 1 dokumen                      85.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 48 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
tersedianya invenstasi data topomini/rupabumi dalam wilayah 

kabupaten sidenreng rappang
Pangkajene Sidenreng 1 org/sem                         30.000.000 DAU 1 org/sem                      35.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 49 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tersedianya Laporan penduduk Pangkajene Sidenreng 1 laporan                         20.000.000 DAU 1 laporan                      20.000.000  Sekretariat Daerah 
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4 1 24 50 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati

Laporan PertanggungJawaban Bupati (LKPJ) kab.Sidrap 

Tahun 2016 dapat disampaikan tepat waktu sebagai bahan 

evaluasi bagi lembaga legislatif(DPRD)

Pangkajene Sidenreng 1 dokumen                         75.000.000 DAU 1 dokumen                      80.000.000  Sekretariat Daerah 

BAGIAN KESEJAHATERAAN RAKYAT                    8.319.380.000 

4 1 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                       503.780.000 DAU 100 %                   555.346.171  Sekretariat Daerah 

4 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng 546 lembar                           3.100.000 DAU 598 lembar                        3.441.966  Sekretariat Daerah 

4 1 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

perlengkapan kantor
Pangkajene Sidenreng 7 unit                           3.920.000 DAU 7 unit                        4.312.440  Sekretariat Daerah 

4 1 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           5.000.000 DAU 12 bulan                        6.655.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional  yang terbayarkan Pangkajene Sidenreng 4 unit                           5.500.000 DAU 4 unit                        6.056.050  Sekretariat Daerah 

4 1 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan keuangan Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       100.780.000 DAU 12 bulan                   110.865.511  Sekretariat Daerah 

4 1 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke dalam daerah
Pangkajene Sidenreng 39 kali                           4.200.000 DAU 39 kali                        4.613.911  Sekretariat Daerah 

4 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke luar daerah
Pangkajene Sidenreng 79 kali                       183.880.000 DAU 79 kali                   202.268.409  Sekretariat Daerah 

4 1 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       197.400.000 DAU 12 bulan                   217.132.884  Sekretariat Daerah 

4 1 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                         36.600.000 DAU 100 %                      40.262.750  Sekretariat Daerah 

4 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 4 unit                         36.600.000 DAU 4 unit                      40.262.750  Sekretariat Daerah 

4 1 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Pangkajene Sidenreng 100 %                         16.500.000 DAU 100 %                      18.424.300  Sekretariat Daerah 

4 1 06 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD
Pangkajene Sidenreng 5 laporan                         16.500.000 DAU 5 laporan                      18.424.300  Sekretariat Daerah 

4 1 39 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA Meningkatnya Kualitas dan Pendalaman Agama Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 39 1 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Meningkatnya kualitas pendalaman agama Pangkajene Sidenreng 0 keg.                                           - DAU 0 keg.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 40 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terlaksananya Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 40 1 Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Pangkajene Sidenreng 0 keg.                                           - DAU 0 keg.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 41
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Meningkatnya Kualitas dan Pendalaman Kesejahteraan 

Sosial
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 41 1 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial meningkatnya kualitas dan pendalaman kesejahteraan sosial Pangkajene Sidenreng 0 keg.                                           - DAU 0 keg.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 42
PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN 

NARKOBA
Penurunan Angka Penyalahgunaan Narkoba Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 42 1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Penurunan penyalahgunaan narkoba di Kab. Sidrap Pangkajene Sidenreng 0 keg.                                           - DAU 0 keg.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 24

PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN 

DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan 

Kebijakan Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                    7.762.500.000 DAU 100 %              19.731.049.553  Sekretariat Daerah 

4 1 24 19 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Terlaksananya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Pangkajene Sidenreng 4 keg.                       270.000.000 DAU 4 keg.                   298.282.223  Sekretariat Daerah 

4 1 24 26 Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial meningkatnya kualitas dan pendalaman kesejahteraan sosial Pangkajene Sidenreng 25 keg.                    4.000.000.000 DAU 25 keg.              15.590.868.150  Sekretariat Daerah 

4 1 24 39 Pembinaan Keagamaan Meningkatnya kualitas pendalaman agama Pangkajene Sidenreng 7 keg.                    3.440.000.000 DAU 7 keg.                3.784.002.011  Sekretariat Daerah 

4 1 24 40 Pembinaan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Penurunan penyalahgunaan narkoba di Kab. Sidrap Pangkajene Sidenreng 1 keg.                         52.500.000 DAU 1 keg.                      57.897.169  Sekretariat Daerah 

BAGIAN  HUKUM

4 1 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                       238.365.000 DAU 100 %                   250.316.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 01 penyediaan jasa surat menyurat Jumlah dokumen berrmaterai Pangkajene Sidenreng 130 lembar                               950.000 DAU 135 lembar                        1.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 05 penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           5.000.000 DAU 12 bulan                        5.250.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 06
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional  yang terbayarkan Pangkajene Sidenreng 5 unit                           2.205.000 DAU 5 unit                        2.316.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pangkajene Sidenreng 24 kali                           4.000.000 DAU 24 kali                        4.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pangkajene Sidenreng 45 kali                       105.000.000 DAU 47 kali                   110.250.000  Sekretariat Daerah 
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4 1 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       121.210.000 DAU 12 bulan                   127.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                         75.500.000 DAU 100 %                      19.250.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 2 unit                         27.000.000 DAU 0 unit                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 02 09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 2 unit                         20.000.000 DAU 0 unit                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 02 24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas Operasional yang

dipelihara rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 4 unit                         25.000.000 DAU 4 unit                      15.750.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 28 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 7 unit                           3.500.000 DAU 7 unit                        3.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 18
program Mengintensifkan penanganan pengaduan 

masyarakat
Gugatan masyarakat kepada Pemda Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 18 1
Mengintensipkan Penanganan Pengaduan masyarkat 

masyarakat

Jasa konsultasi hukum dan penasehat hukum dalam

penyelesaian permasalahan  hukum daerah
Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 20 program Penataan Peraturan Perundang-undangan 
Tertib pembentukan dan implementasi peraturan 

perundang-undangan
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 20 1
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-

undangan

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi mengenai peraturan

perundang-undangan dengan pemerintah kab/kota, provinsi

dan Pusat

Pangkajene Sidenreng 0 kali                                           - DAU 0 kali                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 20 2
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-

undangan
Dokumen Rencana Rancangan Peratuan Daerah Pangkajene Sidenreng 0 kali                                           - DAU 0 kali                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 20 3 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Penyusunan naskah rancangan peraturan daerah Pangkajene Sidenreng 0 perda                                           - DAU 0 perda                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 20 4 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pangkajene Sidenreng 0 kali                                           - DAU 0 kali                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 20 6

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap 

peraturan  perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan 

keserasian an

Naskah final keputusan bupati dan peraturan bupati Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 58
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

keuangan daerah
Pemulihan kerugian keuangan daerah Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 58 1
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 

daerah 
Terlaksananya pemulihan kerugian negara/daerah Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 23
Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 

Kebijakan Daerah 
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Pangkajene Sidenreng 85 %                       280.000.000 DAU 85 %                   295.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 1

Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawasan Fungsional 

Pemerintah (BPK RI, Irjen Kementerian, BPKP, Inspektorat 

Provinsi dan Inspektorat Kabupaten)

Persentasi penyelesaian rekomendasi Aparat pengawasan Pangkajene Sidenreng 85 persen                       225.000.000 DAU 85 persen                   235.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 2
Pendampingan Hukum dalam Pemerintahan dan Tahapan 

Program Pembangunan

Jumlah laporan peningkatan efektifitas penanganan dan 

pencegahan masalah hukum dalam pemerintahan dan 

pembangunan daerah dalam penyerapan anggaran

Pangkajene Sidenreng 1 dok.                         55.000.000 DAU 1 dok.                      60.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24
program pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan 

pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah 

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan 

Kebijakan Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                       642.000.000 DAU 100 %                   642.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 1
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah dokumen rencana rancangan peraturan pemerintah 

daerah (Propemperda) yang disusun
Pangkajene Sidenreng 1 dok.                         20.000.000 DAU 1 dok.                      20.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 2
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyediaan 

Jaringan Data dan Informasi Hukum
Jumlah kegiatan sosialisasi informasi hukum yang terlaksana Pangkajene Sidenreng 1 paket                         70.000.000 DAU 1 paket                      70.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 3 Kajian Produk Hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati Jumlah naskah final Peraturan Bupati yang terselesaikan Pangkajene Sidenreng 30 Perbup                         20.000.000 DAU 30 Perbup                      20.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 4 Kajian Produk Hukum Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati Jumlah naskah final  Keputusan Bupati yang terselesaikan Pangkajene Sidenreng 520
Keputusan  

Bupati
                        20.000.000 DAU 520

Keputusan  

Bupati
                     20.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 5
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah koordinasi dan konsultasi mengenai peraturan 

perundang-undangan  dengan pemerintah propinsi dan pusat
Pangkajene Sidenreng 55 kali                       165.000.000 DAU 55 kali                   165.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 6 Bintek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ASN yang mengikuti Bintek Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan
Pangkajene Sidenreng 45 orang                         90.000.000 DAU 45 orang                      90.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 7 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Jumlah naskah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan Pangkajene Sidenreng 2 Perda                         65.000.000 DAU 2 Perda                      65.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 8
Mengintensifkan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat 

dan Hak Asasi Manusia

Jumlah permasalahan hukum daerah yang tertangani melalui 

jasa konsultan hukum dan penasehat hukum
Pangkajene Sidenreng 4 gugatan                       172.000.000 DAU 4 gugatan                   172.000.000  Sekretariat Daerah 
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4 1 24 58 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ranham Kab. Sidrap
Jumlah dokumen penilaian kriteria kab/kota peduli HAM yang 

terverifikasi
Pangkajene Sidenreng 5 dok.                         20.000.000 DAU 5 dok.                      20.000.000  Sekretariat Daerah 

BAGIAN KERJASAMA                    1.380.500.000                1.411.000.000 

 4    1    2  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                       867.500.000 DAU 100 %                   872.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 01  Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng 550 lembar                           4.500.000 DAU 550 lembar                        4.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       150.000.000 DAU 12 bulan                   150.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 05  Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah  Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Pangkajene Sidenreng 12 bulan                         30.000.000 DAU 12 bulan                      30.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 06
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

 Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional yang 

Terbayarkan 
Pangkajene Sidenreng 6 unit                         15.000.000 DAU 6 unit                      15.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 07  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Waktu Penyediaan Adminstrasi Jasa Keuangan Pangkajene Sidenreng 12 bulan                         45.000.000 DAU 12 bulan                      50.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 08  Penyediaan jasa kebersihan kantor  Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Pangkajene Sidenreng 12 bulan                         65.000.000 DAU 12 bulan                      65.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 11 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           8.000.000 DAU 12 bulan                        8.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 18  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 
 Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 

daerah 
Pangkajene Sidenreng 60 kali                       150.000.000 DAU 60 kali                   150.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 19  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 
 Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 

daerah 
Pangkajene Sidenreng 70 kali                       150.000.000 DAU 70 kali                   150.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 20  Pelayanan Administrasi Perkantoran   Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       250.000.000 DAU 12 bulan                   250.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                       138.000.000 DAU 100 %                   138.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 22  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  Jumlah dan Jenis Peralatan  Gedung kantor Yang Diadakan Pangkajene Sidenreng 7 unit                         45.000.000 DAU 7 unit                      45.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 24  Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional 
 Jumlah dan Jenis  Kendaraan Dinas/Operasional yang 

Dipelihara rutin/berkala 
Pangkajene Sidenreng 12 unit                         80.000.000 DAU 12 unit                      80.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 10 unit                           5.000.000 DAU 10 unit                        5.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 28  Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor 
 Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung kantor yang Dipelihara 

rutin/berkala 
Pangkajene Sidenreng 12 unit                           8.000.000 DAU 8 unit                        8.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06
 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Pangkajene Sidenreng 100 %                         15.000.000 DAU 100 %                      15.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06 01
 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtiar Realisasi 

Kinerja SKPD 

 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar ealisasi Kinerja 

SKPD 
Pangkajene Sidenreng 12 Lap.                         15.000.000 DAU 12 Lap.                      15.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 19  Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah  Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi  Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 19 1
 Pembentukan Kerjasama antar Daerah Dalam Penyediaan 

Pelayanan Publik 

 Terciptanya Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Terkait 

Peningkatan Peningkatan Pelayanan Antar Daerah 
Pangkajene Sidenreng 0 persen                                           - DAU 0 persen                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 43  Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan  Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi  Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 43 1  Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan  Terciptanya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pangkajene Sidenreng 0 persen                                           - DAU 0 persen                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 44  Program Kerjasama Pembangunan 
 Persentase kerjasama dalam dunia usaha yang 

dilaksanakan 
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 44 1  Fasilitasi Kerjasama dengan dunia uaha/lembaga 
 Terciptanya Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar 

Perbankan, Pengusaha dan Lembaga Lainnya 
Pangkajene Sidenreng 0 persen                                           - DAU 0 persen                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 23
 Program Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah 
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Pangkajene Sidenreng 100 %                         85.000.000 DAU 100 %                      85.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 3  Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga 
 Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Perbankan, 

Pengusaha dan Lembaga Lainnya 
Pangkajene Sidenreng 4

Kerjasama/

MoU
                        85.000.000 DAU 4

Kerjasama/

MoU
                     85.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24

 Program Pengkoordinasian penyusunan kebijakan 

daerah dan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat 

daerah  

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan 

Kebijakan Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                       195.000.000 DAU 100 %                   210.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 10
 Monitoring, evaluasi, investasi potensi daerah bidang 

kerjasama investasi  dan non investasi  
 Kerjasama dibidang investasi dan non investasi Pangkajene Sidenreng 100 persen                         50.000.000 DAU 100 persen                      50.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 55  Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan  Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pangkajene Sidenreng 1 lembaga                         60.000.000 DAU 1 lembaga                      75.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 56  Koordinasi pelaksanaan kegiatan daerah   Terselenggaranya sinergitas antara tim koordinasi Pangkajene Sidenreng 100 persen                         85.000.000 DAU 100 persen                      85.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 25
 Program Pelayanan administrasi dan pembinaan 

aparatur sipil negara pada Instansi daerah 

Cakupan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perangkat 

Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                         80.000.000 DAU 100 %                      90.000.000  Sekretariat Daerah 
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4 1 25 1
 Pembentukan Kerjasama antar Daerah Dalam Penyediaan 

Pelayanan Publik 

  Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Terkait Peningkatan 

Peningkatan Pelayanan Antar Daerah 
Pangkajene Sidenreng 2

Kerjasama/

MoU
                        80.000.000 DAU 2

Kerjasama/

MoU
                     90.000.000  Sekretariat Daerah 

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                    1.661.632.000                1.727.072.000 

4 1 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                       216.100.000 DAU 100 %                   230.800.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng 120 lembar                           1.000.000 DAU 120 lembar                        1.200.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 03 Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Waktu Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           5.500.000 DAU 12 bulan                        7.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           5.000.000 DAU 12 bulan                        5.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional  yang terbayarkan Pangkajene Sidenreng 4 unit                           1.600.000 DAU 4 unit                        1.600.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan keuangan Pangkajene Sidenreng 12 bulan                         35.000.000 DAU 12 bulan                      39.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke luar daerah
Pangkajene Sidenreng 50 kali                         65.000.000 DAU 50 kali                      70.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       103.000.000 DAU 12 bulan                   107.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                       100.365.000 DAU 100 %                   100.365.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 1 unit                         30.000.000 DAU 1 unit                      30.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 4 unit                         36.000.000 DAU 4 unit                      36.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 4 unit                         34.365.000 DAU 4 unit                      34.365.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Pangkajene Sidenreng 100 %                           8.500.000 DAU 100 %                        8.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD
Pangkajene Sidenreng 1 lap.                           8.500.000 DAU 1 lap.                        8.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 45
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Terwujudnya pengawasan pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 45 1 Pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Penurunan kerusakan lingkungan hidup pada titik pantau 

penilaian adipura
Pangkajene Sidenreng 0 lap.                                           - DAU 0 lap.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 46
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG 

USAHA BAGI USAHA MIKRO  KECIL MENENGAH

Memperluas Akses Pendanaan Produktif untuk 

Pengembangan UMKM
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 46 1 Pelaksanaan Akses Kredit UMKM Sektor Produksi Meningkatnya akses kredit UMKM Sektor Produksi Pangkajene Sidenreng 0 Debitur                                           - DAU 0 Debitur                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 47
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA 

INVESTASI 

Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

penanaman modal
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 47 1
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan 

investasi PMDN/PMA

Terciptanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

investasi PMDN/PMA
Pangkajene Sidenreng 0 Kec.                                           - DAU 0 Kec.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 48
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN 

REALIASASI INVESTASI 
Terciptanya BUMD yang lebih sehat dan mandiri Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 48 1 Pembina badan usaha daerah (BUD) Terciptanya kegiatan pembinaan BUMN yang efektif Pangkajene Sidenreng 0 BUMD                                           - DAU 0 BUMD                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 49
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ 

PERKEBUNAN

Terwujudnya peningkatan produksi hasil 

pertanian/perkebunan
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 49 1
Musyawarah tudang sipulung terpadu tingkat kecamatan dan 

tingkat kabupaten 

Terbitnya rumus kebijakan musyawarah tudang sipulung 

terpadu tingkat kecematan dan tingkat kabupaten 
Pangkajene Sidenreng Rumusan                                           - DAU 0 Rumusan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 50
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 

PENGAMANAN PERDAGANGAN 
Terkendalinya inflasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 50 1 Peningkat pengawasan peredaran barang dan jasa
Terwujudnya pendistribusian/penyaluran pupuk bersubsidi 

yang tepat sasaran oleh distributor/pengecer
Pangkajene Sidenreng 0 Distributor                                           - DAU 0 Distributor'                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 50 2 Pengendalian tingkat inflasi daerah
Terjaganya inflasi sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian 

daerah sesuai dengan RPJMD
Pangkajene Sidenreng 0 Persen                                           - DAU 0 Persen                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 50 3 Pemantauan dan pegawasan minyak bumi dan gas
Tepat sasaran pendistribusian dan penyaluran minyak bumi 

dan gas tidak ada harga diatas het 
Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 20
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 

Terwujudnya pelaksanaan Sosialisasi ketentuan 

perundang-undangan
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 
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4 1 20 9
Sosialisasi informasi ketentuan peraturan perundang-

undangan di Bidang Cukai 

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undagan di 

bidang cukai
Pangkajene Sidenreng 0 orang                                           - DAU 0 orang                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 23
PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN 
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Pangkajene Sidenreng 100 %                       372.362.000 DAU 100 %                   425.087.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 4 Pemantauan dan pegawasan minyak bumi dan gas
Tepat sasaran pendistribusian dan penyaluran minyak bumi 

dan gas tidak ada harga diatas het 
Pangkajene Sidenreng 12 bulan                         38.000.000 DAU 12 bulan                      41.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 5 Pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Penurunan kerusakan lingkungan hidup pada titik pantau 

penilaian adipura
Pangkajene Sidenreng 1 Keg.                         28.750.000 DAU 1 Keg.                      33.062.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 6
Pematauan dan evaluasi pegembagan sarana perhubungan, 

telekomunikasi,dan pariwisata

Tersedianya informasi sarana perhubungan, telekomunikasi, 

dan pariwisata
Pangkajene Sidenreng 1 Dok.                         66.125.000 DAU 1 Dok.                      76.043.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 7 Peningkat pengawasan peredaran barang dan jasa
Terwujudnya pendistribusian/penyaluran pupuk bersubsidi 

yang tepat sasaran oleh distributor/pengecer
Pangkajene Sidenreng 6 Distributor'                       113.850.000 DAU 6 Distributor'                   130.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 8 Monitoring dan evaluasi hasil rumusan MTS terpadu
Persentase penurunan penyelenggaraan terhadap hasil 

rumusan MTS yang telah ditetapkan
Pangkajene Sidenreng 35 Persen                         52.900.000 DAU 35 Persen                      60.835.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 29 Monitoring dan evaluasi hasil Tembakau
Tersedianya informasi/hasil Tembakau yang dilekati dan Tidak 

dilekati pitai cukai
Pangkajene Sidenreng 1 lap.                         72.737.000 DAU 1 lap.                      83.647.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24

PROGRAM PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN 

KEBIJAKAN DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan 

Kebijakan Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                       964.305.000 DAU 100 %                   962.320.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 11 Penyusunan basis data UMKM dan sektor jasa keuangan Tersedianya basis data  UMKM dan Sektor Jasa Keuangan Pangkajene Sidenreng 1 Dok.                         86.995.000 DAU 1 Dok.                   100.045.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 12 koordinasi pengendalian tingkat inflasi
Terjaganya inflasi sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian 

daerah sesuai dengan RPJMD
Pangkajene Sidenreng 100 Persen                         45.000.000 DAU 100 Persen                      47.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 15 Koordinasi peningkatan penerapan teknologi
Terciptanya koordinasi peningkatan penerapan teknologi 

pertanian
Pangkajene Sidenreng 1 Keg.                       101.500.000 DAU penas 0 Keg.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 24 16
Kegiatan koordinasi antara lembaga dalam pengendalian 

pelaksanaan invertasi PMDN/PMA

Terciptanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

investasi PMDN/PMA
Pangkajene Sidenreng 11 Kec.                         52.000.000 DAU 11 Kec.                      59.800.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 17 Pembina badan usaha daerah (BUD) dan BLUD Terciptanya kegiatan pembinaan BUMN yang efektif Pangkajene Sidenreng 2 BUMD                         49.500.000 DAU 2 BUMD                      56.925.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 19
Musyawarah tudang sipulung terpadu tingkat kecamatan dan 

tingkat kabupaten 

Terbitnya rumus kebijakan musyawarah tudang sipulung 

terpadu tingkat kecematan dan tingkat kabupaten 
Pangkajene Sidenreng 2 Rumusan                       201.935.000 DAU 2 Rumusan                   207.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 20 Pelaksanaan akses kredit UMKM sektor produksi Meningkatnya akses kredit UMKM Sektor Produksi Pangkajene Sidenreng 18000 Debitur                         86.825.000 DAU 18000 Debitur                      99.800.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 21 Penyelagaraan promosi produk usaha mikro kecil menegah 
Terselenggaranya promosi produk Usaha Mikro Kecil 

Menengah
Pangkajene Sidenreng 1 Keg.                       238.050.000 DAU 1 Keg.                   273.750.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 22
solialisasi informasi ketentuan peraturan perundang-undagan 

di bidang cukai 

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undagan di 

bidang cukai
Pangkajene Sidenreng 150 orang                       102.500.000 DAU 150 orang                   117.500.000  Sekretariat Daerah 

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                       693.031.000                   643.009.608 

4 1 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                       360.503.400 DAU 100 %                   318.383.368  Sekretariat Daerah 

4 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng 145 lembar                           1.215.000 DAU 155 lembar                        1.141.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           4.000.000 DAU 12 bulan                        8.640.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan Pangkajene Sidenreng 4 unit                           2.600.000 DAU 4 unit                        4.060.800  Sekretariat Daerah 

4 1 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan keuangan Pangkajene Sidenreng 12 bulan                         33.408.000 DAU 12 bulan                      40.089.600  Sekretariat Daerah 

4 1 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang kerja diperbaiki Pangkajene Sidenreng 12 unit                           2.390.400 DAU 12 unit                        2.868.480  Sekretariat Daerah 

4 1 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke dalam daerah
Pangkajene Sidenreng 10 kali                         33.300.000 DAU 10 kali                      16.128.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke luar daerah
Pangkajene Sidenreng 35 kali                       123.000.000 DAU 35 kali                      93.225.600  Sekretariat Daerah 

4 1 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       160.590.000 DAU 12 bulan                   152.229.888  Sekretariat Daerah 

4 1 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                         86.596.000 DAU 100 %                      65.637.520  Sekretariat Daerah 

4 1 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 2 unit                         20.000.000 DAU 2 unit                      22.968.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 4 unit                         55.576.000 DAU 4 unit                      30.418.000  Sekretariat Daerah 
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4 1 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 7 unit                           5.000.000 DAU 7 unit                        7.050.240  Sekretariat Daerah 

4 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 6 unit                           6.020.000 DAU 6 unit                        5.201.280  Sekretariat Daerah 

4 1 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Pangkajene Sidenreng 100 %                         10.005.000 DAU 100 %                      11.506.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD
Pangkajene Sidenreng 8 Lap.                         10.005.000 DAU 8 Lap.                      11.506.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23
PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN 
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Pangkajene Sidenreng 100 %                       130.359.600 DAU 100 %                   156.431.520  Sekretariat Daerah 

4 1 23 18 Pembinaan jasa konstruksi daerah Tersediasnya rekomendasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) Pangkajene Sidenreng 45
rekomenda

si
                        73.800.000 DAU 45

rekomenda

si
                     88.560.000  Sekretariat Daerah 

4 1 23 19
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah
Tersedianya laporan DAK APBD dan APBN dan TP Pangkajene Sidenreng 4 dok.                         56.559.600 DAU 4 dok.                      67.871.520  Sekretariat Daerah 

4 1 24

PROGRAM PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN 

KEBIJAKAN DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan 

Kebijakan Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                       105.567.000 DAU 100 %                      91.051.200  Sekretariat Daerah 

4 1 24 34 Penyusunan data pembangunan infrastruktur
tersedianya laporan data pembangunan infrastruktur daerah 

yang dilaksanakan dikabupaten sidrap
Pangkajene Sidenreng 2 dok.                         37.938.000 DAU 2 dok.                      45.525.600  Sekretariat Daerah 

4 1 24 13 Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPPRA) Pangkajene Sidenreng                         67.629.000 DAU                      45.525.600  Sekretariat Daerah 

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                    2.108.375.000                2.141.295.000 

4 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                       314.385.000 DAU 100 %                   329.935.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen bermeterai Pangkajene Sidenreng 150 lembar                               720.000 DAU 150 lembar                           720.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara Pangkajene Sidenreng 48 unit                         16.800.000 DAU 65 unit                      22.750.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           5.000.000 DAU 12 bulan                        5.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan Pangkajene Sidenreng 4 unit                           1.465.000 DAU 4 unit                        1.465.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Penyediaan administrasi jasa keuangan Pangkajene Sidenreng 12 bulan                         66.000.000 DAU 12 bulan                      66.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas keluar daerah Pangkajene Sidenreng 20 kali                       110.000.000 DAU 20 kali                   115.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan waktu pelayanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       114.400.000 DAU 12 bulan                   119.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

aparatur
Pangkajene Sidenreng 100 %                       144.790.000 DAU 100 %                      95.960.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 0 unit                                           - DAU 0 unit                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 14 unit                         84.000.000 DAU 7 unit                      56.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Pangkajene Sidenreng 15 unit                         29.440.000 DAU 4 unit                        7.360.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Pangkajene Sidenreng 4 unit                         31.350.000 DAU 4 unit                      32.600.000  Sekretariat Daerah 

4 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pengelola pengadaan yang telah mengikuti 

Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 05 4 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Jumlah peserta pelatihan Pangkajene Sidenreng 0 orang                                           - DAU 0 orang                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja 

SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD Pangkajene Sidenreng 0 Lap.                                           - DAU 0 Lap.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 53 Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase tersedianya layanan data/informasi 

pengadaan
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 53 1 Pengembangan Data/Informasi Jumlah aplikasi pengelola data/informasi pengadaan Pangkajene Sidenreng 0 Aplikasi                                           - DAU 0 Aplikasi                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 54
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip 

Daerah
Persentase dokumen/arsip yang tertata Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 54 1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Jumlah dokumen pengadaan yang diarsipkan Pangkajene Sidenreng 0 Dok.                                           - DAU 0 Dok.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 55
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan 

Prasarana Kearsipan
Persentase pengadaan yang dimonitoring dan dievaluasi Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 55 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan Pangkajene Sidenreng 0 Lap.                                           - DAU 0 Lap.                                      -    Sekretariat Daerah 
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4 1 17 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase pelaksanaan tender secara elektronik Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 17 4 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Jumlah aplikasi pengelolaan pengadaan barang/jasa secara 

elektronik
Pangkajene Sidenreng 0 Pengguna                                           - DAU 0 Pengguna                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 28 Program Penataan Pengendalian Program Pembangunan Persentase penyelesaian proses tender Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 28 2
Penyediaan kelompok kerja Layanan Pengadaan Barang dan 

Jasa 
Jumlah paket yang dikelola Pangkajene Sidenreng 0 Dok.                                           - DAU 0 Dok.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 28 4
Analisis dan koordinasi administrasi penyelesaian sanggah 

pengadaan barang dan jasa
Jumlah laporan layanan penyelesaian sanggah Pangkajene Sidenreng 0 Lap.                                           - DAU 0 Lap.                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 56
Program Peningkatan pengelolaan Pengadaan 

Barang/Jasa
Persentase Pelaksanaan  proses tender tepat waktu Pangkajene Sidenreng 55 %                    1.093.000.000 DAU 55 %                1.133.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 56 1 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Jumlah paket yang dikelola Pangkajene Sidenreng 100 Dok.                       936.000.000 DAU 100 Dok.                   974.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 56 2 Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa Jumlah dokumen Pangkajene Sidenreng 4 Dok.                         66.000.000 DAU 4 Dok.                      67.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 56 3 Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Jumlah peserta pendampingan dan sosialisasi Pangkajene Sidenreng 300 orang                         65.000.000 DAU 300 orang                      65.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 56 4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah laporan monitoring Pangkajene Sidenreng 12 Lap.                         26.000.000 DAU 12 Lap.                      27.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 32
Program Peningkatan Layanan Pengadaan secara 

elektronik 
Capaian Standarisasi LPSE Pangkajene Sidenreng 3 Skor                       381.200.000 DAU 3 Skor                   407.400.000  Sekretariat Daerah 

4 1 32 1 Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Jumlah Pengguna yang diregistrasi dan diverifikasi di sistem Pangkajene Sidenreng 135 Pengguna                       100.000.000 DAU 135 Pengguna                   100.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 2 Penyusunan Dokumen Pendukung Standarisasi LPSE Jumlah dokumen Pangkajene Sidenreng 3 Dok.                         31.200.000 DAU 3 Dok.                      32.400.000  Sekretariat Daerah 

4 1 32 3
Pengelolaan Data dan Informasi Pelaksanaan Pengadaan 

Secara Elektronik
Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pangkajene Sidenreng 12 Lap.                         25.000.000 DAU 12 Lap.                      25.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 4 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Aplikasi Pangkajene Sidenreng 1 Aplikasi                       225.000.000 DAU 1 Aplikasi                   250.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 31 Program Pembinaan Aparatur Pengadaan barang/jasa 
Jumlah aparatur pengelola pengadaan barang/jasa yang 

memiliki sertifikat kompetensi
Pangkajene Sidenreng 30 %                       175.000.000 DAU 30 %                   175.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 31 1 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Jumlah peserta pelatihan kompetnsi pengadaan Barang/jasa Pangkajene Sidenreng 5 orang                         75.000.000 DAU 5 orang                      75.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 31 2
Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian/ Kompetensi 

PBJ

Jumlah peserta bimtek dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan 

barang/jasa 
Pangkajene Sidenreng 25 orang                       100.000.000 DAU 25 orang                   100.000.000  Sekretariat Daerah 

BAGIAN ORGANISASI                    1.533.652.000                1.210.126.266 

4 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                       370.400.000 DAU 100 %                   412.549.066  Sekretariat Daerah 

4 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng 110 Lembar                               600.000 DAU 110 Lembar                           678.000  Sekretariat Daerah 

4 01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                           5.000.000 DAU 12 Bulan                        6.655.000  Sekretariat Daerah 

4 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional  yang dibayarkan Pangkajene Sidenreng 4 unit                           1.800.000 DAU 4 unit                        1.996.500  Sekretariat Daerah 

4 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan keuangan Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         70.000.000 DAU 12 Bulan                      81.383.729  Sekretariat Daerah 

4 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke luar daerah
Pangkajene Sidenreng 87 kali                       188.000.000 DAU 87 kali                   207.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       105.000.000 DAU 12 Bulan                   114.835.837  Sekretariat Daerah 

4 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                         83.252.000 DAU 100 %                      47.577.200  Sekretariat Daerah 

4 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 2 unit                         40.000.000 DAU 0 unit                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 4 unit                         37.752.000 DAU 4 unit                      41.527.200  Sekretariat Daerah 

4 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 2 unit                           1.100.000 DAU 2 unit                        1.210.000  Sekretariat Daerah 

4 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 8 unit                           4.400.000 DAU 8 unit                        4.840.000  Sekretariat Daerah 

4 01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 

APARATUR 
Aparatur yang Profesional  Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 05 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-

undangan 

Tersedianya Aparatur yang Profesional  dalam Penyusunan 

LAKIP
Pangkajene Sidenreng 0 PD                                           - DAU 0 PD                                      -    Sekretariat Daerah 
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4 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Pangkajene Sidenreng 100 %                         75.000.000 DAU 100 %                      75.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD
Pangkajene Sidenreng 2 Lap.                         75.000.000 DAU 2 Lap.                      75.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 26

PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SERTA FASILITASI 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase Penataan Ketatalaksanaan OPD yang 

dilaksanakan 
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 26 01 Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik Dokumen pengembangan inovasi pelayanan publik Pangkajene Sidenreng 0 Dok                                           - DAU 0 Dok                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 27
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN  PERANGKAT 

DAERAH 
Cakupan penguatan kelembagaan daerah Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 27 1 Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Dokumen laporan hasil penyusunan tupoksi Pangkajene Sidenreng 0 Dok                                           - DAU 0 Dok                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 27 2 Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Revisi struktur organisasi dan tupoksi SKPD Pangkajene Sidenreng 0 Dok                                           - DAU 0 Dok                                      -   

4 01 25

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN 

PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA 

INSTANSI DAERAH

Cakupan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perangkat 

Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                         60.000.000 DAU 100 %                      60.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 25 3 Kegiatan Penyusunan Administrasi Kepegawaian Setda Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian lingkup Setda Pangkajene Sidenreng 110 orang                         35.000.000 DAU 110 orang                      35.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 25 4 Asistensi Tambahan Penghasilan Tersedianya dokumen yang telah diverifikasi dan divalidasi Pangkajene Sidenreng 45 PD                         25.000.000 DAU 45 PD                      25.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 23
PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN 
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Pangkajene Sidenreng 100 %                       295.000.000 DAU 100 %                   315.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 23 9 Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah pembinaan pelayanan publik Pangkajene Sidenreng 26 PD                         50.000.000 DAU 26 PD                      50.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 23 10 Penilaian Pelayanan Publik
Terlaksananya kegiatan pembinaan pelayanan publiksesuai 

SOP
Pangkajene Sidenreng 10 PD                         50.000.000 DAU 10 PD                      50.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 23 11 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Pangkajene Sidenreng 45 PD                         35.000.000 DAU 45 PD                      35.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 23 12 Penyusunan Kajian Akademik Pokok-pokok Pikiran Dokumen Naskah Akademik Pangkajene Sidenreng 1 Dok                         30.000.000 DAU 0 Dok                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 23 13 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah jumlah SKPD yang dimonitoring dan evaluasi kelembagaan Pangkajene Sidenreng 45 PD                         40.000.000 DAU 45 PD                      40.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 23 14 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tunjangan Kinerja SKPD Tersedianya dokumen hasil evaluasi dan monitoring TPP Pangkajene Sidenreng 45 Dok                         40.000.000 DAU 45 Dok                      40.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 23 15 Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik Dokumen pengembangan inovasi pelayanan publik Pangkajene Sidenreng 7 Dok                         50.000.000 DAU 7 Dok                      50.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 23 16 Evaluasi Tata Naskah Dinas Dokumen tata naskah dinas Pangkajene Sidenreng 0 Dok                                           - DAU 1 Dok                      50.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 24

PROGRAM PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN 

KEBIJAKAN DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan 

Kebijakan Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                       650.000.000 DAU 100 %                   300.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 24 03 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Penyusunan standar kompetensi jabatan Pangkajene Sidenreng 26 Dok                         50.000.000 DAU 0 Dok                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 24 04 penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD 

lingkup Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang
Pangkajene Sidenreng 26 Dok                       150.000.000 DAU 0 Dok                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 24 26 Penyusunan Dokumen Pedoman Penyusunan LKJip Dokumen penyusunan LKJip Pangkajene Sidenreng 0 Dok                                           - DAU 0 Dok                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 24 27
Penyusunan Roadmap RB Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2019-2023

Jumlah dokumen Roadmap RB Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2019-2023
Pangkajene Sidenreng 0 Dok                                           - DAU 0 Dok                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 24 28 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Dokumen inovasi pelayanan publik Pangkajene Sidenreng 26 PD                         50.000.000 DAU 26 PD                      50.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 24 29 Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP 

AP)
Pangkajene Sidenreng 26 Dok                         50.000.000 DAU 26 Dok                      50.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 24 30 Penyusunan Perda Kelembagaan Perangkat Daerah
Dokumen Peraturan Daerah Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah
Pangkajene Sidenreng 1 Perda                       150.000.000 DAU 0 Perda                                      -    Sekretariat Daerah 

4 01 24 31 Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah 
Perubahan Peraturan Bupati Tentang SOTK dan Tupoksi UPT 

Dinas/Badan
Pangkajene Sidenreng 5 Perbup                       100.000.000 DAU 5 Perbup                   100.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 24 57 Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Revisi struktur organisasi dan tupoksi SKPD Pangkajene Sidenreng 1 Dok                       100.000.000 DAU 1 Dok                   100.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 24 33 Evaluasi Jabatan Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan Pangkajene Sidenreng 0 Dok                                           - DAU 0 Dok                                      -    Sekretariat Daerah 

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL                  18.130.300.000              20.189.800.000 

4 1 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                  10.290.300.000 DAU 100 %              10.544.800.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng 2250 lembar                         12.500.000 DAU 2300 lembar                      13.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangkajene Sidenreng 12 bulan                    1.177.800.000 DAU 12 bulan                1.201.800.000  Sekretariat Daerah 
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4 1 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       700.000.000 DAU 12 bulan                   700.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       120.000.000 DAU 12 bulan                   250.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional  yang terbayarkan Pangkajene Sidenreng 12 unit                       250.000.000 DAU 12 unit                   200.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan keuangan Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       180.000.000 DAU 12 bulan                   180.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       650.000.000 DAU 12 bulan                   650.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia Pangkajene Sidenreng 3 unit                       350.000.000 DAU 3 unit                   350.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       350.000.000 DAU 12 bulan                   500.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke luar daerah
Pangkajene Sidenreng 625 kali                    2.500.000.000 DAU 625 kali                2.500.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Pangkajene Sidenreng 12 bulan                    4.000.000.000 DAU 12 bulan                4.000.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                    4.250.000.000 DAU 100 %                5.850.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Pangkajene Sidenreng 0 unit                                           - DAU 0 unit                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 02 04 Pengadaan mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang diadakan Pangkajene Sidenreng 0 unit                                           - DAU 0 unit                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Jenis Kendaraan dinas/operasional yang diadakan Pangkajene Sidenreng 0 unit                                           - DAU 1 unit                   350.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan Pangkajene Sidenreng 3 unit                       250.000.000 DAU 3 unit                   300.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 2 unit                       300.000.000 DAU 2 unit                   300.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas jabatan/dinas yang 

diadakan
Pangkajene Sidenreng 3 unit                       650.000.000 DAU 3 unit                   650.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 2 unit                       250.000.000 DAU 2 unit                   250.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Pangkajene Sidenreng 0 unit                                           - DAU 3 unit                   900.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah rumah jabatan yang jabatan dipelihara rutin/berkala Pangkajene Sidenreng 3 unit                       300.000.000 DAU 3 unit                   350.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara kantor rutin/berkala Pangkajene Sidenreng 2 unit                       750.000.000 DAU 2 unit                   750.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan rutin/berkala Pangkajene Sidenreng 10 unit                       400.000.000 DAU 10 unit                   450.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 16 unit                       700.000.000 DAU 16 unit                   750.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 3 unit                       150.000.000 DAU 3 unit                   200.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 2 unit                       200.000.000 DAU 2 unit                   250.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Jumlah peralatan rumah rumah jabatan/dinas jabatan/dinas 

yang dipelihara rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 15 unit                         50.000.000 DAU 15 unit                      50.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 2 unit                       250.000.000 DAU 2 unit                   300.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat kepatuhan aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                         40.000.000 DAU 100 %                      45.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Pangkajene Sidenreng 0 pasang                                           - DAU 0 pasang                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan Pangkajene Sidenreng 80 pasang                         40.000.000 DAU 90 pasang                      45.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 16
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN 

KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Terpeliharanya keamanan, ketertiban dan keamanan 

dalam masyarakat
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 16 1
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 

pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Terlaksanya dialog/audiens dengan tokoh masyarakat Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 16 2
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Terpenuhinya makan/minum tamu Pemda Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 16 3
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Lainnya
Tersedianya anggaran koordinasi KDH/WKDH Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 16 7
Penyediaan jasa jaminan  pemeliharaan kesehatan 

KDH/WKDH
Tersedianya anggaran Kesehatan  KDH/WKDH Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 1 24

PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN 

DAERAH DAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan 

Kebijakan Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                    3.550.000.000 DAU 100 %                3.750.000.000  Sekretariat Daerah 
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4 1 24 41
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Lainnya
Tersedianya anggaran koordinasi KDH/WKDH Pangkajene Sidenreng 225 kali                    1.250.000.000 DAU 225 kali                1.300.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 42
Peneriamaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Terpenuhinya makan/minum tamu Pemda Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       950.000.000 DAU 12 bulan                1.000.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 43
Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH beserta 

Kelengkapannya
Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan Pangkajene Sidenreng 57 pasang                       250.000.000 DAU 70 pasang                   300.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 44 Penyediaan biaya pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Tersedianya anggaran Kesehatan  KDH/WKDH Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       200.000.000 DAU 12 bulan                   250.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 24 45
Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, 

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Terlaksanya dialog/audiens dengan tokoh masyarakat Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       900.000.000 DAU 12 bulan                   900.000.000  Sekretariat Daerah 

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN                       736.700.000                   944.600.000 

4 1 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran Pangkajene Sidenreng 100 %                       382.700.000 DAU 100 %                   573.600.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene Sidenreng 190 lembar                           1.000.000 DAU 205 lembar                        1.100.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidenreng 12 bulan                           5.000.000 DAU 12 bulan                        5.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang 

terbayarkan
Pangkajene Sidenreng 5 unit                           1.700.000 DAU 5 unit                        7.500.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan keuangan Pangkajene Sidenreng 12 bulan                         95.000.000 DAU 12 bulan                      95.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke luar daerah
Pangkajene Sidenreng 32 kali                         80.000.000 DAU 36 kali                      90.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Pangkajene Sidenreng 12 bulan                       200.000.000 DAU 12 bulan                   375.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangkajene Sidenreng 100 %                       124.000.000 DAU 100 %                   116.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 4 unit                         20.000.000 DAU 4 unit                      20.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 5 unit                         50.000.000 DAU 2 unit                      20.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 6 unit                         40.000.000 DAU 6 unit                      60.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 4 unit                           8.000.000 DAU 4 unit                        9.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung gedung kantor kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidenreng 10 unit                           6.000.000 DAU 12 unit                        7.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Pangkajene Sidenreng 100 %                       105.000.000 DAU 100 %                   120.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD
Pangkajene Sidenreng 2 Lap.                         25.000.000 DAU 2 Lap.                      30.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Pangkajene Sidenreng 2 Lap.                         40.000.000 DAU 2 Lap.                      45.000.000  Sekretariat Daerah 

4 1 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Pangkajene Sidenreng 2 Lap.                         40.000.000 DAU 2 Lap.                      45.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 22

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN 

PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA 

INSTANSI DAERAH

Cakupan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perangkat 

Daerah 
Pangkajene Sidenreng 100 %                       125.000.000 DAU 100 %                   135.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 22 04 Penyusunan data rekonsiliasi bidang asset Tersedianya data asset Sekretariat Daerah Pangkajene Sidenreng 12 Lap.                         60.000.000 DAU 12 Lap.                      65.000.000  Sekretariat Daerah 

4 01 22 05
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah
Dokumen Keuangan pada Sekretariat Daerah yang diverifikasi Pangkajene Sidenreng 372 dok.                         65.000.000 DAU 372 dok.                      70.000.000  Sekretariat Daerah 

4 04 58
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan
Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 04 58 1
Penyusunan sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

daerah
Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

4 04 59
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI 

PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
Data Asset Setda yang akurat Pangkajene Sidenreng 0 %                                           - DAU 0 %                                      -    Sekretariat Daerah 

4 04 59 1 Penyusunan data rekonsiliasi bidang pengelolaan asset Tersedianya data asset Sekretariat Daerah Pangkajene Sidenreng 0 bulan                                           - DAU 0 bulan                                      -    Sekretariat Daerah 

                 34.141.790.000              24.757.790.000  Sekretariat DPRD 

Program Pelayanan adminisrasi Perkantoran Pangkajene                    3.944.650.000                3.769.650.000  Sekretariat DPRD 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen bermaterai Pangkajene
1750 

Lembar
                        21.650.000 APBD

1750 

Lembar
                     21.650.000  Sekretariat DPRD 
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Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air  dan Listrik Waktu Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangkajene 12 Bulan                       800.000.000 APBD 12 Bulan                   600.000.000  Sekretariat DPRD 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Waktu Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pangkajene 12 Bulan                         30.000.000 APBD 12 Bulan                      30.000.000  Sekretariat DPRD 

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan 

kesehatan
Pangkajene 35 Orang                       185.000.000 APBD 35 Orang                   200.000.000  Sekretariat DPRD 

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan Pangkajene 10 unit                         60.000.000 APBD 10 unit                      65.000.000  Sekretariat DPRD 

 Sekretariat DPRD 

 Sekretariat DPRD 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan jasa keuangan Pangkajene 12 Bulan                       170.000.000 12 Bulan                   175.000.000  Sekretariat DPRD 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Pangkajene 12 Bulan                       300.000.000 APBD 12 Bulan                   300.000.000  Sekretariat DPRD 

Penyediaan Komponnen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
Pangkajene 500 buah                         50.000.000 APBD 500 buah                      50.000.000  Sekretariat DPRD 

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang 

–undangan

Jumlah bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan 

yang disediakan
Pangkajene 300 Buku                       200.000.000 APBD 300 Buku                   200.000.000  Sekretariat DPRD 

Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu penyediaan jasa administrasi Perkantoran Pangkajene 12 Bulan                    2.100.000.000 APBD 12 Bulan                2.100.000.000  Sekretariat DPRD 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  10.874.140.000 APBD                1.654.140.000  Sekretariat DPRD 

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Pangkajene 1 Unit                    8.000.000.000 1 Unit                                      -    Sekretariat DPRD 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan Pangkajene 1 Unit                                         -   1 Unit                                      -    Sekretariat DPRD 

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang 

diadakan
Pangkajene 10 Unit                       500.000.000 10 Unit                   150.000.000  Sekretariat DPRD 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan Kantor  yang diadakan Pangkajene 10 Unit                       800.000.000 10 Unit                   300.000.000  Sekretariat DPRD 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan Jenis  Peralatan Kantor  yang diadakan Pangkajene 37                       370.000.000                                      -    Sekretariat DPRD 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala Pangkajene 3 Unit                       250.000.000 APBD 3 Unit                   250.000.000  Sekretariat DPRD 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Pangkajene 1 Unit                       300.000.000 1 Unit                   300.000.000  Sekretariat DPRD 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah dan jenis kendaraan yang dipelihara rutin/berkala Pangkajene 28 Unit                       550.000.000 APBD 28 Unit                   550.000.000  Sekretariat DPRD 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang 

dipelihara rutin/berkala
Pangkajene 16 Unit                         14.140.000 16 Unit                      14.140.000  Sekretariat DPRD 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang 

dipelihara rutin/berkala
Pangkajene 90 Unit                         60.000.000 APBD 90 Unit                      60.000.000  Sekretariat DPRD 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan  Gedung Kantor
Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor  yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene 60 Unit                         30.000.000 60 Unit                      30.000.000  Sekretariat DPRD 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur                       500.000.000                   500.000.000  Sekretariat DPRD 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang 

diadakan
Pangkajene

210 

Pasang
                      500.000.000 

210 

Pasang
                  500.000.000  Sekretariat DPRD 

Program Peningkatan Kapasitas SumbER Daya Aparatur
Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang 

diadakan
                   1.440.000.000                1.440.000.000  Sekretariat DPRD 

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang-undangan
Pangkajene 

320 

Kegiatan
                   1.440.000.000 

320 

Kegiatan
               1.620.000.000  Sekretariat DPRD 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Pangkajene                         82.000.000                      83.000.000  Sekretariat DPRD 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Pangkajene 2 Laporan                         20.000.000 2 Laporan                      43.000.000  Sekretariat DPRD 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Pangkajene 1 Laporan                         20.000.000 1 Laporan                      20.000.000  Sekretariat DPRD 

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
Pangkajene 4 Laporan                         42.000.000 4 Laporan                      20.000.000  Sekretariat DPRD 

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 

Rakyat Daerah
                 16.851.000.000              16.851.000.000  Sekretariat DPRD 

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah Pangkajene
95 

Kegiatan
                      250.000.000 

95 

Kegiatan
                  250.000.000  Sekretariat DPRD 

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD Jumlah rapat –rapat alat kelengkapan Pangkajene
60  

Kegiatan
                      250.000.000 

60  

Kegiatan
                  250.000.000  Sekretariat DPRD 

Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses Pangkajene 3 kegiatan                    2.100.000.000 3 kegiatan                2.100.000.000  Sekretariat DPRD 

                     28.000.000 
Jumlah dan jenis kendara dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangkajene 28 Unit                         28.000.000 APBD 28 Unit

Penyediaa Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional
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Kunjungan Kerja Pimpinan  dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 

daerah
Pangkajene

1700 

Kegiatan
                 12.000.000.000 

1700 

Kegiatan
             12.000.000.000  Sekretariat DPRD 

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Waktu Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD Pangkajene 12 Bulan                       151.000.000 12 Bulan                   151.000.000  Sekretariat DPRD 

Sosialisasi peraturan perundang-undangan jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Pangkajene 3 kegiatan                    2.100.000.000 3 kegiatan                2.100.000.000  Sekretariat DPRD 

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pangkajene                       450.000.000                   460.000.000  Sekretariat DPRD 

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

udangan

Jumlah Perda  yang direncanakan dalam penyusunan rencana 

kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Pangkajene 20 Perda                       350.000.000 20 Perda                   360.000.000  Sekretariat DPRD 

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Perda  yang direncanakan dalam legislasi rancangan 

peraturan perundang-undangan
Pangkajene 20 Perda                       100.000.000 20 Perda                   100.000.000  Sekretariat DPRD 

URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN    

                   7.913.432.530                7.511.332.775 

Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan administrasi perkantoran Bappelitbangda 100%                    1.282.912.520 APBD 100%                1.294.558.146 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen bermaterai 1600 Lembar                           6.930.000 1600                        7.276.500 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik 12 Bulan                         88.200.000 12                      92.610.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah  Asuransi) 12 Bulan                         12.064.500 12                      12.667.725 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan 
15 Unit                           5.229.000 15                        5.490.450 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan Administrasi jasa Keuangan 12 Bulan                       198.671.550 12                   208.605.128 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan                         28.055.475 12                      29.458.249 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah dan jenis Peralatan Kerja  Kerja yang diperbaiki 10 Unit                         15.029.700 10                      15.781.185 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia 48 Lembar                         50.000.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan          

bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan
93 Buah                           4.314.450 93                        4.530.173 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang undangan
Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang undangan yang 

disediakan
5 Eks                           5.292.000 5                        5.556.600 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 125 Kali                       332.176.845 125                   348.785.687  Badan Perecanaan Pembangunan, 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam negeri 30 Kali                           3.150.000 30                        3.307.500 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu penyediaan  administrasi perkantoran yang tersedia 12 Bulan                       533.799.000 12                   560.488.950 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan  sarana dan prasarana aparatur Bappelitbangda 100% Persen                       293.947.650 APBD 100%                   308.645.033 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 Unit                           4.274.550 1                        4.488.278 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah  perlengkapan  kantor yang diadakan 3 Unit                         25.000.000 3                      26.250.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah peralatan  gedung kantor yang diadakan 10 Unit                         70.376.800 10                      73.895.640 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pengadaan Meubeleur Jumlah meubileur   yang diadakan 55 Unit                         20.000.000 55                      21.000.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah  gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 1 Unit                         80.000.000 1                      84.000.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
12 Unit                         77.737.800 12                      81.624.690 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala
12 Unit                           4.410.000 12                        4.630.500 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

PERENCANAAN
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Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan  gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 20 Unit                         12.148.500 20                      12.755.925 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tersusunnya dokumen/laporan rencana kegiatan, 

akuntabilitas kinerja dan keuangan  
Bappelitbangda 100% Persen 25.572.360 APBD 100%                      28.129.596 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja  dan ikhtisar realisasi kinerja 

opd
6 Dok                         18.961.360 6                      20.857.496 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Lap                           6.611.000 2                        7.272.100 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Penelitian dan Pengembangan Potensi  Daerah Persentase rencana implementasi kelitbanan Bappelitbangda 100% Persen                       500.000.000 APBD 100%                   525.000.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Peneliitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan & SDM
Jumlah kegiatan kelitbanan bidang pemerintahan dan SDM  

yang diimplementasikan dan dimanfaatkan hasilnya oleh opd
4 Kegiatan                       240.000.000 4                   252.000.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Peneliitian dan Pengembangan Bidang 

Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah kegiatan kelitbanan bidang  

Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunanyang 

dimplementasikan dan dimanfaatkan hasilnya oleh opd

4 Kegiatan                       260.000.000 4                   273.000.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Kerjasama Pembangunan Cakupan pelaksanaan  Kerjasama Pembangunan Bappelitbangda 100% Persen                         65.000.000 APBD 100%                      68.250.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyusunan Dokumen SDGS Doumen SDGs 1 Dok                         65.000.000 1                      68.250.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam 

penerapan inovasi  daerah
Bappelitbangda 100% Persen                       700.000.000 APBD 100%                   735.000.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan Sistim Inovasi Daerah Jumlah hasil  inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah 8 Kegiatan                       427.000.000 8                   448.350.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Peningkatan Kapasitas  Data & Publikasi  Risert & Teknologi
Terlaksananya Peningkatan Data dan Publikasi Riset dan 

Teknologi
4 Kegiatan                       273.000.000 4                   286.650.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota 

Menengah dan Besar

Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan 

Lingkup Bidang Infrastruktur,Pengambangan Wilayah 

dan Lingkungan Hidup

Bappelitbangda 100% %                       830.000.000 APBD 100%                   871.500.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Operasional Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dokumen  RP3M,RPJIM , One data dan Sistim Informasi 1,2 Dok,SI                       260.000.000 1,2                   273.000.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Koordinasi Penataan Ruang Perda RTRW 1 Dok                       460.000.000 1                   483.000.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Koordinasi Kelompok Kerja AMPL Jumlah Dokumen AMPL 2 Dok                       110.000.000 2                   115.500.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Persentase Penjabaran  Konsistensi Program RPJMD ke 

dalam RKPD
100% 100%

Persentase Kesesuaian  Program/Kegiatan Yang 

Direncanakan (RKPD) Terhadap Program/Kegiatan  Yang 

Dianggarkan  (APBD)

100% 100%

Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Jumlah Dokumen Rancangan  Awal  Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) 
1 Dok                  135.000.000,00 1                   141.750.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah kegiatan  Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, 

Kecamatan, Forum Perangkat Daerah , Musrenbang RKPD 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Musrenbang Provinsi dan 

Nasional

1,6 Do,keg                       470.000.000 1,6                   493.500.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Penetapan RKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Pokok dan Perubahan yang ditetapkan dengan peraturan 

kepala daerah

3 Dok                       353.000.000 3                   370.650.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Jumlah Laporan Realisasi Fisik/Keuangan Program/kegiatan 

Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidrap                 
6 Lap                       200.000.000 6                   210.000.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah (SIPD)

Jumlah Aplikasi SIPD (Bangda) dan Aplikasi Simda 

Perencanaan (BPKP) yang dikembangkan dan dikelola
2 Sistem                       232.000.000 2                   243.600.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Koordinasi Penyusunsn Data DAK,APBD I,APBN/PHLN,TP 

dan Dekonsentrasi

-Jumlah Dokumen pengusulan program/kegiatan pusat dan 

daerah (Aplikasi Krisna dan Simlaras)                                                   

-Jumlah Laporan pelaksanaan DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP 

dan Dekonsentrasi.

1,4 Dok/Lap                       170.000.000 1,4                   178.500.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 
                   2.716.000.000                2.105.250.000 
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Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi monitoring 

dan evaluasi (simonev)
Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dan dikembangkan 1 Sistem Aplikasi                       220.000.000 1                   231.000.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan 

daerah

Jumlah Dokumen Rencana Penerapan SPM, Pelaporan 

Penerapan SPM, Dokumen IKU dan IKK dan Pelaporan IKU 

dan IKK 

3 Dok                       360.000.000 3                   378.000.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Revisi RPJMD Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD periode 2018-2023 1 D0k                       576.000.000 1                                      -   
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase kesusaian kinerja bidang ekonomi Bappelitbangda 100% Persen                       830.000.000 APBD 100%                   871.500.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi
Jumlah  program program prioritas nasional dan daerah  

bidang ekonomi  yang dilaksanakan
7 Program                       275.000.000 7                   288.750.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah)

 Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(LP2KD)
1,1 Lap/Apl                       500.000.000 1,1                   525.000.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Koordinasi Kerjasama TSLP/CSR Jumlah Stakeholeder yang terlibat dalam kegiatan TSLP/CSR 17 17 Per/Lbg                         55.000.000 17                      57.750.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Perencanaan Pembangunan  Sosial Budaya Persentase kesesaian kinerja bidang  sosial dan  budaya Bappelitbangda 100% Persen                       250.000.000 APBD 100%                   262.500.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 
Jumlah  program program prioritas nasional dan daerah  

bidang sosial yang dilaksanakan
8 Program                       100.000.000 8                   105.000.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang  Budaya
Jumlah  program program prioritas nasional dan daerah bidang 

budaya yang dilaksanakan
7 Program                         85.000.000 7                      89.250.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Koordinasi dan Monev  kawasan pedesaan prioritas nasional 

(KPPN)

Jumlah kegiatan fisik dan non fisik pada kawasan prioritas 

nasional
5 Kegiatan                         65.000.000 5                      68.250.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber 

Daya Alam
Persentase dokumen PSETK yang dihasilkan Bappelitbangda 100% Persen                       420.000.000 APBD 100%                   441.000.000 

 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

Operasional   IPDMIP Dokumen PSETK pada daerah irigasi kewenangan kabupaten 20 PSETK                       420.000.000 20                   441.000.000 
 Badan Perecanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan 

                 27.373.744.000              21.022.807.150 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                  11.971.288.000                9.100.551.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat Sekretariat BKAD 1                           5.484.000 APBD              1                        6.306.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Terciptanya suasana kantor yang nyaman Sekretariat BKAD 1                       456.000.000 APBD              1                   567.870.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terciptanya suasana kantor yang nyaman Sekretariat BKAD 1                         91.920.000 APBD              1                      59.889.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa jaminan BMD
Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1                       140.000.000 APBD              1                      56.933.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 

/operasional
Peningkatan Kinerja Sekretariat BKAD 1                         59.100.000 APBD              1                      43.930.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyediaan jasa administrasi keuangan Peningkatan kinerja Sekretariat BKAD 1                         86.164.000 APBD              1                   811.607.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya suasana kantor yang bersih Sekretariat BKAD 1                         73.068.000 APBD              1                   121.226.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan 

kantor
Terciptanya suasana kantor yang nyaman Sekretariat BKAD 1                           6.500.000 APBD              1                      28.175.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Peneyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur pengelola Sekretariat BKAD 1                         20.000.000 APBD              1                      35.466.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Sekretariat BKAD 1                         12.500.000 APBD              1                      44.275.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Sekretariat BKAD 1                       590.000.000 APBD              1                   785.532.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyediaan administrasi perkantoran lainnya Terlaksananya administrasi perkantoran Sekretariat BKAD 1                    1.107.104.000 APBD              1                2.535.943.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

DinasOperasional Bidang Peng. Asset

Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1  - APBD              1  - Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    9.323.448.000                4.003.399.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pembangunan Gedung Kantor Terciptanya suasana kantor yang nyaman Sekretariat BKAD 1                         75.000.000 APBD              1  - Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya kinerja aparatur
Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1                    5.939.100.000 APBD              1                   764.750.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya suasana kantor yang nyaman Sekretariat BKAD 1                         39.204.000 APBD              1                      16.100.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pengadaan peralatan gedung kantor Terciptanya suasana kantor yang nyaman Sekretariat BKAD 1                       354.318.000 APBD              1                   379.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pengadaan Meubelair Sekretariat BKAD 1  - APBD              1                      60.651.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pemeliharaan Arsip Terciptanya suasana kantor yang nyaman
Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1                         24.510.000 APBD              1                      19.378.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

KEUANGAN
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Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 

bidang Asset
Peningkatan kinerja

Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1                         83.500.000 APBD              1                      16.100.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Rumah dinas yg layak huni
Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1                       283.200.000 APBD              1                      41.975.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Gedung kantor yang layak pakai Sekretariat BKAD 1                       180.000.000 APBD              1                   126.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional Peningkatan kinerja
Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1                       351.616.000 APBD              1                   544.945.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Peningkatan kinerja Sekretariat BKAD 1                         23.000.000 APBD              1                      11.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja Sekretariat BKAD 1  - APBD              1                      52.000.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pengadaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional Sekretariat BKAD 1                    1.970.000.000 APBD              1                1.970.000.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai 

bidangnya
                        97.550.000                   460.000.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya pendidikan & pelatihan formal Sekretariat BKAD 1                         10.000.000 APBD              1                      28.750.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Sosialisasi Peraturan PerUUan
Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Per Undang - 

Undangan
Sekretariat BKAD 1                         87.550.000 APBD              1                      28.750.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Bimbingan tekhnis Peraturan PerUUan Terselenggaranya Bimbingan Tekhnis Peraturan PerUUan Sekretariat BKAD 1  - APBD              1                   402.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
                        82.890.000                   104.592.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sekretariat BKAD 1                         77.040.000 APBD              1                      87.342.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran laporan Keuangan Semesteran Sekretariat BKAD 1                           3.295.000 APBD              1                        5.750.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Sekretariat BKAD 1  - APBD              1                        2.875.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat BKAD 1                           2.555.000 APBD              1                        8.625.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan Tersusunnya Laporan Program Kegiatan Sekretariat BKAD 1                       105.518.000 APBD              1                   299.834.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bidang 

Perbendaharaan 
laporan Keuangan Semesteran Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan 1  - APBD              1                      46.834.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bidang 

Pelaporan & Akuntansi 
laporan Keuangan Semesteran Bidang Pelaporan & Akuntansi

Bidang Pelaporan & 

Akuntansi
1                         58.073.000 APBD              1                      86.250.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Laporan BMD Semeteran Laporan Realisasi BMD Bidang Pengelolaan Aset 1                         47.445.000 APBD              1                   166.750.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
                   4.159.950.000                5.402.943.150 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Standar Satuan Belanja Standar Satuan Belanja Sekretariat BKAD 1                         25.920.000 APBD              1                      26.364.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Standar Satuan Harga Standar Satuan Harga
Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1                       127.976.000 APBD              1                                      -   Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah

Bidang Pelaporan & 

Akuntansi
1                                         -   APBD              1                                      -   Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Bidang Pelaporan & 

Akuntansi
1                                         -   APBD              1                                      -   Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Peraturan Daerah Tentang APBD Bidang Anggaran BKAD 1                       395.838.000 APBD              1                   760.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 

APBD 
Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Bidang Anggaran BKAD 1                       439.889.000 APBD              1                   273.396.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Perubahan APBD 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Bidang Anggaran BKAD 1                       376.874.000 APBD              1                   866.580.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 
Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Bidang Anggaran BKAD 1                       434.289.000 APBD              1                   273.396.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD

Bidang Pelaporan & 

Akuntansi
1                       227.880.000 APBD              1                   186.300.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD

Bidang Pelaporan & 

Akuntansi
1                       186.645.000 APBD              1                   172.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Sistem Informasi keuangan Daerah SIMDA Bidang Anggaran BKAD 1                         31.961.000 APBD              1                      17.880.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIMDA Sekretariat BKAD 1                       470.990.000 APBD              1                   340.339.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bidang Akuntansi 1                       111.414.000 APBD              1                   194.272.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 
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Peningkatan pengembangan pengelolaan utang Bidang Akuntansi 1  - APBD              1                      34.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pedoman 

Pengamanan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1                           7.190.000 APBD              1                      28.175.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah bidang 

pemanfaatan aset
Tertib Manajemen Aset/Barang Daerah

Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1                       148.069.000 APBD              1                      34.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah bidang 

pengendalian aset
Tertib Manajemen Aset/Barang Daerah

Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1  - APBD              1                   373.750.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah 
Peningkatan PAD Bidang Perbendaharaan 1                         47.231.000 APBD              1                   103.282.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Peningkatan Sistem Manajemen Penatausahaan Aset 
Bidang Pengelolaan Aset 

BKAD
1                       340.350.000 APBD              1                   310.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Peningkatan manajemen investasi daerah
Bidang Perbendaharaan 

BKAD
1  - APBD              1                      25.625.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penghapusan Barang milik Daerah
Bidang Pengelolaan Aset 

BKAD
1                       100.736.000 APBD              1                   175.884.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pengamanan / Pengendalian BMD
Bidang Pengelolaan Aset 

BKAD
1                       194.675.000 APBD              1                      79.979.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Pedoman Perencenaan Kebutuhan & 

Pemeliharaan Barang/Jasa 

Pedoman Perencenaan 

Kebutuhan & 

Pemeliharaan 

Barang/Jasa

Bidang 

Perbenda

haraan

100%
100.550.00

0
APBD 100% Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pembinaan dan Peningkatan Sumber daya bendahara 

pengeluaran belanja langsung

Bidang Perbendaharaan 

BKAD
1                       214.936.000 APBD              1                   124.815.075 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pembinaan dan Peningkatan Sumber daya bendahara 

pengeluaran belanja tidak langsung (gaji)

Bidang Perbendaharaan 

BKAD
1                       277.087.000 APBD              1                      99.815.075 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Peningkatan SDM Pengelola Keuangan
Bidang Perbendaharaan 

BKAD
1  - APBD              1                   549.117.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Peningkatan SDM Pengelola BMD Bidang Aset BKAD 1  - APBD              1                   172.500.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan SKPD Bidang Akuntansi BKAD 1  - APBD              1                   178.974.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penghunian 

Rumah Dinas 
SIMBADA

Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1  - APBD              1  - Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pengelolaan 

Gedung/Aula Milik Pemda Sidrap 

Peraturan KDH Tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik 

Daerah

Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1  - APBD              1  - Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penghunian 

Asrama Mahasiswa 
Peraturan KDH Tentang Penghunian Rumah Dinas

Bidang Pengelolaan 

Asset BKAD
1 APBD              1 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten/Kota 
                      833.419.000                1.176.622.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan data rekonsiliasi 
Bidang Perbendaharaan 

BKAD
1  - APBD              1                   117.739.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan/Kabupaten 
Bidang Pelaporan 

&Akuntansi BKAD
1                       145.903.000 APBD              1                   145.903.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Reviuw Pertanggungjawaban Ranperda tentang APBD 
Bidang Pelaporan 

&Akuntansi BKAD
1                           6.972.000 APBD              1                        8.797.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Reviuw Pertanggungjawaban Rancangan Peraturan KDH 

tentang APBD 

Bidang Pelaporan 

&Akuntansi BKAD
1  - APBD              1                        6.497.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Rekonsiliasi data realisasi dan pertanggungjawaban 
Bidang Pelaporan & 

Akuntansi BKAD
1  - APBD              1                   140.558.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Evaluasi dan Penyusunan Laporan dan rekonsiliasi data 

penerimaan belanja

Bidang Perbendaharaan 

BKAD
1                       146.390.000 APBD              1                   128.309.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penyusunan data rekonsiliasi data aset Data Rekonsiliasi Bidang Asset BKAD 1                       259.456.000 APBD              1                   181.211.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 
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Evaluasi penyusunan laporan dan rekonsiliasi data penerimaan 

belanja gaji 
Tersusunya Laporan GAJI Bidang Perbendaharaan 1                         65.000.000 APBD              1                   310.009.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BKAD 1                       137.599.000 APBD              1                   137.599.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Penysunan  Data Rekonsiliasi Bidang Akuntansi Tertib pengelolan keuangan daerah
Bidang Pelaporan & 

Akuntansi
1                         72.099.000 APBD              1                                      -   Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 
                      662.082.000                   474.866.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Anggaran BPKD 1                       317.527.000 APBD              1                   145.572.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Bidang Pelaporan & 

Akuntasi 
1                       211.330.000 APBD               1                      98.898.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pengendalian  Pelaksanaan Bantuan dan Bagi Hasil Keuangan 

Daerah 
Bidang Anggaran BPKD 1                       133.225.000 APBD               1                   103.896.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Pengendalian  Pembiayaan Daerah 
Bidang Perbendaharaan 

BPKD 
1  - APBD               1                      40.250.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Evaluasi manajemen penatausahaan aset Bidang Aset BPKD 1  - APBD               1                      86.250.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                       137.599.000                                      -   Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Pelaporan & 

Akuntansi
1                       137.599.000 APBD               1  - Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran                    2.451.539.500                2.574.037.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah dokumen yang bermaterai Pangkajene Sidrap 562 Lbr                           4.000.000 APBD 596 Lbr                        4.200.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangkajene Sidrap 12 Bln                       395.400.000 APBD 12 Bln                   415.170.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pangkajene Sidrap 12 Bln                         61.010.000 APBD 12 Bln                      64.060.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pangkajene Sidrap 1 Unit                         20.572.500 APBD 1 Unit                      21.602.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ 

operasional
Jumlah kendaraan dinas yang disyahkan STNKnya Pangkajene Sidrap 24 Unit                         15.509.000 APBD 24 Unit                      16.285.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyediaan jasa admnistrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi keuangan Pangkajene Sidrap 12 Bulan                       235.800.000 APBD 12 Bulan                   247.510.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyediaan jasa kebersihan daerah Waktu penyediaan jasa  kebersihan kantor Pangkajene Sidrap 12 Bulan                         49.048.000 APBD 12 Bulan                      51.500.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 

kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia Pangkajene Sidrap 42 Item                         30.000.000 APBD 45 Item                      31.500.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyediaan bahan bacaan undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan
Jumlah buku bacaan & peraturan perundang-undangan Pangkajene Sidrap 211 Eks.                         20.000.000 APBD 224 Eks.                      21.000.000  Badan Pendapatan Daerah 

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke dalam daerah
Dalam Kab. Sidrap 100 %                       150.000.000 APBD 100 %                   157.500.000  Badan Pendapatan Daerah 

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

konsultasi ke luar daerah

Luar Kabupaten dan 

Luar Provinsi
100 %                       350.000.000 APBD 100 %                   367.500.000  Badan Pendapatan Daerah 

Pelayanan admnistrasi perkantoran Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia Pangkajene Sidrap 12 Bln                    1.120.200.000 APBD 12 Bln                1.176.210.000  Badan Pendapatan Daerah 

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur                    1.761.716.000                1.064.402.000  Badan Pendapatan Daerah 

Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan kantor yang diadakan Pangkajene Sidrap  1  unit                       198.000.000 APBD  -  -   Badan Pendapatan Daerah 

Pendaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan yang diadakan Pangkajene Sidrap  1  unit                       550.000.000 APBD  -  -  Badan Pendapatan Daerah 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Pangkajene Sidrap 3 Unit                       104.000.000 APBD 1 Unit                   109.200.000  Badan Pendapatan Daerah 

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidrap 48 Unit                       396.000.000 APBD 51 Unit                   415.800.000  Badan Pendapatan Daerah 

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan rutin/berkala Pangkajene Sidrap 1 Unit                       232.069.000 APBD 1 Unit                   243.673.000  Badan Pendapatan Daerah 

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Pangkajene Sidrap 19 Unit                       281.647.000 APBD 19 Unit                   295.729.000  Badan Pendapatan Daerah 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
                        95.099.000                      99.854.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

OPD
Pangkajene Sidrap 6 laporan                         85.000.000 APBD 6 Laporan                      89.250.000  Badan Pendapatan Daerah 
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Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Pangkajene Sidrap 2 laporan                           3.373.000 APBD 2 Laporan                        3.542.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Pangkajene Sidrap 1 laporan                           3.788.000 APBD 1 Laporan                        3.977.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Pangkajene Sidrap 1 laporan                           2.938.000 APBD 1 Laporan                        3.085.000  Badan Pendapatan Daerah 

Program perencanaan, pengembangan, dan evaluasi 

pendapatan daerah

Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi 

Pendapatan Daerah
                   9.118.476.000                9.255.672.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi 

daerah
Jumlah aplikasi sistem informasi pajak dan retribusi daerah Kab. Sidrap 2 aplikasi                       748.200.000 APBD 2 aplikasi                   800.000.000  Badan Pendapatan Daerah 

Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak 

daerah dan retribusi daerah
Persentaase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah Kab. Sidrap 10 SOP                         88.500.000 APBD 10 SOP                      93.000.000  Badan Pendapatan Daerah 

Pemeliharaan & pemutahiran basis data pajak daerah & 

retribusi daerah

Persentase terpeliharanya  dan pemutakhiran basis data pajak 

dan retribusi daerah
Kab. Sidrap 12 bulan                    5.910.972.000 APBD 12 bulan                5.913.927.000  Badan Pendapatan Daerah 

Pemeriksaan pajak daerah Persentase meningkatnya Penerimaan PAD Kab. Sidrap 100 %                       199.000.000 APBD 100 %                   208.950.000  Badan Pendapatan Daerah 

Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah
Persentase meningkatnya pengawasan PAD Kab. Sidrap 12 bulan                    1.335.804.000 APBD 12 bulan                1.402.594.000  Badan Pendapatan Daerah 

Bimbingan tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan
Jumlah Bintek Implementasi peraturan perundang-undangan Kab. Sidrap 1 kegiatan                       250.000.000 APBD 1 kegiatan                   250.125.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan

Jumlah kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan 

pendapatan
Kab. Sidrap 1 dok                       212.000.000 APBD 1 dok                   212.106.000  Badan Pendapatan Daerah 

Penyusunan kebijakan tentang intensifikasi pajak dan retribusi 

daerah

Jumlah kebijakan tentang Intensifikasi pajak dan retribusi 

daerah
Kab. Sidrap 5

Perda, 

perbup
                      200.000.000 APBD 5

Perda, 

perbup
                  200.100.000  Badan Pendapatan Daerah 

Konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah Jumlah kegiatan pendampingan Kab. Sidrap 2 kegiatan                       174.000.000 APBD 2 kegiatan                   174.870.000  Badan Pendapatan Daerah 

                 10.654.883.936              12.931.470.387 

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 

APARATUR 

CAKUPAN ASN YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN 
100 %                    6.079.910.000 100 %                9.004.140.000 

Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi ASN  Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Sidenreng Rappang 20 Orang                       450.000.000 APBD II 20 Orang                   450.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/ Fungsional bagi ASN  Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tekhnis dan fungsional Kab. Sidenreng Rappang 230 Orang                       250.000.000 APBD II 230 Orang                3.058.630.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CASN 
 Jumlah CASN yang mengikuti pendidkan dan Pelatihan 

Prajabatan 
Kab. Sidenreng Rappang 250 Orang                    2.324.000.000 APBD II 250 Orang                2.324.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pendiikan dan Pelatihan Struktural 
 Jumlah Pejabat yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Struktural 
Kab. Sidenreng Rappang 130 Orang                    2.806.010.000 APBD II 130 Orang                2.806.010.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN 
 Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian 

Ijazah 
Kab. Sidenreng Rappang 200 Orang                       150.000.000 APBD II 200 Orang                   150.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pemberian Satyalencana bagi ASN  Jumlah ASN yang Mendapatkan Satyalencana Kab. Sidenreng Rappang 200 Orang                         49.900.000 APBD II 200 Orang                      50.500.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi  Jumlah ASN berprestasi yang mendapatkan Penghargaan Kab. Sidenreng Rappang 5 Orang                         50.000.000 APBD II 5 Orang                   165.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

CAKUPAN ASN YANG DIREKRUT SESUAI DENGAN 

FORMASI 

 CAKUPAN EVALUASI KINERJA APARATUR 

 Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Pengangkatan Pegawai 

Perjanjian Kontrak 
 Tersedianya CASN dari tenaga Honorer dan Pelamar Umum Kab. Sidenreng Rappang

423 

Orang
                   1.125.493.767 APBD II

423 

Orang
               1.062.328.767 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Penempatan ASN 
 Jumlah Penenmpatan ASN sesuai dengan Kompetensi dan 

Pendidikan 
Kab. Sidenreng Rappang 1038                       399.885.264 APBD II

1088 

Orang
                  479.862.317 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Penyusunan Syarat Jabatan 
 Penyelenggaraan seleksi Jabatan Eselon II dan Tes Uji 

Kompetensi Eselon II 
Makassar 2 Kegiatan                       538.422.336 APBD II 2 Kegiatan                   646.106.803 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Penyumpahan CASN menjadi ASN 
 Jumlah CASN Kab. Sidenreng Rappang yang disumpah 

menjadi ASN 
Kab. Sidenreng Rappang

100 

Orang
                        27.500.000 APBD II

100 

Orang
                     28.800.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

                   2.371.801.367                2.517.097.887 
Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

APARATUR 

KEPEGAWAIAN
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 KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF 

SUMBER 
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2 3 4 6 7 8 10 11

TARGET CAPAIAN 

KINERJA
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URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
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RENCANA TAHUN 2021

C
A

T
A

T
A

N
 

P
E

N
T

IN
G PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 

JAWABTARGET CAPAIAN 

KINERJA

 Evaluasi Kinerja Aparatur 
 Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja 

Aparatur Sipil Negara 
Kab. Sidenreng Rappang

5512 

Orang
                      185.000.000 APBD II

5604 

Orang
                  200.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Sosialisasi dan Bimbingan Persiapan Masa Pensiun ASN 
 Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan Persiapan Masa 

Pensiun 
Kab. Sidenreng Rappang

314 

Orang
                        27.500.000 APBD II

314 

Orang
                     30.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Kelembagaan Profesi ASN  Jumlah ASN yang difasilitasi Kab. Sidenreng Rappang
220 

Orang
                        68.000.000 APBD II

220 

Orang
                     70.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN -                       202.000.000                      48.000.000 
Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN 
 Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN dan 

mendapatkan Pembinaan 
Kab. Sidenreng Rappang 34 Orang                       202.000.000 APBD II 30 Orang                      48.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Cakupan Pelayanan Pensiun Dan Izin Cerai Dan Cuti ASN

Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian Dan 

Pelayanan Kepangkatan Dan Berkala

Pensiun Janda/Duda dan Yatim serta Pensiun Atas 

Permintaan sendiri 

 Pensiun Janda/Duda dan Yatim serta Pensiun Atas 

Permintaan sendiri 
Kab. Sidenreng Rappang

280 

Orang
                        55.000.000 APBD II

331 

Orang
                     58.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Izin Cerai / Permasalahan Keluarga  Izin Cerai / Permasalahan Keluarga Kab. Sidenreng Rappang 20 Orang                         19.500.000 APBD II 20 Orang                        9.500.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Pelayanan Cuti ASN  Pelayanan Cuti ASN Kab. Sidenreng Rappang
1000 

Orang
                        30.000.000 APBD II

1000 

Orang
                     11.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi 

Kepegawaian Daerah 

 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi 

Kepegawaian Daerah 
Kab. Sidenreng Rappang

1908 

Orang
                      670.230.069 APBD II

1908 

Orang
                     97.700.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Pelayanan Kepangkatan dan Berkala  Pelayanan Kepangkatan dan Berkala Kab. Sidenreng Rappang
3325 

Orang
                        16.100.000 APBD II

3144 

Orang
                     16.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN    CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                       832.300.000                   848.900.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Jumlah Dokumen bermaterai Pangkajene Sidenreng
593 

Lembar
                          3.800.000 

643 

Lembar
                       3.900.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         61.000.000 APBD II 12 Bulan                      62.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan Pangkajene Sidenreng 1 Unit                           5.000.000 APBD II 1 Unit                        5.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 
Jumlah Kendaraan dinas yang diperbaharui Perizinannya Pangkajene Sidenreng 16 Unit                           8.500.000 APBD II 16 Unit                        9.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 
Pengelolaan jasa administrasi keuangan yang efektif dan 

akuntabel 
Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       100.000.000 APBD II 12 Bulan                   102.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Jasa Kebersihan kantor Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                         23.000.000 APBD II 12 Bulan                      24.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah Pangkajene Sidenreng 80 Kali                       340.000.000 APBD II 85 Kali                   350.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pangkajene Sidenreng 60 Kali                           9.000.000 APBD II 65 Kali                        8.000.000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi Perkantoran yang efektif Pangkajene Sidenreng 12 Bulan                       282.000.000 APBD II 12 Bulan                   285.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 

CAKUPAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR 
                      343.042.500                   286.132.500 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

  Pembangunan Gedung Kantor  Jumlah gedung kantoryang dibangun Pangkajene Sidenreng 0 Unit  - APBD II 0 Unit  - 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng 15 Unit                         70.000.000 APBD II 15 Unit                      50.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  Jumlah Perlalatan Gedung kantor yang diadakan Pangkajene Sidenreng a Unit                         92.000.000 APBD II 5 Unit                      50.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor  Gedung kantor yang Terpelihara Pangkajene Sidenreng 2 Kegiatan                         32.900.000 APBD II 2 Kegiatan                      35.990.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Pangkajene Sidenreng 16 Unit                         82.172.500 APBD II 16 Unit                      84.172.500 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

                  192.200.000 
Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN                       790.830.069 
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PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 

JAWABTARGET CAPAIAN 

KINERJA

 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Pangkajene Sidenreng 33 Unit                           9.670.000 APBD II 33 Unit                      11.670.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara Pangkajene Sidenreng 35 Unit                         36.300.000 APBD II 40 Unit                      39.300.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

 Pengadaan Mebeleur  Jumlah barang mebeleur yang diadakan Pangkajene Sidenreng 12 Buah                         20.000.000 APBD II 6 Buah                      15.000.000 
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

NILAI SAKIP OPD

 PERSENTASE CAPAIAN KEUANGAN OPD 

 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 
 Jumlah Dokumen yang terselesaikan Pangkajene Sidenreng

7 

Dokumen
                        35.000.000 APBD II

7 

Dokumen
                     35.000.000 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

                   6.803.632.000                6.206.367.000 Inspektorat 

4 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 90%                    1.158.920.000 90%                1.208.126.000 Inspektorat 

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai dan dokumen yang terkirim Inspektorat
420 

Materai
                          2.700.000 APBD

435 

Materai
                       3.456.000 Inspektorat 

02 Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Inspektorat 12 bulan                         76.400.000 APBD 12 bulan                      76.400.000 Inspektorat 

05 Jasa Jaminan barang Milik Daerah Jasa jaminan milik daerah yang disediakan Inspektorat 12 bulan                         30.000.000 APBD 12 bulan                      35.000.000 Inspektorat 

06
Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas 

Operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 

yang disediakan
Inspektorat 21 unit                         22.450.000 APBD 21 unit                      22.450.000 Inspektorat 

07 Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan Inspektorat 12 bulan                       121.470.000 APBD 12 bulan                   121.470.000 Inspektorat 

08 Jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Inspektorat 12 bulan                         29.500.000 APBD 12 bulan                      32.650.000 Inspektorat 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Inspektorat 14 unit                         68.500.000 APBD 17 unit                      68.500.000 Inspektorat 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang 

disediakan
Inspektorat 5 exp                           7.650.000 APBD 5 exp                        9.850.000 Inspektorat 

18 Rapat Koordinasi Luar Daerah
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah
K/L/D 70 kali                       425.000.000 APBD 73 kali                   425.000.000 Inspektorat 

17 Rapat Koordinasi dalam daerah
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 

daerah
Kabupaten Sidrap 10 kali                         12.000.000 APBD 15 kali                      15.000.000 Inspektorat 

20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat 12 bulan                       363.250.000 APBD 12 bulan                   398.350.000 Inspektorat 

4 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase aset dalam kondisi baik 85%                       964.860.000 85%                   713.500.000 Inspektorat 

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Inspektorat 0                                         -   APBD 0                                      -   Inspektorat 

Pengadaan Perlengkapan  gedung kantor Perlengkapan gedung kantor Inspektorat 15 unit                       147.600.000 APBD 15 unit                   163.000.000 Inspektorat 

Pengadaan Peralatan  gedung kantor Peralatan gedung kantor Inspektorat 25 unit                       323.500.000 APBD 23 unit                   362.000.000 Inspektorat 

Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Inspektorat 18 unit                       143.760.000 APBD 0                                      -   Inspektorat 

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Inspektorat 1 unit                         39.600.000 APBD 1 unit                      22.100.000 Inspektorat 

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Inspektorat 21 unit                       121.400.000 APBD 21 unit                   141.400.000 Inspektorat 

28
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan 

gedung kantor
Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Inspektorat 20 unit                         20.500.000 APBD 23 unit                      25.000.000 Inspektorat 

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung kantor kantor yang direhabilitasi sedang/berat Inspektorat 1 unit                       168.500.000 APBD 0                                      -   Inspektorat 

4 06 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

% keterpenuhan dokumen perencanaan penganggaran 

dan pelaporan kinerja yang tepat waktu
100%                         41.900.000 100%                      61.900.000 Inspektorat 

01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja & 

keuangan
Inspektorat 5 laporan                         41.900.000 APBD 5 laporan                      61.900.000 Inspektorat 

4 06 01 15
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH

Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2

keatas
33%                    3.801.152.000 36%                3.396.591.000 Inspektorat 

01 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan monev, reviu dan pengawasan lainnya Skpd/Unit Kerja 25 laporan                    1.771.450.000 APBD 25 laporan                1.459.226.000 Inspektorat 

09 Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda Pengaduan yang ditindaklanjuti Pemkab Sidrap 5 kasus                       228.000.000 APBD 5 kasus                   134.712.000 Inspektorat 

07 Inventarisasi Temuan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan inventarisasi temuan pengawasan Inspektorat 1 laporan                         57.202.000 APBD 1 laporan                      97.202.000 Inspektorat 

06 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala temuan hasil 

pengawasan
Skpd/Unit Kerja 2 laporan                       127.000.000 APBD 2 laporan                   112.639.000 Inspektorat 

Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia

PENGAWASAN

                        35.000.000                      35.000.000 
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 
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10 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Laporan hasil pemeriksaan Skpd/Unit Kerja 30 laporan                    1.617.500.000 APBD 30 laporan                1.592.812.000 Inspektorat 

4 06 01 16
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa 

dan Aparatur Pengawasan

Cakupan aparatur yg mendapatkan pelatihan kompetensi

dibidangnya
67%                       836.800.000 75%                   826.250.000 Inspektorat 

 01 
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan
Pegawai yang mengikuti diklat sertifikasi JFT Lembaga Diklat K/L/D 4 orang                       247.500.000 APBD 4 orang                   265.650.000 Inspektorat 

 02 
Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas 

Kinerja
Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek Lembaga Diklat K/L/D 35 orang                       589.300.000 APBD 41 orang                   560.600.000 Inspektorat 

URUSAN PEMERINTAHAN KEWILAYAHAN

              10.028.556.471,0           10.669.056.724,0 Kecamatan Baranti

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %                       777.072.531 APBD 100 %                   854.592.784  Kecamatan Baranti 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Kec.Baranti 500 Lembar                               835.000 APBD 500 Lembar                           919.000  Kecamatan Baranti 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec.Baranti 12 Bulan                         31.970.800 APBD 12 Bulan                      35.168.880  Kecamatan Baranti 

Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kec.Baranti 1 unit                           5.648.000 APBD 1 unit                        6.263.000  Kecamatan Baranti 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional  yang disediakan 

pemeliharaan dan perizinan 
Kec.Baranti 23 Uni                           5.500.000 APBD 23 Uni                        5.700.000  Kecamatan Baranti 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan waktu penyediaan administrasi  jasa keuangan Kec.Baranti 12 Bulan                         63.748.000 APBD 12 Bulan                      70.123.000  Kecamatan Baranti 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Penyediaan Jas Kebersihan Kantor Kec.Baranti 6 unit                         12.755.000 APBD 6 unit                      14.031.000  Kecamatan Baranti 

Penyediaan komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan 

Kantor
Waktu Penyediaan komponen Instalasi Listrik Kec.Baranti 6 unit                         11.000.000 APBD 6 unit                      12.141.000  Kecamatan Baranti 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec.Baranti 40 Kali                         65.450.000 APBD 40 Kali                      72.000.000  Kecamatan Baranti 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Kec.Baranti 436 Kali                         34.936.000 APBD 436 Kali                      38.493.600  Kecamatan Baranti 

Penyediaan administrasi perkantoran lainnya Waktu pelayanan administrasi perkantoran Kec.Baranti 12 Bulan                       545.229.731 APBD 12 Bulan                   599.753.304  Kecamatan Baranti 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 %                    3.971.683.940 APBD 100 %                3.971.683.940  Kecamatan Baranti 

Pegadaan perlengkapan gedung kantor jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec.Baranti 139 Unit                       108.195.260 APBD 139 Unit                   108.195.260  Kecamatan Baranti 

Pengadaan Peralatan gedung Kantor jumlah dan jenis  PPerlengkapan gedung Kantor yang diadakan Kec.Baranti 14 Unit                         78.212.680 APBD 14 Unit                      78.212.680  Kecamatan Baranti 

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Kec.Baranti 7 Unit                       140.000.000 7 Unit                   140.000.000  Kecamatan Baranti 

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec.Baranti 23 Unit                       115.000.000 APBD 23 Unit                   115.000.000  Kecamatan Baranti 

Pemeliharaan rutin / Berkala Rumah Jabatan Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala Kec.Baranti 1 Unit                         12.000.000 APBD 1 Unit                      12.000.000  Kecamatan Baranti 

Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor jumlah dan jenis Perlengkapan Gedun Kantor yang dipelihara Kec.Baranti 23 Unit                         13.200.000 APBD 23 Unit                      13.200.000  Kecamatan Baranti 

Pemeliharaan Rutin/Berkala  Peralatan Gedung Kantor jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Kec.Baranti 18 Unit                           5.076.000 APBD 18 Unit                        5.076.000  Kecamatan Baranti 

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Jumlah atau luasan gedung kantor yang Direhabilitasi 

sedang/berat
Kec.Baranti 3 Unit                    3.500.000.000 APBD 3 Unit                3.500.000.000  Kecamatan Baranti 

Program Peningkatan Pengembangan  Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan
100%                         19.800.000 100% 100%                      21.780.000  Kecamatan Baranti 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja skpd
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Kec.Baranti 6 Dok                         19.800.000 PAD 6 Dok                      21.780.000  Kecamatan Baranti 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam

Membangun Desa
100%                    5.260.000.000 100% 100%                5.821.000.000  Kecamatan Baranti 

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Jumlah Kelurahan mendapatkan kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat

Kelurahan se-Kec. 

Baranti
5 Kel                       650.000.000 PAD/ DAU 5 Kel                   700.000.000  Kecamatan Baranti 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jumlah kelurahan yang mendapatkan pembangunan sarana

dan prasarana

Kelurahan se-Kec. 

Baranti
5 Kel                    4.500.000.000 PAD/ DAU 5 Kel                5.000.000.000  Kecamatan Baranti 

Peningkatan Partisifasi Mayarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Musrenbang

Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum

Musyawarah

Kelurahan dan Kec. 

Baranti
6 Keg                       110.000.000 PAD/ DAU 6 Keg                   121.000.000  Kecamatan Baranti 

                   3.671.001.435                4.858.047.378  Kecamatan Dua Pitue 
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Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dua Pitue 100 %                       834.815.960 APBD 100 %                   982.697.556  Kecamatan Dua Pitue 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Dua Pitue 250 Lembar                           2.500.000 APBD 300 Lembar                        3.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dua Pitue 12 Bulan                         53.815.960 APBD 12 Bulan                      59.197.556  Kecamatan Dua Pitue 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Waktu Penyediaan Perlengkapan kantor Dua Pitue 12 Bulan                           7.000.000 APBD 12 Bulan                        9.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Dua Pitue 12 Bulan                           6.500.000 APBD 12 Bulan                        7.500.000  Kecamatan Dua Pitue 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional  yang disediakan 

pemeliharaan dan perizinan 
Dua Pitue 6 Uni                           4.000.000 APBD 6 Uni                        5.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan waktu penyediaan administrasi  jasa keuangan Dua Pitue 12 Bulan                         67.000.000 APBD 12 Bulan                      72.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Penyediaan Jas Kebersihan Kantor Dua Pitue 12 Bulan                         22.000.000 APBD 12 Bulan                      25.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Penyediaan komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan 

Kantor
Waktu Penyediaan komponen Instalasi Listrik Dua Pitue 12 Bulan                         12.000.000 APBD 12 Bulan                      17.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dua Pitue 27 Kali                         75.000.000 APBD 31 Kali                      85.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Dua Pitue 285 Kali                         60.000.000 APBD 327 Kali                      70.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Penyediaan administrasi perkantoran lainnya Waktu pelayanan administrasi perkantoran Dua Pitue 12 Bulan                       525.000.000 APBD 12 Bulan                   630.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dua Pitue 100 %                    1.688.000.000 APBD 100 %                2.408.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pengadaan Kendaraaan Dinas  / Operasional
jumlah dan jenisKendaraaan Dinas  / Operasional yang 

diadakan
Dua Pitue 1 Unit                         50.000.000 APBD 1 Unit                      50.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas jumlah dan jenis perlengkapan rumah Jabatan yang diadakan Dua Pitue 7 Unit                         21.000.000 APBD 7 Unit                      28.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pegadaan perlengkapan gedung kantor jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Dua Pitue 7 Unit                         21.000.000 APBD 7 Unit                      28.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pengadaan Peralatan Rumah Dinas jumlah dan jenis  Peralatan Rumah Dinas yang diadakan Dua Pitue 7 Unit                         28.000.000 APBD 7 Unit                      35.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pengadaan Peralatan gedung Kantor jumlah dan jenis  PPerlengkapan gedung Kantor yang diadakan Dua Pitue 10 Unit                         80.000.000 APBD 13 Unit                   130.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pegadaan Mebeleur jumlah dan jenis mebeluer yang diadakan Dua Pitue 7 Unit                         35.000.000 APBD 7 Unit                      42.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pemeliharaan rutin / Berkala Rumah Jabatan Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala Dua Pitue 1 Unit                         17.000.000 APBD 1 Unit                      23.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung kantor jumlah  gedung kantor yang diipelihara Dua Pitue 2 Unit                         30.000.000 APBD 2 Unit                      38.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Dua Pitue 6 Unit                         59.500.000 APBD 7 Unit                      63.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan/ 

Dinas

jumlah dan jenis Perlengkapan Ruamah jabatan/ Dinas yang 

dipelihara
Dua Pitue 1 Unit                         17.000.000 APBD 1 Unit                      23.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor jumlah dan jenis Perlengkapan Gedun Kantor yang dipelihara Dua Pitue 5 Unit                         30.000.000 APBD 7 Unit                      38.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pemeliharaan Rutin/Berkala  Peralatan Rumah Jabatan / Dinas 
jumlah dan jenis Peralatan Rumah jabatan / Dinas yang 

dipelihara
Dua Pitue 6 Unit                         59.500.000 APBD 7 Unit                      63.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pemeliharaan Rutin/Berkala  Peralatan Gedung Kantor jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Dua Pitue 5 Unit                           5.000.000 APBD 7 Unit                        5.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur jumlah dan jenis Peralatan Mebeleur yang dipelihara Dua Pitue 7 Unit                         35.000.000 APBD 10 Unit                      42.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan
Jumlah atau luasan rumah dinas yang Direhabilitasi 

sedang/berat
Dua Pitue 1 Unit                       450.000.000 APBD 1 Unit                   550.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Jumlah atau luasan gedung kantor yang Direhabilitasi 

sedang/berat
Dua Pitue 2 Unit                       750.000.000 APBD 2 Unit                1.250.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan aparatur Dua Pitue 100 %                         40.000.000 APBD 100 %                      40.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan Dua Pitue 200 Psg                         40.000.000 APBD 200 Psg                      40.000.000  Kecamatan Dua Pitue 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

CakupanPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Dua Pitue 100 %                           7.401.515 APBD 100 %                        8.511.742  Kecamatan Dua Pitue 

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja OPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja 

OPD yang disusun
Dua Pitue 6 LPM                           7.401.515 APBD 6 LPM                        8.511.742  Kecamatan Dua Pitue 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dua Pitue 100 %                    1.100.783.960 APBD 100 %                1.418.838.080  Kecamatan Dua Pitue 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang 

dilaksanakan
Dua Pitue 1 Kegiatan                       895.783.960 APBD 1 Kegiatan                   335.000.000  Kecamatan Dua Pitue 
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Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang mendapat pembangunan sarana dan 

Prasarana
Dua Pitue 2 Kelurahan                       205.000.000 APBD 2 Kelurahan                1.083.838.080  Kecamatan Dua Pitue 

910.043.000 791.622.700  Kecamatan Kulo 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi 

Perkantoran
Kec. Kulo 100 % 372.623.000 100 % 407.660.700  Kecamatan Kulo 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Kec. Kulo 570 Lembar                           2.610.000 PAD 650 Lembar                        3.000.000  Kecamatan Kulo 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik
Kec. Kulo 12 Bulan                         17.476.000 PAD 12 Bulan                      19.225.000  Kecamatan Kulo 

Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Kec. Kulo 1 Unit                           6.050.000 PAD 1 Unit                        6.650.000  Kecamatan Kulo 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 

/ operasional 

Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operaional yang disediakan

jasa pemeliharaan dan perizinan
Kec. Kulo 3 Unit                           1.550.000 PAD 3 Unit                        1.705.000  Kecamatan Kulo 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan Kec. Kulo 12 Bulan                         45.000.000 PAD 12 Bulan                      50.000.000  Kecamatan Kulo 

penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. Kulo 12 Bulan                         11.500.000 PAD 12 Bulan                      12.650.000  Kecamatan Kulo 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 

Bangunan gedung

Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang disediakan
Kec. Kulo 12 Bulan                           8.000.000 PAD 12 Bulan                        8.500.000  Kecamatan Kulo 

Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Kulo 16 Kali                         75.000.000 PAD 17 Kali                      80.000.000  Kecamatan Kulo 

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kec. Kulo 200 Kali                         15.500.000 PAD 310 Kali                      17.000.000  Kecamatan Kulo 

Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya Kec. Kulo 12 Bulan                       189.937.000 PAD 12 Bulan                   208.930.700  Kecamatan Kulo 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur                       484.450.000 PAD                   320.695.000  Kecamatan Kulo 

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Pembagunan gedung Kantor Kec. Kulo 1 Unit                       200.000.000 0 Unit                                      -    Kecamatan Kulo 

Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Jumlah dan Jenis Perlengkapan rumah dinas Kec. Kulo 5 Lusin/Unit                         13.500.000 5 Lusin/Unit                      14.850.000  Kecamatan Kulo 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Kec. Kulo 20 Unit                         40.000.000 PAD 22 Unit                      50.000.000  Kecamatan Kulo 

Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor Jumlah dan Jenis Perlalatan Gedung Kantor yang diadakan Kec. Kulo 21 Unit/Bh                         51.200.000 PAD 24 Unit/Bh                      56.320.000  Kecamatan Kulo 

Pengadaan Mebeleur Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan Kec. Kulo 8 Unit                         30.000.000 PAD 9 Unit                      33.000.000  Kecamatan Kulo 

Pemeliharaan Rutin / berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala Kec. Kulo 1 Unit                           7.000.000 PAD 1 Unit                        8.500.000  Kecamatan Kulo 

Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Kec. Kulo 1 Unit                         40.000.000 PAD 1 Unit                      45.000.000  Kecamatan Kulo 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang diadakan Kec. Kulo 2 Unit                         44.000.000 2 Unit                      48.400.000  Kecamatan Kulo 

Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara

rutin/berkala
Kec. Kulo 3 Unit                         46.750.000 PAD 3 Unit                      51.425.000  Kecamatan Kulo 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan  Rumah Dinas
Jumlah PerlengkapanRumah Dinas yang dipelihara

rutin/berkala
Kec. Kulo 5 Unit                           3.500.000 PAD 5 Unit                        3.850.000  Kecamatan Kulo 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan  gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara

rutin/berkala
Kec. Kulo 5 Unit                           6.000.000 PAD 5 Unit                        6.600.000  Kecamatan Kulo 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala Kec. Kulo 4 Unit                           2.500.000 PAD 4 Unit                        2.750.000  Kecamatan Kulo 

Program Peningkatan Pengembangan  Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase capaian kinerja keuangan 0 2.970.000 2                        3.267.000  Kecamatan Kulo 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja skpd
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Kec. Kulo 0 2                           2.970.000 PAD 2 2                        3.267.000  Kecamatan Kulo 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses 

Pembangunan
50.000.000 2                      60.000.000  Kecamatan Kulo 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan

Waktu Pelaksanaan kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam

forumPerencanaan Pembangunan kecamatan
Kec. Kulo 12 50.000.000 PAD 2                      60.000.000  Kecamatan Kulo 

8.590.461.700 9.101.128.000  Kecamatan Panca Rijang 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi 

Perkantoran
Kec. P. Rijang 100%                       701.007.700                   784.278.000  Kecamatan Panca Rijang 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Kec. P. Rijang 300 Lembar                           1.420.000 PAD 320 Lembar                        1.562.000  Kecamatan Panca Rijang 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik
Kec. P. Rijang 12 Bulan                         48.787.000 PAD 12 Bulan                      53.665.000  Kecamatan Panca Rijang 

Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Kec. P. Rijang 1 Bulan                           5.016.000 PAD 1 Bulan                        5.016.000  Kecamatan Panca Rijang 
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Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 

/ operasional 

Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operaional yang disediakan

jasa pemeliharaan dan perizinan
Kec. P. Rijang 9 Unit                           3.675.000 PAD 9 Unit                        8.100.000  Kecamatan Panca Rijang 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan Kec. P. Rijang 12 Bulan                         63.162.000 PAD 12 Bulan                      76.425.000  Kecamatan Panca Rijang 

penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. P. Rijang 12 Bulan                           5.800.000 PAD 12 Bulan                      12.768.000  Kecamatan Panca Rijang 

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kec. P. Rijang 204 Kali                         73.925.000 PAD 204 Kali                      15.200.000  Kecamatan Panca Rijang 

Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. P. Rijang 74 Kali                         13.840.000 PAD 74 Kali                      77.622.000  Kecamatan Panca Rijang 

Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya Kec. P. Rijang 12 Bulan                       485.382.700 PAD 12 Bulan                   533.920.000  Kecamatan Panca Rijang 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kec. P. Rijang 100%                    3.856.104.000 PAD 100%                3.880.500.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. P. Rijang 30 Unit                         35.200.000 30 Unit                   105.149.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pengadaan mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan Kec. P. Rijang 30 Buah                         95.590.000 PAD 400 Buah                      51.480.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. P. Rijang 400 Unit                         42.900.000 PAD 30 Unit                      35.200.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah dan jenis kendaraan yang diadakan Kec. P. Rijang 7 Unit                       120.000.000 PAD 7 Unit                   120.000.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala Kec. P. Rijang 1 Unit                           5.410.000 PAD 1 Unit                        5.951.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Kec. P. Rijang 1 Unit                         10.670.000 PAD 1 Unit                      11.740.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara 

rutin/berkala 
Kec. P. Rijang 9 Unit                         36.080.000  PAD 9 Unit                      39.700.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala 
Kec. P. Rijang 14 Unit                           4.659.000 PAD 14 Unit                        5.125.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 

rutin/berkala 
Kec. P. Rijang 15 Unit                           5.595.000 PAD 15 Unit                        6.155.000  Kecamatan Panca Rijang 

Rehabilitasi Kantor camat & rumah dinas Jumlah dan jenis rehab gedung kantor camat dan rumah dinas Kec. P. Rijang 2 Unit                    3.500.000.000 PAD 2 Unit                3.500.000.000  Kecamatan Panca Rijang 

Program Peningkatan Pengembangan  Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase capaian kinerja keuangan Kec. P. Rijang 100%                           7.350.000 4 100%                        7.750.000  Kecamatan Panca Rijang 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja skpd
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Kec. P. Rijang 4 Dokumen                           7.350.000 PAD 4 Dokumen                        7.750.000  Kecamatan Panca Rijang 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses 

Pembangunan
4.026.000.000 2 4.428.600.000  Kecamatan Panca Rijang 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di Kelurahan

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah
Kec. P. Rijang 4 kel                       110.000.000 PAD 4 kel                   121.000.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Panca Rijang

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana dan 

pemberdayaan masyarakat yang terlaksana
4 kel                    3.476.000.000 PAD 4 kel                3.823.600.000  Kecamatan Panca Rijang 

Pemberdayaan masyarakat kelurahan
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan 

pemberdayaan msyarakat di kelurahan
4 kel                       440.000.000 PAD 4 kel                   484.000.000  Kecamatan Panca Rijang 

                   7.277.667.000                8.038.541.000  Kecamatan Watang Pulu 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Uluale 100%                    1.270.107.000 APBD 100%                1.397.306.000  Kecamatan Watang Pulu 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Uluale 500 Lembar                           3.000.000 550 Lembar                        3.300.000  Kecamatan Watang Pulu 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Uluale 12 Bulan                         31.944.000 12 Bulan                      35.140.000  Kecamatan Watang Pulu 

Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Uluale 12 Bulan                           5.989.000 12 Bulan                        6.588.000  Kecamatan Watang Pulu 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional  yang disediakan 

pemeliharaan dan perizinan 
Uluale 8 Unit                         12.378.000 8 Unit                      13.615.000  Kecamatan Watang Pulu 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan waktu penyediaan administrasi  jasa keuangan Uluale 12 Bulan                         55.656.000 12 Bulan                      61.220.000  Kecamatan Watang Pulu 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor waktu penyediaan jasa kebersihan Uluale 12 Bulan                         21.296.000 12 Bulan                      23.425.000  Kecamatan Watang Pulu 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor
jumlah dan jenis alat-Alat Listrik yang disediakan Uluale 50 Buah                           2.662.000 50 Buah                        2.928.000  Kecamatan Watang Pulu 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Uluale 40 Kali                         78.650.000 45 Kali                      86.515.000  Kecamatan Watang Pulu 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Uluale 300 Kali                         12.100.000 350 Kali                      13.500.000  Kecamatan Watang Pulu 

Penyediaan administrasi perkantoran lainnya Waktu pelayanan administrasi perkantoran Uluale 12 Bulan                    1.046.432.000 12 Bulan                1.151.075.000  Kecamatan Watang Pulu 
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Uluale 100%                       723.360.000 APBD 100%                   793.615.000  Kecamatan Watang Pulu 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Uluale 50 Unit                       121.000.000 50  Unit                   133.100.000  Kecamatan Watang Pulu 

Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor diadakan Uluale 50 Unit                       181.500.000 50  Unit                   199.650.000  Kecamatan Watang Pulu 

Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas  Jumlah rumah dinas yang dipelihara Uluale 1 Unit                           7.260.000 1  Unit                        7.905.000  Kecamatan Watang Pulu 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Uluale 6 Unit                       163.350.000 6  Unit                   179.685.000  Kecamatan Watang Pulu 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Uluale 8 Unit                       220.000.000 8  Unit                   240.000.000  Kecamatan Watang Pulu 

Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan Gedung Kantor jumlah peralatan gedung kantor yang diipelihara Uluale 2 Unit                         30.250.000 20  Unit                      33.275.000  Kecamatan Watang Pulu 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

CakupanPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Uluale 100%                         24.200.000 APBD 100%                      26.620.000  Kecamatan Watang Pulu 

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja OPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja 

OPD yang disusun
Uluale 5 Dokumen                         24.200.000 5  Dokumen                      26.620.000  Kecamatan Watang Pulu 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Uluale 100%                    5.260.000.000 APBD 100%                5.821.000.000  Kecamatan Watang Pulu 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang 

dilaksanakan
Uluale 50 Kegiatan                       650.000.000 50  Kegiatan                   700.000.000  Kecamatan Watang Pulu 

Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang mendapat pembangunan sarana dan 

Prasarana
Uluale 5 Kelurahan                    4.500.000.000 5  Kelurahan                5.000.000.000  Kecamatan Watang Pulu 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan

Jumlah Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan yang dilaksanakan
Uluale 15 Kegiatan                       110.000.000 5  Kegiatan                   121.000.000  Kecamatan Watang Pulu 

                   3.559.821.000                2.819.364.000  Kecamatan Pitu Riawa 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan adminstrasi perkantoran Kec. Pitu Riawa 100 %                       598.466.000 DAU           100  %                   589.022.000  Kecamatan Pitu Riawa 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan Kec. Pitu Riawa 600 Lembar                           3.600.000 DAU           600  Lembar 1.800.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Pitu Riawa 12 bulan                         24.000.000 DAU             12  bulan 18.368.000                     Kecamatan Pitu Riawa 

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah Kec. Pitu Riawa 12 bulan                           5.100.000 DAU             12  bulan 5.100.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operaional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Kec. Pitu Riawa 10 unit                           2.753.000 DAU             10  unit 3.029.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Pitu Riawa 12 bulan                         79.200.000 DAU             12  bulan 87.120.000                     Kecamatan Pitu Riawa 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Pitu Riawa 12 bulan                           9.765.000 DAU             12  bulan 10.742.000                     Kecamatan Pitu Riawa 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah bangunan kantor yang disediakan komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan
Kec. Pitu Riawa 3 Gedung                           3.551.000 DAU               3  Gedung 3.906.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan yang disediakan
Kec. Pitu Riawa 730 Eksamp                           3.630.000 DAU           730  Eksamp 3.993.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Pitu Riawa 31 Kali                         74.733.000 DAU             32  Kali 82.206.000                     Kecamatan Pitu Riawa 

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kec. Pitu Riawa 320 Kali                         17.134.000 DAU           330  Kali 18.847.000                     Kecamatan Pitu Riawa 

Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu pelayanan administrasi perkantoran Kec. Pitu Riawa 12 bulan                       375.000.000 DAU             12  bulan 353.911.000                   Kecamatan Pitu Riawa 

Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Kec. Pitu Riawa 100 %                    1.121.325.000 DAU           100  %                   285.509.000  Kecamatan Pitu Riawa 

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Kec. Pitu Riawa 1 unit                       750.000.000 DAU               1  unit 100.000.000                   Kecamatan Pitu Riawa 

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang 

diadakan
Kec. Pitu Riawa 2 unit                           5.000.000 DAU               2  unit 5.000.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Pitu Riawa 16 unit                         50.000.000 DAU             16  unit 10.000.000                     Kecamatan Pitu Riawa 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Pitu Riawa 6 unit                         70.000.000 DAU               4  unit 47.274.000                     Kecamatan Pitu Riawa 

Pengadaan Mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan Kec. Pitu Riawa 35 unit                       105.000.000 DAU             10  unit 34.352.000                     Kecamatan Pitu Riawa 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala Kec. Pitu Riawa 1 unit                           4.250.000 DAU               1  unit 4.500.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala Kec. Pitu Riawa 3 unit                         50.000.000 DAU               3  unit 3.000.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas operaional yang dipeliharan secara 

berkala
Kec. Pitu Riawa 4 unit                         63.075.000 DAU             10  unit 69.383.000                     Kecamatan Pitu Riawa 
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Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

secara berkala
Kec. Pitu Riawa 4 unit                         16.000.000 DAU               6  unit 8.000.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 

secara berkala
Kec. Pitu Riawa 4 unit                           8.000.000 DAU               6  unit 4.000.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Kec. Pitu Riawa 100 %                         26.400.000 DAU             10  %                      29.040.000  Kecamatan Pitu Riawa 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja 

SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
Kec. Pitu Riawa 1 laporan                           6.600.000 DAU 1  laporan 7.260.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kec. Pitu Riawa 2 laporan                           6.600.000 DAU 2  laporan 7.260.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Kec. Pitu Riawa 4 laporan                           6.600.000 DAU 4  laporan 7.260.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kec. Pitu Riawa 1 laporan                           6.600.000 DAU 1  laporan 7.260.000                       Kecamatan Pitu Riawa 

Program Pembangunan Sarana/Prasarana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam 

pembangunan
Kec. Pitu Riawa 0 %                                           - DAU                -  %                                        -  Kecamatan Pitu Riawa 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan 

sarana dan prasarana kelurahan
Kec. Pitu Riawa 0 Org                                           - DAU                -  Org                                        -  Kecamatan Pitu Riawa 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Kec. Pitu Riawa 0 Org                                           - DAU                -  Org                                        -  Kecamatan Pitu Riawa 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam 

pembangunan
Kec. Pitu Riawa 40 %                    1.810.000.000 DAU             50  %                1.911.800.000  Kecamatan Pitu Riawa 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan
Kec. Pitu Riawa 290 Org                         10.000.000 DAU           360  Org 60.500.000                     Kecamatan Pitu Riawa 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan 

sarana dan prasarana kelurahan
Kec. Pitu Riawa 290 Org                       900.000.000 DAU           360  Org 1.512.500.000                Kecamatan Pitu Riawa 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Kec. Pitu Riawa 850 Org                       900.000.000 DAU        1.100  Org 338.800.000                   Kecamatan Pitu Riawa 

                   3.372.500.000                4.360.500.000 

4 08 01 Program Pelayanan Adnistrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Kec. Pitu Riase                       820.000.000 PAD                   972.500.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Kec. Pitu Riase 250 Lmbr                           2.500.000 PAD 300 Lmbr                        3.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,  Air dan Listrik Kec. Pitu Riase 12 Bulan                         19.000.000 PAD 12 Bulan                      22.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Pitu Riase 12 Bulan                           7.000.000 PAD 12 Bulan                        9.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas yang diasuransikan Kec. Pitu Riase 1 Unit                           6.500.000 PAD 1 Unit                        7.500.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang 

Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 
Kec. Pitu Riase 1 Unit Mobil                           4.000.000 PAD 1 Unit Mobil                        5.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

3 Unit Motor 3 Unit Motor  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Penyediaan Jasa  Administrasi Keuangan Kec. Pitu Riase 12 Bulan                         67.000.000 PAD 12 Bulan                      72.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. Pitu Riase 12 Bulan                         22.000.000 PAD 12 Bulan                      25.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 

Bangunan

Waktu dan penyediaan komponen instalasi, alat listrik dan 

elektonik
Kec. Pitu Riase 12 Bulan                         12.000.000 PAD 12 Bulan                      17.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kec. Pitu Riase 27 Kali                         75.000.000 PAD 31 Kali                      85.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kec. Pitu Riase 325 Kali                         80.000.000 PAD 350 Kali                      97.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 01 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu Pelnyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya Kec. Pitu Riase 12 Bulan                       525.000.000 PAD 12 Bulan                   630.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Pitu Riase                    1.562.500.000 PAD                2.263.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional Yang 

Diadakan
Kec. Pitu Riase 1 Unit                         50.000.000 PAD 1 Unit                      50.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang 

Diadakan
Kec. Pitu Riase 7 Unit                         21.000.000 PAD 7 Unit                      28.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang 

Diadakan
Kec. Pitu Riase 7 Unit                         21.000.000 PAD 7 Unit                      28.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Dinas Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Dinas Yang Diadakan Kec. Pitu Riase 7 Unit                         28.000.000 PAD 7 Unit                      35.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Yang Diadakan Kec. Pitu Riase 10 Unit                         80.000.000 PAD 13 Unit                   130.000.000  Kecamatan Pitu Riase 
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4 08 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah dan Jenis Mebeleur Yang Diadakan Kec. Pitu Riase 7 Unit                         35.000.000 PAD 7 Unit                      42.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara Rutin/ Berkala Kec. Pitu Riase 1 Unit                         17.000.000 PAD 1 Unit                      23.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/ Berkala Kec. Pitu Riase 2 Unit                         30.000.000 PAD 2 Unit                      38.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional Yang 

Dipelihara Rutin/ Berkala
Kec. Pitu Riase 1 Unit Mobil                         59.500.000 PAD 1 Unit Mobil                      63.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

3 Unit Motor 3 Unit Motor  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang 

Dipelihara Rutin/ Berkala
Kec. Pitu Riase 5 Unit                           3.000.000 PAD 7 Unit                        4.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang 

Dipelihara Rutin/ Berkala
Kec. Pitu Riase 5 Unit                           4.000.000 PAD 7 Unit                        5.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Yang 

Dipelihara Rutin/ Berkala
Kec. Pitu Riase 5 Unit                           4.000.000 PAD 7 Unit                        5.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara 

Rutin/ Berkala
Kec. Pitu Riase               5 Unit                           5.000.000 PAD               7 Unit                        6.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah dan Jenis Peralatan Mebeleur Yang Dipelihara Rutin/ 

Berkala
Kec. Pitu Riase               5 Unit                           5.000.000 PAD               7 Unit                        6.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Jumlah atau Luasan Rumah Dinas Yang Direhabilitasi Sedang/ 

Berat
Kec. Pitu Riase               1 Unit                       450.000.000 PAD               1 Unit                   550.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah atau Luasan Gedung Kantor Yang Direhabilitasi 

Sedang/ Berat
Kec. Pitu Riase               2 Unit                       750.000.000 PAD               2 Unit                1.250.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Kec. Pitu Riase                         30.000.000 PAD                      40.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Yang Diadakan Kec. Pitu Riase           200 Psg                         30.000.000 PAD           200 Psg                      40.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan
Kec. Pitu Riase                         28.000.000 PAD                      31.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD
Kec. Pitu Riase               6 Dok.                         28.000.000 PAD               6 Dok.                      31.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 33
Program Pembangunan Sarana/Prasarana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Tingkat peran serta masyarakat kelurahan dalam 

pembangunan
Kec. Pitu Riase                                           - PAD                                      -    Kecamatan Pitu Riase 

4 08 33 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jumlah Kelurahan dalam Pembangunan sarana dan 

Perasrana 
Kec. Pitu Riase               1 Kel.                                           - PAD               1 Kel.                                      -    Kecamatan Pitu Riase 

4 08 33 02 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kec. Pitu Riase               1 Kel.                                           - PAD               1 Kel.                                      -    Kecamatan Pitu Riase 

4 08 33 Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Tingkat Capaian Pembangunan Sarana/Prasrana dan 

Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan
Kec. Pitu Riase                       932.000.000 PAD                1.054.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 33 01 Pembangunan sarana dan Perasrana Kelurahan
Jumlah Kelurahan dalam Pembangunan sarana dan 

Perasrana 
Kec. Pitu Riase               1 Kel.                       850.000.000 PAD               1 Kel.                   957.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 33 02 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kec. Pitu Riase               1 Kel.                         37.000.000 PAD               1 Kel.                      47.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

4 08 33 03
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan

Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan
Kec. Pitu Riase               1 Kgtn                         45.000.000 PAD               1 Kgtn                      50.000.000  Kecamatan Pitu Riase 

                   2.048.083.000                7.317.697.000  Kecamatan Maritengngae 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pangkajene 1                       914.518.000 APBD 1                1.006.270.000  Kecamatan Maritengngae 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Pangkajene 270 Lembar                           1.452.000 290 lbr Lembar                        1.597.000  Kecamatan Maritengngae 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pangkajene 12 Bulan                         48.860.000 12 bln Bulan                      53.746.000  Kecamatan Maritengngae 

Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah Pangkajene 1 Unit                           6.050.000 2 unit Unit                        6.655.000  Kecamatan Maritengngae 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangkajene 27 Unit                           5.929.000 30 unit Unit                        6.522.000  Kecamatan Maritengngae 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi jasa Keuangan Pangkajene 12 Bulan                         61.008.000 12 bln Bulan                      67.109.000  Kecamatan Maritengngae 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan Kantor Pangkajene 12 Bulan                         65.340.000 12 bln Bulan                      71.874.000  Kecamatan Maritengngae 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pangkajene 12 Kali                         80.828.000 25 kali Kali                      88.911.000  Kecamatan Maritengngae 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jmlah rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah Pangkajene 100 Kali                           7.000.000 170 kali Kali                        8.000.000  Kecamatan Maritengngae 

Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi Perkantoran Pangkajene 12 Bulan                       638.051.000 12 bln Bulan                   701.856.000  Kecamatan Maritengngae 
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Pangkajene                       234.072.000 APBD 1                   197.517.000  Kecamatan Maritengngae 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Pangkajene 5 Unit                         19.118.000 9 Unit                      21.030.000  Kecamatan Maritengngae 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Pangkajene 5 Unit                         23.882.000 7 Unit                      26.270.000  Kecamatan Maritengngae 

Pengadaan Meubeleur jumlah dan jenis Meubeleur yang diadakan Pangkajene 5 Unit                           7.442.000 7 Unit                        8.186.000  Kecamatan Maritengngae 

Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinasyang dipelihara rutin/berkala Pangkajene 1 Unit                         60.560.000 1 Unit                        6.655.000  Kecamatan Maritengngae 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Pangkajene 8 Unit                         28.145.000 8 Unit                      30.959.000  Kecamatan Maritengngae 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangkajene 27 Unit                         81.554.000 28 Unit                      89.709.000  Kecamatan Maritengngae 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala Pangkajene 8 Unit                           8.531.000 7 Unit                        9.384.000  Kecamatan Maritengngae 

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung Pangkajene 1 Unit                           4.840.000 10 Unit                        5.324.000  Kecamatan Maritengngae 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah
Pangkajene                           4.175.000 APBD                        4.592.000  Kecamatan Maritengngae 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD
Pangkajene 2 Laporan                           4.175.000 2 Laporan                        4.592.000  Kecamatan Maritengngae 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan
7 Kel                       895.318.000 APBD/DAU 7 Kel                6.109.318.000  Kecamatan Maritengngae 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara 

Perencanaan Pembangunan
Pangkajene 7 Kelurahan                         26.318.000 13 Kelurahan                      26.318.000  Kecamatan Maritengngae 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan
Pangkajene 7 Kelurahan                       608.300.000 7 Kelurahan                4.258.100.000  Kecamatan Maritengngae 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di  Kellurahan Pangkajene 7 Kelurahan                       260.700.000 7 Kelurahan                1.824.900.000  Kecamatan Maritengngae 

                   3.053.306.500                1.598.484.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan adminstrasi perkantoran Kec. Tellu Limpoe 100 %                       632.041.500 DAU 100 %                   464.118.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan Kec. Tellu Limpoe 600 Lembar                           2.337.000 DAU 200 Lembar                           825.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Tellu Limpoe 12 Bulan                         34.800.000 DAU 12 Bulan                      17.948.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor waktu penyediaan jasa peralatan kantor Kec. Tellu Limpoe 12 Bulan                           3.000.000 DAU 12 Bulan                        5.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah Kec. Tellu Limpoe 1 Bulan                           4.816.000 DAU 1 Unit                        5.297.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operaional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Kec. Tellu Limpoe 22 Unit                           5.148.500 DAU 4 Unit                        2.178.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Tellu Limpoe 12 Bulan                         76.180.000 DAU 12 Bulan                      47.316.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Tellu Limpoe 12 Bulan                         11.000.000 DAU 12 Bulan                      20.240.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah bangunan kantor yang disediakan komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan
Kec. Tellu Limpoe 12 Bulan                           7.375.000 DAU 12 Bulan                        8.125.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Tellu Limpoe 14 Kali                         47.000.000 DAU 23 Kali                      44.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kec. Tellu Limpoe 182 Kali                         14.560.000 DAU 250 Kali                      19.704.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu pelayanan administrasi perkantoran Kec. Tellu Limpoe 12 Bulan                       425.825.000 DAU 12 Bulan                   293.483.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Kec. Tellu Limpoe 100 %                       172.937.000 DAU 100 %                1.097.617.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan Kec. Tellu Limpoe 1 Unit                                           - DAU 1 Unit                      50.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang 

diadakan
Kec. Tellu Limpoe 1 Unit                           1.000.000 DAU 5 Unit                        1.100.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Tellu Limpoe 5 Unit                         10.000.000 DAU 8 Unit                        6.352.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah dan Jenis Peralatan rumah dinas diadakan Kec. Tellu Limpoe 1 Unit                                           - DAU 5 Unit                      15.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Tellu Limpoe 6 Unit                         37.500.000 DAU 5 Unit                        3.848.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pengadaan Mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan Kec. Tellu Limpoe 3 Unit                           9.000.000 DAU 5 Unit                      20.020.000  Kecamatan Tellu Limpoe 
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Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala Kec. Tellu Limpoe 1 Unit                           2.000.000 DAU 1 Unit                      11.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala Kec. Tellu Limpoe 7 Unit                         32.750.000 DAU 2 Unit                      57.524.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas operaional yang dipeliharan secara 

berkala
Kec. Tellu Limpoe 8 Unit                         69.687.000 DAU 8 Unit                      62.248.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang 

dipelihara Rutin/Berkala
Kec. Tellu Limpoe 4 Unit                                           - DAU 3 Unit                        2.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 

secara berkala
Kec. Tellu Limpoe 4 Unit                           5.000.000 DAU 3 Unit                      57.524.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan/dinas 
Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah jabatan/Dinas yang 

dipelihara rutin/berkala
Kec. Tellu Limpoe 1 Unit                                           - DAU 3 Unit                        3.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 

secara berkala
Kec. Tellu Limpoe 3 Unit                           6.000.000 DAU 3 Unit                        4.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur
Jumlah dan Jenis Peralatan Mebeuleur Yang Dipelihara 

Rutin/Berkala
Kec. Tellu Limpoe 1 Unit                                           - DAU 3 Unit                        4.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah Luasan Rumah Dinas yang direhabilitasi Sedang/Berat Kec. Tellu Limpoe 1 Unit                                           - DAU 1 Unit                   300.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung  Kantor Yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Kec. Tellu Limpoe 0 Unit                                           - DAU 2 Unit                   500.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Program Peningkatan  Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur Kec. Tellu Limpoe 100 %                         20.000.000 DAU 100 %                      30.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Yang Diadakan Kec. Tellu Limpoe 2 Stel                         20.000.000 DAU 2 Stel                      30.000.000  Kecamatan Tellu Limpoe 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan
Kec. Tellu Limpoe 100 %                           7.500.000 DAU 100 %                        6.748.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja 

SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD
Kec. Tellu Limpoe 7 Lap                           7.500.000 DAU 6 Laporan                        6.748.500  Kecamatan Tellu Limpoe 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam 

pembangunan
Kec. Tellu Limpoe 100 %                    2.220.828.000 DAU 50 %                                      -    Kecamatan Tellu Limpoe 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan
Kec. Tellu Limpoe 25 Orang                    2.180.286.000 DAU 0 Org                                      -    Kecamatan Tellu Limpoe 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan 

sarana dan prasarana kelurahan
Kec. Tellu Limpoe 25 Orang                         40.542.000 DAU 0 Org                                      -    Kecamatan Tellu Limpoe 

                   3.081.837.000                3.933.932.000  Kecamatan Watang sidenreng 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan penyelenggaraan pelayanan adminstrasi 

perkantoran
Kec Wt. Sidenreng 100%                       556.161.000 APBD 100%                   616.564.000  Kecamatan Watang sidenreng 

Penyediaan jasa surat menyurat Tertanganinya jasa surat menyurat Kec. Wt. Sidenreng 423 lbr                           2.538.000 APBD  466 lbr                        2.796.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya anggaran jasa komunikasi sumber daya air dan 

listrik
Kec. Wt. Sidenreng 12 bln                         19.239.000 APBD  12 bln                      21.162.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Terjaminnya kendaraan dinas Kec. Wt. Sidenreng 1 unit                           6.171.000 APBD  1 unit                        6.788.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional
Tersedianya anggaran izin kendaraan dinas Kec. Wt. Sidenreng 12 unit                           3.025.000 APBD  12 unit                        3.327.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Penyediaan jasa administrasi keuangan Berjalannya kegiatan sesuai program Kec. Wt. Sidenreng 12 bulan                         43.832.000 APBD  12 bln                      53.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan kantor dengan lancar Kec. Wt. Sidenreng 1 unit                           3.074.000 APBD  12 bln                        3.382.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan
Tersedianya bahan bacaan Kec. Wt. Sidenreng 12 bulan                           4.791.000 APBD  12 bln                        5.270.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan 

kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 

kantor
Kec. Wt. Sidenreng 12 bln                           4.961.000 APBD  12 bln                        5.457.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Wt. Sidenreng 30 kali                         96.195.000 APBD  33 kali                   105.814.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kec. Wt. Sidenreng 232 kali                         11.616.000 APBD  255 kali                      12.777.000  Kecamatan Watang Sidenreng 
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Pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Kec. Wt. Sidenreng 12 bulan                       360.719.000 APBD  12 bln                   396.791.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kec. Wt. Sidenreng 1                    1.485.728.000 APBD               1                2.157.620.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Kec. Wt. Sidenreng 7 unit                         55.000.000 APBD  7 unit                      60.500.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan Tersedianya perlengkapan rumah jabatan 12 bln                         13.500.000 APBD  12 bln                      14.850.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kec. Wt. Sidenreng 20 unit                         16.093.000 APBD  20 unit                      17.702.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pengadaan peralatan rumah jabatan Tersedianya peralatan rumah jabatan Kec. Wt. Sidenreng 20 unit                         16.500.000 APBD  20 unit                      18.150.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 20 unit                         80.000.000 APBD  20 unit                   130.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pengadaan meubeler Tersedianya meubiler Kec. Wt. Sidenreng 70 unit                         17.206.000 APBD  70 unit                      18.926.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kurang terawatnya rumah dinas Kec. Wt. Sidenreng 1 unit                           6.000.000 APBD 1 unit                        6.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor Kec. Wt. Sidenreng 1 unit                           6.800.000 APBD  1 unit                        7.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 11 unit                         59.290.000 APBD  11 unit                      65.219.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Wt. Sidenreng 20 unit                           3.339.000 APBD  20 unit                        3.673.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabata/ dinas terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas Kec. Wt. Sidenreng 20 unit                           3.000.000 APBD  20 unit                        4.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabata/ dinas terpeliharanya peralatan rumah jabatan/ dinas 20 unit                           4.000.000 APBD  20 unit                        5.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pemeliharaan rutin/ berkala meubiler terpeliharanya meubiler Kec. Wt. Sidenreng 20 unit                           5.000.000 APBD  20 unit                        6.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
Jumlah atau Luasan Rumah Dinas yang Direhabilitasi Sedang/

Berat
Kec. Wt. Sidenreng 1 unit                       450.000.000 APBD  1 unit                   550.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Jumlah atau Luasan Gedung Kantor yang Direhabilitasi

Sedang/ Berat
Kec. Wt. Sidenreng 1 unit                       750.000.000 APBD  1 unit                1.250.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur Kec. Wt. Sidenreng 100%                         40.000.000 APBD                      40.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kec. Wt. Sidenreng
200 

pasang
                        40.000.000 APBD

 200 

pasang 
                     40.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan Keuangan
Persentase capaian Kinerja Dan Keuangan Kec. Wt. Sidenreng 1                         17.948.000 APBD               1                      19.748.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja 

SKPD

Tersedianya anggaran Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Kinerja
Kec. Wt. Sidenreng

8 

dokumen
                        17.948.000 APBD

 8 

dokumen 
                     19.748.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kec. Wt. Sidenreng 1                       982.000.000 APBD               1                1.100.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Jumlah Kelurahan dalam Pembangunan Kec. Wt. Sidenreng
3 

kelurahan
                      850.000.000 APBD

 3 

kelurahan 
                  953.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Pemberdayaan masyarakat kelurahan Jumlah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat Kec. Wt. Sidenreng
3 

kelurahan
                        37.000.000 APBD

 3 

kelurahan 
                     47.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah
Kec. Wt. Sidenreng

3 

kelurahan
                        95.000.000 APBD

 3 

kelurahan 
                  100.000.000  Kecamatan Watang Sidenreng 

                   6.422.264.000                7.701.244.000  Kecamatan Panca Lautang 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi 

Perkantoran
Kec. Panca Lautang 513.849.500 558 593.244.000  Kecamatan Panca Lautang 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Kec. Panca Lautang           250 Lembar                               907.500 PAD 250 Lembar                        1.200.000  Kecamatan Panca Lautang 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
Kec. Panca Lautang                - Bulan                                           - PAD 12 Bulan                      25.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Waktu penyediaan peralatan kantor Kec. Panca Lautang                - Bulan                           7.000.000 PAD 12 Bulan                      10.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Kec. Panca Lautang                - Unit                           5.827.000 PAD 1 Unit                        6.409.500  Kecamatan Panca Lautang 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 

/ operasional 

Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operaional yang disediakan 

jasa pemeliharaan dan perizinan
Kec. Panca Lautang               4 Unit                         23.960.000 PAD 4 Unit                      26.355.000  Kecamatan Panca Lautang 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan Kec. Panca Lautang                - Bulan                         52.048.000 PAD 12 Bulan                      57.253.000  Kecamatan Panca Lautang 

penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. Panca Lautang                - Bulan                         22.264.000 PAD 12 Bulan                      25.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 

Bangunan gedung

Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang disediakan
Kec. Panca Lautang                - Bulan                           8.937.000 PAD 12 Bulan                        9.830.500  Kecamatan Panca Lautang 

Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kec. Panca Lautang             27 Kali                         48.400.000 PAD 31 Kali                      53.240.000  Kecamatan Panca Lautang 
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Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kec. Panca Lautang           285 Kali                         21.674.000 PAD 200 Kali                      23.841.000  Kecamatan Panca Lautang 

Penyediaan Administrasi Perkantoran Lainnya Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Panca Lautang                - Bulan                       322.832.000 PAD 12 Bulan                   355.115.000  Kecamatan Panca Lautang 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 1.420.991.000                  PAD 2.137.000.000                Kecamatan Panca Lautang 

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah dan jenis Kendaraan dinas/operasional yang diadakan Kec. Panca Lautang               1 unit 50.000.000                        PAD 1% unit 50.000.000                     Kecamatan Panca Lautang 

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Dinas yang diadakan Kec. Panca Lautang                - Lusin/Unit -                                          PAD 5 Lusin/Unit 25.000.000                     Kecamatan Panca Lautang 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan Kec. Panca Lautang                - Unit -                                          PAD 20 Unit 80.000.000                     Kecamatan Panca Lautang 

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah dan Jenis Peralatan rumah dinas yang diadakan Kec. Panca Lautang               7 Unit 28.000.000                        PAD 7 Unit                      35.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan Kec. Panca Lautang                - Unit/Bh -                                          PAD 13 Unit/Bh                        2.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pengadaan Mebeleur Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan Kec. Panca Lautang                - Unit -                                          PAD 7 Unit                      50.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pemeliharaan Rutin / berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala Kec. Panca Lautang                - Unit 17.000.000                        PAD 1 Unit                      23.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Kec. Panca Lautang                - Unit 63.277.000                        PAD 1 Unit                      69.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 

rutin/berkala
Kec. Panca Lautang               6 Unit 45.714.000                        PAD 3 Unit                      20.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara 

rutin/berkala
Kec. Panca Lautang                - Unit 3.000.000                          PAD 7 Unit                        5.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan  gedung kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang 

Dipelihara Rutin/ Berkala
Kec. Panca Lautang                - Unit -                                          PAD 7 Unit                      10.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Yang 

Dipelihara Rutin/ Berkala
Kec. Panca Lautang                - Unit 4.000.000                          PAD 5 Unit                        5.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala Kec. Panca Lautang               5 Unit 5.000.000                          PAD 7 Unit                        6.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur gedung kantor
Jumlah dan jenis Mebeleur gedung kantor yang dipelihara 

Rutin / Berkala
Kec. Panca Lautang               5 Unit 5.000.000                          PAD 7 Unit                        7.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Jumlah atau Luasan Rumah Dinas Yang Direhabilitasi Sedang/ 

Berat
Kec. Panca Lautang               1 unit 450.000.000                     PAD 1 unit                   550.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor
Jumlah atau Luasan Gedung Kantor Yang Direhabilitasi 

Sedang/ Berat
Kec. Panca Lautang 2                       750.000.000 2                1.250.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan dispilin aparatur Kec. Panca Lautang 40.000.000 PAD 40.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan Kec. Panca Lautang           200 Pasang 40.000.000                        200 Pasang                      40.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Program Peningkatan Pengembangan  Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase capaian kinerja keuangan Kec. Panca Lautang 7.423.500 PAD 15.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja skpd
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Kec. Panca Lautang 6 Laporan                           7.423.500 6 Laporan                      15.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 

dan Kelurahan
Kec. Panca Lautang 4.440.000.000 PAD 4.916.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah 

Perencaaan Pembangunan

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah 
Kec. Panca Lautang 3 Keg.                         95.000.000 3 Keg.                   100.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembangunan sarana 

dan prasarana
Kec. Panca Lautang 3 Kel                       550.000.000 PAD 3 Kel                   605.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang 

dilaksanakan
Kec. Panca Lautang 3 Keg.                    3.795.000.000 PAD 3 Keg.                4.211.000.000  Kecamatan Panca Lautang 

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 

Daerah

Persentase  Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 

Daerah
Kec. Panca Lautang -                                          PAD  Kecamatan Panca Lautang 
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Peningkatan kerjasama dengan pemerintah kec. Panca 

Lautang

Jumlah pelaksana kerjasama dengan pemerintah kec. Panca 

Lautang
Kec. Panca Lautang 3 Keg. -                                          PAD Keg. Keg.  Kecamatan Panca Lautang 

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Kec. Panca Lautang 3 Keg. -                                          PAD Keg. Keg.  Kecamatan Panca Lautang 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 01 16

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

PENDIDIKAN

Program Wajib 

Belajar Pendidikan 

Dasar Sembilan 

Tahun

Persentase Warga 

Negara Usia 7 - 15 

Tahun yang 

Berpartisipasi Dalam 

Pendidikan Dasar ( 

SD/MI, SMP/MTs)

Bidang Pendidikan

Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Pelayanan 

Dasar

1 01 16 20
Pembangunan 

Gedung Sekolah

Jumlah Sekolah 

Pendidikan SD/MI 

yang dibangun dan 

Siap Digunakan

Pembangunan Unit 

Sekolah Baru (USB)

Jumlah Sekolah 

Pendidikan SD/MI 

yang dibangun dan 

Siap Digunakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 01

1 01 16 35

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Bangunan SMP

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Kelas 

Sekolah

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 14

1 01 16 36

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Bangunan Sekolah 

Dasar

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Kelas 

Sekolah

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 08

1 01 16 19

Pembangunan 

Rumah Dinas Kepala 

Sekolah,Guru, 

Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Guru 

Kepala Sekolah,Guru, 

Penjaga Sekolah Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Pembangunan 

Rumah Dinas 

Kepala 

Sekolah/Guru/Penj

aga Sekolah

Jumlah Rumah 

Guru Kepala 

Sekolah,Guru, 

Penjaga Sekolah 

Yang Dibangun Dan 

Siap Digunakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 07

Pembangunan 

Rumah Dinas 

Kepala 

Sekolah/Guru/Penj

aga Sekolah

Jumlah Rumah 

Guru Kepala 

Sekolah,Guru, 

Penjaga Sekolah 

Yang Dibangun Dan 

Siap Digunakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 09

1 01 16 18
Penambahan Ruang 

Kelas Sekolah

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Penambahan 

Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 02

Penambahan 

Ruang Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 02

1 01 16 17
Penambahan Ruang 

Guru Sekolah

Jumlah Ruang Guru 

Sekolah Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Pembangunan 

Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru 

Sekolah Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 03

Persentase Warga 

Negara Usia 7 - 15 

Tahun yang 

Berpartisipasi 

Dalam Pendidikan 

Dasar ( SD/MI, 

SMP/MTs)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMETAAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan
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1 14

PAGE1



URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Pembangunan 

Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru 

Sekolah Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 03

1 01 16 25

Pemb. Taman, Lap. 

Upacara dan 

Fasilitas Parkir

Jumlah Pemb. 

Taman, Lapangan 

Upacara dan Fasilitas 

Parkir

Pembangunan 

Sarana, Prasarana 

Dan Utilitas 

Sekolah

Jumlah Pemb. 

Taman, Lapangan 

Upacara dan 

Fasilitas Parkir

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 06

Pembangunan 

Sarana, Prasarana 

Dan Utilitas 

Sekolah

Jumlah Pemb. 

Taman, Lapangan 

Upacara dan 

Fasilitas Parkir

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 12

1 01 16 16

Pembangunan 

Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit 

Kesehatan Yang 

Dibangun

Pembangunan 

Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit 

Kesehatan Yang 

Dibangun

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 04

Pembangunan 

Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit 

Kesehatan Yang 

Dibangun

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 04

1 01 16 01

Pembangunan 

Perpustakaan dan 

Labolatorium

Jumlah 

Pembangunan 

Perpustakaan Dan 

Laboratorium

Pembangunan 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah 

Pembangunan 

Perpustakaan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 05

Pembangunan 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah 

Pembangunan 

Perpustakaan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 05

Pembangunan 

Laboratorium

Jumlah 

Pembangunan 

Laboratorium

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 06

1 01 16 14

Pengadaan buku-

buku dan alat tulis 

siswa

Jumlah Buku-buku 

Dan Alat Tulis Siswa 

Yang Diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan Siswa

Jumlah Buku-buku 

Dan Alat Tulis Siswa 

Yang Diadakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 17

Perlengkapan 

Belajar Peserta 

Didik

Jumlah Buku-buku 

Dan Alat Tulis Siswa 

Yang Diadakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 34

1 01 16 13

Pengadaan Alat 

Praktik dan Peraga 

Siswa

Jumlah Alat Praktik 

Dan Peraga Siswa 

Yang Diadakan

Pengadaan Alat 

Praktik dan Peraga 

Siswa

Jumlah Alat Praktik 

Dan Peraga Siswa 

Yang Diadakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 22

Persentase Warga 

Negara Usia 7 - 15 

Tahun yang 

Berpartisipasi 

Dalam Pendidikan 

Dasar ( SD/MI, 

SMP/MTs)

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan
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Pengadaan Alat 

Praktik dan Peraga 

Siswa

Jumlah Alat Praktik 

Dan Peraga Siswa 

Yang Diadakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 35

1 01 16 12
Pengadaan 

Mebeluer Sekolah

Jumlah Pengadaan 

Mobiler Sekolah

Pengadaan 

Mebeluer Sekolah

Jumlah Pengadaan 

Mobiler Sekolah

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 14

Pengadaan 

Mebeluer Sekolah

Jumlah Pengadaan 

Mobiler Sekolah

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 25

1 01 16 11

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Ruang 

Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Ruang UKS 

Kondisi Baik

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang UKS 

Kondisi Baik

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 10

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang UKS 

Kondisi Baik

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 16

1 01 16 26

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Bangunan Sekolah

Jumlah Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Bangunan Sekolah

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Kelas

Jumlah Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Bangunan Sekolah

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 08

Rehabilitasi Sedang 

Berat Gedung 

Sekolah

Jumlah Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Bangunan Sekolah

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 13

1 01 16 10

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Dinas Kepala 

Sekolah, Guru dan 

penjaga

Jumlah Rumah Guru 

Kepala Sekolah,Guru, 

Penjaga Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Dinas 

Kepala Sekolah / 

Guru/ Penjaga 

Sekolah

Jumlah Rumah 

Guru Kepala 

Sekolah,Guru, 

Penjaga Sekolah 

Yang Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 13

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Dinas 

Kepala Sekolah / 

Guru/ Penjaga 

Sekolah

Jumlah Rumah 

Guru Kepala 

Sekolah,Guru, 

Penjaga Sekolah 

Yang Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 21

1 01 16 09

Rehabilitasi 

Sedang/Berat ruang 

kelas sekolah

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Kelas

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 08

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Kelas 

Sekolah

Jumlah Ruang Kelas 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 14

Persentase Warga 

Negara Usia 7 - 15 

Tahun yang 

Berpartisipasi 

Dalam Pendidikan 

Dasar ( SD/MI, 

SMP/MTs)

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan
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1 01 16 08

Rehabilitasi 

sedang/berat ruang 

guru sekolah

Jumlah Ruang Guru 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 09

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Guru 

Sekolah

Jumlah Ruang Guru 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 15

1 01 16 07

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Laboratorium dan 

Praktikum Sekolah

Jumlah Laboratorium 

dan Praktikum 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Laboratorium 

Jumlah 

Laboratorium dan 

Praktikum Sekolah 

Yang Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 18

1 01 16 06

Rehabilitasi 

sedang/berat ruang 

ibadah

Jumlah Ruang Ibadah 

Yang Direhabilitasi

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Sarana, Prasarana 

Dan Utilitas 

Sekolah

Jumlah Ruang 

Ibadah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 12

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Sarana, Prasarana 

Dan Utilitas 

Sekolah

Jumlah Ruang 

Ibadah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 24

1 01 16 05

Rehabilitasi 

sedang/berat 

perpustakaan 

sekolah

Jumlah Perpustakaan 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Rehabilitasi Sedang 

Berat Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah 

Perpustakaan 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 11

Rehabilitasi Sedang 

Berat Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah 

Perpustakaan 

Sekolah Yang 

Direhabilitasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 17

1 01 16 04

Pelatihan 

Kompetensi Siswa 

Berprestasi

Jumlah Peserta 

Pelatihan Siswa 

Berprestasi

Penyelenggaraan 

Proses Belajar Dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Peserta 

Pelatihan Siswa 

Berprestasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 23

Penyelenggaraan 

Proses Belajar Dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Peserta 

Pelatihan Siswa 

Berprestasi

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 36

1 01 16 27

Pembinaan Minat, 

Bakat, dan 

Kreativitas Siswa

Jumlah Cabang 

Minat, Bakat, dan 

Kreativitas Siswa 

Yang di Lombakan

Pembinaan Minat, 

Bakat Dan 

Kreativitas Siswa

Jumlah Cabang 

Minat, Bakat, dan 

Kreativitas Siswa 

Yang di Lombakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 25

Pembinaan Minat, 

Bakat Dan 

Kreativitas Siswa

Jumlah Cabang 

Minat, Bakat, dan 

Kreativitas Siswa 

Yang di Lombakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 38

Persentase Warga 

Negara Usia 7 - 15 

Tahun yang 

Berpartisipasi 

Dalam Pendidikan 

Dasar ( SD/MI, 

SMP/MTs)

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan
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1 01 16 28

Penyebarluasan dan 

Sosialisasi berbagai 

informasi 

pendidikan dasar

Jumlah Peserta 

Sosialisasi berbagai 

Informasi Pendidkan 

Dasar

Pembinaan 

Kelembagaan Dan 

Manajemen 

Sekolah

Jumlah Peserta 

Sosialisasi berbagai 

Informasi 

Pendidkan Dasar

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 28

Pembinaan 

Kelembagaan Dan 

Manajemen 

Sekolah

Jumlah Peserta 

Sosialisasi berbagai 

Informasi 

Pendidkan Dasar

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 41

1 01 16 03

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Pendidikan Dasar

Jumlah Kegiatan 

Monitoring, Evaluasi 

Dan Pelaporan 

Pendidikan Dasar 

Yang Terlaksana

Penyiapan Dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Jumlah Kegiatan 

Monitoring, 

Evaluasi Dan 

Pelaporan 

Pendidikan Dasar 

Yang Terlaksana

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 24

Penyiapan Dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Jumlah Kegiatan 

Monitoring, 

Evaluasi Dan 

Pelaporan 

Pendidikan Dasar 

Yang Terlaksana

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 37

1 01 16 29 Pelaksanaan UASBN
Jumlah Sekolah 

Peserta UNBK

Penyelenggaraan 

Proses Belajar Dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Sekolah 

Peserta UNBK

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 36

1 01 16 30
Pelaksanaan Ujian 

Semester Genap

Jumlah Sekolah 

Pelaksanaan Ujian 

Semester Genap

Penyelenggaraan 

Proses Belajar Dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Sekolah 

Pelaksanaan Ujian 

Semester Genap

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 23

1 01 16 31
Pelaksanaan Lomba 

OSN SD

Jumlah Peserta 

Lomba OSN SD

Penyelenggaraan 

Proses Belajar Dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Peserta 

Lomba OSN SD

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 23

1 01 16 32
Pelaksanaan Lomba 

OSN SMP

Jumlah Peserta 

Lomba OSN SMP

Penyelenggaraan 

Proses Belajar Dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Peserta 

Lomba OSN SMP

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 36

1 01 16 33
Pelaksanaan 

Pendidikan Gratis

Waktu Pelaksanaan 

Program Pendidikan 

Gratis

Pengadaan 

Perlengkapan Siswa

Waktu Pelaksanaan 

Program 

Pendidikan Gratis

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 17

Pengadaan 

Perlengkapan Siswa

Waktu Pelaksanaan 

Program 

Pendidikan Gratis

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 28

Penyiapan Dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Waktu Pelaksanaan 

Program 

Pendidikan Gratis

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 24

Persentase Warga 

Negara Usia 7 - 15 

Tahun yang 

Berpartisipasi 

Dalam Pendidikan 

Dasar ( SD/MI, 

SMP/MTs)

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan
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Penyiapan Dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Waktu Pelaksanaan 

Program 

Pendidikan Gratis

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 37

1 01 16 34

Manajemen 

Bantuan Siswa 

Miskin (BSM)

Waktu Pengelolaan 

Manajemen Bantuan 

Siswa Miskin

Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah Dasar

Waktu Pengelolaan 

Manajemen 

Bantuan Siswa 

Miskin

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 21

Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah Dasar

Waktu Pengelolaan 

Manajemen 

Bantuan Siswa 

Miskin

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 32

1 01 16 02

Pelaksanaan Sekolah 

Dasar Bersih dan 

Sehat

Jumlah Sekolah Dasar 

Bersih dan Sehat

Penyiapan Dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Jumlah Sekolah 

Dasar Bersih dan 

Sehat

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 24

Penyiapan Dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

Jumlah Sekolah 

Dasar Bersih dan 

Sehat

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 37

1 01 16 24

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Manajemen Berbasis 

sekolah(MBS) dan 

Evaluasi Diri Sekolah

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) dan 

Evaluasi Diri Sekolah

Pembinaan 

Kelembagaan Dan 

Manajemen 

Sekolah

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

(MBS) dan Evaluasi 

Diri Sekolah

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 28

Pembinaan 

Kelembagaan Dan 

Manajemen 

Sekolah

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

(MBS) dan Evaluasi 

Diri Sekolah

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 41

1 01 16 15

Pelaksanaan 

Pembangunan Unit 

Sekolah Baru (USB) 

SD/SMP Sederajat

Jumlah Gedung 

Sekolah Baru Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Pembangunan Unit 

Sekolah Baru (USB)

Jumlah Gedung 

Sekolah Baru Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 01

Pembangunan Unit 

Sekolah Baru (USB)

Jumlah Gedung 

Sekolah Baru Yang 

Dibangun Dan Siap 

Digunakan

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 01

1 01 16 21

Pembangunan 

Sarana Air Bersih 

dan Sanitasi SD

Jumlah Sarana Air 

Bersih Dan Sanitasi 

SD Yang Terbangun

Pembangunan 

Sarana, Prasarana 

Dan Utilitas 

Sekolah

Jumlah Sarana Air 

Bersih Dan Sanitasi 

SD Yang Terbangun

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 06

Persentase Warga 

Negara Usia 7 - 15 

Tahun yang 

Berpartisipasi 

Dalam Pendidikan 

Dasar ( SD/MI, 

SMP/MTs)

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan
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1 01 16 22

Pembangunan 

Sarana Air Bersih 

dan Sanitasi SMP

Jumlah Sarana Air 

Bersih Dan Sanitasi 

SMP Yang Terbangun

Pembangunan 

Sarana, Prasarana 

Dan Utilitas 

Sekolah

Jumlah Sarana Air 

Bersih Dan Sanitasi 

SMP Yang 

Terbangun

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 12

1 01 16 23

Pelaksanaan 

Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS)

Waktu Penyaluran 

Dana Program BOS

Penyelenggaraan 

Proses Belajar Dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Waktu Penyaluran 

Dana Program BOS

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-12 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SD

1 01 02 2.01 23

1 01 16 23

Penyelenggaraan 

Proses Belajar Dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Waktu Penyaluran 

Dana Program BOS

Pengelolaan 

Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Warga 

Negara Usia 13-15 

Tahun 

Berpartisipasi Pada 

SMP

1 01 02 2.02 36

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

KESEHATAN

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Layanan 

Administrasi  

Perkantoran 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

Kesehatan
Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar 
1 2 01

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

1 2 01 2.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.01 04

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Tersedianya 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Administrasi 

Keuangan 

Jumlah ASN 

menerima gaji dan 

tunjangan ASN

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.02 01

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan listrik

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan listrik

Administrasi 

Umum 

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 02

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya Jasa 

Peralatan Kantor

Administrasi 

Umum 

Waktu Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 03

Persentase Warga 

Negara Usia 7 - 15 

Tahun yang 

Berpartisipasi 

Dalam Pendidikan 

Dasar ( SD/MI, 

SMP/MTs)
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1 14

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Terselenggaranya 

jaminan barang 

Administrasi 

Umum 

Jumlah Penyediaan 

jasa jaminan 

barang milik 

Daerah

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 05

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinan

Administrasi 

Umum 

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 06

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Administrasi 

Umum 

Tersedianya Jasa 

Kebersihan Lantor

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 08

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Administrasi 

Umum 

Tersedianya Alata 

Tulis Kantor

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Administrasi 

Umum 

Tersedianya Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 11

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Administrasi 

Umum 

Tersedianya 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 12

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

Tersedianya 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 13

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Administrasi 

Umum 

Tersedianya Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 15

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Administrasi 

Umum 

Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 16
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Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

Administrasi 

Umum 

Tersedianya 

Makanan dan 

Minuman

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 17

Rapat-Rapat 

Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah 

Administrasi 

Umum 

Tersedianya Rapat-

Rapat Kordinasi 

dan Konsultasi ke 

Luar Daerah 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.03 08

Program 

Peningkatan Sarana 

dan  Prasarana 

Aparatur 

Persentase 

Pemenuhan 

Kebutuhan  Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur. 

Pembangunan 

gedung kantor 

Jumlah Gedung 

Kantor yang di 

Bangun 

Pengadaan 

Kendaraan  

dinas/operasional 

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan  

Dinas/Operasional 

yang diadakan 

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan  

Dinas/Operasional 

yang diadakan 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 20

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung  kantor 

Terlaksananya 

Pengadaan  

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Terlaksananya 

Pengadaan  

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 22

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor 

Terlaksananya 

Pengadaan Peralatan  

Gedung Kantor 

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 24

Pengadaan 

Mebeleur

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 25

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 27

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 28

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 30

PAGE9



URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 32

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 34

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Mebeleur

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 35

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Dinas

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 37

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan  Gedung 

Kantor 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.03 40

Program 

peningkatan disiplin  

aparatur 

Persentase Tingkat 

Kepatuhan  Aparatur 

Jumlah Pengadaan 

Pakaian Dinas dan  

perlengkapannya 

Jumlah Pengadaan 

Pakaian Dinas dan  

perlengkapannya 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Perlengkapannya 

Jumlah Pengadaan 

Pakaian Dinas dan  

perlengkapannya 

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.04 02

Pengadaan Pakaian 

Korpri 

Jumlah Pengadaan 

Pakaian Dinas dan  

perlengkapannya 

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.04 04

Persentase 

Keikutsertaan ASN  

Dalam Pendidikan 

Dan Pelatihan 

Persentase 

Keikutsertaan ASN  

Dalam Pendidikan 

Dan Pelatihan 

Pendidikan dan 

pelatihan formal 

Jumlah ASN Yang 

mengikuti  

pendidikan dan 

pelatihan formal 

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal 

Jumlah ASN Yang 

mengikuti  

pendidikan dan 

pelatihan formal 

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.04 09

Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

undanga

Jumlah ASN Yang 

mengikuti  

pendidikan dan 

pelatihan formal 

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.04 10
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1 14
Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah ASN Yang 

mengikuti  

pendidikan dan 

pelatihan formal 

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 1 2.04 11

Program 

peningkatan  

pengembangan 

sistem pelaporan  

capaian kinerja dan 

keuangan 

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

Penyusunan laporan 

capaian kinerja  dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan  

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Penyusunan 

Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan  Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daera

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.01 01

Penyusunan 

Program dan 

Kegiatan Perangkat 

Daerah dalam 

Dokumen 

Perencanaan

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan  Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.01 02

Penyusunan 

Pelaporan Keuangan  

Semesteran 

Tersedianya Laporan 

Keuangan 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Tersedianya 

Laporan Keuangan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.02 02

Penyiapan Bahan 

Pelaksanaan 

Verifikasi 

Tersedianya 

Laporan Keuangan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.02 03

Penyusunan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan 

Tersedianya 

Laporan Keuangan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.02 04

Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan

Tersedianya 

Laporan Keuangan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.02 05

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Tersedianya 

Laporan Keuangan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.02 06

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Semestera

n

Tersedianya 

Laporan Keuangan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.02 07
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Penyusunan 

Pelaporan 

Prognosis Realisasi 

Anggaran 

Tersedianya 

Laporan Keuangan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.02 08

Penyusunan 

Pelaporan Keuangan  

Akhir Tahun 

Terlaksananya 

Penyusunan 

Keuangan  Akhir 

tahun 

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan Akhir 

Tahun 

Terlaksananya 

Penyusunan 

Keuangan  Akhir 

tahun 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.02 09

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem  Pelaporan 

Capaian Kerja 

Keuangan 

Terlaksananya 

Peningkatan  

Pengembangan 

Sistem Pelaporan  

Capaian Kerja 

Keuangan 

Penyusunan 

Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

Peningkatan  

Pengembangan 

Sistem Pelaporan  

Capaian Kerja 

Keuangan 

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.01 03

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Terlaksananya 

Peningkatan  

Pengembangan 

Sistem Pelaporan  

Capaian Kerja 

Keuangan 

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu  

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan  

Keuangan 

1 2 01 2.01 05

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Kesehatan

Program Obat dan 

Perbekalan  

Kesehatan 

Persentase 

Pemenuhan Obat  

Difasiltas Kesehatan 

Pengadaan Obat dan 

Perbekalan  

Kesehatan 

Persentase 

ketersediaan obat di  

fasilitas kesehatan 

tingkat dasar 

Pengadaan Obat, 

Vaksi

Persentase 

ketersediaan obat 

di  fasilitas 

kesehatan tingkat 

dasar 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

1 2 02 2.01 16

Pengadaan Bahan 

Habis Pakai

Persentase 

ketersediaan obat 

di  fasilitas 

kesehatan tingkat 

dasar 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

1 2 02 2.01 17

Peningkatan 

Pemerataan Obat 

dan  Perbekalan 

Kesehatan 

Persentase 

pemerataan 

distribusi obat  dan 

BMHP di Fasilitas 

Kesehatan  tingkat 

dasar 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Cakupan Jumlah FKTP 

yang  melakukan 

pengelolaan obat 

secara  terpadu 

Pembinaan Toko 

Alkes dan PKRT 

Terbinanya Toko Alat 

Kesehatan dan  PKRT 

di Kab. Sidrap 

Pengendalian dan 

Pengawasan Serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasan 

Sertifikat Produksi 

Alat Kesehatan 

Kelas 1 Tertentu 

dan PKRT Kelas 

tertentu 

perusahaan rumah 

tangga

Terbinanya Toko 

Alat Kesehatan dan  

PKRT di Kab. Sidrap 

Pemberian 

Sertifikat Produksi 

untuk Sarana 

Produksi Alat 

Kesehatan Kelas 1 

tertentu dan 

Perbekalan 

Kesehatan Rumah 

Tangga Kelas 1 

tertentu 

Perusahaan 

Rumah Tangga 

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMAN 

1 2 4 2.02 01

Pengawasan Toko 

Alkes dan PKRT 

Terjamin alat 

kesehatan dan PKRT  

yang bermutu 

Pengendalian dan 

Pengawasan Serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasan 

Perbekalan 

Kesehatan Rumah 

Tangga kelas 1 

Tertentu 

Perusahaan Rumah 

Tangga 

Terjamin alat 

kesehatan dan 

PKRT  yang 

bermutu 

Pemberian 

Sertifikat Produksi 

untuk Sarana 

Produksi Alat 

Kesehatan Kelas 1 

tertentu dan 

Perbekalan 

Kesehatan Rumah 

Tangga Kelas 1 

tertentu 

Perusahaan Rumah 

Tangga 

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMA

1 2 4 2.02 02

Pemeliharaan dan 

Perbaikan Kualitas  

Alat kesehatan 

Alat Kesehatan yang 

Berkualitas 

Pemeliharaan Rutin 

dan Berkala Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

Alat Kesehatan 

yang Berkualitas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

1 2 02 2.01 20

Kalibrasi Alat 

Kesehatan 

Alat Kesehatan yang 

Berkualitas 

Pengadaan dan 

Pemeliharaan Alat 

Kalibrasi 

Alat Kesehatan 

yang Berkualitas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

1 2 02 2.01 16

Belanja Modal Alat 

Kalibrator 

Alat Kesehatan yang 

Berkualitas 

Pemantauan, 

Pembinaan dan  

Pendataan terhadap 

Alat Kesehatan  dan 

PKRT 

Cakupan Toko Alat 

Kesehatan dan  PKRT 

Program Upaya 

Kesehatan  

Masyarakat 

Cakupan Biaya Dan 

Pemeliharaan  

Puskesmas 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tradisonal, 

Akupuntur, Asuhan 

Mandiri dan 

Tradisional Lainnya

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.02 19

Pengelolaan Upaya 

Kesehatan Khusus 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.02 23

Pengelolaan Upaya 

Pengurangan Risiko 

Krisis Kesehatan 

dan Pasca Krisis 

Kesehatan 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.02 24

Penyediaan 

Telemedicine di 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.02 30

Pengendalian  dan 

Pengawasan serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasan 

Perizinan Rumah 

Sakit Kelas C dan D 

Penerbitan Izin 

Rumah Sakit Kelas 

C dan D dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaen/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.04 1

Peningkatan Tata 

Kelola Rumah Sakit 

dan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penerbitan Izin 

Rumah Sakit Kelas 

C dan D dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaen/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.04 2

Penyediaan biaya 

operasional dan  

pemeliharaan 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 
Monitoring, evaluasi 

dan pelaporan 

Monitoring, evaluasi 

dan pelaporan 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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KODE KODE

1 14

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas 

Pangkajene 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 
Operasional 

Pelayanan 

Puskesmas 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan Biaya Dan 

Pemeliharaan  

Puskesmas 

1 2 2 2.04 33

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Amparita 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Bilokka 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 
Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Lawawoi 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Manisa 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 
Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Baranti 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 
Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Kulo 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Empagae 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas lancirang 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Tanru 

Tedong 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Dongi 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Barukku 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Puskesmas Belawae 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Penyediaan Biaya 

Operasional dan  

Pemeliharaan 

Puskesmas 

Pangkajene 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Operasional 

Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan Biaya Dan 

Pemeliharaan  

Puskesmas 

1 2 2 2.04 34

Penyediaan Biaya 

Operasional dan  

Pemeliharaan 

Puskesmas Amparita 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Penyediaan Biaya 

Operasional dan  

Pemeliharaan 

Puskesmas Bilokka 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 
Penyediaan biaya 

operasional dan  

Pemeliharaan 

Puskesmas Manisa 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Penyediaan biaya 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas Rappang 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Penyediaan biaya 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas Kulo 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Penyediaan biaya 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas Empagae 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Penyediaan biaya 

operasional dan  

Pemeliharaan 

Puskesmas 

Lancirang 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Penyediaan biaya 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas Tanru  

Tedong 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Penyediaan biaya 

operasional dan  

Pemeliharaan 

Puskesmas Barukku 

kebutuhan 

operasional dan  

pemeliharaan 

Puskesmas 

Pelayanan 

Laboratorium 

Kesehatan  

Lingkungan 

Laboratorium 

Kesehatan 

Lingkungan  

Pemeriksaan depok 

air minum 

Program 

Pengawasan Obat 

dan  Makanan 

Cakupan 

Pengawasan Obat 

Dan  Makanan Di 

Opotek Dan Pasar 

Peningkatan 

pemberdayaan  

konsumen/masyarak

at di bidang obat  

dan makanan 

Meningkatnya 

kesadaran hukum  

pelaku ekonomi 

Pengendalian dan 

Pengawasan serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasan 

Perizinan Apotek, 

Toko Obat, Toko 

Alat Kesehatan dan 

Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional (UMOT)

Berkurangnya 

produk ilegal yang  

beredar di pasaran 

Pemberian Izin 

Apotek, Toko 

Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan 

Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional 

(UMOT) 

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMAN 

1 2 4 2.01 01

Peningkatan 

penyidikan dan  

Penegakan Hukum 

di Bidang Obat dan  

Makanan 

Berkurangnya produk 

ilegal yang  beredar 

di pasaran 

Penyediaan dan 

Pengelolaan Data 

Perizinan dan 

Tindak Lanjut 

Pengawasan Izin 

Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat 

Kesehatan dan 

Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional (UMOT)

Berkurangnya 

produk ilegal yang  

beredar di pasaran 

Pemberian Izin 

Apotek, Toko 

Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan 

Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional 

(UMOT) 

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMAN 

1 2 4 2.01 02

Fasilitasi  

Pemenuhan 

Komitmen Izin 

Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat 

Kesehatan dan 

Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

Berkurangnya 

produk ilegal yang  

beredar di pasaran 

Pemberian Izin 

Apotek, Toko 

Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan 

Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional 

(UMOT) 

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMAN 

1 2 4 2.01 03
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URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM
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1 14

Peningkatan 

Pengawasan 

Keamanan  Pangan 

dan Bahan 

Berbahaya 

Berkurangnya produk 

ilegal yang  beredar 

di pasaran 

Pengendalian dan 

Pengawasan Serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasan 

Sertifikat Produksi 

Pangan Industri 

Rumah Tangga dan 

Nomor P-IRT 

Sebagai Izin 

Produksi, untuk 

Produk Makanan 

Minuman Tertentu 

yang Dapat 

Diproduksi oleh 

Industri Rumah 

Tangga 

Berkurangnya 

produk ilegal yang  

beredar di pasaran 

Penerbitan 

Sertifikat Produksi 

Pangan Industri 

Rumah Tangga dan 

Nomor P-IRT 

sebagai Izin 

Produksi, untuk 

Produk Makanan 

Minuman tertentu 

yang Dapat 

Diproduksi oleh 

Industri Rumah 

Tangga 

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMAN 

1 2 4 2.03 01

Pemeriksaan Post 

Market pada 

Produk 

MakananMinuman 

Industri Rumah 

Tangga yang 

Beredar dan 

Pengawasan serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasa

Berkurangnya 

produk ilegal yang  

beredar di pasaran 

Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut Hasil  

Pemeriksaan Post 

Market pada 

Produksi dan 

Produk Makanan 

Minuman Industri 

Rumah Tangga 

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMAN 

1 2 4 2.06 01

Penyediaan dan 

Pengelolaan Data 

Tindak Lanjut 

Pengawasan 

Perizinan  Industri 

Rumah Tangga 

Berkurangnya 

produk ilegal yang  

beredar di pasaran 

Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut Hasil  

Pemeriksaan Post 

Market pada 

Produksi dan 

Produk Makanan 

Minuman Industri 

Rumah Tangga 

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMAN 

1 2 4 2.06 02

Program Promosi 

Kesehatan dan  

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Cakupan Rumah 

Tangga Ber-PHBS 

Pengembangan 

media promosi dan  

informasi Sadar 

Hidup Sehat 

Jumlah Media 

Promosi 

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

meningkatkan kinerja 

petugas promkes 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  Desa 

dan Kelurahan 

Meningkatkan 

Partisipasi 

Masyarakat  desa dan 

kelurahan di bidang  

kesehatan 

Pengelolaan 

Pelayanan Promosi 

Kesehatan

Meningkatkan 

Partisipasi 

Masyarakat  desa 

dan kelurahan di 

bidang  kesehatan 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan Rumah 

Tangga Ber-PHBS 
1 2 2 2.02 18

Germas di Sekolah 
Meningkatnya PHBS 

anak Sekolah 
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URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 
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PROGRAM INDIKATOR 
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1 14
Germas di 

Masyarakat 

Meningkatnya PHBS 

di Masyarakat 

Sosialisasi Krida Saka 

Bhakti Husada 

Peningkatan 

Kepramukaan dalam  

bidang Kesehatan 

Stimulan Posyandu 

Meningkatkan peran 

Posyandu sebagai  

basis UKBM 

Pembinaan 

Posyandu 

Meningkatkan peran 

Posyandu sebagai  

basis UKBM 

Program Prima 

Kesehatan 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat  Desa 

dan Kelurahan 

Program Perbaikan 

Gizi Masyarakat 

Cakupan Balita Gizi 

Buruk Mendapat  

Perawatan 
Penyusunan Peta 

informasi  

Masyarakat Kurang 

Gizi 

Tersedianya data 

informasi masyarakat  

kurang gizi 

Pemberian 

tambahan Makanan 

dan  Vitamin 

Tersedianya Bahan 

PMT Pemulihan 

Pemberdayaan 

masyarakat untuk  

Pencapaian Keluarga 

Sadar Gizi 

Meningkatnya 

Sumber Daya Petugas  

dalam pencapaian 

keluarga Sadar gizi 

Penanggulangan Gizi 

Lebih 

Terlaksananya 

kegiatan  

penanggulangan gizi 

lebih 
Perawatan Kasus 

Gizi Buruk 

Jumlah kasus gizi 

buruk yg ditangani

Program 

Pencehagan dan  

Penanggulangan 

Stunting pada Balita 

Prevalensi Stunting 

pada balita 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

Prevalensi Stunting 

pada balita 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Cakupan Balita Gizi 

Buruk Mendapat  

Perawatan 

1 2 2 2.02 15

Penanggulangan 

Kep, Anemia Gizi,  

GAKY, KVA dan 

kekurangan Zat Gizi  

Mikro lainnya 

Tersedianya Obat gizi 
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PROGRAM/ 
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KEG
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1 14

Program 

Pengembangan  

Lingkungan Sehat 

Persentase 

Penduduk Yang  

Menggunakan Air 

Minum Sehat 
Monitoring dan 

Evaluasi 

Peningkatan kinerja 

petugas kesling 

Sosialisasi 

Pengawasan Kualitas 

Air  bagi 

Penyelenggara 

Jumlah 

Penyelenggara Air 

yang  dilakukan 

pengawasan 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Lingkungan

Jumlah 

Penyelenggara Air 

yang  dilakukan 

pengawasan 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Persentase 

Penduduk Yang  

Menggunakan Air 

Minum Sehat 

1 2 2 2.02 17

Peningkatan 

Kapasitas Petugas  

Kesling 

Jumlah Petugas 

kesling yang 

mengikuti  pelatihan 

Kabupaten Sehat 

Jumlah Kecamatan 

yang  

menyelenggarakan 

Kabupaten sehat 

Penyelenggaraaan 

Kabupaten/Kota 

Sehat

Jumlah Kecamatan 

yang  

menyelenggarakan 

Kabupaten sehat 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Persentase 

Penduduk Yang  

Menggunakan Air 

Minum Sehat 

1 2 2 2.02 29

Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat 

Jumlah 

Desa/Kelurahan 

STBM 

Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

Persentase 

Penerapan K3 di  

Puskesmas 

Pengelolaan 

Pelayanan  

Kesehatan Kerja 

dan Olahraga

Persentase 

Penerapan K3 di  

Puskesmas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Persentase 

Penduduk Yang  

Menggunakan Air 

Minum Sehat 

1 2 2 2.02 16

Pelaksanaan 

Kesehatan Kerja 

Dasar di  Puskesmas 

Persentase 

Puskesmas yg  

menyelenggarakan 

Kesehatan Kerja  

Dasar 

Pelatihan Kader Pos 

UKK 

Pemberdayaan 

Masyarakat Pekerja  

Informal melalui 

Pelatihan Kader Pos  

UKK 

Memfasilitasi 

Pembentukan Pos 

UKK 

Jumlah Pos UKK yang 

terbentuk di  wilayah 

kerja Puskesmas 
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KEG

KEGIATAN INDIKATOR 
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Memfasilitasi 

Pembentukan 

Kelompok  Kerja 

Perempuan 

Jumlah Kelompok 

GP2SP yang  

terbentuk di wilayah 

kerja Dinas  

Kesehatan 

Pengendalian dan 

Pengawasan Serta 

Tindak Lanjut 

Penerbitan Stiker 

Pembinaan pada 

Makanan Jajanan 

dan Sentra 

Makanan Jajanan 

Jumlah Kelompok 

GP2SP yang  

terbentuk di 

wilayah kerja Dinas  

Kesehatan 

Penerbitan Stiker 

Pembinaan pada 

Makanan Jajanan 

dan Sentra 

Makanan Jajana

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMAN 

Persentase 

Penduduk Yang  

Menggunakan Air 

Minum Sehat 

1 2 4 2.05 01

Melaksanakan 

Pembinaan 

Kebugaran  Bagi 

Anak Sekolah 

Jumlah Puskesmas yg  

menyelenggarakan 

Pembinaan  

Kebugaran Bagi Anak 

Sekolah 

Melaksanakan 

Pembinaan 

Kesehatan  Olahraga 

pada Kelompok 

Masyarakat 

Persentase 

Puskesmas yg  

menyelenggarakan 

Pembinaan  Kesorga 

pada kelompok 

Masyarakat 

Melaksanakan 

Pembinaan 

Kesehatan  Olahraga 

pada Kelompok 

Pekerja  Formal 

maupun Informal 

Jumlah Puskesmas yg  

menyelenggarakan 

Pembinaan  Kesorga 

pada kelompok 

Pekerja  Formal dan 

Informal 

Melakukan 

Monitoring Evaluasi 

dan  Pelaporan 

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Penyelenggara 

Kegiataan Lomba 

pada  Peringatan 

HKN 

Pelaksanaan Kegiatan 

Lomba pada  

Peringatan HKN 

Program 

Pencegahan dan  

Penanggulangan 

Penyakit Menular 

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit Menular 

Penyemprotan/Fogg

ing Sarang  Nyamuk 
Jumlah titik Foging 

Pelayanan 

pencegahan dan  

Penanggulangan 

Penyakit Menular 

kegiatan pencegahan 

&  penanggulangan 

penyakit 

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Jumlah dokumen 

monitoring, evaluasi,  

dan pelaporan 

Pelayanann 

Vaksinasi Bagi Balita 

dan  Anak Sekolah 

Tersedianya vaksin 
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URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG
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PROGRAM INDIKATOR 
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Peningkatan 

Imunisasi 

Tersedianya vaksin 

PKM Dan  

jaringannya 

Investigasi Awal 

Kejadian Tidak 

Diharapkan 

(Kejadian Ikutan 

Pasca Imunisasi 

dan Pemberian 

Obat Massal) 

Tersedianya vaksin 

PKM Dan  

jaringannya 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit  Menular 

1 2 2 2.02 36

Peningkatan 

Survailans 

Epidemiologi  dan 

Penanggulangan 

Wabah 

Mencegah terjadinya 

KLB Terlaksanya  

pencegahan & 

penularan virus 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan bagi 

Penduduk Pada 

Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB) 

Mencegah 

terjadinya KLB 

Terlaksanya  

pencegahan & 

penularan virus 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit  Menular 

1 2 2 2.02 13

Pengelolaan 

Surveilans 

Kesehatan 

Mencegah 

terjadinya KLB 

Terlaksanya  

pencegahan & 

penularan virus 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit  Menular 

1 2 2 2.02 13

Pengambilan dan 

Pengiriman 

Spesimen Penyakit 

Potensial KLB ke 

Lab 

Rujukan/Nasional

Mencegah 

terjadinya KLB 

Terlaksanya  

pencegahan & 

penularan virus 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit  Menular 

1 2 2 2.02 28

Pelaksanaan 

Kewaspadaan Dini 

dan Respon Wabah 

Mencegah 

terjadinya KLB 

Terlaksanya  

pencegahan & 

penularan virus 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit  Menular 

1 2 2 2.02 28

Program 

Standarisasi 

Pelayanan  

Kesehatan 

Jumlah Tenaga Dan 

Sarana  Kesehatan 

Bersertifikat Atau  

Reakreditasi 

Pembangunan dan 

Pemutakhiran Data  

Dasar Standar 

Pelayanan 

Kesehatan 

jumlah laporan 

pelgelolan laporan 

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan secara 

Terintegrasi 

jumlah laporan 

pelgelolan laporan 

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan secara 

Terintegrasi 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Jumlah Tenaga 

Dan Sarana  

Kesehatan 

Bersertifikat Atau  

Reakreditasi 

1 2 2 2.03 01
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Pengelolaan Sistem 

Informasi 

Kesehatan 

jumlah laporan 

pelgelolan laporan 

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan secara 

Terintegrasi 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Jumlah Tenaga 

Dan Sarana  

Kesehatan 

Bersertifikat Atau  

Reakreditasi 

1 2 2 2.03 02

Pengadaan 

Alat/Perangkat 

Sistem Informasi 

Kesehatan dan 

Jaringan Interne

jumlah laporan 

pelgelolan laporan 

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan secara 

Terintegrasi 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Jumlah Tenaga 

Dan Sarana  

Kesehatan 

Bersertifikat Atau  

Reakreditasi 

1 2 2 2.03 03

Akreditasi 

Puskesmas 

jumlah Puskesmas re 

akreditasi 

Pelaksanaan 

Akreditasi Fasilitas 

Kesehatan di 

Kabupaten/Kota

jumlah Puskesmas 

re akreditasi 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Jumlah Tenaga 

Dan Sarana  

Kesehatan 

Bersertifikat Atau  

Reakreditasi 

1 2 2 2.02 35

Peningkatan Mutu 

Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan

jumlah Puskesmas 

re akreditasi 

Penerbitan Izin 

Rumah Sakit Kelas 

C dan D dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaen/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Jumlah Tenaga 

Dan Sarana  

Kesehatan 

Bersertifikat Atau  

Reakreditasi 

1 2 2 2.04 03

Program 

Pengadaan, 

Peningkatan  dan 

Perbaikan Sarana 

dan Prasarana  

Puskesmas/ 

Puskemas 

pembantu  dan 

Jaringannya 

Persentase Sarana 

Pelayanan  

Kesehatan Yang  

Dibangun/Diperbaiki 

Pembangunan 

Puskesmas 

jumlah Puskesmas 

yang terbangun 

Pembangunan 

Puskesmas

jumlah Puskesmas 

yang terbangun 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 02
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Pengembangan 

Puskesma

Jumlah Puskesmas 

yang terbangun 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 06

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Rumah Dinas 

Tenaga Kesehatan

Jumlah Puskesmas 

yang terbangun 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 11

Pembangunan 

Puskesmas 

Pembantu 

Puskesmas 

Pembantu 

Pembangunan 

Fasilitas Kesehatan 

Lainnya

Puskesmas 

Pembantu 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 03

Pengembangan 

Fasilitas Kesehatan 

Lainnya

Puskesmas 

Pembantu 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 07

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 

Puskesmas 

Pembantu 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 10

Pengadaan Sarana 

dan Prasarana  

Puskesmas 

Tersedianya sarana 

dan prasarana  

puskesmas 

Pengadaan Sarana 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Tersedianya sarana 

dan prasarana  

puskesmas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 12

Pengadaan 

Prasarana dan 

Pendukung Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tersedianya sarana 

dan prasarana  

puskesmas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 13
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1 14

Pengadaan Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

Tersedianya sarana 

dan prasarana  

puskesmas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 14

Pengadaan Sarana 

dan Prasarana  

Puskesmas 

Pembantu 

Terlaksananya 

Pengadaan Sarana 

dan  Prasarana 

Puskesmas 

pembantu 

Pemeliharaan rutin 

/berkala Sarana  dan 

Prasarana 

Puskesmas 

Terlaksananya 

Pemeliharaan rutin  

/berkala sarana dan 

prasarana  

puskesmas 

Pemeliharaan 

Sarana Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan  

Terlaksananya 

Pemeliharaan rutin  

/berkala sarana 

dan prasarana  

puskesmas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 18

Pemeliharaan 

rutin/berkala Sarana 

dan  Prasarana 

Puskesmas 

Pembantu 

Terlaksananya 

Pemeliharaan rutin  

/berkala sarana dan 

prasarana  

puskesmas 

pembantu 

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Puskesmas 

Terlaksananya 

rehabilitasi 

puskesmas 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Puskesmas

Terlaksananya 

rehabilitasi 

puskesmas 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 09

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Poskesdes 

Terlaksananya 

rehabilitasi 

Poskesdes 
Rehabilitasi 

Sedang/Berat Balai 

KB 

Terlaksananya 

rehabilitasi balai KB 

Pemeliharaan 

Perbekalan 

Kesehatan 

Terlaksananya 

Pemeliharaan  

Perbekalan 

Kesehatan 

Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Pendukung Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan  

Terlaksananya 

Pemeliharaan  

Perbekalan 

Kesehatan 

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.1 19

Program Kemitraan 

Peningkatan  

Pelayanan 

Kesehatan 

Persentase 

Pelayanan 

Kesehatan  Dengan 

Kemitraan 
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KEG

KEGIATAN INDIKATOR 
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1 14

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Asuransi Kesehatan 

Pengelolaan 

Jaminan Kesehatan 

Masyarakat 

Asuransi Kesehatan 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Pelayanan 

Kesehatan  Dengan 

Kemitraan 

1 2 2 2.02 26

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas 

Pangkajene 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas Bilokka 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan asuransi 

kesehatan  

masyarakat 

Puskesmas Lawawoi 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan asuransi 

kesehatan  

masyarakat 

Puskesmas Manisa 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas Rappang 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas Baranti 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas Kulo 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan Asuransi 

Kkesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas Empagae 

Asuransi Kesehatan 
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Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas 

Lancirang 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas Tanru 

Tedong 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas Dongi 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas Barukku 

Asuransi Kesehatan 

Kemitraan Asuransi 

Kesehatan  

Masyarakat 

Puskesmas Belawae

Asuransi Kesehatan 

Program 

Pencegahan dan  

Penanggulangan 

Penyakit Tidak  

Menular 

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit Tidak 

Menular 

Monev PTM 

Evaluasi Pelaksanaan 

Program PTM di  

PKM 

Monev Keswa 

Evaluasi Pelaksanaan 

Program Keswa  di 

PKM 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Orang 

dengan Masalah 

Kesehatan Jiwa 

(ODMK)

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Program Keswa  di 

PKM 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit Tidak 

Menular 

1 2 2 2.02 21

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Jiwa dan 

NAPZA 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Program Keswa  di 

PKM 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit Tidak 

Menular 

1 2 2 2.02 22
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Deteksi Dini 

Penyalahgunaan 

NAPZA di 

Fasyankes dan 

Sekolah 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Program Keswa  di 

PKM 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit Tidak 

Menular 

1 2 2 2.02 27

Pembinaan Calon 

Haji 

Peningkatan derajat 

Kesehatan Calon  Haji 

Pelayanan 

Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak 

Menular 

Peningkatan 

derajat Kesehatan 

Calon  Haji 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Persentase 

Penemuan Dan  

Penanganan 

Penyakit Tidak 

Menular 

1 2 2 2.02 25

Monev Haji 

Evaluasi dan 

Perencanaan dan  

Pelaksanaan Program 

Keswa di PKM 

Pelatihan 

Siskohatkes 

Peningkatan 

Pengetahuan 

Pengelola  Haji PKM 

Program Pelayanan 

Kesehatan  Orang 

dengan Rresiko 

Terinfeksi  Virus 

yang Melemahkan 

Daya Tahan  Tubuh 

Manusia (Human  

Immunodeficielcy 

Virus) 

Jumlah Warga 

Negara Dengan  

Resiko Terinveksi 

Virus Yang  

Melemahkan Daya 

Tahan Tubuh  

Manusia (Human 

Immunodeficiency  

Virus) Yang 

Mendapatkan 

Layanan  Kesehatan 

(SPM) 

Pengadaan Bahan 

Habis Pakai 

Pemenuhan 

kebutuhan bahan 

habis  pakai untuk 

test HIV 

Peningkatan 

Kapasitas Petugas 

Update program HIV 

dan Evaluasi  

pelaksanaan program 

Pertemuan Lintas 

Program 

Diseminasi Informasi 

Program ke  Lintas 

Program 

Sosialisasi HIV AIDS 

bagi Nakes di  

Puskesmas 

Diseminasi Informasi 

Program HIV  AIDS 

pada Nakes di 

Puskesmas 
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1 14

Mobile VCT 

Test HIV pada 

populasi berisiko 

secara  mobile 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Orang 

Dengan Risiko 

Terinfeksi HI

Test HIV pada 

populasi berisiko 

secara  mobile 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Jumlah Warga 

Negara Terduga  

Tuberculosis Yang 

Mendapatkan  

Layanan 

Kesehatan (SPM) 

1 2 2 2.02 12

Pengadaan Spanduk 

untuk Hari AIDS 
Diseminasi Informasi 

Program Pelayanan 

Kesehatan  Orang 

Terduga 

Tuberculosis (TBC) 

Jumlah Warga 

Negara Terduga  

Tuberculosis Yang 

Mendapatkan  

Layanan Kesehatan 

(SPM) 

Pertemuan 

Peningkatan 

Kapasitas  Petugas 

TB Kabupaten 

Peningkatan 

Pengetahuan dan  

keterampilan petugas 

serta evaluasi  

pelaksanaan 

Pertemuan Lintas 

Program dan  

Sektoral 

Desiminasi Informasi 

program TB Ke  

Lintas Program 

Pengadaan Format 

RR 

Pemenuhan 

Kebutuhan Format 

RR  Program 
Pengadaan Spanduk 

Hari TB 
Desiminasi Informasi 

Transport Pelacakan 

Penderita Mangkir 

Meningkatkan angka 

keberhasilan  

pengobatan 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Orang 

Terduga 

Tuberkulosis

Meningkatkan 

angka keberhasilan  

pengobatan 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Jumlah Warga 

Negara Terduga  

Tuberculosis Yang 

Mendapatkan  

Layanan 

Kesehatan (SPM) 

1 2 2 2.02 11

Transport Petugas 

untuk Entry Data  

SITT 

Laporan tepat waktu 

dengan aplikasi  SITT 

Transport Petugas 

PKM untuk  

Investigasi Kontak 

Penemuan Penderita 

secara dini 

Program Pelayanan 

Kesehatan  Orang 

dengan Gangguan 

Jiwa Berat 

Jumlah Warga 

Negara Dengan  

Gangguan Jiwa Berat 

Yang Terlayani  

Kesehatan (SPM) 
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1 14

Pertemuan 

Peningkatan 

Kapasitas  Petugas 

PTM 

Peningkatan 

Pengetahuan dan  

keterampilan petugas 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Orang 

Dengan Gangguan 

Jiwa Berat

Peningkatan 

Pengetahuan dan  

keterampilan 

petugas 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKA

Jumlah Warga 

Negara Dengan  

Gangguan Jiwa 

Berat Yang 

Terlayani  

Kesehatan (SPM) 

1 2 2 2.02 10

Pertemuan Lintas 

Sektor 

Peningkatan 

Koordinasi Lintas 

Terkait 
Perjalanan Dinas 

Luar Daerah 

Pengantaran ODGJ 

Berat 
Pertemuan 

Penatalaksanaan 

Pasien  Pasung 

Tidak ada Kasus 

Pasung 

Program Pelayanan 

Kesehatan  

Penderita 

Hipertensi 

Jumlah Warga 

Negara Penderita  

Hipertensi Yang 

Mendapatkan  

Layanan Kesehatan 

(SPM) 

Pelatihan Portal 

Web PPTM 

Petugas Mampu 

melaporkan di Web  

PPTM 

Sosialisasi Faktor 

Resiko PTM 

Penyebarluasan 

Informasi FR PTM 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penderita 

Hipertensi 

Penyebarluasan 

Informasi FR PTM 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Jumlah Warga 

Negara Penderita  

Hipertensi Yang 

Mendapatkan  

Layanan 

Kesehatan (SPM) 

1 2 2 2.02 08

Pengadaan Spanduk 

Posbindu PTM 

Informasi 

pelaksanaan 

Posbindu 

Program Pelayanan 

Kesehatan  

Penderita Diabetes 

Mellitus 

Jumlah Warga 

Negara Penderita  

Diabetes Melitus 

Yang Mendapatkan  

Layanan Kesehatan 

(SPM) 
Pertemuan 

Peningkatan 

Kapasitas  Petugas 

PTM 

Peningkatan 

Pengetahuan dan  

keterampilan petugas 

Pertemuan Lintas 

Sektor 

Peningkatan Jejaring 

Program PTM 
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KODE KODE

1 14

Pengadaan Buku 

Monitoring FR PTM 

Pemantauan 

Penderita PTM 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penderita 

Hipertensi 

Pemantauan 

Penderita PTM 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Jumlah Warga 

Negara Penderita  

Diabetes Melitus 

Yang 

Mendapatkan  

Layanan 

Kesehatan (SPM) 

1 2 2 2.02 09

Program Sumber 

Daya Manusia  

Kesehatan 

Jumlah Tenaga 

Kesehatan Yg  

Berperestasi 

Melaksanakan 

Registrasi 

Pembinaan  serta, 

Pengawasan Tenaga 

Kesehatan. 

Cakupan jumlah 

registrasi dan  

pembinaan 

/pengawasan tenaga  

kesehatan. 

Pengendalian dan 

Pengawasan serta 

Tindak Lanjut 

Perizinan Praktik 

Tenaga Kesehatan

Cakupan jumlah 

registrasi dan  

pembinaan 

/pengawasan 

tenaga  kesehatan. 

Pemberian Izin 

Praktik Tenaga 

Kesehatan Di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

1 2 3 2.01 01

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Cakupan jumlah 

registrasi dan  

pembinaan 

/pengawasan 

tenaga  kesehatan. 

Pembinaan Teknis, 

Pengawasan 

Praktik Tenaga 

Kesehatan di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

1 2 3 2.02 01

Sertifikasi Tenaga 

Kesehatan 

Cakupan jumlah 

registrasi dan  

pembinaan 

/pengawasan 

tenaga  kesehatan. 

Pengembangan 

Mutu dan 

Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

1 2 3 2.04 02

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Cakupan jumlah 

registrasi dan  

pembinaan 

/pengawasan 

tenaga  kesehatan. 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

1 2 3 2.05 01

Penilaian Tenaga 

Kesehatan Teladan  

dalam Rangka 

Peningkatan  

Kompetensi 

Cakupan jumlah 

penilaian tenaga  

kesehatan teladan 

profesi tenaga  

kesehatan 

Pelatihan dan Uji 

Kompetensi Tenaga 

Kesehata

Cakupan jumlah 

penilaian tenaga  

kesehatan teladan 

profesi tenaga  

kesehatan 

Pembinaan Teknis, 

Pengawasan 

Praktik Tenaga 

Kesehatan di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN

1 2 3 2.02 02

PAGE31



URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Peningkatan 

Kompetensi dan 

Kualifikasi Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan 

Cakupan jumlah 

penilaian tenaga  

kesehatan teladan 

profesi tenaga  

kesehatan 

Perencanaan 

Kebutuhan dan 

Pendayagunaan 

Sumberdaya 

Manusia 

Kesehatan untuk 

UKP dan UKM 

Manusia di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

1 2 3 2.04 01

Kegiatan Pelatihan 

Pengelolahan Data  

Profil SDMK 

cakupan 

jumlahpelatihan 

pengelolah  data di 

fasilitas pelayanan 

kesehatan 

Distribusi dan 

Pemerataan 

Sumber Daya 

Manusia Kesehatan

Cakupan jumlah 

registrasi dan  

pembinaan 

/pengawasan 

tenaga  kesehatan. 

Perencanaan 

Kebutuhan dan 

Pendayagunaan 

Sumberdaya 

Manusia 

Kesehatan untuk 

UKP dan UKM 

Manusia di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

1 2 3 2.03 01

Distribusi dan 

Pemerataan 

Sumber Daya 

Manusia Kesehata

Cakupan jumlah 

registrasi dan  

pembinaan 

/pengawasan 

tenaga  kesehatan. 

Perencanaan 

Kebutuhan dan 

Pendayagunaan 

Sumberdaya 

Manusia 

Kesehatan untuk 

UKP dan UKM 

Manusia di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

1 2 3 2.03 01

Pemenuhan 

Kebutuhan Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan sesuai 

Standar

Cakupan jumlah 

registrasi dan  

pembinaan 

/pengawasan 

tenaga  kesehatan. 

Perencanaan 

Kebutuhan dan 

Pendayagunaan 

Sumberdaya 

Manusia 

Kesehatan untuk 

UKP dan UKM 

Manusia di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

1 2 3 2.03 02

Pengelolaan Sistem 

Informasi Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan 

Cakupan jumlah 

registrasi dan  

pembinaan 

/pengawasan 

tenaga  kesehatan. 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

1 2 3 2.05 02

Kegiatan Pendidikan 

dan Pelatihan  

Jabatan Fungsional 

Tenaga Kesehatan 

cakupan 

jumlahpendidikan 

dan  pelatihan 

jabatan fungsional 

tenaga  kesehatan 

Penyelenggaraan 

Pelatihan untuk 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

Kesehata

cakupan 

jumlahpendidikan 

dan  pelatihan 

jabatan fungsional 

tenaga  kesehatan 

Pembinaan Teknis, 

Pengawasan 

Praktik Tenaga 

Kesehatan di 

Wilayah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 
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KODE KODE

1 14
Program Pelayanan 

Kesehatan Ibu  

Hamil 

Jumlah Ibu Hamil 

Yang  Mendapatkan 

Layanan Kesehatan 

Review PWS KIA 

Jmlh Pelaksaan 

kegiatan Review PWS  

KIA 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Hamil

Jmlh Pelaksaan 

kegiatan Review 

PWS  KIA 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 2 2 2.02 01

Pelaksanaan AMP 
Jumlah Kegiatan AMP 

yang  dilaksanakan 

SPPD dan 

Operasional 

Program 

Jumlah PKM yang 

mendapatkan  

Bimtek 

Program Pelayanan 

Kesehatan Ibu  

Bersalin 

Jumlah Ibu Bersalin 

Yang  Mendapatkan 

Layanan Kesehatan 

Jampersal 

Jumlah PKM yang 

memanafaatkan  

dana Jampersal 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Bersalin 

Jmlh Pelaksaan 

kegiatan Review 

PWS  KIA 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Jumlah Ibu 

Bersalin Yang  

Mendapatkan 

Layanan 

Kesehatan 

1 2 2 2.02 02

Sosialisasi Program 

Persalinan  

Fasyankes 

Jumlah kecamatan 

yang mengikuti  

program sosialisasi 

persalinan di  

fasyankes 

Program Pelayanan 

Kesehatan Bayi  

Baru Lahir 

Jumlah Bayi Baru 

Lahir Yang  

Mendapatkan 

Layanan Kesehatan 

Program SHK pada 

BBL 

Jumlah PKM yang 

telah mengikuti  

pelatihan Program 

SHK pada BBL 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Bayi 

Baru Lahir 

Jumlah PKM yang 

telah mengikuti  

pelatihan Program 

SHK pada BBL 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Jumlah Ibu 

Bersalin Yang  

Mendapatkan 

Layanan 

Kesehatan 

1 2 2 2.02 03

Manajemen Asfiksia 

dan BBLR 

Jumlah bidan yang 

telah mengikuti  

pelatihan Asfiksia dan 

BBLR 

Review Pelayanan 

BBL 

Jumlah kegiatan 

review pelayanan 

BBL  yang 

dilaksanakn 
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KODE KODE

1 14

Program Pelayanan 

Kesehatan  Balita 

Jumlah Balita Yang 

Mendapatkan  

Layanan Kesehatan 

Orientasi Petugas 

dalam Pelaksanaan  

Pelayanan MTBS 

Jumlah Bidan yang 

telah dilatih MTBS 

Orientasi Petugas 

dalam Pelaksanaan  

Pelayanan SDIDTK 

Jumlah Bidan yang 

telah dilatih  SDISTK 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Balita

Jumlah Bidan yang 

telah dilatih  

SDISTK 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Jumlah Balita Yang 

Mendapatkan  

Layanan 

Kesehatan 

1 2 2 2.02 04

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan  Balita 

melalui Deteksi Dini 

adanya  Komplikasi 

dan masalah 

Kesehatan  lainnya 

Jumlah Bidan yang 

telah dilatih 

Review Pelayanan 

Kesehatan pada  

Balita 

Jumlah kegiatan 

review pelayanan  

kesehatan Balita yang 

dilaksanakn 

Program Pelayanan 

Kesehatan pada  

Usia Pendidikan 

Dasar 

Jumlah Warga 

Negara Usia  

Pendidikan Dasar 

Yang  Mendapatkan 

Layanan Kesehatan  

(SPM) 

Orientasi Petugas 

Program  

Penjaringan Anak 

Sekolah 

Jumlah petugas yang 

telah mengikuti  

pelatihan Program 

penjaringan anak  

sekolah 

Review Program 

Penjaringan Anak  

Sekolah 

Jumlah kegiatan 

review pelayanan  

kesehatan Balita yang 

dilaksanakn 

 Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan pada 

Usia Pendidikan 

Dasar

Jumlah kegiatan 

review pelayanan  

kesehatan Balita 

yang dilaksanakn 

Penyediaan 

Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Jumlah Warga 

Negara Usia  

Pendidikan Dasar 

Yang  

Mendapatkan 

Layanan 

Kesehatan  (SPM) 

1 2 2 2.02 05

Program Pelayanan 

Kesehatan pada  

Usia Produktif 

Jumlah Warga 

Negara Usia 

Produktif  Yang 

Mendapatkan 

Layanan  Kesehatan 

(SPM) 
Pelatihan Kader 

Posbindu PTM 

Jumlah Kader 

Posbindu 
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KODE KODE
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Orientasi Teknis 

Pelayanan 

Kesehatan  masa 

sebelum Hamil 

Orientasi teknis 

pelayanan Kesehatan  

masa sebelum Hami 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan pada 

Usia Produktif 

Orientasi teknis 

pelayanan 

Kesehatan  masa 

sebelum Hami 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Jumlah Warga 

Negara Usia 

Produktif  Yang 

Mendapatkan 

Layanan  

Kesehatan (SPM) 

1 2 2 2.02 06

Peningkatan 

Kapasitas Petugas 

dan  Lintas Sektor 

dalam Pelaksanaan  

Posyandu Pra 

Konsepsi 

Jumlah Pengelola 

Terlatih 

Program Pelayanan 

Kesehatan pada  

Usia Lanjut 

Jumlah Warga 

Negara Usia Lanjut  

Yang Mendapatkan 

Layanan  Kesehatan 

(SPM) 

Peningkatan 

Kapasitas Pengelola  

Program Usila 

Jumlah petugas yang 

telah mengikuti  

pelatihan Program 

pelayanan  kesehatan 

usila 

Advokasi Program 

KKBPK kepada 

Stakeholders dan 

Mitra Kerja 

Jumlah petugas 

yang telah 

mengikuti  

pelatihan Program 

pelayanan  

kesehatan usila 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Jumlah Warga 

Negara Usia Lanjut  

Yang 

Mendapatkan 

Layanan  

Kesehatan (SPM) 

2 14 03 2.1 01

Review Pelayanan 

Usila 

Jumlah kegiatan 

review pelayanan  

kesehatan Usila yang 

dilaksanakn 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan pada 

Usia Lanjut  

Jumlah kegiatan 

review pelayanan  

kesehatan Usila 

yang dilaksanakn 

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Jumlah Warga 

Negara Usia Lanjut  

Yang 

Mendapatkan 

Layanan  

Kesehatan (SPM) 

2 2 2 2.02 07

Orientasi Petugas 

dalam Pelaksanaan  

Senam Usila 

Jumlah petugas yang 

telah mengikuti  

orientasi senam 

lansia pada 

pelayanan  kesehatan 

Usila 

Program Pelayanan 

Kesehatan  

Reproduksi Pra 

Konsepsi dalam  

Meningkatkan 

Cakupan K4 

Jumlah Puskesmas 

yang  melaksankan 

Program yankes pra  

konsepsi 
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KODE KODE

1 14

Peningkatan 

Kapasitas Bidan 

dalam  

Melaksanakan 

Deteksi Dini Faktor 

resti  pada Ibu Hamil 

Jumlah bidan yang 

telah mengikuti  

pelatihan deteksi dini 

faktor resti bumil 

Peningkatan Kualitas 

Pelayanan ANC  

Bidan Desa dan di 

PKM 

Jumlah bidan yang 

telah mengikuti  

pelatihan ANC 

terpadu dan 

terintegrasi  sesuai 

standar 

Urusan Wajib 

Bukan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

Program 

Pengendalian 

Penduduk  dan 

Keluarga Berencana 

Rata-Rata Anak Per 

Keluaraga  Pasangan 

Usia Subur 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

Urusan Wajib 

Bukan Pelayanan 

Dasar 

Pelayanan KIE 
Tersosialisasinya 

Program KB 

Advokasi Program 

KKBPK kepada 

Stakeholders dan 

Mitra Kerja

Tersosialisasinya 

Program KB 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Loka

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.01 01

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Program KKBPK 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal 

Tersosialisasinya 

Program KB 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Loka

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.01 02

Penyediaan dan 

Distribusi Sarana 

KIE Program KKBPK

Tersosialisasinya 

Program KB 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Loka

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.01 03

Promosi dan KIE 

Program KKBPK 

Melalui Media 

Massa Cetak dan 

Elektronik Serta 

Media Luar Ruang 

Tersosialisasinya 

Program KB 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Loka

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.01 04
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KODE KODE

1 14

Penggunaan Media 

Massa Cetak, 

Elektronik dan 

Media Lainnya 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal 

Dalam Pencitraan 

Program KKBPK 

Tersosialisasinya 

Program KB 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Loka

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.01 06

Penyediaan Sarana 

Pendukung 

Operasional 

PKB/PLKB 

Tersosialisasinya 

Program KB 

Pendayagunaan 

Tenaga Penyuluh 

KB/ Petugas 

Lapangan KB 

(PKB/PLKB) 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.02 02

Pembinaan Keluarga 

Berencana 

Terpenuhinya 

fasilitasi pembinaan  

keluarga berencana 

Pengadaan Sarana 

Mobilitas Tim KB  

Keliling 

Terpenuhinya sarana 

mobilitas KB  Keliling 

Pengelolaan 

operasional dan 

sarana di balai 

penyuluhan KKBPK 

Terpenuhinya 

sarana mobilitas KB  

Keliling 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.01 08

Monitoring dan 

Evaluasi Program KB 

Tersedianya faslitasi 

monev Program  KB 

Pelaksanaan 

Mekanisme 

Operasional 

Program KKBPK 

melalui Rapat 

Koordinasi 

Kecamatan 

(Rakorcam), Rapat 

Koordinasi Desa 

(Rakordes), dan 

Mini Lokakarya 

(Minilok) 

Tersedianya 

faslitasi monev 

Program  KB 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.01 07

Pembinaan Keluarga 

Sejahtera 

Terpenuhinya 

faslitasi pembinaan  

keluarga sejahtera 

Pelayanan 

Kontrasepsi KB 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian 

Program KKBPK 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.01 09
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KODE KODE

1 14

Pengendalian 

Pendistribusian 

Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB Ke 

Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 01

Peningkatan 

Kompetensi 

Pengelola dan 

Petugas Logistik 

Alat dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 02

Peningkatan 

Kesertaan 

Penggunaan 

Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 03

Penyediaan 

Dukungan Ayoman 

Komplikasi Berat 

dan Kegagalan 

Penggunaan MKJP 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 04

Penyusunan 

Rencana 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi 

(Alokon) dan 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 05

Penyediaan Sarana 

Penunjang 

Pelayanan KB

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 06
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Pembinaan Pasca 

Pelayanan Bagi 

Peserta KB

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 07

Pembinaan 

Pelayanan Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 08

Promosi dan 

Konseling 

Kesehatan 

Reproduksi, Serta 

Hak-Hak 

Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan 

dan Kelompok 

Kegiatan

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 09

Peningkatan 

Kompetensi Tenaga 

Pelayanan Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 10

Dukungan 

Operasional 

Pelayanan KB 

Bergerak 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 11

Promosi dan 

Konseling KB Pasca 

Persalinan dan 

Pasca Keguguran 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 12
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KODE KODE

1 14

Peningkatan 

Kesertaan KB Pria 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kot

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.03 13

Penguatan Peran 

serta Organisasi 

Kemasyarakatan 

dan Mitra Kerja 

Lainnya dalam 

Pelaksanaan  

Pelayanan dan 

Pembinaan 

Kesertaan Ber-KB 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pemberdayaan 

dan Peningkatan 

Peran Serta 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam 

Pelaksanaan 

Pelayanan dan 

Pembinaan 

Kesertaan Ber-KB

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.04 01

Integrasi 

Pembangunan 

Lintas Sektor di 

Kampung KB 

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pemberdayaan 

dan Peningkatan 

Peran Serta 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam 

Pelaksanaan 

Pelayanan dan 

Pembinaan 

Kesertaan Ber-KB

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.04 02

Pelaksanaan dan 

Pengelolaan 

Program KKBPK di 

Kampung KB

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pemberdayaan 

dan Peningkatan 

Peran Serta 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam 

Pelaksanaan 

Pelayanan dan 

Pembinaan 

Kesertaan Ber-KB

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.04 03

Pembinaan 

Terpadu Kampung 

KB

Terlayaninya PUS 

ingin ber-KB 

Pemberdayaan 

dan Peningkatan 

Peran Serta 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam 

Pelaksanaan 

Pelayanan dan 

Pembinaan 

Kesertaan Ber-KB

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.04 04
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Pengadaan 

Kontrasepsi dan 

Peralatan  Medis 

Tersedianya Alokon 

KB 

Fasilitasi Masyarakat 

Peduli KB 

Terbentuk dan 

terorganisirnya 

PPKBD  dan Sub 

PPKBD 

Advokasi  Tentang 

Pemanfaatan 

Kajian Dampak 

Kependudukan 

Beserta Model 

Solusi Strategis 

Sebagai Peringatan 

Dini Dampak 

Kependudukan 

kepada Pemangku 

Kepentingan 

Terbentuk dan 

terorganisirnya 

PPKBD  dan Sub 

PPKBD 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 12

 Sosialisasi Tentang 

Pemanfaatan 

Kajian Dampak 

Kependudukan 

Beserta Model 

Solusi Strategis 

Sebagai Peringatan 

Dini Dampak 

Kependudukan 

Kepada Pemangku 

Kepentinga

Terbentuk dan 

terorganisirnya 

PPKBD  dan Sub 

PPKBD 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 13

Pembinaan IMP 

dan Program 

KKBPK di lini 

lapangan oleh 

PKB/PLKB 

Terbentuk dan 

terorganisirnya 

PPKBD  dan Sub 

PPKBD 

Pendayagunaan 

Tenaga Penyuluh 

KB/ Petugas 

Lapangan KB 

(PKB/PLKB

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.02 01

Penguatan 

pelaksanaan 

Penyuluhan, 

Penggerakan, 

Pelayanan dan 

Pengembangan 

Program KKBPK 

untuk Petugas 

Keluarga 

Berencana/Penyulu

h Lapangan 

Keluarga 

Berencana 

(PKB/PLKB)  

Terbentuk dan 

terorganisirnya 

PPKBD  dan Sub 

PPKBD 

Pendayagunaan 

Tenaga Penyuluh 

KB/ Petugas 

Lapangan KB 

(PKB/PLKB)

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.02 03

Penggerakan Kader 

Institusi 

Masyarakat 

Pedesaan (IMP)

Terbentuk dan 

terorganisirnya 

PPKBD  dan Sub 

PPKBD 

Pendayagunaan 

Tenaga Penyuluh 

KB/ Petugas 

Lapangan KB 

(PKB/PLKB)

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 03 2.02 04
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Koordinasi 

Pengelolaan 

Program  (Rakerda 

dan Review) 

Terkoordinasinya 

Program KB Nasional  

Tk. Kabupaten 

Penyerasian 

Kebijakan 

Pembangunan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

terhadap 

Kependudukan, 

Keluarga 

Berencana dan 

Pembangunan 

Keluarga (Program 

KKBPK) 

Terkoordinasinya 

Program KB 

Nasional  Tk. 

Kabupaten 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 01

Pelaksanaan Rapat 

Pengendalian 

Program KKBP

Terkoordinasinya 

Program KB 

Nasional  Tk. 

Kabupaten 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 15

Pengelolaan Data 

dan Informasi  

Program KB 

Tersedianya data dan 

informasi  keluarga 

Penyusunan dan 

Pemanfaatan 

Grand Design 

Pembangunan 

Kependudukan 

(GDPK) Tingkat 

Kabupaten/Kota

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 02

Dukungan 

Pelaksanaan 

Survei/Pendataan 

Indeks 

Pembangunan 

Berwawasan 

Kependuduka

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 03
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KODE KODE

1 14

Pelaksanaan 

Survei/Pendataan 

Indeks 

Pengetahuan 

Masyarakat 

tentang 

Kependudukan 

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 04

Pelaksanaan 

Sarasehan Hasil 

Pemutakhiran Data 

Keluarga

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 14

Perumusan 

Parameter 

Kependuduka

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 01

Penyediaan dan 

Pengolahan Data 

Kependudukan

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 02

Penyusunan Profil 

Kependudukan, 

Keluarga 

Berencana dan 

Pembangunan 

Keluarga

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 03

Pemetaan 

Kependudukan 

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 04

Penyusunan Kajian 

Dampak 

Kependudukan 

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 05
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Pengembangan 

Model Solusi 

Strategis 

Pengendalian 

Dampak 

Kependuduka

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 06

Pengukuran dan 

Perhitungan 

Indikator 

Kerentanan 

Dampak 

Kependudukan 

(Early Warning 

System/Peringatan 

Dini) 

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 07

Membentuk 

Rumah Data 

Kependudukan Di 

Kampung KB Untuk 

Memperkuat 

Integrasi Program 

KKBPK di Sektor Lai

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 08

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Keluarga

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 09

Pemanfaatan Data 

Hasil Pemutakhiran 

Data Keluarga 

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 10

Penyediaan Data 

dan Informasi 

Keluarga 

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 11

Pencatatan dan 

Pengumpulan Data 

Keluarga 

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 12

Pengolahan dan 

Pelaporan Data 

Pengendalian 

Lapangan dan 

Pelayanan KB 

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 13
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KODE KODE

1 14

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pencatatan dan 

Pelaporan Program 

KKBPK 

Tersedianya data 

dan informasi  

keluarga 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.02 14

Pendirian PIK R/M 

(Pelatihan  

Pengelola, Pendidik 

Sebaya dan  

Konselor Sebaya) 

Terlatihnya Pendidik 

Sebaya &  Konselor 

Sebaya 

Penguatan 

Kerjasama 

Pelaksanaan 

Pendidikan 

Kependudukan 

Jalur Pendidikan 

Formal 

Terlatihnya 

Pendidik Sebaya &  

Konselor Sebaya 

Pendirian PIK R/M 

(Pelatihan  

Pengelola, 

Pendidik Sebaya 

dan  Konselor 

Sebaya) 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 05

Faslitasi Forum 

Pelayanan GenRe 

bagi  kelompok 

Sebaya dan 

peningkatan  Akses 

dan Kualitas PIK R/M 

Terpenuhinya 

faslitasi 

pengembangan  

kelompok PIK R/M 

Penguatan 

Kerjasama 

Pelaksanaan 

Pendidikan 

Kependudukan 

Jalur Pendidikan 

Nonformal

Terpenuhinya 

faslitasi 

pengembangan  

kelompok PIK R/M 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 06

Fasilitasi Forum 

Pelyanan KKR bagi  

kelompok remaja 

dan Kelompok  

Sebaya di luar 

Sekolah 

jumlah anak remaja 

sebaya di luar  

sekolah 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Materi Pendidikan 

Kependudukan 

Jalur Pendidikan 

Formal  Sesuai Isu 

Lokal 

Kabupaten/Kota 

jumlah anak remaja 

sebaya di luar  

sekolah 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 07

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Materi Pendidikan 

Kependudukan 

Jalur Pendidikan 

Nonformal Sesuai 

Isu Lokal 

Kabupaten/Kota 

jumlah anak remaja 

sebaya di luar  

sekolah 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 08
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pelatihan dan 

Pembinaan Kader  

Kelompok 

BKB/BKL/BKR dan 

Bina  Lingkungan 

Keluarga 

Jumlah kelompok yg 

di bina 

Advokasi, 

Sosialisasi dan 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Pendidikan 

Kependudukan 

Jalur Formal di 

Satuan Pendidikan 

Jenjang SD/MI dan 

SLTP/MTS, Jalur 

Non Formal dan 

Informal  

Jumlah kelompok 

yg di bina 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 09

Implementasi 

Pendidikan 

Kependudukan 

Jalur Pendidikan 

Formal dan 

Nonformal

Jumlah kelompok 

yg di bina 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 10

Implementasi 

Pendidikan 

Kependudukan 

Jalur Informal di 

Kelompok Kegiatan 

Masyaraka

Jumlah kelompok 

yg di bina 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dalam Rangka 

Pengendalian 

Kuantitas 

Penduduk

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 2 2.01 11

Fasilitasi 

Pengembangan dan  

Operasional BKB HI 

Tersedianya faslitasi 

pengembangan  dan 

operasional BKB HI 

Penyuluhan 

Kesehatan Ibu, Bayi 

dan  Anak melalui 

Kelompok Kegiatan 

di  Masyarakat 

Teredianya faslitasi 

peyuluhan KHIBA  di 

masyarakat 

Promosi dan 

Sosialisasi 

Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 07
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Promosi dan 

Sosialisasi 

Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (Menjadi 

Orang Tua Hebat, 

Generasi 

Berencana, 

Kelanjutusiaan 

Serta Pengelolaan 

Keuangan 

Keluarga)

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 08

Pelatihan Tenaga 

Pendamping  

Kelompok Bina di 

Kecamatan 

Terlatihnya kader 

BKB, BKR, BKL 

Penguatan 

Kebijakan Daerah 

dalam Rangka 

Pemberdayaan dan 

Peningkatan Peran 

Serta Organisasi 

Kemasyarakatan 

dan Mitra Kerja 

Lainnya Dalam 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga / 

UPPKS

Terlatihnya kader 

BKB, BKR, BKL 

Pelaksanaan dan 

Peningkatan Peran 

Serta Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota 

dalam 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS) 

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.02 01

Fasilitasi 

Pengembangan 

Kelompok  Tribina 

(BKB, BKR dan BKL) 

Tersedinaya faslitasi 

dan  pengembangan 

tribina 

Pembentukan 

Kelompok 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (Bina 

Keluarga Balita 

(BKB), Bina 

Keluarga Remaja 

(BKR), Pusat 

Informasi dan 

Koseling Remaja 

(PIK-R) Bina 

Keluarga Lansia 

(BKL), Unit 

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga Sejahtera 

(UPPKS) dan 

Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga) 

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 01
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Pengadaan Sarana  

Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 02

Orientasi dan 

Pelatihan Teknis 

Pengelola  

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 03

Orientasi/Pelatihan 

Teknis  

Pelaksana/Kader 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS) 

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 04

Penyediaan Biaya 

Operasional Bagi 

Pengelola dan 

Pelaksana (Kader)  

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 05

Penyediaan Biaya 

Operasional Bagi 

Kelompok Kegiatan  

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS) 

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 06
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Pelatihan 

Pemberdayaan 

Ekonomi  Keluarga 

Terlatihnya pengelola 

Kelopok Usaha  

Peningkatan 

Pendapatan Keluarga  

Sejahtera (UPPKS) 

Pendayagunaan 

Mitra Kerja dan 

Organisasi 

Kemasyarakatan  

Dalam 

Penggerakan 

Operasional 

Pembinaan 

Program 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)  

Terlatihnya 

pengelola Kelopok 

Usaha  Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga  Sejahtera 

(UPPKS) 

Pelaksanaan dan 

Peningkatan Peran 

Serta Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota 

dalam 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS) 

2 14 04 2.02 02

Pelaksanakan 

Peningkatan 

Kapasitas  Mitra 

dan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Dalam  Pengelolaan 

Program 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

Terlatihnya 

pengelola Kelopok 

Usaha  Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga  Sejahtera 

(UPPKS) 

Pelaksanaan dan 

Peningkatan Peran 

Serta Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota 

dalam 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS) 

2 14 04 2.02 03

Promosi dan 

Sosialisasi Program 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga bagi Mitra 

Kerja 

Terlatihnya 

pengelola Kelopok 

Usaha  Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga  Sejahtera 

(UPPKS) 

Pelaksanaan dan 

Peningkatan Peran 

Serta Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota 

dalam 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS) 

2 14 04 2.02 04

Faslitasi 

Pengembangan 

Kelompok  

UPPKS/UMKM 

Tersedianya faslitasi 

pengembangan  

Kelompok UPPKS 

Penyerasian 

Kebijakan Dalam 

Pelaksanaan 

Program yang 

Mendukung 

Tercapainya IPK

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 09
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Penyerdiaan dan 

Pengembangan 

Materi IPK 

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 10

Advokasi dan 

Promosi IPK

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 11

Sosialisasi IPK 

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 12

Pelaksanaan 

Koordinasi Evaluasi 

Pencapaian IPK 

Tersedinaya 

faslitasi dan  

pengembangan 

tribina 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Rata-Rata Anak 

Per Keluaraga  

Pasangan Usia 

Subur 

2 14 04 2.01 13

Pameran Hasil Karya 

UPPKS 

Tereksposenya hasil 

karya  UPPKS/UMKM 

Pelaksanaan Hari 

Keluarga Nasional 

(Harganas)

Jumlah petugas 

yang telah 

mengikuti  

pelatihan Program 

pelayanan  

kesehatan usila 

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

Jumlah Warga 

Negara Usia Lanjut  

Yang 

Mendapatkan 

Layanan  

Kesehatan (SPM) 

2 14 03 2.1 05

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

KESEHATAN

Program 

Peningkatan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, SDA, 

dan listrik

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air, 

dan listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

SDA, dan listrik

Administrasi umum Tersedianya jasa 

komunikasi, 

sumber daya air, 

dan listrik
Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah

Jumlah penyediaan 

jasa jaminan barang 

milik daerah

Penyediaan jasa 

jaminan barang 

milik daerah

Jumlah penyediaan 

jasa jaminan 

barang milik 

daerah

Administrasi umum Tersedianya jasa 

jaminan barang 

milik daerah

RSUD NENE MALLOMO
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinannya

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinannya

Administrasi umum Tersedianya jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

 

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan

Administrasi umum Tersedianya jasa 

administrasi 

keuangan

Rapat-rapat 

koordinasi/konsultas

i keluar daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Administrasi umum Pemenuhan 

kebutuhan rapat-

rapat koordinasi 

dan konsultasi ke 

luar daerah
Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Persentase 

Ketersediaan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Operasional 

Pelayanan Rumah 

Sakit

Persentase 

Ketersediaan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Penyediaan 

Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase 

pemenuhan 

administrasi 

perkantoran

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT
Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Persentase 

pemenuhan sarana 

dan prasarana 

aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Persentase 

pemenuhan sarana 

Dn prasarana 

aparatur

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang diadakan

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakan

Administrasi umum Terpenuhinya 

kebutuhan 

peralatan gedung 

kantor
Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Keuangan

Persentase 

pemenuhan 

dokumen 

perencanaan dan 

laporan capaian 

kinerja

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Persentase 

pemenuhan 

dokumen 

perencanaan dan 

laporan capaian 

kinerja
Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Administrasi 

keuangan

Tersedianya 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPDURUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Kesehatan

Program Upaya 

Kesehatan

Persentase 

pemanfaatan 

tempat tidur (BOR)

Persentase 

pemanfaatan 

tempat tidur (BOR)

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Persentase 

pemanfaatan 

tempat tidur (BOR)
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Peningkatan 

kesehatan 

masyarakat

Jumlah kunjungan 

pasien rawat jalan 

dan rawat inap

Pengelolaan 

Jaminan Kesehatan 

Masyarakat

Jumlah kunjungan 

pasien rawat jalan 

dan rawat inap

Penyediaan 

Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya 

jumlah kunjungan 

rawat jalan & rawat 

inap

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Kesehatan

Program 

Standarisasi 

Pelayanan 

Kesehatan

Persentase capaian 

hasil kelulusan 

akreditasi rumah 

sakit

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Persentase 

capaian hasil 

kelulusan 

akreditasi rumah 

sakit

Evaluasi dan 

pengembangan 

standar pelayanan 

kesehatan

Tingkat capaian hasil 

penilaian akreditasi 

rumah sakit

Pelaksanaan 

Akreditasi Fasilitas 

Kesehatan di 

Kabupaten/Kota

Tingkat capaian 

hasil penilaian 

akreditasi rumah 

sakit

Penyediaan 

Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya 

capaian hasil 

akreditasi rumah 

sakit

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Kesehatan

Program 

pengadaan, 

peningkatan sarana 

rumah sakit

Persentase 

pemenuhan sarana 

dan prasarana 

rumah sakit

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Persentase 

pemenuhan sarana 

dan prasarana 

rumah sakit

Pembangunan 

rumah sakit

Persentase 

pemenuhan 

bangunan instalasi 

rawat inap kelas I, II, 

III, dan VIP

Pengembangan 

rumah sakit

Persentase 

pemenuhan 

bangunan instalasi 

rawat inap kelas I, 

II, III, dan VIP

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya 

kebutuhan  

bangunan instalasi 

rawat inap kelas I, 

II, III & VIP sesuai 

standar

Pengadaan alat-alat 

kesehatan

Jumlah sarana 

prasarana dan alat-

alat kesehatan

Pengadaan alat 

kesehatan/alat 

penunjang medik 

fasilitas pelayanan 

kesehatan

Jumlah sarana 

prasarana dan alat-

alat kesehatan

Penyediaan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya 

kebutuhan alat 

kesehatan/alat 

penunjang medik 

fasilitas pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Kesehatan

Program 

Peningkatan Mutu 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Persentase tingkat 

kemandirian 

pengelolaan 

keuangan

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

Persentase tingkat 

kemandirian 

pengelolaan 

keuangan
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Pelayanan dan 

pendukung 

pelayanan 

kesehatan BLUD

Persentase 

pemenuhan kegiatan 

dan pendukung 

pelayanan kesehatan 

BLUD

Operasional 

Pelayanan Rumah 

Sakit

Persentase 

pemenuhan 

kegiatan dan 

pendukung 

pelayanan 

kesehatan BLUD

Penyediaan 

Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase 

pemenuhan 

operasional 

pelayanan rumah 

sakit

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

KESEHATAN

Program    

Pelayanan    

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi

Cakupan Layanan 

Administrasi

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi

Program    

Pelayanan    

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi

Penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 01

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

Waktu  penyediaan  

Jasa  Komunikasi, 

SDA dan Listrik

Penyedia Jasa 

Komunikasi,Sumbe

r Daya Air dan 

Listrik

Waktu  penyediaan  

Jasa  Komunikasi, 

SDA dan Listrik

Waktu  penyediaan  

Jasa  Komunikasi, 

SDA dan Listrik

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Waktu  penyediaan  

Jasa  Komunikasi, 

SDA dan Listrik
X XX 01 2.03 02

Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah

Jumlah Penyediaan 

Jasa Jaminan Milik 

Daerah

Penyediaan jasa 

jaminan barang 

milik daerah

Jumlah Penyediaan 

Jasa Jaminan Milik 

Daerah

Jumlah Penyediaan 

Jasa Jaminan Milik 

Daerah

Penyediaan jasa 

jaminan barang 

milik daerah

Jumlah Penyediaan 

Jasa Jaminan Milik 

Daerah
X XX 01 2.03 05

Penyediaan   jasa   

pemeliharaan   dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda 4 yang 

terbayarkan

Penyediaan   jasa   

pemeliharaan   dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda 4 yang 

terbayarkan

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda 4 yang 

terbayarkan

Penyediaan   jasa   

pemeliharaan   dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda 4 yang 

terbayarkan

X XX 01 2.03 06

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda 2 yang 

terbayarkan

Penyediaan   jasa   

pemeliharaan   dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda 2 yang 

terbayarkan

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda 2 yang 

terbayarkan

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda 2 yang 

terbayarkan

X XX 01 2.03 06

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu  Penyediaan  

Administrasi  Jasa 

Keuangan 

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu  Penyediaan  

Administrasi  Jasa 

Keuangan 

Waktu  Penyediaan  

Administrasi  Jasa 

Keuangan 

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu  Penyediaan  

Administrasi  Jasa 

Keuangan 
X XX 01 2.03 07

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

Waktu  Penyediaan  

Jasa  Kebersihan 

Kantor

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

Waktu  Penyediaan  

Jasa  Kebersihan 

Kantor

Waktu  Penyediaan  

Jasa  Kebersihan 

Kantor

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

Waktu  Penyediaan  

Jasa  Kebersihan 

Kantor
X XX 01 2.03 08

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Waktu  penyediaan  

Jasa  Komunikasi, 

SDA dan Listrik

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Waktu  penyediaan  

Jasa  Komunikasi, 

SDA dan Listrik

Waktu  penyediaan  

Jasa  Komunikasi, 

SDA dan Listrik

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Waktu  penyediaan  

Jasa  Komunikasi, 

SDA dan Listrik X XX 01 2.03 12

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan kantor

Waktu  Penyediaan  

Jasa  Kebersihan 

Kantor 

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Waktu  Penyediaan  

Jasa  Kebersihan 

Kantor 

Waktu  Penyediaan  

Jasa  Kebersihan 

Kantor 

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Waktu  Penyediaan  

Jasa  Kebersihan 

Kantor 
X XX 01 2.03 13
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Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-undangan 

yang disediakan

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan yang 

disediakan

Jumlah Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan yang 

disediakan

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan yang 

disediakan

X XX 01 2.03 15

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Jumlah  Rapat-rapat  

Koordinasi  dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Jumlah  Rapat-

rapat  Koordinasi  

dan Konsultasi ke 

Luar Daerah

Jumlah  Rapat-

rapat  Koordinasi  

dan Konsultasi ke 

Luar Daerah

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Jumlah  Rapat-

rapat  Koordinasi  

dan Konsultasi ke 

Luar Daerah

X XX 01 2.03 18

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

X XX 02 2.01 05

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi di dalam 

daerah

Jumlah  Rapat-rapat  

Koordinasi  dan 

Konsultasi ke Dalam  

Daerah

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi di dalam 

daerah

Jumlah  Rapat-

rapat  Koordinasi  

dan Konsultasi ke 

Dalam  Daerah

Jumlah  Rapat-

rapat  Koordinasi  

dan Konsultasi ke 

Dalam  Daerah

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi di dalam 

daerah

Jumlah  Rapat-

rapat  Koordinasi  

dan Konsultasi ke 

Dalam  Daerah

X XX 02 2.01 18

Program  

Peningkatan  Sarana  

dan Prasarana 

Aparatur

Persentase     

Pemenuhan     

Sarana Prasarana 

Aparatur

Persentase     

Pemenuhan     

Sarana Prasarana 

Aparatur

Administrasi 

Umum

Persentase     

Pemenuhan     

Sarana Prasarana 

Aparatur

Program  

Peningkatan  

Sarana  dan 

Prasarana 

Aparatur

Persentase     

Pemenuhan     

Sarana Prasarana 

Aparatur

Penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah X XX 01

Pembangunan 

gedung kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang di 

Bangun

Jumlah Gedung 

Kantor yang di 

Bangun

Jumlah Gedung 

Kantor yang di 

Bangun

Pembangunan 

gedung kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang di 

Bangun

X XX 02 2.01 01

pengadaan 

Kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan

pengadaan 

Kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan

pengadaan 

Kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan

X XX 01 2.03 20

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah    dan    Jenis    

Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

diadakan

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah    dan    

Jenis    

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang diadakan

Jumlah    dan    

Jenis    

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang diadakan

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah    dan    

Jenis    

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang diadakan

X XX 01 2.03 22

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang di 

pelihara rutin/ 

berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang di 

pelihara rutin/ 

berkala

Jumlah Gedung 

Kantor yang di 

pelihara rutin/ 

berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang di 

pelihara rutin/ 

berkala

X XX 01 2.03 28

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

X XX 01 2.03 30

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

X XX 01 2.03 28

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Persentase Sumber 

Daya Aparatur yang 

Memiliki 

Kompetensi sesuai 

Bidangnya

Persentase 

Sumber Daya 

Aparatur yang 

Memiliki 

Kompetensi sesuai 

Bidangnya

Administrasi 

Umum

Persentase 

Sumber Daya 

Aparatur yang 

Memiliki 

Kompetensi sesuai 

Bidangnya

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Persentase 

Sumber Daya 

Aparatur yang 

Memiliki 

Kompetensi sesuai 

Bidangnya

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Kesehatan

 Kesehatan

X XX 01

Pendidikan dan 

pelatihan formal

Jumlah    Peserta    

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

Pendidikan dan 

pelatihan formal

Jumlah    Peserta    

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

Jumlah    Peserta    

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

Pendidikan dan 

pelatihan formal

Jumlah    Peserta    

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

X XX 01 2.04 09
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Sosialisasi peraturan 

perundang- 

undangan

Jumlah Peserta 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-

Undangan

Sosialisasi 

peraturan 

perundang- 

undangan

Jumlah Peserta 

Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Jumlah Peserta 

Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Sosialisasi 

peraturan 

perundang- 

undangan

Jumlah Peserta 

Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

X XX 01 2.04 10

Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah   Peserta   

Bimbingan   Teknis 

Implementasi 

Perundang-

Undangan

Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah   Peserta   

Bimbingan   Teknis 

Implementasi 

Perundang-

Undangan

Jumlah   Peserta   

Bimbingan   Teknis 

Implementasi 

Perundang-

Undangan

Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah   Peserta   

Bimbingan   Teknis 

Implementasi 

Perundang-

Undangan

X XX 01 2.04 11

Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan 

Keuangan

Perundang-

undangan

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan 

Keuangan

Administrasi 

Umum

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan 

Keuangan

Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan 

Keuangan

Penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah X XX 01 2.02

Penyusunan  laporan  

capaian  kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan  

laporan  capaian  

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Penyusunan  

laporan  capaian  

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

X XX 01 2.02 06

Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Semesteran

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan 

Semesteran

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan 

Semesteran

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran
X XX 01 2.02 07

Penyusunan 

Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan 

Pelaporan 

Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Penyusunan 

Pelaporan 

Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

X XX 01 2.02 08

Penyusunan    

Pelaporan    

Keuangan Akhir 

Tahun

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran

Penyusunan    

Pelaporan    

Keuangan Akhir 

Tahun

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran

Penyusunan    

Pelaporan    

Keuangan Akhir 

Tahun

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran
X XX 01 2.02 09

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Kesehatan

Program  

Standarisasi  

Pelayanan 

Kesehatan

Jumlah  Laporan  

Prognosis  Realisasi 

Akreditasi Rumah 

Sakit

Jumlah  Laporan  

Prognosis  

Realisasi 

Akreditasi Rumah 

Sakit

Standarisasi  

Pelayanan 

Kesehatan

Program  

Standarisasi  

Pelayanan 

Kesehatan

Jumlah  Laporan  

Prognosis  

Realisasi 

Akreditasi Rumah 

Sakit

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Kesehatan

 Kesehatan

01 02 02

Pendidikan dan 

pelatihan formal 

(BLUD dan 

Akreditasi)

Persentase    Staf    

yang    mengikuti 

pelatihan minimal 20 

Jam

Pelaksanaan 

Akreditasi Fasilitas 

Kesehatan 

diKabupaten/Kota

Persentase    Staf    

yang    mengikuti 

pelatihan minimal 

20 Jam

Persentase    Staf    

yang    mengikuti 

pelatihan minimal 

20 Jam

Pendidikan dan 

pelatihan formal 

(BLUD dan 

Akreditasi)

Persentase    Staf    

yang    mengikuti 

pelatihan minimal 

20 Jam

01 02 02 2.02 35

Persiapan   dan   

penilaian   akreditasi 

rumah sakit

Persentase 

Pemenuhan Standar 

Akreditasi

Pelaksanaan 

Akreditasi Fasilitas 

Kesehatan 

diKabupaten/Kota

Persentase 

Pemenuhan 

Standar Akreditasi

Persentase 

Pemenuhan 

Standar Akreditasi

Persiapan   dan   

penilaian   

akreditasi rumah 

sakit

Persentase 

Pemenuhan 

Standar Akreditasi 01 02 02 2.02 35

Kaliberasi alat dan 

bahan

Persentase    Alat    

Kesehatan    yang 

terkalibrasi

Pengadaan dan 

pemeliharaan Alat 

Kalibrasi

Persentase    Alat    

Kesehatan    yang 

terkalibrasi

Persentase    Alat    

Kesehatan    yang 

terkalibrasi

Kaliberasi alat dan 

bahan

Persentase    Alat    

Kesehatan    yang 

terkalibrasi

01 02 02 2.01 15
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1 14

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Kesehatan

Program 

pengadaan, 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

rumah sakit/ rumah 

sakit jiwa/ rumah 

sakit paru- paru/ 

rumah sakit mata

Persentase 

Pemenuhan Sarana 

Dan Prasarana 

Rumah Sakit

Persentase 

Pemenuhan 

Sarana Dan 

Prasarana Rumah 

Sakit

pengadaan, 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana rumah 

sakit/ rumah sakit 

jiwa/ rumah sakit 

paru- paru/ rumah 

sakit mata

Persentase 

Pemenuhan 

Sarana Dan 

Prasarana Rumah 

Sakit

Program 

pengadaan, 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana rumah 

sakit/ rumah sakit 

jiwa/ rumah sakit 

paru- paru/ rumah 

sakit mata

Persentase 

Pemenuhan 

Sarana Dan 

Prasarana Rumah 

Sakit 01 02 02 2.01

Pengadaan alat-alat 

kesehatan rumah 

sakit

Persentase 

Ketersediaan Alkes

Pengadaan Alat 

Kesehatan /Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Persentase 

Ketersediaan Alkes

Persentase 

Ketersediaan Alkes

Pengadaan alat-alat 

kesehatan rumah 

sakit

Persentase 

Ketersediaan Alkes

01 02 02 2.01 14

Pengadaan   sarana   

dan   prasarana 

rumah sakit

Persentase Capaian 

ASPAC

Pengadaan 

Prasarana dan 

Pendukung Fasilitas 

Pelayan Kesehatan

Persentase Capaian 

ASPAC

Persentase Capaian 

ASPAC

Pengadaan   sarana   

dan   prasarana 

rumah sakit

Persentase Capaian 

ASPAC
01 02 02 2.01 13

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

Kesehatan

Program 

Peningkatan Mutu 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Persentase  

Pemenuhan  

kegiatan dan 

pendukung 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Persentase  

Pemenuhan  

kegiatan dan 

pendukung 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Peningkatan Mutu 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Program 

Peningkatan Mutu 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Persentase  

Pemenuhan  

kegiatan dan 

pendukung 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Kesehatan

 Kesehatan

Pelayanan dan 

Pendukung 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD 

RSUD

Persentase 

Pemenuhan kegiatan 

dan pendukung 

Pelayanan Kesehatan 

BLUD

Pengembangan 

Rumah Sakit

Persentase 

Pemenuhan 

kegiatan dan 

pendukung 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Persentase 

Pemenuhan 

kegiatan dan 

pendukung 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

Pelayanan dan 

Pendukung 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD 

RSUD

Persentase 

Pemenuhan 

kegiatan dan 

pendukung 

Pelayanan 

Kesehatan BLUD

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

X XX 01

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
X XX 01 2.01

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Presentase Capaian 

kinerja keuangan

Penyusunan 

Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah 

X XX 01 2.01 01
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PROGRAM/ 
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KODE KODE

1 14

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Iktisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Tersusunnya 7 

laporan Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02

Peningkatan  

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Jumlah laporan 

informasi publik 

perangkat daerah
Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN 

X XX 01 2.02 01

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

X XX 01 2.02 02

Penyusunan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan 

X XX 01 2.02 04

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

X XX 01 2.02 06

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Semestera

n 

X XX 01 2.02 07

Penyusunan 

Pelaporan 

Prognosis Realisasi 

Anggaran 

X XX 01 2.02 08

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan Akhir 

Tahun 

X XX 01 2.02 09

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum 
X XX 01 2.03

- Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

 Jumlah bulan 

terpenuhinya jasa 

surat menyurat 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
X XX 01 2.03 01

-Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air & Listrik

 Jumlah bulan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

X XX 01 2.03 02

- Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

 Jumlah bulan 

terpenuhinya premi 

asuransi barang milik 

daerah 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

X XX 01 2.03 03
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1 14

-Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan & 

Perizinan Kendaraan 

Dinas / Operasional

 Jumlah bulan 

terpenuhinya 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

Dinas / operasional 

Penyediaan Jasa 

Jaminan 

Pemeliharaan 

Kesehatan Pns 

X XX 01 2.03 04

-Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

 Jumlah bulan 

terpenuhinya jasa 

administrasi 

keuangan 

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah 

X XX 01 2.03 05

-Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Jumlah bulan 

terpenuhinya jasa 

kebersihan kantor

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

X XX 01 2.03 06

-Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah bulan 

terpenuhinya 

komponer listrik / 

penerangan 

bangunan kantor

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan 

X XX 01 2.03 07

-Penyediaan Bahan 

Bahan Bacaan

Jumlah bulan 

terpenuhinya bahan 

bacaan dan 

peraturan perundang 

- Undangan
Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

X XX 01 2.03 08

-Rapat-rapat 

Koordinasi & 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah bulan 

terpenuhinya rapat - 

rapat koordinasi dan 

konsultasi luar 

daerah

Penyediaan Jasa 

Perbaikan 

Peralatan Kerja 

X XX 01 2.03 09

-Rapat-rapat 

Koordinasi & 

Konsultasi Dalam 

Daerah

Jumlah bulan 

terpenuhinya rapat - 

rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 

X XX 01 2.03 10

-Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran Lainnya

Jumlah bulan 

terpenuhinya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

X XX 01 2.03 11

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan 

ketersediaan sarana 

dan prasarana 

aparatur

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

X XX 01 2.03 12

-Pembangunan 

Gedung Kantor

Tercapainya 

pembangunan 

gedung yang lebih 

baik dan bermanfaat

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

X XX 01 2.03 13

- Pengadaan 

Kendaraan Dinas / 

Operasional

Jumlah unit 

kendaraan dinas yang 

diadakan

Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga 
X XX 01 2.03 14
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KODE KODE

1 14

-Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan 

gedung kantor yang 

diadakan

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

X XX 01 2.03 15

-Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

diadakan

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 
X XX 01 2.03 16

-Pembangunan 

Gedung Kantor ( 

Bidang permukiman 

)

Jumlah   gedung 

kantor ( bidang 

permukiman ) yang 

terbangun

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 

X XX 01 2.03 17

-Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Gedung 

Kantor

Persentase gedung 

kantor yang 

dipelihara

Rapat-Rapat 

Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah 

X XX 01 2.03 18

-Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Mobil 

Jabatan

Persentase mobil 

jabatan yang 

dipelihara

Pengadaan Mobil 

Jabatan 
X XX 01 2.03 19

-Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Kendaraan 

Dinas / Operasional

Persentase 

kendaraan dinas yang 

dipelihara

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

X XX 01 2.03 20

-Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Persentase 

perlengakapan 

gedung kantor yang 

dipelihara

Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

X XX 01 2.03 21

-Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Peralatan 

Gedung Kantor

Persentase peralatan 

gedung kantor yang 

dipelihara

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

X XX 01 2.03 22

-Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Mebeleur

Persentase  mebeleur 

yang dipelihara

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 
X XX 01 2.03 24

- Rehabilitasi sedang  

/ berat Gedung 

Kantor

Jumlah  terrehuhinya 

komponer sedang  /   

berat gedung kantor
Pengadaan 

Mebeleur 

X XX 01 2.03 25

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Jabatan
X XX 01 2.03 26

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 
X XX 01 2.03 27

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 
X XX 01 2.03 28

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Mobil Jabatan 
X XX 01 2.03 29

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

X XX 01 2.03 30
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1 14
Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

X XX 01 2.03 31

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

X XX 01 2.03 32

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas

X XX 01 2.03 33

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor 

X XX 01 2.03 34

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Mebeleur 
X XX 01 2.03 35

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Jabatan 
X XX 01 2.03 36

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Dinas
X XX 01 2.03 37

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Gedung 

Kantor 

X XX 01 2.03 38

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Mobil Jabatan 
X XX 01 2.03 39

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

X XX 01 2.03 40

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur

Tersedianya alat 

untuk meningkatkan 

kedisiplinan aparatur

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya 

X XX 01 2.04

Pengadaan pakaian 

kerja lapangan

Jumlah ASN yang 

mendapatkan 

perlengkapan Dinas

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Perlengkapannya 

X XX 01 2.04 02

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Meningkatnya 

kapasitas sumber 

daya aparatur
Pengadaan Pakaian 

Kerja Lapangan 

X XX 01 2.04 03

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Jumlah ASN yang 

mengikuti Diklat

Pengadaan Pakaian 

Korpri 
X XX 01 2.04 04

Pengadaan Pakaian 

Khusus Hari-hari 

Tertentu 
X XX 01 2.04 05
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1 14
Pendidikan dan 

Pelatihan Formal 
X XX 01 2.04 09

Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

X XX 01 2.04 10

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan

X XX 01 2.04 11

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN UMUM  

DAN PENATAAN 

RUANG 

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Penyediaan dan 

Pengelolaan Air 

Baku

Persentase 

Penduduk Berakses 

Air Minum yang 

layak

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PENYEDIAAN AIR 

MINUM 

Persentase 

Penduduk 

Berakses Air 

Minum yang layak

1 03 03

Pembangunan 

Prasarana 

Pengambilan dan 

Saluran Pembawa

Jumlah Spam 

Terbangun

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) 

di Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 03 2.01

Penyusunan 

Rencana, 

Kebijakan, Strategi 

dan Teknis SPAM 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 01

Supervisi 

Pembangunan/Peni

ngkatan/Perluasan/

Perbaika n SPAM 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 02

Pembangunan 

SPAM di Kawasan 

Perkotaan 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 03

Pembangunan 

SPAM di Kawasan 

Perdesaan 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 04

Peningkatan SPAM 

di Kawasan 

Perkotaan 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 05

Peningkatan SPAM 

di Kawasan 

Perdesaan 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 06

Perluasan SPAM di 

Kawasan Perkotaan

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 07
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KODE KODE

1 14

Perbaikan SPAM di 

Kawasan Perdesaan 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 08

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Terhadap 

Penyelenggaraan 

SPAM oleh 

Pemerintah Desa 

dan Kelompok 

Masyarakat 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 11

Pengembangan 

SDM dan 

Kelembagaan 

Pengelolaan SPAM 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 14

Operasi dan 

Pemeliharaan 

SPAM di Kawasan 

Perkotaan 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 15

Operasi dan 

Pemeliharaan 

SPAM di Kawasan 

Perdesaan 

Jumlah Spam 

Terbangun
1 03 03 2.01 16

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Air Minum dan Air 

Limbah

Persentase rumah 

tinggal bersanitasi

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR 

LIMBAH 

Persentase rumah 

tinggal bersanitasi
1 03 05

Penyediaan 

Prasarana dan 

Sarana Air Limbah

Meningkatnya akses 

air limbah

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

Domestik dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 05 2.01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pengembangan , 

Pengelolaan dan 

Konservasi Sungai, 

Danau dan Sumber 

Daya Air Kawasan 

Proporsi rumah 

tangga dengan akses 

berkelanjutan 

terhadap air minum 

layak, perkotaan dan 

perdesaan

Penyusunan 

Rencana, 

Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 01

 Peningkatan 

Partisipa si Masya 

rakat dlm 

Pengelolaan Sungai, 

danau, & Sumber 

Daya Air Lainnya

Meningkatnya Akses 

Air Minum

Supervisi 

Pembangunan/Reh

abilitasi/Peningkata

n Sistem 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 02

Pembangunan 

Sistem Pengelolaan 

Air Limbah 

Domestik

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 03
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PROGRAM/ 

KEGIATAN
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KODE KODE

1 14

Rehabilitasi Sistem 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 04

Peningkatan Sistem 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 05

Penyediaan Sarana 

Sistem Pengelolaan 

Air Limbah 

Domestik 

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 06

Pembinaan Teknik 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 07

Sosialisasi dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Rangka 

Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 08

Pengembangan 

SDM dan 

Kelembagaan 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 09

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Sistem Pengelolaan 

Air Limbah 

Domestik 

Meningkatnya 

akses air limbah
1 03 05 2.01 10

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE 

Persentase 

Drainase dalam 

kondisi baik / 

Pembuangan Aliran 

air tidak tersumbat

1 03 06

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pembangunan 

Saluran Drainase / 

Gorong - Gorong

Persentase Drainase 

dalam kondisi baik / 

Pembuangan Aliran 

air tidak tersumbat

Pengelolaan dan 

pengembangan 

Sistem Drainase 

yang Terhubung 

Langsung dengan 

Sungai dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 06 2.01

Pembangunan 

Saluran Drainase / 

Gorong - Gorong

Panjang  drainase 

yang terbangun

Penyusunan 

Rencana, 

Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem 

Drainase Perkotaan 

Panjang  drainase 

yang terbangun
1 03 06 2.01 01
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PROGRAM/ 
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KODE KODE

1 14

Penyusunan 

Outline Plan pada 

Kawasan Genangan 

Panjang  drainase 

yang terbangun
1 03 06 2.01 02

Supervisi 

Pembangunan/Peni

ngkatan/Rehabilita

si Sistem Drainase 

Perkotaan dan 

Lingkungan 

Panjang  drainase 

yang terbangun
1 03 06 2.01 03

Pembinaan Teknik 

Sistem Drainase 

Perkotaan  dan 

Lingkungan 

Panjang  drainase 

yang terbangun
1 03 06 2.01 04

Pembangunan 

Sistem Drainase 

Perkotaan dan 

Lingkungan 

Panjang  drainase 

yang terbangun
1 03 06 2.01 05

Peningkatan 

Saluran Drainase 

Perkotaan dan 

Lingkungan 

Panjang  drainase 

yang terbangun
1 03 06 2.01 06

Rehabilitasi Saluran 

Drainase Perkotaan 

dan Lingkungan 

Panjang  drainase 

yang terbangun
1 03 06 2.01 07

Penyediaan Sarana 

Sistem Drainase 

Perkotaan dan 

Lingkungan 

Panjang  drainase 

yang terbangun
1 03 06 2.01 08

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Sistem Drainase 

Panjang  drainase 

yang terbangun
1 03 06 2.01 09

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pembangunan dan  

Pengembangan 

Kawasan 

Permukiman 

Perkotaan

Persentase luas 

kawasan kumuh yang 

tertangani
PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERMUKIMAN 

Persentase luas 

kawasan kumuh 

yang tertangani

1 03 07

Peningkatan Kualitas 

Kawasan 

Permukiman Kumuh

Luas kawasan 

permukiman kumuh 

yang tertata

Penyelenggaraan 

Infrastruktur pada 

Permukiman di 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 07 2.01

Pengembangan 

Lingkungan 

Permukiman 

Perkotaan

Persentase kawasan 

lingkungan yang 

tertata

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Kawasan 

Permukiman di 

Daerah Kab/Kota 

Luas kawasan 

permukiman 

kumuh yang tertata

1 03 07 2.01 01
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URUSAN

PROGRAM/ 
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KODE KODE

1 14
URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pengembangan 

data / informasi 

Keciptakaryaan

Tersusunnya 

dokumen usulan 

perencanaan lima 

tahunan

Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan 

Infrastruktur 

Kawasan 

Permukiman di 

Daerah Kab/Kota 

Luas kawasan 

permukiman 

kumuh yang tertata

1 03 07 2.01 02

Pengembangan Data 

/ Informasi

Tersusunnya 

dokumen usulan 

perencanaan lima 

tahunan

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Infrastruktur 

Kawasan 

Permukiman di 

Daerah Kab/Kota 

Luas kawasan 

permukiman 

kumuh yang tertata

1 03 07 2.01 03

Pembinaan 

Penyelenggaraan 

Infrastruktur 

Kawasan 

Permukiman di 

Daerah Kab/Kota 

Luas kawasan 

permukiman 

kumuh yang tertata

1 03 07 2.01 04

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Ibadah

Persentase tempat 

ibadah per satuan 

penduduk

PROGRAM 

PENATAAN 

BANGUNAN 

GEDUNG 

Persentase tempat 

ibadah per satuan 

penduduk

1 03 08

Pembangunan 

sarana dan 

prasarana ibadah

Jumlah tempat 

ibadah yang 

terbangun

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung 

di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin 

Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan 

Gedung 

1 03 08 2.01

Penyelenggaraan 

Penerbitan Ijin 

Mendirikan 

Bangunan (IMB), 

Sertifikat Laik 

Fungsi (SLF), peran 

Tenaga Ahli 

Bangunan Gedung 

(TABG), Pendataan 

Bangunan Gedung, 

serta Implementasi 

SIMBG 

1 03 08 2.01 01

PAGE65



URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14Perencanaan, 

Pembangunan, 

Pengawasan dan 

Pemanfaatan, 

Rehabilitasi, 

Renovasi, 

Ubahsuai, serta 

Pemeliharaan dan 

Perawatan 

Bangunan Gedung 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 08 2.01 02

Penyusunan 

Regulasi terkait 

Bangunan Gedung 

Kabupaten/Kota 

1 03 08 2.01 03

Bantuan Teknis 

Pembangunan 

Bangunan Gedung 

Negara Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 08 2.01 04

Monitoring dan 

Evaluasi 

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung 

Negara daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 08 2.01 05

Identifikasi, 

Penetapan, 

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung 

Cagar Budaya yang 

Dilestarikan Milik 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

1 03 08 2.01 06

Bantuan Teknis 

bagi Masyarakat 

Pemilik Bangunan 

Gedung Cagar 

Budaya yang 

Ditetapkan tingkat 

Kabupaten/Kota 

1 03 08 2.01 07

Pemberian 

Kompensasi, 

Insentif dan 

Disinsentif Kepada 

Pemilik, Pengguna, 

dan/atau Pengelola 

Bangunan Gedung 

Cagar Budaya 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 08 2.01 08
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KODE KODE

1 14

Penilikan terhadap 

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung 

oleh Penilik 

Bangunan 

1 03 08 2.01 09

Pelaksanaan 

Pengelolaan 

Rumah Negara 
1 03 08 2.01 11

PROGRAM 

PENATAAN 

BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA 

1 03 09

Penyelenggaraan 

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungannya di 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 09 2.01

Penyusunan 

Rencana, 

Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem 

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan di 

Kabupaten/Kota 

1 03 09 2.01 01

Supervisi 

Penataan/Pemeliha

raan Bangunan dan 

Lingkungan 

1 03 09 2.01 02

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan 
1 03 09 2.01 03

Pemeliharaan 

Bangunan dan 

Lingkungan 
1 03 09 2.01 04

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan 

1 03 09 2.01 05

Monitoring 

Penataan/Pemeliha

raan Bangunan dan 

Lingkungan 

1 03 09 2.01 06

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pembangunan Jalan  

dan Jembatan

Persentase Panjang  

Jalan dalam Kondisi 

Baik
PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N JALAN 

Persentase Panjang  

Jalan dalam Kondisi 

Baik

1 03 10

Pembangunan Jalan
Panjang jalan yang 

terbangun

Penyelenggaraan 

Jalan 

Kabupaten/Kota 
1 03 10 2.01
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URUSAN

PROGRAM/ 
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INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN
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KODE KODE

1 14

Pembangunan 

Jembatan

Jumlah jembatan 

yang terbangun

Penyusunan 

Rencana, 

Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem 

Pengembangan 

Jalan 

Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pembangunan 

Turap/ 

Talud/Bronjong

Persentase panjang  

talud untuk 

memperkuat 

Jaringan Jalan

Pembebasan 

Lahan/Tanah Untuk 

Penyelenggaraan 

Jalan 

Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 02

Pembangunan 

Turap/Talud/Bronjo

ng

Panjang talud yang 

terbangun
Pengelolaan Leger 

Jalan

Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 03

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Rehabilitasi / 

Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan

Persentase  jaringan 

Jalan dan Jembatan 

yang terpelihara

Survey Kondisi 

Jalan/Jembatan 

Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 04

Rehabilitasi / 

Pemeliharaan Jalan 

Panjang jalan yang 

direhabilitasi Pembangunan 

Jalan 

Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 05

Rehabilitasi / 

Pemeliharaan 

Infrastruktur Jalan

Panjang Infrastruktur 

jalan yang dipelihara Pelebaran Jalan 

Menuju Standar 

Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 06

Rehabilitasi / 

Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan

Panjang jalan dan 

jembatan yang 

direhabilitasi Pelebaran Jalan 

Menambah Lajur 

Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 07

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pembangunan 

Sistem Informasi / 

Data Base Jalan dan 

Jembatan
Tersusunnya data 

Jalan dan Jembatan Rekonstruksi Jalan 

Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 08

Pembangunan 

Sistem Informasi / 

Data Base Jalan dan 

Jembatan

Jumlah Dokumen  

data base jalan dan 

jembatan

Rehabilitasi Jalan 
Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 09

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Peningkatan Sarana 

dan  Prasarana 

Kebinamargaan

Persentase 

Tersedianya dan 

Terpeliharanya 

Sarana dan Prasarana 

Kebinamargaan

Pemeliharaan 

Berkala Jalan 

Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 10

Pengadaan Alat - 

Alat Berat
Jumlah alat berat 

yang diadakan

Pemeliharaan Rutin 

Jalan 
Panjang jalan yang 

terbangun
1 03 10 2.01 11

Pengadaan Alat 

Ukur dan Bahan 

Laboratorium 

Kebinamargaan

Persentase 

terpeliharanya alat 

laboratorium Pembangunan 

Jembatan

Jumlah jembatan 

yang terbangun
1 03 10 2.01 12
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KODE KODE

1 14
Rehabilitasi / 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Bengkel Alat 

Persentase  

pemeliharaan alat 

berat
Penggantian 

Jembatan 

Jumlah jembatan 

yang terbangun
1 03 10 2.01 16

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pengembangan 

Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh

Persentase  

Infrastruktur Jalan di 

wilayah Strategis 

Khususnya di 

perdesaan yang 

terbangun

Pelebaran 

Jembatan 

Jumlah jembatan 

yang terbangun
1 03 10 2.01 17

Pembangunan / 

Peningkatan 

Infrastruktur

Panjang jalan yang 

terbangun Rehabilitasi 

Jembatan 

Jumlah jembatan 

yang terbangun
1 03 10 2.01 18

Pengembangan 

Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh

Panjang jalan yang 

terbangun Pemeliharaan Rutin 

Jembatan 

Jumlah jembatan 

yang terbangun
1 03 10 2.01 19

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Perdesaan

Persentase  

Infrastruktur 

Perdesaan terbangun

Pemeliharaan 

Berkala Jembatan 

Jumlah jembatan 

yang terbangun
1 03 10 2.01 20

Penataan 

Lingkungan 

permukiman 

penduduk 

perdesaan

Panjang penataan 

lingkungan yang 

terbangun Penanggulangan 

Bencana/Tanggap 

Darurat 

1 03 10 2.01 21

Pembangunan 

Infrastruktur 

Perdesaan

Panjang infrastruktur 

perdesaan yang 

terbangun

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pengembangan Jasa 

konstruksi

Persentase Sertifikasi 

Tenaga Ahli

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

JASA KONSTRUKSI 

Persentase 

Sertifikasi Tenaga 

Ahli

1 03 11

Penyelenggaraan 

Pelatihan Tenaga 

Ahli Konstruksi

Jumlah tenaga ahli 

yang bersertifikasi

Penyelenggaraan 

Pelatihan Tenaga 

Terampil 

Konstruksi 

1 03 11 2.01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Perencanaan, 

Pengawasan 

Pengujian dan 

Pengendalian Mutu

Tersedianya 

Dokumen 

Perencanaan 

Penyiapan Training 

Need Assessment 

(TNA) pelatihan 

tenaga terampil 

konstruksi 

Jumlah tenaga ahli 

yang bersertifikasi
1 03 11 2.01 01

Survey Desaign 8 Dokumen

Penyiapan 

Intsruktur/Asesor/P

enyelenggara 

Pelatihan 

Jumlah tenaga ahli 

yang bersertifikasi
1 03 11 2.01 02

Penyiapan SOP 

penyelenggaraan 

pelatihan tenaga 

terampil konstruksi 

Jumlah tenaga ahli 

yang bersertifikasi
1 03 11 2.01 03
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KODE KODE

1 14
Pelaksanaan 

Pelatihan Tenaga 

Terampil 

Konstruksi 

Jumlah tenaga ahli 

yang bersertifikasi
1 03 11 2.01 04

Identifikasi Potensi 

Kerjasama dan 

Pemberdayaan Jasa 

Konstruksi 

Jumlah tenaga ahli 

yang bersertifikasi
1 03 11 2.01 05

Fasilitasi Sertifikasi 

Tenaga Terampil 

Konstruksi 

Jumlah tenaga ahli 

yang bersertifikasi
1 03 11 2.01 06

Pembinaan dan 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Konstruksi 

Jumlah tenaga ahli 

yang bersertifikasi
1 03 11 2.01 07

Pemantauan dan 

Evaluasi Kegiatan 

Pelatihan Tenaga 

Terampil 

Konstruksi 

Jumlah tenaga ahli 

yang bersertifikasi
1 03 11 2.01 08

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Jasa Konstruksi 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 11 2.02

Pengelolaan 

Operasional 

Layanan Informasi 

Jasa Konstruksi 

1 03 11 2.02 01

Penyediaan 

Perangkat 

Pendukung 

Layanan Informasi 

Jasa Konstruksi 

1 03 11 2.02 02

Penyelenggaraan 

Pelatihan untuk 

Peningkatan 

Kapasitas 

Administrator 

SIPJAKI 

1 03 11 2.02 03

Penyusunan Data 

dan Informasi 

Proyek Bidang 

PUPR yang dapat 

Dilaksanakan 

dengan Skema 

KPBU 

1 03 11 2.02 04

Penyusunan Data 

dan Informasi 

Potensi Risiko 

Investasi 

Infrastruktur 

1 03 11 2.02 05
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM
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PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14
Penyusunan Data 

dan Informasi 

Tenaga Kerja dan 

Badan Usaha 

1 03 11 2.02 06

Penyusunan Data 

dan Informasi 

Ketersediaan/Peng

gunaan Material 

dan Peralatan 

1 03 11 2.02 07

Penyusunan Data 

dan Informasi Profil 

Pekerjaan 

Konstruksi 

1 03 11 2.02 08

Penyusunan Data 

dan Informasi 

Tertib 

Penyelenggaraan 

Pekerjaan 

Konstruksi

1 03 11 2.02 09

Penyusunan Data 

dan Informasi 

Kecelakaan Kerja 

Proyek Konstruksi 

1 03 11 2.02 10

Penyusunan Data 

dan Informasi 

Kegagalan 

Bangunan/Konstru

ksi 

1 03 11 2.02 11

Penerbitan Izin 

Usaha Jasa 

Konstruksi Nasional 

(Non Kecil dan 

Kecil) 

1 03 11 2.03

Penyusunan 

Peraturan di 

Daerah dan SOP 

Terkait 

Penyelenggaraan 

IUJK Nasional di 

Kabupaten/Kota 

1 03 11 2.03 01

Dukungan/Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Penerbitan 

Rekomendasi 

Teknis IUJK 

Nasional 

1 03 11 2.03 02

Pembinaan dan 

Peningkatan 

Kapasitas Badan 

Usaha Jasa 

Konstruksi 

1 03 11 2.03 03
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Pembinaan dan 

Peningkatan 

Kapasitas Lembaga 

Sertifikasi Badan 

Usaha Pemantauan 

dan Evaluasi 

Terkait Iujk 

Nasional 

1 03 11 2.03 04

Pemantauan dan 

Evaluasi IUJK 

Nasional yang telah 

diterbitkan 

1 03 11 2.03 05

Pengawasan Tertib 

Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan 

dan Tertib 

Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi 

1 03 11 2.04

Penyusunan 

SOP/Pedoman 

Tertib Usaha, 

Tertib 

Penyelenggaraan, 

dan Tertib 

Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi 

1 03 11 2.04 01

Bimbingan Teknis 

Tentang Tertib 

Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan, 

dan Tertib 

Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi 

1 03 11 2.04 02

Pengawasan dan 

Evaluasi Tertib 

Usaha, Tertib 

Pengelenggaraan, 

dan Tertib 

Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi

1 03 11 2.04 03

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Perencanaan Tata 

Ruang

 Ketaatan terhadap 

RTRW

PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N PENATAAN 

RUANG 

Persentase  

bangunan ber- IMB 

per satuan 

bangunan

1 03 12

Penetapan 

Kebijakan, RDTR, 

RTRK dan RTBL

Dokumen yang 

tersusun

Penetapan Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) 

dan Rencana Rinci 

Tata Ruang (RRTR) 

Kab/Kota 

1 03 12 2.01 
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PROGRAM/ 
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INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 
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PROGRAM
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KODE KODE

1 14

 Penyusunan 

Rencana Tata 

Bangunan dan 

Lingkungan

Dokumen yang 

tersusun

Pelaksanaan 

Persetujuan 

Substansi, Evaluasi, 

Konsultasi Evaluasi 

dan Penetapan 

RTRW 

Kabupaten/Kota 

1 03 12 2.01 01

Survey dan 

Pemetaan

Dokumen yang 

tersusun

Pelaksanaan 

Persetujuan 

Substansi, Evaluasi, 

Konsultasi Evaluasi 

dan Penetapan 

RRTR 

Kabupaten/Kota 

1 03 12 2.01 02

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pemanfaatan Ruang

Persentase  

bangunan ber- IMB 

per satuan bangunan

Penetapan 

Kebijakan dalam 

Rangka 

Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

1 03 12 2.01 03

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan
Wilayah ber IMB

Sosialisasi 

Kebijakan dan 

Peraturan 

Perundangundanga

n Bidang Penataan 

Ruang 

1 03 12 2.01 04

Pemanfaatan Ruang
Luasan pemanfaatan 

ruang

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

Perencanaan Tata 

Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 12 2.02

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penyusunan RTRW 

Kabupaten/Kota 

1 03 12 2.02 01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penyusunan RRTR 

Kabupaten/Kota 

1 03 12 2.02 02

Peningkatan Peran 

Masyarakat dalam 

Penataan Ruang

1 03 12 2.02 03

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemanfataan 

Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 12 2.03
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PROGRAM/ 
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KEG
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KODE KODE

1 14
Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemanfaatan 

Ruang  untuk 

Investasi dan 

Pembangunan 

Daerah 

1 03 12 2.03 01

Sistem Informasi 

Penataan Ruang 
1 03 12 2.03 02

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pemanfataan 

Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 03 12 2.04

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemberian Insentif 

dan Disinsentif 

Bidang Penataan 

Ruang

1 03 12 2.04 01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penertiban dan 

Penegakan Hukum 

bidang Penataan 

Ruang 

1 03 12 2.04 02

Operasionalisasi 

Tugas dan Fungsi 

Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) 

bidang Penataan 

Ruang 

1 03 12 2.04 03

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Penataan Ruang 
1 03 12 2.04

04
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERUMAHAN DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

1 04

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 

Persentase rumah 

tinggal bersanitasi
1 04 02

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Perencanaan 

Pengembangan 

Kota Kota 

Menengah dan 

Besar

Persentase rumah 

tinggal bersanitasi

Pendataan 

Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana 

atau Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota 

1 04 02 2.01
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN
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PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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KODE KODE

1 14

Percepatan 

Pembangunan 

Sanitasi Permukiman 

(  PPSP)

Tersedianya 

dokumen

Identifikasi 

Perumahan di 

Lokasi Rawan 

Bencana atau 

Terkena Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota

1 04 02 2.01 01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pembangunan dan  

Pengembangan 

Kawasan 

Permukiman 

Perkotaan

Persentase luas 

kawasan kumuh yang 

tertangani

Identifikasi Lahan-

lahan Potensial 

sebagai Lokasi 

Relokasi 

Perumahan 

1 04 02 2.01 02

Peningkatan Kualitas 

Kawasan 

Permukiman Kumuh

Luas kawasan 

permukiman kumuh 

yang tertata

Pengumpulan Data 

Rumah Korban 

Bencana Kejadian 

Sebelumnya yang 

Belum Tertangani 

1 04 02 2.01 03

Pengembangan 

Lingkungan 

Permukiman 

Perkotaan

Persentase kawasan 

lingkungan yang 

tertata

Pendataan Tingkat 

Kerusakan Rumah 

Akibat Bencana 

1 04 02 2.01 04

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pengembangan 

Perumahan

Ratio Rumah layak 

huni

Pendataan dan 

Verifikasi Penerima 

Rumah bagi Korban 

Bencana Alam atau 

Terkena Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota 

1 04 02 2.01 05

 Koordinasi 

penyelenggaraan 

pengembangan 

perumahan

Jumlah pengembang 

perumahan

Pendataan Rumah 

Sewa Milik 

Masyarakat, 

Rumah Susun dan 

Rumah Khusus 

1 04 02 2.01 06

Penyelenggaraan 

Pembangunan 

Rumah Negara

Jumlah rumah negara 

yang layak huni

Sosialisasi dan 

Persiapan 

Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana 

atau Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota 

1 04 02 2.02

Pengembangan 

perumahan

Jumlah rumah layak 

huni

Sosialisasi Standar 

Teknis Penyediaan 

dan Rehabilitasi 

Rumah kepada 

Masyarakat/Sukare

lawan Tanggap 

Bencana 

1 04 02 2.02 01
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URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14
URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program Perbaikan 

Perumahan Akibat 

Bencana / Relokasi 

/ Sosial

Cakupan 

ketersediaan rumah 

layak huni

Sosialisasi tentang 

Mekanisme 

Penggantian Hak 

Atas Tanah dan 

Bangunan 

1 04 02 2.02 02

 Fasilitasi dan 

Stimulasi 

Rehabilitasi rumah 

akibat bencana

Jumlah korban 

bencana yang 

memperoleh rumah 

layak huni

Sosialisasi 

Pengembangan 

Perumahan Baru 

dan Mekanisame 

Akses Perumahan 

KPR-FLPP 

1 04 02 2.02 03

Fasilitasi dan 

Stimulasi 

Rehabilitasi rumah 

akibat Relokasi 

Program Pemda

Jumlah korban 

relokasi akibat 

program pemda yang 

memperoleh rumah 

layak huni

Pembentukan dan 

Pelatihan Tim 

Satgas, Tim 

Pendamping dan 

Fasilitator

1 04 02 2.02 04

Rembug Warga 

untuk Menentukan 

Calon Penerima 

Rumah bagi Korban 

Bencana 

1 04 02 2.02 05

Koordinasi untuk 

Menyepakati 

Penerima dan Jenis 

Pelayanan 

1 04 02 2.02 06

Pembangunan dan 

Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana 

atau Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota 

1 04 02 2.03

Rehabilitasi Rumah 

bagi Korban 

Bencana 
1 04 02 2.03 01

Penyusunan Site 

Plan dan/atau 

Detail Engineering 

Design (DED) bagi 

Rumah Korban 

Bencana atau 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

1 04 02 2.03 02

Pengadaan Lahan 

untuk 

Pembangunan 

Rumah bagi Korban 

Bencana

1 04 02 2.03 03

Pembangunan 

Rumah bagi Korban 

Bencana 
1 04 02 2.03 04
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URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14
Pembangunan 

Rumah Khusus 

beserta PSU bagi 

Korban Bencana 

atau Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota

1 04 02 2.03 05

Operasional dan 

Pemeliharaan 

Lingkungan 

Perumahan pada 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

1 04 02 2.03 06

Pendistribusian dan 

Serah Terima 

Rumah bagi Korban 

Bencana atau 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

1 04 02 2.04

Pelaksanaan 

Pembagian Rumah 

bagi Korban 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

atau Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota 

1 04 02 2.04 01

Penatausahaan 

Serah Terima 

Rumah bagi Korban 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

atau Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota 

1 04 02 2.04 02

Pembinaan 

Pengelolaan 

Rumah Susun 

Umum dan/atau 

Rumah Khusus

1 04 02 2.05

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Pemilik/Penghuni 

Rumah Susun 

1 04 02 2.05 01

Penatausahaan 

Pemanfaatan 

Rumah Susun 

Umum dan/atau 

Rumah Khusus 

1 04 02 2.05 02

Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Perumahan 

1 04 02 2.06
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URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Fasilitasi 

Pemenuhan 

Komitmen 

Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Perumahan 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

1 04 02 2.06 01

Penguatan dan 

Pembinaan kepada 

BLU/BUMD untuk 

Penyelenggaraan 

Rumah Sederhana 

1 04 02 2.06 02

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Perumahan

1 04 02 2.06 03

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Kerjasama 

Pemerintah dengan 

Badan Usaha 

(KPBU) Perumahan 

Umum/Rumah 

Susun Umum 

1 04 02 2.06 04

Penerbitan 

Sertifikat 

Kepemilikan 

Bangunan Gedung 

(SKGB)

1 04 02 2.07

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penerbitan 

Sertifikat 

Kepemilikan 

Bangunan Gedung 

(SKGB) 

1 04 02 2.07 01

PROGRAM 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

SERTA 

PERMUKIMAN 

KUMUH 

1 04 03

Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Kawasan 

Permukiman 

1 04 03 2.01
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KEG
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PROGRAM
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KODE KODE

1 14

Fasilitasi 

Pemenuhan 

Komitmen 

Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Kawasan 

Permukiman 

Terintegrasi secara 

Elektronik

1 04 03 2.01 01

Penyusunan 

dan/atau Review 

serta Legalisasi 

Rencana 

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Kawasan 

Permukiman dan 

Permukiman 

Kumuh 

1 04 03 2.01 02

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Kawasan 

Permukiman dan 

Permukiman 

Kumuh

1 04 03 2.01 03

Penataan Kawasan 

Permukiman 

Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha 

1 04 03 2.02

Survei dan 

Penetapan Lokasi 

Permukiman 

Kumuh 

1 04 03 2.02 01

Penyusunan 

Rencana dan 

Rekomendasi 

Pencegahan 

Tumbuh dan 

Berkembangnya 

Permukiman 

Kumuh 

1 04 03 2.02 02

Pembentukan/Pem

binaan Kelompok 

Swadaya 

Masyarakat di 

Permukiman 

Kumuh 

1 04 03 2.02 03
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KODE KODE

1 14

Penyadaran Publik 

Pencegahan 

Tumbuh dan 

Berkembangnya 

Permukiman 

kumuh 

1 04 03 2.02 04

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Penataan 

Pemugaran/Perem

ajaan Permukiman 

kumuh

1 04 03 2.02 05

Pelaksanaan 

Pembagian Rumah 

Bagi Masyarakat 

Terdampak 

Program 

Pemugaran/Perem

ajaan Permukiman 

Kumuh 

1 04 03 2.02 06

Penatausahaan 

Serah Terima 

Rumah Bagi 

Masyarakat 

Terdampak 

Program 

Pemugaran/Perem

ajaan Permukiman 

Kumuh 

1 04 03 2.02 07

Peningkatan 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha 

1 04 03 2.03

Penyusunan 

Rencana Tapak 

(Site Plan) dan 

Detail Engineering 

Design (DED) 

Peremajaan/Pemug

aran Permukiman 

Kumuh  

1 04 03 2.03 01
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KEG
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KODE KODE

1 14
Perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan 

terhadap Tumbuh 

dan 

Berkembangnya 

Permukiman 

Kumuh

1 04 03 2.03 02

Kerja Sama 

Perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni 

Beserta PSU 

1 04 03 2.03 03

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Penyelenggaraan 

Pemugaran/Perem

ajaan Permukiman 

kumuh 

1 04 03 2.03 04

Pemberian Bantuan 

Uang Sewa Rumah 

Tinggal Sementara 

Bagi Masyarakat 

yang Terkena 

Program 

Peremajaan 

Permukiman 

Kumuh

1 04 03 2.03 05

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Penerangan Lampu 

Jalan

Cakupan lingkungan 

yang aman dan sehat 

yang didukung 

dengan PSU / Lampu 

Jalan

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PRASARANA, 

SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 

(PSU) 

Cakupan 

lingkungan yang 

aman dan sehat 

yang didukung 

dengan PSU / 

Lampu Jalan

1 04 04

Penerangan lampu 

jalan

Urusan 

Penyelenggaraan 

PSU Perumahan 
1 04 04 2.01

Perencanaan 

Penyediaan PSU 

Perumahan 
1 04 04 2.01 01

Penyediaan 

Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum 

di Perumahan 

untuk Menunjang 

Fungsi Hunian

1 04 04 2.01 02

Koordinasi dan 

Sinkronisasi dalam 

Rangka Penyediaan 

Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum 

Perumahan 

1 04 04 2.01 03
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1 14PROGRAM 

PENINGKATAN 

PELAYANAN 

SERTIFIKASI, 

KUALIFIKASI, 

KLASIFIKASI, DAN 

REGISTRASI 

BIDANG 

PERUMAHAN DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

1 04 05

Sertifikasi dan 

Registrasi bagi 

Orang atau Badan 

Hukum yang 

Melaksanakan 

Perancangan dan 

Perencanaan 

Rumah serta 

Perencanaan 

Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum 

PSU Tingkat 

Kemampuan Kecil

1 04 05 2.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penerbitan 

Sertifikasi dan 

Registrasi 

Pengembang 

Perumahan dengan 

Kualifikasi Kecil 

1 04 05 2.01 01

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANAHAN 
URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program Penataan 

Penguasan, 

Pemilikan, 

Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah

Persentase lahan 

yang tertata 

kepemilikan dan 

pemanfaatannya

PROGRAM 

PENGELOLAAN IZIN 

LOKASI 

Persentase lahan 

yang tertata 

kepemilikan dan 

pemanfaatannya

2 10 02

 Penataan, 

Penguasaan, 

Pemilikam, 

Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah

Persentase 

penyediaan Izin 

Lokasi 

Pemberian Izin 

Lokasi Dalam 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

2 10 02 2.01
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Pengadaan Tanah 

untuk Kepentingan 

Umum

Persentase Luas 

Lahan Bersertifikat

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemberian Izin 

Lokasi dalam 

Rangka Penanaman 

Modal dan 

Kemudahan 

Berusaha 

Persentase 

penyediaan Izin 

Lokasi 

2 10 02 2.01 01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Pengelolaan Areal 

Pemakaman

Ratio TPU persatuan 

penduduk

PROGRAM 

PENYELESAIAN 

SENGKETA TANAH 

GARAPAN 

2 10 04

Pengelolaan Areal 

Pemakaman

Jumlah areal 

pemakaman yang 

tertata

Penyelesaian 

Sengketa Tanah 

Garapan dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota

2 10 04 2.01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Penyelesaiaan 

Konflik - Konflik 

Pertanahan

Penyelesaian kasus 

tanah negara

Inventarisasi 

Sengketa, Konflik, 

dan Perkara 

Pertanahan dalam1 

(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase 

penyediaan Izin 

Lokasi 

2 10 04 2.01 01

 Penyelesaian konflik-

konflik pertanahan

Jumlah konflik-

konflik pertanahan 

yang terselesaikan

Mediasi 

Penyelesaian 

Sengketa Tanah 

Garapan dalam 1 

(Satu) Daerah  

Kabupaten/Kota

Persentase 

penyediaan Izin 

Lokasi 

2 10 04 2.01 02

PROGRAM 

PENYELESAIAN 

GANTI KERUGIAN 

DAN SANTUNAN 

TANAH UNTUK 

PEMBANGUNAN 

2 10 05

Penyelesaian 

Masalah Ganti 

Kerugian dan 

Santunan Tanah 

untuk 

Pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

2 10 05 2.01

Penetapan Daftar 

Masyarakat 

Penerima Santunan 

Tanah dalam 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

penyediaan Izin 

Lokasi 

2 10 05 2.01 01
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1 14

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penyelesaian 

Masalah Ganti 

Kerugian dan 

Santunan Tanah 

untuk 

Pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

penyediaan Izin 

Lokasi 

2 10 05 2.01 02

PROGRAM 

REDISTRIBUSI 

TANAH, SERTA 

GANTI KERUGIAN 

PROGRAM TANAH 

KELEBIHAN 

MAKSIMUM DAN 

TANAH ABSENTEE 

2 10 06

Penetapan Subyek 

dan Obyek 

Redistribusi Tanah 

serta  Ganti 

Kerugian Tanah 

Kelebihan 

Maksimum  dan 

Tanah Absentee 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

2 10 06 2.01

Inventarisasi 

Subyek dan Obyek 

Redistribusi Tanah 

2 10 06 2.01 01

Inventarisasi dan 

Rekomendasi  

Obyek Redistribusi 

Tanah 

2 10 06 2.01 02

Koordinasi  

Penyelenggaraan 

redistribusi  Tanah 

Obyek Reforma 

agraria  dalam 1 

(satu) 

kabupaten/kota

2 10 06 2.01 03

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penataan Akses 

dalam 

Pemanfaatan 

Redistribusi Tanah 

dalam 1 (satu) 

Kabupaten/kota 

2 10 06 2.01 04
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KODE KODE

1 14
PROGRAM 

PENETAPAN 

TANAH ULAYAT 
2 10 07

Penetapan Tanah 

Ulayat yang 

Lokasinya dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

2 10 07 2.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Survei  

dan Pemetaan 

Batas Tanah Ulayat 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

2 10 07 2.01 01

Koordinasi  dan 

Sinkronisasi 

Pengakuan  dan 

Pengukuhan 

Masyarakat Hukum 

Adat   dalam 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

2 10 07 2.01 02

Penetapan Tanah 

Ulayat Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota  

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

sesuai dengan 

Ketentuan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Berlaku 

2 10 07 2.01 03

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

TANAH KOSONG 
2 10 08

Penyelesaian 

Masalah Tanah 

Kosong 
2 10 08 2.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penyelesaian Tanah 

Kosong di  Dalam 1 

(Satu) Daerah 

Provinsi 

2 10 08 2.01 01

Inventarisasi  dan 

Pemanfaatan 

Tanah Kosong 
2 10 08

Pelaksanaan 

Inventarisasi Tanah 

Kosong 
2 10 08 2.02 01
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1 14
Pemanfataan 

Tanah Kosong 
2 10 08 2.02 02

PROGRAM 

PENGELOLAAN IZIN 

MEMBUKA TANAH 

2 10 09

Penerbitan Izin 

Membuka Tanah 
2 10 09 2.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemberian Izin 

Membuka Tanah

2 10 09 2.01 01

Pengendalian 

Pemanfaatan 

Tanah Negara 
2 10 09 2.01 02

PROGRAM 

PENATAGUNAAN 

TANAH 
2 10 10

Penggunaan Tanah 

yang Hamparannya 

dalam satu Daerah 

Kabupaten/Kota 

2 10 10 2.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Penggunaan Tanah 

2 10 10 2.01 01

Pemetaan Zona 

Nilai Tanah 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

2 10 10 2.01 02

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah 

Kabupaten/Kota 

2 10 10 2.01 03

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

    

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan Surat 

Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyedia jasa surat 

Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Administrasi 

Umum

Jumlah Dokumen 

Bermaterai
Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 01
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KODE KODE

1 14

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, air 

dan listrik

Penyedia Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya air 

dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, air 

dan listrik

Administrasi 

Umum

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, air 

dan listrik Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 02

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor 

yang diperbaiki

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

kantor

Jumlah peralatan 

dan perlengkapan 

kantor yang 

diperbaiki

Administrasi 

Umum

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 03

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan Jasa 

jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan

Administrasi 

Umum

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 05

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang dipelihara 

surat-suratnya

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

dipelihara surat-

suratnya

Administrasi 

Umum

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

dipelihara surat-

suratnya

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 06

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan Jasa 

Adminisrasi 

Keuangan

Waktu penyedia jasa 

Adminitrasi 

Keuangan kantor

Penyediaan Jasa 

Adminitrasi 

Keuangan

Waktu penyedia 

jasa Adminitrasi 

Keuangan kantor

Administrasi 

Umum

Waktu penyedia 

jasa Adminitrasi 

Keuangan kantor Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 07

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Administrasi 

Umum

waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 08

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Peralatan Kerja

waktu penyediaan 

jasa pemeliharaan 

dan peralatan kerja

Penyediaan Jasa 

Perbaikan 

Peralatan Kerja

waktu penyediaan 

jasa pemeliharaan 

dan peralatan kerja

Administrasi 

Umum

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi Keluar 

daerah

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 09

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah komponen 

instalasi listrik 

penerangan kantor

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah komponen 

instalasi listrik 

penerangan kantor

Administrasi 

Umum

Jumlah komponen 

instalasi listrik 

penerangan kantor Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 12
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KODE KODE

1 14

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyediaan Bahan 

Bacaan Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan Penyediaan Bahan 

Bacaan Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah bahan 

bacaan

Administrasi 

Umum

Jumlah bahan 

bacaan
Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 05

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultai Dalam 

Daerah

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Administrasi 

Umum

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 01

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultai Luar 

Daerah

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi Keluar 

daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi Keluar 

daerah

Administrasi 

Umum

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi Keluar 

daerah

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 08

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran lainna

Administrasi 

Umum

Waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran lainna Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 10

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran lainna

Administrasi 

Umum

Waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran lainna Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 11

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

Waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran lainna

Administrasi 

Umum

Waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran lainna Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 17

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

Peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur 

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor

Administrasi 

Umum

Jumalah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor 

secara berkala

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 24
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Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

Gedung kantor

Jumalah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor secara 

berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumalah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor 

secara berkala

Administrasi 

Umum

Jumalah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor 

secara berkala

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 01

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

secara berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

secara berkala

Administrasi 

Umum

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

secara berkala

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja 

instansi pemerintah

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyusunan laporan 

capaian kinerja 

sistem pelaporan 

capaian kinerja 

instansi pemerintah

Jumlah laporan 

capaian kinerja yang 

disusun

Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah dokumen 

Yang dilaporkan

Administrasi 

Umum

Jumlah dokumen 

Yang dilaporkan
Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 01

Urusan Wajib 

Pelayanan 

Dasar

Urusan 

Pemerintah 

Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penyusunan 

pelaporan keuangan 

akhir tahun Jumlah laporan akhir 

tahun yang disusun

Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

Jumlah laporan 

akhir tahun yang 

disusun

Administrasi 

Umum
Jumlah laporan 

akhir tahun yang 

disusun

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Pekerjaan Umum 

dan Penataan 

Ruang

Urusan Pemerintah 

wajib yang 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

1 03 01 2.03 01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

PENGEMBANGAN 

DAN PENGELOLAAN 

JARINGAN IRIGASI, 

RAWA DAN 

JARINGAN 

PENGAIRAN 

LAINNYA

TERWUJUDNYA 

PENGEMBANGAN 

DAN PENGELOLAAN 

JARINGAN IRIGASI 

RAWA DAN 

JARINGAN 

PENGAIRAN 

LAINNYA

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR

PENINGKATAN 

FUNGSI DAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA AIR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN RUANG

PELAYANAN 

DASAR

1 03 02 2.01

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Operasional IPDMIP

Jumlah pekerjaan 

rehabilitasi Embung 

dan penampung air 

lainnya

Rehabilitasi 

jaringan irigasi 

permukaan

Jumlah pekerjaan 

rehabilitasi 

Embung dan 

penampung air 

lainnya

Pengembangan 

dan pengelolaan 

sistem irigasi 

primer dan 

sekunder pada 

daerah irigasi yang 

luasnya 1000 Ha 

dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten

Peningkatan 

kualitas  pekerjaan 

rehabilitasi jaringan 

irigasi

Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.02 14
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URUSAN

PROGRAM/ 
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PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Perencanaan 

Pembangunan 

Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen 

perencanaan yang 

disusun

Penyusunan 

rencana teknis dan 

dokumen 

lingkungan hidup 

untuk konstruksi 

bendungan dan 

bangunan 

penampung air 

lainnya

Jumlah dokumen 

perencanaan yang 

disusun

Pengelolaan SDA 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

pada wilayah 

sungai lintas 

Daerah  

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

kualitas  

perencanaan 

pengelolaan SDA Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.01 01

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Rehabilitasi/Pemelih

araan Normalisasi 

Saluran Sungai
Jumlah pekerjaan 

rehabilitasi/pemeliha

raan Normalisasi 

Saluran Sungai

Normalisasi/Restor

asi/Pemeliharaan 

Sungai

Jumlah pekerjaan 

rehabilitasi/pemeli

haraan jaringan 

irigasi yang 

dilaksanakan

Pengelolaan SDA 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

pada wilayah 

sungai lintas 

Daerah  

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

pengelolaan SDA

Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.01 46

Rehabilitasi tanggul 

sungai Jumlah pekerjaan 

rehabilitasi/pemeli

haraan jaringan 

irigasi yang 

dilaksanakan

Pengelolaan SDA 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

pada wilayah 

sungai lintas 

Daerah  

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

pengelolaan SDA

1 03 02 2.01 24

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Rehabilitasi/Pemelih

araan Jaringan Irigasi Jumlah pekerjaan 

rehabilitasi/pemeliha

raan Jaringan Irigasi 

Sungai

Rehabilitasi 

Embung dan 

Penampung Air 

Lainnya

Jumlah pekerjaan 

rehabilitasi 

Embung dan 

penampung air 

lainnya

Pengelolaan SDA 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

pada wilayah 

sungai lintas 

Daerah  

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

pengelolaan SDA

Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.01 21

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pembangunan, 

Peningkatan dan 

pemeliharaan 

jaringan irigasi Jumlah pekerjaan 

Peningkatan Jaringan 

Irigasi 

Rehabilitasi 

jaringan irigasi 

permukaan

Jumlah rehabilitasi 

jaringan irigasi 

permukaan

Pengembangan 

dan pengelolaan 

sistem irigasi 

primer dan 

sekunder pada 

daerah irigasi yang 

luasnya 1000 Ha 

dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten

Peningkatan 

kualitas  pekerjaan 

rehabilitasi jaringan 

irigasi

Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.02 14

Rehabilitasi 

bendung irigasi
Jumlah pekerjaan 

bendung irigasi

Pengembangan 

dan pengelolaan 

sistem irigasi 

primer dan 

sekunder pada 

daerah irigasi yang 

Peningkatan 

kualitas  pekerjaan 

rehabilitasi jaringan 

irigasi

1 03 02 2.02 15

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pemberdayaan 

petani pemaki air Jumlah Kelompok 

Perkumpulan Petani 

Pemakai Air yang 

dibentuk

Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Pengelolaan SDA 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kelompok 

Perkumpulan 

Petani Pemakai Air 

yang dibentuk

Pengelolaan SDA 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

pada wilayah 

sungai lintas 

Daerah  

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

pengelolaan SDA

Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.01 61
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PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Peningkatan Fungsi 

Jaringan Irigasi yang 

telah dibangun

Jumlah pekerjaan 

Peningkatan Jaringan 

Irigasi 

Peningkatan 

jaringan irigasi 

permukaan

Jumlah pekerjaan 

Peningkatan 

Jaringan Irigasi 

Pengembangan 

dan pengelolaan 

sistem irigasi 

primer dan 

sekunder pada 

daerah irigasi yang 

luasnya 1000 Ha 

dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten

Peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

pengelolaan SDA Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.02 08

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pengamanan dan 

pengendalian SDA

Jumlah daerah irigasi 

yang diamankan dan 

dikendalikan

Pengelolaan dan 

Pengawasan 

Alokasi Air Irigasi
Jumlah daerah 

irigasi yang 

diamankan dan 

dikendalikan

Pengembangan 

dan pengelolaan 

sistem irigasi 

primer dan 

sekunder pada 

daerah irigasi yang 

luasnya 1000 Ha 

dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten

Peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

pengelolaan SDA Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.02 28

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BERKAITAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

PENGEMBANGAN 

DAN PENGELOLAAN 

DAN KONSERVASI 

SUNGAI, DANAU 

DAN SUMBER DAYA 

LAINNYA

TERWUJUDNYA 

PENGEMBANGAN 

DAN PENGELOLAAN 

DAN KONSERVASI 

SUNGAI, DANAU 

DAN SUMBER DAYA 

LAINNYA

 

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pembangunan 

embung dan 

pembangunan 

penampung air 

lainnya

Jumlah embung dan 

penampung air 

lainnya yang 

dibangun

Pembangunan 

Embung dan 

Penampung  Air 

Lainnya

Jumlah embung 

dan penampung air 

lainnya yang 

dibangun

Pengelolaan SDA 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

pada wilayah 

sungai lintas 

Daerah  

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

pengelolaan SDA

Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.01 06

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Pemeliharaan dan 

rehabilitasi embung 

dan penampung air 

lainnya

Jumlah embung dan 

penampung air 

lainnya yang 

dipelihara dan 

direhabilitasi

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Embung dan 

Penampung Air 

Lainnya

Jumlah embung 

dan penampung air 

lainnya yang 

dipelihara dan 

direhabilitasi

Pengelolaan SDA 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

pada wilayah 

sungai lintas 

Daerah  

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

pengelolaan SDA

Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.01 49

PELAYANAN 

DASAR

PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG

Peningkatan 

partisipatif 

masyarakat dalam 

pengelolaan sungai, 

danau dan sumber 

daya lainnya

Jumlah kelompok 

P3A/GP3A yang ikut 

berpartisipatif

Koordinasi dan 

sikronisasi 

peningkatan 

kapasitas 

kelembagaan 

pengelolaan SDA 

Kabupaten

Jumlah pekerjaan 

Peningkatan 

Jaringan Irigasi 

Pengelolaan SDA 

dan Bangunan 

Pengaman Pantai 

pada wilayah 

sungai lintas 

Daerah  

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

pengelolaan SDA

Program 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air

Peningkatan fungsi 

dan kapasitas 

sumber daya air

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG

PELAYANAN DASAR

1 03 02 2.01 63
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URUSAN

PROGRAM/ 
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KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 
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KODE KODE

1 14

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

PELAYANAN 

DASAR

KETENTRAMA

N DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGA

N 

MASYARAKAT

Program 

Peningkatan 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

Mewujudkan situasi

keamanan dan

kenyamanan 

lingkungan yang

kondusif dalam

penyelenggaraan 

pemerintahan, 

pembangunan dan

kemasyarakatan

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

1 05 02 2.01

Penyiapan tenaga 

kerja pengendalian 

keamanan dan 

kenyamanan 

lingkungan

Jumlah tenaga 

bantuan operasional 

Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran

Penyiapan tenaga 

kerja pengendalian 

keamanan dan 

kenyamanan 

lingkungan

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah

Jumlah tenaga 

bantuan 

operasional Polisi 

Pamong Praja dan 

Pemadam 

Kebakaran

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

Pengendalian  

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

Jumlah Pengamanan 

dan Penertiban 

Kegiatan 

Pemerintahan, 

Pengawalan Pejabat 

Tamu Pemda dan 

Orang-Orang Penting

Pengendalian  

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah

Jumlah 

Pengamanan dan 

Penertiban 

Kegiatan 

Pemerintahan, 

Pengawalan 

Pejabat Tamu 

Pemda dan Orang-

Orang Penting

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

Penegakan Perda Jumlah kasus 

pelanggaran yang 

ditemukan

Penindakan atas 

gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Penegakan Perda Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah

Jumlah kasus 

pelanggaran yang 

ditemukan

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 1 05 02 2.01 02

Pembentukan 

Satuan Keamanan 

Lingkungan 

Masyarakat

Jumlah Linmas yang 

Terbentuk

Pembentukan 

Satuan Keamanan 

Lingkungan 

Masyarakat

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah

Jumlah Linmas 

yang Terbentuk

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 1 05 02 2.01 04

Pelatihan 

Pengendalian 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

Jumlah Personil 

Terlatih

Pelatihan 

Pengendalian 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah

Jumlah Personil 

Terlatih

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

Peningkatan 

kapasitas aparat 

dalam rangka 

pelaksanaan 

siskamwakarsa di 

daerah

Jumlah  pendidikan 

pelatihan 

pengembangan 

kapasitas Polisi 

Pamong Praja, 

terlaksananya HUT 

Satpol PP dan 

tersedianya 

perlengkapan dan 

peralatan 

operasional Satuan 

Polisi Pamong Praja 

Peningkatan 

Kapasitas SDM 

Satpol Polisi 

Pamong Praja dan 

Satuan 

Perindungan 

Masyarakat 

termasuk dalam 

Pelaksanaan Tugas 

yang Bernuansa 

Hak Asasi Manusia 

Peningkatan 

kapasitas aparat 

dalam rangka 

pelaksanaan 

siskamwakarsa di 

daerah

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah

Jumlah  pendidikan 

pelatihan 

pengembangan 

kapasitas Polisi 

Pamong Praja, 

terlaksananya HUT 

Satpol PP dan 

tersedianya 

perlengkapan dan 

peralatan 

operasional Satuan 

Polisi Pamong Praja 

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

Pencegahan 

Gangguan 

kentramanan dan 

ketertiban umum

1 05 02 2.01 01

Pemberdayaan 

Perlindungan 

Masyarakat dalam 

Rangka 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

1 05 02 2.01 05
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Peningkatan 

Kerjasama dengan 

aparat keamanan 

teknik pencegahan 

kejahatan

Jumlah Kerjasama 

Kantrantibmas 

Terpadu

Peningkatan 

Kerjasama dengan 

aparat keamanan 

teknik pencegahan 

kejahatan

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah

Jumlah Kerjasama 

Kantrantibmas 

Terpadu

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

Kerjasama 

Pengembangan 

Kemampuan Aparat 

Polisi Pamong Praja 

dengan TNI/Polri 

dan Kejaksaan 

Jumlah Kerjasama 

Aparat Polisi Pamong 

Praja dengan 

TNI/Polri dan 

Kejaksaan

Kerjasama 

Pengembangan 

Kemampuan 

Aparat Polisi 

Pamong Praja 

dengan TNI/Polri 

dan Kejaksaan 

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah

Jumlah Kerjasama 

Aparat Polisi 

Pamong Praja 

dengan TNI/Polri 

dan Kejaksaan

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

Program 

Peningkatan 

Pemahaman dan 

Penegakan 

Peraturan Daerah

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan akibat dari 

penegakan hukum 

perda dan perkada 

(SPM)

Penegakan Perda 

Kabupaten/Kota 

dan Peraturan 

Bupati/Walikota

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 1 05 02 2.02

Sosialisasi peraturan 

perundang-

undangan, perda 

dan perkada

Jumlah Sosialisasi 

peraturan perundang-

undangan, perda dan 

perkada

Sosialisasi 

Penegakan Perda 

dan 

Perbup/Walikota

Sosialisasi 

peraturan 

perundang-

undangan, perda 

dan perkada

Penegakan Perda 

Kabupaten/Kota 

dan Peraturan 

Bupati/Walikota

Jumlah Sosialisasi 

peraturan 

perundang-

undangan, perda 

dan perkada

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 1 05 02 2.02 01

Pengawasan 

Pengendalian dan 

evaluasi Kegiatan 

Polisi Pamong Praja

Jumlah Pengawasan 

Pengendalian dan 

Evaluasi Kegiatan 

Polisi Pamong Praja

Pengawasan atas 

Kepatuhan 

terhadap 

Pelaksanaan Perda 

dan 

Perbup/Walikota

Pengawasan 

Pengendalian dan 

evaluasi Kegiatan 

Polisi Pamong Praja

Penegakan Perda 

Kabupaten/Kota 

dan Peraturan 

Bupati/Walikota

Jumlah 

Pengawasan 

Pengendalian dan 

Evaluasi Kegiatan 

Polisi Pamong Praja

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 1 05 02 2.02 02

Pemeliharaan 

kantrantibmas dan 

pencegahan tindak 

kriminal

Jumlah penertiban 

dan patroli 

penegakan Perda, 

operasi penegakan 

Perda Yustiyusi/Non 

Yustiyusi

Jumlah penertiban 

dan patroli 

penegakan Perda, 

operasi penegakan 

Perda 

Yustiyusi/Non 

Yustiyusi

Penegakan Perda 

Kabupaten/Kota 

dan Peraturan 

Bupati/Walikota

Jumlah penertiban 

dan patroli 

penegakan Perda, 

operasi penegakan 

Perda 

Yustiyusi/Non 

Yustiyusi

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

Pemeliharaan 

kantrantibmas 

pemilihan kepala 

daerah dan wakil 

kepala daerah dan 

calon legislatif

Jumlah penertiban 

dan patroli dan 

pengamanan kepala 

daerah dan wakil 

kepala daerah dan 

calon legislatif 

Jumlah penertiban 

dan patroli dan 

pengamanan 

kepala daerah dan 

wakil kepala 

daerah dan calon 

legislatif 

Penegakan Perda 

Kabupaten/Kota 

dan Peraturan 

Bupati/Walikota

Jumlah penertiban 

dan patroli dan 

pengamanan 

kepala daerah dan 

wakil kepala 

daerah dan calon 

legislatif 

Peningkatamn 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase 

Ketenraman dan 

Ketertiban Umum

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

Program 

Peningkatan 

Kesiagaan dan 

Pencegahan Bahaya 

Kebakaran

Jumlah warga 

Negara yang 

memperoleh 

layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

(SPM)

Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 

Beracun 

Kebakaran Dalam 

Kab/Kota

Program 

Penanggulangan 

Kebakaran

Persentase 

Penanggulangan 

Kebakaran

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 1 05 04

Kerjasama antar 

lembaga dan 

Kemtraan dalam 

Teknik Pencegahan 

dan Penanganan 

Gangguan  

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

1 05 02 2.01 07

Penanganan atas 

Pelanggaran Perda 

dan 

Perbup/Walikota

1 05 02 2.02 03
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Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota

1 05 04 2.01

Peningkatan 

Pelayanan 

Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran

Jumlah layanan 

penanggulangan 

bahaya Kebakaran

Pemadaman dan 

Pengendalian 

Kebakaran dalam 

Daerah Kab/Kota

Peningkatan 

Pelayanan 

Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran

Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 

Beracun Kebakaran 

Dalam Kab/Kota

Jumlah layanan 

penanggulangan 

bahaya Kebakaran

Program 

Penanggulangan 

Kebakaran

Persentase 

Penanggulangan 

Kebakaran

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 1 05 04 2.01 02

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Pencegahan 

Kebakaran

1 05 04 2.04

Kegiatan Pendidikan 

dan Pelatihan 

Pertolongan dan 

Pecegahan Kebakara

Personil Pemadam 

Kebakaran Yang 

memiliki Sertifikat 

Keahlian

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Pencegahan 

Kebakaran

Kegiatan 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Pertolongan dan 

Pecegahan 

Kebakara

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kebakaran, melalui 

Sosialisasi dan 

Edukasi 

Masyarakat

Personil Pemadam 

Kebakaran Yang 

memiliki Sertifikat 

Keahlian

Program 

Penanggulangan 

Kebakaran

Persentase 

Penanggulangan 

Kebakaran

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 1 05 04 2.04 01

Program Pelayanan

Administrasi 

Perkantoran

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 

aparatur (%)

Administrasi 

Umum 01 1.03

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah dokumen yg

bermaterai (lbr)

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah dokumen

yg bermaterai (lbr)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 01

Penyediaan Jasa

komuni-kasi, 

Sumber dayaair, dan

Listrik

Waktu Penyediaan

Jasa komunikasi,

Sumber daya air, dan

Listrik (bulan)

Penyediaan Jasa

komuni-kasi, 

Sumber dayaair,

dan Listrik

Waktu Penyediaan

Jasa komunikasi,

Sumber daya air,

dan Listrik (bulan)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah
Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 02

Penyediaan jasa 

peralatan dan 

perelngkapan kantor

Jumlah jasa peralatan 

dan perelngkapan 

kantor

Penyediaan jasa 

peralatan dan 

perelngkapan 

kantor

Jumlah jasa 

peralatan dan 

perelngkapan 

kantor

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.03 02

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Waktu Penyediaan

Jasa Jaminan Ba-rang

Milik Daerah (bulan)

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Waktu Penyediaan

Jasa Jaminan Ba-

rang Milik Daerah

(bulan)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.03 05
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Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah & jenis

Kendaraan Dinas/

Operasional yg

disediakan jasa

perizinannya (unit

jenis)

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah & jenis

Kendaraan Dinas/

Operasional yg

disediakan jasa

perizinannya (unit

jenis)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah
Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.03 06

Penyediaan Jasa

Adimistrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan

Jasa Adimistrasi

Keuangan (bulan)

Penyediaan Jasa

Adimistrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan

Jasa Adimistrasi

Keuangan (bulan)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor (bulan)

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor (bulan)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.03 08

Penyediaan 

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan yg

disediakan (unit)

Penyediaan 

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

yg disediakan (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.03 12

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah penyediaan 

koran majalah dan 

peraturan perundang-

undangan

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah penyediaan 

koran majalah dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah
Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.03 15

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah (kali)

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Luar Daerah (kali)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.03 18

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis

Kantor Yang

Tersedai

01 1.03 10

Penyediaan Barang

Cetak dan

Penggandaan

Jumlah Barang

Cetak dan

Penggandaan 

Tersedia

01 1.03 11

Penyediaan 

Makanan dan

Minuman

Jumlah Makanan

dan Minuman Yang

Disediakan

01 1.03 17

Program 

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan (unit)

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan 

(unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 21

Pemerintahan

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Pelayanan 

Administrasi Per-

kantoran (bulan)

Administrasi umum
Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat
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Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

diadakan (unit)

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor 

yang diadakan 

(unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 24

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perlengkap-

an gedung kantor

yang diadakan (unit)

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perlengkap-

an gedung kantor

yang diadakan

(unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 25

Pengadaan Mebileur
Jumlah mebileur yg

diadakan (unit)

Pengadaan 

Mebileur

Jumlah mebileur yg

diadakan (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 26

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yg dipelihara 

(unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yg 

dipelihara (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 29

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas yg dipelihara

(unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas yg dipelihara

(unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 31

Pemeliharaan Rutin/ 

Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perleng-

kapan gedung kantor

yang dipelihara (unit)

Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perleng-

kapan gedung

kantor yang

dipelihara (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 33

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan ged

kantor yang

dipelihara (unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan

ged kantor yang

dipelihara (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.03 34

Program 

Peningkatan Displin 

Aparatur

Meningkatnya  

Disiplin Aparatur
01 1.04

Pengadaan 

mesin/kartu absensi 

Jumlah pengadaan  

mesin/kartu absensi 

Pengadaan 

mesin/kartu 

absensi 

Jumlah pengadaan  

mesin/kartu 

absensi 

Peningkatan 

disiplin dan 

kapasitas 

sumberdaya 

aparatur

Tingkat kedisiplinan 

aparatur

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan capaian 

disiplin aparatur   

persentase ASN 

dengan nilai SKP 

kategori baik

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.04 01

Pengadaan pakaian

seragam dinas

beserta perleng-

kapannya

Jumlah pakaian

seragam dinas dan

perlengkapannya yg

diadakan (pasang)

Pengadaan pakaian

seragam dinas

beserta perleng-

kapannya

Jumlah pakaian

seragam dinas dan

perlengkapannya 

yg diadakan

(pasang)

Peningkatan 

disiplin dan 

kapasitas 

sumberdaya 

aparatur

Tingkat kedisiplinan 

aparatur

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan capaian 

disiplin aparatur   

persentase ASN 

dengan nilai SKP 

kategori baik

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.04 02

Pengadaan pakaian 

kerja lapangan

Jumlah pengadaan 

pakaian kerja 

lapangan

Pengadaan pakaian 

kerja lapangan

Jumlah pengadaan 

pakaian kerja 

lapangan

Peningkatan 

disiplin dan 

kapasitas 

sumberdaya 

aparatur

Tingkat kedisiplinan 

aparatur

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan capaian 

disiplin aparatur   

persentase ASN 

dengan nilai SKP 

kategori baik

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

01 1.04 03
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Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Meningkatnya 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Pendidikan dan 

pelatihan formal

Jumlah aparat yang 

memenuhi 

kompetensi Satpol PP 

Damkar

Pendidikan dan 

pelatihan formal

Jumlah aparat yang 

memenuhi 

kompetensi Satpol 

PP Damkar

Peningkatan 

disiplin dan 

kapasitas 

sumberdaya 

aparatur

Tingkat kedisiplinan 

aparatur

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan capaian 

disiplin aparatur   

persentase ASN 

dengan nilai SKP 

kategori baik

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.04 09

Bimbingan teknis 

implemntasi 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah aparat yang 

mengikuti bimtek 

dan sosialisasi

Bimbingan teknis 

implemntasi 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah aparat yang 

mengikuti bimtek 

dan sosialisasi

Peningkatan 

disiplin dan 

kapasitas 

sumberdaya 

aparatur

Tingkat kedisiplinan 

aparatur

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan capaian 

disiplin aparatur   

persentase ASN 

dengan nilai SKP 

kategori baik

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan 01 1.04 11

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Meningkatnya 

laporan-laporan OPD

Penyusunan laopran 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja OPD

Waktu penyelesaian 

laopran capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja OPD

Penyusunan 

program kegiatan

perangkat daerah

dalam dokumen

perencanaan

Waktu 

penyelesaian 

laopran capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

OPD

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah laporan 

perencanaan dan 

evaluasi kinerja PD 

yang dihasilkan

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Persentase capaian 

kinerja keuangan                 

Nilai sakip rata-rata 

cpaian SKPD

Kentramanan dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat

Pemerintahan

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

PELAYANAN 

DASAR

KETENTRAMA

N DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGA

N 

MASYARAKAT

Dialog dan

koordinasi 

Pimpinan Daerah

dalam rangka

antisipasi 

keamanan dan

ketertiban 

masyarakat

Jumlah dialog dan

koordinasi

Jumlah dialog dan

koordinasi

Penguatan Pusat

Komunikasi dan

Informasi 

Kewaspadaan Dini

Jumlah laporan 

Kewaspadaan Dini

Jumlah laporan 

Kewaspadaan Dini

Penguatan Forum

Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)

Jumlah Rapat 

koordinasi FKUB

Jumlah Rapat 

koordinasi FKUB

Pencegahan dan

Pemberantasan 

Penyalahgunaan 

dan Peredaran

Gelap Narkoba dan

Prekursor 

Narkotika

Jumlah koordinasi 

Tim Terpadu  P4GN 

dan Prekursor 

Narkotika

Jumlah koordinasi 

Tim Terpadu  P4GN 

dan Prekursor 

Narkotika

Pemantauan dan

Pengendalian 

Penyakit 

Masyarakat

Jumlah 

pemantauan dan 

pengendalian 

penyakit 

masyarakat

Jumlah 

pemantauan dan 

pengendalian 

penyakit 

masyarakat

Persentase 

koordinasi Tim 

dalam rangka 

cegah dini dan 

deteksi dini

8 01 06 2.01

Persentase 

koordinasi Tim 

dalam rangka 

cegah dini dan 

deteksi dini

8 01 05 2.01 04

 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pemeliharaan 

kantrantibmas dan 

pencegahan tindak 

kriminal

Persentase 

koordinasi Tim dalam 

rangka cegah dini 

dan deteksi dini

Pelaksanaan 

Koordinasi di 

Bidang 

Kewaspaddan Dini, 

Kerjasama Intelijen, 

Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga 

Asing, 

Kewaspadaan 

Perbatasan Antar 

Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan 

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pelaksanaan

Pemantapan 

Kewaspadaan 

Nasional dan

Penanganan Konflik 

Sosial

Jumlah rumusan 

kebijakan teknis 

dan pelaksanaan 

pemantapan 

kewaspadaan 

nasional dan 

penanganan konflik 

soisla

04Program 

Peningkatan 

Kewaspadaan 

Nasional dan 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Fasilitasi 

Penanganan Sosial

Pemeliharaan 

kantrantibmas dan 

pencegahan tindak 

kriminal

Persentase 

koordinasi Tim dalam 

rangka cegah dini 

dan deteksi dini

Pelaksanaan 

Koordinasi di 

Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan 

Fasilitasi 

Pencegahan 

Penyalahgunaan 

Narkotika, Fasilitasi 

Kerukunan Umat 

Beragama dan 

Penghayat 

Kepercayaan di 

Daerah

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan bidang 

Ketahanan 

Ekonomi, Sodsial 

dan Budaya

Jumlah rumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan bidang 

Ketahanan 

Ekonomi, Sodsial 

dan Budaya

Program 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Ketahanan 

Ekonomi, Sosial 

dan Budaya
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Pembinaan 

Kerukunan Umat 

Beragama

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

pembinaan 

kerukunan umat 

beragama

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

pembinaan 

kerukunan umat 

beragama

Penyuluhan 

Pencegahan 

Berkembangnya 

Penyakit 

Masyarakat

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

penyuluhan 

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

penyuluhan 

Pemeliharaan 

kantrantibmas dan 

pencegahan tindak 

kriminal

Persentase 

koordinasi Tim dalam

rangka cegah dini

dan deteksi dini

Penguatan Forum

Pembauraan 

Kebangsaan (FPK)

Jumlah Rapat 

koordinasi FPK

Pelaksanaan 

Koordinasi di 

Bidang Ideologi 

Wawasan 

Kebangsaan, Bela 

negara, Karakter 

Bangsa, 

Pembauraan 

Kebangsaan, 

Bhineka Tunggal 

Ika dan Sejarah 

Kebangsaan

Jumlah Rapat 

koordinasi FPK

Perumusan 

Kebiajakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila 

dan Karakter 

Kebangsaan

Jumlah rumusan 

Kebiajakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila 

dan Karakter 

Kebangsaan

Program 

Penguatan Ideologi 

Pancasila dan 

Karakter 

Kebangsaan

Persentase 

masyarakat yang 

mendapatkan 

pembinaan 

wawasan 

kebangsaan

8 01 02 2.01 03

Pengembangan 

wawasan 

kebangsaan

Persentase 

masyarakat yang 

mendapatkan 

pembinaan wawasan 

kebangsaan

Pembinaan 

Pembauran 

Kebangsaan

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

pembinaan 

pembauran 

kebangsaan

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

pembinaan 

pembauran 

kebangsaan

Pembinaan 

Peningkatan 

Kesadaran Bela 

Negara

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

pembinaan 

kesadaran bela 

negara

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

pembinaan 

kesadaran bela 

negara

Penyuluhan 

Peningkatan 

Wawasan 

Kebangsaan

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

penyuluhan 

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

penyuluhan 

Pembinaan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

pembinaan

Pelaksanaan 

Kebijakan di  

Bidang Pendaftaran 

Ormasa, 

Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi 

dan Mediasi 

Sengeketa Ormas, 

Pengawasan Ormas 

dan Ormas Asing di 

Daerah

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

pembinaan

8 01 04 2.01 03Pengembangan 

wawasan 

kebangsaan

Persentase ormas 

yang bertentangan 

dengan asas 

pancasila

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

Jumlah rumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

Pengembangan 

Wawasan 

Kebangaan

Persentase 

masyarakat yang 

mendapatkan 

pembinaan wawasan 

kebangsaan

Program 

Pemberdayaan dan 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

Persentase ormas 

yang bertentangan 

dengan asas 

pancasila

8 01 05 2.01 04

Persentase 

masyarakat yang 

mendapatkan 

pembinaan 

wawasan 

kebangsaan

Pelaksanaan 

Koordinasi di 

Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan 

Fasilitasi 

Pencegahan 

Penyalahgunaan 

Narkotika, Fasilitasi 

Kerukunan Umat 

Beragama dan 

Penghayat 

Kepercayaan di 

Daerah

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan bidang 

Ketahanan 

Ekonomi, Sodsial 

dan Budaya

Jumlah rumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan bidang 

Ketahanan 

Ekonomi, Sodsial 

dan Budaya

Program 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Ketahanan 

Ekonomi, Sosial 

dan Budaya
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Monitoring  

Evaluasi dan 

Pengawasan Ormas

Jumlah ormas ber 

SKT

Pelaksanaan 

Monitoring 

evaluasi dan 

Pelaporan di 

Bidang Pendaftaran 

Ormas, 

Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi 

dan Mediasi 

Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas 

dan Ormas Asing di 

Daerah

Jumlah ormas ber 

SKT

8 01 04 2.01 04

Pemeliharan 

kantrantibmas dan 

pencegahan tindak 

kriminal

Persentase 

koordinasi Tim dalam

rangka cegah dini

dan deteksi dini

Pemantauan, 

Pelaporan dan

Evaluasi 

Perkembangan 

Politik di Daerah

Jumlah laporan 

pemantauan, 

pelaporan dan 

evaluasi 

perkembangan 

politik

Jumlah laporan 

pemantauan, 

pelaporan dan 

evaluasi 

perkembangan 

politik

8 01 03 2.01 05

Penyusunan 

Administrasi 

Bantuan Parpol

Jumlah dokumen 

LPJ Bantuan 

Keuangan Parpol

Jumlah dokumen 

LPJ Bantuan 

Keuangan Parpol
Penyuluhan Kepada 

Masyarakat

Jumlah Masyarakat 

yang mendapatkan 

penyuluhan 

pendidikan politik

Pelaksanaan 

Koordinasi di 

Bidang Pendidikan 

Politik, Etika 

Budaya Politik, 

Peningkatan 

Demokrasi, 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Pemerintahan, 

Perwakilan dan 

Partai Politik, 

Pemillihan 

Umum/Pemilihan 

Umum Kepala 

Daerah, serta 

Pemantauan Situasi 

Politik di Daerah

Jumlah Masyarakat 

yang mendapatkan 

penyuluhan 

pendidikan politik

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai X XX 01 2.03 01

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik.

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air

dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik.
X XX 01 2.03 02

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Milik 

Daerah

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Milik 

Daerah
X XX 01 2.03 05

Program Penunjang 

Urusan 

Pmerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

administrasi 

perkantoran

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Cakupan Layanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Umum

Jumlah layanan 

administrasi Umum

Persentase 

masyarakat & SDM 

partai politik yang 

mendapatkan 

pendidikan politik

8 01

Pelaksanaan 

Monitoring, 

Evaluasi dan 

Pelaporan di 

Bidang Pendidikan 

Politik, Etika 

Budaya Politik, 

Peningkatan 

Demokrasi, 

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, 

Etika Budaya 

Politik, Peningkatan 

Demokrasi, 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Pemerintahan, 

Perwakilan dan 

Partai Politik, 

Pemilihan 

Umum/Pemilihan 

Umum Kepala 

Daerah, serta 

Pematauan Situasi 

Politik

Jumlah rumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, 

Etika Budaya 

Politik, Peningkatan 

Demokrasi, 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Pemerintahan, 

Perwakilan dan 

Partai Politik, 

Pemilihan 

Umum/Pemilihan 

Umum Kepala 

Daerah, serta 

Pematauan Situasi 

Politik

Program 

Peningkatan Peran 

Partai Politik dan 

Lembaga 

Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik 

dan 

Pengembangan 

Etika Serta Budaya 

Politik

Persentase 

masyarakat & SDM 

partai politik yang 

mendapatkan 

pendidikan politik

Pendidikan Politik 

Masyarakat

Pengembangan 

wawasan 

kebangsaan

Persentase ormas 

yang bertentangan 

dengan asas 

pancasila

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

Jumlah rumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

03 2.01 04

Program 

Pemberdayaan dan 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

Persentase ormas 

yang bertentangan 

dengan asas 

pancasila
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Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kend 

dinas/Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinan
X XX 01 2.03 06

Penyedian Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan
X XX 01 2.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor X XX 01 2.03 08

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

Penyediaan 

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

X XX 01 2.03 12

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan dan 

Perundang-

undangan

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

disediakan

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

disediakan
X XX 01 2.03 15

Rapat-Rapat 

Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Rapat-Rapat 

Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah
X XX 01 2.03 18

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan X XX 01 2.03 11

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman X XX 01 2.03 17

Pengadaan 

Perlengkapan  

Gedung Kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang di adakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang di adakan X XX 01 2.03 22

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang di 

adakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang di 

adakan X XX 01 2.03 24

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung Kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala X XX 01 2.03 28

Pemeliharan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang di pelihara 

rutin/berkala.

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang di pelihara 

rutin/berkala. X XX 01 2.03 30

Program Penunjang 

Urusan 

Pmerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

administrasi 

perkantoran

Pelayanan Adm 

Perkantoran

Waktu penyediaan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Waktu penyediaan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Peningkatan Sarana 

& Prasana Aparatur

Cakupan layanan 

sarana dan prasarana 

aparatur

Cakupan layanan 

sarana dan 

prasarana aparatur

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Cakupan Layanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Umum

Jumlah layanan 

administrasi Umum
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Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan  

Gedung Kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

kantor yang di 

pelihara 

rutin/berkala.

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

kantor yang di 

pelihara 

rutin/berkala. X XX 01 2.03 32

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan kantor 

yang di pelihara 

rutin/berkala.

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan kantor 

yang di pelihara 

rutin/berkala. X XX 01 2.03 34

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Gedung Kantor

Jumlah atau luasan 

Gedung kantor 

yang direhabilitasi 

sedang/berat

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Gedung 

Kantor

Jumlah atau luasan 

Gedung kantor 

yang direhabilitasi 

sedang/berat
X XX 01 2.03 38

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD
X XX 01 2.02 06

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan Akhir 

Tahun

Jumlah laporan 

keuangan akhir 

tahun.

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan Akhir 

Tahun

Jumlah laporan 

keuangan akhir 

tahun.
X XX 01 2.02 09

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

PELAYANAN 

DASAR

KETENTRAMA

N DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGA

N 

MASYARAKAT

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran
TrantibumLinmas

Wajib Pelayanan 

Dasar
1 05 01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen

Bermaterai

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen

Bermaterai

Administrasi 

Umum

Cakupan Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran
1 05 01 2.03 01

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber

daya Air dan Listrik

Waktu penyediaan

Jasa Komunikasi, SDA

dan Listrik

Penyediaan Jasa

Komunikasi 

Sumber daya Air

dan Listrik

Waktu penyediaan

Jasa Komunikasi,

SDA  dan Listrik
1 05 01 2.03 02

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Waktu penyediaan

Jasa Jaminan milk

daerah

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Waktu penyediaan

Jasa Jaminan milk

daerah
1 05 01 2.03 05

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah dan Jenis

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan 

Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah dan Jenis

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan

jasa pemeliharaan

dan perizinan

1 05 01 2.03 06

Penyediaan Jasa

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan

Administrasi Jasa

Keuangan

Penyediaan Jasa

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan

Administrasi Jasa

Keuangan
1 05 01 2.03 07

Jumlah layanan 

administrasi 

keuangan

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

Administrasi 

Keuangan

Program Penunjang 

Urusan 

Pmerintahan 

Daerah

Peningkatan Sarana 

& Prasana Aparatur

Cakupan layanan 

sarana dan prasarana 

aparatur

Cakupan layanan 

sarana dan 

prasarana aparatur

Administrasi 

Umum

Jumlah layanan 

administrasi Umum
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Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor
1 05 01 2.03 08

Penyediaan 

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah dan Jenis

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

bangunan kantor

yang disediakan

Penyediaan 

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah dan Jenis

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

bangunan kantor

yang disediakan

1 05 01 2.03 12

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

1 05 01 2.03 18

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan layanan

Administrasi 

Perkantoran

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Cakupan layanan 

Administrasi 

Perkantoran

1 05 01 2.03 10

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1 05 01 2.03 11

Penyediaan 

Makanan dan

Minuman

1 05 01 2.03 17

Program 

Peningkatan Sarana 

Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah dan Jenis

Perlengkapan gedung

kantor yang diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah dan Jenis

Perlengkapan 

gedung kantor

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur
1 05 2 03 22

Pengadaan 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah dan Jenis

peralatan gedung

kantor yang diadakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah dan Jenis

peralatan gedung

kantor yang

diadakan

1 05 2 03 24

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara 

rutin/berkala

1 05 2 03 28

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan Jenis

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang dipelihara

rutin/berkala

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan Jenis

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang dipelihara

rutin/berkala

1 05 2 03 30

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah dan Jenis

perlengkapan gedung

kantor yang

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah dan Jenis

perlengkapan 

gedung kantor

yang dipelihara

rutin/berkala

1 05 2 03 32

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah dan Jenis

peralatan gedung

kantor yang

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah dan Jenis

peralatan gedung

kantor yang

dipelihara 

rutin/berkala

1 05 2 03 34
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Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan

capaian kinerja

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Penyusunan 

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Jumlah laporan

capaian kinerja

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Administrasi 

Keuangan

Tingkat ketepatan

waktu pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Tingkat ketepatan

waktu pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

1 05 2 02 06

Program Pelayanan 

Informasi rawan 

bencana

Persentase Jumlah 

Warga Negara yang 

memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana

Program 

Penanggulangan 

Bencana

Persentase Jumlah 

Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana

1 05 03

Penyusunan Kajian

Risiko Bencana (KRB)

Persentase 

penyelesaian 

dokumen sampai

dengan dinyatakan

sah /legal 

Penyusunan Kajian

Resiko Bencana

Persentase 

penyelesaian 

dokumen sampai

dengan dinyatakan

sah /legal 

Pelayanan 

Informasi rawan 

bencana

Persentase Jumlah 

Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana

1 05 03 2.01 01

Komunikasi 

Informasi dan

Edukasi Rawan

Bencana 

Persentase jumlah

penduduk di kawasan 

rawan bencana yang

memperoleh 

informasi rawan

bencana sesuai jenis

ancaman bencana 

Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan

Edukasi (KIE)

Rawan Bencana

(per jenis bencana)

Persentase jumlah

penduduk di

kawasan rawan

bencana yang

memperoleh 

informasi rawan

bencana sesuai

jenis ancaman

bencana 
 

1 05 03 2.01 02

Program Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap bencana

Persentase Jumlah 

Warga Negara yang 

memperoleh 

layanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

terhadap bencana

Persentase Jumlah 

Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap bencana

Persentase Jumlah 

Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap bencana

1 05 03 2.02

Penyusunan  

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana (RPB)

Persentase 

penyelesaian 

dokumen sampai

dengan dinyatakan

sah /legal 

Penyusunan 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana

Persentase 

penyelesaian 

dokumen sampai

dengan dinyatakan

sah /legal 

 1 05 03 2.02

Pembuatan  

Rencana Kontijensi

(Renkon) 

Persentase 

penyelesaian 

dokumen sampai

dengan dinyatakan

sah /legal 

Penyusunan 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana

Persentase 

penyelesaian 

dokumen sampai

dengan dinyatakan

sah /legal 

1 05 03 2.02 01
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Pelatihan  

Pencegahan dan

mitigasi  

Persentase Jumlah

Aparatur dan Warga

Negara yang ikut

pelatihan 

Pelatihan 

Pencegahan dan

Mitigasi Bencana

Persentase Jumlah

Aparatur dan

Warga Negara yang

ikut pelatihan 

1 05 03 2.02 02

Gladi Kesiapsiagaan

terhadap  bencana 

Persentase Jumlah

Warga Negara yang

ikut pelatihan 

Pelatihan 

Pencegahan dan

Mitigasi Bencana

Persentase Jumlah

Aparatur dan

Warga Negara yang

ikut pelatihan 

1 05 03 2.02 03

Pengendalian  

operasi dan

penyediaan sarana

prasarana  

kesiapsiagaan  

terhadap bencana 

Persentase Jumlah

Warga Negara yang

mendapat layanan

pusdalops 

penanggulangan 

bencana dan sarana

prasana 

penanggulangan 

bencana 

Pengendalian 

Operasi dan

Penyediaan Sarana

Prasarana 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana

Persentase Jumlah

Warga Negara yang

mendapat layanan

pusdalops 

penanggulangan 

bencana dan

sarana prasana

penanggulangan 

bencana 

1 05 03 2.02 04

Penyediaan  

peralatan  

perlindungan dan

kesiapsagaan  

terhadap bencana 

Persentase Jumlah

Warga Negara yang

mendapat peralatan

perlindungan 

Penyediaan 

Peralatan 

Perlindungan dan

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana

Persentase Jumlah

Warga Negara yang

mendapat 

peralatan 

perlindungan 

1 05 03 2.02 05

Program Pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana

Persentase Jumlah 

Warga Negara yang 

memperoleh 

layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana

Program 

Penanggulangan 

Bencana

1 05 03 2.02 06

Aktivitas sistem

komando  

penanganan  darurat  

bencana 

Persentase Jumlah

petugas yang aktif

dalam penanganan

darurat bencana

Kerjasama antar

lembaga dan

kemitraan dalam

penanggulangan 

bencana

Persentase Jumlah

petugas yang aktif

dalam penanganan

darurat bencana

Pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana

Persentase Jumlah 

Warga Negara yang 

memperoleh 

layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana

Persentase Jumlah 

Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana

1 05 03 2.02 07

Respon cepat

darurat bencana 

Persentase 

kecepatan respon

kurang dari 24 jam

untuk setiap status

darurat bencana

Reson Cepat

Darurat Bencana

Persentase 

kecepatan respon

kurang dari 24 jam

untuk setiap status

darurat bencana

1 05 03 2.02 08

Pencarian  

pertolongan dan

eakuasi korban

bencana 

Persentase jumlah

korban berhasil

dicari, ditolong dan

dievakuasi terhadap

kejadian bencana 

Pencarian, 

Pertolongan dan

Evakuasi Korban

Bencana

Persentase jumlah

korban berhasil

dicari, ditolong

dan dievakuasi

terhadap kejadian

bencana 

1 05 03 2.03
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Pemenuhan 

kebutuhan dasar

korban bencana

Persentase jumlah

korban bencana yang

mendapat layanan

bantuan kebutuhan

dasar

Penyediaan logistik

penyelamatan 

danevakuasi 

korban bencana

Persentase jumlah

korban bencana

yang mendapat

layanan bantuan

kebutuhan dasar

1 05 03 2.03 01

Program 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi pasca 

bencana

Cakupan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi 

pasca bencana

1 05 03 2.03 02

Identifikasi dan

verifikasi kondisi

kerusakan dan

kerugian pasca

bencana 

Persentase Jumlah

kerusakan dan

kerugian bencana

yang teridentifikasi

Penanganan 

Pascabencana

Persentase Jumlah

kerusakan dan

kerugian bencana

yang teridentifikasi

Program 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi pasca 

bencana

Cakupan 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi pasca 

bencana

Cakupan 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi pasca 

bencana

1 05 03 2.03 03

Penyusunan rencana

rehabilitasi dan

rekonstruksi

Jumlah data rencana

rehailitasi dan

rekonstruksi

Penanganan 

Pascabencana

Jumlah data

rencana rehailitasi

dan rekonstruksi

1 05 03 2.03 04

Pemulihan /

perbaikan sarana

prasarana pasca

bencana

Jumlah pemulihan /

perbaikan sarana

prasarana pasca

bencana

Penanganan 

Pascabencana

Jumlah pemulihan

/ perbaikan sarana

prasarana pasca

bencana

1 05 03 2.04

Bimbingan teknis

pengkajian 

kebutuhan pasca

bencana (JITU

PASNA)

Jumlah SDM yang

mampu menilai

kerusakan dan

kerugian akibat

bencana

Penanganan 

Pascabencana

Jumlah SDM yang

mampu menilai

kerusakan dan

kerugian akibat

bencana

1 05 03 2.04 01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

PELAYANAN 

DASAR

SOSIAL

Pelayanan 

Adminstrasi 

Perkantoran

% temuan BPK dan 

APIP yang ditindak 

lanjuti

Penyediaan jasa 

surat menyurat

mendokumentasikan 

sesuai standar

Penyediaan jasa 

surat menyurat

mendokumentasika

n sesuai standar

1 6 01 2.03 01

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air listrik

Terpenuhinya jasa 

komunikasi, air dan 

listrik kantor

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

listrik

Terpenuhinya jasa 

komunikasi, air dan 

listrik kantor

1 6 01 2.03 02

Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah

Terlindunginya 

barang/aset milik 

daerah

Penyediaan jasa 

jaminan barang 

milik daerah

Terlindunginya 

barang/aset milik 

daerah

1 6 01 2.03 05

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Tersedianya sistem 

pemeliharaan 

kendaraan 

dinas/operasional

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

Tersedianya sistem 

pemeliharaan 

kendaraan 

dinas/operasional

1 6 01 2.03 06

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Meningkatkan sistem 

pelayanan 

administrasi 

keuangan

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Meningkatkan 

sistem pelayanan 

administrasi 

keuangan

1 6 01 2.03 07

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

Penunjang urusan 

Pemerintahan 

daerah

Persentease 

penyelenggaraan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

DINAS SOSIAL

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Adminstrasi Umum

Penunjang urusan 

Pemerintahan 

daerah

Persentease 

penyelenggaraan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Urusan 

Pemerintahan 

wajib

Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar
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Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

Pemeliharaan 

kebersihan gedung 

kantor

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

Pemeliharaan 

kebersihan gedung 

kantor

1 6 01 2.03 08

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan  

bangunan  kantor

Tersedianya instalasi 

listrik dan 

penerangan

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan  

bangunan  kantor

Tersedianya 

instalasi listrik dan 

penerangan

1 6 01 2.03 12

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Menambah 

pengetahuan dan 

wawasan shering 

pendapat dengan 

daerah lain

Menambah 

pengetahuan dan 

wawasan shering 

pendapat dengan 

daerah lain
Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Menambah 

pengetahuan dan 

wawasan shering 

pendapat dengan 

daerah lain

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Menambah 

pengetahuan dan 

wawasan shering 

pendapat dengan 

daerah lain

1 6 01 2.03 18

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Tersedianya alat 

perkantoran

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Tersedianya alat 

perkantoran

1 6 01 2.03 10

 Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

% pemenuhan 

sarana- prasarana 

aparatur

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Tersedianya 

perlengkapan gedung 

kantor

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Tersedianya 

perlengkapan 

gedung kantor

1 6 01 2.03 22

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Pemeliharaan gedung 

kantor sesuai analisis 

kebutuhan

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Pemeliharaan 

gedung kantor 

sesuai analisis 

kebutuhan

1 6 01 2.03 28

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan dinas 

operasional

Pemeliharaan 

kendaraan dinas 

operasional sesuai 

analisis kebutuhan

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan dinas 

operasional

Pemeliharaan 

kendaraan dinas 

operasional sesuai 

analisis kebutuhan

1 6 01 2.03 30

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan gedung 

kantor sesuai analisis 

kebutuhan

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor 

sesuai analisis 

kebutuhan

1 6 01 2.03 32

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor sesuai analisis 

kebutuhan

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor sesuai 

analisis kebutuhan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Adminstrasi Umum

Penunjang urusan 

Pemerintahan 

daerah

Persentase fasilitasi 

terhadap sarana 

dan prsarana 

aparatur

Urusan 

Pemerintahan 

wajib

Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar

1 6 01 2.03 34

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur

% peningkatan 

kedisiplinan 

aparatur

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

Penunjang urusan 

Pemerintahan 

daerah

Persentease 

penyelenggaraan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Adminstrasi Umum

Penunjang urusan 

Pemerintahan 

daerah

Persentase fasilitasi 

terhadap sarana 

dan prsarana 

aparatur
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Pengadaan Pakaian 

Dinas

untuk meningkatkan 

kedisplinan asn 

dengan adanya 

pakaian seragam

Pengadaan Pakaian 

Dinas

untuk 

meningkatkan 

kedisplinan asn 

dengan adanya 

pakaian seragam

1 6 01 2.04 02

Pengadaan pakaian 

kerja lapangan

untuk meningkatkan 

kedisplinan asn 

dengan adanya 

pakaian seragam

Pengadaan pakaian 

kerja lapangan

untuk 

meningkatkan 

kedisplinan asn 

dengan adanya 

pakaian seragam

1 6 01 2.04 03

Pengadaan khusus 

hari-hari tertentu

untuk meningkatkan 

kedisplinan asn 

dengan adanya 

pakaian seragam

Pengadaan khusus 

hari-hari tertentu

untuk 

meningkatkan 

kedisplinan asn 

dengan adanya 

pakaian seragam

1 6 01 2.04 05

 Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja 

keuangan 

nilai SAKIP 

perangkat daerah

Penyusunan  laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Terlaksananya 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD

Penyusunan  

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Terlaksananya 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Administrasi 

Keuangan

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Keuangan

Penunjang urusan 

Pemerintahan 

daerah

Persentase fasilitasi 

terhadap 

pelaporan kinerja 

dan keuangan

1 6 01 2.02 06

Program 

Pemberdayaan 

Fakir miskin, 

komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Lainnya

 Persentase 

penyandang cacat 

fisik dan mental, 

serta lanjut usia 

tidak potensial yang 

telah menerima 

jaminan sosial 

1 06 02 2.01

Pelatihan 

keterampilan 

berusaha bagi 

keluarga miskin

 PSM, PKH Pemberian 

Bimbingan 

Sosialkepada 

keuarga 

penyandang 

Disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar lanjut usia 

terlantar serta 

gelandangan 

pengemis dan 

masyarakat

 Persentase 

penyandang cacat 

fisik dan mental,AT  

serta lanjut usia 

tidak potensial 

yang telah 

menerima jaminan 

sosial 

Pengembangan 

potensi sumber 

kesejahteraan 

sosial daerah 

Kabupaten/Kota

PSM 106 orang, 

PKH 31 orang

Program 

pemberdayaan 

Sosial

 Jumlah 

pendamping yang 

mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan 

manajemen 

kesejahteraan 

sosial 

Pemerintahan 

bidang sosial

Sosial 1 06 02 2.03 01

 Program 

Pencapaian SPM 

Jumlah warga negara 

korban bencana 

kab/kota yang 

memperoleh 

perlindungan dan 

jaminan sosial

1 06 06 2.02

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Adminstrasi Umum

Penunjang urusan 

Pemerintahan 

daerah

Persentase fasilitasi 

terhadap ASN
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Penanganan 

masalah-masalah 

strategis yang 

menyangkut 

tanggap cepat 

darurat dan kejadian 

luar biasa

Persentase korban 

bencana yang 

menerima bantuan 

sosial selama masa 

tanggap darurat

Pelayanan 

Dukungan 

Psikososial

Persentase korban 

bencana yang 

menerima bantuan 

sosial selama masa 

tanggap darurat

Perlindungan Sosial 

Korban Bencana 

Alam dan Sosial 

Kab/Kota

Persentase korban 

bencana yang 

menerima bantuan 

sosial selama masa 

tanggap darurat

1 06 06 2.01 05

pengarahan Taruna 

Siaga Bencana 

(TAGANA)

Persentase korban 

bencana yang 

dievakuasi dengan 

menggunakan sarana 

prasarana tanggap 

darurat lengkap

Koordinasi, 

sosialisasi dan 

pelaksanaan 

Taruna Siaga 

Bencana (TAGANA) 

Persentase korban 

bencana yang 

dievakuasi dengan 

menggunakan 

sarana prasarana 

tanggap darurat 

lengkap

Penyelenggaraan 

pemberdayaan 

masyarakat 

terhadap 

kesiapsiagaan 

bencana 

Kabupaten/Kota

Persentase 

bencana yang 

dievakuasi dengan 

menggunakan 

sarana dan 

prasarana tanggap 

darurat lengkap

1 06 06 2.02 02

melakukan 

pendataan 

penyandang 

disabilitasi diluar 

panti

persentase jumlah 

penyandang 

disabilitas di luar 

panti

persentase jumlah 

penyandang 

disabilitas di luar 

panti

Rehabiitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar,serta 

Gelandangan 

Pengemis diluar 

Panti Sosial

persentase jumlah 

penyandang 

disabilitas di luar 

panti

melakukan pelatihan 

keterampilan bagi 

penyandang 

masalah disabilitas

memberi bekal 

keterampilan untuk 

berusaha sendiri

Pemberian 

Bimbingan 

Sosialkepada 

keuarga 

penyandang 

Disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar lanjut usia 

terlantar 

memberi bekal 

keterampilan untuk 

berusaha sendiri

Rehabiitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

terlantar, lanjut 

usia trlantar

Jumlah 

Penyandang 

Disabilitas yang 

diberikan Pelatihan 

dan Keterampilan

Persentase 

penanganan 

penyandang 

disabilitas

1 06 04 2.01 06

kegiatan pendataan 

anak terlantar diluar 

panti

Persentase jumlah 

anak terlantar diluar 

panti

Pemberian Layanan 

Data dan 

Pengaduan

Persentase jumlah 

anak terlantar 

diluar panti

Rehabiitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar

Persentase jumlah 

anak terlantar 

diluar panti

Persentase Anak 

terlantar di Luar 

Panti

1 06 04 2.01 09

kegiatan paket 

bantuan/pelatihan 

keterampilan bagi 

anak terlantar

memberi bekal 

keterampilan untuk 

berusaha sendiri

Penyediaan 

Permakanan

memberi bekal 

keterampilan untuk 

berusaha sendiri

Rehabiitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar serta 

Gelandangan/Peng

emis dan 

Masyarakat

Jumlah Anak 

Terlantar yang 

mendapat Paket 

bantuan/Pelatihan 

Keterampilan

Rehabilitasi Sosial Persentase 

penanganan anak 

terlantar

Urusan 

Pemerintahan

1 06 04 2.01 01

Sosial

Rehabilitasi Sosial
Urusan 

Pemerintahan
Sosial

Penanganan 

Bencana 

Pemahaman 

tentang bencana 

dan cara 

penanggulangan

Pemerintahan 

bidang sosial
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pendataan lanjut 

usia terlantar diluar 

panti

persentase jumlah 

lanjut usia diluar 

panti

Pemberian layanan 

Data dan 

Pengaduan

persentase jumlah 

lanjut usia diluar 

panti

Rehabiitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar serta 

Gelandangan/Peng

emis dan 

Masyarakat

jumlah lanjut usia 

Terlantar di Luar 

Panti yang terdata

Rehabilitasi Sosial Persentase Data 

Lanjut Usia 

Terlantar di Luar 

Panti

Urusan 

Pemerintahan

1 06 04 2.01 09

paket bantuan bagi 

lanjut usia

untuk meningkatkan 

taraf hidup lanjut 

usia

Penyediaan 

permakanan

untuk 

meningkatkan taraf 

hidup lanjut usia

Rehabiitasi Sosial 

penyandang 

masalah 

kesejahteraan 

sosial (PMKS) 

lainnya bukan 

korban HIV/AIDS 

dan Nafza di luar 

panti sosial 

Jumlah lanjut Usia 

Yang mendapat 

Bantuan

Rehabilitasi Sosial Persentase 

penanganan 

terhadap Lanjut 

Usia

Urusan 

Pemerintahan

Sosial 1 06 04 2.01 01

melakukan 

pendataan 

gelandangan/penge

mis

persentase jumlah 

tuna sosial 

(gelandangan/penge

mis)

Pemberian 

bimbingan fisik, 

mental, spiritual 

dan sosial

persentase jumlah 

tuna sosial 

(gelandangan/peng

emis)

Rehabiitasi Sosial 

penyandang 

masalah 

kesejahteraan 

sosial (PMKS) 

lainnya bukan 

korban HIV/AIDS 

dan Nafza di luar 

panti sosial 

Tersedianya Data 

Tuna 

Sosial,Gelandangan

/Pengemis

Rehabilitasi Sosial Persentase 

Penanganan 

terhadap Jumlah 

Tuna Sosial yang 

terdata

Urusan 

Pemerintahan

Sosial 1 06 04 2.01 05

memberikan paket 

bantuan usaha bagi 

gelandangan/penge

mis yang terdata 

secara bertahap

membina 

gelandangan & 

pengemis untuk 

berusaha

Penyediaan 

Permakanan

membina 

gelandangan & 

pengemis untuk 

berusaha

Rehabiitasi Sosial 

penyandang 

masalah 

kesejahteraan 

sosial (PMKS) 

lainnya bukan 

korban HIV/AIDS 

dan Nafza di luar 

panti sosial 

Jumlah 

Gelandangan/Peng

emis yang 

mendapat bantuan 

usaha

Rehabilitasi Sosial Persentase 

Bantuan Usaha 

kepada  

Gelandangan dan 

Pengemis

Urusan 

Pemerintahan

Sosial 1 06 04 2.01 01

 Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan 

sosial 

Jumlah tempat-

tempat rintisan 

kemerdekaan yang 

tertangani

 Peningkatan 

kualitas pelayanan, 

sarana dan 

prasarana 

rehabilitasi 

kesejahteraan sosial 

bagi PMKS 

Pemberdayaan para 

PMKS dan 

ketersediaan sarana 

dan prasarana untuk 

meningkatkan taraf 

hidup

Penyediaan 

permakanan

Pemberdayaan 

para PMKS dan 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana untuk 

meningkatkan taraf 

hidup

Rehabiitasi Sosial 

penyandang 

masalah 

kesejahteraan 

sosial (PMKS) 

lainnya bukan 

korban HIV/AIDS 

dan Nafza di luar 

panti sosial 

Jumlah PMKS yang 

diberikan bantuan

Rehabilitasi Sosial Persentase 

Peningkatan 

Pelayanan bagi 

PMKS

Urusan 

Pemerintahan

Sosial 1 06 04 2.01 01
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Penanganan tempat-

tempat rintisan 

kemerdekaan dan 

nilai-nilai 

kepahlawanan

Peresentase jumlah 

TMP, monumen dan 

tempat-tempat 

rintisan kemerdekaan 

lainnya yang 

tetangani

Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kab/Kota

Peresentase jumlah 

TMP, monumen 

dan tempat-tempat 

rintisan 

kemerdekaan 

lainnya yang 

tertangani

Pemeliharaan 

Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

Pemeliharaan dan 

rehabilitasi TMP

Program 

Pengelolaan 

Taman Makam 

Pahlawan

Persentase 

Fasilitasi Taman 

Makam Pahlawan

Urusan 

Pemerintahan

Sosial 1 06 07 2.01 01

Melakukan 

pendataan / 

verifikasi dan 

validasi basis data 

terpadu

persentase jumlah 

masyarakat miskin
Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

persentase jumlah 

masyarakat miskin

Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kab/Kota

Jumlah Verifikasi 

dan Validasi Data 

melalui aplikasi

Program 

Perlindungan dan  

Jaminan Sosial

Meningkatnya 

Perlindungan dan 

Jaminan Sosial

Urusan 

Pemerintahan

Sosial 1 06 05 2.02 02

 Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan 

Sosial 

Jumlah lembaga 

panti asuhan, SDLB, 

LVRI yang di 

berdayakan

Kegiatan 

Peningkatan Peran 

aktif kelembagaan 

dan kesejahteraan 

sosial

Persentase kelompok 

organisasi sosial LKSA 

yang telah dibina

Peningkatan 

kemampuan 

potensi sumber 

kesejahteraan 

sosial kelembagaan 

masyarakat

4 LKSA, LVRI, 

Rutan, PMI, Karang 

Taruna (KT)

Anjangsana, Hari-

hari besar nasional, 

pemberian paket 

bantuan

4 LKSA, LVRI, 

Rutan, PMI, Karang 

Taruna (KT)

Program 

Pemberdayaan 

Sosial

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

paket bantuan 

berupa 

permakanan dan 

lain-lain dalam  

pembangunan 

bidang 

kesejahteraan 

sosial

Urusan 

Pemerintahan 

sosial

Sosial 1 06 02 2.03 04

Kegiatan 

Pengembangan 

model kelembagaan 

jaminan sosial

Persentase PMKS 

skala yang 

memperoleh 

bantuan sosial untuk 

pemenuhan 

kebutuhan dasar

Peningkatan 

kemampuan 

potensi sumber 

kesos keluarga 

kewenangan

KPM, PKH Pengembangan 

potensi sumber 

kesejahteraan 

sosial daerah 

kabupaten

Jumlah Keluarga 

Penerima Manfaat 

(KPM), Program 

Keluarga Harapan 

(PKH) sebanyak 

7.607 KK, Jumlah 

dokumen potensi 

sumber 

kesejahteraan 

sosial

Pemberdayaan 

Sosial

Persentase PMKS 

skala yang 

memperoleh 

bantuan sosial 

untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar

Pemerintahan 

bidang sosial

Sosial 1 06 02 2.03 01

Kegiatan Pelestarian 

nilai-nilai 

kepahlawanan dan 

bantuan pembinaan 

LVRI

Peresentase jumlah 

anggota LVRI dan 

masyarakat lainnya 

yang menerima 

bantuan dan 

mendapatkan 

pemahaman tentang 

nilai-nilai 

kepahlawanan

Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota

Peresentase jumlah 

anggota LVRI dan 

masyarakat lainnya 

yang menerima 

bantuan dan 

mendapatkan 

pemahaman 

tentang nilai-nilai 

kepahlawanan

Pemeliharaan 

Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota

Jumlah Anggota 

LVRI yang 

menerima bantuan 

Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan

 Persentase Jumlah 

Anggota LVRI yang 

menerima bantuan

Urusan 

Pemerintahan

Sosial 1 06 07 2.01 01

Bakti Sosial dalam 

Rangka hari 

Kesetiakawanan 

Nasional

Persentase 

keikutsertaan dalam 

bakti sosial

Persentase 

keikutsertaan 

dalam bakti sosial

Urusan 

Pemerintahan

Sosial
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Program pembinaan 

eks penyandang 

penyakit sosial

Jumlah eks 

penyandang 

penyakit sosial yang 

dibina
Pemantauan 

kemajuan 

perubahan sikap 

mental eks 

penyandang 

penyakit sosial

Terlaksananya 

pembinaan eks 

penyandang penyakit 

sosial

Pemberian 

bimbingan fisik, 

mental, spiritual 

dan sosial

Terlaksananya 

pembinaan eks 

penyandang 

penyakit sosial

Rehabiitasi Sosial 

penyandang 

masalah 

kesejahteraan 

sosial (PMKS) 

lainnya bukan 

korban HIV/AIDS 

dan Nafza di luar 

panti sosial 

Jumlah 

Penyandang 

Penyakit Sosial
Presentase Jumlah 

PMKS yang di 

Rehab

1 06 04 2.01 05

pelatihan 

keterampilan ex. 

narapidana & ex. 

PSK

Tercapainya 

pemulihan kembali 

harga diri para bekas 

narapidana untuk 

melaksanakan fungsi 

sosialnya secara 

wajar dalam 

kehidupan 

masyarakat

Pemberian 

bimbingan fisik, 

mental, spiritual 

dan sosial

Tercapainya 

pemulihan kembali 

harga diri para 

bekas narapidana 

untuk 

melaksanakan 

fungsi sosialnya 

secara wajar dalam 

kehidupan 

masyarakat

Rehabiitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar

Jumlah Narapidana 

yang mengikuti 

pelatihan 

keterampilan

Presentase Jumlah 

PMKS yang di 

Rehab

1 06 04 2.01 05

sosialisasi P4GN bagi 

masyarakat & 

pelajar

memberi edukasi 

tentang bahaya 

dampak narkoba

Pemberian 

bimbingan fisik, 

mental, spiritual 

dan sosial

memberi edukasi 

tentang bahaya 

dampak narkoba

Rehabiitasi Sosial 

penyandang 

masalah 

kesejahteraan 

sosial (PMKS) 

lainnya bukan 

korban HIV/AIDS 

dan Nafza di luar 

panti sosial 

Jumlah Masyarakat 

yang mengikuti 

Sosialisasi P4GN

Rehabilitasi Sosial

Presentase Jumlah 

PMKS yang 

mendapatkan 

Sosialisasi 

Urusan 

Pemerintahan

Sosial 1 06 04 2.01 05

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

KOPERASI

Program pening- 

katan kualitas 

kelembagaan dan 

usaha koperasi 

Persentase koperasi 

yang melaksanakan 

RAT

Persentase koperasi 

yang melaksanakan 

RAT (%)

Pembinaan 

kelembagaan dan 

usaha koperasi

Jumlah koperasi yang 

dibina/ diawasi 

dalam hal tertib 

organisasi dan usaha 

(unit)

Pengawasan 

Kekuatan, 

Kesehatan, 

Kemandirian,

Ketangguhan, serta 

Akuntabilitas 

Koperasi

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah koperasi 

yang dibina/ 

diawasi dalam hal 

tertib organisasi 

dan usaha (unit)

Pemeriksaan dan 

Pengawasan 

Koperasi, Koperasi

Simpan 

Pinjam/Unit 

Simpan Pinjam 

Koperasi

yang Wilayah 

Keanggotaannya 

dalam Daerah

Kabupaten/ Kota

Jumlah koperasi 

yang 

diperiksa/diawasi

PROGRAM 

PENGAWASAN 

DAN PEMERIKSAAN

KOPERASI

Persentase 

koperasi yang 

melaksanakan RAT 

(%)

2 17 03 201 01

 DINAS KOPERASI, UMKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rehabilitasi Sosial
Urusan 

Pemerintahan
Sosial
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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1 14

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

KOPERASI

Pembinaan/bimbing

an teknis laporan

keuang-an kope-rasi

dan pelaksanaan

RAT

Jumlah kop yg dilatih

membuat laporan

keuangan (unit)

Peningkatan 

Pemahaman dan 

Pengetahuan

Perkoperasian 

Serta Kapasitas dan 

Kompetensi

SDM Koperasi

Jumlah kop yg

dilatih membuat

laporan keuangan

(unit)

Pendidikan dan 

Latihan 

Perkoperasian Bagi

Koperasi yang 

Wilayah 

Keanggotaan dalam

Daerah Kabupaten/ 

Kota

Jumlah koperasi 

yang mendapat 

pelatihan

PROGRAM 

PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN

PERKOPERASIAN

Persentase 

koperasi yang 

melaksanakan RAT 

(%)

2 17 05 201 01

Sosialisasi prinsip-

prinsipkoperasian

Jumlah orang yang 

mendapatkan pe-

mahaman tentang 

prinsip perkope-

rasian (orang)

Peningkatan 

Pemahaman dan 

Pengetahuan

Perkoperasian 

Serta Kapasitas dan 

Kompetensi

SDM Koperasi

Jumlah orang yang 

mendapatkan pe-

mahaman tentang 

prinsip perkope-

rasian (orang)

Pendidikan dan 

Latihan 

Perkoperasian Bagi

Koperasi yang 

Wilayah 

Keanggotaan dalam

Daerah Kabupaten/ 

Kota

Jumlah koperasi 

yang mendapat 

pelatihan

PROGRAM 

PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN

PERKOPERASIAN

Persentase 

koperasi yang 

melaksanakan RAT 

(%)

2 17 05 201 01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

KOPERASI

Program 

Pengembangan 

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Persentase UMK

terhadap total

UMKM (%)

Persentase UMK

terhadap total

UMKM (%)

Workshop 

pengembangan 

usaha mikro dan

kecil melalui inovasi

desain dan kemasan

Jumlah UMKM yang

dilatih meningkat-

kan desain pro-

duknya (unit)

Fasilitasi Usaha 

mikro Menjadi 

Usaha kecil dalam

Pengembangan 

Produksi dan 

Pengolahan,

Pemasaran, SDM, 

serta Desain dan 

Teknologi

Jumlah UMKM

yang dilatih

meningkat-kan 

desain pro-duknya

(unit)

Pengembangan 

Usaha Mikro 

dengan Orientasi

Peningkatan Skala 

Usaha Menjadi 

Usaha Kecil

Jumlah usaha 

mikro yang naik 

menjadi usaha kecil

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

UMKM

Persentase UMK

terhadap total

UMKM (%)

Koperasi & UKM Urusan wajib yg tdk 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

2 17 08 201 01

Pembangunan 

rumah kemasan

Jumlah Rumah 

kemasan dan per-

lengkapannya yang 

terwujud (unit)

Fasilitasi Usaha 

mikro Menjadi 

Usaha kecil dalam

Pengembangan 

Produksi dan 

Pengolahan,

Pemasaran, SDM, 

serta Desain dan 

Teknologi

Jumlah Rumah 

kemasan dan per-

lengkapannya yang 

terwujud (unit)

Pengembangan 

Usaha Mikro 

dengan Orientasi

Peningkatan Skala 

Usaha Menjadi 

Usaha Kecil

Jumlah usaha 

mikro yang naik 

menjadi usaha kecil

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

UMKM

Persentase UMK

terhadap total

UMKM (%)

Koperasi & UKM Urusan wajib yg tdk 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

2 17 08 201 01

Peningkatan Sarana

produksi  UMKM

Jumlah sarana yang

diserahkan (unit)

Fasilitasi Usaha 

mikro Menjadi 

Usaha kecil dalam

Pengembangan 

Produksi dan 

Pengolahan,

Pemasaran, SDM, 

serta Desain dan 

Teknologi

Jumlah sarana yang

diserahkan (unit)

Pengembangan 

Usaha Mikro 

dengan Orientasi

Peningkatan Skala 

Usaha Menjadi 

Usaha Kecil

Jumlah usaha 

mikro yang naik 

menjadi usaha kecil

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

UMKM

Persentase UMK

terhadap total

UMKM (%)

Koperasi & UKM Urusan wajib yg tdk 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

2 17 08 201 01
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Penyelenggaraan 

promosi produk

UMKM

Banyaknya promosi

yang diikuti (kali)

Fasilitasi Usaha 

mikro Menjadi 

Usaha kecil dalam

Pengembangan 

Produksi dan 

Pengolahan,

Pemasaran, SDM, 

serta Desain dan 

Teknologi

Banyaknya promosi

yang diikuti (kali)

Pengembangan 

Usaha Mikro 

dengan Orientasi

Peningkatan Skala 

Usaha Menjadi 

Usaha Kecil

Jumlah usaha 

mikro yang naik 

menjadi usaha kecil

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

UMKM

Persentase UMK

terhadap total

UMKM (%)

Koperasi & UKM Urusan wajib yg tdk 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

2 17 08 201 01

Penciptaan usaha

baru dan penghar-

gaan wira-usaha

WUB yg tercipta

(orang)

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Potensi dan

Pengembangan 

Usaha Mikro

WUB yg tercipta

(orang)

Pemberdayaan 

Usaha Mikro yang 

Dilakukan

Melalui Pendataan, 

Kemitraan, 

Kemudahan

Perijinan, 

Penguatan 

Kelembagaan dan

Koordinasi dengan 

Para Pemangku 

Kepentingan

Jumlah usaha 

mikro yang 

diberdayakan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA

MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO

(UMKM)

Persentase UMK

terhadap total

UMKM (%)

Koperasi & UKM Urusan wajib yg tdk 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

2 17 07 201 04

Reinventarisasi data

UMKM

Data UMKM yang

akurat (buku)

Pendataan Potensi 

dan 

Pengembangan 

Usaha

Mikro

Data UMKM yang

akurat (buku) Pemberdayaan 

Usaha Mikro yang 

Dilakukan

Melalui Pendataan, 

Kemitraan, 

Kemudahan

Perijinan, 

Penguatan 

Kelembagaan dan

Koordinasi dengan 

Para Pemangku 

Kepentingan

Jumlah usaha 

mikro yang 

diberdayakan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA

MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO

(UMKM)

Persentase UMK

terhadap total

UMKM (%)

Koperasi & UKM Urusan wajib yg tdk 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

2 17 07 201 01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

TENAGA KERJA

Program 

Peningkatan 

kesempatan kerja

Besaran pencari

kerja yang ditem-

patkan (%)

Penyebarluasan 

informasi bursa 

tenaga kerja

Jumlah Pencari kerja 

yang menda-patkan 

informasi lowongan 

kerja (org)

Pelayanan dan 

Penyediaan 

Informasi Pasar 

Kerja 

Online

Jumlah Pencari 

kerja yang menda-

patkan informasi 

lowongan kerja 

(org)

Pengelolaan 

Informasi Pasar 

Kerja

Jumlah informasi 

pasar kerja yang 

dikelola

PROGRAM 

PENEMPATAN 

TENAGA KERJA
Besaran pencari

kerja yang ditem-

patkan (%)

Tenaga Kerja Urusan wajib yg tdk 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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Pendidikan dan 

pelatihan 

keterampilan bagi 

pencari kerja

Jumlah pencari kerja 

yang dilatih (org)

Proses Pelaksanaan 

Pendidikan dan 

Pelatihan

Keterampilan bagi 

Pencari Kerja 

Berdasarkan

Klaster Kompetensi 

Jumlah pencari 

kerja yang dilatih 

(org)

Pelaksanaan 

Pelatihan 

berdasarkan Unit

Kompetensi 

Jumlah 

Pelaksanaan 

Pelatihan 

berdasarkan Unit

Kompetensi 

PROGRAM 

PELATIHAN KERJA 

DAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA
Besaran pencari

kerja yang ditem-

patkan (%)

Tenaga Kerja Urusan wajib yg tdk 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

2 07 03 201 01

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

TENAGA KERJA

Program 

perlindungan dan 

pengem-bangan 

Lembaga 

ketenagakerjaan

Besaran pekerja/

buruh yg menjadi

peserta program

jaminan ketenaga-

kerjaan(%)

Peningkatan 

pengawasan, 

perlindungan, dan 

penegakan hukum 

terhadap 

keselamatan dan 

kesehatan tenaga 

kerja

Besaran 

pemeriksaaan 

perusahaan (%)

Penyelenggaraan 

Pendataan dan 

Informasi

Sarana Hubungan 

Industrial dan 

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja 

Besaran 

pemeriksaaan 

perusahaan (%)

Pengesahan 

Peraturan 

Perusahaan dan 

Pendaftaran 

Perjanjian Kerja 

Bersama untuk

Perusahaan yang 

hanya Beroperasi 

dalam 1

(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Pengesahan 

Peraturan 

Perusahaan dan 

Pendaftaran 

Perjanjian Kerja 

Bersama 

PROGRAM 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 
Besaran pekerja/

buruh yg menjadi

peserta program

jaminan ketenaga-

kerjaan(%)

Tenaga Kerja Urusan wajib yg tdk 

berkaitan dengan 

pelayanan dasar

2 07 05 201 03

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

TRANSMIGRAS

I

Program 

Pengembangan 

Wilayah 

Transmigrasi

Persentase 

transmigrasi 

swakarsa (%)

Peningkatan 

kerjasama antar

wilayah, antar

pelaku, dan antar

sektor dalam rangka

pengembangan 

kawasan 

transmigrasi

Jumlah transmigran 

yg terdampak 

pengembangan 

melalui peningkat-an 

kerjasama (KK)

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Kerjasama

Pembangunan 

Transmigrasi yang 

berasal dari 1

(Satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota

Jumlah transmigran 

yg terdampak 

pengembangan 

melalui peningkat-

an kerjasama (KK)

Penataan 

Persebaran 

Penduduk yang 

berasal dari1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah penduduk 

yang ditata 

Persebarannya 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

Persentase 

transmigrasi 

swakarsa (%)

Transmigrasi Urusan pilihan 3 32 03 201 01

Pelatihan 

Transmigrasi Lokal

Jumlah Warga

Transmigrasi Yang

dilatih (KK)

Pelatihan 

Transmigrasi lokal Jumlah Warga

Transmigrasi Yang

dilatih (KK)

Penataan 

Persebaran 

Penduduk yang 

berasal dari

1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Jumlah penduduk 

yang ditata 

Persebarannya 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

Persentase 

transmigrasi 

swakarsa (%)

Transmigrasi Urusan pilihan 3 32 03 201 06

Pembangunan 

Permukiman 

Transmigrasi

Jumlah transmigran

baru yang tertam-

pung (KK)

Penyiapan 

Lingkungan Hunian 

Fisik, Sosial,

Ekonomi bagi 

Penduduk 

Setempat dan

Transmigran 

Jumlah transmigran 

baru yang tertam-

pung (KK)

Penataan 

Persebaran 

Penduduk yang 

berasal dari1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah penduduk 

yang ditata 

Persebarannya 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI
Persentase 

transmigrasi 

swakarsa (%)

Transmigrasi Urusan pilihan 3 32 03 201 02
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URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE
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Penyediaan dan

pengelolaan Sarana

dan Prasarana

Sosial dan Ekonomi

di Kawasan

Transmigrasi

Jumlah transmigran

yang mendapat

bantuan (KK)

Penguatan 

Infrastruktur Sosial, 

Ekonomi dan

Kelembagaan 

dalam Rangka 

Kemandirian 

Satuan

Pemukiman 

Jumlah transmigran 

yang mendapat

bantuan (KK)

Pengembangan 

Satuan 

Permukiman pada 

Tahap

Kemandirian

Jumlah Satuan 

Permukiman pada 

Tahap

Kemandirian yang 

dikembangkan

Program 

pengembangan 

transmigrasi
Persentase 

transmigrasi 

swakarsa (%)

Transmigrasi Urusan pilihan 3 32 04 201 02

Perencanaan 

Pembangunan dan

Pengembangan 

Kawasan 

Transmigrasi

Jumlah dokumen

perencanaan yg

terwujud (buah)

Penguatan 

Infrastruktur Sosial, 

Ekonomi dan

Kelembagaan 

dalam Rangka 

Kemandirian 

Satuan

Pemukiman 

Jumlah dokumen

perencanaan yg

terwujud (buah)

Pengembangan 

Satuan 

Permukiman pada 

Tahap

Kemandirian

Jumlah Satuan 

Permukiman pada 

Tahap

Kemandirian yang 

dikembangkan

Program 

pengembangan 

transmigrasi
Persentase 

transmigrasi 

swakarsa (%)

Transmigrasi Urusan pilihan 3 32 04 201 02

Program Pelayanan

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah dokumen yg

bermaterai (lbr)

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah dokumen

yg bermaterai (lbr)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)
01 203 01

Penyediaan Jasa

komuni-kasi, 

Sumber dayaair, dan

Listrik

Waktu Penyediaan

Jasa komunikasi,

Sumber daya air, dan

Listrik (bulan)

Penyediaan Jasa

komuni-kasi, 

Sumber dayaair,

dan Listrik

Waktu Penyediaan

Jasa komunikasi,

Sumber daya air,

dan Listrik (bulan)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah
Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

01 203 02

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Waktu Penyediaan

Jasa Jaminan Ba-rang

Milik Daerah (bulan)

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Waktu Penyediaan

Jasa Jaminan Ba-

rang Milik Daerah

(bulan)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)
01 203 05

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah & jenis

Kendaraan Dinas/

Operasional yg

disediakan jasa

perizinannya (unit

jenis)

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah & jenis

Kendaraan Dinas/

Operasional yg

disediakan jasa

perizinannya (unit

jenis)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah
Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

01 203 06

Penyediaan Jasa

Adimistrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan

Jasa Adimistrasi

Keuangan (bulan)

Penyediaan Jasa

Adimistrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan

Jasa Adimistrasi

Keuangan (bulan)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)
01 203 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor (bulan)

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor (bulan)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)
01 203 08
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Penyediaan 

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan yg

disediakan (unit)

Penyediaan 

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

yg disediakan (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)

01 203 12

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah (kali)

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Luar Daerah (kali)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran (%)
01 203 18

Program 

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%)

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan (unit)

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan 

(unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%) 01 203 20

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

diadakan (unit)

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor 

yang diadakan 

(unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%) 01 203 24

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perlengkap-

an gedung kantor

yang diadakan (unit)

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perlengkap-

an gedung kantor

yang diadakan

(unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%) 01 203 22

Pengadaan Mebileur
Jumlah mebileur yg

diadakan (unit)

Pengadaan 

Mebileur

Jumlah mebileur yg

diadakan (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%) 01 203 25

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yg dipelihara 

(unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yg 

dipelihara (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%) 01 203 28

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas yg dipelihara

(unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas yg dipelihara

(unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%) 01 203 30

Pemeliharaan Rutin/ 

Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perleng-

kapan gedung kantor

yang dipelihara (unit)

Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perleng-

kapan gedung

kantor yang

dipelihara (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%) 01 203 32

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan ged

kantor yang

dipelihara (unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan

ged kantor yang

dipelihara (unit)

Administrasi umum Terselenggaranya 

administrasi umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan keterse-

diaan sarana dan

prasarana aparatur

(%) 01 203 34
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14
Program 

peningkatan disiplin 

aparatur 

-Cakupan capaian

disiplin aparatur  (%)

-Persentase ASN

dengan nilai SKP

ketegori baik

Pengadaan pakaian

seragam dinas

beserta perleng-

kapannya

Jumlah pakaian

seragam dinas dan

perlengkapannya yg

diadakan (pasang)

Pengadaan pakaian

seragam dinas

beserta perleng-

kapannya

Jumlah pakaian

seragam dinas dan

perlengkapannya 

yg diadakan

(pasang)

Peningkatan 

disiplin dan 

kapasitas 

sumberdaya 

aparatur

Tingkat kedisiplinan 

aparatur

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan capaian 

disiplin aparatur   

persentase ASN 

dengan nilai SKP 

kategori baik
01 204 02

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian

khusus hari-hari

tertentu yang

diadakan (pasang)

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian

khusus hari-hari

tertentu yang

diadakan (pasang)

Peningkatan 

disiplin dan 

kapasitas 

sumberdaya 

aparatur

Tingkat kedisiplinan 

aparatur

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Cakupan capaian 

disiplin aparatur   

persentase ASN 

dengan nilai SKP 

kategori baik 01 204 05
Program 

Peningkatan 

Pengembangan  

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

-Persentase capaian

kinerja keuangan (%)

-Nilai SAKIP rata-rata

capaian kinerja PD

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja 

Jumlah laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja PD yang

dihasilkan (dokumen)

Penyusunan 

program kegiatan

perangkat daerah

dalam dokumen

perencanaan

Jumlah laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja PD yang

dihasilkan 

(dokumen)

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah laporan 

perencanaan dan 

evaluasi kinerja PD 

yang dihasilkan

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Persentase capaian 

kinerja keuangan                 

Nilai sakip rata-rata 

cpaian SKPD

01 201 02

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

PEMBERDAYA

AN 

MASYARAKAT 

DESA

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA

2 13

PROGRAM 

PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

2 13 01

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah dokumen 

yang bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah dokumen 

yang bermaterai

Administrasi 

Umum

Jumlah dokumen 

yang bermaterai

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 01

Penyediaan Jasa 

Komunikasi,Sumber 

Daya Air dan Lsitrik

Waktu penyediaan 

jasa, komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

Penyediaan Jasa 

Komunikasi,Sumbe

r Daya Air dan 

Lsitrik

Waktu penyediaan 

jasa, komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Administrasi 

Umum

Waktu penyediaan 

jasa, komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 02
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan 

Barang Milik 

Daerah

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan 

Barang Milik 

Daerah

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 05

Penyediaan Jassa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan

Penyediaan Jassa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan

Administrasi 

Umum

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 06

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa Administrasi 

Keuangan

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa Administrasi 

Keuangan

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Jasa Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 07

Penyusunan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan

Waktu Penyusunan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyusunan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH
Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 08

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi luar 

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Administrasi 

Umum

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 18

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah
Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

perkantoran 

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis 

Kantor yang 

Tersedia

Administrasi 

Umum

Tersedianya 

Administrasi 

Pelayanan Umum

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

tersedia

Administrasi 

Umum

Tersedianya 

Administrasi 

Pelayanan Umum

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 11

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

Jumlah Makanan 

dan Minuman yang 

diadakan

Administrasi 

Umum

Tersedianya 

Administrasi 

Pelayanan Umum

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 17

PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur

2 13 01
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 22

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang diadakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakan

Administrasi 

Umum

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 24

Pengadan mubeler Jumlah dan Jenis 

Mebeleur yang 

diadakan

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah dan jenis 

mubeler yang 

diadakan 

Administrasi 

Umum

Jumlah dan Jenis 

Mebeleur yang 

diadakan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 25

Pemeliharaan rutin 

berkala gedung 

kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

Administrasi 

Umum

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 28

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan dinas 

operasional 

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

Administrasi 

Umum

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 30

Pemeliharaan rutin/ 

berkala 

perlengkapan 

gedung kantor  

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

rutin/ berkala

Administrasi 

Umum

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

rutin/ berkala

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 32

Pemeliharaan rutin/ 

berkala peralatan 

gedung kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

Administrasi 

Umum

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara rutin/ 

berkala

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.03 34

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Tingkat Ketepatan 

Waktu Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Tingkat Ketepatan 

Waktu Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan

2 13 01

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja OPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja OPD

Administrasi 

Keuangan

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja OPD

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.02 06

Penyusunan 

Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja OPD

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Derah

Jumlah Dokumen 

yang terselesaikan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

2 13 01 2.01 01
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Program 

Peningkatan 

Keberdayaan 

Masyarakat 

Pedesaan

Terwujudnya Jumlah 

Masyarakat yang 

Lebih Produktif dan 

Mandiri Dalam 

Perencanaan 

Pembangunan

Pelatihan TTG Bagi 

Kelompok 

Masyarakat

Kelompok 

masyarakat yang 

mengikuti pelatihan 

TTG

Fasilitasi 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

guna

Kelompok 

masyarakat yang 

mengikuti 

pelatihan TTG

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

Jumlah Kelompok 

Yang dilatih 

memanfatkan TTG

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 06

Pembinaan LPM 

Desa/Kelurahan

Terlaksananaya 

Pembinaan LPM di 

Desa/Kelurahan

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan

Terlaksananaya 

Pembinaan LPM di 

Desa/Kelurahan

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Yang Bergerak Di 

Bdang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah, Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat Yang 

Pelakunya Hukum 

Adat Yang Sama 

Dalam Daerah 

Jumlah LKD/LAD 

Desa/Keluarahan 

yang di bina

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 03
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pelaksanaan Gelar 

Teknologi Tepat 

Guna

Terlaksananya 

pelaksanaan gelar 

teknologi tepat guna

Fasilitasi 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

guna

Terlaksananya 

pelaksanaan gelar 

teknologi tepat 

guna

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

jenis teknologi 

Tepat Guna yang 

dapat digunakan 

oleh masyarakat

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 06

Pembinaan dan 

Fasilitasi Pokja PKK 

Desa dan Kelurahan

Terwujudnya 

Pemahaman Anggota 

Kelompok PKK 

Desa/Kelurahan

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan

Terwujudnya 

Pemahaman 

Anggota Kelompok 

PKK 

Desa/Kelurahan

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Yang Bergerak Di 

Bdang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah, Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat Yang 

Pelakunya Hukum 

Adat Yang Sama 

Dalam Daerah 

Jumlah LKD/LAD 

Desa/Keluarahan 

yang di bina

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 03

Pembinaan 

posyandu desa/ 

kelurahan 

Tersedianya 

posyandu desa/ 

keluaran

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan

Tersedianya 

posyandu desa/ 

keluaran

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Yang Bergerak Di 

Bdang Pemb.Desa 

& Lembaga Adat 

Tingkat Daerah, 

Provinsi serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat Yang 

Pelakunya Hukum 

Adat Yang Sama 

Dalam Daerah 

Jumlah LKD/LAD 

Desa/Keluarahan 

yang di bina

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 06
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Inventarisasi 

lembaga adat dan 

Budaya Masyarakat 

Tersedianya data dan 

informasi lembaga 

adat dan budaya 

masyarakat

Identifikasi dan 

Inventarisasi 

Masyarakat Hukum 

Adat

Tersedianya data 

dan informasi 

lembaga adat dan 

budaya masyarakat

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Yang Bergerak Di 

Bdang Pemb. Desa 

& Lembaga Adat 

Tingkat Daerah, 

Provinsi serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat Yang 

Pelakunya Hukum 

Adat Yang Sama 

Dalam Daerah 

Jumlah Data dan 

Informasi LKD/LAD

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 01

Sosialisasi 

pembentukan 

lembaga adat 

desa/kelurahan 

Terbentuknya 

lembaga adat di 

Desa/ Kelurahan

Kelembagaan 

Masyarakat Desa 

dan masyarakat 

Hukum Adat

Tersedianya Data 

dan Informasi 

Lembaga Adat dan 

Budaya Masyarakat

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Yang Bergerak Di 

Bdang Pemb.Desa 

& Lembaga Adat 

Tingkat Daerah, 

Provinsi serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat Yang 

Pelakunya Hukum 

Adat Yang Sama 

Dalam Daerah 

Jumlah Lembaga 

Adat 

Desa/Kelurahan 

yang terbentuk

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 02

Pembinaan 

Kelompok 

Masyaraat POKMAS 

Pengelolaan Air 

Bersih 

Terwujudnya 

kemandirian lembaga 

kelompok 

masyarakat 

pengelola air bersih 

sebanyak 79 BP-

SPAMS

Peningkatan 

Kapasitas 

kelembagaan

Terwujudnya 

kemandirian 

lembaga kelompok 

masyarakat 

pengelola air bersih 

sebanyak 79 BP-

SPAMS

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang Pemb. Desa 

& Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 

Provinsi serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

kabupaten/Kota

Kelompok 

Masyarakat 

POKMAS yang 

ditingkatakan SDM 

nya

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 03
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pembinaan Dan 

Fasilitasi 

Kelembagaan Kader/ 

Pokja AMPL 

Peningkatan Kinerja 

Kader / Pokja AMPL

Peningkatan 

Kapasitas 

kelembagaan

Peningkatan 

Kinerja Kader / 

Pokja AMPL

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang Pemb. Desa 

& Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 

Provinsi serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

kabupaten/Kota

Jumlah kader AMPL 

yang dilatih

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 03

Pelatihan 

Keterampilan Bagi 

Masyarakat dalam 

Mengelola Sumber 

Daya Alam menjadi 

Barang Produksi 

Terlaksananya 

Pelatihan 

Keterampilan 

Masyarakat

Fasilitasi 

Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat

Terlaksananya 

Pelatihan 

Keterampilan 

Masyarakat

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang Pemb. Desa 

& Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 

Provinsi serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

kabupaten/Kota

Jumlah masyarakat 

yang dilatih 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 05

Pendayagunaan Dan 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

Guna 

Terlaksananya 

Pelatian TTG

Fasilitasi 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

guna

Terlaksananya 

Pelatian TTG

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

Jumlah masyarakat 

yang mengetahui 

Teknologi tepat 

Guna

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 06
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pembinaan dan 

Pendayagunaan 

Teknologi Tepat 

Guna Perdesaan  

Posyentek yang aktif Fasilitasi 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

guna

Posyentek yang 

aktif

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

jumlah posyantek 

yang terbentuk

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 06

Pembinaan dan 

Fasilitasi Pos 

Pelayanan TTG di 

Kecamatan 

Tersedianya Pos 

Pelayanan TTG di 

Kecamatan

Fasilitasi 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

guna

Tersedianya Pos 

Pelayanan TTG di 

Kecamatan

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

Jumlah posyantek 

yang terbentuk di 

kecamatan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 06

Pelaksanaan Gelar 

Teknologi Tepat 

Guna 

Terlaksananya Gelar 

TTG di Kabupaten, 

propinsi dan Nasional

Fasilitasi 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

guna

Terlaksananya 

Gelar TTG di 

Kabupaten, 

propinsi dan 

Nasional

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

jenis teknologi 

Tepat Guna yang 

dapat digunakan 

oleh masyarakat

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT, 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 06
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Program 

Pengembangan 

Lembaga Ekonomi 

Pedesaan 

Tingkat Persentase 

Pendapatan 

Kelompok 

Masyarakat

Tingkat Persentase 

Pendapatan 

Kelompok 

Masyarakat

Pembinaan dan 

Pelaksanaan 

BUMDes 

Terwujudnya 

Bumdes yang 

Berkembang dan 

Mandiri

Pembinaan dan 

perberdayaan 

Bumdes dan 

Lembaga kerja 

sama antar Desa

Terwujudnya 

Bumdes yang 

Berkembang dan 

Mandiri

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang 

Di Bina

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 08

Pelatihan bagi 

Pengelola BUMDes 

Terlaksananya 

pelatihan bagi 

Pengelola BUMDes

Pembinaan dan 

perberdayaan 

Bumdes dan 

Lembaga kerja 

sama antar Desa

Terlaksananya 

pelatihan bagi 

Pengelola BUMDes

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Pengurua 

BUMDes yang 

Dilatih

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 08

Pelatihan 

Manajemen Unit 

Usaha BUMDes 

Terlaksananya 

Pelatihan 

Manajemen Unit 

Usaha BUMDes 

Pembinaan dan 

perberdayaan 

Bumdes dan 

Lembaga kerja 

sama antar Desa

Terlaksananya 

Pelatihan 

Manajemen Unit 

Usaha BUMDes 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Pengurus 

BUMDes yang 

terlatih dalam 

Pengelolaan 

Manajemen

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 08

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Terwujudnya 

kelancaran 

administrasi kegiatan 

dana bergulir 

tinggalan PNPM 

mandiri perdesaan

Fasilitasi 

Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat

Terwujudnya 

kelancaran 

administrasi 

kegiatan dana 

bergulir tinggalan 

PNPM mandiri 

perdesaan

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

Jumlah Kecamatan 

yang di Monitoring 

dan di Evaluasi 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 05
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pembinan dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan Dana 

Bergulir Eks PNPM 

Mandiri Perdesaan 

Terwujudnya 

Kelancaran 

Administrasi Kegiatan 

Dana Bergulir Eks 

PNPM Mandiri 

Perdesaan 

Fasilitasi 

Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat

Terwujudnya 

Kelancaran 

Administrasi 

Kegiatan Dana 

Bergulir Eks PNPM 

Mandiri Perdesaan 

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang bergerak di 

bidang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah Provinsi 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam daerah 

Jumlah Kecamatan 

yang terbina dalam 

pelaksanaan Dana 

Bergulir Eks PNPM 

Mandiri Perdesaan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 05

Peningkatan 

Kapasitas SDM bagi 

Pengelola Bumdes 

Bimtek bagi Pengurus 

Bumdes

Pembinaan dan 

perberdayaan 

Bumdes dan 

Lembaga kerja 

sama antar Desa

Bimtek bagi 

Pengurus Bumdes

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Kapasitas 

SDM yang 

meningkat bagi 

Pengelola BUMDes 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 08

Program 

Pengembangan dan 

Pembangunan 

Kawasan Perdesaan  

Terbentuknya 

Kawasan Perdesaan 

Sesuai Potensi dan 

Produk Unggulan 

Desa

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJASAMA DESA 

Terbentuknya 

Kawasan 

Perdesaan Sesuai 

Potensi dan 

Produk Unggulan 

Desa

2 13 03

Pembentukan dan 

Pembinaan Kawasan 

Perdesaan Prioritas 

Nasional 

Jumlah Lokasi 

Kawasan Perdesaan 

yang diusulkan 

menjadi Kawasan 

Perdesaan Prioritas 

Nasional

Fasilitasi Kerja 

sama Antar Desa

Jumlah Lokasi 

Kawasan Perdesaan 

yang diusulkan 

menjadi Kawasan 

Perdesaan Prioritas 

Nasional

Fasilitasi Kerja 

sama Antar Desa

jumlah Lokasi 

Kawasan Perdesaan 

Prioritas nasional 

yang direncanakan

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJASAMA DESA

2 13 03 2.01 01

Pengembangan 

Perekonomian 

Kawasan Pedesaan  

Terwujudnya KPPN 

dan Kawasan 

Perdesaan yang 

Berkembang 

Perekonomiannya

Fasilitasi Kerja 

sama Antar Desa

Terwujudnya KPPN 

dan Kawasan 

Perdesaan yang 

Berkembang 

Perekonomiannya

Fasilitasi Kerja 

sama Antar Desa

Jumlah KPPN dan 

kawasan perdesaan 

yang berkembang 

perekonomiannya

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJASAMA DESA

2 13 03 2.01 01

Program pembinaan 

dan fasilitasi 

pengelolaan 

keuangan desa 

Jumlah desa yang 

dibina dan 

difasilitasi

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

Jumlah desa yang 

dibina dan 

difasilitasi

2 13 04

Evaluasi rancangan 

peraturan desa 

tentang APBDesa 

Jumlah APB Desa 

yang akan dievaluasi

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Desa

Jumlah APB Desa 

yang akan 

dievaluasi

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

persentase 

Peraturan desa 

tentang APBDesa di 

fasilitasi

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 02
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Penyusunan produk 

hukum terkait 

keuangan dan asset 

desa 

Jumlah produk 

hukum  terkait 

keuangan dan asset 

desa

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Desa

Jumlah produk 

hukum  terkait 

keuangan dan asset 

desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Persentase produk 

hukum terkait 

keuangan dan aset 

desa yang 

difasilitasi

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 02

Penyusunan dan 

rekonsiliasi laporan 

keuangan dan asset 

desa   

Jumlah laporan 

keuangan akhir tahun

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah laporan 

keuangan akhir 

tahun

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah pemerintah 

desa menyerahkan 

laporan keuangan 

akhir tahun

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04

Penyusunan 

kompilasi laporan 

asset desa

Jumlah Laporan yang 

di kompilasi

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah Laporan 

yang di kompilasi

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah pemerintah 

desa menyerahkan 

laporan yang 

dikompilasi

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04

Penyusunan 

kompilasi laporan 

realisasi apb desa 

per semester 

Jumlah laporan yang 

dikompilasi

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah laporan 

yang dikompilasi

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah pemerintah 

desa menyerahkan 

laporan yang 

dikompilasi

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04

Penyusunan laporan 

data rekonsiliasi 

asset desa dengan 

asset kabupaten 

Jumlah laporan asset 

desa yang di 

rekonsiliasi

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah laporan 

asset desa yang di 

rekonsiliasi

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah pemerintah 

desa menyerahkan 

laporan data 

rekonsiliasi aset 

desa dan aset 

kabupaten

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Jumlah laporan hasil 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

penggunaan dana 

desa, alokasi dana 

desa dan dana lain 

yang masuk ke desa

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah laporan 

hasil monitoring 

dan evaluasi terkait 

penggunaan dana 

desa, alokasi dana 

desa dan dana lain 

yang masuk ke 

desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah pemerintah 

desa yang di 

monitoring dan 

dievaluasi terkait 

penggunaan dana 

desa, alokasi dana 

desa dan dana lain 

masuk ke desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04

Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

BUM Desa dan

Lembaga Kerja 

sama antar Desa

Jumlah Pemerintah 

Desa yang 

membentuk BUM 

Desa dan lembaga 

kerjasama antar 

desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah BUM Desa 

terbentuk dan 

beroperasi

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 08

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Ketentraman,

Ketertiban dan 

Perlindungan 

Masyarakat Desa

Jumlah Desa 

menyelenggarakan 

ketentraman, 

ketertiban dan 

perlindungan 

masyarakat

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

persentase konflik 

di desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 12
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Program 

peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa 

Peningkatan kinerja 

dan manajemen 

aparatur 

pemerintahan desa 

dalam perencanaan 

pembangunan.

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

Peningkatan 

kinerja dan 

manajemen 

aparatur 

pemerintahan 

desa dalam 

perencanaan 

pembangunan.

2 13 04

Penguatan kapasitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

Jumlah aparat 

pemerintahan desa 

yang ditingkatkan 

kapasitasnya

Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah aparat 

pemerintahan desa 

yang ditingkatkan 

kapasitasnya

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat 

Pemerintahan Desa 

Meningkat 

Kapasitasnya

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 01

Pembinaan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

bagi anggota BPD

Jumlah anggota BPD 

yang mengikuti 

kegiatan pembinaan 

Peningkatan 

Kapasitas 

Pemerintahan Desa 

dan BPD

Jumlah anggota 

BPD yang 

mengikuti kegiatan 

pembinaan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah anggota 

BPD yang 

mengikuti kegiatan 

pembinaan 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 05

Pelatihan 

penyusunan 

apbdesa 

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait penyusunan 

apbdesa

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait penyusunan 

apbdesa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat 

Pemerintahan Desa 

ahli Penyusunan 

APB Desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04

Pelatihan 

penyusunan 

peraturan desa 

tentang 

kewenangan desa 

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait penyusunan 

peraturan desa 

tentang kewenangan 

desa

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Desa Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait penyusunan 

peraturan desa 

tentang 

kewenangan desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat 

Pemerintah Desa 

Menguasai ahli 

Peraturan Desa 

tentang 

Kewenangan Desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 02

Evaluasi dan 

Pengawasan 

Peraturan Desa

Jumlah pemerintah 

desa yang di 

Evaluasi dan 

Diawasi dalam 

penyusunan 

peraturan desa 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah 

Pemerintahan Desa 

yang dievaluasi dan 

diawasi dalam 

penyusunan 

Peraturan Desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 ;07

Pelatihan 

pengelolaan 

keuangan desa 

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

pengelolaan 

keuangan desa

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

pengelolaan 

keuangan desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat 

Pemerintah Desa 

ahli Pengelolaan 

Keuangan Desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

pengelolaan aset 

desa

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

pengelolaan aset 

desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

ahli mengelola aset 

desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04
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Pelatihan Sistem 

Informasi Keuangan 

Desa (SISKEUDES) 

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait aplikai 

Siskeudes

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait aplikai 

Siskeudes

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah aparat desa 

ahli menggunakan 

aplikasi siskeudes

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04

Pelatihan Sistem 

Informasi 

Penyusunan Aset 

Desa (SIPADES) 

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait aplikasi 

sipades

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait aplikasi 

sipades

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah aparat desa 

ahli menggunakan 

aplikasi sipades

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 04

Pelatihan 

penyusunan profil 

desa dan sistem 

informasi Desa 

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait penyusunan 

profil desa

Fasilitasi 

Penyusunan Profil 

Desa dan Evaluasi

Perkembangan 

Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait penyusunan 

profil desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat 

Pemerintah Desa 

ahli menyusun 

Profil Desa dan 

Sistem Informasi 

Desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 11

Fasilitasi 

Penyusunan Profil 

Desa dan Evaluasi

Perkembangan 

Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait Evaluasi 

perkembangan 

desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

mampu 

mengevaluasi 

perkembangan 

desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 11

Pelatihan Aparatur 

Kecamatan Selaku 

Pembina Teknis 

Pemerintahan Desa 

(Pelatihan PTPD)

Jumlah Aparatur 

Kecamatan yang 

dilatih

Pelatihan 

penyusunan 

RPJMDesa dan 

RKPDesa 

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait penyusunan 

RPJMDesa dan RKP 

Desa

Fasilitasi 

Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait penyusunan 

RPJMDesa dan RKP 

Desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat 

Pemerintah Desa 

ahli meyusunan 

RPJM Desa dan RKP 

Desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 03

Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa

Jumlah pemerintah 

desa yang di 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

Musyawarah Desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah 

Pemerintahan Desa 

yang di fasilitasi 

menyelenggarakan 

Musyawarah Desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 06

Pelatihan 

manajemen 

pemerintahan Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait manajemen

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Administrasi

Pemerintahan Desa

Jumlah aparat 

pemerintah desa 

yang akan dilatih 

terkait manajemen

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat 

Pemerintah Desa 

ahli dalam 

manajemen 

pemerintahan desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 01

PROGRAM 

PENATAAN 

KELEMBAGAAN 

DESA

Persentase Penataan 

kelembagaan desa

PROGRAM 

PENATAAN DESA

Persentase 

Penataan 

Kelembagaan

Desa

2 13 02
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Pemilihan dan 

Pelantikan Kepala 

Desa

Jumlah kepala desa 

yang dilantik

Penyelenggaraan

Pemilihan 

,Pengangkatan

danPemberhentian 

Kepala Desa

Jumlah kepala desa 

yang dilantik

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah 

penyelenggaraan 

pemilihan kepala 

desa

daasagaraan

Pemilihapala Desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 09

Fasilitasi

Pengangkatan

dan

Pemberhentian

Perangkat Desa

Jumlah kepala desa 

yang dilantik

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah kepala desa 

dilantik dan 

diberhentikan

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 10

Penyusunan produk 

hukum terkait 

kelembagaan desa 

Jumlah produk 

hukum terkait 

kelembagaan desa

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Desa

Jumlah produk 

hukum terkait 

kelembagaan desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah produk 

hukum terkait 

kelembagaan desa 

Perbup) Produk 

Pkum Desanan

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 02

Penyusunan profil 

desa dan sistem 

informasi Desa

Jumlah desa dan 

kelurahan yang  

melaksanakan 

pendataan profil 

desa

Fasilitasi 

Penyusunan Profil 

Desa dan Evaluasi 

Perkembangan 

Desa

Jumlah desa dan 

kelurahan yang  

melaksanakan 

pendataan profil 

desa

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang 

menyusun profil 

desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 11

Pelaksanaan lomba 

desa 

Jumlah desa yang 

akan mengikuti 

lomba desa tingkat 

provinsi
Sosialisasi peraturan 

perundang-

undangan 

Jumlah pelaksanaan 

sosialisasi

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Desa

Jumlah 

pelaksanaan 

sosialisasi

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaran

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah sosialisasi 

Produk sosialikum 

Desanan

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2 13 04 2.01 02

Fasilitasi Kerja 

sama Antar Desa

Jumlah Desa 

melaksanakan 

Kerjasama antar 

desa

Fasilitasi Kerja 

sama antar Desa

Jumlah Desaan 

Desa Kerjasama 

dievaluasi dan 

diawasi dalam 

penyusunan 

Peraturan Desa

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJASAMA DESA

2 13 03 2.01 01

Fasilitasi Kerja 

sama Desa dengan 

Pihak Ketiga

Jumlah Desa 

melaksanakan 

kerjasama dengan 

pihak ketiga

Fasilitasi Kerja 

sama antar Desa

Jumlah Desa 

melaksanakan 

kerjasama Pamea 

ksakdesa 

melaksanakan 

kerjasama dengan 

pihak ketiga

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJASAMA DESA

2 13 03 2.01 02

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS HIDUP 

PEREMPUAN  

Persentase 

partisipasi 

perempuan di 

lembaga pemerintah

Persentase 

partisipasi 

perempuan di 

lembaga 

pemerintah
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Pelaksanaan upaya 

untuk mendororng 

terwujudnya 

kesetaraan gender 

tingkat kab. 

Jumlah SDM yang 

bersertifikat

Koordinasi dan 

Singkronisasi 

Pelaksanaan PUG 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah SDM yang 

bersertifikat

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.01 02

Pelatihan 

pelaksanaan PUG 

ternasuk PPRG bagi 

SDM tingkat 

kabupaten dan 

kecamatan 

Jumlah SDM Tk. Kab. 

dan kecamatan 

terlatih

Sosialisasi 

Kebijakan 

Pelaksanaan PUG 

termasuk PPRG

Jumlah SDM Tk. 

Kab. dan 

kecamatan terlatih

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.01 04

Pelaksanaaan PUG di 

Tingkat Kabupaten 

Terciptanya 

penguatan 

kelembagaan PUG 

yang aktif secara 

berkesinambungan

Sosialisasi 

Kebijakan 

Pelaksanaan PUG 

termasuk PPRG

Terciptanya 

penguatan 

kelembagaan PUG 

yang aktif secara 

berkesinambungan

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.01 04

Pengembangan KIE 

pelaksanaan PUG 

ditingkat Kabupaten

Jumlah kegiatan 

Sosialisasi

Sosialisasi 

Kebijakan 

Pelaksanaan PUG 

termasuk PPRG

Jumlah kegiatan 

Sosialisasi

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.01 04

Monitoring, Evaluasi 

& pelaporan 

pelaksanaan PUG & 

Pencapaian 

kesetaraan gender 

Monitoring, Evaluasi 

& pelaporan 

pelaksanaan PUG & 

Pencapaian 

kesetaraan gender

Sosialisasi 

kebijakan 

pelaksanaan PUG 

termasuk PPRG

Monitoring, 

Evaluasi & 

pelaporan 

pelaksanaan PUG & 

Pencapaian 

kesetaraan gender

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.01 04

Peningkatan 

pengetahuan, 

kompetensi dan 

pelibatan kader 

perempuan dalam 

bidang politik, 

hukum, sosial dan 

ekonomi pada 

organisasi 

kemasyarakatan 

Proporsi Kursi yang di 

Duduki  Perempuan 

di DPRD

Sosialisasi 

peningkatan 

Partisipasi 

Perempuan di 

Bidang Politik, 

Hukum Sosial, dan 

Ekonomi

Proporsi Kursi yang 

di Duduki  

Perempuan di 

DPRD

Pemberdayaan 

Perempuan Bidang 

Politik, Hukum, 

Sosial dan Ekonomi 

pada Organisasi 

Kemasyarakatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Sosialisasi 

peningkatan 

Partisipasi 

Perempuan di 

Bidang Politik, 

Hukum Sosial, dan 

Ekonomi

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.02 01
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KODE KODE

1 14

Pelatihan 

pemberdayaan 

perempuan bidang 

politik, hukum, 

sosial dan ekonomi 

bagi kader 

perempuan pada 

organisasi 

kemasyarakatan 

Proporsi kursi yang di 

duduki  perempuan 

di DPRD

Advokasi kebijakan 

dan Pendampingan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Perempuan dan 

Politik, Hukum, 

Sosial dan Ekonomi

Proporsi kursi yang 

di duduki  

perempuan di 

DPRD

Pemberdayaan 

Perempuan Bidang 

Politik, Hukum, 

Sosial dan Ekonomi 

pada Organisasi 

Kemasyarakatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Sosialisasi 

peningkatan 

Partisipasi 

Perempuan di 

Bidang Politik, 

Hukum Sosial, dan 

Ekonomi

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.02 02

Peningkatan  taraf 

hidup perempuan 

melalui pelatihan 

menjahit, kursus 

membuat kue dan 

kursus tata rias '

Partisipasi Angkatan 

Kerja Perempuan            

Sosialisasi 

Kebijakan 

Pelaksanaan PUG 

termasuk PPRG

Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Perempuan            

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Sosialisasi 

peningkatan 

Partisipasi 

Perempuan di 

Bidang Politik, 

Hukum Sosial, dan 

Ekonomi

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.01 04

Program 

Peningkatan 

Perlindungan Hak 

Perempuan 

Ratio kekerasan 

terhadap 

perempuan korban 

kekerasan termasuk 

TPPO
Advokasi dan 

Sosialisasi kebijakan 

pencegahan 

kekerasaan terhadap 

perempuan yang 

melibatkan para 

pihak TK. Kabupaten 

Sidrap 

Terlaksananya 

Advokasi dan 

Sosialisasi kebijakan 

pencegahan 

kekerasaan terhadap 

perempuan yang 

melibatkan para 

pihak TK. Kabupaten 

Sidrap

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Kepada Lembaga 

Penyedia Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten

Terlaksananya 

Advokasi dan 

Sosialisasi 

kebijakan 

pencegahan 

kekerasaan 

terhadap 

perempuan yang 

melibatkan para 

pihak TK. 

Kabupaten Sidrap

Penguatan dan 

Pengembangan 

lembaga Penyedia 

Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten

Terlaksananya 

Penguatan dan 

Pengembangan 

lembaga Penyedia 

Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.03 01

Pelatihan 

pencegahan 

kekerasan terhadap 

perempuan yang 

melibatkan para 

pihak Tingkat 

Kabupaten Sidrap 

Terselenggaranya  

Pelatihan 

pencegahan 

kekerasan terhadap 

perempuan yang 

melibatkan para 

pihak Tingkat 

Kabupaten Sidrap

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Kepada Lembaga 

Penyedia Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten

Terselenggaranya  

Pelatihan 

pencegahan 

kekerasan terhadap 

perempuan yang 

melibatkan para 

pihak Tingkat 

Kabupaten Sidrap

Penguatan dan 

Pengembangan 

lembaga Penyedia 

Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten

Terlaksananya 

Penguatan dan 

Pengembangan 

lembaga Penyedia 

Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.03 01

TOT pencegahan 

kekerasaan terhadap 

perempuan dengan 

melibatkan para 

pihak Tingkat 

Kabupaten Sidrap 

Terselenggaranya 

TOT pencegahan 

kekerasaan terhadap 

perempuan dengan 

melibatkan para 

pihak Tingkat 

Kabupaten Sidrap

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Penyediaan Sarana 

Prasarana Layanan 

Bagi Perempuan 

Korban Kekerasan 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terselenggaranya 

TOT pencegahan 

kekerasaan 

terhadap 

perempuan dengan 

melibatkan para 

pihak Tingkat 

Kabupaten Sidrap

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

kegiatan penguatan 

pengembangan 

lembaga penyedia 

layanan 

perlindungan 

perempuan di 

tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Perempuan

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 03 2.03 01
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Koordinasi 

pencegahan 

kekerasan terhadap 

perempuan 

Terlaksananya 

Koordinasi 

Pencegahan 

Kekerasan Terhadap 

Perempuan

Koordinasi dan 

Singkronisasi 

Pelaksanaan 

Penyediaan 

Layanan Rujukan 

Lanjutan Bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Koordinasi 

Pencegahan 

Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan

Penyediaan 

Layanan Rujukan 

Lanjutan Bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan yang 

Memerlukan 

Koordinasi 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Tersedianya 

Layanan Rujukan 

Lanjutan Bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan yang 

Memerlukan 

Koordinasi 

Kewenangan

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Perempuan

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 03 2.02 02

Penyediaan sarana 

dan prasarana 

pencegahan 

kekerasan terhadap 

perempuan yang 

melibatkan para 

pihak Tk. Kabupaten 

Sidrap 

Tersedianya  sarana 

dan prasarana 

pencegahan 

kekerasan terhadap 

perempuan yang 

melibatkan para 

pihak Tk. Kabupaten 

Sidrap

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Penyediaan Sarana 

Prasarana Layanan 

Bagi Perempuan 

Korban Kekerasan 

Kewenangan 

Kab/Kota

Tersedianya  sarana 

dan prasarana 

pencegahan 

kekerasan terhadap 

perempuan yang 

melibatkan para 

pihak Tk. 

Kabupaten Sidrap

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

kegiatan penguatan 

pengembangan 

lembaga penyedia 

layanan 

perlindungan 

perempuan di 

tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Perempuan

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 03 2.03 01

Bintek, Workshop 

dan / atau pelatihan 

pelayanan 

pengaduan dan 

pelayanan rujukan 

lanjutan(layanan 

kesehatan,rehabilita

si sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial 

dan pemulangan) 

bagi SDM lembaga 

penyedia layanan 

bagi perempuan dan 

Anak korban 

kekerasan termasuk 

tindak pidana 

perdagangan orang 

Terlaksananya 

Bintek, Workshop 

dan / atau pelatihan 

pelayanan 

pengaduan dan 

pelayanan rujukan 

lanjutan (layanan 

kesehatan,rehabilitas

i sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial dan 

pemulangan) bagi 

SDM lembaga 

penyedia layanan 

bagi perempuan dan 

Anak korban 

kekerasan termasuk 

tindak pidana 

perdagangan orang

Penguatan Jejaring 

antar Lembaga 

Penyedia Layanan 

Perlindungan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Bintek, Workshop 

dan / atau 

pelatihan 

pelayanan 

pengaduan dan 

pelayanan rujukan 

lanjutan (layanan 

kesehatan,rehabilit

asi sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial 

dan pemulangan) 

bagi SDM lembaga 

penyedia layanan 

bagi perempuan 

dan Anak korban 

kekerasan 

termasuk tindak 

pidana 

perdagangan orang

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan Tingkat 

Daerah Kab/Kota

Terlaksananya 

kegiatan penguatan 

pengembangan 

lembaga penyedia 

layanan 

perlindungan 

perempuan di 

tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Terlaksanya 

kegiatan Penguatan 

Jejaring antar 

lembaga penyedia 

Layanan 

perlindungan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kab/Kota

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 03 2.03 04
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 
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BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pelayanan 

Pendampingan 

pengaduan  

kesehatan,rehabilita

si sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial 

dan pemulangan) 

bagi SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan korban 

kekerasan termasuk 

tindak pidana 

perdagangan orang 

Terwujudnya 

Pelayanan 

Pendampingan 

pengaduan  

kesehatan,rehabilitas

i sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial dan 

pemulangan) bagi 

SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan korban 

kekerasan termasuk 

tindak pidana 

perdagangan orang

Penguatan Jejaring 

antar Lembaga 

Penyedia Layanan 

Perlindungan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terwujudnya 

Pelayanan 

Pendampingan 

pengaduan  

kesehatan,rehabilit

asi sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial 

dan pemulangan) 

bagi SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan korban 

kekerasan 

termasuk tindak 

pidana 

perdagangan orang

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan Tingkat 

Daerah Kab/Kota

Terlaksananya 

kegiatan penguatan 

pengembangan 

lembaga penyedia 

layanan 

perlindungan 

perempuan di 

tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Penguatan Jejaring 

antar Lembaga 

Penyedia Layanan 

Perlindungan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kab/Kota

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 03 2.03 04

Koordinasi 

pelayanan 

pengaduan dan 

pelayanan rujukan 

lanjutan(layanan 

kesehatan,rehabilita

si sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial 

dan pemulangan) 

bagi SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan korban 

kekerasan termasuk 

tindak pidana 

perdagangan orang 

Terlaksananya 

Koordinasi pelayanan 

pengaduan dan 

pelayanan rujukan 

lanjutan(layanan 

kesehatan,rehabilitas

i sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial dan 

pemulangan) bagi 

SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan korban 

kekerasan termasuk 

tindak pidana 

perdagangan orang

Penyediaan 

Kebutuhan Spesifik 

bagi Perempuan 

dalam Situasi 

Darurat dan 

Kondisi Khusus 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Koordinasi 

pelayanan 

pengaduan dan 

pelayanan rujukan 

lanjutan(layanan 

kesehatan,rehabilit

asi sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial 

dan pemulangan) 

bagi SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan korban 

kekerasan 

termasuk tindak 

pidana 

perdagangan orang

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan Tingkat 

Daerah Kab/Kota

Terlaksananya 

kegiatan penguatan 

pengembangan 

lembaga penyedia 

layanan 

perlindungan 

perempuan di 

tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Disediakannya 

Kebutuhan Spesifik 

bagi Perempuan 

dalam Situasi 

Darurat dan 

Kondisi Khusus 

Kewenangan 

Kab/Kota

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 03 2.03 03

Pelayanan 

pendampingan 

(layanan 

kesehatan,rehabilita

si sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial 

dan pemulangan) 

bagi SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan korban 

kekerasan termasuk 

tindak pidana 

perdagangan orang 

Terselenggaranya 

Pelayanan 

pendampingan 

(layanan 

kesehatan,rehabilitas

i sosial,bantuan 

hukum, serta 

reintegrasi sosial dan 

pemulangan) bagi 

SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan korban 

kekerasan termasuk 

tindak pidana 

perdagangan orang

Penyediaan 

Kebutuhan Spesifik 

bagi Perempuan 

dalam Situasi 

Darurat dan 

Kondisi Khusus 

Kewenangan 

Kab/Kota

Disediakannya 

Kebutuhan Spesifik 

bagi Perempuan 

dalam Situasi 

Darurat dan 

Kondisi Khusus 

Kewenangan 

Kab/Kota

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan Tingkat 

Daerah Kab/Kota

Terlaksananya 

kegiatan penguatan 

pengembangan 

lembaga penyedia 

layanan 

perlindungan 

perempuan di 

tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Perempuan

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 03 2.03 03
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pengembangan 

jejaring lembaga 

penyedia layanan 

perlindungan hak 

perempuan tingkat 

Kabupaten Sidrap 

Terwujudnya 

Pengembangan 

jejaring lembaga 

penyedia layanan 

perlindungan hak 

perempuan tingkat 

Kabupaten Sidrap

Penguatan Jejaring 

antar lembaga 

penyedia Layanan 

perlindungan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksanya 

kegiatan Penguatan 

Jejaring antar 

lembaga penyedia 

Layanan 

perlindungan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kab/Kota

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan Tingkat 

Daerah Kab/Kota

Terlaksananya 

kegiatan penguatan 

pengembangan 

lembaga penyedia 

layanan 

perlindungan 

perempuan di 

tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Perempuan

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 03 2.03 04

Pelatihan Paralegal 

bagi SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan dan 

anak korban 

kekerasan 

Terlaksananya 

Pelatihan Paralegal 

bagi SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan dan anak 

korban kekerasan

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Pelatihan Paralegal 

bagi SDM penyedia 

layanan bagi 

perempuan dan 

anak korban 

kekerasan

Pencegahan 

Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Pencegahan 

Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Perempuan

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 03 2.01 02

Program 

Pemenuhan Hak 

dan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak 

Tingkat Capaian 

Kabupaten Layak 

Anak

Advokasi dan 

Sosialisasi 

pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas 

hidup anak TK. 

Kabupaten Sidrap 

Terwujudnya 

Advokasi dan 

Sosialisasi 

pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas 

hidup anak TK. 

Kabupaten Sidrap

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Pemenuhan Hak 

Anak Pada 

Lembaga 

Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media 

dan Dunia Usaha 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Terwujudnya 

Advokasi dan 

Sosialisasi 

pemenuhan hak 

dan peningkatan 

kualitas hidup anak 

TK. Kabupaten 

Sidrap

Pelembagaan PHA 

pada Lembaga 

Pemerintah, Non 

Pemerintah dan 

Dunia Usaha 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Terselenggaranya 

Pelembagaab PHA 

pada Lembaga 

pemerintah, Non 

Pemerintah dan 

Dunia Usaha 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA)

Meningkatnya 

Pemahaman 

tentang 

Perlindungan Anak 

dan Pemenuhan 

Hak Anak

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 06 2.01 01

Pembentukan, 

Operasionalisasi, 

dan penguatan 

forum pemenuhan 

hak dan peningkatan 

kualitas hidup anak  

Tk. Kabupaten 

Sidrap 

Terwujudnya 

Pembentukan  

Operasionalisasi, dan 

penguatan forum 

pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas 

hidup anak  Tk. 

Kabupaten Sidrap

Penyediaan 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terwujudnya 

Pembentukan  

Operasionalisasi, 

dan penguatan 

forum pemenuhan 

hak dan 

peningkatan 

kualitas hidup anak  

Tk. Kabupaten 

Sidrap

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 

Kabupaten Kota

Terlaksananya 

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Anak 

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA)

Meningkatnya 

Pemahaman 

tentang 

Perlindungan Anak 

dan Pemenuhan 

Hak Anak

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 06 2.02 01

Monitoring, evaluasi 

dan pelaporan 

pemehuhan hak dan 

peningkatan kualitas 

hidup anak Tk 

Kabupaten Sidrap 

Terlaksananya 

Monitoring, evaluasi 

dan pelaporan 

pemehuhan hak dan 

peningkatan kualitas 

hidup anak Tk 

Kabupaten Sidrap

Koordinasi dan 

Singkronisasi 

Pelembagaan 

Pemenuhan Hak 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan 

pemehuhan hak 

dan peningkatan 

kualitas hidup anak 

Tk Kabupaten 

Sidrap

Pelembagaan PHA 

pada Lembaga 

pemerintah, Non 

Pemerintah dan 

Dunia Usaha 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Terselenggaranya 

Pelembagaab PHA 

pada Lembaga 

pemerintah, Non 

Pemerintah dan 

Dunia Usaha 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA)

Meningkatnya 

Pemahaman 

tentang 

Perlindungan Anak 

dan Pemenuhan 

Hak Anak

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 06 2.01 02
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Penyediaan sarana 

dan prasarana 

pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas 

hidup anak di 

kabupaten 

Tersedianya  sarana 

dan prasarana 

pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas 

hidup anak di 

kabupaten

Koordinasi dan 

Singkronisasi 

Penyediaan Sarana 

Prasarana layanan 

bagi anak yang 

Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya  sarana 

dan prasarana 

pemenuhan hak 

dan peningkatan 

kualitas hidup anak 

di kabupaten

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Bagi Anak 

yang Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Adanya Penguatan 

dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Bagi Anak 

yang Memerlukan 

Perlindungan 

khusus Tingkat 

Daerah Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Khusus Anak

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 07 2.03 01

Pelatihan 

pemenuhan hak 

anak bagi SDM  pada 

OPD dan Tenaga 

Pendidik  

Tk.Kabupaten Sidrap 

Jumlah SDM yang 

bersertifikat

Koordinasi dan 

Singkronisasi 

Pelaksanaan 

Pendampingan 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Anak Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah SDM yang 

bersertifikat

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 

Kabupaten Kota

Terlaksananya 

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Anak 

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA)

Meningkatnya 

Pemahaman 

tentang 

Perlindungan Anak 

dan Pemenuhan 

Hak Anak

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 06 2.02 02

Koordinasi 

pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas 

hidup anak di 

Kabupaten 

Terlaksananya 

Koordinasi 

pemenuhan hak dan 

peningkatan kualitas 

hidup anak di 

Kabupaten

Koordinasi dan 

Singkronisasi 

Pelembagaan 

Pemenuhan Hak 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Koordinasi 

pemenuhan hak 

dan peningkatan 

kualitas hidup anak 

di Kabupaten

Pelembagaan PHA 

pada Lembaga 

pemerintah, Non 

Pemerintah dan 

Dunia Usaha 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Terselenggaranya 

Pelembagaab PHA 

pada Lembaga 

pemerintah, Non 

Pemerintah dan 

Dunia Usaha 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA)

Meningkatnya 

Pemahaman 

tentang 

Perlindungan Anak 

dan Pemenuhan 

Hak Anak

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 06 2.01 02

Program 

Peningkatan 

Perlindungan 

Khusus Anak 

Cakupan perempuan  

dan  anak korban 

kekerasan yang 

mendapatkan 

penanganan 

pengaduan  oleh 

petugas terlatih 

didalam unit 

pelayanan terpadu

Pelatihan 

pencegahan 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak di tingkat 

Kabupaten Sidrap 

dan  terhadap 

perempuan yang 

melibatkanpara 

pihak Tingkat 

Kabupaten Sidrap 

Terlaksananya 

Pelatihan 

pencegahan 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak di tingkat 

Kabupaten Sidrap 

dan  terhadap 

perempuan yang 

melibatkanpara pihak 

Tingkat Kabupaten 

Koordinasi dan 

Singkronisasi 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Lembaga 

Penyedia Layanan 

Anak yang 

memerlukan 

Perlindungan 

Khusus Tingkat 

Daerah Kab/Kota

Terlaksananya 

Pelatihan 

pencegahan 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak di tingkat 

Kabupaten Sidrap 

dan  terhadap 

perempuan yang 

melibatkanpara 

pihak Tingkat 

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Bagi Anak 

yang Memerlukan 

Perlindungan 

khusus Tingkat 

Daerah Kab/Kota

Adanya Penguatan 

dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Bagi Anak 

yang Memerlukan 

Perlindungan 

khusus Tingkat 

Daerah Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Khusus Anak

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 07 2.03 02
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Pendampingan 

pelaksaaan kegiatan 

pencegahan 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak tingkat 

kabupaten 

Terselenggaranya 

Pendampingan 

pelaksaaan kegiatan 

pencegahan 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak tingkat 

kabupaten

Penyediaan 

Layanan 

Pengaduan 

Masyarakat Bagi 

anak yang 

memerlukan 

perlindungan 

Khusus Tingkat 

Daerah Kab/Kota

Terselenggaranya 

Pendampingan 

pelaksaaan 

kegiatan 

pencegahan 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak tingkat 

kabupaten

Penyediaan 

Layanan 

Pengaduan 

Masyarakat Bagi 

Anak Yang 

Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus yang 

Memerlukan 

Koordinasi Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Khusus Anak

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 07 2.02 01

Koordinasi 

pencegahan 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak tingkat 

kabupaten 

Terlaksananya 

Koordinasi 

pencegahan 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak tingkat 

kabupaten

Koordinasi dan 

Singkronisasi 

Pencegahan 

Kekerasan 

Terhadap Anak 

Kewenangan 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Koordinasi 

pencegahan 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak tingkat 

kabupaten

Pencegahan 

kekerasan 

Terhadap Anak 

yang Melibatkan 

para Pihak Lingkup 

Daerah Kab/Kota

Terlaksananya 

upaya Pencegahan 

kekerasan 

Terhadap Anak 

yang Melibatkan 

para Pihak Lingkup 

Daerah Kab/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

Terlaksananya 

Program 

Perlindungan 

Khusus Anak

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 07 2.01 02

Program 

Pengelolaan Sistem 

Data Gender dan 

Anak 

Tersusunnya Profil 

Gender & Anak yang 

Menggambarkan 

Keadaan/Peran 

Perempuan & Laki-

laki di Berbagai 

Bidang 

Pembangunan

Data kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak di tingkat 

kabupaten 

Tersedianya  Data 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak di tingkat 

kabupaten 

Penyediaan Data 

Gender dan Anak di 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Tersedianya  Data 

kekerasan, 

eksploitasi, 

penelantaran dan 

perlakuan salah 

lainnya terhadap 

anak di tingkat 

kabupaten 

Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis 

dan Penyajian Data 

Gender dan Anak 

dalam 

Kelembagaan Data 

di Tingkat Daerah 

Kab/Kota

Tersedianya Data 

Gender dan Anak di 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SISTEM DATA 

GENDER dan ANAK 

Terlaksananya 

Program 

Pengelolaan Sistem 

Data Gender dan 

Anak 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 05 2.01 01

Pelatihan 

pengumpulan , 

pengolahan, analisis 

dan penyajian  data 

gender dan anak 

bagi SDM pengelola 

data di Tingkat 

Kabupaten 

Terselenggaranya 

Pelatihan 

pengumpulan , 

pengolahan, analisis 

dan penyajian  data 

gender dan anak bagi 

SDM pengelola data 

di Tingkat Kabupaten

Penyajian dan 

pemanfaatan Data 

Gender dan Anak 

dalam 

Kelembagaan Data 

di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya 

Pelatihan 

pengumpulan , 

pengolahan, 

analisis dan 

penyajian  data 

gender dan anak 

bagi SDM 

pengelola data di 

Tingkat Kabupaten

Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis 

dan Penyajian Data 

Gender dan Anak 

dalam 

Kelembagaan Data 

di Tingkat Daerah 

Kab/Kota

Terlaksananya 

kegiatan 

Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis 

dan Penyajian Data 

Gender dan Anak 

dalam 

Kelembagaan Data 

di Tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SISTEM DATA 

GENDER dan ANAK 

Terlaksananya 

Program 

Pengelolaan Sistem 

Data Gender dan 

Anak 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 05 2.01 02
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Kegiatan 

penyuluhan bagi ibu 

rumah tangga dalam 

membangun KS 

Terselenggaranya 

Kegiatan penyuluhan 

bagi ibu rumah 

tangga dalam 

membangun KS

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Tingkat Daerah 

Kab/Kota

Terselenggaranya 

Kegiatan 

penyuluhan bagi 

ibu rumah tangga 

dalam membangun 

KS

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

dalam 

Mewujudkan KG 

dan Hak Anak yang 

Wilayah Kerjanya 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELUARGA

Terlaksananya 

Program 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 04 2.02 01

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Ketahanan Keluarga 

Terwujudnya 

Pembangunan 

Ketahanan Keluarga

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Lembaga 

Penyedia Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Terwujudnya 

Pembangunan 

Ketahanan 

Keluarga

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

dalam 

Mewujudkan KG 

dan Hak Anak yang 

Wilayah Kerjanya 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELUARGA

Terlaksananya 

Program 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 04 2.02 02

Penyusunan Standar 

Operasional Layanan  

bagi keluarga dalam 

mewujudkan 

kesetaraan gender 

dan hak anak 

Terwujudnya 

Penyusunan Standar 

Operasional Layanan  

bagi keluarga dalam 

mewujudkan 

kesetaraan gender 

dan hak anak

Advokasi Kabijakan 

dan Pendampingan 

untuk Mewujudkan 

KG dan 

Perlindungan Anak 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Terwujudnya 

Penyusunan 

Standar 

Operasional 

Layanan  bagi 

keluarga dalam 

mewujudkan 

kesetaraan gender 

dan hak anak

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

dalam 

Mewujudkan 

Kesetaraan Gender 

(KG) dan Hak Anak 

tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELUARGA 

Terlaksananya 

Program 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 04 2.01 01

Kegiatan Pendidikan 

dan Pelatihan 

Peningkatan peran 

serta serta dan 

kesetaraan gender 

Terselenggaranya 

Kegiatan Pendidikan 

dan Pelatihan 

Peningkatan peran 

serta serta dan 

kesetaraan gender

Pengembangan 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten Kota

Terselenggaranya 

Kegiatan 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Peningkatan peran 

serta serta dan 

kesetaraan gender

Penguatan dan 

Pengembangan 

lembaga Penyedia 

Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten

Terlaksananya 

Penguatan dan 

Pengembangan 

lembaga Penyedia 

Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten

PROGRAM 

PENGARUS 

UTAMAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Terlaksananya 

program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan 

Pemerintahan 

2 08 02 2.03 03
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Kegiatan bimbingan 

manjemen usaha 

bagi perempuan 

dalam mengelola 

usaha 

Terselenggaranya 

Kegiatan bimbingan 

manjemen usaha 

bagi perempuan 

dalam mengelola 

usaha

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Lembaga 

Penyedia Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Daerah 

Tingkat Kab/Kota

Terselenggaranya 

Kegiatan 

bimbingan 

manjemen usaha 

bagi perempuan 

dalam mengelola 

usaha

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

dalam 

Mewujudkan KG 

dan Hak Anak yang 

Wilayah Kerjanya 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Tingkat Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELUARGA

Terlaksananya 

Program 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Pemerintahan 

Bidang 

pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 08 04 2.02 02

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian

Produksi Padi 

(Ton)

Program 

Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Bencana Pertanian

Produksi Jagung 

(Ton)

Program Perizinan 

Usaha Pertanian
Program 

Penyuluhan 

Pertanian

Pendampingan 

Penggunaan Sarana 

Pendukung 

Perkebunan

Pembinaan 

Peningkatan 

Produksi Padi & 

Jagung (Musim 

Tanam)

Pembinaan 

Peningkatan 

Produksi Padi & 

Jagung (Musim 

Tanam)

Pembinaan 

Peningkatan 

Produksi Padi & 

Jagung (Musim 

Tanam)

3 27 02 2.01 02

Luas Sasaran 

Peningkatan Produksi 

Jagung (Ha)

Luas Sasaran 

Peningkatan 

Produksi Jagung 

(Ha)

Luas Sasaran 

Peningkatan 

Produksi Jagung 

(Ha)

Luas Sasaran 

Peningkatan 

Produksi Jagung 

(Ha)
Luas Demplot 

Peningkatan Produksi 

(Ha)

Luas Demplot 

Peningkatan 

Produksi (Ha)

Luas Demplot 

Peningkatan 

Produksi (Ha)

Luas Demplot 

Peningkatan 

Produksi (Ha)

Jumlah Calon Benih 

Unggul di Klp Tani / 

Penggunaan Benih 

Unggul Oleh Petani 

(Ha)

Jumlah Calon Benih 

Unggul di Klp Tani / 

Penggunaan Benih 

Unggul Oleh Petani 

(Ha)

Jumlah Calon Benih 

Unggul di Klp Tani / 

Penggunaan Benih 

Unggul Oleh Petani 

(Ha)

Jumlah Calon Benih 

Unggul di Klp Tani / 

Penggunaan Benih 

Unggul Oleh Petani 

(Ha)

Pelatihan Mengenai 

Teknologi Budidaya 

Pertanian kepada 

Kelompok Tani 

(Paket)

Pelatihan 

Mengenai 

Teknologi Budidaya 

Pertanian kepada 

Kelompok Tani 

(Paket)

Pelatihan 

Mengenai 

Teknologi Budidaya 

Pertanian kepada 

Kelompok Tani 

(Paket)

Pelatihan 

Mengenai 

Teknologi Budidaya 

Pertanian kepada 

Kelompok Tani 

(Paket)

Penyuluhan 

Peningkatan 

Produksi 

Pertanian/Perkebun

an

Pendampingan 

Penggunaan 

Sarana Pendukung 

Pertanian

Pengawasan 

Penggunaan 

Sarana Pertanian

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

PANGAN

Program 

Peningkatan 

Produksi Tanaman 

Pangan

Produksi Padi (Ton)

Pertanian Pilihan

Produksi Jagung 

(Ton)
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14
Jumlah Dokumen 

Rencana Aksi 

kegiatan T.Pangan 

(Padi dan Jagung) 

(Buku)

Jumlah Dokumen 

Rencana Aksi 

kegiatan T.Pangan 

(Padi dan Jagung) 

(Buku)

Jumlah Dokumen 

Rencana Aksi 

kegiatan T.Pangan 

(Padi dan Jagung) 

(Buku)

Jumlah Dokumen 

Rencana Aksi 

kegiatan T.Pangan 

(Padi dan Jagung) 

(Buku)

Bibit Cabai (Ha) Bibit Cabai Bibit Cabai Bibit Cabai
Bibit Bawang Merah 

(Ha)
Bibit Bawang 

Merah

Bibit Bawang 

Merah

Bibit Bawang 

Merah
Bibit Semangka (Ha) Bibit Semangka Bibit Semangka Bibit Semangka

Bibit Durian (Pohon)
Bibit Durian Bibit Durian Bibit Durian

Bibit Jeruk Nipis (Ha)
Bibit Jeruk Nipis Bibit Jeruk Nipis Bibit Jeruk Nipis

Bibit Sayuran (Ha) Bibit Sayuran Bibit Sayuran Bibit Sayuran

Tertatanya 

Kelembagaan dan 

Meningkatkan 

Pengetahuan Petani 

sebagai Pelaku Usaha 

Tani (Orang)

Tertatanya 

Kelembagaan dan 

Meningkatkan 

Pengetahuan 

Petani sebagai 

Pelaku Usaha Tani 

(Orang)

Tertatanya 

Kelembagaan dan 

Meningkatkan 

Pengetahuan 

Petani sebagai 

Pelaku Usaha Tani 

(Orang)

Tertatanya 

Kelembagaan dan 

Meningkatkan 

Pengetahuan 

Petani sebagai 

Pelaku Usaha Tani 

(Orang)
Intensifikasi Cengkeh 

(Ha)

Intensifikasi 

Cengkeh (Ha)

Intensifikasi 

Cengkeh (Ha)

Intensifikasi 

Cengkeh (Ha)
Intensifikasi Kakao 

(Ha)

Intensifikasi Kakao 

(Ha)

Intensifikasi Kakao 

(Ha)

Intensifikasi Kakao 

(Ha)

Jumlah Peserta 

Pelatihan Penerapan 

Teknologi Pertanian / 

Perkebunan Modern 

Bercocok Tanam (Klp. 

Tani)

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Penerapan 

Teknologi 

Pertanian / 

Perkebunan 

Modern Bercocok 

Tanam (Klp. Tani)

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Penerapan 

Teknologi 

Pertanian / 

Perkebunan 

Modern Bercocok 

Tanam (Klp. Tani)

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Penerapan 

Teknologi 

Pertanian / 

Perkebunan 

Modern Bercocok 

Tanam (Klp. Tani)
Bibit Kelapa Kopyor 

(Pohon)

Bibit Kelapa Kopyor 

(Pohon)

Bibit Kelapa Kopyor 

(Pohon)

Bibit Kelapa Kopyor 

(Pohon)
Bibit Pala (Pohon) Bibit Pala (Pohon) Bibit Pala (Pohon) Bibit Pala (Pohon)
Bibit Cengkeh 

(Pohon)

Bibit Cengkeh 

(Pohon)

Bibit Cengkeh 

(Pohon)

Bibit Cengkeh 

(Pohon)
Bibit Kakao (Ha) Bibit Kakao (Ha) Bibit Kakao (Ha) Bibit Kakao (Ha)
Bibit Lada (Ha) Bibit Lada (Ha) Bibit Lada (Ha) Bibit Lada (Ha)
Bibit Kopi (Pohon) Bibit Kopi (Pohon) Bibit Kopi (Pohon) Bibit Kopi (Pohon)

Pembinaan 

Kelompok Tani 

Perkebunan

Jumlah Kelompok 

Tani Perkebunan 

yang Mendapatkan 

Penyuluhan dan 

Pembinaan  (Orang)

Jumlah Kelompok 

Tani Perkebunan 

yang Mendapatkan 

Penyuluhan dan 

Pembinaan  

(Orang)

Jumlah Kelompok 

Tani Perkebunan 

yang Mendapatkan 

Penyuluhan dan 

Pembinaan  

(Orang)

Jumlah Kelompok 

Tani Perkebunan 

yang Mendapatkan 

Penyuluhan dan 

Pembinaan  

(Orang)

Tingkat Kehilangan 

Hasil pd saat panen

Tingkat Kehilangan 

Hasil pd saat panen

Tingkat Kehilangan 

Hasil pd saat panen

Tingkat Kehilangan 

Hasil pd saat panen 3 27 02 2.01 01

-  Padi (%) -  Padi (%) -  Padi (%) -  Padi (%)
-  Jagung (%) -  Jagung (%) -  Jagung (%) -  Jagung (%)

Peningkatan Kualitas 

& Rendemen

Peningkatan 

Kualitas & 

Rendemen

Peningkatan 

Kualitas & 

Rendemen

Peningkatan 

Kualitas & 

Rendemen

Penanganan Pasca 

Panen dan 

Pengolahan Hasil 

Pertanian

Pengawasan 

Penggunaan 

Sarana Pendukung 

Pertanian sesuai 

dengan 

Komoditas, 

Teknologi dan 

Spesifik Lokasi

Pengawasan 

Penggunaan 

Sarana Pertanian

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian

Penyuluhan 

Peningkatan 

Produksi 

Pertanian/Perkebun

an

Pendampingan 

Penggunaan 

Sarana Pendukung 

Pertanian

Pengawasan 

Penggunaan 

Sarana Pertanian

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian

Peningkatan Mutu 

Intensifikasi 

Hortikultura

Peningkatan 

Produksi, 

Produktivitas dan 

Mutu Produk 

Perkebunan

Pengembangan 

Bibit Unggul 

Perkebunan
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1 14
Bimbingan & 

Pembinaan 

Penggunaan Alat 

Pasca Panen (Klp. 

Penggilingan)

Bimbingan & 

Pembinaan 

Penggunaan Alat 

Pasca Panen (Klp. 

Penggilingan)

Bimbingan & 

Pembinaan 

Penggunaan Alat 

Pasca Panen (Klp. 

Penggilingan)

Bimbingan & 

Pembinaan 

Penggunaan Alat 

Pasca Panen (Klp. 

Penggilingan)
Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Teknologi 

Pertanian/Perkebun

an Tepat Guna

Jumlah Alsintan pada 

Sentra Produksi 

Pertanian/Perkebuna

n (Unit)

Jumlah Alsintan 

pada Sentra 

Produksi 

Pertanian/Perkebu

nan (Unit)

Jumlah Alsintan 

pada Sentra 

Produksi 

Pertanian/Perkebu

nan (Unit)

Jumlah Alsintan 

pada Sentra 

Produksi 

Pertanian/Perkebu

nan (Unit)

Ketersediaan Pupuk 

di Tingkat Kelompok 

Tani (Klp. Tani)

Ketersediaan 

Pupuk di Tingkat 

Kelompok Tani 

(Klp. Tani)

Ketersediaan 

Pupuk di Tingkat 

Kelompok Tani 

(Klp. Tani)

Ketersediaan 

Pupuk di Tingkat 

Kelompok Tani 

(Klp. Tani)
Jumlah Tim Entry E-

RDKK di Ktr BPP 

(Orang)

Jumlah Tim Entry E-

RDKK di Ktr BPP 

(Orang)

Jumlah Tim Entry E-

RDKK di Ktr BPP 

(Orang)

Jumlah Tim Entry E-

RDKK di Ktr BPP 

(Orang)

Peningkatan 

Kapasitas Pengelola 

Alsintan Brigade

Jumlah BPP dan 

Dinas Pengelola 

Alsintan Brigade (BPP 

dan Dinas)  

Jumlah BPP dan 

Dinas Pengelola 

Alsintan Brigade 

(BPP dan Dinas)  

Jumlah BPP dan 

Dinas Pengelola 

Alsintan Brigade 

(BPP dan Dinas)  

Jumlah BPP dan 

Dinas Pengelola 

Alsintan Brigade 

(BPP dan Dinas)  

Jumlah Peserta 

Pelatihan Penerapan  

Teknologi Tepat 

Guna (Klp. Tani)

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Penerapan  

Teknologi Tepat 

Guna (Klp. Tani)

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Penerapan  

Teknologi Tepat 

Guna (Klp. Tani)

Jumlah Peserta 

Pelatihan 

Penerapan  

Teknologi Tepat 

Guna (Klp. Tani)

Pelatihan Mengenai 

Pengoperasian Alat 

dan Mesin 

Pengolahan 

Pertanian kepada 

Kelompok Tani 

(KPPN) (Paket)

Pelatihan 

Mengenai 

Pengoperasian Alat 

dan Mesin 

Pengolahan 

Pertanian kepada 

Kelompok Tani 

(KPPN) (Paket)

Pelatihan 

Mengenai 

Pengoperasian Alat 

dan Mesin 

Pengolahan 

Pertanian kepada 

Kelompok Tani 

(KPPN) (Paket)

Pelatihan 

Mengenai 

Pengoperasian Alat 

dan Mesin 

Pengolahan 

Pertanian kepada 

Kelompok Tani 

(KPPN) (Paket)

Penyusunan 

Kebijakan 

Pencegahan Alih 

Fungsi Lahan 

Pertanian

Jumlah Dokumen 

Peta Lahan Pertanian 

(Dok.)

Pengelolaan Lahan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/LP2

B, Kawasan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/KP2

B dan Lahan 

Cadangan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/LCP

2B

Jumlah Dokumen 

Peta Lahan 

Pertanian (Dok.)

Jumlah Dokumen 

Peta Lahan 

Pertanian (Dok.)

Jumlah Dokumen 

Peta Lahan 

Pertanian (Dok.)

3 27 03 2.01 01

Pembinaan dan 

Operasional 

Statistik Pertanian

Waktu Penyediaan  

Data Luas Tanam, 

Luas Panen, 

Produktivitas dan 

Produksi Untuk 

Komoditi Tanaman 

Pangan, Hortikultura, 

Perkebunan (Bulan)

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Prasarana 

Pendukung 

Pertanian lainnya 

Waktu Penyediaan  

Data Luas Tanam, 

Luas Panen, 

Produktivitas dan 

Produksi Untuk 

Komoditi Tanaman 

Pangan, 

Hortikultura, 

Perkebunan (Bulan)

Waktu Penyediaan  

Data Luas Tanam, 

Luas Panen, 

Produktivitas dan 

Produksi Untuk 

Komoditi Tanaman 

Pangan, 

Hortikultura, 

Perkebunan (Bulan)

Waktu Penyediaan  

Data Luas Tanam, 

Luas Panen, 

Produktivitas dan 

Produksi Untuk 

Komoditi Tanaman 

Pangan, 

Hortikultura, 

Perkebunan (Bulan)

3 27 03 2.01 03

Pengembangan 

Prasarana 

Pertanian 

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Prasarana 

Pertanian

Penanganan Pasca 

Panen dan 

Pengolahan Hasil 

Pertanian

Pengawasan 

Penggunaan 

Sarana Pendukung 

Pertanian sesuai 

dengan 

Komoditas, 

Teknologi dan 

Spesifik Lokasi

Pengawasan 

Penggunaan 

Sarana Pertanian

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian

Pembinaan dan 

Kebutuhan Sarana 

dan Prasarana 

Pertanian

Penyuluhan 

Penerapan 

Teknologi Pertanian 

/ Perkebunan Tepat 

Guna
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KODE KODE

1 14
Pembangunan Jalan 

Tani

Panjang Jalan Tani 

(Km)

Panjang Jalan Tani 

(Km)

Panjang Jalan Tani 

(Km)

Panjang Jalan Tani 

(Km)
Peningkatan/Penge

mbangan 

Infrastruktur 

Pertanian/Perkebun

an

Panjang Jalan 

Pertanian (Km)

Panjang Jalan 

Pertanian (Km)

Panjang Jalan 

Pertanian (Km)

Panjang Jalan 

Pertanian (Km)

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Embung Pertanian

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

3 27 03 2.02 02

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

DAM Parit 

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

3 27 03 2.02 04

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Long 

Storage 

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

3 27 03 2.02 05

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Embung Pertanian

Jumlah Dokumen 

Rencana Pekerjaan 

Cetak Sawah, Dam 

Parit dan Embung 

(Paket)

Jumlah Dokumen 

Rencana Pekerjaan 

Cetak Sawah, Dam 

Parit dan Embung 

(Paket)

Jumlah Dokumen 

Rencana Pekerjaan 

Cetak Sawah, Dam 

Parit dan Embung 

(Paket)

3 27 03 2.02 02

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Long 

Storage 

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

Jumlah Embung 

dan Bangunan Air 

Lainnya yang 

Dibangun (Unit)

3 27 03 2.02 05

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

DAM Parit 

Jumlah Dokumen 

Rencana Pekerjaan 

Cetak Sawah, Dam 

Parit dan Embung 

(Paket)

Jumlah Dokumen 

Rencana Pekerjaan 

Cetak Sawah, Dam 

Parit dan Embung 

(Paket)

Jumlah Dokumen 

Rencana Pekerjaan 

Cetak Sawah, Dam 

Parit dan Embung 

(Paket)

3 27 03 2.02 04

Peningkatan 

Konservasi Air 

Tanah

Jumlah Unit Air 

Irigasi Pompanisasi 

(Unit)

Jumlah Unit Air 

Irigasi Pompanisasi 

(Unit)

Jumlah Unit Air 

Irigasi Pompanisasi 

(Unit)

Jumlah Unit Air 

Irigasi Pompanisasi 

(Unit)

Pembangunan/Rehab 

Kebun Induk (Paket)

Pembangunan/Reh

ab Kebun Induk 

(Paket)

Pembangunan/Reh

ab Kebun Induk 

(Paket)

Pembangunan/Reh

ab Kebun Induk 

(Paket)
Panjang Jalan 

Produksi (Km)

Panjang Jalan 

Produksi (Km)

Panjang Jalan 

Produksi (Km)

Panjang Jalan 

Produksi (Km)
Jumlah Embung 

Perkebunan/Hortikul

tura (Unit)

Jumlah Embung 

Perkebunan/Hortik

ultura (Unit)

Jumlah Embung 

Perkebunan/Hortik

ultura (Unit)

Jumlah Embung 

Perkebunan/Hortik

ultura (Unit)
Pembinaan 

Kelompok Tani 

Hortikultura

jumlah sarana dan 

prasarana 

Hortikultura

jumlah sarana dan 

prasarana 

Hortikultura

jumlah sarana dan 

prasarana 

Hortikultura

jumlah sarana dan 

prasarana 

Hortikultura
Pembangunan/Rehab 

Kebun induk 

Pembangunan/Reh

ab Kebun induk 

Pembangunan/Reh

ab Kebun induk 

Pembangunan/Reh

ab Kebun induk 
Panjang Jalan 

Produksi

Panjang Jalan 

Produksi

Panjang Jalan 

Produksi

Panjang Jalan 

Produksi
Jumlah Embung 

Perkebunan/Hortikul

tura

Jumlah Embung 

Perkebunan/Hortik

ultura

Jumlah Embung 

Perkebunan/Hortik

ultura

Jumlah Embung 

Perkebunan/Hortik

ultura

2.02 09

Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Perkebunan

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Hortikultura

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Prasarana 

Pertanian Lainnya

Pembangunan 

Prasarana 

Pertanian 

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Prasarana 

Pertanian

3 27 03

Pembangunan 

Embung dan 

Bangunan Air 

Lainnya 

Jumlah Embung dan 

Bangunan Air Lainnya 

yang Dibangun (Unit)

Survey dan Desain 

Sarana dan 

Prasarana Pertanian

Jumlah Dokumen 

Rencana Pekerjaan 

Cetak Sawah, Dam 

Parit dan Embung 

(Paket)

3 27 03 2.02 03

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Jalan Usaha Tani

Pembangunan 

Prasarana 

Pertanian 

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Prasarana 

Pertanian
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1 14

Rehabilitasi 

Jaringan Irigasi

Jumlah Jaringan 

Irigasi yang 

Direhabilitasi (Ha)

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi 

Usaha Tani 

Jumlah Jaringan 

Irigasi yang 

Direhabilitasi (Ha)

Jumlah Jaringan 

Irigasi yang 

Direhabilitasi (Ha)

Jumlah Jaringan 

Irigasi yang 

Direhabilitasi (Ha)

3 27 03 2.02 01

Sarana dan 

Prasarana 

Penyuluhan 

Pertanian/Perkebun

an

Jumlah Kecamatan 

Lokasi Penyediaan 

Sarana dan Prasarana 

BP3K (Kec.)

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Balai 

Penyuluh di 

Kecamatan serta 

sarana 

pendukungnya

Jumlah Kecamatan 

Lokasi Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana BP3K 

(Kec.)

Jumlah Kecamatan 

Lokasi Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana BP3K 

(Kec.)

Jumlah Kecamatan 

Lokasi Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana BP3K 

(Kec.)

3 27 03 2.02 08

Luas Pengendalian 

Hama dan Penyakit 

(Ha)

Luas Pengendalian 

Hama dan Penyakit 

(Ha)

Luas Pengendalian 

Hama dan Penyakit 

(Ha)

Luas Pengendalian 

Hama dan Penyakit 

(Ha)

Jumlah Peserta SL-

PHT (Klp.)

Jumlah Peserta SL-

PHT (Klp.)

Jumlah Peserta SL-

PHT (Klp.)

Jumlah Peserta SL-

PHT (Klp.)

Pembinaan dan 

Pelayanan Perizinan 

Usaha Pertanian

Jumlah Izin Usaha 

Pertanian                      

(Izin)                                  

Penilaian 

Kelayakan dan 

Pemberian 

Pertimbangan 

Teknis Izin Usaha 

Pertanian

Jumlah Izin Usaha 

Pertanian                      

(Izin)                                  

Penerbitan Izin 

Usaha Pertanian 

yang Kegiatan 

Usahanya dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Izin Usaha 

Pertanian                      

(Izin)                                  

Program Perizinan 

Usaha Pertanian

Jumlah Izin Usaha 

Pertanian                      

(Izin)                                  

3 27 06 2.01 01

Promosi Atas Hasil 

Produksi Pertanian 

/ Perkebunan 

Unggulan Daerah

Jumlah Komoditi 

Unggulan Daerah 

yang Dipromosikan 

(Komoditi)
Jumlah Kelompok 

Penerima PUAP 

Membentuk LKM-A 

yang Dibina 

(Gapoktan)

Jumlah Kelompok 

Penerima PUAP 

Membentuk LKM-A 

yang Dibina 

(Gapoktan)

Jumlah Kelompok 

Penerima PUAP 

Membentuk LKM-A 

yang Dibina 

(Gapoktan)

Jumlah Peserta 

Pelatihan Keuangan 

Gapoktan (Gapoktan)

Jumlah Peserta 

Pelatihan Keuangan 

Gapoktan 

(Gapoktan)

Jumlah Peserta 

Pelatihan Keuangan 

Gapoktan 

(Gapoktan)

Pelatihan 

Manajemen Kepada 

Penggiat Gapoktan 

dan BUMDes (KPPN) 

(Paket)

Pelatihan 

Manajemen 

Kepada Penggiat 

Gapoktan dan 

BUMDes (KPPN) 

(Paket)

Pelatihan 

Manajemen 

Kepada Penggiat 

Gapoktan dan 

BUMDes (KPPN) 

(Paket)

Jumlah Kelompok 

Tani Penerima 

Asuransi Usaha Tani 

pada Sentra Produksi 

Tanaman Pangan 

(Klp. Tani)

Jumlah Kelompok 

Tani Penerima 

Asuransi Usaha 

Tani pada Sentra 

Produksi Tanaman 

Pangan (Klp. Tani)

Jumlah Kelompok 

Tani Penerima 

Asuransi Usaha 

Tani pada Sentra 

Produksi Tanaman 

Pangan (Klp. Tani)

Jumlah Gapoktan 

Peserta Temu Usaha 

Akselerasi KUR 

(Gapoktan)

Jumlah Gapoktan 

Peserta Temu 

Usaha Akselerasi 

KUR (Gapoktan)

Jumlah Gapoktan 

Peserta Temu 

Usaha Akselerasi 

KUR (Gapoktan)

Program 

Penyuluhan 

Pertanian

3 27 06 2.01 04

3 27 05 2.01 01

Fasilitasi Pembinaan 

dan Pendampingan 

Petani / Pelaku  

Agribisnis

Pembentukan 

Badan Usaha Milik 

Petani

Pelaksanaan 

Penyuluhan 

Pertanian

Operasional 

Pengendalian Hama 

dan Penyakit

Pengendalian 

Organisme 

Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) 

Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan 

Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

Kabupaten/Kota

Program 

Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Bencana Pertanian

Pembangunan 

Prasarana 

Pertanian 

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Prasarana 

Pertanian
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1 14

Peningkatan 

Kapasitas Tenaga 

Penyuluh Pertanian 

/ Perkebunan

Meningkatnya 

Kualitas Penyuluh 

Pertanian / 

Perkebunan (Orang)

Meningkatnya 

Kualitas Penyuluh 

Pertanian / 

Perkebunan 

(Orang)

Meningkatnya 

Kualitas Penyuluh 

Pertanian / 

Perkebunan 

(Orang)

Adopsi dan 

Diseminasi 

Teknologi dan 

Penyuluhan

Jumlah BPP Lokasi 

Diseminasi Paket 

Teknologi dan 

Penyuluhan (BPP)

Meningkatnya 

Kualitas Penyuluh 

Pertanian / 

Perkebunan 

(Orang)

Meningkatnya 

Kualitas Penyuluh 

Pertanian / 

Perkebunan 

(Orang)
Terwujudnya 

persepsi yang sama 

diantara petani 

nelayan dan 

penyuluh dalam 

mensukseskan 

kegiatan usaha di 

bidang 

pertanian,perikanan 

(Orang)

Terwujudnya 

persepsi yang sama 

diantara petani 

nelayan dan 

penyuluh dalam 

mensukseskan 

kegiatan usaha di 

bidang 

pertanian,perikana

n (Orang)

Terwujudnya 

persepsi yang sama 

diantara petani 

nelayan dan 

penyuluh dalam 

mensukseskan 

kegiatan usaha di 

bidang 

pertanian,perikana

n (Orang)

3 27 06 2.01 02

Meningkatnya 

motivasi diantara 

para petani nelayan 

dan penyuluh 

mensukseskan 

kegiatan usaha di 

bidang 

pertanian,perikanan 

(Orang)

Meningkatnya 

motivasi diantara 

para petani nelayan 

dan penyuluh 

mensukseskan 

kegiatan usaha di 

bidang 

pertanian,perikana

n (Orang)

Meningkatnya 

motivasi diantara 

para petani nelayan 

dan penyuluh 

mensukseskan 

kegiatan usaha di 

bidang 

pertanian,perikana

n (Orang)

Pengembangan dan 

Manajemen Irigasi 

Partisipatif 

Terintegrasi 

(IPDMIP)

Peningkatan Nilai 

Pertanian Irigasi 

Berkelanjutan 

(Daerah Irigasi)

Peningkatan Nilai 

Pertanian Irigasi 

Berkelanjutan 

(Daerah Irigasi)

Peningkatan Nilai 

Pertanian Irigasi 

Berkelanjutan 

(Daerah Irigasi)

Nilai Skor Pola 

Pangan Harapan 

(PPH)  

Program 

Peningkatan 

Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat

Nilai Skor Pola 

Pangan Harapan 

(PPH)  

Nilai Konsumsi Kalori 

Protein (gr/hr)

Nilai Konsumsi 

Kalori Protein 

(gr/hr)

Program 

Penanganan 

Kerawanan Pangan

Nilai Konsumsi 

Kalori Protein 

(gr/hr)

Peningkatan 

Penerapan 

Teknologi Pertanian 

/ Perkebunan

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Petani di 

Kecamatan dan 

Desa 

Program 

Peningkatan 

Ketahanan Pangan

Program 

Penyuluhan 

Pertanian

Pangan Wajib

01

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Penyuluhan 

Pertanian di 

Kecamatan dan di 

Desa

Pelaksanaan 

Penyuluhan 

Pertanian

3 27 06 2.01
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1 14

Pengembangan 

Lumbung Pangan 

Desa

Jumlah Kelompok  

Lumbung Pangan 

Desa yang Dibina 

(Klp.)

Penyediaan 

Infrastruktur 

Lumbung Pangan

Jumlah Kelompok  

Lumbung Pangan 

Desa yang Dibina 

(Klp.)

Penyediaan 

Infrastruktur dan 

Seluruh 

Pendukung 

Kemandirian 

Pangan Sesuai 

Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kelompok  

Lumbung Pangan 

Desa yang Dibina 

(Klp.)

Program 

Pengelolaan 

Sumberdaya 

Ekonomi untuk 

Kedaulatan dan 

Kemandirian 

Pangan

Nilai Skor Pola 

Pangan Harapan 

(PPH)  

2 09 02 2.01 01

Analisis Neraca 

Bahan Makanan 

(NBM)

Jumlah Laporan 

Neraca Bahan 

Makanan (Laporan)

Penyediaan 

Informasi Harga 

Pangan dan Neraca 

Bahan Makanan

Jumlah Laporan 

Neraca Bahan 

Makanan (Laporan)

Jumlah Laporan 

Neraca Bahan 

Makanan (Laporan)

2 09 03 2.01 01

Pengembangan 

Model Distribusi 

Pangan Yang Efisien

Jumlah Gapoktan 

Pengelola Distribusi 

Pangan Masyarakat 

yang Dibina 

(Gapoktan)

Pengembangan 

Kelembagaan dan 

Jaringan Distribusi 

Pangan 

Jumlah Gapoktan 

Pengelola Distribusi 

Pangan Masyarakat 

yang Dibina 

(Gapoktan)

Jumlah Gapoktan 

Pengelola Distribusi 

Pangan Masyarakat 

yang Dibina 

(Gapoktan)

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Pasar

Jumlah Laporan Data 

Harga Pangan Pokok 

Strategis (Laporan)

Penyediaan 

Informasi Harga 

Pangan dan Neraca 

Bahan Makanan

Jumlah Laporan 

Data Harga Pangan 

Pokok Strategis 

(Laporan)

Jumlah Laporan 

Data Harga Pangan 

Pokok Strategis 

(Laporan)

Analisis dan 

Penyusunan Pola 

Konsumsi dan Suplai 

Pangan

Jumlah Laporan Hasil 

Analisis dan 

Penyusunan Pola 

Konsumsi dan Suplai 

Pangan (Laporan)

Penyusunan dan 

Penetapan Target 

Konsumsi Pangan 

per Kapita per 

Tahun 

Jumlah Laporan 

Hasil Analisis dan 

Penyusunan Pola 

Konsumsi dan 

Suplai Pangan 

(Laporan)

Jumlah Laporan 

Hasil Analisis dan 

Penyusunan Pola 

Konsumsi dan 

Suplai Pangan 

(Laporan)

Pemanfaatan 

Pekarangan untuk 

Pengembangan 

Pangan

Tersedianya 

konsumsi pangan 

yang 

beragam,bergizi, 

seimbang dan aman

Tersedianya 

konsumsi pangan 

yang 

beragam,bergizi, 

seimbang dan 

aman

Tersedianya 

konsumsi pangan 

yang 

beragam,bergizi, 

seimbang dan 

aman
Pengembangan 

Olahan Pangan Lokal 

Gerakan Makanan 

Bergizi dan 

Seimbang

Terpenuhinya 

kebutuhan pangan 

yang berdasarkan 

B2SA (KWT)

Terpenuhinya 

kebutuhan pangan 

yang berdasarkan 

B2SA (KWT)

Terpenuhinya 

kebutuhan pangan 

yang berdasarkan 

B2SA (KWT)

Penyediaan 

Informasi Daerah 

rawan pangan 

(Analisis Sistim 

kewaspadaan 

Pangan dan gizi 

(SKPG) dalam 

Penyusunan Peta 

Kerawanan Pangan

Jumlah Dokumen 

Peta Kerawanan 

Pangan (Peta)

Penyusunan, 

Pemutakhiran dan 

Analisis Peta 

Ketahanan dan 

Kerentanan 

Pangan 

Jumlah Dokumen 

Peta Kerawanan 

Pangan (Peta)

Penyusunan Peta 

Kerentanan dan 

Ketahanan Pangan 

Kecamatan

Jumlah Dokumen 

Peta Kerawanan 

Pangan (Peta)

Program 

Penanganan 

Kerawanan Pangan

Nilai Konsumsi 

Kalori Protein 

(gr/hr)

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Penganekaragama

n Konsumsi 

Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai 

dengan Kebutuhan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam Rangka 

Stabilisasi Pasokan 

dan Harga Pangan 

Program 

Peningkatan 

Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat

Nilai Konsumsi 

Kalori Protein 

(gr/hr)

Pelaksanaan 

Pencapaian Target 

Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun 

sesuai dengan 

Angka Kecukupan 

Gizi 
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KODE KODE

1 14

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja OPD 

(Laporan)

Penyusunan 

Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja

3 02 01 2.01 01

Penyusunan 

Program dan 

Kegiatan Perangkat 

Daerah dalam 

Dokumen 

Perencanaan 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja

3 02 01 2.01 02

Penyusunan 

Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja

3 02 01 2.01 03

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

Pertanian Pilihan

3 02 01

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah Dokumen 

Bermaterai (Lembar)

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah Dokumen 

Bermaterai 

(Lembar)

3 02 01 2.03 01

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi, SDA 

dan Listrik (Bulan)

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

SDA dan Listrik 

(Bulan)

3 02 01 2.03 02

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah dan Jenis 

Barang Milik Daerah 

yang Disediakan Jasa 

Jaminan (Unit)

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah dan Jenis 

Barang Milik 

Daerah yang 

Disediakan Jasa 

Jaminan (Unit)

3 02 01 2.03 05

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Disediakan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan  (Unit)

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Disediakan 

Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan  

(Unit)

3 02 01 2.03 06

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Administrasi Jasa 

Keuangan (Bulan)

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Administrasi Jasa 

Keuangan (Bulan)

3 02 01 2.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor (Bulan)

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor (Bulan)

3 02 01 2.03 08

Penyediaan Jasa 

Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Kerja yang 

Diperbaiki (Unit)

Penyediaan Jasa 

Perbaikan 

Peralatan Kerja

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Kerja 

yang Diperbaiki 

(Unit)

3 02 01 2.03 09

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)
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1 14

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

3 02 01 2.03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

3 02 01 2.03 11

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan Jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

(Unit)

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi Listrik / 

Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan Jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

(Unit)

3 02 01 2.03 12

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran (Bulan)

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

3 02 01 2.03 17

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar 

Daerah

Jumlah Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Luar 

Daerah (Kali)

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar 

Daerah

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi Luar 

Daerah (Kali)

3 02 01 2.03 18

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Dalam 

Daerah

3 02 01 2.03

Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

Pertanian Pilihan 3 02 01 2.03

Pembangunan 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dibangun (Unit)

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Pengawasan dan 

Pemanfaatan, 

Rehabilitasi, 

Renovasi, 

Ubahsuai, serta 

Pemeliharaan dan 

Perawatan 

Bangunan Gedung 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dibangun (Unit)

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung 

di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin 

Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan 

Gedung 

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dibangun (Unit)

Program Penataan 

Bangunan Gedung

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dibangun (Unit)

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan (Unit)

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan 

(Unit)

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

3 02 01 2.03 22

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan (Unit)

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan 

(Unit)

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

3 02 01 2.03 24

Administrasi 

Umum

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran (Bulan)
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1 14

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah Mebeleur 

yang Diadakan (Unit)

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah Mebeleur 

yang Diadakan 

(Unit)

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

3 02 01 2.03 25

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara Kantor 

Rutin/Berkala (Unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara Kantor 

Rutin/Berkala 

(Unit)

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

3 02 01 2.03 28

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara 

Rutin/Berkala (Unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara 

Rutin/Berkala 

(Unit)

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

3 02 01 2.03 30

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

Dipelihara 

Rutin/Berkala (Unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang Dipelihara 

Rutin/Berkala 

(Unit)

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

3 02 01 2.03 32

URUSAN 

PEMERINTAH

AN WAJIB 

YANG TIDAK 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR

LINGKUNGAN 

HIDUP

Terlaksananya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Penyediaan jasa 

komunikasi sumber 

daya air dan listrik

Terbayarnya jasa 

telepon listrik dan air 

setiap bulan

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Terbayarnya jasa 

telepon listrik dan 

air setiap bulan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Terlaksananya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

X XX 1  2.03 2

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Terbayarnya premi 

asuransi kendaraan 

dinas

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik daerah

Terbayarnya premi 

asuransi kendaraan 

dinas

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 05

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Terbayarnya STNK 

Kendaraan Dinas

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional

Terbayarnya STNK 

Kendaraan Dinas

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 06

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Terbayarnya Honor 

Petugas Administrasi 

Keuangan

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Terbayarnya Honor 

Petugas 

Administrasi 

Keuangan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Terbayarnya jasa 

kebersihan kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Terbayarnya jasa 

kebersihan kantor

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 08

 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Administrasi 

Umum

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

PAGE148



URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik Penerangan 

Bangunan Kantor

Tersedianya 

Komponen Instalasi 

Listrik

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

bangunan Kantor

Tersedianya 

Komponen Instalasi 

Listrik

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 12

Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga

Tersedianya 

Peralatan Rumah 

Tangga

Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga

Tersedianya 

Peralatan Rumah 

Tangga

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 14

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Terbayarnya Biaya 

Bahan Bacaan

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Terbayarnya Biaya 

Bahan Bacaan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 15

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Terbayarnya Rapat 

Koordinasi Keluar 

Daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Terbayarnya Rapat 

Koordinasi Keluar 

Daerah

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 18

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Dalam 

Daerah

PEMUTAKHIRAN

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Tersedianya 

Kelengkapan 

Administrasi

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Tersedianya 

Kelengkapan 

Administrasi

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum
Meningkatnya 

kapasitas sarana dan 

pemeliharaan 

prasarana aparatur
Pembangunan 

Gedung Kantor

Terciptanya gedung 

dan halaman yang 

asri dan nyaman

Pembangunan 

Gedung Kantor

Terciptanya gedung 

dan halaman yang 

asri dan nyaman

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Terlaksananya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR
Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung kantor

Tersedianya 

Perlengkapan 

Gedung kantor

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung kantor

Tersedianya 

Perlengkapan 

Gedung kantor

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 22

Pengadaan 

Kendaraan Dinas/O 

perasional

Tersedianya 

Kendaraan 

Operasional

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 20

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

kantor

Tersedianya 

peralatan gedung 

Pengadaan Perala 

tan Gedung kantor

Tersedianya 

peralatan gedung 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 24

Pengadaan 

Mebeleur

Tersedianya 

Mebeleur

Pengadaan 

Mebeleur

Tersedianya 

Mebeleur

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 25

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Terpeliharanya 

Gedung Kantor

Pemeli haraan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Terpeliharanya 

Gedung Kantor

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 30

Pemeliharaan Rutin/ 

Berkala Mobil  

Jabatan

Terpeliharanya Mobil 

Jabatan

Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

Mobil  Jabatan

Terpeliharanya 

Mobil Jabatan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 29
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Ken 

da raan Dinas/ 

Operasio nal

Terpeliharanya 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Ken 

da raan Dinas/ 

Operasio nal

Terpeliharanya 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 30

Pemeliharaan Rutin/ 

Berkala Perlengka 

pan Gedung Kantor

Terpeliharanya 

perlengkapan gedung 

Kantor

Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

Perlengka pan 

Gedung Kantor

Terpeliharanya 

perlengkapan 

gedung Kantor

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 34

Pemeliharaan Rutin/ 

Berkala Perlatan 

gedung kantor

Terpeliharanya 

peralatan gedung 

Kantor

Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

Perlatan gedung 

kantor

Terpeliharanya 

peralatan gedung 

Kantor

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 34

Pemeliharaan Rutin/ 

Berkala Mebeleur

Terpeliharanya 

Mebeleur

Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

Mebeleur

Terpeliharanya 

Mebeleur

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2,03 35

Terciptanya 

pengelolaan 

keuangan dan asset 

daerah yang 

berkualitas, efektif, 

efisien, transparan 

dan akuntabel
Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja & 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan 

Lakip, LKPJ, Renja, 

RKA dan DPA beserta 

perubahan nya  

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Tersusunnya 

Laporan Lakip, 

LKPJ, Renja, RKA 

dan DPA beserta 

perubahan nya  

Administrasi 

Keuangan

Tersusunnya 

Laporan Lakip, 

LKPJ, Renja, RKA 

dan DPA beserta 

perubahan nya  

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Terlaksananya 

Pelayanan 

Administrasi 

Keuangan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

X XX 01 2,02 06

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Tersusunnya Laporan 

bulanan, Laporan 

Semesteran dan 

Laporan Akhir Tahun

Penyusunan 

laporan keuangan 

bulanan/semestera

n

Tersusunnya 

Laporan bulanan, 

Laporan 

Semesteran dan 

Laporan Akhir 

Tahun

Administrasi 

Keuangan

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Keuangan

Terlaksananya 

Pelayanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2,02 07

Persentase jumlah 

sampah yang  

terkurangi melalui 3 

R

,

Peningkatan Operasi 

& Pemeliharaan 

Prasarana & Sarana 

Persampahan

Terciptanya 

peningkatan 

pelayanan dan 

pengelolaan

Penyusunan 

Kebijakan dan 

Strategi Daerah 

Pengelolaan 

Sampah 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya 1 

Dokumen Laporan 

Kinerja Pengelolaan 

Sampah Rumah 

Tangga dan 

Sampah Sejenis 

Sampah Rumah 

Tangga

Pengelolaan 

Sampah

Dokumen Laporan 

Kinerja Pengelolaan 

Sampah Rumah 

Tangga dan 

Sampah Sejenis 

Sampah Rumah 

Tangga

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Persentase jumlah 

sampah yang  

terkurangi melalui 

3 R

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

2 11 11 2,01 01

Pengurangan 

Sampah dengan 

melakukan 

Pembatasan, 

Pendaur Ulang dan 

Pemanfaatan 

Kembali

Persentase jumlah 

sampah terkurangi

Pengelolaan 

Sampah

Target 

pengurangan 

sampah tahun 

2020 = 22% & 

Tahun 2021 =24%

2 11 11 2,01 02
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Penanganan 

Sampah dengan 

melakukan 

Pemilahan, 

Pengumpulan, 

Pengangkatan, 

Pengolahan dan 

Pemrosesan Akhir 

Sampah di 

TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

Persentase jumlah 

sampah tertangani

Pengelolaan 

Sampah

Target penanganan 

sampah tahun 

2020 = 75% & 

Tahun 2021 =74%

2 11 11 2,01 03

Penyediaan 

prasarana dan 

sarana pengelolaaan 

persampahan

Tersedianya sarana 

dan prasarana 

persampahan

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penyediaan 

Prasarana dan 

Sarana Pengelolaan 

Persampahan

Jumlah Koordinasi 

terkait Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Persampahan

Pengelolaan 

Sampah

Terlaksananya 

penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Persampahan

2 11 11 2,01 05

Sosialisasi kebijakan 

pengelolaan 

persampahan

Jumlah peserta 

sosialisasi kebijakan 

pengelolaan 

persampahan

Peningkatan Peran 

Serta Masyarakat 

Dalam Pengelolaan 

Persampahan

Jumlah peserta 

sosialisasi kebijakan 

pengelolaan 

persampahan

Pengelolaan 

Sampah

Jumlah peserta 

sosialisasi kebijakan 

pengelolaan 

persampahan

2 11 11 2,01 04

Terlaksananya 

pengendalian 

pencemaran dan 

perusakan 

lingkungan hidup
Pemantauan 

Kualitas Lingkungan

Jumlah Sungai yang 

terpantau kualitas 

lingkungannya

Koordinasi, 

Sinkronisasi 

dan/atau 

Pelaksanaan 

Pencegahan 

Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

dilaksanakn 

terhadap media 

Tanah, Air, Udara 

dan Laut.

Terpantaunya 

Kualitas Air Sungai 

dan Danau

Pencegahan 

Pencemaran 

dan/atau 

kerusakan 

lingkungan hidup

Jumlah Sungai yang 

terpantau kualitas 

lingkungannya

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Persentase 

pengendalian 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

2 11 03 2,01 01

Pengawasan 

pelaksanaan 

kebijakan bidang 

lingkungan hidup

Jumlah usaha yang 

memiliki izin 

lingkungan

Pengawasan Usaha 

dan/atau Kegiatan 

yang Izin 

Lingkungan Hidup, 

Izin PPLH yang 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah usaha yang 

memiliki izin 

lingkungan

Pembinaan dan 

Pengawasan 

terhadap usaha 

dan/atau kegiatan 

yang izin 

lingkungan dan izin 

PPLH diterbitkan 

oleh pemerintah 

daerah 

kabupaten/kota

Jumlah usaha yang 

memiliki izin 

lingkungan

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN 

IZIN 

PERLINDUNGAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP (PPLH)

Terlaksananya 

pengendalian 

pencemaran dan 

perusakan 

lingkungan hidup

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

2 11 06 2,01 03
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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KODE KODE

1 14

Peningkatan Peran 

serta Masyarakat 

dalam pengendalian 

lingkungan hidup

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengelolaan 

lingkungan termasuk 

kebersihan

Peningkatan 

Kapasitas dan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia Bidang 

Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga 

Kemasyarakatan

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengelolaan 

lingkungan 

termasuk 

kebersihan

Penyelenggaraan 

Pendidikan, 

Pelatihan dan 

Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengelolaan 

lingkungan 

termasuk 

kebersihan

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 

PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

Terlaksananya 

pengendalian 

pencemaran dan 

perusakan 

lingkungan hidup

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

2 11 08 2,01 01

Monitoring Evaluasi 

dan Pelaporan

Tersedianya data 

kegiatan usaha yang 

memiliki dokumen 

lingkungan

Pemutakhiran

Penyusunan 

Dokumen Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM)

Tersusunnya 1 

Dokumen SPM 

Lingkungan Hidup

Pengawasan Usaha 

dan/atau Kegiatan 

yang Izin 

Lingkungan Hidup, 

Izin PPLH yang 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya 1 

Dokumen SPM 

Lingkungan Hidup

Pembinaan dan 

Pengawasan 

terhadap usaha 

dan/atau kegiatan 

yang izin 

lingkungan dan izin 

PPLH diterbitkan 

oleh pemerintah 

daerah 

kabupaten/kota

Tersusunnya 1 

Dokumen SPM 

Lingkungan Hidup

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN 

IZIN 

PERLINDUNGAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP (PPLH)

Tersusunnya 1 

Dokumen SPM 

Lingkungan Hidup

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

2 11 06 2,01 03

Pembinaan Kota 

Sehat/Adipura

Penghargaan Adipura Penilaian Kinerja 

Masyarakat/Lemba

ga 

Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantro

pi dalam 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Penghargaan 

Adipura

Pemberian 

Penghargaan 

Lingkungan Hidup 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Penghargaan 

Adipura

PROGRAM 

PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN 

NHIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

Meningkatnya nilai 

capaian adipura

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

2 11 09 2,01 01

Penyediaan Sarana 

Pengelolaan Limbah

Tersedianya 

Pengelolaan Limbah 

Ternak Biogester
Pemutakhiran

Identifikasi, 

Investigasi dan 

Pelayanan 

Pengaduan 

Masyarakat 

Terhadap 

Lingkungan

Jumlah pengaduan 

masyarakat terhadap 

lingkungan

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penerapan Sanksi 

Administrasi, 

Penyelesaian 

Sengketa, dan/atau 

Penyidikan 

Lingkungan Hidup 

di Luar Pengadilan 

atau melalui 

pengadilan

Jumlah pengaduan 

masyarakat 

terhadap 

lingkungan

Penyelesaian 

Pengaduan 

Masyarakat di 

Bidang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(PPLH) 

Kabupate/Kota

Jumlah pengaduan 

masyarakat 

terhadap 

lingkungan

PROGRAM 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Terciptanya 

penanganan 

pengaduan tentang 

lingkungan hidup

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

2 11 10 2,01 02

Terverifikasinya MHA  

dan kearifan lokal 

atau pengetahuan 

traditional 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Peningkatan Peran 

Serta Masyarakat 

Dalam Perlindungan 

dan Konservasi 

Sumber Daya Air

Tersusunnya 

dokumen dan 

regulasi tentang 

kearifan lokal dan 

masyarakat hukum 

adat

Koordinasi, 

Singkronisasi, 

penyediaan Data 

dan Informasi 

Pengekuan 

Keberadaan MHA 

kearifan lokal atau 

pengetahuan 

tradisional dan hak 

kearifan lokal atau 

pengetahuan 

tradisional dan hak 

MHA dengan PPLH.

Tersusunnya 

dokumen dan 

regulasi tentang 

kearifan lokal dan 

masyarakat hukum 

adat

Pengakuan MHA, 

Kearifan Lokal, 

Pengetahuan 

Tradisional dan Hak 

MHA yang terkait 

dengan PPLH.

Tersedianya Data 

dan Informasi 

Pengakuan 

Keberadaan MHA 

kearifan lokal atau 

pengetahuan 

tradisional, hak 

kearifan lokal dan 

hak MHA.

PROGRAM 

PENGAKUAN 

KEBERADAAN 

MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

(MHA), KEARIFAN 

LOKAL DAN HAK 

MHA YANG 

TERKAIT DENGAN 

PPLH

Terverifikasinya 

MHA  dan kearifan 

lokal atau 

pengetahuan 

traditional 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

2 11 07 2,01 01

Pengendalian 

Dampak Perubahan 

Iklim

Jumlah Kawasan 

yang dibina

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi 

Gas Rumah Kaca, 

Mitigasi dan 

Adaptasi 

Perubahan Iklim

Jumlah Kawasan 

Binaan untuk 

Dampak Perubahan 

Iklim

Pencegahan 

Pencemaran 

dan/atau 

Kerusakan 

Lingkungan Hidup

Jumlah Kawasan 

yang dibina

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Terlaksananya 

pengendalian 

pencemaran dan 

perusakan 

lingkungan hidup

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

Luasan RTH Publi 

Sebesar 20% dari luas 

wilayah 

kota/perkotaan
Penataan RTH Jumlah RTH yang 

Tertata

Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau 

(RTH)

Jumlah RTH yang 

Tertata

Tertatanya Ruang 

Terbuka Hijau 

(RTH) Kabupaten.

2 11 04 2,01 04

Pemeliharaan RTH Jumlah RTH yang 

terpelihara

Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau 

(RTH)

Jumlah RTH yang 

terpelihara

Terpeliharanya 

Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

Kabupaten.
Tersedianya 

Informasi tentang 

Lingkungan Hidup
Pengembangan Data 

dan Informasi 

Lingkungan

Tersusunnya 

Dokumen Lingkungan

Penyusunan dan 

Penetapan RPPLH 

Kabupaten.

Tersusunnya 

Dokumen 

Lingkungan

Rencana 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(RPPLH) 

Kabupaten.

Tersedianya Data 

dan Informasi 

RPPLH Kabupaten.

PROGRAM 

PERENCANAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Tersedianya 

Informasi tentang 

Lingkungan Hidup

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

2 11 02 2,01 01

Penguatan 

Kelembagaan 

Berbasis Lingkungan 

Hidup (ADIWIYATA)

Terlaksananya 

Pembeerian 

Penghargaan 

Lingkungan Hidup

Penilaian Kinerja 

Masyarakat/Lemba

ga 

Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantro

pi dalam 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Terlaksananya 

Pembeerian 

Penghargaan 

Lingkungan Hidup

Pemberian 

Penghargaan 

Lingkungan Hidup 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Pembeerian 

Penghargaan 

Lingkungan Hidup

PROGRAM 

PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

Penghargaan 

Adiwiyata

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR

2 11 09 2,01 01

Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati Kabupaten.

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMA

N HAYATI (KEHATI)

Luasan RTH Publi 

Sebesar 20% dari 

luas wilayah 

kota/perkotaan

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Fasilitasi 

pemenuhan 

komitmen izin 

penyimpanan 

sementara limbah 

B3 dilaksanakan 

melalui sistem 

pelayanan 

perizinan berusaha 

terintegrasi secara 

elektronik

Jumlah Pengajuan 

Permohonan Izin 

Penyimpanan 

Sementara Limbah 

B3 

2 11 05 2,01 01

Verifikasi lapangan 

untuk memastikan 

pemenuhan 

persyaratan 

administrasi dan 

teknis 

penyimpanan 

sementara limbah 

B3

Jumlah Pengajuan 

Permohonan Izin 

Penyimpanan 

Sementara Limbah 

B3 yang memenuhi 

syarat Administrasi

2 11 05 2,01 02

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUK

AN DAN 

PENCATATAN 

SIPIL

Program Penataan 

Administrasi 

Kependudukan

Persentase wajib 

KTP yang di layani 

dalam hal pendataan 

dan kepemilikan KTP 

elektrik

Persentase orang 

tua yang melahirkan 

yang dilayani dalam 

hal pendataan dan 

kepemilikan akte 

kelahiran anak
Persentase pasangan 

baru nikah (non 

muslim) yang 

mendapat layanan 

pendataan dan 

pembuatan akta 

nikah
adanya 

pemahamanan yang 

baik dalam 

kepengurusan dan 

kepemilikan data 

kependudukan

Sosialisasi 

kebijakan 

kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

adanya 

pemahamanan 

yang baik dalam 

kepengurusan dan 

kepemilikan data 

kependudukan

Penyelenggaraan 

adminstrasi 

kependudukan

adanya 

pemahamanan 

yang baik dalam 

kepengurusan dan 

kepemilikan data 

kependudukan

Pengelolaan 

informasi 

adminstrasi 

kependudukan

Persentase wajib 

KTP yang di layani 

dalam hal 

pendataan dan 

kepemilikan KTP 

elektrik
2 12 04 2.03 08

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

urusan adminstrasi 

kependudukan

urusan 

pemerintahan 

wajib non 

pelayanan dasar

Penyimpanan 

Sementara Limbah 

B3

Jumlah Usaha yang 

memiliki Izin 

Penyimpanan 

Sementara Limbah 

B3

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

BAHAN 

BERBAHAYA DAN 

BERACUN (B3) 

DAN LIMBAH 

BAHAN 

BERBAHAYA DAN 

BERACUN (LIMBAH 

B3)

Persentase 

Pengurangan 

Limbah B3

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG  

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN DASAR
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Rasio bayi berakta 

kelahiran

Peningkatan dalam 

pelayanan 

pencatatan sipil

Rasio bayi berakta 

kelahiran

Pelayanan 

pencatatan sipil

Cakupan Akta 0 - 

18 tahun sebagai 

capaian target 

nasional

Pencatatan sipil Persentase orang 

tua yang 

melahirkan yang 

dilayani dalam hal 

pendataan dan 

kepemilikan akte 

kelahiran anak
2 12 03 2.01 02

Ketersediaan data 

base kependudukan 

skala kabupaten

Pengelolaan Sistem 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan

Ketersediaan data 

base 

kependudukan 

skala kabupaten

Pengumpulan data 

kependudukan dan 

pemanfaatan dan 

penyajian database 

kependudukan

Ketersediaan data 

base 

kependudukan 

skala kabupaten

Program 

pengelolaan 

informasi 

adminstrasi 

kependudukan

Persentase 

pasangan baru 

nikah (non 

muslim) yang 

mendapat layanan 

pendataan dan 

pembuatan akta 

nikah
2 12 04 2.01 04

Jumlah koordinasi 

dan konsultasi 

tentang pelayanan 

administrasi 

kependudukan

Koordinasi dan 

Konsultasi 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan

Jumlah koordinasi 

dan konsultasi 

tentang pelayanan 

administrasi 

kependudukan

penyelenggaraaan 

urusan adminstrasi 

kependudukan

Jumlah koordinasi 

dan konsultasi 

tentang pelayanan 

administrasi 

kependudukan

Pengelolaan 

informasi 

adminstrasi 

kependudukan

2 12 04 2.03 03

Rasio penduduk yang 

berktp  persatuan 

penduduk

Penerbitan 

Dokumen 

Kependuudkan

Rasio penduduk 

yang berktp  

persatuan 

penduduk

Pelayanan 

pendaftaran 

penduduk

Rasio penduduk 

yang berktp  

persatuan 

penduduk

Pendaftaran 

penduduk

2 12 02 2.01 07

Penataan Dokumen 

kependudukan

Implementasi 

sistem administasi 

kependudukan 

(membangun, 

updating dan 

pemeliharaan)

Penataan Dokumen 

kependudukan

Pembentukan dan 

penataan sistem 

koneksi (inter-phase 

tahap awal) nIK

Terciptanya 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan yang 

baik nyaman dan 

efektif

Terciptanya 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

yang baik nyaman 

dan efektif
Pengelolaan dalam 

penyusunan laporan 

informasi 

kependudukan

Tersedianya laporan 

data kependudukan 

semester tiap 

tahunnya

Tersedianya 

laporan data 

kependudukan 

semester tiap 

tahunnya
Sosialisasi kebijakan 

kependudukan

adanya 

pemahamanan yang 

baik dalam 

kepengurusan dan 

kepemilikan data 

kependudukan

Sosialisasi 

kebijakan 

kependudukan

adanya 

pemahamanan 

yang baik dalam 

kepengurusan dan 

kepemilikan data 

kependudukan

Penyelenggaraan 

urusan adminstrasi 

kependudukan

adanya 

pemahamanan 

yang baik dalam 

kepengurusan dan 

kepemilikan data 

kependudukan

Pengelolaan 

informasi 

adminstrasi 

kependudukan

2 12 04 2.03 10

urusan adminstrasi 

kependudukan

urusan 

pemerintahan 

wajib non 

pelayanan dasar
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM
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KODE KODE

1 14

Sosialisasi gerakan 

indonesia sadar 

Administrasi 

Kependudukan 

(GISA)

adanya kesadaran 

masyarakat tentang 

pentingnya data 

kependudukan bagi 

tiap warga negara

adanya kesadaran 

masyarakat 

tentang pentingnya 

data 

kependudukan bagi 

tiap warga negara

Peningkatan 

pelayanan publik 

dalam bidang 

kependudukan

Cakupan penerbitan 

ktp

Peningkatan 

pelayanan publik 

dalam bidang 

kependudukan

Cakupan 

penerbitan ktp

Pelayanan 

pendaftaran 

penduduk

Cakupan 

penerbitan ktp

Pendaftaran 

penduduk

2 12 02 2.01 04

memaksimalkan 

pelaksanaan,monito

ring dan evaluasi 

layanan

Meningkatkan 

kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan 

yang baik oleh 

pengelolah layanan

memaksimalkan 

pelaksanaan,monit

oring dan evaluasi 

layanan

Meningkatkan 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan yang 

baik oleh 

pengelolah layanan

Penataan 

adminstrasi 

kependudukan

Meningkatkan 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan yang 

baik oleh 

pengelolah layanan

Pengelolaan 

informasi 

adminstrasi 

kependudukan

2 12 04 2.02 01

Pengadaan blangko 

blangko  dan 

formulir formulir 

serta tinta ribbon

Ketersediaan segala 

bentuk blangko dan 

formulir seta tinta 

(blangko KK, KIA, 

tinta ribbon, filter 

dan formulir)

Pengadaan blangko 

blangko  dan 

formulir formulir 

serta tinta ribbon

Ketersediaan 

segala bentuk 

blangko dan 

formulir seta tinta 

(blangko KK, KIA, 

tinta ribbon, filter 

dan formulir)

Pelayanan 

pendaftaran 

penduduk

Ketersediaan 

segala bentuk 

blangko dan 

formulir seta tinta 

(blangko KK, KIA, 

tinta ribbon, filter 

dan formulir)

Pendaftaran 

penduduk

2 12 02 2.01 02

pengadaan mobil 

operasional keliling

Tersedianya mobil 

operasional keliling 

dan perangkatnya

Tersedianya mobil 

operasional keliling 

dan perangkatnya

Pembentukan UPTD difungsikannya ...... 

Pedesaan teknis 

(UPT) di kecamatan

Pembentukan 

UPTD

difungsikannya ...... 

Pedesaan teknis 

(UPT) di kecamatan

Pembinaan dan 

pengawasanpenyel

enggaraan 

adminstrasi 

kependudukn

difungsikannya ...... 

Pedesaan teknis 

(UPT) di kecamatan

Pengelolaan 

informasi 

kependudukan

2 12 04 2.04 02

Peningkatan 

pelayanan publik 

dalam bidang 

Pencatatan Sipil

Cakupan penerbiatan 

akta kelahiran

Peningkatan 

pelayanan publik 

dalam bidang 

Pencatatan Sipil

Cakupan 

penerbiatan akta 

kelahiran

Pelayanan 

pencatatan sipil

Cakupan 

penerbiatan akta 

kelahiran

Pencatatan sipil

2 12 03 2.01 02

Kerjasama pihak 

ketiga

Perluasan sasaran 

kestakholder  

imam/penghulu

Kerjasama pihak 

ketiga

Perluasan sasaran 

kestakholder  

imam/penghulu

Penyelenggaraan 

urusan adminstrasi 

kependudukan

Perluasan sasaran 

kestakholder  

imam/penghulu

Pengelolaan 

informasi 

adminstrasi 

kependudukan 2 12 04 2.03 11

Kerjasama dengan 

pihak terkait

Peningkatan 

kepemilikan akta-

akta pencatatan sipil 

bagi masyarakat

Kerjasama pihak 

ketiga

Perluasan sasaran 

kestakholder  

imam/penghulu

Penyelenggaraan 

urusan adminstrasi 

kependudukan

Perluasan sasaran 

kestakholder  

imam/penghulu

Pengelolaan 

informasi 

adminstrasi 

kependudukan
2 12 04 2.03 11

urusan adminstrasi 

kependudukan

urusan 

pemerintahan 

wajib non 

pelayanan dasar
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

PERHUBUNGA

N

Program 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ

Prasarana dan 

fasilitasi LLAJ dapat 

berfungsi baik

Prasarana dan 

fasilitasi LLAJ 

dapat berfungsi 

baik

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

TIDAK

BERKAITAN 

DENGAN 

PELAYANAN 

DASAR
Rehabilitasi / 

Pemeliharaan sarana 

alat pengujian  

kendaraan bermotor

Persentase jumlah 

alat pengujian yang 

terpelihara

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pengujian Berkala 

Kendaraan 

Bermotor

Persentase jumlah 

alat pengujian yang 

terpelihara

Pengujian Berkala 

Kendaraan 

Bermotor

PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN 

JALAN (LLAJ)

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN

Rehabilitasi 

pemeliharaan rambu 

rambu lalu lintas

Jumlah rambu rambu 

lalu lintas yang 

terpelihara

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan

Jumlah rambu 

rambu lalu lintas 

yang terpelihara

Penyediaan 

Perlengkapan Jalan 

di Jalan 

Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan 

pemeliharaan 

warning light

Jumlah warning light 

yang terpeliharanya

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan

Jumlah warning 

light yang 

terpeliharanya

Penyediaan 

Perlengkapan Jalan 

di Jalan 

Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Terminal Jumlah terminal  

terpeliharanya

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Terminal (Fasilitas 

Utama dan 

Pendukung)

Jumlah terminal  

terpeliharanya

Pengelolaan 

Terminla 

Penumpang Tipe C

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Angkutan

Jumlah arus 

penumpang 

angkutan umum

Jumlah arus

penumpang 

angkutan umum

Kegiatan 

Peningkatan disiplin 

masyarakat 

menggunakan 

angkutan

Jumlah pengamanan 

jalur

Pelaksanaan 

Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan

Pemenuhan 

Persyaratan 

Penyelenggaraan

Kompetensi 

Pengemudi 

Kendaraan 

Bermotor

Kabupaten/Kota

Jumlah 

pengamanan jalur

Audit dan Inspeksi 

Keselamatan LLAJ 

di Jalan

Kegiatan penataan 

tempat tempat 

pemberhentian 

angkutan  umum

Jumlah Persentase 

angkutan umum

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

dan

Pembangunan 

Fasilitas Parkir 

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Jumlah Persentase 

angkutan umum

Penerbitan Izin 

penyelenggaraan 

dan Pembangunan 

Fasilitas Parkir
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Kegiatan penciptaan 

pelayanan cepat, 

tepat, murah dan 

mudah

Jumlah pengamanan 

jalur

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Efektivitas

Pelaksanaan 

Kebijakan Untuk 

Jalan Provinsi

Jumlah 

pengamanan jalur

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota
Fasilitasi perizinan di 

bidang perhubungan

Persentase jumlah 

Izin trayek angkutan  

umum

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pengawasan

pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan

Orang dalam 

Trayek 

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Persentase jumlah 

Izin trayek 

angkutan  umum

Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang 

dalam Trayek 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

pengelolaan 

terminal angkutan 

darat

Persentase layanan 

angkutan darat

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Ketersediaan 

Angkutan Umum 

untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang 

Antar Kota dalam 1 

(Satu) 

Kabupaten/Kota

Persentase layanan 

angkutan darat Penyediaan 

Angkutan Umum 

untuk Jasa 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang 

antar Kota dalam 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Program 

Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu 

Lintas

Pemasangan Rambu 

rambu lalu lintas
Pemasangan 

Rambu rambu lalu

lintas

Pengadaan Rambu 

rambu lalu lintas

Jumlah rambu rambu 

lalu lintas yang 

diadakan

Pengadaan, 

Pemasangan, 

Perbaikan dan

Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 

dalam Rangka

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas

Jumlah rambu 

rambu lalu lintas 

yang diadakan

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota

Pengadaan nama 

jalan

Jumlah pengadaan 

nama jalan
Pengadaan, 

Pemasangan, 

Perbaikan dan

Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 

dalam Rangka

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas

Jumlah pengadaan 

nama jalan

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota
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Pengadaan marka 

jalan

Jumlah pengadaan 

marka jalan

Pengadaan, 

Pemasangan, 

Perbaikan dan

Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 

dalam Rangka

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas

Jumlah pengadaan 

marka jalan

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota

Pengadaan Traffic 

Light / Warning light

Jumlah pengadaan 

Traffic Light
Pengadaan, 

Pemasangan, 

Perbaikan dan

Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 

dalam Rangka

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas

Jumlah pengadaan 

Traffic Light

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota

Pengendalian dan 

pengamanan lalu 

lintas

Pengadaan alat 

perhubungan

Pengadaan alat 

perhubungan

Pengadaan Zona 

Selamat Sekolah ( 

ZOSS)

Jumlah pengadaan 

Zona Selamat 

Sekolah (ZOSS)

Pengadaan, 

Pemasangan, 

Perbaikan dan

Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 

dalam Rangka

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu 

Lintas

Jumlah pengadaan 

Zona Selamat 

Sekolah (ZOSS)

Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu

Lintas untuk 

Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota

Program 

Peningkatan 

Kelaikan 

Pengoperasian 

Kendaraan 

Bermotor

Jumlah uji kir 

angkutan umum
Jumlah uji kir

angkutan umum

Pengadaan alat 

pengujian 

kendaraan bermotor

Jumlah kendaraan 

yang melakukan uji 

kendaraan

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Pengujian

Berkala Kendaraan 

Bermotor

Jumlah kendaraan 

yang melakukan uji 

kendaraan

Pengujian Berkala 

Kendaraan 

Bermotor

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran
Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

 Jumlah bulan 

terpenuhinya jasa 

surat menyurat 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah bulan 

terpenuhinya jasa 

surat menyurat

Administrasi 

Umum
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Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

 Jumlah bulan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah bulan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Administrasi 

Umum

Penyediaan Jasa 

Jaminan Milik 

Daerah

 Jumlah bulan 

terpenuhinya premi 

asuransi barang milik 

daerah 

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah bulan 

terpenuhinya 

premi asuransi 

barang milik 

daerah

Administrasi 

Umum

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas / Operasional

 Jumlah bulan 

terpenuhinya 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

Dinas / operasional 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah bulan 

terpenuhinya 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan Dinas / 

operasional

Administrasi 

Umum

Penyediaan Jasa 

Adinistrasi Keuangan

 Jumlah bulan 

terpenuhinya jasa 

administrasi 

keuangan 

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Jumlah bulan 

terpenuhinya jasa 

administrasi 

keuangan

Administrasi 

Umum

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Jumlah bulan 

terpenuhinya jasa 

kebersihan kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah bulan 

terpenuhinya jasa 

kebersihan kantor

Administrasi 

Umum

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah bulan 

terpenuhinya 

komponer listrik / 

penerangan 

bangunan kantor

Penyediaan 

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah bulan 

terpenuhinya 

komponer listrik / 

penerangan 

bangunan kantor

Administrasi 

Umum

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Jumlah bulan 

terpenuhinya bahan 

bacaan dan 

peraturan perundang 

- Undangan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Jumlah bulan 

terpenuhinya 

bahan bacaan dan 

peraturan 

perundang - 

Undangan

Administrasi 

Umum

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Luar 

Daerah

Jumlah bulan 

terpenuhinya rapat - 

rapat koordinasi dan 

konsultasi luar 

daerah

Rapat-Rapat 

Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah bulan 

terpenuhinya rapat 

- rapat koordinasi 

dan konsultasi luar 

daerah

Administrasi 

Umum

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Jumlah bulan 

terpenuhinya rapat - 

rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Jumlah bulan 

terpenuhinya rapat 

- rapat koordinasi 

dan konsultasi 

dalam daerah

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Jumlah bulan 

terpenuhinya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Jumlah bulan 

terpenuhinya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Keuangan

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan 

ketersediaan sarana 

dan prasarana 

aparatur

Cakupan 

ketersediaan 

sarana dan

prasarana aparatur
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Pengadaan 

Kendaraan Dinas / 

Operasional

Jumlah unit 

kendaraan dinas yang 

diadakan

Pengadaan 

Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah unit 

kendaraan dinas 

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan 

gedung kantor yang 

diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

diadakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor 

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Pembangunan 

Gedung Kantor

Jumlah   gedung 

kantor ( bidang 

permukiman ) yang 

terbangun

Jumlah   gedung 

kantor ( bidang 

permukiman ) yang 

terbangun
Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Gedung 

Kantor

Persentase gedung 

kantor yang 

dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Persentase gedung 

kantor yang 

dipelihara

Administrasi 

Umum

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Mobil 

Jabatan

Persentase mobil 

jabatan yang 

dipelihara

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Mobil 

Jabatan

Persentase mobil 

jabatan yang 

dipelihara

Administrasi 

Umum

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Kendaraan 

Dinas / Operasional

Persentase 

kendaraan dinas yang 

dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Persentase 

kendaraan dinas 

yang dipelihara

Administrasi 

Umum

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Persentase 

perlengakapan 

gedung kantor yang 

dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Persentase 

perlengakapan 

gedung kantor 

yang dipelihara

Administrasi 

Umum

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Peralatan 

Gedung Kantor

Persentase peralatan 

gedung kantor yang 

dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala  

Peralatan Gedung 

Kantor

Persentase 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara

Administrasi 

Umum

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Mebeleur

Persentase peralatan 

gedung kantor yang 

dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala  

Mebeleur

Persentase 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara

Administrasi 

Umum

Rehabilitasi Sedang / 

Berat Gedung 

Kantor

Jumlah  terrehuhinya 

komponer sedang  /   

berat gedung kantor

Rehabilitasi Sedang 

/ Berat Gedung 

Kantor

Jumlah  

terrehuhinya 

komponer sedang  

/   berat gedung 

kantor

Administrasi 

Umum

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur

Tersedianya alat 

untuk meningkatkan 

kedisiplinan 

aparatur

Tersedianya alat

untuk 

meningkatkan 

kedisiplinan 

aparatur
Pengadaan pakaian 

dinas beserta 

perlengkapannya

Jumlah ASN yang 

mendapatkan 

perlengkapan Dinas

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Perlengkapnnya

Jumlah ASN yang 

mendapatkan 

perlengkapan Dinas

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur
Program 

Peningkatan 

kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Meningkatnya 

kapasitas sumber 

daya aparatur

Meningkatnya 

kapasitas sumber

daya aparatur
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Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah ASN yang 

mengikuti Diklat

Bimbingan teknis

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah ASN yang 

mengikuti Diklat

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem  Pelaporan  

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Presentase Capaian 

kinerja keuangan Presentase 

Capaian kinerja

keuangan

Penyusunan Laporan 

Capaian Kiinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan 

informasi publik 

perangkat daerah

Penyusunan 

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah laporan 

informasi publik 

perangkat daerah

Administrasi 

Keuangan

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Persentase cakupan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Program 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Administrasi 

Umum

Terpenuhinya 

Dokumen 

bermaterai yang 

tersedia

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 01

Penyediaan jasa 

komunikasi sumber 

daya air dan listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

Penyediaan jasa 

komunikasi sumber 

daya air dan listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Administrasi 

Umum Iuran listrik 

terbayarkan setiap 

bulannya

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 02

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Waktu penyediaan 

Peralatan dan 

perlengkapan kantor 

yang terpelihara

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Waktu penyediaan 

Peralatan dan 

perlengkapan 

kantor yang 

terpelihara

Administrasi 

Umum Jumlah peralatan 

dan perlengkapan 

kantor yang 

terpelihara

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 03

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Jasa Jaminan 

Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Administrasi 

Umum
Terpenuhinya 

asuransi kendaraan 

dinas

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 05

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis  

pajak kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinanan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis  

pajak kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinanan

Administrasi 

Umum
Terbayarnya Pajak 

(STNK) kendaraan 

dinas

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 06

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

Administrasi 

Umum
Terlaksananya 

administrasi 

keuangan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 07

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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Penyediaan Jasa 

Kebersihan kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

kantor

Administrasi 

Umum

Terpenuhinya 

bahan/peralatan 

kebersihan kantor 

dan upah/jasa 

pihak ketiga

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 08

Penyediaan instalasi 

listrik/penerangan 

banguan kantor

jumlah dan jenis 

komponen 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

Penyediaan 

instalasi 

listrik/penerangan 

banguan kantor

jumlah dan jenis 

komponen 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

Administrasi 

Umum Diadakannya 

komponen alat 

listrik/penerangan 

bangunan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 12

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-undangan 

yang disediakan

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

disediakan

Administrasi 

Umum

Terlaksananya 

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

disediakan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 15

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Luar 

Daerah

Jumlah Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Luar 

Daerah

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Luar 

Daerah

Jumlah Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Luar 

Daerah

Administrasi 

Umum

terlaksanya rapat-

rapat koordinasi 

dan konsultasi luar 

daerah

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 18

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

waktu pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Penyediaan Alat 

Tulis kantor

Waktu penyediaan 

alat tulias kantor

Administrasi 

Umum

Terpenuhinya Alat 

Tulis Kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

waktu  penyediaan 

barang cetakan dan 

penggandaan

Administrasi 

Umum

Terpenuhinya 

Barang Cetak dan 

penggandaan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 11

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

waktu penyediaan 

makanan dan 

minuman

Administrasi 

Umum

Terpenuhinya 

makanan dan 

Minuman

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 2 16 01 2,03 17

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Persentase cakupan 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur
Pengadaan  

Perlengkapan 

Gedung kantor

jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang diadakan

Pengadaan  

Perlengkapan 

Gedung kantor

jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Diadakannya 

pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase 

cakupan 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur

X XX 2 16 01 2,03 22

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang diadakan

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakan

Administrasi 

Umum

Diadakannya 

pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase 

cakupan 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur

X XX 2 16 01 2,03 24

Pengadaan 

Mebeluer

jumlah dan jenis 

mebeluer yang 

diadakan

Pengadaan 

Mebeluer

jumlah dan jenis 

mebeluer yang 

diadakan

Administrasi 

Umum

Diadakannya 

pengadaan 

mebeluer gedung 

kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase 

cakupan 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur

X XX 2 16 01 2,03 25

PAGE163



URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Pemeliharaan Rutin 

berkala gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor yang 

dipelihara

Pemeliharaan Rutin 

berkala gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor 

yang dipelihara

Administrasi 

Umum

Diadakannya 

pemeliharaan 

rutin/ berkala 

gedung kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase 

cakupan 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur

X XX 2 16 01 2,03 28

Pemeliharaan Rutin 

berkala kendaraan 

dinas operasional

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

kendaraan dinas 

/operasional yang 

dipelihara

Pemeliharaan Rutin 

berkala kendaraan 

dinas operasional

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

kendaraan dinas 

/operasional yang 

dipelihara

Administrasi 

Umum

Diadakannya 

pemeliharaan 

rutin/ berkala 

kendaraaan dinas 

operasional 

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase 

cakupan 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur

X XX 2 16 01 2,03 30

Pemeliharaan Rutin 

berkala 

perlengkapan  

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

perlengkapan gedung 

kantor yang 

dipelihara

Pemeliharaan Rutin 

berkala 

perlengkapan  

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara

Administrasi 

Umum

Diadakannya 

pemeliharaan 

rutin/ berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase 

cakupan 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur

X XX 2 16 01 2,03 32

Pemeliharaan Rutin 

berkala peralatan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

peralatangedung 

kantor yang 

dipelihara

Pemeliharaan Rutin 

berkala peralatan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

peralatangedung 

kantor yang 

dipelihara

Administrasi 

Umum

Diadakannya 

pemeliharaan 

rutin/ berkala 

peralatan gedung 

kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Persentase 

cakupan 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur

X XX 2 16 01 2,03 34

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Tingkat ketetapan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 01

Penyusunan Laporan 

capaian kinerja dan 

iktisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

iktisar realisasi 

kinerja

Penyusunan 

Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

iktisar realisasi 

kinerja

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat

Terlaksananya 

dokumenRenstra 

dan renja

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketetapan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 2 16 01 2,01 01

Penyusunan 

Program dan 

Kegiatan Perangkat 

Daerah dalam 

Dokumen 

Perencanaan

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

iktisar realisasi 

kinerja

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat

Terlaksananya 

Dokumen 

Perencanaan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketetapan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 2 16 01 2,01 02

Koordinasi dan 

Sikronisasi 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

iktisar realisasi 

kinerja

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Sikronisasi 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketetapan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 2 16 01 2,01 04

Penyusunan 

Laporan capaian 

kinerja dan iktisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

iktisar realisasi 

kinerja

Administrasi 

Keuangan

Terlaksananya 

dokumen / laporan 

keuangan SKPD

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketetapan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 2 16 01 2,03 06

Penyusunan 

Laporan keuangan 

Bulanan/Semestera

n

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

iktisar realisasi 

kinerja

Administrasi 

Keuangan

Terpenuhinya 

laporan keuangan 

Bulanan 

Semesteran

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketetapan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 2 16 01 2,03 07
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KODE KODE

1 14

Penyusunan 

Laporan keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

iktisar realisasi 

kinerja

Administrasi 

Keuangan

Terpenuhinya 

laporan keuangan 

Akhir Tahun

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketetapan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 2 16 01 2,03 09

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

STATISTIK PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N STATISTIK 

SEKTORAL

Persentase kompilasi 

produk statistik 

sektoral yang 

tersedia

Bidang Urusan 

Statistik

Penyusunan 

kompilasi produk 

statistik sektoral

Jumlah jenis buku 

statistik sektoral yang 

tersedia

koordinasi dan 

sikronisasi 

pengumpulan, 

pengolahan , 

analisis dan 

diseminasi data 

statistik sektoral

Jumlah jenis buku 

statistik sektoral 

yang tersedia

Penyelenggaraan 

statistik sektoral di 

lingkup daerah 

kabupaten / kota

Jumlah jenis buku 

statistik sektoral 

yang tersedia

Program 

penyelenggaraan 

statistik sektoral

Persentase 

kompilasi produk 

statistik sektoral 

yang tersedia

2 20 02 2,01 01

Pengembangan 

aplikasi e-database

Jumlah aplikasi 

database 

dikembangkan dan 

dikelola

Membangun 

Metadata Statistik 

Sektora

Jumlah aplikasi 

database 

dikembangkan dan 

dikelola

Penyelenggaraan 

statistik sektoral di 

lingkup daerah 

kabupaten / kota

Jumlah aplikasi 

database 

dikembangkan dan 

dikelola

Program 

penyelenggaraan 

statistik sektoral

Persentase 

kompilasi produk 

statistik sektoral 

yang tersedia

2 20 02 2,01 03

Pengumpulan dan 

pengolahan data 

statistik sektoral

Jumlah jenis data 

sektoral yang 

terkumpul dan di 

olah

koordinasi dan 

sikronisasi 

pengumpulan, 

pengolahan , 

analisis dan 

diseminasi data 

statistik sektoral

Jumlah jenis data 

sektoral yang 

terkumpul dan di 

olah

Penyelenggaraan 

statistik sektoral di 

lingkup daerah 

kabupaten / kota

Jumlah jenis data 

sektoral yang 

terkumpul dan di 

olah

Program 

penyelenggaraan 

statistik sektoral

Persentase 

kompilasi produk 

statistik sektoral 

yang tersedia

20 02 2 20 02 2,01 01

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA

Persentase 

Infrastruktur dan 

perangkat sistem 

teknologi Informasi 

dan komunikasi yang 

terpasang dan 

digunakan

Bidang Urusan 

Komunikasi dan 

Informatika

Pengembangan 

infrastruktur dan 

sumber daya TIK 

pemerintah daerah

Jumlah infrastruktur 

dan sumber daya TIK 

yang terbangun

Pengembangan 

dan Pengelolaan  

Sumber Daya 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

Pemerintah Daerah 

Jumlah 

infrastruktur dan 

sumber daya TIK 

yang terbangun

Pengelolaan e-

government Di 

Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah akses 

interkoneksi 

jaringan di kantor 

pemda se 

kabupaten Sidrap

Program Aplikasi 

Informatika

2 16 03 2,02 09

Pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi

jumlah aplikasi 

informatika yang 

dikembangkan dan 

dikelola

Pengembangan 

Aplikasi dan Proses 

Bisnis 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik

jumlah aplikasi 

informatika yang 

dikembangkan dan 

dikelola

Pengelolaan e-

government Di 

Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

jumlah aplikasi 

informatika yang 

dikembangkan dan 

dikelola

Program Aplikasi 

Informatika

2 16 03 2,02 07

Peningkatan sumber 

daya manusia E-

Goverment

Jumlah pegawai yang 

mendapat pelatihan 

TIK ( orang )

11 Jumlah pegawai 

yang mendapat 

pelatihan TIK ( 

orang )

Pengelolaan e-

government Di 

Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah pegawai 

SDM yang 

menguasai 

teknologi informasi 

dan komunikasi

Program Aplikasi 

Informatika

2 16 03 2,02 11
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Pembinaan dan 

pengembangan 

jaringan komunikasi 

dan informasi

jumlah menara 

telekomunikasi yang 

pantau

Penatalaksanaan 

dan Pengawasan e-

government dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah Provinsi

jumlah menara 

telekomunikasi 

yang pantau

Pengelolaan e-

government Di 

Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

jumlah menara Program Aplikasi 

Informatika

2 16 03 2,02 01

Layanan Website 

lembaga, pelayanan 

publik dan kegiatan 

pemerintah daerah

Jumlah berita dan 

informasi pada situs 

Web Pemerintah 

Daerah

Penatalaksanaan 

dan Pengawasan 

nama domain dan 

sub Domain  dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah Provinsi

Jumlah berita dan 

informasi pada 

situs Web 

Pemerintah Daerah

Pengelolaan Nama 

Domain yang Telah 

Ditetapkan Oleh 

Pemerintah Pusat 

dan Sub Domain Di 

Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Optimalisasi 

pengelolaan data 

dan informasi 

website

Program Aplikasi 

Informatika

2 16 03 2,01 06

Pengadan dan 

pemeliharaan 

hardware TIK

Jumlah server/pc dan 

perangkat keras TIK 

yang tersedia dan 

dipelihara

Pengelolaan Pusat 

Data  

Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah server/pc 

dan perangkat 

keras TIK yang 

tersedia dan 

dipelihara

Pengelolaan e-

government Di 

Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

sarana dan 

prasarana TIK 

dalam mendukung 

kegiatan pemda 

dan masyrakat

Program Aplikasi 

Informatika

2 16 03 2,02 03

Layanan Akses 

internet

Waktu layanan akses 

internet

Penyelenggaraan 

Sistem Jaringan 

Intra Pemerintah 

Daerah 

Waktu layanan 

akses internet

Pengelolaan Nama 

Domain yang Telah 

Ditetapkan Oleh 

Pemerintah Pusat 

dan Sub Domain Di 

Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Bandwith 

akses layanan 

internet ( ISP )

Program Aplikasi 

Informatika

2 16 03 2,02 04

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

PUBLIK

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola Bidang Urusan 

Komunikasi dan 

Informatika

Pengumpulan data 

dan informasi 

kebijakan 

pemerintah daerah

Jumlah dokumentasi 

kegiatan pemerintah 

daerah

Pelayanan 

Informasi Publik

Jumlah 

dokumentasi 

kegiatan 

pemerintah daerah

Pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

dokumentasi 

pemerintah daerah

Program Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

2 16 02 2,01 06

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Komunikasi 

Publik

Jumlah peserta 

pelatihan bidang 

komunikasi dan 

informasi ( orang )

Penguatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Komunikasi 

Publik

Jumlah peserta 

pelatihan bidang 

komunikasi dan 

informasi ( orang )

Pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

Terpenuhinya SDM 

bidang komunikasi 

dan informasi

Program Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

2 16 02 2,01 10
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Penyebarluasan 

informasi publik 

melalui media

jumlah media cetak, 

media publikasi 

pemerintah daerah

Layanan Hubungan 

Media

jumlah media 

cetak, media 

publikasi 

pemerintah daerah

Pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

Terlaksananya 

Penyebarluasan 

informasi publik 

melalui media

Program Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

2 16 02 2,01 07

Pelayanan informasi 

publik dalam rangka 

pelaksanaan 

keterbukaan 

informasi publik

Jumlah pelayanan 

informasi publik ( 

pejabat pengelolah 

informasi dan 

dokumentasi )

Penguatan Tata 

Kelola Komisi 

Informasi di Daerah

Jumlah Pemohon 

Informasi yang 

dapat dilayani ( 

Pejabat Pengelola 

Informasi dan 

Dokumentasi )

Pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

Terpenuhinya 

layanan data dan 

informasi publik 

bagi pemohon 

informasi secara 

cepat,tepat dan 

berkwalitas

Program Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

2 16 02 2,01 10

Penyelenggaraan 

hubungan 

masyrakat, media

dan kemitraan

komunitas

Jumlah peserta

pembinaan pers dan

komunitas

Penyelenggaraan 

hubungan 

masyrakat, media

dan kemitraan

komunitas

Jumlah peserta 

pembinaan pers 

dan komunitas

Pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

Terpenuhinya 

kompetensi 

wartawan dan 

komunitas

Program Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

2 16 02 2,01 12

Produksi konten 

informasi publik

Jumlah konten 

informasi publik 

pemerintah daerah ( 

media sosial )

Pengelolaan 

Konten 

Perencanaan 

Media Komunikasi 

Publik

Jumlah konten 

informasi publik 

pemerintah daerah 

( media sosial )

Pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

Terpublikasinya 

kegiatan pemda 

melalui media 

sosial

Program Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

2 16 02 2,01 04

Pengelolaan aspirasi 

publik dan 

pengaduan online

Jumlah aspirasi 

publik dan 

pengaduan 

masyarkat yang 

ditindaklanjuti

Pengelolaan 

Konten dan 

Perencanaan 

Media Komunikasi 

Publik 

Jumlah aspirasi 

publik dan 

pengaduan 

masyarkat yang 

ditindaklanjuti

Pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

terpenuhinya 

informasi dan 

pengaduan 

masyarakat yang 

ditandak lanjuti

Program Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

2 16 02 2,01 04

Pengelolaan Media 

komunikasi milik 

pemerintah

Jumlah media 

komunikasi milik 

pemerintah daerah ( 

video berita )

Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

Jumlah media 

komunikasi milik 

pemerintah daerah 

( video berita )

Pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

Terpublikasinya 

video kegiatan 

pemda

Program Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

2 16 02 2,01 05

Pembinaan dan 

Penyuluhan 

Kelompok Informasi 

Masyarakat ( KIM )

Jumlah KIM yang 

dibina

Penyelenggaraan 

Hubungan 

Masyarakat, Media 

dan Kemitraan 

Komunitas

Jumlah KIM yang 

dibina

Pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

jumlah KIM yang 

aktif

Program Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

2 16 02 2,01 12

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

PERSANDIAN PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N PENGAMANAN 

INFORMASI 

PEMERINTAH 

DAERAH 

(PROGRAM PPIPD)

Indeks Kematangan 

Keamanan Informasi 

(IKKI) dalam ruang 

lingkup tata kelola 
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PROGRAM/ 
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KEG

KEGIATAN INDIKATOR 
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PROGRAM INDIKATOR 
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KODE KODE

1 14

Penyusunan 

kebijakan tata kelola 

keamanan informasi

jumlah kebijakan 

tatakelola keamanan 

informasi

Penetapan 

kebijakan Tata 

Kelola Keamanan 

Informasi 

Pemerintah daerah 

Kabupaten / Kota

jumlah kebijakan 

tatakelola 

keamanan 

informasi

Penyelenggaraan 

persandian untuk 

pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Jumlah Kegiatan 

Koordinasi yang 

dilaksanakan

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan 

Informasi

Indeks Kematangan 

Keamanan 

Informasi (IKKI) 

dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Persandian

2 21 02 2.01 01

Penerapan sistem 

manajemen 

pengamanan 

informasi

Jumlah sistem yang 

diterapkan dalam 

manajemen 

keamanan informasi

Penyediaan 

Layanan Keamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Jumlah sistem yang 

diterapkan dalam 

manajemen 

keamanan 

informasi

Penyelenggaraan 

persandian untuk 

pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Indeks kepuasan 

pengguna terhadap 

layanan keamanan 

informasi

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan 

Informasi

Indeks Kematangan 

Keamanan 

Informasi (IKKI) 

dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Persandian

2 21 02 2.01 04

Literasi keamanan 

informasi 

pemerintah daerah 

dan publik

Indeks kesadaran 

informasi ( security 

awarennes indeks )

Penyediaan 

Layanan Keamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Indeks kesadaran 

informasi ( security 

awarennes indeks )

Penyelenggaraan 

persandian untuk 

pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Indeks kepuasan 

pengguna terhadap 

layanan keamanan 

informasi

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan 

Informasi

Indeks Kematangan 

Keamanan 

Informasi (IKKI) 

dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Persandian

2 21 02 2.01 04

Pengembangan 

layanan keamanan 

informasi

persentase insiden 

keamanan informasi 

yang dapat 

ditanggulangi dan 

dipulihkan

Penyediaan 

Layanan Keamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

persentase insiden 

keamanan 

informasi yang 

dapat 

ditanggulangi dan 

dipulihkan

Penyelenggaraan 

persandian untuk 

pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Indeks kepuasan 

pengguna terhadap 

layanan keamanan 

informasi

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan 

Informasi

Indeks Kematangan 

Keamanan 

Informasi (IKKI) 

dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Persandian

2 21 02 2.01 04

Peningkatan 

kapasitas aparatur 

pemerintah daerah 

di bidang keamanan 

informasi

Jumlah aparatur 

pemerintah daerah 

yang telah 

mendapatakan 

peningkatan 

kompetensi

Pelaksanaan 

Analisis Kebutuhan 

dan Pengelolaan 

Sumber Daya 

Keamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Jumlah aparatur 

pemerintah daerah 

yang telah 

mendapatakan 

peningkatan 

kompetensi

Penyelenggaraan 

persandian untuk 

pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Indeks kepuasan 

pengguna terhadap 

layanan keamanan 

informasi

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan 

Informasi

Indeks Kematangan 

Keamanan 

Informasi (IKKI) 

dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Persandian

2 21 02 2.01 02

Peningkatan 

kapasitas teknologi 

keamanan informasi

Jumlah infrastruktur, 

perangkat keras, 

perangkat lunak dan 

atau fasilitas 

teknologi keamanan 

informasi

Pelaksanaan 

Analisis Kebutuhan 

dan Pengelolaan 

Sumber Daya 

Keamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Jumlah 

infrastruktur, 

perangkat keras, 

perangkat lunak 

dan atau fasilitas 

teknologi 

keamanan 

informasi

Penyelenggaraan 

persandian untuk 

pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Indeks kepuasan 

pengguna terhadap 

layanan keamanan 

informasi

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan 

Informasi

Indeks Kematangan 

Keamanan 

Informasi (IKKI) 

dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Persandian

2 21 02 2.01 02

Penyelenggaraan 

jaring komunikasi 

sandi

persentase 

keterhubungan 

perangkat daerah 

dalam jaring 

komunikasi sandi

Operasionalisasi 

Jaring Komunikasi 

Sandi Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

/ Kota

persentase 

keterhubungan 

perangkat daerah 

dalam jaring 

komunikasi sandi

Penetapan Pola 

Hubungan 

Komunikasi Sandi 

Antar Perangkat 

Daerah Kabupaten 

/ Kota

Jumlah Perangkat 

Daerah yang telah 

menggunakan Pola 

Jaring Komunikasi 

Sandi

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan 

Informasi

Indeks Kematangan 

Keamanan 

Informasi (IKKI) 

dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Persandian

2 21 02 2.02 01
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Koordinasi dalam 

rangka pengamanan 

informasi

Jumlah kegiatan 

koordinasi yang 

dilaksanakan

Pelaksanaan 

Keamanan 

Informasi 

Pemerintahan 

Daerah Kabupaten 

/ Kota berbasis 

Elektronik dan Non 

Elektronik

Jumlah kegiatan 

koordinasi yang 

dilaksanakan

Penyelenggaraan 

persandian untuk 

pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota

Indeks kepuasan 

pengguna terhadap 

layanan keamanan 

informasi

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan 

Informasi

Indeks Kematangan 

Keamanan 

Informasi (IKKI) 

dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Persandian

2 21 02 2.01 03

PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N STATISTIK 

SEKTORAL

Persentase kompilasi 

produk statistik 

sektoral yang 

tersedia
Penyusunan 

kompilasi produk 

statistik sektoral

Jumlah jenis buku 

statistik sektoral yang 

tersedia

Pengembangan 

aplikasi e-database

Jumlah aplikasi 

database 

dikembangkan dan 

dikelola
Pengumpulan dan 

pengolahan data 

statistik sektoral

Jumlah jenis data 

sektoral yang 

terkumpul dan di 

olah

koordinasi dan 

sikronisasi 

pengumpulan, 

pengolahan , 

analisis dan 

diseminasi data 

statistik sektoral

Penyelenggaraan 

statistik sektoral di 

lingkup daerah 

kabupaten / kota

Program 

penyelenggaraan 

statistik sektoral

Persentase 

kompilasi produk 

statistik sektoral 

yang tersedia

20 02 2 20 02 2,01 01

PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N PENGAMANAN 

INFORMASI 

PEMERINTAH 

DAERAH 

(PROGRAM PPIPD)

Indeks Kematangan 

Keamanan Informasi 

(IKKI) dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Penyusunan 

kebijakan tata kelola 

keamanan informasi

jumlah kebijakan 

tatakelola keamanan 

informasi

Penerapan sistem 

manajemen 

pengamanan 

informasi

Jumlah sistem yang 

diterapkan dalam 

manajemen 

keamanan informasi

Literasi keamanan 

informasi 

pemerintah daerah 

dan publik

Indeks kesadaran 

informasi ( security 

awarennes indeks )

Pemberian 

tunjangan khusus 

pengamanan 

persandian dan 

tunjangan 

fungsional tertentu 

di bidang persandian

Persentase aparatur 

pemerintah daerah 

yang mendapatkan 

tunjangan di bidang 

persandian sesuai 

peraturan Undang-

undang
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Pengembangan 

layanan keamanan 

informasi

persentase insiden 

keamanan informasi 

yang dapat 

ditanggulangi dan 

dipulihkan

Peningkatan 

kapasitas aparatur 

pemerintah daerah 

di bidang keamanan 

informasi

Jumlah aparatur 

pemerintah daerah 

yang telah 

mendapatakan 

peningkatan 

kompetensi

Peningkatan 

kapasitas teknologi 

keamanan informasi

Jumlah infrastruktur, 

perangkat keras, 

perangkat lunak dan 

atau fasilitas 

teknologi keamanan 

informasi

Penyelenggaraan 

jaring komunikasi 

sandi

persentase 

keterhubungan 

perangkat daerah 

dalam jaring 

komunikasi sandi

Koordinasi dalam 

rangka pengamanan 

informasi

Jumlah kegiatan 

koordinasi yang 

dilaksanakan

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA

Persentase 

Infrastruktur dan 

perangkat sistem 

teknologi Informasi 

dan komunikasi yang 

terpasang dan 

digunakan
Persentase aplikasi 

informatika yang 

dikelola dan 

dikembangkan
Pengembangan 

infrastruktur dan 

sumber daya TIK 

pemerintah daerah

Jumlah infrastruktur 

dan sumber daya TIK 

yang terbangun

Pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi

jumlah aplikasi 

informatika yang 

dikembangkan dan 

dikelola

Peningkatan sumber 

daya manusia E-

Goverment

Jumlah pegawai yang 

mendapat pelatihan 

TIK ( orang )

Pembinaan dan 

pengembangan 

jaringan komunikasi 

dan informasi

jumlah menara 

telekomunikasi yang 

pantau
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Layanan Website 

lembaga, pelayanan 

publik dan kegiatan 

pemerintah daerah

Jumlah berita dan 

informasi pada situs 

Web Pemerintah 

Daerah

Pengadan dan 

pemeliharaan 

hardware TIK

Jumlah server/pc dan 

perangkat keras TIK 

yang tersedia dan 

dipelihara

Layanan Akses 

internet

Waktu layanan akses 

internet
PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

PUBLIK

Persentase KIM, 

Media dan layanan 

publik yang dikelola

Pengumpulan data 

dan informasi 

kebijakan 

pemerintah daerah

Jumlah dokumentasi 

kegiatan pemerintah 

daerah

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Komunikasi 

Publik

Jumlah peserta 

pelatihan bidang 

komunikasi dan 

informasi ( orang )

Penyebarluasan 

informasi publik 

melalui media

jumlah media cetak, 

media publikasi 

pemerintah daerah

Pelayanan informasi 

publik dalam rangka 

pelaksanaan 

keterbukaan 

informasi publik

Jumlah pelayanan 

informasi publik ( 

pejabat pengelolah 

informasi dan 

dokumentasi )

Penyelenggaraan 

hubungan 

masyrakat, media

dan kemitraan

komunitas

Jumlah peserta

pembinaan pers dan

komunitas

Penyelenggaraan 

hubungan 

masyrakat, media

dan kemitraan

komunitas

Jumlah peserta 

pembinaan pers 

dan komunitas

pengelolaan 

informasi dan 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

kabupaten / Kota

Produksi konten 

informasi publik

Jumlah konten 

informasi publik 

pemerintah daerah ( 

media sosial )

Pengelolaan aspirasi 

publik dan 

pengaduan online

Jumlah aspirasi 

publik dan 

pengaduan 

masyarkat yang 

ditindaklanjuti

Pengelolaan Media 

komunikasi milik 

pemerintah

Jumlah media 

komunikasi milik 

pemerintah daerah ( 

video berita )
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Pembinaan dan 

Penyuluhan 

Kelompok Informasi 

Masyarakat ( KIM )

Jumlah KIM yang 

dibina

PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N PENGAMANAN 

INFORMASI 

PEMERINTAH 

DAERAH 

(PROGRAM PPIPD)

Indeks Kematangan 

Keamanan Informasi 

(IKKI) dalam ruang 

lingkup tata kelola 

Penyusunan 

kebijakan tata kelola 

keamanan informasi

jumlah kebijakan 

tatakelola keamanan 

informasi

Penerapan sistem 

manajemen 

pengamanan 

informasi

Jumlah sistem yang 

diterapkan dalam 

manajemen 

keamanan informasi

Literasi keamanan 

informasi 

pemerintah daerah 

dan publik

Indeks kesadaran 

informasi ( security 

awarennes indeks )

Pemberian 

tunjangan khusus 

pengamanan 

persandian dan 

tunjangan 

fungsional tertentu 

di bidang persandian

Persentase aparatur 

pemerintah daerah 

yang mendapatkan 

tunjangan di bidang 

persandian sesuai 

peraturan Undang-

undang

Pengembangan 

layanan keamanan 

informasi

persentase insiden 

keamanan informasi 

yang dapat 

ditanggulangi dan 

dipulihkan

Peningkatan 

kapasitas aparatur 

pemerintah daerah 

di bidang keamanan 

informasi

Jumlah aparatur 

pemerintah daerah 

yang telah 

mendapatakan 

peningkatan 

kompetensi

Peningkatan 

kapasitas teknologi 

keamanan informasi

Jumlah infrastruktur, 

perangkat keras, 

perangkat lunak dan 

atau fasilitas 

teknologi keamanan 

informasi
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Penyelenggaraan 

jaring komunikasi 

sandi

persentase 

keterhubungan 

perangkat daerah 

dalam jaring 

komunikasi sandi

Koordinasi dalam 

rangka pengamanan 

informasi

Jumlah kegiatan 

koordinasi yang 

dilaksanakan

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

PENANAMAN 

MODAL

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Persentase pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan 

dilaksanakan tepat 

waktu

Persentase 

pelaporan capaian 

kinerja dan 

keuangan 

dilaksanakan tepat 

waktu

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Perensetase 

Capaian Kinerja 

dan Evaluasi 

Keuangan Tahunan

Program Penunjang  

Urusan Pemerintah 

Daerah Perensetase 

capaian Kinerja SKP
X XX 02 2.01

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

X XX 01 2.01 06

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Semesteran

Jumlah laporan 

keuangan 

semesteran

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Semestera

n

Jumlah laporan 

keuangan 

semesteran X XX 01 2.01 07

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun

Jumlah laporan 

keuangan akhir tahun

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan 

keuangan akhir 

tahun
X XX 01 2.01 09

Urusan Wajib 

Bukan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal

PENANAMAN 

MODAL

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Persentase 

pemenuhan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Umum

Persentase 

pemenuhan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Persentase 

pemenuhan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

PENANAMAN 

MODAL

Wajib Bukan 

Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal X xx 01

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah dokumen 

bermaterai

Penyedian Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah dokumen 

bermaterai

Administrasi 

Umum

jumlah materai 

diadakan
X XX 01 2.03 01

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

Penyedian Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Iuran Listrik 

terbayarkan setiap 

bulannya X XX 01 2.03 02

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Jumlah penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

memadainya 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

X XX 01 2.03 03

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan milik 

daerah

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan milik 

daerah

terpenuhinya 

asuransi kendaraan 

dinas
X XX 01 2.03 05

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan & 

Perizinana 

Kendaraan Dinas / 

Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan & 

Perizinana 

Kendaraan Dinas / 

Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan

Terbayarnya Pajak 

(STNK) Kendaraan 

Dinas X XX 01 2.03 06

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

Terlaksananya 

adminstrasi 

keuangan 
X XX 01 2.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Terpenuhinya 

bahan/peralatan 

kebersihan 

kantordan 

upah/jasa pihak 

ketiga

X XX 01 2.03 08

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

diadakannya 

komponen alat 

listrik/penerangan 

bangunan kantor X XX 01 2.03 12

Rapat - rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke Dalam 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke dalam 

daerah
Rapat - rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

terlaksananya 

perjalanan dinas ke 

luar daerah
X XX 01 2.03 18

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Waktu pelayanan 

administrasi 

perkantoran

terpenuhinya 

makan dan 

minuman pegawai

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Persentase sarana 

dan prasarana 

aparatur dalam 

kondisi baik

Pembangunan 

Gedung Kantor

Jumlah dan jenis 

penambahan gedung 

kantor yang diadakan

Jumlah dan jenis 

penambahan 

gedung kantor 

yang diadakan
Pengadaan 

kendaraan dinas/ 

operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

diadakan

Pengdaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

diadakan

X XX 01 2.03 20

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan

X XX 01 2.03 22

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang diadakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kontor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakan

X XX 01 2.03 24

Pengadaan 

mebeleur

Jumlah mebeleur 

yang diadakan

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah mebeleur 

yang diadakan
X XX 01 2.03 25
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Pemeliharaan Rutin/ 

Berkala Gedung 

Kantor 

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

Gedung Kantor 

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

X XX 01 2.03 28

Pemeliharaan Rutin/ 

Berkala Kendaraan 

Dinas/ Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas/ 

operasional yang 

dipelihara 

rutin/berkala

X XX 01 2.03 30

Program 

Peningkatan Disiplin 

Aparatur

Persentase ASN, Nilai 

SKP Kategori Baik 

Persentase ASN, 

Nilai SKP Kategori 

Baik 

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatus

Persentase ASN, 

Nilai SKP Kategori 

Baik 
X XX 01 2.04

Pengadaan pakaian 

dinas beserta 

perlengkapannya

Jumlah  pakaian 

dinas beserta 

perlengkapannya 

yang diadakan

Pengadaan pakaian 

dinas beserta 

perlengkapannya

Jumlah  pakaian 

dinas beserta 

perlengkapannya 

yang diadakan

X XX 01 2.04 02

Program 

Peningkatan 

Promosi dan 

Kerjasama Investasi

Nilai investasi 

PMDN/PMA

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

yang menjadi 

kewenangan 

daerah 

Kebupaten/Kota

semakin efektifnya 

Kegiatan Promosi 

yang berorientasi 

pada peningkatan 

Daya Saing 

Penanaman Modal

Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Koordinasi 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

melalui Kegiatan 

Pemantauan 

Pembinaan dan 

Pengawasan

2 18 05 2.01

Penyempurnaan 

Produk Hukum 

Bidang PM

Jumlah dokumen 

Perubahan Perda dan 

Perbub yang disusun

Penetapan 

Kebijakan Daerah 

mengenai 

pemberian 

fasilitas/Insetif dan 

kemudahan 

penanaman modal

Jumlah dokumen 

Perubahan Perda 

dan Perbub yang 

disusun

Penetapan 

pemebrian 

fasilitas/insentif 

dibidang 

penanaman modal 

yang menjadi 

kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Dokumen Perda 

dan Perbup yang 

disusun

Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman 

Modal 

 Nilai Investasi 

PMDN/PMA

2 18 02 2.01 01

Koordinasi Antar 

Lembaga dalam 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi 

Penanaman Modal 

Dalam 

Negeri/Penanaman 

Modal Asing

Jumlah 

dokumen/laporan 

investasi PMDN/PMA

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Jumlah 

dokumen/laporan 

investasi 

PMDN/PMA
2 18 05 2.01 01

Peningkatan 

Koordinasi dan 

Kerjasama di Bidang 

Penanaman Modal 

dengan Investasi 

Pemerintah dan 

Dunia Usaha

Jumlah sosialisasi 

investasi pemerintah 

dan dunia usaha 

Koordinasi dan 

Sonkronisasi 

Pembinaan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah sosialisasi 

investasi 

pemerintah dan 

dunia usaha 2 18 05 2.01 02
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Pengawasan dan 

Evaluasi Kinerja dan 

Aparatur Badan 

Penanaman Modal 

Daerah

Jumlah 

dokumen/laporan 

evaluasi kinerja PTSP 

yang disusun

Koordinasi dan 

Sonkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah 

dokumen/laporan 

evaluasi kinerja 

PTSP yang disusun
2 18 05 2.01 03

Pengembangan 

Potensi Keunggulan 

Daerah

Jumlah 

dokumen/laporan 

SIPID Online dan OSS

Penyediaan Peta 

Potensi dan 

Peluang Usaha 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

dokumen/laporan 

SIPID Online dan 

OSS

Dokumen/ Laporan 

OSS

 

2 18 02 2.02 02

Pemantauan, 

Pembinaan, dan 

Pengawasan 

Penanaman Modal

Jumlah investor yang 

nilai investasinya 500 

juta s/d 10 Milyar

Koordinasi dan 

Sonkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah investor 

yang nilai 

investasinya 500 

juta s/d 10 Milyar
2 18 05 2.01 01

Peningkatan 

Terwujudnya 

Kerjasama Strategis 

Antar Usaha Besar 

dan Usaha Kecil 

Menengah

Jumlah buku dan 

video Profil Investasi 

Daerah yang dibuat

Penyusunan 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten/ 

Kota

Jumlah buku dan 

video Profil 

Investasi Daerah 

yang dibuat

Pembuatan Peta 

Potensi Investasi 

Kabupaten/ Kota

Buku/ video profil

2 18 02 2.02 01

Peningkatan 

Kegiatan 

Pemantauan dan 

Pengawasan 

Pelaksanaan PM

Jumlah investor 

Penanaman Modal

Jumlah investor 

Penanaman Modal

Peningkatan Kualitas 

SDM Guna 

Peningkatan 

Pelayanan Investasi

Jumlah ASN yang 

mengikuti 

Diklat/Perizinan

*

Jumlah ASN yang 

mengikuti 

Diklat/Perizinan

Koordinasi 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi 

PMDN/PMA

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Jumlah nilai 

investasi 

PMDN/PMA

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Nilai Investasi 

PMDN/PMA

Program 

Pengendalian 

Pelaksanan 

Penanaman Modal 2 18 05 2.01 01

Penyelenggaraan 

Pameran Investasi

Jumlah pameran 

investasi yang diikuti

Pelaksanaan 

Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten 

/Kota

Jumlah pameran 

investasi yang 

diikuti

Penyelenggaraan 

Promosi 

Penanaman Modal 

yang

Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten

Program Promosi 

Penanaman Modal

 

2 18 03 2.01 02
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Program 

Peningkatan Iklim 

dan Investasi dan 

Realisasi Investasi

Jumlah investor 

Penanaman Modal

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan 

Nonperizinan yang 

terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya 

Rumusan Kebijakan 

yang mendorong 

Perbaikan Iklim 

Penanaman Modal

Program 

Pengelolaan Data 

dan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal

Terbangunnya 

kemanpuan dalam 

menyediakan 

laporan 

perkembangan 

Data dan Informasi 

Penanaman Modal

2 18 06 2.01

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan

Jumlah 

dokumen/laporan 

LKPM

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizina dan 

Nonperizinan 

berbasis sistem 

pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik

Jumlah 

dokumen/laporan 

LKPM

2 18 06 2.01 01

Koordinasi 

Kerjasama di Bidang 

Investasi

Jumlah sosalisasi 

penerapan OSS dan 

LKPM 

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizina dan 

Nonperizinan 

berbasis sistem 

pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik

Jumlah sosalisasi 

penerapan OSS dan 

LKPM 

 

2 18 06 2.01 01

Penyusunan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal 

di Daerah

Jumlah jenis 

informasi Pelayanan 

Publik

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizina dan 

Nonperizinan 

berbasis sistem 

pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik

Jumlah jenis 

informasi 

Pelayanan Publik

 

2 18 06 2.01 01

Sosialisasi Kebijakan 

Penanaman Modal

Jumlah sosialisasi 

kebijakan 

Penanaman Modal 

yang diadakan

*

Jumlah sosialisasi 

kebijakan 

Penanaman Modal 

yang diadakan
* * * * *
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Pengembangan 

Sistem Informasi 

Penanaman Modal

Jumlah investor yang 

terdaftar dalam 

sistem OSS dan LKPM

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizina dan 

Nonperizinan 

berbasis sistem 

pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik

Jumlah investor 

yang terdaftar 

dalam sistem OSS 

dan LKPM

2 18 06 2.01 01

Program 

Optimalisasi 

Pelayanan Perizinan

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Pelayananan 

Perizinana dan 

Nonperizinan 

secara terpadu satu 

pintu dibidang 

penanaman modal 

yang menjadi 

kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Perensentase 

tingkat kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

penyenggaraan 

pelayanan 

perizinan

Program Pelayanan 

Penanaman Modal

Meningkatnya 

kepuasan 

masyarakat dalam 

pelayanan 

perizinan

2 18 04 2.01

Kegiatan Kajian/ 

Analisa Survey 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat

Indeks kepuasan 

masyarakat

Penyediaan 

Layanan Konsultasi 

dan Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan 

Nonperizinan

Indeks kepuasan 

masyarakat
2 18 04 2.01 03

Kajian/ Analisa 

Penyusunan 

Kebijakan Pelayanan 

Perizinan

Jumlah dokumen 

kebijakan pelayanan 

perizinan

Penetapan 

Kebijakan Daerah 

mengenai 

pemberian 

fasilitas/ insentif 

dan kemudahan 

penanaman modal

Jumlah dokumen 

kebijakan 

pelayanan 

perizinan

Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/ Insentif 

Dibidang 

Penanaman modal 

yang menjadi 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota

Memberikan 

Kemudahan 

kepada Masyarakat 

melalui terciptanya 

perizinan yang 

terintegrasi antar 

peerintah Provinsi 

dan Kab/ Kota 

Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman 

Modal

Meningkatnya 

Kebijakan Internal, 

Fakta Integritas, 

SOP dan Revisi 

Perda

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Penanaman 

Modal

2 18 02 2.01 01
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Sosialisasi Pelayanan 

Perizinan

Jumlah sosialisasi 

pelayanan perizinan

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan 

NonPerizinan 

berbasis Sistem 

Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik

Jumlah sosialisasi 

pelayanan 

perizinan

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan 

Nonperizinan yang 

terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota

Meningkatnya 

Pengetahuan 

Masyarakat 

tentang Pelayanan 

perizinan yang 

dapat 

dipublikasikan 

melalui media 

massa, media 

cetak, elektronik 

dan internet

Program 

Pengelolaan Data 

dan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal

Meningkatnya 

jumlah jenis 

perizinan 

Pemerintah dalam 

dunia usaha  

2 18 06 2.01 01

Monitoring, 

Evaluasi, dan 

Laporan

Jumlah 

dokumen/laporan 

monitoring, evaluasi, 

dan pelaporan

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Jumlah 

dokumen/laporan 

monitoring, 

evaluasi, dan 

pelaporan

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota

Melaksanakan 

Monitoring, 

Evaluasi 

penanaman Modal 

untuk dijadikan 

sebagai bahan 

laporan

Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Meningkatnya 

Koordinasi proses 

penyelesaian 

perizinan dengan 

OPD tekhnis terkait
2 18 05 2.01 01

Program 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan

Persentase Izin yang 

diterbitkan

Pelayanan 

Perizinan dan 

Nonperizinan 

Secara Terpadu 

Satu Pintu Dibidang 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan 

Daerah

Persentase Izin 

yang diterbitkan

Program Pelayanan 

Penanaman Modal

Persentase Izin 

yang diterbitkan
2 18 04 2.01

Penyediaan Jasa 

Pelayanan

Jumlah penyediaan 

jasa pelayanan 

perizinan

Jumlah penyediaan 

jasa pelayanan 

perizinan
2 18 04 2.01 01

Pengembangan 

Website SI-IDA 

Online

Jumlah fitur 

pengembangan 

website SI-DA Online 

Jumlah fitur 

pengembangan 

website SI-DA 

Online 

2 18 04 2.01 01

Penambahan 

Aplikasi Perizinan

Jumlah aplikasi 

perizinan
Jumlah aplikasi 

perizinan  
2 18 04 2.01 01

Pengadaan Mobil 

Layanan Perizinan

Jumlah mobil 

operasional layanan 

yang disediakan

*

Jumlah mobil 

operasional 

layanan yang 

disediakan

* * * * *

Program 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan

Persentase Izin yang 

diterbitkan

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan 

Nonperizinan yang 

Terintergrasi 

padaTingkat 

Daerah 

Jumlah Data dan 

Informasi Perizinan 

yang Terintergrasi 

secara elektronik

Program 

Pengelolaan Data 

dan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal

Persentase Izin 

yang diterbitkan

2 18 06 2.01

Penyedian 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan 

Nonperizinan 

berbasis Sistem 

Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secar 

Elektonik
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Pengolahan Data 

Pelayanan Perizinan

Jumlah pengolahan 

data perizinan yang 

berbasis teknologi

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan 

Nonperizinan 

berbasis Sistem 

Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik

Jumlah pengolahan 

data perizinan yang 

berbasis teknologi

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan 

Nonperizinan yang 

Terintergrasi 

padaTingkat 

Daerah 

Jumlah Data dan 

Informasi Perizinan 

yang Terintergrasi 

secara elektronik

Program 

Pengelolaan Data 

dan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal

Persentase Izin 

yang diterbitkan

 

2 18 06 2.01 01

Pelatihan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia (SDM)

Jumlah Aparatur 

yang mengikuti 

pelatihan

*

Jumlah Aparatur 

yang mengikuti 

pelatihan

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

KEPEMUDAAN 

DAN 

OLAHRAGA

Program Pelayanan  

Administrasi 

Perkantoran

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Penyediaan  jasa 

surat menyurat

Jumlah Dokumen 

bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

bermaterai

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Penyediaan  jasa 

komunikasi,  sumber 

daya air dan listrik 

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber 

air dan listrik

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber daya air 

dan listrik

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, 

Sumber air dan 

listrik

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Penyediaan  jasa 

peralatan  dan 

perlengkapan  

kantor

Tersedianya jasa 

peralatan dan 

perlengkapan gedung 

kantor

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya jasa 

peralatan dan 

perlengkapan 

gedung kantor

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Penyediaan  jasa 

jaminan barang milik 

daerah

Tersedianya Jasa 

Asuransi kendaraan 

dinas roda empat

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Tersedianya Jasa 

Asuransi kendaraan 

dinas roda empat

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Penyediaan  jasa 

pemeliharaan  dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Penyediaan Jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan dinas/ 

operasional

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Penyediaan  jasa 

administrasi  

keuangan

Tersedianya jasa 

pengelolaan 

administrasi 

keuangan

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Tersedianya jasa 

pengelolaan 

administrasi 

keuangan

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
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Penyediaan  jasa 

kebersihan  kantor

Tersedianya Jasa 

kebersihan kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa 

kebersihan kantor

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Rapat-rapat  

koordinasi  dan 

konsultasi  ke luar 

daerah

Terlaksananya rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke Luar 

daerah

Terlaksananya 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

keluar daerah

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Rapat-rapat  

Koordinasi  dan 

Konsultasi  Dalam 

Daerah

Terlaksananya rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

 

Terlaksananya 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

dalam daerah

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Pelayanan  

Administrasi  

Perkantoran

Terlaksananya 

administrasi 

perkantoran

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan tugas 

ASN

Terlaksananya 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Keuangan

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana  

Aparatur

0

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Pengadaan  

perlengkapan  

gedung kantor

Tersedianya 

perlengkapan gedung 

kantor

Penyediaan 

perlatan dan 

Perlengkapan 

kantor

Tersedianya 

perlengkapan 

gedung kantor

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Pengadaan  

peralatan  gedung 

kantor 

Pengadaan Peralatan 

Kantor

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Pengadaan 

Peralatan Kantor

Administrasi 

Umum

 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Pengadaan  

mebeleur

Jumlah dan jenis 

meubeleur yang 

diadakan

Pengadaan 

mebeleur

Jumlah dan jenis 

meubeleur yang 

diadakan

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Pemeliharaan  

rutin/berkala  

gedung kantor 

Terawatnya gedung 

kantor

Pemeliharaan 

Rutin/ berkala 

gedung kantor

Terawatnya gedung 

kantor

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Pemeliharaan  

rutin/berkala  

kendaraan  

dinas/operasional 

Terpeliharanya 

kendaraan 

dinas/operasional

Pemeliharaan 

Rutin/ berkala 

kendaraan dinas/ 

operasional

Terpeliharanya 

kendaraan 

dinas/operasional

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Pemeliharaan  

rutin/berkala  

mebeleur 

Terpeliharanya 

meubeleur

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

mebeleur

Terpeliharanya 

meubeleur

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah
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Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

0

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Tersedianya laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Tersedianya 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Administrasi 

Keuangan

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Program 

Pengembangan 

Destinasi Pariwisata

Persentase PAD 

sektor Pariwisata

Program 

Peningkatan Daya 

Tarik Destinasi 

Pariwisata

Persentase PAD 

sektor Pariwisata

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang Pariwisata

Kegiatan 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Pariwisata

Jumlah Objek wisata 

yang dipelihara

Pengadaan dan 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana Dalam 

Pengelolaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Objek 

wisata yang 

dipelihara

Pengelolaan Daya 

tarik Wisata 

Kabupaten/ Kota

Program 

Peningkatan Daya 

Tarik Destinasi 

Pariwisata

Kegiatan 

Pengembangan 

Daerah Tujuan 

Wisata

Objek wisata yang 

dikembangkan

Pengembangan 

Destinasi  

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Objek wisata yang 

dikembangkan

Pengelolaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/ Kota

Program 

Peningkatan Daya 

Tarik Destinasi 

Pariwisata

Program 

Pengembangan 

Kemitraan

Jumlah kelompok 

pelaku usaha wisata 

yang terbentuk

Jumlah kelompok 

pelaku usaha 

wisata yang 

terbentuk

Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif

Kegiatan 

Pengembangan SDM 

dan Profesionalisme 

bidang Pariwisata

Jumlah pelaku usaha 

wisata yang 

mengikuti sosialisasi 

/ pelatihan

Pengembangan 

kompetensi SDM 

pariwisata dan 

ekonomi kreatif 

tingkat dasar

Jumlah pelaku 

usaha wisata yang 

mengikuti 

sosialisasi / 

pelatihan

Pelaksanaan 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

tingkat Dasar
Kegiatan 

Peningkatan peran 

serta Masyarakat 

dalam 

pengembangan 

kemitraan 

pariwisata

Jumlah kelompok 

pelaku usaha wisata 

yang dibina

Peningkatan peran 

serta masyarakat 

dalam 

pengembangan 

kemitraan 

pariwisata

Jumlah kelompok 

pelaku usaha 

wisata yang dibina

Pelaksanaan 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

tingkat Dasar
Program 

Pengembangan 

Pemasaran  

Pariwisata 

Jumlah kunjungan 

wisata

Jumlah kunjungan 

wisata

Program 

Pemasaran 

Pariwisata
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Jumlah Pameran 

yang diikuti

Jumlah Pameran 

yang diikuti

Pemasaran 

Pariwisata Dalam 

dan Luar Negeri 

Daya Tarik, 

Destinasi dan 

Kawasan Strategis 

Pariwisata 

Kab/Kota

Festival Danau 

Sidenreng

Festival Danau 

Sidenreng

Kegiatan Pemilihan 

Duta wisata

Jumlah Duta Wisata 

yang terpilih

Jumlah Duta 

Wisata yang 

terpilih

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Olahraga

Persentase sarana 

dan prasarana 

olahraga yang 

memadai

Persentase sarana 

dan prasarana 

olahraga yang 

memadai

Kegiatan 

Peningkatan  

pembangunan 

sarana dan 

prasarana  olahraga

Jumlah sarana dan 

prasarana olahraga 

yang ditingkatkan

Jumlah sarana dan 

prasarana olahraga 

yang ditingkatkan

Kegiatan 

Pemeliharaan  

rutin/berkala  sarana 

dan prasarana  

olahraga

Jumlah sarana 

Olahraga yang 

dipelihara

Jumlah sarana 

Olahraga yang 

dipelihara

Program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan 

Olahraga

Persentase Cakupan 

pembinaan Olahraga

Persentase 

Cakupan 

pembinaan 

Olahraga
Kegiatan 

Peningkatan 

kesegaran jasmani 

dan rekreasi

Jumlah peserta 

Olahraga rekreasi

Jumlah peserta 

Olahraga rekreasi

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga

Jumlah kejuaraan 

Olahraga

Jumlah kejuaraan 

Olahraga

Kegiatan Pemberian 

Penghargaan bagi 

Insan olahraga yang 

berdedikasi dan 

berprestasi

Jumlah pelaku 

Olahraga yang diberi 

penghargaan

Jumlah pelaku 

Olahraga yang 

diberi penghargaan

Kegiatan 

Peningkatan Jumlah 

kualitas, serta 

kompetensi pelatih, 

peneliti, praktisi dan 

teknisi olahraga

Jumlah pelatih dan 

wasit yang berlisensi

Jumlah pelatih dan 

wasit yang 

berlisensi

Kegiatan 

Pelaksanaan  

Promosi Pariwisata  

Nusantara  di Dalam 

dan di Luar Negeri
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Kegiatan 

peningkatan 

Manajemen 

Organisasi Tk 

perkumpulan dan Tk 

Daerah

Jumlah pengurus 

organisasi yang diberi 

pembinaan 

manajemen

Jumlah pengurus 

organisasi yang 

diberi pembinaan 

manajemen

Kegiatan Pembibitan 

dan Pembinaan 

olahragawan 

berbakat

Jumlah atlit berbakat 

yang dibina

Jumlah atlit 

berbakat yang 

dibina

Program 

Pengembangan dan 

Keserasian Kebijakan 

Pemuda

Jumlah dokumen 

kebijakan 

pembangunan 

kepemudaan daerah

Jumlah dokumen 

kebijakan 

pembangunan 

kepemudaan 

daerah

Kegiatan Penelitian 

dan pengkajian 

kebijakan - kebijakan 

pembangunan 

kepemudaan

Jumlah dokumen 

kebijakan 

pembangunan 

kepemudaan

Kegiatan Penelitian 

dan pengkajian 

kebijakan - 

kebijakan 

pembangunan 

kepemudaan

Jumlah dokumen 

kebijakan 

pembangunan 

kepemudaan

Program 

peningkatan peran 

serta kepemudaan

Persentase 

Organisasi pemuda 

yang aktif

Persentase 

Organisasi pemuda 

yang aktif

Kegiatan Pembinaan 

Organisasi 

Kepemudaan

Jumlah Organisasi 

yang dibina

Jumlah Organisasi 

yang dibina

Kegiatan pendidikan 

dan pelatihan dasar 

kepemimpinan

Jumlah pemuda yang 

mengikuti pelatihan 

PASKIBRAKA dan LDK

Jumlah pemuda 

yang mengikuti 

pelatihan 

PASKIBRAKA dan 

LDK

Kegiatan 

penyuluhan 

pencegahan 

penggunaan 

narkoba dikalangan 

generasi muda

Jumlah pemuda yang 

mengikuti 

penyuluhan

Jumlah pemuda 

yang mengikuti 

penyuluhan

Kegiatan pembinaan 

Pemuda Pelopor 

keamanan 

lingkungan

Jumlah peserta yang 

mengikuti seleksi 

pemuda pelopor Tk. 

Kab Sidrap

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

seleksi pemuda 

pelopor Tk. Kab 

Sidrap

Kegiatan bakti 

pemuda antar 

pemuda dan 

jambore pemuda

Jumlah peserta yang 

mengikuti seleksi 

pertukaran pemuda 

dan jambore pemuda

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

seleksi pertukaran 

pemuda dan 

jambore pemuda
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Program 

peningkatan upaya 

penumbuhan 

kewirausahaan dan 

kecakapan hidup 

pemuda

Persentase wirausaha 

muda

Program 

Pengembangan 

Kapasitas Daya 

saing kepemudaan

Persentase 

wirausaha muda

Kegiatan Pelatihan 

kewirausahaan bagi 

pemuda

Jumlah pemuda yang 

mengikuti pelatihan 

kewirausahaan

Koordinasi, 

sinkronisasi dan 

penyelenggaraan 

peningkatan 

kapasitas daya 

saing wirausaha 

pemula

Jumlah pemuda 

yang mengikuti 

pelatihan 

kewirausahaan

Penyadaran, 

Pemberdayaan, 

dan 

Pengembangan 

Pemuda dan 

Kepemudaaan 

terhadap pemuda 

pelopor 

Kabupaten/Kota, 

Wirausaha muda 

pemula, dan 

pemuda kader 

Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelatihan 

keterampilkan bagi 

pemuda

Jumlah pemuda yang 

mengikuti pelatihan 

keterampilan

Jumlah pemuda 

yang mengikuti 

pelatihan 

keterampilan

URUSAN 

WAJIB BUKAN 

PELAYANAN 

DASAR

PERPUSTAKAA

N DAN 

KEARSIPAN

Program  Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum 

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

2 23 01

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

bermaterai

2 23 01 2.03 01

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air dan 

Listrik

0 Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

2 23 01 2.03 02

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Milik 

Daerah

0 Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Milik 

Daerah

2 23 01 2.03 05

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Disediakan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

0 Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Disediakan 

Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan 

2 23 01 2.03 06

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Administrasi Jasa 

Keuangan 

0 Waktu Penyediaan 

Administrasi Jasa 

Keuangan 

2 23 01 2.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

0 Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

2 23 01 2.03 08

 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
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Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor yg 

Disediakan

0 Jumlah dan jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

yg Disediakan

2 23 01 2.03 12

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang 

Undangan

Jumlah Bahan Bacaan 

Dan Peraturan 

Perundang-

Undangan yg 

Disediakan

0 Jumlah Bahan 

Bacaan Dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yg 

Disediakan

2 23 01 2.03 15

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

0 Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

2 23 01 2.03 18

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam 

Daerah

Jumlah Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam 

Daerah
Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Jumlah dan Jenis 

Alat Tulis Kantor 

yang Disediakan

2 23 01 2.03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah dan Jenis 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan

2 23 01 2.03 11

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan Layanan  

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Administrasi 

Umum

Cakupan  Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

2 23 01

Pembangunan 

Gedung Kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dibangun 

0 Jumlah gedung 

kantor yang 

dibangun 
Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah  dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional yg 

Diadakan

0 Jumlah  dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yg Diadakan

2 23 01 2.03 20

Pengadaan 

Perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan gedung 

kantor yang diadakan

0 Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan

2 23 01 2.03 22

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Gedung 

Kantor yg Diadakan

0 Jumlah dan Jenis 

Peralatan Gedung 

Kantor yg Diadakan

2 23 01 2.03 24

Pengadaan 

Meubeleur

Jumlah dan Jenis 

Meubeleur  yang 

diadakan

0 Jumlah dan Jenis 

Meubeleur  yang 

diadakan

2 23 01 2.03 25

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah  gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

0 Jumlah  gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

2 23 01 2.03 28

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan yang 

dipelihara 

rutin/berkala

0 Jumlah dan jenis 

kendaraan yang 

dipelihara 

rutin/berkala

2 23 01 2.03 30
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Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

0 Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

2 23 01 2.03 32

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan  gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

0 Jumlah dan jenis 

peralatan  gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

2 23 01 2.03 34

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

Tingkat Ketepatan 

Waktu Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Administrasi 

Keuangan

Cakupan 

Administrasi 

Keuangan

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

Dan Keuangan

2 23 01

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja  dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja OPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja  

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD

2 23 01 2.02 06

Program 

Pengembangan 

Budaya Baca Dan 

Pembinaan 

Perpustakaan

Persentase 

Peningkatan 

Pemustaka

Pengelolaan 

Perpustakaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Cakupan 

Pengelolaan 

Perpustakaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten

Program 

Pembinaan 

Perpustakaan

Persentase 

Peningkatan 

Pemustaka

2 23 02

Jumlah Peserta 

Wisata Baca

Jumlah Peserta 

Wisata Baca

2 23 02 2.01 08

Jumlah Peserta 

Bimbingan 

Pemustaka

Jumlah Bimbingan 

Pemustaka

Jumlah Pemustaka 

Pelayanan Mobil 

Perpustakaan Keliling

Jumlah Pemustaka 

Layanan 

Perpustakaan

Pengembangan 

Minat Dan Budaya 

Baca

Jumlah Peserta 

Lomba Peningkatan 

Minat Baca

Pemberian 

Pengargaan 

Gerakan Budaya 

Gemar Membaca

Jumlah Peserta 

Lomba Peningkatan 

Minat Baca

Pembudayaan 

Gemar Membaca 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta 

Pembudayaan 

Gemar Membaca

2 23 02 2.02 03

Jumlah Perpustakaan 

yg Di Bina

Persentase 

Perpustakaan yang 

Dibina

2 23 02 2.01 04

Pendataan 

Perpustakaan
Jumlah SDM 

Perpustakaan yg 

Mengikuti 

Peningkatan 

Kompetensi

Peningkatan 

Kapasitas Tenaga 

Perpustakaan dan 

Pustakawan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah SDM yang 

Mengikuti 

Peningkatan 

Kapasitas/ 

Kompetensi

Jumlah SDM yang 

Mengikuti 

Peningkatan 

Kapasitas/ 

Kompetensi

2 23 02 2.01 06

Jumlah Peserta 

Sosialisasi Gerakan 

Gemar Membaca

Jumlah Peserta 

Sosialisasi Gerakan 

Gemar Membaca

Pembudayaan 

Gemar Membaca 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta 

Pembudayaan 

Gemar Membaca

2 23 02 2.02 01

Jumlah Cetakan 

Publikasi Minat Baca

Jumlah Cetakan 

Publikasi Minat 

Baca

Pengelolaan 

Perpustakaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengembangan 

Layanan 

Perpustakaan 

Rujukan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Pembinaan 

Perpustakaan pada 

Satuan Pendidikan 

Dasar di Seluruh 

Wilayah Kab/Kota 

Jumlah 

Perpustakaan 

SD/SMP/Sederajat 

yang Dibina sesuai 

Standar Nasional

Sosialisasi Budaya 

Baca dan Literasi 

pada Satuan 

Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan 

Khusus serta 

Masyarakat

Pemasyarakatan 

Minat Dan 

Kebiasaan Membaca 

Untuk Mendorong 

Terwujudnya 

Masyarakat 

Pembelajar

Supervisi, 

Pembinaan Dan 

Stimulasi Pada 

Perpustakaan 

Umum, 

Perpustakaan 

Khusus, Perpustaaan 

Sekolah Dan 

Perpustakaan 

Masyarakat

Publikasi Dan 

Sosialisasi Minat Dan 

Budaya Baca
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Pengelolaan 

Website Dinas 

Perpustakaan

Jumlah Data 

Mutakhir Informasi 

Koleksi, Budaya Karya 

Sidrap

Penyusunan Data 

dan Informasi 

Perpustakaan, 

Tenaga 

Perpustakaan dan 

Pustakawan Tk. 

Daerah Kab/Kota

Jumlah Data 

Mutakhir Informasi 

Koleksi, Budaya 

Karya Sidrap

Pengelolaan 

Perpustakaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

2 23 02 2.01 10

Penyediaan Bahan 

Pustaka 

Perpustakaan 

Keliling

Jumlah dan Jenis 

Bahan Pustaka yg di 

Adakan

Pengembangan 

Budaya Baca Dan 

Pembinaan 

Perpustakaan

Jumlah Pengelola 

Perpustakaan yg di 

Bina

Monitoring Evaluasi 

Dan Pelaporan

Jumlah Laporan Hasil 

Monev

Pengadaan Aplikasi 

E-Library

Jumlah Aplikasi E-

Librari yg di Adakan

Pengembangan 

dan Pemeliharaan 

Layanan 

Perpustakaan 

Elektronik

Jumlah Aplikasi E-

Librari yg di Adakan

Pengelolaan 

Perpustakaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

2 23 02 2.01 01

Program 

Pengembangan 

Koleksi, Pengolahan 

Dan Pelestarian 

Bahan Pustaka

Persentase Koleksi 

Buku yg Tersedia di 

Perpustakaan

Program 

Pembinaan 

Perpustakaan

Persentase Koleksi 

yang tersedia di 

Perpustakaan

2 23 02

Penyediaan Bantuan 

Pengembangan 

Perpustakaan Dan 

Minat Baca Di 

Daerah

Jumlah Bahan 

Pustaka yang 

Dihibahkan

Penyediaan Bahan 

Pustaka 

Perpustakaan 

Umum Daerah

Jumlah Koleksi Buku 

Perpustakaan Umum 

Daerah

Penerbitan Buku 

Biografi Tokoh Kab. 

Sidrap

Jumlah Judul Biografi 

yg di Terbitkan

Jumlah Judul 

Biografi yg di 

Terbitkan
Penyusunan Klipping 

Surat Kabar

Jumlah Surat Kabar 

yg di Klipping

Jumlah Surat Kabar 

yg di Klipping

Pelestarian Bahan 

Pustaka

Jumlah Bahan 

Pustaka yg di 

Lestarikan

Jumlah Bahan 

Pustaka yg di 

Lestarikan
Penyediaan Bahan 

Pustakaan Umum 

Kecamatan

Jumlah Koleksi Buku 

Perpustakaan 

Kecamatan
Penyediaan Bahan 

Pustakaan Umum 

Desa/Kelurahan

Jumlah Koleksi Buku 

Perpustakaan 

Desa/Kelurahan

Pengelolaan 

Perpustakaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Bahan Pustaka
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Jumlah Koleksi Bahan 

Pustaka yg di Olah

Pengolahan dan 

Pengembangan 

Bahan Pustaka

Jumlah Koleksi 

Bahan Pustaka yg 

di Olah

Pengelolaan 

Perpustakaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

2 23 02 2.01 09

Jumlah Peserta 

Bimtek Pengolahan 

Bahan Pustaka

Jumlah Koleksi 

Bahan Pustaka yg 

di kembangkan
Program Perbaikan 

Sistem Administrasi 

Kearsipan

Persentase 

Peningkatan Kualitas 

Sistem Administrasi 

Kearsipan  

Pengelolaan Arsip Persentase 

Peningkatan 

Kualitas Sistem 

Administrasi 

Kearsipan

2 24 02

Pengelolaan 

Simpul Jaringan 

Informasi 

Kearsipan Nasional 

Tk. Kab/Kota

Jumlah Data Base 

Informasi 

Kearsipan yang 

diadakan

2 24 02 2.03

Pembangunan Data 

Base Informasi 

Kearsipan

Jumlah Data Base 

Informasi Kearsipan 

yg di Adakan

Jumlah Data Base 

Informasi 

Kearsipan yg di 

Adakan

2 24 02 2.03 02

Kajian Sistem 

Administrasi 

Kearsipan

Jumlah Perda dan 

Perbup Tentang 

Kearsipan

Jumlah Perda dan 

Perbup Tentang 

Kearsipan
Bimbingan Teknis 

Pengelolaan Arsip 

Dinamis

Jumlah Peserta 

Bimtek Pengelola 

Arsip Dinamis

Jumlah Peserta 

Bimtek Pengelola 

Arsip Dinamis
Pembinaan 

Kearsipan di 

Lingkungan Instansi 

Pemerintah/Swasta

Jumlah Instansi 

Pemerintah/Swasta 

yg di Bina

Jumlah Instansi 

Pemerintah/Swasta 

yg di Bina

Program 

Penyelamatan Dan 

Pelestarian 

Dokumen/Arsip 

Daerah

Persentase Volume 

Arsip/Dokumen 

Daerah yg di 

Selamatkan dan di 

Lestarikan
Pengadaan Sarana 

Pengolahan Dan 

Penyimpanan Arsip

Jumlah dan Jenis 

Pengadaan Sarana 

Pengolahan dan 

Penyimpanan Arsip
Pendataan Dan 

Penataan 

Dokumen/Arsip 

Daerah

Jumlah 

Dokumen/Arsip yg di 

Data dan di Data

Penciptaan dan 

Penggunaan Arsip 

Dinamis

Jumlah 

Dokumen/Arsip yg 

di Data dan di Data

Pengelolaan Arsip 

Dinamis Daerah 

Kab/Kota

Jumlah Arsip 

Dinamis yang 

dikelola

Persentae Arsip 

Dinamis yang 

Dikelola

2 24 02 2.01 01

Akuisisi Arsip Statis 

Dan Dinamis Lingkup 

Instansi Pemerintah 

Dan Swasta

Jumlah Arsip Statis yg 

di Akuisisi

Akuisisi, 

Pengolahan, 

Preservasi dan 

Akses Arsip Statis

Jumlah Arsip Statis 

yg di Akuisisi

Pengelolaan Arsip 

Statis Daerah 

Kab/Kota

Jumlah Arsip Statis 

yang dikelola

Persentae Arsip 

Statis yang 

Dikelola

2 24 02 2.02 02

Pemberdayaan 

Kapasitas Unit 

Kearsipan dan 

Lembaga Kearsipan 

Daerah Kab/Kota

Pengelolaan Arsip

Pengolahan dan 

Pengembangan 

Bahan Pustaka
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Program 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Sarana Dan 

Prasarana Kearsipan

Persentase Sarana 

dan Prasarana 

Kearsipan Dalam 

Kondisi Baik

Pemeliharaan Rutin 

Berkala Sarana 

Pengolahan Dan 

Penyimpanan Arsip

Jumlah Sarana 

Pengolahan dan 

Penyimpanan Arsip 

yg di Pelihara

Pemeliharaan Rutin 

Berkala Arsip Daerah

Jumlah Arsip Daerah 

yg di Pelihara

Jumlah Arsip 

Dinamis yg di 

Pelihara dan 

penyusutan arsip

Pengelolaan Arsip 

Dinamis Daerah 

Kab/Kota

Jumlah Arsip 

Dinamis yang 

dikelola

2 24 02 2.01 02

Monitoring, Evaluasi 

Dan Pelaporan 

Kondisi Situasi Data

Jumlah Laporan Hasil 

Monev

Program 

Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Informasi

Persentase 

Peningkatan 

Kapasitas SDM 

Pengelola Kearsipan

Pengelolaan Arsip Persentase 

Peningkatan 

Kapasitas SDM 

Pengelola 

Kearsipan

2 24 02

Pengelolaan 

Simpul Jaringan 

Informasi 

Kearsipan Nasional 

Tingkat Kab/Kota

Cakupan 

Pengelolaan 

Simpul Jaringan 

Informasi 

Kearsipan

2 24 02 2.03

Penyusunan Dan 

Penerbitan Naskah 

Sumber Arsip

Jumlah  Naskah 

Sumber Arsip yg 

diterbitkan

Jumlah  Naskah 

Sumber Arsip yg 

diterbitkan

2 24 02 2.03 01

Penyediaan Sarana 

Layanan Informasi 

Kearsipan

Jumlah Sarana 

Layanan Informasi 

Kearsipan yg 

diadakan

Jumlah Sarana 

Layanan Informasi 

Kearsipan yg 

diadakan

Sosialisasi/ 

Penyuluhan 

Kearsipan Di 

Lingkungan Instansi 

Pemerintah/Swasta

Jumlah Peserta 

Sosialisasi Kearsipan
Pemberdayaan 

Kapasitas Unit 

Kearsipan dan 

Lembaga Kearsipan 

Daerah Kab/Kota

Jumlah Peserta 

Sosialisasi 

Kearsipan

URUSAN 

PEMERINTAH

AN PILIHAN

PERTANIAN Jumlah Ternak Sapi 

(Ekor)

Jumlah Ternak Sapi 

(Ekor)

Bidang Pertanian Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 27 03

Jumlah Ternak 

Kambing (Ekor)

Jumlah Ternak 

Kambing (Ekor)
Jumlah Ternak Ayam 

Buras (Ekor)

Jumlah Ternak 

Ayam Buras (Ekor)

Pemeliharaan dan 

Penyusutan Arsip 

Dinamis

Penyediaan 

Informasi, Akses 

dan Layanan 

Kearsipan Tk. 

Daerah Kab/Kota

 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Program 

Peningkatan 

Produksi 

Peternakan

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian
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1. Pembibitan dan 

Perawatan Ternak

Jumlah Kecamatan 

Lokasi Pelayanan 

Inseminasi Buatan 

yang efektif dan 

efisien dalam 

mendukung UPSUS 

SIWAB (Kec)

Peningkatan 

kualitas SDG 

hewan/tanaman

Jumlah Kecamatan 

Lokasi Pelayanan 

Inseminasi Buatan 

yang efektif dan 

efisien dalam 

mendukung UPSUS 

SIWAB (Kec)

Pengelolaan 

Sumberdaya 

Genetik (SDG) 

Hewan, Tumbuhan, 

dan 

Mikroorganisme 

Kewenangan 

Kabupten/Kota

Jumlah ternak sapi 

(ekor)

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian

Jumlah Kecamatan 

Lokasi Pelayanan 

Inseminasi Buatan 

yang efektif dan 

efisien dalam 

mendukung UPSUS 

SIWAB (Kec)

Bidang Pertanian Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 27 02 2.02 02

2. Pengembangan 

Agribisnis 

Peternakan

Terwujudnya 

Pengembangan 

Agribisnis (Paket)

Pengadaan 

benih/bibit ternk 

yang sumbernya 

dari daerah 

provinsi lain

Terwujudnya 

Pengembangan 

Agribisnis (Paket)

Penyediaan 

benih/bibit ternak 

dan HPT 

sumbernya dalam 1 

daerah provinsi 

lain.

Jumlah ternak sapi 

(ekor)

Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Prasarana 

Pertanian

Terwujudnya 

Pengembangan 

Agribisnis (Paket)

Bidang Pertanian Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 27 02 2.06 01

3. Pemeliharaan 

Kesehatan dan 

Pencegahan 

Penyakit Menular 

Ternak

Jumlah Dosis 

Vaksinasi Massal 

(Dosis)

Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Penyakit Hewan 

dan Zoonosis

Jumlah Dosis 

Vaksinasi Massal 

(Dosis)

Penjaminan 

Kesehatan Hewan, 

Penutupan dan 

Pembukaan Daerah 

Wabah Penyakit 

Hewan Menular 

Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dosis 

Vaksinasi Massal 

(Dosis)

Program 

Pengendalian 

Kesehatan Hewan 

dan Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner

Jumlah Dosis 

Vaksinasi Massal 

(Dosis)

Bidang Pertanian Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 27 04 2.01 01

Bidang 

Kelautan dan 

Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

Program 

Peningkatan 

Produksi Perikanan

Jumlah Produksi 

Budidaya Perikanan 

(ton)

Program 

Pengelolaan 

Perikanan 

Budidaya

Jumlah Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

(Klp)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 25 03

Jumlah Produksi 

Perikanan Tangkap 

(ton)

Jumlah Produksi 

Perikanan Tangkap 

(Ton)
2. Pendampingan 

pada Kelompok Tani 

Pembudidaya Ikan

Jumlah Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

(Klp)

Penyediaan 

Prasarana 

Pembudidayaan 

Ikan dalam 1 (satu) 

daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

(Klp)

Pengelolaan 

Pembudidayaan 

ikan

Produksi Budidaya 

(ton)

Program 

Pengelolaan 

Perikanan Budidaya

Jumlah Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

(Klp)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

03 25 03 2.04 02

Penjaminan 

Ketersediaan 

Sarana 

Pembudidayaan 

Ikan Dalam 1 (satu) 

Daerah 

kabupaten/Kota

Jumlah Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

(Klp)

Pengelolaan 

Pembudidayaan 

ikan

Produksi Budidaya 

(ton)

Program 

Pengelolaan 

Perikanan Budidaya

Jumlah Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

(Klp)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

03 25 03 2,04 03

3. Pembinaan dan 

Pengembangan 

Perikanan

Jumlah BBI Lokasi 

Penyediaan Sarana / 

Prasarana 

Pembenihan (BBI)

Penyediaan 

Prasarana 

Pembudidayaan 

Ikan dalam 1 (satu) 

daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah BBI Lokasi 

Penyediaan Sarana 

/ Prasarana 

Pembenihan (BBI)

Pengelolaan 

Pembudidayaan 

ikan

Produksi Balai 

Benih Ikan (ekor)

Pengelolaan 

Perikanan Budidaya

Jumlah BBI Lokasi 

Penyediaan Sarana 

/ Prasarana 

Pembenihan (BBI)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

03 25 03 2.04 02
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Jumlah BBI Lokasi 

Penyediaan Sarana / 

Prasarana 

Pembenihan (BBI)

Penjaminan 

Ketersediaan 

Sarana 

Pembudidayaan 

Ikan Dalam 1 (satu) 

Daerah 

kabupaten/Kota

Jumlah BBI Lokasi 

Penyediaan Sarana 

/ Prasarana 

Pembenihan (BBI)

Pengelolaan 

Pembudidayaan 

ikan

Produksi Balai 

Benih Ikan (ekor)

Pengelolaan 

Perikanan Budidaya

Jumlah BBI Lokasi 

Penyediaan Sarana 

/ Prasarana 

Pembenihan (BBI)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

03 25 03 2.04 03

Jumlah Demplot 

(Kolam Percontohan) 

(Unit)

Penjaminan 

Ketersediaan 

Sarana 

Pembudidayaan 

Ikan Dalam 1 (satu) 

Daerah 

kabupaten/Kota

Jumlah Demplot 

(Kolam 

Percontohan) 

(Unit)

Pengelolaan 

Pembudidayaan 

ikan

Produksi Budidaya 

(ton)

Pengelolaan 

Perikanan Budidaya

Jumlah Demplot 

(Kolam 

Percontohan) 

(Unit)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 25 03 2.04 03

4. Pengembangan 

Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan 

Tangkap (Ton)

Pengembangan 

Kapasitas Nelayan 

Kecil

Jumlah nelayan 

(orang)

Pemberdayaan 

nelayan kecil dalam 

daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah nelayan 

(orang)

Program 

Pengelolaan 

Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan 

Tangkap (Ton)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 25 02 2.02 01

5. Pembangunan / 

Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Perikanan Tangkap

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Perikanan 

Tangkap (Unit)

Penyediaan 

Prasarana Usaha 

Perikanan Tangkap

Jumlah  Prasarana 

Perikanan Tangkap 

(Unit)

Pengelolaan 

Penangkapan Ikan 

di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, 

Rawa, dan 

genangan Air 

Lainnya Yang Dapat 

Diusahakan Dalam 

1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah wilayah 

pengelolaan 

penangkapan ikan 

(kecamatan)

Program 

Pengelolaan 

Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan 

Tangkap (Ton)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 25 02 2.01 02

Penjaminan 

Ketersediaan 

Sarana Usaha 

Perikanan Tangkap

Jumlah Sarana 

Perikanan Tangkap 

(Unit)

Pengelolaan 

Penangkapan Ikan 

di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, 

Rawa, dan 

genangan Air 

Lainnya Yang Dapat 

Diusahakan Dalam 

1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah wilayah 

pengelolaan 

penangkapan ikan 

(kecamatan)

Program 

Pengelolaan 

Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan 

Tangkap (Ton)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 25 02 2.01 03

6. Pengawasan 

Sumber Daya Ikan 

Perairan Umum 

Daratan

Terlaksananya 

Pengawasan Sumber 

Daya Ikan (Paket)

Pengawasan Usaha 

Perikanan Tangkap 

di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, 

Rawa dan 

Genangan Air 

Lainnya Yang Dapat 

Diusahakan dalam 

kabupaten/kota

Terlaksananya 

Pengawasan 

Sumber Daya Ikan 

(Paket)

Pengawasan 

Sumberdaya 

Perikanan di 

wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, 

Rawa, dan 

Genangan Air 

Lainnya Yang Dapat 

Diusahakan Dalam 

Kabupaten/Kota

Produksi Perikanan 

Tangkap (ton)

Pengawasan 

Sumberdaya 

Kelautan dan 

Perikanan

Terlaksananya 

Pengawasan 

Sumber Daya Ikan 

(Paket)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 25 04 2.01 01
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8. Pembangunan / 

Rehab Sarana 

Prasarana TPI

Jumlah TPI yang 

Dibangun / Direhab 

(Unit)

Penyediaan 

Prasarana Usaha 

Perikanan Tangkap

Jumlah TPI yang 

Dibangun / Direhab 

(Unit)

Pengelolaan 

Penangkapan Ikan 

di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, 

Rawa, dan 

genangan Air 

Lainnya Yang Dapat 

Diusahakan Dalam 

1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah TPI yang 

Dibangun / Direhab 

(Unit)

Program 

Pengelolaan 

Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan 

Tangkap (ton)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 25 02 2.01 02

9. Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi 

Perikanan

Jumlah Kelompok 

Pengolahan Hasil 

Perikanan (Klp)

Pemberian Fasilitas 

Bagi Pelaku Usaha 

Perikanan Skala 

Mikro dan Kecil 

dalam 1 (satu) 

daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kelompok 

Pengolahan Hasil 

Perikanan  (Klp)

Penyediaan dan 

Penyaluran Bahan 

Baku Industri 

Pengolahan Ikan 

Dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kelompok 

Pengolahan Hasil 

Perikanan (Klp)

Program 

Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil 

Perikanan

Jumlah Produksi 

Pengolahan Hasil 

Perikanan (ton)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

3 25 05 2.03 02

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

Bidang 

Kelautan dan 

Perikanan

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

01

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah Dokumen 

Bermaterai (Lembar)

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah Dokumen 

Bermaterai 

(Lembar)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

01 2.03 01

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi, SDA 

dan Listrik (Bulan)

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

SDA dan Listrik 

(Bulan)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

01 2.03 02

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah dan Jenis 

Barang Milik Daerah 

yang Disediakan Jasa 

Jaminan (Unit)

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah dan Jenis 

Barang Milik 

Daerah yang 

Disediakan Jasa 

Jaminan (Unit)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

01 2.03 05

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/ Operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Disediakan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan  (Unit)

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Disediakan 

Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan  

(Unit)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

01 2.03 06

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Administrasi Jasa 

Keuangan (Bulan)

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Administrasi Jasa 

Keuangan (Bulan)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

01 2.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor (Bulan)

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor (Bulan)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

01 2.03 08

PAGE193



URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Penyediaan Jasa 

Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Kerja yang 

Diperbaiki (Unit)

Penyediaan Jasa 

Perbaikan 

Peralatan Kerja

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Kerja 

yang Diperbaiki 

(Unit)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

01 2.03 09

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan Jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

(Unit)

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / 

Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan Jenis 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

(Unit)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

01 2.03 12

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar 

Daerah

Jumlah Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Luar 

Daerah (Kali)

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar 

Daerah

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi Luar 

Daerah (Kali)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

01 2.03 18

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Dalam 

Daerah

01 2.03

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran (Bulan)

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Administrasi 

Umum

Waktu Penyediaan 

Administrasi 

Perkantoran 

(Bulan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran (%)

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

Bidang 

Kelautan dan 

Perikanan

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

Pembangunan 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dibangun (Unit)

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Pengawasan dan 

Pemanfaatan, 

Rehabilitasi, 

Renovasi, 

Ubahsuai, serta 

Pemeliharaan dan 

Perawatan 

Bangunan Gedung 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dibangun (Unit)

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung 

di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin 

Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan 

Gedung 

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dibangun (Unit)

Program Penataan 

Bangunan Gedung

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dibangun (Unit)

1 03 08 2.01 02

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara Kantor 

Rutin/Berkala (Unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara Kantor 

Rutin/Berkala 

(Unit)

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

01 2.03 28
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Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara 

Rutin/Berkala (Unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara 

Rutin/Berkala 

(Unit)

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

01 2.03 30

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

Dipelihara 

Rutin/Berkala (Unit)

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang Dipelihara 

Rutin/Berkala 

(Unit)

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

01 2.03 32

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan (Unit)

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan 

(Unit)

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

01 2.03 24

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah Mebeleur 

yang Diadakan (Unit)

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah Mebeleur 

yang Diadakan 

(Unit)

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

01 2.03 25

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan (Unit)

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan 

(Unit)

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

(%)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Aparatur (%)

01 2.03 22

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

Bidang 

Kelautan dan 

Perikanan

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan

Urusan 

Pemerintahan 

Pilihan

Bidang Kelautan 

dan Perikanan

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja OPD 

(Laporan)

Penyusunan 

Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan

01 2.02 06

Penyusunan 

Program dan 

Kegiatan Perangkat 

Daerah dalam 

Dokumen 

Perencanaan 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan

01 2.02 06

Penyusunan 

Dokumen Evaluasi 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

OPD (Laporan)

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Persentase Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan

01 2.02 06

URUSAN 

PEMERINTAH

AN PILIHAN
PERDAGANGA

N

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran
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Penyediaan Jasa   

Surat Menyurat

Jumlah dokumen 

bermaterai

Penyediaan jasa 

surat menyurat

Jumlah dokumen 

bermaterai
Administrasi umum

Penyediaan Jasa   

Surat Menyurat

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 1 2.03 01

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

daya air dan listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Administrasi umum

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber daya air 

dan listrik

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 02

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Waktu penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Penyediaan jasa 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Waktu penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Administrasi umum

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 03

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan barang 

milik daerah

Penyediaan jasa 

jaminan barang 

milik daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan 

barang milik 

daerah

Administrasi umum

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 05

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan   

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan dinas/ 

operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinan

Administrasi umum

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan   Dinas/ 

Operasional

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 06

Penyediaan 

administrasi 

keuangan

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

Administrasi umum

Penyediaan 

administrasi 

keuangan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu peyediaan 

jasa  kebersihan 

kantor

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

Waktu peyediaan 

jasa  kebersihan 

kantor

Administrasi umum
Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 08

Penyediaan Jasa 

Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah dan jenis 

peralatan peralatan 

kerja yang diperbaiki

Penyediaan jasa 

perbaikan 

peralatan kerja

Jumlah dan jenis 

peralatan peralatan 

kerja yang 

diperbaiki

Administrasi umum

Penyediaan Jasa 

Perbaikan 

Peralatan Kerja

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 09

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah dan jenis 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/ penerangan 

bangunan kantor

Jumlah dan jenis 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Administrasi umum

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 12

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-undangan

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Administrasi umum

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 15

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Administrasi umum

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 18

Penyediaan alat 

tulis kantor
Administrasi umum

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 10

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Terbayarnya honor 

PNS dan tersedianya 

ATK, belanja cetak, 

jasa pihak ketiga, 

foto copy dan biaya 

makan minum 

harian, rapat dan 

tamu

Terbayarnya honor 

PNS dan 

tersedianya ATK, 

belanja cetak, jasa 

pihak ketiga, foto 

copy dan biaya 

makan minum 

harian, rapat dan 

tamu

Pelayanan 
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Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

Administrasi umum

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 11

Penyediaan makan 

dan minum
Administrasi umum

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 17

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan layanan 

sarana dan 

prasarana aparatur

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah  

perlengkapan gedung 

kantor

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor
Administrasi umum

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 22

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

tersedianya 

peralatan gedung 

kantor

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

tersedianya 

peralatan gedung 

kantor

Administrasi umum

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 24

Pemeliharaan Rutin/ 

berkala gedung 

kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

gedung kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi umum

Pemeliharaan 

Rutin/ berkala 

gedung kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 28

Pemeliharaan 

Rutin/berkala Mobil 

Jabatan

Jumlah mobil jabatan 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/ berkalan 

mobil jabatan

Jumlah mobil 

jabatan yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi umum

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Mobil Jabatan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 29

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Kendaraan 

Dinas/operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

kendaraan dinas/ 

operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi umum

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Kendaraan 

Dinas/operasional

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 30

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung kantor

Jumlah perlengkapan 

gedung kantor yang 

dipeliahara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipeliahara 

rutin/berkala

Administrasi umum

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 32

Pemeliharaan rutin/ 

berkala mebeleur

Jumlah mebeleur 

yang dipelihara

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

mebeleur

Jumlah mebeleur 

yang dipelihara
Administrasi umum

Pemeliharaan 

rutin/ berkala 

mebeleur

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 35

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur

Cakupan aparatur 

yang memiliki 

pakaian dinas dan 

olahraga yang 

seragam

Pengadaan pakaian 

dinas dan 

kelengkapannya

Tersedianya pakaian 

dinas & 

kelengkepannya yang 

seraga

Pengadaan pakaian 

dinas beserta 

kelengkapannya

Tersedianya 

pakaian dinas & 

kelengkepannya 

yang seraga

Peningkatan 

disiplin dan 

kapasitas sumber 

daya aparatur

Pengadaan pakaian 

dinas dan 

kelengkapannya

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan aparatur 

yang memiliki 

pakaian dinas dan 

olahraga yang 

seragam

X XX 01 2.04 02

Pengadaan pakaian 

olahraga

Tersedianya pakaian 

olahraga yang 

seragam

Pengadaan pakaian 

khusus hari-hari 

tertentu

Tersedianya 

pakaian olahraga 

yang seragam

Peningkatan 

disiplin dan 

kapasitas sumber 

daya aparatur

Pengadaan pakaian 

olahraga

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan aparatur 

yang memiliki 

pakaian dinas dan 

olahraga yang 

seragam

X XX 01 2.04 05

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Terbayarnya honor 

PNS dan tersedianya 

ATK, belanja cetak, 

jasa pihak ketiga, 

foto copy dan biaya 

makan minum 

harian, rapat dan 

tamu

Terbayarnya honor 

PNS dan 

tersedianya ATK, 

belanja cetak, jasa 

pihak ketiga, foto 

copy dan biaya 

makan minum 

harian, rapat dan 

tamu

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran
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Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan laporan 

LKJIP, 

RKA/DPA/RKA/DPAP/ 

RENJA/ RENSTRA/ 

RKBU

Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Administrasi 

keuangan

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 01 2.02 06

Penyusunan  

renstra dan renja 

perangkat daerah

Perencanaan dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 01 2.01 01

Penyusunan 

program dan 

kegiatan perangkat 

daerah dalam 

dokumen 

perencanaan

Perencanaan dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 01 2.01 02

Penyusunan 

dokumen evaluasi 

perangkat daerah

Perencanaan dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 01 2.01 03

Evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Perencanaan dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

X XX 01 2.01 05

Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Semesteran

Jumlah laporan 

keuangan 

semesteran

Penyusunan 

laporan keuangan 

bulanan/ 

semesteran

Jumlah laporan 

keuangan 

semesteran

Administrasi 

keuangan

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan 

Semesteran

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 01 2.02 07

Penyusunan 

pelaporan prognosis 

realisasi anggaran

Penyusunan laporan 

prognosis realisasi 

anggaran

Penyusunan 

pelaporan 

prognosis realisasi 

anggaran

Penyusunan 

laporan keuangan 

semesteran

Administrasi 

keuangan

Penyusunan 

pelaporan 

prognosis realisasi 

anggaran

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 01 2.02 08

Penyusunan 

pelaporan keuangan 

akhir tahun

Penyusunan 

pelaporan keuangan 

akhir tahun

Penyusunan 

pelaporan akhir 

tahun

Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

Administrasi 

keuangan

Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

X XX 01 2.02 09

Program 

Pengembangan 

Industri Kecil dan 

Menengah

Prosentase Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Pembinaan dan 

pengembangan IKM

Terlaksananya 

pembinaan dan 

pengembangan IKM

Evaluasi terhadap 

pelaksanaan 

rencana 

pembangunan 

industri

Terlaksananya 

pembinaan dan 

pengembangan 

IKM

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Pembinaan dan 

pengembangan 

IKM

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 06
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Pemberian fasilitas 

kemudahan akses 

perbankan bagi IKM

Tersedianya 

pemberian fasilitas 

akses perbankan bagi 

IKM

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

rencana 

pembangunan 

sumber daya 

industri

Tersedianya 

pemberian fasilitas 

akses perbankan 

bagi IKM

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Pemberian fasilitas 

kemudahan akses 

perbankan bagi 

IKM

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 03

Pelatihan 

keterampilan & 

teknologi industri 

kecil kerajinan

Jumlah kelompok 

pengrajin industri 

yang dibina dan 

dibimbing

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

rencana 

pemberdayaan 

industri dan peran 

serta masyarakat

Jumlah kelompok 

pengrajin industri 

yang dibina dan 

dibimbing

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Pelatihan 

keterampilan & 

teknologi industri 

kecil kerajinan

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 05

Penyediaan sarana 

informasi IKM

Tersedianya sarana 

informasi IKM yang 

dapat diakses 

pemangku 

kepentingan

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pengumpulan, 

pengolahan dan 

analisis data sistem 

informasi industri 

nasional (SIINAS)

Tersedianya sarana 

informasi IKM yang 

dapat diakses 

pemangku 

kepentingan

Penyediaan 

informasi industri 

utnuk informasi 

industri umtu IUI, 

IPUI, IUKI, dan IPKI 

kewenangan 

kabupaten/ kota

Penyediaan sarana 

informasi IKM

Program 

pengelolaan sistem 

informasi industri 

nasional

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 04 2.01 01

Pelaksanaan industri 

kecil dan menengah 

terhadap  

pemanfaatan 

sumber daya

Terwujudnya 

pengembangan 

jaringan IKM dalam 

bentuk pembinaan, 

promosi, pameran, 

rakerda, rakerwil, 

dekranasda award

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

rencana 

pembangunan 

sumber daya 

industri

Terwujudnya 

pengembangan 

jaringan IKM dalam 

bentuk pembinaan, 

promosi, pameran, 

rakerda, rakerwil, 

dekranasda award

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Pelaksanaan 

industri kecil dan 

menengah 

terhadap  

pemanfaatan 

sumber daya

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 03

Pembinaan 

kemampuan 

teknologi industri

Terlaksananya 

pelatihan teknologi 

industri

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

rencana 

pemberdayaan 

industri dan peran 

serta masyarakat

Terlaksananya 

pelatihan teknologi 

industri

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Pembinaan 

kemampuan 

teknologi industri

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 05

Peyediaan sarana 

maupun prasarana 

klaster industri

Tersedianya 

penyediaan sarana 

maupun prasarana 

klaster industri

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

rencana 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana industri

Tersedianya 

penyediaan sarana 

maupun prasarana 

klaster industri

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Peyediaan sarana 

maupun prasarana 

klaster industri

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 04

Penyusunan RPIK 

Tersedianya 

dokumen road map 

pengembangan 

industri kabupaten

Penyusunan 

rencana 

pembangunan 

industri kabupaten

Tersedianya 

dokumen road map 

pengembangan 

industri kabupaten

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Penyusunan RPIK 

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 01
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Penyediaan lahan 

untuk 

pengembangan 

sentra pande besi

Tersedianya 

penyediaan lahan 

pengembangan 

sentra pandai besi

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

rencana 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana industri

Tersedianya 

penyediaan lahan 

pengembangan 

sentra pandai besi

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Penyediaan lahan 

untuk 

pengembangan 

sentra pande besi

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 04

Peny. Dokumen: - 

Pola pengembangan 

IKM -Stie plan -

Detail enginering 

design (DED/ 

perencanaan fisik) 

AMDAL/ UKL-UPL

Tersedianya 

dokumen road map 

pengembangan 

industri kabupaten

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

rencana 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana industri

Tersedianya 

dokumen road map 

pengembangan 

industri kabupaten

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Peny. Dokumen: - 

Pola 

pengembangan 

IKM -Stie plan -

Detail enginering 

design (DED/ 

perencanaan fisik) 

AMDAL/ UKL-UPL

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 04

Pengembangan 

sentra pandai besi

Terlaksananya 

pengembangan 

sentra 

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

rencana 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana industri

Terlaksananya 

pengembangan 

sentra 

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Pengembangan 

sentra pandai besi

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 04

Penyediaan 

peralatan pandai 

besi

Tersedianya 

peralatan sentra 

Koordinasi dan 

sinkronisasi 

pelaksanaan 

rencana 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana industri

Tersedianya 

peralatan sentra 

Penyusunan dan 

evaluasi rencana 

pembangunan 

industri 

kabupaten/ kota

Penyediaan 

peralatan pandai 

besi

Program 

perencanaan dan 

pembangunan 

industri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan 

Kelompok & Pelaku 

Industri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan 

pemerintahan 

pilihan

3 31 02 2.01 04

Program 

Peningkatan & 

Pengembangan 

Perdagangan

Prosentase 

Perbaikan/ 

Penyediaan Sarana 

Distribusi 

Perdagangan

Pembangunan dan 

revitalisasi pasar 

rakyat

Pasar rakyat yang 

dibangun dan 

direvitalisasi

Penyediaan sarana 

distribusi 

perdagangan

Pasar rakyat yang 

dibangun dan 

direvitalisasi

Pembangunan dan 

pengelolaan sarana 

distribusi 

perdagangan

Pembangunan dan 

revitalisasi pasar 

rakyat

Program 

peningkatan sarana 

distribusi 

perdagangan

Prosentase 

Perbaikan/ 

Penyediaan Sarana 

Distribusi 

Perdagangan

Urusan pemerintah 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 03 2.01 1

Peningkatan SDM 

pengelola pasar

SDM pengelola pasar 

meningkat

Penyediaan sarana 

distribusi 

perdagangan

SDM pengelola 

pasar meningkat

Pembangunan dan 

pengelolaan sarana 

distribusi 

perdagangan

Peningkatan SDM 

pengelola pasar

Program 

peningkatan sarana 

distribusi 

perdagangan

Prosentase 

Perbaikan/ 

Penyediaan Sarana 

Distribusi 

Perdagangan

Urusan pemerintah 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 03 2.01 1

Pembangunan pasar 

pusat oleh-oleh dan 

kuliner

Pasar oleh-oleh 

terbangun

Penyediaan sarana 

distribusi 

perdagangan

Pasar oleh-oleh 

terbangun

Pembangunan dan 

pengelolaan sarana 

distribusi 

perdagangan

Pembangunan 

pasar pusat oleh-

oleh dan kuliner

Program 

peningkatan sarana 

distribusi 

perdagangan

Prosentase 

Perbaikan/ 

Penyediaan Sarana 

Distribusi 

Perdagangan

Urusan pemerintah 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 03 2.01 1
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Program 

Peningkatan 

Efesiensi 

Perdagangan dalam 

Negeri

Meningkatnya 

Efesiensi dan 

Efektifitas 

Perdagangan dalam 

Negeri

Pembangunan pasar

Tersedianya fasilitas 

pasar yang memadai/ 

refresentatif

Penyediaan sarana 

distribusi 

perdagangan

Tersedianya 

fasilitas pasar yang 

memadai/ 

refresentatif

Pembangunan dan 

pengelolaan sarana 

distribusi 

perdagangan

Pembangunan 

pasar

Program 

peningkatan sarana 

distribusi 

perdagangan

Meningkatnya 

Efesiensi dan 

Efektifitas 

Perdagangan dalam 

Negeri

Urusan pemerintah 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 03 2.01 1

Program 

Perdagangan dalam 

Negeri

Prosentase Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ Usaha 

Informal

Pengawasan 

perijinan dan 

pembinaan pelaku 

usaha

Cakupan bina 

kelompok pedagang/ 

usaha informal

Pemeriksaan 

kelengkapan 

legelitas dokumen 

perizinan

Cakupan bina 

kelompok 

pedagang/ usaha 

informal

Pengawasan pupuk 

dan pestisida 

bersubsidi di 

tingkat daerah/ 

kabupaten

Pengawasan 

perijinan dan 

pembinaan pelaku 

usaha

Program stabilitasi 

harga barang 

kebutuhan pokok 

dan barang banting

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ 

Usaha Informal

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 04 2.03 01

Pengawasan 

peredaran barang 

dan jasa 

perdagangan

Cakupan intesitas 

pengawasan barang 

& jasa perdagangan

Pemeriksaan 

kelengkapan 

legelitas dokumen 

perizinan

Cakupan intesitas 

pengawasan 

barang & jasa 

perdagangan

Pengawasan pupuk 

dan pestisida 

bersubsidi di 

tingkat daerah/ 

kabupaten

Pengawasan 

peredaran barang 

dan jasa 

perdagangan

Program stabilitasi 

harga barang 

kebutuhan pokok 

dan barang banting

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ 

Usaha Informal

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 04 2.03 01

Penataan/ fasilitasi 

tempat usaha 

informal (PKL dan 

asongan)

Cakupan bantuan 

sarana usaha 

perdagangan

Peningkatan sistem 

dan jaringan 

informasi 

perdagangan

Cakupan bantuan 

sarana usaha 

perdagangan

Pelaksanaan 

promosi, 

pemasaran dan 

peningkatan 

penggunaan 

produk dalam 

negeri

Penataan/ fasilitasi 

tempat usaha 

informal (PKL dan 

asongan)

Program 

penggunaan dan 

pemasaran produk 

dalam negeri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ 

Usaha Informal

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 07 2.01 03

Pengadaan sistem 

informasi usaha 

perdagangan

Database pelaku 

usaha perdagangan

Peningkatan sistem 

dan jaringan 

informasi 

perdagangan

Database pelaku 

usaha perdagangan

Pelaksanaan 

promosi, 

pemasaran dan 

peningkatan 

penggunaan 

produk dalam 

negeri

Pengadaan sistem 

informasi usaha 

perdagangan

Program 

penggunaan dan 

pemasaran produk 

dalam negeri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ 

Usaha Informal

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 07 2.01 03

Monitoring 

perkembangan 

harga kebutuhan 

pokok

Laporan 

perkembangan harga 

kebutuhan pokok 

Pemantauan harga 

dan stok barang 

kebutuhan pokok 

dan barang penting 

pada  pasar rakyat 

yang terintegrasi 

dalam sistem 

informasi 

perdagangan

Laporan 

perkembangan 

harga kebutuhan 

pokok 

Pengendalian 

harga, dan stok 

barang kebutuhan 

pokok dan barang 

penting di tingkat 

pasar/ kabupaten

Monitoring 

perkembangan 

harga kebutuhan 

pokok

Program stabilitasi 

harga barang 

kebutuhan pokok 

dan barang banting

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ 

Usaha Informal

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 04 2.02 02
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Operasi harga pasar

Cakupan pelaksanaan 

operasi pasar di 

tingkat desa/ kel.

Pemantauan harga 

dan stok barang 

kebutuhan pokok 

dan barang penting 

pada  pasar rakyat 

yang terintegrasi 

dalam sistem 

informasi 

perdagangan

Cakupan 

pelaksanaan 

operasi pasar di 

tingkat desa/ kel.

Pengendalian 

harga, dan stok 

barang kebutuhan 

pokok dan barang 

penting di tingkat 

pasar/ kabupaten

Operasi harga 

pasar

Program stabilitasi 

harga barang 

kebutuhan pokok 

dan barang banting

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ 

Usaha Informal

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 04 2.02 02

Penyebaran 

informasi produk 

unggulan daerah

Cakupan intesitas 

promosi produk 

unggulan melalui IT

Pelaksanaan 

promosi 

penggunaan 

produk dalam 

negeri ditingkat 

kabupaten/ kota

Cakupan intesitas 

promosi produk 

unggulan melalui IT

Pelaksanaan 

promosi, 

pemasaran dan 

peningkatan 

penggunaan 

produk dalam 

negeri

Penyebaran 

informasi produk 

unggulan daerah

Program 

penggunaan dan 

pemasaran produk 

dalam negeri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ 

Usaha Informal

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 07 2.01 01

Pameran/ expo 

produk unggulan 

daerah

Jumlah pelaksanaan 

pameran/ expo

Pelaksanaan 

promosi 

penggunaan 

produk dalam 

negeri ditingkat 

kabupaten/ kota

Jumlah 

pelaksanaan 

pameran/ expo

Pelaksanaan 

promosi, 

pemasaran dan 

peningkatan 

penggunaan 

produk dalam 

negeri

Pameran/ expo 

produk unggulan 

daerah

Program 

penggunaan dan 

pemasaran produk 

dalam negeri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ 

Usaha Informal

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 07 2.01 01

Pengadaan sarana 

dan prasarana 

jaringan informasi 

perdagangan

Hardware dan 

software informasi 

usaha perdagangan

Peningkatan sistem 

dan jaringan 

informasi 

perdagangan

Hardware dan 

software informasi 

usaha perdagangan

Pelaksanaan 

promosi, 

pemasaran dan 

peningkatan 

penggunaan 

produk dalam 

negeri

Pengadaan sarana 

dan prasarana 

jaringan informasi 

perdagangan

Program 

penggunaan dan 

pemasaran produk 

dalam negeri

Prosentase 

Cakupan 

Pembinaan Usaha 

Perdagangan/ 

Usaha Informal

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 07 2.01 03

Program 

Peningkatan 

Efesiensi 

Perdagangan dalam 

Negeri

Meningkatnya 

Efesiensi dan 

Efektifitas 

Perdagangan dalam 

Negeri

Pengembangan 

pasar dan distribusi 

barang/ produk

Masyarakat 

mendapatkan 

barang/ produk lebih 

mudah

Pengendalian 

ketersediaan 

barang kebutuhan 

pokok dan barang 

peting di tingkat 

agen dan Pasar 

rakyat

Masyarakat 

mendapatkan 

barang/ produk 

lebih mudah

Menjamin 

ketersediaan 

barang kebutuhan 

pokok dan barang 

penting di tingkat 

daerah kabupaten/ 

kota

Pengembangan 

pasar dan distribusi 

barang/ produk

Program stabilisasi 

harga kebutuhan 

pokok dan barang 

penting

Meningkatnya 

Efesiensi dan 

Efektifitas 

Perdagangan dalam 

Negeri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 4 2.01 03

Peningkatan sistem 

dan jaringan 

informasi 

perdagangan

Masyarakat 

mendapatkan 

informasi pasar lebih 

mudah dan cepat

Peningkatan sistem 

dan jaringan 

informasi 

perdagangan

Masyarakat 

mendapatkan 

informasi pasar 

lebih mudah dan 

cepat

Pelaksanaan 

promosi 

penggunaan 

produk dalam 

negeri di tingkat 

kabupaten/ kota

Peningkatan sistem 

dan jaringan 

informasi 

perdagangan

Program 

penggunaan dan 

pemasaran produk 

dalam negeri

Meningkatnya 

Efesiensi dan 

Efektifitas 

Perdagangan dalam 

Negeri

Urusan pemerintah 

bidang 

perindustrian

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 07 2.01 03

Program 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Tera/ 

tera Ulang Alat 

UTTP

Prosentase Tertib 

Niaga
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Pendataan potensi 

alat UTTP

Terdata semua 

potensi alat UTTP

Pelaksanaan 

metrologi legal, 

berupa tera tera 

ulang

Terdata semua 

potensi alat UTTP

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Pendataan potensi 

alat UTTP

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 06 2.01 01

Pelayanan tera/ tera 

ulang alat UTTP

Terwujudnya 

peredaran barang 

dan jasa sesuai 

standar ukuran

Pelaksanaan 

metrologi legal, 

berupa tera tera 

ulang

Terwujudnya 

peredaran barang 

dan jasa sesuai 

standar ukuran

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Pelayanan tera/ 

tera ulang alat 

UTTP

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 06 2.01 01

Pengelolaan cap 

tanda tera

Terfasilitasinya 

pegawai berhak 

dalam melaksanakan 

pelayananan tera/ 

tera ulang

Pelaksanaan 

metrologi legal, 

berupa tera tera 

ulang

Terfasilitasinya 

pegawai berhak 

dalam 

melaksanakan 

pelayananan tera/ 

tera ulang

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Pengelolaan cap 

tanda tera

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 06 2.01 01

Inventarisasi sarana 

dan prasarana 

metrologi

Terkontrolnya 

inventarisasi sarana 

& prasarana 

kemetrologian

Pelaksanaan 

metrologi legal, 

berupa tera tera 

ulang

Terkontrolnya 

inventarisasi sarana 

& prasarana 

kemetrologian

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Inventarisasi sarana 

dan prasarana 

metrologi

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 06 2.01 01

KSO dengan 

kabupaten lain

Terpenuhinya 

persyaratan dalam 

melaksanakan 

pelayanan tera/ tera 

ulang

Pelaksanaan 

metrologi legal, 

berupa tera tera 

ulang

Terpenuhinya 

persyaratan dalam 

melaksanakan 

pelayanan tera/ 

tera ulang

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

KSO dengan 

kabupaten lain

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 06 2.01 01

Pengadaan sarana 

dan prasarana 

kemetrologian

Terlaksananya 

pengadaan gedung/ 

lab. Kendaraan alat 

standar ukuran & 

kelengkapannya

Pelaksanaan 

metrologi legal, 

berupa tera tera 

ulang

Terlaksananya 

pengadaan 

gedung/ lab. 

Kendaraan alat 

standar ukuran & 

kelengkapannya

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Pengadaan sarana 

dan prasarana 

kemetrologian

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 06 2.01 01

Pembentukan pasar 

tertib ukur/ daerah 

tertib ukur 

(PTU/DTU)

Terwujudnya pasar 

tertib ukur/ daerah 

tertib ukur 

(PTU/DTU)

Pelaksanaan 

metrologi legal, 

berupa tera tera 

ulang

Terwujudnya pasar 

tertib ukur/ daerah 

tertib ukur 

(PTU/DTU)

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Pembentukan 

pasar tertib ukur/ 

daerah tertib ukur 

(PTU/DTU)

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 06 2.01 01

Penyusunan rencana 

perda retribusi tera/ 

tera ulang

Terlaksananya revisi 

perda

Pengawasan/ 

penyuluhan 

metrologi legal

Terlaksananya 

revisi perda

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Penyusunan 

rencana perda 

retribusi tera/ tera 

ulang

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 6 2.01 2

Peningkatan, 

pengawasan, 

monitoring, dan 

evaluasi

Terawasinya 

peredaran barang 

dan jasa

Pengawasan/ 

penyuluhan 

metrologi legal

Terawasinya 

peredaran barang 

dan jasa

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Peningkatan, 

pengawasan, 

monitoring, dan 

evaluasi

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 6 2.01 2

Intensifikasi dan 

ekstensifikasi PAD 

tera/ tera ulang alat 

UTTP

Terawasinya 

peredaran barang 

dan jasa

Pelaksanaan 

metrologi legal, 

berupa tera tera 

ulang

Terawasinya 

peredaran barang 

dan jasa

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Intensifikasi dan 

ekstensifikasi PAD 

tera/ tera ulang 

alat UTTP

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Prosentase Tertib 

Niaga

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 06 2.01 01

Program 

Pengembangan Unit 

Metrologi Legal

Persentase Cakupan 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Kemetrologian
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Sosialisasi peraturan 

perundang-

undangan di bidang 

kemetrologian

Meningkatnya 

pengetahuan pelaku 

usaha/ pemilik UTTP 

tentang peraturan 

kemetrologian

Pengawasan/ 

penyuluhan 

metrologi legal

Meningkatnya 

pengetahuan 

pelaku usaha/ 

pemilik UTTP 

tentang peraturan 

kemetrologian

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Sosialisasi 

peraturan 

perundang-

undangan di bidang 

kemetrologian

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Persentase 

Cakupan 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya 

Kemetrologian

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 6 2.01 2

Pengembangan 

kapasitas sumber 

daya manusia 

kemetrologian

Terampilnya SDM 

dalam pelayanan 

tera/ tera ulang

Penyidikan 

metrologi legal

Terampilnya SDM 

dalam pelayanan 

tera/ tera ulang

Pelaksanaan 

metrologi legal 

berupa tera, tera 

ulang, dan 

pengawasannya

Pengembangan 

kapasitas sumber 

daya manusia 

kemetrologian

Program 

standarisasi dan 

perlindungan 

konsumen

Persentase 

Cakupan 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya 

Kemetrologian

Urusan 

pemerintahan 

bidang 

perdagangan

Urusan pemerintah 

pilihan
3 30 6 2.01 3

UNSUR 

PENDUKUNG
SEKRETARIAT

PROGRAM 

PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN

Cakupan layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 01

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Waktu penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

Sumber daya Air dan 

Listrik

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

Sumber daya Air 

dan Listrik

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 02

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Waktu penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Waktu penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 03

Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan barang 

milik daerah

Penyediaan jasa 

jaminan barang 

milik daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan 

barang milik 

daerah

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 05

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinankendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

roda 2 dan 4 yang 

terbayarkan

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinankendaraa

n dinas/operasional

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang terbayarkan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah x xx 01 2.03 06

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 07

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Penyediaan jasa 

keberssihan kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 08

SEKRETARIAT DAERAH
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Penyediaan Jasa 

Perbaikan Peralatan 

Kerja

Jumlah Peralatan 

Kerja yang diperbaiki 

Penyediaan Jasa 

Perbaikan 

Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan 

Kerja yang 

diperbaiki 

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 09

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor 

yang tersedia

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Jumlah peralatan 

dan perlengkapan 

kantor yang 

tersedia

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
 

x xx 01 2.03 13

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah penyediaan 

komponen instalasi 

listrik yang tersedia

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah penyediaan 

komponen instalasi 

listrik yang tersedia

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
x xx 01 2.03 12

Penyedia bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-undangan 

yang disediakan

Penyedia bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

disediakan

Administrasi umum Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
x xx 01 2.03 15

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

JuMlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Jmulah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 18

Penyusunan 

Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah

Perencanaan dan 

Evaluasi  Kinerja  

Peangkat Daerah 

persentase 

pemenuhan 

dokumen 

perencanaan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

X XX 01 2.01 01

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis 

Kantor yang 

tersedia

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

tersedia

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 11

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

Jumlah Makanan 

dan Minuman yang 

disediakan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 17

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah Bahan 

Logistik Kantor 

yang disediakan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 16

PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR

Persentase 

Pemenuhan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur (%)

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Waktu pelayanan 

administrasi 

perkantoran yang 

tersedia
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Pembangunan 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

dibangun

Pengadaan Mobil 

Jabatan 

Jumlah mobil Jabatan 

yang diadakan 

Pengadaan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

yang diadakan

Pengadaan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

yang diadakan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 20

Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas yang 

disediakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas yang 

disediakan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 21

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

disediakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Grdung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang disediakan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 22

Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan 

Rumah 

Jabatan/Dinas yang 

disediakan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 23

Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga 

Jumlah Peralatan 

Rumah Tangga 

yang tersedia

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 14

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

disediakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang disediakan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.03 24

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah Mebeleur 

yang diadakan

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah Mebeleur 

yang diadakan

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 25

Pemeliharaan Rutin 

Berkala Rumah 

Jabatan

Jumlah Rumah 

Jabatan yang 

dipeliharan 

rutin/berkala

Pemeliharaan Rutin 

Berkala Rumah 

Jabatan

Jumlah Rumah 

Jabatan yang 

dipeliharan 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 26

Pemelliharaan 

Rutin/berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

dipeliharan 

rutin/berkala

Pemelliharaan 

Rutin/berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

dipeliharan 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 28

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Mobil Jabatan

Jumlah Mobil 

Jabatan yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 29

Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan 

Rumah 

Jabatan/Dinas yang 

disediakan

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan 

yang dipelihara 

rutin/berkala
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1 14

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Mobil Jabatan

 Jumlah Mobil 

Jabatan yang 

direhabilitasi 

Sedang/Berat

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 39

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
x xx 01 2,03 30

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

 Jumlah kendaraan 

Dinas/Operasioanal 

yang direhabilitasi 

Sedang/Berat

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
x xx 01 2,03 40

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

rumah 

jabatan/dinas

Jumlah 

pelengkapan 

rumah 

Jabatan/Dinas yang 

Pemelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
x xx 01 2,03 31

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Jabatan

Jumlah Rumah 

Jabatan yang 

direhabilitasi 

sedang/berat

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 36

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 32

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan Rumah 

Jabatan/dinas

 Jumlah peralatan 

Rumah Jabatan/dinas  

yang dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan Rumah 

Jabatan/dinas

 Jumlah peralatan 

Rumah 

Jabatan/dinas  yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 33

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 34

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Meubleur

Jumlah mebeleur 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 35

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Gedung 

Kantor

 Jumlah Rumah 

Gedung Kantor 

yang direhabilitasi 

Sedang/Berat

Administrasi 

Umum 

Persentase 

Pelayanan 

Adminstrasi Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2,03 38

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DISIPLIN APARATUR

Persentase Tingkat 

Kepatuhan Aparatur

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Mobil 

Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan rumah 

jabatan/dinas

Jumlah pelengkapan 

rumah Jabatan/Dinas 

yang Pemelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala
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URUSAN

PROGRAM/ 
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INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG
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1 14

Pengadaan Pakaian 

Dinas berserta 

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas 

berserta 

perlengkapannya 

yang diadakan

Pengadaan Pakaian 

Dinas berserta 

perlengkapannya

Jumlah pakaian 

dinas berserta 

perlengkapannya 

yang diadakan

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Persentase tingkat 

kepatuhan 

aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.04 02

Pengadaan Pakaian 

Kerja Lapangan

Jumlah pakaian 

Kerja Lapangan 

yang diadakan

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Persentase tingkat 

kepatuhan 

aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.04 03

Pengadaan Pakaian 

Khusus Hari-hari 

tertentu

Jumlah Pakaian 

Khusus Hari-hari 

terntentu yang 

diadakan

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Persentase tingkat 

kepatuhan 

aparatur

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

x xx 01 2.04 05

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN

Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja  dan 

keuangan

Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja OPD

Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja OPD

Administrasi 

Keuangan 

Persentase 

pelayanan 

adminstrasi 

keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

X XX 01 2.02 06

Penyusunan 

pelaporan keuangan 

semesteran

Jumlah laporan 

keuangan 

semesteran

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Semestera

n

Jumlah laporan 

keuangan 

semesteran

Administrasi 

Keuangan 

Persentase 

pelayanan 

adminstrasi 

keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

X XX 01 2.02 07

Penyusunan 

pelaporan keuangan 

akhir tahun

Jumlah laporan 

keuangan akhir tahun

Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

Jumlah laporan 

keuangan akhir 

tahun

Administrasi 

Keuangan 

Persentase 

pelayanan 

adminstrasi 

keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

Cakupan layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

X XX 01 2.02 09

PROGRAM 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN DAERAH 

Persentase 

Kesesuaian 

Pelaksanaan 

Kebijakan Daerah

Monitoring dan 

Evaluasi Penerapan 

Standar Pelayanan 

Minimal (SPM)

Terlaksananya 

Pemantauan dan 

Evaluasi SPM

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Cakupan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Program 

Pemerintahan dan 

Kesra

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

4 01 02 2.01 03

Fasilitasi 

Penyelesaian 

Sengketa

Penegasan Batas 

Wilayah Kec dan Kel

Pengelolaan 

Administrasi 

Kewilayahan

Presentasi 

Pembinaan 

Administrasi

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Cakupan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Program 

Pemerintahan dan 

Kesra

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

4 01 02 2.01 02

Pengadaan Pakaian 

Kerja Lapangan

Jumlah pakaian Kerja 

Lapangan yang 

diadakan
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KODE KODE

1 14

Penyelesaian dan 

Penegasan Batas 

Wilayah Daerah Kec. 

Dan Kel

Terlaksananya 

Penegasan Batas 

Wilayah

Pengelolaan 

Administrasi 

Kewilayahan

Presentasi 

Pembinaan 

Administrasi

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Cakupan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Program 

Pemerintahan dan 

Kesra

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

4 01 02 2.01 02

Tindak Lanjut 

Temuan Aparat 

Pengawasan, 

Fungsional 

Pemerintah (BPK RI, 

Irjen, Kementerian, 

BPKP, Inspektorat 

Propinsi dan 

Inspektorat 

Kabupaten)

Persentase 

penyelesaian 

rekomendasi aparat 

pengawasab

Fasilitasi Bantuan 

Hukum

Jumlah 

permasalahan 

hukum daerah 

yang terselesaikan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah

Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 02

Pendampingan 

Hukum dalam 

Pemerintahan dan 

Tahapan Program 

Pembangunan

Jumlah laporan 

peningkatan 

efektifitas 

penanganan dan 

pencegahan masalah 

hukum dalam 

pemerintahan dan 

pembangunan 

daerah dalam 

penyerapan 

anggaran

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Daerah

Jumlah produk 

hukum daerah 

yang diterbitkan

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah

Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 01

 Kerjasama dengan 

Dunia 

Usaha/Lembaga 

 Peningkatan 

Hubungan Kerjasama 

Antar Perbankan, 

Pengusaha dan 

Lembaga Lainnya 

Fasilitasi Kerjasama 

Luar Negeri

Jumlah kerjasama 

luar negeri yang 

difasilitasi 

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah 

Persentase 

kerjasama yang 

difasilitasi

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.04 02

Pemantauan dan 

Pengawasan Minyak 

Bumi dan Gas Alam

Tepat Sasaran  

Pendistribusian dan 

Penyaluran Minyak 

Bumi dan Gas Tidak 

Ada  Atas HET 

Koordinasi, 

Singkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan 

Energi dan Air

Jumlah kebijakan 

terkait energi dan 

air yang 

dilaksanakan 

Pemantauan 

Kebijakan terkait 

Sumber Daya Alam

Persentase 

kebijakan terkait 

SDA yang dipantau

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.04 01

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Kebijakan Bidang 

lingkungan Hidup

Penurunan 

Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

pada titik pantau 

penilaian Adipura

Koordinasi, 

Singkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup

Jumlah kebijakan 

terkait 

pertambangan dan 

lingkungan hidupr 

yang dilaksanakan 

Pemantauan 

Kebijakan terkait 

Sumber Daya Alam

Persentase 

kebijakan terkait 

SDA yang dipantau

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.04 02

Pemantauan dan 

Evaluasi 

Pengembangan 

Sarana 

Perhubungan, 

Telekomunikasi dan 

pariwisata

Tersedianya 

Informasi Sarana 

Perhubungan, 

Telekomunikasi dan 

Pariwisata

Pengendalian dan 

Distribusi 

Perekonomian

Persentase 

distribusi 

perekonomian 

yang dikendalikan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Persentase 

kebiajakan 

ekonomi yang 

divaluasi

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.01 02
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Peningkatan 

Pengawasan 

Peredaran Barang 

dan Jasa

Terwujudnya 

Pendistribusian/Peny

aluran Pupuk 

Bersubsidi yang 

Tepat Sasaran  Oleh 

Distribusi/Pengecer 

Koordinasi, 

Singkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, 

Kehutanan, 

Kelautan dan 

Perikanan

Jumlah kebijakan 

terkait peranian, 

kehutanan dan 

kelautan dan 

perikanan yang 

dilaksanakan

Pemantauan 

Kebijakan terkait 

Sumber Daya Alam

Persentase 

kebijakan terkait 

SDA yang dipantau

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.04 01

Monitoring dan 

Evaluasi Hasil 

Rumusan MTS 

Terpadu

Evaluasi Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Koordinasi, 

Singkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, 

Kehutanan, 

Kelautan dan 

Perikanan

Jumlah kebijakan 

terkait peranian, 

kehutanan dan 

kelautan dan 

perikanan yang 

dilaksanakan

Pemantauan 

Kebijakan terkait 

Sumber Daya Alam

Persentase 

kebijakan terkait 

SDA yang dipantau

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.04 01

Monitoring dan 

Evaluasi Hasil 

Tembakau

Tersedianya 

Informasi/Hasil 

Tembakau Yang 

Dlekati dan Tidak 

Dilekati Pita Cukai

Pengendalian dan 

Distribusi 

Perekonomian

Persentase 

distribusi 

perekonomian 

yang dikendalikan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Persentase 

kebiajakan 

ekonomi yang 

divaluasi

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.01 02

Pembinaan Jasa 

Konstruksi Daerah

tersedianya  

rekomendasi izin 

usaha Jasa Konstruksi 

(IUJK)

Fasilitasi 

penyusunan 

program 

Pembangunan

Jumlah 

penyusunan 

program 

pembangunan yang 

difasilitasi 

Administrasi 

Pembangunan

Persentase 

pelayanan 

adminstrasi 

Pembangunan 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

5 01 01 23 11

Monitoring dan 

Evaluasi  dan 

Pelaporan 

Pelaksanaan 

Rencana 

Pembangunan 

Daerah

tersedianya laporan 

DAK APBD, APBN dan 

TP

Pengelolaan 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Pelaksanaan 

Pembangunan

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

pembangunan 

Administrasi 

Pembangunan

Persentase 

pelayanan 

adminstrasi 

Pembangunan 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

5 01 01 23 20

Pembinaan 

Pelayanan Publik

Jumlah Pembinaan 

Pelayanan Publik

Fasilitasi Pelayanan 

Publik dan Tata 

Laksana

Jumlah Pembinaan 

Pelayanan Publik

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 02

Penilaian Pelayanan 

Publik

Terlaksananya 

Kegiatan Pembinaan 

Pelayanan Publik 

Sesuai SOP

Fasilitasi Pelayanan 

Publik dan Tata 

Laksana

Jumlah Pembinaan 

Pelayanan Publik

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 02

Pelaksanaan 

Penilaian Mandiri 

Reformasi Birokrasi

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Yang 

Baik Bebas Dari 

Korupsi,Kolusi dan 

Nepotisme

Peningkatan 

Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Persentase 

peningkatan kinerja 

ASN

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
4 01 04 2.02 03

Penyusunan Kajian 

Akademik Pokok-

Pokok Pikiran

Dokumen Naskah 

Akademik

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen 

Kelembagaan dan 

Anjab

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 01
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Monitoring dan 

Evaluasi 

Kelembagaan 

Perangkat Daerah

Jumlah SKPD Yang 

Dimonitoring dan 

Evaluasi 

Kelembagaan

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen 

Kelembagaan dan 

Anjab

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 01

Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan 

Tunjungan Kinerja 

SKPD

Tersedianya 

Dokumen Hasil 

Evaluasi dan 

Monitoring TPP

Peningkatan 

Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Persentase 

peningkatan kinerja 

ASN

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 03

Pembinaan dan 

Evaluasi Pelayanan 

Publik

Dokumen 

Pengembangan 

Inovasi Pelayanan 

Publik

Fasilitasi Pelayanan 

Publik dan Tata 

Laksana

Jumlah Pembinaan 

Pelayanan Publik

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 02

Evaluasi Tata Naskah 

Dinas

Dokumen Tata 

Naskah Dinas

Fasilitasi Pelayanan 

Publik dan Tata 

Laksana

Jumlah Pembinaan 

Pelayanan Publik

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 02

PROGRAM 

PENGKOORDINASIA

N PENYUSUNAN 

KEBIJAKAN DAERAH 

DAN PELAKSANAAN 

TUGAS SATUAN 

KERJA PERANGKAT 

DAERAH

Persentase 

Pelaksanaan 

Koordinasi dalam 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah 

Penyusunan Laporan 

SPM

Tersedianya 

Dokumen SPM

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Cakupan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

4 01 02 2.01 03

Penyusunan LPPD 

dan ILPPD

LPPD dapat 

disampaikan ke pusat 

dan propinsi tepat 

waktu, sebagai bahan 

evaluasi 

penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah (LPPD)

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Cakupan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

4 01 02 2.01 03

Penyusunan sistem 

Informasi 

pertanahan yang 

handal

Tersedianya 

invenstasi data 

toponim/rupabumi 

dalam wilayah 

Kabupaten Sidenreng 

Rappang

Pengelolaan 

Administrasi 

Kewilayahan

Persentase 

Pembinaan 

Administrasi

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Cakupan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

4 01 02 2.01 02

Penyusunan Laporan 

Informasi 

Kependudukan

Tersedianya Laporan 

Penduduk

Penataan 

Administrasi 

Pemerintahan

Jumlah laporan 

Administrasi 

Pemerintahan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Cakupan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

4 01 02 2.01 01
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Penyusunan Laporan 

Keterangan 

Pertanggungjawaba

n Bupati

Laporan 

Pertanggungjawaban 

Bupati (LKPJ) Kab. 

Sidrap dapat 

disampaikan tepat 

waktu sebagai bahan 

evaluasi bagi 

lembaga legislatif 

(DPRD)

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Cakupan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 

4 01 02 2.01 03

Pembinaan Usaha 

Kesehatan Sekolah

Terlaksananya 

Pembinaan Usaha 

Kesehatan Sekolah

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan dan 

Capaian Kinerja 

Terkait 

Kesejahteraan 

Masyarakat

Jumlah Kebijakan 

Kesejahteraan 

masyarakat yang 

dievaluasi 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat

Persentase 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

rakyat yang 

dilaksanakan

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.02 01

Pembinaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Pendalaman 

Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi 

Pengelolaan Bina 

Mental Spiritual

Jumlah kebijakan 

keagamaan yang 

difasilitasi 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat

Persentase 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

rakyat yang 

dilaksanakan

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.02 02

Pembinaan 

Keagamaan

Meningkatnya 

Kualitas  Pendalaman 

Agama

Fasilitasi 

Pengelolaan Bina 

Mental Spiritual

Jumlah kebijakan 

keagamaan yang 

difasilitasi 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat

Persentase 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

rakyat yang 

dilaksanakan

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.02 02

Pembinaan Upaya 

Pencegahan 

Penyalahgunaan 

Narkoba

Penurunan angka 

penyalahgunaan 

Narkoba DI Kab. 

Sidrap

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan dan 

Capaian Kinerja 

Terkait 

Kesejahteraan 

Sosial

Jumlah Kebijakan 

Kesejahteraan 

sosial yang 

dievaluasi 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat

Persentase 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

rakyat yang 

dilaksanakan

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.02 03

Penyusunan 

Rencana Kerja 

Rancangan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah dokumen 

rencana rancangan 

peraturan 

pemerintah daerah 

(propemperda) yang 

disusun

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Daerah

Jumlah produk 

hukum daerah 

yang diterbitkan

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah
Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 01

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-

undangan dan 

Penyediaan Jaringan 

Data dan Informasi 

Hukum

Jumlah kegiatan 

sosialisasi informasi 

hukum yang 

terlaksana

Pendokumentasian 

Produk Hukum dan 

Pengelolaan 

Informasi Hukum 

Jumlah produk 

hukum yang 

didokumentasi 

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah

Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 03

Kajian Produk 

Hukum Daerah 

dalam bentuk 

Peraturan Bupati

Jumlah naskah final 

Peraturan Bupati 

yang terselesaikan

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Daerah

Jumlah produk 

hukum daerah 

yang diterbitkan

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah
Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 01
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Kajian Produk 

Hukum Daerah 

dalam bentuk 

Keputusan Bupati

Jumlah naskah final 

Keputusan Bupati 

yang terselesaikan

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Daerah

Jumlah produk 

hukum daerah 

yang diterbitkan

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah
Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 01

Koordinasi 

Kerjasama 

Permasalahan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah koordinasi 

dan konsultasi 

mengenai peraturan 

perundang-undangan 

dengan pemerintah 

propinsi dan pusat

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Daerah

Jumlah produk 

hukum daerah 

yang diterbitkan

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah

Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 01

Bimtek Penyusunan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah ASN yang 

mengikuti Bimtek 

Penyusunan 

Peraturan Perundang-

undangan

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Daerah

Jumlah produk 

hukum daerah 

yang diterbitkan

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah
Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 01

Legislasi Rancangan 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah naskah 

rancangan peraturan 

daerah yang 

ditetapkan 

Fasilitasi 

Penyusunan 

Produk Hukum 

Daerah

Jumlah produk 

hukum daerah 

yang diterbitkan

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah
Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 01

Mengintensifkan 

Penanganan Kasus 

Pengaduan 

Masyarakat dan Hak 

Asasi Manusia

Jumlah 

permasalahan hukum 

daerah yang 

tertangani melalui 

jasa konsultan 

hukum dan 

penasehat hukum

Fasilitasi Bantuan 

Hukum

Jumlah 

permasalahan 

hukum daerah 

yang terselesaikan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah

Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 02

Monitoring dan 

Evaluasi  

Pelaksanaan 

Ranham Kab. Sidrap

Jumlah dokumen 

penilaian kriteria 

kab/kota peduli HAM 

yang terverifikasi

Fasilitasi Bantuan 

Hukum

Jumlah 

permasalahan 

hukum daerah 

yang terselesaikan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Kebijakan Daerah
Pesentase 

kebijakan daerah 

yang disusun

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.03 02

 Monitoring, 

evaluasi, investasi 

potensi daerah 

bidang kerjasama 

investasi  dan non 

investasi  

 Kerjasama dibidang 

investasi dan non 

investasi 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kerjsama

Jumlah 

pelaksanaan 

kerjasama yang 

dievaluasi 

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah 

Persentase 

kerjasama yang 

difasilitasi

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.04 03

 Pengembangan 

lembaga Ekonomi 

Pedesaan 

 Pengembangan 

Lembaga Ekonomi 

Pedesaan 

Fasilitasi Kerjasama 

Dalam Negeri

Jumlah kerjasama 

dalam negeri yang 

difasilitasi 

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah 

Persentase 

kerjasama yang 

difasilitasi

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.04 01

 Koordinasi 

pelaksanaan 

kegiatan daerah  

 Terselenggaranya 

sinergitas antara tim 

koordinasi 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kerjsama

Jumlah 

pelaksanaan 

kerjasama yang 

dievaluasi 

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah 

Persentase 

kerjasama yang 

difasilitasi

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.04 03
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Penyusunan Basis 

Data UMKM dan 

Sektor Jasa 

Keuangan

Tersedianya Basis 

data UMKM dan 

Sektor Jasa Keuangan

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Ekonomi Mikro 

Kecil

Persentase 

ekonomi mikro 

kecil yang diawasi

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Persentase 

kebiajakan 

ekonomi yang 

divaluasi

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.01 03

Koordinasi 

Pengendalian 

Tingkat Inflasi

Terjaganya Inflasi  

sehingga Tingkat 

Pertumbuhan 

Perekonomian 

Daerah Sesuai 

Dengan RPJMD

Pengendalian dan 

Distribusi 

Perekonomian

Persentase 

distribusi 

perekonomian 

yang dikendalikan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Persentase 

kebiajakan 

ekonomi yang 

divaluasi

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.01 02

Koordinasi Antara 

Lembaga Dalam 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi 

PMDN/PMA

Terciptanya 

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Pelaksanaan Investasi 

PMDN/PMA

Pengendalian dan 

Distribusi 

Perekonomian

Persentase 

distribusi 

perekonomian 

yang dikendalikan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Persentase 

kebiajakan 

ekonomi yang 

divaluasi

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.01 02

Pembinaan Badan 

Usaha Daerah (BUD)

Terciptanya Kegiatan 

Pembinaan BUMN 

Yang Efektif

Koordinasi, 

Singkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD 

dan BLUD

Jumlah kebijakan 

terkait pengelolaan 

BUMD dan BLUD 

yang dilaksanakan

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Persentase 

kebiajakan 

ekonomi yang 

divaluasi

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.01 01

Musyawarah Tudang 

Sipulung  Terpadu 

Tingkat Kecamatan 

dan Tingkat 

Kabupaten

Terbitnya Rumusan 

Kebijakan  

Musyawarah Tudang 

Sipulung terpadu 

Tingkat kecamatan 

dan tingkat 

Kabupaten

Koordinasi, 

Singkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, 

Kehutanan, 

Kelautan dan 

Perikanan

Jumlah kebijakan 

terkait peranian, 

kehutanan dan 

kelautan dan 

perikanan yang 

dilaksanakan

Pemantauan 

Kebijakan terkait 

Sumber Daya Alam

Persentase 

kebijakan terkait 

SDA yang dipantau

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.04 01

Pelaksanaan Akses 

Kredit UMKM Sektor 

Produksi

Meningkatnya Akses 

KREDIT umkm Sektor 

Produksi

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Ekonomi Mikro 

Kecil

Persentase 

ekonomi mikro 

kecil yang diawasi

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Persentase 

kebiajakan 

ekonomi yang 

divaluasi

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.01 01

Penyelenggaraan 

Promosi Produk 

Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah

Terselenggaranya 

Promosi Produk 

Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Ekonomi Mikro 

Kecil

Persentase 

ekonomi mikro 

kecil yang diawasi

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Persentase 

kebiajakan 

ekonomi yang 

divaluasi

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.04 03

Sosialisasi informasi 

ketentuan peraturan 

perundang-

undangan di bidang 

cukai

Terlaksananya 

sosialisasi peraturan 

perundang-undangan 

di bidang cukai

Pengendalian dan 

Distribusi 

Perekonomian

Persentase 

distribusi 

perekonomian 

yang dikendalikan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian

Persentase 

kebiajakan 

ekonomi yang 

divaluasi

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 03 2.01 01
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Penyusunan Data 

Pembangunan 

Infrastruktur

Tersedianya laporan 

data Pembangunan 

infrastruktur daerah 

yang dilaksanakan di 

Kabupaten sidrap

Pengendalian dan 

Evaluasi Program 

Pembangunan

Jumlah laporan 

pembangunan yang 

dievaluasi 

Administrasi 

Pembangunan

Persentase 

pelayanan 

adminstrasi 

Pembangunan 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

5 01 01 24 12

Penyusunan Standar 

Kompetensi Jabatan

Penyusunan Standar 

Kompetensi Jabatan

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen 

Kelembagaan dan 

Anjab

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 01

Penyusunan Analis 

Jabatan dan Analis 

Beban Kerja

Dokumen Analis 

Jabatan dan Analis 

Beban Kerja SKPD 

Lingkup Pemkab. 

Sidenreng Rappang

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen 

Kelembagaan dan 

Anjab

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 01

Penyusunan 

Dokumen Pedoman 

Penyusunan LKJip

Dokumen 

Penyusunan LKJip

Peningkatan 

Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Persentase 

peningkatan kinerja 

ASN

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 03

Penyusunan 

Roadmap RB 

Kabuapten 

Sidenreng Rappang 

Tahun 2019-2023

Jumlah Dokumen 

Roadmap RB 

Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2019-

2023

Peningkatan 

Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Persentase 

peningkatan kinerja 

ASN

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 03

Kompetisi Inovasi 

Pelayanan Publik

Dokumen Inovasi 

Publik

Fasilitasi Pelayanan 

Publik dan Tata 

Laksana

Jumlah Pembinaan 

Pelayanan Publik

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 02

Evaluasi Penyusunan 

Standar Operasional 

Prosedur

Tersedianya 

Dokumen Standar 

Operasional Presedur 

(SOP AP)

Fasilitasi Pelayanan 

Publik dan Tata 

Laksana

Jumlah Pembinaan 

Pelayanan Publik

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 02

Penyusunan Perda 

Kelembagaan 

Perangkat Daerah

Dokumen Peraturan 

Daerah tentang 

Organisasi Perangkat 

Daerah

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen 

Kelembagaan dan 

Anjab

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 01

Penyusunan Tupoksi 

dan Uraian Tugas 

Perangkat Daerah

Perubahan Peraturan 

Bupati tentang SOTK 

dan Tupoksi UPT 

Dinas/Badan

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen 

Kelembagaan dan 

Anjab

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 01

Evaluasi Jabatan
Tersusunya Dokumen 

Evaluasi Jabatan

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen 

Kelembagaan dan 

Anjab

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 01

Penataan dan 

Evaluasi 

Kelembagaan 

Perangkat Darah

Revisi Struktur 

Organisasi dan 

Tupoksi SKPD

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen 

Kelembagaan dan 

Anjab

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 01

Fasilitasi 

Keprotokolan

Jumlah Tugas 

keprotokoleran 

yang difasilitasi

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan

Persentase 

pelaksnaan  

Pelayanan 

Administrasi 

Umum 

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2,03 01
Koordinasi dengan 

Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah 

Daerah Lainnya

Tersedianya 

Anggaran Koordinasi 

KDH/WKDH
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Pendokumentasian 

Tugas Pimpinan 

Dokumentasi Tugas 

Pimpinan 

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan

Persentase 

pelaksnaan  

Pelayanan 

Administrasi 

Umum 

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2,03 03

Pengelolaan 

Rumah Tangga

Jumlah Rumah 

Tangga yang 

dikelola

Pelaksanaan 

Administrasi 

Umum

Persentase 

pelaksnaan  

Pelayanan 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2,01 02

Fasilitasi 

Keprotokolan

Jumlah Tugas 

keprotokoleran 

yang difasilitasi

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan

Persentase 

pelaksnaan  

Pelayanan 

Administrasi 

Umum 

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2,03 01

Pengadaan Pakaian 

Dinas KDH/WKDH 

beserta 

kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas 

yang diadakan

Pengelolaan 

Perlengkapan

Jumlah 

Perlengkapan yang 

dikelola

Pelaksanaan 

Administrasi 

Umum

Persentase 

pelaksnaan  

Pelayanan 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2,01 02

Penyediaan biaya 

Pemeliharaan 

Kesehatan 

KDH/WKDH

Tersedianya 

Anggaran Kesehatan 

KDH/WKDH

Fasilitasi 

Komunikasi 

Pimpinan

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Komunikasi 

Pimpinan

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan

Persentase 

pelaksnaan  

Pelayanan 

Administrasi 

Umum 

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2,03 02

Dialog/Audiensi 

dengan Tokoh-tokoh 

Masyarakat,Pimpina

n/Anggota 

Organisasi Sosial dan 

Kemasyarakatan

Terlaksananya 

Dialog/Audiensi 

dengan Tokoh 

Masyarakat

Fasilitasi Tata 

Usaha Pimpinan, 

Staf Ahli dan 

Kepegawaian

Persentase 

penatausahaan 

yang difasilitasi 

Pelaksanaan 

Administrasi 

Umum

Persentase 

pelaksnaan  

Pelayanan 

Administrasi 

Umum 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 4 01 04 2,01 01

PROGRAM 

PELAYANAN 

ADMINISTRATIF 

DAN PEMBINAAN  

APARATUR SIPIL  

NEGARA PADA 

INSTANSI DAERAH 

Cakupan Fasilitasi 

Pelayanan 

Administrasi 

Perangkat Daerah 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-

undangan

Meningkatnya 

Pengetahuan 

Peraturan perundang-

Undangan

Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah Sosialisasi 

peraturan yang 

dilaksanakan 

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Persentase tingkat 

kepatuhan 

aparatur

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan X XX 01 2.04 10

Pembinaan  dan 

Evaluasi Kinerja 

Pelayanan Adm. 

Pem. Kec dan Kel

Terlaksananya 

Pembinaan Evaluasi 

Kinerja Pelayanan 

Adm. Kec. Dan 

Kelurahan

Pengelolaan 

Administrasi 

Kewilayahan

Presentase 

Pembinaan 

Administrasi 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Cakupan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Program 

Pemerintahan dan 

Kesra

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan

Sekretariat Daerah Unsur Pendukung 

Urusan 

Pemerintahan 4 01 02 2.01 02

 Pembentukan 

Kerjasama antar 

Daerah Dalam 

Penyediaan 

Pelayanan Publik 

  Kerjasama dengan 

Lembaga Pendidikan 

Terkait Peningkatan 

Peningkatan 

Pelayanan Antar 

Daerah 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kerjsama

Jumlah 

pelaksanaan 

kerjasama yang 

dievaluasi 

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah 

Persentase 

kerjasama yang 

difasilitasi

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Presentase Laporan 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesra

SEKRETARIAT 

DAERAH

UNSUR 

PENDUKUNG 

PEMERINTAHAN

4 01 02 2.04 03

Koordinasi dengan 

Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah 

Daerah Lainnya

Tersedianya 

Anggaran Koordinasi 

KDH/WKDH

Penerimaan 

Kunjungan Kerja 

Pejabat 

Negara/Lembaga 

Pemerintah Non 

Departemen/Luar 

Negeri

Terpenuhinya 

makan/minum Tamu 

Pemda
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 Penyusunan 

Administrasi 

kepegawaian Setda 

 Tersedianya 

Dokumen 

Administrasi 

kepegawaian lingkup 

Setda  

Peningkatan 

Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Persentase 

peningkatan kinerja 

ASN

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 03

 Asistensi Tambahan 

Penghasilan  

 Tersedianya 

Dokumen 

Administrasi 

kepegawaian lingkup 

Setda  

Peningkatan 

Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Persentase 

peningkatan kinerja 

ASN

Penataan 

Organisasi

Cakupan Penataan 

Organisasi

Program 

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.02 03

Penyusunan data 

rekonsiliasi bidang 

asset

Tersedianya data 

asset Sekretariat 

Daerah

Penatausahaan 

Pelaporan 

Jumlah dokumen 

laporan yang 

ditatausahakan 

Perencanaan dan 

Keuangan 

persentase 

pemenuhan 

dokumen 

perencanaan dan 

keuangan 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM 

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.04 03

Pengelolaan 

Perencanaan 

Jumlah dokumen 

perencananaan 

yang dikelola

Perencanaan dan 

Keuangan 

persentase 

pemenuhan 

dokumen 

perencanaan dan 

keuangan 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM 

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.04 01

Pengelolaan 

Keuangan 

Jumlah dokumen 

pertanggungjawab

an yang  yang 

dikelola

Perencanaan dan 

Keuangan 

persentase 

pemenuhan 

dokumen 

perencanaan dan 

keuangan 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM 

Cakupan Layanan 

Administrasi umum 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 04 2.04 02

PROGRAM 

PEMBINAAN 

APARATUR 

PENGADAAN 

BARANG/JASA

Jumlah Aparatur 

Pengelola 

Pengadaan 

Barang/Jasa yang 

memiliki Sertifikat  

Kompetensi 
Peningkatan 

Keterampilan dan 

Profesionalisme

Jumlah peserta 

pelatihan

Pembinaan dan 

Advokasi 

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah SDM 

Aparatur yang 

memiliki sertifikat 

kompetensi PBJ

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03 03

Bimbingan Teknis 

dan Ujian Sertifikasi 

Keahlian/ 

Kompetensi PBJ

Jumlah peserta 

bimtek dan ujian 

sertifikasi

Pembinaan dan 

Advokasi 

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah SDM 

Aparatur yang 

memiliki sertifikat 

kompetensi PBJ

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03 03

PROGRAM 

PENINGKATAN 

LAYANAN 

PENGADAAN 

SECARA 

ELEKTRONIK 

Capaian Standarisasi 

LPSE

Penyusunan sistem 

dan prosedur 

pengelolaan 

keuangan daerah

Dokumen Keuangan 

pada Sekretariat 

Daerah yang 

diverifikasi
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Pelayanan 

Pengadaan 

Barang/Jasa Secara 

Elektronik

Jumlah Pengguna 

yang diregistrasi dan 

diverifikasi di sistem

Pengelolaan 

Layanan 

Pengadaan Secara 

Elektronik

Capaian Standarisai 

LPSE

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03 02

Penyusunan 

Dokumen 

Pendukung 

Standarisasi LPSE

Jumlah dokumen Pengelolaan 

Layanan 

Pengadaan Secara 

Elektronik

Capaian Standarisai 

LPSE

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03 02

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Pelaksanaan 

Pengadaan Secara 

Elektronik

Jumlah laporan hasil 

pelaksanaan 

pengadaan 

barang/jasa

Pengelolaan 

Layanan 

Pengadaan Secara 

Elektronik

Capaian Standarisai 

LPSE

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03 02

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Pengadaan 

Barang/Jasa

Jumlah Aplikasi Pengelolaan 

Layanan 

Pengadaan Secara 

Elektronik

Capaian Standarisai 

LPSE

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03 02

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENGELOLAAN 

PENGADAAN 

BARANG/JASA

Persentase 

Pelaksanaan  Proses 

tender tepat waktu 

Pelaksanaan 

Pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa

Jumlah paket yang 

dikelola

Pengelolaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah paket yang 

dikelola

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03 01

Riset dan Analisis 

Pasar Barang/Jasa

Jumlah dokumen Pengelolaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah paket yang 

dikelola

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03 01

Pendampingan dan 

Konsultasi 

Pengadaan 

Barang/Jasa

Jumlah Peserta 

pendampingan dan 

sosialisasi

Pembinaan dan 

Advokasi 

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah SDM 

Aparatur yang 

memiliki sertifikat 

kompetensi PBJ

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03 03
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KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 
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KODE KODE

1 14

Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan 

Pengadaan 

Barang/Jasa

Jumlah laporan 

monitoring

Pengelolaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah paket yang 

dikelola

Pengadaan Barang 

dan Jasa

Persentase 

penyelesaian 

proses tender tepat 

waktu

Program 

Perekonomian dan 

Pembangunan

Persentase 

Kebijakan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

dilaksanakan 

SEKRETARIAT 

DAERAH 

UNSUR 

PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

4 01 03 2.03  

UNSUR 

PENDUKUNG
SEKRETARIAT

Program 

Peningkatan 

Kapsitas lembaga 

Perwakilan Rakyat  

Daerah 

Persentase fasilitasi 

rapat-rapat DPRD 

dan kunjungan Kerja 

DPRD yang 

terlaksana tepat 

waktu 

Pembahasan 

Rancangan 

Peraturan daerah 

Jumlah rapat-rapat 

pembahasan 

rancangan Perda 

Pembahasan 

Rancangan Perda

Jumlah rapat-rapat 

pembahasan 

rancangan Perda 

Pembentukan 

Perda dan 

Peraturan DPRD 

Jumlah rapat-rapat 

pembahasan 

rancangan Perda 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD 

Persentase fasilitasi 

rapat-rapat DPRD 

dan kunjungan 

Kerja DPRD yang 

terlaksana tepat 

waktu 

02 03 2 01 02

Rapat-rapat alat 

kelengkapan DPRD 

Jumlah rapat-rapat 

alat kelengkapan 

DPRD  

Fasilitasi Rapat 

DPRD

Jumlah rapat-rapat  

alat kelengkapan 

DPRD 

Layanan 

Administrasi DPRD

Layanan 

Administrasi DPRD 

PROGRAM 

LAYANAN DAN 

ADMINISTRASI

KEUANGAN

Persentase fasilitasi 

rapat-rapat DPRD 

dan kunjungan 

Kerja DPRD yang 

terlaksana tepat 

waktu 

02 02 2 01 02

Kunjungan Kerja 

Pimpinan dan 

Anggota DPRD 

dalam daerah 

Jumlah kunjungan 

Kerja Pimpinan dan 

Anggota DPRD 

Peningkatan 

kapasitas pimpinan 

dan Anggota DPRD 

Jumlah peningkatan 

kapasitas pimpinan 

dan Anggota DPRD 

yang mengikuti 

pelatihan 

Penyediaan Tenaga 

Ahli Fraksi

Jumlah 

peningkatan 

kapasitas pimpinan 

dan Anggota DPRD 

yang mengikuti 

pelatihan 

Peningkatan 

Kapasitas DPRD

Jumlah tenaga ahli 

yang dilatih 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS

DAN FUNGSI DPRD

Persentase fasilitasi 

rapat-rapat DPRD 

dan kunjungan 

Kerja DPRD yang 

terlaksana tepat 

waktu 

02 03 2 04 05

Penyusunan rencana 

Kerja Peraturan 

Perundang-

undangan 

Persentase 

Penetapan Ranperda 

menjadi Perda 

Penyusunan dan 

Pembahasan 

Program

Pembentukan 

Peraturan Daerah

Jumlah Rancangan 

Perda yang 

direncanakan  

Pembentukan 

Perda dan 

Peraturan DPR

Jumlah Rancangan 

Perda yang 

direncanakan  

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS

DAN FUNGSI DPRD

Persentase 

Penetapan 

Ranperda menjadi 

Perda 

02 03 2 01 01

Legislasi Rancangan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah Rancangan 

Perda yang 

direncanakan  

Fasilitasi 

Penyusunan naskah 

akademik 

Jumlah Rancangan 

Perda yang 

direncanakan  

Pembentukan 

Perda dan 

Peraturan DPR

Jumlah Rancangan 

Perda yang 

direncanakan  

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS

DAN FUNGSI DPRD

Persentase 

Penetapan 

Ranperda menjadi 

Perda 

02 03 2 01 04

Program Pelayanan 

Administrasi 

perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

SEKRETARIAT DPRD
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KODE KODE

1 14

Penyediaan jasa 

surat menyurat 

Jumlah dokumen 

bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah dokumen 

bermaterai

Administrasi 

Umum 

Jumlah dokumen 

bermaterai

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 01 2 03 01

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

Frekuensi 

pembayaran telepon, 

air dan listrik

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Frekuensi 

pembayaran 

telepon, air dan 

listrik

Administrasi 

Umum 

Frekuensi 

pembayaran 

telepon, air dan 

listrik

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 01 2 03 02

Penyediaan jasa 

peralatan dan 

perlengkpaan kantor 

Waktu penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Waktu penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Administrasi 

Umum 

Waktu penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 01 2 03 03

Penyediaan jasa 

jaminan 

pemeliharaan 

kesehatan PNS

Jumlah Anggota 

DPRD yang 

melakukan Medical 

Check Up

Pelaksanaan 

Medical Check Up 

DPRD

Jumlah Anggota 

DPRD yang 

melakukan Medical 

Check Up

Layanan Keuangan 

dan Kesejahteraan 

DPRD 

Jumlah Anggota 

DPRD yang 

melakukan Medical 

Check Up

PROGRAM 

LAYANAN DAN 

ADMINISTRASI

KEUANGAN

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 02 2 02 03

Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah 

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan 

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan 

Administrasi 

Umum 

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 01 2 03 05

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas operasional 

Jumlah jasa perizinan 

kendaraan dinas 

operasional 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah jasa 

perizinan 

kendaraan dinas 

operasional 

Administrasi 

Umum 

Jumlah jasa 

perizinan 

kendaraan dinas 

operasional 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 01 2 03 06

Penyediaan jasa 

administrasi 

Keuangan 

waktu penyediaan 

jasa administrasi 

Keuangan 

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan 

waktu penyediaan 

jasa administrasi 

Keuangan 

Administrasi 

Umum 

waktu penyediaan 

jasa administrasi 

Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 01 2 03 07

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

waktu penyediaan 

jasa Kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

waktu penyediaan 

jasa Kebersihan 

kantor

Administrasi 

Umum 

waktu penyediaan 

jasa Kebersihan 

kantor

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 01 2 03 08

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Jumlah dan jenis  alat-

alat 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis  

alat-alat 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Administrasi 

Umum 

Jumlah dan jenis  

alat-alat 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 01 2 03 12

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-undangan 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Administrasi 

Umum 

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

02 01 2 03 15

Administrasi 

Umum 

waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran 
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Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Administrasi 

Umum 

waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran 

02 01 2 03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Administrasi 

Umum 

waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran 

02 01 2 03 11

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

Administrasi 

Umum 

waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran 

02 01 2 03 13

Program 

Peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur

Cakupan Layanan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Pembangunan 

Gedung Kantor

Jumlah bangunan 

kantor yang akan 

dibangun 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 
Pengadaan 

Kendaraan 

dinas/operasional 

jumlah kendaraan 

dinas yang akan 

dibeli 

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

jumlah kendaraan 

dinas yang akan 

dibeli 

Administrasi 

Umum 

jumlah kendaraan 

dinas yang akan 

dibeli 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 20

Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah Jabatan 

Jumlah perlengkapan 

rumah jabatan yang 

disediakan 

Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah 

perlengkapan 

rumah jabatan 

yang disediakan 

Administrasi 

Umum 

Jumlah 

perlengkapan 

rumah jabatan 

yang disediakan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 21

Pengadaan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan 

Kantor  yang 

disediakan 

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

perlengkapan 

Kantor  yang 

disediakan 

Administrasi 

Umum 

Jumlah 

perlengkapan 

Kantor  yang 

disediakan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 22

Pengadaan 

Peralatan gedung 

kantor

Jumlah peralatan 

Kantor  yang 

disediakan 

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

Kantor  yang 

disediakan 

Administrasi 

Umum 

Jumlah peralatan 

Kantor  yang 

disediakan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 24

Pemeliharaa rutin 

berkala Rumah 

Jabatan 

Jumlah Rumah 

Jabatan yang 

dipelihara 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Jabatan

Jumlah Rumah 

Jabatan yang 

dipelihara 

Administrasi 

Umum 

Jumlah Rumah 

Jabatan yang 

dipelihara 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 26

Pemeliharaan rutin 

berkala Gedung 

kantor 

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

Administrasi 

Umum 

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 28

Pemeliharaa rutin 

berkala kendaraan 

dinas operasional 

Jumlah Kendaraan 

dinas yang dipelihara 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

dipelihara 

Administrasi 

Umum 

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

dipelihara 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 30

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

waktu penyediaan 

administrasi 

perkantoran 
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Pemeliharaan rutin 

berkala 

perlengkapan rumah 

jabatan 

Jumlah perlengkapan 

rumah jabatan yang 

dipelihara 

Pemeliharaan rutin 

berkala 

perlengkapan 

rumah jabatan 

Jumlah 

perlengkapan 

rumah jabatan 

yang dipelihara 

Administrasi 

Umum 

Jumlah 

perlengkapan 

rumah jabatan 

yang dipelihara 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 31

Pemeliharaan Rutin 

berkala 

perlengkapan 

gedung kantor 

Jumlah perlengkapan 

gedung kantor yang 

dipelihara 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

Administrasi 

Umum 

Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 32

Pemeliharaan rutin 

berkala peralatan 

gedung kantor 

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

dipelihara 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan gedung 

kantor  

Jumlah perlatan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

Administrasi 

Umum 

Jumlah perlatan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

02 01 2 03 34

Program 

Peningkatan disiplin 

aparatur 

Tingkat kepatuhan 

aparatur 

Pengadaan pakaian 

dinas beserta 

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas 

yang diadakan 

Penyediaan 

Pakaian Dinas dan 

Atribut DPRD

Jumlah pakaian 

dinas yang 

diadakan 

Layanan Keuangan 

dan Kesejahteraan 

DPRD 

Jumlah pakaian 

dinas yang 

diadakan 

PROGRAM 

LAYANAN DAN 

ADMINISTRASI

KEUANGAN

Tingkat kepatuhan 

aparatur 

02 02 2 02 02

Program 

peningkatan 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

Persentase Sumber 

daya aparatur yang 

memiliki kompetensi 

sesuai bidangnya

Bimbingan tekhnis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan 

Jumlah bimbingan 

tekhnis Implementasi 

peraturan perundang-

undangan yang 

diikuti

Bimbingan Teknis 

DPRD

Jumlah bimbingan 

tekhnis 

Implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

diikuti

Peningkatan 

Kapasitas DPRD 

Jumlah bimbingan 

tekhnis 

Implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

diikuti

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS

DAN FUNGSI DPRD

Persentase Sumber 

daya aparatur yang 

memiliki 

kompetensi sesuai 

bidangnya

02 03 2 04 02

Bimbingan tekhnis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan 

Jumlah bimbingan 

tekhnis 

Implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

diikuti

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Persentase Sumber 

daya aparatur yang 

memiliki 

kompetensi sesuai 

bidangnya

02 01 2 04 11

Program 

Peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan 

 Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

Penyusunan Laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah Laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja Perangkat 

Daerah 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja Perangkat 

Daerah 

Administrasi 

Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

 Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

02 01 2 02 06
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1 14

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

semesteran 

Jumlah Laporan 

Keuangan 

semesteran 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Semesteran

Jumlah Laporan 

Keuangan 

semesteran 

Administrasi 

Keuangan 

Jumlah Laporan 

Keuangan 

semesteran 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

 Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

02 01 2 02 07

Penyusunan laporan 

keuangan akhir 

Tahun 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

tahun 

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan Akhir 

Tahun

Jumlah  laporan 

keuangan akhir 

Tahun 

Administrasi 

Keuangan 

Jumlah  laporan 

keuangan akhir 

Tahun 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

 Tingkat ketepatan 

waktu pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

02 01 2 02 09

UNSUR 

PENUNJANG

PERENCANAA

N

Non 

Program/Belanja 

Tidak Langsung

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 
Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 

01

Program  Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

administrasi 

perkantoran

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2,03

01
Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

bermaterai

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

02

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi 

sumber daya air & 

listrik

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi 

sumber daya air & 

listrik

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

05

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan milik 

daerah  (Asuransi)

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan milik 

daerah  (Asuransi)

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

06

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinan 

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

07

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu penyediaan 

Administrasi jasa 

Keuangan 

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu penyediaan 

Administrasi jasa 

Keuangan 

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

08
Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan PNS

Jumlah ASN yang 

menerima gaji dan 

tunjangan

Administrasi 

Keuangan

Cakupan 

pembayaran gaji 

dan tunjangan ASN

2,02 01
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09

Penyediaan Jasa 

perbaikan peralatan 

kerja 

Jumlah dan jenis 

Peralatan Kerja  Kerja 

yang diperbaiki

Penyediaan Jasa 

perbaikan 

peralatan kerja 

Jumlah dan jenis 

Peralatan Kerja  

Kerja yang 

diperbaiki

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

Penyediaan alat 

tulis kantor

Jumlah dan jenis 

alat tulis kantor 

yang sediakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

Jumlah dan jenis 

barang cetakan dan 

penggandaan yang 

disediakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/penerangan          

bangunan kantor

Jumlah dan jenis 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

10

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yg tersedia

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Jumlah Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yg tersedia

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

11

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/penerangan          

bangunan kantor

Jumlah dan jenis 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

yang disediakan

Penyediaan bahan 

bacaan & 

Peraturan 

Perundang 

Undangan

Jumlah bahan 

bacaan & 

peraturan 

perundang 

undangan yang 

disediakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

12

Penyediaan bahan 

bacaan & Peraturan 

Perundang 

Undangan

Jumlah bahan bacaan 

& peraturan 

perundang undangan 

yang disediakan

Penyediaan 

makanan dan 

minuman

Jumlah makan 

minuman yang 

disediakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

17

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi luar 

daerah

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi luar 

daerah

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

20

Pengadaan 

Peralatan gedung 

kantor

Jumlah peralatan  

gedung kantor 

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

Pengadaan 

Meubeleur

Jumlah meubileur   

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah  gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu penyediaan  

administrasi 

perkantoran 
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Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah peralatan  

gedung kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

02

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan layanan  

sarana dan 

prasarana aparatur

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

07

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah  

perlengkapan  kantor 

yang diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah  

perlengkapan  

kantor yang 

diadakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

09

Pengadaan 

Peralatan gedung 

kantor

Jumlah peralatan  

gedung kantor yang 

diadakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan  

gedung kantor 

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

10
Pengadaan 

Meubeleur

Jumlah meubileur   

yang diadakan

Pengadaan 

Meubeleur

Jumlah meubileur   

yang diadakan

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

22

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah  gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah  gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

24

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

26

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah perlengkapan 

gedung kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

28

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah peralatan  

gedung kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah peralatan  

gedung kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum

Cakupan layanan 

administrasi umum
2,03

06

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

Tersusunya  

dokumen/laporan 

rencana kegiatan, 

akuntabilitas kinerja 

& keuangan 

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2,03

01

Jumlah laporan 

capaian kinerja  dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja opd

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi               

Kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja  

dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

opd

Administrasi 

Keuangan

Cakupan 

Administrasi 

Keuangan

2,02

Penyusunan Renstra 

dan Renja  Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen 

Renstra dan Renja  

Perangkat daerah 

yang disusun

Penyusunan 

Renstra dan Renja  

Perangkat Daerah

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen 

Renstra dan Renja  

Perangkat daerah 

yang disusun

2,01

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu penyediaan  

administrasi 

perkantoran 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD
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Penyusunan Program 

dan Kegiatan 

Perangkat Daerah 

dalam dokumen 

Perencanaan

Jumlah Dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah 

yang disusun

Penyusunan 

Program dan 

Kegiatan Perangkat 

Daerah dalam 

dokumen 

Perencanaan

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen 

Renstra dan Renja  

Perangkat daerah 

yang disusun

2,01

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi 

Kinerja Pereengkat 

Daerah

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen 

Renstra dan Renja  

Perangkat daerah 

yang disusun

2,01

02

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan 

Bulanan/Semestera

n

Jumlah Laporan 

keuangan bulanan/ 

Semesteran

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

2,02

Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan akhir 

tahun

 Laporan keuangan 

akhir tahun

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

2,02

Pengelolaan dan 

penyiapan bahan 

tanggapan 

pemeriksaan

Jumlah dokumen 

yang mengalami 

pemeriksaan

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

2,02

15

Program Penelitian 

dan Pengembangan 

Potensi  Daerah

Persentase rencana

implementasi 

kelitbanan

Program Penelitian 

dan 

Pengembangan 

Daerah

Persentase 

rencana 

implementasi 

kelitbangan

Penelitian dan 

Pengembangan

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan

02

Peneliitian dan 

Pengembangan 

Bidang 

Pemerintahan & 

SDM

Jumlah kegiatan 

kelitbanan bidang 

pemerintahan dan 

SDM  yang 

diimplementasikan 

dan dimanfaatkan 

hasilnya oleh opd

Fasilitasi  dan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kegiatan  Data dan   

Pengkajian 

Peraturan

Jumlah kegiatan 

kelitbanan bidang 

pemerintahan dan 

SDM  yang 

diimplementasikan 

dan dimanfaatkan 

hasilnya oleh opd

Penelitian dan 

Pengembangan 

Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pengkajian 

Peraturan

Cakupan hasil 

kelitbanan bidang 

pemerintahan yang 

dimanfaatkan

Penelitian dan 

Pengembangan 

Bidang Aspek-

aspek Sosial

Jumlah kegiatan 

kelitbanan bidang  

Sosial,Kependuduk

an,Ekonomi dan 

Pembangunanyang 

dimplementasikan 

dan dimanfaatkan 

hasilnya oleh opd

Penelitian dan 

Pengembangan 

Bidang Sosial dan 

Kependudukan

Cakupan hasil 

kelitbanan bidang 

Sosial dan 

Kependudukan 

yang dimanfaatkan

5 05 02 2.02 01

Penelitian dan 

Pengembangan 

Kepariwisataan

Jumlah kegiatan 

kelitbanan bidang  

Sosial,Kependuduk

an,Ekonomi dan 

Pembangunanyang 

dimplementasikan 

dan dimanfaatkan 

hasilnya oleh opd

Penelitian dan 

Pengembangan 

Bidang Sosial dan 

Kependudukan

Cakupan hasil 

kelitbanan bidang 

pemerintahan yang 

dimanfaatkan

5 05 02 2.02 05

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Semesteran

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Semesteran

Peneliitian dan 

Pengembangan 

Bidang 

Sosial,Kependuduka

n,Ekonomi dan 

Pembangunan

Jumlah kegiatan 

kelitbanan bidang  

Sosial,Kependudukan

,Ekonomi dan 

Pembangunanyang 

dimplementasikan 

dan dimanfaatkan 

hasilnya oleh opd
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Penelitian dan 

Pengembangan 

Koperasi, UKM

Jumlah kegiatan 

kelitbanan bidang  

Sosial,Kependuduk

an,Ekonomi dan 

Pembangunanyang 

dimplementasikan 

dan dimanfaatkan 

hasilnya oleh opd

Penelitian dan 

Pengembangan 

Bidang Ekonomi 

dan Pembangunan

Cakupan hasil 

kelitbanan bidang 

pemerintahan yang 

dimanfaatkan

5 05 02 2.03 01

Penelitain dan 

Pengembangan 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

Jumlah kegiatan 

kelitbanan bidang  

Sosial,Kependuduk

an,Ekonomi dan 

Pembangunanyang 

dimplementasikan 

dan dimanfaatkan 

hasilnya oleh opd

Penelitian dan 

Pengembangan 

Bidang Ekonomi 

dan Pembangunan

Cakupan hasil 

kelitbanan bidang 

Bidang Ekonomi 

dan Pembangunan 

yang dimanfaatkan

02

Penelitian dan 

Pengembangan 

Pertanian, 

Perkebunan dan 

Pangan

Jumlah kegiatan 

kelitbanan bidang  

Sosial,Kependuduk

an,Ekonomi dan 

Pembangunanyang 

dimplementasikan 

dan dimanfaatkan 

hasilnya oleh opd

Penelitian dan 

Pengembangan 

Bidang Ekonomi 

dan Pembangunan

Cakupan hasil 

kelitbanan bidang 

Bidang Ekonomi 

dan Pembangunan 

yang dimanfaatkan

04

Program 

Perencanaan 

Pengembangan 

Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh

Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan yang 

berwawasan 

Lingkungan
Kajian Ligkungan 

Hidup strategis 

(KLHS) RTRW

 Dokumen KLHS 

RTRW

Kajian Ligkungan 

Hidup strategis 

(KLHS) RPJMD

 Dokumen KLHS 

RPJMD

16

Program 

Pengembangan 

Sistem Inovasi 

Daerah (SIDA)

Persentase 

perangkat daerah

yang difasilitasi

dalam penerapan

inovasi  daerah

Program Penelitian 

dan 

Pengembangan 

Daerah

Persentase 

perangkat daerah 

yang difasilitasi 

dalam penerapan 

inovasi  daerah

Penelitian dan 

Pengembangan

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan

01

Pengembangan 

Sistim Inovasi 

Daerah

Jumlah hasil  inovasi 

yang dihasilkan oleh 

perangkat daerah

Sosialisasi dan 

Deseminasi Hasil-

hasil Kelitbangan

Jumlah hasil  

inovasi yang 

dihasilkan oleh 

perangkat daerah

Pengembangan 

Inovasi dan 

Teknologi

Cakupan Inovasi 

dan teknologi yang 

dihasilkan

02

Peningkatan 

Kapasitas  Data & 

Publikasi  Risert & 

Teknologi

 data kelitbangan

Diseminasi Jenis, 

Prosedur dan 

Metode 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah yang 

Bersifat Inovatif

 data kelitbangan

Pengembangan 

Inovasi dan 

Teknologi

cakupan data 

kelitbangan yang 

dihasilkan

Peneliitian dan 

Pengembangan 

Bidang 

Sosial,Kependuduka

n,Ekonomi dan 

Pembangunan

Jumlah kegiatan 

kelitbanan bidang  

Sosial,Kependudukan

,Ekonomi dan 

Pembangunanyang 

dimplementasikan 

dan dimanfaatkan 

hasilnya oleh opd
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19

Program 

Perencanaan 

Pengembangan 

Kota-Kota 

Menengah dan 

Besar

Persentase 

Keselarasan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Lingkup Bidang

Infrastruktur,Penga

mbangan Wilayah

dan Lingkungan

Hidup

Program 

Perencanaan 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Cakupan dokumen 

perencanaan 

bidang 

kebinamargaan 

dan perhubungan

Perencanaan

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan

5 01 05 2.02 01

01

Koordinasi Bidang  

Infrastruktur dan 

Pengembangan 

Wilayah

Dokumen  

RP3M,RPJIM , One 

data dan Sistim 

Informasi

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Bidang 

Kebinamargaan 

dan Perhubungan

Dokumen  

RP3M,RPJIM , One 

data dan Sistim 

Informasi

Fasilitasi dan 

Monev Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang 

Kebinamargaan 

dan Perhubungan

Jumlah dokumen 

bidang 

kebinamargaan dan 

perhubungan yang 

dihasilkan

5 01 05 2.02 01

Asistensi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD dan

RKPD) Bidang 

Kebinamargaan 

dan Perhubungan

Dokumen  

RP3M,RPJIM , One 

data dan Sistim 

Informasi

Fasilitasi dan 

Monev Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang 

Kebinamargaan 

dan Perhubungan

Jumlah dokumen 

bidang 

kebinamargaan dan 

perhubungan yang 

dihasilkan

Pelaksanaan 

Monitoring dan 

Evaluasi

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD dan

RKPD) Bidang 

Kebinamargaan 

dan Perhubungan

Dokumen  

RP3M,RPJIM , One 

data dan Sistim 

Informasi

Fasilitasi dan 

Monev Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang 

Kebinamargaan 

dan Perhubungan

Jumlah dokumen 

bidang 

kebinamargaan dan 

perhubungan yang 

dihasilkan

02
Koordinasi 

Penataan Ruang
Perda RTRW

Program 

Perencanaan 

keciptakaryaan 

dan kewilayahan

Cakupan dokumen 

perencanaan 

bidang 

keciptakaryaan 

dan kewilayahan

Perencanaan

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan

5 01 05 2.02 01

03

Koordinasi 

Kelompok Kerja 

AMPL

Jumlah Dokumen 

AMPL

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Bidang 

Keciptakaryaan dan 

Kewilayahan

Jumlah Dokumen 

AMPL

Fasilitasi dan 

Monev Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang 

Keciptakaryaan dan 

Kewilayahan

Jumlah dokumen 

bidang 

keciptakaryaan dan 

kewilayahan yang 

dihasilkan

5 01 05 2.03 01
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1 14
Asistensi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD dan

RKPD) Bidang 

Keciptakaryaan dan 

Kewilayahan

Jumlah Dokumen 

AMPL

Fasilitasi dan 

Monev Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang 

Keciptakaryaan dan 

Kewilayahan

Jumlah dokumen 

bidang 

keciptakaryaan dan 

kewilayahan yang 

dihasilkan

Pelaksanaan 

Monitoring dan 

Evaluasi

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD dan

RKPD) 

Keciptakaryaan dan 

Kewilayahan

Jumlah Dokumen 

AMPL

Fasilitasi dan 

Monev Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang 

Keciptakaryaan dan 

Kewilayahan

Jumlah dokumen 

bidang 

keciptakaryaan dan 

kewilayahan yang 

dihasilkan

Persentase 

Penjabaran  

Konsistensi Program 

RPJMD ke dalam 

RKPD

PROGRAM 

PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN 

DAERAH

Persentase 

Penjabaran  

Konsistensi 

Dokumen 

Perencanaan 

(RPJPD, RPJMD, 

RKPD, RENSTRA 

PD, & RENJA PD)

Perencanaan

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan

Persentase 

Kesesuaian  

Program/Kegiatan 

Yang Direncanakan 

(RKPD) Terhadap 

Program/Kegiatan  

Yang Dianggarkan  

(APBD)

03 Penyusunan  RPJMD

Jumlah Dokumen 

Rancangan Awal 

RPJMD, Rancangan 

Akhir RPJMD dan 

Dokumen RPJMD 

Tahun 2018-2023 

yang ditetapkan 

dengan Peraturan 

Daerah 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan   

Daerah   (RPJPD,   

RPJMD   dan RKPD) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Rancangan Awal 

RPJMD, Rancangan 

Akhir RPJMD dan 

Dokumen RPJMD 

Tahun 2018-2023 

yang ditetapkan 

dengan Peraturan 

Daerah 

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

Revisi   RPJMD

Jumlah Dokumen 

Perubahan RPJMD 

periode 2018-2023

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan   

Daerah   (RPJPD,   

RPJMD   dan RKPD) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Perubahan RPJMD 

periode 2018-2023

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

21

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah
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11

Penyusunan 

Rancangan Awal 

RPJMD 

Jumlah Dokumen 

Rancangan Awal 

RPJMD Teknokratik 

periode 2023-2028

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan   

Daerah   (RPJPD,   

RPJMD   dan RKPD) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Rancangan 

Teknokratik RPJMD 

Teknokratik 

periode 2023-2028

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

05

Penyusunan 

Rancangan Awal 

RKPD

Jumlah Dokumen 

Rancangan  Awal  

Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

(RKPD) 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan   

Daerah   (RPJPD,   

RPJMD   dan RKPD) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Rancangan  Awal  

Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

(RKPD) 

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

07 Penetapan RKPD

Jumlah Dokumen 

Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

(RKPD) Pokok dan 

Perubahan yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan   

Daerah   (RPJPD,   

RPJMD   dan RKPD) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

(RKPD) Pokok dan 

Perubahan yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

08

Pelaksanaan 

asistensi dokumen 

perencanaan

Jumlah kegiatan 

asistensi penyusunan 

renstra,renja,RKA  

APBD,RKPA APBDP

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan   

Daerah   (RPJPD,   

RPJMD   dan RKPD) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan 

Informasi yang 

dikelola

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

13

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Musrenbang

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan  

Musrenbang 

tingkat 

Desa/Kelurahan, 

Kecamatan, Forum 

Perangkat Daerah , 

Musrenbang RKPD 

Kabupaten 

Sidenreng 

Rappang, 

Musrenbang 

Provinsi dan 

Nasional

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

Jumlah kegiatan  

Musrenbang tingkat 

Desa/Kelurahan, 

Kecamatan, Forum 

Perangkat Daerah , 

Musrenbang RKPD 

Kabupaten Sidenreng 

Rappang, 

Musrenbang Provinsi 

dan Nasional

Penyelenggaraan 

Musrenbang RKPD
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14

Koordinasi 

Pelaksanaan Forum 

Perangkat 

Daerah/Lintas 

Perangkat Daerah

Jumlah Forum 

Perangkat 

Daerah/Lintas 

Perangkat Daerah 

yang terakomodir

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

Pengelolaan 

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (SIPD)

Jumlah Aplikasi SIPD 

dan Aplikasi Simda 

Perencanaan yang 

dikembangkan dan 

dikelola

Pengintegrasian 

Dokumen 

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah dengan 

Rencana Perangkat

Daerah dan 

Rencana 

Pembangunan 

Lainnya

Jumlah Aplikasi 

SIPD dan Aplikasi 

Simda Perencanaan 

yang 

dikembangkan dan 

dikelola

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

Pengelolaan dan 

pengembangan 

sistem informasi 

monitoring dan 

evaluasi (Simonev)

Jumlah sistem 

aplikasi yang dikelola 

dan dikembangkan

Pengintegrasian 

Dokumen 

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah dengan 

Rencana Perangkat

Daerah dan 

Rencana 

Pembangunan 

Lainnya

Jumlah sistem 

aplikasi yang 

dikelola dan 

dikembangkan

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah sistem 

informasi 

Pembangunan 

Daerah  yang 

terpelihara, tersedia 

dan termanfaatkan

Pengintegrasian 

Dokumen 

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah dengan 

Rencana Perangkat

Daerah dan 

Rencana 

Pembangunan 

Lainnya

Jumlah sistem 

informasi 

Pembangunan 

Daerah  yang 

terpelihara, 

tersedia dan 

termanfaatkan

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) yang 

ditetapkan dengan 

peraturan kepala 

daerah

Siergitas 

perencanaan dan 

penganggaran 

pembangunan 

daerah

Jumlah Dokumen 

Rencana Penerapan 

SPM, Pelaporan 

Penerapan SPM, 

Dokumen IKU dan 

IKK dan Pelaporan 

IKU dan IKK 

Evaluasi Capaian 

Program/Kegiatan 

terkait SPM

Jumlah Capaian 

Realisasi 

Program/kegiatan 

APBD terkait SPM

Pengendalian, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Pembangunan 

Daerah

Cakupan pelaporan 

SPM dan IKD

Monitoring 

Program dan 

Kegiatan Perangkat

Daerah

Pengendalian, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah 

Program/kegiatan 

APBD yang sesuai 

dengan 

perencanaan

Jumlah kegiatan  

Musrenbang tingkat 

Desa/Kelurahan, 

Kecamatan, Forum 

Perangkat Daerah , 

Musrenbang RKPD 

Kabupaten Sidenreng 

Rappang, 

Musrenbang Provinsi 

dan Nasional

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Jumlah Laporan 

Realisasi 

Fisik/Keuangan 

Program/kegiatan 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten Sidrap                 

Jumlah Laporan 

Realisasi 

Fisik/Keuangan 

Program/kegiatan 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten Sidrap                 

Penyelenggaraan 

Musrenbang RKPD
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Evaluasi Capaian 

Program/Kegiatan 

Perangkat

Pengendalian, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Capaian 

Realisasi 

Program/kegiatan 

APBD

Koordinasi 

Penyusunsn Data 

DAK,APBD 

I,APBN/PHLN,TP dan 

Dekonsentrasi

Jumlah pengusulan 

dan pelaporan 

pelaksanaan sumber 

sumber dana 

DAK,APBD Provinsi , 

APBN/PHLN,TP dan 

Dekonsentrasi

Penyusunan 

Pelaporan Capaian 

Pembangunan

Jumlah pengusulan 

dan pelaporan 

pelaksanaan 

sumber sumber 

dana DAK,APBD 

Provinsi , 

APBN/PHLN,TP dan 

Dekonsentrasi

Pengendalian, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Pembangunan 

Daerah

cakupan laporan 

pelaksanaan 

sumber sumber 

dana DAK,APBD 

Provinsi , 

APBN/PHLN,TP dan 

Dekonsentrasi

22

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Ekonomi

Persentase 

kesusaian kinerja 

bidang ekonomi

Program 

perencanaan 

perekonomian dan 

sumber daya alam

cakupan 

perencanaan 

bidang 

perekonomian dan 

sumber daya alam

Perencanaan

Unsur penunjang 

urusan 

pemerintahan

01

Koodinasi 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah bidang 

perekonomian

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan 

daerah  bidang 

ekonomi  yang 

dilaksanakan

Fasilitasi dan 

monev penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian

Cakupan fasilitasi 

dan monev 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian dan 

sumber daya alam

5 01 3 2.01 01

Asistensi 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

daerah bidang  

perekonomian

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan 

daerah  bidang 

ekonomi  yang 

dilaksanakan

Fasilitasi dan 

monev penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian

Cakupan fasilitasi 

dan monev 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian dan 

sumber daya alam
Pelaksanaan 

monitoring dan 

eavaluasi 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah bidang 

perekonomian

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan 

daerah  bidang 

ekonomi  yang 

dilaksanakan

Fasilitasi dan 

monev penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian

Cakupan fasilitasi 

dan monev 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian dan 

sumber daya alam

Koordinasi 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan 

RKPD) bidang 

ekonomi kreatif

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan 

daerah  bidang 

ekonomi  yang 

dilaksanakan

Fasilitasi dan 

monev penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

bidang ekonomi 

kreatif

Cakupan fasilitasi 

dan monev 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian dan 

sumber daya alam

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Jumlah Laporan 

Realisasi 

Fisik/Keuangan 

Program/kegiatan 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten Sidrap                 

Jumlah Laporan 

Realisasi 

Fisik/Keuangan 

Program/kegiatan 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten Sidrap                 

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

bidang Ekonomi

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan daerah  

bidang ekonomi  
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Asistensi 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) 

bidang ekonomi 

kreatif

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan 

daerah  bidang 

ekonomi  yang 

dilaksanakan

Fasilitasi dan 

monev penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

bidang ekonomi 

kreatif

Cakupan fasilitasi 

dan monev 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian dan 

sumber daya alam

Asistensi 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) 

bidang  ekonomi 

kreatif

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan 

daerah  bidang 

ekonomi  yang 

dilaksanakan

Fasilitasi dan 

monev penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

bidang ekonomi 

kreatif

Cakupan fasilitasi 

dan monev 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian dan 

sumber daya alam
Pelaksanaan 

monitoring dan 

evaluasi 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) 

bidang ekonmi 

kreatif

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan 

daerah  bidang 

ekonomi  yang 

dilaksanakan

Fasilitasi dan 

monev penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

bidang ekonomi 

kreatif

Cakupan fasilitasi 

dan monev 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian dan 

sumber daya alam

Koordinasi 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan 

RKPD) bidang  

Sumber Daya Alam

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan 

daerah  bidang 

ekonomi  yang 

dilaksanakan

Fasilitasi dan 

monev penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

bidang Sumber 

Daya Alam

Cakupan fasilitasi 

dan monev 

dokumen 

perencanaan 

bidang 

perekonomian dan 

sumber daya alam

17

Program 

Perencanaan 

Prasarana Wilayah 

dan Sumber Daya 

Alam

Persentase dokumen 

PSETK yang 

dihasilkan

Program 

Perencanaan 

Sumber Daya Air 

dan Lingkungan 

Hidup 

Cakupan dokumen 

perencanaan 

bidang Sumber 

Daya Air dan 

Lingkungan Hidup 

Perencanaan

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan

5 01 05 2.01 01

01

Operasional 

Pendamping  

IPDMIP

Dokumen PSETK 

pada daerah irigasi 

kewenangan 

kabupaten

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Bidang 

Sumber Daya Air 

dan Lingkungan 

Hidup

Dokumen PSETK 

pada daerah irigasi 

kewenangan 

kabupaten

Fasilitasi dan 

Monev Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang Sumber 

Daya Air dan 

Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen 

bidang Bidang 

Sumber Daya Air 

dan Lingkungan 

Hidup yang 

dihasilkan

Koordinasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

bidang Ekonomi

Jumlah  program 

program prioritas 

nasional dan daerah  

bidang ekonomi  

yang dilaksanakan
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Asistensi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD dan

RKPD) Bidang 

Sumber Daya Air 

dan Lingkungan

Hidup

Dokumen PSETK 

pada daerah irigasi 

kewenangan 

kabupaten

Fasilitasi dan 

Monev Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang Sumber 

Daya Air dan 

Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen 

bidang Bidang 

Sumber Daya Air 

dan Lingkungan 

Hidup yang 

dihasilkan

Pelaksanaan 

Monitoring dan 

Evaluasi

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah (RPJPD, 

RPJMD dan

RKPD) Bidang 

Sumber Daya Air 

dan Lingkungan

Hidup

Dokumen PSETK 

pada daerah irigasi 

kewenangan 

kabupaten

Fasilitasi dan 

Monev Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Bidang Sumber 

Daya Air dan 

Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen 

bidang Bidang 

Sumber Daya Air 

dan Lingkungan 

Hidup yang 

dihasilkan

UNSUR 

PENUNJANG
KEUANGAN

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH 5 02 02
Koordinasi dan 

Penyusunan 

Rencana Anggaran 

Daerah 5 02 02 2,01
Penyusunan KUA 

dan PPAS 5 02 02 2,01 01
Penyusunan 

Perubahan KUA 

dan Perubahan 

PPAS 5 02 02 2,01 02
Penyusunan dan 

Review RKA 

SKPD/Perubahan 

RKA SKPD 5 02 02 2,01 03
Penyusunan dan 

Review DPA 

SKPD/Perubahan 

DPA SKPD 5 02 02 2,01 04

Penyusunan 

rancangan 

peratauran daerah 

tentang APBD

Penyusunan 

peraturan daerah 

tentang APBD dan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

penjabaran APBD 5 02 02 2,01 05

 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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Penyusunan 

rancangan 

peraturan KDH 

tentang penjabaran 

APBD

Penyusunan 

peraturan daerah 

tentang Perubahan 

APBD dan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

penjabaran 

Perubahan APBD 5 02 02 2,01 06

Penyusunan 

rancangan 

peratauran daerah 

tentang perubahan 

APBD

Penyusunan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Teknis Penyusunan 

Anggaran SKPD 5 02 02 2,01 07

Penyusunan 

rancangan 

peraturan KDH 

tentang penjabaran 

perubahan APBD

Penyusunan 

Regulasi Bidang 

Anggaran 5 02 02 2,01 08
Koordinasi 

Perencanaan 

Anggaran 

Pendapatan 5 02 02 2,01 09
Koordinasi 

Perencanaan 

Anggaran Belanja 

Daerah 5 02 02 2,01 10
Koordinasi 

Perencanaan 

Anggaran 

Pembiayaan 5 02 02 2,01 11
 PENINGKATAN 

SISTEM 

PENGAWASAN 

INTERNAL DAN 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN KDH

Koordinasi dan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan 

Daerah 5 02 02 2,02

Pengendalian 

manajemen 

pelaksanaan 

kebijakan KDH

Pelaksanaan 

Pengendalian dan 

Penerbitan 

Anggaran Kas dan 

SPD 5 02 02 2,02 10
Pengendalian 

pelaksanaan 

bantuan dan bagi 

hasil keuangan 

daerah
 PENINGKATAN 

SARANA DAN 

PRASARANA 

APARATUR
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 Penyusunan laporan 

keuangan 

semesteran bidang 

akuntansi

KONSOLIDASI 

LAPORAN 

KEUANGAN SKPD, 

BLUD DAN 

LAPORAN 

KEUANGAN PEMDA

KOORDINASI DAN 

PELAKSANAAN 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

DAERAH

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.04 05

Penyusunan 

ranperda tentang 

pertanggungjawaba

n pelaksanaan APBD

KOORDINASI DAN 

PENYUSUNAN 

RANCANGAN 

PERATURAN 

DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJA

WABAN 

PELAKSANAAN 

APBD PROVINSI 

DAN 

KABUPATEN/KOTA

KOORDINASI DAN 

PELAKSANAAN 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

DAERAH

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.04 04

Penyusunan 

rancangan 

peraturan KDH 

tentang 

pertanggungjawaba

n pelaksanaan APBD

KOORDINASI 

PENYUSUNAN 

LAPORAN 

PERTANGGUNGJA

WABAN 

PELAKSANAAN 

APBD

KOORDINASI DAN 

PELAKSANAAN 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

DAERAH

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.04 02

Penyusunan sistem 

informasi keuangan 

daerah

PENYUSUNAN 

SISTEM DAN 

PROSEDUR 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

PEMERINTAH 

DAERAH

KOORDINASI DAN 

PELAKSANAAN 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

DAERAH

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.04 10

Peningkatan dan 

pengembangan 

pengelolaan 

keuangan daerah

KOORDINASI 

PELAKSANAAN 

AKUNTANSI 

PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN 

KASDA

KOORDINASI DAN 

PELAKSANAAN 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

DAERAH

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.04 01

Penyusunan laporan 

keuangan kabupaten

KONSOLIDASI 

LAPORAN 

KEUANGAN SKPD, 

BLUD DAN 

LAPORAN 

KEUANGAN PEMDA

KOORDINASI DAN 

PELAKSANAAN 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

DAERAH

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.04 05

Rekonsiliasi data 

akuntansi

REKONSILIASI 

REALISASI 

PENDAPATAN DAN 

BELANJA SERTA 

PEMBIAYAAN

KOORDINASI DAN 

PELAKSANAAN 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

DAERAH

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.04 07
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Reviuw 

pertanggungjawaba

n rancangan Perda 

tentang APBD

EVALUASI 

PERTANGGUNGJA

WABAN 

PELAKSANAAN 

APBD 

KABUPATEN/KOTA

PEMBINAAN 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.02 04

Pembinaan 

pengelolaan 

keuangan 

kabupaten/kota

PELAKSANAAN 

PEMBINAAN DAN 

SOSIALISASI 

TENTANG 

PENYUSUNAN 

LAPORAN 

KEUANGAN 

PEMERINTAH 

DAERAH SESUAI 

SISTEM 

AKUNTANSI 

PEMERINTAH 

DAERAH

KOORDINASI DAN 

PELAKSANAAN 

AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

DAERAH

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.04 12

Koordinasi 

pengawasan yang 

lebih komprehensip

EVALUASI 

PERTANGGUNGJA

WABAN 

PELAKSANAAN 

APBD 

KABUPATEN/KOTA

PEMBINAAN 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH KEUANGAN

UNSUR 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 5 02 02 1.02 04
 PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN
 Penyediaan jasa 

surat menyurat

 Penyediaan jasa 

komunikasi sumber 

daya air dan listrik

 Penyediaan jasa 

peralatan dan 

perlengkapan kantor
 Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah

 Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas / operasional
 Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan
 Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

 Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik / penerangan 

bangunan kantor
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PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14
 Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan
 Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah
 Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah
 Pelayanan 

administrasi 

perkantoran
Pembangunan 

gedung kantor
 Pengadaan 

kendaraan dinas / 

operasional

 Pengadaan Sewa 

kendaraan dinas / 

operasional

Belanja Sewa 

Sarana Mobilitas 

Darat

Tersedianya 

kendaraan dinas 

operasional sewa

Belanja Sewa 

Sarana Mobilitas

Jumlah kendaraan 

sewa yang dipakai

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Prosentase sarana 

prasarana aparatur 

dengan kondisi baik

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 02 01 2,08 01
 Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor
Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor
 Pengadaan 

meubelair

 Pemeliharaan rutin 

/ berkala rumah 

dinas

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Terpeliharanya 

rumah dinas 

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Rumah Dinas

Jumlah rumah 

dinas yang 

dipelihara dengan 

baik

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Prosentase sarana 

prasarana aparatur 

dengan kondisi baik

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 02 01 2,03 27
 Pemeliharaan rutin 

/ berkala gedung 

kantor

 Pemeliharaan rutin 

/ berkala kendaraan 

dinas / operasional
 Pemeliharaan rutin 

/ berkala 

perlengkapan 

gedung kantor
 Pemeliharaan arsip 

kepegawaian

 Pemeliharaan rutin 

/ berkala kendaraan 

dinas / operasional 

bidang aset

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Terpeliharanya 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang ada di 

Pengelola BMD

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional 

yang dipelihara 

dengan baik

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Prosentase sarana 

prasarana aparatur 

dengan kondisi baik

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 02 01 2,03 30
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14
Pendidikan dan 

pelatihan formal

 Sosialisasi peraturan 

perundang-

undangan
 Bimbingan tehnis 

implementasi 

peraturan 

perundang-

undangan
 PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA 

DAN IKHTISAR 

REALISASI KINERJA 

SKPD

 Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD
 Penyusunan laporan 

keuangan 

semesteran

 Penyusunan 

pelaporan prognosis 

realisasi anggaran
Penyusunan laporan 

keuangan akhir 

tahun
 Penyusunan laporan 

keuangan 

semesteran bidang 

perbendaharaan
 Penyusunan laporan 

keuangan 

semesteran bidang 

akuntansi
 Penyusunan 

program dan 

kegaiatan

 Penyusunan laporan 

semesteran BMD

Konsolidasi 

Penyusunan 

Laporan Barang 

Milik Daerah dari 

SKPD

Tersedianya 

Laporan BMD SKPD 

semester dan 

tahunan

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Tersusunnya 

laporan hasil 

pengelolaan barang 

milik daerah

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Tersusunnya 

laporan hasil 

pengelolaan barang 

milik daerah

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 2 3 2,01 12
 PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN 

DAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Penyusunan standar 

satuan belanja

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Standar Satuan 

Belanja

Tersedianya 

standar kebuhan 

belanja 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Standar Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah

Program 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah Dokumen 

analisa standar 

belanja 'yang 

disusun

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 2 3 2,01 2

Penyusunan standar 

satuan harga

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Standar Harga 

Berdasarkan Jenis 

dan Tipe Barang

Tersedianya 

standar satuan 

harga

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Standar Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah

Terbitnya Perbup 

SSH

Program 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah Dokumen 

analisa standar 

harga yang disusun

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 2 3 2,01 1
Penyusunan sistem 

dan prosedure 

pengelolaan 

keuangan daerah
Penyusunan 

rancangan 

peratauran daerah 

tentang APBD
Penyusunan 

rancangan 

peraturan KDH 

tentang penjabaran 

APBD
Penyusunan 

rancangan 

peratauran daerah 

tentang perubahan 

APBD

Penyusunan 

rancangan 

peraturan KDH 

tentang penjabaran 

perubahan APBD

Penyusunan 

ranperda tentang 

pertanggungjawaba

n pelaksanaan APBD

Penyusunan 

rancangan 

peraturan KDH 

tentang 

pertanggungjawaba

n pelaksanaan APBD
Penyusunan sistem 

informasi keuangan 

daerah
Penyusunan sistem 

informasi 

pengelolaan 

keuangan daerah
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Peningkatan sistem 

manajemen 

penatausahaan aset 

daerah

Inventarisasi 

Barang Milik 

Daerah

Tersedianya Buku 

Inventaris Induk 

BMD

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Tersusunnya 

laporan hasil 

pengelolaan barang 

milik daerah

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Tersusunnya 

laporan hasil 

pengelolaan barang 

milik daerah

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 2 3 2,01 6

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah

Terlaksananya 

sistem  manajemen 

penatausahaan 

aset

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Tersusunnya 

laporan hasil 

pengelolaan barang 

milik daerah

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Tersusunnya 

laporan hasil 

pengelolaan barang 

milik daerah

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 2 3 2,01 5
Peningkatan 

manajemen 

investasi daerah

Intensifikasi dan 

eksentifikasi sumber-

sumber pendapatan 

daerah 
Peningkatan dan 

pengembangan 

pengelolaan 

keuangan daerah

Pengawasan dan 

pengendalian pajak 

dan retribusi daerah
Penyusunan 

pedoman 

perencanaan 

kebutuhan dan 

pemeliharaan 

barang / jasa

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah

Tersedianya 

Pedoman 

Perencanaan dan 

Kebutuhan SKPD

Penyusunan 

Pedoman 

Perencanaan 

Kebutuhan dan 

Pemeliharaan 

Barang/Jasa

Tersusunnya 

Pedoman 

Kebutuhan BMD & 

Pemeliharaan BMD

Program 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah Dokumen 

RKBU dan RKBMD 

yang disusun

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 2 3 2,01 3
Penyusunan 

rancangan 

peraturan KDH 

tentang pedoman 

pengamanan BMD

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Tersedianya aturan 

pengamanan BMD

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah X XX 5 02 01 2,03 15

Penyusunan laporan 

keuangan kabupaten
Peningkatan dan 

pengembangan 

pengelolaan utang

Peningkatan 

manajemen aset / 

barang daerah 

bidang pemanfaatan 

tanah

Koordinasi Hasil 

Penilaian Barang 

Milik Daerah

Terlaksanya 

pemanfaata 

penggunaan BMD

Peningkatan 

Manajemen 

Aset/Barang 

daerah Bidang 

Pemanfaatan Aset

Penjualan barang 

dan

pemanfaatan 

barang milik

daerah, 

administrasi

perjanjian sewa 

dan

pinjam pakai BMD 

yang

dimanfaatkan 

Program 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Jumlah BMD yang 

dimanfaatkan 

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 2 3 2,01 8
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14
Peningkatan 

manajemen aset / 

barang daerah 

bidang pengendalian 

aset
Monitoring / 

evaluasi pajak dan 

retribusi daerah

Intensifikasi dan 

eksentifikasi sumber-

sumber pendapatan 

daerah ( Non PAD )

Penghapusan barang 

milik daerah

Koordinasi, 

pengawasan dan 

pengendalian atas 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemusnahan dan 

Penghapusan 

Barang Milik 

Daerah

Usulan 

Penghapusan, 

Proses 

Penghapusan, SK 

Penghapusan BMD

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Tersusunnya 

laporan hasil 

pengelolaan barang 

milik daerah

Program 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 02 03 2,01 07

Koordinasi, 

pengawasan dan 

pengendalian atas 

Pemindahtanganan 

Barang Milik 

Daerah

Risalah Lelang, 

Naskah Hibah, 

BAST

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Program 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 02 03 2,01 09

Pengamanan / 

pengendalian 

barang milik daerah

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Pengamanan Fisik, 

Administrasi dan 

Hukum Barang 

Milik Daerah

Sertifikat, BPKB, 

Patok Tanah, Papan 

Nama Tanah 

Pemda dll

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Program 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 02 03 2,01 10

Pembinaan 

peningkatan sumber 

daya bendahara 

pengeluaran belanja 

langsung

Pembinaan 

peningkatan sumber 

daya bendahara 

pengeluaran belanja 

tidak langsung (gaji)

Peningkatan SDM 

pengelola keuangan
Peningkatan dan 

pengembangan 

pengelolaan BMD
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14
Pendampingan 

penyusunan 

pelaporan keuangan 

SKPD
Penyusunan data 

rekonsiliasi
Reviuw 

pertanggungjawaba

n rencangan Perda 

tentang 

pertanggungjawaba

n APBD
Reviuw 

pertanggungjawaba

n rencangan 

Peraturan KDH 

tentang 

pertanggungjawaba

n APBD
Rekonsiliasi data 

realisasi dan 

pertanggungjawaba

n

Penyusunan data 

rekonsiliasi bidang 

aset

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Rekonsiliasi dalam 

Rangka 

Penyusunan 

Laporan Barang 

Milik Daerah

Terlaksananya 

rekonsiliasi BMD 

skpd

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Tersusunnya 

laporan hasil 

pengelolaan barang 

milik daerah

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan

Keuangan 5 2 3 2,01 11

Evaluasi penyusunan 

laporan dan 

rekonsiliasi data 

penerimaan belanja 

gaji

Monitoring, evaluasi 

dan pelaporan

Pembinaan dan 

fasilitasi pengelolaan 

keuangan 

kabupaten/kota
 PENINGKATAN 

SISTEM 

PENGAWASAN 

INTERNAL DAN 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN KDH
Pengendalian 

manajemen 

pelaksanaan 

kebijakan KDH
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Koordinasi 

pengawasan yang 

lebih komprehensip
Pengendalian 

pelaksanaan 

bantuan dan bagi 

hasil keuangan 

daerah

Pengendalian 

pembiayaan daerah

Evaluasi manajemen 

penatausahaan aset

Koordinasi dan 

Pembinaan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah

Terlaksananya 

pelatihan dan 

sosialisasi

Unsur Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Keuangan 5 2 3 2,01 13

Monitoring, evaluasi 

dan pelaporan
 PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN 

DAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Meningkatnya Tata 

Kelola Administrasi 

Keuangan Daerah Keuangan 5 02 02 2

2'0

2

Pembinaan 

peningkatan sumber 

daya bendahara 

pengeluaran belanja 

langsung

MeningkatnyaTata 

Kelola Administrasi 

Keuangan Daerah

 - Koordinasi 

Pengelolaan   Kas 

Daerah 02 02 2 02 01

Pembinaan 

peningkatan sumber 

daya bendahara 

pengeluaran belanja 

tidak langsung (gaji)

 - Penatausahaan 

Pembiayaan 

Daerah 02 02 2 02 02

 - Koordinasi 

Pengelolaan   Dana 

Perimbangan dan 

Dana Transfer 

Daerah Lainnya 02 02 2 02 03
 PEMBINAAN DAN 

FAILITASI 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

KABUPATEN / KOTA

 - Pemprosesan, 

Penerbitan dan 

Pendistribusian 

Lembar SP2D 02 02 2 02 04
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Evaluasi penyusunan 

laporan dan 

rekonsiliasi data 

penerimaan belanja

 - Koordinasi 

Pelaksanaan dan 

Penelitian 

Kelengkapan 

Dokumen SPP dan 

SPM, Pemberian 

Pembebanan 

Rincian 

Penggunaan atas 

Pengesahan SPJ 

Gaji dan Non Gaji, 

serta Penerbitan 

SKPP 02 02 2 02 05

UNSUR 

PENUNJANG
KEUANGAN

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah dokumen 

yang bermaterai

Penyediaan jasa 

surat menyurat

Jumlah dokumen 

yang bermaterai

Administrasi umum Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Program Pelayanan 

Admninistrasi 

Perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 1

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air & Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air & 

Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Administrasi umum Iuran listrik 

terbayarkan setiap 

bulannya

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Program Pelayanan 

Admninistrasi 

Perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 2

Penyediaan Jasa 

Peralatan & 

Perlengkapan Kantor

Waktu penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Penyediaan Jasa 

Peralatan & 

Perlengkapan 

Kantor

Waktu penyediaan 

jasa peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Administrasi umum Terpenuhinya 

peralatan & 

perlengkapan 

kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 3

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah penyediaan 

jasa jaminan barang 

milik daerah

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah penyediaan 

jasa jaminan 

barang milik 

daerah

Administrasi umum Terpenuhinya 

asuransi kendaraan 

dinas

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 5

Penyediaan Jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas operasional

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda empat dan dua 

yang terbayarkan

Penyediaan jasa 

pemeliharaan & 

perizinan  

kendaraan 

dinas/operasional 

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

Roda empat dan 

dua yang 

terbayarkan

Administrasi umum Terbayarnya pajak 

(STNK) kendaraan 

dinas

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 6

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan keuangan

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan 

keuangan

Administrasi umum Terlaksananya 

administrasi 

keuangan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 7

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Administrasi umum Terpenuhinya 

bahan/peralatan 

kebersihan kantor 

dan upah / jasa 

pihak ketiga

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

x xx 1 2.03 8

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik / penerangan 

bangunan kantor

Jumlah komponen 

instalasi listrik yang 

tersedia

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik / penerangan 

bangunan kantor

Jumlah komponen 

instalasi listrik yang 

tersedia

Administrasi umum Terpenuhinya 

komponen instalasi 

listrik / penerangan 

bangunan kantor 

yang diadakan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

x xx 1 2.03 12

BADAN PENDAPATAN DAERAH
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan keuangan

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan 

keuangan

Administrasi umum Terpenuhinya 

bahan bacaan & 

peraturan 

perundang-

undangan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

x xx 1 2.03 15

Repat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke dalam 

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke 

dalam daerah

- Administrasi umum

Repat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar  

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah konsultasi ke 

luar daerah

Repat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar  

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah konsultasi 

ke luar daerah

Administrasi umum Terlaksananya 

konsultasi luar 

daerah

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 18

Penyediaan alat 

tulis kantor

Jumlah penyediaan 

jasa jaminan 

barang milik 

daerah

Administrasi umum Tersedianya alat 

tulis kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 10

Penyediaan barang 

cetakan & 

penggandaan

Jumlah Penyediaan 

barang cetakan & 

penggandaan

Administrasi umum Tersedianya barang 

cetakan & 

penggandaan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 11

Penyediaan 

makanan & 

minuman

Jumlah penyediaan 

makanan & 

minuman

Administrasi umum Tersenyedianya 

makanan & 

minuman

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 17

Program 

Peningkatan 

Sarana& Prasarana 

Kantor
Pembangunan 

gedung kantor Jumlah gedung 

kantor yang diadakan

- - - - - - - -

Pengadaan 

kendaraan dinas 

operasional

Jumlah kendaraan 

yang diadakan

Pengadaan 

kendaraan dinas 

operasional

Jumlah kendaraan 

yang diadakan

Administrasi umum Tersedianya 

Tersedianya 

kendaraan dinas 

yang diadakn

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 20

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah & jenis 

perlengkapan kantor 

yang diadakan

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah & jenis 

perlengkapan 

kantor yang 

diadakan

Administrasi umum Tersedianya 

perlengkapan 

kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 22

Pengadaan 

peralatan  gedung 

kantor

Jumlah  & jenis 

peralatan gedung 

kantor yang diadakan

Pengadaan 

peralatan  gedung 

kantor

Jumlah  & jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakan

Administrasi umum Tersedianya 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakn

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 23

Pemeliharaan rutin / 

berkala gedung 

kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipeliharan

Pemeliharaan rutin 

/ berkala gedung 

kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipeliharan

Administrasi umum Terpeliharanya 

gedung kantor

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 28

Pemeliharaan rutin / 

berkala kendaraan 

dinas operasional

Jumlah kendaraan 

yang dinas 

operasional yang 

dipelihara

Pemeliharaan rutin 

/ berkala 

kendaraan dinas 

operasional

Jumlah kendaraan 

yang dinas 

operasional yang 

dipelihara

Administrasi umum Terpeliharanya 

kendaraan dinas 

operasional

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.03 30

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran yang 

tersedia
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Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan
Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPKD

Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja 

SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPKD

Administrasi 

Keuangan Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPKD

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.02 06

Penyusunan 

pelaporan keuangan 

semesteran

Jumlah laporan 

keuangan

Penyusunan 

laporan keuangan  

bulanan / 

semesteran

Jumlah laporan 

keuangan bulanan 

/ semesteran

Administrasi 

Keuangan Tersusunnya 

laporan keuangan 

semesteran BPKD

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.02 07

Penyusunan 

pelaporan porgnosis 

realisasi anggaran

Jumlah  laporan 

prognosis realisasi 

anggaran

Penyusunan 

pelaporan 

porgnosis realisasi 

anggaran

Jumlah  laporan 

prognosis realisasi 

anggaran

Administrasi 

Keuangan

Tersusunnya 

laporan prognosis 

realisasi anggaran

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.02 08

Penyusunan 

pelaporan keuangan 

akhir tahun

Jumlah laporan 

keuangan akhir tahun

Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

Tersusunnya 

laporan keuangan

Administrasi 

Keuangan

Tersusunnya 

laporan keuangan

Program penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

Keuangan Penunjang Urusan 

Pemerintahan

x xx 1 2.02 09

Program 

Perencanaan, 

Pengembangan dan 

Evaluasi 

Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan 

sistem informasi 

pajak daerah & 

retribusi daerah

Pembuatan Web 

Bapenda

Penyelenggaraan 

sistem informasi 

pajak daerah & 

retribusi daerah

Pembuatan Web 

Bapenda

Perencanaan, 

pengembangan & 

evaluasi 

pendapatan daerah

Terpublikasikannny

a web Bapenda

Program 

pengelolaan 

pendapatan daerah

Pembuatan Web 

Bapenda

Keuangan Unsur Penunjang 

bidang 

pemerintahan

5 2 04 2.02 8

Perumusan 

strandarisasi 

kebijakan 

operasional 

prosedur pajak 

daerah & retribusi 

daerah

Penyusunan SOP 

Pajak Daerah & 

Retribusi Daerah

Penyusunan 

standarisasi 

kebijakan 

operasional 

prosedur pajak 

daerah & retribusi 

daerah

Penyusunan SOP 

Pajak Daerah & 

Retribusi Daerah

Perencanaan, 

pengembangan & 

evaluasi 

pendapatan daerah

Terselesaikannya 

SOP Pajak Daerah 

& Retribusi Daerah

Program 

pengelolaan 

pendapatan daerah

Penyusunan SOP 

Pajak Daerah & 

Retribusi Daerah

Keuangan Unsur Penunjang 

bidang 

pemerintahan

5 2 04 2.02 3

Pemeliharaan & 

pemutahiran basis 

data pajak daerah 

dan retribusi daerah

Terpenuhinya data 

WP & pelayanan 

Pajak Daerah & 

Retribusi Daerah

Pemeliharaan & 

pemutahiran basis 

data pajak daerah 

dan retribusi 

daerah

Terpenuhinya data 

WP & pelayanan 

Pajak Daerah & 

Retribusi Daerah

Perencanaan, 

pengembangan & 

evaluasi 

pendapatan daerah

Meningkatnya 

pelayanan pajak 

daerah & Retribusi 

Daerah

Program 

pengelolaan 

pendapatan daerah

Terpenuhinya data 

WP & pelayanan 

Pajak Daerah & 

Retribusi Daerah

Keuangan Unsur Penunjang 

bidang 

pemerintahan

5 2 04 2.02 9

Pemeriksaan pajak 

daerah

Meningkatnya 

Pengawasan PAD

Pemeriksaan pajak 

daerah

Meningkatnya 

Pengawasan PAD

Perencanaan, 

pengembangan & 

evaluasi 

pendapatan daerah

Mengurangi tingkat 

kebocokan PAD

Program 

pengelolaan 

pendapatan daerah

Meningkatnya 

Pengawasan PAD

Keuangan Unsur Penunjang 

bidang 

pemerintahan

5 2 04 2.02 10

Monitoring & 

evaluasi 

pemungutan pajak 

daerah & retribusi 

daerah

Meningkatnya 

penerimaan PAD

Monitoring & 

evaluasi 

pemungutan pajak 

daerah & retribusi 

daerah

Meningkatnya 

penerimaan PAD

Perencanaan, 

pengembangan & 

evaluasi 

pendapatan daerah

Pembayaran Pajak 

& Retribusi tepat 

waktu

Program 

pengelolaan 

pendapatan daerah

Meningkatnya 

penerimaan PAD

Keuangan Unsur Penunjang 

bidang 

pemerintahan

5 2 04 2.02 11
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Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Cakupan ASN yang 

telah mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
Pendidikan dan 

Pelatihan Formal 

bagi ASN

Jumlah ASN  Yang  

mengikuti pendidikan 

dan pelatihan formal

Pengelolaan 

Pendidikan 

Lanjutan ASN

Jumlah ASN  Yang  

mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan formal

Peningkatan 

Kapasitas ASN

Jumlah 

Pengelolaan 

Pendidikan 

Lanjutan ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah

Cakupan ASN yang 

telah mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,03 07

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Tekhnis/Fungsional 

bagi ASN

Jumlah ASN  yang 

mengikuti pendidikan 

tehnis dan fungsional

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi Bagi 

Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpinan, 

dan Prajabatan

Jumlah ASN  yang 

mengikuti 

pendidikan tehnis 

dan fungsional

Sertifikasi, 

Kelembagaan, 

Pengembangan 

Kompetensi 

Manajerial dan 

Fungsional

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi 

Tekhnis dan 

Fungsional ASN

Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia
Cakupan ASN yang 

telah mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan

Pendidikan dan 

Pelatihan

Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 04 02 2,02 07

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

Pendidikan dan 

Pelatihan Prajabatan 

bagi CASN

Jumlah CASN   yang 

mengikuti pendidikan 

dan pelatihan 

prajabatan

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi Bagi 

Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpinan, 

dan Prajabatan

Jumlah CASN   yang 

mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan 

prajabatan

Sertifikasi, 

Kelembagaan, 

Pengembangan 

Kompetensi 

Manajerial dan 

Fungsional

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi 

Prajabatan 

Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia
Cakupan ASN yang 

telah mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan

Pendidikan dan 

Pelatihan

Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 04 02 2,02 07

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

Pendidikan dan 

Pelatihan Struktural

Jumlah Pejabat yang 

mengikuti pendidikan 

dan pelatihan 

struktural

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi Bagi 

Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpinan, 

dan Prajabatan

Jumlah Pejabat 

yang mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan struktural

Sertifikasi, 

Kelembagaan, 

Pengembangan 

Kompetensi 

Manajerial dan 

Fungsional

Jumlah Kegiatan 

Pengembangan 

Kompetensi 

Kepemimpinan

Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia
Cakupan ASN yang 

telah mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan

Pendidikan dan 

Pelatihan

Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 04 02 2,02 07

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Penyusunan 

Rencana 

Pembinaaan Karier 

ASN

Jumlah ASN yang 

mengikuti Ujian 

Dinas dan 

Penyesuaian Ijazah

Pengembangan 

Kerier dan Promosi 

ASN

Jumlah ASN yang 

mengikuti Ujian 

Dinas dan 

Penyesuaian Ijazah

Pengembangan 

Karier ASN

Jumlah Kegiatan 

Pengembangan 

Karier yang 

dilaksanakan

Program 

Kepegawaian 

Daerah

Cakupan ASN yang 

telah mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,04 01

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
Pemberian 

Satyalancana bagi 

ASN

Jumlah ASN yang 

mendapatkan 

satyalencana

Penegakan Disiplin, 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Perlindungan

Jumlah ASN yang 

mendapatkan 

satyalencana

Pembinaan ASN Cakupan 

Pemberian 

Penghargaan 

(satyalencana) ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah

Cakupan ASN yang 

telah mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,05 03

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
Pemberian 

Penghargaan bagi 

ASN Berprestasi

Jumlah ASN  

berprestasi yang 

mendapatkan 

penghargaan

Penegakan Disiplin, 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Perlindungan

Jumlah ASN  

berprestasi yang 

mendapatkan 

penghargaan

Pembinaan ASN Cakupan 

Pemberian 

Penghargaan  ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah

Cakupan ASN yang 

telah mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,05 03

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Aparatur

Cakupan ASN yang 

direkrut sesuai 

dengan Formasi

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Cakupan Evaluasi 

Kinerja Aparatur
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
Pengadaan Aparatur 

Sipil Negara dan 

Pengangkatan 

Pegawai Perjanjian 

Kontrak

Jumlah Pengadaan 

Calon ASN dan 

Pengangkatan 

Pegawai Perjanjian 

Kontrak

Penyusunan 

Analisis Kebutuhan, 

Formasi, dan 

Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

Jumlah Pengadaan 

Calon ASN dan 

Pengangkatan 

Pegawai Perjanjian 

Kontrak

Administrasi 

Kepegawaian

Cakupan 

Pelaksanaan 

Pengadaan ASN 

dan P3K

Program 

Kepegawaian 

Daerah Cakupan ASN yang 

direkrut sesuai 

dengan Formasi

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,02 01

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

Penempatan ASN

Jumlah Penempatan 

ASN sesuai dengan 

Kompetensi dan 

Pendidikan

Penataan dan 

Mutasi Jabatan

Jumlah 

Penempatan ASN 

sesuai dengan 

Kompetensi dan 

Pendidikan

Administrasi 

Kepegawaian

Cakupan 

Pelaksanaan 

Penataan dan 

Mutasi Jabatan 

ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah
Cakupan Evaluasi 

Kinerja Aparatur

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,02 02

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

Penyusunan Syarat 

Jabatan

Penyelenggaraan 

Seleksi Jabatan 

Eselon II dan Tes 

kompetensi Eselon II

Pengembangan 

Assessment Center

Penyelenggaraan 

Seleksi Jabatan 

Eselon II dan Tes 

kompetensi Eselon 

II

Peningkatan 

Kapasitas ASN

Cakupan 

Pelaksanaan Seleksi 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi

Program 

Kepegawaian 

Daerah
Cakupan Evaluasi 

Kinerja Aparatur

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,03 03

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

Penyumpahan CASN 

menjadi ASN

Jumlah CASN Kab. 

Sidenreng Rappang 

yang disumpah 

menjadi ASN

Jumlah CASN Kab. 

Sidenreng Rappang 

yang disumpah 

menjadi ASN

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
Evaluasi Kinerja 

Aparatur

Jumlah ASN yang 

diukur kinerjanya

Pengembangan 

Penilaian Kinerja 

ASN

Jumlah ASN yang 

diukur kinerjanya

Peningkatan 

Kapasitas ASN

Cakupan 

Pelaksanaan 

Penilaian Kinerja 

ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah

Cakupan Evaluasi 

Kinerja Aparatur

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,03 02

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Sosialisasi dan 

Bimbingan 

Persiapan Masa 

Pensiun ASN

Jumlah ASN yang 

Mendapatkan 

Bimbingan Persiapan 

Masa Pensiun

Jumlah ASN yang 

Mendapatkan 

Bimbingan 

Persiapan Masa 

Pensiun
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

 Kelembagaan 

Profesi ASN

Jumlah ASN yang 

difasilitasi

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Profesi ASN 

(KORPRI dan 

Lembaga Profesi 

ASN Lainnya)

Jumlah ASN yang 

difasilitasi

Peningkatan 

Kapasitas ASN

Cakupan 

Pelaksanaan 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Profesi ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah Cakupan Evaluasi 

Kinerja Aparatur

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,03 04

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur

Persentase ASN yang 

Mendapatkan 

Pembinaan
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

Penanganan Kasus-

Kasus Pelanggaran 

Disiplin ASN 

Jumlah Penanganan 

Kasus Pelanggaran 

Disiplin ASN dan 

mendapatkan 

pembinaan

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

Disiplin ASN

Jumlah 

Penanganan Kasus 

Pelanggaran 

Disiplin ASN dan 

mendapatkan 

pembinaan

Pembinaan ASN Persentase 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

Disiplin ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah Persentase ASN 

yang Mendapatkan 

Pembinaan

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,05 02

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Program Pelayanan 

Administrasi 

Kepegawaian

Cakupan Pelayanan 

Pensiun dan Izin 

Cerai dan Cuti ASN
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KODE KODE

1 14

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Cakupan Pelayanan 

Sistim Informasi 

Kepegawaian dan 

Pelayananan 

Kepangkatan dan 

Berkala
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Pensiun Janda/ Duda 

dan Yatim serta 

Pensiun atas 

Permintaan Sendiri

Jumlah ASN yang 

melakukan 

pengurusan Pensiun

Penyelesaian 

Pemberhentian dan 

Pemberian Pensiun

Jumlah ASN yang 

melakukan 

pengurusan 

Pensiun

Administrasi 

Kepegawaian

Cakupan 

Pelaksanaan 

Pemberian Pensiun 

ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah

Cakupan Pelayanan 

Pensiun dan Izin 

Cerai dan Cuti ASN

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,02 04

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

Izin Cerai/ 

Permasalahan 

Keluarga

Jumlah ASN yang 

terfasilitasi dalam 

proses izin Cerai/ 

Permasalahan 

Keluarga

Penegakan Disiplin, 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Perlindungan

Jumlah ASN yang 

terfasilitasi dalam 

proses izin Cerai/ 

Permasalahan 

Keluarga

Pembinaan ASN Cakupan Fasilitasi 

ASN terkait izin 

Cerai dan 

Permasalahan 

Keluarga

Program 

Kepegawaian 

Daerah
Cakupan Pelayanan 

Pensiun dan Izin 

Cerai dan Cuti ASN

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,05 03

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
Pelayanan cuti ASN

Jumlah ASN yang 

mendapatkan  cuti

Jumlah ASN yang 

mendapatkan  cuti

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Pembangunan/Peng

embangan Sistem 

Informasi 

Kepegawaian 

Daerah

Jumlah Pengelolaan 

data dan Informasi 

pegawai yang 

terintegrasi 

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Manajemen ASN 

dan Manajemen 

Naskah dan 

Dokumen ASN

Jumlah 

Pengelolaan data 

dan Informasi 

pegawai yang 

terintegrasi 

Pengelolaan Data 

dan Informasi ASN

Cakupan 

Pengelolaan data 

dan Informasi ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah

Cakupan Pelayanan 

Sistim Informasi 

Kepegawaian dan 

Pelayananan 

Kepangkatan dan 

Berkala

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,01 01

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Pelayanan 

Kepangkatan dan 

berkala

Jumlah ASN yang 

Naik Pangkat dan 

Berkala

Pengelolaan 

Kenaikan Pangkat 

ASN

Jumlah ASN yang 

Naik Pangkat dan 

Berkala

Administrasi 

Kepegawaian

Cakupan Kenaikan 

Pangkat dan 

Berkala ASN

Program 

Kepegawaian 

Daerah

Cakupan Pelayanan 

Sistim Informasi 

Kepegawaian dan 

Pelayananan 

Kepangkatan dan 

Berkala

Kepegawaian Penunjang Urusan 

Pemerintahan

5 03 02 2,02 10

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

  Jumlah Dokumen 

bermaterai 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

  Jumlah Dokumen 

bermaterai 

Administrasi 

Umum

Jumlah Materai 

yang diadakan

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

x xx 01 2,03 01

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

 Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

 Tersedianya Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Administrasi 

Umum

Cakupan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi dan 

Listrik

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

x xx 01 2,03 02

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
 Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah 

 Jumlah Barang milik 

derah yang 

diasuransikan 

 Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah 

 Jumlah Barang 

milik derah yang 

diasuransikan 

Administrasi 

Umum

Barang Milik 

daerah yang 

diasuransikan

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

x xx 01 2,03 05
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Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

 Jumlah Kendaraan 

Dinas yang 

Diperbaharui 

Perizinannya 

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

 Jumlah Kendaraan 

Dinas yang 

Diperbaharui 

Perizinannya 

Administrasi 

Umum

Barang milik 

Daerah yang 

diperbaharui 

perizinannya

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

x xx 01 2,03 06

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
 Penyediaan jasa 

Administrasi 

Keuangan 

 Pengelolaan jasa 

administrasi 

keuangan yang 

efektif dan akuntabel 

 Penyediaan jasa 

Administrasi 

Keuangan 

 Pengelolaan jasa 

administrasi 

keuangan yang 

efektif dan 

akuntabel 

Administrasi 

Umum

Cakupan 

Pengelolaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

x xx 01 2,03 07

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

 Pembayaran Jasa 

Kebersihan Kantor 

 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

 Pembayaran Jasa 

Kebersihan Kantor 

Administrasi 

Umum

Waktu Pembayaran 

Jasa Kebersihan 

Kantor

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

x xx 01 2,03 08

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian  Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah 

 Jumlah Perjalanan 

Dinas Keluar Daerah 

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah 

 Jumlah Perjalanan 

Dinas Keluar 

Daerah 

Administrasi 

Umum

Cakupan 

Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas 

Luar Daerah

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran 

x xx 01 2,03 18

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian  Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Kedalam 

Daerah 

 Jumlah Perjalanan 

Dinas Dalam Daerah 

 Jumlah Perjalanan 

Dinas Dalam 

Daerah 

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian  Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran  

 pelayanan 

administrasi 

perkantoran yang 

efektif 

 pelayanan 

administrasi 

perkantoran yang 

efektif 
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan 

Ketersediaan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
Pembangunan 

Gedung Kantor  

Jumlah Gedung 

Kantor Yang 

Dibangun 

Jumlah Gedung 

Kantor Yang 

Dibangun 
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
 Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

 jumlah perlengkapan 

gedung kantor yang 

diadakan 

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

 jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan 

Administrasi 

Umum

Cakupan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang diadakan

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

x xx 01 2,03 22

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
 Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

 jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

diadakan 

 Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

 jumlah peralatan 

gedung kantor 

yang diadakan 

Administrasi 

Umum

Cakupan Peralatan 

Gedung Kantor 

yang diadakan

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

x xx 01 2,03 24

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
 Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Gedung 

Kantor 

 gedung kantor yang 

terpelihara 

 Pemeliharaan 

Rutin / Berkala 

Gedung Kantor 

 gedung kantor 

yang terpelihara 

Administrasi 

Umum

Cakupan 

Pemeliharaan 

Gedung Kantor

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

x xx 01 2,03 28

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
 Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Kendaraan 

Dinas / Operasional 

 Jumlah Kendaraan 

Dinas yang 

terpelihara 

 Pemeliharaan 

Rutin / Berkala 

Kendaraan Dinas / 

Operasional 

 Jumlah Kendaraan 

Dinas yang 

terpelihara 

Administrasi 

Umum

Cakupan 

Pemeliharaan 

Kendaraan 

Dinas/Opersional

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

x xx 01 2,03 30
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Urusan 

Penunjang

Kepegawaian  Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

 Jumlah 

perlengkapan gedung 

kantor yang 

terpelihara 

 Pemeliharaan 

Rutin / Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

 Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang terpelihara 

Administrasi 

Umum

Cakupan 

Pemeliharaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

x xx 01 2,03 32

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian
 Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Peralatan 

Gedung Kantor 

 Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

terpelihara 

 Pemeliharaan 

Rutin / Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor 

 Jumlah peralatan 

gedung kantor 

yang terpelihara 

Administrasi 

Umum

Cakupan 

Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

x xx 01 2,03 34

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian

 Pengadaan 

Mebeleur 

 jumlah barang 

mebeleur yang 

diadakan 

 Pengadaan 

Mebeleur 

 jumlah barang 

mebeleur yang 

diadakan 

Administrasi 

Umum

Cakupan 

Pengadaan 

Mebeleur

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan 

Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

x xx 01 2,03 25

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Program 

Peningkatan 

Pengembangan  

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Nilai SAKIP OPD

Urusan 

Penunjang

Kepegawaian Persentase Capaian 

Keuangan OPD
Urusan 

Penunjang

Kepegawaian  Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Dokumen 

yang terselesaikan

Penyusunan 

program kegiatan 

perangkat daerah 

dalam dokumen 

perencanaan

Jumlah Dokumen 

yang terselesaikan

Perencanaan dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah laporan 

perencanaan dan 

evaluasi kinerja PD 

yang dihasilkan

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Nilai SAKIP OPD

x xx 01 2,01 02

UNSUR 

KEWILAYAHA

N

KECAMATAN

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja 

Kecamatan

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja 

Kecamatan

X XX 01

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi

Jumlah dokumen 

Yang dilaporkan

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah dokumen 

Yang dilaporkan

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02 06

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran
Penyedia jasa surat 

Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyedia jasa surat 

Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 01

Penyedia Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya air dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, air 

dan listrik

Penyedia Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya air 

dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, air 

dan listrik

X XX 01 2.03 02

 KECAMATAN PANCA LAUTANG
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Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan

X XX 01 1.03 05

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang dipelihara 

surat-suratnya

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

dipelihara surat-

suratnya

X XX 01 1.03 06

Penyediaan Jasa 

Adminitrasi 

Keuangan

Waktu penyedia jasa 

Adminitrasi 

Keuangan kantor

Penyediaan Jasa 

Adminitrasi 

Keuangan

Waktu penyedia 

jasa Adminitrasi 

Keuangan kantor

X XX 01 1.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

X XX 01 1.03 08

Penyedia Komponen 

Instalasi 

Listik/Penerangan

Waktu penyedia alat 

listrik dan elektronik

Penyedia 

Komponen Instalasi 

Listik/Penerangan

Waktu penyedia 

alat listrik dan 

elektronik

X XX 01 1.03 12

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi Keluar 

daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi Keluar 

daerah

X XX 01 1.03 18

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi dalam 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

 Dihapus karena 

tidak terdapat sub 

kegiatan yang 

sesuai dengan 

Permendagri No. 

90 Tahun 2019 
Pelayanan 

Adminitrasi 

Perkantoran

Waktu Penyediaan 

adminitrasi 

perkantoran lainnya

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Waktu Penyediaan 

adminitrasi 

perkantoran 

lainnya

X XX 01 1.03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Waktu Penyediaan 

adminitrasi 

perkantoran 

lainnya

X XX 01 1.03 11

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

Waktu Penyediaan 

adminitrasi 

perkantoran 

lainnya

X XX 01 1.03 17

Peningkatan Sarana 

dan Prasaranan 

Aparatur

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur
Pembangunan 

gedung kantor

Jumlah 

Pembangunan rumah 

dinas

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Dinas

Jumlah 

Pembangunan 

rumah dinas

X XX 01 1.03 38

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

Perlengkapan gedung 

kantor

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

Perlengkapan 

gedung kantor

X XX 01 1.03 23

Pengadaan 

perlengkapan rumah 

dinas

Jumlah dan jenis 

Perlengkapan Rumah 

dinas

Pengadaan 

perlengkapan 

rumah dinas

Jumlah dan jenis 

Perlengkapan 

Rumah dinas

X XX 01 1.03 22
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Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor

X XX 01 1.03 25

pengadaan 

mebeluer

Jumlah dan jenis 

mebeluer

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah dan jenis 

mebeluer

X XX 01 1.03 26

Pemeliharaan 

rutin/berkala rumah 

dinas

Jumalah dan jenis 

pemeliharaan rumah 

dinas secara berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumalah dan jenis 

pemeliharaan 

rumah dinas secara 

berkala

X XX 01 1.03 28

pemeliharaan 

rutin/Berkala 

gedung kantor

Jumalah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor secara 

berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumalah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor 

secara berkala

X XX 01 1.03 29

Pengadaan 

kendaraan dinas 

operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang di adakan

Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang di adakan

X XX 01 1.03 21

Pemeliharan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

secara berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

secara berkala

X XX 01 1.03 31

pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan rumah 

dinas

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

perlengkapan rumah 

dinas secara berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan

Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

perlengkapan 

rumah dinas secara 

berkala

X XX 01 1.03 32

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala 

Perlengkapan  

gedung kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala 

Perlengkapan  

gedung kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

X XX 01 1.03 33

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Peralatan 

gedung kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Peralatan 

gedung kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

X XX 01 1.03 35

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam 

membangun Desa

Pemberdayaan 

Mayarakat Desa 

dan Kelurahan

Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam 

membangun Desa

Kecamatan Unsur Kewilayahan 7 01 03

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam forum 

musyawarah 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam

Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan

di Desa

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam forum 

musyawarah 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa

Jumlah Masyarakat 

desa yang 

berpartisipasi 

dalam forum 

musyawarah

7 01 03 2.01 01

INSPEKTORAT
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Urusan 

Penunjang

Pengawasan Program 

peningkatan sistem 

pengawasan internal 

dan pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan KDH

Persentase Maturitas 

SPIP Perangkat 

Daerah level 2 keatas

Penanganan Kasus 

pengaduan di 

lingkungan 

pemerintah daerah

Laporan pengaduan 

yang ditindaklanjuti

Tindak Lanjut 

Pengaduan 

Masyarakat

Laporan 

pengaduan yang 

ditindaklanjuti

Asistensi dan 

Pendampingan

Laporan 

pengaduan yang 

ditindaklanjuti

Program 

Perumusan 

Kebijakan, 

Pendampingan dan 

Asistensi

Inspektorat Daerah Unsur Pengawasan 

Urusan 

Pemerintahan

6 01 03 2.02 01

Inventarisasi temuan 

pengawasan

Laporan inventarisasi 

temuan pengawasan

Pemantauan 

Kinerja dan 

Keuangan

Laporan 

inventarisasi 

temuan 

pengawasan

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal

Laporan 

inventarisasi 

temuan 

pengawasan

Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan

6 01 02 2.01 03

Evaluasi berkala 

temuan hasil 

pengawasan

Laporan monitoring 

tlhp

Pemantauan 

Kinerja dan 

Keuangan

Laporan 

monitoring tlhp

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal

Laporan 

monitoring tlhp

6 01 02 2.01 03

Pelaksanaan 

pengawasan internal 

secara berkala

Laporan hasil 

pengawasan

Audit Kinerja dan 

Keuangan

Laporan hasil 

pengawasan

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal

Laporan hasil 

pengawasan

Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan

Persentase 

Maturitas SPIP 

Perangkat Daerah 

level 2 keatas

6 01 02 2.01 01

Pengendalian 

manajemen 

pelaksanaan 

kebijakan KDH

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan lainnya

Audit Kinerja dan 

Keuangan

Laporan hasil 

pengawasan

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan

6 01 02 2.02 01

Review Kinerja dan 

Keuangan

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal

6 01 02 2.01 02

Pemantauan 

Kinerja dan 

Keuangan

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal

6 01 02 2.01 03

Evaluasi Kinerja 

dan Keuangan

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal

6 01 02 2.01 04

Review Kinerja dan 

Keuangan

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan

6 01 02 2.02 02

Pemantauan 

Kinerja dan 

Keuangan

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

6 01 02 2.02 03

Evaluasi Kinerja 

dan Keuangan

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

6 01 02 2.02 04
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Perumusan 

Kebijakan Teknis di 

Bidang 

Pengawasan

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Perumusan 

Kebijakan Teknis di 

Bidang 

Pengawasan Dan 

Fasilitasi 

Pengawasan

Program 

Perumusan 

Kebijakan, 

Pendampingan dan 

Asistensi

6 01 03 2.01 01

Perumusan 

Kebijakan Teknis di 

Bidang Fasilitasi 

Pengawasan

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Perumusan 

Kebijakan Teknis di 

Bidang 

Pengawasan Dan 

Fasilitasi 

Pengawasan

6 01 03 2.01 02

Asistensi dan 

Pendampingan

Laporan monev, 

reviu dan 

pengawasan 

lainnya

Asistensi dan 

Pendampingan

6 01 03 2.02 02

Urusan 

Penunjang

Pengawasan Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Penyediaan jasa 

surat menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01 2.03 01

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 02

Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan milik 

daerah

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu penyediaan 

jasa jaminan milik 

daerah

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 05

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang terbayarkan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah pajak 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang terbayarkan

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 06

Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu penyediaan 

administrasi jasa 

keuangan

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 07

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 08

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yg tersedia

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yg tersedia

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 13
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Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan 

peraturan perundang-

undangan perundang-

undangan yang 

disediakan

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

peraturan 

perundang-

undangan 

perundang-

undangan yang 

disediakan

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 15

Rapat-rapat 

kordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah 

Rapat-Rapat 

Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 18

Rapat-rapat 

kordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Rapat-Rapat 

Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah 

Administrasi 

Umum

X XX X X X

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran yang 

tersedia

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran yang 

tersedia

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran yang 

tersedia

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 11

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

Waktu Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran yang 

tersedia

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 17

Urusan 

Penunjang

Pengawasan Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Persentase Aset 

dalam kondisi baik

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah perlengkapan 

gedung kantor

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

perlengkapan 

gedung kantor

Administrasi 

Umum

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Persentase Aset 

dalam kondisi baik

X XX 01 2.03 22

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah Peralatan 

gedung kantor

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

gedung kantor

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 24

Pengadaan 

mebeleur

Jumlah mebeleur 

yang diadakan

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah mebeleur 

yang diadakan

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 25

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 28

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional 

yang dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional 

yang dipelihara

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 30

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah peralatan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 34
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Rehabilitasi 

sedang/berat 

gedung kantor

Jumlah Gedung 

kantor kantor yang 

direhabilitasi 

sedang/berat

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Gedung 

Kantor

Jumlah Gedung 

kantor kantor yang 

direhabilitasi 

sedang/berat

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 38

Urusan 

Penunjang

Pengawasan Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Persentase 

keterpenuhan 

dokumen 

perencanaan 

penganggaran dan 

pelaporan kinerja 

yang tepat waktu
Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja

Administrasi 

Keuangan

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Persentase 

keterpenuhan 

dokumen 

perencanaan 

penganggaran dan 

pelaporan kinerja 

yang tepat waktu

X XX 01 2.02 06

Urusan 

Penunjang

Pengawasan Program 

Peningkatan 

Profesionalisme 

tenaga pemeriksa 

dan aparatur 

pengawasan

Cakupan aparatur yg 

mendapatkan 

pelatihan kompetensi 

dibidangnya

Pelatihan 

pengembangan 

tenaga pemeriksa 

dan aparatur 

pengawasan

Pegawai yang 

mengikuti diklat 

pembentukan/ 

penjenjangan 

sertifikasi JFT

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

Pegawai yang 

mengikuti diklat 

pembentukan/ 

penjenjangan 

sertifikasi JFT

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Pegawai yang 

mengikuti diklat 

pembentukan/ 

penjenjangan 

sertifikasi JFT

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Cakupan aparatur 

yg mendapatkan 

pelatihan 

kompetensi 

dibidangnya

X XX 01 2.04 09

Pelatihan teknis 

pengawasan dan 

penilaian 

akuntabilitas kinerja

Pegawai yang 

mengikuti pelatihan / 

bimtek

Pendidikan dan 

Pelatihan Formal

Pegawai yang 

mengikuti 

pelatihan / bimtek

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Pegawai yang 

mengikuti 

pelatihan / bimtek

X XX 01 2.04 09

Non 

Program/Belanja 

Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 
Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 
Program/Belanja 

Langsung
Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

XX XX 01

 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat  

Jumlah dokumen 

bermaterai yang 

diadakan

 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat  

Jumlah dokumen 

bermaterai yang 

diadakan

XX XX 01 2.03 01

KECAMATAN TELLU LIMPOE

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

XX XX 01 01
Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

2.02

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum
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 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

XX XX 01 2.03 02

 Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah  

Waktu penyediaan 

jasa jaminan Barang 

Milik Daerah

 Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah  

Waktu penyediaan 

jasa jaminan 

Barang Milik 

Daerah

XX XX 01 2.03 04

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional  

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operaional 

yang disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional  

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operaional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinan

XX XX 01 2.03 06

 Penyediaan Jasa 

Adminsitrasi 

Keuangan 

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

 Penyediaan Jasa 

Adminsitrasi 

Keuangan 

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

XX XX 01 2.03 07

 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

XX XX 01 2.03 08

 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah bangunan 

kantor yang 

disediakan 

komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan

 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah bangunan 

kantor yang 

disediakan 

komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan

XX XX 01 2.03 12

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

XX XX 01 2.03 18

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi kedalam 

daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke dalam 

daerah
 Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan

Kantor 

Jumlah dan Jenis 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan yang 

disediakan

XX XX 01 2.03 03

 Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 

Jumlah Alat Tulis 

Kantor yang 

disediakan

XX XX 01 2.03 10

 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

disediakan

XX XX 01 2.03 11

 Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 

Jumlah Makanan 

dan Minuman yang 

disediakan

XX XX 01 2.03 17

 Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Waktu penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

XX XX 01 2.02 02

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

 Dihapus karena tidak terdapat sub 

kegiatan yang sesuai dengan 

Permendagri No. 90 Tahun 2019 

 Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Waktu pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum
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Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan layanan 

sarana dan 

prasarana aparatur

XX XX 01 2.03

 Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah dan jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan

 Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Jumlah dan jenis 

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang diadakan

XX XX 01 2.03 20

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan rumah 

jabatan/dinas yang 

diadakan

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

rumah 

jabatan/dinas yang 

diadakan

XX XX 01 2.03 21

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang diadakan

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan

XX XX 01 2.03 22

 Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan Jenis 

Peralatan rumah 

dinas diadakan 

 Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan Jenis 

Peralatan rumah 

dinas diadakan 

XX XX 01 2.03 23

 Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang diadakan

 Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakan

XX XX 01 2.03 24

 Pengadaan 

Mebeleur 

Jumlah dan jenis 

mebeleur yang 

diadakan

 Pengadaan 

Mebeleur 

Jumlah dan jenis 

mebeleur yang 

diadakan

XX XX 01 2.03 25

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

Jumlah dan jenis 

rumah dinas yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

Jumlah dan jenis 

rumah dinas yang 

dipelihara secara 

berkala

XX XX 01 2.03 27

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

gedung kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

gedung kantor 

yang dipelihara 

secara berkala

XX XX 01 2.03 28

 Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Kendaraan 

Dinas/ Operasional 

Jumlah kendaraan 

dinas operaional 

yang dipeliharan 

secara berkala

 Pemeliharaan 

Rutin / Berkala 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional 

Jumlah kendaraan 

dinas operaional 

yang dipeliharan 

secara berkala

XX XX 01 2.03 30

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan Rumah 

Jabatan/Dinas Yang 

dipelihara 

Rutin/Berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas Yang 

dipelihara 

Rutin/Berkala

XX XX 01 2.03 31

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

secara berkala

XX XX 01 2.03 32

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Rumah 

jabatan/dinas  

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Rumah 

jabatan/Dinas yang 

dipelihara 

rutin/berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Rumah 

jabatan/dinas  

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Rumah 

jabatan/Dinas yang 

dipelihara 

rutin/berkala

XX XX 01 2.03 33

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum
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 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

XX XX 01 2.03 34

 Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

mebeleur 

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Mebeuleur 

Yang Dipelihara 

Rutin/Berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

mebeleur 

Jumlah dan Jenis 

Peralatan 

Mebeuleur Yang 

Dipelihara 

Rutin/Berkala

XX XX 01 2.03 35

 Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Dinas 

Jumlah Luasan 

Rumah Dinas yang 

direhabilitasi 

Sedang/Berat

 Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Dinas 

Jumlah Luasan 

Rumah Dinas yang 

direhabilitasi 

Sedang/Berat

XX XX 01 2.03 37

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung  

Kantor Yang di 

Rehabilitasi 

Sedang/Berat

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung  

Kantor Yang di 

Rehabilitasi 

Sedang/Berat

XX XX 01 2.03 38

Program 

Peningkatan  

Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat 

Kepatuhan Aparatur
XX XX 01 2.04

Pengadaan Pakaian 

Khusus hari-hari 

tertentu

Jumlah Pakaian 

Khusus hari-hari 

Tertentu Yang 

Diadakan

Pengadaan Pakaian 

Khusus hari-hari 

tertentu

Jumlah Pakaian 

Khusus hari-hari 

Tertentu Yang 

Diadakan

XX XX 01 2.04 05

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja  dan 

Keuangan

Meningkatnya 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

XX XX 01 2.02

 Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

realisasi kinerja OPD 

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realsiasi 

kinerja OPD yang 

disusun

 Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

realsiasi kinerja 

OPD 

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realsiasi 

kinerja OPD yang 

disusun

XX XX 01 2.02 06

Program 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

7 01 03

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam pembangunan 

sarana dan prasarana 

kelurahan

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kelurahan

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam forum 

musyawarah 

perencanaan 

pembangunan

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya

Cakupan Tingkat 

Kepatuhan 

Aparatur

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

01

Kecamatan Unsur Kewilayahan

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

2.027 01 03

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan
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Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam forum 

musyawarah 

perencanaan 

pembangunan

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam pembangunan 

sarana dan prasarana 

kelurahan

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kelurahan

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 
Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 
Program/Belanja 

Langsung
Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Kegiatan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja Dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Administrasi 

Keuangan

Presentase 

Peningkatan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan

X XX 01 2.02 06

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai
X XX 01 2.03 01

Jumlah 

Administrasi yang 

Tercapai

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

 KECAMATAN WATANG PULU

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

XX XX 01 2.02 01

Administrasi 

Umum

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana 

kelurahan

2.02 02

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kelurahan

2.02 037 01 03

Kecamatan Unsur Kewilayahan

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

7 01 03
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Kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

Dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  Air 

dan Listrik

Penyediaan jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  

Air dan Listrik

X XX 01 2.03 02

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Penyediaan jasa 

jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan 

Barang Milik 

Daerah

X XX 01 2.03 05

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

X XX 01 2.03 06

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

X XX 01 2.03 07

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

X XX 01 2.03 08

Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik yang 

disediakan

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / 

Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik 

yang disediakan

X XX 01 2.03 12

Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

X XX 01 2.03 18

Program 

Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Kegiatan Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 19

Kegiatan Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 22

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah 

Dinas yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 27

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 28

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

X XX 01 2.03 30

Jumlah 

Administrasi yang 

Tercapai

Administrasi 

Umum

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

yang memadai 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum
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Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Waktu Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Waktu 

Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

X XX 01 2.03 34

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Cakupan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

7 01 03 2.02 03

Kegiatan 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan Prasarana

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana

7 01 03 2.02 02

Kegiatan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan

Jumlah Kegiatan 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan yang 

Dilaksanakan

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa

Jumlah Kegiatan 

Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan yang 

Dilaksanakan

7 01 03 2.02 01

Non 

Program/Belanja 

Tak Langsung

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 
Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 
Program/Belanja 

Langsung
Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Kegiatan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja Dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02 06

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

yang memadai 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan  

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat yang 

Dilaksanakan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN

Tingkat Capaian 

Pembangunan 

Sarana/Prasrana 

dan Pembedayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Kecamatan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Unsur Kewilayahn

 KECAMATAN MARITENGNGAE

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

XX XX 01 2.02 01
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Kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai
X XX 01 2.03 01

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

Dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  Air 

dan Listrik

Penyediaan jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  

Air dan Listrik

X XX 01 2.03 02

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Penyediaan jasa 

jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan 

Barang Milik 

Daerah

X XX 01 2.03 05

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

X XX 01 2.03 06

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

X XX 01 2.03 07

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

X XX 01 2.03 08

Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik yang 

disediakan

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / 

Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik 

yang disediakan

X XX 01 2.03 12

Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

X XX 01 2.03 18

Program 

Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Kegiatan Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 19

Kegiatan Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 22

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah 

Dinas yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 27

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 28

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum
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Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

X XX 01 2.03 30

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Waktu Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Waktu 

Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

X XX 01 2.03 34

Program 

Peningkatan 

Kerjasama Antar 

Pemerintah Daerah

Tingkat Kerjasama 

Antara Pemerintah 

Daerah

Peningkatan 

Kerjasama Dengan 

Kecamatan 

Maritengngae

Jumlah Pelaksanaan 

Kerjasama 

Pemerintah Daearah 

dan Pemerintah 

Kecamatan 

Maritengngae

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan 

Jumlah Kelurahan 

dalam 

Pembangunan 

sarana dan 

Perasrana 

7 01 03 2.02 02

Pembangunan 

Sarana Prasarana 

Kelurahan dan 

Pemberdayaan 

Masyrakat di 

Kelurahan

Jumlah 

Pembangunan 

Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan 

Jumlah Kelurahan 

dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat

7 01 03 2.02 02

7 01 03 2.02 01

Non 

Program/Belanja 

Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 
Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 
Program/Belanja 

Langsung
Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

X XX 01

 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat  

Jumlah dokumen 

bermaterai yang 

diadakan

 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat  

Jumlah dokumen 

bermaterai yang 

diadakan

X XX 01 2.03 01

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

X XX 01 2.03 02

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan 

Terlaksananya 

kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN

Tingkat peran 

serta masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana

Kecamatan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

Unsur Kewilayahn

KECAMATAN WATTANG SIDENRENG

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

Asministrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02 01

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum
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 Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah  

Waktu penyediaan 

jasa jaminan Barang 

Milik Daerah

 Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah  

Waktu penyediaan 

jasa jaminan 

Barang Milik 

Daerah

X XX 01 2.03 04

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional  

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operaional 

yang disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional  

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operaional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinan

X XX 01 2.03 06

 Penyediaan Jasa 

Adminsitrasi 

Keuangan 

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

 Penyediaan Jasa 

Adminsitrasi 

Keuangan 

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

X XX 01 2.03 07

 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

X XX 01 2.03 08

 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-undangan 

yang disediakan

 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

disediakan

X XX 01 2.03 15

 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah bangunan 

kantor yang 

disediakan 

komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan

 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah bangunan 

kantor yang 

disediakan 

komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan

X XX 01 2.03 12

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

X XX 01 2.03 18

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi kedalam 

daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke dalam 

daerah
 Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan

Kantor 

Jumlah dan Jenis 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan yang 

disediakan

X XX 01 2.03 03

 Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 

Jumlah Alat Tulis 

Kantor yang 

disediakan

X XX 01 2.03 10

 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

disediakan

X XX 01 2.03 11

 Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 

Jumlah Makanan 

dan Minuman yang 

disediakan

X XX 01 2.03 17

Waktu pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

 Dihapus karena tidak terdapat sub 

kegiatan yang sesuai dengan 

Permendagri No. 90 Tahun 2019 

 Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

PAGE267



URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

 Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Waktu penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Asministrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02 02

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan layanan 

sarana dan 

prasarana aparatur

Pengadaan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

dinas/operaional 

yang Diadakan

Pengadaan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah dan Jenis 

Kendaraan 

dinas/operaional 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 20

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan rumah 

jabatan/dinas yang 

diadakan

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

rumah 

jabatan/dinas yang 

diadakan

X XX 01 2.03 21

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang diadakan

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan

X XX 01 2.03 22

 Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/ Dinas 

Tersedianya 

Peralatan Rumah 

Jabatan/ Dinas

 Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/ Dinas 

Tersedianya 

Peralatan Rumah 

Jabatan/ Dinas

X XX 01 2.03 23

 Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang diadakan

 Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakan

X XX 01 2.03 24

 Pengadaan 

Mebeleur 

Jumlah dan jenis 

mebeleur yang 

diadakan

 Pengadaan 

Mebeleur 

Jumlah dan jenis 

mebeleur yang 

diadakan

X XX 01 2.03 25

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

Jumlah dan jenis 

rumah dinas yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

Jumlah dan jenis 

rumah dinas yang 

dipelihara secara 

berkala

X XX 01 2.03 27

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

gedung kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

gedung kantor 

yang dipelihara 

secara berkala

X XX 01 2.03 28

 Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Kendaraan 

Dinas/ Operasional 

Jumlah kendaraan 

dinas operaional 

yang dipeliharan 

secara berkala

 Pemeliharaan 

Rutin / Berkala 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional 

Jumlah kendaraan 

dinas operaional 

yang dipeliharan 

secara berkala

X XX 01 2.03 30

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

X XX 01 2.03 32

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Rumah Jabatan/ 

Dinas 

Terpeliharanya 

Perlengkapan Rumah 

Jabatn/ Dinas

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Rumah Jabatan/ 

Dinas 

Terpeliharanya 

Perlengkapan 

Rumah Jabatn/ 

Dinas

X XX 01 2.03 31

Waktu pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

 Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 
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 Pemeliharaan rutin/ 

berkala

peralatan rumah 

jabata/ dinas 

erpeliharanya 

peralatan

rumah jabatan/ dinas

 Pemeliharaan 

rutin/ berkala

peralatan rumah 

jabata/ dinas 

erpeliharanya 

peralatan

rumah jabatan/ 

dinas

X XX 01 2.03 33

 Pemeliharaan rutin/ 

berkala

meubiler 

terpeliharanya 

meubiler

 Pemeliharaan 

rutin/ berkala

meubiler 

terpeliharanya 

meubiler X XX 01 2.03 35

 Rehabilitasi sedang/ 

berat

rumah dinas

Jumlah atau Luasan 

Rumah

Dinas yang 

Direhabilitasi

Sedang/ Berat

 Rehabilitasi 

sedang/ berat

rumah dinas

Jumlah atau Luasan 

Rumah

Dinas yang 

Direhabilitasi

Sedang/ Berat

X XX 01 2.03 36

Rehabilitasi sedang/ 

berat

gedung kantor

Jumlah atau Luasan 

Gedung

Kantor yang 

Direhabilitasi

Sedang/ Berat

Rehabilitasi 

sedang/ berat

gedung kantor

Jumlah atau Luasan 

Gedung

Kantor yang 

Direhabilitasi

Sedang/ Berat

X XX 01 2.03 38

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat

Kepatuhan Aparatur
X XX 01 2.04

Pengadaan pakaian 

khusus

hari-hari tertentu

Jumlah Pengadaan 

Pakaian

Kerja Lapangan

Pengadaan pakaian 

khusus

hari-hari tertentu

Jumlah Pengadaan 

Pakaian

Kerja Lapangan

X XX 01 2.04 05

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja  dan 

Keuangan

Meningkatnya 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

XX XX 01 2.02

 Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

realsiasi kinerja OPD 

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realsiasi 

kinerja OPD yang 

disusun

 Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

realsiasi kinerja 

OPD 

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realsiasi 

kinerja OPD yang 

disusun

XX XX 01 2.02 06

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam forum 

musyawarah 

perencanaan 

pembangunan

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam pembangunan 

sarana dan prasarana 

kelurahan

Asministrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana 

kelurahan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Peningkatan 

Disiplin dan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Persentase Tingkat

Kepatuhan 

Aparatur

7 01 03 2.02 02

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kelurahan

7 01 03 2.02 03
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Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kelurahan

Non 

Program/Belanja 

Tak Langsung

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

XX XX 01 2.02 01

Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 
Program/Belanja 

Langsung
Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Kegiatan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja Dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02 06

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 2.03 01

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

Dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  Air 

dan Listrik

Penyediaan jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  

Air dan Listrik

X XX 01 2.03 02

 Kegiatan 

Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah 

Jumlah Penyediaan

Jasa Jaminan Milik

daerah

 Penyediaan jasa 

jaminan barang 

milik daerah 

Jumlah Penyediaan

Jasa Jaminan Milik

daerah

X XX 01 2.03 03

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Penyediaan jasa 

jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan 

Barang Milik 

Daerah

X XX 01 2.03 05

KECAMATAN DUA PITUE

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kelurahan

7 01 03 2.02 03
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

X XX 01 2.03 06

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

X XX 01 2.03 07

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

X XX 01 2.03 08

Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik yang 

disediakan

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / 

Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik 

yang disediakan

X XX 01 2.03 12

Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

X XX 01 2.03 18

Program 

Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Kegiatan Pengadaan 

kendaraan dinas / 

operasional

Jumlah kendaraan 

dinas / operasional 

yang diadakan

Pengadaan 

kendaraan dinas / 

operasional

Jumlah kendaraan 

dinas / operasional 

yang diadakan

X XX 01 2.03 20

Kegiatan Pengadaan 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas

Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan  

Rumah Jabatan / 

Dinas yang diadakan

Pengadaan 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas

Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan  

Rumah Jabatan / 

Dinas yang 

diadakan

X XX 01 2.03 21

Kegiatan Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 22

Kegiatan Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan 

Rumah Jabatan 

/Dinas yang Diadakan

Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan 

Rumah 

Jaabatan/Dinas 

Kantor yang 

Diadakan

X XX 01 2.03 23

Kegiatan Peralatan 

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Pereralatan 

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 24

Kegiatan Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah dan Jenis 

Pengadaan Mebeleur 

yang diadakan

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah dan Jenis 

Pengadaan 

Mebeleur yang 

diadakan

X XX 01 2.03 25

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah 

Dinas yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 27
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14
Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 28

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

X XX 01 2.03 30

Kegiatan 

Pemeliharaan rutin / 

berkala 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas

Jumlah dan jenis 

perlengkapan Rumah 

Jabatan / Dinas 

dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan rutin 

/ berkala 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 31

Kegiatan 

Pemeliharaan rutin / 

berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan rutin 

/ berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 32

Kegiatan 

Pemeliharaan rutin / 

berkala peralatan 

Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah dan jenis 

peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan rutin 

/ berkala peralatan 

Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah dan jenis 

peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 33

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Waktu Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Waktu 

Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

X XX 01 2.03 34

Kegiatan 

Pemeliharaan rutin / 

berkala Mebeuler

Jumlah dan jenis 

peralatan  Mebeuler 

yang dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan rutin 

/ berkala Mebeuler

Jumlah dan jenis 

peralatan  

Mebeuler yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 35

Kegiatan Rehabilitasi 

sedang/berat rumah 

Jabatan

Jumlah atau luasan 

rumah dinas yang 

Direhabilitasi 

sedang/berat

Rehabilitasi 

sedang/berat 

rumah Jabatan

Jumlah atau luasan 

rumah dinas yang 

Direhabilitasi 

sedang/berat

X XX 01 2.03 37

Kegiatan Rehabilitasi 

sedang/berat 

Gedung Kantor

Jumlah atau luasan 

gedung kantor yang 

Direhabilitasi 

sedang/berat

Rehabilitasi 

sedang/berat 

Gedung Kantor

Jumlah atau luasan 

gedung kantor 

yang Direhabilitasi 

sedang/berat

X XX 01 2.03 38

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Tingkat Kepatuhan 

Aparatur

Kegiatan Pengadaan 

Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

Jumlah Pakaian 

Khusus Hari-hari 

Tertentu Yang 

Diadakan

Pengadaan Pakaian 

Khusus Hari-hari 

Tertentu

Jumlah Pakaian 

Khusus Hari-hari 

Tertentu Yang 

Diadakan

X XX 01 2.02 6

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Cakupan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan  

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN

Tingkat Capaian 

Pembangunan 

Sarana/Prasrana 

dan Pembedayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Kecamatan Unsur Kewilayahn

7 01 03 2.02 02

Kegiatan 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan Prasarana

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana

7 01 03 2.02 03

Non 

Program/Belanja 

Tak Langsung

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 
Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 
Program/Belanja 

Langsung
Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Kegiatan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja Dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Administrasi 

Keuangan

Presentase 

Peningkatan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan

X XX 01 2.02 06

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai
X XX 01 2.03 01

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

Dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  Air 

dan Listrik

Penyediaan jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  

Air dan Listrik

X XX 01 2.03 02

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Penyediaan jasa 

jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan 

Barang Milik 

Daerah

X XX 01 2.03 05

XX 01 2.02 01

Administrasi 

Umum

Jumlah 

Administrasi yang 

Tercapai

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

XX

 KECAMATAN PITU RIASE
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

X XX 01 2.03 06

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

X XX 01 2.03 07

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

X XX 01 2.03 08

Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik yang 

disediakan

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / 

Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik 

yang disediakan

X XX 01 2.03 12

Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

X XX 01 2.03 18

Program 

Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Kegiatan Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 19

Kegiatan Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 22

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah 

Dinas yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 27

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 28

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

X XX 01 2.03 30

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Waktu Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Waktu 

Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

X XX 01 2.03 34

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Cakupan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Administrasi 

Umum

Jumlah 

Administrasi yang 

Tercapai

Administrasi 

Umum

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

yang memadai 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

7 01 03 2.02 03

Kegiatan 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan Prasarana

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana

7 01 03 2.02 02

Kegiatan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan

Jumlah Kegiatan 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan yang 

Dilaksanakan

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa

Jumlah Kegiatan 

Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan yang 

Dilaksanakan

7 01 03 2.02 01

Non 

Program/Belanja 

Tak Langsung

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 
Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 
Program/Belanja 

Langsung
Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja 

Kecamatan

X XX 01

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi

Jumlah dokumen 

Yang dilaporkan

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah dokumen 

Yang dilaporkan

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02 06

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran

Cakupan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Aministrasi 

Perkantoran
Penyedia jasa surat 

Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyedia jasa surat 

Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

X XX 01 2.03 01

Penyedia Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya air dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, air 

dan listrik

Penyedia Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya air 

dan Listrik

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, air 

dan listrik

X XX 01 2.03 02

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja 

Kecamatan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

 KECAMATAN PANCA RIJANG

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02 01

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan  

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat yang 

Dilaksanakan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN

Tingkat Capaian 

Pembangunan 

Sarana/Prasrana 

dan Pembedayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Kecamatan Unsur Kewilayahn
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah kendaraan 

dinas yang 

diasuransikan

X XX 01 2.03 05

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang dipelihara 

surat-suratnya

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

dipelihara surat-

suratnya

X XX 01 2.03 06

Penyediaan Jasa 

Adminitrasi 

Keuangan

Waktu penyedia jasa 

Adminitrasi 

Keuangan kantor

Penyediaan Jasa 

Adminitrasi 

Keuangan

Waktu penyedia 

jasa Adminitrasi 

Keuangan kantor

X XX 01 2.03 07

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

X XX 01 2.03 08

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Luar 

Daerah

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi Luar 

daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Luar 

Daerah

Jumlah Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi Luar 

daerah

X XX 01 2.03 18

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi dalam 

Daerah

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

X XX

Pelayanan 

Adminitrasi 

Perkantoran

Waktu Penyediaan 

adminitrasi 

perkantoran lainnya

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Waktu Penyediaan 

adminitrasi 

perkantoran 

lainnya

X XX 01 2.03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Waktu Penyediaan 

adminitrasi 

perkantoran 

lainnya

X XX 01 2.03 11

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

Waktu Penyediaan 

adminitrasi 

perkantoran 

lainnya

X XX 01 2.03 17

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur
Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor

Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor

X XX 01 2.03 24

pengadaan 

mebeluer

Jumlah dan jenis 

mebeluer

pengadaan 

mebeluer

Jumlah dan jenis 

mebeluer

X XX 01 2.03 25

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

Perlengkapan gedung 

kantor

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

Perlengkapan 

gedung kantor

X XX 01 2.03 22

Pengadaan 

kendaraan dinas 

operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang di adakan

Pengadaan 

kendaraan dinas 

operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang di adakan

X XX 01 2.03 20

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja 

Kecamatan

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

 Dihapus karena tidak terdapat sub 

kegiatan yang sesuai dengan 

Permendagri No. 90 Tahun 2019 

Administrasi 

Umum

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

yang memadai 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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KODE KODE

1 14

Pemeliharaan 

rutin/berkala rumah 

dinas

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan rumah 

dinas secara berkala

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

rumah dinas

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

rumah dinas secara 

berkala

X XX 01 2.03 27

pemeliharaan 

rutin/Berkala 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor secara 

berkala

pemeliharaan 

rutin/Berkala 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

pemeliharaan 

gedung kantor 

secara berkala

X XX 01 2.03 28

Pemeliharan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

secara berkala

Pemeliharan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah kendaraan 

dinas operasional 

yang dipelihara 

secara berkala

X XX 01 2.03 30

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala 

Perlengkapan  

gedung kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala 

Perlengkapan  

gedung kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

X XX 01 2.03 32

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Peralatan 

gedung kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala

Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Peralatan 

gedung kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang dipelihara 

rutin/berkala

X XX 01 2.03 34

Rehabilitasi 

Sedang/Berat  

Rumah Dinas

Jumlah dan jenis 

rehab  rumah dinas

Rehabilitasi 

Sedang/Berat  

Rumah Dinas

Jumlah dan jenis 

rehab  rumah dinas

X XX 01 2.03 37

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Gedung 

Kantor

Jumlah dan Jenis 

Rehab Gedung 

Kantor

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Gedung 

Kantor

Jumlah dan Jenis 

Rehab Gedung 

Kantor

X XX 01 2.03 38

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Cakupan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

7 01 03

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

7 01 03 2.02 03

Kegiatan 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan Prasarana

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana

7 01 03 2.02 02

Kegiatan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan

Jumlah Kegiatan 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan yang 

Dilaksanakan

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa

Jumlah Kegiatan 

Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan yang 

Dilaksanakan

7 01 03 2.02 01

Kecamatan

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa

Jumlah Masyarakat 

desa yang 

berpartisipasi 

dalam forum 

musyawarah

Pemberdayaan 

Mayarakat Desa 

dan Kelurahan

Cakupan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja 

Kecamatan

Administrasi 

Umum

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

yang memadai 

Unsur Kewilayahan

 KECAMATAN BARANTI
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14
Non 

Program/Belanja 

Tak Langsung

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 
Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 
Program/Belanja 

Langsung
Program Pelayanan 

Adnistrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran
 Penyediaan jasa 

surat menyurat 

Jumlah Dokumen

Bermaterai

Penyediaan jasa 

surat menyurat

Jumlah Dokumen

Bermaterai
X XX 01 2.03 01

 Penyediaan jasa 

komunikasi , SD air 

dan listrik 

Waktu Penyediaan

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan

Listrik

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu Penyediaan

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

X XX 01 2.03 02

 Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah 

Jumlah Penyediaan

Jasa Jaminan Milik

daerah

Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah

Jumlah Penyediaan

Jasa Jaminan Milik

daerah

X XX 01 2.03 05

 Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas / operasional 

Jumlah dan Jenis

Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang disediakan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional 

Jumlah dan Jenis

Kendaraan Dinas/

Operasional yang

disediakan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

X XX 01 2.03 06

 Penyediaan jasa 

administrasi 

keuangan 

Waktu Penyediaan

Adminsitrasi Jasa

Keuangan

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan 

Waktu Penyediaan

Adminsitrasi Jasa

Keuangan

X XX 01 2.03 07

 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Waktu Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Waktu Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

X XX 01 2.03 08

 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Waktu Penyediaan

Alat Listrik dan

Elektronil

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Waktu Penyediaan

Alat Listrik dan

Elektronil

X XX 01 2.03 12

 Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah 

Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Rapat-Rapat 

Kordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah 

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

X XX 01 2.03 18

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor

Jumlah Penyediaan

Alat Tulis Kantor
X XX 01 2.03 10

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan 

X XX 01 2.03 11

Waktu Penyediaan 

pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

Program 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Penunjang 

Pemerintahan 

Daerah

Penunjang 

Pemerintahan 

Daerah

Administrasi 

Umum 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum 

 Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman

Jumlah Penyediaan

Makanan dan

Minuman

X XX 01 2.03 17

Program 

Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur

Persentase 

Pemenuhan 

Kebutuhan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang diadakan

X XX 01 2.03 22

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Gedung 

Kantor yang diadakan

Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan Jenis 

Peralatan Gedung 

Kantor yang 

diadakan

X XX 01 2.03 24

Pengadaan 

kendaraan dinas / 

operasional

Jumlah kendaraan 

dinas / operasional 

yang diadakan

Pengadaan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional 

Jumlah kendaraan 

dinas / operasional 

yang diadakan

X XX 01 2.03 20

Pemeliharaan rutin / 

berkala rumah dinas

Jumlah rumah dinas 

yang dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

Jumlah rumah 

dinas yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 27

Pemeliharaan rutin / 

berkala gedung 

kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 28

Pemeliharaan rutin / 

berkala kendaraan 

dinas / operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operasional 

yang dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 30

Pemeliharaan rutin / 

berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 32

Pemeliharaan rutin / 

berkala peralatan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 34

Rehabilitasi Kantor 

Camat & Rumah 

Dinas

Jumlah dan Jenis 

Rehab Gedung 

Kantor Camat dan 

Rumah Dinas

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Rumah Gedung 

Kantor

Jumlah dan Jenis 

Rehab Gedung 

Kantor Camat dan 

Rumah Dinas

X XX 01 2.03 38

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Program 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Penunjang 

Pemerintahan 

Daerah

Penunjang 

Pemerintahan 

Daerah

Administrasi 

Umum 

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum 

 Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM
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PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

Kegiatan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja Dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02 06

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Tingkat Partisipasi 

Masyarakat 

Kelurahan Dalam 

Membangun Desa

Pemberdayaan 

Masyarakat Di 

Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang mendapatkan 

kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan 

Jumlah Kelurahan 

yang mendapatkan 

kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

Terlaksananya 

kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

7 01 03 2.02 03

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang mendapatkan 

Pembangunan sarana 

dan prasarana

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan 

Jumlah Kelurahan 

yang mendapatkan 

Pembangunan 

sarana dan 

prasarana

Terlaksananya 

kegiatan 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana di 

kelurahan

7 01 03 2.02 02

Peningkatan 

Partisifasi Mayarakat 

dalam Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan 

Musrenbang

Jumlah Masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam Forum 

Musyawarah

Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

forum musyawarah 

perencanaan 

pembangunan di 

kelurahan

Jumlah Masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam Forum 

Musyawarah

Terlaksananya 

kegiatan 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana di 

kelurahan

7 01 03 2.02 01

Non 

Program/Belanja 

Tak Langsung

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 
Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 
Program/Belanja 

Langsung
Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan 

Keuangan

Cakupan 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Kegiatan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja Dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

Administrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

X XX 01 2.02 06

Tingkat Capaian 

Pembangunan 

Sarana/Prasarana 

dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Kecamatan
UNSUR 

KEWILAYAHAN 

 KECAMATAN KULO

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

Administrasi 

Keuangan

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

XX XX 01 2.02

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

01

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN
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KODE KODE

1 14
Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Dokumen 

Bermaterai
X XX 01 2.03 01

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

Dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  Air 

dan Listrik

Penyediaan jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Waktu Penyediaan 

Jasa Komunikasi,  

Air dan Listrik

X XX 01 2.03 02

 Kegiatan 

Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah 

Jumlah Penyediaan

Jasa Jaminan Milik

daerah

 Penyediaan jasa 

jaminan barang 

milik daerah 

Jumlah Penyediaan

Jasa Jaminan Milik

daerah

X XX 01 2.03 03

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah

Penyediaan jasa 

jaminan Barang 

Milik Daerah

Waktu Penyediaan 

Jasa Jaminan 

Barang Milik 

Daerah

X XX 01 2.03 05

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan 

dan Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

dinas yang 

diperlihatkan surat-

suratnya

X XX 01 2.03 06

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan

Waktu Penyediaan 

Jasa kebersihan 

Kantor

X XX 01 2.03 07

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Kebersihan 

Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor

Waktu Penyediaan 

Jasa  kebersihan 

kantor

X XX 01 2.03 08

Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / Penerangan

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik yang 

disediakan

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik / 

Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen 

Instalasi Listrik 

yang disediakan

X XX 01 2.03 12

Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Rapat-Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar 

Daerah

Jumlah Rapat-

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah

X XX 01 2.03 18

Program 

Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Kegiatan Pengadaan 

kendaraan dinas / 

operasional

Jumlah kendaraan 

dinas / operasional 

yang diadakan

Pengadaan 

kendaraan dinas / 

operasional

Jumlah kendaraan 

dinas / operasional 

yang diadakan

X XX 01 2.03 20

Kegiatan Pengadaan 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas

Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan  

Rumah Jabatan / 

Dinas yang diadakan

Pengadaan 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas

Jumlah dan Jenis 

Perlengkapan  

Rumah Jabatan / 

Dinas yang 

diadakan

X XX 01 2.03 21

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
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Kegiatan Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 22

Kegiatan Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan 

Rumah Jabatan 

/Dinas yang Diadakan

Pengadaan 

Peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan 

Rumah 

Jaabatan/Dinas 

Kantor yang 

Diadakan

X XX 01 2.03 23

Kegiatan Peralatan 

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor yang 

Diadakan

Pengadaan 

Pereralatan 

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan 

Gedung Kantor 

yang Diadakan

X XX 01 2.03 24

Kegiatan Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah dan Jenis 

Pengadaan Mebeleur 

yang diadakan

Pengadaan 

Mebeleur

Jumlah dan Jenis 

Pengadaan 

Mebeleur yang 

diadakan

X XX 01 2.03 25

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas

Jumlah Rumah 

Dinas yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 27

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Gedung 

Kantor yang 

Dipelihara

X XX 01 2.03 28

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas 

Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Dipelihara

X XX 01 2.03 30

Kegiatan 

Pemeliharaan rutin / 

berkala 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas

Jumlah dan jenis 

perlengkapan Rumah 

Jabatan / Dinas 

dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan rutin 

/ berkala 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

Rumah Jabatan / 

Dinas dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 31

Kegiatan 

Pemeliharaan rutin / 

berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan rutin 

/ berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 32

Kegiatan 

Pemeliharaan rutin / 

berkala peralatan 

Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah dan jenis 

peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan rutin 

/ berkala peralatan 

Rumah 

Jabatan/Dinas

Jumlah dan jenis 

peralatan Rumah 

Jabatan/Dinas yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 33

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung

Waktu Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung 

Kantor

Waktu 

Pemeliharaan 

Peralatan Gedung 

Kantor

X XX 01 2.03 34

Kegiatan 

Pemeliharaan rutin / 

berkala Mebeuler

Jumlah dan jenis 

peralatan  Mebeuler 

yang dipelihara 

rutin/berkala 

Pemeliharaan rutin 

/ berkala Mebeuler

Jumlah dan jenis 

peralatan  

Mebeuler yang 

dipelihara 

rutin/berkala 

X XX 01 2.03 35

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

PROGRAM 
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URUSAN 
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Kegiatan Rehabilitasi 

sedang/berat rumah 

Jabatan

Jumlah atau luasan 

rumah dinas yang 

Direhabilitasi 

sedang/berat

Rehabilitasi 

sedang/berat 

rumah Jabatan

Jumlah atau luasan 

rumah dinas yang 

Direhabilitasi 

sedang/berat

X XX 01 2.03 37

Kegiatan Rehabilitasi 

sedang/berat 

Gedung Kantor

Jumlah atau luasan 

gedung kantor yang 

Direhabilitasi 

sedang/berat

Rehabilitasi 

sedang/berat 

Gedung Kantor

Jumlah atau luasan 

gedung kantor 

yang Direhabilitasi 

sedang/berat

X XX 01 2.03 38

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Tingkat Kepatuhan 

Aparatur

Kegiatan Pengadaan 

Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

Jumlah Pakaian 

Khusus Hari-hari 

Tertentu Yang 

Diadakan

Pengadaan Pakaian 

Khusus Hari-hari 

Tertentu

Jumlah Pakaian 

Khusus Hari-hari 

Tertentu Yang 

Diadakan

X XX 01 2.02 6

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Cakupan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

7 01 03 2.02 02

Kegiatan 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan Prasarana

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Jumlah Kelurahan 

yang Mendapat 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana

7 01 03 2.02 03

Non 

Program/Belanja 

Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan 

Pegawai

 Pemberian Gaji dan 

Tunjangan PNS dan 

CPNS 

Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi 

PNS dan CPNS

 Pemberian 

Tambahan 

Penghasilan bagi PNS 

dan CPNS 

Program/Belanja 

Langsung

X XX 01

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

XX XX 01

X XX 01 01
 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat  

Jumlah dokumen 

bermaterai yang 

diadakan

 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat  

Jumlah dokumen 

bermaterai yang 

diadakan

XX XX 01 2.03 01

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Perkantoran

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan  

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan yang 

Dilaksanakan

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN

Tingkat Capaian 

Pembangunan 

Sarana/Prasrana 

dan Pembedayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Kecamatan Unsur Kewilayahn

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Waktu penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

Asministrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

XX XX 01 2.02 01

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum
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X XX 01 02

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Waktu penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

XX XX 01 2.03 02

X XX 01 05

 Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah  

Waktu penyediaan 

jasa jaminan Barang 

Milik Daerah

 Penyediaan Jasa 

Jaminan Barang 

Milik Daerah  

Waktu penyediaan 

jasa jaminan 

Barang Milik 

Daerah

XX XX 01 2.03 04

X XX 01 06

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional  

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operaional 

yang disediakan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas/Operasional  

Jumlah dan jenis 

kendaraan 

dinas/operaional 

yang disediakan 

jasa pemeliharaan 

dan perizinan

XX XX 01 2.03 06

X XX 01 07

 Penyediaan Jasa 

Adminsitrasi 

Keuangan 

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

 Penyediaan Jasa 

Adminsitrasi 

Keuangan 

Waktu penyediaan 

jasa administrasi 

keuangan

XX XX 01 2.03 07

X XX 01 08
 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

 Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Waktu penyediaan 

jasa kebersihan 

kantor

XX XX 01 2.03 08

X XX 01 12

 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah bangunan 

kantor yang 

disediakan 

komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan

 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah bangunan 

kantor yang 

disediakan 

komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan

XX XX 01 2.03 12

X XX 01 15

 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-undangan 

yang disediakan

 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

disediakan

XX XX 01 2.03 15

X XX 01 18

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi keluar 

daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

XX XX 01 2.03 18

X XX 01 19

 Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi kedalam 

daerah 

Jumlah rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke dalam 

daerah

 Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan

Kantor 

Jumlah dan Jenis 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan yang 

disediakan

XX XX 01 2.03 03

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

 Dihapus karena tidak terdapat sub 

kegiatan yang sesuai dengan 

Permendagri No. 90 Tahun 2019 

X XX 01 20

 Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Waktu pelayanan 

administrasi 

perkantoran
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 Penyediaan Alat 

Tulis Kantor 

Jumlah Alat Tulis 

Kantor yang 

disediakan

XX XX 01 2.03 10

 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

disediakan

XX XX 01 2.03 11

 Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman 

Jumlah Makanan 

dan Minuman yang 

disediakan

XX XX 01 2.03 17

 Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Waktu penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Asministrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan

XX XX 01 2.02 02

X XX 02

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Cakupan layanan 

sarana dan 

prasarana aparatur

X XX 02 03
 Pembangunan 

Gedung Kantor 

Jumlah gedung 

kantor yang 

dibangun

X XX 02 06

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan rumah 

jabatan/dinas yang 

diadakan

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Rumah 

Jabatan/Dinas 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

rumah 

jabatan/dinas yang 

diadakan

XX XX 01 2.03 21

X XX 02 07

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang diadakan

 Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang diadakan

XX XX 01 2.03 22

X XX 02 09

 Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang diadakan

 Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

diadakan

XX XX 01 2.03 24

X XX 02 10
 Pengadaan 

Mebeleur 

Jumlah dan jenis 

mebeleur yang 

diadakan

 Pengadaan 

Mebeleur 

Jumlah dan jenis 

mebeleur yang 

diadakan

XX XX 01 2.03 25

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

X XX 01 20

 Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Waktu pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

 Dihapus karena tidak sesuai dengan 

urusan OPD 
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X XX 02 21

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

Jumlah dan jenis 

rumah dinas yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

Jumlah dan jenis 

rumah dinas yang 

dipelihara secara 

berkala

XX XX 01 2.03 27

X XX 02 22

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

gedung kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

gedung kantor 

yang dipelihara 

secara berkala

XX XX 01 2.03 28

X XX 02 24

 Pemeliharaan Rutin 

/ Berkala Kendaraan 

Dinas/ Operasional 

Jumlah kendaraan 

dinas operaional 

yang dipeliharan 

secara berkala

 Pemeliharaan 

Rutin / Berkala 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional 

Jumlah kendaraan 

dinas operaional 

yang dipeliharan 

secara berkala

XX XX 01 2.03 30

X XX 02 26

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan gedung 

kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Perlengkapan 

gedung Kantor 

Jumlah dan jenis 

perlengkapan 

gedung kantor 

yang dipelihara 

secara berkala

XX XX 01 2.03 32

X XX 02 28

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan gedung 

Kantor 

Jumlah dan jenis 

peralatan gedung 

kantor yang 

dipelihara secara 

berkala

XX XX 01 2.03 34

X XX 06

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

capaian Kinerja  dan 

Keuangan

Meningkatnya 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

XX XX 01 2.02

X XX 06 01

 Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

realsiasi kinerja OPD 

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realsiasi 

kinerja OPD yang 

disusun

 Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

realsiasi kinerja 

OPD 

Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realsiasi 

kinerja OPD yang 

disusun

XX XX 01 2.02 06

X XX 06 02

 Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Semesteran 

Jumlah laporan 

keuangan 

semesteran yang 

disusun

 Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan 

Bulanan/Semestera

n 

Jumlah laporan 

keuangan 

bulanan/semestera

n yang disusun

XX XX 01 2.02 07

X XX 06 03

 Penyusunan 

Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran 

Jumlah laporan 

prognosis realisasi 

anggaran yang 

disusun

 Penyusunan 

Pelaporan 

Prognosis Realisasi 

Anggaran 

Jumlah laporan 

prognosis realisasi 

anggaran yang 

disusun

XX XX 01 2.02 08

X XX 06 04

 Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun 

Jumlah laporan 

keuangan akhir tahun 

yang disusun

 Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan Akhir 

Tahun 

Jumlah laporan 

keuangan akhir 

tahun yang disusun

XX XX 01 2.02 09

Administrasi 

Umum

Cakupan Layanan 

Administrasi 

Umum

Program 

penunjang urusan 

Pemerintah daerah

Cakupan layanan 

administrasi 

perkantoran

Asministrasi 

Keuangan

Cakupan layanan 

Administrasi 

Keuangan
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URUSAN BIDANG 

URUSAN

PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB 

KEG

KEGIATAN INDIKATOR 

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR 

PROGRAM

BIDANG URUSAN URUSAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE KODE

1 14

1 20 28

Program 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

7 01 03

1 20 28 02

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam pembangunan 

sarana dan prasarana 

kelurahan

1 20 28 03

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kelurahan

1 20 29

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

1 20 29 01

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam forum 

musyawarah 

perencanaan 

pembangunan

1 20 29 02

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam pembangunan 

sarana dan prasarana 

kelurahan

1 20 29 03

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kelurahan

01 03 2.02 01

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kelurahan

7

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam forum 

musyawarah 

perencanaan 

pembangunan

01 03 2.02 03

Wajib
Pemerintahan 

Umum

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

Kecamatan Unsur Kewilayahan

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan

Tingkat partisipasi 

masyarakat 

kelurahan dalam 

pembangunan

7

Wajib
Pemerintahan 

Umum

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi 

dalam 

pembangunan 

sarana dan 

prasarana 

kelurahan

7 01 03 2.02 02
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No
Keterangan/Dasar Pengusulan Sub 

Kegiatan 

Jumlah Sub Kegiatan 

Untuk Usulan 

Pemutakhiran

NAMA KEGIATAN INDIKATOR

I

1-1 12

1
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD  

dan PNF

2
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 

Pendidikan Dasar

3 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

4 Beasiswa Guru Berprestasi TK/SD/SMP

5 Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD Berprestasi
,

6 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

7 Pengembangan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

8 Pelaksanaan Kegiatan Oubade

9 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Pendidikan 

10 Akademi Komunitas Negeri Kab. Sidrap
11 SPP Gratis untuk Mahasiswa Asal Kab. Sidrap 

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1-2 2

1 Insentif dokter
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019
Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

2 Pelayanan  dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2020

1-3 1

1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 

Kesehatan BLUD RSUD

1-4 2

Daftar Sub Kegiatan Untuk Usulan Pemutakhiran
Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

 RSUD NENE MALLOMO

USULAN PEMUKTAHIRAN

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Sub Kegiatan yang diusulkan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 RSUD ARIFIN NUMANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

2 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga:
Honor Sopir, Honor Pramubakti, 

Honor Operator SIMDA dan Aplikasi 

Lainnya, Honor Pejaga Malam SKPD

1-5
17

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Tidak ada dalam Permendagri 90

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Tidak ada dalam Permendagri 90/ 

Pemadam Kebakaran adalah salah 

satu OPD pemangku Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), selain itu 

kebutuhan mobil pemadam 

kebakaran dibutuhkan setiap 

kecamatan untuk mengendalikan dan 

memadamkan kebakaran di setiap 

kecamatan

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Tidak ada dalam Permendagri 

90/ada beberapa unit mobil 

pemadam kebakaran, gedung dan 

kantor yang memerlukan 

pemeliharaan 

4 Program Peningkatan Pemebrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- Tidak ada dalam Permendagri 90

5
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan 

narkoba

6 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 

7 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

8 Penyuluhan praktek perjudian 

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Tidak ada dalam Permendagri 90

10 Pembangunan gedung kantor

11 Program Peningkatan Displin Aparatur - Tidak ada dalam Permendagri 90

12 Pengadaan pakaian olah raga

13 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- Tidak ada dalam Permendagri 90

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



14
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan 

narkoba

15 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 
- Tidak ada dalam Permendagri 90

16 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

17 Penyuluhan praktek perjudian 

1-6 2

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Ada di RENSTRA tidak ada di 

Permendagri No. 90 Taahun 2019

Rapat - Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi Keluar 

Daerah

Menambah 

Pengetahuan 

dan Wawasan 

Shering 

pendapat 

dengan Daerah 

lain

2 Bakti Sosial Dalam Rangka Hari Kesetiakawanan Sosial
Ada di RENSTRA tidak ada di 

Permendagri No. 90 Taahun 2019

Bakti Sosial Dalam 

Rangka Hari 

Kesetiakawanan Sosial

Persentase 

keikutsertaan 

dalam bakti 

sosial

II

2-1
4

1 Perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenaga kerjaan
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019

2 Pembangunan Balai Latihan Kerja
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019

3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019

4 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019

2-2
3

1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
 Tidak ada sub kegiatan di 

Permendagri 90 Tahun 2019 Administrasi Umum

2 Pelaksanaan Lomba Desa
 Tidak ada sub kegiatan di 

Permendagri 90 Tahun 2019

Penyelenggaraan 

Penataan Desa

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

DINAS KOPERASI, UMKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DINAS SOSIAL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK



3
Pelatihan Aparatur Kecamatan Selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa 

(Pelatihan PTPD) 
 Tidak ada sub kegiatan di 

Permendagri 90 Tahun 2019

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

2-3 3

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terdapat Di RENSTRA TAPI TDK 

ADA DI Permendagri 90 Tahun 2019

2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Terdapat Di RENSTRA TAPI TDK 

ADA DI Permendagri 90 Tahun 2019

3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Terdapat Di RENSTRA TAPI TDK 

ADA DI Permendagri 90 Tahun 2019

2-4 4

1 Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan
Meningkatnya pengetahuan 

pengelolaan layanan

2 Pengadaan cadangan perangkat pencetakan dokumen kependudukan

Kesiapan perangkat pendukung 

memperlancar pelayanaan pencetakan 

dokumen kependudukan

3 Penataan pelayanan perkawinan
Rasio pasang berakta nikah 

nonmuslim(hindu)

4  pelaporan penguburan dan kematian Peningkatan pencapaian akte kematian

2-5 2

1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019

2 Pembangunan Gedung Kantor
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019

2-6 2

1 Penyediaan Jasa Teknis dan Administrasi
Tidak ada Sub Kegiatan di 

Permendagri 90 tahun 2019

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Tidak ada Sub Kegiatan di 

Permendagri 90 tahun 2019

2-7
7

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Pengadaan Mobil Layanan Perizinan

4 Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

5 Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM

6 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

7 Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

2-8 3

1 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Tidak ditemukan dalam permen 90 

tahun 2019 dan dibutuhkan dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

Rapat - rapat Koordinasi 

dan Konsultasi ke dalam 

Daerah

Terlaksananya 

rapat - rapat 

dan konsultasi 

dalam daerah

2 Upah Jasa Pihak Ketiga

Tidak ditemukan dalam permen 90 

tahun 2019 dan dibutuhkan jasa - jasa 

pihak lain dalam  membantu 

pelaksanaan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

Upah Jasa Pihak Ketiga

3
Peningkatan Jumlah kualitas, serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi 

dan teknisi olahraga

Tidak ditemukan dalam Permen 

Nomor 90 Tahun 2019 dan dalam 

rangka peningkatan kapasitas daya 

saing keolahragaan dibutuhkan 

praktisi olahraga yang terdiri atas 

pelatih wasit dan teknisi olahraga 

yang berkompeten dan dibuktikan 

dengan lisensi dan sertifikasi

Peningkatan Jumlah 

kualitas, serta 

kompetensi pelatih, 

peneliti, praktisi dan 

teknisi olahraga

Jumlah pelatih 

yang berlisensi 

dan wasit yang 

bersertifikat

2-9 8

1 Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah
Tidak ada di Permendagri Nomor 

90 Tahun 2019 Administrasi Umum

2 Penyediaan Jasa Teknis dan Administrasi
Tidak ada di Permendagri Nomor 

90 Tahun 2019 Administrasi Umum

3 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Tidak ada di Permendagri Nomor 

90 Tahun 2020 Pengelolaan 

Perpustakaan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



4 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Kecamatan

Tidak ada di Permendagri Nomor 

90 Tahun 2021 Pengelolaan 

Perpustakaan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

5 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Desa/Kelurahan

Tidak ada di Permendagri Nomor 

90 Tahun 2022 Pengelolaan 

Perpustakaan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

6 Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Perpustakaan Keliling

Tidak ada di Permendagri Nomor 

90 Tahun 2023 Pengelolaan 

Perpustakaan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
Tidak ada di Permendagri Nomor 

90 Tahun 2024 Pengelolaan Arsip Statis 

Daerah Kabupaten/Kota

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Tidak ada di Permendagri Nomor 

90 Tahun 2025 Pengelolaan Arsip Statis 

Daerah Kabupaten/Kota

III

3-1

1 Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan

3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan

4 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
5 Peningkatan Kapasitas Perairan Umum Daratan
6 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
7 Peningkatan Kapasitas Perairan Umum Daratan

3-2 1

1 Rapat- rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam  daerah

IV

4-1 3

1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah (semua bagian)

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

 Urusan Pilihan

 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

SEKRETARIAT DAERAH



2 Pembangunan Gedung Kantor (Bag. Umum & Protokol)

3
Biaya Pelaporan TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi 

Anggaran)(Bag. Pembangunan)

4-2 3

1 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 
2 Upah Jasa Pihak Ketiga

3 Pembangunan Gedung Kantor 

4-3 1

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah merupakan kegiatan Rutin 

pada Permendagri 13 Tahun 2006 dan 

salah satu kegiatan yang dibutuhkan 

dalam rangka koordinasi Tingkat 

Kabupaten.

4-4 2

1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2019

4-5 2

1 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

2 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

4-6 1

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah merupakan kegiatan Rutin 

pada Permendagri 13 Tahun 2006 dan 

salah satu kegiatan yang dibutuhkan 

dalam rangka koordinasi Tingkat 

Kabupaten.

4-7 1

 KECAMATAN MARITENGNGAE

KECAMATAN WATTANG SIDENRENG

KECAMATAN DUA PITUE

SEKRETARIAT DPRD

KECAMATAN PANCA LAUTANG

KECAMATAN WATANG PULU



1 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

4-8 10

1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2 Upah Jasa Pihak Ketiga (yang meliputi) : Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

3 Upah/Jasa Kepala Lingkungan Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

4 Upah/Jasa Operator Komputer Simda Keuangan Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

5 Upah/Jasa Operator Komputer SIPPD Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

6 Upah/Jasa Operator Komputer SIRUP Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

7 Upah/Jasa Staf PPTK Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

8 Upah/Jasa Sopir Dinas Operasional Jabatan Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

9 Upah/Jasa Penjaga Malam Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

10 Upah/Jasa Petugas Taman Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

4-9 1

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kegiatan Tersebut merupakan 

kegiatan rutin pada Permendagri 13 

Tahun 2006 dan salah satu kegiatan 

yang kami butuhkan dalam rangka 

koordinasi ke tingkat kabupaten.

KECAMATAN PITU RIASE

KECAMATAN PANCA RIJANG



4-10 1

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4-11 1

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kegiatan Tersebut merupakan 

kegiatan rutin pada Permendagri 13 

Tahun 2006 dan salah satu kegiatan 

yang kami butuhkan dalam rangka 

koordinasi ke tingkat kabupaten.

4-12 2

1 Penyediaan Jasa Teknis dan Administrasi
Tidak ada Sub Kegiatan di 

Permendagri 90 tahun2019

2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam daerah
Tidak ada Sub Kegiatan di 

Permendagri 90 tahun2019

4-13 9

Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2020

Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2021

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2021

Program Kerjasama Pembangunan
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2022

Penyusunan Dokumen SDGs
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2023

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2024

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2025

KECAMATAN BARANTI

KECAMATAN KULO

Non Urusan

Bidang Urusan Perencanaan

INSPEKTORAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH

Unsur Penunjang urusan pemerintahan 



Koordinasi Kerjasama TSLP/CSR
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2026

Program Perencanaan Pembangunan  Sosial Budaya
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2027

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2028

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang  Budaya
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2029

Koordinasi dan Monev  Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Terdapat di renstra namun tidak ada di 

Permendagri 90 th 2030

4-14 3

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2 Upah Jasa Pihak Ketiga
honor pramubakti, penjaga malam, 

sopir, operator
3 Pembangunan Gedung Kantor

4-15
6

1 Penyumpahan CASN menjadi ASN

2 Sosialisasi dan Bimbingan Persiapan Masa Pensiun ASN

3 Pelayanan cuti ASN

4  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 

5  Pelayanan Administrasi Perkantoran  

6 Pembangunan Gedung Kantor  

BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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